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RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 20 1 8 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2019, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019.

Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan 0perasional,

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP ini merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan

Bendahara Umum Negara (LKBUN) menggunakan sistem aplikasi terintegrasi dalam kerangka Sistem Perbendaharaan

dan Anggaran Negara (SPAN).

I. TAPOBAIll BEATISAS! APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2019 dengan realisasinya, yang

mencakup unsur-unsurpendapatan, belanla, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31

Desember 201 9.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.960,63 triliun atau 90,56 persen dari APBN.

Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.309,28 triliun atau 93,83 persen dari APBN. Jumlah

realisasi Belanja Negara tersebut terdiridari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.496,31 triliun atau

91,55 persen dari APBN, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 812,97 triliun atau 98,33

persen dari APBN.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belania Negara, terdapat Defisit Anggaran

sebesar Rp348,65 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp402,05 triliun atau 135,83 persen dari

APBN. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp53,39 triliun. Ringkasan Laporan

Realisasi APBN TA 2019 dapat disajikan sebagai berikut:
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(Rp Triliun)

Uraian
Realisasi Anggaran TA 2019 (/adifeal Realisasi

Anggaran Realisasi Vo TA 2018

Pendapatan lllegara dan Hibah

Belanja lUegara:

L Belanja Pemerintah Pusat

ll. Transfer ke Daerah dan Dana

Desa

Surplus (Defisit) Anggaran

Pembiayaan llleto

2.t65,r 1

2.461,11

1.634,33

826,77

(296,00)

296,00

2.309,28

r.496,31

812,97

(348,65)

402,05

93,83

9r,55

98,33

2.213,11

1.455,32

757,79

1.960,63 90,56 r.943,67

117,79

135,83

(269,44)

305,69

SiTPA (SiKPA) 53,39 36,24

2. IAPORAIII PERUBAHAN SATDO ANGGABAT1I TEBIH

Laporan Peruhahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan

Saldo Anggaran Lebih (SAL)selama periode 1 Januari20l9 sampaidengan 31 Desember 2019.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp175,24 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SiLPA)sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp53,27 triliun, Penggunaan SAL sebesar

Rp15 triliun, dan Penyesuaian SAL adalah sebesar Rp931,27 miliar, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SALIAkhir

Tahun 2019 adalah sebesar Rp212,582 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

(Rp Triliun)

No Uraian
Tahun 2019

lAuditedt

Tahun 2018

lAudited

A SAL awal

B Penggunaan SAL

c sit_PAlsiKPA

D Penyesuaian SAI

E SAtakhir(A+B+C+D)

175,24

(15,00)

53,39

0,94

212,69

138.35

36.24

0,63

175.24
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3. IUERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewaliban, dan

ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.467,53 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar

Rp491,86 triliun, lnvestasiJangka Panjang sebesar Rp3.001,20 triliun, Aset Tetap sebesar RpS.949,59 triliun,

Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp56,88 triliun, dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp967,98 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.340,22 triliun yang terdiridari Kewajiban Jangka

Pendek sebesar Rp704,68 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp4.635,53 triliun. Dengan Demikian,

lumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar RpS.127,31 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)

Uraian
31 Desemher 2019

lAuditedt

31 Desember 2018

lAudited

Aset

Aset Lancar

lnvestasi Jangka Panjang

Aset Tetap

Piutang Jangka Panjang

Aset Lainnya

Tota! Aset

Kewajiban

Kewaliban Jangka Pendek

Kewaliban Jangka Panlang

Total Kewajiban

Ekuitas

Total Kewajiban dan Ekuitas

491,86

3.001,20

5.949,59

56,88

967,98

10.467,53

704,68

4.635,53

5.340,22

5.127,31

t 0.467,53

437,87

2.877,28

1 .931,05

57,18

1.021,88

6.325,28

750,50

4.166,97

4.917,47

1.407,80

6.325,28

4. TAPORAIIIOPERASIONAI.

Laporan 0perasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang

dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2019 sampai

dengan 31 Desember 2019.
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Dari Kegiatan 0perasional Pemerintah, Pendapatan-10 adalah sebesar Rp2.168,93 triliun, Beban sebesar

Rp2.422,81triliun, sedangkan surplus dari Kegiatan Non 0perasional sebesar Rp4,65 triliun, sehingga Oefisit-10

sebesar Rp 249,22 triliun.

Ringkasan Laporan 0perasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

(Rp Triliun)

lllo Uraian
3l Desember 2019

lAuditedi

31 Oesember 2018

lAudited'I Pendapatan-l0

2 Beban

3 Surplus/(Defisit)dariKegiatan0perasional

4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non 0perasional

5 Surplusl(Defisit) dari Pos Luar Biasa

6 Surplusl(Defisit)10

2.1 68,93

12.422,811

{253,88}

4,65

(249,221

2.169,15

12.249,591

(80,43)

(145,29)

|.225,731

5. TAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan

setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Saldo Awal Kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp240,15 triliun. Selama TA 2019 terjadipenurunan kas

dari aktivitas operasi sebesar Rp171,15 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp225,92 triliun,

kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp450,48 triliun, penurunan kas dari aktivitas transitoris sebesar

Rp41,42 triliun, penggunaan SAL sebesar Rp15 triliun, dan penurunan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar

Rpl,64 triliun. Dengan demikian, saldo akhir kas untuk periode yang berakhir pada 31 Oesember 2019 menjadi

Rp235,47 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar

Rp234, 1 8 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp 1 66,1 7 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah

yang Sudah Disahkan sebesar Rp3,95 triliun, Kas BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp10,81 triliun,

Kas dan Bank BLU yang belum disahkan sebesar Rp3,93 juta, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar

minus Rp20,05 triliun, dan Kas Transito sebesar Rp52,49 juta sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah

sebesar Rp208,96 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagaiberikut.
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(Rp triliun)

Uraian
31 Desember 2019 31 Desember 2018

lAaditedt lAuditedt

Saldo Awal Kas

Kenaikan (Penurunan) Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas 0perasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas lnvestasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Pengunaan SAL

Penyesuaian Pembukuan

Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas

Saldo Akhir Kas

Saldo Kas Pemerintah lainnya:

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan

Kas pada BLU yang telah Didepositokan (lnvestasi Jangka Pendek)

Kas pada BLU yang Belum Disahkan

Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)

Kas Transito (Kiriman Uang)

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas

240,15

(1 71 ,1 5)

1225,921

450,48

141,42l,

(1 5,00)

(1,64)

(4,67)

235,47

208,50

(8s,60)

1245,131

366,98

(5,37)

0,77

31,64

240,15

0,28

0,09

2,91

(6,21)

(58,60)

178,62

0,23

0,16

3,95

(10,81)

0,00

(20,05)

0,00

208,96

6. TAPOBAIII PEBUBAHATlI EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam pos ekuitas yang akan disalikan dalam Neraca

per 31 Desember 2019.

Ekuitas awal adalah sebesar Rp1.407,80 triliun, dikurangi defisit L0 sebesar Rp249,22 triliun, ditambah Koreksi.

Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp3.968,33 triliun, ditambah Transaksi Antar

Entitas sebesar Rp0,4 Triliun, sehingga Ekuitas Akhir adalah Rp5.127,31 triliun.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai herikut.
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(Rp triliun)

[Uo. Uraian 31 Desember 2019

lAuditedt

31 Desember 2018

lAudited

I

2

3

Ekuitas Awal

Surplus/Defisit L0

Koreksi-Koreksi yang Langsung

Mengurangi Ekuitas

Transaksi Antar Entitas

Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas

KenaikanlPenurunan Ekuitas

Ekuitas Akhir

Menambah/

1.407,80

1249,22t

3.968,33

0,4

3.719,50

5.121,31

1.540,78

1225,731

91,24

0,51

(132,97)

r.407,80

4

5

6

7

7. CATATATU ATAS TAPOBAN KEUANGAIII

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan

LKPP, kebijakan akuntansi yang diterapkan, dan penjelasan pos-p0s laporan keuangan dalam rangka pengungkapan

yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi

tambahan yang diperlukan.
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I-APORAN HASIT PEMERIKSAAN

ATAS TAPOBAN KEUANGAN

[aporan atas laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 12 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah

memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2019, Laporan

Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan

Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan

yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan

BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut

mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk

memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian

material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam

laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk

penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan

maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang

relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk merancang

prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini

atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup

evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat

oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyaiian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa

bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.
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0pini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang

material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan

saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal

tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan

pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian lntern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor

19b/LHP/XV/0612020 dan Nomor 19c/LHP/XV/0612020 tanggal 15 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari laporan ini.
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21 Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan Tahun 2018. 330

28 Komposisi Pendapatan 0perasional Tahun 2019 331

29 Komposisi Beban Operasional Tahun 2019

30 Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 353

31 Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas 368

343
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PEMERITllTAH BEPUBI.IK INDONES!A

TAPORAN BEATISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BEBAKHIB SAMPAI DENGAN 3I DESEMBEB 201g DAN 2018

1.5 1 8.789.777. r 5 1.030

1.47 2.907 .964.3 70.3 52

45.881.81 2.780.678

409.320.239.488.446

180.592.649.823.641

45.060.52 r.375.969
1 28.574.010.038.21 B

55.093.058.250.618

I 5.564.860.239.320

1.943.674.876.878.796

TA 2019 lAuditcdl TA 2018 (Audited)

Bealisasi
Uraian Catatan

Anggaran Bealisasi

% Bealisasi

terhadap
Anggaran

r.786.378.650.376.000
1.743.056.850.376.000

43.321.800.000.000

378.297.855.438.000
190.754.771.994.000

45.589.300.000.000

94.069.331.600.000

47.884.451 .844.000

435.3r0.000.000

r.546.1 4r.893.392. r 93

1. 505.088.202 .287 .697

41.053.691.1 04.496

408.994.346.200.875
r 54.895.286.766.287

80.726.1 19.206.790

124.503.627.232.432

48.869.312.995.366

5.497.343.992.92t

2.1 65.1 I 1.81 5.814.000 r.960.633.583.585.989

A. Pendapatan ilegara dan Hibah

l. Penerimaan Perpajakan

1. Pajak Dalam Negeri

2. P qak Perdagangan lnternasional

ll. Penerimaan [tlegara Bukan Pajak

1. Penerimaan Sumber [)aya Alam

2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

4. Pendapatan BLU

Jumlah Pendapatan ilegara dan Hibah (4.! + A.ll + A.ll!+A.lVl

8.2.1

8.2.1.1

8.2.1.1.1

8.2.1.1.2

8.2.1.2
8.2.1.2.1

8.2.1.2.2

8.2.1.2.3

8.2.1.2.4

8.2.t.3

86,55%

86,35%

94,76%

r08,1 1%

81,20%

177,07%

132,35%

102,06%

1262,860fi

90,56%
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PEMEBINTAH REPUBTIK !NDONES!A

TAPORAN REATISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BEBAKHIR SAMPAIDEilGAIU 31 DESEMBER 20I9 DAN 2018

amR

Uraian Gatatan

TA 2019 (Auditedl TA 2018 (Auditcd)

Anggaran Bealisasi

% Bealisasi

terhadap
Anggaran

Realisasi

B. Belanla lllegara

l. Belanja Pemerintah Pusat

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang

3. Belanja Modal

4. Belanja Pembayaran Bunga Utang

5. Belanla Subsidi

6. Belanla Hibah

7. Belanja Bantuan Sosial

8. Belanla Lain-lain

ll. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah

1. Dana Perimbangan

Dana Transfer Umum

8.2.2

8.2.2.1

8.2.2.1.1

8.2.2.1.2

8.2.2.1.3

8.2.2.1.4

8.2.2.1.5

8.2.2.1.6

8.2.2.1.7

8.2.2.1.8

8.2.2.2

8.2.2.2.1

8.2.2.2.1.1

8.2.2.2.1.1.1

r.634.339.5 r 8.94s.000
381.561 .093.432.000

345.230.681.636.000

1 89.343.1 97.146.000

215.885.267.880.000

224.320.857.1 16.000

1.940.650.000.000

1 02.055.51 6.233.000

1 14.002.255.506.000

826.772.533.532.000
756.772.533.532.000

724.592.590.224.000
524.223.7 46.62 r .000

r.496.3 r 3.886.364.770
376.074.259.852.6 1 I
334.4r 8.207.630.784

177.841.479.636.714

275.521.165.410.219

201.802.566.846.1 1 1

6.476.205.662.04s
112.480.254.777.629

1 1.699.746.548.649

812.973.423.142.6r 3

743.1 59.274.663.6r4
7r r.284.883.866.6r4
524.890.2 1 0.970.4 I g

91,55%

98,56%

96,87%

93,93%

99,87%

89,96%

333,71%

110,21%

10,26%

98,33%

98,20%

98,16%

r00,13%

1.455.324.879 .227 .617

346.890.764.906.966

347.468.335.'110.569

184.127.621.500.274

257.952.028.141.279
2 I 6.883.304.1 1 5.30 1

1.520.560.988.285

84.318.412.919.513

1 6. 1 63.845.545.430

757.792.938.057.379
697.933.529.448.1 04

668.643.196.262.r04
495. I 93.6r 8.043.420

SK No 020011 C
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PEMEBINTAH BEPUBT!K IIIIDONES!A

TAPORAN REATISASI APBN
UilTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAIII3I DESEMBER 201g DAIII 2018

h)

TA 2019 lAuditcd) TA 2018 (Auditcd)

% Bealisasi

tcrhadap
Anggaran

Realisasi
Uraian Gatatan

Anggaran Realisasi

1 06.350.1 63.929.000

417.873.582.692.000

200.368.843.603.000
69.326.700.000.000

1 31 .042. 143.603.000

10.000.000.000.000

1.200.000.000.000
20.979.943.308.000
70.000.000.000.000

103.979.972.414.419

420.9 1 0.238.556.000

r 86.394.672.896.1 g5

64. r 65.654.543.270

122.229.018.352.925
9.694.447.489.000
r.200.000.000.000

20.979.943.308.000
59.81 4.1 48.478.999

2.46 t. I t 2.052.48t.000 2.309.287.309.507.383

a. Dana Bagi Hasil

b. Dana Alokasi Umum

Dana Transfer Khusus

a. Dana Alokasi Khusus Fisik

b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

2. Dana lnsentif Daerah

3. Dana Keistimewaan DIY

4. Dana 0tonomi Khusus

Dana Desa

Jumlah Belanja ilegara (B.l + B.ll + B.lll)

8.2.2.2.1.1.1.1

8.2.2.2.1.1.1.2

8.2.2.2.1.1.2
8.2.2.2.1.1.2.1

8.2.2.2.1.1.2.2

8.2.2.2.1.2

8.2.2.2.1.3
8.2.2.2.1.4
8.2.2.2.2

97,77010

100,73%

93,03%

92,56%

93,27%

96,94%

100,00%

100,00%

99,73%

93,83%

93.704.038.394.420

401.489.579.649.000

173.449.578.218.684
58. 1 49.298.269.245

r 1 5.300.279.949.439

8.230.750.000.000
r.000.000.000.000

20.059.583.1 86.000

59.85s.408.609.275

2.213.11 7.8 I 7.284.9 g6

SK No 020010 C
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PEMEBINTAH BEPUBTIK I|llDOIUESIA

TAPORAN REATISASI APBN
UilTUI( PERIODE YANG BEBAKHIR SAMPA!DENGAN 3I DESEMBEB 20Ig DAN 2018

TA 2018 (Auditcd)TA 2019 (Auditcdl

Uraian Catatan
Anggaran Bealisasi

% Bealisasi

terhadap
Anggaran

Bealisasi

G. Surplus (Defisit) Anggaran (A- Bl

D. Pembiayaan

l. Pembiayaan Dalam [tlegeri (ileto]

1. Rekening Pemerintah

2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinlaman

3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restruktuilsasi

4. Surat Berharga Negara (Neto)

Penerimaan Surat Berharga Negara

Pengeluaran Surat Berharga Negara

5. Pinjaman Dalam ilegeri (Neto)

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri

6. Penyeilaan Modal Negara/Dana lnvestasi Pemeilntah

8.2.4
8.2.4.1

8.2.4.1.1

8.2.4.1.2

8.2.4.1.3

8.2.4.1.4

8.2.4.1.5

8.2.4.1.6

B.2.3 (296.000.236.667.000t

332.769.652.580.000
15.000.000.000.000

4.229.683.534.000

388.957.891 .000.000

482.419.505.000

1.956.367.535.000

1.473.948.030.000
(55.900.341.459.000)

(348.653.725.92 r.394)

4t 9.550.747.504.799
1 5.000.000.000.000

4.438.174.482.674
1 79.982.1 55.1 62

446.288.601.121.614
921.482.794.531.7 14

475.r94.193.410.100

3.032.970.1 34.099

4.242.231.101.525
1.209.260.967.426

(44.388.980.388.750)

117,790/o

126,08%

100,00%

104,93%

114,74%

628,70%

216,84%

82,04%

79,41%

(269.442.940.406.2001

302.s 1 5.788.492.391

4.829.999.737.177

163.619.880.616

358.398.491.s 44.783

782.313.242.27 1.401

423.914.150.7 26.618

1.353.81 8.791.21 5

2.429.387.504.746
1.075.568.713.53'l

(46.1 1 3.826.461.400)
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PEMEBINTAH REPUBT!K ITllDONES!A

TAPORAN REATISASI APBN
UIIITUK PERIODE YANG BEBAKHIR SAMPAIDENGAN 3I DESEMBEB 201g DAN 20I8

(Dalam

TA 20lg (Audited) TA 2018 lAuditcdl

% Bealisasi

terhadap
Anggaran

Realisasi
Uraian Catatan

Anggaran Bealisasi

(20.000.000.000.000)

(36.769.41 5.9 r 3.000)

60.280.479.702.000

30.000.000.000.000

30.280.479.702.000
(6.579.688.s 1 1.000)

(90.470.207.104.000)

(5.000.000.000.000)

(r 7.499.237.3 r 9.5481

7 4.210.001 .7 46.454

36.717.630.284.048

37.492.371.462.406
(5.716.481.102.380)

(85.992.757.963.622)

4t,5go/o

123,11%

12239%
123,82%

86,88%

95,05%

25,00%

296.000.236.667.000 402.051.5r0.r85.25r 135,83%

53.397.784.263.857

(r.121.315.000.000)

{1 5.000.000.000.000}

5.000.000.000

3.r 76.809.376.629

88.609.746.474.180

50.625.053.600.000

37.984.692.874.1 80
(9.099.739.73s.235)

(76.333.197.362.31 6)

305.692.597.869.020

36.249.657.462.820

7. Kewajiban Penjaminan

8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

9. Pembiayaan lain-lain

l!. Pemhiayaan luar ilegeri ([tletol

1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

a. Penarikan Pinjaman Program

b. Penarikan Pinjaman Kegiatan

2. Pemberian Pinjaman (Neto)

3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Jumlah Pembiayaan (D.l + D.ll)

E. Sisa lcbih (Kurang]Pembiayaan Anggaran-SilPA (SiKPA] (D-C)

8.2.4.1.7

8.2.4.1.8

8.2.4.1.9

8.2.4.2
8.2.4.2.1

8.2.4.2.1.1

8.2.4.2.1.2

8.2.4.2.2

8.2.4.2.3

B.2.5

SK No 020008 C
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LAPORAN PERUBAHAN

SALDO ANGGARAN LEBIH
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PEMERINTAH BEPUBI-IK IND(lNESIA

TAPORAN PEBUBAHAN SATDO ANGGARAN TEBIH
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam

Uraian Gatatan TA 2019 lAuditedl TA 2018 lAuditcdt

175.241.715.684.546 I38.353.0t5.853.598

53.397.784.263.857 36.249.657.462.820

(1 5.000.000.000.000)

2t3.639.499.948.503 I74.602.673.316.41I

(r .666.230.746.41 6)

725.1 05.589.69 1

819.451.289.822

(1 80.408.921 .594)

B. Penggunaan SAI sebagai Penerimaan Pembiayaan

Tahun Berjalan

G. Sisa Lebihl!(urang Pembiayaan Anggaran (SiLPA,SifPAl

Jumlah SAI Sebelum Penyesuaian (A + B + G)

D. Penyesuaian SAL

1. Penyesuaian Pembukuan

2. Penyesuaian Lain.lain

Total Penyesuaian SAL

E. SALD0 ATUGGARAIU IEBIH AIHIR {A + B + C + Il)

A. Saldo Anggaran Lebih Awal c.1

c.2

c.6

c.3

c.4

c.5

212.698.374.791.778 175.241.715.684.646

(94r.r 25.156.725) 639.042.368.228

SK No 041533 A
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PEMEilTTAII REPUE[IK IiIOOiIESIA

TIIERACA

PER 31 DESEI'BER 20Ig DAil 3I DTSEIIBEB 2(lI8

ASET

Aset lancar
Kas dan Setara Kas:

Kas di Rekening Pemerintah di Bank lndonesia dan Bank

Umum

Kas di Rekening Pernerintah Lainnya

Kas di Rekening Kas di KPPN

Kas dalam Transito

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas pada BLU

Jumlah Kas dan Setara Kas

Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

lnvestasi Jangka Pendek

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Piutang:

Piutang Perpaiakan

Piutang Bukan Pajak

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (TPITGR)

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang PFK

Piutang Lancar Kredit Pernerintah dan Piutang Jangka

Pendek Lainnya

Jumlah Piutang (Bruto)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Jumlah Piutang (Bersih)

Persediaan

Jumlah Asct lancar

!nvestasi Jangka Panjang

lnvestasi Jangka Panjang Non Pelmanen

0ana Bergulir

Dana Bergulir 0iragukan Tenagih

Jumlah Dana Bergulir (Bersihl

lnvestasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

lnvestasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya diragukan

Realisasinya

Jumlah lnvestasi Jangka Panlang Non Permanen

208.962.960.7r8.1 r4 178.625.211.629.388

o.2.1
D.2.1.1
0.2.1 .1 .1

0.2.r.r.1.1

D.2.1.1.1.2

D.2.1.r.1.3

0.2.1.1.1.4

0.2.1.r.r.5
0.2.1.r.r.6
0.2.1 .1.1.7

0.2.1.1.r.8

D.2.1.1.2
0.2.1.r.3
0.2.1.1.4
0.2.r.1.5
0.2.1.1.6
D.2.1.1.6.1

0.2.1.1.6.2

0.2.1.r.6.3
0.2.1.1.6.4

0.2.1

0.2.1

D.2.1

D.2.1

r.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1 51 .409.0 r 4.474.5 r 6

2.934.993.297.0r 6

2.89r.119.214.103

52.495.330

234.1 88.766.627

r 66. r 70.01 0.91 7

5.591.063.945.100

45.736.358.5 1 4.505

5.455.736.715
1 0.8 r 7.836.834.384

34.972.003.392.1 36

3.028.979.606.205

94.699.061.1 89.535

1 66.256.763.245.523

9.7r 7.488.844

135.727.647.729

23.r 10.067.194.249

6.1 97.466.897.279

7.496.739.323.375

9r 2.908.7r 5

lam

r 14.834.181.946.1r0

5.85 r .939.714.224

5.127.777.217.073
465

285.1 50.273.469

92.280.796.378

3.638.728.687.898

48.795.r 52.993.77 r

r 06.939.61 8.970
6.21 5.489.058.582

31.026.237.178.411

637.147.289.481

81.477.055.227.031

176.243.261.284.193

10.54r.206.650

132.923.950.960

23.609.406.852.881

6.295.339.227.1 89

7.520.013.178.234

230.659.224

775.312.000.000

7.2.D

0.2.r.1.6.9

297.906.455.895.249

0.2.1.r.6.r 0 '187.276.271.979.301
1 10.630.183.9r5.947
1 23.4s0.089.924.835

tt.2.1.2
0.2.1.2.1

D.2.1.2.1.1
D.2.1.2.1.2

47.117.342.143.810
1.120.492.707,

45.996.849.436.357
51.422.761.195.268

(256.632.1 85.268)
D.2.1.2.1.3
0.2.1.2.1.4

31 Desember 2018

lAaditedt
3l Desemhcr 2019

lAuditcd
Uraian Catatan

296.0M.083.586.362
( r 87.387.r 19.210.777l.

1 08.676.964.375.585
r r 2.590.656.928.1 85

49r.867.510.r 28.337 437.878.646.078.602

38.751.152.041.474
(r.0r 5.195.857.5431

37.735.956.1 83.931
46.347.382.486.948

(303.374.61 8.948)

SK No 041529 A
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PEMEBITTAH REPUBTIK IiID(,iIES!A

TIIERAGA

PER 31 OESEUBER 20I9 DAIT 3I DESEMBER 2III8

lnvestasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah

lnvestasi Permanen BLU

lnvestasi Permanen Lainnya

Jumlah lnvestasi Jangka Panjang Permanen

Jumlah Investasi Jangka Paniang

Aset Tetap

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, lrigasi, dan Jaringan

Aset Tetap lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jumlah Aset Tetap (Bruto)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jumlah Aset Tctap

Piutang Jangka Panjang

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rusi (TP/TGRI

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman

Piutang Jangka Panjang Lainnya

Jumlah Piutang Jangka Panlang (Brutol

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Paniang

Jumlah Piutang Jangka Panjang lBersihl

Aset Lainnya

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Penjaminan

Dana Kelolaan BLU

Aset Lain-lain

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Jumlah Aset lainnya lBruto]
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Jumlah Asct Lainnya (Bersihl

JUMTAH ASET

(Dalam

2.397.253.380 .483.284
8.913.486.508

506.775.859.457.526

3.00 t.20r.t 31.873.675 2.87 7 .282.832.0 67. 5 3 2

D.2.1.2.2.1
0.2.1.2.2.2
D.2.1.2.2.3

0.2.1.3
0.2.1.3.1

0.2.1.3.2

D.2.1 .3.3

0.2.1.3.4

0.2.1.3.5
0.2.1.3.6

o.2.1.4
0.2.1.4.1

D.2.1.4.2

D.2.1.4.3

D.2.1.4.4

D.2.1.5

D.2. 1 .5.1

D.2.1.5.2

D.2.I .5.3

0.2. r .5.4

0.2.1.5.5

0.2.1 .5.6

D.2.1.5.1

4.565.754.448.540. 1 6 r

643.684.366.6r 7.6r 0

365.443.028.479.378

852.1 63.469.354.018

50.63 1.1 30.262. r 02

1 37.288.502.462.037

6.6 r 4.964.945.7 r 5.306

85.835.295.500

r 79. r 83.980.687

57.465.257.01 0.430

2.837.258. r 48.580
60.567.534.435. r 97

56.888.975.528.228

.3.D.2.

.4.50.2.

I

1.0 r 8.648.023.083.i36

590.286.694.01 6.479

287.028.466.749.583

593.24r.196.85 r.828

55.538.219.r 73.610

I 30.585.1 26.268.737

2.67 5.327 .7 26. 1 43. 97 3

(744.276.685.956.335)

t.931.051.040.187.638

95.661.712.269
r 63.209.394.539

57.777.575.276.481

2.566.599.689.666

60.603.046.072.955

13.414.291 .568.549)

57.1 88.754.504.406

290.379.62 r.425.039

39.697.831.857.235

192.908.799.354.854

4.449.053.1 84.785

53.73 1 .897.004.834

671.202.r 65.882.987

1 r.808.679.526.r94

t.264. 1 78.048.235.928
(28 1 .071 .678.085. r 83)

15.124.922.825.1

967.98 t.447.325.579

1 42.696.848.1 59.92 1

35.776.524.869.463
212.155.787.167.225

4.449.043.145.097

57.173.480.419.942

843.r 00.479.849.556
10.482.359.272.377

3l Desember 2018

lAudited
3l Desember 2019

Uraian Catatan

2.904.038. 1 53 .427 .31 I 2.793.502.868.0 r 5.60 1

2. 28 6. 384.989 .21 4.962
8.743.1 90.882

507.1 09.r 35.609.757

5.949.595.402.49 r.4r 4

1.305.834.522.883.58 1

127 1 .7 38.397 .143.944)
(12.211.622.116.2451

1.02 1.884.5 I 3.023.392

6.325.285.785.85 1.570

SK No 041528 A
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REPUBLIK INDONESIA

-t2-
PEMERITIAH BEPUBIIK IiIO(liIESIA

iIERACA
PER 3I OESEIIBER 2(lI9 OAil 3I OESEUBER 2(lI8

h):

3l Dcscmber 2019
lAuditcd

3l Desember 20t8
lAudited

CatatanUraian

3.991 .926. 1 75.494

99.88 r .440.679.6r 5

63.568.707.486.877
30. r 30.298.770.683
42.508.894.037.204

368.352.663.805.325
(r 01 .25 r .794.000)

78.266.476.000

r 02.s00.000.000.000
(r .664.040. r 94.000)

24.856.986.958.91 1

1 5.685.573.384.005

280.090.r69.r68

32.878.446.202
750.502.434.401.484

5.724.587.516.213

3.23 r.655.44 r.684.556
(34.929.436.432.000I

35.276.299.r 21.000

43.3 r 4.553.530.000

5.326.890.009.308

1 54.61 9.584.439.8 r 8

1 1.627.039.378.875

714.334.793.r86.942

25.374.379.633

3.45 2.6 1 4.959 .247 .7 7 0

7r4.360.r 67.566.575

KEWAJ!BAtt|
Kewajiban Jangka Pcndek

Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Bunga

Utang Subsidi

Utang Transfer

Bagian Lancar Utang Jangka Paniang

Unamortized 0iscount

Unanortized Preniun

Utang SBN Jangka Pendek

Unanortized 0iscount

Unamortized Premium

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Yang Ditangguhkan

Utang Jangka Pendek lainnya

Jumlah Kcwajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Paniang

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panlang Pinjaman Dalam Negeri

Utang Jangka Panlang SBN Dalam Negeri

Unamortized Discount

Unamortized Premium

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Subsidi

Jumlah Utang Jangka Panlang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMTAH KEWAJIBAiI

EKUITAS

JUMTAH KEWAJIBATII DAITI EKUIIAS

D.2.2
D.2.2.1
D.2.2.1.1

0.2.2.1.2
0.2.2.1.3
D.2.2.1.4
D.2.2.1.5

0.2.2.1.6

0.2.2.1.7

t 0.2.2.2
i o.z.z.z.t
i 0.2.2.2.1.1

D.2.2.2.1.2

0.2.2.2.1.3

D.2.2.2.1.4

0.2.2.2.1.5

0.2.2.2.1.6

D.2.2.2.2

D.2.2.2.2.1

D.2.2.2.2.2

0.2.3

5.709.1 45.435.339
r 30.742.404.048.899
67.847.210.447.268
r r.234.735.r 72.695

48.735.r 53.480.379

31 6.31 7.377.496.950
(r27.084.43r.000)

215.059.457.000

79.1 10.000.000.000
(r.134.r43.2r5.000)

28.578.908.772.939

r 6.963.437.058.895

r 97.91 7.075.973

291.95r.872.644
704.682.072.672.98 1

8.663.939.872.341

3.7r 4.85 1.256.058.41 5

(37.092.489.249.000)

38.946.454.751 .000

669.808.470.045

224.737.743.429.342

1 6.988.1 93.854.354

667.750.107.263.1 14

24.499.064.239

D.2.2.1.8

0.2.2.1.9

0.2.2.1.10

0.2.2.1.11

.r 86.497

667.774.606.327.353

4.635.539.5 1 3.5r 3.850

5.340.22 1.586.r 86.83 r

5.127.312.881 160.402

r 0.467.534.467.347 .233

4.t 66.975. I 26.8 t 4.345

4.917 .477 .561 21 5.823

1 .407 .808.224.645.7 4 1

6.325.285.785.86 t.570

SK No 041521 A
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PEMERINTAH BEPUBTlK INDONESIA

TAPOBAN OPERASIONAT
UTIITUK PERIODE YANG BEBAKHIR SAMPAIDENGAIII3I DESEMBEB 20I9 DAN 31 DESEMBER 20I8

(Dalam Ru iah)

JUMTAH KE ItI AI KAtU (PEtII URU ItI AI'I)
UBAIAITI Gatatan

2019 lAuditedt 2018 lAuditedt JUMI-AH oh

790.341.321.171.014

534.938.702. 155.77 4

21.627.658.921.437

181.009.918.441.271

8.600.854.484.66r

37.560.846.208.126

3.432.159.153.269

22.422.050.495

731.838.1 17.941.363

526.856.640.020.385

20.r 36.546.791.758

168.411.147.414.517

6.796.688.674.946

39.4M.702.540.677

6.665.716.676.905

127.142.816.3141

58.503.203.229.651

8.082.062.135.389

r.491.1 12.129.679

12.598.171.026.754

1.804.165.809.715

(1.s03.856.332.55 r )

(3.233.557.523.6361

49.564.866.809

7,99%

1.53%

7,41%

7,48010

26,540h

14,820h1

(48,51%)

182,61Y0

I(EGIATAN OPERASIOITIAT

PEITI DAPATAIll OPEBASIOTtlAT

PE ]'I DAPATAIT PE BPAJAKAltl

Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Cukai

Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan Bea Keluar

Pendapatan Pajak Lain-lain

Jumlah Pendapatan Perpajakan

P E ttl DA P AT A III P E ItI EB I M A AIII ttl E G ABA B U KAil P AJ A K

5,16%

8.2.1

8.2.1.1

E.2.1.1.1

E.2.1.1.1.1

E.2.1.1.1.2

E.2.1.1.1.3

E.2.1.1.1.4

E.2.1.1.1.5

E.2.1.1.1.6

E.2.1.1.1.7

E.2.1.1.1.8

E.2.1.1.2

r.577.533.882.586.047 1.500.r43.017.2M.237 77.390.865.34t.810

SK No 020005 C
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PEMEBINTAH BEPUBTIK INDONESIA

TAPORAN OPERASIONAT
UIIITUK PERIODE YANG BEBAKHIR SAMPAIDEIIIGAIII3l DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam iah)

KEtt| AI KAITI (PEN U BU ltl AtT }JUMTAH
URAIAN Gatatan

2019 (Auditedt 2018 lAudited JUMTAH %

(18,51%)

(0,87%)

114,l3o/ol

(11,06%)

172.627.170.7 00.849

237.410.883.862.r 02

1 16.779.973.933.458

50.274.215.346.364

21 1.849.605.126.532

239.499.61 1.090.293

136.947.279.857.210

56.528.281.085.047

.39.222.434.425.683)

.2.088.727.228.1911

(20.167.305.923.7521

(6.254.065.738.683)

(67.732.533.3r 6.309)

(9.878.733.648.443)

(9.878.733.648.443)

(10,50%)

(40,85%)

(40,85%)
14.304.684.937.0r 7

14.304.684.937.011

577.092.243.842.713

24.183.418.585.460

24.r 83.4r 8.585.460

64p.824.777.159.082
E.2.1.1.3

E.2.1

E.2.1

E.2.1

E.2.1

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

2.r 68.930.8t 1.365.837 2.1 69.t 5t.2 r 2.988.779 1220.401.622.942t (0,0t%)

Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Palak Lainnya

Pendapatan Badan Layanan Umum

Jumlah Pendapatan Penerimaan ilegara Bukan Pajak

PEltlDAPATATU HIBAH

Pendapatan Hibah

Jumlah Pendapatan Hibah

JUMTAH PEITIDAPATATT OPERASIOTtlAT

SK No 020004 C
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REPUELIK INDONESIA

-t6-
PEMEBINTAH BEPUBTIK INDONESIA

TAPORAN OPEBASIONAT
UNTUK PERIODE YANG BEBAKHIB SAMPAI DEilGAtU 3I DESEMBER 20I9 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam iah)

JUMIAH KEltl AIKAItl (PE ItI UR U ItI AIII)
ohURAIAIII Gatatan

2019 lAuditedt 2018 lAudited JUMTAH

E.2.1.2

E.2.1.2.1

E.2.1.2.2

E.2.1.2.3

E.2.1.2.4

E.2.1.2.5

E.2.1.2.6

E.2.1.2.1

E.2.1.2.8

E.2.1.2.9

E.2.1.2.10

E.2.1.2.|
E.2.1.2.12

E.2.1.2.t3

E.2.1.2.14

31.081.912.018.225

3.477 .480.773.658

(3.921.986.314.051)

(8.328.673.1 40.071 )

2.244.672.991.846

17.041.409.132.905

32.428.304.558.988

(7.390.1 73.014.894)

4.955.646.297.924

25.348.373.027 .180

43.072.883.974.475

(20.57 1 .890.792.41 6)

67.381.072.28 r.065
(13.s93.312.987 .704l.

8,85%

11,62%

irz,240/ol

l22,25ohl

5,13%

42,22%

13,25010

{3,76%)

325,91%

30,740h

5,60%

125,77%l

39,1 6%

(55,55%)

BEBAN OPERASIOltlAT

Beban Pegawai

Beban Persediaan

Beban Barang dan Jasa

Beban Pemeliharaan

Beban Perjalanan Dinas

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada MasyarakatlPemda

Beban Pembayaran Kewajiban Utang

Beban Subsidi

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Beban Lain-lain

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

382.251.096.849.470

33.410.211.463.784

171.429.r31.951.638

29.105.984.972.258

46.036.396.023.330

57.402.680.361.704

277.233309.943.610

189.329.386.425.202

6.476.207.286.209

107.813.615.472.422

812.767.334.158.535

59.257.426.487.1 16

239.427.708.843.197

10.875.248.501.843

35r.r 69.184.831.245

29.932.790.690.126

175.35r.1 18.265.689

37.434.658.1 12.329

43.791.723.03 r.484

40.361.271.228.799

244.805.005.384.622

196.719.559.440.096

1.520.560.988.285

82.465.242.445.242

769.694.450.184.060

79.829.31 7.279.532

172.046.636.562.132

24.468.561.489.547

SK No 020003 C
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PEMERINTAH REPUBT!K IIUDOTTIESIA

TAPORAN OPERASIONAT
UITITUK PERIODE YANG BEBAKHIB SAMPAIDETI|GAN 31 DESEMBER 2019 DAIU 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIA]'I Gatatan
JUMTAH KEtt|A!KAItl (PENUBUiI A[I)

2019 (Auditeti 20lS lAudited JUMTAH oh

JUMTAH BEBATU OPERASIOTUAT

SUBPTUSIO EFISIT) DABI !(EGIATA ]tI O PEBASI Of'IAt

KEGIATAITI ltl0 tll 0PERASl0ilAt

SUBPTU SI(D EFISIT) PEI.EPASAttl ASET IlI O iI tAiI CAR

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Surplusl(Defisit) Pelepasan Aset Non lancar

S U R PtU S'(D E F I S ! T) P E ItI Y E tE S AI A tT K EWA J I B A tU J A II G K A PA tt| J AIII G

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Beban Penyelesaian Kewajihan Jangka Panjang

Jumlah Surplusl(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang

E.2.2

E.2.2.1

E.2.2.1.1

8.2.2.1.2

E.2.2.2

E.2.2.2.1

E.2.2.2.2

2.422.815.1 98.740. 3 r I 2.249.590.079.933. r 88 173.225.718.807.130 7,700/0

(253.884.987.374.48 r )

480.763.876.297

6.376.631.896.948

(80.438.866.944.409)

392.274.523.533

4.922.299.920.406

fl 73.446.120.430.072)

88.489.352.764

1 .454.331 .976.542

215,62V0

22,56%

29,55%

(5.8s5.868.020.65r)

5.807.000.000

383.890.000.000

(4.530.025.396.873)

2.787.500.000

fl.365.842.623.778)

5.807.000.000

381.102.500.000

30,1 5%

1 3.671 ,84%

(378.083.000.000) (2.787.500.000) (375.295.500.000) 13.463,52%

SK No 020002C
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PEMEBINTAH REPUBTIK INDONESIA

LAPORAN OPEBASIONAT
UNTUK PERIODE YAI'IG BEBAKHIR SAMPAIDENGAN 31 DESEMBER 201g DAN 31 DESEMBEB 2018

(Dalam ah)

KENA! KATII (PEttl UR UN Attl)JUMTAH

%
uRAtAtI Gatatan

2019 lAuditedt 2018 lAuditedt JUMI.AH

125.751.731.865.679

1 14.81 9.433.041 .760

59.843.747.196.323

200.602.170.591.376

65.907.984.669.356

(85.782.737.549.61 6)

110,13%

(t42,760/rl

r s1.690.722.218.972 (107,770h)t 0.932.298.823.919 (1 40.758.423.395.053)

149.949.584.095.r 94 1103,210/ol4.658.347.803.268 fl 45.291.236.291 .926)

l0,4lo/o

SURPTUS'(DETISIT) DABI KEGIATATTI TIION OPEBASIOTUAT TAIilIIIYA

Pendapatan dari Kegiatan Non 0perasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non 0perasional Lainnya

Jumlah Surplusl(Defisit) Dari Kegiatan [Uon 0perasional [ainnya

SUBPTUS'(DEFISID DARI KEGIATAIT ilOtU OPERASIOttlAI.

POS tUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa

Beban Luar Biasa

SURPTUSI(DEFISIT} DARI POS tUAR BIASA

suBPr.usl(0EHstT) t0

E.2.2.3

E.2.2.3.1

E.2.2.3.2

E.2.3

E.2.3.1

E.2.3.2

(249.226.639.571.2r 3) (225.730. r 03.236.335) 23.496.536.334.878

SK No 020001 C
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PEMERIITTAH BEPUBLIK INDONESIA

TAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BEBAKHIR SAMPAI DETI|GAN 3I DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam

Catatan TA 20lg lAaditcd TA 2018 lAuditedUraian

749.977.029.683.808

537.267.909.259.264

1 9.1144.91 3.884.758

32.748.454
1 59.588.552.586.225

6.629.526.207.843

41.053.691.104.496 45.881.8r 2.780.678

772.265.718.286.668

53 r.577.293.855.031

21.145.900.040.486

172.421.940.270.562

7.677.349.834.950

1.546.141.893.392.193 1.518.789.777.151.030

154.895.286.766.287 180.592.649.823.641

80.726.1 19.206.790 45.060.521.375.959

128.282.486.329.481

55.093.058.250.618

1 24.1 57.596.399.650

48.869.31 2.995.366

408.648.31 5.368.093

5.497.343.992.921

409.028.71 5.779.709

1 5.564.860.239.320

r.960.287.552.753.207 1.943.383.353.170.059

376.074.259.852.619

334.418.207.630.784

275.52 r.165.410.219
20r.802.566.846.1 1 1

6.476.205.662.045

112.480.254.777.629

r r.699.746.548.649
39.158.751.141.991

61.684.868.346.770

3.136.352.925.658

420.910.238.556.000

64.1 65.654.543.270

346.890.764.906.966

347.468.335.1 10.569

257.952.028.141.279
2r6.883.304.115.301

1 .520.560.988.285

84.318.412.919.513

16.r 63.845.545.430

45.695.1 78.904.793

45.086.668.324.382

2.922.191.165.245
401.489.579.649.000

58.149.298.269.245

31.874.390.797.000

122.229.018.352.925

69.814.148.478.999

29.290.333.1 86.000

1 1 5.300.279.949.439

59.859.408.609.275

2.131.445.829.870.669 2.028.990.189.784.722

A. ARUS I(AS DABI AKTIVITAS OPERASI

l. Arus Kas Masuk

1. Peneilmaan Perpalakan

a. Pendapatan Pajak Penghasilan

b. Pendapatan Pajak Penambahan Nilai

c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

d. Pendapatan BPHTB

e. Pendapatan Cukai

f. Pendapatan Pajak Lainnya

g. Pendapatan Pajak Perdagangan

lntemasional

Total Penerimaan Perpajakan

2. Peneilmaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

a. Pendapatan Sumber Daya Alam

b. Pendapatan dari Kekayaan Negara

Dipisahkan

c. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan

Paiak Lainnya

d. Pendapatan Badan Layanan Umum

Total PNBP

3. Penerimaan Hibah

Jumlah Arus Kas Masuk (A.l)

ll. Arus Kas Kcluar

1. Belanla Pegawai

2. Belanla Barang dan Jasa

3. Belanja Pembayaran Bunga Utang

4. Belanja Subsidi

5. Belanla Hibah

6. Belanja Bantuan Sosial

7. Belanja Lain-Lain

8. Dana Bagi Hasil Pajak

9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

10. Dana Bagi Hasil Cukai

1 1. Dana Alokasi Umum

1 2. Dana Alokasi Khusus Fisik

13. Dana 0tonomi Khusus, Dana Keistimewaan

OlY dan Dana lnsentif Daerah

14. Oana Alokasi Khusus Non Fisik

1 5. Dana Oesa

Jumlah Arus Kas l(eluar (A.ll)

Arus Kas Bcrsih dari Aktivitas Operasi
(A.l -A.ll)

F.2.1.1.1.7

F.2.1.1.2.2

F.2.1.1.3

F.2.1

t.2.1.1

F.2.1.1 .1

t.2.1.1.1.1

F.2.1.1.1.2

t.2.1.1.1.3

F.2.1.1.1.4

F.2.1.1.1.5

F.2.1.1.1.6

F.2.1.1.2

F.2.1.1.2.1

F.2.1.1.2.3

F.2.1.1.2.4

F.2.1.2

F.2.1.2.1

F.2.1.2.2

F.2.1.2.3

F.2.1.2.4

F.2.1.2.5

F.2.1.2.6

t.2.1.2.7
F.2.1.2.8

F.2.1.2.9

F.2.1.2.10

F.2.1.2.11

F.2.1.2.12

F.2.1.2.13

t.2.1.2.14
F.2.1.2.15

1171.158.277.117.4621 (85.606.836.614.663)
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TAPOBAN ARUS KAS
UilTUK TAHUITI YANG BERA!(HIB SAMPAIDEilGAN 31 DESEMBER 201g DAN 2018

(Dalam

Uraian Catatan TA 20lg lAaditGd TA 2018 lAuditedl

1 79.982.1 55. 1 62

1.376.096.205.074

775.311.999.999

346.030.832.782 291.523.708.737

1 63.61 9.880.61 6

775.3 r 2.000.001

2.677.421.193.017 1.230.455.589.354

177 .841.479.636.7 14 184.127 .627 .500.27 4

5.000.000.000.000

8.200.000.000.000

23.565.076.593.824

14.000.000.000.000

1 5.000.000.000.000

5.530.000.000.000

9.431.096.461.400

32.274.045.000.000

228.606.556.230.538 246.362.768.961.674
(225.929.r35.037.521t 1245.132.313.372.320l,

3.662.862.482.675

940.725.025.633.239

74.210.001.746.454
784.742.629.776.147

88.609.746.474.180

4.054.687.737.1 76

5.000.000.000

r.0 1 8.597.889.862.368 877.4 1 2.063.987.503

476.403.454.377.526

85.992.757.963.622

424.990.31 9.440. r 49

76.333.197.362.31 6

5.716.481.102.380 9.099.739.735.235

568. t I 2.693.443.528 51 0.423.256.537.700

r.71 6.41 5.098.932

2.81 7.768.874.869
(45.959.771.656.851 )

(52.495.332)

(513.959.408.91 1)

3.498.307.51 3.555
(8.693.890.485.382)

330.588.756. I 76

450.485.r96.4t8.840 366.988.807.449.803

(4t.425.640.r 78.382) (5.378.953.624.562)

B. ABUS KAS DAB! AKTIVITAS ITTIUESTAS!

l. Arus Kas Masuk
'1. 

Pengelolaan dan Penjualan BMN

2. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program

Restruktuilsasi

3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

4. Penerimaan Cicilan Pokok lnvestasi Pemerintah

Jumlah Arus Kas Masuk (B.l)

!1. Arus Kar Kcluar
1. Belanla Modal

2. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri -

Pengembangan Pendidikan Nasional

3. Pengeluaran Pembiayaan [)ana Bergulir

4. Penyertaan Modal Negara

5. Pengeluaran lnvestasi Pemerintah

Jumlah Arus Kas Keluar (B.ll)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas lnyestasi
(8.! . 8.il1

C. ABUS KAS DABI AKTIUITAS PEITDAII|AAITI

l. Arus Kas Masuk

1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian

Pinjaman

4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Jumlah Arus l(as Masuk (C.ll

ll. Arus l(as Keluar

1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeil

3. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari

Subsidiary loan Agreenent

Jumlah Arus l(as Kaluar (C.l!)

Arus l(as Bersih dari Aktiuitas Pendanaan
(c.! .c.!!l

D. ARUS KAS DAB! AKTIVITAS TRATTISITOBIS

l. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

2. Transito (Neto)

3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)

4. Kiriman Uang Antar Bekening Bank (Neto)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

t.2.2
F.2.2.1

F.2.2.1.1

F.2.2.1.2

F.2.2.1.3

F.2.2.1.4

t.2.2.2
F.2.2.2.1

F.2.2.2.2

F.2.2.2.3

F.2.2.2.4

t.2.2.2.5

t.2.3
F.2.3.t

F.2.3.1.1

F.2.3.1.2

F.2.3.1.3

F.2.3.1.4

t.2.3.2
F.2.3.2.1

F.2.3.2.2

F.2.3.2.3

F.2.4

F.2.4.1

F.2.4.2

F.2.4.3

F.2.4.4
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PEMEBIIUTAH BEPUBTIK ITllDONESIA

TAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUil YANG BERAKHIB SAMPAI DEIUGAil 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Dalam

Uraian Catatan TA 20lg lAudittd TA 2018 lAudited

XEITIA!KAIU (PEilUBUIiIA]tlI KAS SEBETUM

TOBEKSI PEMBUKUATTI

Penggunaan SAL

Koreksi Pembukuan

KEITAIKAIT (PEItIUBU tUAItI) KAS SETETAH KORE!(SI

PEMBUKUA!U

sAr.D0 AwAt tGs
sAtDo Ar(HtB l(As

Xas di Bcndahara Pengcluaran

Xas di Eendahara Pcncrimaan

l(as lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang

Sudah Disahkan

Kas 8[U yang tclah Didepositokan llnvestasi Jangkr
Pendck BlUl
Kas BLU yang Bclum Disahkanllainnya

l(aslDana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset

Iainnyal
Kas Transito (Kiriman Uang)

SAI.DO AKHIR I(AS DAITISETABA KAS

F.1.2

F.1 .1

F.1.3

I t.972.t44.085.475

{1 5.000.000.000.000}
(1.647.087.428.5771

30.870.703.838.258

775.775.692.984

(4.674.943.343.t02) 31.645.479.53r.242

240.152.602.171.525 208.506.122.640.283

235.477.658.828.423 240.152.602.171.525

234.r88.766.627
t66.r70.0t0.9r7

3.956.502.008.86 r

285.1 50.273.469

92.280.796.378
2.91 r.840.057.r54

1r 0.8r 7.836.834.384t (6.2 r 5.489.058.582)

(3.932.640)

(20.053.770.625.020) (58.601.r72.611.021)

46552.495.330

208.962.960.7r8.il4 178.625.21t.629.388
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LAP()RAN PERUBAHAN

EKUITAS
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PEIJIERITIAH REPUBI.H ITOOXESIA

TAPORAII PERUBAHAT EI(UIIAS
UXTUI( PTRIOOE YA[6 BERATHM SAilPII OEX6Ail 3I DTSEHBER 20Ig OAX 3I OESTITEER 20I8

(Dalam ht

Uraian Gatrtan
3l Desomber 2019

lAadited
31 Oesambcr 2018

lAudited

KOBETS[(OBEI(SI YATTG I.AiIGSUtTG

MEiIAMBAH'MEiIGURAtU GI EI(UITAS

Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian SiIPA

Koreksi Nilai Persediaan

Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Lainnya

JUMTAH I(OBEKSl.TOBEKSI YAITG

tAt{GSUITG MEiIAMBAH' MEilGUBAITGI
EKUITAS

TRAIUSAI(SI ATTTAB EITITITAS

KETTAI XAiI'PEtT UBU ItIAItI EKUITAS

EKUITAS AWAL

EKUITAS AKH!B

suBP!.usl(DEHsrT) r0

G.3.1

G.3.2

G.3.3

G.3.4

G.3.5

G.3.6

G.3.7

G.1

G.5

G.2

G.4

G.6

G.3

1.407 .808.224.6 45.7 41

(249.226.63s.57 r.2 r 3)

(1.304.223.887.208)

4.175.849.408.082

4. 1 1 3.2 1 3.33 6.254.225
(82.075.076.826.694)

(7.901.610.374.19r )

157 .177.054.138.064)

3.968.331.21 9.836.1 50

400.076.249.724

3.71 9.504.656.51 4.66 I

5.1 27 .31 2.88r . I 60.402

t.540.783.656.928.940

(225.730. r 03.236.335)

273.314.147.911

1.501.069.710.656

6.005.920.659.013

16.758.324.262.6231

91.2r 9.517.945.695

92.241.498.200.652

513.172.752.484

fl 32.975.432.283.r 99)

t .407 .808.224. 6 45.7 4 t
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CATATAN ATAS TAPORAN KEUANGAN

Perekonomian global

tahun 2019

cenduung nengalami

pelenahan akibat

tekanan perang

dagang AS dan

Tiongkok serta isu

geopolitik dan isu

lainnya sehingga

berada pada kisaran

2,90 percen.

A. PENJETASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia

2. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2019.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

lnstansi Pemerintah.

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan

Akun Standar.

A.2. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAT'KEUANGAN

A.2.I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKBO G!-OBAT DAN INDONESIA

Laiu perekonomian global cenderung mengalami tekanan sejak berlangsungnya perang dagang

antara AS dengan Tiongkok. Perang dagang kedua negara raksasa ekonomi dunia tersebut

mendorong timhulnya kekhawatiran pasar terhadap ketidakpastian masa depan perekonomian

global sehingga menekan pertumbuhan ekonomi global. Sentimen negatif pada perekonomian

global dirasakan sepanjang tahun 2019. lsu pengenaan tarif impor baru dari kedua belah pihak,

dugaan cunency manipulation yang dituduhkan oleh AS kepada Tiongkok untuk melemahkan

nilai mata uang yuan terhadap dolar AS, serta langkah intervensi AS terhadap isu kehijakan

ekstradisi di Hong Kong mendorong dinamika hubungan antara AS dan Tiongkok yang akhirnya

mendorong perekonomian global semakin tertekan. Selain isu ketegangan perang dagang AS

dan Tiongkok, beberapa faktor lain turut menekan laju perekonomian global antara lain isu

ketegangan geopolitik di beberapa wilayah seperti Timur Tengah yang menimbulkan

ketidakpastian pada harga minyak dunia, kekhawatiran atas dampak keputusan lnggris keluar

dari Uni Eropa lBritish Exit/Brexil bagi ekonomi kawasan, sefta penurunan produktivitas
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ekonomi di beberapa negara maju akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk usialaniutlaging

population denognphfi.

Rilis data lilorld Econonic 0utlooklWE\l updateJanuari 2019 memberi sinyal pelemahan atas

laju perekonomian global dimana pertumbuhan ekonomi global tahun 201 I diproyeksikan berada

pada 3,50 persen, setelah pada tahun 2018 berada pada kisaran 3,60 persen. Selanjutnya, pada

rilis data WED update April 2019, pertumbuhan ekonomi global kembali terkoreksi menladi

kisaran 3,30 persen. Pelemahan tersebut terus berlanjut hingga Semester ll 20'19 yang

merespon kondisi ketidakpastian global terhadap ketegangan perang dagang AS dan Tiongkok

yang tensinya kembalimeningkat. Rilis data WEO 0ktober 2019 mencatat pelemahan ekonomi

global yang semakin dalam dengan nilai pertumbuhan berada di kisaran 3,00 persen yang

merupakan pertumbuhan ekonomi global terendah sejak krisis keuangan global di tahun 2008.

Pertumbuhan ekonomi global hingga akhir tahun 2019 terus mencatatkan pelemahan.

Berdasarkan rilis data WE9 Update April 2020 nilai pertumhuhan ekonomi globaltahun 2019

kembali terkoreksi hingga berada pada kisaran 2,90 persen, walaupun di penghulung tahun

2019 beberapa isu herhasil mendorong peningkatan sentimen positif pasar, antara lain sinyal

peningkatan aktivitas perdagangan global, upaya perbaikan perundingan dagang AS dan

Tiongkok, serla penurunan kekhawatiran pasar terhadap isu Brexit.

Grafik 1.

Sunber: lnternational Mlnetary fund

Pasar global memberikan sinyal kekhawatiran atas pelemahan ekonomi AS sebagai dampak dari

tensi perang dagang dengan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi AS tahun 2019 tercatat berada

pada kisaran 2,30 persen yang mengalami penurunan dari pertumbuhan tahun 2018 sebesar

2,90 persen. Kondisi ketidakpastian perekonomian global juga mendorong penurunan investasi.

lndikasi penurunan investasi tersebut diperkuat dengan kurva imbal hasil terbalik linverted yield

curvd alas surat berharga Pemerintah AS bertenor pendek yang lebih tinggi daripada tenor

jangka panjangnya. Sebagai langkah antisipasi untuk merespon pelemahan ekonomi yang

semakin dalam, AS melakukan pelonggaran moneter melalui keputusan The Fed menurunkan

suku bunga acuan pada 

bulan Juli, September, dan 0ktober 2019 secara kumulatif sebesar 75

bps menjadi rentang 1,50 hingga 1,75 persen.
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Perlambatan ekonomi AS sebagai salah satu mitra dagang yang penting bagi Eropa berdampak

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya penurunan

aktivitas produksi yang disertai dengan turunnya nilai perdagangan antar US dan Eropa yang

menyebabkan turunnya permintaan global. Pada WEO Update April 2020, pertumbuhan

ekonomi kawasan Eropa sebesar 1,20 persen, yang menurun dari tahun 2018 sebesar 1,90

persen. Selain dampak perang dagang, perlambatan ekonomi Eropa juga dipicu oleh kondisi tarik

ulur penyelesaian status lnggris keluar dari Zona Uni Eropa (Brexil setelah lnggris dan Uni Eropa

menyepakati perpanjangan waktu penyelesaian Brexit.

Selain isu Brexit, empat negara dengan perekonomian terbesar di Kawasan Eropa yaitu Jerman,

Perancis, ltalia, dan Spanyol juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi agregat pada Kawasan Eropa. Dari empat negara

tersebut, Spanyol memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif baik yaitu sebesar 2,00 persen,

walaupun mengalami perlambatan dari tahun 2018 sebesar 2,40 persen. Pertumbuhan ekonomi

Spanyol antara lain didorong oleh aktivitas pariwisata yang relatif stabil.

Selanlutnya, Jerman sebagai salah satu negara manufaktur Eropa mengalami pelemahan

ekonomi yang cukup dalam, dimana pada tahun 2019 berada pada kisaran 0,60 persen, setelah

pada tahun 2018 berada pada kisaran 1,50 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi Jerman

tersebut antara lain sebagai dampak dari implementasi kebijakan standar emisi baru yang

menekan permintaan dari industri otomotif. Perancis luga mengalami kondisi yang relatif sama

dengan Jerman di mana tingkat permintaan eksternal mengalami penurunan karena dampak

pelemahan global sehingga mendorong perlambatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Perancis

berada pada kisaran 1,30 persen, atau turun sebesar 0,40 persen dibandingkan tahun 2018

yang mencapai 1,70 persen.

Kemudian, ltalia juga belum mampu bangkit dari keterpurukan. Nilai utang negara ltalia yang

meningkat memberikan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panlang. Hal tersebut telah

digarisbawahi oleh IMF di mana pertumbuhan ekonomi ltalia menurun dari 0,80 persen pada

tahun 2018 hingga menjadi 0,30 persen di tahun 2019. Tingkat konsumsi dalam negeri yang

menurun juga turut mendorong pelemahan ekonomi ltalia.

Selanjutnya, di kawasan Asia, pelemahan ekonomi global juga turut berdampak terhadap

pertumbuhan ekonomi negara-negara di wilayah Asia, termasuk beberapa negara besarnya.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang menghadapi langsung ketegangan perang dagang dengan

AS berada pada kisaran 6,10 persen, yang menurun dari tahun 2018 sebesar 6,75 persen.

Peningkatan tarif impor serta penurunan tingkat permintaan komoditas turut berpengaruh

terhadap kondisi perekonomian Tiongkok.

Selanjutnya, negara lndia sebagai salah satu negara produsen terbesar di Asia juga menghadapi

perlambatan ekonomi domestik tahun 2019. WEl Update April 2020 mencatat pertumbuhan

ekonomi lndia berada pada kisaran 4,20 persen, menulun dari tahun 20 1 I sebesar 6, 1 2 persen.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi lndia antara lain dipicu oleh industri manufaktur yang

cenderung stagnan karena turunnya permintaan global, serta penurunan tingkat konsumsi dalam
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negeri. Hasil pemilihan umum lndia juga belum menunjukkan dampak berarti yang mampu

menstimulus pertumbuhan ekonomi domestik.

Secara umum, dampak perang dagang yang berkepanjangan semakin meningkatkan risiko

ketidakpastian global yang pada akhirnya akan semakin memberikan tekanan pada pertumbuhan

ekonomi global. Melemahnya pertumbuhan ekonomi AS dan Tiongkok sebagai dampak langsung

perang dagang akan mempengaruhi kondisi perekonomian negara-negara lain, sehingga risiko

pelemahan ekonomi akan semakin tinggi, khususnya negara-negara yang memiliki nilai

perdagangan yang relatif besar dengan kedua negara tersebut.

PEREKONOMIAN !NDONESIA

Pertumbuhan ekonomi lndonesia pada tahun 2019 mampu bertahan di tengah kondisi

ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global yang turun semakin dalam. Pertumbuhan ekonomi

lndonesia tahun 2019 masih mampu tumbuh sebesar 5,02 persen di tengah tekanan

perekonomian global, walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh

sebesar 5,17 persen. Penurunan tersebut luga dialami oleh seluruh negara ASEAN-5 bersama

Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Pertumbuhan ekonomi lndonesia masih relatif lebih

baik dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Pencapaian nilai pertumbuhan ekonomi

lndonesia tahun 2019 secara umum relatif lebih baik dibandingkan rata-rata perumbuhan

ekonomi kawasan ASEAN.S yang berada pada angka 4,80 persen, sebagaimana rilis dala World

Economic 0utlook updateApril 2020. Begitu pula dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Asia

Tenggara yang berada pada angka 4,40 persen, sebagaimana rilis data Asian 0evelopment

0utlook (AD0) April 2020. 0leh karena itu, walaupun mengalami pelemahan akibat dampak

perekonomian global, pencapaian pertumbuhan ekonomi lndonesia tahun 2019 masih

menunjukan sinyal positif akan stabilitas perekonomian nasional.

Grafik 2.

Perkembangan laju Pertumbuhan Ekonomi lndonesia Dibandingkan Dengan

Laju Pertumbuhan Ekonomi Globaldan ASEAltl-5

(dalam percen, yo1)

- 
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Pertumbuhan ekonomi lndonesia tahun 2019 apabila dilihat dari sisi pengeluaran, menunjukkan

pertumhuhan yang positif pada sejumlah komponen yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga

(PK.RT), pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT),

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P).

Komponen pengeluaran yang memiliki sumber pertumbuhan tertinggi tahun 2019 berasal dari

komponen PK-RT sebesar 2,73 persen. Kondisi tersebut relatif sama dengan periode

sebelumnya dimana komponen PK-RT selama lima tahun terakhir menjadi sumber pertumbuhan

ekonomi tertinggi. Demikian pula dengan proporsi distribusi komponen terhadap PDB, komponen

PK-RT masih mendominasi perekonomian lndonesia sebesar 56,62 persen. Hal tersebut menjadi

indikasi terjaganya stabilitas konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat, sehingga

mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara konsisten. Kebijakan pemerintah

dalam merealisasikan sejumlah program bantuan sosial antara lain berupa Bantuan Siswa

Miskin dan Program Keluarga Harapan juga dapat menyokong masyarakat khususnya untuk

masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dapat mendukung kinerja pengeluaran konsumsi

rumah tangga secara keseluruhan. Komposisi sumber pertumbuhan ekonomi menurut

pengeluaran selama lima tahun terakhir adalah sebagaimana grafik 3 di bawah.

Grafik 3.

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2019

(dalam percen, yofi

-PDB
Sanber: Iadan Pusat Statistik

Selanjutnya, apabila dilihat menurut lapangan usaha, sumber pertumbuhan ekonomi lndonesia

tahun 2019 yang tertinggi berasal dari Lapangan Usaha lndustri Pengolahan yaitu sebesar 0,80

persen. Sumber pertumbuhan dari Lapangan Usaha lndustri Pengolahan berasal dari industri non

migas seperti industri makanan dan minuman yang menyediakan barang kebutuhan bagi

masyarakat. Sedangkan, industri migas masih mengalami tekanan akibat pelemahan ekonomi

global. Sumber pertumbuhan dari Lapangan Usaha Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-

Sepeda Motor sebesar 0,61 persen yang mengindikasikan terjaganya jumlah permintaan
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terhadap barang-barang hasil pertanian dan industri pengolahan seperti makanan dan minuman,

termasuk permintaan terhadap otomotif baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian,

sumber pertumbuhan ekonomi dari Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 0.58 persen, dan diikuti

oleh Lapangan Usaha lnformasi dan Komunikasi sebesar 0,49 persen. Sedangkan, sumber

pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha lainnya sehesar 2,54 persen. Gambaran komposisi

sumber pertumhuhan ekonomi menurut lapangan usaha adalah sebagaimana grafik 4.

Berdasarkan grafik 4, terlihat bahwa sumber pertumbuhan ekonomi dari Lapangan Usaha

lndustri Pengolahan selalu menjadi yang tertinggi dalam menopang pertumbuhan ekonomi

lndonesia selama lima tahun terakhir. Hal ini berkaitan dengan tingkat konsumsi rumah tangga

yang juga mendominasi sumber pertumbuhan dari sisi pengeluaran, sebagaimana ditunjukkan

oleh grafik 3. Dengan demikian, baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi lapangan usaha,

perekonomian nasional ditopang secara signifikan dari aktivitas konsumsi rumah tangga sebagai

pengguna akhir barang dan jasa hasil produksi. Hal tersebut sejalan dengan program-program

yang telah digulirkan oleh pemerintah untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat

sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat secara berkesinambungan.

Grafik 4.

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut tapangan Usaha Tahun 2015-2019

(dalam persen)

Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi kewilayahan, komposisi dan kontribusi enam wilayah

lndonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta

Maluku dan Papua relatif tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya. Wilayah Jawa

dan Sumatera masih mendominasi terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi lndonesia masing.

masing sebesar 59,00 persen dan 21,32persen. Haltersebut didorong oleh stabilnya aktivitas

produksi dan perdagangan di wilayah Jawa dan Sumatera.

Sanber: Badan Pusat Statistik
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Tingkat inflasi nasional tahun 2019 dapat terjaga dengan baik dan berada pada nilai2,72

persen. lnflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 3,13

persen, serta berada pada level yang terkendali di bawah target asumsi inflasi pada APBN 201 I
sebesar 3,50 persen. Tingkat inflasi yang terkendali mampu menjaga konsumsi masyarakat

tetap stabil sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lndonesia yang di antaranya

berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Secara umum, terkendalinya tingkat inflasitahun 2019 didukung oleh stabilitas tingkat inflasi

di seluruh komponen pembentuknya: inflasi komponen inli linflation corCt sebesu 3,02 persen;

inflasi komponen harga diatur pemerintah ladninistered pricd sebesx 0,51 persen; dan inflasi

komponen bergejolak (volatile food sebesr 4,30 persen. Pengendalian tingkat inflasi tahun

2019 luga tidak lepas dari terjaganya keseimbangan permintaan dan penawaran, walaupun

pada beberapa periode tertentu mengalami lonlakan permintaan.

Terkendalinya tingkat inflasi sepanjang tahun 2019 tersebut diupayakan bersama melalui

penguatan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank lndonesia. Sinergi dalam koridor

Tim Pengendalian lnflasi Nasional (TPIN) dilakukan untuk melaksanakan strategi yang telah

tertuang dalam Peta Jalan Pengendalian lnflasi 20\9-2021. Strategi-strategi tersebut tertuang

dalam konsep 4K, yaitu Keterlangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi,

dan Komunikasi Efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang positif. Berdasarkan data

lima tahunan, tingkat inflasi relatif terjaga dengan baik dan untuk tahun 2019 menjadi yang

terendah dalam lima tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 5.

Perkembangan Tingkat lnflasi lllasional Tahun 20t 5-2019

(indeks)

Sumber: Radan Pusat Slatistik

lnflasi komponeninli linflation corCilahun 2019 relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun

2018 yang memiliki nilai sebesar 3,07 persen. Kondisi inflasi inti yang relatif stabiltersebut

didorong adanya apresiasi nilai tukar rupiah dan harga komoditas global yang melambat. Selain

itu, bauran kebijakan fiskaldan moneter yang relatif berjalan dengan baik selama tahun 2019

juga turut membanlu terjaganya stabilitas harga dan permintaan domestik.
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Selanjutnya, dari sisi harga diatur pemerintah, komponen inflasi tersebut juga relatif mampu

dikendalikan dengan baik oleh pemerintah melalui kebijakan-kebilakan pemerintah untuk

menjaga harga energi dalam negeri seperti harga tarif dasar listrik (TDL) dan harga bahan bakar.

Tingkat inflasi komponen harga diatur pemerintah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun

2018 dengan nilai sebesar 3,36 persen. Sepanjang tahun 2019, inflasi komponen harga diatur

pemerintah tercatat beberapa kali mengalami deflasi. Kondisi tersebut antara lain didorong oleh

kebilakan pemerintah dalam menurunkan tarif transportasi, khususnya penurunan tarif

penerbangan berbiaya rendahUow cost carrielLCC) yang sempat melambung di tahun 2018.

Tingkat permintaan masyarakat terhadap transportasi yang cenderung mengalami kondisi

normal pasca Hari Raya ldul Fitri dan libur sekolah llow seasorl juga mendorong perbaikan

komponen inflasi tersebut pada paruh kedua tahun 2019.

lnflasi dari komponen bergejolak lvolatile f00d lahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan

tahun 201 8 yang memiliki nilai sebesar 3,39 persen. Kenaikan tersebut didorong oleh penurunan

produksi beberapa komoditas akibat musim kemarau yang memiliki rentang waktu lebih panjang

dibandingkan tahun 2018, seperti penurunan produksi cabai saat memasuki periode Triwulan lll

2019. Selain itu, adanya gangguan distribusi akihat bencana banjir di beberapa wilayah dan

meningkatnya biaya distribusi juga mendorong inflasi pada komponen bergelolak. Selanjutnya,

kenaikan permintaan masyarakat secara temporer di beberapa periode hari besar keagamaan

juga turut mendorong meningkatnya inflasi komponen bergejolak. Namun demikian, mitigasi

untuk mengendalikan tingkat inflasi komponen bergejolak telah dilakukan sejak awal tahun,

antara lain dengan menjaga pasokan beras melalui program Ketersediaan Pasokan dan

Stabilisasi Harga (KPSHlyang dilakukan oleh Bulog untuk menstabilisasi harga sumber makanan

pokok masyarakat. Selain itu, periode panen untuk beberapa komoditas seperti bawang merah

di bulan Mei, telah mendukung pengendalian tingkat inflasi. Secara umum, walaupun terjadi

kenaikan pada inflasi komponen bergejolak, realisasinya masih relatif terkendali dan berada di

bawah target yang ditetapkan oleh High leuel Meeting Tim Pengendali lnflasi Pusat sebesar

maksimum 5,00 persen.

Sepanjang tahun 2019, rupiah cenderung mengalami penguatan sampai dengan akhir tahun.

Pada pembukaan awal tahun 2019, rupiah berada pada posisi Rp14.465 per dolar AS.

Sedangkan, pada penutupan akhir Desember 201 9, rupiah ditutup menguat dengan nilai tercatat

sebesarRpl3.901 perdolarAS.SelamarentangJanuari-Desember20l9,posisirupiahterendah

berada pada nilai Rpl4.513 per dolar AS pada penutupan 23 Mei 2019. Sedangkan, posisi

tertinggi berada pada nilai Rp13.901 per dolar AS yaitu pada penutupan 31 Desember 2019.

Dengan demikian, apabila dilihat secara tahunan, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2019

tercatat sebesar Rp14.146 per dolar AS.
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Grafik 6.

Tren [llilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Januari 2018-Desember 2019

(rupiah per dolar AS)

lleraca Pembayann

lndonesia sanpai

dengan akhir tahun

2019 nenunjukkan

ketahanan sektor

ekstemal yang tetap

kuat dan nengalami

perbaikan dari tahun

2018.

-Rata-RataKursTengahBulanan -Rata-Rata
Sumber: Rank lndonesia ldiolahl, Kenenterian Keuangan

pasokan valas dari

para eksportir serta aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut sejalan prospek ekonomi

lndonesia yang tetap terjaga, dan daya tarik pasar keuangan domestik yang tetap besar,

termasuk ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda jelang akhir tahun 2019. Struktur

pasar valas juga cenderung menguat antara lain ditandai dengan meningkatnya volume

transaksi. Hal tersebut menunlukkan bahwa penguatan nilai tukar rupiah sejalan dengan kondisi

fundamental yang tetap terlaga, serta mekanisme pasar yang semakin membaik dan keyakinan

para pelaku pasar terhadap implementasi bauran kebijakan moneter dan fiskal yang dijalankan

secara sinergi.

Penguatan nilai tukar rupiah mendorong dampak positif terhadap momentum pertumbuhan

ekonomidan stabilitas makroekonomi. Penguatan rupiah pada tahun 2019 juga diiringidengan

tren volatilitas yang menurun. Volatilitas rupiah pada tahun 201 I tercatat sebesar 7,00 persen

atau relatif menurun dibandingkan dengan tahun 201 8 sebesar 8,50 persen.

Kinerja Neraca Pembayaran lndonesia sepanjang tahun 2019 menunjukkan ketahanan sektor

eksternal yang tetap kuat. Di tengah kondisi pelemahan global yang belum menunjukkan

perbaikan yang signifikan, Neraca Pembayaran lndonesia tahun 2019 tercatat mengalami

surplus sebesar 4,68 miliar dolar AS. Nilai tersebut mengalami perbaikan dari tahun 2018 yang

tercatat defisit sebesar 7,13 miliar dolar AS. Membaiknya Neraca Pembayaran lndonesia tahun

2019 tersebut tidak lepas dari berkurangnya defisit neraca transaksi berjalan, serta

peningkatan surplus transaksi modal dan finansial-dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilaidefisitneracatransaksiberjalantahun20l9tercatatsebesar30,42miliardolarAS atau

2,72% dai P0B, sedikit membaik jika dibandingkan tahun 2018 yang mencatat defisit sebesar

30,63 miliar dolar AS atau2,940h dari PDB. Perbaikan defisit neraca transaksiberjalan tersebut

didukung oleh surplus neraca perdagangan barang sebesar 3,50 miliar dolar AS, yang

sebelumnya sempat mengalami defisit di tahun 2018. Surplus neraca perdagangan harang

tersebut antara lain didorong oleh kebijakan pemerintah 

dalam melakukan pengendalian impor
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serta masih lemahnya permintaan domestik sebagai dampak dari moderasi pertumbuhan

ekonomi. Secara umum, surplus neraca perdagangan barang didorong oleh peningkatan surplus

neraca perdagangan nonmigas sebesar 2,65 miliar dolar AS dan perbaikan defisit neraca

perdagangan migas sebesar 1,09 miliar dolar AS. Kebilakan pemerintah dalam mengendalikan

impor migas antara lain dilaksanakan melalui kelanjutan implementasi Program Biodiesel 20

(820) serta kewajiban penjualan minyak mentah di dalam negeri bagi Kontraktor Kontrak Kerja

Sama (KKKS).

Selaniutnya, di tengah kondisi ketidakpastian pasar keuangan global, nilai neraca transaksi

modal dan finansialtahun 2019 tercatat sebesar 36,37 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan

tahun 2018 yang tercatat sebesar 25,22 miliar dolar AS. Prospek ekonomi lndonesia yang

masih dinilai positif oleh para investor global serta aset keuangan domestik yang relatif masih

memherikan imbal hasil yang menarik, telah mendorong perbaikan neraca lransaksi modal dan

finansial tahun 2019.

Tabel l.
Ringkasan ll|eraca Pembayaran lndonesia Tahun 2017-2019

(dalam miliar dolar AS)

Sunber:&ank lndoncsia
*l 

Keterangan: Pembaruan data berdasarkan Publikasi lleraca Pembayaran lndonesia Triwulan llt 2019, tanggal 10

Februari 2020

Perlambatan ekonomi global sepanlang tahun 201 I berdampak terhadap nilai ekspor dan impor

lndonesia. Sejak awaltahun 2019, pertumbuhan ekspor dan impor telah mengalamikontraksi.

Namun demikian, kontraksi pada ekspor relatif lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada

impor. Nilai ekspor lndonesia secara kumulatif sampai akhir tahun 2019 mencapai 167,50 miliar

dolar AS yang mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi tahun 2018 sebesar 180,01

miliar dolar AS. Namun demikian, walaupun mengalami penurunan nilai, volume ekspor lndonesia

tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 7,64 persen dibandingkan tahun 2018 yaitu dari

608,91 juta ton menjadi 655,40 iuta ton. Selanjutnya, dari sisi impor, nilai kumulatif sampai

dengan akhir tahun 2019 mencapai 170,73 miliar dolar AS atau mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 188,71 miliar dolar AS. Dari sisi volume,

jumlah volume impor lndonesia tahun 2019 juga mengalami penurunan menladi 162,59 juta ton

dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 171,72 iuta ton.

Transaksi Berjalan lCurent Accounl (16,20) (30,63) 130,421

Transaksi Modal dan Finansial (Capital &

Financial Accounl

28,73 25,22 36,37

Selisih Perhitungan Bersih lAlet Enors &

0nissiorl

(0,95) .1,721 11,281

Neraca Keselu ruhan | 0 verall BalancCt t 1,59 (7,13) 4,68

Uraian 2017. 201 8. 201 I
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Pelemahan nilai ekspor dan impor tahun 2019 juga turut dipengaruhi oleh pelemahan

perekonomian global dimana terladi penurunan permintaan terutama beberapa negara mitra

dagang lndonesia seperti Tiongkok, Jepang, AS, dan lndia. Kondisi ini juga diperburuk dengan

adanya perang tarif antara AS dengan Tiongkok yang berimbas pada berkurangnya permintaan

akan barang impor dari kedua negara tersebut. Selain itu, harga komoditas di pasar global juga

mengalami kontraksi akibat pelemahan global sehingga turut mendorong penurunan nilai

kumulatif ekspor dan impor lndonesia.

Grafik 7.

Perkembangan Ekspor, lmpor dan ileraca Perdagangan Tahun 2017-2019

(dalam juta dolar AS)

Sumber: Radan Pusat Statistik ldiolahl

Faktor penurunan harga relatif mempengaruhi kinerla ekspor dan impor di tahun 2019. Di sisi

ekspor, walaupun tercatat mengalami kontraksi, nilai pertumbuhan pada total ekspor dan ekspor

non migas, secara volume kiil) masih positif. Dalam hal ini, kontraksi pertumbuhan nilai ekspor

lebih dipengaruhi penurunan harga komoditas ekspor. Namun demikian, pada komponen ekspor

migas terladi penurunan volume yang cukup signifikan. Neraca migas telah memberikan tekanan

bagi neraca perdagangan lndonesia, dimana kondisi tersebut telah terjadi setidaknya sejak tahun

2012. Sebagai langkah mitigasi terhadap peningkatan permintaan sumber energi, pemerintah

telah menempuh strategi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui penurunan ekspor

minyak mentah antara lain dengan mewajibkan para Kontraktor yang masuk dalam Kontrak

Kerja Sama (KKS) 

untuk menjual minyak mentah di dalam negeri.
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Grafik 8.

Perkembangan Ekspor, lmpor dan Neraca Perdagangan Januari - Desember 2019

(dalam juta dolar AS)

Cadangan devisa

pada Desenber 2019

berada pada posisi

yang stabil untuk

nendukung

ketahanan sektor

eksternal yaitu

sebesar l2gl8
miliar dolar AS.

Sunber: Badan Pusat Statistik ldiolah)

Posisi cadangan devisa pada Desember 2019 mencapai 129,18 miliar dolar AS. Nilai tersebut

meningkat apabila dibandingkan dengan posisi pada periode yang sama tahun 2018 sebesar

120,65 miliar dolar AS. Nilai cadangan devisa tersebut relatif tinggi yang setara dengan

pembiayaan 7,60 bulan impor atau 7,30 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri

pemerintah. Nilai cadangan devisa tersebut luga berada di atas standar kecukupan internasional

yaitu sekitar 3 bulan impor.

Grafik 9.

Perkembangan Gadangan Devisa Januari 2018-Desember 2019

(dalam miliar dolar AS)

Sumber: Bank lndonesia
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Selanjutnya, posisi cadangan devisa tersebut hingga Desember 2019 secara umum relatif

memadai dan dinilai mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta

mendukung ketahanan sektor eksternal. Perkembangan posisi cadangan devisa sampai dengan

Desember 2019 merupakan penerimaan devisa migas, penarikan pinjaman luar negeri

pemerintah, dan penerimaan valas lainnya. Perkembangan posisi cadangan devisa per akhir

Desember 2017-2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 10.

Perkembangan Cadangan Devisa per Akhir Desember 2017-2019
(dalam miliar dolar AS)

Sunber: Bank lndonesia ldiolah)

Selama kurun waktu Januari-Desemher 2019, Bank lndonesia melaluiRapat Dewan Gubernur

(RDG) Bank lndonesia memutuskan untuk melakukan penyelarasanBl 7-day Beuerse frepo Rate

(Bl TDRR) dari 6,00 persen menjadi 5,00 persen, atau penurunan secara kumulatif sebesar 100

bps. Keputusan untuk menurunkan Bl TDRR pertama kali digulirkan pada bulan Juli 2019

(tanggal 1 8 Juli 201 9) menjadi 5,75 persen atau turun sebesar 25 bps. Selanjutnya, penurunan

terhadap Bl TDRR kembali dilakukan oleh Bank lndonesia pada bulan Agustus 2019(22 Agustus

2019) menjadi 5,50 persen atau turun kembali sebesar 25 bps. Begitu pula pada bulan

September {19 September 2019), Bank lndonesia kembali menurunkan Bl TDRR sebesar 25 bps

menjadi 5,25 persen, hingga akhirnya diturunkan kembali sebesar 25 bps menjadi 5,00 persen

pada bulan 0ktober (24 0ktober 2019) dan tetap dipertahankan sebesar 5,00 persen hingga

akhir tahun 201 I (1 I Desember 201 9). Langkah tersebut ditempuh oleh Bank lndonesia dengan

memperhatikan perkembangan proyeksi inflasi yang tetap terjaga secara stabil dan dalam

rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah kondisi perekonomian

global yang mengalami perlambatan.

Tingkat suku bunga SPN dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga SUN dengan

kupon bunga mengambang. Perbedaan antara asumsi dan realisasi tingkat suku bunga SPN 3

bulan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, termasuk faktor yang berada di

luar kendali Pemerintah. Tingkat likuiditas domestik dan global ditentukan oleh selisih suku

bunga dalam negeri dan luar negeri, terutama oleh suku bunga acuan negara maju seperti AS.

8l 7-day freverse

frepo Rate pada akhir

tahun 2019

dipunhankan

sebesar 5,00 persen.

frata-rala suku bunga

SPll 3 bulan Januari-

Desenber 2019 di

atas target APBII
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Sepanlang Januari-Desember 2019, rata-rata tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan

Negara (SPN) 3 bulan tercatat sebesar 5,62 persen, atau lebih tinggi dari target APBN 2019

sebesar 5,30 persen. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan tersebut mengalami tekanan akibat

sentimen negatif dari perlambatan ekonomi global.

Sepanjang tahun 201 9, pasar Surat Berharga Negara (SBN) mengalami fluktuasi seiring dengan

perkembangan ekonomiglobal. Kinerja SBN hingga bulan Desember 2019 mengalamiperbaikan

yang diindikasikan dari penurunan imbal hasil SBN di semua tenor. Untuk tenor seri benchnark

10 tahun yang turun ke level 7,08 persen. Penurunan imbal hasil SBN menjadi indikasi positif

terladinya aliran modal masuk dari terjaganya persepsi risiko dan kondisi fundamental

perekonomian lndonesia yang tetap terjaga.

Sampai dengan akhirtahun 2019, lndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan

yang dipengaruhi oleh sentimen positif global seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar

keuangan global. IHSG pada bulan Desember 2019 ditutup pada level 6.299,54 poin.

Perkembangan pasar saham domestik yang menguat ditandai dengan penguatan signifikan

seluruh sektor yang didorong antara lain dari perhaikan kinerja sektor pertarnbangan, pertanian,

industri dasar, aneka industri, dan sejalan dengan optimisme perbaikan perdagangan global

menjelang akhir tahun 201 9. Tren positif pasar saham global mendukung bursa saham domestik.

Kinerja IHSG secara sektoral disumbang oleh positifnya kinerja saham sektor keuangan, industri

dasar, properti, dan infrastruktur. Selain itu, aliran modal dari investor asing menyumbang

perbaikan kinerja saham sepanjang tahun 2019. Perkembangan laju IHSG lend of period) dari

bulan Januari sampai dengan Desember 2019 adalah sebagaimana grafik di bawah ini.

Graf ik 1 l.
Tren laju lllSBlEnd of Period Januari 2018-Desember 2019

(indeks dalam poin)

Sumber: Bursa Efek lndonesia dan Kenenterian Keuangan ldiolahl
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Sampai dengan bulan Desember 2019, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dengan baik

disertai dengan ketersediaan likuiditas yang mencukupi serta risiko kredit yang membaik. Hal

tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain nilai rasio kecukupan modal lCapital

Adequacy Batio/CAfi bulan Desember 2019 yang cukup tinggi yaitu 23,40 persen, di atas

standar minimum yaitu minimum 8,00 persen.

lndikator lainnya ditunlukkan dari rasio kredit bermasalah lfilon Perforning loan/tlPll yang tetap

terjaga pada nilai 2,53 persen (rrassl atau 1,18 persen (red di bawah standar maksimum

sebesar 5,00 persen. Selain itu, stabilitas sistem keuangan juga didukung dengan kinerja

korporasi go publicyang relatif baik selaras dengan tingkat kemampuan membayar yang baik.

Selanjutnya, dari sisi likuiditas, pertumbuhan kredit pada bulan Desember 2019 berada pada

angka 5,25 persen karena masih terbatasnya permintaan kredit korporasi terutama pada kredit

modal kerja dan pola musiman permintaan kredit akhir tahun. Kemudian, nilai pertumbuhan DPK

pada periode yang sama berada pada level 6.54 persen.

lndikator-indikator yang tetap terjaga secara memadai di tengah pelemahan ekonomi global

mengindikasikan terjaganya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Selain itu, bauran kebijakan moneter Bank lndonesia melalui kebijakan makroprudensial yang

akomodatif yang didukung dengan kebijakan fiskal Pemerintah juga dinilai mampu untuk

menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dengan baik.

Pada tahun 2019, liftingninyak bumi diasumsikan sebesar 775 ribu barel per hari (mbopd) dan

gas bumi diasumsikan sebesar 1.250 ribu barel setara minyak per hari (mboepd), atau naik

sebesar 1,25 persen dibandingkan dengan target pada tahun 2018 sebesar 800 mbopd untuk

minyak bumi dan 1.200 mboepd untuk gas bumi.

Rata-rata realisasi liftingminyak bumi selama periode Januari-Desember tahun 2019 mencapai

746 mbopd. Nilai realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian periode yang

sama tahun sebelumnya yang mencapai 778 mbopd. Rata-rata realisasi lifting gas bumi

mencapai 1.057 mboepd menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1.145

mboepd.

Secara keseluruhan liftingmigas masih dibawah target APBN 2019 sebesar 89 persen. Faktor

yang menjadi penyebab turunnya capaian tersebut antara lain kondisi penurunan alamiah sumur-

sumur migas yang ada. Selain itu, berbagai kendala teknis di fasilitas tangki penampungan Blok

Cepu dan Jabung, serta peningkatan kandungan air di Blok Ollshore lVorth West Jaya (0NWJ),

kebakaran hutan di Sumatera, dampak kondensat karena curtailment gas, dan revisi Amdal

EMCL fuga berdampak pada kurang optimalnya tingkat produksidan liftingmigas diJanuari-

Desember tahun 2019.
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Grafik 12.

Perkemba n ga n lilting Migas I ndonesia Ja nua ri-Desember 20 1 I
(ribu barel setara minyak per hari (mboepd))

- 

frata-rata Harga

Minyak Mentah

lndonesia Januari-

0esember tahun

2019 tercatat

sebesar 62,37 dolar

AS per barel, lebih

rendah dibandingkan

periode yang sama

tahun 2018.

Sunber: Kementerian Keuangan

Rata-rata ICP Januari-Desember tahun 2019 mencapai 62,37 dolar AS per barel, lebih rendah

dibandingkan rata-rata ICP tahun 2018 yang sebesar 67,47 dolar' AS per barelmaupun asumsi

APBN sebesar 70,00 dolar AS per barel. Tren minyak mentah dunia maupun ICP mengalami

fluktuasi sepanjang tahun 2019. Harga ICP mengalami perbaikan pada tiga bulan terakhir di

tahun 2019, meskipun sebelumnya sempat mengalami penurunan sejak Juni hingga kuartal

ketiga 2019.

Fluktuasi nilai rata-rata harga minyak mentah lndonesia sepanjang Januari hingga Desember

2019 dipengaruhi oleh respon pasar atas tercapainya kesepakatan dalam pembicaraan dagang

AS dengan Tiongkok tahap pertama yang meningkatkan harapan pasar pada perbaikan

pertumbuhan ekonomi global serta permintaan minyak mentah global. Selain itu, kebijakan

Federal Reserve AS untuk tidak mengubah tingkat suku bunga sehubungan dengan prospek

ekonomi yang dinilai menguntungkan, kesepakatan negara-negara 0PEC pada bulan Desember

201 9 untuk memperpanjang periode pemotongan produksi dan menambah besaran pemotongan

produksi sebesar 500.000 barel per hari menjadi 1,7 luta barel per hari, serta meningkatnya

kebutuhan minyak mentah saat musim dingin dan akhir tahun ikut mendorong peningkatan harga

minyak mentah utama di pasar internasional selama bulan Desember 2019.

Faktor lainnya yang mempengaruhi peningkatan volatilitas harga minyak pada tiga bulan

terakhir adalah kenaikan permintaan dan risiko geopolitik di kawasan Timur Tengah terutama

ketika militer AS melakukan penyerangan terhadap petinggi militer lran.
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Grafik 13.

Bata-rata Harga Minyak Mentah lndonesia Januari 2018-Desembet 2019

(dolar AS per barel)

- Sunber: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan

Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun

2019 diharapkan berada pada rentang 4,80 hingga 5,20 persen. TPT merupakan indikator yang

dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang belum terserap oleh

pasar kerja dalam kurun waktu tertentu. Secara jangka pendek, penurunan TPT antara lain

didukung oleh pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi dalam negeri yang dapat

mendorong penciptaan lapangan kerla. Untuk jangka menengah dan langka panjang,

peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja merupakan sasaran yang akan dicapai dalam rangka

menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Sejak tahun 2015, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus mengalami penurunan secara

konsisten sampai dengan tahun 201 9. TPT pada Agustus 201 I lndonesia tercatat sebesar 5,28

persen. Nilai TPT tersebut mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya yang berada pada angka

5,34 persen. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat partisipasi angkatan keria (TPAK) iuga

mengalami peningkatan yaitu 67,49 persen, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

yaitu 67,26 persen. Penurunan TPT serta peningkatan TPAK tersebut memherikan indikasi

adanya peningkatan potensi ekonomi dari peningkatan supplylenaga kerja.

Pada bulan Agustus 201 9, jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 1 33.56 juta orang. Jumlah

tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang

tercatat sebanyak 131,01 juta orang. Dalam kurun waktu Agustus 2018 ke Agustus 2019,

jumlah penduduk bekerja mengalami penambahan akumulatif sebanyak 2,50 juta orang. Dengan

kondisi tersebut, jumlah pengangguran masih tetap menunjukkan tren penurunan yang konsisten

dari periode sebelumnya. Hal tersebut menjadi indikasi adanya keselarasan dengan upaya

pemerintah mengimplementasikan sejumlah program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tren penurunan tersebut sebagaimana pada grafik di bawah ini.

Tingkat

pengangguran

terbuka (TPT)

berhasil ditarunkan

nenjadisebesar 528
persen pada bulan

Agustus 2019.
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Grafik 14.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lndonesia

Tahun 2015-2019

(dalam 

Persentase penduduk

niskin turun menjadi

9,22 persen atau

sebesar 24,79 iuta
orang dan rasio gini

turun dari4384

nenjadi 0,380.

Sumber Badan Pusat Statistik

Keterangan: Data perkembangan TPTditerbitkan 2 ldua) kali dalam setahun oleh Badan Pusat Statistik,

yaitu bulan Mei untuk data per Februari serta bulan Alovember untuk data per Agustus.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)tahun 2019, pemerintah telah menetapkan tema yaitu

"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas". Berdasarkan tema

tersebut, arah kebijakan pembangunan akan difokuskan terhadap upaya pembangunan sumber

daya manusia dan upaya pemerataan pembangunan wilayah yang dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Strategi yang ditempuh untuk mendukung

arah kebijakan tersebut antara lain pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan

peningkatan pelayanan dasar.

Pada tahun 201 9, sasaran angka kemiskinan ditargetkan berada pada rentang 8,50 hingga 9,50

persen. Untuk mendukung realisasi tersebut, pemerintah terus mengupayakan efektivitas

pelaksanaan program-program seperti Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan

(PKH), Program lndonesia Pintar (PlP) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Efektivitas

pelaksanaan program-program tersebut juga diikuti peningkatan penyelesaian permasalahan

teknis di lapangan. Jumlah penduduk miskin di lndonesia pada September 2019 mencapai24,79

juta orang alau9,22 persen, yang mengalamipenurunan dari periode yang sama tahun 2018

sebesar sebesar 25,67 iuta orang atau 9,66 persen. Jumlah penurunan penduduk miskin

tersebut tercatat sebesar 0,88 luta orang.

Berdasarkan kewilayahan. jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 9,86

juta orang yang turun sebanyak 273,50 ribu orang atau sebesar 0,33 persen dari 6,89 persen

menjadi 6,56 persen dari September 2018. Sedangkan, lumlah penduduk miskin di daerah

perdesaan adalah sebesar 14,93 juta orang yang turun sebanyak 615,20 ribu orang atau
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sebesar 0,5 persen dari 13,10 persen menjadi 12,60 persen. Apabila diukur berdasarkan target

kemiskinan tahun 201 9, realisasi September 201 I tersebut masih berada di bawah batas atas.

Dengan demikian, tingkat kemiskinan nasional masih relatif terkendali sesuai dengan target

tahun 2019. Tren perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin lndonesia adalah

sebagaimana pada grafik berikut ini.

Grafik 15.

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin lndonesia

Tahun 1999-2019

Sunber: Badan Pusat Statistik ldiolahl

Secara nasional, nilai Rasio Gini lndonesia selama periode 2010-September 2014 terus

mengalami fluktuasi. Mulai September 2015 hingga September 2019, nilainya mulai mengalami

penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode September 2015-September 2019

terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di lndonesia secara berkelanjutan.

Selanjutnya, pada September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk lndonesia yang

dicerminkan melalui Rasio Gini adalah sebesar 0,380 (ketimpangan rendah). Apabila

dibandingkan dengan tahun 2018, Rasio Gini pada September 2019 menurun 0,004 poin dari

September 2018 sebesar 0,384. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Rasio Gini di daerah

perkotaan tercatat sebesar 0,391 dan Rasio Gini di daerah perdesaaan tercatat sebesar 0,315.
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Grafik 16.

Perkembangan Rasio Gini lndonesia Tahun 2010-2019

(dalam indeks)

lndeks Penbangunan

Manusia lndonesia

tahun 2019

neningkat 474
persen dari tahun

2018 sebesar 71,39

nenjadi 71,92

dengan kategui
"tinggi".

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia llPMllHunan Deuelopment lndex (HDI) merupakan indeks

komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia dalam jangka panlang.

Angka IPM merefleksikan tingkat aksesibilitas masyarakat suatu wilayah terhadap hasil

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Selama tahun 2010

hingga tahun 2019, IPM lndonesia terus mengalami perkembangan secara positif. Pada tahun

2010 IPM lndonesia sebesar 66,53. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2019 yang

mencapai 71,92.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPM lndonesia tahun 2019 mengalami

peningkatan sebesar 0,74 persen dari nilai sebesar 71,39. Dengan pencapaian tersebut, status

pembangunan lndonesia berada pada kategori "tinggi". Status pembangunan pada kategori

"tinggi" tersehut pertama kali diraih tahun 2016, dimana sebelum tahun 2016 lPM lndonesia

berada pada kategori "sedang".
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Grafik 17.

Perkembangan lndeks Pembangunan Manusia (lPM) lndonesia

Tahun 2010-2019

(dalam indeks)

Sunber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran ringkas mengenai realisasi asumsi dasar ekonomi

makro serta realisasi indikator kesejahteraan masyarakat, di bawah ini disajikan tabel ikhtisar

realisasi asumsi dasar ekonomi makro serta ikhtisar realisasi indikator keselahteraan

masyarakat. lkhtisar tersebut menyajikan realisasi pada tahun 20 1 9, serta realisasi tahun 20 1 8

sebagai pembanding.

Tabel 2.

lkhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019 dan 2018

lndikator
201 I 2018

APBN Realisasi Realisasi

Pertumbuhan Ekonomi {%) 5,30 5,02 5,17

lnflasi(%) 3,50

5,30

15.000

70,00

2,!2

!,9?
14.146

62,37

3,13

Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%) 5,00

Nilai tukar (RplUS$) 14.247

Harga Minyak Mentah

lndonesia(U S $ /barel)

67,47

Rata-Rata li fting Miny ak

(mbopd)

775

1.250

746

1.057

778

Rata-Rata lifting Gas (mboepd) 1.145
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Tabel 3.

lkhtisar Realisasilndikator EkonomiMakro Tahun 2019 dan 2018

Sunber: Badan Pusat Statistik, Bank lndonesia, Kementerian Keuangan

Tabel 4.

lkhtisar Bealisasi lndikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2019 dan 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik

Boks 1. Pandemi Corona Uirus 0isease2O19 (G0V|D-|9)

Sebelum terjadinya pandemi C()VID-19, awal tahun 2020 diwarnai optimisme dan

diperkirakan akan menjadi tahun yang lebih baik bagi perekonomian lndonesia dibandingkan

dengan tahun 2019. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang mulai mereda

dan beberapa indikator ekonomi global yang menunjukkan arah perbaikan diperkirakan dapat

menjadi faktor positif pendorong kinerja perekonomian nasional di tahun 2020. Dalam UU APBN

2020 yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR, asumsi-asumsi makroekonomi yang

menjadi dasar penyusunan APBN 2020iuga menunjukkan nuansa optimisme. Namun, pandemi

C0VID-l9 mengubah secara drastis outlook perekonomian lndonesia. Boks ini menguraikan

bagaimana dampak pandemi C0VID-19 berpengaruh pada ekonomi lndonesia dan secara

f undamental mengubah baseline perckonomian nasional.

lndikator
Realisasi

Tahun 20 I 9

Realisasi

Tahun 2018

Ekspor (miliar dolar AS)*

lmpor (miliar dolar AS)

Cadangan Devisa {miliar dolar AS)

1 67,50 1 80,01

188,71

120,65

(7,13)

170,73

129,18

Neraca Pembayaran lndonesia (miliar

dolar AS) surplus/(def isit)
4,68

.Bl7-da.y 
frR fratel%l 

-
Suku Bunga Surat Berharga Negara

ISBU-!0 Tahun (%) 
_

IHSG (end of period)

5,00 6,q0

8,00

6.1 94,50

7,08

6.299,s4

lndikator
Realisasi

Tahun 2019

Realisasi

Tahun 2018

Tin_O!a1 Pergangguran Terbuka (%) -Agustus

Persentase Pendrrduk Miskin (%) -September

Rasio Gini-September

lndeks Pembangunan Manusia

5,28

9,22

0,380

71,92

5,34

9,66

0,384

71,39
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Corona llirus 0isease-20l9(COV|D-19) merupakan penyakit yang disebabkan oleh

infeksi virus Seuere Acute Bespiratory Syndrone Coronavirus-2 1SARS CoV-2). Virus SARS CoV-

2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan merupakan jenis terbaru dari tujuh virus

corona yang pernah ditemukan yaitu HCoV-0C43, HCoV-229E, HC0v-N163, HCov-HKU1,

MERS.CoV, dan SARS-CoV. Virus corona adalah kumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem

pernapasan dengan banyak kasus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu.

Namun, virus corona juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-

paru (pneumonia). Virus SARS CoV-2 menular melalui percikan pernapasan (droplet) yang

dihasilkan selama batuk, bersin maupun pernapasan normal. Selain itu, virus SARS CoV-2 dapat

menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh

wajah seseorang. C0VID-l9 memiliki heberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara

laindalam tingkat penularan yang sangat cepat serta belum ditemukannya vaksin. C()VID-19

menjadi ancaman serius pada kesehatan publik yang dapat menimbulkan kematian.

Virus ini pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir

Desember 2019. Kasus C0VID-19 sejak bulan Januari 2020 mulai menunjukkan kenaikan dan

penyebarannya mulai mel.ras tidak hanya di Wuhan, Hubei, tetapiiuga di 25 provinsi di Tiongkok

dan 4 negara lain (Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat). Pada bulan Maret,

penyebaran C0VID-19 menjadi sangat eskalatif di level global. World Health 0rganization (WH0)

menetapkan C0VID-19 sebagaipandemi pada tanggal 11 Maret 2020 saat jumlah infeksi

C()VID-I9 mencapai lebih dari 100.000 kasus di 114 negara. Hingga 30 April 2020, lebih dari

3,2 iuta kasus C0VID-l9 telah dilaporkan di lebih dari 213 negara atau teritori yang

mengakibatkan kematian mencapai 228 rihu orang atau fatality ratesekitar 7,1 persen.

Dikawasan Asia Tenggara, jumlah kasus positif C()VlD.19 hingga akhir April2020

mencapai lebih dari 30 ribu kasus dengan kasus terbanyak terjadi di Singapura (16.169 kasus).

lndonesia dan Filipina menjadi negara ASEAN dengan penambahan kasus positif C()VID-1 I yang

cukup besar sepanjang April. Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencatat

kasus positif C0VID-19, sementara Vietnam menladi negara ASEAN pertama dengan

pertumbuhan kasus flat

Meningkatnya lumlah kasus akibat C()VID-19 mendorong negara-negara mengambil

langkah pencegahan. Upaya-upaya tersebut adalah dengan pembatasan perjalanan ltravel

banhestriction) penutupan perbatasan, serta memperketat lalu lintas manusia antar

wilayah/negara. Di dalam skala domestik, beherapa negara memberlakukan lockdown yakni

penutupan wilayah dan penghentian segala aktivitas publik kecuali yang berhubungan dengan

pemenuhan kebutuhan psngan dan medis, seperti yang dilakukan oleh Tiongkok, ltalia,

Malaysia, dan lndia. Physical distancingserta karantina mandiri termasuk dengan memindahkan

aktivitas kantor, belajar, dan beribadah di rumah juga diimplementasikan di beftagai negara,

termasuk lndonesia.

Di lndonesia, Pemerintah memberlakukan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

dan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 31 Maret 2020.

Sebelumnya, Pemerintah luga telah memberlakukan larangan penerbangan termasuk dari dan ke
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Tiongkok, membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan C0VID-I9, memberlakukan

kebijakan physical distancing serta menetapkan status keadaan darurat bencana C()VID-1 9.

Pandemi C0VID-19 telah menyebabkan gangguan sosio-ekonomi global. Mengganggu

kehidupan orang dan mengganggu bisnis serta kegiatan ekonomi dunia. Negara-negara

berkembang di Asia akan sangat melemah karena pandemi, mengingat integrasi mendalam

kawasan dengan ekononi global melalui pariwisata, perdagangan, dan remittance. Pandemi

C0VID-l9 berpengaruh terhadap perekonomian karena mengganggu kepercayaan investor,

pasar keuangan, sektor pariwisata/travel, dan supply chain Secara umum, kondisi pasar

keuangan global menurun terlihat dari MSCI lndex global dan MSCI Emerging Market lndex

bergerak menurun di akhir Februari.

Setelah meredanya isu perang dagang, ketidakpastian perekonomian global berlanjut

dan sangat dipengaruhi oleh pandemi C0VID-1 I yang telah menyebar di berbagai negara. Kondisi

ini selanlutnya berpengaruh terhadap sentimen ekonomi dan pasar keuangan yang berakibat

pada penurunan prospek ekonomi global. Kondisi ini secara langsung berpengaruh terhadap

prospek pertumbuhan ekonomi global dan beberapa lembaga internasional memproyeksikan

ekonomi global 2020 mengalami resesi. MenurutWE9 Update April 2020, pertumbuhan global

diproyeksikan pada -3,0 persen pada tahun 2020, pertumbuhan yang lebih rendah dari krisis

keuangan global pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 dikawasan advance

economies diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -6,1 persen dan teriadi di

seluruh negara pada kawasan ini termasuk Amerika yang diproyeksikan pada kisaran -5,9

persen. Proyeksi perturtuhan terendah di ltalia pada kisaran -9,1 persen disusul dengan

Spanyol pada kisaran -8,0 persen. Sementara di kawasan emerging market dan developing

economies diproyeksikan pada kisaran .1,0 persen. Tiongkok dan lndia merupakan kawasan

yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif pada kisaran 1,2 persen dan 1,9 persen.

Pertumhuhan di Tiongkok diproyeksikan dari indikator seperti produksi, industri, penlualan ritel,

dan aset tetap investasi yang menunjukkan kontraksi aktivitas ekonomi di kuartal pertama

sekitar 8 pe$en yoy. Selain itu juga dengan adanya reboundtajam dan dukungan fiskal yang

cukup besar. Pertumbuhan ekonomi pada kawasan ASEAN-5 diproyeksikan pada kisaran -0,6

persen.

Perekonomian dunia yang diprediksi akan mengalami resesi berdampak terhadap

perekonomian nasional. Kebijakan lockdown yang diambil oleh berbagai negara mempengaruhi

kegiatan pekonomian sehingga terhambat dan memberi tekanan pada pertumbuhan ekonomi

dunia ke depan termasuk pertumbuhan ekonomi lndonesia. Menurut WE0 Update April 2020,

pertumbuhan ekonomitatun 2020 di lndonesia diproyeksikan masih tumbuh positif pada kisaran

0,5 persen, pertumbuhan yhng sangat kontradiksi pada kawasan ASEAN-5 yaitu Thailand yang

diproyeksi pada kisaran -8,7 persen. Sedangkan proyeksi yang dilakukan beberapa lembaga

internasional terhadap pertumbuhan lndonesia adalah proyeksi oleh World Bank sebesar.3,5

persen sampai dengan 2,0 persen, proyeksi oleh Asian 0euelopnent Bank sebesar 2,5 persen,

dan proyeksi oleh Moody's sebesar 3,0 persen.
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Bampak ekonomi glohal dari pandemi C0VID-19 melimpas ke lndonesia melalui

transmisi ekonomi intemasional meliputi penurunan konsumsi dengan adanya self-isolation,

terpengaruhnya kinerja ekspor lndonesia, perekonomian pada sektor akomodasi, retail, dan

manufaktur terdampak, penurunan kinerja perdagangan barang dan penurunan wisman

berpotensi mendorong peningkatan CAD, penurunan risk appetiteinvestor mendorong peralihan

investasi pada instrumen safe havendan potensi penurunan penerimaan perpajakan dan PNBP.

Pemerintah mendorong ksmenterian negara dan lembaga serta pemerintah daerah untuk dapat

mengakselerasi belanja terutama pada jadwal Kuartal I 2020. Hal ini dilakukan untuk

mengurangi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi lndonesia akibat pandemi C0Vl0-1 9, serta

penurunan harga-harga komoditas.

Pandemi COVID-19 yang menimbulkan masalah bagi keselamatan masyarakat, serta

implikasi ekonomi dan keuangan yang sangat luas. Untuk mencegah dampak negatif dari

implikasi tersebut diperlukan langkah penanganan yang terkoordinasi dengan baik dari sisi

kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (C0V|D-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini

merupakan pondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk

melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan

perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Penerbitan Perppu juga diikuti dengan

penerbitan Peraturan Prssiden Nomor 5412020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian

Anggaran Pendapatan Dan Belania Negara Tahun Anggaran 2020 serta peraturan perundangan

lainnya.

Beberapa kebijakan yang telah diterbitkan untuk menanggulangi dampak C0VID-19

adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020

untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun.

2. Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga Kesehatan,

insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit, santunan kematian tenaga medis, dan

penanganan permasalahan kesehatan lainnya.

3. Anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk penambahan keluarga penerima

manfaat PKH, Kartu Sembako. Kartu Prakerla, pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24

juta pelanggan listrik 450 VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA.

4. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk memperluas insentif pajak bagi para

pelaku usaha ternasuk UMKM. lnsentif pajak tersebut diantaranya PPh 21 ditanggung

pemerintah untuk para pekerja di beberapa sektor terdampak termasuk industri

pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun, pembebasan PPh 22 impor

serta pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30%. Selain itu, PPN tidak dipungut atas

impor barang kepaluan penanganan COVID-19, PPN tidak dipungut atas impor yang

dilakukan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat danlatau Kemudahan lmpor

Tujuan Ekspor, dan percepatan restitusi PPN pada beberapa sektor terdampak untuk
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menjaga likuiditas pelaku usaha. Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua

skema KUR yang terdampak C0VID-19 selama 6 bulan juga menjadi kebilakan yang

dikeluarkan pemedmah.

5. Di bidang non-fiskal guna menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan,

termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan heberapa penyederhanaan larangan

terbatas (lailas) ekspor, penyederhanaan larangan terbatas atau lartas impor, serta

percepatan layanan proses ekspor-impor melalui national logistic ecnsystem.

Kebilakan moneter dan keuangan yang dioptimalisasi oleh pemerintah untuk

menangani dampak pandemi C0VID-19 antara lain dengan menurunkan suku Bunga Bank

lndonesia 7 -day frepo frete meningkatkan intensitas triple intervention, menurunkan Giro Wajib

Minimum (GWM) Rupiah dan Valas, memperpanjang tenor SBN, memperluas jenis undulying

transaksi, melonggarkan ketentuan RlM, menyediakan uang higienis. Sementara dari sisi

perbankan, dilakukan relaksasi persyaratan kreditlpembiayaanlpenyediaan dana bagi UMKM,

dan restrukturisasi kreditlpembiayaan UMKM.

Selain itu, pemerintah daerah melakukan refocussingdan realokasi anggaran belanja

APBO pada kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan terhadap usaha khususnya UMKM.

Di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah diberikan diskresi hagi Kepala Daerah untuk

melakukan realokasi dan refocussing anggaran. Pemerintah Pusat juga telah melakukan

penyesuaian atas TKDO untuk anggaran DAU, DAK fisik dan non fisik, DBH, DlD, serta BLT

Dana Desa, dengan total estimasi yang direalokasi untuk penanganan C()VID-19 mencapai

sebesar Rp50 triliun.

Tidak ada dampak pandemi COVID-19 pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

(LKKLI, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019. Dampak pandemi COVID-19 akan disajikan pada LKKL,

LK BUN dan LKPP Tahun 2020, antara lain berupa realokasi dan refocussing anggaran untuk

mendukung penanganan pandemi C0VID-19, serta potensi penurunan PNBP, penurunan kualitas

piutang dan penundaan kegiatan/Konstruksi Dalam Pengerjaan.
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A.2.2. P(lKOK.POKOK KEBIJAKATU FISKAI. TAHUN 20I9

APBN 2019 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan prioritas pemhangunan yang telah

ditetapkan dalam RKP tahun 2019 melalui pengelolaan kebilakan fiskal yang sehat dan

berkelanjutan. Tahun 2019 merupakan tahun kelima dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (BPJMNltahap ke-3. RPJMN tahap ke-3 merupakan lanjutan dari pelaksanaan

danpencapaianRPJMNtahapke-l (2005-2009)dantahapke-212010-2014)yangditujukanuntuk

lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh. Pembangunan yang dilaksanakan herfokus

pada keunggulan kompetitif perekonomian dengan basis sumber daya alam yang tersedia, sumber

daya manusia yang berkualitas dengan dilengkapi kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta inovasi.

Tema RKP tahun 2019 adalah "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas". Tema

tersebut dijabarkan ke dalam tiga dimensi pembangunan, disertai dengan strategi dan prioritas

nasionalnya yang tercantum dalam Nawacita sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia merupakan penjabaran agenda pembangunan nasional

meliputi peningkatan kualitas hidup manusia lndonesia, melakukan revolusi karakter bangsa,

memperteguh kebhinekaan, dan memperkuat restorasi sosial lndonesia.

Prioritas dimensi ini terhadap sektor pendidikan dan sektor kesehatan dengan melaksanakan

Program lndonesia Pintar, Program lndonesia Sehat, program rumah rakyat, revolusi karakter

bangsa, memperteguh kebhinekaan, memperkuat restorasi sosial lndonesia serta pelaksanaan

revolusi mental.

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan untuk menghadirkan kembali negara yang melindungi

segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, meningkatkan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Prioritas dimensi ini terhadap sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi

dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri, seila ilmu pengetahuan dan

teknologi.

3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas

hidup.

Prioritas dimensi ini berfokus pada pemerataan antar kelompok pendapatan dan pengurangan

kesenjangan pembangunan antar wilayah. Program-program dalam dimensi ini adalah

membangun lndonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam

kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia lndonesia, serta

meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Sesuai dengan tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas", arah kebijakan

fiskal pada tahun 2019 bersifat ekspansif terarah dan terukur. Kebilakan fiskal yang ekspansif

bertujuan untuk: (1) mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, (2)

mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, (3) menjaga

pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan.
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Sebagai tindak lanjut RKP 2019, pemerintah menetapkan "APBN untuk Mendorong lnvestasi dan

Daya Saing Melalui Pembangunan (lnvestasi) Sumber Daya Manusia" sebagai tema kebijakan fiskal

tahun 2019. Pada tahun 2019 pemerintah melakukan berbagai kebijakan, utamanya di bidang

fiskal untuk memperkuat fondasi perekonomian. Reformasi terhadap berbagai kebijakan publik

dilakukan secara paralel dengan langkah-langkah penguatan pertumbuhan ekonomi yang

difokuskan pada kebilakan APBN untuk mendorong investasi dan ekspor. Kebijakan fiskal

diarahkan untuk menstimulasi perekonomian sehingga dapat tumbuh pada level yang cukup tinggi.

Pada saat yang sama kebijakan fiskal juga diarahkan untuk perbaikan neraca pemerintah, ditandai

dengan peningkatan aset, terkendalinya liabilitas, dan peningkatan ekuitas. APBN luga didorong

agar makin sehat, ditunjukkan dengan level pendapatan yang semakin optimal, helanja yang

berkualitas, serta pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan.

Kebijakan fiskal yang bertujuan memperkokoh pengelolaan fiskal untuk mendorong investasi dan

daya saing bangsa ditempuh melalui tiga strategi utama: (1) penguatan kualitas belanja yang

difokuskan untuk penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), mendorong investasi dan

ekspor, mendorong efektivitas program perlindungan sosial, mengakselerasi pembangunan

infrastruktur serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal, (2) pelebaran ruang fiskal yang

ditempuh melalui perbaikan administrasi dan pelayanan, pemberian insentif fiskaluntuk mendorong

investasi, industrialisasi dan ekspor, optimalisasi pengelolaan aset negara, efisiensi belanja non

prioritas, efektivitas subsidi dan bantuan sosial sena pengembangan pembiayaan kreatif dan

inovatif, (3) penguatan daya tahan fiskal dan pengendalian risiko yang ditempuh dengan penguatan

bantalan liskal lfiscal buffel, peningkatan fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal, menjaga defisit

dan rasio utang dalam batas aman dan diupayakan semakin menurun tanpa mengurangi daya

dorong terhadap stimulasi perekonomian, serta mendorong agar keseimbangan primer menuju

positif.

Peningkatan kinerja ekonomi nasional masih akan dipengaruhi oleh ketidapastian kondisi

perekonomian global. Tantangan APBN dalam menjalankan fungsi-fungsinya saat ini menladi

sangat berat mengingat kondisi perekonomian global yang belum stabil sehingga memengaruhi

capaian penerimaan negara. Sedangkan di sisi lain kebutuhan belanja pemerintah semakin

meningkat dalam rangka mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi, sehingga

dibutuhkan suatu strategi pengelolaan kebilakan fiskal dan APBN yang sehat dan

berkesinambungan. Prospek perekonomian ke depan akan diiringi kompleksitas tantangan yang

harus dihadapi dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelaniutan untuk

mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam jangka menengah arah kebijakan fiskal yang

ditempuh adalah memperkokoh pengelolaan fiskal untuk mendorong investasi dan daya saing

bangsa.

0ptimalisasi penerimaan negara pada sektor perpajakan maupun reformasi pengelolaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bentuk penerapan mobilisasi pendapatan

negara. Reformasi perpajakan juga terus merespon perkembangan ekonomi, serta mendorong daya

saing investasi dan ekspor. Hal tersebut dilakukan melalui (1) penguatan fungsi pelayanan pajak

Itax servicd untuk mendorong terciptanya kepatuhan Walib Pajak secara sukarela U/oluntary Tax

ConpliancCi, (2) peningkatan efektivitas pengawasan melalui implemenlasi Automatic Exchange
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of lnfornation /AEol) dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, (3)

ekstensifikasi dan pengawasan tindak laniut pasca tar amnesty, (4) peningkatan fungsi

ekstensifikasi untuk penanganan sektor informal {UMKM} melalui pendekalan Business

Development Services, serta (5) melanjutkan reformasi perpajakan secara komprehensif. Selain itu,

reformasi PNBP dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam dengan

tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

Dari sisi belanja negara, upaya dilakukan dengan peningkatan kualitas belanla agar lebih efektif

dan produktif, dilakukan melalui: (i) efisiensi belanja non prioritas dengan penguatan value for

noney, liil berfokus pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan

keterampilan lskill dan produktivitas antara lain melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan

serta kesehatan dengan penguatan program seperti vokasional; (iii) mendorong iklim investasi dan

peningkatan ekspor; (iv) meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi

pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, antara lain melalui penguatan Program

lndonesia Pintar (PlP), Bidikmisi, peningkatan besaran bantuan Program Keluarga Harapan (KH),

efektivitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (y1 melanjutkan

pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk peningkatan kapasitas produksi, distribusi dan

daya saing antara lain melalui pembangunan bandara, pelabuhan, transportasi, jalan,

ketenagalistrikan dan bendungan, serta irigasi; (vi) mendorong reformasi birokrasi institusi untuk

peningkatan layanan dan efisiensi; (vii) penguatan kualitas desentralisasi fiskal dengan mendorong

peningkatan efektivitas formula DAU, DID dan DAK yang berbasis kinerja serta mendorong Dana

Desa untuk pemberdayaan masyarakat; (viii) mendorong efektivitas penanganan beberapa isu

strategis terkait kesetaraan gender, penurunan stunting, perubahan iklim serta antisipasi dan

mitigasi risiko bencana.

Sisi pembiayaan didorong menjadi semakin efisien dan kreatif. Hal tersebut diwujudkan antara lain

melalui pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas aman, mendorong keseimbangan primer

menuju positif, serta mengemhangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif lcreative financin!1

dengan memberdayakan peran swasta, BUMN dan BLU untuk mengakselerasi pembangunan

infrastruktur. Peningkatan produktivitas dan efektivitas pembiayaan melalui peningkatan akses

pembiayaan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR), peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan usaha ultra mikro, serta

mendorong peningkatan ekspor melalui program rtlational lnterest Account (lUlA).

Melalui bauran kebijakan tersebut diharapkan pengelolaan fiskal 2019 akan semakin sehat dan

berkelanjutan, baik dalam jangka pendek maupun menengah. Hal ini akan terefleksi melalui upaya

yang senantiasa dilakukan pemerintah untuk mengendalikan defisit, keseimbangan primer, serta

rasio utang yang terjaga dalam batas aman. Pembiayaan anggaran secara nominal meningkat

seiring dengan kebijakan fiskal yang ekspansif terarah dan terukur. Peningkatan pembiayaan

tersebut juga merupakan dampak dari perluasan fungsi pembiayaan yang tidak hanya semata-mata

untuk menutup defisit tetapi juga digunakan sebagai instrumen investasi untuk mendorong kinerla

BUMN/BLUIBadan Lainnya, mengakselerasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses

terhadap pembiayaan KUMKM, kepemilikan perumahan bagi MBR yang layak huni, serta

mendorong peningkatan ekspor.
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Dalam tiga tahun terakhir, peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada pembiayaan nonutang

terutama pembiayaan investasi. Pemerintah menempuh berbagai kebijakan untuk mendukung

program prioritas melalui investasi kepada BUMN dalam rangka mendukung pembangunan

infrastruktur. Selain itu, Pemerintah juga melakukan pembiayaan investasi kepada BLU yang

bertujuan membiayai pembehasan lahan proyek strategis nasional dan endowment fundpendidikan.

Pembiayaan utang menjadi sumber pendanaan untuk menutup defisit dan mendukung pembiayaan

investasi, dengan tetap mengedepankan aspek kehati-hatian lprudenl, antara lain dengan menjaga

rasio utang dalam batas aman, menjaga komposisi utang dalam batas yang manageablq sefia

mendorong efisiensi cost of bonowing. Pada sisilain, utang Pemerintah dikelola dengan menjaga

keseimbangan makro, dan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga dapat mendorong

produktivitas dan minimalisasi risiko.

Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, APBN terus didorong agar lebih produktif, efisien,

berdaya tahan, dan berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah menempuh beberapa upaya antara lain:

(i) memobilisasi pendapatan yang realistis; (ii) merumuskan strategi helanja agar lehih efektif dan

produktif; serta {iii) mengembangkan pembiayaan yang efisien dan kreatif. Pengelolaan fiskal yang

semakin prudenlselalu dijaga oleh Pemerintah secara konsisten dan terukur.

Pendapatan negara tahun 2019 direncanakan secara realistis dan dimobilisasi dengan langkah-

langkah perbaikan di sektor pendapatan negara, antara lain: (1) 0ptimalisasi penggalian potensi

dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang

up-tl-date dan terintegrasi; (2) Peningkatan kepatuhan walib pajak ltax conpliancd dan

membangun kesadaran wajib palak untuk menciptakan ketaatan membayar paiak lsustainable

conpliancdi; (3) Memberikan insentif perpajakan secara selektif dan tepat sasaran untuk

mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri; (4) Memengaruhi

konsumsi masyarakat terutama terkait dengan Barang Kena Cukai (BKC) untuk mengurangi

eksternalitas negatif; (5) Transparansi informasi di bidang perpajakan dengan mengoptimalkan

perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan Automatic Exchange of
lnfornation (AEol);16l Melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya menurunkan inequality;(71

0ptimalisasi produksi diikuti upaya efisiensi biaya, serta mendukung pengembangan industri hilir,

kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan usaha; (8) Peningkatan dividen BUMN dengan

mempertimbangkan cashflow BUMN dan kemampuan keuangan BUMN dalam pengembangan

usaha dan menjalankan penugasan Pemerintah; (9) Peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif

dengan mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha, serta optimalisasi

pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); dan (10) Perbaikan dan penyempurnaan tata kelola PNBP

didukung maksimalisasi pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dalam sistem pembayaran PNBP.

Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 13,40 persen terhadap PDB untuk memenuhi

sebagian besar kebutuhan Belanja Negara. Target pendapatan negara yang ditetapkan pada APBN

2019 sebesar Rp2.165,11 triliun atau meningkall4,2l persen dari target pendapatan negara

pada APBN tahun 2018. Sumber pendapatan negara pada tahun 2019 secara nominal

direncanakan didominasi oleh penerimaan perpajakan, dengan target penerimaan yang mencapai

82,51 persen dari total target pendapatan negara, sejalan dengan semangat pemerintah

menjadikan pajak sebagai instrumen fiskal untuk mendorong daya saing ekonomi nasional.
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Pendapatan negara dari perpajakan pada tahun 2019 diharapkan mencapai Rp1.786,38 triliun,

meningkat 1 0,40 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Dalam menutupi kebutuhan

belanja negara, Penerimaan Perpajakan ditargetkan mendapat dukungan dari Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp378,30 triliun atau naik 37.35 persen dari target PNBP dalam

APBN tahun 2018, serta Penerimaan Hibah sebesar Rp0,44 triliun atau turun 63,03 persen dari

target APBN tahun 2018. Meskipun secara nominal ditargetkan lebih kecil dibandingkan

Penerimaan Perpajakan, target PNBP mengalami peningkatan relatif besar dibandingkan tahun

anggaran sebelumnya yaitu 37,35 persen. Kenaikan ini diharapkan diperoleh dari kenaikan

pendapatan negara dari bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan

peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Selanjutnya, penerimaan dari hibah pada

tahun 2019 utamanya diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur

seperti transportasi, jalan, irigasi sarana air minum, pengelolaan air limbah dan sanitasi.

Penerimaan hibah tersebut direncanakan untuk membiayai pr0gram-program penanganan

perubahan iklim lclinate changd, pengurangan emisi di perkotaan, keanekaragaman hayati dan

pelestarian hutan.

Belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2019 diarahkan untuk: (1) mendukung pemantapan

reformasi birokrasi dengan menjaga kesejahteraan aparatur negara antara lain melalui pemberian

gaji dan pensiun bulan ke-13, tunjangan hari raya (THR), serta kenaikan gali dan pensiun pokok

sebesar rata-rata lima persen; (2) melanjutkan efisiensi belanja nonprioritas untuk meningkatkan

kualitas belanja yang lebih produktif; (3) mendorong efektivitas program perlindungan sosial dengan

melanjutkan perbaikan mekanisme penyaluran subsidi dan bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat

sasaran, serta sinergi antarprogram yang relevan; (4) memenuhi kewaliban Pemerintah secara

tepat waktu dalam rangka menjaga kredibilitas; (5) penguatan kualitas sumber daya manusia

melalui pendidikan, kesehatan, penguatan lT dan vokasional; (6) mendorong penguatan investasi

dan ekspor antara lain melalui percepatan dan perbaikan kualitas infrastruktur; dan (7)

mengantisipasi ketidakpastian dan penanganan isu-isu strategis antara lain mitigasi risiko bencana,

perubahan iklim, percepatan penanganan slunting, dan kesetaraan gendu.

Besaran belanja negara yang direncanakan untuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.461,1 1 triliun,

naik 10,83 persen dari pagu belanla negara pada APBN tahun 2018 dengan memperhatikan porsi

belanja negara terhadap PDB yang berada pada kisaran 15 persen dalam tiga tahun terakhir.

Peningkatan anggaran belanja tersebut merupakan wulud komitmen pemerintah dalam

mengakselerasi pencapaian target pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemenuhan

kewajiban dan pelaksanaan berbagai agenda nasional. Anggaran belanja negara di tahun 2019

tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.634,34 triliun, ditambah dengan

anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp826,77 triliun. Dengan target

pendapatan dan besaran belanja negara tersebut, defisit APBN tahun 2019 direncanakan sebesar

Rp296,00 triliun atau 1,84 persen terhadap PDB, lebih rendah dari defisit anggaran pada APBN

tahun 2018 yang sebesar Rp325,93 triliun atau 2,19 persen terhadap PDB. Defisit APBN tahun

201 I direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp296,00 triliun.

Kebilakan umum TKDD pada tahun 201 9 diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penguatan alokasi TKDD secara proporsional dan harmonisasi dengan anggaran belanja

kementerian negara/lembaga (K/L).
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2. Penguatan pengelolaan Dana Transfer Umum (DTUlmelalui: {a)pengalokasian Dana Bagi Hasil

(DBH) sesuai persentase/formula yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, (b)

percepatan penyelesaian kurang/lebih bayar DBH, dan optimalisasi penggunaan DBH; (c)

percepatan penyaluran 0BH per triwulan yang didistribusikan pada setiap bulannya; (d)

pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat final untuk memberikan kepastian

sumher pendanaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (e) pemberian

afirmasi kebilakan untuk memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah

sebesar 1 00 persen; dan (f) pengaturan penggunaan minimal 25 persen dari DTU untuk belanja

infrastruktur.

3. Penguatan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK) melalui: (a) pengalokasian Dana Alokasi

Khusus (DAK) Fisik yang lebih difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan layanan dasar

publik antardaerah, (b) upaya pada poin a difokuskan pada SDM dan daya saing melalui

pendidikan, pengentasan stunting, dan infrastruktur daerah, (c) peningkatan akurasi data dan

biaya satuan DAK Nonfisik, dan (d) penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dan

pencapaian output kegiatan.

4. Penguatan pengelolaan Dana lnsentif Daerah {DlD), Dana 0tonomi Khusus (0tsus), dan Dana

Keistimewaan D.l. Yogyakarta melalui: (a) penajaman kriteria penilaian DID yang lebih

mencerminkan prestasi dan kinerja daerah, dan (b) peningkatan efisiensi dan efektivitas

penggunaan Dana 0tsus dan Dana Keistimewaan D.l. Yogyakarta.

5. Penguatan pengelolaan [)ana Desa melalui: (a) distribusi Dana Desa yang adil dan merata, (b)

prioritas pemanfaatan dan pemberdayaan potensi masyarakat untuk lebih mendorong

pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi desa, pengentasan kemiskinan, serta

perluasan kesempatan kerja, (c) penguatan kapasitas SDM dan tenaga pendamping desa,

penguatan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan atas pelaksanaan Dana 0esa.

Tahel5. Bingkasan APBlllTahun 2019 dan APBltl Tahun 2018

(dalam triliun rupiah)
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URAIAN APBN 2019 APBN 2018 
% Kenaikan 

(Penurunan)* 

A. Pendapatan Negara dan Hibah 2.165,11 1.894,72 14,27 

I. Pendapatan Negara 2.164,68 1.893,51 14,32 

1. Penerimaan Perpajakan 1.786,38 1.618,09 10,40 

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 378,30 275,42 37,35 

II. Penerimaan Hibah 0,44 1,19 (63,03) 

B. Belanja Negara 2.461,11 2.220,65 10,83 

I. Belanja Pemerintah Pusat 1.634,34 1.454,49 12,37 

II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 826,77 766,16 7,91 

C. Surplus/(Defisit) Keseimbangan Primer (20,11) (87,33) (76,97) 

D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A - B) (296,00) (325,93) (9,18) 

% Surplus/(Defisit) Anggaran  
Terhadap PDB 

(1,84) (2,19) (15,98) 

E. Pembiayaan Anggaran 296,00 325,93 (9,18) 

     I. Pembiayaan Utang 359,25 399,22 (10,01) 

     II. Pembiayaan Investasi (75,90) (65,65) 15,61 
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lll. Pemberian Pinjaman (2,35) (6,69) (64,87)

lV. Kewajiban Penjaminan 0,00 11,121 ( 1 00,00)

V. Pembiayaan Lainnya r 5,00 0,1 I 8.233,33

Sumber: Kenenterian Keuangan
-) Apabna turdapat pctbedaan angka di belakang kona, disehabkan oleh persentase dihasikan dai puhitungan angka

dalan satuan triliun dan atau penbulalan.

PE!UDAPATAil TtlEGABA

Kinerja realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir tahun 2019 masih cukup baik karena

tumbuh positif, meskipun pertumbuhannya melambat dihandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya. Selain diupayakan untuk meningkatkan penerimaan sektor perpalakan, kepaheanan

dan cukai, serta PNBP, kebijakan pendapatan negara luga diarahkan untuk mendorong

pertumbuhan investasi melalui pemberian insentif perpajakan. Kebijakan pemerintah yang

konsisten dalam mendorong investasi dan produktivitas memberikan dampak positif bagi

perekonomian yang pada akhirnya mampu mendukung peningkatan kinerja pendapatan negara.

Peningkatan pendapatan negara juga diimbangi oleh upaya pemerintah dalam mendorong daya beli

dan produktivitas masyarakat melalui program-program seperti penyaluran Program Keluarga

Harapan (PKH), percepatan pencairan iuran Penerima Bantuan luran (PBl), serta percepatan

penyaluran subsidi pupuk dan subsidi kredit program. Pemerintah juga berupaya meningkatkan

pertumbuhan penyerapan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendorong percepatan

pembangunan daerah.

Penerimaan perpajakan yang merupakan sumber utama pendapatan dalam negeri mengalami

kenaikan, namun pertumbuhannya pada 201 9 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan

periode yang sama pada tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang memengaruhi tetap

bertumbuhnya penerimaan perpajakan meskipun melambat adalah perekonomian domestik yang

relatif stabil, program reformasi administrasi perpajakan dan reformasi pelayanan yang masih terus

berlanjut, perbaikan dan penyempurnaan sistem teknologi dan informasi (lT) perpajakan, program

reinventing policy, ekstensifikasi dan pengawasan tindak lanjut pasca Tat Amnesty, ioint progran

antara Direktorat Jenderal Pajak {DJP} bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta

penyempurnaan peraturan perpajakan.

Keberlanjutan fiskal di sepanjang tahun 2019 tetap dijaga melalui koordinasi berbagai pihak

perumus kebilakan. Hal ini terlihat dari defisit anggaran yang terkendali dan rasio utang dalam

batas aman. Di tengah perlambatan global, realisasi pendapatan negara mampu tumbuh positif

terutama dipengaruhi oleh masih positifnya kinerja ekonomi domestik. Sedangkan, sektor PNBP

tumbuh negatif karena dibayangi penurunan harga komoditas di pasar global.

Realisasi pendapatan negara pada tahun 2019 mencapai 90,56 persen dari target pendapatan

negara pada APBN tahun 2019. Realisasi tersebut tumbuh positif sebesar 0,87 persen dari

pendapatan negara pada periode yang sama tahun 2018. Realisasi pendapatan negara terdiri dari

realisasi Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,14 triliun atau sebesar 86,55 persen dari target

APBN tahun 2019, realisasi Penerimaan Negara Bukan Palak (PNBP) sebesar Rp408,99 triliun
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atau mencapai 108,11 persen dari target APBN tahun 2019, serta Hibah sebesar Rp5,50 triliun

atau persentase capaian sebesar 1.262,86 persen dihandingkan dengan target APBN tahun 2019.

Realisasi pendapatan negara masih tumbuh positif meski masih tertahan sebagai imbas dari

perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ini dapat dicapai sebagai hasil dari tren pertumbuhan

ekonomi yang dijaga dengan intensif, didukung oleh konsumsi domestik yang tumbuh stabil serta

pertumbuhan investasi sebagai dampak kelanjutan pembangunan infrastruktur.

Lebih lanjut. realisasi penerimaan perpajakan yang masih tumbuh positif secara nominal utamanya

karena didorong oleh pertumbuhan PPh Non-Migas, Pendapatan Cukai, Pendapatan PPN Dalam

Negeri, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pendapatan Pajak Lainnya. PPh Pasal

25/29 Orang Pribadi (0P) dan PPh Pasal 2 t hingga akhir tahun 201 9 masih tumbuh double digits

berturut-turut 1 9,06 persen dan 1 0,07 persen (yoy) dengan tingkat realisasi melebihi target yaitu

102,53 persen dan 101,89 persen antara lain didorong oleh pembayaran bonus/THR ldul Fitri

1440H terhadap pegawai/karyawan dan membaiknya kondisi pasar tenaga kerja. Selain itu, PPh

Pasal 25/29 Orang Pribadi juga mengalami perluasan basis pembayar pajak dan peningkatan

baseline setoran sebagai hasil dari program pengampunan pajak ltax annestfi. Upaya untuk

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak juga mendorong pertumbuhan pendapatan pajak penghasilan

(PPh).

Tabel 6. Bealisasi Pendapatan lllegara

Tahun Anggaran 2019 dan 2018
(dalam triliun rupiah)

L Penerimaan Perpajakan

l. Pajak Dalam Negeri

2. Pajak Perdagangan lntrnasional

il. PTUBP

1. Penerimaan SDA

2. Pendapatan dari Kekayaan Negara

Dipisahkan

3. PNBP lainnya

4. Pendapatan BLU

ll!. Penerimaan Hibah

Jumlah Pendapatan lUegara

1.546,14

r.505,09

41,05

408,99

154,90

80,73

1.518,79

1.472,91

45.88

409,32

1 80,59

45,06

128,57

55,09

15,56

1.943,67

1,80%

2,18Y0

(10,52%)

(0,08%l

114,23%l

79,150/o

13,17%l

(1r,30%)

(64,68%l

0,870/0

124,50

48,87

5,50

1.960,63

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi pendapatan perpajakan tumbuh positif 1,80 persen terhadap pendapatan perpajakan

pada periode yang sama tahun 2018 yang sebesar Rp1.518,79 triliun. Pendapatan perpajakan

utamanya didominasi oleh Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas dan Pajak Pertambahan

Nilai (PPN). PPh Non-Migas utamanya berasal dari Pendapatan PPh Pasal 25129Badan, PPh Pasal

21 dan PPh Final. Sedangkan, PPN didominasi oleh PPN Dalam Negeri dan PPN lmpor. Sektor yang

mendukung Pendapatan Perpajakan adalah sektor pengolahan (seperti makanan dan minuman),

sektor jasa keuangan serta sektor transportasi dan pergudangan yang masih tumbuh impresif

hingga double digits.Kineria konsumsi domestik dan pasar tenaga kerja yang terlaga ditunlukkan

Uraian 2019 20t8
% Kenaikan
(Penurunanl
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oleh pertumbuhan pendapatan dari PPh 21 dan PPN Dalam Negeri di tengah perekonomian global

yang melemah meniadi penopang Pendapatan Perpajakan.

PPh Migas secara keseluruhan tumbuh negatif pada tahun 2019. Penurunan PPh Migas antara lain

didorong oleh penurunan harga minyak mentah dunia akibat perang dagang Amerika dan Tiongkok

yang berimbas pada harga komoditas dunia. Pertumbuhan negatif tersebut terutama disebabkan

oleh imbas perlemahan ekonomi yang berdampak pada penurunan impor, dirasakan oleh sektor

industri pengolahan, sektor pertambangan dan sektor perdagangan, dan terkonfirmasi oleh

penurunan PPh Pasal 22lmpor. PPN/PPnBM juga merupakan pajak yang tumbuh negatif, namun

tidak terjadi pada keseluruhan komponen. Pendapatan PPN Dalam Negeri yang masih tumbuh

positif merupakan salah satu sinyal masih terjaganya konsumsi dalam negeri. Pendapatan

PPN/PPnBM yang menurun bersumber dari Pertumbuhan negatif penerimaan PPN lmpor dan

PPnBM Dalam Negeri.

Meski tidak tumbuh double digits, pendapatan cukai dengan realisasi yang melebihi target

memberikan kontribusi kuat terhadap pendapatan negara, terutama bersumber dari pertumbuhan

cukai hasil tembakau (CHT) dan cukai MMEA yang juga melebihi nilai yang ditargetkan. Kenaikan

tarif cukai di tahun 2019 dan keberhasilan pengendalian peredaran tembakau dan MMEA ilegal

menjadi faktor pendorong pertumbuhan penerimaan cukai.

Realisasi pendapatan PNBP 201 I tumbuh negatif 0,08 persen terhadap realisasi tahun 201 8 pada

periode yang sama. Kontribusi terbesar realisasi pendapatan dari PNBP berasal dari PNBP Sumber

Daya Alam {SDA} yang mencapai Rp154,90 triliun atau 37,87 persen dari total realisasi PNBP

pada tahun 2019. Selanjutnya, PNBP Lainnya mencapai Rp124,50 triliun berkontribusi 30,44

persen terhadap total realisasi PNBP. Realisasi PNBP SDA adalah 81,20 persen dibandingkan

target dan secara nominal lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun

sebelumnya karena pelemahan harga komoditas SDA seiring dengan ketidakpastian ekonomi global

dan liftingminyak bumi yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Persentase realisasi pendapatan dari KND yang mencapai 177,07 persen terhadap target APBN.

Realisasi pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan (termasuk bagian laba BUMN) mengalami

peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya

yakni meningkat sebesar 79,15 persen terutama berasal dari pendapatan yang merupakan bagian

pemerintah atas Surplus Bank lndonesia sebesar Rp30,09 triliun yang tidak masuk ke dalam target

APBN 2019. Bagian Laba Pemerintah pada BUMN pada tahun 2019 senilai Rp50,63 triliun,

bertumhuh 12,37 persen dari tahun sebelumnya, memiliki porsi terbesar dalam Pendapatan dari

KND tahun 201 9. Bagian Laba Pemerintah dari BUMN terbesar tahun ini merupakan kontribusi dari

PT. Bank Rakyat lndonesia (BRl) senilai Rp9,25 triliun, PT. Telkom senilai Rp8,45 triliun, PT.

Pertamina senilai Rp7,95 triliun, PT. Bank Mandiri senilai Rp6,75 triliun dan PT. PLN senilai Rp4,00

triliun.

Realisasi pendapatan BLU sebesar Rp48,87 triliun atau sebesar 102,06 persen dari target APBN

tahun 201 9 mengalami penurunan secara nominal dari lahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan

dampak kebijakan tidak mengenakan tarif pungutan atas komoditas dan industri pengolahan sawit

hingga 31 Desember 2019 sebagai salah satu strategi pemerintah menghadapi penurunan harga

komoditas, sehingga berimbas pada turunnya pendapatan dana kelola perkebunan sawit.
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Realisasi pendapatan PNBP Lainnya 2019 sebesar Rp124,50 triliun mencapai realisasi 132,35

persen dari target APBN tahun 2019 namun tumbuh negatif 3,17 persen dibandingkan periode

sebelumnya. Secara keseluruhan, realisasi PNBP tahun 2019 lebih rendah dibandingkan periode

yang sama tahun sebelumnya merupakan dampak dari bauran kondisi penurunan tingkat

permintaan global atas beberapa komoditas sumber daya alam, penurunan harga komoditas SDA,

penurunan realisasi ICP (harga minyak mentah lndonesia) serta penurunan Harga Batubara Acuan.

Realisasi penerimaan hibah tahun 2019 memiliki capaian yang sangat tinggi, namun tumbuh negatif

64,68 persen disebabkan oleh angka nominal Penerimaan Hibah pada tahun 2018 bernilai

signifikan. Realisasi penerimaan hibah tahun 2019 didominasioleh hibah dari pemerintah daerah

sebesar Rp3,31 triliun, atau 60,26 persen dari total realisasi penerimaan hibah tahun 2019.

BELAltlJA ilEGABA

Realisasi belanja negara Tahun 2019 meningkat 4,35 persen dibandingkan dengan periode yang

sama tahun sebelumnya, atau terealisasi 93,83 persen dari pagu APBN tahun 201 9. Belanja negara

terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat ditambah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Tahun

2019 kinerja belanja pemerintah pusat menunjukkan peningkatan secara nominal, namun

mengalami penurunan secara persentase penyerapan. Pertumbuhan belanja pemerintah pusat tidak

terlepas dari berbagai program strategis yang telah dilakukan pada paruh pertama tahun 2019

seperti penyelenggaraan Pemilu dan percepatan penyaluran Bantuan Sosial.

e
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Tabel 7. Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan 2018 
(dalam triliun rupiah) 

Uraian 2019 2018 
Kenaikan/ 

(Penurunan)* 

I. Belanja Pemerintah Pusat 1.496,31 1.455,32 2,82% 
1. Belanja Pegawai 376,07 346,89 8,41% 
2. Belanja Barang Jasa 334,42 347,47 (3,76%) 
3. Belanja Modal 177,84 184,13 (3,41%) 
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang 275,52 257,95 6,81% 

a. Utang Dalam Negeri 254,08 238,43 6,56% 
b. Utang Luar Negeri 21,45 19,52 9,86% 

5. Subsidi 201,80 216,88 (6,95%) 
a. Subsidi Energi 136,88 153,52 (10,84%) 
b. Subsidi Non Energi 64,93 63,36 2,47% 

6. Belanja Hibah 6,48 1,52 325,91%* 
7. Bantuan Sosial 112,48 84,32 33,40% 
8. Belanja Lain-lain 11,70 16,16 (27,62%) 

II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 812,97 757,79 7,28% 
1. Transfer ke Daerah 743,16 697,93 6,48% 

a. Dana Perimbangan 711,28 668,64 6,38% 
b. Dana Insentif Daerah 9,69 8,23 17,78% 
c. Dana Otsus dan Keistimewaan 22,18 21,06 5,32% 

2. Dana Desa 69,81 59,86 16,63% 
Jumlah Belanja Negara 2.309,29 2.213,12 4,35% 

Sumber: Kementerian Keuangan 
*) Apabila terdapat perbedaan angka pada satuan dan di belakang koma, disebabkan oleh persentase dihasilkan dari 
perhitungan angka dalam satuan triliun atau pembulatan. 
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Belanla Pemerintah Pusat yang direalisasikan selama Tahun 2019 sebesar 91,55 persen dari pagu

APBN 201 9. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh implementasi program-program yang dilaksanakan

Kementerian Negara dan Lembaga yang terus didorong percepatan pelaksanaannya sejak awal

tahun, seperti kegiatan lelang dini, kegiatan pendukung pelaksanaan Pemilu 2019, serta

penyaluran belanja bantuan sosial seperti PKH, bantuan pangan, dan PBI (untuk mendukung

keberlangsungan program JKN). Selain itu, realisasibelanja pada PlP, Beasiswa Bidik Misi, bantuan

rehabilitasi rumah keluarga miskin, bantuan rekonstruksi rumah pasca bencana, juga turut

berkontribusi pada meningkatnya belanja negara di 2019.

Pembangunan infrastruktur juga terus memperlihatkan adanya pr0gres seperti pembangunan jalan

baru, pembangunan jalan tol, dan pembangunan jembatan. Progres tersebut merupakan bagian dari

beberapa outputyang menunjukkan capaian positif sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam

meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, termasuk program preservasi

rekonstruksi, rehabilitasi jalan, pembangunan prasarana perkeretaapian, dan pembangunan

fasilitas pelabuhan sebagai program prioritas nasional.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat naik 2,82 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya,

tanpa adanya kebijakan pemotongan belanla negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana

yang dilakukan pada beberapa tahun sebelumnya. Hal ini ditempuh dalam rangka optimalisasi

belanja negara sebagai stimulus fiskal pada penerapan countercyclicaldi masa penurunan ekonomi

eksternal. Akselerasi penyerapan anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang telah didorong sejak

awal tahun secara berkesinambungan hingga akhir tahun 2019 mampu mendorong sektor

konsumsi melalui kombinasi penyerapan Belanja Pegawai, Belanla Barang dan Bantuan Sosial.

0ptimalisasi penyerapan Belanja Modal luga menjadi daya pengungkit pada sektor investasi.

Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari belanla K/L sebesar Rp873,43 triliun dan belanja non

K/L sebesar Rp622,89 triliun. Realisasi terbesar belanja K/L tersebut antara lain dikontribusikan

dari 13 K/L yaitu Kementerian Pertahanan 13,21 persen, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat 11,51 persen, Kepolisian Negara Rl 11,24 persen, Kementerian Kesehatan

7.70 persen, Kementerian Agama7,32 persen, Kementerian Sosial 6,61 persen, Kementerian Riset

Teknologi dan Pendidikan Tinggi 5,21 persen, Kementerian Perhubungan 4,54 persen, Kementerian

Keuangan 4,53 persen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4,18 persen, Kementerian

Pertanian 2,22 percen, Komisi Pemilihan Umum 2,00 persen dan Kementerian Hukum dan HAM

1,58 persen masing-masing terhadap total belanja pemerintah pusat. Kinerla positif realisasi

belanja K/L antara lain dipengaruhi oleh tidak adanya perubahan atas APBN tahun 2019 sehingga

K/L dapat lebih fokus dalam menjalankan program yang telah ditetapkan. Selanlutnya, realisasi

Belanja Non K/L terdiri dari Belanja Pegawai untuk pembayaran pensiun, uang tunggu dan jaminan

kesehatan PNS (didominasi PNS Daerah) dan TNI/P0LRl sebesar Rp126,88 triliun, Belanla Barang

dan untuk dana dukungan kelayakan proyek dan dana fasilitas penyiapan proyek sebesar RpO,51

triliun, pembayaran bunga utang, pembayaran kontribusi ke lembaga internasional, subsidi energi

dan nonenergi, hibah yang antara lain untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,

serta Belanja Lain-lain.
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Realisasi terbesar per lenis belanja merupakan realisasi pada Belanja Pegawai sebesar Rp376,07

triliun. Secara nominal, realisasi belanja pegawai tersebut mengalami pertumbuhan 8,41 persen

jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan Belanja Pegawai antara lain

dipengaruhi oleh kenaikan gaji pegawai sebesar 5 persen, kenaikan tunlangan kinerla di beberapa

KIL dalam kerangka penerapan reformasi birokrasi dan kenaikan iuran PBI Jaminan Kesehatan

Nasional. Belanla pegawai didominasi oleh Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS, TNI/POLRl,

Pelabat Negara, Veteran, Kontribusi Pendanaan Pensiun eks PNS Kemenhub, jaminan kesehatan

serta Tunjangan Hari Tua sebesar 33,74 persen. Pada pertengahan tahun 2019, kinerja

penyerapan Belanla Pegawai telah optimal karena adanya kenaikan tunjangan kinerla beberapa

K/1, kenaikan gali pokok, pencairan THR dan gaji ke-13. Belanja Pegawai merupakan salah satu

dari tiga jenis belanla yang penting untuk mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan

pemerintah secara bersamaan hingga akhirnya berdampak positif dan berkaitan sangat erat dengan

peningkatan perekonomian nasional.

Realisasi Belanja Barang tahun 2019 mencapai Rp334,42 triliun mengalami penurunan 3,76 persen

terhadap realisasi periode yang sama tahun 201 8. Realisasi tersebut mencapai 96,87 persen target

anggarannya. Penurunan realisasi Belanja Barang merupakan efisiensi atas belanja yang antara

lain terdiri dari honorarium, perjalanan dinas dan pakel neeting. Realisasi Belanja Barang terbesar

adalah untuk penyediaan layanan operasional fasilitas kesehatan, peningkatan penyediaan fasilitas

rumah swadaya, pemeliharaan rutin jalan nasional, dukungan pengadaan Alutsista dan

penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Selain itu, porsi Belanja Barang juga terealisasi untuk

pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang kepada siswa-siswa penerima Bantuan

Operasional Sekolah (B0S) dari Madrasah lbtidaiyah (Ml), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan

Madrasah Aliyah (MA) dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan relevansi madrasah yang

dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

Realisasi Belanja Modal pada tahun 2019 sebesar Rp177,84 triliun atau mencapai 93,93 persen

dari target APBN 2019 yang mengalami pertumbuhan negatif 3,41 persen dibandingkan periode

yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan realisasi tersebut disebabkan permasalahan ganti rugi

lahan yang belum terselesaikan pada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, payung

hukum penugasan baru yang baru terbit di pertengahan tahun dan isu keamanan yang menghambat

pelaksanaan pekerjaan seperti di Provinsi Papua dan Papua Barat. Proporsi Belanja Modal terbesar

digunakan untuk: (1) pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang merupakan faktor pendorong

investasi, (2) pembangunan jalan, irigasi dan jaringan dipergunakan untuk preservasi rekonstruksi,

rehabilitasi jalan dan jembatan terutama untuk menunjang kelancaran arus barang dan penumpang

hari Raya ldul Fitri pada 2019, termasuk prasarana perkeretaapian, serta (3) pembelian peralatan

dan mesin pada Kementerian Pertahanan, Kepolisian Rl, Kementerian Agama dan Basarnas.

Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp215,52 triliun, tumbuh 6,81 persen dibandingkan

tahun sebelumnya dan terealisasi sebesar 99,87 persen terhadap anggarannya. Realisasi tersebut

terutama bersumber dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp254,08 triliun atau

92,22 persen terhadap total Belanla Pembayaran Bunga Utang. Belanja Pembayaran Bunga Utang

lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena peningkatan stok utang

Pemerintah memasuki awal tahun 2019 ditambah adanya tambahan pembiayaan utang selama
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tahun 2019 yang berasal dari kebutuhan pembiayaan defisit, pembiayaan non utang (terutama

pembiayaan investasi) dan utang latuh tempo. Meskipun demikian, pengadaan tambahan utang

2019 tersebut dibiayaidengan tingkat bunga yang lebih rendah, terutama yieldSBN yang relatif

lebih rendah karena kondisi pasar keuangan yang lebih kondusif dibandingkan tahun 2018.

Realisasi Belanla Subsidi pada tahun 2019 mencapai Rp201.80 triliun atau 89,96 persen terhadap

pagu 201 9. Belanja Subsidi terhesar terealisasi untuk subsidi energi yaitu sebesar Rpl 36,88 triliun

atau 67,83 persen terhadap total subsidi pada tahun 201 9. Realisasi subsidi yang lebih rendah dari

target antara lain disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi ICP dibandingkan asumsi APBN dan

apresiasi rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2019, yang berdampak pada

lebih rendahnya realisasi subsidi energi dibanding target yang diperkirakan. Belanja subsidi energi

diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat serta

membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan komoditas barang subsidi dengan harga

terjangkau, antara lain LPG tabung 3 Kg, BBM jenis minyak solar dan minyak tanah, tarif listrik,

disertai dengan upaya paralel mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi agar lehih tepat sasaran.

Sementara itu, realisasi subsidi non energi sebesar Rp64,93 triliun antara lain dilaksanakan dalam

rangka pembayaran Subsidi Pupuk, Subsidi PSO Kereta Api maupun Angkutan Laut, serta Subsidi

Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat.

Realisasi Belanja Hibah pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan tertinggi dengan realisasi

Rp6,48 triliun, tingkat penyerapan 333,71 persen terhadap target atau meningkat 325,91 persen

dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan signifikan ini berasal dari tambahan Belanja Hibah

nonprogram terealisasi tahun 201 9, berupa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan

noninfrastruktur pasca bencana alam melalui Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah.

Kinerja realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 201 I mencapai 110,21 persen terhadap pagu APBN

tahun 2019. Bealisasi Belanja Bantuan Sosial senilai Rp112,48 triliun mengalami peningkatan

sebesar 33,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nominal realisasi yang

melebihi pagu dan peningkatan realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut menunjukkan wujud

keberpihakan Pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan miskin, yang

antara lain diwujudkan dalam bentuk: (i) kenaikan indeks manfaat bantuan tunai Program Keluarga

Harapan (PKH), (ii) penyaluran bantuan sosial pangan, (iii) pembayaran selisih iuran PBI program

JKN, {iv) penyaluran realisasi bantuan Pangan pada Kementerian Sosial, (v) realisasi Bansos lainnya

(antara lain Program lndonesia Pintar/PlP dan Bidikmisi), dan (vi) pelaksanaan kegiatan penanganan

darurat bencana.

Boks 2

Mendorong Kualitas Balania Melalui Penguatan Monitoring Evaluasi (Monev) dan

Pengukuran lndikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Sejalan dengan tujuan pemedntah dalam mewujudkan belanja negara yang berkualitas, maka

pelaksanaan anggaran harus mampu dikawal agar dapat berjalan dengan baik dalam rangka

memastikan dan menjamin ketercapaian keluaran loutpul yang menjadi tanggung jawab pengguna

anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP),

dan Dokumen lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam konteks pelaksanaan anggaran, hal

tersebut tidak akan terlepas dari pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan

anggaran yang dikelola oleh Kl[. Monev tersehut salah satunya bertujuan untuk memantau capaian

kinerja pelaksanaan KIL setiap periode agar dapat mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan

anggaran pada KIL yang berimplikasi pada kurang optimalnya penyerapan anggaran.

Lebih lanjut, APBN sebagai instrumen fiskal digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan

hernegara, mewujudkan per$angunan, pemerataan, serta kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

APBN sebagai amanat rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah tentunya harus dikelola dengan

tata kelola yang baik lgood gouernancCl agar keluaran/ nutput yang dihasilkan atas program-

program yang dituangkan ddam APBN tersebut dapat secara nyata dan optimal dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat. Ketercapaian natput tersebut, tentunya harus didukung oleh

regulasi, proses bisnis, dan sistem pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian

Negarallembaga (KlL) secara terkendali, terarah, dan terukur. 0leh sebab itu, untuk menakar

belanja yang berkualitas diperlukan suatu ukuran-ukuran kinerja yang menggambarkan bagaimana

KIL mengelola anggarannya.

Terbitnya Peraturan Mented Keuangan (PMK) Nomor 1951PMK.05/2018 tentang Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Anggrrrn Belanla Kementerian Negara/Lembaga salah satunya mengatur

implementasi lndikator Kineria Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu indikator yang ditetapkan oleh

Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja

Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan,

kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan

kegiatan. Keempat aspek tersebut kemudian diuraikan ke dalam 12 indikator kinerja yang

didasarkan pada herbagai data transaksi keuangan yang dihasilkan oleh satuan kerja (Satker)

selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengelola anggaran belanja pemerintah. Kedua belas

indikator tersebut, terdiri atas:

1) lndikator kinerja Revisi DIPA menunjukkan rasio antara lumlah revisi DIPA dalam kewenangan

pagu tetap terhadap target revisi DIPA secara triwulanan;

2l lndikator kinerja Deviasi Halaman lll DIPA menunjukkan rata-rata penyimpangan atau deviasi

antara perencanaan penadkan dana terhadap realisasi anggaran hulanan;

3) lndikator kinerla Pagu Minus menunjukkan persentase pagu minus (realisasi yang melebihi

pagunya) terhadap pagu ilggarannya;

4l lndikator kinerja Penyrnpaian Data Kontrak menunjukkan rasio ketepatan waktu

penyampaian dokumen il4kasan kontrak terhadap seluruh data kontrak yang didaftarkan ke

KPPN;

5) lndikator kinerja Pengelolaan UP menunjukkan rasio ketepatan waktu pertanggunglawaban

UP terhadap seluruh pertanggungjawaban UP;

6) lndikator kinerla Penyampaian LPJ Bendahara menunjukkan rasio ketepatan waktu

penyampaian LPJ oleh Bendahara Pengeluaraan terhadap seluruh kewajiban penyampaian

LPJ;
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7l lndikator kinerja Dispens.si Penyampaian SPM menunjukkan tingkatan jumlah/volume SPM

yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu

penyampaian pada akhir tahun anggaran;

8) lndikator kinerja Penyerapan Anggaran menunjukkan rasio antara tingkat penyerapan

anggaran terhadap targst penyerapan anggarannya;

9) lndikator kinerja Penydesaian Tagihan menunlukkan rasio ketepatan waktu penyelesaian

tagihan yang bersifat kontraktual (SPM-LS Kontraktual) terhadap seluruh kewajiban

penyelesaian tagihan kontraktual yang diajukan ke KPPN;

10) lndikator kinerja Retur SP2D menunlukkan rasio antara jumlah SP2D yang mengalamiretur

terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan;

1 1) lndikator kinerja Pengembalian/Kesalahan SPM menunjukkan tingkatan rasio

pengembalianlkesalahan $PM oleh KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan ke KPPN; serta

121 lndikator kinerja Renkas menunjukkan rasio ketepatan waktu antara penyampaian Renkas

(RPD Harian) terhadap seluruh kewajiban Renkas yang diajukan ke KPPN.

Di tahun 2019, formulasi IKPA disesuaikan dengan arah kebijakan yang berfokus pada pencapaian

kinerja pelaksanaan anggaran yang semakin ideal, menantang, namun tetap achievable. Oleh

karena itu, formula beberapa indikator dalam IKPA dimodifikasi dengan tujuan dapat terus

mendorong perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran KlL. Faktanya, reformulasi indikator tersebut

dapat direspon dengan positif seiring dengan tetap terjaganya nilai IKPA untuk Tahun Anggaran

20l9.Oibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018, capaian kinerja IKPA Tahun Anggaran 2019

masih mampu berada dalam trcn kenaikan dari angka 93, 1 1 di tahun 201 8 menjadi 93,49 di tahun

201L

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan IKPA sebagai alat monev pelaksanaan anggaran dirasa

mampu meningkatkan kinerir tata kelola keuangan pada Satker. Sebagaimana disajikan dalam

tahel di bawah, capaian nihi kinerla IKPA KIL secara konsisten meningkat hingga TA 2019.

Adanya peningkatan capaian kinerja dari berbagai aspek dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel: Grafik Peningkatan ttlilai IKPA

Tahun Anggarcn2017 s.d. 2019

Sumbcr: Kenenteian Keuang tt
t. Kinerja pada Aspck Karcsuaian Perencanaan dcngan Pelaksanaan mengalami sedikit

penurunan dari angka 95.71 di 2018 menjadi 94.92 di tahun 2019. Penurunan tersebut

salah satunya disebabkan oleh reformulasi indikator Deviasi Hal lll DIPA berupa pengetatan
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ketentuan penyesuaian rencana penarikan dana bulanan. Hal tersebut menyebabkan angka

rata-rata Deviasi Halaman lll DIPA bulanan K/L naik menjadi 15,03%. Sementara itu, capaian

positif terdapat pada indikator Revisi DIPA yang ditunjukkan dengan berkurangnya frekuensi

revisi DIPA secara signifikan.

2. Kineria pada Aspek Kr;atuhan Terhadap Begulasi mengalami peningkatan dari angka

88,55 (2018) menjadi t9,27 (2019). Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kinerja

pada: (l) ketepatan wakhr penyampaian Ganti Uang Persediaan (GUPl, (2) ketepatan waktu

penyampaian Laporan Pertanggunjawaban (LPJ) Bendahara, dan (3) ketepatan waktu

penyampaian data kontrak.

3. Kinerja pada Aspek Efcktivitas Pelaksanaan Kegiatan mengalami peningkatan dari

angka 97,53 (2018) rreiadi 98,34 (2019). lndikator yang memberikan kontribusi terhadap

kenaikan nilai aspek ini adalah indikator Penyelesaian Tagihan yang tingkat ketepatan

waktunya naik sebesa 2,43 poin pada tahun 2019. Sementara itu, pada indikator Retur

SP2D, terdapat penambrhan jumlah retur sebanyak 1.473 SP2D dibandingkan dengan periode

sebelumnya.

4. Kinerja pada Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan sedikit mcngalami pcnurunan

dari angka 92,10 (20181 meniadi 89,13 (2019). Pada kategori ini, terjadi peningkatan nilai

yang signifikan pada indikator Renkas. Sedangkan pada nilai indikator kinerja Kesalahan SPM

terjadi penurunan capairt dibandingkan dengan periode sebelumnya akibat reformulasi dengan

penerapan batas toleransi maksimal SPM Salah/Dikembalikan sebesar 2,5% dari total SPM,

namun kesalahan SPM masih terealisasi sebesar 4,0%.

Pada praktiknya, data IKPA telah terintegrasi dan disediakan dalam Online Monitoring Sistem

Perbendaharaan dan Anggamfi Negara (0M SPAN). Aplikasi tersebut mengolah dan menampilkan

data kinerja pelaksanaan anggaran seluruh Satker K/L di lndonesia. Melalui aplikasi tersebut,

seluruh KIL dapat melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan

anggaran sampai dengan levol Satker K/L secara real time, sehingga K/L dapat dengan cepat dan

tepat melakukan perbaikan atas kinerja pelaksanaan anggarannya. Dengan menggunakan indeksasi

dan skala kualitas dari 0-100, maka dapat dilihat perkembangan IKPA agregat dari seluruh KIL

terdapat peningkatan yang 3ilgat signifikan. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam

melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara herkesinambungan,

serta sinergi dan upaya dari sduruh KIL dalam meningkatkan tata kelola pelaksanaan anggarannya

guna mewujudkan helanja yang semakin berkualitas.

Struktur APBN tahun anggaran 201 9 luga mengelompokkan belanja pemerintah pusat berdasarkan

ll kategoriklasifikasifungsi.PadaAPBNtahun20l9,fungsiyangmemilikiporsiterbesarsecara

anggaran maupun realisasi adalah fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi, dianggarkan

masing-masing sebesar 31,65 persen dan 23,84 persen dari total anggaran belanja pemerintah

pusat. Sedangkan sisanya sebesar 44,51 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Alokasi

fungsi pelayanan umum yang dialokasikan demikian besar untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

pemerintah secara umum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat

memberi layanan publik agar lebih efektif, profesional dan efisien. Demikian luga dengan alokasi

fungsi ekonomi yang berada pada urutan terbesar kedua merupakan bentuk komitmen pemerintah
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dalam mendorong pembangunan ekonomi agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkesinambungan.

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Belania Pemerintah Pusat

Tahun Anggaran 2019 dan 2018 Menurut Fungsi

(dalam triliun

No

2

3

4

5

6

7

8

I
10

1l

Fungsi APBN 20I9

Pelayanan Umum

Pertahanan

Ketertiban dan

Keamanan

Ekonomi

Perlindungan

Lingkungan Hidup

Perumahan dan

Fasilitas Umum

Kesehatan 62,76

Pariwisata dan Budaya 5,32

Agama 10,14

Pendidikan 152,69

Sosial

147,96

358,43

16,09

26,62 100,40% 32,19

71,01 113,14% 61,86

4,23 79,44% 10,69

11,22 110,61% 9,37

1 55, 1 6 101 ,620/o 145,94

19 66%

517,34

108,43

142,97

389,60

17,76

26,52

375, r I
106,83

143,30

382,42

1 3,70

Realisasi

2019

400,09

115,42

% Realisasi

77,34%

106,45%

r03,49%

92,00%

90,60%

Bealisasi

2018

173,77

TOTAT 1.634,34 1.496,31 91,55% 1.455,26

Sumbe r: Kenen te rian Ke uangan

Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan tahun 2019 secara nominal didominasi fungsi

pelayanan umum, fungsi ekonomi dan perlindungan sosial. Sedangkan persentase realisasi tertinggi

dan melebihi target hingga double digits terlaksana pada fungsi kesehatan 113,14 persen dan

fungsi agama 110,61 persen. Selain mencapai persentase realisasi tertinggi, realisasi belanja

fungsi agama dan fungsi kesehatan mengalami peningkatan signifikan bersama dengan fungsi

perlindungan lingkungan hidup.

Sebagai fungsi dengan alokasi terbesar, realisasi fungsi pelayanan umum yang mengalami

pertumbuhan pada tahun 201 I karena pelaksanaan pemilu pada tahun 201 9. Perhatian pemerintah

untuk meningkatkan fungsi layanan umum dengan cara memperbaiki tata kelola dan manajemen

birokrasi tercermin dari besarnya proporsi realisasi fungsi pelayanan umum, sekaligus telah

membuahkan hasil peningkatan kategori 'kemudahan berusaha' di lndonesia menjadi peringkat 73

(naik 41 peringkat dari '114)berdasarkan laporan 0oing Business 2019 yang dirilis Bank Dunia.

Realisasi fungsi ekonomi bersumber dari kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui

pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, kedaulatan pangan serta pengembangan UMKM

dan koperasi. Belanja fungsi ekonomi diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditempuh oleh

Pemerintah untuk mempercepat infrastruktur dasar, konektivitas dan ketahanan pangan.

Keberhasilan pencapaian pembangunan hingga 2019 secara umum dapat terlihat pada hasil

pembangunan perkeretaapian, lalan baru, bendungan baru, jembatan baru, bandara baru, fasilitas

pelabuhan laut dan fasilitas kelengkapan jalan.

Peningkatan realisasi yang signifikan pada fungsi agama menghasilkan: (1) peningkatan pembinaan

haji sehingga menghasilkan petugas haji yang profesional, (2) peningkatan bimbingan masyarakat
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lslam melalui pemberian tunlungan bagi Penyuluh Agama lslam Non PNS, dan (3) peningkatan

bimbingan masyarakat Kristen melalui program pembersihan rumah ibadah.

Peningkatan realisasi fungsi kesehatan diarahkan pada: (1) peningkatan akses dan kualitas

pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia, (2) peningkatan akses mutu terhadap

pelayanan gizi masyarat, termasuk program konvergensi percepatan penurunan stunting melalui

belanja K/L di bidang kesehatan (3) peningkatan pengedalian penyakit dan penyehatan lingkungan,

(4) pengendalian jumlah penduduk dengan peningkatan akses dan kualitas KB, dan (5) peningkatan

ef ektivitas pembiayaan kesehatan.

APBN merupakan instrumen yang digunakan untuk menjaga momenlum pertumbuhan ekonomi

positif dalam rangka mendorong perekonomian yang stabil melalui kebijakan countercyclicaL Hal

tersebut luga dilaksanakan melalui kebijakan TK0D. Pada tahun 2019, realisasi TKDD mencapai

98,33 persen terhadap pagu. Realisasi ini meningkat 7,28 persen bila dibandingkan dengan

realisasitahun lalu yang sebesar Rp757,79 triliun. Secara umum, kinerja penyaluran TKDD pada

tahun 2019 lebih baik dibandingkan kinerla penyaluran tahun sebelumnya. Realisasi TKDD terdiri

dari Transfer ke Daerah sebesar Rp743,16 triliun atau 98,20 terhadap pagu serta Dana Desa

sebesar Rp69,81 triliun atau 99,73 persen terhadap pagu APBN tahun 2019. TKDD mengalami

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai salah satu strategi kebijakan fiskal untuk

mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kualitas

desentralisasi fiskal. Peningkatan TKDD tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk

meningkatkan kinerja pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam upaya menyediakan

layanan dasar publik yang layak dan memadai serta mendorong percepatan pembangunan daerah.

Peningkatan Dana Transfer ke Daerah bersumber dari kenaikan keseluruhan komponen Dana

Perimhangan. baik dari Dana Transfer Umum maupun Dana Transfer Khusus. Realisasi Dana

Perimbangan sebesar Rp71 1,28 triliun atau 98,16 persen dari target APBN 2019 meningkat 6,38

persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara persentase, kenaikan ini terutama berasal dari

kontribusi Dana Bagi Hasil (pada Dana Transfer Umum) yang meningkat 10,97 persen dan Dana

Alokasi Khusus Fisik (pada Dana Transfer Khusus) yang meningkat 10.35 persen. Namun secara

nominal, kenaikan terbesar bersumber dari peningkatan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Pencapaian realisasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penyelesaian sebagian Dana

Bagi Hasil (DBH) hingga tahun 201 8 dan kebijakan DAU tambahan untuk membayar kenaikan luran

Jaminan Kesehatan penduduk (PBl BPJS) yang didaftarkan Pemerintah Daerah sebagai salah satu

persyaratan yang ditetapkan dalam penyaluran dana TKDD. Realisasi DAU pada tahun 2019

melebihi target dengan capaian 1 00,73 persen luga bersumber dari kebijakan DAU tambahan yang

disalurkan sebagai bantuan pendanaan kelurahan kepada 403 Pemerintah Daerah di tahap I dan

kepada 324 Pemerintah Daerah di tahap ll.

Penyempurnaan pengelolaan TKDD untuk penguatan desentralisasi fiskal juga telah dilaksanakan

melalui langkah kebijakan: (l) menambah persyaratan penyaluran DAK Fisik berupa laporan

realisasi capaian autputyang sudah direviu oleh Inspektorat Daerah; (2) Penyempurnaan proses

penyusunan dan persetujuan rencana kegiatan DAK Fisik melalui pemanfaatan teknologi informasi,

yang digunakan bersama oleh Pemda, K/L teknis, Bappenas, dan Kementerian Keuangan; dan (3)
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Penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja dan kebijakan percepatan penyaluran dana bagi desa

yang berkinerja baik. Persyaratan ini diterapkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai target

penyaluran transfer yang berkualitas. Pada semester awal tahun 2019, penundaan penyaluran

DAU reguler diberlakukan terhadap beberapa pemerintah daerah yang belum memenuhi Alokasi

Dana 0esa, belum menyampaikan laporan informasi keuangan daerah atau belum menyampaikan

laporan realisasi APBD Semester I tahun 2019. Kebilakan ini dapat diterapkan secara baik hingga

peningkatan TKDD yang efektif dapat dicapai sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan

pertumbuhan penyerapan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendorong percepatan

pembangunan daerah.

Dana Transfer Khusus (DTK) secara keseluruhan mengalami peningkatan. Penggunaan [)TK

diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM dalam mencapai daya saing daerah melalui pendidikan

dan kesehatan (termasuk penanganan dan pencegahan stuntinli, peningkatan infrastruktur daerah,

pelayanan publik dan kepariwisataan. DTK pada tingkat yang lebih detail yakni Dana Alokasi

Khusus (DAK) Fisik, mengalami kenaikan double digits, namun nilainya lebih mencerminkan

kebutuhan riil daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, syarat tambahan berupa reviu

atas laporan capaian nutputoleh lnspektorat Daerah dapat meningkatkan akuntabilitas tata kelola

pelaksanaan DAK Fisik. Penyaluran DAK Nonfisik pada tahun 2019 menunlukkan kenaikan yang

dipengaruhi oleh membaiknya tingkat kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan Dana

Bantuan 0perasional Sekolah (B0S) dan Bantuan 0perasional Kesehatan (B0K), Tunjangan Profesi

Guru dan Tunlangan Khusus Guru (TKG), serta peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM

(PK2UKM). Koordinasi yang dilakukan dengan seluruh Kementerian Negara/Lembaga teknis secara

berkesinambungan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dan kegiatan

lainnya kepada Pemerintah Daerah juga menladi faktor penting dalam mendorong kenaikan realisasi

penyaluran DAK Non Fisik.

Dana lnsentif Daerah (DlD) juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dan telah diterima oleh

336 Pemerintah Daerah pada tahap I yang antara lain terdampak bencana gempa, tsunami dan

likuifaksi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Pada tahap ll DID

disalurkan kepada 301 Pemerintah Daerah dengan total realisasi tahun 2019 Rp9,69 triliun atau

96,94 persen dari target. Dana Keistimewaan DIY dan Dana 0tonomi Khusus (Otsus) iuga

mengalamipeningkatan realisasimenjadiRp22,lS triliun dariRp21,06 triliun ditahun 2018, atau

sebesar 100,00 persen dari target APBN 2019 meningkat 5,32 persen dibandingkan tahun

sebelumnya.

Dana Desa yang dapat disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum

Daerah (RKUD) pada tahun 2019 adalah sebesar Rp69,81 triliun atau 99,73 persen terhadap

anggaran. Seiring dengan peningkatan anggaran Dana Desa di tahun 2019, nominal realisasi ini

meningkat 16,63 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi ini menunjukkan bahwa

peningkatan anggaran telah diiringi dengan peningkatan kinerja realisasinya. Hal ini dapat tercapai

atas usaha yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama dengan

Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong daerah untuk memenuhi

persyaratan penyaluran Dana Desa.
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DEFISIT DAIU PEMBIAYAAIII

Defisit anggaran Tahun 2019 sebesar Rp348,65 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB nominal

tahun 2019, dengan nilai keseimbangan primer sebesar negatif Rp73,13 triliun. Defisit dalam

APBN 2019 merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah untuk mendukung

program prioritas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai stimulus untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Defisit pada tahun

2019 lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar 1,84 persen terhadap PDB. Hal tersebut

dilakukan pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk mempertahankan

stimulus fiskal melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa agar tetap

tinggi dan efektif di tengah kondisi ketidakpastian global. Pelebaran defisit tersebut dilakukan

secara terukur dengan memperhitungkan risiko dan manfaatnya, serta kredibilitas fiskal. Secara

paralel, selain menerapkan kebijakan defisit anggaran dalam menjalankan fungsi APBN sebagai

countercyclical di tengah penurunan ekonomi global, komitmen pemerintah dalam menjaga

kesinambungan fiskal ditandai dengan tingkat delisit yang relatif terkendali dan rasio utang berada

di bawah ambang batas maksimal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 9. Rasio Surplusl(Defisit) Anggaran terhadap PDB Tahun 2019

(dalam triliun rupiah)

lndikator UU APBttI2lll9 Bealisasi 2019

(296,00)

16.087*

$,844/ol

(348,65)

r 5.834

.2,20o/ol

Samber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik

') Asunsi APBfiI 2019

Pelebaran defisit pada tahun 2019 merupakan dampak darikomitmen pemerintah dalam menjaga

kinerja ekonomi domestik sebagai upaya preventif terhadap kondisi pelemahan ekonomi global.

Pelebaran defisit diantisipasi dengan pemanfaatan pembiayaan oleh pemerintah untuk menjaga

kesinambungan fiskal dan kredibilitas APBN. Pembiayaan digunakan sebagai alat untuk

meningkatkan kapasitas fiskal dalam memenuhi kebutuhan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selama tahun 2019, pembiayaan telah banyak berperan dalam menggerakkan perekonomian

bangsa melalui fungsinya dalam menutup defisit APBN, membiayai penyertaan modal negara pada

BUMN, serta komitmennya dalam melaksanakan pendalaman pasar dalam negeri.

Secara umum, kebijakan pembiayaan tahun 2019 diarahkan untuk: (1) mengendalikan rasio utang

terhadap PDB pada level yang aman dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali,

(2) mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan

pinjaman kegiatan dan penerbitan SBN berbasis proyek yang mendukung program pemhangunan

nasional, (3) mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik. (4) menggunakan SAL untuk

mendukung pencapaian target pembangunan dan sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi
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ketidakpastian, (5) mengembangkan pembiayan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi

pembangunan infrastruktur antara lain melalui PMN, dana bergulir. kewajiban penjaminan {antara

lain: untuk pinjaman langsung ldirect lendin/i, dan peningkatan akses pembiayaan KUMKM, (6)

mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan

internasional, (7) mendukung peningkatan ekspor melalui program llational lnterest Account (lllA),

(8) meningkatkan efektivitas peran BUMN sebagai agen pembangunan untuk akselerasi

pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan standar penilaian kelayakan untuk pemberian

PMN kepada BUMN, (9) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada

masyarakat secara lebih luas, (10) mengoptimalkan dana BLU dalam rangka pembiayaan

pembangunan, termasuk memperluas akses sektor UMKM. (1 1) mendukung program penyediaan

kebutuhan rumah yang layak huni dengan harga terlangkau bagi MBR, serta (12) Penguatan peran

LPDP sebagai souereign weahh fund (SlltF) pendidikan dengan mendorong penajaman dan

perluasan program layanan serta penguatan manajemen investasi.

Pada tahun 2019, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp402,05 triliun atau 135,83 persen

dari APBN. Realisasi pembiayaan anggaran terutama bersumber dari pembiayaan utang sebesar

Rp437,54 triliun. Pembiayaan investasi sebesar negatif Rp49,39 triliun utamanya berasal dari

pengeluaran pembiayaan'PMN untuk BUMN, pengadaan tanah proyek strategis nasional dan dana

bergulir. Pemberian/penerusan pinjaman sejumlah negatif Rp1,28 triliun bersumber dari penarikan

pembiayaan yang dipersiapkan untuk mendanai program dan proyek.

Pembiayaan utang menjadi alternatif kebijakan dalam menutup defisit anggaran, dimana

Pemerintah secara konsisten berupaya mendorong pengelolaan utang secara prudentdan produktif

antara lain dengan menlaga rasio utang dalam batas aman, meningkatkan efisiensi atas

pengelolaan utang, serta mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.

Tabel 10. Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2019

(dalam triliun rupiah)

Uraian APBlll Realisasi

20rg 20tg

359,25 437,54Pembiayaan Utang

(75,90) (49,39)Pembiayaan lnvestasi

PemberianlPenerusan Pinlaman (2,35) (1,28)

1 5,00 1 5,1 IPembiayaan Lainnya

TotalPembiayaan 296,00 402,05

Sanber: Kenenterian Keuangan

Boks 3

Perkcmbangan Green GIobal Sukuk lndonesia

Terobosrn Pembiayaan Ramah [ingkungan lndoncsia

merupakan iegara pertama penerbit 0reen 0lobalSukuk

% Thd

APB!U

121,79%

65,07010

54,40Y0

101,20Y0

135,83%
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lndonesia membuktikan komitmennya terhadap Kesepakatan lklim Paris 2016 dan telah

menunjukan perkembangan yang menjanjikan dalam berbagai proyek pelestarian lingkungan

sehingga menarik investor asing semakin beralih ke praklik Sustainable Clrpltate Governance

khususnya dalam pembiayarn berkelanjutan berbasis syariah. Pemerintah mengembangkan

0reen Bond and 0reen Sukuk franework sebagai kerangka kerla untuk membiayai proyek

ramah lingkungan di sembilan sektor, yakni energi terbarukan, penggunaan teknologi bersih

untuk pembangkit listrik, pertahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah rentan bencana,

transportasi berkelanjutan, pengelolaan energi dan limbah, pengelolaan sumber daya alam

berkelanjutan, wisata hijau, bangunan hijau dan pertanian berkelanjutan. Transaksi ini sejalan

dengan komitmen Pemerintah lndonesia untuk memperkuat pasar keuangan lslam global dan

berkomitmen untuk menyakrrkan pendanaan yang ramah lingkungan. Adapun proyek-proyek

green yang telah disiapkan Pemerintah unluk Oreen Global Sukuk yang kedua ini adalah

Proyek-proyek green APBN TA 2018 sebesar Rp8,207 triliun; dan serta Proyek-proyek green

APBN TA 2016 (sudah selesai dilaksanakan) sebesar Rp8,547 triliun. Proyek-proyek dimaksud

tersebar di empat Kementerian yaitu Kementerian Pekerlaan Umum dan Perumahan Rakyat,

Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral.

Komitmen dan konsistcnsi Pemerintah lndonesia Menghasilkan Penghargaan

lnterna si ona I unluk 0 reon 0l ob a I Sukuk I ndonesi a.

lndonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangan yang menianjikan dalam

berbagai proyek pelestarian lingkungan dan membuahkan hasil berbagai prestasi dan

pengakuan dunia internasional yaitu:

1. Asia Pacific 0reen/S4l Bond Deal of the fear dari Global Capital Euromoney

2. SRI Bond, lslanic lssaedari IFR Asia

3. SRI Capital Market lssue of The feardari IFR Asia

4. Sovereign Deal of the Year dari lslanic Finance lUews

5. Deals of the Year dari lslanic Finance lllews

6. 0reen Bond Pioneer Awarddari Clinate Bond lnitiative

Penghargaan lnternational lslanic lssue of the feardan Sfrl Capital Market lssue ol the fear

dari lnternational Financing freuiew Asiabaru saja diterima Pemerintah lndonesia di Hong Kong

pada tanggal 26 Februari 2019. Kemudian disusul pada tanggal 5 Maret 2019 memperoleh

Annual Oreen Bond Pioneer Awards dai Ch:nate Bonds lnitiative di London. Penghargaan-

penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemerintah menerbitkan Sukuk Negara di

pasar internasional senilai USD3 miliar dan sekaligus termasuk keberhasilan menerbitkan

Sukuk Negara di pasar intemasional untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan lGlobal

0reen Sukull senilai USDI,25 miliar pada tanggal 'l Maret 2018. Penerbitan ini berhasil

dilaksanakan dengan memanfaatkan waktu yang tepat setelah terjadinya volatilitas yang

tinggi di pasar keuangan global, yang didorong oleh ekspektasi inflasi Amerika Serikat dan
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peningkatan suku bunga The Fed. lndonesia Global Green Sukuk berhasil mengumpulkan total

penawaran sebesar USD3 niliar loversubscribed2,S kali) dengan diversifikasi investor yang

luas, baik dari segi geografi maupun tipe investor, termasuk sebanyak 29 persen

didistribusikan untuk investor green yailu investor yang hanya menempatkan investasinya

pada instrumen ramah lingkungan.

Secara finansial, struktur green bonddsukuk tidak berbeda dengan obligasilsukuk

pada umumnya

lndonesia Global Green Bondmemberikan imbalan lreturl secara periodik berupa kupon yang

dapat bersifat lelap lfixd maupun mengambang lvariable/floal dan pelunasan nominal

obligasi/sukuk pada saat jatuh tempo. Oreen bondslsukuk dapat diterbitkan sebagai suatu

asset-backed securities di mana penerbitannya serta dana hasil penerbitannya luse of
proceedl dikaitkan secara hngsung untuk mendanai portofolio proyek-proyek dan proyek

infrastruktur tertentu yang dikategoikan "hiiail'. Komitmen, kontribusi dan keseriusan

pemerintah merupakan bukti nyata dalam usaha mengatasi perubahan iklim, yang diwujudkan

melalui penerbitan instrumcn pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan pada akhirnya

menarik dunia internasional mtuk memberi penghargaan terhadap lndonesia.

S unb e r: Ketmn te ian Kcu angan
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A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN TAPOBAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun untuk tujuan umum lgeneral purplses

financial statemenl dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan

dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan ldecision usefulness approacfi.

LKPP mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat,

yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (KlL),

beserta unit organisasi di hawahnya yang meliputi Eselon l, Kantor Wilayah, dan Satuan Kerja

(satker) yang bertanggung lawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya

termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan. dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh

Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan

Kementerian Negarallembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

(LKBUN).

LKPP merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas

pelaporan K/1. LKKL merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas akuntansi

satuan kerja di bawahnya.

Berikut ini adalah Daftar Entitas Pelaporan Tingkat K/L dan BUN selaku Pengguna Anggaran

atau Kuasa BUN dan jumlah Entitas Akuntansi untuk setiap K/L dan BUN, yang laporan

keuangannya dikonsolidasikan dalam LKKL.

Daftar entitas
pelaporan tingkat

Kementerian

llegan/lenbaga

ilo.
Brgirn

Anggrnr
Krmntrrhn llcgrralLcmbrgr

Jumhh Entitt
Akuntrnri')

201 I 20t 8
1 BA ()()l Maielis Permrsyawaratan Rakyat 3 3

2 BA ()()2 Dewan Perwakilan Rakyat 2 3

3 BA ()()4 Badan Pcmeriksa Keuangan 42 42

4 BA OO5 Mahkannh Agung 1.827 1.657

5 BA 006 Kejaksaan Agung 535 533

6 BA ()O7 Sekrctariat Neoara 14 14

7 BA ()l() Kernenterian Dalam Neoeri 77 L253
8 BA01l Kemenlerian Luar Negeri 145 146

I BA 012 Kementerian Pertahanan 514 500

r0 BA 013 Kementcrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 1.138 1.181

il BA 015 Kementcrian Keuangan 900 1.1 04

12 BA ()I8 Xementerian Pertanian 636 823
l3 BA 019 Kcmenterian Perindustrian 100 r06
14 BA ()2() Kementerian Encrgi dan Surter Daya Mineral 44 46

15 8A022 Kementerian Perhubun gan 581 607

16 BA 023 Kermnterian Pendidikan dan Kebudayaan 319 420
17 BA 024 Kemcnterian Kesehatan 419 1.681

l8 BA 025 Kemcnterian Aoanu 5.565 6.208

l9 BA ()2O Kemsnterian (etenaoakeriaan 300 315

20 BA 027 Kementerian Sosial 318 276
21 BA 029 Kementarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 33r 333

22 BA 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan 4lt 408

23 BA 033 Kementerian Pekeriaan Umrm dan Pcrumahan Rakyat 1.272 1.177

24 BA 034 Kamenterian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Kcamanan

1 2

25 BA 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2 3
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No,
Brgirn

Anggrru
l(crrnt:rirn ilcgrrrlLrmbrgr

Jumlrh Entitrs
Aluntrrsi

20t I 201 8

26 BA 036 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

3 4

2l BA O4O Kcmentcrian Pariwisata 49 57

28 BA ()4I Kementcrian Badan Usaha Milik Negara 1 2

29 BA 042 Kementerian Riset, Teknolosi, dan Pendidikan Iingoi 290 241

30 BA 044 Kementcrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 129 281

31 BA 047 Kementerian Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan

Anak

41 42

32 BA 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rcformasi

Birokrasi

2 2

33 BA O5O Badan lnteliien Neoara I 2

34 BA 051 Badan Siber dan Sandi Neoara 1 2

35 BA 052 Dcwan Ketahanan Nasional 1 1

36 BA 054 Badan Pus.t Statistik 517 515

37 BA 055 Kementcrian Perencanaan Per$angunan Nasional/ Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional

36 38

38 BA 058 Kcmentcrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional

504 502

39 BA 057 Perpustakaan Nasional 37 38

40 BA 059 Kemsnterian Korunikasi dan lnlormatika 60 65

41 BA 060 Kepolisian Negara Republik lndonesia 1.380 r.290

42 BA 063 Badan Pangawas 0bat dan Makanan 43 4
43 BA 064 lembaga Ketahanan Nasional 1 1

M BA 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal 40 41

45 BA 06O Badan Narkotika Nasional 223 224
46 BA 067 Kementerian Desa, Pentangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmiorasi

205 393

47 BA 068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 4l 43

48 BA 074 Konisi Nasional Hak Asasi Manusia I 2

49 BA 075 Badan Mctorologi, Klimatologi, dan Geolisika 194 192

50 BA 078 Komisi Panilihan Umm 549 550

51 84077 Mahkamah Konstitusi
,l

2

52 BA 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2 3

53 BA 079 Lefl$aqa llru Penoetahuan lndonesia 39 47

54 BA O8O Badan Tenaga Nuklir Nasional 20 20

55 BA 081 Badan Penqkaiian dan Peneraoan Taknolooi 18 t9
56 BA 082 Lanbaqa Penerbangan dan Antariksa Nasional 22 22

57 BA 083 Badan lnlormasi Geospasial 1 2

58 BA 084 Badan Standardisasi Nasional I I

59 BA 085 Badan Pangawas Tenaga Nuklir 3 4

60 BA 088 ler$aoa Administrasi Negara I I
61 BA 087 Arsip Nasional Bepublik lndonesia 37 38

62 BA 088 Badan Kepegawaian Negara 16 t6
63 BA 089 Badan Pengawasan Keuanqan dan Pentanounan 40 41

64 BA O9O Kcmcnterian Perdaqanqan 444 502
65 BA 092 Kcmenterian Pemuda dan 0lahraga 42 43

66 BA 093 (ondsi Perterantasan Korupsi 1 2

67 BA 095 0ewan Perwakilan Daerah 2 3

68 BA I()() Konisi Yudisial 1 2

69 BA 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana I 2

70 BA 104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

lndonesia

28 29

71 BA I06 lembaga Kebiiakan Pengadaan Barano/Jasa Pemerintah 1 2

72 BA 107 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 40 41

73 BA I08 Konisi Pengawas Pusaingan Usaha I I

74 BA 109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu I 2
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Catatan:

o Jumlah entitas akuntansi berdasarkan lumlah satuan kerja pada Kementenan NegaralLembaga yang wajib

menyampaikan Iaporan Keuangan bark aktif atau inaktil (tidak mempunyai DIPA), termasuk satuan kerja konsolidasi
(satkons)

o Terdapat penambahan satu Unit Akuntansi Pengguna Anggaran pada tahun 2019 yaitu Badan Pembrnaan ldeologr

Pancasila lBA122l.
. Sesuai Keputusan Presrden Republik lndonesia Nomor I 1 3/P Tahun 201 I Tentang Pembentukan Kementenan Negara

dan Pengangkatan Menteri Negara Kabrnet lndonesia Maiu Periode Tahun 2019-2014 maka Badan Ekonomi Kreatil
bergabung dengan Kementerian Pariwisata menladi Kementerian Panwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwrsata

dan Ekonomr Kreatil.
. Terdapat perubahan nomenklatur pada:

BA 051: Lembaga Sandi Negara menladr Badan Srber dan Sandi Negara.

BA 107: Badan SAR Nasional meniadi Badan Pencanan dan Pertolongan Nasional.

BA 999.M: Pengelolaan Penerusan Pinjaman menjadi Pengelolaan Pemberian Pinjaman.

LKPP mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut.

1) Transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas

pembantuan, dan dana urusan bersama;

2l Ekuitas bersih dari Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker.

LKPP tidak mencakup entitas:

Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH);

Pemerintah Daerah; dan

a

a

a

ilo.
Brgirn

Anggrrrn
Kcmcntcrirn ilegrrrlIcmtrgr

Jumhh Entitrs
Akunt.n.i

201 I 20t 8

75 BA 110 0mbudsman Rl 1 2

76 BA 111 Badan Nasional Penselola Perbatasan 38 32

77 BA 112 Badan Pengusahaan Kawasan Pcrdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bcbas Batam

1 2

78 BA 113 Badan ilasronal Penanooulanoan Terorisme 2 2

79 BA I14 Sekretariat Kabinet I 1

80 BA 115 Badan Penqawas Pemilihan Umm 35 35

81 BA 1I6 Lcmbaoa Penyiaran Publik Radio Republik lndonesia 70 71

82 BA 1I7 Lemba0a Penyiaran Publik Televisi Republik lndonesia 30 31

83 BA 118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Sabang

2 2

84 BA 119 Badan Keamanan Laut 1 2

85 BA 120 Kementerian Koordinator Bidang Keruritiman 1 1

86 BA I21 Badan Ekonomi Kreatif 1 1

87 BA 122 Badan Pentinaan ldeolooi Pancasila 1

88 BA 999 Bendahara [Jmlm Neoara, yang terdiri dari:

BA S99.m Kuasa Bendahara Umm Ncoara 182 182

BA S99.01 Pengelolaan Utanq 1 I

BA 999.02 Hibah 3 3

BA 999.0:t lnvestasi Pcmerintah 12 12

BA 999.04 Pengelolaan Pemberian Pinianun I 1

BA 999.05 Transfer ke Daerah 177 177

BA 99S.07 Bclania Subsidi 15 16

BA 999.08 Belania Lain-lain 11 11

BA 9SS.99 Transaksi Khusus 28 19

BA 999.09 Pengalolaan Badan Lainnya 77 72

Jumhh Entitas Akunt.nsi 23.325 26.960
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o Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun demikian, penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN/Non

BUMN) dan PTN Badan Hukum, nilainya disalikan sebagai lnvestasi Pemerintah dan

dijabarkan dalam lkhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. LKPP juga dilampiri dengan

lkhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor

213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,

LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem

Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi lnstansi (SAl). SAI

diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker sampai tingkat K/L

termasuk satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas

Pembantuan/Dana Urusan Bersama, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam pelaksanaannya, K/L

membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akunlansi dan Pelaporan

Barang Milik Negara (BMN).

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem

Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN.

SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan lnvestasi Pemerintah (SAIP), 

(SAPPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL),

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL). SiAP menghasilkan Laporan Arus Kas

Pemerintah Pusat dan Neraca Kuasa BUN sebagai data yang akan direkonsiliasi dengan data

SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada

diagram di bawah ini.

KERAIIIGKA UMUM SAPP
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ATUR PEIIIYUSUtt|AIII IKPP

SAPP dilaksanakan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA) disusun berdasarkan

kompilasi LRA seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. LRA terdiri dari

Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

. Angka realisasi Pendapatan Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan

berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN

yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang riil yang

masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data

realisasi Pendapatan Negara dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data

BUN.

. Angka realisasi Belanla Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan

berdasarkan data pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN

yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh pengeluaran uang riil

keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi belanja. Dalam

hal terdapat selisih data realisasi antara SiAP dengan K/L diungkapkan di dalam

CaLK.

. Angka realisasi Pemhiayaan pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disalikan

berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri

Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh

penerimaan dan pengeluaran uang riil yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara

dan/atau melalui pengesahan atas transaksi pembiayaan.
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2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun berdasarkan beberapa

komponen seperti nilai SAL awal yang berasal dari nilai SAL Pemerintah Pusat Awal

Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan SAL di Tahun Anggaran Berjalan, SiLPAIS|KPA

yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, dan

penyesuaian lainnya yang mempengaruhi SAL. Seluruh penyesuaian/koreksi yang

mempengaruhi perhitungan catatan SAL disajikan sebagai Penyesuaian SAL pada tahun

berjalan (tidak dilakukan penyesuaian terhadap SAL awal).

3. Laporan 0perasional

Laporan 0perasional (10) disusun berdasarkan data Pendapatan-10, Beban,

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non 0perasional, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa, yang

dikonsolidasikan dari seluruh LKKL dan LKBUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan

untuk menghasilkan SurpluslDefisit-lO yang menjadi nilai yang akan disalikan dalam

Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal

dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit-10

yang berasal dari hasil akhir Laporan 0perasional Tahun Anggaran Berjalan, dan Koreksi-

Koreksi yang Langsung MenambahlMengurangi Ekuitas, yang diperhitungkan untuk

menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang akan disajikan di Neraca.

5. Neraca

Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan

Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kuasa BUN dan

Neraca Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data

mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas dari Hibah, dan Kas pada BLU didasarkan

pada Neraca KIL yang disusun melalui SAl.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang

dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan ini mencakup data penerimaan

dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN, termasuk transaksi

pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari

pendapatan hibah langsung, pengesahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan

belanja yang bersumber dari PHLN yang penarikannya melalui mekanisme direct

paynent serta pengesahan pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan disusun dengan

menggunakan S|AP. Dalam rangka menyajikan saldo kas dan setara kas yang selaras

antara saldo di laporan arus kas dan saldo di neraca, pada laporan arus kas juga disalikan

informasi tambahan terkait saldo kas yang berada dalam rekening yang dikuasai oleh

kementerian negara/lembaga di luar saldo kas hibah dan kas BLU yang sudah disahkan.

lnformasi tambahan tersebut antara lain meliputi saldo kas di bendahara pengeluaran,

saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas BlU/hibah yang belum disahkan dan lain-

lain.
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7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyalikan informasi tentang kebijakan

fiskal/keuangan dan ekonomi makro, pendekatan penyusunan laporan keuangan,

kebijakan akuntansi, serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu

pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca

Pemerintah Pusat, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan

Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka penerapan akuntansi herbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 1 7

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP

Berbasis Kas Menulu Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP

Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat

pada tahun anggaran 201 5. Atas ketentuan tersebut, mulai pelaporan keuangan tahun 201 5,

Pemerintah telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis Akrual.

Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP diharapkan telah sesuai dengan kaidah-

kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima

atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta Pendapatan-l0, Beban dan

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan 0perasional

adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas

pendapatan danJatau timbulnya kewaliban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas

diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

. Pendapatan

Kebijakan akuntansi pendapatan pada SAP Berbasis Akrual, terdiri atas:

a) Pendapatan-10

Pendapatan-lO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam

periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah

tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-lO apabila telah timbul hak Pemerintah

untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan

yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Menurut jenis

pendapatannya, pendapatan L0 dibagi menjadi tiga lenis pendapatan yaitu Pendapatan
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Perpajakan-10, Pendapatan PNBP-10 serta Pendapatan Hibah-10. Pendapatan.L0

dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto,

dan tidak mencatat iumlah netonya {setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-lO bruto (biaya) bersifat variabel

terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan

proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengecualian terhadap asas

bruto pada Pendapatan-l0 berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU

yang berasal dari Kerja Sama 0perasi (KS0) sebagai konsekuensi penerapan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 3 tentang Penyajian

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018.

Paragraf 82 PSAP 1 3 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama

operasi (KS0), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan

bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-2111PB12018 tentang

Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, mulai tahun 2018 dilakukan

restrukturisasi kode akun PNBP, khususnya untuk kelompok Pendapatan PNBP

Lainnya. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menampung lenis PNBP yang

realisasinya besar dan signifikan untuk memiliki kode akun tersendiri, penggabungan

dalam akun baru untuk PNBP yang realisasinya kecil dan berkarakteristik sama, serta

menghapus akun lama yang telah tidak relevan. Restrukturisasi tersebut dilakukan

melalui penggunaan kode kelompok akun 425xxx yang menggantikan kode kelompok

akun 423xxx. Dengan demikian, mulai tahun 2018 kode kelompok akun 423xxx tidak

digunakan lagi.

b) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening KUN yang menambah Saldo

Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi

hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat kas

diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pada saat terjadinya pengesahan atas

pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Pendapatan

yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan dari Hibah

Langsung pada K/L dan Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan

realisasi anggaran entitas pelaporanlakuntansi.

Pendapatan LRA disalikan sesuai dengan jenis pendapatan yaitu Pendapatan

Perpajakan-LRA, Pendapatan PNBP-LRA serta Pendapatan Hibah-LRA.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu pendapatan

dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk

memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat teriadi jika

penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari

pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang

perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.
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Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP adalah untuk penerimaan

minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi

dan Rekening Panas Bumi. Hal ini dilandasi bahwa earnings process atas penerimaan

migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini dikarenakan penerimaan migas

pada rekening migas dan penerimaan panas bumi pada rekening panas bumi masih

harus memperhitungkan unsur-unsur kewaiiban Pemerintah sepefii underlifting

Kontraktor, feekegialan usaha hulu migas, dan pengembalian lreinbursemend Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas, dan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Selanjutnya, terhadap pengeluaran'

pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan

dikeluarkan terlebih dahulu, dan apabila terdapat saldo, kemudian disetor ke Kas

Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Petunjuk teknis yang

digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan

hulu migas sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan

Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Migas diatur melalui Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunluk Teknis Akuntansi

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

2031PMK.0212018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 1241PMK.02,2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara

Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan petunjuk

teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang herasal

dari kegiatan panas bumi sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam

penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Panas Bumi

diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204iPMK.02i2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221IPMK.0212017 tentang

Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas

Bumi.

Selain pada penerimaan migas, pengecualian terhadap asas bruto atas Pendapatan-

LRA luga berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari

Kerla Sama 0perasi (KS0) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Badan Laianan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 26 PSAP 13

menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui

berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang

merupakan hak mitra KS().

Sesuai dengan Keputusan Dirlen Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang

Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, mulai tahun 2018 dilakukan

restrukturisasi kode akun PNBP, khususnya untuk kelompok Pendapatan PNBP

Lainnya. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menampung jenis PNBP yang

realisasinya besar dan signifikan untuk memiliki kode akun tersendiri, penggabungan
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dalam akun baru untuk PNBP yang realisasinya kecil dan berkarakteristik sama, serta

menghapus akun lama yang telah tidak relevan. Restrukturisasi tersebut dilakukan

melalui penggunaan kode kelompok akun 42Sxxx yang menggantikan kode kelompok

akun 423xxx. Dengan demikian, mulai tahun 2018 kode kelompok akun 423xxx tidak

digunakan lagi.

. Behan, Belania, dan Transfer

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat

transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik

berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat

terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi lasa, terjadinya konsumsi aset, dan

saat timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban)

dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi

konsumsi aset, dan/atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional

entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran

Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah. Secara umum belanja diakui pada saat terjadi

pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanla melalui

dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui

mekanisme Uang Persediaan (UP), pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui

pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah

Langsung K/L dan Belanla BLU. Belanla disajikan pada lembar muka (facCt laporan

keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK), belanja diungkapkan menurut klasifikasi organisasi dan lenis belanja.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada

entitas pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana insentif

daerah, dan dana keistimewaan Dl Yogyakarta, serta dana desa. Transfer keluar adalah

pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana

perimhangan oleh Pemerintah Pusat. Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya

pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah

(SPM/SP2D).

. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun

anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk

menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup

transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok

utang. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Bekening KUN atau
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pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengeluaran

pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening KUN atau pada saat teriadi

pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan

pokok atas pinjaman luar negeri yang disalikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun

Laporan Arus Kas adalah berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola

oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data 0itjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN).

Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP

berdasarkan saldo pinlamanlutang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran

BUN 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa

BUN dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran

dijelaskan pada CaLK.

. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset

diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah

sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian

aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut,

dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan

diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau hiaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, lnvestasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Piutang

Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

- Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera

untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari

kas dan setara kas, piutang iangka pendek, investasi iangka pendek, dan persediaan.

Kas dicatat di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank

lndonesia (Bl) pada tanggal pelaporan.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BUN atau Kuasa BUN terdiri atas:

o Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Negara dan Sub Rekening Kas Umum

Negara di Bank Sentral;

o Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank
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Umum;

o Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa BUN;

o Rekening Khusus lspecial accounl Pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh

Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank lndonesia atau Bank Umum untuk

menampung dana pinlaman dan/atau hibah luar negeri.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L terdiri atas:

o Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa saldo uang

persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus

dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian

negarallembaga/satuan kerja.

o Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara

penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan KIL setelah

memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang'

undangan.

o Kas pada BLU merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta

setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan

keuangan BLU di K/1.

o Kas dan setara kas lainnya yang dikelola K/L dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan adalah saldo kas pada K/L selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran,

Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas pada BLU. Saldo tersebut dapat berupa

pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak yang belum disetor ke kas

negara, dan pengembalian belanla yang belum disetor ke kas negara, belanja yang

sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari

hibah langsung KlL.

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah tidak digulirkan kembali, maka kas

dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal

pelaporan keuangan disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya dalam

kelompok Aset Lainnya.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L

yang disusun melalui SAl.

Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito

merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah ke rekening

Pemerintah yang lain, namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum

masuk ke dalam rekening tujuan.

Termasuk dalam klasifikasi Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah,

yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta

mempunyai masa latuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal

perolehannya. lnvestasi jangka pendek meliputi, antara lain:
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a. lnvestasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan

12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanlang secara otomatis lrevolrtng

depositlt.

b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank lndonesia (SBl).

c. Saham diperoleh dengan tujuan dilual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang

setelah tanggal neraca.

d. Reksadana.

Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah

yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar

penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Perpajakan, Piutang Bukan

Palak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Bagian Lancar

Piutang Jangka Panjang, Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belania, Pendapatan

yang Masih Harus Diterima, Piutang BLU, Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke

Daerah, Piutang Transfer Diestimasi dan Piutang Penerusan Pinlaman yang akan jatuh

tempo dalam jangka waktu 12 ldua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang

Transfer Diestimasi merupakan piutang yang timbul karena terdapat kelebihan salur

atau kelebihan bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang

kelebihan salurlbayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur

atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai

pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

LKPP menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan llUet frealizable ValuCi atas

piutang jangka pendek dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih

yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada CaLK.

Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk lenis piutang berupa Uang

Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, serta

piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan

pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan

transfer ke daerah dan piutang transfer ke daerah diestimasi. Hal ini didasari

pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh

pemerintah pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan, dan kendali untuk menagih oleh Pemeritah Pusat sangat besar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang

yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat. Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode

pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan

berdasarkan harga perolehan terakhir karena Pemerintah belum dapat

mengimplementasikan Metode First ln First Out (FlF0) dalam penilaian Persediaan.
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lnvestasi Jangka Panjang

Secara umum, lnvestasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat

ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat

meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

lnvestasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi iangka pendek {telah

dilelaskan sebelumnya pada bagian Aset Lancar) dan investasi iangka paniang.

lnvestasijangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih

dari 1 2 (dua belas) bulan.

lnvestasi langka panlang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non

permanen dan permanen.

a. lnvestasi Non Permanen

lnvestasi Non Permanen merupakan investasi langka panjang yang kepemilikannya

berlangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki

terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperiualbelikan atau menarik

kembali.

lnvestasi Non Permanen meliputi. antara lain:

o Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk

dimiliki sampai dengan tanggaljatuh tempo;

. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada

pihak ketiga;

o Dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti

bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana

bergulir);

o lnvestasi non permanen lainnya, yang bersifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki

Pemerintah secara berkelanlutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan

untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

lnvestasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. lnvestasi Permanen

lnvestasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk

dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan

atau ditarik kembali. lnvestasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen

danlatau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau

menlaga hubungan kelembagaan. lnvestasi permanen meliputi antara lain seluruh

Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional,

badan usaha, atau badan hukum lainnya. lnvestasi Permanen PMN terdiri dari

investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Perguruan

Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank lndonesia, Lembaga Penjaminan

Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang
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kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut

sebagai Badan Usaha Milik Negara {BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan

negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen {minoritas} disebut

sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga seperti saham pada suatu

perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk

saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas). Aset-aset yang berstatus

Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN

disajikan sebagai lnvestasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan aset yang berasal

dari APBN, yang telah dioperasikan danlatau digunakan BUMN berdasarkan BAST

dan masih dicatat oleh KlL. Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMN

disajikan sebagai lnvestasi Permanen PMN pada neraca sebesar nilai perolehannya

yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak

terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYB0S pada neraca BUMN

didasarkan atas penggunaan prinsip substance over forndan natching cost against

revenae, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMN dalam

kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan. PMN pada lembaga

keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi

Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan Pronissuy

filotes.Di sisi lain, Promissory llolestersebut disalikan sebagai kewaliban.

Nilai PMN pada BUMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari

51 (lima puluh satul persen, investasi pada PTN BH serta investasi pada Bl

disalikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan

minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih

disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari

20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya.

lnvestasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga

dan non eaming asset alau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu

organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional,

menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan

internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil

konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs tengah Bl pada tanggal pelaporan.

Bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi yang dicatat

dengan metode ekuitas, diakui sebagai pengurang nilai lnvestasi Pemerintah di

Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di L0 sebesar porsi nilai kepemilikan

pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang disampaikan

oleh badan usaha penerima lnvestasi leniterli. Dalam hal nilai bagian pemerintah

atas kerugian badan usaha penerima investasi dimaksud melebihi nilai lnvestasi

Pemerintah (lnvestasi negatif), penyalian nilai lnvestasi Pemerintah di Neraca

dilakukan sampai dengan nilai lnvestasi menjadi nihil. Dalam hal nilai lnvestasi

bernilai negatif dan Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban
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konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima lnvestasi

lemiteit, maka bagian pemerintah atas akumulasi rugi lnvestasi disajikan sebagai

lnvestasi yang bernilai negatif di Neraca dan diberikan penjelasan yang memadai di

CaLK.

lnvestasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena perusahaan

negara terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai

asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Pada metode ekuitas, nilai

investasi dapat berkurang sehingga menladi nihil atau negatif karena kerugian yang

diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka

investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif

tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan

Mesin, Jalan, lrigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup

biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan

sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan

(KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan

aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L tahun anggaran

berjalan dengan harga perolehan. Selak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan

penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian

kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun

2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian

Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 pada Neraca Tahun Anggaran Berjalan.

Pengukuran suatu aset tetap memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai

ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi BMN meliputi perolehan

BMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitasl efisiensi

dan/atau penambahan masa manfaat, kecuali pengeluaran untuk aset tetap lainnya

berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, Nilai

satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru

dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan

restorasi. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan

Barang Milik Negara, mulai tahun anggaran 2018 nilai satuan minimum kapitalisasi

aset tetap sebagai berikut:

a. sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk:

1. peralatan dan mesin; atau

2. aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
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b. sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima iuta rupiah), untuk:

1. gedung dan bangunan; atau

2. aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak diperlukan untuk aset tetap berupa

tanah; jalan, irigasi dan jaringan; konstruksi dalam pengerlaan; dan aset tetap lainnya

seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang memenuhi

nilai satuan minimum aset tetap disajikan dalam neraca, sedangkan yang tidak

memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang

Ekstrakomptabel dan tidak disajikan dalam neraca.

Menurut PP Nomor 7 l Tahun 201 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran

I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan

biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Pemerintah

telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai

pelaporan keuangan tahun 2013 sebagaimana PMK No.1/PMK.06/2013 tentang

Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana

diubah dengan PMK N0.90/PMK.06/2014. Penyusutan menggunakan metode garis

lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset

Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat

penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap

diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan

sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati

satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan

dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk

digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk

digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos

aset tetap dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali

Barang Milik NegaralDaerah, Pemerintah melakukan proses lnventarisasi dan Penilaian

Kembali Aset Tetap Pemerintah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan,

lrigasi, dan Jaringan dalam periode tahun 2017 dan 2018. Pada pelaporan tahun 20'18,

aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan lhistorical cosrl. Dampak perubahan

nilai aset berdasarkan Penilaian Kembali kembali yang telah dilakukan pada tahun 201 7

dan 2018 diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan

Kementerian Negarallembaga Tahun 2018, Catatan atas Laporan Keuangan

Bendahara Umum Negara Tahun 2018, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat Tahun 20'18. Nilai aset tetap berdasarkan nilai wajar hasil penilaian

kembali beserta perbaikannya disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Tahun 2019 mengingat hasil hasil penilaian kembali aset tetap Pemerintah Pusat telah

diterima dan disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara keseluruhan.
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Perlakuan akuntansi atas Putusan Pengadilan yang inkracht atas tuntutan hukum

kepada Pemerintah berupa Aset Tetap, adalah sebagai herikut:

1. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan lelaplinkrachd, telah

dilakukan teguran laannanindi dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya

hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah dan telah dilakukan prosedur

penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah inkracht

a. tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK secara agregat (yaitu

total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rineian per tuntutan hukum) iika

SK penghapusan sudah terbit;

b. dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan

diungkapkan dalam CaLK jika SK penghapusan belum terbit.

2. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan lelap linkrachA, telah

dilakukan teguran laannanindi dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya

hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah namun belum dilakukan prosedur

penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah inkracht tersebut

masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK; dan

3. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang inkracht

atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan luar biasa dari

Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan

tidak perlu diungkapkan dalam CaLK.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima

dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA),

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka

Panjang Penmberian Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang

Jangka Panjang Lainnya.

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset Pemerintah

secara angsuran kepada pegawai Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari

12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain

adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan

terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian

yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian

dalam pelaksanaan tugas/kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap

pegawai negeri bukan bendahara dengan tuluan untuk menuntut penggantian atas

suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak

langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut
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atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah

sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang

hersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada Pemda, BUMN,

BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk

sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah

sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada Pemda, BUMN,

BUMD, atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk

sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang jangka panjang yang tidak dapat

diklasifikasikan sebagai ienis piutang sebagaimana dilelaskan di atas. TPA, Tagihan

TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo

dalam jangka waktu 1 2 hulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar

(Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun Anggaran

Berjalan telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada

pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK).

Aset [ainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan

piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak

Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan,

Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah

Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perlanjian antara dua pihak atau lebih yang

mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama

dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan

berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset

definitif sesuaijenisnya. Termasuk dalam Kemitraan Pihak Ketiga adalah Aset Konsesi

Jasa.

Seiak tahun 2019, penyajian mengenai Konsesi Jasa telah diatur di dalam PMK

N0.225/PMK.0512019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Namun

demikian, melalui Surat Menteri Keuangan nomor S-379/KM.05/2020 tentang

Penundaan Penyajian Aset dan Kewaijban Konsesi Jasa Pada FaceLaporan Keuangan

Tahun 201 9, disampaikan bahwa Konsesi Jasa di Tahun 201 9 ditunda untuk disajikan

pada face laporan keuangan dan cukup diungkapkan di dalam catatan atas laporan

keuangan.
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Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah,

namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai

kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan

atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk

membiayai kegiatan tenentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun

dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik,

dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau

jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud termasuk hak atas

kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwulud meliputi software komputer, lisensidan

franchise hak cipta lcopyrighfl, paten, hasil kalian/penelitian yang memberikan

manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Dana penjaminan merupakan transaksi pemerintah atas dana yang digunakan untuk

kebutuhan kewajiban penlaminan yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah

terhadap pembayaran kewaliban pihak terlamin (yang meliputi Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) danlatau Pemerintah Daerah)

kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan

dengan proyek kejasama dalam penyediaan infrastruktur.

Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum

disalurkanldiinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga.

Aset KKKS yang disajikan pada LKPP adalah:

a. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang telah dilakukan

lnventarisasi dan Penilaian (lP) disajikan pada Neraca sebesar nilai wajar

berdasarkan hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004

yang belum di-lP diungkapkan pada CaLK.

b. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan telah

dilakukan inventarisasi disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan. Dalam hal Aset

KKKS tersebut tidak diketahui nilai perolehannya, namun sudah dilakukan

penilaian, maka disajikan di Neraca sebesar nilai hasil penilaian. Aset KKKS yang

diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang belum diinventarisasi

diungkapkan pada CaLK.

c. Aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 201 1 disajikan di Neraca sebesar nilai

perolehan.

d. Atas Aset KKKS yang telah diserahkan ke Pemerintah, dilakukan reklasifikasi dari

aset lainnya menjadi aset tetap. Dikecualikan dari reklasifikasi tersebut adalah

dalam hal Aset KKKS tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pemindahtanganan

atau Aset KKKS tersebut tersebut kondisinya rusak berat, usang atau secara

ekonomis nilainya tidak material dan tidak sebanding dengan biaya
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pemeliharaannya.

e. Aset KKKS yang dicatat dalam LKPP bukan merupakan hasil konsolidasian dari

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melainkan

berasal dari hasil konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (dalam

hal ini KPA BUN Transaksi Khusus pada DJKN).

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada

Unit Badan Lainnya non satuan kerja sepertiTaman Mini lndonesia lndah (TMll), Badan

Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas,

0toritas Jasa Keuangan (0JK), dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Nilai Aset

Lainnya tersebut disalikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban).

Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan

dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam lenis

aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah

yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status

penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset

pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA,

aset eks Pertamina, aset bekas milik asing/cina, aset BMN idle dan aset PKP2B. Aset

eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan disalikan

sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Termasuk luga

dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum

digulirkan/diinvestasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2016, mulai tahun

anggaran 2016, dilakukan penerapan amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwulud

pada entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi atas aset tak berwujud dilakukan

menggunakan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu

dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara

merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset

Tak Berwulud ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tak Berwujud

diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi

PenyusutanlAmortisasi Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Aset Lainnya di Neraca.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks

Pemerintahan, kewajiban bersumber antara lain dari penggunaan sumber pembiayaan

pinjaman darimasyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga

internasional. Kewajiban Pemerintah juga terladi karena perikatan dengan pegawai

atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewaliban dapat dipaksakan

menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan
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perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewaliban langka pendek dan

kewajiban jangka panjang.

- Kewajihan Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar

kembali atau iatuh tempo dalam waktu 1 2 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban langka pendek meliputi antara lain Utang Transfer, Utang Transfer

Diestimasi, Utang Bunga, Utang Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga

(PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Surat Berharga Negara (SBN)

Jangka Pendek (SPN dan SPN Syariah), dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang

terdiridari:(1)Pendapatan Diterima diMuka; (2)Utang Biaya; dan (3)Kewajiban

pada Pihak Lain..

Utang Transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan

pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang Transfer Diestimasi merupakan kewajiban yang timbul karena terdapat

kekurangan salur atau bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima

yang kekurangan salur/bayar danlatau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan

kurang salur atau yang dipersamakan sehagaimana diatur dalam ketentuan dan

peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak

lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya

putusan pengadilan yang mewajibkan Pemerintah untuk membayar sejumlah

uang/kompensasi kepada pihak lain.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum

disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi

dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam

negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum

dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban

yang berkaitan.

Bagian Lancar Utang Jangka Paniang yang dicantumkan dalam neraca untuk

bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah utang iangka panjang yang jatuh

tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang SBN Jangka Pendek {SPN dan SPN Syariah) adalah instrumen utang jangka

pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu sampai dengan

1 2 bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait

dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan

508.000084.980, seperti undulifting, DM0 fee dan pengembalian
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lreimbursemend PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan

verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama SKK MIGAS.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar

kembali atau latuh tempo dalam waktu lebih dari 12 {dua belas} bulan setelah

tanggal neraca. Kewajiban iangka paniang pemerintah antara lain terdiri dari

Pinlaman Luar Negeri, Pinlaman Dalam Negeri, Utang 0bligasi/Surat Utang Negara

(SUN), Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Utang Pembelian Cicilan,

Utang Jangka Panlang Lainnya, dan Kewaliban yang timbul berdasarkan Tuntutan

Hukum. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah pinlaman bilateral,

multilateral, kredit ekspor, hasing, dan kredit komersialyang dikelola Kementerian

Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk

sekuritas lgouernnent debt securitied, yang terdiri dari fixed rate bonds, variable

rate bonds, zero cnapnn bonds, international bonds, Surat Utang Pemerintah

kepada Bank lndonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola

Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panlang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu'12 (dua belas)

bulan setelah tanggal 3l Desember 2019 disalikan sebagai Bagian Lancar Utang

Jangka Panjang.

. Fixed Rate (FR) Ronds adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang

ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6

(enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan

kepemilikannya di pasar sekunder.

. Obligasi Negara Ritel (0Bll adalah Obligasi Negara yang dilual kepada

individu atau perseorangan Warga Negara lndonesia melalui Agen Penjual di

pasar perdana. 0Rl memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat

penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORl dibayarkan sebulan

sekali lnonthlt4. 0Rl dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan

kepemilikannya di pasar sekunder.

. Saving Rond Ritel(SBR) adalah 0bligasi Negara yang dijual kepada individu

atau perseorangan Warga Negara lndonesia melalui Agen Penjual di pasar

perdana. SBR memiliki tingkat kupon yang mengambang dengan kupon minimal

lfloating with llool dan dibayarkan secara periodik. Kupon SBR dibayarkan

sebulan sekali lnonth\. SBR tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat

dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder, namun ada fasilitas

pencairan sebelum latuh tempo learly redenpfrin). Sukuk Tabungan (ST)

adalah produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah,

yang ditulukan bagi investor individu Warga Negara lndonesia. Sukuk Tabungan

merupakan varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang

khusus ditulukan bagi individu Warga Negara lndonesia. Sebagai salah satu

varian produk Sukuk Negara untuk investor individu. Sukuk Tabungan dapat
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lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat lndonesia karena minimum

pembelian yang lebih rendah (Rp 1 juta). Sukuk Tabungan juga memberikan

imbalan mengambang dengan imbalan/kupon minimalsetiap bulan (floating with

flool, dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan

investasi masyarakat (2 tahun). Meskipun Sukuk Tabungan tidak dapat

diperdagangkan di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh

tempo I e a rl y redemp tior).

. Uariable Rate (UR) Bonds adalah obligasi berbunga mengambang memiliki

tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu.

Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank

lndonesia (SBl) berjangka tiga bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap

3 (tiga) bulan sekali. 0bligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan

kepemilikannya di pasar sekunder.

o Zero Coupon IZC) Rondadalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara

diskonto. Zero Coupon dapal diperdagangkan dan dipindahtangankan

kepemilikannya di pasar sekunder.

o Surat Utang Pemerintah kepada Bank lndonesia (SUP kepada Bl)

merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan lnon-tradablCi.

SUP kepada Bl terdiri dari SU-002. SU-004, SU-007, dan SRBI-01.

o SU-002 dan SU-004 adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank lndonesia

berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank lndonesia

(BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 0.1

persen pertahun (dari sebelumnya 1 persen), pokoknya diamortisasi dengan

jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 20181. SU-004

setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 0.1 persen per tahun (dari

sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang

terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).

. SU-007 adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tungggakan bunga SU-

002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh

tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara

seniannually dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar

Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan

dengan cara lunai lcash atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang

Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan ltradabld.

. SRBI-01 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7

Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI.

Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2043 dengan tingkat kupon 0,1 persen per

tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua

kali setahun.
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o lnternational Ronds adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata

uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. 0bligasi ini disajikan di

neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bl pada tanggal pelaporan.

o Surat Berharga Syariah lllegara (SBSIU) adalah surat berharga berdasarkan

prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sa,ta*.

lnstrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga

konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep

imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi

pendukung lunderlying transactiorlberupasejumlah tertentu aset yang menjadi

dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau penlanjian antara para pihak

yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewaliban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewalihan Pemerintah

pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti

transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang

asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan

menyesuaikan nilai tercatat kewaliban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah

kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam

kontrak perlanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam

bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus unluk hedge bonds

menggunakan kurs Rupiah terhadap USD yang ditetapkan secara khusus.

Pemerintah tidak mengakui adanya utang kepada pegawai lPast Service liabilities)

atas pensiun PNS. Hal ini dikarenakan bahwa saat ini Pemerintah menanggung

seluruh pembayaran pensiun kepada para penerima pensiun, di samping bahwa

sampai dengan saat ini Pemerintah belum memiliki Program Dana Pensiun

sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan

berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka program

pensiun yang akan datang perlu dibuat sedemikian rupa agar tidak diperlukan

pengeluaran Pemerintah untuk membayar Past Service liabilities dengan jumlah

besar yang dapat berdampak negatif bagi APBN.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah Promissory Alotes yang diterbitkan

oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional.

Pronissory lUotes yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah

tanggal pelaporan disajikan sebagai kewaliban jangka pendek. Promissory llotes

yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan

sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah lnkracht

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini
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merupakan gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maupun gugatan

arbitrase yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga

yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan

bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi

penerimaan negara.

Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum

luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengaiuan Peniniauan

Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan

hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan

hukum tetap linkrachl, maka Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan harus

melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen

Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN

dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan.

Dalam hal putusan atas tuntutan hukum kepada pemerintah lelah inkracht dan

upaya hukum luar biasa telah dilaksanakan, maka Kementerian Negara/Lembaga

terkait harus segera menindaklanjuti putusan inkrachtlercebut untuk menghindari

dampak negatif yang lebih hesar bagi keuangan negara. Pendanaan atas

pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah inkracht dianggarkan pada masing-

masing Kementerian Negara/Lembaga.

Kebifakan akuntansi atas putusan yang telah inkracht dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut.

. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap linkrachl, telah dilakukan teguran laanmanind dari Pengadilan

Negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutanlluar biasa dari

Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga,

maka nilai tuntutan hukum yang sudah inkrachtdisajikan sebagai Utang kepada

Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;

o Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang inkracht,

telah dilakukan teguran laannaninji dari Pengadilan Negeri setempat, tidak

terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum

dianggarkan DIPA Kementerian Negarallembaga, maka nilai tuntutan hukum

yang sudah inkracht hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat

(yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);

o Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang inkracht

atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah,

maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam

CaLK dalam LKKL.

Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa

masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terladinya

satu peristiwa atau lehih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam

kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu,
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tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan

sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau

nilainya tidak dapat diukur dengan andal.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah antara lain pada program percepatan

pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap ldan Tahap ll, serta

Program Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagaimana diungkapkan secara

memadai dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca. Kewajiban Kontijensi

pada tahun anggaran berjalan juga meliputi kewajiban yang timbul akibat

penyaluran subsidi non energi yaitu Subsidi Bunga Kredit Program yang belum

dibayar oleh Pemerintah. Terhadap kewajiban ini, diungkapkan dalam Catatan

Penting Lainnya pada CaLK Neraca.

Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan

kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrual, Pemerintah hanya menyajikan satu lenis

pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan

Ekuitas. Ekuitas disalikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kurs Mata Uang Asing

Menurut PP Nomor 7 1 Tahun 20 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran

I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63, transaksi dalam

mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata

uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih

lanjut, lnterpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata

Uang Asing, menyatakan bahwa:

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan

dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersehut dicatat dengan

menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral

pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam

transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi

dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah herdasarkan kurs transaksi,

yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk

bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya,

maka:

o transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan

menggunakan kurs transaksi; dan

o transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah
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berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang

Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut

adalah kurs tengah Bl (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018.

Selisih penlabaran pos aset dan kewaliban dalam mata uang asing antara tanggal

transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode

herlalan. LKPP tahun anggaran berjalan menyalikan selisih kurs atas dalam mata uang

asing sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non 0perasional dalam

Laporan 0perasional tahun anggaran berjalan.

Pencatatan selisih kurs atas l(as Bultl di Bl dalam mata uang asing (valas)

Berdasarkan Peraturan Dirlen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016 tentang

Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Selisih kurs yang terealisasi

dihitung dari:

1 ) Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing

pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata

uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang

asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;

2) Hasil pembagian angka 1) dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.

3) Selisih kurs diakui sebagai bebanlpendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non

0perasional dalam Laporan Operasional, dan sebagai belanja/pendapatan lain-lain

pada Laporan Realisasi Anggaran.

Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

1) Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:

Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal herupa kurs hari kerja sebelumnya,

kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan

lumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi.

2) Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN

dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada

saat konversi:

a) Membandingkan antara besaran mata uang asing yang dipindahbukukan dengan

Mata Uang Asing Satuan 31 Desember 2019 31 Desembet 2018

Dolar Amerika Serikat IUSD] 1 r 3.901,01 14.481,00

Dolar Australia [AUDI 1 9.739.06 10.211,29

Dolar Canada [CA0] 1 1 0.654,1 6 10.624,37

Franc Swiss [CHtl 1 14.365,75 14.709,75

Yuan China [C]'lYl 1 1.990,84 2.1 09,9s

Kroner Denmark [DKKI 1 2.086,27 2.217,87

Euro IEURI 1 I 5.588,60 1 6.559,75

Poundsterling lnggris IGBPI 1 18.249,94 18.372,78

Yen Jepang [JPYI 100 r 2.796,66 13.1 1 1,5r

Korean Won IKRWI 1 12,01 I 3,03
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saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih

kurs belum terealisasi saat pemindahbukuan;

b) Kemudian diakui sebagai untunglrugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat

pada Laporan 0perasional yang akan mempengaruhi posisi ekuitas di Neraca.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing (valas) dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Formulasi penghitungan selisih

kurs atas utang dalam mata uang asing:

/Total Utang Valas Penarikan dalan Mata Uang 1ustanding x Kurs Tengah Bl Tanggal

Pelaponrli - Total llilai Buku Penjabuan Utang dalan Mata Uang Bupiah

Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai positif maka dicatat sebagai beban selisih

kurs belum terealisasi lunrealized losd. Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai

negatif maka dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi lunrealized gairl.

Pencatatan selisih kurs atas investasi dalam valas

Selisih kurs atas investasi dalam mata uang asing dicatat sebagai pendapatan/beban

pada Laporan Operasional. Sedangkan pengaruh selisih kurs atas investasi yang dasar

pencatatannya menggunakan mata uang Rupiah yang dikonversi dalam mata uang asing,

dicatat sebagai komponen LPE.

. AsetlKewaiiban Eks BBB NAD-ftlias

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan

Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi

Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menladi UU dengan UU

Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal

16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR NAD-Nias sebagai suatu organisasi

berakhir per tanggal 1 6 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR-

NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-

Nias adalah per 31 Desember 2008.

Sampai dengan penyusunan LKPP tahun anggaran berjalan, Neraca Likuidasi BRR NAD

Nias belum selesai disusun. sehingga aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias tidak

dikonsolidasikan pada LKPP tahun anggaran berjalan dan diungkapkan secara memadai

di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP tahun anggaran berjalan

yang diungkapkan adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang

telah diaudit oleh BPK.
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. Eliminasi akun timba! balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi laporan

Keuangan

Dalam penyusunan LKPP, Pemerintah menerapkan eliminasi akun timbal balik terhadap

transaksi/akun buku besar yang bersifat timbal balik. Eliminasi dilakukan sepanjang

transaksi/akun dimaksud dapat diidentifikasi sifat dan nilainya dapat diukur secara

handal. Di antara transaksi/akun timbal balik yang dieliminasi tersebut antara lain:

Transaksi antar entitas, yaitu eliminasi akun Transfer Masuk dan Transfer Keluar,

eliminasi akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL),

Setoran Surplus BLU, serta eliminasi akun Pengesahan Hibah Langsung.

Pada proses konsolidasi neraca, jurnal eliminasi juga dilakukan terhadap pos yang sama

atau yang secara substansi sama yang disalikan oleh dua atau lebih entitas pelaporan,

antara lain

a. Kas di K[ dari Hibah, dan Kas pada BLU disajikan oleh K/LIBABUN dan Kuasa BUN.

LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L/BABUN, sedangkan atas data yang

berasal dari Kuasa BUN dilakukan eliminasi.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP

menggunakan data yang disajikan oleh Kuasa BUN, sedangkan atas data yang

herasal dari K/LIBABUN dilakukan eliminasi.

c. lnvestasi Permanen BLU dicatat oleh Kementerian Agama dan BA BUN lnvestasi

Pemerintah. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh BA BUN lnvestasi

Pemerintah, sedangkan atas data yang berasal dari Kementerian Agama dilakukan

eliminasi.

Eliminasi atas Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Berasal Dari Enititas Pemerintah

Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang secara 0rganisatoris Membawahinya

(Antar K/L) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

2201PMK.0512016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hanya

dilakukan atas transaksi resiprokal yang telah dapat diidentifikasi secara memadai.

Di samping itu, Pemerintah juga melakukan jurnal penyesuaian/reklasifikasi pada saat

proses konsolidasi, antara lain:

- Uang Muka dari KPPN TAYL yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL

menjadi akun ekuitas pada neraca;

- Uang Muka dari KPPN dari tahun anggaran berjalan yang merupakan akun kewajiban

pada neraca LKKL menjadi akun DDEL/DKEL;

- Utang atas Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada LKKL menjadi Pendapatan

Paiak lain-lain-10;

- Hibah yang Belum Disahkan sampai akhir periode pelaporan pada LKKL dan Pendapatan

yang ditangguhkan (hibah yang NoDnya belum diterima sehingga belum disahkan) pada

BA BUN 999.02 menjadi Pendapatan Hibah-10.

- Jurnal penyesuaian/reklasifikasi lainnya yang diperlukan dalam rangka penyusunan

Neraca Konsolidasian LKPP dapat dilakukan sepanlang mendapatkan otorisasi dari

pelabat yang berwenang dalam penyusunan LKPP.
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Kebijakan akuntansi dalam konsolidasi LKPP diatur Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-32lPB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

. Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan lnternational Public

Sector A cco unting Sta nda rds (IPSAS)

Pada tahun 2010 lnternational Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dengan SAP dengan melakukan perbandingan

antara SAP berbasis: Kas Menuju Akrual sebagaimana diatur dalam Lampiran ll PP 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan 26 (dua puluh enam)

IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2008. Setiap standar

dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi lndonesia pada saat itu. Kajian

IPSASB tersebut menyimpulkan bahwa:

a. PSAP herbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran ll PP 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan berada di atas IPSAS berbasis kas dalam semua

aspek yang signifikan; dan

b. Langkah-langkah strategis telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan

menunjukkan progress dalam sistem akuntansi.

Sehubungan dengan penerapan SAP barbasis akrual yang telah dimulai sejak tahun 201 5,

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan {KSAP) telah melakukan kajian kesesuaian

antara IPSAS dan SAP berbasis akrual. Kalian dilakukan dengan membandingkan antara

SAP berbasis Akrual dengan 1 (satu) Kerangka Konseptual dan 38 (tiga puluh delapan)

IPSAS herbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2016. Hasil kajian

tersebut menunjukkan bahwa:

1. SAP berbasis akrual, yang meliputi PSAP berbasls Akrual pada Lampiran IPP 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditambah PMK penetapan

PSAP, Kerangka Konseptual, Buletin Teknis dan lnterpretasi Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan, setara dengan IPSAS berbasis akrual dalam semua aspek

yang signifikau

2. Terdapat 22 SAP yang setara dengan Kerangka Konseptual dan IPSAS tanpa

perbedaan yang material, serta terdapat 5 draftPSAP yang setara dengan IPSAS,

namun sedang dalam pembahasan;

3. Perbedaan yang ada terjadi karena mempertimbangkan kondisi dan situasi

Pemerintah lndonesia, misalnya adanya ketentuan peraturan perundangan-undangan

atau kebutuhan akuntansi dan pelaporan pemerintah lndonesia.
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B. PENJETASAN ATAS POS.POS TAPORAN REATISASI APBN

B.I. PEITIJETASAN UMUM I.APOBAIU REATISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran (TA) 201 I adalah sebesar Rp1.960.633.583.585.989

atau mencapai 90,56 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2019

sebesar Rp2.165.111.815.814.000. Realisasi Pendapatan Negara berasal dari Penerimaan Perpajakan

sebesar Rp1.546.141.893.392.193, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar

Rp408.994.346.200.875, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp5.497.343.992.921. Dalam realisasi

Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan Oitanggung Pemerintah (DTP) sebesar

Rp1 1.153.510.635.628 dan Bea Masuk 0TP sebesar Rp354.326.302.000.

Pendapatan Negara TA 2019 mengalami kenaikan Rp16.958.706.707.188 atau lebih besar 0,87 persen

jika dibandingkan dengan TA 2018..

Perkembangan realisasi Penerimaan Perpalakan, PNBP dan Hibah sejak T A2014 dapat dilihat pada Grafik

18.

Grafik 18. Perkemhangan Rcalisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah TA 20142019

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp2.309.287.309.507.383 atau 93,83 persen

darijumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp2.461 .112.052.481.000. Realisasi Belanja

Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.496.31 3.886.364.770, Transfer ke Daerah dan

Dana Desa sebesar Rp812.973.423.142.613. Perkembangan realisasi Belanja Negara seiak TA 2014

dapat dilihat pada Grafik 19.
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Grafik 19. Perkembangan BealisasiBelanja lllegara TA 2014- 2019

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp1.960.633.583.585.989 dan realisasi Belanja

Negara sebesar Rp2.309.287.309.507.383, maka Defisit Anggaran pada TA 2019 adalah sebesar

Rp348.653.725.92 1.394.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2019 adalah sehesar Rp402.051.510.185.251 yang

terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp419.550.747.504.799 dan Pembiayaan Luar

Negeri (Neto) sebesar minus Rpl 7.499.237.31 9.548.

Pembiayaan (Neto) sebesar 8p402.051.510.185.251 untuk menutupi Defisit Anggaran sebesar

Rp348.653.725.921.394 tersebut mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2019

sebesar Rp53.397.784.263.857.

8.2. PENJETASAN PER POS TAPOBAIU BEAIISASIAPBTII

8.2.1 Pendapatan Negara

Pendapatan Realisasi Pendapatan Negara TA 201 I adalah sebesar Rp1.960.633.583.585.989 atau 90,56 persen dari

llegan anggaran yang ditetapkan dalam APBN TA 201 I sebesar Rp2.1 65.1 1 1.81 5.814.000. Pendapatan Negara

Rp1.960,63 triliun terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara TA 2019 dapat dilihat pada Grafik 20.
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Penerimaan

Papajakan

frpl.fiaA 14 illiun

Pendapatan Pajak

Oalan llegeri

Rp1.505,08 rriliun

Grafik 20. KomposisiRealisasiPendapatan lUegara TA 2019

Rincian pendapatan negara per akun dapat dilihat pada lampiran lA.

Perbedaan pencatatan total Realisasi Penerimaan Pendapatan Negara antara Bendahara Umum Negara

(BUN) dengan Kementerian/Lemhaga (K/L) secara neto adalah sebesar minus Rp7.141.889.589. Perbedaan

pencatatan ini terjadi karena disebabkan adanya selisih kurs. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar

minus Rp7.141.528.469 dan PNBP minus Rp361.120.

8.2.1.1 Penerimaan Perpajakan

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 201 I adalah sebesar Rp1.546.141.893.392.1 93 atau 86,55 persen

dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sehesar Rp1.786.378.650.376.000. Hal ini berarti

Penerimaan Perpajakan TA 2019 lebih besar Rp27.352.116.241.158 atau naik 1,80 persen dibandingkan

dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.518.789.777.151.030. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i)

Pendapatan Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pendapatan Pajak Perdagangan lnternasional. Penerimaan

Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp11.153.510.635.628 dan Bea Masuk

DTP sebesar Rp354.326.302.000

8.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2019 adalah sebesar Rp1.505.088.202.287.697 atau 86,35

persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp1.743.056.850.376.000. Realisasi

Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2019 lebih besar Rp32.'180.237.917.340 atau naik 2,18 persen

dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah sebagai

berikut.

SK No 041596 A

Pajak Dalam Negeri
76,77%

Pajak Perdagangan 
Internasional

2,09%

Sumber Daya Alam
7,90%

Kekayaan Negara 
Dipisahkan

4,12%

PNBP Lainnya
6,35%

Badan Layanan 
Umum
2,49% Penerimaan Hibah

0,28%

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Pendapatan Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas) 59.150.314.819.928 64.699.145.451.922 

Pendapatan Pajak Penghasilan Nonmigas 701.961.892.831.112 675.165.778.735.455 
Pendapatan Pajak Penghasilan Fiskal - 349.905.982 
Pendapatan Pajak Penghasilan Ditanggung 
Pemerintah 

11.153.510.635.628 10.111.755.590.449 

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) 

531.577.293.855.031 537.267.909.259.264 

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 21.145.900.040.486 19.444.913.884.758 
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Pendapatan BPHTB 32.748.454

Pendapatan Cukai 172.421.940.270.562 1 59.588.552.586.225

Pendaoatan Paiak Lainnva 6.212.194.737.201 6.629.526.207.843

Pendapatan Bunga Penagihan Paiak 1.465.1 55.097.749

Jumlah 1.505.088.202.287.697 1.472.907.964.370.352

Pertumbuhan Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar 2,'18 persen ditopang oleh Palak Penghasilan

Nonmigas dan Pendapatan Cukai. PPh Nonmigas terutama penerimaan dari PPh Pasal 25129 Badan, PPh

Pasal 21, dan PPh Final yang dipengaruhi oleh masih terjaganya pasar tenaga kerla dan konsumsi

masyarakat di tengah dinamika ekonomi global, sektor usaha penyokong penerimaan palak di tahun 2019

seperti sektor jasa keuangan, asuransi dan sektor Transportasi dan Pergudangan masih tumbuh dengan

cukup baik. Untuk pertumbuhan Pendapatan Cukai ditopang oleh penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT)

dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), yang dipengaruhi faktor kebijakan pelunasan pita

cukai dan program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT), serta tumhuhnya produksi MMEA dalam

negeri sebagai akibat semakin kondusifnya daerah pasar utama, kebijakan pembatasan impor MMEA dari

Eropa, serta menggeliatnya pertumbuhan sektor pariwisata di tahun 2019.

Terdapat penurunan pada Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPN dan PPnBM) yang disebabkan oleh penurunan penlualan jenis mobil, termasuk di

dalamnya penjualan mobil yang dikenakan PPnBM.

8.2.1.1.2 Pendapatan Pajak Perdagangan lnternasional

Realisasi Pendapatan Penerimaan Palak Perdagangan lnternasional TA 2019 adalah sebesar

Rp41.053.691.104.496 atau 94,76 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar

Rp43.321.800.000.000. Pendapatan Pajak Perdagangan lnternasional TA 201 I lebih kecil

Rp4.828.121.676.182 atau turun 10,52 persen dibandingkan dengan realisasiTA 2018. Rincian realisasi

Pendapatan Pajak Perdagangan lnternasional adalah sebagai berikut.

PltlEP frp408,99

triliun

Penurunan penerimaan Bea Masuk TA 2019 antara lain disebabkan karena perlambatan yang terjadi pada

perekonomian global sehingga menyebabkan penurunan devisa bayar impor lndonesia, dan penurunan

volume impor yang didorong oleh penurunan di semua kategori Broad Econonics Categories IBECI

dibandingkan tahun lalu. Penurunan Pendapatan Bea Keluar TA 2019 terutama disebabkan karena

penurunan ekspor komoditas mineral yang memiliki sharelerbesar, dan ekspor tembaga sebagai penopang

penerimaan Bea Keluar mengalami penurunan akibat perubahan pola produksi perusahaan pertambangan

besar di lndonesia.

8.2.1-2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP TA 2019 adalah sebesar Rp408.994.346.200.875 atau 108,1 1 persen dari jumlah yang

ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp378.297.855.438.000. Realisasi PNBP TA 2019 lebih

rendah Rp325.893.287.571 atau turun 0.08 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar

Rp409.320.239.488.446. Realisasi PNBP berasal dari (i). Pendapatan Sumber Daya Alam; (ii) Pendapatan

dari Kekayaan Negara Dipisahkan; (iii) Pendapatan PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

SK No 041595 A

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Pendapatan Bea Masuk 37.526.981.312.119 39.116.746.986.751 
Pendapatan Bea Keluar 3.526.709.792.377 6.765.065.793.927 
Jumlah 41.053.691.104.496 45.881.812.780.678 
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8.2.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

RealisasiPenerimaan Sumber Daya Alam (SDA)TA 2019 adalah sebesar Rp154.895.286.766.287 atau

81,20 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp190.754.771.994.000.

Penerimaan SDA TA 2019 lebih kecil Rp25.697.363.057.354 atau turun 14,23 persen dibandingkan

dengan realisasi TA 2018. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut.

Penurunan penerimaan SDA Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 terutama pada penerimaan

SDA Migas dan Minerba. Penurunan Pendapatan SDA Migas terutama disebabkan karena lebih rendahnya

rata-rata ICP llndonesian Crude PricCi periode Januari sampai dengan Desember 2019 yaitu USD62,3 per

barel, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata ICP pada periode yang sama tahun 2018 USD67,5 per

barel. Penurunan Pendapatan Mineral dan Batu Bara terutama dipengaruhi oleh rata-rata HBA (Harga

Batubara Acuan) pada Januari sampai dengan Desember 201 9 sebesar USD77,9 per ton, lebih rendah dari

periode yang sama tahun 201 8 sebesar USD99 per ton.

8.2.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp80.726.119.206.790 atau

177,07 persen dari lumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp45.589.300.000.000.

Realisasi Pendapatan dari KND ini lebih besar Rp35.665.597.830.821 atau naik 79,15 persen

dibandingkan dengan realisasi TA 2018.

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) pada tahun 201 I berupa Bagian Pemerintah

atas Laba BUMN TA 2019 sebesar Rp50.634.211.382.087 dan Pendapatan dari KND lainnya sebesar

Rp30.09 1 .907 .824.7 03.

Rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebagai berikut.

Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan sebesar Rp18.595.470.253.531, seluruhnya adalah berasal

dari BUMN di Bawah Kementerian BUMN. Untuk Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan berasal

dariBUMN diBawah Kementerian BUMN sebesar Rp31.178.225.498.951, dan BUMN Non Perbankan di

Bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp860.515.629.605.

SK No 041594 A

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan  18.595.470.253.531  16.267.751.186.649 
Pendapatan Bagian Laba BUMN Non 
Perbankan 

32.038.741.128.556 28.792.770.189.320 

Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia 30.091.907.824.703 - 
Jumlah 80.726.119.206.790 45.060.521.375.969 

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Pendapatan Minyak Bumi 83.622.340.876.020 101.486.695.315.900 
Pendapatan Gas Bumi 37.467.520.404.392 41.302.551.779.459 
Pendapatan Pertambangan Mineral dan 
Batubara 

26.343.691.801.600 30.313.666.621.680 

Pendapatan Kehutanan  5.007.257.006.149 4.760.407.698.602 
Pendapatan Perikanan  521.936.215.435 448.751.885.603 
Pendapatan Panas Bumi 1.932.540.462.691 2.280.576.522.397 
Jumlah 154.895.286.766.287 180.592.649.823.641 
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Peningkatan Pendapatan KND ini disebabkan adanya setoran Sisa Surplus Bank lndonesia bagian

Pemerintah sebesar Rp30.091.907.824.703 yang disetorkan setelah selesainya audit Laporan Keuangan

Bank lndonesia Tahun Buku 2018.

Terdapat Kenaikan Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp5.573.690.006.118

terutama disebabkan karena capaian realisasi bagian Laba BUMN perbankan dan non perbankan yang

mengalami peningkatan karena dipengaruhi oleh kinerja BUMN yang secara umum semakin baik.

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2019 tersebut, sebesar 53,36 persen berasal dari

10 BUMN terbesar, yaitu:

Rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2019 dapat dilihat pada lampiran 18.

8.2.1.2.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak [ainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2019 adalah sebesar Rp124.503.627.232.432 atau 132,35

persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 20 1 I yaitu sebesar Rp94.069.33 1 .600.000. Hal ini

berarti realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2019 lebih kecil Rp4.070.382.805.786 atau turun 3,17

persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya adalah sebagai berikut.

SK No 041593 A

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, 
Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim 
Asuransi BMN 

  

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang 19.006.470.818.652 22.768.752.720.908 
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 341.531.328.482 250.827.244.737 
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 522.960.362.436 1.575.471.215.636 
Pendapatan Atas Pengelolaan BMN Dan Kekayaan 
Negara Dari Pengelola Barang 

626.866.552.049 573.611.868.078 

Pendapatan Dari Penggunaan Sarana Dan Prasarana 
Sesuai Dengan Tusi 

81.725.622.928 62.256.481.499 

Pendapatan Penjualan Dari Kegiatan Hulu Migas 10.530.277.359.314 20.655.579.279.504 
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan 
Klaim Asuransi BMN 

     1.319.299.142.276  1.351.576.937.661 

Nama BUMN Jumlah 
1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 9.252.196.310.000 

2 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 8.453.626.566.083 

3 PT Pertamina (Persero) 7.950.000.000.000 

4 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6.754.055.616.000 

5 PT PLN (Persero) 4.000.000.000.000 

6 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 2.252.267.799.962 

7 PT Pegadaian (Persero) 1.387.539.948.879 

8 PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 1.087.496.000.000 

9 PT Pupuk Indonesia (Persero) 1.045.119.000.000 

10 PT Jasa Raharja (Persero) 891.129.074.575 

Total 10 BUMN 43.073.430.315.499 
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Sub Total 32.429.t 3t.186.1 37 47.238.075.748.023

Pendaoatan Administrasi dan Peneqakan Hukum

Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum 4.303.327.782.245 3.508.r 28.693.239

Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri 737.756.0M.394 80r.858.988.566

Pendapatan Keiaksaan dan Peradilan Serta Gratifikasi 738.384.r44.329

1.1 50.028.1 80.079

1.705.887.057.430

8.1 65.1 77.999.000

710.472.768.619

Pendapatan Kelaksaan dan Peradilan Serta Hasil

Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang

1.253.573.712.907

Pendapatan Perizinan r .566.453.31 0.352

Pendapatan Pelavanan Kepolisian I 8.491 .555.385.000

Pendapatan Pelayanan Kepolisian ll 959.273.623.322

606.540.203.948

876.003.488.818

Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi,

Kalibrasi, Dan Standardisasi

560.1 09.228.431

Sub Total 1 8.366.375.054.747

3.007.631 .953.650

196.358.994.030

1 7.758.1 55.575.932

Pcndapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial, Dan

Keagamaan

Pendapatan Jasa Kesehatan 3.849.996.353.287

Pendapatan Jasa Penoawasan 0bat Dan Makanan 1 79.606.380.001

Pendapatan Jasa Karantina 361.295.658.526

2.255.1 0 L568.584

344.3 1 2.823.1 36

Pendapatan Jasa Agraria 2.177.144.211.554

Pendapatan Jasa Keagamaan 907.998.471.631

6.728.386.646.42r

869.992.567. r 68

Sub Total 7.421.052.335.146

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Biset, dan

Teknotogi

4.234.651.512.314Pendapatan Pendidikan 4.091 .1 37.740.960

Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia 471.750.913.878 283.378.411.210

Pendapatan Penelitian/Riset, Suruey, Pemetaan, Dan

Pengembangan lptek

515.980.531.081 383.125.471.424

Pendaoatan Seiarah Dan Kebudavaan 6.646.684.597 6.252.526.140

Sub Total 5.229.029.64r.870 4.763.894.209.734

Pendapatan Jasa Transportasi. l(omunikasi dan

lnformatika
Pendapatan Jasa Transportasi 6.965.694.762.838 6.3r9.589.621.391

Pendapatan Jasa Komunikasi Dan lnlormatika 1 8.767.984.8 r 2.439

1 69.538.431.335

1 7.446.455.866.510

Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik r 84.441.567.495

Sub Total 2s.903.2r8.006.61 2 23.950.487.055.396

Pendapatan Jasa [ainnya
200.7r 0.655.1 62

30.82r.873.691

Pendapatan Jasa Di Bidang Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

204.088.090.073

Pendapatan Jasa Kelautan Dan Perikanan 21.799.455.591

Pendapatan Jasa Lainnya r 98.369.688.037

429.902.2r 6.890

684.r68.810.068

Sub Total sr0.056.355.732
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening

Perhankan, dan Pengelolaan Keuangan

1 .825.320.700.269

5.807.000.000

Pendapatan Bunga 1 .656. r 80.667. r 38

Pendapatan Gain 0n Bond Redenption

Pendapatan Premium Atas 0bligasi Neqara 8.7r 3.038.583.942

118.681.1r9.410

12.607.030.733

232.120.267.593

2.282.759.533.200

Pendapatan lmbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih

Harga SBN, Dan FeeLainnva Atas Transaksi SBN

94.901.097.8r 5

Pendapatan dari Selisih Kurs 242.930.299.187

Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan

Rekening

287.720.782.980

SK No 041592 A
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Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 201 I melampaui target APBN TA 201 I terutama disebabkan

meningkatnya Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum yang dipengaruhi oleh semakin

membaiknya kinerja pelayanan umum masyarakat (pelayanan paspor, visa, perizinan), pelayanan Jasa

Komunikasi Dan lnformatika, Jasa Transportasi, serta semakin membaiknya penegakan hukum terkait

pelanggaran lalu lintas, dan tindak pidana korupsi/uang pengganti.

8.2.1.2.4 Pendapatan Badan layanan Umum

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2019 adalah sebesar Rp48.869.312.995.366 atau

102,06 persen darijumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 yaitu sebesar Rp47.884.451.844.000.

Realisasi Pendapatan BLU TA 2019 lebih kecil Rp6.223.745.255.252 atau turun 11,30 persen

dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Realisasi Pendapatan BLU adalah sebagai berikut.

Pendapatan Atas Pengelolaan Rekening Tunggal

Perbendaharaan (TSA) danlatau Atas Penempatan

Uano Neqara

7.736.672.1 09.435 6.054.091 .902.483

Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa

Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara

660.546.658.42r 481.447.093.712

Pendapatan Penyelesaian Ganti Keru0ian Negara 29.088.869.541 53.238.480.276

Sub Total r 9.333.882.339.344 1 1.1 53.269.856.791

Pendapatan Denda

417.029.576.247Pendapatan Denda I 540.373.238.968

Pendapatan Denda ll 1 89.899.072.757

7.461.242.171

65.693.449.290

Pendapatan Denda lll 5.657.999.395

Sub Total 6r4.389.89r.1 75

1 4.879.041 .347.1 05

308.842.085.674

24.230.256.247

61 r.724.687.653

Pendapatan [ain-Lain

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang

Lalu I

6.467.6r 5.893.218

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang

Lalu ll

26r.1 61.535.1 02

Pendapatan Setoran Sisa Utang Dari Pensiunan 33.306.96r.074

Pendapatan Lain-Lain I 476.204.460 7.704.637.733.401

Pendaoatan Lain-Lain ll 256.722.355.750

15.469.3 t 2.249.236

124.503.627.232.432

290.572.09 1 .01 6

Sub Total 14.157.254.213.811

Jumlah PltlBP Lainnya I 28.574.01 0.038.21 I

SK No 041591 A

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Pendapatan Jasa Layanan Umum:   
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa 
kepada Masyarakat 

33.307.807.529.959 28.739.609.164.736 

Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ 
Kawasan Tertentu 

1.615.780.715.595 1.507.220.557.604 

Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat 5.003.672.214.239 17.622.794.124.394 

Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada 
Pengelola Barang 

770.883.894.730 944.213.288.248 

Total Pendapatan Jasa Layanan Umum 40.698.144.354.523 48.813.837.134.982 
Pendapatan Hibah BLU 154.843.013.918 90.948.165.044 
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 855.074.995.219 1.556.582.772.589 

Pendapatan dari Alokasi APBN 328.485.663.104 235.873.713.666 
Pendapatan BLU Lainnya 6.832.764.968.602 4.395.816.464.337 
Jumlah 48.869.312.995.366 55.093.058.250.618   
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Pendapatan BLU melebihi target APBN TA 2019 terutama karena kinerja BLU yang baik yaitu berupa

peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU, penambahan jenis layanan BLU karena permintaan

masyarakat, optimalisasi aset BLU, dan pencatatan pendapatan BLU yang semakin baik.

Pendapatan BLU Tahun 201 I lika dibandingkan dengan Tahun 201 8 menulun sehesar

Rp6.223.745.255.252 atau turun 1 1.30 persen. Penurunan ini terutama pada pendapatan dari

Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat, karena pada tahun 20'l 9 tidak terdapat setoran Pendapatan

Dana Perkebunan Kelapa Sawit seperti pada tahun 2018 sebesar Rp14.413.921 .271.119.

8.2.1.3 Penerimaan Hibah

RealisasiPenerimaan Hibah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp5.497.343.992.921 atau 1.262,86

persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp435.310.000.000. Penerimaan

Hibah TA 2019 lebih kecil Rp10.067.516.246.399 alau turun 64,68 persen dibandingkan dengan realisasi

TA 2018.

Penerimaan Hibah merupakan penerimaan hibah dalam bentuk uang. Realisasi penerimaan hibah pada TA

2019 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Realisasi Penerimaan Hibah mencapai 1.262,86 persen dikarenakan terdapat hibah langsung yang diterima

oleh K/L tidak direncanakan dalam APBN TA 2019, yaitu Hibah Langsung Dalam Negeri terutama

dipengaruhi oleh adanya hibah langsung di beberapa K/L antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian

Agama, Kepolisian Rl, dan KPU. Selain itu, kesadaran K/L untuk melaporkan Hibah langsung yang diterima

juga semakin membaik. Apabila dibandingkan dengan dengan tahun 2018, Penerimaan Hibah menurun

terutama karena pada tahun 2018 terdapat Penerimaan Hibah Langsung terkait pelaksanaan Pemilihan

Kepala Daerah.

8.2.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara TA 2019 adalah sebesar Rp2.309.287.309.507.383 atau 93,83 persen dari

jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp2.461.112.052.481.000. Belanla Negara TA

2019lebih besar 8p96.169.492.222.387 atau naik 4,35 persen dibandingkan dengan realisasiTA 2018

sebesar Rp2.213.117.817.284.996. Realisasi Belanja Negara terdiri dari (i) Belanja Pemerintah Pusat dan

(ii) Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
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Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Pendapatan Hibah Dalam Negeri   
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang 3.673.078.332.679 13.178.185.591.822 
Total Pendapatan Hibah Dalam Negeri 3.673.078.332.679 13.178.185.591.822 
Pendapatan Hibah Luar Negeri   
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana 591.671.964.284 418.374.595.589 
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang 1.232.593.695.958 1.968.300.051.909 
Total Pendapatan Hibah Luar Negeri 1.824.265.660.242 2.386.674.647.498 
      Jumlah Penerimaan Hibah 5.497.343.992.921 15.564.860.239.320 
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Betania 8'2'2'1 Belania Pemerintah Pusat

pemerintahpusal Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2019 adalah sebesar Rp1.496.313.886.364.770 atau 9'1,55

Rpl.4g6,Jl tritiun persen dariAPBN TA 2019 sebesar Rp1.634.339.518.949.000. RealisasiBelania Pemerintah Pusat TA

2019 lebih besar Rp40.989.007.137.153 atau naik 2,82 persen dari Realisasi TA 2018 sebesar

Rp 1 .455.324.87 9.227 .617 .

Pada pelaksanaan APBN TA 2019 terdapat perubahan/revisi Pagu Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) sepanjang tahun 2019 berupa penambahan pagu anggaran pada DIPA KIL dan Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU APBN 2019 yaitu dalam Pasal 16, Pasal

19, dan Pasal 36. Ketentuan lebih lanjut mengenai Revisi DIPA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 132/PMK.0212019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 206/PMK.0212018 tentang Tata Cara

Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019. Revisi Pagu [)|PA pada K/L dan BA BUN sepanjang Tahun

Anggaran 2019 dikarenakan heberapa hal sebagai berikut:

1. Penambahan Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi yang disesuaikan dengan kebutuhan

realisasi berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah lndonesia, nilai tukar Rupiah

dan/atau pembayaran kekurangan tahun-tahun sebelumnya;

2. Pagu untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum danlatau penggunaan Saldo BLU dari tahun

sebelumnya;

3. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang bersifat menambah alokasi anggaran yang

dapat digunakan oleh K/L;

4. Perubahan anggaran belanla dalam rangka tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat

terladinya bencana alam;

5. Revisi Anggaran berupa lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang bersumber dari

Pinjaman Luar NegerilHibah Luar Negeri dan/atau Pinlaman Dalam Negeri/Hibah Dalam Negeri;

6. Penambahan/perubahan pagu DIPA karena adanya Hibah Luar Negeri Langsung maupun Hibah Dalam

Negeri Langsung yang diterima setelah UU APBN TA 2019 ditetapkau

7. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN;

8. Pergeseran dari Bagian Anggaran BUN 999.08 yang menambah Pagu DIPA K/L dan BA BUN (pergeseran

dari BA BUN 999.08 iuga menambah Pagu per Jenis Belanja di K/L dan BA BUN sesuai karakteristik

Belanla); dan

9. Penambahan pagu dalam rangka pembayaran bunga utang.

Belanla Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanla Pemerintah Pusat

menurut 0rganisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanla

Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanla (Ekonomi).

Belanja

Penerintah Pusat

menurut

0rganisasi/BA

Belanja Pemerintah Pusat Menurut 0rganisasilBagian Anggaran

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2019 terdiri atas Belanja pada Kementerian/Lembaga sebesar

Rp873.427.228.520.095 dan Belanja pada pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar

Rp622.886.657.892.672. Sedangkan perbedaan pencatatan Total Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

antara BUN dengan K/L secara neto adalah sebesar minus Rp47.997.

SK No 041589 A
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Komposisi 5 (lima) terbesar KIL pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat {dalam persentase) selain

BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2019 dapat dilihat pada Grafik 21.

Grafik 21. Komposisi lima Tcrbesar Kementerian Negarallembaga Pengguna Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat TA 2019

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut 0rganisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat di Lampiran

24.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut tungsi

Realisasi Belanla Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah

perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tuluan

pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fu4gsi terbagi dalam 1 1 (sebelas) fungsi, yaitu

fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi

lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya,

fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi kependudukan dan perlindungan sosial. Realisasi Belanja

Pemerintah Pusat perfungsi pada TA 2019 dan 2018 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel I 1. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

TA 2019 dan TA 2018

01

02

03

04

05

06

Pelayanan Umum

Pertahanan

Ketertiban din Keamanan

Ekonomi

. Li4gkqnge!' tljqqp
Perumahan dan Fasilitas

Umum

Kesehatan

Pariwisata dan Budaya

Aqama

Pendidikan.

Kependudukan dan

Perlindungan Sosial

51 7.341.733.1 00.000

- r0e,ai8.i232r5"000

1 42.972.399.992.000

389.600.014.31 7.000

_ tzz6l{E1lq24q0
26.51 6.1 60.539.000

s324.618.127.000

1 0.142.956.937.000

1 52.690.047.642.000

- zoolaoo,462"699"oto

400.090.671 .402.068

1 1 5.424.549.1 99.347

r 47.S56.030.41 1.534

358.426.61 3.1 59.90 r

1 6.093.970.382.31 6

26.622.533.058.944

375.1 96.058.527.405

1 06.S32.343.039.1 i,
1 43.305.834.551.443

382.420.938.264.524

I 3.709.647.546.748

32.1 S8.021 .305.359

62.758.348.0 1 9.000 7 1 .006.91 9.734.4 1 0

4.229.8S0.801.5 12

1 1.218.789.167.569

1 ss.1 60.209.460.57 1

1 90.083.709.634.605

6 1 .86S.740.305.698

10.69S.961.81 1.579

9.379.001.S02.21 3

1 45.941 .71 6.362.457

173.771 .615.611.07 4

AnggaranKode Uraian tungsi TA 2019 lAuditedl TA 20t8 lAuditedt
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Perbedaan pencatatan 
- 

(47.9S7)

Total 1.634.339.518.949.000 1.496.313.886.364.770 1.455.324.879.227.617

* Anggaran pada fungsi Pendidikan tersebut di atas adalah anggaran yang dialokasikan pada Belanja Pemerintah Pusat, tidak

termasuk belania pendidikan yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah ataupun . Total Anggaran Pendidikan adalah sebesar

Rp492.455.088. 1 52.000.

KomposisirealisasiBelanja Pemerintah Pusat menurut FungsiTA 2019 terlihat padailalik22.

m triliun

fualik 22. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 201 g

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii)

Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan {viii}

Belanja Lain-lain. Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanla dapat dilihat dalam

Lampiran 2.B.

Komposisi realisasi Belanla Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 23

SK No 041587 A
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Belanja Pegawai

Rp376,07 triliun

Grafik 23. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2019

8.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 adalah sebesar Rp376.074.259.852.619 atau 98,56 persen dari

jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp381.561.093.432.000. Hal ini berarti realisasi

Belanja Pegawai TA 2019lebih besar Rp29.183.494.945.653 atau naik 8,41 persen dari realisasi TA

2018. Rincian Belanla Pegawai adalah sehagai berikut.

Realisasi Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018

terutama disebabkan karena adanya kenaikan gaji pokok sebesar 5 persen, dan penyesuaian dan pembelian

Tunjangan Kinerla pada pegawai/ASN/TNllP0LRl di Kementerian Negara/Lembaga, serta kebijakan

pemberian Tunlangan Hari Raya (THR) seialan dengan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan upaya

menjaga tingkat kesejahteraan aparatur Negara, serta adanya kenaikan tarif dan dasar perhitungan

jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah.

SK No 041698 A

 

Belanja Pegawai; 
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Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 85.321.261.837.421 88.761.414.586.452 
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI 61.403.644.288.750 59.259.965.936.719 
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara 1.011.570.524.956 687.701.259.485 
Belanja Gaji Dokter PTT 66.695.423.253 143.441.868.160 
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 15.785.948.877.732 7.815.199.731.645 
Belanja Honorarium 1.876.741.556.492 1.715.499.887.178 
Belanja Lembur 723.295.487.788 736.752.950.627 
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito 83.006.574.110.826 71.843.429.192.342 
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu 119.482.270.828.040 110.214.811.345.869 
Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai 7.396.256.917.455 5.712.498.850.571 
Perbedaan Pencatatan antara BUN  dengan SAI (94) 49.297.918 
Jumlah Rp376.074.259.852.619 346.890.764.906.966 
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8.2-2-1.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 201 9 adalah sebesai Rp334.41 8.207.630.784 atau 96,87 persen dari jumlah

yang dianggarkan dalam APBN TA 201 I sebesar Rp345.230.68 1 .636.000. Hal ini berarti realisasi Belanja

Barang TA 2019 lebih kecil Rp13.050.127.479.785 atau turun 3,76 persen dari Realisasi TA 2018.

Rinciannya adalah sebagai berikut.

SK No 041697 A

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Belanja Barang Operasional 44.385.250.069.807 43.230.122.239.028 
Belanja Barang Non Operasional  70.563.122.087.864 76.260.723.012.604 
Belanja Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah 
MCC 

 11.639.419.655 

Belanja Kontribusi 509.322.406.367 317.058.748.451 
Belanja Barang Persediaan 16.515.125.427.740 18.280.492.782.315 
Belanja Jasa 32.584.351.712.027 35.723.270.208.473 
Belanja Pemeliharaan 36.134.522.333.162 38.181.109.225.774 
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.163.798.485.961 39.487.592.947.242 
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 3.541.453.858.830 3.196.165.038.161 
Belanja Barang BLU 41.238.015.097.725 36.718.290.173.038 
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada 
Masyarakat/Pemda 

22.265.717.321.271 30.103.540.060.344 

Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk 
Diserahkan kepada Pemerintah Daerah 

1.048.499.740.731 1.260.615.823.049 

Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 
Masyarakat/Pemda 

24.469.030.412.202 24.697.784.830.577 

Perbedaan Pencatatan antara BUN  dengan SAI  (1.322.903) (69.398.142) 
Jumlah 334.418.207.630.784 347.468.335.110.569 

Belanja Barang BLU sebesar Rp41.238.015.097.725 adalah sebagai berikut. 

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Belanja Gaji dan Tunjangan 11.280.353.515.143 10.130.261.968.504 
Belanja Barang 3.840.627.618.718 4.525.771.817.413 
Belanja Jasa 5.740.856.493.387 4.925.312.401.378 
Belanja Pemeliharaan 1.245.446.491.071 1.047.849.457.396 
Belanja Perjalanan 1.313.100.429.261 1.101.344.741.454 
Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund 1.920.222.868.140 2.154.624.925.372 
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit 5.734.385.403.341 6.276.885.963.449 
Belanja Ketersediaan Layanan BLU  959.702.444.183 251.835.550.050 
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 3.560.788.364.084 3.046.747.996.648 
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 3.695.211.120.606 2.137.863.721.756 
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU  26.556.821.615 10.452.851.992 
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 
- BLU 

1.220.197.032 277.911.800 

Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan 
kepada Masyarakat - BLU 

277.345.205.157 35.549.375.037 

Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses 
Produksi - BLU 

25.488.518.505 14.238.476.161 

Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk 
Proses Produksi - BLU 

1.172.925.140 1.137.606.250 

Belanja Barang Persediaan  Lainnya - BLU  1.593.336.053.074 1.055.288.080.965 
Belanja Barang dan Jasa BLU Kepada BLU Lain  2.847.327.413 



trRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

Belania Modal

frpl7Z 84 triliun

-t20-

Belanja Asuransi BMN Alat Angkutan DaratlApung/Udara

Bermotor - BLU

Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain dalam Satu

Kementerian Negara/Lembaga

Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam

Kementerian Negara/Lembaga Lain

Belania Jasa BLU Kepada BLU Lain dalam Satu

Kementerian Negara/Lembaga

Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam

Kementerian Negara/tembaga Lain

Jumlah

111.224.200

983.995.000

440.000.000

20.623. r 30.068

42.280.000

+r.iia.0is.os 7 .7zs 36.7 r 8.2s0.173.034

Belanja gali dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belania tersebut

dimasukkan sebagai Belanja Barang.

Realisasi Belanja Barang TA 2019 mencapai 96,87 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA

2019, dan menurun dibandingkan tahun 2018 terutama karena Pemerintah terus berupaya agar kinerja

dan kualitas pelaksanaan anggaran yang semakin baik di satuan kerja pemerintah, di antaranya melalui

upaya efisiensi belanja yang kurang produktif. Namun demikian, untuk realisasi Belanja Barang BLU

mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 201 8 dikarenakan meningkatnya aktivitas BLU dalam

rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

8.2.2.1.3 Belanja Modal

Realisasi Belanla Modal TA 2019 adalah sebesar Rp177.841.479.636.714 atau 93,93 persen dari jumlah

yang dianggarkan dalam APBN TA 201 9 sebesar Rp1 89.343.1 97.146.000. Hal ini berarti realisasi Belanja

ModalTA 2019lebih kecilRp6.286.147.863.560 atau lurun 3,41 persen darirealisasiTA 2018. Rincian

realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut.
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Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Belanja Modal Tanah 4.195.231.872.492 3.504.541.754.056 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.175.542.160.621 61.379.078.527.781 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 27.559.278.695.437 27.165.890.294.249 
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 74.559.542.865.906 84.370.254.579.143 
Belanja Modal Lainnya 6.497.408.341.901 3.074.437.667.301 
Belanja Modal BLU 4.854.474.425.357 4.633.404.577.742 
Perbedaan Pencatatan antara BUN  dengan SAI 1.275.000 20.100.002 
Jumlah 177.841.479.636.714 184.127.627.500.274 

Belanja Modal BLU Rp4.854.474.425.357 adalah sebagai berikut. 

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Belanja Modal Tanah - BLU 432.977.524.899 162.541.496.729 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 2.292.000.300.380 2.057.924.330.154 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU 1.907.204.449.651 2.123.179.713.015 
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU 105.249.666.519 164.805.262.970 
Belanja Modal Lainnya - BLU 117.042.483.908 124.953.774.874 
Jumlah 4.854.474.425.357 4.633.404.577.742 
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Kinerja penyerapan Belanja Modal tahun 2019 yang mencapai 93,93 persen dari pagu APBN TA 2019

terutama dipengaruhi oleh realisasi Belanja Modal pada dua KementerianlLembaga dengan alokasi Belanla

Modal terbesar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (realisasi sebesar

Rp64.937.997.141.257 dari Pagu APBN 2019 sebesar Rp75.734.813.258.000), dan Kementerian

Pertahanan (realisasi sebesar Rp28.221 .377.51 5.489 dari Pagu APBN 201 I sebesar

Rp33.895.822.817.000). Realisasi belanja modal pada Kementerian Pertahanan antara lain dipengaruhi

oleh tidak terealisasi belanja modal yang bersumber dari Pinjaman luar negeri berupa pengadaan alutsista.

Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Belanja Modal Jalan, lrigasi dan

Jaringan yang dipengaruhi oleh permasalahan ganti rugi lahan di beberapa proyek, payung hukum

penugasan proyek yang baru terbit di pertengahan tahun 2019, terdapat proses lelang di satuan kerja yang

tidak berhasil sepenuhnya, dan isu keamanan yang menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti di provinsi

Papua dan Papua Barat.

8.2.2.1.4 Belanla Pembayaran Bunga Utang

Realisasi Belanla Pembayaran Bunga Utang TA 2019 adalah sebesar Rp275.521.165.410.219 atau 99,87

persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp275.885.267.880.000. Realisasi

Belanla Pembayaran Bunga Utang TA 2019 lehih besar Rp17.569.137.268.940 atau naik 6,81 persen

dari Realisasi TA 2018 sebesar Rp257.952.028.141.219.

Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2019 adalah sebagai berikut.

Belanja untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018 terutama

pada Belanja Pembayaran Bunga 0bligasi Negara dan Belanja Pembayaran lmbalan SBSN, karena

meningkatnya outstandingSBN Neto pada tahun 2019, dan kenaikan Belanja Pembayaran Bunga Utang

Luar Negeri Jangka Panlang karena penambahan outstanding Pinjaman Tunai di tahun 2018.

8.2.2.1.5 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja SubsidiTA 2019 adalah sebesar Rp201.802.566.846.1 1 1 atau 89,96 persen darijumlah

yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp224.320.857.116.000. Realisasi Belanla SubsidiTA

2019 lebih kecil Rpl5.080.737.269.190 atau turun 6,95 persen dari realisasi TA 2018 sebesar

Rp21 6.883.304.1 1 5.301.

Rincian realisasi subsidi adalah sebagai berikut.

SK No 041695 A

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka 
Panjang 

562.706.663.882 390.855.637.193 

Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara 40.902.078.447.238 35.901.375.910.034 

Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang 21.445.197.411.367 19.519.914.054.797
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara 7.923.133.935.500 18.986.695.721.500 
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas 
Pembelian Kembali Obligasi Negara 

383.890.000.000 2.787.500.000 

Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara 3.388.493.490.600 4.763.232.567.081 
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Dalam Negeri 200.915.665.461.632- 178.387.166.750.674 
Jumlah 275.521.165.410.219 257.952.028.141.279 
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Anggaran Belanja Subsidi yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 berdasarkan Peraturan Presiden Rl

Nomor 1 29 Tahun 201 8 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201 I
adalah sehesar Rp224.320.857.1 1 6.000. Adapun pagu belanja subsidi berdasarkan DIPA TA 201 I (awal)

adalah sebesar Rp221 .772.866.01 0.000. Selanjutnya dilakukan pergeseran pagu dari dari belanja lain-lain

untuk pembayaran utang subsidi tahun 2017 dantahun-tahun sebelumnya pada Subsidi Energi, Pupuk, dan

PPh-DTP Sebesar Rp28.355.560.488.000 sehingga pagu DIPA TA 2019 (akhir) menladi sebesar

Rp250.1 28.426.49 7. 000

Realisasi Belanla Subsidi pada tahun 2019 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan ini

terutama pada Subsidi Energi yaitu Subsidi Minyak Solar, Subsidi Elpili, dan Subsidi Listrik yang

dipengaruhi lebih rendahnya ICP dan menguatnya nilai tukar dari asumsi APBN 2019. Pada tahun 2019

untuk penurunan realisasi Belanja Subsidi untuk Jenis Bahan Bakar Tertentu/JBT dan Belanja Subsidi

Elpiji dibandingkan dengan tahun 2018 juga disebabkan karena penurunan pembayaran kurang bayar

subsidi.

Selain Subsidi Energi, Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya untuk kredit usaha rakyat juga menurun di

tahun 2019 yang dipengaruhi oleh realisasi Kredit Usaha Rakyat.

Selain hal-haldiatas, penurunan realisasiBelanla SubsidiTA 2019 juga disebabkan oleh:

1. Penurunan volume subsidisolar, yaitu tahun 2019 sebesar 14,826juta kiloliter, dimana sebelumnya

pada tahun 2018 sebesar 15,591 juta kilo liter. Untuk subsidi solar kebilakan subsidi adalah subsidi

tetap Rp2.000 per liter.

2. Penurunan volume subsidi minyak tanah dan harga satuan nilai subsidi per liter. Tahun 2019 volume

subsidi minyak tanah sebesar 0,482iuta kilo liter sedangkan tahun 2018 sehesar 540 ribu KL. Untuk

nilai satuan suhsidi tahun 2019 sebesar Rp4.97S/liter, sedangkan tahun 2018 sebesar RpS.288/liter.

SK No 041694 A

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Belanja Subsidi Minyak Solar 27.287.776.810.886 35.500.058.608.682 
Belanja Subsidi Minyak Tanah 2.770.731.238.258 3.370.760.456.883 
Belanja Subsidi Elpiji 54.150.841.096.873 58.144.013.468.021 
Belanja Subsidi Listrik 52.666.457.809.744 56.507.587.695.000 
Belanja Subsidi Pupuk 34.308.308.749.200 33.612.732.444.040 
Belanja Subsidi PPh – DTP 11.153.533.500.306 10.111.762.370.778 
Belanja Subsidi BM – DTP 354.326.302.000 370.614.635.480 
Belanja Subsidi PT KAI 2.169.074.920.170 2.145.056.042.843 
Belanja Subsidi PT PELNI 1.817.907.763.920 1.932.549.353.375 
Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya 156.132.228.800 155.927.797.800 
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan 748.720.000.000 952.643.000.000 
Belanja Subsidi Bunga KPR 3.529.392.366.828 2.285.851.639.491 
Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan 
Energi 

6.047.109.076 30.840.009.278 

Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP) 13.481.673.580 52.374.490.735 
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya 10.613.838.563.082 11.588.571.574.697 
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha 
Rakyat 

47.813.614.505 116.443.541.536 

Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan 7.726.239.785 5.206.072.509 
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang 456.859.098 185.015.802 
Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi - 125.898.351 
Jumlah 201.802.566.846.111 216.883.304.115.301 
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3. Turunnya rata-rata CPA (Contract Price Aranco) untuk subsidi LPG, menurunkan Harga Pokok

ProduksiLPG. Hargarata-rataCPAyaitutahun20l9sebesar43S,69USD/metrikton(MT)sedangkan

tahun 2018 sebesar 540,39 USD,MT.

4. Terdapat set-off antara kelebihan bayar subsidi listrik TA 2018 sebesar Rp3.105.833.529.855

(piutang Pemerintah) dengan kurang bayar subsidi listrik TA 2016 dan 2017 sebesar

Rp2.288.984.393.000 (utang Pemerintah).

Dari realisasi belanla subsidi listrik kepada PT PLN (Persero) TA 2019 senilai Rp52.666.457.809.744,

terdapat realisasi senilai Rp1.377.604.290.305 dengan menggunakan metode set offpajak PPN, PPh

Pasal 4 ayatl2l, dan PPh Pasal22.

Realisasi belanja subsidi pupuk tidak mencapai target anggaran karena pada bulan November 2018 terbit

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4TlPermentan/SR.31011112018 tentang Alokasi dan Harga Eceran

Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang mengalokasikan volume pupuk

bersubsidi sebesar 8.874.00 ton dari semula yang dianggarkan sebesar 9.550.000 ton, yang

mengakibatkan jumlah dana yang tidak dapat dicairkan dalam DIPA senilai Rp2.174.915.346.

Rincian realisasi belanja dan pagu subsidi bunga kredit program per 31 Desember 2019, terdapat pada

Jika realisasi belanla subsidi per 31 Desember 2019 tersebut dibandingkan dengan pagu masing-masing

skema, terlihat bahwa skema dengan persentase terbesar adalah:

1. Subsidi Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan realisasi

sebesar Rp13.481.673.580 atau 60,13 persen dari pagu sebesar Rp22.421.350.000;

2. SubsidiKredit Usaha Pembibitan Sapi(KUPSldengan realisasisebesar Rp7.726.239.785 atau 99,41

persen dari pagu sebesar Rp7.772.348.000;

3. Subsidi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dengan realisasi sebesar Rp6.047.1 09.076 atau

35,58 persen dari pagu sebesar Rp16.994.421.000; dan

4. Subsidi Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dengan realisasi sebesar Rp456.859.098 atau 76,29
persen dari pagu sebesar Rp 598.845.000.

8.2.2.1.6 Belanja Hibah

Realisasi Belanla Hibah pada TA 2019 adalah sebesar Rp6.476.205.662.045 atau berarti 333,71 persen

dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp 1.940.650.000.000.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 lebih besar Rp4.955.644.673.760 atau naik 325,91 persen dari

realisasiTahun 20'18 sebesar Rp1.520.560.988.285. Realisasi Belanla Hibah tersebut terdiridari Belanja

Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri sebesar Rp234.274.387.286, Belanja Hibah kepada Pemerintah

Daerah sebesar Rp6.24 1 .52 1 .667.08 7, dan Banking Conmission sebesar Rp409.6 07 .67 2.

SK No 041693 A

Uraian Jenis Belanja Anggaran Realisasi Belanja % thd Total % thd Pagu

Subsidi Bunga KKP-E         16.994.421.000        6.047.109.076 21,82% 35,58%

Subsidi Bunga KPEN-RP         22.421.350.000      13.481.673.580 48,65% 60,13%

Subsidi Risk Sharing KKP-E         27.509.358.000                         -   0,00% 0,00%

Subsidi Bunga KUPS           7.772.348.000        7.726.239.785 27,88% 99,41%

Subsidi Bunga S-SRG              598.845.000           456.859.098 1,65% 76,29%

Jumlah         75.296.322.000      27.711.881.539 100,00% 36,80%  
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Tingginya kenaikan belanja hihah tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 terutama disebahkan oleh

meningkatnya anggaran dan realisasi pada Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Hal ini dikarenakan

banyaknya daerah yang terkena bencana pada tahun 2019. Rincian realisasi belanja Hibah untuk

Pemerintah Luar Negeri adalah sebagai berikut.

Kcgiatanl[tlegara Jumlah (Rpl

Hibah untuk kegiatan kemanusian di Palestina 14.121.887.286

Hibah kepada Pemerintah Kepulauan Solomon r 12.500.000.000

Hibah kepada Pemerintah Nauru 35.652.500.000

Hibah kepada Pemerintah Tuvalu 37.500.000.000

Hibah kepada Pemerintah Fiii 27.000.000.000

Hibah kepada Pemerintah Mvanmar 7.500.000.000

Jumlah 234.274.387.286

Rincian realisasi Belanja Hibah untuk Pemerintah 0aerah dengan rincian sebagai berikut.

ProyeklKegiatan Jumlah (Bpl

Pembangunan MRT 1 .595.957.324.41 6

Proyek Air Minum 1 .01 7.000.000

Hibah air limbah 6.610.000.000

Hibah Australia-lndonesia untuk Pembangunan Sanitasi 8.871.000.000

Hibah Flood Managernent in Selected friver 8aslzs(FSMRB) 16.572.767.929

Hbah City Sewerage Project/lnstalasi Pengelolaan Air limbah llPAll
Pelanbang

12.932.230.93r

Pro vincial froad lmprovement and Maintenance lPRlMl 51.390.504.000

Hibah lntegrated Participatory 0evelopment and Management of higation
Project A0B

1 r 6.326.537.023

Hibah lntegrated Participatory 0evelopment and Managencnt of lrrigation

Prolect Alf 23.270.891.302

Hibah lntegrated Participatory Development and Managennnt of krigation

Pnject IFAD
40.468.522.643

Hibah READ.SI 19.592.224.497

Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana 3.r 60.228.546.000

Hibah air minum perkotaan dan pedesaan 710.5 r 7.080.829

Hibah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi/Air Limbah 73.r 38.500.000

Hibah Jalan Daerah 404.628.537.517

Jumlah 6.241.52 t.667.087

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2019 yang mencapai Rp6.476.205.662.045 atau berarti 333,71 persen

dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 disebabkan adanya penambahan pagu yang

merupakan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.08 dalam rangka

pemberian Hibah Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bencana kepada Pemerintah Daerah, dan Hibah keluar

negeri. Selain itu terdapat penambahan anggaran atas belanja hibah ke Pemda yang bersumber dari

Pinlaman dan Hibah yang diterushibahkan.

8.2-2.1.7 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 adalah sebesar Rpl 12.480.254.777.629 atau 1 10,21 persen

dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp102.055.516.233.000. Hal ini berarti

realisasi Belanja Bantuan SosialTA 2019 lebih besar Rp28.161.841.858.116 atau naik 33,40 persen

dari realisasi TA 2018. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

SK No 041692 A
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Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 meningkat dari tahun 2018 terutama dipengaruhi pembayaran

selisih kenaikan Program Bantuan luran/program JKN bagi masyarakat tidak mampu, penyaluran bantuan

Program Keluarga Harapan, penyaluran bantuan sosial pangan, dan pelaksanaan kegiatan penanganan

darurat bencana

8.2.2.1.8 Belanla Lain-Lain

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2019 adalah sebesar Rpl 1.699.746.548.649 atau 10,26 persen dari jumlah

yang dianggarkan dalam APBN TA 201 I sebesar Rpl 14.002.255.506.000. Hal ini berarti realisasi Belanla

Lain-lain TA 20l9lebih kecilRp4.464.098.996.781 atau turun2l,62 persen darirealisasiTA 2018.

Rincian Belanla Lain-lain adalah sebagai berikut.

Realisasi Belanla Lain-lain tidak mencapai target APBN TA 20 1 9 terutama karena terdapat Pagu Anggaran

Belanja Lain-lain yang direalokasi ke K/L (melalui mekanisme Surat Alokasi Bagian Anggaran (SABA)), dan

relokasi ke BA BUN (melalui mekanisme Surat Penetapan Pergeseran (SPP)) sesuai dengan karakteristik

belanlanya, dan pagu pada APBN 20'19 tidak seluruhnya dialokasikan dalam DIPA yang terbit pada tahun

201 9.

Pada TA 2019 realisasi belanja lain-lain dana cadangan yaitu sebesar Rp8.028.004.141.391. Belanla

tersebut di antaranya digunakan untuk melakukan pembayaran kewajiban pemerintah terhadap kebilakan

tarif listrik TA 2017 sebesar Rp7.456.451.880.000.

Pembayaran kompensasi adalah atas kekurangan pendapatan PT PLN (Persero) karena kebijakan tarif

Pemerintah bagi golongan tarif non-subsidi sebesar Rp7.456.451.880.000. Realisasi kepada PT PLN

(Persero) dengan menggunakan metode set offpaiak PPN, PPh Pasal 4 ayall2l, dan PPh Pasal22.

SK No 041691 A

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Belanja Lain-lain Dana Cadangan 8.028.004.141.391 2.405.131.757.000 

Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN 567.760.624.610 528.513.624.711 

Belanja Lain-lain BUN  749.878.030.942 10.852.819.577.533 

Belanja Penyesuaian Selisih Kurs 
Invoice/SPP ke SP2D 

 22.826.732.841 

Belanja Lain-lain Lainnya 2.354.103.751.706 2.354.553.853.345 

Jumlah 11.699.746.548.649 16.163.845.545.430 

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 

Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial 397.798.295.384 262.639.545.303 

Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial 47.129.306.212.971 36.130.093.800.799 

Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial 2.827.675.472.473 2.888.119.938.473 

Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial 34.703.408.078.000 19.077.821.483.801 

Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan 
Kemiskinan 

19.789.409.255.595 19.131.121.934.000 

Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan 
Bencara 

7.632.657.463.206 6.828.616.217.137 

Jumlah 112.480.254.777.629 84.318.412.919.513 
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8.2.2.2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 201 I adalah sebesar

Rp812.973.423.142.613 atau 98,33 persen darijumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar

Rp826.772.533.532.000. Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari Transfer ke Daerah yang meliputi

(ilDana Perimbangan, (ii) Dana lnsentif Daerah, (iii)Dana Keistimewaan DlY, dan (iv) Dana 0tonomi Khusus,

serta Dana Desa. Dana Desa merupakan amanat UU tentang Desa dan pertama kalinya disalurkan oleh

Pemerintah Pusat Pada Tahun 201 5.

Komposisi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2019 disalikan pada Grafik 24.

Grafik 24. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2019

Rincian penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilihat pada Lampiran 3A.

8.2.2.2.1 Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2019 adalah sebesar Rp743.159.274.663.614 atau 98,20 persen dari

jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 201 I sebesar Rp 756.772.533.532.000. Hal ini berarti Realisasi

Transfer ke Daerah TA 2019 inilebih besar Rp45.225.745.215.510 atau naik 6,48 persen dariRealisasi

TA 2018. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana lnsentif Daerah, (iii) Dana

Keistimewaan DlY, dan (iv) Dana 0tonomi Khusus.

Rincian realisasi Transfer ke Daerah disajikan pada lampiran 3A.

8.2.2.2.1.1 Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan TA 2019 adalah sebesar Rp711.284.883.866.614 atau 98,16 persen dari

jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp724.592.590.224.000. Hal ini berarti realisasi

Dana Perimbangan TA 2019 inilebih besar Rp42.641.687.604.510 atau naik 6,38 persen darirealisasi

SK No 041690 A
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TA 2018. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer

Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus terdiri

dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan

pada lampiran 3E.

8.2.2.2.1.1.1 Dana Transfer Umum

Bealisasi Dana Transfer Umum TA 2019 adalah sebesar Rp524.890.210.970.419 atau 100,13 persen

darijumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp524.223.746.621.000. Hal ini berarti

realisasi Dana Transfer Umum TA 2019 lebih besar Rp29.696.592.926.999 atau naik sebesar 6 persen

dibandingkan TA 2018.

8.2.2.2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil

Realisasi Dana Bagi Hasil(DBH) TA 2019 adalah sebesar Rp103.979.972.414.419 atau 97,77 persen

dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp106.350.163.929.000. Hal ini berarti

realisasi Dana Bagi Hasil TA 2019 ini lebih besar Rp10.275.934.019.999 atau naik 10,97 persen dari

realisasi TA 2018 sebesar Rp93.704.038.394.420 .

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut.

Apabila dibandingkan dengan tahun lalu kenaikan DBH terutama disebabkan karena kenaikan pada DBH

Gas Bumi sebesar Rp7.528.985.154.992, DBH Minyak Bumi sebesar Rp1.954.099.350.655 dan DBH

SDA Pertambangan Umum sebesar Rp6.076.374.836.1 91.

Realisasi DBH TA 2019 tidak mencapai 100 persen karena tidak tercapainya penerimaan negara pajak

dan bukan pajak dan adanya kebilakan pada UU APBN Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 11 ayat 5 yang

menyatakan bahwa untuk Triwulan lV Tahun 2019 diprioritaskan untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH

sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan lebih bayar tahun-tahun sebelumnya.

Namun, untuk Dana Bagi Hasil Cukai dan Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan tetap dilakukan penyaluran

karena penggunaan untuk kedua jenis DBH tersebut bersifat earmarked. Dikarenakan sifatnya yang

earmarked, maka daerah telah menyusun rencana penggunaan sejak awal tahun dan ditargetkan

SK No 041689 A

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Dana Bagi Hasil Pajak   
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan 22.073.087.555.530 29.991.687.612.756 

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan 17.085.663.586.461 15.703.491.292.037 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak 39.158.751.141.991 45.695.178.904.793 
Dana Bagi Hasil Cukai 3.136.352.925.658 2.922.191.165.245 
Dana Bagi Hasil SDA   
Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi 15.219.315.833.056 13.265.216.482.401 

Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi 16.739.397.376.741 9.210.412.221.749 

Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum 25.884.279.134.431 19.807.904.298.240 

Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Panas Bumi 1.372.588.054.173 832.936.590.394 

Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan 2.119.085.885.757 1.612.576.032.153 

Dana Bagi Hasil Perikanan 350.202.062.612 357.622.699.445 

Jumlah Dana Bagi Hasil SDA 61.684.868.346.770 45.086.668.324.382 
Total Dana Bagi Hasil 103.979.972.414.419 93.704.038.394.420 
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penyerapan seoptimal mungkin, sehingga atas alokasi Triwulan lV Tahun 2019 untuk Dana Bagi Hasil

Cukai dan Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan tetap dilakukan penyaluran.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil disaiikan pada lampiran 3B, 3C, dan 3D.

8.2.2.2.1.1.1.2 Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2019 adalah sebesar Rp420.910.238.556.000 atau 100,73

persen dari lumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp417.873.582.692.000. Hal ini

berarti realisasi DAU TA 2019 ini lebih besar Rp19.420.658.907.000 atau naik 4,84 persen dari realisasi

TA 2018 sebesar Rp401.489.579.649.000.

RealisasiDAU per 31 Desember 2019 tersebut melampauiPagu dalam APBN 2019 (terdiridariPagu DAU

yang dialokasikan berdasarkan formula sebesar Rp414.873.582.692.000 dan pagu DAU Tambahan

Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp3.000.000.000.000), dikarenakan terdapat pagu 0AU

Tambahan Bantuan luran sebesar Rp3.500.000.000.000, sehingga Pagu DIPA menjadi sebesar

Rp421.373.582.692.000. Penambahan Pagu Tambahan Bantuan luran menggunakan mekanisme

pergeseran anggaran dari BA 999.08 Belanja Lain-lain.

Realisasi sebesar Rpa20.910.238.556.000 terdiri dari realisasi DAU yang dialokasikan berdasarkan

formula sebesar Rp414.873.582.692.000, realisasi DAU TambahanBantuan Pendanaan Kelurahan

sebesar Rp2.61 1.739.709.000, dan realisasi DAU Tambahan Bantuan luran sebesar

Rp3.424.916.1 55.000.

Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada data dasar

perhitungan DAU. Penggunaan lormula tersebut menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor

55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Alokasi DAU tahun 2019 meningkat karena berdasarkan

perhitungan 28,7 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto pada APBN TA 2019, dan juga

memperhitungkan kenaikan gaji 5%, kenaikan formasi CPNSD, THR, dan Gaji ke-1 3 serta adanya kebijakan

DAU Tambahan (bantuan pedanaan kelurahan dan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran laminan

kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah).

Rincian realisasi Dana Alokasi Umum disalikan pada lampiran 3E.

8.2.2.2.1.1.2 Dana Transfer Khusus

Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2019 adalah sebesar Rp186.394.672.896.195 atau 93,03 persen

dari lumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp200.368.843.603.000. Hal ini berarti

realisasi Dana Transfer Khusus TA 2019 ini lebih besar Rp12.945.094.677.511 atau naik 7,46 persen

dari realisasi TA 2018 sebesar Rp173.449.578.218.684.

Rincian realisasi Dana Transfer Khusus disajikan pada [ampiran 3E.

8.2.2.2.1.1.2.1 Dana Alokasi l(husus Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2019 adalah sebesar Rp64.165.654.543.210 atau 92,56 persen

dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp69.326.700.000.000. Hal ini berarti

realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2019 ini lebih besar Rp6.01 6.356.274.025 atau naik 10,35 persen

dari realisasi TA 2018 sebesar 8p58.149.298 .269.245.

SK No 041688 A
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DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan usulan daerah,

dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK

berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

RealisasiDAK Fisik Tahun 2019 meliputi0AK Beguler, 0AK Penugasan, dan DAK Afirmasidengan rincian

sebagai berikut:

Terdapat sisa pagu penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp5.161.045.456.730 (7,4%) dengan

rincian sebagai berikut:

a. Tidak Salur {Tidak ada Kontrak} sebesar Rp31 1.959.858.302

b. 0ptimalisasipagu DAK Fisik yakniNilaiKontrak dibawah pagu Rp4.761.024.599.468

c. 0ptimalisasi Kontrak yakni nilai kebutuhan untuk menyelesaikan DAK Fisik di bawah nilai Kontrak

Rp88.060.998.960.

8.2.2.2.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

RealisasiDana AlokasiKhusus Non Fisik TA 2019 adalah sebesar Rp122.229.018.352.925 atau 93,27

persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp131.042.143.603.000. Realisasi

Dana Alokasi Khusus Non Fisik naik sebesar 6,01 persen dari realisasi TA 2018 sebesar

Rp1 15.300.279.949.439. Rincian realisasi DAK Non Fisik adalah sebagai berikut:

Penyaluran DAK Non Fisik sebesar Rp122.229.018.352.925 atau93,27 % dariAPBN 2019 disebabkan

oleh beberapa hal, antara lain: terdapat beberapa Pemda yang tidak 100% memenuhi persyaratan

penyaluran DAK Non Fisik, pemanfaatan sisa dana di kas daerah, perubahan status guru penerima TPG

(pensiun, beralih ke jabatan struktural/fungsional lain) dan tambahan penghasilan (Tamsil) guru yang belum

SK No 041687 A

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) 52.001.837.749.380 55.016.720.212.332 
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah 
Khusus 

1.977.231.267.885 1.727.102.404.861 

Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai 
Negeri Sipil Daerah 

463.968.756.915 588.007.130.574 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 49.200.273.626.885 44.367.351.931.006 
Dana Bantuan Operasional Kesehatan 10.129.087.154.156 7.454.358.890.915 
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana 1.923.557.400.000 1.753.419.417.979 
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi 199.819.750.000 92.221.616.897 
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 907.500.000.000  
Dana Pelayanan Kepariwisataan 210.693.561.000 745.193.742.984 
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - 
Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) 

3.825.313.850.204 3.555.904.601.891 

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 
(BOP) Pendidikan Kesetaraan 

1.262.258.736.500 - 

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 
(BOP) Museum dan Taman Budaya 

127.476.500.000 
 

- 

Jumlah 122.229.018.352.925 115.300.279.949.439 

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
DAK Reguler 40.681.714.036.604 29.411.961.830.062 
DAK Penugasan 17.211.588.461.829 22.482.775.199.874 
DAK Affirmasi 6.272.352.044.837 6.254.561.239.309 
Jumlah DAK Fisik 64.165.654.543.270 58.149.298.269.245 
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memperoleh sertifikasi menjadi penerima TPG, dan menurunnya jumlah sasaran penerima B0S, khususnya

pada jenjang SD.

RealisasiDAK Non Fisik pada TA 2019 mengalamipeningkatan Rp6.928.738.403.486 atau 6,01 persen

dari TA 2018 terutama disebabkan karena kenaikan realisasi Dana Bantuan 0perasional Sekolah (B0S)

sebesar Rp4.832.921.695.879, Dana 0perasional Kesehatan sebesar Rp2.674.728.263.24'1, dan

realisasi Dana Bantuan 0perasional Penyelenggaraan (B0P) Pendidikan Kesetaraan sebesar

Rp1 .659.144.484.813.

8.2.2.2.1.2 Dana lnsentif Daerah

Realisasi Dana lnsentif Oaerah TA 2019 adalah sebesar Rp9.694.447.489.000 atau 96,94 persen dari

jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp10.000.000.000.000. Jika dibandingkan TA

2018, realisasi Dana lnsentif Daerah TA 2019 tersebut mengalami peningkatan sebesar

Rp1.463.697.489.000 dari sebelumnya sebesar Rp8.230.750.000.000 atau naik 17,78 persen

dikarenakan terdapat penambahan pagu sebesar Rp1.500.000.000.000 sebagai bagian dari upaya

pemerintah pusat mendorong daerah untuk meningkatkan kinerja daerah.

Peningkatan realisasi Dana lnsentif Daerah terutama untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang

berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik,

pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk pagu dana yang tidak terserap disebabkan karena terdapal22daerah yang tidak memenuhi syarat

pencairan dana tahap ke dua.

Rincian realisasi Dana lnsentif Daerah disajikan pada lampiran 3F.

8.2.2.2.1.3 Dana Keistimewaan Daerah lstimewa Yogyakarta

Realisasi Dana Keistimewaan Daerah lstimewa Yogyakarta (DlY) TA 2019 adalah sebesar

Rp1.200.000.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar

Rp1.200.000.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2019 lebih besar

Rp200.000.000.000 dibandingkan dengan realisasi TA 201 I sebesar Rp1.000.000.000.000 atau naik 20

persen. Meningkatnya realisasi ini sesuai dengan kenaikan alokasi Dana Keistimewaan Daerah lstimewa

Yogyakarta dikarenakan naiknya kebutuhan pendanaan penyelenggaraan keistimewaan DlY.

8.2.2.2.1.4 Dana Otonomi Khusus

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2019 adalah sebesar Rp20.979.943.308.000 atau 100 persen dari

jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp20.979.943.308.000. RealisasiDana 0tonomi

Khusus TA 2019 ini lebih besar Rp920.360.1 22.000 atau naik 4,59 persen dari realisasi TA 2018 sebesar

Rp20.059.583.186.000. Apabila dibandingkan pada tahun 2018 pagu dana otonomi khusus tahun 2019

bertambah sebesar Rp920.360.122.000 dikarenakan penyesuaian atas kenaikan Pagu DAU 2019.

Dana 0tonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi

Dana 0tonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 1 1 tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh. Dana ()tonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada

SK No 041686 A
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UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang 0tonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008

tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun

2001 tentang 0tonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Rincian realisasi Dana Otonomi Khusus adalah sebagai berikut.

Peningkatan realisasi Dana Otonomi Khusus dikarenakan adanya kenaikan pagu Dana Otonomi Khusus

sebagai dampak dari kenaikan pagu DAU TA 2019 dibanding tahun sebelumnya, dan terdapat kenaikan

dana tambahan insfrastruktur untuk Provinsi Papua.

8.2.2.2.2 Dana Desa

Realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp69.814.148.478.999 atau

99,73 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp70.000.000.000.000. Hal ini

berartirealisasi Dana Desa TA 2019 inilebih besar Rp9.954.739.869.724 atau naik 16,63 persen dari

realisasi TA 2018 sebesar Rp59.859.408.609.275. Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat dari UU

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa pertama kalinya dialokasikan pada APBN TA

2015. Pada TA 2019, Dana Desa dialokasikan pada 74.953 desa.

Peningkatan realisasi Dana Desa pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 terutama karena

pada tahun 2019 terdapat penambahan alokasi sebesar Rp10.000.000.000.000 dari sebelumnya pada

tahun 2018 sebesar Rp60.000.000.000.000, dan sesuai dengan arah kebilakan pemerintah untuk

meningkatkan efektivitas penyerapan Dana Desa melalui upaya percepatan penyaluran 0ana 0esa. Selain

hal tersebut, capaian realisasi tersebut terutama didorong peningkatan kesadaran pemerintah

Kabupaten/Kota dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran secara lengkap dan tepat waktu.

Rincian realisasi Dana Desa disajikan pada Lampiran 3F.

8.2.3 Defisit Anggaran

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan realisasi Belanja Negara TA 2019, maka Defisit Anggaran

TA 2019 adalah sebesar Rp348.653.725.921.394 atau 117,79 persen dari lumlah yang dianggarkan

dalam APBN TA 2019 sebesar Rp296.000.236.667.000. Perhitungan Defisit Anggaran sebagai berikut.

SK No 041685 A

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 

Pendapatan Negara 1.960.633.583.585.989 1.943.674.876.878.796 

Belanja Negara 2.309.287.309.507.383 2.213.117.817.284.996 

Defisit Anggaran (348.653.725.921.394) (269.442.940.406.200) 

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Dana Otonomi Khusus  Provinsi Aceh 8.357.471.654.000 8.029.791.593.000 
Dana Otonomi Khusus  Provinsi Papua 5.850.230.158.000 5.620.854.115.000 
Dana Tambahan Infrastruktur Papua 2.824.446.537.000 2.400.000.000.000 
Dana Otonomi Khusus  Provinsi Papua Barat 2.507.241.496.000 2.408.937.478.000 
Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat 1.440.553.463.000 1.600.000.000.000 
Jumlah 20.979.943.308.000 20.059.583.186.000 
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8.2.4 Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2019 adalah sebesar Rp402.051.510.185.251 atau 135.83 persen dari

jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp296.000.236.667.000. Pembiayaan terdiridari

(i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri.

Untuk menjaga kesinambungan fiskaljangka menengah, pemerintah tetap menjaga defisit kumulatif APBN

tahun 2019 dibawah ambang batas 3,0 persen terhadap PDB. Defisit Anggaran di tahun 2019 sebesar

Rp348.653.725.921.394 dan Produk Oomestik Bruto tahun 2019 sebesar Rp15.833,9 triliun, sehingga

rasio defisit terhadap PDB sebesar 2,20 persen.

Sebagai implementasi dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 787/KMK.05/2019 tentang Besaran

Perkiraan Defisit yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2019 dan Besaran Tambahan Pembiayaan Defisit yang Diperkirakan MelampauiTarget Defisit

Anggaran Pendapatan dan Belanla Negara Tahun Anggaran 2019, maka telah ditetapkan Keputusan

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Nomor 53/PR/201 9 mengenai Strategi Pembiayaan

Tahunan Melalui Utang Tahun 2019. Tambahan pembiayaan melalui utang dilakukan dengan Penerbitan

SBN dan Penarikan Pinjaman Tunai.

Realisasi pembiayaan untuk menutup pelebaran defisit melalui penerbitan SBN, menambah realisasi SBN

Neto sebesar Rp57.330.710.121.614 atau bertambah sebesar 14,74Y0 dari target APBN 2019 yang

sehesar 8p388.957.891.000.000 menjadirealisasisebesar Rp446.288.601.121.614.

Realisasi Pinjaman Tunai yang dialokasikan untuk penambahan pembiayaan terinci dalam tabel berikut:

Ilanr
USD 500.000.000 Emergency Assistance tor Recovery and Rehabrlitation from

Recenl Disaster

77.556.500.000 Fiscal Reform loan (DPL) 3

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan berdasarkan Struktur APBN 2019

Pada APBN 2019 Anggaran Pembiayaan Neto sebesar Rp296.000.236.667.000, sedangkan realisasi

sebesar 8p402.051.510.185.251 yang terdiri atas Pembiayaan Utang, Pembiayaan lnvestasi, Pemberian

Pinjaman, dan Pembiayaan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

fo. tcndcr tru Jumlrh Urhs
1 ADB

2 IBRD I JPY

SK No 041684 A

Uraian APBN 2019 Realisasi % Realisasi 
Pembiayaan Utang    
 Surat Berharga Negara (Neto) 388.957.891.000.000 446.288.601.121.614  114,74% 
 Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 482.419.505.000 3.032.970.134.099  628,70% 
 Pinjaman Luar Negeri (Neto) (30.189.727.402.000) (11.782.756.217.168)  39,03% 
 Total 359.250.583.103.000 437.538.815.038.545  121,79% 
Pembiayaan Investasi    
 Investasi Kepada BUMN (17.800.000.000.000) (17.800.000.000.000)  100,00% 

 Investasi Kepada Lembaga/ 
Badan Lainnya (Lembaga 
Pembiayaan Ekspor Indonesia) 

(2.500.000.000.000) (3.490.000.000.000)  139,60% 

 Investasi Kepada BLU (Dana 
Bergulir, Dana Pengembangan 
Pendidikan Nasional, Lembaga 
Manajemen Aset Negara) 

(53.190.000.000.000) (22.200.000.000.000)  41,74% 

 Investasi kepada Organisasi/ 
Lembaga Keuangan 

(2.410.341.459.000) (2.275.076.593.824)  94,39% 
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lnternasional/Badan Usaha

lnternasional

Penerimaan lnvestasi dari BPJT 1 .376.096.205.074

Total (75.900.34r.459.0001 {44.388.980.388.750} 58,48%

Pembcrian Pinjaman

Pinlaman Kepada

BUMN/PemdalLembaga/Badan

Lainnya

(2.350.004.977.000) (6.278.305.328.0761 267,16%

fotal (2.350.004.977.0001 (6.278.305.328.076) 267,16Y0

Pcmbiayaan Iainnya

Penggunaan Saldo Anggaran

Lebih

1 5.000.000.000.000 1 5.000.000.000.000 1 00,00%

Hasil Pengelolaan

Aset/Privatisasi dan Penjualan

Aset Program Restrukturisasi

1 79.980.863.532

Total 1 5.000.000.000.000 1 5.1 79.980.863.532 101,20Y0

Total Pcmbiavaan 296.000.236.667.000 402.05t.5t 0.1 85.251 r35,83%

8.2.4.1 Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Oalam Negeri TA 2019 adalah sebesar Rp419.550.747.504.199 atau 126,08

persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp332.769.652.580.000.

Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Penerimaan Cicilan Pengembalian

Penerusan Pinjaman, (iii) Privatisasi dan Penlualan Aset Program Restrukturisasi, (iv) Surat Berharga

Negara (Neto), (v) Pinjaman Dalam Negeri (Neto), (vi) Penyertaan Modal Negara/lnvestasi Pemerintah, (vii)

Kewajiban Penjaminan, (viii) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan (ix) Pembiayaan Lain-lain.

8.2.4.1.1 Rekening PemerintahlPenggunaan SAI

Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan

rekening SAL. Pada tahun 2019, Penggunaan SAL yang diambil dari Rekening SAL sampai dengan tanggal

3 1 Desember 20 1 9 adalah sebesar Rp 1 5.000.000.000.000 atau 1 00 persen dari yang dianggarkan dalam

APBN TA 2019 sebesar Rp15.000.000.000.000.

Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai fiscal buffer

untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2019.

8.2.4.1.2 Penerimaan Gicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman TA 201 I adalah sebesar

Rp4.438.1 74.482.674 atau 1 04,93 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 201 I sebesar

Rp4.229.683.534.000. Rincian Penerimaan Pengembalian Pemberian Pinjaman adalah sebagai berikut.

SK No 041683 A

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 

Penerimaan Pengembalian Pemberian Pinjaman DN 
kepada Daerah 

 1.488.943.865  8.124.198.926 

Pemberian Pinjaman DN kepada BUMD  163.606.368  150.000.004 
Pemberian  Pinjaman DN kepada BUMN  325.380.560.953  326.830.783.945 
Pemberian  Pinjaman DN kepada Non Pemerintah  9.008.197.429  11.296.966.836 
Pemberian  Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan 
(TAB) kepada Daerah 

 68.285.709.980  62.227.742.264 

Pemberian  Pinjaman LN TAB kepada BUMD  1.300.199.480 
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Pemberian Pinjaman LN TAB kepada BUMN 3.230.558.1 29.893 3.598.669.439.670

Pemberian Piniaman LN TAB kepada lllon Pemeilntah 27 .977.334.187 46.088.406.051

Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit

lnvestasi Pemerintah

775.31 1.999.999 775.31 2.000.001

Total 4.438.174.482.674 4.829.999.737 .177

8.2.4.1.3 Privatisasi dan Penjualan Aset Program Bestrukturisasi

Realisasi Privatisasi dan Penlualan Aset Program Restrukturisasi TA 2019 adalah sebesar

Rp179.982.155.162. Realisasi tersebut terdiri dari: (1) Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks

BPPN sebesar Rp169.188.403.022dan (2) Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam

Likuidasi sebesar Rpl 0.793.752.140 .

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN terdiri dari realisasi pengelolaan aset eks BPPN,

realisasi pengelolaan aset eks Kelolaan PT PPA, dan realisasi pengelolaan aset eks BPPN aset yang

diserahkelolakan kepada PT PPA.

Penerimaan hasil pengelolaan aset eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) serta hasil pengelolaan

aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) berasal dari pembayaran dan/atau pelunasan dalam

rangka penyelesaian/pengurusan piutang negara, penjualan melalui lelang aset properti dan/atau aset

inventaris, deviden saham, dan penjualan melalui lelang barang jaminan obligor Penyelesaian Kewajiban

Pemegang Saham (PKPS) yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke kas negara.

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) diperoleh dari hasil

pembayaran/pelunasan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, penjualan barang

laminan diambil alih, pendapatan bunga dari obligasi, dan deviden dari saham yang telah disetorkan oleh

dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program

Bestrukturisasi adalah sebagai berikut.

8.2.4.1.4 Surat Berharga [Uegara (Neto)

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2019 adalah sebesar

Rp446.288.601.121.614alau114,74 persen dariyang dianggarkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2018

tentang APBN TA 2019 sebesar Rp388.957.891.000.000.

Pemerintah menerbitkan SBN untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek

akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu

tahun anggaran, mengelola portofolio utang negara, dan membiayai APBN termasuk membiayai

pembangunan proyek dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk

memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut.

SK No 041682 A

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN 169.188.403.022 124.649.183.550 
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik 
Eks BDL 

10.793.752.140 38.970.697.066 

Jumlah 179.982.155.162 163.619.880.616 

unit-unit terkait ke kas negara. Rincian realisasi pembiayaan 
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Penerimaan:

PenerbitanlPeniualan SPN 89.340.000.000.000 r 43.050.000.000.000

PenerbitanlPeniualan 0blioasi Neqara 443.560.323.000.000 320.274.306.000.000

Penerimaan Utang Bunga 0bligasi Negara 8.348.270.1 01.000 5.446.859.375.000

Penerbitan/Peniualan SBSN - Janoka Paniano r 63.088.014.982.928 96.869.377.647.000

lmbalan Dibayar di Muka SBSN - Jangka Panjang 2.899.61 8.230.714 1 .734.060.896.40 1

Peniualan Surat Perbendaharaan ilegara Syariah 37.360.000.000.000 5 1 .680.000.000.000

Penerbitan/Peniualan 0bligasi Negara - Valas 1 r 9.059.1 72.200.000 97.877.550.000.000

Penerimaan Penerbitan SBSN - Valas 29.51 7.600.000.000 42.854.500.000.000

Penerimaan PenerbitanlPeniualan SBSN dlm Rangka

Pembiayaan Proyek melalui SBSN PBS

28.31 1.796.017.072 22.526.588.353.000

Total Pcncrimaan 921.482.194.531.714 782.313.242.27 1.401

Pcngcluaran:

Pelunasan SPN ( 1 09.440.000.000.000) {1 70.257.290.000.000}

Pengeluaran untuk Pelunasan 0blioasi Negara (1 52.631.506.730.386) {83.438.091.186.1 77)

Pembelian Kembali Obligasi (6.870.000.000.0001 (51 5.000.000.000)

Pembayaran Utano Bunga 0bligasi ilegara (8.033.396.484.0001 (5.546.1 37.909.040)

Pelunasan SBSN-Jangka Paniang (92.01 3.671 .000.0001 (73.588.948.000.000)

Pembayaran lmbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk Panians (2.691.01 1.895.714) 0.640.239.131.40r )

Pelunasan SPN Syariah (4 1 .050.000.000.000) (46.070.000.000.000)

Pelunasan 0blisasi Nesara Valas (40.999.607.300.000) (28.241 .044.500.000)

Pelunasan SBSN Valas Jangka Paniang (2 1.465.000.000.000) (1 4.61 8.000.000.000)

Total Penqeluaran (475.r 94.r93.4r 0.r 001 (423.914.750.726.61 8)

Jumlah SBltl {ttlcto) 446.288.601.121.6r4 358.398.49 1.544.783

Realisasi SBN Neto didalamnya termasuk penerimaan atas Penerbitan/Penjualan 0bligasi Negara dalam

bentuk Rupiah sebesar Rpt143.560.323.000.000 dan Penerimaan Utang Bunga 0bligasi Negara dalam

bentuk Rupiah sebesar Rp8.348.270.101.000 didalamnya termasuk debtswitch. Penerimaan Utang Bunga

0bligasi Negara dan Penerimaan lmbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang merupakan penerimaan

yang teriadi karena tanggal penerbitan SBN berbeda dengan tanggal pembayaran pembayaran kupon

(bunga atau imbalan), untuk Tahun 2019 realisasinya adalah sebesar Rp11.247.888.331.714. Terdapat

Penerimaan Utang Bunga 0bligasi Negara dan Penerimaan lmbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang

yang akan dibayarkan pada Tahun 201 9 sesuai dengan jadwal pembayaran kupon (bunga atau imbalan).

Realisasi pengeluaran pembiayaan SBN sampai dengan 31 0esember 2019 terdapat didalamnya

Pengeluaran atas Penerimaan Utang Bunga 0bligasi Negara dan Penerimaan lmbalan Dibayar Dimuka

SBSN Jangka Panlang sebesar Rp10.724.408 .379.714.

Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan lmbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka

Panjang akan dibayarkan pada Tahun 201 9 sesuai dengan jadwal pembayaran kupon (bunga atau imbalan).

Pengeluaran Pelunasan 0bligasi Negara termasuk di dalamnya tambahan pembayaran angsuran pokok

0bligasi Negara Seri SRBI-0l/MK/2003 yang berasal dari surplus Bank lndonesia Tahun 2018 yang

menjadi bagian Pemerintah sebesar Rp30.091.907 .824.702 sesuai dengan Surat Gubernur Bank lndonesia

N0.21/8lGBl-DKeu/Srt/B tanggal 24 Mei 2019 perihal Penyetoran Sisa Surplus Bank lndonesia Tahun

2018 Kepada Pemerintah dan Penggunaannya untuk Pembayaran Angsuran Pokok Obligasi Negara Seri

sRBr-01/MK/2003.

Pinianan Dalan

llegeri (lVeto)

SK No 041681 A

8.2.4.1.5 Pinlaman Dalam lllegeri (ltleto)
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Realisasi Penerimaan Pinlaman Dalam Negeri TA 2019 adalah sebesar Rp3.032.970.134.099 atau 628,70

persen dari lumlah yang dianggarkan APBN TA 2019 sebesar Bp 482.419.505.000. Pinjaman Dalam

Negeri terdiri dari pinlaman dari BUMN dan Perusahaan Daerah.

Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2019 adalah sebagai berikut.

Realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri TA 2019 naik sebesar Rp1.679.151.342.884 atau 124,030/o

dari realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri TA 201 8 sebesar Rp1.353.81 8.791.21 5.

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem

Persenjataan di Kementerian Pertahanan/TNl dan Alat Material Khusus di P0LRI yang berasal dari industri

pertahanan dalam negeri.

Realisasi pagu Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri melebihi dari pagu APBN 2019 dikarenakan adanya

percepatan penarikan PDN oleh Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Rl. Sedangkan untuk realisasi

Pengeluaran Pembiayaan PDN sebesar 82.040/o dari alokasi pagu dikarenakan adanya perpanjangan waktu

penarikan pinjaman, sehingga jadwal pembayaran 201 9 bergeser ke tahun berikutnya

8.2.4.1.6 Penyertaan Modal Negarallnvestasi Pemerintah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/lnvestasi Pemerintah TA 2019 adalah

sebesar minus Rp44.388.980.388.750 atau 79,41 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN TA 2019

sebesar minus Rp55.900.341.459.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan PMN TA 2019 adalah:

Penyertaan Modal Negara kepada BUMN sebesar Rpl 7.800.000.000.000 merupakan PMN Tunai kepada

PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) sebesar Rp6.500.000.000.000, PT Hutama Karya/HK

(Persero) sebesar 8p10.500.000.000.000, dan PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) sebesar

Rp800.000.000.000. PMN tersebut dialokasikan dengan pertimbangan untuk memperbaiki struktur

SK No 041680 A

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Penyertaan Modal Negara untuk BUMN (17.800.000.000.000) (3.600.000.000.000) 
Penyertaan Modal Negara pada 
Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional 

(2.275.076.593.824) (2.331.096.461.400) 

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir (8.200.000.000.000) (5.530.000.000.000) 
Penyertaan Modal Negara Lainnya (3.490.000.000.000) (2.500.000.000.000) 
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan 
Tanah Proyek Strategis Nasional 

(12.000.000.000.000) (31.152.730.000.000) 

Pengeluaran Pembiayaan untuk pendirian BLU 
Lembaga Pengelolaan Dana Bantuan 
Internasional  

(2.000.000.000.000) (1.000.000.000.000) 

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 1.376.096.205.074 - 
Jumlah (44.388.980.388.750) (46.113.826.461.400) 

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN 4.242.231.101.525 2.397.198.022.147 
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan 
Daerah 

- 32.189.482.599 

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri  (1.209.260.967.426) (1.075.568.713.531) 
Jumlah 3.032.970.134.099 1.353.818.791.215 
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permodalan danlatau meningkatkan kapasitas usaha perusahaan serta dalam rangka mendukung Proyek

Strategis Nasional (PSN), Program Kedaulatan Energi, dan Program terkait Pembiayaan di Bidang

Perumahan.

PMN untuk Badan lnternasional sebesar Rp2.275.076.593.824 digunakan unluk The lslanic Corporation

for the 0euelopment of Private SectorllCDl sebesar Rp42.120.677.000, lnternationalDeuelopment Bank

(lDB )sebesar Rp80.844.636.000, lnternational Fund for Agricultural Deuelopnent (IFAD) sebesar

Rp42.570.000.000, Asian lnfrastructure lnvestment Bank lAllBl sebesar Rp1.895.187.580.000, dan

lnternational Deuelopment Association sebesar Rp169.000.000.000, serta lnternational Deuelopnent

AssociationllDA) - non tunai (lDA17) sesuai dengan nilai SP2D pengesahan sebesar Rp45.353.700.000.

Penyaluran Pembiayaan Dana Bergulir untuk BLU sebesar Rp8.200.000.000.000 adalah untuk BLU Pusat

Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sebesar Rp5.200.000.000.000, dan BLU Pusat lnvestasi

Pemerintah sebesar Rp3.000.000.000.000.

Penyertaan Modal Negara Lainnya sebesar Rp3.490.000.000.000 merupakan PMN kepada Lembaga

Pembiayaan Ekspor lndonesia sebesar Rp2.500.000.000.000 dan lnvestasi sebesar Rp990.000.000.000

untuk Dana Abadi Penelitian.

Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah oleh BLU LMAN sebesar Rp 1 2.000.000.000.000 untuk

mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka

pengadaan tanah Program Strategis Nasional.

Pengeluaran Pembiayaan untuk lnvestasi kepada BLU Lembaga Pengelola Dana Bantuan lnternasional

(LPDBI) sebesar Rp2.000.000.000.000 dialokasikan untuk pendirian BLU LPDBI yang bertujuan untuk

menjamin keberlangsungan program pemberian bantuan internasional. Pengeluaran Pembiayaan untuk

lnvestasi kepada BLU Lembaga Pengelola Dana Bantuan lnternasional {LPDBI} sebesar

Rp2.000.000.000.000 dialokasikan untuk pendirian BLU LPDBI yang bertujuan untuk menjamin

keberlangsungan program pemberian bantuan internasional.

8.2.4.1.7 Kewalihan Penjaminan

Pada tahun APBN TA 2019 tidak dianggarkan Pembiayaan Dana Kewajiban Penlaminan dikarenakan

terdapat kebutuhan fiskal pada lnvestasi Pemerintah lainnya. Pada tahun 2018 realisasi Dana Cadangan

Penjaminan Pemerintah sebesar minus Rp 1 . 1 2 1 .31 5.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

SK No 041679 A

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang 
menggunakan batu bara 

- (297.400.000.000) 

Percepatan penyediaan air minum - (1.102.000.000) 
Kerjasama Pemerintah Swasta melalui Badan Usaha 
Penjaminan Infrastruktur 

- (389.500.000.000) 

Percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera - (284.700.000.000) 
Pembiayaan Infrastruktur melalui pinjaman langsung dari 
Lembaga Internasional kepada BUMN 

- (148.613.000.000) 

Percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/light rail transit 
terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekas 

- - 

Percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional - - 
Percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan - - 
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Penugasan kepada BUMN dalam rangka Pembiayaan

lnfiatruktur Daerah

Jumlah (1.r 2 r.31 5.000.0001

Seluruh dana dari realisasi kewajiban penjaminan masih berada di rekening dana cadangan karena selama

tahun 2019 tidak ada pembayaran atas penjaminan yang gagal hayar.

Kewajiban Penjaminan ini adalah untuk keperluan penjaminan beberapa proyek sebagai berikut:

1. Pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit listrik yang

menggunakan batu bara;

2. Pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air

minum;

3. Pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;

4. Pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinlaman

langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN;

5. Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol di Sumatra;

6. Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/light rail transit

terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;

7. Pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional; dan

8. Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan

8.2.4.1.8 Dana Pengembangan Pendidikan Nasiona!

Realisasi Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2019 adalah minus

Rp5.000.000.000.000 atau 25 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN TA 2019 sebesar minus

Rp20.000.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2018, realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

TA 2019 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.000.000.000.000 dari sebelumnya sebesar

Rp 1 5.000.000.000.000.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan

bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, dan dana cadangan

pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana

alam, yang dilakukan oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

8.2.4.1.9 Pembiayaan [ain-lain

Pada tahun 2019 tidak terdapat realisasi Pembiayaan Lain-lain. Pada tahun 2018 terdapat penerimaan

pembiayaan lain-lain sebesar Rp5.000.000.000 yang merupakan penerimaan Penerimaan Pembiayaan atas

Pemberian Pinlaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

8.2.4.2 Pembiayaan Luar ilegeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Netol sebesar minus Rp17.499.237.319.548 karena nilai pembayaran

pokok pinjaman lebih besar dari penarikan pinjaman luar negeri selama tahun 2019. APBN tahun 2019

menargetkan pembayaran pokok pinlaman lebih besar dari penarikan pinjaman yaitu sebesar minus

Rp36.769.41 5.91 3.000.

Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari (i) Penarikan Pinjaman Luar Negeri, (ii) Penerusan Pinlaman, dan (iii)

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri.

SK No 041678 A
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8.2.4.2.1 Penarikan Pinjaman luar Negeri

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2019 adalah sebesar Rp74.210.001 .746.454 atau 123,11

persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp60.280.479.702.000. Penarikan

Pinjaman Luar Negeri terdiri dari (i) Penarikan Pinlaman Tunai/Piniaman Program dan {ii) Penarikan

Pinjaman ProyeklPinjaman Kegiatan.

8.2.4.2.1.1 Penarikan Piniaman Tunai

Realisasi Penarikan Pinjaman Pinjaman Tunai/Pinjaman Program TA 2019 adalah sebesar

Rp36.717.630 .284.048 atau 122,39 persen darijumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar

Rp30.000.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2018, realisasi Penarikan Piniaman Program TA 2019

tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1 3.907.423.31 5.952 dari sebelumnya sebesar

Rp50.625.053.600.000.

Realisasi yang mencapai 122,39 persen dari APBN TA 2019 disebabkan adanya kebijakan pelebaran

defisit yang menyebabkan tambahan penarikan pinjaman tunai. Kebijakan pemerintah ini sesuai UU

APBN TA 2019 yaitu dalam halanggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam

APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, danlatau penerbitan SBN

sebagai tambahan pembiayaan.

Pinjaman tunai adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk cash financing yang dapat menggunakan

policy natrix, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai collateral dalam proses pencairan

pinjaman. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan Oisbursement linked lndicators yang selaniutnya

disingkat DLI adalah indikator-indikator capaian berupa target-target yang harus dicapai yang telah

diverifikasi oleh verifikator independen yang diladikan dasar penarikan PHLN. Selain itu juga dapat

menggunakan non policy matrixmisalnya Energency Assistancedalam penarikan pinjaman tunai

8.2.4.2.1.2 Penarikan Pinjaman Kegiatan

Realisasi Penarikan Pinjaman Kegiatan TA 2019 adalah sebesar Rp37.492.371.462.406 atau 123,82

persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp30.280.479.702.000. Jika

dibandingkan TA 2018, realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2019 tersebut mengalam penurunan

sebesar Rp492.321.41 1.77 4 dari sebelumnya sebesar Rp37.984.692.874.1 80.

Pinjaman Kegiatan merupakan pinlaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek

pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menladi kegiatan prioritas

pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional {BAPPENAS) dengan

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

8.2.4.2.2 Pemberian Pinjaman

Realisasi pengeluaran pembiayaan Pemberian Pinlaman TA 2019 adalah sebesar minus

Rp5.716.481.102.380 atau 86,88 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar

minus Rp6.579.688.511.000. Rincian Pemberian Pinjaman adalah sebagai berikut.

Pemberian

Piniaman ninus
Rp5,7l triliun
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Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Daerah (1.971.239.845.494) (3.618.555.506.556) 
Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMD - (5.481.184.228.679) 



Penbayann

Cicilan Pokok

Utang llV ninus
8p85,99 triliun

SiIPA frp53,39

triliun
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Pemberian Piniaman Dalam Negeri Kepada BUMN (3.745.241.256.886 l
Total (5.71 6.48 r.1 02.380t (9.099.739.73 5.23s)

Seluruh realisasi Pemberian Pinlaman merupakan Pengeluaran Pembiayaan Rekening 0ana

lnvestasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDl/RPD) kepada pemerintah daerah yaitu Pemprov DKI sebesar

Rp1.971.239.845.494 dan BUMN yaitu PLN sebesar Rp2.610.040.405.372, Pertamina sebesar

Rp235.200.851.514, dan PT. SMI sebesar Rp900.000.000.000.

8.2.4.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri

yang jatuh tempo pada TA 2019. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2019

adalah sebesar minus Rp85.992.757.963.622 atau 95,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam

APBN TA 2019 sebesar minus Rp90.470.207.104.000.

Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 20'19 dan TA 2018 adalah sebagai berikut.

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri lebih rendah dari yang dianggarkan dalam APBN

TA 201 I terutama disebabkan karena penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibandingkan dengan

asumsi dalam UU APBN 2019.

8.2.5 Sisa lebih (Kurang)Pembiayaan Anggaran - SiIPA (SiKPA)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp348.653.725.921.394 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar

Rp402.051.510.185.251. Sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SiLPA) Rp53.397.784.263.857 dengan perhitungan sebagai berikut
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Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Pendapatan Negara  1.960.633.583.585.989 1.943.674.876.878.796 
Belanja Negara 2.309.287.309.507.383 2.213.117.817.284.996 
Surplus (Defisit) (348.653.725.921.394 ) (269.442.940.406.200) 
Pembiayaan Neto 402.051.510.185.251 305.692.597.869.020 
SiLPA (SiKPA)  53.397.784.263.857 36.249.657.462.820 

Uraian TA 2019 (Audited) TA 2018 (Audited) 
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar 
Negeri – Pinjaman Kegiatan 

(31.317.372.208.106) (22.356.849.857.109) 

Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Lain-
lain 

(54.675.385.755.516) (53.968.748.159.161) 

Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran 
Ineligible 

- (7.599.346.046) 

Jumlah  (85.992.757.963.622) (76.333.197.362.316) 
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8,3. CATATAN PENTING TAINNYA

1. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana

dekonsentrasi/tugas pembantuanldesentralisasi TA 2019, dengan rincian sebagai berikut.

010 Kementerian Dalam Neqeri 12.563.915.228 4.822.181.076
0r8 Kementerian Pertanian 1 .367.048.566.239 5.791.040.486.980

Kementerian Perindustrian019 67.813.741.536

023 Kementerian Pendidikan

Dan Kebudayaan

257.135.529.932

024 Kementerian Kesehatan 943.885.630.1 1 7

026 Kementerian

Ketenagakerjaan

243.410.645.240 88.041.169.028

027 Kementerian Sosial 563.671.778.303 t 01.741.815.703

029 Kementerian Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan

29.246.574.195 r 29.590.258.807

032 Kementerian Kelautan Dan

Perikanan

101.079.368.219 95.785.539.452

033 Kementerian Pekerlaan

Umum [)an Perumahan

Rakyat

3.920.000.000 r.302.025.49 r.591

040 Kementerian Pariwisata 54.890.1 1 1.206

044 Kementerian Koperasi Dan

Pengusaha Kecil Dan

Menengah

I 06.341.1 80.603 81.923.836.946

041 Kementerian Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

48.092.616.634

055 Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional

29.469.567.230

057 Perpustakaan Nasional

Repuhlik lndonesia

16.098.934.704

065 Badan Koordinasi

Penanaman Modal

15.244.383.503

067 Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah

Tertinggal Dan Transmigrasi

2.279.549.829.720 500.513.218.985

068 Badan Kependudukan Dan

Keluarga Berencana

Nasional

1 2.1 1 5.506.087

Kementerian

NegarafLembaga

Bealisasi TA 20,l9 (dalam Rp)

Desentralisasi TDekonsentrasi Pembantuan

Kode

BA
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087 Arsip Nasional Republik

lndonesia

1 1.449.642.084

090 Kementerian Perdagangan 66.465.386.1 9g 91 6.834.297.696

092 Kementerian Pemuda Dan

0lah Raga

109.014.091.188

11t Badan Nasional Pengelola

Perbatasan

1.657.943.700

Total 6.336.244.941.867 3.920.000.000 9.01 2.31 8.896.264

2. Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah

mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan pasal 69 mengenai PK BLU untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan

publik.

Amanat UU 112004 tersebut telah dilabarkan lebih lanjut dalam PP N0.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah

dengan PP N0.74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri

Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker lnstansi

Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan

Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep " enterprising the governmenl' dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan

pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan

efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung

pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan

non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang

menerapkan PK BLU herasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan

lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional

dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/iasa lquasi public goodd, meliputi

penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan

instansi PK BLU. Pada tahun 2019, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Pelaporan terdiri dari Laporan

Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan 0perasional, Laporan Arus Kas, Laporan Peruhahan

Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU sehagai Entitas Akuntansi terdiri dari Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 0perasional, Laporan Peruhahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

SK No 041674 A
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Laporan Keuangan BtU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negarallembaga, yang selanjutnya

dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai

RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 3 I Desember 20 1 9, terdapat 236 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah ditetapkan menladi

BLU, yang berasal dari 21 Kementerian Negarallembaga, yaitu:

*Pada akhir TA 2019 Menteri Keuangan menetapkan satu BLU baru di bawah Kementerian Perhubungan yaitu Balai

Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. BLU ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik

lndonesiaNomor938lKMK.0512019tanggal26Desember20l9 tentangPenetapanBalaiPengelolaKeretaApiRingan

Sumatera Selatan pada Kementerian Perhubungan sebagai lnstansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan layanan Umum.

Ditinjau dari lenis layanan, dari 236 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

1. 26 BLU bidang Penyediaan Barang danlatau Jasa;

2. 5 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;

3. 97 BLU bidang Kesehatau

4. 98 BLU bidang Pendidikan;

5. 10 BLU bidang Pengelolaan Dana;

Rincian BLU pada tiap KIL dapat dilihat pada Iampiran 2G.

581 Kementerian Kesehatan

2 (ementerian Keuangan 7

3 Kementerian Pertanian 2

54 Kemenlerian Perindustrian

5 Kementerian Agama 18

6 Kementerian Koperasi dan UKM 2

7 Badan Penokaiian dan Peneraoan Teknoloqi 1

I (epolisian Republik lndonesia 39

34-I Kementerian Perhubungan

t0 Kementerian ESDM I
11 Kementerian Pekeriaan Umum dan Perumahan Rakyat 1

12 Sekretariat Negara 2

113 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

t4 Badan Pen0usahaan Perda0an0an Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabanq 1

t5 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1

1t6 Kementerian Komunikasi dan lnformatika

17 Kementerian Ristek Dikti 35

t8 Kemenlerian Kelautan dan Perikanan 1

19 Kementerian Pertahanan 17

20 Kementerian Pemuda dan 0lahraoa 1

2l Kementerian Pariwiwsata 1

Jumlah BLU 236
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3. l(orfink Trhun Jrmlk

Menurut Peraturan Presiden ltlomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 dis$utkan bahwa kontrak tahun jamak

merupakan kontrak yang pelaksanaan peke{aannya untuk masa letih dari 1 (satul Tahun Anggaran atas beban

anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetuiuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas

Rp10.000.000.000 dan MentuilPimpinan tembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilaikontraknya sampai

dengan Rp 1 ().ffi 0.000.000. Rincian sesuai dengan lampiran 4.

4. totict of ilisbt*wnnt tfloD) yrns belum tQrbit SPil sampai dcngan ?0!9

Terdapat llotitc of Disbarsrwnt(ttloD) yang sudah dicatat sebagai penambahan Utang, tetapi belum terbit SP3, yang

digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman,dan Belanja Kementerian/lembaga. Hal tersebut

berdanpal pada Penuimaan Piniarnan Proyek, Pengeluaran Penbiayaan Penerusan Pinjaman dan Belanja Kementerian

Itlegarallertaga tskiit il00 teruebut belum dapat dicatat sebagai transaksi tahun 2019 sesuai dengan periode

penerbitan NoD.

Terdapat 1 (satu) kementerianhmbaga dan 1 (satul BUMIII dengan total nilai sehesar 8p543.647.157.146 yang

bersumber dari piniaman luar negeri belum dapat dilakukan pengesahan yaitu Kementerian Pertahanan sebesar

Rp540.941.798.276 dan PT Ptil (Persero) sebesar Rp2.705.358.870.

Sehin itu, tudapat pinjaman dengan nomor register IGNMiIYFA pada Kementerian PUPR dan I{00 tahun 2018 dengan

nomor 01047034.0,C001 tanggal valuta 27 Juli 2018 dengan nilai EUR670217,84 atau ekiualen

Rp11.357.980.669,13 yang behrm SP3 sampai dengan 31 Maret 2020. Hal tersebut dikarenakan terdapat satker

Tanggrp Darurat Permukiman Pusat dilikuidasi dan revisi DIPA selanjutnya ditangani oleh satker Pengembangan

Penyehatan Lirqkungan Permukfman.

5. Psnganbrlirn Pinianun lhgirtan

Terdapat nfundlrlnld Rpl63.235.120.939 dilakukan pemerintah selama TA 2019. frefundtersebut terjadi karena

transaksi Mfgilte Expendituresebesar Rp162.771.652.025 dan ditakukan karcna refundprocedure adninistrative

sebesar Rp97384.664

6. Pmbiayaan lurr ilcgcri mdrlui Mctanisms lemtaga Penirmin l0cdit Ekrpor (LPKE) dan l(rsditur Swasta

Asing ([SA]

Sebagai lmphmemtasi dari Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengadaan

Pinjaman Luar N4eri dan Penerimaan Hibah, Kementerian Keuangan menyusun Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP)

dalam hal llaftar Kegiatan yang disampaikan oleh Menteri PPillKepala Bappenas kapada Menteri Keuangan memuat

indikasi pembiayaan yang bersurtu dail Lembaga Peniamin Kredit Ekspor (LPKE) atau Kreditur Swasta Asing (KSA).

Perqgunaan sumbs pembiayaan melalui IPKE dan KSA ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan

oleh Kernentedan Pertahanan dan Polri dengan pertimbangan terdapat kehutdran untuk mengakomodasi pengadaan

alutsista dan almatsus TllllPoki yang bersifat khusus.
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7. lkhtisar laporan Keuangan PinjamanfHibah luar Negeri

Berdasarkan surat Ketua BPK nomor 152lSIl/11,2018 tanggal 22 November 2018 hal Penyelarasan dan

Pengungkapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

(LK PHtN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sehingga perlu dilakukan penyelarasan penyusunan LK PHtN dengan

LKKL dan LKPP.

Di samping itu dalam rangka pengungkapan yang lebih memadai, maka Kementerian Negara/lembaga yang memiliki

transaksi PHLN menyusun ikhtisar LK PH[N yang meliputi informasi nama PHLN, realisasi pendapatan, Belanja, aset

dan kewajiban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LKKL tahun 2019.

Berikut adalah rekapitulasi belanja K/L yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.

llo l(ode Kementerianllembaga Anggaran Realisasi ttleto

1 010 Kementerian Dalam Negeri 83.921.792.000 77.867.367.618
2 012 Kementerian Pertahanan 9.292.633.600.000 7.304.944.491.984
3 015 Kementerian Keuangan

4 018 Kementerian Pertanian 98.991.838.000 62.325.696.146
5 022 Kementerian Perhubungan 4.243.013.306.000 3.915.008.475.630
6 024 Kementerian Kesehatan 282.500.000.000 246.364.038.460
7 025 Kementerian Agama 815.479.068.000 659.472.306.768
8 026 Kementerian Ketenagakerjaan 34.202.758.000 7.8S4.10b.000
I 033 Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan 13.670.518.789.865 9.831.545.399.835

Rakyat

10 040 Kementerian Pariwisata 33.260.000.000 1 1.280.863.400
1 I 042 Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan 2.1 59.029.233.000 1 .837 .526.442.018

Tinggi

12 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 161.767.022.000 146.152.953.567
l3 056 Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn 299.329.983.000 41.204.286.310
14 060 Kepolisian Negara Republik lndonesia 5.165.975.452.000 4.492.911.286.921
l5 067 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 1.062.182.638.000 984.220.045.369

Tertinggal Dan Transmigrasi

16 075 Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika 102.050.000.000

17 079 Lembaga llmu Pengetahuan lndonesia I 1 1.250.000.000 85.152.985.616
18 083 Badan lnformasi Geospasial 25.460.000.000 0.070.490.005
l9 089 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan 47.212.131.000 35.388.856.287
20 112 Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas 193.621.568.000 140.822.819.470

Dan Pelabuhan Bebas Batam

Grand Total 37.882.399.t78.865 21.392.234.426.i90
Berikut merupakan realisasi Belanja K/L yang bersumber dari Hibah Luar Negeri.

tllo Kode Kementerianllembaga Anggaran Realisasi llleto

42.841.878.853
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2 010 Kementerian Dalam Negeri 1 1.968.685.000 9.918.41 1.005

3 015 Kementerian Keuangan 29.208.358.000 28.201.082.252

4 022 Kementerian Perhubungan 1 1.525.321.000 6.346.452.139

5 029 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 349.697.538.000 308.942.513.455

6 033 Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan 109.332.007.000 59.968.138.432

Rakyat

7 040 Kementerian Pariwisata 1.500.000.000 1.452.473.000

8 042 Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan 5.307.000.000 5.023.463.397

Tinggi

I 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 18.923.427.000 10.51 1.121.215

10 067 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 1.468.429.000 1.468.429.000

Tertinggal Dan Transmigrasi

Grand Total 585.610.701.000 472.673.962.748

Data realisasi pada tabel di atas mengacu kepada nilai yang tercantum di dalam realisasi helanja KL dengan sumber

dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri pada Aplikasi E-Rekon LK.

Rincian ikhtisar LK PHLN berdasarkan LKKL untuk masing-masing Kementerian Negata/Lembaga sebagaimana

lampiran 2D dan 2E.

8. Hibah melalui mekanisme Rekening Khusus yang belum diterima NoD-nya

Terdapat hibah melalui mekanisme Reksus yang belum diterima NoD.nya yang direklasifikasi menjadi pendapatan hibah

sebagaimana diatur dalam: PMK 1951PMK.05.2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinlaman danlatau Hibah Luar Negeri,

yang menyatakan bahwa "Dalam hal Pemberi PHLN tidak menyampaikan NoD dalam batas waktu yang wajar, Direktorat

Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dapat menggunakan

rekening koran yang menunjukkan nomor rekening, nama rekening, dan nilai transfer sesuai dengan Surat Penarikan

Dana lwithdrawal applicatiorli untuk digunakan sebagai dasar penerbitan surat perintah pembukuan Penarikan PHLN".

Berdasarkan ketentuan tersebut atas transaksi penerimaan hibah melalui Reksus tahun 201 I yang belum diterima NoD-

nya sampai dengan 31 Maret 2020, maka dilakukan reklasifikasi sebagai pendapatan hibah pada tahun 2019.

9. Penganggaran Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional pada Pembiayaan

Terdapat Pengeluaran Pembiayaan dan Dana Kelolaan BLU pada Badan Layanan Umum Lembaga Manalemen Aset

Negara (LMAN) digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah

dalam rangka pengadaan tanah Program Strategis Nasional (PSN).

Berdasarkan UU APBN TA 2019, dianggarkan sebesar Rp22.000.000.000.000 dan direalisasikan pengeluaran

pembiayaan kepada LMAN sebesar Rp12.000.000.000.000 dan diakumulasikan dalam Aset Lainnya Dana Kelolaan BLU.

Selanjutnya, LMAN melaksanakan pembayaran pengadaan tanah untuk PSN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku.
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10. Badrn Pcrtinran ldcologi Pancasila

Berdasa*an Peraluran Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentaflg Badan Pembinaan ldeologi Pancasila telah dibentuk

Badan Pembinaan ldeologi Pancasila (BPIP), dengan pembiayaan operasional BPIP betada di Bagian Anggaran

&kretariat Xabinct Pada tahun 2019 berdasa*an ketentuan dad Peraturan Presiden tersebut dan hasil keputusan

Rapat Oengar Perdapat dcngan Komisi Il DPR Rl tanggal 26 Agustus 2019, anggaran operasional BPIP ditetapkan

tapisah dan mandiri menjadi Bagian Anggaran BPIP (BA 122). Alokasi yang ditetapkan adalah sebesar

Rp312.617.996.fi10 dan mulai efektif berjalan sebagaibagian anggaranl22 pada bulan 0ktober 2019. BPIP telah

menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan Kementerianltembaga 122 berdasarkan petaturan perundang-

undangan.

I l.Drna Jaminan Ssshl

Tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSil) adahh untuk men$erikan perlindungan sosial dan jaminan terpenuhinya

kebutuhan dasar hidup (kesehatan) yang hyak bagisetiap peserta lmasyarakat). Pernerintah Rlmemiliki kewaiiban untuk

menjaga kesinarnbunganlkeberlaag*ungan program IUS Kesehatan Berdasarltan Pasal 38 PP 87,2013 Jo PP 8412015

Jo PP 5312018 tattang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan diatur bahwi dalam halaset tUS bernilai negatif,

paling sedikit ada 3 (tha) tindakan khusus yang dapat dilakukan Pemerintah yaitu: penyesuaian besaran iuran, pemberian

suntikan dana tarsahan untuk kecukupan OJS; danlatau penyesuaian manfaat Maka dalam hal ini, pada tahun 2017

sd.2018, Penarintah, dalam Bagian Anggaran 999.08 mengangga*an Cadangan Program JKN sebagai salah satu

tindakan khusrs untuk mengatasi aset neto OJS Kesdratan yang bernilai negatif. Aset neto DJS Kesehatan sampai dgn

31 [lesember 2018 bernilai negatif sebesar Rp34,71 T. Bantuan Penprintah yang dherikan kepada DJS Kesehatan

dititiberatkan untuk mengatasi kesulitan likuditas jangka pend*. Namun pada tahun 2019, Pemerintah mengambil

kebiiakan yang berbda. Kebiiakan tersebut diimplementasikan dengan terbitnya Perpres No 75 Tahun 2019 tentang

Perubahan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dibandingkan dengan Perpres 82 Tahun 2018, teriadi

kenaikan iuran hagi peserta PBI Jaminin Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda (pasal 29 ayat 1),

peserta PPU (pasal 30 ayat 1), serta peserta PBPU dan BP (pasal 34 ayat t).

Sebagai akibat tsmkan iuran tersebut, Pemerintah merealisasikan:

a. SP SABA dari BA 999.08 ke BA Kementedan Kesehatan sebesar 9.196.000.000.000 yang digunakan untuk

tansahan anggaran PBI Tahun 201 9 sebagai akibat kenaikan iuran jaminan kesehatan.

b. SPP BUf{ dari BA 999.08 ke BA 999.05 (BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa) sebesar

Rp3.500.000.000.000 yang dhunakan untuk alokasi OAU tambahan bantuan perfiayaran selisih.

c. perubahan iurm penduduk yang didaftarkan olelr Pemerintah Daerah. SPP BUN dari BA 999.08 ke BA 999.99 (BA

BUN Pengehlaan Transaksi Khusus) sebesar 8p917.885.761.000 yang digunakan untuk Pembayaran Jaminan

Keselratan sehku Pemberi Keria Pemerintah Pusat.l(ebijakan tersebut masih bekrm dapat mengatasi permasalahan

aset neto nsgatif DJS Kesehatan nilainya meniadi sebesat Rp50,99 T.
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d. SPP BUN dari BA 999.08 ke BA 999.99 (BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus) sebesar Rp917.885.761.000 yang 
digunakan untuk Pembayaran Jaminan Kesehatan selaku Pemberi Kerja Pemerintah Pusat. Kebijakan tersebut masih 
belum dapat mengatasi permasalahan aset neto negatif DJS Kesehatan nilainya menjadi sebesar Rp50,99 T. 

Namun demikian, pada tanggal 27 Februari 2020 dikeluarkan Putusan MK Nomor 7 P/HUM/2020, yang memeriksa dan 
mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No 75 Tahun 
2019 tentang Perubahan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Mahkamah Agung mengabulkan sebagian 
permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) tersebut yang 
Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. Sehingga diperkirakan permasalahan aset neto DJS Kesehatan bernilai negatif masih akan berlangsung 
hingga tahun 2020. 

12. Pengeluaran Negara untuk Pendidikan dan Kesehatan (Mandatory Spending)  

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory 
spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata 
kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut. 
a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4); 
b. Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto sesuai dengan 

ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
c. Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU No. 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 
d. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; 
e. Alokasi anggaran untuk otonomi khusus sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan Papua 

masing-masing sebesar 2 persen dari DAU nasional. 
Total Anggaran Pendidikan dalam APBN 2019 adalah sebesar Rp492.455.088.152.000. Realisasi fungsi pendidikan TA 
2019 adalah sebesar Rp460.345.844.086 atau 93,48 persen dari yang dianggarkan di APBN. Rincian realisasi tersebut 
adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut: 

Uraian TA 2019 (Audited) 
Belanja Pemerintah Pusat 155.160.209.460.571 
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 299.194.879.925.515 
Pembiayaan 5.990.000.000.000 
Jumlah 460.345.089.844.086 

Sedangkan Total Anggaran Kesehatan dalam APBN 2019 adalah sebesar Rp123.113.800.000.000 Realisasi fungsi 
kesehatan TA 2019 adalah sebesar Rp102.285.553.679.586 atau 83,08 persen dari yang dianggarkan di APBN. Rincian 
realisasi tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut. 
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Uraian TA 2019 (Audited) 
Belanja Pemerintah Pusat 71.006.919.734.410 
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 31.2788.633.945.176 
Pembiayaan - 
Jumlah 102.285.553.679.586 

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 2F. 

13. Pembiayaan Utang 
Selama tahun 2019, pembiayaan telah banyak berperan dalam menggerakkan perekonomian bangsa melalui fungsinya 
dalam menutup defisit APBN, membiayai penyertaan modal negara pada BUMN, serta komitmennya dalam melaksanakan 
pendalaman pasar dalam negeri. Realisasi sementara defisit APBN tahun 2019 berkisar 2,20 persen dari PDB, meningkat 
dibandingkan dengan target awal 1,84 persen dari PDB. Pelebaran defisit tersebut dilakukan secara terukur dengan 
memperhitungkan risiko dan manfaatnya, serta kredibilitas fiskal.  
Realisasi pembiayaan anggaran mencapai 135,83 persen dari target APBN. Realisasi sementara pembiayaan utang 
hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp435,53 triliun atau 121,79 persen target APBN yang terdiri dari realisasi 
Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp446,28 triliun atau 114,74 persen target APBN dan realisasi Pinjaman 
neto sebesar negatif Rp8,74 triliun atau 29,45 persen target APBN.  
Sementara itu, posisi utang pemerintah terhadap PDB terjaga di kisaran 30 persen, yakni sebesar 30,23 persen dengan 
posisi utang Pemerintah sebesar Rp4.786,58 triliun dan PDB sebesar Rp15.833,94 triliun. Rasio ini meningkat jika 
dibandingkan posisi akhir tahun 2018 yang mencapai 29,81 persen, namun masih dalam batas aman, bahkan jauh di 
bawah batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen terhadap PDB.  
Dinamika perekonomian di dalam negeri yang muncul di tahun 2019 lebih didominasi oleh adanya penurunan suku bunga 
acuan BI 7-day (Reverse) Repo Rate sebanyak 4 (empat) kali dari sebesar 6% di awal tahun menjadi 5% di akhir tahun. 
Selain itu, Bank Indonesia (BI) mencatat defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) berjalan 
pada kuartal III 2019 membaik. BI mencatat CAD sebesar USD7,7 Miliar atau 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). 
Ini lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya yang mencapai USD8,2 Miliar atau 2,9% dari 
PDB. Perbaikan kinerja neraca transaksi berjalan terutama ditopang oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan 
barang, seiring dengan menurunnya defisit neraca perdagangan migas dan surplus neraca perdagangan nonmigas yang 
terbilang stabil. Perekonomian global juga mengalami ketidakpastian yang diantaranya disebabkan oleh perang dagang 
antara Amerika Serikat dan China. Selanjutnya, isu keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) juga turut berperan dalam 
menghangatnya kondisi global. Untuk merespon hal tersebut, Federal Reserve beberapa kali menurunkan tingkat bunga 
acuannya sehingga ada di kisaran 1.5%-1.75% 
Namun, dari sisi Yield Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun dalam Rupiah turun sekitar 11 persen (88 bps, dari 
7,96% ke 7.09%), sementara untuk SUN tenor 10 tahun dalam USD juga turun sekitar 37 persen (170 bps, dari 4,56% 
ke 2,86%). Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah mengelola pembiayaan utang secara pruden dan terukur dalam 
rangka menopang pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi tekanan global. 



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-150-

Selarnr tahun 2019, pemerintah telah rnenerbitkan beherapa kali$Bil valas. Satntmi Bondsyang diterbitkan bulan Mei

borftasil m€ncatatkan beberapa pencapaian antara lain penerbitan ini tercatat sebagai transaksi penertitan Samurai

Bods nplalui Ptfifrc 0tf$iagterbesar yang dilakukan oleh negara di benua Asia, yaitu sebesar JPY177 bio. Selain itu,

tenor l5 dan 20 tahun merupakan tenor Sarurai Bondsterpaniang yang diterbitkan oleh negara di Asia. Pencapaian

tersebut mernperpaniang rata-rata iatuh tempo Sanuni Bonds dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan

memperluas ienb Lrwstor yang berpartisipasi pada penerbitan ini. Komitmen untuk menerbilkan Sanwrai Bondssecarc

rcgular dan petbaikan pcngelolaan pemerintahan secara berkelaniutan semakin memperkuat pengakuan dan kepercayaan

dari invstor Jeparg. Pencapaian ini tdah diakui ohh ,hpan Crdit Ratirv Agencf UCAI) dengan memberikan kenaikan

oatlookdafi stahil ke positif.

Sementan itu panerintah luga melakukan 2 kali penerbitan dual canency bondsyaitu di bulan Juni dan 0ktober yang

iuga mcncata*an beberepa pencapaian. Untuk penertitan di bulan Juni, Seri R|EUR0926 merupakan SUltl valuta asing

yang diterbittil Fmerhtah dalam denominasi Euro dengan tffiet kupon terendah seiak diterbitkan. Transaksi ini

adalah pcnertitan keanam Pemerintah untuk SUII valuta asing dahm denominasi Euro dan merupakan peneditan kedua

denominasi Euro dahm tomvtSEB-Bryi*erd.Sedangkan penerbitan SUN fual cunarydi bulan 0ktober dilaksanakan

pada rmmentum yatq topat dongan memanfaatkankondisi pasar keuangan yang relatif stabil serta respon positif atas

pehksanaan pefrantikan Prasiden dan penfientukan Kabinet lndonesia Maju periode 2019 - 2024. Transaksi SUN dalam

mata uang US llollar berteaor 30 tahun kali ini meniadi penerbitan dengan yie{ddan sprndtercndah sepaniang seiarah

peneftitan SUI{ dalam mata ueng USD untuk tenor 30 tahun.

Kondisi pasar SBltl taliln 2019 cerderung bulltshdurgan rate-rata inconing bidlerbesar teriadi pada kuartal I sebesar

Rp192 T dan rata.rata awtfud bidterbesar iuga teriadidikuartal I sebesar Rp74 T. hal inite{adi karena kondisi

likuidit* di paer saat awal tahun masih tinggi. Penerbitan $BN iuga telah dikoordinasikan dengan B! dan Ditien

Parbendaharaan takail kodisi kas penpdntah Etsat dan likuiditas. Kondisi pasar SBN yang cenderung bullish'Wa

membuat Stl|{ Sed bciJppdrrengahmi penurunan yield.Sei 5 tahun mengalami penurunan sehesar 140 bps dari

7,76!6ke 6,36f, seri 10 tahun sebesar 85 bps dari7,93% ke7,07%, seri l5 tahun sebesat 77 bps dari8,31% ke

7,il,10, seri 20 trhrn srbesar 80 bps dad 8,48 ke 7,68. Selama tahun 2019 telah dilakukan 2 kali dfit switch$Uu,

yaitu bulan Maret drn Septcr$er dengan hasil lelang masing-masing sebesar Rp4,75 T dan2,12 T. Seri yang ditukar

urrumnyr mruprlan wi yarg kurang likuid di pasar SUN dengan kupon tinggi. 0engan adanya debt switch ini,

pemuintah tdah mongtnmat pertayaran kupon untuk tahun 2020 sehosar Rp89 Milyar.

Selanptnya, telah diterbitkan 10 seri SBtl Ritel dengan total nominal mencapai Rp49,89 T. Dengan adanya tambahan

12 Mitra Olstfiu]i snlin nlrlka total mitra distrbusi onlirn meniadi 23 dengan komposisi 14 bank, 4 perusahaan efek,

dani fntahlS APER0 dar.Z pccr to peu lendinfi. Jumlah inv$tor SBN Ritel berdasarkan NIK sampai dengan akhir

2019 sebanyak 4iI2.532, sedangkan jumlah investor yang memiliki SID lmulai seri SBIII Ritel online sejak 2018)

setsanyak 163"557 inwstor. Trhun 2019 juga diuyarnai dengan semakin meningkatnya generasi millennial yang

berpartisipasi sebagai investor dalam SBttl terutame SBN Ritel. Hal tersebut merupakan hal yang sangat positif

mefigingrt SBI{ merupakan salah satu pcnopang pen6iayaan panbangunan tsrutama untuk pembangunan infrastruktur

dan menirdi sdah satu nruM bela negara bagi investor SBN untuk turut serta dalam membiayai pembangunan.
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Kondisi paw SBN pada tahun 20'19 cenderung buk'shdegn permintaan tertinggi pada kuafial I pada saat likuiditas di

pasar sffgat tinggi dan kuartal lV pada saat kondisi pasa+ semakin baik dan komunikasi kepada pelaku pasa terutama

terkait tanbahan pembiayaan utang untuk pelebaran defisit APBtt. Bahkan kineria penerbitan dan pengelolaan SBN

nendapat apresiasi pasar yang ditunjukkan dengan perurunan leuel yieldSurat Utang Negara (SUill) tenor 10 tahun

dalam Rupiah sskitar 12 persen, ssmentara untuk SUN tenor 10 tahun dalam US0 turun jauh lebih besar lagi, yaitu

sekitar 36 Frsan. Posisi SBil hingga 2019 yaitu SBIII dalam mata uang Rupiah Rp2.961,29 triliun dan SBN valas

R01.053,52 tdliun.

Kepemifikan non.residen atas SBN donrestik yang dapat diperdagangkan ltradablCt pada akhir 2019 adalah sebesar

Rp1.061,68 T atau sebesar 38,5716 dengan nominal kepemilikan tertinggi terjadi pada tanggal 8 November 201 9, yaitu

sehesar Rp 1070,22 T. Ssnentara itu, secara porsentass kepemilkan non-residen mencapai puncak tertingginya pada

tanggal 17 Ju|l2019, yaitu sebesar 39,40%.

Jumlah nominal kepomilftan $BN tadabbohh investor di tahun 2019 tersehut menunjukkan tren kenaikan yang lebih

disebabkan olah faktor domestft, diantaranya hnfiaga pemeringkat utang S&P menaikkan kembali poringkat utang

(ratingllndsnesia satu tingkat meniadi BBB, dengan outlook stahb pada buhn Mei 2019.

Kenaikan rating S&P merefleksikan prospek pertumbuhan ekonomi lndonesia yang kuat. Kebiiakan Pemerintah telah

efektif dalam nwnpromosil<an keuangan publik yang berkelanjutan lsustainable pblic financed dan perturnbuhan

ekonomi yang seimbrng. Selaniutnya, peringkat lndonesia juga didukung oleh tingkat beban utang pemerintah yang

rendah dan kineria fiskal yang moderat. Selain hal tersebut, stabilnya indikator makro (inflasi dan nilai tukal mata uang

rupiah terhadap dollar Ancrkal juga turut andil dalam meningkatkan kepemilikan SUN oleh kelompok inYestor non-

residen.

Kepemilikan lnvstol non residen sempat menurun dibulan-bulan April, Mei, Agtustus, dan Desember. Penurunan tersebut

lebih disebabkan adanya perqaruh faktor global seperti yang teriadi di bulan April akibat adanya krisis presidensial di

Venezuela. Kengdian di buhn Mei kondisi puang dagang AS dan Ghina kembali menghangat di mana perang dagang

terekskalasi dengan pengenaan tarif impor AS kepada China sebesar 1 0% di bulan Mei. Selain itu, di buhn Agustus iuga

terdapat sentkncn negatif yang disebabkan oleh Argentina mengaiukan restrukturisasi utang sebesar USD 1 0 I miliar dan

kemhali memas*i pariode'krisis setelah Maudcio Macri mengalami**alahan hesar pada pemilu awal.

Penurunan di bulan 0esernber ditengarai akibat adanya faktor global seperti pe*embangan laniutan dari huhungan

dagang US-China nnnielang deffinpenwapan tarif baru untuk China. Namun kemudian, faktor penekan untuk pasar

domestik diperkirakan berasal dad meningkatnya antisipasi risiko pasar akihat laporan World Bankyang memangkas

proyeksi GOP lndonesia menjadi henya 5,00% pada tahun 2019.

Pemerintah iuga mendapatkan beberapa penghargaan te*ait &Iet Utang ltlegara selama tahun 2019, antara lain

Sanurai Ronds Best !hats2019 dad Nikkei Veritas, lhe Best Sotereign Botil Award for 9EA Regiondai The Asset

Tripte A nntuk penrbitan SUil Ualas (SEC&Juni 2019), serta lnlernational Pubkc frelation Award' kampanye

kehumasan peniualan SBll Ritel oldr lntemetbnal htblic Relation AssociationllPRA) (September 2019).
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Tahun 2019 iuga diwamai dengan sernakin meningkatnya partisipasi generasi milenial sebagai investor SBltl ritel. Hal

tersebut rerupakan hal yang sangat positif dan meniadi salah satu wuiud dari upaya peningkatan basis inuestor dalam

nageri dan sebagaiu3aya pen&lamil pasar dan kemandirian pembiayaanutang.

Penerbitm SBI{ di paruh portama 2019 diwarnaidengan penubitan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel nelalui platform

oalftne dalam frekuenri lebih sering untuk rnenyediakan altematif sarana bednvestasi bagi masyarakat. Kemudian

terdapat penerbitan firsen &** Global yang merqalami kehhihan permintaan sebanyak 3,3 kali. Penetbitan Orun

Suftuk tersdut mehrqkapipenerbitan SBil dalam valuta asing ditahun 2019 yang secara rata-rata berhasil mencapai

tingkat imbd hasil ly@ Vaqrdatif rendah. Kondlsi ini didorong oleh kenaikan peringkat kredit lndonesia oleh S&P di

akhir lrlei nuni adi BWI s t db dari sebelumny a BB& /stab b lnaik 2 s tefi .

Paruh kcfira diwamai dmgan Fenerbitan 0rwrSukuk Ritel yang pertama di dunia. Hal ini semakin mengukuhkan adanya

suntangsilr per$iayaan bagi pebstadan lingkungan hfrlup. SBSI{ kenrbali be*ontrhusi dalam pembangunan nasional

yaitu dengrn runbi*yti pcmhargunan udaryess terpaniang di lndonesia dengan paniang 1,3 kilometer pada llew

fogyakafi htamthnat Airyort (ilYIA) ya4 telah beroperesi pada tanggal 20 Desenter 2019. Anderpass inl

dilnraptan dapat rmr{hrftungtan Purworein dengan Yogyakarta melaluiialan nasional panlai selatan Jawa.

Di akhir 2g19, total pi,niaman Demerintah adalah Rp764,48 triliun. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan

pcriode yang sama trhun 2018, yaitu sebesar RpBl0,20 triliun. Menurunnya piniaman Pemerintah metupakan suatu

pengeiawartahan targungirwet untuk sunakin mengwrngi keterganturyan terhadap piniaman yang didominasi rnata

uang asing, rertr sebagai upaya nrngedepankan kemampuan pasar dalam negeri.

Sdtd hngksh mitigasi ilsilro uahs dan sekaligus menjalankan strategi oportunisik yaitu memanfaatkan pasar SB[tl

yang sedarE butt$sh s*a Pemuintah rrenggrangi penadkan piniaman program pada tahun 2019. Pinjaman plogram

yang tdeh rebehrmya tenedia pada tahun 2019 baru akan dimanfaatkan untuk pembiayaan tahun 2020, yaq

bersunter dari AFD se[csar EUfl100 iuta JIGA sebesar a. USD300 juta dan Kfhl sabesar EUR500 iuta.

Sebagai manilastrsi tangguqjawab Pemerintah untuk semakin mengurangi piniaman, pada bulan 0esember 2019

Pernerintah berltasilraenegotiasikan konversi 2 pinianan dari ADB. Ksnvetsi pinjaman dimaksud berupa perubahan

pinjaman dongan rmta uang tlSD dan tingftat burqa UB0R meniadi mata uarq EUR dengan tingkat bunga 0!6. Dengan

konyersi ini, mulai tahrn 2020 hingga 2(Xl3, Pemerintah hanya cukup membayrr p0k0k utang tanpa membayar bunga.

Transaksi ini dipertiratan menghasiltan penghematrn sebesar USD 24 juta per tahun. Ke depannya akan dilakukan

kcmbali tonyersi serupa dengan mengubah pinjaman dail mata uang USD ke mata uang JPY disertai tentu saia deqan

negosiasi penurunan srku bunga.
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C. PENJETASAN ATAS POS.POS TAPORAN PERUBAHAN SAt

C.l. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi saldo SiLPA/S|KPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan

SiLPA/SiKPA tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian SAL. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1

Januari 2019 adalah sebesar Rp175.241.715.684.646 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih per

31 Desember 2018 lAudited). Saldo Anggaran Lebih Awal dapat dirinci sebagai berikut.

G.2. Penggunaan SAI Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor '12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019, Pemerintah

dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN,

dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai

dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun

berjalan sebesar Rp1 5.000.000.000.000. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan

pembiayaan anggaran dan sebagai fiscal buffer untuk membiayai defisit serta pengeluaran

pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2019.

C.3. Sisa lebihlKurang Pemhiayaan Anggaran (SiIPAISiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada Laporan

Realisasi Anggaran, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode

pelaporan. S|LPA selama periode sampai dengan 31 Desember 201 I adalah sebesar

Rp53.397.784.263.857 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian 1 Januari 2019 1 Januari 2018

Saldo Anssaran Lebih Awal

Saldo Awal Kas BUN

Saldo Awal Kas di KPPN

r 1 4.834.1 81 .946. r 1 0 91.287.s31?83_r 85

2.282.077.569.2835.127.777 .217 .073
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran 285.r s0.273.469 2 1 0.828.1 64. 1 40

Saldo Awal Kas pada BLU yg Sudah Disahkan

Saldo Awal Kas Hibah di K/L yg Sudah t)isahkan

55.010.M2.0s2.353 40.984.51 9.890.383

4.834.454.025.327726.888.630.744

Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL

175.984.640.r 19.749 13S.599.450.932.318

Utang PFK Pengurang Fisik SAL (277.316.178.7961 ( 1 .228.785.283.1 59)

Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik

SAL
(485.r 72.315) (39.676.912.72r )

Selisih Kiriman Uang (330.588.756. r 761 298.353.410.242

Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditanssuhkan (134.534.327.8r6l (276.326.293.082)

Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL 1742.924.435.1031 (r.246.435.078.7201

Saldo Anggaran Lebih Awal 175.241.715.684.646 1 38.353.015.853.598
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Uraian

3l Descmbcr 2019

lAuditcdl

31 Desember 2018

lAudited)

Pendapatan Negara 1 .960.633.583.585.989 1.943.674.876.878.796

Belania Neoara 2.309.287.309.507.383 2.213.1 17 .817.284.996

Surplus (Defisit) (348.653.725.92 1.394) t269.442.940.40 6. 2 0 0 )

Pembiayaan Neto 402.051.510.185.251 305.692.597.869.020

SiTPA'{SiKPA} 53.397.784.263.857 36.249.657.462.820

G.4. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian Pembukuan merupakan koreksi yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara {BUN)

terkait dengan koreksi SiLPA, perhitungan selisih kurs lunrealized), koreksi kas, dan koreksi utang

yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL yang dilakukan pada tahun berjalan. Penyesuaian

Pembukuan SAL sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar minus Rp1.666.230.746.416

dengan rincian sebagai berikut.

Uraian

3l Desember 2019

lAudited)

31 Desember 2018

lAudited)
Koreksi SiLPA ( 1.337.580.362.637) 1.079.553.470.1 l3
Selisih Kurs Belum Terealisasi lUnrealized) _-__tqg.?18=sg10i7l-

(1 68.278.530.526)

{31 2-233-30_1j456}

(270.884.828.683)Koreksi Kas BUN

Koreksi Kas KPPN 4

Koreksi Kas Hibah (9.921.980.606) (5.4 r 8.309.1 31 )

Koreksi Kas BLU (62.087.570.751) 284.758.662.132

Koreksi Kas di Bendahara Penqeluaran (BUN) __Llj$q.tq!$71
t121.911.4221

46.468.719.871

(1

(2.774.598.030)
Koreksi Utano PFK

Koreksi Utans kepada Pihak Ketisa (KPPN) (55.874.460)

Jumlah Penyesuaian Pembukuan (1.666.230.746.4161 8t 9.451.28S.822

I . Koreksi SILPA sebesar minus Rp 1 .337.580.362.637 merupakan pengembalian atas pendapatan

tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar minus Rp393.879.449.283 serta penyesuaian selisih

kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN

yang menggunakan akun SiLPA sebesar minus Rp943.700.913.354. Pengembalian atas

pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Pendapatan senilai minus

Rp360.522.973.854 dan transaksi pengembalian Hibah senilai minus Rp33.356.475.429.

2. Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi lUnrealized sebesar minus Rp69.218.984.057

merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan/kerugian selisih kurs yang

belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.

3. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp168.278.530.526 merupakan pengeluaran kas dari Rekening

Khusus dalam rangka pengembalian lrefund penerimaan Pinlaman dan Hibah Luar Negeri TAYL

yang menurut Perdirien Perbendaharaan Nomor PER-35IPB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi

Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.

4. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp9.921.980.606 merupakan koreksi atas saldo hibah yang

sudah disahkan pada tahun 201 I di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo hibah ini dikarenakan

adanya kesalahan pengesahan pendapatan hibah tahun anggaran lalu, kesalahan penanggalan
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Surat Pengesahan Hibah Langsung, koreksi kesalahan segmen bank hibah, maupun koreksi saldo

awal hibah karena kesalahan akuntansi/pembukuan lainnya.

5. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp62.087 .570.751merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang

sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal

BLU baru pada tahun 2019, penghapusan saldo BLU yang beralih status menjadi non BLU, dan

koreksi saldo kas BLU untuk perbaikan akuntansi/pembukuan lainnya.

6. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar minus Rp18.965.531.957 merupakan koreksi

terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga

yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) sebagai akibat dari reklasifikasi akun Kas di Bendahara

Pengeluaran pada Kementerian Negara/Lembaga, penyesuaian selisih kurs Kas di Bendahara

Pengeluaran dalam Valas, maupun koreksi akuntansi/pembukuan lainnya.

7. Koreksi Utang PFK sebesar minus Rp121.911.422 merupakan koreksi pembukuan/akuntansi

yang dilakukan Satker BUN Transaksi Khusus Pengelola Aset yang Timhul dari Pemberian BLBI

berupa penambahan Utang PFK hasil Penetapan Status Penggunaan (PSP) Aset Bekas Milik Bank

Dalam Likuidasi (BDL).

8. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar minus Rp55.874.460 merupakan koreksi

terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga {KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada

Pihak Ketiga (KPPN) dalam valuta asing.

G.5. Penyesuaian [ain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SA[)

Penyesuaian Lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan

sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan.

Penyesuaian perhitungan catatan SAL dilakukan dengan membandingkan antara mutasi saldo Kas di

Bendahara Pengeluaran LKPP dan kas yang bukan merupakan SAL (Rekening Pemerintah Lainnya,

Rekening Escrow, dan Kas Transitoris) dengan mutasi transaksinya selama periode berjalan.

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL yang dilakukan pada 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp725.105.589.691 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian

3l Dcsembcr 2019

lAudited)

31 Desember 2018

lAudited)
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara

Penoeluaran LKPP

Penyesuaian Transaksi RPL 21 1.994.966.699 (575.403.332.739)

Penyesuaian Transaksi Rek. Escrow 47.987.539.000

465.r 23.083.992

417.021.528.777

t472t

t22.027.1r 7.160)

Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris

Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL

yang Perlu Dibalik pada Tahun Berialan

Pembulatan

Jumlah Penyesuaian [ain.Iain (Penyesuaian

Perhitungan Catatan SAU
725.r05.589.691 (r 80.408.921.5S41

Tidak terdapat Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran pada LPSAL tahun 2019

karena tidak terdapat perbedaan pencatatan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran antara

pencatatan menurut konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga dengan pencatatan menurut

BUN dengan rincian sebagai berikut.
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Saldo Kas di BP menurut

pencatatan BUN (l)

Saldo Kas di BP menurut

pencatatan K/L (ll)

Selisih Saldo Kas di

BP(il-r)

Saldo Awal 285.1 50.273.469 285.1 50.273.469

Saldo Akhir 234.188.766.621 234.188.766.627

Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP yang

dilakukan di LPSAL (selisih Saldo Akhir - selisih Saldo Awal)

2. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL Transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) sebesar

Rp211.994.966.699 dan Transaksi Rekening Escrow sebesar Rp47.987.539.000 merupakan

penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan untuk mengeliminasi pengaruh-pengaruh transaksi

non-SAL (transaksi RPL, Rekening Escrow, dan Kas Transitoris) yang masih terdapat pada

perhitungan catatan SAL. Nlai-nilai ini harus disesuaikan terhadap perhitungan catatan SAL

sehingga dapat diperoleh nilai SAL yang tepat sesuai dengan nilai fisik kas SAL.

3. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar Rp465.123.083.992 merupakan perhitungan

penyesuaian Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus

dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada

Catatan SAL, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Total

Selisih Kiriman Uans (TAYL] 330.588.756.1 76

Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan (TAYL) 134.534.327.816

Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu

Dibalik pada Tahun Berialan
465.1 23.083.992

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan

pada Tabel I 2.

Tabel 12

Perhitungan Saldo Anggaran lehih per 31 Desember 2019 dan 2018

tH.r rc It20lCllkrff TlrStSrtdld
Pcrhitungan Catd.n SAI
Saldo Awal SAL 1 75.24t.71 5.684.646 1 38.353.01 5.853.598

Penggunaan SAI scbagai Pcnerimaan Pcmbiayaan Tahun

Berialan

(1 5.000.000.000.000)

SAL Awal sctGlah Pcnoqunran SAL r 60.241 .7 1 5.684.646 1 38.353.01 5.853.598

SitPA (Sil(PA) Tahun Bcrirlan 53.397.78f.263.857 36.249.657.462.820

SAI Akhir scbclum Penycsuaian SAI 2r 3.639.499.948.503 174.602.673.316.4t 8

Panycsuaian Pcmbukuan

Koreksi SiLPA fl.337.580.362.8371 1.079.553.470.1 r 3

Selisih Kurs (unrealized (09.218.984.0571 (31 2.233.301 .456)

Koreksi Kas BUN [ 88.278.530.526t (270.884.828.683)

Koreksi Kas KPPN 4

Koreksi Kas Hibah t9.92r.980.606t (5.418.309.r 3r )

(oreksi Kas BLU t62.087.570.751 l 284.758.662.132

Koreksi Kas di Bcndahara Penoeluaran (BUN)'l (1 8.965.531.957) 46.468.719.871

Koreksi Utang PFK 2)
1121.911.4221 fl 8.524.998)

Koreksi Utanq keoada Pihak Ketisa {KPPN) 
3)

{55.874.460} (2.774.598.030)

Pembulatan

Total Pcnyesuaian Pembukuan ll.606.230.746.4r61 819.451.289.822
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Rincian perhitungan dan penlelasan dari Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan per 31 Desember

2019 adalah sebagai berikut.

1) l(as di Rendahara Pcngeluaran

Uraian rA 2019 IA 2018 lAaditcd)
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran (l)

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (ll)

Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (l - ll)

Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran {lll)

Selisih Mutasi Transaksi (lll) dan Mutasi Saldo (l-ll)

Keterangan:

Koreksi Kas di Ecndahara Pengcluaran BUIII

Selisih Mutasi dikurangi Koreksi Kas BP BUN -
Pcnycsuaian Pcrhitungan Kas di BP LKPP

2) Utang Perhitangan Fihak Kctiga (PFK)

Uraian

Saldo Awal Utang PFK (l)

Saldo Akhir Utang PFK (ll)

Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (ll - l)

Mutasi Transaksi PFK {lll)

Selisih Mutasi Transaksi {lll) dan Mutasi Saldo (ll.l)

Mutasi Utang PFK dalam Bentuk lnyoicelVl

Selisih Mutasi Transaksi (lll) dan Mutasi Saldo (l-ll) setelah

memperhitungkan Utang PFK dalam bentuk lnvoice -
l(oreksi Utang PFK pada BUltl

Keterangan:

Koreksi terhadap Saldo Utang PFK karena perbaikan

pembukuan/akuntansi pada BUN.

285.1 50.273.469 2 r 0.828. r 64.1 40

285.1 50.273.46S234.1 88.766.627

50.961.506.842 174.322.109.329t

31.9S5.974.885 (27.853.389.458)

{r 8.965.53 r.957}

46.468.719.87r

46.468.7 r 9.8ri

IA 20!8 (Aaditcd)

4.505.640.401 .487

3.99 1.926.1 75.4S4

(5r3.7r4.225.993i

1 .716.41 5.098.932 (513.959.408.S1 t )

(245.1 82.91 8)

226.657.920

(1 8.s24.9981

(1 8.s24.998)

Pcnycsuaian [ain-lain (Pcnvcsuaian Gatatan SAU

Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP ')

Penyesuaian Transaksi RPL 
{l 21 1.994.966.699 (575.403.332.73S)

Penyesuaian Transaksi Rekcning Escrowsl 47.987.539.000 417.021.528.777

Penvesuaian Transaksi Kas Transitoris 6)
t472t

Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Peilu Dibalik

pada Tahun Berialan

465.1 23.083.9S2 122.027 .117 .1601

Pembulatan

Total Pcnycsuaian Pcrhhungan Gatatan SAI 725.105.589.69r (r 80.408.s21.594t

SATDO AI(HIB CATATATI SAL 2 r 2.698.374.79 1.778 I 75.241.71 5.684.646

(r 8.965.53 t.9571

TA 20tg lAalitcd)
3.99r.926.1 75.494

5.709. r 45.435.339

1.717.219.259.845

(804.1 60.9 r 3l

682.249.491

|.t21.91t.422t

1121.911.4221
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i) Utang Kepada Pihak Ketiga fiPPtl)
Uraian

Saldo Awal Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (l)

Saldo Akhir Utang kepada Pihak Ketiga KPPN {ll)

Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (ll - l)

Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (lll)

Selisih Mutasi Transaksi (lll) dan Mutasi Saldo (ll-l) -
Korcksi Utang kepada Pihak l(ctiga {KPP[ll}

Keterangan:

Koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)

akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada Pihak Ketiga
(KPPN) dalam Valas.

4) Rekening Pemerintah lainnya

Uraian

Saldo Awal RPL

0ikurangi:Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)

di Rekening Retur RPL Awal Tahun

Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL

Koreksi Saldo RPL

IA 2019 lAuditcd) TA 2018 lAadited)
1 97.868.21 7.285 239.936.781.997

r97.868.21 7.285

(42.068.564.7 r 2)

t44.843.162.1421

(2.774.598.030)

(55.874.460) {2.774.598.030)

IA 2018 lAudited)
3.905.763.6 r 6.742

(200.259.869.276)

3.705.503.747.466

I

5

Awal RPL untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (l) 3.705.503.747.411

Akhir RPL 5.851 .939.714.224

Dikurangi:Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)

di Rekening Retur RPL Akhir Tahun

(1 97.383.044.970)

Saldo Akhir RPL untuk perhitungan SAL (ll) 2.81 6.585.443.070 s.654.s56.669.254

Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (ll - l) 1 .949.052.921 .783

r 373.649.5S9^044Mutasi Transaksi RPL (lll) (2.625.976.259.485)

Selisih Mutasi Transaksi (lll) dan Mutasi Saldo (ll-l) dan

Koreksi Saldo RPL =

Penyesuaian fransaksi RPL

(575.403.332.739)

Keterangan:

Nilai Selisih Kurs di Rekening Migas dan Panas Bumi dan

penyesuaian RPL lainnya yang perlu disesuaikan pada

Perhitungan Catatan SAL

21 1.994.966.699 (575.403.332.739)

5/ Rekening Escrow

Uraian TA 20lS
Saldo Awal Rekening Escrow

Saldo Awal Rekening Escrow unluk perhitungan SAL

setelah Koreksi (l)

54.886.793.273.547 61.934.885.138.8il l

Saldo Akhir Rekening Escrow 20.053.770.625.020 58.601.172.61 1.021

0ikurangi: Saldo pada Rekening Dana PFK Akhir Tahun (5.695.887.440.489) t3.714.379.337.4741

93.273.547

1 18.429.956.81 7

(7S.438.260.468)

(79.494.1 34.928)

(55.87r.460t

IA 20tg lAulitcd)
5.851.939.714.224

(1 97.383.044.970)

s.6s4.556.669.254

5.654.556.669.254

2.934.993.297.016

(r r8.407.853.946)

12.837.971.226.1841

2 r 1 .SS4.SE6.69S

58.601.r72.6r r.021

0ikurangi:Saldo pada Bekening Dana PFK Awal Tahun

Saldo Awd Rekening Escrowunluk perhitungan SAL

Koreksi Saldo Rek. Escrow

13.714.375.337.4141

54.886.793.273.547

1 4.357.883.1 84.53 1
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Mutasi Saldo Awd dan Saldo Akhir (ll - l)

Mutasi Transaksi Rekening Escro w lllll

Selisih Mutasi Transaksi (lll) dan Mutasi Saldo (ll-l) =

Penyesuaian fransaksi Bckening Escrow

Keterangan:

Nilai Selisih Kurs di Rekening Surat Berharga l\legara dan

penyesuaian Rekening Escrow lainny a y ang peilu

disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL

6) Kas fransitoris

Uraian

Saldo Awal Kas Transitoris

Koreksi Saldo Kas Transitoris

Saldo Awal Kas Transitoris setelah Koreksi (l)

Saldo Akhir Kas Transitoris (ll)

Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (ll - l)

(40.528.91 0.089.01 6) i

(40.480.922.550.01 6)

(7.048.09 r .865.264)

(6.631 .0 70.336.487)

417.021.528.777

l

417.021.528.777 )

TA 2018 laa4i!!il )

1472t

14721

472

Saldo Anggaran

lebih Akhir per 3l
0esenber 2019
adalah sebesar

Rp212,69 triliun

Mutasi Transaksi Kas Transitoris (lll)

Selisih Mutasi Transaksi (lll) dan Mutasi Saldo (ll-l) =
Pcnycsuaian Transaksi Kas Transitoris

(472t

Keterangan: (4721

G.6.Saldo Anggaran lebih Akhir

SaldoAnggaranLebihAkhirper3l Desember2019adalahsebesarRp212.698.374.791.778.Nilai

saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan

perhitungan Fisik SAL. Rincian saldo akhir SAL dapat diuraikan sebagai berikut.

Dengan demikian, terdapat peningkatan Saldo SAL pada Tahun 201 I sebesar

Rp37.456.659.107.132 dari Saldo SAL Tahun 2018.

47.987.539.000

47.987.539.000

TA 2019 lAaditcd)

Uraian

3l Desembcr 2019

lAadited)

31 Desember 2018

lAuditedl
Saldo Anssaran Lebih Akhir

Saldo Akhir Kas BUN 151.409.014.474.5 r 6 I14.834.181.946.110

Saldo Akhir Kas di KPPN

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

2.891.r 19.214.103 5.127.777.217.073

285.1 50.273.469234.188.766.627

Saldo Akhir Kas pada BLU yang Sudah Disahkan 56.554.1 99.28 1.529 55.0 r 0.642.0s2.353

726.888.630.744Saldo Akhir Kas Hibah di K/L yang Sudah Disahkan 1.634.561.936.239

212.123.083.673.014 175.984.640.t 19.749

Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL

Utanq PFK Penourano Fisik SAL (1 2.345.086.1 351 1277.316.178.7961

(485.r 72.3r 5)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik

SAL
(22.102.87lt

Selisih Kiriman Uans

Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan

52.495.332 (330.588.756.1 76)_

(1 34.534.327.81 6)(r 2.394.1 87.5621

Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL (24.708.881.236) (742.S24.435.1031

Saldo Anggaran Lebih Akhir 212.698.374.191.178 175.241.71 s.684.646
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D. PENJETASAN ATAS POS.POS NERACA

D.I. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Ringkasan Neraca per 31 Desember 201 9 dan 31 Desember 201 I sehagai berikut.

lllcraca
3l Desember 2019

lAaditedl

31 Dcscmbcr 2018
(Aadited)

Kcnaikan I
(Pcnurunanl %

Aset Lancar 491.867.51 0.1 28.337 43 7.878.646.078.602

2.87 7 .282.832.067 .532

12,33

lnvestasi Jangka Panjang 3.001.201.r 31.873.675 4,31

Aset Tetap 5.949.595.402.49 1.4 1 4 1.931 .051 .040.1 87.638 208,1 0

Piutang Jangka Panjang 56.888.975.528.228 57.1 88.754.504.406 {0,52}

Aset Lainnya 967.981.447.325.579 1.021.884.51 3.023.392

6.325.285.785.86 r.570

15,271

Jumlah Aset r 0.467.534.467.347.233 65,49

Kewajiban Jangka Pendek 704.682.072.672.981 750.502.434.401 .484 (6,10)

Kewajiban Jangka Panjang 4.635.539.51 3.5r 3.850 4.1 66.975.1 26.81 4.345 11,24

Jumlah Kewajiban 5.340.22 r .586. r 86.83 r 4.91 7.477.56 r.21 5.829 8,60

Ekuitas 5.r 27.31 2.881.r 60.402 1.407.808.224.645.741 264,20

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas t 0.467.534.46 7 .341.233 6.325.285.785.86 1.570 65,49

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 201 9 mengalami kenaikan tertinggi sebesar 208,1 0 persen dibandingkan

nilaiper3l Desember20lS.SementaranilaiKewajibanJangkaPendekper3l Desember20l9mengalami

penurunan sebesar 6,10 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2018.

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disalikan pada Grafik 25.

Grafik 25 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca

Tahun 2015 - 2019
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0.2. PENJEIASAIiI PER POS NEBACA

0.2.1 ASET

D.2.1.1 Aset lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar 8p491.867.510.128.337 dan

Rp437.878.646.078.602.

Ringkasan Aset Lancar disajikan sebagai berikut.

Asct Ianca]
3l Dcscmbcr 2019

(Auditcdl
31 Dcscmbcr 2018

lAuditcd)

Kenaikan I
(Pcnurunan) %

Kas dan Setara Kas 208.962.960.718.1 14 1 78.625.21 1.629.388 1 6,98

Uang Muka dari Rekening BUIII 5.455.736.7r 5 1 06.939.61 8.970 {94,90)

lnvestasi Jangka Pendek 1 0.81 7.836.834.384 6.2 1 5.489.058.582 74,05

Belanla Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Belania
34.972.003.392.1 36 31.026.237.1 78.41 r 12,72

Pendapatan yang Masih Harus 0iterima 3.028.979.606.205 637.147.289.481 375,40

Piutans 1 1 0.630.1 83.91 5.948 1 08.676.964.375.585 1,80

Persediaan 1 23.450.089.924.835 1 1 2.590.656.928.1 85 9,65

Jumlah 49t.867.5t 0.t 28.337 437.878.646.078.602 12,33

Nilai Aset Lancar per 3 1 Desember 20 1 I dibandingkan per 3 1 Desemher 20 1 8 mengalami kenaikan sebesar

12,33 persen. Kenaikan Aset Lancar terutama berasal dari Kas dan Setara Kas yang mengalami kenaikan

sebesar Rp30.337.749.088.726 karena adanya kenaikan SAL. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

mengalami kenaikan tertinggi sebesar 375,40 persen. Sementara Uang Muka dari Rekening BUN

mengalami penurunan tertinggi sebesar 94,90 persen.

D.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas

D.2.1.1.1.1 Kas di Rekening Pemerintah di Bank lndonesia dan Bank Umum

Kas di Rekening Pemerintah di Bank lndonesia {Bl) dan Bank Umum per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 sebesar Rp151.409.014.474.516 dan Rp114.834.181.946.110, yaitu mengalami

kenaikan sebesar Rp36.574.832.528.406 atau 31,85 persen dibandingkan tahun 2018. Kas di Rekening

Pemerintah di Bank lndonesia dan Bank Umum merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

yang ada di Bl dan Bank Umum, yang terdiri dari saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank lndonesia dan

Bank Umum dalam Rupiah sebesar Rp135.363.107.1M.280 dan saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank

lndonesia dalam Valuta Asing sebesar Rp16.045.907.330.236.

SaldoKasdiRekeningPemerintahdiBanklndonesiadanBankUmumdalamRupiahper3l Desember20l9

dan 31 Desember 2018 sebesar Rpl35.363.107.144.280 dan Rpl06.605.850.138.231, mengalami

kenaikan sebesar Rp28.757.257.006.049 atau 26,98 persen. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain:

- Peningkatan saldo yang signifikan pada Rekening Kas SAL dan Rekening Kas Penempatan di dalam

Rupiah sebagai penambah SAL likuid hasil LKPP 2018 (Auditedl dan dari realisasi penggunaan dana

SAL sebagai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

- Terdapat pembukaan reksus baru di tahun 2019 antara lain Reksus SBSN DJ Bina Marga, Reksus

SBSN DJ Sumber Daya Air, dan reksus SBSN DJ Perkeretaapian.
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Rincian saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank lndonesia dan Bank Umum Dalam Rupiah disajikan

sebagai berikut.

Nama dan lllomor Bckening
3l Dcscmber 2019

lAuditcd)

3l Dcscmbcr 2018
(Auditedl

Bekening BUN Nomor 502.000000980 2.404.070.486.688 2.457.631 .451 .020

Rekenins SAL ttlomor 500.000002980 92.839.841.214.312 78.075.064.058.877

Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor

518.0001 22980
28.700.791 .990.043

1 5.859.223.1 25.982

Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH

(519000143980)
1 .769.926.850.368

3.406.147.01 5.577

Rekening Penerimaan Hibah Jepang rnlalui Program SKR

{51 0000277980)

1 59.643.691 3

Rekening Khusus dalam Rupiah 9.648.31 6.959.1 74 6.807 .784.486.772

Jumlah 1 35.363.r07.144.276 1 06.605.850. r 38.23 1

Dalam akun Kas BUN di Bl dalam rupiah pada RKUN sebesar Rp12.349.491.335, masih terdapat saldo

yang seharusnya dipindahkan dari RKUN ke rekening khusus Dana PFK, di mana nilai ini juga menladi

pengurang fisik SAL.

Saldo Kas diRekening Pemerintah di Bank lndonesia Dalam Valuta Asing per 3'l Desember 2019 dan 31

Desember 2018 sebesar Rp16.045.907.330.236 dan Rp8.228.331.807.879, mengalami kenaikan

sebesar Rp7.817.575.522.357 atau 95,01 persen. Rekening ini merupakan rekening pemerintah di Bl yang

digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta

asing. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan saldo pada Rekening Kas Umum Negara dan

Rekening Kas Umum Negara Penempatan dalam Valas sebagai rekening tujuan akhir atas transaksi

penerimaan negara baik pajak maupun penerimaan berupa pendapatan pajak/non pembiayaan dalam valas.

Rincian Kas di Rekening Pemerintah di Bank lndonesia Dalam Valuta Asing disajikan sebagai berikut.

lllama dan ilomor Bckening
3l Descmber 2019

lAadited)

31 Dcscmber 2018

lAuditcdl

Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.50241 1980 r 8.061.891.r 08 63.948.250.367

Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.5021 1 1 980 30.571.1 98.642 798.232.662

Rekening KUN dalam Valuta EUR 96.910.912.514 1 1 7.908.359.024

Beksus Depkeu dan Kemenkeu 3.353.370.060.258 3.584.946.61 2.70r

Rekening Kas penempatan Dalam Valuta USD (60800141 1980) 12.546.993.267 .714 4.460.730.353.1 25

Jumlah 1 6.045.907.330.236 8.228.33 1.807.879

D.2.1.1.1.2 Kas di Rekening Pemerintah lainnya

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di Bl

dan Bank Umum. Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desemher

2018 sebesar Rp2.934.993.297.016 dan Rp5.851.939.714.224, mengalami penurunan sebesar

Rp2.91 6.946.41 7.208 atau 49,85 persen. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan penerimaan

pendapatan hasil minyak perjanjian production sharing pada rekening penerimaan migas.

Rincian Kas di Rekening Pemerintah Lainnya disajikan sebagai berikut.
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Kas di Rckcning Pemcrintah lainnya
31 Desember 2019

lAadited)

3l Descmbcr 2018

lAudited)
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji {4

rekening di BNl, Mandiil, BTIII dan BRI)

Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji

1 02.445.86 1.040 194.057.444.660

22.588.300 49.530.800

Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara 1 5.939.404.606 0

Rekening Panas Bumi (ltlomor 508.000084980) 1.027.878.594.1 78 1.374.91 1.063.212

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor 600.00041 1980) 1.788.702.844.687 4.279.M4.422.002
Kas di Rekening Dana Bergulir (Kredit Program) 4.004. r 78 (4)

Kas Lainnya 0 3.276.069.5 1 0

Kas di Rekening Penerimaan - 0ana lnvestasi (6 rekening dalam

rupiah dan valas)

Kas di Rekening Penerimaan. [)ana Pembangunan Daerah (Nomor

51 9000r02980)

4

21 20

RPt BUN Unit Pelaksana Proyek Perkebunan SPH 0 1.179.020

Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios

KUD (GLK.KUD)
5.000

Proyek P3 Bali {proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi

bali)
1

BPL BUN Perusahaan lnti Rakyat l{on SPH 0 {1)

Jumlah 2.934.993.297.01 6 5.851.939.7r 4.224

Rekening Panas Bumi sebesar Rp1.027.878.594.178 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara

untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan panas bumi di lndonesia

termasuk kewajiban pemerintah di bidang perpaiakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB)

terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.

Rekening Hasil Minyak Perjanlian KPS sebesar Rp1.788.702.844.687 merupakan Kas BUN yang ada di

rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu

migas dalam rangka Production Sharing ContraclKonlrak Kerla Sama dan membayar kewajiban

kontraktual migas kepada pemerintah.

Transaksi {mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanlian KPS dan Rekening Panas Bumi

disalikan pada Catatan Penting Lainnya ilomor l.

0.2.1.t.1.3 Kas di Rekening Kas di KPPN

Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp2.89l .l 19.214.103 dan Rp5.1 27 .777 .217.073, mengalami penurunan sebesar RpZ.236.658.002.970

alau43,62 persen. Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh lndonesia yang ditunjuk selaku Bank/Pos Persepsi serta Bank

0perasional dan Rekening SUBRKUN KPPN pada Bank lndonesia.

KasdiRekeningKasdiKPPNper3l Desember2019sebesarRp2.891.119.214.103terdiridari:

a. Saldo Kas di KPPN penerimaan sebesar Rp2.891.111.227.978, terdapat di rekening persepsi pada

Bank/Pos persepsiilembaga persepsi lainnya. Saldo kas tersebut berbeda dengan rekening koran karena

dicatat berdasarkan rekonsiliasi data penerimaan.

b. saldo Kas di KPPN KPH sebesar Rp7.986.125 terdapat di rekening retur USD KPPN KPH.

Rincian Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada Lampiran 5.
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D.2.1.1.1.4 Kas dalam Transito

Kas dalam Transito per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp52.495.330 dan Rp465.

Kas dalam Transito terdiri dari kas dalam transito BUN serta selisih antara catatan penerimaan kiriman

uangdengankodeakunSlSlll danpengeluarankirimanuangdengankodeakunS29lll padaseluruh

rekening yang dikelola oleh BUN Pusat dan Daerah.

Rincian Kas dalam Transito disajikan sebagai berikut.

31 Dcscmbcr 2019

lAuditedl

31 Dcscmbcr 2018
(Auditedl

1. Kas Dalam Transito - BUN 330.588.756.1 76

2. Selisih Kiriman Uang antar Rekening Bank 52.4S5.332 (330.588.756.1 69)

3. Kas Dalam Transito rekening piniaman/hibah

4. Pembulatan tzt 458

52.495.330 465

(as Dalam fransito

Jumlah

Selisih Kiriman Uang Antar Rekening Bank sebesar 8p52.495.330 tersebut merupakan pengeluaran

Kiriman Uang dari RPL BUN PIR SPH pada Bank Rakyat lndonesia nomor 020691000023305 yang

dinihilkan pada tanggal 31 Desember 2019 (menggunakan mekanisme Sistem Kliring Nasional (SKN) ke

Rekening Dana lnvestasidiBank lndonesia nomor 513000000980). Pelimpahan melaluimekanisme SKN

memerlukan waktu sehingga kiriman uang tersebut baru dapat dibukukan di Rekening Dana lnvestasi pada

tanggal 2Januai2020.

0.2.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp234.188.766.627 dan Rp285.150.273.469, mengalami penurunan sebesar Rp50.961.506.842 atau

17,87 persen. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah

tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan

akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Dari total saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp234.188.766.627

tersebut di atas, terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang sudah melewati masa 1 2 bulan selak

tanggal pelaporan dan belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp402.186.228 pada satker:

- Kantor Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara (419180) Kementerian Agama sebesar

RpB.422.407;

- KPU Kabupaten Buru (659630) sebesar Rp367.763.821;

- Sekretariat Daerah Prov NTT (249136) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp26.000.000

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada [ampiran 6.

D.2.1.1.1.6 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp166.170.010.917 dan Rp92.280.796.378, mengalami kenaikan sebesar Rp73.889.214.539 atau

80,07 persen. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, maupun

saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung lawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke

kas negara. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada lampiran 6.
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D.2.1.1.1.7 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp5.591.063.945.1 00 dan Rp3.638.728.687.898, mengalami kenaikan sebesar

Rp1.952.335.257.202 atau 53,65 persen. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan sisa kas yang

berada di bendahara pengeluaran selain Uang Persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan

seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara,

belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah

langsung K/1.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN

disalikan sebagai berikut.

Kas lainnya dan Sctara Kas
3l Dcsember 2018

lAadited)

3.63 1 .533.687.032

7.1 95.000.867

3.638.728.687.899
-l Selisih TA 2018 Rpl karena penbulatan

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari K/L terdiri dari:

l(as Lainnya dan Sctara l(as pada KIL

Setara kas lainnya

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di KIL dari Hibah

Kas lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan

Jumlah

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

1. Kementerian Sosial sebesar Rp2.011.950.360.632 sebagian besar merupakan saldo rekening

penampung Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak disalurkan kepada Penerima Bansos

yang belum dikembalikan ke kas negara, pengembalian belanja barang yang belum disetor ke kas

negara, pajak/jasa giro yang belum disetor ke kas negara, dan Kas Lainnya dari Hibah.

2. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp471.433.500.'l 18 merupakan pendapatan yang belum

disahkan, uang muka kerja, dana pihak ketiga, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayar,

hibah, dan pajak/jasa giro yang belum disetor ke kas negara.

3. Kementerian Kesehatan sebesar Rp511.420.745.577 sebagian besar merupakan Kas Lainnya

dari Hibah, Kas Lainnya di BLU, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, dan

palak/jasa giro/pengembalian belanla yang belum disetor ke kas negara.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada lampiran 6.

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari BUN terdiri dari:

3l Dcscmbcr 2019

(Auditcd)

5.589.286.954.858

BUN 1 .634.61 7.895.228

( 1 .632.840.904.986)

5.59t.063.945.t 00

Penyesuaian

Jumlah'

3l Dcsembcr 2019

lAuditcdl

31 Descmber 2018

lAudited)

760.656.061 2.368.573.287

2.37 L880.286.238 1.503.217 .817 .929,

1.634.561 .936.239 726.888.630.744

Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi 4.941.1 63.989 r 6.827.S06.795

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan 506.1 75.037.833 407.179.162.727

Kas Lainnya di BLU 685.474.767.370 671 .962.767 .202

385.4S3.1 07.1 28 303.028.428.348

5.589.286.S54.858 3.63 r.s33.587.032
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Kas lainnya dan Setara l(as pada BUIII
3l Dcscmbcr 2019

lAudited)

3t Dcscmbcr 2018

lAuditedl

Setara kas lainnya 11.446.410

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 55.958.989 7.1 83.554.397

Kas Lainnya di K/L dari Hibah 1.634.561.936.239

Saldo penempatan pada Bank Umum Mitra Penempatan Uang

Itlegara Bank BNI {BA 999.00)

Jumlah t.634.617.895.228 7.r 95.000.867

Penyesuaian sebesar minus Rp1.632.840.904.986 terdiri dari:

1. Penyesuaian saldo Kas Lainnya di Kementerian Negarallembaga dari Hibah pada BUN sebesar

Rp1.634.561.936.239.

2. Penyesuaian saldo Kas Lainnya di BLU sebesar minus Rp1 .721.031.253.

0.2.1.1.1.8 l(as pada BIU

Kas pada BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp45.736.358.514.505 dan

Rp48.795.1 52.993.771 , atau mengalami penurunan sebesar Rp3.058.794.479.266 atau 6,27 persen.

Rincian Kas pada BLU disajikan sebagai berikut.

Kas pada B!.U
3l Dcscmbcr 2019

lAuditcdl

31 Descmbcr 2018

lAuditcdl

BLU di Kementerian Sekretariat ltlegara 936.232.567.i91 904.957.640.969

BLU di Kementerian Pertahanan 1 82.756.852.058 58.096.202.573

BLU di Kementerian Keuangan 19.207.516.720.261 22.717.545.215.069

BLU di Kementerian Pertanian r 03.390.209.1 84 90.650.947.758

BLU di Kementerian Perindustrian 79.751.01 6.1 28 71.478.397.756

BLU di Kementerian ESDM 163.067.505.21 3 120.126.305.982

BLU di Kementerian Perhubungan 964.747.956.1 27 868.61 3.894.298

BLU di Kementerian Kesehatan 2.236.1 98.821.61 5 1.849.005.553.1 91

BLU di Kementerian Agama r.1 1 0.285.022.766 884.62 1.264.398

BLU di Kementerian LH dan Kehutanan 1.0 1 0.393.623.043 922.303.1 58.596

BLU di Kementeilan Kelautan dan Perikanan 79.080.567.361 27.095.500.565

BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1.506.030.21 1.81 1 2.269.856.342.589

BLU di Kementerian Ristek dan Dikti 3.405.488.920.088 3.1 76.91 6.338.1 39

BIU di Kementedan KUKM 1.038.852.694.897 883.834.264.321

BLU di Kementedan Kominfo r 2.358.445.398.090 1 2.8s8.068.421.709

BtU di Kepolisian Rl 318.598.320.8r 9 256.232.999.31 3

BtU di BPPT 1 9.937.1 09.91 2 38.455.953.365

Kementerian Pemuda dan 0lah Baqa 235.863.792.71 5 203.999.501.633

BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas &
Pelabuhan Bebas Batam (BP(PBPB Batam) 775.420.675.409 586.726.344.967

BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas &
Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPB Sabanq) 4.300.529.217 5.968.742.580

Jumlah 45.736.358.51 4.505 48.795.r 52.993.77r

Kas pada BLU sebesar Rp45.736.358.5 1 4.505 merupakan Kas pada BLU yang sudah disahkan. Di samping

itu, terdapat lnvestasi Jangka Pendek berupa Deposito sebesar Rp10.817.836.834.384, yang berasal dari

reklasifikasi Kas di BLU. Dengan demikian, jumlah Kas di BLU yang berasal dari Surat Pengesahan

Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B) menurut K/L sebesar Rp56.554.195.348.889

(Rp45.736.358.514.505 ditambah Rp10.817.836.834.384). Nilaitersebut merupakan nilaiKas pada BLU

SK No 041650 A



Uang Muka

frekening

BUttl frp5,45

niliar

lnyestasi

Jmgka
Pendek

frpt0,8t
triliun

Belania

Dibayar

Dinuka dan

Uang Muka

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t67-

yang telah disahkan oleh KPPN sebesar Rp56.554.199.281.529 dan yang belum disahkan oleh KPPN

sebesar Rp3.932.640.

D.2.1.1.2 Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

UangMukaRekeningBUNper3l Desember20l9dan31 Desember2018sebesarRp5.455.736.715dan

Rp106.939.618.970, mengalamipenurunan sebesar Rp101.483.882.255 atau 94,90 persen. Uang Muka

Rekening BUN adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang eligible, yaitu uang muka yang masih dapat

ditagihkan kepada lenderyang terjadi sejak tahun 2009. Uang Muka Rekening BUN merupakan pembayaran

pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum dibebankan ke

Reksus karena saldo Reksus tidak mencukupi. Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan

selaku BUN pada Bl atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Rincian Uang Muka Rekening BUN menurut lender disaiikan sebagai berikut.

lcndcr
3l Dcscmbcr 2019

(Auditcdl
31 Desember 2018

lAuditedl
IBRD 4.770.340.65 1

ADB s49.682.608 1.337.462.51 1

OECF/JBIC

IFAD 35.731.300 87 1 .774.698

IDB 340.547.1 60

Bank Dunia 3.728.706.597

SBSN 98.985.926.350

KFW r.141.6r 6.210 633.567.600

Jumlah 5.455.736.715 r 06.939.618.970

0.2.1.1.3 lnvestasi Jangka Pendek

lnvestasiJangkaPendekper3l Desember20l9dan3l Desember20lSsebesar Rp10.817.836.834.384

dan 8p6.215.489.058.582, mengalami kenaikan sebesar Rp4.602.347.775.802 atau 74,05 persen.

lnvestasi Jangka Pendek merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali

dalam jangka waktu 1 2 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan.

lnvestasi Jangka Pendek BLU merupakan deposito yang berada di BLU dengan rincian sebagai berikut.

lnvestasi Jangka Pcndck
3l Dcscmbcr 2019

lAuditcd)

31 Desember 2018

tAudited)
2.592.473.339.265BLU pada Kementerian Keuangan 7 .652.521.798.124

BLU pada Kementerian ESDM r 8.000.000.000 5.500.000.000

BLU pada Kementerian Perhubungan 1 S.000.000.000 9.000.000.000

BLU pada Kementerian Kesehatan 497.297.96 r.926 450.246.567.822

BIU pada Kementerian Agama 40.250.000.000 58.250.000.000

BLU pada Kementerian Ristek Dikti 2.590.767.074.334 3.1 00.01 9.1 51.495

Jumlah r 0.8 1 7.836.834.384 6.21 5.489.058.582

D.2.1.1.4 Belanla Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja

Belanla Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp34.972.003.392.136 dan Rp31.026.237.178.411, yang mengalami kenaikan sebesar
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Rp3.945.766.213.725 atau 12,72 persen. Uang Muka Belanja mencakup pembayaran melalui termin

kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang akan dilaksanakan, sedangkan Belanla Dibayar Dimuka mencakup

pembayaran penuh atas barang atau jasa yang akan diterima.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja disaiikan sebagai berikut.

Bclania Dibayar Dimuka dan Uang Muka Bclanja
31 Dcscmbcr 2019

lAuditedl

31 Desember 2018
(Audited)

1. Belania Dibayar Dimuka

2. Uang Muka Belanja

1 0.459.525.595.574 23.669.4r 7.80r.342

24.512.477.796.562 7.356.81 9.377.069

34.972.003.392.1 36 31.026.237.178.411Jumlah

1. Belanja Dihayar Dimuka

Belanla Dibayar Dimuka yang memiliki nilai yang paling signifikan terdapat pada Badan Nasional

Penanggulangan Bencana sebesar Bp 5.231.053.981.586 dan Kementerian Keuangan sebesar

Rp2.511 .562.702.712.

Belanja Dibayar di Muka pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar

Rp5.231.053.981.586 merupakan realisasi belanja Bantuan Sosial Tahun 2015 - 2019 berupa uang

yang pertanggungjawabannya belum disampaikan oleh penerima bantuan. Belanja Bantuan Sosial

berupa Dana Siap Pakai (DSP) yang seluruhnya digunakan dalam rangka penanganan darurat bencana

di seluruh lndonesia. Rincian Belanla Dibayar dimuka pada BNPB adalah sebagai berikut:

lllo Bclanja Dibayar Dimuka

DSP TA 2015 BPBO Kab. Alor

OSP TA 201 7

3l Dcscmbcr 2019 lAudited)

1 4.913.487.521

2 1.851.000.000

3 OSP TA 201 8 1.881.313.921.166

4 DSP TA 2()I 9 3.342.975.572.899

Jumlah 5.23 r.053.981.586

Saldo Belanja Dibayar Dimuka pada Kementerian Keuangan sebesar Rp2.511 .562.702.712

diantaranya merupakan Belanja Dibayar Dimuka pada BPDPKS sebesar Rp2.098.824.072.300 terkait

dengan Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) yang disalurkan pada

pekehunlKelompok Petani.

Belanla Dibayar Dimuka pada BPDPKS tersebut terdiri dari saldo dana pada rekening pekebun dan

rekening Kelompok Tani, masing-masing sebesar Rp752.089.613.360 dan Rp1.087.958.186.349,

serta penggunaan dana dari rekening-rekening tersebut sebesar Rp258.776.272.591 yang belum

diterima pertanggungjawabannya oleh BPDPKS per tanggal 31 Desember 201 9.

Rincian saldo dana pada rekening pekebun dan rekening Kelompok Tani per tanggal 31 Desember 201 I
berdasarkan tahun penyalurannya disajikan sebagai berikut:

Ornr di

Rrkrning

Pcnyrlunn Trhun Jumhh

20r0 2017 201 I 20t9

Pekebun 6.350.000.000 11.2t6.382.280 734.463.231.080 752.089.61 3.360

Kelompok Tani 4.1 36.303.998 36.690.383.255 1.047.'13'1.499.096 1.087.958.'l 86.349

Jumlah 6.350.000.000 4.1 36.303.998 47.966.765.535 1.78 1.594.730.1 76 1.840.047.799.709

SK No 041648 A



Pendapatan

yang Masih

Harus

0iterina
Rp3,02 triliun

PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-169-

2. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja yang memiliki nilai paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar

Rp22. 1 43. I 89.884.406, Kepolisian Rl sebesar Rp2.284.441.428. 1 39.

Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanla.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada

lampiran 7.

0.2.1.1.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 3l Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp3.028.979.606.205 dan Rp637.147.289.481, mengalami kenaikan sebesar Rp2.391.832.316.724

atau 375,40 persen. Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang nilainya paling signifikan terdapat pada

Kementerian Komunikasi dan lnformatika sebesar Rp2.286.089.668.018, yang berasal dari potongan

tunjangan kinerja bulan Desember 2019 yang disetorkan ke Kas Negara pada Tahun 2020pada seluruh

satuan kerja dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas penggunaan sarana dan prasarana pada

Badan Litbang SDM (MMTClbulan Desember 2019.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada masing-masing K/L dapat dilihat pada Lampiran 7.

0.2.1.1.6 Piutang

0.2.1-1.6.1 Piutang Perpajakan

Piutang Perpalakan per 31 Desember 2019 dan 31 0esember 2018 sehesar Rp94.699.061.189.535 dan

Rp81.477.055.227.031. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang

dapat direalisasikan (net realinble value) sebesx Rp Rp46.364.755.726.546 berasal dari nilai bruto

sebesar Rp94.699.061.1 89.535 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar

Rp48.334.305.462.989.

Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan tagihan palak yang tercantum dalam

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Palak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),

dan Surat Tagihan Paiak {STP} atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang {SPPT) yang belum dilunasi

sampai dengan 31 Desember 2019. Piutang Perpajakan pada Oirektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat diladikan kas dan belum

diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih darisatu

tahun.

Rincian Piutang Perpalakan menurut organisasi disajikan sebagai berikut.

Piutang Pcrpajakan
31 Dascmbcr 2019

(Auditcd)
3l Ocscmbcr 2018

lAudited)

72.630.633.482 68.090.740.726
(41 .0S8.667.934)(44.894.689.751 )

27.735.943.73 I 26.952.072.792

0irektorat Jenderal

Nilai Bruto

Nilai ltleto

Piuung
Perpajakan

8p94,69
triliun
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Nilai Bruto 22.068.427.707 13.386.314.501

Penyisihan (3.439.615.71 r) (3.388.774.933)

Nilai Neto r8.628.8r 1.996 9.997.539.s68

Jumlah Bruto 94.699.061.r 89 81.477.055.227

Penyisihan Piutang Perpajakan t48.334.305.4621 144.487.442.867l.

Jumlah llleto 46.364.155.727 36.989.61 2.360

Piutang Perpafakan bruto mengalami kenaikan sebesar Rp13.222.005.962.504 atau sebesar 1 6,23 persen

antara lain karena adanya kenaikan Piutang Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp8.585.1 94.430.442, Piutang

PPh Pasal 23 sebesar Rp2.324.564.994.802, dan Piutang PPh Final sebesar Rp1.120.085.149.501.

Rincian Piutang Perpajakan (nilai bruto sehelum penyisihan) per jenis pajak disalikan sebagai berikut.

ldalam ribuan)

31 Dcscmbcr 2019
(Aaditcd)

Kenaikanl
(Pcnurunan)%

Piutang Paiak PPH Non Migas 30.435.1 64.967 24.226.282.819 25,63

Piutang Paiak PPN 24.748.525.693 24.061.126.456 2,86

Piutang Paiak PPnBM 418.059.962 506.938.435 (1 7,53)

Piutans Paiak PBB dan BPHTB 6.626.561.565 7.968.671.988 ( 1 6,84)

Piutanq Cukai dan Bea Materai I 7.501.473.662 8.913.391.928 96,35

Piutang Paiak Lainnya 10.813.279.461 I 1.704.776.608 17,62t

Piutans Paiak Perdagangan lnternasional 4.124.104.112 4.030.766.089 2,32

Piutang Bea Masuk Tindakan 31.891.767 65.1 00.s05 (51,01)

Jumlah 94.699.06r.1 89 81.417.055.228 16,23

31 Descmber 2018
(Auditcd)

Piutang Pcrpaiakan

Rincian Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih per jenis Piutang Perpajakan disajikan sebagai

berikut.

ldalan ribaanl

Pcnyisihan Piutang Pcrpajakan fidak Tertagih

Piutang Paiak PPH Non Misas

31 Dcsembcr 2019

lAuditcd)

3l Dcscmbcr 2018

lAuditcdl

Kcnaikan I
(Penurunan) %

r 9.093.073.806 15.608.454.940 22,32

Piutang Paiak PPN 1 3.589.1 70.1 70 12.9r 0.651.974 5,26

Piutang Pajak PPnBM 327.960.650 452.31 6.382 127,49t

Piutang Paiak PBB dan BPHTB 3.491.773.938 2.692.417.812 29,69

Piutang Cukai dan Bea Materai 166.669.07 r 1 57.090.888 6,1 0

Piutang Paiak Lainnya 8.s r 8.1 79.658 9.561.022.376 fl 0,9r )

Piutang Paiak Perdagangan lnternasional 3.1 47.478.1 69 3.105.488.495 1,35

Jumlah 48.334.305.462 44.487.442.861 8,65

Penlelasan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Palak dapat dilihat pada Gatatan Penting

[ainnya lllomor 36.

Rincian Piutang Perpalakan per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran 8.

D.2.1.1.6.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak pel 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp166.256.763.245.523

dan Rp176.243.261.284.193, mengalami penurunan sebesar Rp9.986.498.038.670 atau 5,67 persen.

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 201 I berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar

Rp44.382.156.714.351, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp166.256.763.245.523 dikurangi

Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar Rpl 21.874.606.531.1 72.

Piutang

Bukan Pajak

Rp166,25

triliun
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Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak
3l Dcscmbcr 2019

lAuditedl

3l Desembcr 2018

lAuditedl
Piutang pada K/L:

Nilai Bruto 44.529.590.076.959 42.436.309.628.220

Penyisihan (33.086.823.822.S58) (32.208.264.1 78.3091

Nilai Neto 1 t.442.766.254.001 r0.228.045.449.9t 1

Piutang pada BUN:

Nilai Bruto 121.727.173.168.5U 1 33.806.951.655.973

Penyisihan t88.787 .782.708.2141 (93.9S7.385.75 1 .924)

Nilai Neto 32.939.390.460.350 39.809.56 5.904.049

Jumlah Bruto r 66.256.763.245.523 176.243.261.284.193

Penyisihan Piutang Bukan Pajak (1 21.874.606.531.1 72) (1 26.205.649.930.233)

Jumlah lllcto 44.382.r 56.714.351 50.037.61 1.3s3.960

Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2019 sebesar Rp44.529.590.076.959 mengalami

kenaikan sebesar Rp2.093.280.448.739 atau 4,93 persen dibandingkan tahun 2018. Piutang Bukan Palak

yang mempunyai nilai cukup signifikan berada pada K/L berikut.

1. Kefaksaan Agung sebesar 8p18.032.394.466.170 merupakan piutang dari uang pengganti perkara

tindak pidana korupsi, denda tilang, dan sewa rumah dinas.

2. Kementerian ESDM sebesar Rpl 3.955.051 .667.234 sebagian besar merupakan piutang yang berasal

dari luran Royalti dan luran Tetap Kontrak Karya (KK)/lzin Usaha Pertambangan (lUP) dan Perjanjian

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta kewajiban KKKS kepada negara berupa

Firn Connitment.

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp4.372.368.215.572 sebagian besar

merupakan piutang yang berasal dari pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).

4. KementerianPekerjaanUmumdanPerumahanRakyatsebesarRp2.46T.263.63S.5l3sebagianbesar

merupakan piutang pada Ditjen Bina Marga.

5. Kementerian Komunikasi dan lnformatika sebesar Rp1.479.311.233.181 berasal dari Biaya Hak

Penyelenggaran (BHP) Telekomunikasi dan Pengenaan Denda.

Rincian Piutang Bukan Palak pada K/L per 31 Oesember 2019 dapat dilihat pada lampiran 9.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada BUN disajikan sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak pada BUI{
3l Dcsembs20l9

lAuditcdl

3l Dcsemba 2018

lAudited)

1. Piutang Deviden pada BA 999.03 59.050.762.469 125.924.562.205

2. Piutang Transfer ke Daerah pada BA 999.05 9.563.590.r 1 8.299 14.36 r .357.610.243

3. Piutang Subsidi pada BA 999.07 968.845.7 1 4.398 1 .1 42.839.475.600

4. Piutang Belania lain.lain pada BA 999.08 279.500.61 1.672 1.168.51 7.287.943

5. Piutang Bukan Palak pada BA 999.99 r r0.856.185.961.726 1 1 7.008.31 2.3 r 9.982

Jumlah 121.727.173.168.564 1 33.806.951.655.973

a. Piutang Deviden (Bagian Laba BUMN) pada BA 999.03 per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

sebesar Rp59.050.762.469 dan Rp125.924.962.205, dengan rincian sebagai berikut.

SK No 041645 A



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-172-

Pautang Deuidcn pada BA 999.03
31 Dcsember 2019

lAuditad)

3l Desember 2018

(Audited)

Pokok Dividen 24.991.1 23.902 90.426.389.353

Denda 34.05S.638.567 35.498.572.852

Jumlah 59.050.762.469 125.924.962.205

b. Piutang Transfer ke Daerah pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05)

per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp9.563.590.118.299 dan

Rp14.361.357.610.243 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.797.767.491.944 atau 33.41

persen. Piutang pada BA 999.05 merupakan piutang transfer ke daerah akibat lebih salur yang teriadi

pada periode tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya. Atas lebih salur ini, cara penyelesaian yang

telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan lebih salur tersebut melalui mekanisme

pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan jenis akunnya, piutang pada

BA 999.05 disajikan sebagai herikut.

Piutang pada BUil Pengclolaan

Transfcr kc Dacrah dan Dana Desa

31 Dcscmbcr 2019

lAaditcd)

31 Descmbcr 2018

lAuditcd)

a. Piutang TKD 9.436.680.927.1 79 1 3.02S.228.490.793

b. Piutang TKD oiestimasi 1 26.909.1 9r.1 20 1.332.1 29.1 1 9.450

Jumlah 9.563.590.1 r8.299 14.361.357.6 I 0.243

l) Piutang Transfer ke Daerah (TKD)

Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 201 9,

meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas lebih salur transfer yang terladi pada tahun anggaran

berkenaan ataupun tahun sebelumnya. Atas Lebih Salur ini, cara penyelesaian yang telah

ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan Lebih Salur tersebut melalui mekanisme

pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Piutang TKD TA 2019 sebesar

9.436.680.927. 1 79, terdiri dari:

Piutang TKD
31 Dcscmbcr 2019

lAudited)
1) Satker Dana Bagi Hasil 8.4S6.61 6.357.999

2l Satker DAU dan DAK ilon Fisik 906.640.797.401

3) Satker Dana Keistimewaan DIY 33.423.771.779

9.436.680.927.1 7SJumlah

a Piutang TKD Satker Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2019 per 31 Desember 2019 sebesar

Rp8.496.616.357.999. Piutang TKD Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat

atas lebih bayar transfer DBH yang terjadi pada tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran

sebelumnya. Piutang atas lebih bayar tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri

Keuangan Nomor l40lPMK.07l201 9.

Piutang TKD pada Satker [)AU-DAK merupakan Piutang TKD DAK Nonfisik yang dicatat

dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DAU dan DAK per 31

Desember 2019 meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas Lebih Salur transfer yang terjadi

pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun anggaran sebelumnya. Nilai Piutang TKD DAK

Nonfisik yang tercatat per 31 Desember 2019 sebesar 906.640.797.401 akan

diperhitungkan pada penyaluran DAK Nonfisik berikutnya melalui potongan SPM Penyaluran

DAK Nonfisik Tahap I IA2020 sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 43 dan
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44 pada PMK Nomor 48/PMK.0712019.

Rincian Piutang TKD DAK Nonfisik disajikan sebagai berikut.

Piutang Translcr kc Daerah pada Satker DAU-DAK
3l Dcscmbar 2019

lluditcd)
3 I Dcsember 20 1 I

(Aaditddl

Lebih Salur Dana B0S TA 201 8

Piutang atas Sisa Dana di RKUD DAK Nonfisik TA 2019

497.683.632.667

906.640.797.401

Jumlah 906.640.797.401 497.683.632.667

o Piutang TKD Satker Dana Keistimewaan DIY per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

sebesar Rp33.423.771.779 dan Rp37.227.311.557. Aset (Piutang) yang tercatat sebesar

Rp33.423.771.779 merupakan sisa dana DK [)lY TA 2019 yang telah diverifikasi dan

dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY

Tahap Akhir TA 2019 tanggal 10 Februari 2020, mengacu pada pasal 11 PMK No

1731PMK.0712017. Piutang tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran DK DIY melalui

potongan SPM Penyaluran DK DIY Tahap I TA2020 sesuai dengan ketentuan yang dimuat

dalam Pasal 13 PMK No 173/PMK.0712017.

Rincian Piutang Transfer Ke Daerah dapat dilihat pada lampiran 10.

2) Piutang TKD Diestimasi

Piutang TKD Diestimasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar

Hp126.909.191.120 dan Rp1.332.129.119.450, di mana mengalami penurunan sebesar

Rp1.205.219.928.330 atau 90,47 persen. Piutang TKD Diestimasi merupakan piutang pada

periode pelaporan keuangan semesteran dan/ atau tahunan yang dalam hal perhitungan rekonsiliasi

dan verifikasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berlalan

dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kelebihan salur atau kelebihan bayar dan belum

diketahui secara definitif Pemda penerima yang kelebihan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan

dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam

ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Nilai Piutang

TKD Diestimasi sebesar Rp126.909.191.120 merupakan estimasi Lebih Bayar DBH SDA

Kehutanan untuk Dana Reboisasi tahun 2019 yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan

PNBP Dana Reboisasi TA 201 9.

c. Piutang Subsidi pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 sebesar Rp968.845.714.398 dan Rp1.142.839.475.600. Rincian Piutang Suhsidi

pada BA 999.07 disajikan sebagai berikut.

Piutang pada BA 999.07
31 Dcscmbcr 2019

(Auditad)
3l Dcsember 2018

lAudited)

a. Ditien Anggaran 954.684.699.264

b. Kementerian Perhubungan 1 43.1 96.727.531

c. KementerianKeuangan 81 6.849.1 36.778

d. Kementerian Pekeriaan Umum dan Perumahan Rakyat 1.708.000.000 203.000.000

e. KementerianPertanian 12.453.015.134 182.590.61 1.291

Jumlah s68.845.7t4.398 1. r 42.839.475.600

Jumlah Piutang Bukan Palak per 31 Desember 2019 sebesar Rp968.845.714.398 terdapat pada 3

(tiga) satker KPA Subsidi/PS0, yaitu:
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1. Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp954.684.699.264 yang merupakan koreksi atas

penyajian beban subsidi listrik, utang jangka panlang subsidi, dan piutang subsidi berdasarkan BA

Perhitungan Subsidi Listrik TA 2019 pada PT PLN oleh BPK sebesar Rp954.683.455.264 dan

BAHP Volume dan Nilai Subsidi Penyaluran JBT Tahun 201 9 pada PT AKR Corporindo, Tbk. sebesar

Rp1.244.000.

2. Direktorat Jenderal Pembiayaan lnfrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR sebesar

Rp1.708.000.000, merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap

pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. yaitu merupakan

piutang atas terladinya duplikasi SPM senilai Rp948.000.000 pada Bank BJB dan senilai

Rp760.000.000 pada Bank BTN, atas duplikasi SPM tersebut telah dilakukan penyetoran pada

tahun anggaran2020.

3. Piutang Subsidi Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian

Pertanian sebesar Rp12.453.015.134 merupakan sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih

oleh PT Sang Hyang Seri berdasarkan hasil audit BPK Rl Tahun 2014.

d. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) per 31 Desember 201 9 dan

31 Desember 201 8 sebesar Rp279.500.61 1.672 dan Rp1.1 68.51 7.287.943.

Rincian Piutang pada BA 999.08 disajikan sebagai berikut.

Piutang pada BA 999.08
3l Descmbcr 2019

lAudited)

31 Dasembcr 2018
(Audited)

a. KementerianKeuangan 888.686.999.287

277.566.811.272b. Kementerian Pertanian

c. SKK Migas

278.094.108.217

61 9.689.09s

d. Otoritas Jasa Keuangan 786.814.360 2.263.477.384

Jumlah 279.500.61 r.672 t.1 68.5t 7.287.943

1) Piutang Bukan Palak pada Oitjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian terdiri dari:

Piutang
3l Dcscmba 2019

(Auditcd)
31 Desember 2018

(Audited)

Dana penyegaran Benih CBN 4.81 1.607.957 4.81 1.607.957

Jasa Giro Dana CBN 7 1.678.605 7r.870.618

Benih CBftl di Penangkar 7.551.590.r 60

Benih CBN tidak terdaoat di sudans dan Denan0kar 258.706.584.41 I 249.920.932.558

Biaya 0istribusi Benih CBN 1 4.31 5.1 34.984 14.388.461.647

Calon Benih 633.246.080

Benih Rusak/Kadaluwarsa 189.102.252 189.102.252

Jumlah 278.094.r 08.2r 7 277.566.811.272

2l Piutang Bukan Pajak pada SKK Migas sebesar Rp.61 9.689.095 merupakan piutang pekerja atas

layanan kesehatan yang tidak ditanggung dan piutang kelebihan panjar perjalanan dinas, dan

piutang kepada pihak ketiga.

3) Piutang Bukan Pajak pada 0toritas Jasa Keuangan sebesar Rp786.814.360 merupakan

kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta piutang atas kelebihan pembayaran

pihak ketiga.

Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 sebesar Rpl 10.856.185.961.726 dan Rpl 17.008.312.319.982.

SK No 041642 A

e.



trRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t75-

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99 disajikan sebagai berikut

Piutang PlllBP pada BUII Transaksi Khusus
31 Dcscmbs 2019

lAudited)

3l Desember 2018
(Auditedl

a. Piutans pada UAPBUN TK DJPB 119.229.957.112 1 62.094.275.907

b. Piutang pada UAPBUN TK DJA 1 7.810.948.543.909 22.880.302.482.313

c. Piutans pada UAPBUN TK DJKN 92.926.007.460.705 93.965.S1 5.561.762

I t0.850.185.96r.726Jumlah I 17.008.3r2.319.982

1 ) Piutang pada UAPBUN TK DJPB sebesar Rpl 1 9.229.957.1 1 2, terdiri dari:

o Piutang pada satker pengelola Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga

Beras Bulog, dan Pelaporan Akumulasi luran Pensiun sebesar Rp64.531.454.073 dengan

rincian sebagai berikut.

Mutasi Piutans UAPBUIII TK DJPB lllilai

Keterlaniuran pembayaran pensiun 2018 (PT Taspen) 6.5 r 2.840

Retur dan SUP bulan Desember 201 9 (PT Asabri)

Piutang Jasa Giro PT Asabri Bulan Desember 2019

5.1 69.994.591

224.138.920

Kelebihan pencairan dana pensiun bulan Desember 2019 (PT Asabri) 8.438.5 r 6.848

Potongan Utang Non TGR PT Asabri (llon Dapem Desember 2019 ) 245.50r.203

SUP lebih dari 3 bulan Desember 2019 2.810.692

SUP tahun 2019 dan SUP retur bulan Desember 2019 36.988.1 42.245

Piutang Jasa Giro Taspen Desember 201 I 2.946.242.2U

Kelebihan pencairan belanla pensiun bulan November 20'l 9 2.582.516.702

Kelebihan pencairan belanja pensiun bulan Desembet 2019 95.264.966

Kelebihan pendanaan bersama pensiun ketiga belas tahun 2019 Program Pensiun

Eks PNS Dephun pada PT KAI (Persero) periode 0ktober s.d Desember 2019
31.909.644

Kelebihan pencairan JKK Triwulan lV 2019 (PT Asabri) 2.841.280.305

Kelebihan pencairan JKM Triwulan lV 2019 (PT Asabri) 4.643.067.813

Keterlanjuran Pembayaran pensiun (Uii Petik KC Semarang) 1 1 6.233.960

Keterlaniuran Pembayaran pensiun (Uii Petik KC Bandung) 1 99.32 1.060

Jumlah 64.53r.454.073

o Piutang pada Satker Transaksi Khusus Pengelola Kas Negara sebesar Rp54.698.503.039

berasal dari piutang atas Pendapatan Pelaksanaan Treasury llotional Poolingbulan Desember

2019 yang diterima pada bulan Januari 2020 senilai Rp54.698.330.949 dan kurang setor

Pendapatan Pelaksanaan Treasury lllotional Poolingbulan November 20 1 9 pada BPD Jabar dan

Banten yang diterima pada bulan Januari 2020 senilai Rp1 72.090.

2l Piutang PNBP UAPBUN TK DJA merupakan merupakan piutang PNBP Migas 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 sebesar Rp17.810.948.543.909 dan Rp22.880.302.482.313, yang

seluruhnya merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas. Piutang migas terdiri

dari piutang hasil penjualan minyak bumi bagian pemerintah, hasil penjualan gas bumi bagian

pemerintah, overliftingKKKS dan piutang PNBP migas lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Piutang PiIBP UAPBUT[ TK DJA
3l Dcscmbcr 2019

lAuditedl

3l Dcscmba 2018

lAuditcd)

Hasil Pcniualan Minyak

Hasil Penjualan Gas

9.929.1 20.61 8.652 1 0.1 63.287.329.467

7.395.990.1 1 0.5004.391 .218.488.982

?uerliftingKKKS 3.488.934.962.005 4.859.3 1 8.092.586

PNBP Migas Lainnya 1.674.474.270 46 1 .706.94S760

Jumlah r 7.8r 0.948.543.909 22.880.302.482.3 r 3
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Piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Oesember 2019 sebesar Rp17.810.948.543.909

adalah lebih rendah Rp5.069.353.938.404 dari posisiper 31 Desember 2018. Daritotalsaldo

piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp17.810.948.543.909

tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut.

a. Di dalam nilai saldo piutang tersebut masih terdapat piutang yang statusnya dispute

disebabkan adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dengan KKKS, yaitu Piutang yang

berasal dari transaksi overlifting KKKS Conoco Phillips (Grissik) tahun 2017 sebesar

US018,238,353. Terjadi dt'sputealas clst recovery dalam perhitungan bagi hasil tahun

2017, dimana atas overliftingminyak dan dan gas bumi KKKS Conoco Phillips {Grissik} Tahun

2017 yang ditagihkan oleh SKK Migas sebesar USD45,022,132, hanya diakui oleh KKKS

yang bersangkutan sebesar US026,783,779.

b. Dalam nilai saldo piutang tersebut di atas, juga telah terkurangi oleh pencatatan atas

kelebihan penerimaan hasil penlualan gas KKKS J0B PPEJ kepada PT Gassuma Corporindo

sebagai akibat dari penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut dari November 2014

sampai dengan Juli 2017 sebesar US0833,499.78 yang dilaporkan oleh SKK Migas dalam

Laporan Hasil Pengiriman Gas Bumi (Laporan A04 Natural Gas). Kelebihan penerimaan hasil

penjualan gas tersebut belum diproses lebih lanjut karena Direktorat Jenderal Anggaran

menunggu kepastian legalitas dari Biro Hukum Kementerian Keuangan atas transaksi

penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut.

3) Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJKN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

sebesar Rp92.926.007.460.705 dan Rp93.965.915.561.762. Piutang Bukan Pajak pada

UAPBUN TK DJKN disajikan sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak pada UAPBUIII TK DJKltl
3l Dcscmber 2019

(Audited)
31 Dcscmbcr 2018

lAudited)
'l) Sewa BMltl eks Pcrtamina yang digunakan

oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP
1.1 76.71 5.352.91 I

1 .1 76.7 1 5.352.9 1 9

2l Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Lain.

lain
1.525.000 25.000

3) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang

Timbul Dari Pemberian BLBI
I 1.729.365.842.690 92.768.450.1 85.730

4l Piutang Bukan Paiak pada Neraca Aset KKKS
1 9.924.740.096 20.749.998.1 1 3

Jumlah 92.S26.007.460.705 93.965.9 I 5.561.762

a) Sewa BMN eks Pertamina

Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Penamina EP sebesar

Rpl.'176.715.352.919. Perhitungan Piutang PNBP didasarkan pada Surat Kepala SKK

MIGAS Nomor: SRT-1294/5KK0000012014154 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset

Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks

Pertamina berupa equipmenl, bangunan dan aset lainnya yang digunakan oleh PT Pertamina

untuk menunjang kegiatan operasional senilai Rp6.630.929.353.338. Untuk aset yang

berupa lahan dan sumur sepanjang merupakan bagian dari Wilayah Kerla Pertambangan dapat

dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak dengan Badan Pelaksana

Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS). Jumlah BMN Eks Aset Pertamina

sebesar Rp6.630.929.353,338 tersebut diperhitungkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai
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tarif sewa dengan perhitungan secara prorata untuk jangka waktu 32 (tiga puluh dua) tahun

selak PT Pertamina (Persero)berdiri pada 17 September 2003.01eh karena itu, tarif sewa

untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 dibagi 384 bulan

sama dengan Rp17.268.045.191 per bulan.

Mutasi Piutang PNBP untuk sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina

c.q. PT Pertamina EP hingga Tahun 2019 sebesar Rp1.176.715.352.919 dengan rincian

sebagai berikut.

Mutasi Piutang PttlBP ililai
Saldo I Januari 2019 t.176.7t 5.352.919

Mutasi Tambah:

Sewa oleh PT Pcrtamina {Persero} c.q. PT Pertamina EP selama Tahun Buku

201 8

207.216.542.292

Mutasi Kurang:

Pembayaran Sewa oleh PT Pertamina {Persero) c.q. PT Pertamina EP t207.216.542.2921

Saldo 31 Dcscmbcr 2019 t.t 76.7t 5.352.919

b) Piutang Bukan Pajak pada satker TK Pengelola Aset Lain-lain DJKN sebesar Rp1.525.000

yang merupakan nilai pokok lelang gratifikasi yang baru dibayarkan pada bulan Januari2020.

c) Piutang Bukan Paiak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember

2019dan31 Oesember2018sebesarRp91.729.365.842.690danRp92.768.450.185.730.

Rincian Piutang Aset BLBI disajikan sebagai berikut.

Piutang Asct B[Bl dan K(l(S
3l Dcscmbcr 2019

(Auditcd)

31 Desember 2018
(Aadited)

a) Aset Kredit Eks BPPN 72.671.1 8i.61 2.605 73.449.774.111.948

b) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA 8.983.004.420.829 9.224.824.677.306

c) Piutans Bank Oalam Likuidasi (BDLI r 0.075.1 73.809.256 r 0.093.368.778.479

d) Piutang Kegiatan Sewa ke lndosat

Jumlah

482.61 8.000

I r.729.365.842.690 92.768.450.1 85.733

1) Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp72.671.187.612.605 dan Rp73.449.744.111.948, terjadi penurunan piutang pada

Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp778.556.499.343 atau sebesar 1,06 persen.

Perubahan tersebut karena adanya penyerahan pengurusan piutang negara, pembayaran

dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur/obligor, pengakuan piutang ke neraca

karena proses pengurusan sudah PB/PJPN untuk piutang non ATK, koreksi besaran

piutang negara, catatan pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN,

penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, seila pengkategorian

piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Penielasan lebih lanjut

mengenai Aset Kredit Eks BPPN dapat dilihat pada Gatatan Penting Lainnya ilomor

11. Rincian Aset Kredit Eks BPPN dapat dilihat pada lampiran 12.

2) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 201 I dan 31 Desember 201 8 sebesar

Rp8.983.004.420.829 dan Rp9.224.824.677.306. Terjadi penurunan piutang pada

Aset Kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp241.820.256.477 atau sebesar 2,62

persen. Perubahan nilai Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA disebabkan adanya pembayaran

dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai

kurs mata uang asing, dan pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum
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Dapat Ditagih (PSBDT). Rincian Aset Kredit Eks PT PPA dapat dilihat pada lampiran

12.

3) Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) per 31 Desember 2019 dan 31 Desemher 2018

sebesar Rp10.075.173.809.256 dan Rp10.093.368.778.479. Piutang Eks BDL terdiri

dari 15 (lima belas)BDL Eks Dana Talangan dan 5 (limalBDL Eks Dana Peniaminan.lS

(lima belas) BDL Eks Dana Talangan terdiri dari:

o 1 3 (tiga belas) Bank Dalam Likuidasi telah melaksanakan penandatanganan BAST

Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;

. 1 (satu) BDL yaitu PT Bank Umum Majapahit Jaya telah melakukan Rapat Umum

Pemegang Saham pembubaran Tim Likuidasi;

. 1 (satu) BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta,

namun PT Bank Jakarta pada tahun 2012 telah melunasi kewajibannya.

Sedangkan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan sebagai berikut.

o 4 (empat) BDL yaitu Bank Prasidha Utama, PT Bank Asiatic, PT Bank Global

lnternasional, dan PT Bank Dagang Bali telah melaksanakan penandatanganan BAST

Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;

. 1 (satu) BDL, yaitu PT Bank Ratu, tidak melakukan penandatanganan BAST Aset,

namun pada semester lltahun 2017 telah melunasikewajibannya.

Penurunan nilai Piutang Eks BDL dikarenakan pembayaran/penyelesaian atas aset kredit

eks BDL yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan pencairan deviden atas

saham eks BDL yang telah jatuh tempo pada tahun 201 9.

Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) disaiikan sebagai berikut.

Uraian
3l Descmber 2019

lAudited)

31 Dcsembcr 20t8
lAuditedl

l. Eks Oana Talangan

Saldo Awal Kewaiiban BLBI tahun 2006 r 1.888.938.78r.558 1 1 .888.938.781.558

Dikurangi : Pengembalian tahun 2006 s.d 31

Desember 2018
(4.1 14.785.149.971)

Dikurangi : Pengembalian tahun 2006 s.d 31

Desember 2019
(4.126.1 75.102.807)

Saldo I 7.762.763.678.751 7.774.1 53.631.587

ll. Eks Dana Penjaminan

Saldo Awal Kewaiiban BLBI 3.321.282.950.812 3.321.282.950.812

Dikurangi : Pengembalian 2006 s.d 2018 ( r.002.067.803.920)

0ikurangi: Pengembalian s.d 31 0esember

201 I (1.008.872.820.307)

Saldo ll 2.3 r 2.410.130.505 2.319.21 5.t46.892

JumlahSaldol&l! 1 0.075.r 73.809.256 1 0.0s3.368.778.479

Rincian Piutang Eks BDL dapat dilihat pada lampiran 11.

4) Piutang kegiatan sewa kepada lndosat per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

sebesar RpO dan Rp482.618.000.

d) Piutang Bukan Palak Aset Eks KKKS

Rincian Piutang KKKS Bukan Pajak Aset Eks KKKS per 31 Desember 2019 sebesar

Bpl 9.924.740.096 disajikan sebagai berikut.
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'/ Selisih sebesar frp I karena pembulatan

'*f Kurs tengah Bl tanggal 3l 0esember 2019 sebesar frpl3.90lAS0

0.2.1.1.6.3 Bagian [ancar Tagihan Penjualan Angsuran

BagianLancarTagihanPenlualanAngsuran(TPAlper3l Desember20l9dan3l Desember20lSsebesar

Rp9.717.488.844 dan Rp10.541.206.650, mengalami penurunan sebesar Rp823.717.806 atau 7,81

persen. Bagian Lancar TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah

tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai yang dapat

direalisasikan sebesar Rp7.946.292.638 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp9.71 7.488.844 dikurangi

penyisihan sebesar Rp1.771.196.206. Bagian Lancar TPA tersebut yang paling signifikan berada di

Kementerian Pekerlaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.975.692.837 dan Kementerian KUKM

sebesar Rpl .220.552.288.

0.2.1.1.6.4 Bagian [ancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Bugi (TPITGB]

Bagian Lancar Tagihan TPITGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp

135.727 .647 .7 29 dan Rp 1 32.923.950.960, mengalami kenaikan sebesar Rp2.803.696.769 atau 2, 1 I

persen. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan saldo Tagihan TP/TGR pada K/L yang akan jatuh tempo

kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Bagian Lancar TPITGR per 31 Desember 2019 berdasarkan

nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp40.473.097.787 yang berasal dari nilai bruto sebesar

Rp135.127.647.729 dikurangi penyisihan sebesar Rp95.254.549.942. Rincian Bagian Lancar TGR pada

masing-masing K/L dapat dilihat pada lampiran 13.

D.2.1.1.6.5 Bagian lancar Piutang Pemberian Pinjaman

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp23.1 I 0.067 .194.249 dan Rp23.609.406.852.88 1 , yang mengalami penurunan sebesar

Rp499.339.658.632 atau 2,12persen. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinlaman per 31 Desember 2019

berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp11.362.970.422.301 yang berasal dari nilai

bruto sebesar Rp23.1 10.067 .194.249 dikurangi penyisihan sebesar Rp1 1.747.096.771.948.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 201 I disajikan sebagai berikut.

Bagian Lancar Piutrng Pcmbcrian Pinjaman
3l Dcscmbcr 2019

tAuditedl
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman 1 3.1 56.1 82.595.276

Piutang Bunoa Pemberian Piniaman 3.436.774.997.054

Piutang Denda Pemberian Pinjaman 1 .288.283.859.309

Piutang Jasa Bank Pemberian Pinjaman 671.584.428.684

Piutang biaya lain-lain Pemberian pinjaman 4.025.415.942.702

Piutang Bunga Akrual Pemberian Pinjaman 531.825.371.224

Piutang lancar kredit pemerintah (KUMK) 0

Jumlah 23.1 I 0.067.t 94.249

Bagian

lancar
Tagihan

TP/TGB

Rp t 35,72
niliar

Bagian

lancar
Piuung
Penberian

Pinianan

frp23. I t
triliun

BMtll KKKS Yang Discwakan Pihak Kctiga
Jumlah
(usDl" Jumlah (Rpl

Job Pertamina Petrochina East

Jawa
PT. Pertamina Persero r.354.466, r 5 1 8.828.433.95 1

Job Pertamina Petrochina Easl

Jawa
PT. Pertamina Persero 68.392,50 950.724.142

Conoco Phillips lndonesia lnc,Ltd
Perusda Anambas

Sejahtera
1 45.s82.002

Jumlah' 19.924.740.095
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0.2.1.1.6.6 Bagian lancar Piutang Jangka Panjang lainnya

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp6.197.466.897.279 dan Rp6.295.339.227.189, mengalami penurunan sebesar Rp97.872.329.910

atau 1,56 persen. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan Bagian Lancar Piutang

Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarlo pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan sebagai berikut.

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang [ainnya
3l Descmbcr 2019

lAuditcd)

31 Dcsembs 2018
(Auditcd)

Bagian Lancar Piutang Jangka Panlang PT Minarak Lapindo

Jaya tahun 201 5 - 201 8

773.382.049.559 773.382.049.559

Penerimaan pembiayaan tahun 2018 untuk Piutang

Penanggulangan Iumpur Sidoario

Bunsa tahun 2015-2018

(5.000.000.000) (5.000.000.000)

1 26.834.656.1 281 63.956.994.507

Denda Keterlambatan Pengembalian Pinjaman 981.421.820.890 699.1 37.372.801

Piutanq yan0 Jatuh Tempo

Bagian Lancar Piutang Jangka Paniang Yayasan Supersemar 4.276.206.032.324 4.700.985.r 48.701

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya 7.500.000.000

Jumlah* 6.r 97.466.897.280 6.295.339.227.1 8g

'l Selisih TA 2019 sebesar Rpl karena penbulatan

D.2.1.1.6.7 Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp7.496.739.323.375

dan Rp7.520.013.178.234 mengalami penurunan sebesar Rp23.273.854.859 atau 0,31 persen. Saldo

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 201 I berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar

Rp6.549.384.129.328 berasal dari nilai bruto sebesar Rp7.496.739.323.375 dikurangi Penyisihan

Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp947.355.194.047.

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2019 terdiri dari Piutang dari Kegiatan 0perasional BLU

sebesar Rp6.795.296.731.872 dan Piutang dari Kegiatan Non 0perasional BLU sebesar

Rp701 .442.591.503.

Rincian Piutang dari Kegiatan 0perasional BLU disajikan sebagai berikut.

Piutang dari l(egiatan 0perasional B!.U 3l Desembcr 2019 lAuditcdl
3l Desember 2018

lAuditcd)
BLU di Kementerian Sekretariat filegara 906.397.053.501 686.550.38s.603
BLU di Kementerian Pertahanan 577.812.458.813 3 1 2.826.229.60S

BLU di Kementerian Keuangan 72.842.746.758 93.1 49.342.874

BLU di Kementerian Pertanian 1.263.092.570 508.804.23 1

BtU di Kementerian Perindustrian 2.374.533.340 2.661.270.884
BIU di Kementerian ESDM 51.562.1 53.259 34.578.089.926

BLU di Kementerian Perhubungan 30.607.002.504 41.093.863.711

BLU di Kementerian Kesehatan 3.793.028.1 45.586 2.87 1 .565.020.544

BLU di Kementerian Agama 5.425.465.064 28.718.269.464

BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat
390.623.204 1 .571.906.365.1 65

BLU di Kementerian Ristek dan Dikti

BLU di Kementerian KUKM

1 23.480.566.340 205.372.142.586

6.914.246.522 8.1 14.895.954

BLU di Kementerian Kominfo 1 40.575.236.835 1 33.923.623.053

BLU di Kepolisian Rl 426.582.022.074 276.844.130.422

BLU di BPPT 26.263.198.295 1 1.393.839.638

BLU di BPKPBPB Batam 625.777.587 .207 471.366.1 14.135

Piutang dari
Kegiatan BIU
frp249 triliun
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Rincian Piutang dari Kegiatan Non 0perasional BLU disajikan sebagai berikut.

Piutang dari Kcgiatan ilon 0perasional BLU 3l Desember 2019 lAuditcdl
3l Dcscmber 2018

lAuditcd)

BLU di Kementerian Sekretariat Negara 563.1 90.095 563.1 90.095

BLU di Kementerian Keuangan 467.335.1 1 3 547.339.240

BLU di Kementerian Perhubungan 5.409.389.1 47 2.218.441.992

BLU di Kementerian Kesehatan 20.972.21 0.883 12.766.764.474

BLU di Kementerian Agama 3.202.798.1 91 4.226.9S6.51 3

BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

397.644.873

BLU di Kementerian Ristek dan Dikti 63.946.480.1 83 39.390.382.929

BLU di Kementerian Kominfo 606.471.293.018 588.2M.764.26s

BLU di Kepolisian Rl r 2.250.000 20.250.000

BLU di Kementerian Pemuda dan 0lahraga 121.462.660.927

Jumlah Bruto 701.442.591.503 769.440.790.435

Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non

0perasional BLU (60.071 .241.007) (24.149.1 58.948)

Jumlah llcto 641.371.350.496 745.291.63t.487

0.2.,l.1.6.8 Piutang PFK

PiutangPFKper3l Desember20l9dan31 Desember2018sebesarRp912.908.715danRp230.659.224,

mengalami kenaikan sebesar Rp682.249.491 atau 295,78 persen. Piutang PFK berasal dari kelebihan

penyaluran Dana PFK Pegawai. Kelebihan penyaluran dana PFK Pegawai menunjukkan bahwa penerimaan

dana PFK Pegawai kurang dari penyaluran (pembayaran) dana PFK Pegawai kepada Badan Penyelenggara

yang disebabkan hal berikut.

1. Koreksi transaksi penerimaan dana PFK Pegawai berdasarkan permintaan dari pemotong dan penyetor

gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana PFK; dan

2. Permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK Pegawai yang terjadi setelah

Dana PFK Pegawai disalurkan ke Badan Penyelenggara.

0.2.t.1.6.9 Piutang lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 sebesar RpO dan Rp775.312.000.000. Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang

JangkaPendekLainnyaper3l Desember20l9merupakanPiutangLancarKreditPemerintah{KUMK).

D.2.1.1.6.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 sebesar Rp187.276.271.979.301 dan Rp187.387.119.210.777. Nilai Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih pada Piutang Jangka Pendek tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada

Aset Lancar.

Jumlah Bruto 6.7S5.296.73 r.872 6.750.572.387.799

Penyisihan Piutang dari Kegiatan 0perasional

BLU
(887.283.953.040) (2.246.986.060.087)

Jumlah llleto 5.S08.0 r 2.778.832 4.503.586.327.7 r 2
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Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tcrtagih
pada Piutang Jangka Pendek

3l Desember 2019

lAaditcdl

31 Descmber 2018
(Auditedl

1. Piutang Paiak 48.334.305.462.S89 44.487.M2.867.354

2. Piutang Bukan Pajak 121.874.606.531.172 1 26.205.649.930.233

3. Bagian Lancar TPA

4. Bagian Lancar TPITGR

1.771.196.206 1.785.695.280

87.509.960.34995.254.549.942

5. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinlaman 1 1.747.096.771.948 1 4.333.596.061.526

6. Bagian Lancar Piutang Jangka Paniang Lainnya 4.275.882.272.997

7. Piulang dari Kegiatan BLU 947.355.1 94.047 2.271.1 34.696.035

Jumlah 187.276.211.979.301 187 .387.119.210.777

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Palak per 31 Desember 2019 sebesar

Rp48.334.305.462.989 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada KL. Rincian Penyisihan Piutang

Pajak dapat dilihat pada lampiran 8.

2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 sebesar

Rp121.874.606.531.172 merupakan Penyisihan Piutang Tidak Bukan Palak pada KL sebesar

Rp33.086.823.822.958 dan Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada BUN sebesar

Rp88.787.782.708.214. Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak dapat dilihat pada lampiran 9.

3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2019 sebesar

Rp'1.771.196.206 merupakan penyisihan TPA pada Kementerian PUPR sebesar Rp39.878.464,

Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1.220.552.288 dan pada LPP RRI sebesar

Rp510.765.454.

4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2019 sebesar

Rp95.254.549.942. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR dapat

dilihat pada lampiran 13.

5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember

201 9 sebesar Rp1 1.747.096.77 1.948.

6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Larcar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31

Desember 2019 sebesar Rp4.275.882.272.997 merupakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar.

7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp947.355.194.047.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU dengan rincian sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak TGrtagih pada Piutang dari

Keoiatan BIU
31 Dcsembcr 2019

lAuditcd)

31 Desember 2018
(Auditcdl

BLU di Kementerian Sekretariat ilegara 83.425.653.985 64.012.286.114

BLU di Kementerian Pertahanan 23.7S6.51 6.924 r 6.567.283.293

BLU di Kementerian Keuangan 2.297.097.171 1.765.643.200

BLU di Kementerian Pertanian 6.727.763 2.544.021

1 99.1 1 5.966BLU di Kementerian Perindustrian 459.701.305

BLU di Kementerian ESDM 16.039.461.640 1 4.646.654.1 48

BLU di Kementerian Perhubungan 3.029.897.733 3.591.972.257

BLU di Kementerian Kesehatan 457.0r 9.1 34.086 440.324.448.386

BLU di Kementerian Agama 2.537.697.263 1 1.595.695.779

BLU di Kementerian PUPR 4.104.341 1 .319.436.302.466

8LU di Kementerian Ristek dan Dikti 37.944.512.172 137.143.224.175
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BLU di Kementerian KUKM 6.s92.1 r 5.723 4.182.635.273

BLU di Kementerian Kominfo r80.r9r.7r7.160 1 42.5 1 2.030.69 I

BLU di Kepolisian Rl 3.336.674.343 1.734.783.412

BLU di BPPT 469.268.994 98.53 1.698

BLU di Kementeilan Pemuda dan 0lah Raga 607.31 3.305

BLU di BPKPBPB Batam 130.204.512.844 112.714.231.851

Jumlah 947.355.t94.047 2.27 t.r 34.696.035

D.2.1.1.7 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar 8p123.450.089.924.835 dan

Rpl 1 2.590.656.928.1 85, mengalami kenaikan sebesar Rpl 0.859.432,996.650 atau 9,65 persen.

Rincian Persediaan disalikan sebagai berikut.

Pcrscdiaan
31 Dcscmbcr 2019

lAuditcdl

3l Dcscmbcr 2018

lAudited)
1. Persediaan di K/L 123.447.381.818.805 1 1 2.585.262.923.923

2. Persediaan di BUN 2.708.1 06.030 5.394.004.262

Jumlah r 23.450.089.924.835 r 1 2.590.656.928.1 85

'1. Persediaan di Kementerian Negara/Lembaga

Persediaan di KIL per 31 Desember 2019 sebesar Rp123.447.381.818.805. Persediaan dengan nilai

signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp60.768.547.047.754,

Kementerian PUPR sebesar Rp18.673.764.818.693, Kementerian Perhubungan sebesar

Rp8.076.615.771.648, Kementerian Kesehatan sebesar Rp8.351.013.323.371, dan P0LRI sebesar

Rp6.150.975.026.091. Rincian Persediaan diK/L dan BLU dapat dilihat pada lampiran ,l4.

2. Persediaan di Bendahara Umum Negara

Persediaan di BUN per 31 Desember 201 9 sebesar Rp2.708.1 06.030 berasal dari Persediaan pada BA

999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN

Pengelolaan Belanja Lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

Pcrscdiaan di EUltl
31 Dcscmbcr 2019

lAuditcd)

3l Dcscmbcr 2018
(Auditcd)

a. KementerianPertanian L319.754.895

b. 0toritas Jasa Keuangan 1 81.089.590 1.484.6r5.490

c. SKK Migas 2.521.016.440 2.589.633.877

Jumlah 2.708.r 06.030 5.394.004.262

1) Persediaan di BUN pada Kementerian Pertanian merupakan persediaan untuk tujuan

strategis/berjaga-jaga berupa Cadangan Benih Nasional (CBN) di Gudang BUMN yang dicadangkan

sebagai pemulihan pertanaman yang rusak/fuso akibat bencana alam atau serangan 0PT

Komoditas Benih yang dicadangkan berupa Padi Hibrida, Padi Non Hibrida, Kedelai, Jagung Hibrida

dan Jagung Komposit. Pada tahun ini tidak terdapat saldo persediaan CBN. Hasil stock npname

persediaan di gudang (pencatatan persediaan manual) sebagai berikut.

Pcrscdiaan
31 Desembcr 2019

(Auditcd)
31 Desember 2018

(Audited)

Ks ililai(Bp) Ks ttlilai (Rp)

Padi Non Hibrida 1 93.939 1 .31 9.754.895

Jumlah 1 93.939 r.3 t 9.754.895
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2) Rincian Persediaan pada 0JK disajikan sebagai berikut.

3) Rincian Persediaan pada SKK dijelaskan sebagai berikut.

Pcrsediaan pada SKI( Migas
31 Desember 2019

(Audited)
3l Dcsember 2018

(Auditedl

Barang Konsumsi 2.508.1 05.620 2.571.084.787

Barang untuk Pemeliharaan r 8.910.820 18.549.090

Jumlah 2.527.016.440 2.589.633.877

D.2.1.2 lnvestasi Jangka Panjang

lnvestasi Jangka Panjang per 31 Desember 201 I dan 31 Desember 201 8 sebesar

Rp3.00 1 .20 1 . 1 3 1 .8 73.675 dan Rp2.87 7 .282.832.067.532.

Rincian lnvestasi Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

lnvcstasi Jangka Panjang
31 Dcsember 20tS

(Audited)
31 Dcscmbcr 2018

(Auditedl
Kcnaikan I

Pcnurunan (%l

lnvestasi Non Permanen 97.1 62.978.446.357 83.779.964.051 .931 15,97

lnvestasi Permanen 2.904.038.1 53.427.31 8 2.793.502.868.01 5.600 3,96

Jumlah' 3.00t.201.1 3 r.873.675 2.87 7 .282.832.067 .530 f,3r
') selisih fA 2010 Rp2 karena penbulatan

Nilai lnvestasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018 mengalami

kenaikan sebesar Rp123.918.299.806.140 atau 4,31 persen. Kenaikan lnvestasi Jangka Panjang

terutama berasal dari lnvestasi Permanen yang mengalami kenaikan sebesal Rp110.535.285.411.718.

lnvestasi Non Permanen mengalami kenaikan tertinggi sebesar 15,97 persen.

D.2.1.2.1 !nvestasi Jangka Panjang Non Permanen

D.2.1.2.1 -l Dana Bergulir

Dana Bergulir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp47.117.342.143.810 dan

Rp38.751 .152.041.474, mengalami kenaikan sebesar Rp8.366.190.102.336 atau 21,59 persen. t)ana

bergulir merupakan dana yang dipinlamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna

Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan

lainnya. Rincian Dana Bergulir dijelaskan sebagai berikut.

Dana Bcrgulir
31 Dcsembu 2019

(Aadited)
31 Desember 2018

(Aaditcd)

1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM 3.640.385.771 .81 8 2.629.660.562.998

2. Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol

(BPJT}

4.27 r .993.794.926 4.3 1 5.637.580.927

3. BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

{PPDPP)

34.404.077.877.505 29.463.1 90.892.83 1

4. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) 1.306.1 71.462.908 758.264.173.716

5. UAIP (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-DNS) 1 8.01 9.r 35.685 1 8.1 46.079.030

Dana Bergulir

frp4Z t t
triliun

Pcrscdiaan pada 0JK
31 Ocscmber 2019

(Aaditedl
3l Descmber 2018

(Audited)

Barang Konsumsi 1 8 1.089.590 1.482.053.865

Barang untuk Pemeliharaan 0 2.561.625

Jumlah 1 8 r.089.590 1.484.6t 5.490
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Dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp3.640.385.771.818 dan Rp2.629.660.562.998. Dana bergulir yang dikelola oleh LPDB KUMKM

ditulukan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan

pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir.

Perubahan dana bergulir yang dikelola oleh BLU LPDB KUMKM disebabkan oleh:

a. Adanya pengembalian pokok dan penyaluran dana bergulir yang dilakukan oleh BLU LPDB KUMKM;

dan

b. Pengalihan dana bergulir yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dana bergulir

BUN lnvestasi Pemerintah.

c. Koreksi BPK atas Dana bergulir yang telah inuahtdi PN dan telah disetorkan a.n. Tunggal Kencana

Jawa Timur sebesar Rp1.344.055.568 dan CV. Biliton Makmur Kepulauan Bangka Belitung senilai

Rp1.700.000.000. Serta dobel catat dana bergulir yang sudah diakui Tahun 2018 Rp18.838.513

(kelebihan pembayaran mitra).

Rincian detail dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM disalikan sebagai berikut.

URAIAiI JUMTAH

Piutang Dana Bergulir 3.264.041 .974.460

NRB Dana Berqulir BA 044 sd 31 Oesember 2018 376.343.797.358

Jumlah 3.640.385.771.818

2. Dana Bergulir pada Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) per tanggal 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.271.993.794.926 dan Rp4.315.637.580.927

merupakan piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir

untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol nya telah ditandatangani antara

BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan latuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BP Set

BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah dioperasikan, mana yang lebih dahulu

tercapai.

Rincian Dana Bergulir Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang digulirkan dan menladi

piutang pada BUJT disajikan sebagai berikut.

BUJTlRuas Jalan Tol 3l Dcscmbcr 2019
(Auditcd)

3l Descmbcr 2018
(Audited)

PT. Jasamarga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya -
Moiokerto

177.572.865.231 211.216.651.231

PT. Pemalang Balang foll Roadl Pemalang -
Batang

179.730.172.460 1 79.730.1 72.460

PT. Trans Marga Jateng / Semarang - Solo

(Bawen - Kartasura)

1 1 3.488.299.560 1 1 3.488.299.560

PT. Marga Setiapuritama / Semarang - Batang 1 7.380.830.821 1 7.380.830.82 r

PT. Pejagan Pemalang Toll Roadl Pelagan -
Pemalanq

236.007.1 38.972 246.007.138.572

PT. Translingkar Kita Jaya I Cinere - Jagorawi 399.993.673.322 399.993.673.322

PT. Transiabar Tol / Ciawi - Sukabumi 694.700.739.1 53 694.700.739.1 53

6. BIU Pusat lnvestasi Pemerintah (PlP] 3.152.741.173.643 1 .352.498.396.761

7. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan

Perikanan (LPMUKP)

323.952.927.325 213.754.355.211

Jumlah 47.1 t7.342.143.8t0 38.75r.1 52.041.474

SK No 041145 A



trRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-186-

PT. Jasamarga Kunciran Cengkareng/

Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran

765.536.356.328 765.536.356.328

PT. Marga Trans Nusanlara I Kunciran - Serpong 645.432.549.442 645.432.549.442

PT. Citra Waspphutowa I Depok - Antasari 580.448.2 1 6.382 580.448.21 6.382

PT Cibitung Tanlung Priok Port Tollways I

Cibituns.Cilincing

287.996.789.61 7 287.996.789.61 7

PT Cimanggis Cibitung Tollwayl Cimanggis-

Cibitung

r 73.706.1 63.639 1 73.706.1 63.639

Jumlri 4.2tl.gg3.tg4.g27 4.3r 5.637.580.S27

3. Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yakni Fasilitas Likuiditas

Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp34.404.077.877.505 dan Rp29.463.190.892.831 merupakan mekanisme bantuan pembiayaan

perumahan melalui penyediaan dana murah jangka paniang yang berasal dari APBN atau sumber dana jangka

paniang lainnya yang dicampurkan dengan dana hank penerbit kredit untuk pembiayaan perumahan dengan

melode blended financing.

Adapun rincian mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

llo Uraian Dalam Bupiah

1 Nilai Penyaluran Dana Bergulir
- Tahun 2010 242.656.S44.51 6
- Tahun 201 1 3.688.272.535.41 1

. 
Tahun 201 2 2.587.256.538.729

- Tahun 2013 5.363.1 61.269.1 50
- Tahun 2014 4.655.625.834.824
- Tahun 2015 6.055.232.493.208
- Tahun 2016 5.627.538.999.307
* Tahun 2017 2.706.624.492.776
- Tahun 2018 5.855.206.726.677
. Tahun 2019 7.s45.288.389.505

Total Pcnyaluran Dana Bcrgulit 44.366.864.224.1 03

2. llilai Penoembalan Pokok Dana Bergulir
. 

Pengembalian Pokok 2010 43.789.900

" Pensembalian Pokok 201 1 58.1 00.576.877
* 

Pengembalian Pokok 2012 208.986.757.420

" Penqembalian Pokok 2013 437.925.1 89.962
* 

Pengembalian Pokok 2014 700.004.741.057
* 

Penqembalian Pokok 2015 1 .003.975.1 67.544
. 

Pengembalian Pokok 2016 1 .262.801.035.361
* 

Penqembalian Pokok 201 7 1 .628.941 .076.81 7
* 

Pensembalian Pokok 2018 2.057.606.606.82S
* 

Pensembalian Pokok 2019 2.604.401 .404.83 r

fotal Pcnocmbalian Pokok Drna Bcrgulir s.962.786.346.598

lnvcstasi lllon Pcrmancn PPIIPP (1-2) 34.404.077.877.505

4. Dana bergulir Pemhiayaan Pembangunan Hutan (P2H) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

sebesar Rp1.306.171.462.908 dan Rp758.264.173.716. Dana bergulir Pembiayaan Pembangunan

Hutan merupakan dana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan hutan tanaman melalui fasilitasi

pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat. Dana bergulir pada BLU Pusat

Pembiayaan Pembangunan Hutan bersumber dari BA 999.03 dan pengalihan dari anggaran yang bersumber
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dari BA Kementerian Kehutanan. Dana bergulir yang dikelola oleh BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan

Hutan adalah dana bergulir yang ditujukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan.

Dana Bergulir merupakan jumlah realisasi bersih penyaluran dana bergulir sampai dengan akhir periode tahun

2019. Jumlah tersebut diperoleh dari nilai penyaluran sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar

Rp1.346.941.073.535 dikurangi dengan pengembalian pokok pinlaman sampai dengan 31 Desember 2019

sebesar Rp40.769.610.627 sehingga diperoleh nilai realisasi bersih penyaluran Dana Bergulir. Sedangkan

untuk 31 Desember tahun 2018 sebesar Rp1.306.171.462.908.

5. Dana Bergulir di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 sebesar Rp18.019.135.685 dan Rp18.146.079.030. Mutasi lnvestasi dana bergulir

tersebut disebabkan adanya pelunasan piutang oleh debitur sebesar Rpl 26.943.344. Dana Bergulir di

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil

(UMK) yans merupakan realisasi Separate Anangement AgreenentISAA) antara Pemerintah lndonesia

dan Pemerintah Jerman untuk program Deht for lllature,9uzap{DNS} yang ditandatangani pada tanggal

3 Agustus 2006. Program yang disetului dalam rangka DNS ini adalah Financial Assistance for

Environmental lnvestment for Micro and Snall Enterprises. Program ini dilalankan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup selama lima tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2010. Pada tahun 2014,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan digabung menjadi Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan sehingga pengelolaan dana bergulir untuk program DNS dilaksanakan oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat penurunan nilai dana bergulir yang

disebabkan adanya pelunasan piutang dari debiturlpenerima dana bergulir. Selain itu sesuai PMK

Nomor 99/PMK.05/2008, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menyalurkan kembali

dana bergulir karena dana helum dikelola melalui mekanisme BLU.

6. DanaBergulirpadaBLUPusatlnvestasiPemerintah(BLUPIP)pertanggal3l Desember20l9dan3l

Desemher 201 8 sebesar Rp3.1 52.741.1 73.643 dan Rp1.352.498.396.761. Terjadi kenaikan sebesar

Rp1.800.242.776.882 atau 133,11 persen karena penambahan dana bergulir BLU PIP berupa

pemberian pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

7. Dana Bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per

tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp323,952,927.325 dan

Rp213.754.355.21 1. Pos [)ana Bergulir berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar akrual

yang merupakan transaksi penyaluran dana bergulir oleh BLU kepada masyarakat yang sumber

dananya berasal dari APBN (BA BUN lnvestasi).

D.2.1.2.1.2 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp1.120.492.707.453 dan Rp1.015.195.857.543, mengalami kenaikan sebesar Rp105.296.849.910

atau 1 0,37 persen. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk

mendapatkan nilai realisasi bersih Dana Bergulir yang dikelola oleh KIL maupun BLU KIL dengan rincian

sebagai berikut.

3l Dcscmbcr 2019
(Auditcd)

31 Desember 2018
(Auditcdl

1. BLU Lembaga Pengelola t)ana Bergulir (LPDB) KUMKM 1.014.1 20.465.977 952.848.81 7.952

2. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan 61.295.924.258 22.622.772.656

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 18.019.135.685 1 8.1 46.07S.030
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4. Pendanaan Sekretariat Badan Jalan Tol (BPJT) 21.3s9.968.975 21.578.1 87.905

5. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

{LPMUKP)
5.697.2 1 2.558

Jumlah 1.120.492.707.453 r.0 r 5.r 95.857.543

1. BLU LPDB KUMKM

Dana bergulir yang diragukan tertagih pada BLU LPDB KUMKM termasuk di dalamnya dana bergulir

yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah

tunggakan pokok piutang dengan jumlah nilai dana bergulir yang diragukan tertagih per 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.014.120.465.977 dan

Rp952.848.81 7.952. Dana bergulir yang diragukan tertagih termasuk di dalamnya dana bergulir yang

telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah

tunggakan pokok piutang dengan jumlah nilai dana hergulir yang diragukan tertagih sebesar

Rp544.624.287.554.

Pada periode pelaporan 31 Oesember 2019, terdapat koreksi BPK yang mempengaruhi nilai dana

bergulir diragukan tertagih sebagai herikut:

1. Dana bergulir yang telah inkcrahtdi PN dan telah disetorkan ke Kas Negara

2. Koreksi atas pengurangan nilai jaminan berdasarkan laminan yang ada.

2. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

Dana Bergulir yang diragukan tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp61.295.924.258 dan

Rp22.622.772.656. Perhitungan penyisihan cadangan piutang pada BLU P2H dilakukan berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih lnvestasi

Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk Tagihan.

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DanabergulirdiragukantertagihpadaKementerianLingkunganHidupdanKehutananper3l Desember

2019 dan 31 Desember 2018 sebesar 8p18.019.135.685 dan Rp18,146.079.030. Akun dana

bergulir diragukan tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi

bersih dana bergulir. Mutasi dana bergulir diragukan tertagih pada UAIP disebabkan adanya Mutasi

Ekuitas pada Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(DNS) sebesar Hp1 26.943.344.

Penurunan penyisihan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebabkan adanya

pengembalian atas piutang yang telah disisihkan, lebih lanlut dana tersebut tidak digulirkan kembali

sehingga tidak terjadi peningkatan NPL. Untuk dana bergulir pada Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, nilai realisasi bersih adalah sebesar dana yang sedang dalam proses perguliran di

masyarakat, dikurangl dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dilakukan

BSM dengan golongan diragukan dan macet. Akumulasi nilai PPAP dengan golongan diragukan dan

macet dicatat dan dilaporkan pada akun dana bergulir diragukan tertagih.

4. Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT per 31 Desember 2019

dan3l Desember2018sebesarRp21.359.968.975danBp2l.578.187.905.DanaBergulirDiragukan

Tertagih adalah estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih
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sebagian atau seluruhnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 dan

169,PMK.05/2018 dengan tarif sebesar 0,5 persen dari saldo nutstanding lnvestasi Non Permanen

BLU.

Rincian Dana Bergulir Diragukan Tertagih Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT disajikan sebagai

berikut.

BUJTIRUas Jalan Tol
Dana Bergulir

2019

PT. Jasa Marga Surabaya-Molokerto/

Surabaya -Mojokerto
177.572.865.231 887.864.326 r.056.083.256

PT. Pemalang Batang Toll Poadl

Pemalano - Batang
1 79.730.1 72.460 898.650.862 898.650.862

PT. Trans Marga Jateng / Semarang -
Solo {Bawen - Kartasura)

1 1 3.488.29S.560 567.441.498 567.441.498

PT. Marga Setiapuritama /Semarang

- Batang
1 7.380.830.821 86.904.1 54 86.904.1 54

PT. Pejagan Pemalang Toll Roadl

Peiagan - Pemalang
236.007.1 38.972 1.1 80.035.695 1.230.035.695

PT. Translingkar Kita Jaya I Cinere -
Jagorawi

399.S93.673.322 1.999.968.367 1.999.968.367

PT. Transiabar Tol I Ciawi - Sukabumi 694.700.739.1 53 3.473.503.696 3.473.503.696

PT. Marga Kunciran Cengkareng/

Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran
765.536.356.328 3.827 .681.782 3.827.681.182

PT. Marga Trans Nusantara I Kunciran

- Seroong
645.432.549.442 3.227.162.747 3.227.162.747

PT. Citra Waspphutowa I Depok -
Antasari

580.448.2r 6.382 2.902.241.082 2.902.241.082

PT. MTD-CPP Expresswayl Cibitung-

Cilincing
287.996.789.6r 7 1.439.983.948 1.439.983.948

PT Cimanggis Cibitung Toll l(ayl
Cimansqis-Cibituns

1 73.706.1 63.639 868.530.8r 8 868.530.81 8

Jumlah 4.211.993.194.527 2 1 .359.968.975 2 r.578.1 87.905

Dana Bergulir

Diragukan
Dana Bcrgulir Diragukan

Tcrtagih 201 8

lnyestasi

Jangka

Panjang lllon

Permanen

lainnya

20rg

5. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Dana Bergulir pada BLU LPMUP per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.697.212.558 dengan rincian

sebagai berikut.

Kolektibilitas
Akumulasi Penyisihan Piutang Dana Bcrgulir

31 Descmbcr 2019

Lancar 1 6.773.1 98

Kurang Lancar 523.977.073

Diragukan 1.563.1 54.402

Macet 3.593.307.886

Jumlah' 5.697.21 2.559
-/ Selisih TA 2019 sebesar Rpl karena penbulatan

D.2.1.2.1.3 lnvestasi Jangka Panlang Non Permanen Lainnya

lnvestasiJangkaPanlangNonPermanenLainnyaper3l Desember20l9dan3l Desember20l8sehesar

Rp51.422.761.195.268 dan Rp46.347.382.486.948, mengalami peningkatan sebesar

Rp5.075.378.708.320 atau 10,95 persen. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya merupakan

lnvestasi Non Permanen pada BLU Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari BUN Pengelolaan

lnvestasi Pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut.
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lnvestasi Jangka Panjang lllon Pcrmanen Lainnya
31 Dcsember 2019

lAuditcd)

31 Desember 2018
(Auditcd)

1. KementerianPerindustrian 4.089.232.1 81 4.08S.232.1 81

2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 51.418.671.963.087 46.343.293.254.767

Jumlah 5t.422.761.r 95.268 46.347.382.486.948

1. lnvestasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada Kementerian Perindustrian per 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.089.232.181 dan Rp4.089.232.181. lnvestasi Jangka

Panjang Non Permanen Lainnya merupakan lnvestasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BA

BUN 999.03 yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan lndustri Tekstil dan Produk Tekstil

(ITPT) dalam program SKIM 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15lM-

IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan lndustri Tekstil [}an Produk Tekstil.

Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian adalah sebesar

RpO yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok dengan nilai investasi jangka panjang non

permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp4.089.232.1 81.

2. lnvestasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU Lembaga Pengelola 0ana Pendidikan (LPDP)

per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar RpS1,418.671.963.087 dan

Rp46.343.293.254.167. Kenaikan investasi jangka panjang tersebut disebabkan adanya pencairan alokasi

investasi Pemerintah untuk BLU LPDP TA 201 9 sebesar Rp5 triliun serta adanya penempatan kembali atas

penyisihan dari investasi jangka panjang non permanen lainnya berupa investasi dalam Surat Utang Negara

yang diperoleh secara prenium sebesar Rp75.378.708.320. Dengan demikian, nilai investasi jangka

panjang non permanen lainnya mengalami kenaikan sehesar Rp5.075.378.708.320 atau sebesar 10,95

persen dari tahun 201 8.

Rincian klasifikasi portofolio LPDP disalikan sebagai berikut:

lllo Uraian
31 Dcscmbcr 2019

lAuditcd)

3l Dcsember 2018

Auditcd)

1 Deposito 31.461.299.879.156 26.385.921.1 70.836

2 0bligasi Korporasi 2.687.000.000.000 2.687.000.000.000

3 Surat Ulang Negara 1 5.770.372.083.931 1 5.770.372.083.931

4 Surat Berharga Syariah [tlegara
1 .500.000.000.000 1 .500.000.000.000

Jumlah 5r.4r 8.67r.963.087 46.343.253.254.167

D.2.1.2.1.4 lnvestasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Bealisasinya

lnvestasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya per 31 Desember 20'19 dan 31

Desember 2018 sebesar Rp256.632.185.268 dan Rp303.374.618.948. lnvestasi Jangka Panjang Non

Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya merupakan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya

diragukan realisasinya pada BUN Pengelolaan lnvestasi Pemerintah, yang berasal dari pencadangan

penurunan nilai lnvestasi Non Permanen Lainnya pada lnvestasi Non Permanen SKIM-2 yang dikelola oleh

Kementerian Perindustrian sebesar Rp4.089.232.18'l dan Aset Keuangan KPA Direktorat SMI .BLU

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp252.542.953.087 .

Rincian lnvestasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya disalikan sebagai berikut.
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Unit Pengclola
3l Desember 2019

(Aadited)
3l Dcscmbcr 2018

lAuditcdt

lnvestasi Non Permanen pada (ementerian

Perindustrian (SKIM-2)
4.089.232.1 81 4.089.232.r 81

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 252.542.953.087 299.285.386.767

Jumlah 256.632.1 85.268 303.374.51 8.948

D.2.1.2.2 lnvestasi Jangka Panjang Permanen

D-2.1.2-2.1 lnvestasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah

lnvestasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) atau dapat disebut juga Penyertaan Modal

Negara per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.397.253.380.483.284 dan

Rp2.286.384.989.214.962, mengalami kenaikan sebesar 110.868.391.268.322 atau 4,85 persen.

lnvestasi Permanen PMP meliputi Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero, Perum, Lembaga Keuangan

lnternasional, dan Badan Usaha Lainnya.

Rincian lnvestasi Permanen PMP disajikan sebagai berikut.

lnvcstasi PMP
3l Descmbcr 2019

lAudited)

3l Dcscmbcr 2018
(Aaditcdl

1. Persero 2.299.839.260.249.1 70 2.1 89.87 7 .537 .41 3.492

2. Perum 47.207.288.04.436 47.038.7 1 5.000.000

3. Lembaga Keuangan lnternasional

4. Badan Usaha Lainnya

22.637 .252.581.227 21.293.200.765.776

27.s69.579.608.441 28.1 75.536.035.694

Jumlah* 2.397.253.380.483.274 2.286.384.989.2 r4.962
*) 

selisih TA 2019 sebesar Rp l0 larena penbulatan

PMPpadaPerseroper3l Desember20l9dan3l Desember2018sebesarRp2.299.839.260.249.170

dan Rp2.189.877.537.413.492. PMP pada Persero merupakan kepemilikan Negara pada BUMN yang

bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN

Persero adalah lebih besar dari 50 persen sehingga Nilai PMP pada BUMN Persero dihitung

menggunakan metode ekuitas. Nilai investasi tersebut sudah tidak memperhitungkan efek ekuitas

negatif (penihilan) terhadap 11 (sebelas) perseroan yang mengalami kerugian. Pada tahun 2019,

terdapat penambahan perseroan yang memiliki ekuitas negatif yaitu PT Asabri (Persero) dan PT

lndustri Telekomunikasi (Persero).

PMP pada Persero dikelola oleh 2 pihak yaitu:

a. PMP Pada Persero di bawah Pembinaan Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 3'l Desember 2019 dan 3'l

Desember 2018 sebesar Rp2.239.910.324.407.980dan Rp2.133.010.292.264.222. Nilai aset yang

tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset BUMN secara keseluruhan tetapi hanya

terkait investasi jangka panlang permanen yang dimiliki pemerintah.

PMP pada Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah

pada BUMN Persero adalah lebih dari sama dengan 50 persen sehingga Nilai PMP pada BUMN Persero

dihitung menggunakan metode ekuitas. Pada tahun 2019 terdapat transaksi PMP sebesar

Rp17.000.000.000.000 untuk PT PLN {Persero) dan PT Hutama Karya (Persero) yang juga

mempengaruhi nilai Penyertaan Modal Pemerintah Persero selain surplus L0 dan transaksi pos lainnya.
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BUMN berbentuk Persero berada dibawah pembinaan oleh Kementerian BUMN. Berdasarkan Laporan

Keuangan BUMN per 31 Desember 2019 berjumlah 99 BUMN dimana 10 BUMN berekuitas negatif

sehingga pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp0. Dari 10 BUMN berekuitas negatif

tersebut hanya 2 BUMN yang baru membukukan ekuitas negatif di tahun 2019 yaitu PT lndustri

Telekomunikasi lndonesia (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Berikut adalah daftar BUMN dengan ekuitas negatif.

ilo Pcrunlran Kcpcmilikan

Pcmcrintah

Status Laporan
(cuangan

Ekuitas Yang

Diatribusikan kepada

Pcmilik Entitas

1 PT Dok dan Perkapalan Kodja

Bahari (Persero)

9S.95% Audited 2019 11.227.093t

2 PT Dok dan Perkapalan

Surabaya {Perscro}

100% Audited 2019 1282.365t

3 PT lndustri Telekomunikasi

lndonesia (Persero)

r00% Audited 2019 (269.230)

4 PT Asabri {Persero} 1 00% Unaudited 2019 (6.105.2161

5 PT Asuransi Jiwasraya 1 00% Unaudited 2019 {33.663.58r }

6 PT PANN s3,04% Unaudited 2019 (3..293.1 64)

7 PT lslas 64Yo Audited 2019 11.117 .7321

8 PT Survai Udara Penas l 00Yo Triwulan lll/2019 (1 25.331 )

I PT Kertas Kraft Aceh 96,65% Unaadhed 2019 (1.072.630)

10 PT Merpati Nusantara Airlines 96,99% Semester U 201 9 (6.4r 7.716)

Adapun BUMN yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 201 9 Audited sebagai berikut.

ilo BUMTT Status u( tlilai {Juta Bp)

1 PT Telekomunikasi lndonesia (Persero) Tbk Unaudited 2019 51.861.325

2 PT Perkebunan l{usantara lll (Persero) Anaudited 2019 45.534.444

3 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Unaudited 2019 1 4.632.886

4 Perum Perhutani Unaudited 2019 1 1.428.098

5 PT Asuransi Kredit lndonesia (Persero) Unaudited 2019 11.026.271

6 PT Pelayaran ilasional lndonesia (Persero) Unaadited 2019 6.r 69.921

7 PT Asuransi Jasa lndonesia {Persero) Unaadited 2019 3.365.1 5 1

8 PT PengembanOan Pariwisata lndonesia (Persero) Unaadited 2019 1.540.240

I PT Pertani {Persero) Unaadited 2019 959.332

10 PT lndustri Kapal lndonesia (Persero) Unaudited2019 432.758

t1 Perum Perikanan lndonesia Unaudited 2019 423.425

12 PT lndofarma {Persero} Tbk Triwulan lll /2019 372.491

13 PT Perikanan Nusantara (Persero) Unaadited 2019 370.797

14 PT lndustri Sandang Nusantara (Persero) Unaudited 2019 186.258

15 Perum Percetakan Negara Republik lndonesia Triwulan lll / 2019 183.015

16 PT Berdikari (Persero) Unaudited 2019 1 53.049

17 PT Asabri (Persero) Unaudited 2019

18 PT Asuransi Jiwasraya {Persero} Unaudited 2019

19 PT PANN (Persero) Unaudited 2019
20 PT Survai Udara Penas (Persero) Triwulan lll /2019
21 PT Kertas Kraft Aceh (Persero) Unaudited 2019
22 PT Kertas Leces (Persero) Triwulan lll 12018
23 PT Merpati ilusantara Airlines (Persero) Semester U201 I

Total 148.639.461

lllilai lnvcstasi Pcrmancn pada LKIP Audited2019 2.904.038.1 53
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Terdapat 23 BUMN yang belum menyampaikan laporan keuangan audited dalam penyusunan

Laporan Keuangan lnvestasi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 Auditeddengan total nilai kepemilikan

lnvestasi Pemerintah sehesar Rp1 48, 64 triliun atau sebesar 5,1 2 persen iika dibandingkan kepada

keseluruhan nilai lnvestasi Permanen tahun 2019 sebesar Rp2.904,03 triliun.

Penjelasan lebih lanjut mengenai lnvestasi Pemerintah pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan

PT Asabri(Persero)dapat dilihat pada Gatatan Penting lainnya- Nomor 21dan22.

Rincian PMP pada BUMN dapat dilihat pada lampiran 15.

b. PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan

PMP pada BUMN Persero Kementerian Keuangan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

sebesar Rp59.928.935.84 I . 1 90 dan Rp56.867 .245.1 49.21 5.

lnvestasi ini merupakan lnvestasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah ke dalam modal Badan

Usaha Milik Negara atau Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan

yang dimiliki Negara Republik lndonesia. Penyertaan Modal Pemerintah Republik lndonesia diwakili

dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

PMP pada BUMN Persero yang masih terdapat di bawah Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana

Multigriya lnfrastruktur, PT Penjaminan lnfrastruktur lndonesia, PT Sarana Multigriya Finansial

dan PT Geo Dipa Energi. Pada tahun 2019 terdapat transaksi PMN sebesar Rp800.000.000.000

untuk PT SMF {Persero} yang luga mempengaruhi nilai Penyertaan Modal Pemerintah Persero selain

surplus L0 dan transaksi pos lainnya.

Rincian PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada

lampiran 16.

2. PMP pada Perum per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp47.207.288.044.436

dan Rp47.038.715.000.000. PMP Perum merupakan kepemilikan Pemerintah pada perusahaan BUMN

yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan.

Nilai PMP pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. BUMN berbentuk Perum semuanya

dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN. Per 31 Desember 2019, BUMN dengan bentuk Perum

berlumlah 14 BUMN. Rincian PMP pada Perum dapat dilihat pada lampiran 15.

3. PMP pada Lembaga Keuangan lnternasional (LKl) merupakan Penyertaan Modal Pemerintah lndonesia

pada Lembaga Keuangan lnternasional (LKl) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp22.637.252.581.227 dan Rp21.293.200.765.776. Kenaikan PMP ini disebabkan oleh penambahan

investasi pemerintah pada 5 LKI yakni IFAD, lDB, lDA, AllB, dan ICD . Selain itu, pencatatan juga

dipengaruhioleh konfirmasiyang dimintakan ke masing-masing LKl, untuk periode TA 2019, belum

seluruh LKI belum menyampaikan konfirmasi saldo per tanggal 31 Desember 2019. Rincian PMP pada

Lemhaga Keuangan lnternasional dapat dilihat pada lampiran 1 7.

4. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp27.569.579.608.441 dan Rp28.1 75.536.035.694.

Rincian penyertaan pada Badan Usaha Lainnya disalikan sebagai berikut.
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3l Desember 2018
(Audited

Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor lndonesia (Lampiran

16)

Perusahaan Penerbit Surat

D.2.1.2.2.2 lnvestasi Permanen BIU

lnvestasi Permanen BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp8.913.486.508 dan

Rp8.743.190.882. lnvestasi Permanen BLU sebesar Rp8.913.486.508 merupakan penyertaan modal oleh

BLU yang terdiri dari:

1. Penyertaan modal BLU PPK Gelora Bung Karno (Kementerian Sekretariat Negara) sehesar

Rp6.637.194.500 dengan porsi 10 persen; dan

2. Universitas lslam Negeri (UlN) Sumatera Utara dengan nilai investasi permanen sebesar

Rp2.216.292.008 yang merupakan penyertaan pada PT BPRS Paduarta lnsani.

D.2.1.2.2.3 lnvestasi Permanen [ainnya

lnvestasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp506.775.859.457.526 dan Rp507.109.135.609.757, mengalami penurunan sebesar

Rp333.276.152.231 alau 0,07 persen, lnvestasi Permanen Lainnya merupakan nilai penyertaan modal

negara pada PMN Lain-lain. Bank lndonesia, dan Lembaga Penlamin Simpanan.

Rincian lnvestasi Permanen Lainnya disajikan sebagai berikut.

lnvestasi Pcrmanen [ainnya
31 Dcsember 2019

lAudited)

31 Desember 2018

lAuditcd
1. PMP Lain-lain 46.112.764.773.526 45.167 .707 .654.757
2. Bank lndonesia 340.833.461.000.000 359.822.1 97.000.000

3. Lembaga Penjamin Simpanan (lampiran 19) i 1 9.829.633.684.000 102.1 19.230.955.000

Jumlah 506.775.859.457.526 507.r 09.1 35.609.757

1. lnvestasi Permanen Lainnya pada PMP Lain-lain per 31 Desemher 2019 dan 31 Desemher 2018

sebesar Rp46.1 12.764 .773.526 dan Rp45.167 .707 .654.757 .

Rincian PMP Lain-lain disalikan sebagai berikut.

PMil Lain-lain
3l Dascmber 2019

lAuditcd)

3l Desember 2018

lAudited

a. PMP Lain-lain pada PT Eks BHMN

lnstitut Pertanian Bogor 1 .785.730.338.835 1 .603.07 1 .923.643

Universitas Airlangga 2.389.87 1 .206.1 47 2.277 .484.798.858

lnstitut Teknologi Bandung 2.300.032.853.i02 I 2.064.284.255.718

Universitas lndonesia 3.622.738.562.275" 4.226.657.790.566

Universitas Gaiah Mada 3.990.498.r 55.083 3.889.767.1 36.555

Universitas Pendidikan lndonesia 876.900.781.690 835.687.1 98.323

Universitas Sumatera Utara 1 .823.667.495.644 1.926.351 .353.085

Pcnyertaan pada Badan Usaha [ainnya
3l Dcscmbcr 2019

lAudited

1 8.938.752.000.000 21.189.412.000.000

544.249.1 93563.659.541

Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri ([ampiran l8] 2.786.422.786.500 2.689.936.31 1.392

Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Luar Negeri (lampiran l7) 1 .723.724.000.000 r.795.644.000.000

Modal Awal BP Tapera (0itien Pembiayaan) 2.61 5.692.282.400 2.500.000.000.000

Penyertaan Pada PT. Tuban Petrochemical lndustries {TPl) {UAKPA

KND I]JKN)
1 .504.424.880.000

Jumlah 27.569.579.608.44t 28.1 75.536.560.585
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Universitas Padjaiaran 1.19r.246.206.323 1.192.757 .043.17 4

Universitas Diponegoro 2.21 6.1 35.638.034 2.1 1 0.921.91 3.1 56

Universitas Hasanuddin 2.208.121.563.247 2.067.472.666.539

lnstitut Teknologi Sepuluh Nopember 1.082.371.976.722 998.767.982.046

b. PMP [ain-lain pada BPJS

BPJS Kesehatan 1 0.303.087.282.749 1 0.1 24.002.61 9.904

BPJS Ketenagakerjaan

Jumlah

12.322.362.713.074 r 2.230.97 r.917.800

trslar s8.59936846.112.764.173.526

Eliminasi LKPP (380.490.944.6 r 1)

46.112.164.773.526Jumlah 45.1 67.707.654.757

a. PMP Lain-lain pada Perguruan Tinggi Eks BHMN

Perguruan Tinggi Eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-

lambatnya 2 (dua) tahun seiak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 1 1 (sebelas) Perguruan

Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai PTN BH dan

kekayaannya ditetapkan sebagai kekayaan negara dipisahkan yang merupakan bagian dari

lnvestasi Pemerintah. Mutasi kenaikan nilai PTN BH disebabkan Pendapatan PTN BH (0perasional,

Bantuan Dana APBN, Dana BPPTN, HibahlSumbangan dan Lain-lain) lebih besar dibandingkan

Beban Aktivitas PTN BH.

Rincian aset hibah tersebut disajikan pada Gatatan Penting [ainnya ilomor 20.

b. PMP Lain-lain pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

lnvestasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Sesuai Pasal4l UU BPJS yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 87

Tahun 2013 sebagaimana telah diubah PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 201 3 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan,

hahwa sumber aset BPJS Kesehatan diantaranya adalah modal awal dari pemerintah yang

merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham serta hasil pengalihan

aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

2. Penyertaan pada Bank lndonesia per 31 Desember 2019 dan 31 Oesember 20,I8 sebesar

Rp340.833.461.000.000 dan Rp359.822.197.000.000. Modal Bank lndonesia dicatat dan

dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank lndonesia, modal Bank lndonesia merupakan kekayaan negara

dipisahkan.

3. Penyertaan pada Lembaga Penlamin Simpanan (LPS) per 31 Desember 2019 dan 31 Oesember 2018

sebesar 119.829.633.684.000 dan Rp'102.119.230.955.000. Modal Lembaga Penjamin Simpanan

dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan

kekayaan negara dipisahkan. lkhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penlamin Simpanan dapat dilihat pada

lampiran t9.
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0.2.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp6.614.964.945.715.306 dan

Rp2.675.327.7 26.143.973. Nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar

RpS.949.595.402.491.414 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.614.964.945.715.306 dikurangi

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar 8p665.369.543.223.892.

Ringkasan Aset Tetap disalikan sebagai berikut.

Aset Tetap
3l Dcscmbcr 2019

(Aadited)
31 Desember 2018

(Auditedl
Kenaikan I

Penurunan (%l

Tanah 4.565.754.448.540.1 6 1 1.01 8.648.023.083.736 348,22

Peralatan dan Mesin 643.684.366.61 7.61 0 590.286.694.01 6.479 9,05

Gedung dan Bangunan 365.443.028.479.378 287.028.466.749.583 27,32

593.241 .1 96.85 1.828 43,65

55.538.2 1 9.1 73.6 1 0 (8,84)

1 37.288.502.462.037 1 30.585.1 26.268.737 5,1 3

Jumlah Bruto 0.6r4.964.945.7r 5.306 2.67 5.327 .7 26.1 43.57 3 147,26

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap {665.369.543.223.892} (744.276.685.956.335) (1 0,601

Jumlah llleto 5.949.595.402.49 1.4t 4 1.93 t.051.040.t 87.638 208, I 0

J 852.1 63.469.354.0r 8

Aset T Lainnya 50.031.1 30.262.1 02

Dalam

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 201 9 dibandingkan per 31 Desember 201 8 mengalami kenaikan sebesar

Rp3.939.637.21 9.571.333 alau 147,26 persen. Kenaikan Aset Tetap terutama berasal dari Tanah yang

mengalami kenaikan sebesar Rp3.547.106.425.456.425 yang disebabkan revaluasi aset. Tanah

mengalamikenaikan tertinggisebesar 348,22 persen. Aset Tetap Lainnya mengalamipenurunan sebesar

8,84 persen. Sementara nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 208,1 0

persen karena selain adanya kenaikan nilai bruto Aset Tetap juga disebabkan adanya penurunan nilai

akumulasi penyusutannya

D.2.1.3.1 Tanah

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.565.754.448.540.161 dan

Rp1.018.648.023.083.736. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Tanah dibandingkan tahun lalu sebesar

Rp3.547.106.425.456.425 atau sebesar 348,22 persen. NilaiAset Tetap Tanah yang signifikan terdapat

pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.450.878.813.257.800, Kementerian PUPR sebesar

Rp944.793.41 1.541.173, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp563.825.145.662.880,

Kementerian Riset Dikti sebesar Rp352.606.484.493.014 dan Kementerian Perhubungan sebesar

Rp31 2.551.921.002.1 02.

D.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp643.684.366.617.610 dan Rp590.286.694.016.479. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Peralatan

dan Mesin dibandingkan tahun lalu sebesar Rp53.397.672.601.131 atau sebesar 9,05 persen. Nilai Aset

Tetap Peralatan dan Mesin yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar

Rp244.484.487.394.530, P0LRI sebesar Rp124.343.236.274.961, Kementerian Perhubungan sebesar

RpS1.191.308.641.024, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp25.526.249.736.793 dan Kementerian

Kesehatan sebesar Rp22.482.127.439. I 85.

dan
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0.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp365.443.028.479.378 dan Rp287.028.466.749.583. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Gedung dan

Bangunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp78.414.561 .729.795 atau sebesar 27,32 persen. NilaiAset

Tetap Gedung dan Bangunan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar

Rp71.986.135.283.561, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp35.027.351.350.963, Kemenlerian Agama

sebesar Rp32.880.351.409.690, P0LRI sebesar Rp30.982.918.808.753 dan Kementerian Perhubungan

sebesar Rp26.1 01.1 94.1 86.746.

0.2.1.3.4 Jalan, lrigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, lrigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp852.'163.469.354.018 dan Rp593.241.196.851.828. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Jalan,

lrigasi, dan Jaringan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp258.922.212.502.190 atau sebesar 43,65 persen.

Nilai Aset Tetap Jalan, lrigasi, dan Jaringan yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar

Rp673.689.964.604.995, Kementerian Perhubungan sebesar Rp134.734.662.130.363, Kementerian

Pertahanan sebesar Rp13.278.074.914.779, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Batam sebesar Rp8.332.905.283.962, dan Kementerian ESDM sebesar

Rp5.600.863.024.279.

0.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desemher 2018 sebesar Rp50.631.130.262.102dan

Rp55.538.21 9.1 73.61 0. Terjadi penurunan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.907.088.91 1.508 atau

8,84 persen. Nilai Aset Tetap Lainnya yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar

Rp31.663.073.245.824, Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.266.450.324.374, Kementerian

Sekretariat Negara sebesar Rp3.1 76.088.889.584, Kementerian Perhubungan sehesar

Rp2.795.441.665.354, dan Kementerian ATR/BPN sebesar Rp1.644.008.610.213.

0.2.t.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp137.288.502.462.037 dan Rp130.585.126.268.737. Terjadi peningkatan nilai KDP lainnya

dibandingkan tahun lalu sebesar Rp6.703.376.193.300 atau sebesar 5,13 persen. Nilai Aset Tetap KDP

yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp70.152.213.383.529, Kementerian

Perhubungan sebesar Rp42.749.102.979.012, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp6.668.088.1 67.077,

Kementerian Pertahanan sebesar Rp4.814.616.095.988, dan POLRI sebesar Rp3.307.508.125.235.

Rincian Aset Tetap per K/L dan BUN dapat dilihat pada [ampiran 20.

Aset Tetap

lainnya

frp50,63

triliun

Aset Tetap

KOP

frpt3Z28
triliun
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D.2.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp665.369.543.223.892 dan Rp744.276.685.956.335. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan

nilai penyusutan Aset Tetap berdasarkan Neraca K/L dan Neraca BUN.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya disajikan sebagai berikut.

31 Descmbcr 2018

lAudited)

387 .859.172.729.225 330.022.790.879.61 2

36.519.733.1 14.032 6 1.566.244.373.632

Akum Penyusutan Jalan, lrigasi, dan Jaringan 234.1 1 5.041.589.829 345.009.78 1 .777.629

Akum Penyusutan Aset Tetap Lainnya 6.875.595.790.802 7.677.868.925.462

Jumlah 665.36S.543.223.892 744.276.685.956.335

Akumulasi Pcnyusutan Asct Tetap
31 Descmbcr 201 9

' Akum Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akum Penyusutan Gedung dan Bangunan

D.2.1.4 Piutang Jangka Panjang

PiutangJangkaPanjangper3l Desember2019dan31 Desember2018sebesarRp60.567.534.435.197

dan Rp60.603.046.072.955, dimana mengalami penurunan sebesar Rp35.51 1.637.758 atau 0,06 persen.

Nilaineto Piutang Jangka Panlang per 3l Desember 2019 sebesar Rp56.888.975.528.228 yaitu berasal

dari nilai bruto sebesar Rp60.567.534.435.197 dikurangi penyisihan sebesar Rp3.678.558.906.969.

Rincian Piutang Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

Piutang Jangka Paniang
3l Desember 2019

lAaditcdl

31 Desember 2018

lAuditedt

1. Tagihan Penjualan Angsuran 85.835.295.500 95.661.71 2.269

2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi 1 79.1 83.S80.687 1 63.209.394.539

3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman 57.465.257.01 0.430 57 .777 .575.276.481

4. Piutang Jangka Panjang Lainnya 2.837.258.1 48.580 2.566.599.689.666

Jumlah Bruto 60.567.534.435.1 97 00.603.046.072.955

5. Penyisihan Piutang Jangka Paniang

Jumlah lllcto

(3.678.558.906.969) {3.4 1 4.29 1 .568.54S)

56.888.975.528.228 57.r 88.754.504.406

D.2.1.4.1 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 dan 3l Desember 2018 sebesar

Rp85.835.295.500 dan Rp95.661.712.269, mengalami penurunan sebesar Rp9.826.416.769 atau 10,27

persen. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat

direalisasikan sebesar Rp85.406.1 19.022 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp85.835.295.500

dikurangi penyisihan sehesar Rp429.176.478, merupakan Piutang Tagihan Penlualan Angsuran pada

Kementerian PUPR.

D.2.1.4.2 Piutang Tagihanl Tuntutan Ganti Bugi (TPITGB)

PiutangTagihanTP/TGRper31 Desember2019dan3l Desember2018sebesarRp179.183.980.687dan

Rp163.209.394.539, mengalami kenaikan sebesar Rp15.974.586.148 atau 9,79 persen. Piutang Tagihan

TP/TGR per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar

Rp65.7 1 7.339.560 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp'l 79.1 83.980.687 dikurangi penyisihan sebesar

Rp113.466.641.127. Rincian Tagihan TP/TGR pada K/L dapat dilihat pada lampiran 21.
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D.2.1.4.3 Piutang Jangka Paniang Pemberian Pinjaman

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp57.465.257.01 0.430 danRpST .777 .575.216.481, mengalami penurunan sebesar Rp31 2.318.266.051

atau 0,54 persen. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman merupakan total pokok pinjaman

Pemberian Pinlaman yang akan jatuh tempo lebih dari 1 2 bulan setelah tanggal neraca terdiri atas Piutang

Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebesar Rp56.833.750.112.515 dan Aset Lainnya Kredit Program

sebesar Rp631.506.897.915. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2019

berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp56.549.581.361.953 yang berasal dari nilai

bruto sebesar Rp57.465.257.010.430 dikurangi penyisihan sebesar Rp915.675.648.477.

D.2.1.4.4 Piutang Jangka Panjang [ainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp2.837.258.148.580 dan Rp2.566.599.689.666, mengalami kenaikan sebesar Rp270.658.458.914

atau 10,54 persen. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto

yang dapat direalisasikan sebesar Rp188.270.707.693 yang berasal dari nilai bruto sebesar

Rp2.837.258.148.580 dikurangi penyisihan sebesar Rp2.648.987.440.887. Piutang Jangka Panlang

Lainnya disajikan sehagai berikut.

Kementcrian lllcgaral[cmbaga,BA BU il
31 Descmbcr 2019

lAudited)

31 Desember 2018

lAudited

L Dewan Perwakilan Rakyat 1 0.700.000 63.000.000

2. Kementerian Hukum dan HAM 7.683.800.000 9.449.000.000

3. KementerianKeuangan 1.1 10.987.674

4.

5.

Kementerian Perindustrian

Kementerian ESDM

3S8.062.253

37.463.820.845

6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 89.765.1 00 89.765.1 00

356.191.88',I 276.560.972

29.951.19'5-00023.442.095.000

9. Kementerian Kelautan dan Perikanan 109.286.679.242 I 1 1.069.351.1 55

10. Kementerian Koperasi dan UKM 1 5.792.703.300 r 5.792.703.300

1 1. Kemenlerian Komunikasi dan lnformatika

12. BKKBN

648.052.353.1 68 304.132.717.193

s.23S.r83-01 68.238.1 83.01 6

13. BATAN 22.080.688 1 1.542.061

14. BNP2TKI 2.556.646.500 2.562.141.500

15. BUN 2.020.217.900.758 2.047 .459.705.524

Jumlah Bruto 2.837.258.1 48.580 2.566.599.689.666

Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya (2.648.987.440.887) (2.382.1 92.891.007)

Jumlah lllcto 1 88.270.707.693 r 84.406.7S8.659

7. KementerianKesehatan

8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rpl 0.700.000 merupakan

piutang pengembalian biaya pendidikan 52 dan 53 atas pegawai yang tidak menyelesaikan tugas

belalar sesuai ketentuan.

2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar

Rp7.683.800.000 merupakan piutang atas sewa tanah yang helum dibayar oleh pihak ketiga, untuk

masa sewa tahun 201 7 sampai dengan tahun 2024.
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3. Piutang Jangka Panlang Lainnya pada Kementerian Keuangan sebesar Rp1.1 1 0.987.674 merupakan

hasil temuan BPK pada satker Pusdiklat PSDM untuk kegiatan Latsar tahun anggaran 2018.

4. Piutang Jangka Panlang Lainnya pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp398.062.253

merupakan piutang pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan.

5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar

Rp89.765.100 merupakan piutang atas jaminan garansi atas pengadaan sarana prasarana

perkantoran yang wanprestasi.

6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp356.191.881 merupakan

piutang pada Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp276.560.972 dan Ditien P2P sebesar

Rp79.630.909.

7. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar

Rp23.442.095.000 merupakan bungaldenda Piutang HTI frescheduling pembayaran Piutang HTI

Rescheduling, dan reklasifikasi piutang jangka pendek menjadi piutang langka panjang.

8. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar

Rp109.286,679.242 merupakan Piutang Pendapatan dari Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa pada

satker Setditlen PRL.

9. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian KUKM sebesar Rp15.792.703.300 merupakan

ketidakterta gihan atas kegiatan pengadaan lift
10. Piutang Jangka Panlang Lainnya pada Kementerian Komunikasi dan lnformatika sebesar

Rp648.052.353.168 merupakan piutang yang termasuk dalam putusan Homologasi PT. Bakrie

Telecom.

11. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN merupakan piutang atas dana bantuan modal yang

diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang

sebesar Rp8.238.183.016 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses

pengusulan untuk penghapusan piutang.

12. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BATAN sebesar Rp22.080.688 merupakan piutang

penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

13. PiutangJangka Panjang Lainnya pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebesar

Rp2.556.646.500 merupakan kekurangan pembayaran biaya sewa, pajak, dan konsesi yang belum

dibayarkan oleh pihak ketiga atas sewa Pemanfaatan Gedung Pendataan Kepulangan TKI di area

Bandara Soekarno Hatta pada Periode Tahun 201 1 s.d. 2012.

14. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BUN sebesar Rp2.020.217.900.758 terdiri dari :

a. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.03 sebesar Rp54.725.637.648 merupakan bagian

Piutang Jangka Panjang lainnya bagian laba BUMN Perum Perumnas.

b. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.99 sebesar Rp1.965.492.263.110 merupakan

piutang migas yang berasal dari PT Trans Pacific Petrochemical lndotama (PT TPPI). Dalam

jumlah tersebut di dalamnya juga termasuk piutang yang berasal dari dendalpenalty PT TPPI

sebesar US02,158,778 atau ekuivalen sebesar Rp30.527.279.698. Saldo piutang jangka

panjang tahun 2019 setelah dikurangi dengan penyisihan piutang jangka panjang adalah sebesar

RpO, karena piutang ini digolongkan sebagai piutang macet dengan penyisihan sebesar 100

persen.
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0.2.1.4.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

PenyisihanPiutangTidakTertagihpadaPiutangJangkaPanjangper3l Desember2019dan31 Desember

2018 sehesar Rp3.678.558.906.969 dan Rp3.414.291.568.548.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang dilelaskan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang 3l Desember 20183t Desembcr 2019
(Aadited)

1. Tagihan Peniualan Angsuran 429.176.478 478.308.562

2. Tagihan TPlTuntutan Ganti Rugi 1 r3.466.641.127 1 05.463.890.057

3. Piutang Pemberian Pinjaman 91 5.675.648.477 926.1 56.478.922

4. Piutang Jangka Panjang Llinnya

Jumlah

2.648.987.440.887 2.382.1 92.8S1 .007

3.4t4.2S 1.568.5483.678.558.S06.969

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang

nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan Penlualan Angsuran sebesar Rp429.176.478

merupakan Penyisihan pada Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat.

2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp113.466.641.127. Rincian

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR terdapat pada lampiran 20.

3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pemberian Pinjaman sebesar Rp915.675.648.477

merupakan Penyisihan pada Piutang Pemberian Pinjaman sebesar Rp284.168.750.562 dan Piutang

Kredit Program sebesar Rp631.506.897.91 5.

4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar

Rp2.648.987.440.887 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Paniang Lainnya pada K/L dan

Pengelola Bagian Anggaran.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panlang Lainnya sebagai berikut.

Kcmentcrian lllegaral[embaga,BA BUttl 3l Desember 2019

lAuditcd)

3t Desemher 2018

lAuditedl
Dewan Perwakilan Rakyat 53.500 31 5.000

Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Keuangan

38.419.000 47.245.000

5.554.938

Kementerian Perindustrian 1.990.31 1

89.765.1 00 89.765.i 00

187.319.104

Kementerian Kesehatan 356.1 91 .88 1 93.1 32.805

Kementerian Linokungan Hidup dan Kehutanan 2.344.209.500 2.994.255.000

Kemenlerian Kelautan dan Perikanan 546.433.395 555.346.755

Kementerian Koperasi dan UKM

Kementerian Komunikasi dan lnf ormatika

r 5.792.703.300 1 5.792.703.300

648.052.353.1 68 304.132.717.193

BKKBN 8.238.r 83.01 6 8.238.r 83.01 6

BATAN 1 10.403 57.710

BNP2TKI 2.556.646.500 2.562.141.500

BUN 1 .970.964.826.875 2.047 .459.709.524

Jumlah 2.648.987.440.887 2.382.1 92.89 r .007

Kementerian Pendidikan dan

Kementerian ESDM
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0.2.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.264.178.048.235.928 dan

Rp1.305.834.522.883.581, mengalami penurunan sebesar Rp41.656.474.647.660 atau sebesar 3,19

persen. Nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 201 I sebesar Rp967.98 1 .447 .325.579 berasal dari nilai

bruto sebesar Rp1.264.178.048.235.928 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar

Rp281 .071 .678.085.1 83 dan sebesar Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya Rp15.124.922.825.1 66.

Ringkasan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Asct Iainnya

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

3l Dcsembcr 2019

IAaditcd)

31 Dcscmber 2018

lAuditedt

Kenaikan I
(Pcnurunan) %

290.379.62 1 .425.039 142.696.848.1 59.921 1 03,49

2. Aset Tak Berwulud 39.697.83 1 .857.235 35.7 76.524.869.463 r 0,96

3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya 1 92.908.799.354.854 212.155.787 .167 .225 (9,07)

4. Dana Peniaminan 4.449.0s3.1 84.785 4.449.043.1 45.097 0,00

5. Dana Kelolaan BIU 53.73 1.897.004.834 57 .173.480.419.942 (6,02)

6. Aset Lain.lain 671.202.1 65.882.987 843.1 00.479.849.556 (20,39)

7. Aset lainnya dari Unit Pemerintah

Lainnya
1 1.808.679.526.194 10.482.359.272.377 1 2,65

Jumlah Bruto r.264.1 78.048.235.928 1.305.834.522.883.581 (3,1 9)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (281.071.678.085.1 83) 127 1.7 38.387 .7 43.94 4l 3,43

Amortisasi Aset Lainnya (1 5.r 24.922.825.1 66) 112.211.622.116.245t 23,86

Jumlah ileto 967.98 L447.325.579 1.02 r.884.5r 3.023.392 15,27

Penurunan Aset Lainnya terutama berasal dari Aset Lain-lain sebesar Rp1 71.898.31 3.966.569, antara lain

berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 0perasi Pemerintahan pada beberapa

Kementerian/Lembaga dan terdapat Aset Tanah pada KKKS yang perlu penelusuran lebih lanjut, sehingga

dikeluarkan dari saldo awal tahun 2019. Sementara nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2019

mengalami penurunan sebesar 5,27 persen, terutama karena dipengaruhi dari kenaikan nilai Akumulasi

Penyusutan Aset Lainnya.

0.2.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 3l Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp290.379.621 .425.039 dan Rp 142.696.848.1 59.92 1 , mengalami kenaikan sebesar

Rpl47 .682.77 3.265.1 1 I atau 1 03,49 persen. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perlanjian antara

Pemerintah dengan pihak lainnya (pihak ketiga) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan

yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Nilai Kemitraan

dengan Pihak Ketiga merupakan nilai aset dan/atau hak usaha yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan

yang dikendalikan bersama tersebut.

Nilai neto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp289.585.791.999.464 berasal dari nilai bruto

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp290.379.621.425.039 dikurangi Akumulasi Kemitraan dengan

Pihak Ketiga sebesar Rp793.829.425.575.

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut.
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Kcmitraan dengan Pihak Ketiga
3l Dcscmbcr 2019

(Audited)
31 Desembcr 2018

lAudited

1. Kementerian Luar

2. KementerianPertahanan

191.485.201.428 54.01 3.969.907

1 1.78r.300.377.000

3. KementerianPerhubungan 4.074.1 37.057.481 360.209.541.000

4. KementerianKesehatan 2.121.420.000 30s.364.000

5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 30.883. r 09.000 72.43 r .682.000

6. Kementerian Kelautan dan Perikanan 214.231.398.172 214.231.398.172

7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 212.523.350.587.662 r 4 1.56 1 .963.335.546

8. KementerianPariwisala 804.837.530.000 r 82.980.000.000

9. KementerianPPNlBAPPENAS 490.209.375.000 83.647.s00.000

1 0. Badan PKPB2 Batam 1 67.065.369.296 1 67.065.369.296

290.379.62 1.425.039 142.696.848.r 59.92 rJumlah

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2019 sebesar

Rp191.485.201.428. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan hasil koreksi dari BPK berupa

reklasifikasi atas tanah dan bangunan yang dimanfaatkan sementara oleh Yayasan Pendidikan Daya

Outika. Kenaikan nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga disebabkan penyajian hasil penilaian kembali

atas Aset Kemitraan Pihak Ketiga yang sebelumnya dt-take out pada Satker Konsolidasi.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2019 sebesar

8p11.781.300.377.000. Kemitraan dengan pihak ketiga dengan nilaipaling signifikan terdapat pada

TNI AL senilai Rp8.838.604.683.000. berupa Tanah yang disewakan pada Lantamal I Belawan.

Lantamal lll Jakarta, dan Lantamal V Surabaya.

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2019 sebesar

Rp4.074.137.057.481. Kemitraan dengan pihak ketiga dengan nilai paling signifikan terdapat pada

0itlen Perhubungan Udara senilaiRp3.675.650.839.481, berupa aset pada Bandar Udara Tjilik Riwut

Palangkaraya yang dikerjasamakan dengan PT. Angkasa Pura ll (Persero) melalui Skema Kerjasama

Pemanfaatan.

4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2019 sebesar

Rp2.121.420.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak

Ketiga pada Ditlen Pelayanan Kesehatan.

5. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember

201 I sebesar Rpl 30.883.1 09.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut berupa Tanah Bangunan

Rumah Negara Golongan I yang berlokasi di Kanci Kabupaten Cirebon Jawa Barat dengan Luas

1.954.180 m2 pada satuan kerja Biro Umum. Sesuai surat Persetujuan Menteri Keuangan Rl Nomor

S.70/MK.6/WKN.07/KN1.0212014 tanggal 6 November 2014 perihal Persetujuan Kerjasama

Pemanfaatan BMN (KSP) sehagian BMN berupa Tanah pada Kementerian Kehutanan, Luas tanah yang

di-KSP-kan seluas 1 .950.000 m2 dari luas tanah keseluruhan 1 .954.1 80 m2. Sisa tanah seluas 4.1 80

m2 dioperasionalkan oleh satuan kerla Biro Umum dengan didirikan Gedung Pos Jaga Permanen milik

Biro Umum.

6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2019

sebesar Rp214.231.398.172. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut berupa Tanah di Pulau Nipah,

Batam milik Ditlen PRL yang dikerjasamakan dengan mitra PT Surya Mitra Asinusa berdasarkan surat

persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-502/MK.6/2013 tentang Persetujuan Kerja Sama

Pemanfaatan sebagian BMN.
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7. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31

Desember 2019 sebesar Rp272.523.350.587.662. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember

2019 berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Sekretariat Jenderal sebesar

Rp465.687.736.000 dan Ditjen Bina Marga sebesar Rp272.057.662.851.662.

8. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pariwisata per 31 Desember 2019 sebesar

Rp804.837.530.000. Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pariwisata mengalami

kenaikan dari saldo per 31 Desember 2018 karena adanya revaluasi aset. Kemitraan dengan Pihak

Ketiga berupa tanah seluas 9.419 m2 yang terletak di Jalan Merdeka Barat No. 16-19 Jakarta. Atas

persetujuan Menteri Keuangan nomor 242lMK.03/1993 tanggal 23 Februari 1993 telah dilakukan

Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan (Build, 0perate, and Transfer)Tanah

dan Gedung Sapta Pesona B, antara Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan PT

Sisindosat Lintas Buana Nomor:0S/SL/PKS/1995 tanggal 21 Juni 1995, dan telah di addendum

pertama pada tanggal 25 Maret 2004 Nomor: KS.001/1/10/ Sesmen/KKPI04 dan Nomor:

02/GLPIP.D/2004 serla addendum kedua tanggal 3 Maret 2008 Nomor :

S2/Khusus/SEKJENIDKPIIII/08 dan Nomor:001/GLP/D/08. Jangka waktu hak pengelolaan bagi PT

Sisindosat Lintas Buana selama 30 {tiga puluh)tahun terhitung sejak 26 September 2010 sampai 25

September 2040.

9. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian PPN/BAPPENAS per 31 Desember 20'19 dan 31

Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp490.209.375.000 dan Rp83.647.500.000.

Kenaikan nilai tersebut berasal dari hasil revaluasi Tahun2017l20l8 atas aset tanah yang digunakan

oleh pihak ketiga yaitu PT. Bakrie Swasakti Utama untuk pembangunan gedung perkantoran (Wisma

Bakrie) yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 82, dengan Perjanlian Bangun Guna SerahlB0T

Nomor 4300lSESI0gl2004, tanggal 24 September 2004 dengan jangka waktu hak pengelolaan bagi

PT. Bakrie Swasakti Utama selama 25 (dua puluh lima)tahun terhitung sejak 01 Januari 2005 sampai

31 Desember 2029 dan setelah selesai, aset ini akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap.

10. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelahuhan Bebas Batam per 31 Desember 2019 sebesar Rp167.065.369.296. Kemitraan dengan

Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 merupakan aset berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan

Bangunan, dan Jaringan, lrigasi, dan Jalan yang dikelola melalui kerja sama pada Kantor Pelabuhan

Laut sebesar Rp40.121.852.086 dan pada Kantor Air dan Limbah sebesar Rp126.943.517.210.

D.2.1.5.2 Aset Tak Berwujud

AsetTidakBerwujudper3l Desember2019dan31 Desember2018sebesarRp39.697.831.857.235dan

Rp35.776.524.869,463, mengalami kenaikan sebesar Rp3.921.306.987.772 atau 10,96 persen. Aset

Tidak Berwujud merupakan aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang berada di KIL dan

BUN berupa goodwill hak cipta, palen, softwarq lisensi, hasilkaiian/penelitian, dan aset tidak berwujud

lainnya. Nilai neto Aset Tidak Berwujud sebesar Rp24.984.156.823.825 berasal dari nilai bruto Aset Tak

Berwujud sebesar Rp39.697.831.857.235 dikurangi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar

Rp1 4.71 3.675.033.41 0.

Rincian Aset Tidak Berwulud berdasarkan jenisnya disajikan sebagai berikut.

SK No 041726 A



Oana yang

Dibatasi

Penggunaanny

a frp192,90

triliun

FRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-205-

35.776.524.869.463

Aset Tidak Berwujud pada K/L dan BUN disalikan sebagai berikut.

Aset Tidak Benrujud
31 Descmber 2019

lAadited)

31 Dcsembcr 2018

lAadited

l. Aset Tak Berwulud pada K/L 39.526.864.994.040 35.627.61 7.637.982

2. Aset Tak Berwujud pada BUIII 1 70.966.863.195 148.907.23 r.481

Jumlah Bruto 39.697.83 1.857.235 35.776.524.869.463

Akumulasi Amortisasi Asct Lainnya:

K/L fl4.629.669.137.4691 t12.141.426.494.645t

BUN (84.005.895.941 ) (70.1 95.621.600)

Jumlah lllcto 24.984.1 56.823.825 23.564.902.753.21 8

1. Aset Tidak Berwujud pada K/L per 31 Desember 2019 sebesar Rp39.526.864.994.040 dengan nilai

tertinggi terdapat pada K/1, antara lain:

a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.203.074.520.673 dengan nilai

Aset Tidak Berwujud terbesar berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Bp5.25l .142.274.474;

b. Kepolisian Rlsebesar Rp4.452.804.047.706 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa

So ftwa re senilai Rp 3.54 3.45 7 .7 34.7 26;

c. Badan lntelijen Negara sehesar Rp3.892.988 .604.622 dengan nilai Aset Tidak Berwulud terbesar

berupa So ftware senilai R p2.489.8 6 1 .47 9.8 62.

2. Aset Tidak Berwulud pada BUN per 31 Desember 2019 sebesar Rp170.966.863.195 berasal dari

BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain, yaitu:

a. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar

R p3. 30 1 .927 .7 50 berupa Hasil Kajian/Penelitian;

b. 0toritas Jasa Keuangan sebesar Rp81.527.065.1 12 berupa Softwaredan Lisensi;

c. Satuan Kerja Khusus Migas sebesar Rp86.137.870.333 berupa Softwaredan Lisensi.

Rincian Aset Tidak Berwujud disajikan pada Lampiran 22.

0.2.1.5.3 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dihatasi Penggunaannya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp192.908.799.354.854 dan Rp212.155.787.167.225, mengalami penurunan sebesar

Rp19.246.987.812.371 atau 9,07 persen. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang

digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan

Asct fidak Bcrwujud
3l Desember 2019

lAuditcd)

3l Dcscmbcr 2018

lAuditcd

l. Hak Cipta

2. Palen

3. $oltware

1 34.952.663.763 1 54.206.399.087

216.994.339.458 200.935.790.651

r 9.235.389.864.532 1 5.902.423.231.301

4. Lisensi 4.149.81 r.660.278 3.89 1.264.529.385

5. Hasil KaiianlPenelitian 7 .068.040.271.117 6.833.324.409.079

6. Aset Tidak Berwuiud Lainnya 8.439.486.065.1 26 8.516.061 .249.377

7. Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan 453.1 56.992.961 278.309.260.583

Jumlah Bruto 39.697.83 t.857.235

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya {14.713.675.033.410) 112.211.622.116.2451

Jumlah ileto 24.984.t 56.823.825 23.564.902.753.2 r I
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pengeluarannya telah membebani pagu anggaran {telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana

tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun

peruntukannya telah ditentukan. Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya berdasarkan jenisnya

disajikan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Pcnggunaannya
31 Descmbcr 2019

(Auditcd)

3t Desember 2018

lAudited)

1. Cadangan 0ana Reboisasi 58.050.726.1 58 57.747.109.112

2. Cadangan Dana Subsidi/PS0 1 06.536.000.000 379.937.975.000

1 86.444.554.339.424 207 .402.492.132.157

5.696.420.985.882 3.714.379.337 .47 4

603.237.303.390 60 r.230.61 3.482

1 92.908.799.354.854 212.155.187.167.225

3. Dana Lainnya

4. Dana Perhitungan Fihak Ketiga

5. Kas Besi di Perwakilan Rl di Luar I'legeri

Jumlah

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada KIL dan BUN disajikan sebagai berikut.

Dana yang 0ibatasi Penggunaannya
31 Dcscmbcr 2019

lAaditcd)

3l Desember 2018
(Audited)

l. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L 9.24r . r 46.0i5.657 7.61 3.043.1 03.590

2. Dana yans Dibatasi Penggunaannya pada BUN 1 84.868.272.082.1 94 205.947.589.S66.648

Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya (1.200.61 8.602.997) (1.404.84s.903.01 3)

Jumlah I S2.S08.799.354.854 212.155.787.167.225

Dana yang Dihatasi Penggunaannya pada KIL per 3 1 Desember 20 1 I dan 3 1 Desember 20 1 8 sebesar

Rp9.241.146.075.657 dan Rp7.613.043.103.590. Dana yang Dibatasi Penggunaannya dengan nilai

tertinggi terdapat pada K/1, antara lain:

a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 201 9 dan 31

Desember 2018 sebesar Rp4.347.222.941.546 dan Rp4.019.707.414.506. Dana tersebut paling

signifkan berada pada TNI AU dengan nilai sebesar Rp3.407.554.610.570 berupa kontrak devisa,

sisa pembayaran Kontrak AW-101, L/C kontrak devisa, dana escruw, dana holding accountDFAS,

sisa dana rekening penampungan perwira FMS, dan koreksi lebih catat karena kurs.

b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.056.684.175.000 dan

Rp1.952.635.775.000. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Kemendikbud adalah dana

Program lndonesia Pintar (PlP) yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan berada di bank

penyalur (BNl dan BRI) dalam bentuk rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL) yang belum

diaktivasi oleh siswa penerima manfaat. Dana tersebut akan disalurkan kembali pada tahun 2020

sesuai dengan peruntukannya. Dana tersebut tercatat pada Ditjen Dikdasmen dengan nilai paling

signifkan berada pada Direktorat Pembinaan SD sebesar Rp919.060.425.000.

c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 201 9 dan 31

Desember 2018 sebesar Rp975.650.828.134 dan Rp622.038.911.501. Dana tersebut berupa

Dana Lainnya dan Dana Cadangan Perwakilan Rl di Luar Negeri. Dana Lainnya sebesar

Rp372.413.524.7Mberupa Dana yang dibatasi penggunaannya untuk pengadaan gedung kantor

(KBRI Phnom Penh dan KJRI Kuching), pembayaran renovasi Gedung kantor (KJRI Johor Bahru dan

KRI Tawau), dan pembayaran renovasi Wisma Duta Besar {KBRI Warsawa). Sementara Dana

Cadangan Perwakilan Rl di Luar Negeri dalam bentuk mata uang asing sebesar US043,379,807.46

atau Rp603.237.303.390.
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2. Dana yang 0ibatasi Penggunaannya pada BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp184.868.272.082.194 dan Rp205.947.589.966.648. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada

BUN dijelaskan sebagai berikut.

a. 0ana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 sebesar Rp15.605.304.625.020 dan Rp54.l 52.706.61 1.021.

Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN disajikan sebagai berikut.

3l Descmbcr 2019
(Auditedl

3l Desembcr 2018

lAuditedl

302.233.1 03.987 1 29.468.876.553

779.706.666.2 1 0 1 .21 6.643.079.980

1 3.255.000.00072.325.400.000

1 3.498.000.000 45.478.946.480

1 67.860.809.595

r .770.000.000.000

925.626.036.865

925.626.036.865

757.765.227.270

1 .000.000.000.000 r .000.000.000.000

43.3 14.553.530.000

5.695.887.440.489 3.714.379.337 .474

82.1 07.368.550CUZUUUUUZUUU 82.r 07.368.550

SUUUUUUU4UUU

89.942.361.389 89.942.361.389

15) Dana Cadangan Penlaminan Pemerintah

(5 1 90001 26980)
4.245.466.000.000 4.245.466.000.000

16) Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan

lnfrastruktur Daerah (519000142980)

17) Rekening Cadangan Dana Kerja Sama

Pembangunan lnternasional (519000149980))

203.000.000.000 203.000.000.000

2.000.000J00.000

18) Rekening t)ana Abadi Penelitian
(51 90001 50980)

990.000.000.000

19) Rekening Dana Cadangan TNI AU dalam USD

(60902741 r 980)
32.720.173.800

20) Rekening Pembangunan Hulan
(032901 040474407)

1 67.860.809.595

21) Rekening Pembangunan Hutan

{03290 1 040472405)
4.379.01 7.301.000

22) Penyesuaian Dana Peniaminan (4.448.466.000.000) (4.448.466.000.000)

Jumlah r 5.605.304.625.020 54.152.706.6 r 1.02 t

Dana yang Dibatasi Pcnggunaannya BA 999.00

1) Rekening t)ana Cadangan Alutsista.TNl AD

dalam IDR r 90001

2l Rekening Dana Cadangan Alutsista-TNl AU

dalam IDR (51 9000145980)

3) Rekening Dana Cadangan Alutsista-Kemhan

dalam IDR 51 90001

4) Rekening Dana Cadangan Alutsista. Mabes TNI

dalam IDR {51 9000147980)

5) Rekening Cadangan Dana Reboisasi

01

6) Rekening Pembangunan Hutan

1 40r 400298850)

7) Rekening Pembangunan Hutan

{1 030205505635

8) Rekening Pembangunan Hutan (20 1 8 1 5 1 1 1 7)

9) Rekening Pembangunan Hutan

{032901

10) Rekening Dana Bantuan lnternasional

9000r

1 1 ) Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga

(60902441 I

12) Rekening Khusus Dana PFK (510000281980)

13) Bun Untuk Obligasi Dlm Rangka Penjaminan

14) Menteri Keuangan C.0 Direktur Jenderal

Perbendaharaan Untuk Menampung

Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan

Aset BPR

SK No 041723 A



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-208-

Terdapat selisih saldo Rekening Khusus [)ana PFK (510000281980) dengan nilai Utang PFK

sebesar Rp12.349.491.335. Hal ini disebabkan masih terdapat saldo yang belum dipindahkan dari

RKUN ke Rekening Khusus Dana PFK dimana nilai sebesar Rp12.349.491.335 ini iuga meniadi

pengurang fisik SAL.

b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan lnvestasi Pemerintah per 31 Desember

201 I dan 31 Desember 201 8 sebesar Rp58.050.726.1 58 dan Rp57.747.1 09.1 1 2. Dana tersebut

merupakan dana bergulir atas Debt lllature Swap (DNS) pada rekening satker UAIP Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c. 0ana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 sebesar Rp106.536.000.000 dan Rp379.937.975.000. Dana tersebut

berupa Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Perumahan. Dana yang Dibatasi

Penggunaannya per 31 Desember 2019 sebesar Rp106.536.000.000, berada pada Direktorat

Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR selaku KPA Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan

Uang Muka Perumahan, yang merupakan dana yang sudah terbit SP2D nya per tanggal pelaporan,

tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL per 31 Desember 201 9. Atas saldo per

31 Desember 2019 telah didistribusikan kepada pengembang pada 2 Januari sampai dengan 30

April 2020. Pada saldo rekening hank pelaksana per 30 April 2020 menunjukkan masih terdapat

dana SBUM yang belum disalurkan pada Bank Mandiri sebesar Rp228.000.000, Bank Sumsel Babel

sebesar Rp8.000.000, dan Bank KEB Hana sebesar Rp4.000.000. Atas dana sebesar Rp8.000.000

yang masih ada di rekening Bank Sumsel Babel akan dikembalikan ke Kas Negara karena 2 debitur

mengembalikan dana SBUMlmengundurkan diri, untuk dana SBUM sebesar Rp4.000.000 yang ada

di rekening Bank KEB Hana juga akan dikembalikan ke Kas Negara karena 1 debitur mengembalikan

dana SBUM, sedangkan untuk dana sebesar Rp228.000.000 di rekening Bank Mandiri masih dalam

proses pemindahbukuan ke 57 debitur.

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yang terdapat pada Ditlen Pembiayaan Perumahan

adalah sebagai berikut.
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d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp169.098.380.731.016 dan Rp151.357.198.271.515.

Dana tersehut terdiri dari Akumulasi luran Pensiun (AlP) yang dikelola PT Taspen (Persero) dan PT

Asabri (Persero) dengan rincian sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Pcnggunaannya pada BA

999.99

31 Dcscmbcr20l9

lAuditcd)

31 Dcsember 2018
(Aadited)

1) AIP yang dikelola PT Taspen {Persero} r 51.428.469.320.652 1 26.1 67.048.361.579

2) AIP yang dikelola PT Asabri (Persero) 17.669.9r r.4r0.364 25.1 90.1 49.909.936

Jumlah r 69.098.380.731.01 6 I 5t.357.1 98.271.51 5

Nilai AIP di atas berdasarkan:

1) Nilai pada Laporan Atas Pengelolaan Akumulasi luran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Bulan

Desember 2019 pada PT Taspen (Persero) untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019

(Audited).

2l Nilai AIP pada Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 lUnaudited).

SK No 041721 A

No. Bank 31 Desember 2019 31 Desember 2018

1 Bank BJB Syariah No.Rek.0070102000821 -Rp                                      1.936.000.000Rp                  
2 Bank BPD Jateng No.Rek 1034025173 4.000.000Rp                       -Rp                                        
3 Bank BJB No. Rek. 0073947634001 1.908.000.000Rp               2.212.000.000Rp                  
4 Bank BPD Sulselbar Syariah No.Rek. 5100520000000060 -Rp                                      616.000.000Rp                     
5 Bank BTN No.Rek.1501300010194 77.040.000.000Rp             335.382.000.000Rp             
6 Bank BRI No.Rek.121101000137308 868.000.000Rp                   -Rp                                        
7 Bank BTN Syariah No.Rek.7121002393 4.844.000.000Rp               9.108.000.000Rp                  
8 Bank BNI No.Rek.480635545 18.440.000.000Rp             9.992.000.000Rp                  
9 Bank BPD Sumbar No.Rek.21000101014484 -Rp                                      536.000.000Rp                     

10 Bank BPD NTT No.Rek.01601010000134 -Rp                                      4.000.000Rp                         
11 Bank BRI Syariah No.Rek.1032330505 1.836.000.000Rp               3.492.000.000Rp                  
12 Bank Artha Graha No. Rek.1000030689 -Rp                                      6.548.000.000Rp                  
13 Bank BPD Jatim No.Rek.0011269842 76.000.000Rp                     892.000.000Rp                     
14 Bank BPD Sumsel Babel No.Rek.1703020013 8.000.000Rp                       720.000.000Rp                     
15 Bank BPD Sumut No.Rek.01060000081 16.000.000Rp                     536.000.000Rp                     
16 Bank BPD Sulselbar No.Rek.1300020000316950 -Rp                                      1.376.000.000Rp                  
17 Bank BPD Sulawesi Tenggara No.Rek.00101055002426 16.000.000Rp                     388.000.000Rp                     
18 Bank Mandiri No.Rek.1260007322810 1.196.000.000Rp               2.020.000.000Rp                  
19 Bank Sumut Syariah No.Rek.61001060000130 -Rp                                      1.116.000.000Rp                  
20 Bank Jambi Rek. 3000974845 -Rp                                      820.000.000Rp                     
21 BPD Kalteng Rek. 1000020000038412 112.000.000Rp                   48.000.000Rp                       
22 BPD Sumsel Babel Syariah Rek. 8013200004 56.000.000Rp                     192.000.000Rp                     
23 BPD Kaltim Rek. 11100279 -Rp                                      48.000.000Rp                       
24 Bank Sulawesi Tengah Rek. 10103666778 -Rp                                      36.000.000Rp                       
25 BPD Kalbar Rek. 1000001844 -Rp                                      1.292.000.000Rp                  
26 Bank Jateng Syariah Rek. 5031002339 -Rp                                      48.000.000Rp                       
27 Bank Aceh Syariah Rek. 61001010000055 96.000.000Rp                     116.000.000Rp                     
28 Bank Jambi Syariah Rek. 7001176476 -Rp                                      72.000.000Rp                       
29 Bank Jatim Syariah Rek. 6101005441 -Rp                                      64.000.000Rp                       
30 Bank Kalsel Syariah Rek. 901000400058 -Rp                                      199.975.000Rp                     
31 Bank Hana Rek. 110121800105211 4.000.000Rp                       112.000.000Rp                     
32 Bank Kaltim Syariah Rek. 5100155110 -Rp                                      16.000.000Rp                       
33 Bank BPD Papua Rek. 1500105000074 4.000.000Rp                       -Rp                                        
34 Bank Nagari Syariah No. Rek 710000106000110 12.000.000Rp                     -Rp                                        

106.536.000.000Rp          379.937.975.000Rp            Total  
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Berdasarkan Laporan Keuangan PT Asabri {Persero) Tahun 2019 /Unaudited), Akumulasi luran

Pensiun {AlP} Tahun 2019 disalikan sebesar Rp17.669 miliar. Nilai AIP tersehut mengalami

penurunan dibandingkan LK PT Asabri (Persero) Tahun 2018 (Auditedlyang menyajikan nilai

AIP sebesar Rp25.258 miliar. Nilai AIP LKBUN Tahun 2018 lAudited)sebesar Rp25.190 milyar

masih berdasarkan LK PT Asabri (Persero) Tahun 2018 (Unaudited) karena LK PT Asabri

(Persero) Tahun 2018 lAudited) baru diterbitkan pada 14 Februari 2020. Atas penyelesaian

LK Tahun 2019 (Audited), Pemerintah telah menyatakan bahwa saat ini sedang dilaksanakan

proses pengadaan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit LK PT Asabri (Persero)

Tahun 2019 yang pelaksanaan auditnya direncanakan selesai bulan Agustus 2020. Penlelasan

lebih lanjut untuk Dana yang Dibatasi Penggunaannya terkait AIP dilihat pada Catatan Penting

lainnya No 32.

Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp1.200.618.602.997

berupa eliminasi atas Dana Lainnya dari pembentukan Rekening Escrow pada Kementerian

Pertahanan karena nilainya sudah disajikan pada LK Kuasa BUN (BA 999.00).

0.2.1.5.4 Dana Penjaminan

Dana Penjaminan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.449.053.184.785 dan

Rp4.449.043.145.097, mengalami kenaikan sebesar Rp10.039.688 atau 0,0002 persen. Dana

Penjaminan merupakan dana yang disediakan sebagai iaminan atas kredit dan/atau pembiayaan dari

program ataupun proyek pemerintah dengan tujuan tertentu.

Rincian Dana Penjaminan dijelaskan sebagai berikut.

Dana Penjaminan
3l Dcscmbcr 2019 3r

1. Dana K/L

1. Dana Penjaminan pada K/L per 31 Desember 2019 dan 3l Desember 2018 sebesar Rp587.184.785

dan Rp577.145.097 terdapat pada Kementerian Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai jaminan

dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14/PerlM.KUKM/Vll/2006 tentang

Petunjuk Teknis Dana Cadangan Penlaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan UKM. Dana

Penjaminan tersebut tersimpan dalam rekening dana penampungan, dana penjaminan, dana pembinaan,

dan dana penampungan subrogasi dikurangi jasa pengelolaan hak Perum Jamkrindo.

2. Dana Penjaminan pada BUN per 3'l Desember 2019 sebesar Rp4.448.466.000.000 terdapat pada

BUN Pengelolaan lnvestasi Pemerintah. Dana penjaminan merupakan transaksi pemerintah atas dana

yang digunakan untuk kebutuhan kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan

pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terlamin (yang meliputi Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Pemerintah Daerah) kepada kreditur yang

memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan dengan proyek kelasama dalam

penyediaan inf rastruktur.

Dana Penjaminan pada BUN disalikan sebagai berikut.

587.1 84.785

2. Dana Peniaminan oada BUN 4.448.466.000.000 4.448.466.000.000

Jumlah 4.449.053.1 84.785 4.449.043.r 45.097
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Dana Penjaminan pada BUIII
3l Descmbcr20l9

lAuditcd)

3l Desember 2018

lAuditcd)
a. Dit. Evaluasi, Akuntansi dan Selelmen 4.245.466.000.000 4.054.924.000.000

b. Dit. Penqelolaan Risiko Keuanoan Neoara 203.000.000.000 393.542.000.000

Jumlah 4.448.466.000.000 4.448.466.000.000

a. [)ana Penjaminan yang dikelola Dit. Evaluasi Akuntansi dan Setelmen sebesar

Rp4.245.466.000.000 digunakan untuk tujuan berikut.

1) pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit listrik

yang menggunakan batu bara;

2l pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan

penyediaan air minum;

3) pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan

usaha;

4l pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui

pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN;

5) pemberian laminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera;

6) pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta apiringanllight rail

transitlerinlegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;

7l pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional; dan

8) pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur

ketenagalistrikan.

b. Dana Penlaminan yang dikelola Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebesar

Rp203.000.000.000 yang merupakan penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi

lnfrastruktur dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah. Pada Tahun 2019,

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220lKMK.08/2019 tanggal 5 Maret 2019

tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah

disepakati bahwa pencatatan atas saldo dana cadangan penjaminan (pinjaman langsung dari

lembaga keuangan internasional kepada BUMN) dialihkan dari Satker Direktorat PRKN (999986)

ke Satker Direktorat EAS (970974).

D.2.1.5.5 Oana Kelolaan BIU

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp53.731,897.004.834 dan

Rp57.173.480.419.942, mengalami penurunan sebesar Rp3.44'1.583.415.108 atau 6,02 persen. Dana

Kelolaan BLU merupakan dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BUN Pengelolaan

lnvestasi Pemerintah atau pengalihan dari Kementerian Negarallembaga, yang belum digulirkan atau

diinvestasikan sesuai dengan penganggarannya, atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian

pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali.

Rincian Dana Kelolaan BLU disajikan sebagai berikut.
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Dana Kelolaan pada B[U
31 Desember 2019

(Audited)
3l Desembcr 2018

lAudited)

l. Bidann Pendanaan Sekretariat BPJT

2. BLU Pusat Pembiayaan Perumahan

3. BLu Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

1.332.452.419.073

391.923.1 07.1 69

1.256.318.525.2U

65r.036.1 22.495

708.41 1.236.092

4. BLU LPDB KUMKM 1.756.677.326.054 2.173.100.141.070

5. BLU Lembaga Manaiernen Aset llleqara 45.742.4$6.421.161 47.635.938.979.3 1 I
6. BLU Pusat lnvestasi Pemerintah 3.847.258.826.357 2.647.501.603.239

7. BLU LPMUKP 1.026.M1.072.675 r.136.245.M4.789

Jumlah 53.73r.897.004.834 57.173.480.419.942

1 . Dana Kelolaan Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) per 3 1 Desember 20 1 I
dan 31 Desemher 201 8 sebesar RpO dan Rp1 .332.452.41 9.073.

2. Dana Kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 sebesar Rp651.036.122.495 dan Hp391.923.107.169.

Rincian Penempatan Dana Kelolaan BLU PPP disajikan dalam lampiran 30.

3. Dana kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) per 3l Desember 2019 dan 31

Desember 2018 sebesar Rp708.41 1.236.092 dan Rp1.256.318.525.284.

Dana Kelolaan BLU P3H per 31 Desember 2019 terdiri dari:

Nomor rckcning lllama Rekening Jumlah

01 9301 000830301 RPL 182 BLU Pusat P2H Dana Kelolaan 3.275.622.748

01 930 1 0033 1 7302 RPL 182 BLU Pusat P2H UNTUK DK (029) 1.947 .623.289

0800566725 RPL 182 BLU Pusat P2H UNTUK DK 8.522.718.466

01 9301 0r 2745403 RPL 182 BLU PUSAT P2H UNTUK PKD BRI 01 4S5.000.000.000

01 9301 01 2929405 RPL 182 PUSAT P2H UNTUK PKD BRI 01 1 00.000.000.000

sY094805 RPL I82 BLU PPPH UNTUK PKD 1 00.000.000.000

Bunga Jasa Giro dari Rekening 0800566725 RPL 182 BLU Pusat P2H UNTUK DK di Bank BNI

dari bulan September s.d bulan Desember 2019 yang belum dipindahbukukan ke rekening

bendahara penerimaan

(49.71 s.826)

Bunga Jasa Giro dari Rekening 01 9301 00331 7302 RPL 1 82 BLU Pusat P2H UNTUK 0K (029)

di Bank BRI dari bulan Juli s.d bulan Desember 2019 yang belum dipindahbukukan ke rekeninq

bendahara penerimaan

(246.258.569)

BungaJasaGirodariRekening0l9301000830301 RPLlS2BLUPusatP2H0anaKelolaandi

Bank BRI dari bulan November s.d bulan Desember 2019 yang belum dipindahbukukan ke

tekening bendahara penerimaan

(26.348.220t

Terdapat kekurangan pemindahbukuan bunga jasa giro rekening 0800566725 RPL 182 BLU

Pusat P2H UNTUK DK di Bank BNI ke rekening bendahara penerimaan
I 1 0.000)

Bunga Tulup rekening an. Debitur pada bank BNI yang belum dipindahbukukan ke rekening

bendahara penerimaan
{23.635.21 9}

Kelebihan pelunasan yang belum di transfer kembali ke yang bersangkutan sampai dengan akhir
periode pelaporan;

(1.315.500)

Terdapat pengembalian pajak yang seharusnya masuk ke rekening 019301003317302 RPL

182 BLU Pusat P2H UNTUK 0K (029) tapi masih terdapat di rekening bendahara penerimaan

019301001699300 RPL 182 BLU Pusat P2H Untuk ()PS

6.S29.925

Terdapat kelebihan pengakuan pengembalian pokok yang seharusnya diperhitungkan dalam

perhitungan nilai outstanding dana bergulir;

5.500.000

Potongan administrasi transaksi RTGS dalam aplikasi CMS BRI sebesar Hp85.000,-, potongan

administrasi transaksi pada BNI direct sebesar Rp2.000,-, potongan administrasi
pemindahbukuan bunsa dari rekenins BNI 0800566725 RPL 182 BLU Pusat P2H UNTUK DK

1 25.000
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bulan Juni, Juli sebesar 8p10.000,-, kelebihan pemindahbukuan bunga ke rekening bendahara

penerimaan sebesar Rpl 0.000,-.

Pembulatan t2t

Jumlah 708.41 r.236.092

4. 0anaKelolaanBLULembagaPengelolaDanaBergulir(LPDB)KUMKMper3l Desember20l9dan31

Desember 2018 sebesar Rp1.756.677.326.054 danRp2.773.100.141.070. Dana Kelolaan BLU LPDB

KUMKM, rerdiri dari:

a. Sudah akad belum dicairkan mitra sebesar Rp836.951.790.000;

b. Disetujui komite sebesar Rp327.969.1 87.500;

c. Sisa sebesar Rp591.375.383.958 merupakan Dana Bergulir yang siap untuk disalurkan pada

tahun 2020;

d. Koreksi audit darl BPK sehesar Rp380.964.596.

5. Dana Kelolaan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) per 3 1 Desember 20 1 9 dan 3 1 Desember

2018 sebesar Rp45.742.466.421.161 dan Rp47.635.938.979.318. Dana Kelolaan BLU LMAN

disajikan sehagai berikut.

Dana lnvestasi

a. Aktivitas pendanaan pengadaan tanah Proyek

Strategis Nasional (PSN)

b. Dana kelolaan untuk aktivitas manalemen aset

31 Desember 2019

lAudited)

3l Dcscmber 2018
(Auditcdl

M.352.257.170.072 46.229.359.535.205

r .390.209.25 r .089 1 .406.579.444.1 13

Jumlah 45.142.466.421.161 47.635.938.979.31 8

Mutasi Dana Kelolaan BLU LMAN dijelaskan sebagai berikut.

a. Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek infrastruktur yang pengadaan tanahnya

merupakan bagian dari belanja modal Kementerian/Lembaga yang terkait dengan PSN. Sumber

pendanaan belanla modal tersehut berasal dari Dana Kelolaan LMAN yang berfungsi sebagai

dana cadangan yang dibentuk melalui anggaran pengeluaran pembiayaan.

b. Pada tahun 2020, penggunaan Dana Kelolaan LMAN untuk pengadaan tanah PSN akan

dilakukan melalui alokasi anggaran dan realisasi belanja modal dalam revisi Perpres 54 Tahun

2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020. Selanjutnya, mulai tahun

anggaran 2021, kebijakan tersebut akan dituangkan dalam RUU APBN TA202l serta RUU

APBN tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dana l(elolaan BtU tMAltl ililai
Saldo per 3l Desember 2018 47.635.938.97S.31 I
a. Penggunaan dana kelolaan untuk upgradeaset kelolaan eks PPA (1 3.375.623.837)

b. Penggunaan dana kelolaan untuk upgradeaset kelolaan eks HTBI (2.1 49.30s.1 85)

c. Penggunaan dana kelolaan unluk upgradeaset kelolaan eks Pertamina (1.083.390.640)

d. Penggunaan dana kelolaan untuk pembayaran tanah PSN {pembayaran

langsung kepada pihak yang berhak)

t2.622.078.588.47lt

e. Penggunaan dana kelolaan untuk pembayaran tanah PSN (penggantian

dana badan usaha)

(1 1.255.023.776.662)

f. Pencairan alokasi APBI'I TA 2019 untuk pendanaan tanah PSN 1 2.000.000.000.000

g. Pengembalian atas kelebihan bayar atas upgradingasel

apartemen Puri Casablanca Tahap I

kelolaan 238.1 26.638

Saldo per 31 Desember 2018 45.742.466.421.161
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6. Dana Kelolaan BLU Pusat lnvestasi Pemerintah (PlPl per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

sebesar Rp3.847.258.826.357 dan Rp2.647.501.603.239. Terladi kenaikan sebesar

Rp1.l 99.757.223.1 1 I atau sebesar 45,32 persen.

Bckening lllomor Rckcning Nominal

BNI (Deposho) 079091 3598 650.000.000.000

BRI(Giro) 0329 01 003827 30 6 141.1 86.064.730

BNI(Girol 201 822061 5 3.055.860.000.000

BRI(Giro) 0329 01 00291 1 30 6 2 r 2.761.650

Jumlah 3.847.258.826.380

Terdapat selisih pada rekening Giro BRI no 0329-01-002911-30-6 sebesar Rp23 dikarenakan

kumulatif kelebihanpenyetorandanpenyalurandaritahun20lTs.d3l Desember20l9.

7. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rpl.026.047.072.675 dan Rp1.136.245.644.789. Jumlah

Dana Kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar

Rp1.026.047.072.675 setelah LPMUKP melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp409.388.640.000

dikurangi dengan Pengembalian Pokok dari Debitur (LKM-KP, UMKM-KP dan KUKP) sebesar

Rp83.435.71 2.675.

0.2.1.5.6 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp671.202.165.882.987 dan

8p843.100.479.849.556, mengalami penurunan sebesar Rp171.898.313.966.569 atau 20,39 persen.

Aset Lain-lain merupakan lenis aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas.

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar

Rp390.519.899.083.370 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp671.202.165.882.987 dikurangi

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp280.686.235.01 5.735.

Rincian Aset Lain-lain pada K/[ dan BUN disalikan sebagai berikut.

Asct [ain-lain
3l Dcscmbcr 2019

(Auditcd)
31 Oesember 2018

(Auditedl

1. Aset LainJain pada K/L 83.922.41 1.398.055 264.349.885.641 .992

2. Aset Lainlain pada BUN 587.279.754.484.932 578.750.594.207.564

Jumlah Bruto 67 t.202. I 65.882.987 843.1 00.479.849.556

Akumulasi Pcnyusutan Asct [ain-lain:

K/L 134.775.745.226.986t (49.958.850.254.01 2)

BUN
(24s.9 r 0.489.788.749) (220.985.708.064.357)

Jumlah ilcto 390.51 5.930.867.252 572.1 55.92 r.53 r.r 87

Aset Lain-lain pada K/L

Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp83.922.41 1.398.055 dan Rp264.349.885.641.992. Nilai neto yang dapat direalisasikan atas Aset

Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2019 sebesar Rp32.581.850.220.595 yang berasal dari nilai

hruto sebesar Rp83.922.411.398.055 dikurangi Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lain-lain

pada K/L Rp34.775.745.226.986. Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2019 sebesar

Rp83.922.41 1.398.055 dengan nilai tertinggi terdapat pada KIL, antara lain:
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a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehesar Rp42.290.876.831.978 dengan

nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 0perasi Pemerintahan

pada Ditjen Cipta Karya sebesar Rp18.359.562 .251.410.

b. Kementerian Kesehatan sebesar Rp13.098.325.036.995 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar

berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Ditlen Pelayanan

Kesehatan sebesar Rp1 3.077.498.739.51 1.

c. Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.632.504.630.582 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar

berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 0perasi Pemerintahan pada Mabes TNI AD sebesar

Rp4.258.666.865.080.

Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada lampiran 24.

2. Aset Lain-lain pada BUN

Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp587.279.754.484.932 dan Rp578.750.594.207.564. Nilai neto yang dapat direalisasikan atas

Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2019 sebesar Rp341.369.264.696.183 yang berasal dari

nilai bruto sebesar Rp587.279.75 4.484.932 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Rp245.9 1 0.489.788.749.

Aset Lain-Lain pada BUN terdiri dari.

Illo. Uraian 31 Dcscmbcr 2019
(Aaditad)

31 Dcrcmbs 2018

lAuditedl
1. Aser Lain.lain BUN (BA 999.03) 29.273.033.202.756 29.1 86.005.790.698

2. Aset Lain-lain BUN (BA 999.99) 558.006.721.282.1 36 549.564.588.41 6.866

Jumlah 587.219.754.484.532 578.750.594.207.564

a. Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan lnvestasi Pemerintah (BA 999.03)

Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan lnvestasi Pemerintah per 3l Desember 2019 dan 31

Desember 20 1 I sebesar Rp29.273.033 .202.1 96 dan Rp29. 1 86.005. 790.698.

Rincian Aset Lain-Lain BUN Pengelolaan lnvestasi disajikan sebagai berikut.

Aset lain-lain BA 999.03
3l Desemher 2019

lAudited)

31 Descmbcr 2018
(Aadited)

a. UAIP

Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian

Kelautan dan Perikanan
r 3.234.602.981 1 3.234.602.981

b. B!.u tMAtI

a) Aset Eks Kelolaan PT PPA 191.885.476.870 1 1 3.776.576.669

b) Aset Eks Pertamina 28.51 1.71 0.609.563 28.510.627.218.923

c) Aser Lain-lain BUN 556.202.s r 3.382 548.367.392.r 2s

Jumlah 29.213.033.202.796 29.r 86.005.790.698

1) Unit Akuntansi lnvestasi Pemerintah (UAIP)

Aset Lain-lain pada UAIP berupa Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan

Perikanan yang nilainya per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.234.602.981. Aset tersebut

merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil

(PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian

Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004. Program PUPTSK terdiri dari beberapa kegiatan,
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yaitu:

a) 0ptimasi Penangkapan lkan {0PTlKAPl);

b) 0ptimasi Pelelangan lkan {0PTILANPI);

c) 0ptimasi Pengolahan dan Distribusi lkan (0PTIHANDIS);

d) 0ptimasi Kelompok Usaha Bersama {0PTIKUB).

Sasaran dari program PUPTSK adalah nelayan dan pengolah ikan skala kecil. Mengingat

pendidikan/keterampilan dan kondisi sosial ekonomi sasaran program ini yang pada umumnya

relatif rendah, diperlukan peran optimal Pemerintah dalam pemberdayaannya.

2) BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Aset Lain-lain pada BLU LMAN berupa Aset Eks Kelolaan PT PPA, Aset Eks Pertamina, dan

Aset Lain-Lain BUN.

a) Aset Eks Kelolaan PT PPA

AsetEksKelolaanPTPPAper3l Desember2019sebesarRp191.885.476.870.AsetEks

Kelolaan PT PPA pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN

Eks kelolaan PT PPA yang diserahkelolakan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan,

aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Kelolaan PT PPA

disajikan sebesar nilai wajar aset pada keputusan Dirjen Kekayaan Negara terkait

penyerahkelolaannya. Pada tahun 2018, entitas belum melakukan penyusutan atas Aset

Eks Kelolaan PT PPA karena belum diperolehnya data-data yang diperlukan guna

menghitung sisa umur ekonomis aset. Mutasi nilai Aset Lain-lain Eks Kelolaan PT PPA

dijelaskan sebagai berikut.

- Saldo awal per tanggal 31 Desember 2018 berupa 106 unit apartemen di Puri

Casablanca sebesar Rp1 1 3.776.576.669;

- Pengemhalian atas kelebihan pembayaran upgradePuri Casablanca sesuai rekomendasi

BPK Rl pada audit tahun 2018 sebesar minus Rp124.563.468;

- Pekerjaan upgrade atas 20 unit apartemen di Puri Casablanca sebesar

Rpl 3.749.250.656;

- Penerimaan penyerahkelolaan 87 aset eks PPA sebesar Rp64.722.339.651; dan

- Kelebihan pembayaran upgnding Apartemen Puri Casablanca Tahap I sebesar minus

Rp238.1 26.638.

b) Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset

BUN eks Pertamina yang diserahkelolakan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset

tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Pertamina disajikan

sebesar nilai wajar pada laporan keuangan transaksi khusus Audited pada tahun sebelum

penyerahkelolaan atau menggunakan nilai wajar apabila termuat pada keputusan Direktur

Jenderal Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaan atau pada BAST penyerahkelolaan.

Posisi Aset eks Pertamina pada pengelolaan Entitas per 31 Desember 201 9 adalah sebesar

Rp28.511.710.609.563. MutasitambahAseteksPertaminapadatahun20l9merupakan

pekerjaan upgnde (fisik dan non fisik) serta perolehan peralatan di Kilang LNG Arun.
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Rincian nilai Aset eks Pertamina sebelum akumulasi penyusutan pada pengelolaan Entitas

per 31 Desember 20'19 adalah sebagaiberikut:

c) Aset Lain.lain BUN pada BLU LMAN

AsetLain.lainBUNpadaBLULMANper3l Desember2019sebesarRp556.202.513.382.

Aset Lain lain BUN tersebut terdiri dari Tanah dari hasil pendanaan pengadaan tanah Proyek

Strategis Nasional (PSN) dan aset Eks Hak Tanggungan Bank lndonesia (HTBI).

Rincian Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN disajikan sebagai berikut.

Aset lain-lain BUN BtU TMAIU 31 Dcscmbcr 2019

lAuditcdl

Aset Tanah lnfrastruktur Proyek Strategis Nasional {PSN) 0

Aset Eks Hak Tanggungan Bank lndonesia (HTBI) 556.202.5 1 3.382

Jumlah 556.202.5t 3.382

1) Aset Tanah lnfrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)

Tidak ada aset Tanah lnfrastruktur PSN per 31 Desember 201 9. Aset hasil pengadaan

tanah oleh LMAN ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga dalam

rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional oleh Pengelola Barang, hal ini sesuai

dengan ketentuan Pasal 61A PMK Nomor 100/PMK.0612019 tentang Perubahan

Kedua Atas PMK Nomor 21lPMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan

Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah

oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Rincian mutasisaldo tanah PSN selama periode

tahun 201 I disalikan sebagai berikut.

Mutasi Tanah PStll Itlilai

Saldo Awal I Januari 2019 0

Pengakuan aset tanah PSN dari hasil verifikasi BPKP atas dana badan

usaha terlebih dahulu periode 201 9

9.128.422.145.405

Pembayaran langsung tanah PSN periode 2019 2.622.078.588.471

Koreksi audit atas nilai yang ineligible (3.407.495.700)

Aset Kilang:

Kilang Gas Arun 16.301.881.51 1.633 983.61 1.840 1 6.302.865.1 23.473

Kilang LNG Badak 1 0.821.1 08.475.290 1 0.82 1.1 08.475.290

Sub Total Aset Kbm 27.r 22.989.986.923 983.61 1.840 27.r 23.973.598.763

Aset Properti:

Tanah di Jalan Terogong,

Jakarta Selatan 1 .233.433.545.000

1 .233.433.545.000

Tanah dan bangunan di Jalan

0ipati Ukur, Banduns 5.469.536.000 99.778.800 5.563.3 14.800

Tanah dan bangunan di Jalan

Agus Salim, Jakarta Pusat 35.037.558.000 35.037.558.000

Tanah dan bangunan di Jalan

Surabaya, Jakarta Pusat 36.505.456.000 36.s05.456.000

Tanah di Jalan Kapten Tendean,

Jakarta Selatan 77.1 91.1 37.000 77.1 Sr.1 37.000

Sub Total Aset ftoprti r.387.637.232.000 9S.778.800 1.387.737.01 0.800

28.510.627 .218.923 1 .083.390.640 28.51 1 .71 0.609.563

31 Desember 2019ASET 31 Desember 2018 MUTASI

T()TAL
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Koreksi audit atas aset tanah PSN untuk diakui pada instansi yang

memerlukan tanah

Saldo Akhir 3t Dcsember 201 9

Pada tahun 20'19 telah dilakukan penyerahan nilai pencatatan yang dituangkan dalam

Berita Acara Serah terima (BAST) dari BLU LMAN kepada Kementerian/Lembaga

sebesar Rp11.752.106.536.877, yaitu kepada Kementerian Perhubungan sebesar

Rp1.024.570.395.644 dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

sebesar Rpl 0.727.536. 1 41 .233.

2) Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)

Aset Eks HTBI per 31 Desember 2019 sebesar Rp556.202.513.382. Rincian mutasi

Aset Eks HTBI selama periode tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

Mutasi Asct Eks HTBI

Saldo Awal 1 Januari 2019

Penerimaan hasil renovasi aset kelolaan di Cikini

Saldo Akhir 31 Ocscmber 2019'
') selisih Rpl karena penbulatan

b. Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99)

AsetLain-lainBUNPengelolaanTransaksiKhususper3l Desember20l9dan3'l Desember20l8

sebesar Rp 558.006.721.282.136 dan Rp549.564.588.41 6.866.

Rincian Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus disajikan sehagai berikut.

3l Desember 2019
(Audited)

3l Desember 2018
(Audited

1) Aset KKKS 4S7.61 4.873.5 1 2.269 491 .602.41 8.832.866

7.93 1 .288.5s0.708 7.644.734.80S.907

3) Aset Eks Pertamina 1 3.487.935.402.320 12.570.408.826.220

4) Aset Bekas Milik AsinglTiongkok (ABMA/T) 78.520.698.400 40.5 1 8.095.500

5) Aset BMN ldle 74.778.884.370 79.383.729.1 48

6) Aset PKP2B 38.704.267.850.386 37.61 2.241 .040.994

7) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan DJKN 1 1 5.056.383.683 14.883.082.231

Jumlah 558.006.721.282.r 36 549.564.588.4t 6.866

Aser lainlain BA 999.99

Aset Eks BPPN

1) Aset KKKS

AsetKKKSper3l Desember2019dan31 Desember2018sebesarRp497.614.873.512.269

dan Rp491.602.418.832.866. Nilai neto Aset KKKS per 31 Desember 2019 sebesar

Rp299.469.007.521.909 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp497.614.873.512.269

dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar 8p198.145.865.990.360 dengan rincian sebagai

berikut.

Aset l(l(l(S
31 Desember 2019

lAudited)
31 Desembcr 2018

lAuditedt

a) Aset Tanah

b) Aset Non-Tanah

1. HBM

r 0.069.984.072.287 22.365.774.S65.9S4

469.236.643.866.872

443.187 .162.878.817

487.544.889.43S.982

462.1 1 6.330.41 9.664

2. HBI I 09.937.1 91.954 97.017.51 1.748

Koreksi audh atas pengakuan aset tanah PSN pada Proyek Bendungan

Kuwil dan Proyek Peiagan Pemalang

5.01 3.298.701

[ 1.752.1 06.536.877)

0

ttlilai

548.367.392.r 27

Koreksi kelebihan akuan nilai aset tahun 201 8

aset eks HTBI tahun 20 1 Iitalisasi 2.232.910.012

5.607.940.642

556.202.51 3.38 1
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3. Material Persediaan 25.31 8.621.828.364 25.952.463.476.307

Jumlah Bruto 4S7.614.873.51 2.269 49 r.602.41 8.832.866

( 1 98.1 45.865.990.360) (1 77.629.405.691.706)

299.469.007.52 t.909

Akumulasi

Jumlah tleto 3r 3.973.01 3.t4t.t 60

a) Aset KKKS Tanah

Aset KKKS berupa Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp 1 0.069.984 .07 2.287 dan Rp22.365.7 74.965.994.

Mutasi Aset KKKS berupa tanah sebesar Rp10.073.952.288.407 dilelaskan sebagai

berikut.

Aset KKKS Tanah
3l Descmbcr 2019

(Audited)

Saldo Akhir 31 Oesember 2018 22.365.774.965.994

Mutasi Tambah 345.8r8.51 7.406

Penambahan Aset PIS 36.1 06.r 69.81 7

Koreksi Tambah Pembenahan Pencatatan 309.7 1 2.347.590

Mutasi Kurang (r2.64r.609.41 r.1 r4l
Penouransan Nilai (Alih Status) (47.1 75.200.000)

Koreksi Kurang Biaya Tanam Tumbuh dan Tanah Sewa (6.244.6r 8.735)

Pembenahan Pencatatan {1 2.588.1 89.s92.379)

Saldo Akhir 3l Descmbcr 2019 r 0.069.984.072.287

Penjelasan atas mutasi aset tanah KKKS adalah sebagai berikut.

1. Saldo awalmerupakan tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2018 lAudited).

Saldo awal aset tanah KKKS sebesar Rp22.365.774.965.994.

2. Mutasi tambah sebesar Rp345.818.517.406 berasal dari:

o Penambahan aset PIS Semester I dan Semester ll sebesar Rp36.1 06.1 69.81 7 yang

terdiri dari:

- Penambahan aset perolehan tahun 201 1 keatas yang dilaporkan oleh Eks KKKS

J0B Pertamina Talisman Jambi Merang kepada SKK Migas sebesar

Rp183.405.518.

- Penambahan aset perolehan tahun 201 1 keatas yang dilaporkan oleh KKKS PT

Rizki Bukit Barisan E&P kepada SKK Migas sebesar Rp4.248.700.000.

- Penambahan aset perolehan tahun 201 1 keatas yang dilaporkan oleh KKKS

Talisman Sakakemang kepada SKK Migas sebesar Rp455.040.000.

- Penambahan aset perolehan tahun 201 1 keatas yang dilaporkan oleh KKKS PT

Tropik Energi Pandan kepada SKK Migas sebesar Rp1.042.604.998.

- Penambahan aset perolehan tahun 201 1 keatas yang dilaporkan oleh KKKS

VlC0 CBM kepada SKK Migas sebesar Rp27.775.606.691.

- Penambahan aset perolehan tahun 201 1 keatas yang dilaporkan oleh KKKS

Pertamina Hulu Mahakam kepada SKK Migas sebesar Rp67.1 18.610.

- Penambahan aset perolehan tahun 201 1 keatas yang dilaporkan oleh KKKS PT

Rizki Bukit Barisan E&P kepada SKK Migas sebesar Rp2.333.694.000.

o Koreksi Tambah Pembenahan Pencatatan sebesar Rp309.712.347.589, terdiri

dari:
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- Pembaruan nilai perolehan menjadi nilai wajar hasil dari lnventarisasi dan

Penilaian BMN Tanah pada KKKS Conoco Phillips (Grissik) LTD. sebesar

Rp 1 2.01 5.828.863,68.

- Pembaruan nilai walar hasil dari Penilaian ulang BMN Tanah pada KKKS

Pertamina Hulu Mahakam, sebesar Rp261.1 53.1 06.225.

- Penambahan nilai sebesar Rp36.543.412.500, karena koreksi kurang catat

dalam rekapan Tanah aset KKKS Medco E&P Malaka akihal hunan error.

3. Mutasi kurang nilai aset tanah sebesar Rp12.641.609.411.114berasa| dari:

o Koreksi karena bukan merupakan pelepasan hak atas tanah melainkan hanya

kompensasi tanam tumbuh yang dilaporkan oleh KKKS Petrogas (Basin) LTD kepada

SKK Migas sebesar Rp6.1 1 7.502.500.

o Koreksi karena bukan merupakan pelepasan hak atas tanah melainkan aset sewa

yang sudah ada dokumen pendukungnya pada KKKS PHE Metana Suban ll sebesar

Rp127.116.235.

o Penghapusan karena alih status aset dari Pertamina Hulu 0SES d.h. KKKS CN00C

SES ke Kementerian ESDM sebesar Rp47.1 75.200.000.

o Olf Balance Sheet Pembenahan pencatatan sebesar Rp12.588.189.592.379

dikarenakan masih diperlukan penelusuran lebih lanlut terhadap luasan dan nilai

aset tanah pada 8 KKKS, yaitu:

il0 ITAMA KKKS IUAS (m2] tllltAl (Bp)

1 Job Pertamina-Medco E&P Tomori

Sulawesi

343.693,00 3.274.558.000,00

2 PT Chevron Pacific lndonesia 437.675.097,00 1 0.592.439.949.1 30,00

3 PT Pertamina Hulu Energi Siak 4.254.516,02 9.403.683.400,00

4 PT Pertamina EP Area Cepu 42.055,00 6.392.360.000,00

PT Pertamina EP Region Sumatera 1 2.540.9 1 6,00 932.0S2.427.000,00

PT Pertamina EP BWP Meruap Ltd 307.629,00 3.732.33 1 .335.00

PT Pertamina EP Region Jawa

Baqian Barat

0 68.597.208.000,00

PT Pertamina EP Cepu 89.369,00 30.31 9.456.000,00

Chevron lndonesia Company East

Kalimantan

1 1.924.889,00 475.008.806.000,00

6 Virginia lndonesia Company Sanga.

Sanga. Llc,

111.674.422,68 37 1.056.1 00.334,00

7 Petroselat. Ltd, 411.388,00 1 0.602.840.000,00

I PT Medco E&P lndonesia 6.260.454,00 85.269.873.1 80,00

JUMI.AH 585.524.428,70 1 2.588.1 89.592.379,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai Aset KKKS dapat dilihat pada Gatatan Penting

[ainnya-ileraca Nomor 7.

b) Aset KKKS Non Tanah

1. Harta Benda Modal (HBM)

Aset KKKS berupa HBM per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp462.1 16.330.419.664 dan Rp443.187.162.878.817. Mutasi Aset KKKS berupa

HBM dijelaskan sebagai berikut.
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Asct KKKS HBM
3l Descmber 2019

(Auditcd)
3l Desember 2018

lAuditcdl

Saldo Awal 443.r 87.1 62.878.8 t 7 442.731.782.028.218

Penambahan 32.154.720.208.405 1 08.786.42 1.21 3.1 86

Pengurangan (1 3.225.552.667.5581 (1 08.331.040.362.587)

Saldo Akhir 462.1 r6.330.419.664 443.r 87.1 62.878.8 r 7

Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

2451PMK.0512012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang

Milik Negara yang Berasal dari KKKS, Aset KKKS berupa HBM diakui sebagai aset milik

Pemerintah Pusat pada saal Placed lnto Service (PlS). Terkait pengukuran, nilai aset

KKKS berupa HBM dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset, yaitu:

- menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil lnventarisasi dan Penilaian (lP) yang

dilaksanakan oleh Tim lP untuk aset HBM yang diperoleh sampai dengan tahun

2010.

- dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah

menggunakan kurs tengah Bl pada saat PIS untuk aset HBM yang diperoleh setelah

tahun 201 1.

2. Harta Benda lnventaris (HBl)

Aset KKKS berupa HBI per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 20'18 sebesar

Rpl 09.937.1 91.954 dan Rp97.0l 7 .511.7 48.

Mutasi Aset KKKS berupa dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS HBI
3t Ocsembcr 2019

(Auditcd)
3l Desember 2018

lAaditcdl
Saldo Awal 97.017.5r 1.748 70.785.280.r 81

Penambahan 27.622.163.524 33.131.455.226

Pengurangan (14.702.483.318) (6.899.223.661)

Saldo Akhir 1 09.937.1 91.954 97.017.5t 1.746

Terkait pengakuan, Aset KKKS berupa HBI diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat

pada saat PlS. Terkait pengukuran, nilai HBI dicatat sebesar harga perolehan dalam

mata uang US Dollar yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah Bl pada

tanggal perolehan/PlS. HBI yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 dan belum

dilakukan inventarisasi belum disajikan ke dalam Neraca.

3. Material Persediaan (MP)

Aset KKKS berupa material persediaan per 31 Desember 2019 dan 3l Desember 2018

sebesar Rp25.318.621.828.363 dan Rp25.952.463.476.307. Mutasi Aset KKKS

berupa material persediaan dijelaskan sebagai berikut.

Asct KKKS Material Pcrscdiaan
3l Dcscmbcr 2019

lAuditcdl

3l Dcscmber 2018

lAadited)
Saldo Awal (USD)

Penambahan (US0)

1,792,173,432.97 r.821,51 9.253.00

857.672.647.61 961,236,541.08

Pengurangan (828,493,527.91 ) (990,582,361.1 1 )

Saldo Akhir
USD

Konversi Bp

1.821.352.552,22

25.3 I 8.62 t.828.363
1,792,173,432.97

2 5.952.463.476.307
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Saldo awal aset material persediaan tahun 2019 merupakan saldo material persediaan

per 31 Desember 2018 Audited sebesar USD1,792,173,432.97 atau setara

Hp25.952.463.476.307 (kurs per 31 Desember 2018 adalah Rp14.481/USD).

Mutasi tambah sebesar US0857,672,647.61 berasal dari:

a. Pembelian material persediaan sebesar US0720,032,462.63.

b. Koreksi saldo awal capitalsebesar USD13,201,359.50 dan koreksi saldo awal non-

c apital sebesar U S D4, 1 35,449.08.

c. Pengembalian material persediaan perolehan 201 9 sebesar US090,421 , 1 1 7.82.

d. Transfer lnsebesar USD23,146,053.40.

e. Alih kelola terima antar KKKS sebesar USD6,736,205.18.

Mutasi kurang sebesar USD828,493,527.91 berasal dari:

a. Koreksi saldo awal capitalsebesar USD1,071,897.28 dan non-capital sebesar

USDI 3,21 6,435.91 akibat pembenahan pencatatan aset.

b. Koreksi perubahan material persediaan menjadi harta benda modal sebesar

us0302,285,080.1 0.

c. Transfer 2utsebesar US021,714,030.90.

d. Penghapusan sebesar USDl 3,368,864.33.

e. Alih Kelola Serah sebesar USD6,736,205,18.

f. Pemanfaatan MP oleh KKKS Lain US01,806,756.64.

g. Penggunaan Material Persediaan non-capitalsebesar US0406,856,41 7.68.

h. Pemanfaatan MP oleh KKKS Alih Kelola sebesar US061,437,893.87.

Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS berdasarkan

laporanSKKMigaspertanggal3l Desember2019senilaiUSD1,821,352,552.22alau

ekuivalen Rp25.318.621.828.364 (kurs per 31 Desember 2019 adalah

Rp13.901/USD).

2) Aset Eks BPPN

AsetEksBPPN(AsetTimKoordinasilper3l Desember2019dan31 Desember20lSsebesar

Rp7.931.288.550.708 dan Rp7.644.734.809.908. Aset Eks BPPN merupakan aset

Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah sehingga belum

dapat diserahkan kepada PT. PPA (Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian

Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, Nostro, surat berharga, dan saham.

Aset Eks BPPN disajikan sebagai berikut.

Asct Eks BPPN
31 Dcscmbcr 2019

lAaditcd)

3l Dcscmbcr 2018

lAuditcd
al Aset Properti Eks BPPN 2.353.306.709.83 1 2.338.'t26.1 1 5.203

bl Aset lnventaris 8.476.788.1 58 8.504.708. I 57

c) Aset Nostro 9.434.351.296 9.584.244.334

dI Surat Berharga Eks BPPN 466.078.565.798 485.257.220.136

e) Saham Eks BPPN 337.71 0.521.969 400.1 r8.594.856

f) Aset Lain-lain Eks BPPN 4.756.281.61 3.656 4.403.143.927.221

Jumlah 7.93 1 .288.550.708 7.644.734.809.908
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a) Aset Properti Eks BPPN

Aset PropertiEks BPPN per 3'l Desember 2019 sejumlah 1.472aset dengan nilaisebesar

Rp2.353.306.709.831. Sedangkan per 31 Desember 2018 selumlah 1.487 aset dengan

nilai sebesar Rp2.338.126.115.203. Aset Properti Eks BPPN yang disalikan di neraca

adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh pemerintah didukung dengan asli

dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat danlatau covernotCt. Perubahan

jumlah dan nilai Aset Properti Eks BPPN disebabkan beberapa hal sebagai berikut.

- Tanah dan bangunan selumlah 1 aset dengan nilai Rp'l .81 5.693.1 64 terletak di Jl. Kopi

N0.10, Kel Roa Malaka, Jakarta ditetapkan status penggunaannya pada Badan

Pengawas Pemilu sesuai Keputusan Menteri Keuangan N0.59/KM.6/2019 tanggal 19

Februari 20 1 9.

- Aset di Springvale Tangkil, Bogor pencatatan ganda sejumlah 9 aset.

- Aset Tawangsari, Semarang (SHGB N0.544) telah dijual dan telah dicabut blokir oleh

Bankum surat No. S-969/SJ.8/2008 tanggal 12 Sept 2008 dan S-117/SJ.4/2017

tanggal 24 Mei 2017 .

- Penambahan nilai dikarenakan 9 aset di Springvale Tangkil, Bogor sebelumnya dinilai

Rp0. Sesuai hasil penilaian 31 Desember 2018, nilai 9 aset tersebut sebesar

Rp20.899.38 6.000.

- Pengurangan sejumlah 4 aset dengan nilai Rp3.903.098.208 yang terletak di Jalan

Daan Mogot Km 19,8, Tangerang karena penetapan status penggunaan pada

Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127lKM.6/2019

tanggal 23 Mei 2019.

Aset Properti Eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen

kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau couernot) yailu:

Dokumen Kepcmilikan Jumlah Unit

Dokumen copy 264

Dokumen selain dokumen kepemilikan 416

Tidak ada keteranqan 26

Jumlah 706

b) Aset lnventaris Eks BPPN

Aset lnventaris Eks BPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp8.476.788.157 untuk 18.620 unit dan Rp8.504.708.157 untuk 18.653 unit. Aset

lnventaris Eks BPPN adalah aset eks Badan Penyehatan Perhankan Nasional (BPPN) dan

Aset Eks Bank asal (Bank Beku 0perasi (BB0)), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa

aset Properti dan Non Properti. Perubahan nilai Aset lnventaris Eks BPPN disebabkan

penghapusan aset inventaris sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit senilai Rp27.920.000 pada

neraca LKTK BUN dan terjual melalui lelang dengan harga Rp8.650.000.

c) Aset Nostro

AsetNostroper3l Desember20l9danper3l Desember2018sebesarRp9.434.351.295

dan 9.584.244.334. Penurunan nilai Aset Nostro disebabkan penurunan kurs mata uang.

Aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan per 3'l Desember 2019
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sebesar Rp454.445.361.291. Dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran

oleh Ditjen Kekayaan Negara.

d) Surat Berharga Eks BPPN

Surat Berharga Eks BPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp466.078.565.798 dan Rp485.257.220.136. Surat Berharga Eks BPPN merupakan

surat berharga yang belum hee and clear pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga

Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan Custndial Agreenenl tanggal 20 Juli

1999 antara BPPN dan Citibank. Setelah tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian

Keuangan, belum dilakukan pembaharuan Perjanlian Kustodi.

e) Saham Eks BPPN

Saham Eks BPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp337.710.521.969 dan Rp400.1 18.594.856. Saham Eks BPPN adalah aset yang berupa

kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari aset

settlenent BT0 dan BBKU. Penurunan nilai aset saham eks BPPN dikarenakan adanya

penurunan nilai pasar saham selama tahun 201 9.

AsetSahamEksBPPNyangberadapadaKustodiCitibankpertanggal3l Desember2019

sebesar Rp39.368.731.783. Aset Saham Eks BPPN yang berada dalam pengelolaan DJKN

per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp298.341.790.186.

Nilai Saham Eks BPPN yang di Kustodi Citibank berdasarkan Monthly freport Citihankper

tanggal 31 Desember 2019, kecuali untuk KIK Reksadana Perdana berdasarkan nilai pasar

per tanggal 28 Juni 2019. Sedangkan untuk saham yang berada dalam pengelolaan DJKN

menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI karena

melalui surat nomor S-19/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2019, Direktorat PKNSI telah

meminta nilai saham per 31 Desember 2018 kepada para emiten. Sampai dengan akhir

periode penyusunan LKTK tahun 2019 belum ada emiten yang memberikan tanggapan

sehingga penyalian nilai saham per 31 Desember 2018 menggunakan nilai terakhir saham

yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI.

f) Aset Lain-Lain Eks BPPN

Aset Lain-lain pada neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2019

dan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.756.281.613.656 dan

Rp4.403.143.927.221. Aset Lain-Lain adalah aset non lancar lainnya yang terdiri dari:

IIo Uraian
3l Dcscmbcr 2019

lAuditcd)
31 Dcsambar 2018

lAadited)

1 Aset Properti eks PPA 4.693.65 1 .039.60 1 4.340.1 93.71 5.666

2 Surat Berharga eks PPA 16.657.242.209 16.657.242.209

3 Saham Non Bank eks PPA 45.973.331.846 46.292.969.346

Jumlrh 4.756.281.6r 3.656 4.403.143.527.221

Penjelasan lebih lanjut mengenai aset Properti Eks BLBI dapat dilihat pada Gatatan Penting

lainnya lllomor 12 - 16. Rincian Aset Eks BPPN disajikan pada lampiran 23.
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3) Aset Eks Pertamina

AsetEksPertaminaberupaBMNeksPertaminaper3l Desember20l9dan3l Desember20l8

sebesar Rp 1 3.48 7.93 5 .402.320 dan Rp 1 2. 5 7 0 .408.826.220.

Rincian Aset Eks Pertamina disajikan sebagai berikut.

- 3 (tiga) aset berupa tanah danlatau bangunan yang berlokasi di Jakarta dan Depok senilai

Rp47.580.000.000;

- BMN eks kontrak kerja sama Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP senilai

Rp 1 3.440.355 .402.320.

4) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)

Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/Tlpertanggal3l Desember 2019 dan 31 Desember

2018 sebesar Rp78.520.698.400 dan Rp40.518.095.500. ABMA/T merupakan aset lainnya

pada Neraca ABMA/T dalam Pengelolaan 0JKN. Nilai tersebut merupakan saldo awal sebesar

Rp40.518.095.500 ditambah mutasi ABMA/T sebesar Rp56.481.506.400 dikurangi dengan

penyelesaian ABMA/T yang terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp18.478.903.500.

5) Aset BMN ldle

Aset BMN ldlepu 31 Oesember 2019 dan 31 Oesember 2018 sebesar Rp74.778.884.370

dan Rp79.383.729.148. Aset BMN ldlemerupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN

eks BMN ldledapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN ldleyang dilaporkan dan disajikan

dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah

ditetapkan menjadi BMN ldle dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi

dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola

Barang dalam halini Kepala KPKNL)atau disebut dengan BMN eks BMN ldle dan disalikan di

dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain. Pada tahun 2019, terdapat mutasi

tambah atas Aset BMN ///asebesar Rp434.838.000 dan mutasi kurang Aset BMN ldlesebesar

Rp5.039.68 2.7 78.

Rincian Aset BMN ldledisajikan pada lampiran 25.

6) Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) per 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp38.704.267.850.386 dan

Rp37.61 2.241.040.994. Aset ini berupa Tanah sebesar Rp2.91 2.344.062.224 dan non-Tanah

sebesar Rp35.791.923.788.162. Rincian mutasi Aset non-Tanah PKP2B disaiikan sebagai

berikut.

- Mutasi tambah aset non-Tanah sebesar Rp1.166.818.764.657 berasal dari:

- Pengadaan aset non-Tanah sebesar Rp337.596.166.708;

- Kapitalisasi atas aset induk sebesar Rp740.918.748.131;

- Koreksi nilai perolehan sebesar Rp88.303.849.818.

- Mutasi kurang aset non-Tanah sebesar Rp74.864.629.609 berasal dari penghapusan aset

melalui penjualan lelang.

- Koreksi kurs Kapitalisasi Kode aset FTK00'13 PT Arutmin sebesar Rp72.674.344.
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Aset PKP2B tersebar pada 7 PKP2B, yaitu PT Adaro lndonesia, PT Arutmin lndonesia, PT

Berau Coal PT Kaltim Prima Coal PT Kideco Jaya Agung, PT MultiHarapan Utama, dan PT

Tanito Harum. Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa terdapat aset non-Tanah sebesar

Rpl 3.379.026.000 yang herasal dari BMN PKP2B PT Tanito Harum pada bulan Januari 201 I
telah berakhir kontraknya. Aset tersebut masih tercatat pada aset lainnya dalam neraca

dikarenakan usulan untuk menjadi UPK belum diputuskan.

7) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditlen Kekayaan Negara

Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 sebesar Rp1 15.056.383.683 dan Rp14.883.082.231.

Rincian Aset Lain-lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara disajikan sebagai berikut.

3l Descmbcr 2019
(Auditcd)

31 Desember 2018

lAudited)
Barang Gratifikasi KPK

Aset Eks USAII)

1 14.202.983.683 14.201.806.017

56.276.214228.400.000

Saham PT Aldevelco 625.000.000 625.000.000

Jumlah 1 r 5.056.383.683 14.883.082.231

Asct lain.lain dalam Pengelolaan DJKN

Aset lainnya

dari Unit

Penerintah

lainnya

frpl1,80
triliun

D.2.1.5.7 Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp1 1.808.679.526.194 dan Rp10.482.359.272.377, mengalami kenaikan sebesar

Rp1.326.320.253.81 7 atau 1 2,65 persen. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan ekuitas

pada Unit Badan Lainnya (UBL) dengan rincian sebagai berikut.

Unit Badan lainnya
3l Dcsember 2019

lAudited)

31 Dcscmbcr 2018

lAuditcd)
90.793.868.2441. Yayasan TMll 90.879.01 9.884

6.852.392.874 7.892.847.825

3. Yavasan Gedung Veteran 5.675.729.236 6.891.253.320

4. Badan Zakat Nasional 124.793.302.104 103.225.219.734

5. Badan Wakaf lndonesia 1.392.875.859 1.293.221.652

6. SKK Migas (44.261 .246.631 ) [ 5.136.819.621)

7. Bapertarum PNS 843.9r 6.661.365 484.r 86.960.628

8. OJK 5.945.724.548.258 5.652.1 54.041.966

9. Badan Pengelola Keuanqan Haii 4.833.706.243.205 4.1 51.058.678.629

Jumlah I 1 .808.679.526.1 94 10.482.355.272.377

2. Otorita Asahan

1. Aset Lainnya dari Yayasan Taman Mini lndonesia lndah (TMll)

Aset Lainnya dari Yayasan TMll per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp90.879.019.884 dan Rp90.793.868.244. Nilai Aset Lainnya dari Yayasan TMll sebesar

Rp90.879.01 9.884 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 201 9.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Yayasan TMll berpedoman kepada Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan 0rganisasi Nirlaba.

2. Aset Lainnya dari 0torita Asahan

Aset Lainnya dari 0torita Asahan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp6.852.392.874 dan Rp7.892.847.825. Aset Lainnya sebesar 8p6.852.392.874 merupakan total

ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan penutup 0torita Asahan hasil audit BPKP
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per tanggal I 5 Mei 20 1 9.

Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2018 tentang

Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan 0torita Pengembangan

Proyek Asahan, berdasarkan pasal 2 dan 3 Barang Milik Negara pada Otorita Asahan diserahkan

kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuali yang telah tercatat pada Kementerian

Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh 0torita Asahan diserahkan

kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan/atau Arsip Nasional Republik

lndonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan

uang penghargaan yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA

Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 201 8.

Proses likuidasi 0torita Asahan sampai dengan tahun 2019 belum selesai dilaksanakan. Sesuai dengan

Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018

Tentang Tim Likuidasi 0torita Asahan bahwa Tim Likuidasi bertugas terhitung 3 September 2018

sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan atau paling lambat sampai

dengan tanggal 31 Desember 2019.

3. Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran

Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp5.675.729.236 dan Rp6.891.253.320. Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran sebesar

Rp5.675.729.236 merupakan ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran

per 31 Desember 2019.

4. Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

AsetLainnyadariBadanAmilZakatNasionalper3l Desember20l9dan31 Desember20lSsebesar

Rp124.793.302.104 dan Rp103.225.219.734. Nilai Aset Lainnya sebesar Rp124.793.302.104

merupakan nilai ekuitas bersih BAZNAS berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019.

5. Aset Lainnya dari Badan Wakaf lndonesia (BWl)

Aset Lainnya dari Badan Wakaf lndonesia per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp1.392.875.859 dan Rp1.293.221.652. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf lndonesia

sebesar Rp1.392.875.859 merupakan ekuitas hersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun

201 9.

6. Aset Lainnya dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK

Migas)

Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi (SKK Migas) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar minus Rp44.261.246.631

dan minus Rp15.136.819.621. Aset Lainnya sebesar minus Rp44.261.246.631 merupakan total

ekuitas bersih herdasarkan Laporan Keuangan SKK Migas Tahun 2019 (Audited) dengan ekuitas

sebesar minus Rp1.076.539.694.264 ditambah penyesuaian atas pos Kewajiban Diestimasi atas

lmbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.162.273.561.112 dan dikurangi ekuitas

bersih pada Laporan Keuangan satuan kerja SKK Migas (BA 999.08) sebesar Rp129.995.113.479.

Rincian perhitungan ekuitas bersih SKK Migas sebagai berikut.
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Aset SKK

Penyesuaian Kewajiban Pasca lmbalan Kerla

Aset dari SKK M 3l Des 2019 61.246.63t

7. Penyesuaian atas ekuitas bersih BP Migas per 13 November 2012 berdasarkan Nota Dinas Menteri

Keuangan Nomor ND-1/MK.05/2018 tanggal I November 2018 hal Penyesuaian Kebijakan

Pencatatan Ekuitas Bersih Eks BP Migas, bahwa nilai ekuitas bersih eks BP Migas disajikan pada

Laporan Keuangan Badan Lainnya dan tidak lagi dicatat dan disajikan sebagai lnvestasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah pada Laporan Keuangan BA BUN lnvestasi Pemerintah (BA 999.03).

8. Aset Lainnya dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum PNS)

Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

(Bapertarum PNS) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp843.916.661.365 dan

Rp484.1 86.960.628. Aset Lainnya sebesar 8p843.91 6.661.365 merupakan total ekuitas bersih yang

ada pada Bapertarum PNS per tanggal 31 Desember 2019.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Bapertarum PNS berpedoman kepada PSAK 45 tentang

Pelaporan Keuangan 0rganisasi Nirlaha. Pada tanggal 23 Maret 2018 Bapertarum PNS dilikuidasi

sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik lndonesia No. 04 tahun 201 6 tanggal 24 Maret 201 6

tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Seluruh aset Bapertarum PNS dilikuidasi dan dikembalikan

kepada PNS akfif dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia.

Bapertarum PNS melaksanakan pengalihan aset dan hak peserta PNS secara bertahap dan

menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Bapertarum PNS telah mengubah basis akuntansi penyusunan dan pengukuran laporan keuangan

Bapertarum PNS dan basis akuntansi kelangsungan usaha menjadi basis akuntansi likuidasi efektif

tanggal 31 Desember 2018. Berita Acara Rapat Anggota Bapertarum PNS tanggal 20 Februari 2018

memberikan keputusan bahwa pengalihan aset dan hak peserta mulai bulan Maret 2018 berdasarkan

Laporan Keuangan Bapertarum PNS per 31 Desember 2018. Pembayaran atau pembagian hak peserta

dari rekening Bapertarum PNS. Hak peserta yang tidak diklaim dalam jangka waktu 1 {satu) tahun

diserahkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk digunakan bagi

kepentingan dan kesejahteraan PNS.

9. Aset Lainnya dari 0toritas Jasa Keuangan (0JK)

Aset Lainnya dari OJK (selaku satker BA 999.08) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

sebesar Rp5.945.724.548.298 dan Rp5.652.154.041.966. Aset Lainnya dari 0JK per 31 Desember

2019 merupakan nilaiekuitas bersih 0JK selaku lembaga dikurangidengan nilaiekuitas 0JK selaku

satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain (BA

999.08), laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BUN Pengelolaan Belanja Lain.lain.

1 0. Aset Lainnya dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Aset Lainnya dari BPKH per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp4.833.706.243.205 dan Rp4. l 5l.058.678.629. Aset Lainnya dari BPKH sebesar

Rp4.833.706.243.205 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Badan

Pengelola Keuangan Haji Tahun 20'19.

tlilai
Ekuitas Bcrsih SKK Migas fahun2019 lAuditedl (1.076.539.694.264)

1.162.273.561 .112

Ekuitas Bersih SKK Migas sebagai Satker dalam BA 999.08 (129.995.1 r3.479)

Ekuitas bersih BP Miqas per tanggal I 3 November 20 1 2
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0.2.1.5.8 Akumulasi Penyusutan Aset [ainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp281.071.678.085.183 dan Rp271.738.387 .743.944, mengalami kenaikan sebesar

Rp9.333.290.341.239 atau 3,43 persen. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Uraian
3l Dcscmber 2019

lAudited)

Dcsember 20 1 8

lAuditcd)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L 35.1 61.1 88.296.434 50.752.679.679.587

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada 8UN 245.91 0.489.788.749 220.985.708.064.35 7

Jumlah 281.071.678.085.r 83 211.738.381.743.944

1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp35.161.188.296.434 dan Rp50.752.679.679.587. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L

sebesar Rp35.161.188.296.434 terdiri dari:

a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp796.690.861.204;

b. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rpl 5.756.326.91 7;

c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 0perasi Pemerintahan sebesar

Rp34.348.741 .1 08.31 3.

2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 201 9 dan 31 Desember 201 8 sebesar

Rp245.910.489.788.749 dan Rp220.985.708.064.357. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada

BUN terdiri dari:

a. Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari KKKS sebesar Rp198.145.865.990.360;

b. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA sebesar Rp26.548.479.457;

c. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina sebesar Rp19.293.000.926.092;

d. Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B sebesar

Rp28.435. 1 39.542.608;

e. Akumulasi Penyusutan Aset ldleyang sudah diserahkan ke DJKN sebesar Rp3.686.294.572; dan

f. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN sebesar 8p6.248.555.660.

D.2.1.5.9 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp15.124.922.825.166 dan Rp12.211.622.116.245, mengalami kenaikan sebesar

Rp2.91 3.300.708.921 atau 23,86 persen.

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Uraian
3l Dcsembcr 2019

lAudited)

31 Dcsembcr 2018
(Auditedl

1. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada (lL 1 5.040.91 6.929.225 12.141.426.494.645

2. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN 84.005.895.941 70.r95.621.600

1 5.1 24.922.825.r 66
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1. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 20'18 sebesar

Rp 1 5.040.9 1 6 .929.225 dan Rp 1 2. 1 4 1 .426.494.645.

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L terdiri dari:

a. Akumulasi Amortisasi Hak Cipta sebesar Rp16.620.345.886;

b. Akumulasi Amortisasi Paten sebesar Rp74.557.822.862;

c. Akumulasi Amortisasi Softwaresebesar Rpl 1.579.125.487.469;

d. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp1.1 13.183.168.690;

e. AkumulasiAmortisasiAset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp1.845.582.312.562;

f. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional

Pemerintahan sebesar Rp41 1.247 .7 91 .7 56

2. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN

AkumulasiAmortisasiAsetLainnyapadaBUNper3l Desember20l9dan3l Desember20lSsebesar

Rp84.005.895.941 dan Rp70.195.621.600. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya tersebut berasal dari

BUN Pengelolaan Belanja Lainnya terdiri dari:

a. Akumulasi Amortisasi Softwaresebesar Rp55.885.087.776;

b. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp28.1 20.808.1 65.

D.2.1 KEWAJIBAN

D.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 201 I dan 3l Desember 201 8 sebesar

Rp704.682.072.672.981 dan Rp750.502.434.401.484, mengalami penurunan Rp45.820.361.728.503

atau 6,1 1 persen,

Ringkasan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut.

Xewajiban Jangka Pendck
3l Dcscmhcr 2019

lAuditcdl

31 Descmber 2018
(Auditedl

Kcnaikan I
(Pcnurunanl %

5.709. r 45.435.339 3.991.926.1 75.494 43,02

Utang kepada Pihak Ketiga 1 30.742.404.048.899 99.881 .440.679.61 5 30,90

Ulang Bunqa 6t .847 .210.447 .268 63.568.707.486.877 6,73

Utang Subsidi 1 1.234.735.1 72.695 30.1 30.2S8.770.683 162,71t

Utano Transfer 48.735.1 53.480.379 42.508.8S4.037.204 14,65

Bagian Lancar Utang Jangka Paniang 31 6.31 7.377.496.950 368.352.663.805.325 (14,131

Unanortized Discoant (1 27.084.431.000) (101 .251.794.000) 25,51

Unanonized Premiun 215.059.457.000 78.266.476.000 174,78

Utang Surat Berharga Negara

Jangka Pendek
79.1 10.000.000.000 r 02.900.000.000.000

123,121

Unanortized Discounl {1.1 34.143.2 1 5.000) (1.664.040.1 94.000) (31,84)

Utang Kelebihan Pembayaran

Pendapatan

Pendapatan Diterima Dimuka

28.578.908.772.S39 24.856.986.958.91 r
14,97

1 6.963.437.058.895 1 5.685.573.384.005 8,1 5

Pendapatan yang Ditangguhkan 197.S17.075.973 280.090.1 69.1 68 (29,34)

Utang Jangka Pendek Lainnya 291 .951.872.644 32.878.446.202 787,97

Jumlah 704.682.072.672.981 7s0.502.434.40 r.484 (6,1 1 )

Pihak
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Penurunan Kewajiban Jangka Pendek terbesar berasal dari Bagian Lancar Utang Jangka Panlang sebesar

Rp52.035.286.308.375. Utang Jangka Pendek Lainnya mengalami kenaikan tertinggi sebesar 787,97

persen. Sementara Utang Subsidi mengalami penurunan tertinggi sebesar 62,71 persen.

D.2.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.709.145.435.339 dan

Rp3.991 .926.1 75.494, mengalami kenaikan sebesar Rp1 .717 .219.259.845 atau 43,02 persen. Kenaikan

ini terutama berasal dari kenaikan Utang PFK Ditjen Perimbangan Keuangan sebesar

Rpl.202.982.706.703. Utang PFK merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran

Pembayaran kepada pihak ketiga.

Utang PFK dapat dijelaskan sebagai berikut.

Utang PFI(
3l Dcscmbcr 2019

lAudited)

3l Desember 2018

lAudited)

l. Utang PFK DJPK 4.807.262.096.854 3.604.283.936.35 1

2. Utang PFK DJPB 90r.443.639.834 387.453.556.900

3. Utang PFK DJKN

Jumlah

439.698.651 1 88.682.243

rssr.gzs-t 75.4945.709. r 45.435.339

l. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK)

UtangPFKDJPKper3l Desember20l9dan3l Oesember2018sebesarRp4.807.262.096.854dan

Rp3.604.283.936.351. Utang PFK DJPK sebesar Rp4.807.262.096.854 merupakan hak Pemerintah

Daerah atas penerimaan Setoran Pajak Rokok bulan Desember 2019 yang akan baru disetorkan pada

Triwulan I TA 2020.

2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Perbendaharaan (DJPB)

Utang PFK DJPB per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar 901.443.639.834 dan

Rp387.453.556.900.

Rincian Utang PFK DJPB menurut badan penyelenggara disajikan sebagai berikut.

Badan Penyclenggara
31 Dcscmbcr 2019

(Auditcd)
31 Desember 2018

lAudited)
a. BPJS Kesehatan 228.369.973.005 97.974.338.980

b. Perum Bulog 1.676.894

c. PT. Taspen (Persero) 32.925.571.844 12.892.263.340

d. PT. Asabil (Persero) 234.510.462 583.28't.959

e. Bapertarum PNS 639.91 1.907.62S 276.003.672.621

Jumlah 90 r.443.639.834 387.453.556.900

Rincian penerimaan dana PFK Pegawai untuk disalurkan kepada badan penyelenggara sampai dengan

31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut.

Badan Pcnyclcnggara 3l Dcscmbcr 2019

Penerimaan dana PFK Pegawai yang berasal dari luran Jaminan Kesehatan untuk

disalurkan kepada BPJS Kesehatan
9.1 42.491.386.977

Penerimaan dana PFK Pegawai yang berasal dari Setoran/Potongan PFK Beras

Bulog untuk disalurkan kepada Perum 8UL0G
2 1 0.096.s37.1 52

Penerimaan dana PFK Pegawai yang berasal dari luran Pensiun dan Tabungan

Hari Tua PNS, Pejabat Negara, Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil

Bupati/Walikota/Wakil Walikota untuk disalurkan kepada PT Taspen (Persero)

1 1.500.906.337.913
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Penerimaan dana PFK Pegawai yang berasal dari luran Pensiun dan Tabungan

Hari Tua Praiurit TNI/PNS Kemhan dan Anggota P0LRUPNS POLRI untuk

disalurkan kepada PT Asahri (Persero)

2.077.857.763.733

Penerimaan dana PFK Pegawai yang berasal dari luran Tabungan Perumahan

PNS untuk disalurkan kepada BAPERTARUM-PNS
272.660.545.222

Jumlah 23.204.0 I 2.570.997

Rincian pembayaran dana PFK Pegawai (jumlah dana PFK Pegawai yang telah disalurkan kepada Badan

Penyelenggara) sampai dengan 31 Desember 201 9 disajikan sebagai berikut.

Badan Penvelenqqara 3l Dcscmbcr 2019

BPJS Kesehatan 9.01 8.246.756.951

Perum BUL0G 21 0.073.595.1 70

PT Taspen (Persero) 1 1.459.847.588.428

PT Asabri {Perserol 2.077 .419.145.108

Bapertarum-PNS 0

Jumlah 22.765.587.086.257

Terdapat selisih antara nilai pada Utang PFK dan saldo pada Rekening Dana Khusus PFK sebesar

Rp12.349.491.335 hal ini dikarenakan masih terdapat saldo yang belum dipindahkan dari RKUN ke

rekening Dana Khusus PFK dimana nilaisebesar Rp12.349.491.335 inijuga menjadi pengurang fisik

SAL.

3. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Kekayaan Negara (DJKN)

Utang PFK DJKN per 31 Oesember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp439.698.65'l dan

Rp188.682.243. Utang Perhitungan Fihak Ketiga DJKN merupakan utang perwalian/PFK hasil

penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks BDL.

D.2.2.1.2 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp130.742.404.048.899 dan Rp99.881.440.679.615, mengalami kenaikan sebesar

Rp30.860.963.369.284 atau 30,90 persen. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban

Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya

kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dilelaskan sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga
3l Dcscmber 2019 31 Desember 2018

lAuditedl
1 7.548.296.494.980

?. BUN

Jumlah

82.333.1 44.1 84.635

Er?4q14@!9ql 99.88 r.440.679.61 5

Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L

Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L per 31 Desember 2019 sebesar Rp17.329.403.887.015

berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/1, dana yang masih harus dibayarkan atas

penyelesaian pekerjaan Gedung, pembelian peralatan dan mesin, honor/hak pihak ketiga yang

belum dibayarkan, dan tertundanya pembayaran tagihan dari pihak ketiga.

Utang kepada Pihak Ketiga pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

SK No 041538 A
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a. Kementerian Pertahanan sebesar 8p8.014.239.128.063 sebagian besar merupakan

kewajiban kepada pihak ketiga atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan belanja

Listrik Telepon Gas Air (LTGA) yang masih harus dibayar.

b. Kementerian Keuangan sebesar Rp866.046.141.211 merupakan belanja yang masih harus

dibayar dan hak pihak ketiga.

c. Kementerian Kesehatan sebesar Rp2.421.240.120.944 merupakan belanja yang masih harus

dibayar dan hak pihak ketiga.

d. Kementerian PUPEBA sebesar Rp1.232.905.334.291merupakan belanja yang masih harus

dibayar dan hak pihak ketiga.

2. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rpl I 3.413.000.1 61.885 dan Rp82.333.144.184.635.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN disajikan sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Kctiga pada BUltl
31 Dcsember 2019

lAuditcd)

3l Descmbcr 2018

lAaditcdl

a. BA 999.03 (lnvestasi) 5.65 1.1 03.795.r 7 r 7 .776.103.924.407

b. BA 999.08 (Belania lain-lain]

c. BA 999.99 (Transaksi Khusus)

I 1 .506.354.896.1 07 58.71 1.068.590.701

1 6.328.389.61 8.740 1 5.81 3.940.969.921

d. BA.999.00 {Utang Kepada Pihak Ketiga) 1 r 8.429.956.817 197.868.217.285

Jumlah I 1 3.604.278.266.835 82.498.981.702.314

EliminasiBUN 999 (1 91.278.1 04.9501 (1 65.837.5 1 7.678)

Jumlah' I 13.4t 3.000.161.885 82.333.r 44.r 84.636

1 Selisih sehesar Rpl karena penbulatan

a. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03

Nilai kewajibanjangka pendek pada BA 999.03 per 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 adalah sebesar Rp5.651.103.795.17'l dan Rp7.776.103.924.407. Nilai tersebut

merupakan merupakan kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah

Proyek Strategis Nasional yang telah dibayarkan oleh BUJT dan telah lolos verifikasi BPKP

tetapi belum direalisasikan penggantiannya oleh LMAN.

Posisi Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03 per jenisnya dijelaskan sebagai berikut.

l) Kewajihan penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis

Nasional sebesar RpS.65 1 .062.048.521 ;

2) Kewaiiban kepada penyedia lasa terkait upgradeasel kelolaan sebesar Rp41.746.650.

b. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 {BUN Belanja Lain-lain)

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah

sebesar Rp91.506.354.896.107 dan Rp58.71 1.068.590.701. Utang kepada Pihak Ketiga

merupakan belanla yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera

diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Utang Kepada Pihak Kctiga BA 999.08
31 Dcscmbcr 2019

(Auditcdl
31 Dcscmbcr 2018

lAuditcd)
Kementerian Keuangan 41 5.045.649.535 666.636.1 23.258

SKK Misas 4.864.554.1 51 1 1.562.165.044

Satker $uspense 91 .086.444.692.421 58.032.870.302.399

Jumlah 9r.506.354.896.r 07 58.71 1.068.590.701
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1) KementerianKeuangan

Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Keuangan tersebut dapat disajikan

sebagai berikut.

Uraian 3l Dcsembcr 2019

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan 3.058.91s.050

Ditien Perbendaharaan 409.81 2.566.485

Kanwil Ditjen Perhndaharaan Prov. Papua Barat 2.1 74.1 68.000

Jumlah 41 5.045.649.535

2l SKK Migas

Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp4.864.554.151 merupakan tunggakan tahun

201 I yang helum dibayarkan kepada pihak ketiga.

3) Salker Suspense

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

pada Satker Suspense adalah sebesar Rp91.086.4tt4.692.421 dan

Rp58.032.870.302.399, dimana mengalami kenaikan sebesar

Rp33.053.574.390.022 atau 56,95 persen.

Dengan mengacu pada dokumen alokasi anggaran pada APBN 2020, Pemerintah baru

mengalokasikan dana sebesar Rp1 5.000.000.000.000 pada pos Cadangan

Pembayaran KompensasiTarif Listrik dan HJE BBM pada Belanla Lain-lain dalam APBN

Tahun Anggaran 2020. Namun berdasarkan rapat di level pimpinan Kementerian

Keuangan, Pemerintah berencana akan membayar utang kompensasi pada tahun 2020

sebesar Rp91.086.444.692.421, dengan rincian sebagai berikut :

. Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebilakan

Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2018 sebesar Rp23.173.464.343.826,

dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Rl Nomor: 32/AUDITAMA

VII,PDTT/07/2019 tanggal 6 iuli 2018 dijelaskan bahwa adanya kehilangan

potensi pendapatan yang dialami oleh PT PLN (Persero) sebesar

Rp23.1 73.464.343.826 untuk golongan tarif tidak bersubsidi rahun 201 8.

b. Setelah berkoordinasi dengan Menteri BUMN, Menteri Keuangan melalui surat

Nomor 5-61 1/MK.0212019 tanggal 1 5 Agustus 2019 hal Kebilakan Pemerintah

atas Penerapan Tarif Tenaga Listrik Pelanggan Non-Subsidi di Bawah

Perhitungan Tariff Adiustmenl Tahun 2018 menyampaikan bahwa dengan

memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Rl atas subsidi listrik tahun

2018 pada PT PLN (Persero) dan anak perusahaan nomor: 43IAUDITAMA

Vll|/PDTT/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 terkait adanya kehilangan potensi

pendapatan yang dialami oleh PT PLN (Persero) sebesar

Rp23.173.464.343.826 untuk golongan tarif non-subsidi tahun 2018,

disampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah dapat menyetujui penggantian

beban dimaksud dalam bentuk kompensasi dari Pemerintah, yang pembayaran

kompensasi kepada PT PLN (Persero) akan dilaksanakan dengan

memperhatikan kondisi keuangan negara.
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. Kompensasi atas kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Akibat Kebijakan

Penetapan Tarif Tenaga Listrik adalah sebesar Rp22.253.517.129.274, dengan

penjelasan sebagai berikut :

a. Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan

Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2018 sebesar Rp23.173.464.343.826;

b. Setelah berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan Menteri ESDM, Menteri

Keuangan melalui surat Nomor S-3601MK.0212020 tanggal 6 Mei 2020 hal

Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat

Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2019 menyampaikan bahwa Pemerintah

dapat menyetujui penggantian kekurangan penerimaan PT PLN (Persero)

sebagaimana dimaksud pada butir "a" di atas yang pembayarannya dilakukan

pada kesempatan pertama di tahun 2020 sesuai kemampuan keuangan negara.

. Kompensasi atas kekurangan penerimaan badan usaha akibat penetapan Harga Jual

Eceran Bahan Bakar Minyak (HJE BBM) Jenis BBM Tertentu (JBT) dan/atau Jenis

BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar Rp45.659.463.219.321, terdiri atas:

a. Kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat penetapan HJE BBM

JBT sebesar Rp45.000.000.000.000, dengan rincian:

1 ) Kekurangan penerimaan akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun

2017 sebesar Rp20.788.916.888.950, sesuai surat Menteri Keuangan

Nomor S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

2) Sebagian kekurangan penerimaan akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak

Solar Tahun 2018 sebesar Rp24.211.083.111.050 dari total kekurangan

penerimaan sebesar Rp29.31 2.490.670.766, sesuai surat Menteri Keuangan

Nomor S-430/MK.02i2019 tanggal 28 Mei 2019.

b. Kekurangan penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk akibat penetapan HJE BBM

JBT sebesar Rp659.463.21 9.321, dengan rincian:

1) Kekurangan penerimaan akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar

Tahun 201 7 sebesar Rp259.037.426.780, sesuai surat Menteri Keuangan

Nomor S-6421M K.021201 I tanggal 24 Agustus 20 1 8.

2) Kekurangan penerimaan akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar

Tahun 2018 sebesar Rp400.425.792.541, sesuai surat Menteri Keuangan

N omor S-58/M K.0212020 tan g gal 27 Januari 2020.

Pemerintah telah menerbitkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-

8281AG12020 tanggal 15 Mei 2020 hal Penyampaian Klasifikasi Utang Kompensasi

Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik pada LKBUN,LKPP 2019 Audited yang

menjadi dasar rencana pembayaran utang kompensasi pada tahun 2020 sebesar

Rp9 1 .08 6.42t4 .692.421 dimaksud.

Penyajian Utang kepada Pihak Ketiga pada satker Suspenseberdasarkan:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Pencatatan dan penyajian Utang Piutang Kompensasi

Tarif Tenaga Listrik Tahun 2018 dan 2019 antara KPA Satker Subsidi Energi

(Direktorat Jenderal Anggaran) dengan Direktur keuangan PT PLN (Persero)
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Nomor BA-23/AG.6/2020 dan 031 3.BAIKEU.02.04/A01 0600/2020 tanggal 1 5

Mei 2020.

2. Berita Acara Rekonsiliasi Pencatatan dan penyajian Utang Piutang Kompensasi

antara KPA Satker Subsidi Energi (Direktorat Jenderal Anggaran) dengan

Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Nomor BA-24/AG.6/2020 dan

004/H00000/2020-50 tanggal 15 Mei 2020.

Jika dibandingkan dengan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018, maka

terdapat kenaikan sehesar Rp33.053.574.390.022. Kenaikan tersebut dapat dirinci

sebagai berikut:

1. Serah terima pencatatan utang sebesar minus Rp7.456.451.880.403 kepada

satker Ditjen Anggaran (kode satker 983011). Serah terima pencatatan

tersebut didasari oleh Berita Acara Serah Terima Pencatatan Utang kepada

Pihak Ketiga Nomor BAST-1/AG/2019 tanggal 31 Desember 2019 antara

UAPBUN Belanja Lain-lain (mencatat utang menggunakan satker SuspmsCi

dengan KPA Satker Pembayaran Kewaliban Pemerintah terhadap Kebilakan

TarifListrikTA20lT.

2. Koreksi kurang sebesar Rp215.973.435.500 merupakan koreksi terkait

kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) akibat penugasan pemerintah

atas kegiatan penyaluran JBT Minyak Solar Tahun 2018. Pada tahun 2018,

utang tersebut tercatat sebesar Rp29.528.464.106.266 berdasarkan Surat

Menteri Keuangan Nomor S-339/MK.02/2019 tanggal 30 April 2019 hal

Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina

(Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar

dan JBKP Premium Tahun 2018. Selanjutnya, melalui Surat Menteri Keuangan

Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Penyampaian Kebijakan

Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari

penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun

2018 dan memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Rl Nomor:

31/AUDITAMA V||/PDTT/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, maka kewaliban

Pemerintah atas kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dimaksud

kemudian dicatat sebesar Rp29.312.490.670.766. Atas hal tersebut, maka

ada koreksi kurang sebesar Rp2'15.973.435.500 (Rp29.528.464.106.266 -
Rp29.31 2.490.670.766).

3. Koreksi kurang sebesar Rp4.700.981.767.175 (Rp50.360.444.986.496

Rp45.659.463.219.3211 merupakan koreksi terkait kekurangan pendapatan

Badan Usaha akibat penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran BBM

dengan rincian sebagai berikut:

a. Reklasifikasi ke Utang Jangka Panjang sehesar Rp5.101.407.559.716

(Rp50.360.444.986.496- Rp45.259.037.426.780) dikarenakan dari total

utang kompensasi atas kekurangan pendapatan Badan Usaha akibat

penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran BBM pada PT Pertamina
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dalam LKPP Tahun 2018 sebesar Rp50.360.444.986.496, Pemerintah

baru merencanakan pembayaran utang kompensasi atas kekurangan

pendapatan dimaksud sebesar Rp45.259.037.426.780 pada Tahun 2020.

b. Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan pendapatan PT AKR

Corporindo Tbk akibat penugasan Pemerintah atas kegiatan penyaluran

Jenis BBM Tertentu Minyak Solar Tahun 2018 sebesar

Rp400.425.792.541 yang ditetapkan melalui surat Menteri Keuangan

N o mo r S- 5 8 / M K.02.2020 t an g ga I 27 J anuari 2020.

4. Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan

Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2018 sebesar Rp23.173.464.343.826

yang ditetapkan melalui surat Menteri Keuangan Nomor 5-611/MK.02/2019

tanggal 15 Agustus 2019.

5. Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan

Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2019 sebesar Rp22.253.517.129.214

yang ditetapkan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor 5-360/MK.0212020

tanggal 6 Mei 2020.

c. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus)

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN 999.99 per 31 Desember 2019 dan 31 Oesember

2018 sebesar Rp16.328.389.618.740 dan Rp15.813.940.969.921. Utang kepada Pihak

Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus

segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas

bulan). Utang Kepada Pihak ketiga pada BA BUN 999.99 disajikan sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Kctiga

Utang Kepada Pihak Ketika TK DJPB

Pihak Ketika TK- DJA

Pihak Ketika TK - BKF

d. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) per 31 Desember 2019 dan Desember 2018 sebesar

Rp118.429.956.817 dan Rp197.868.217.285, dimana mengalami penurunan sebesar

Rp79.438.260.468 atau 40,15 persen. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember

2019 merupakan utang kepada pihak ketiga dari pemerintah kepada penerima dana SP2D

yang timbul akibat terdapat dana SP2D yang gagal disalurkan akibat kesalahan pencantuman

nama dan /atau nomor rekening dana SP2D pada SPM yang belum dikoreksi dan disampaikan

kembali kepada KPPN oleh satuan kerja terkait sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

dan penerimaanlpengeluaran non anggaran pihak ketiga karena kesalahan sistem perbankan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut.

Utang

31 Desember 2018
(Aaditcd)

4.935.603.947.760 5.1 33.1 33.592.527

1 0.679.007.7 1 4.9961 1.391.057.81 0.983

1.727.859.997 1.799.662.398

Jumlah r 6.328.38S.61 8.740 15.81 3.940.969.92 t

3l Dcsembcr 2019

lAuditcdl

Utang Retur KPPN

Utang Jangka Pendek

Lain-lain

tlilai

1 18.41 5.840.071

Penie!asan

Utang retur di KPPN

Kewaliban ini berasal dari Kelebihan Limpah Bank/Pos

Persepsi sampai dengan tahun 2019 yang belum diminta

l
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Utang karena

kesalahan perbankan

3 Saldo utang kepada Phak Ketiga senilai Rp3 yang

merupakan pembulatan

3l Dcsember 2018

lAudited)

Jumlah L !1!:11e.e56:8!7 ]

Utang Bunga

Rp6Z84
triliun

Utang Subsidi

Rpl l,23
triliun

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada lampiran 26.

D.2.2.1.3 Utang Bunga

Utang Bunga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp67.847.210.447.268 dan

Rp63.568.707.486.877, mengalami kenaikan sebesar Rp4.278.502.960.391 atau 6,73 persen. Utang

Bunga merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Utang Bunga disajikan sebagai berikut.

Utang Bunga
3l Desember 2019

lAuditcd)

1. Utang Bunga Dalam Negeri 63.765.290.222.549 58.360.927.r 83.31 0

2. Utang Bunga lnstrumen Pinjaman

a. Utang Bunga Pinjaman Dalam lllegeri r r 1.018.797.51 1 102.827.439.148

b. Utang Bunga Luar Negeri 3.970.901.427.208 5.1 04.952.864.420

Jumlah 67.841 .210.447.268 63.568.707.486.878

Utang Biaya Pinjaman merupakan Utang Bunga untuk instrumen Pinjaman dan SBN yang besarnya per 31

Desember 2019 sebesar Rp67.847.210.447 .268 yang terdiri dari:

1. Utang Bunga Surat Berharga Negara/Utang Bunga Dalam Negeri sebesar Rp63.765.290.222.549,

dimana didalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara rupiah dan penerimaan imbalan

diterima dimuka SBSN Jangka Panjang yang belum dibayarkan sebesar Rp707.958.567.000.

2. Utang Bunga lnstrumen Pinlaman per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.081 .920.224.719, terdiridari:

a. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rpl I 1.018.797 .511; dan

b. Utang Bunga Luar Negeri sebesar Rp3.970.901 .427.208.

D.2.2.1.4 Utang Subsidi

Utang Subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp11.234.735.172.695 dan

Rp30.130.298.770.683, mengalami penurunan sebesar Rp18.895.563.597.988 atau62,71 persen.

Terdapat utang subsidi estimasi dikarenakan terdapat tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh

BUMN 0perator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifkasi atas

tagihan dimaksud. Utang subsidi estimasi terdapat pada Kementerian Pekerlaan Umum dan

Perumahan Rakyat senilai Rp183.683.286.370 dan Kementerian KUKM senilai

Rp 1.486.852.984.436.

Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga disajikan sebagai berikut.

3, KementerianPerhubungan

4. Kementerian PUPR 292.110.245.218

5. Kementerian KUKM 1 .486.852.984.436 3.329.280.541.077

Utang Subsidi

l. KementerianKeuangan

3t Descmhcr 2019

lAuditedl

3t Desember 2018

lAadited)

1 6.30r.6S2.1 40.3853.742.908.280.04 1

2. KementerianPe(anian 5.7 1 2.863.663.000 9.773.249.000.000

0 1 08.285.000.000

617.792.089.221

30.1 30.29.770.683
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Utang Suhsidi pada Kementerian Keuangan

Utang Subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.742.908.280.041

dan Rp16.301.692.140.385. Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2019 mengalami

penurunan sebesar Rp12.558.783.860.344 alau 77,04 persen dibandingkan Jumlah Utang

Subsidi per 31 Desember 2018. Rincian Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan disajikan

sebagai berikut.

Eselon I
31 Dcscmbcr 2019

lAuditcd)

31 Desembcr 2018
(Audited)

a. Ditien Anggaran (Subsidi Energi) 2.468.700.000.000 I 15.907.204.095.503

b. Ditien Paiak (Paiak DTP) 1.222.759.999.792 386.1 23.000.000

c. Ditien Perbendaharaan (Subsidi Bunga) 51.M8.280.249 8.365.044.882

Jumlah 3.742.908.280.041 1 6.30 t.6S2. I 40.385

a. Utang Subsidi pada DJA

Utang Subsidi Jangka Pendek DJA per 31 Desember 201 9 sebesar Rp2.468.700.000.000.

Utang Subsidi Jangka Pendek DJA terdiri atas:

1) Utang Subsidi sebesar Rp1.043.658.000.000 merupakan merupakan kekurangan

subsidi BBM Jenis Minyak Solar kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR

Corporindo, Tbk tahun 2018;

2l Utang Subsidi sebesar Rp 1 90.672.000.000 merupakan kekurangan subsidi BBM Jenis

Minyak Tanah kepada PT Pertamina (Persero) tahun 2018;

3) Utang Subsidi sebesar Rp1.234.370.000.000 merupakan kekurangan suhsidi LPG

Tabung 3 Kg kepada PT Pertamina (Persero) tahun 2018.

b. Utang Subsidi pada Oitjen Pajak

Kewaliban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing

sebesar Rp1.222.760.000.000 dan Rp386.123.000.000. Utang Subsidi PPh DTP per 31

Oesember 2019 merupakan reklas Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2018 sebesar

Rp1.222.759.999.792.

c. Utang Subsidi pada Ditlen Perbendaharaan

UtangsubsidiKreditProgramper3l Desember2019dan3l Desember20lSmasing-masing

sebesar Rp5 1 .448.280 .249 dan Rp.8.365.044.882.

Rincian Utang Subsidi ada Ditjen Perbendaharaan disalikan sebagai berikut.

Skcma Subsidi Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kuranq Saldo Akhir
1 2 3 4 5-2+3+4

KKPE 1.600.244.896 12.032.64r.010 1.544.360.486 12.088.525.420

KPEN.RP 580.453.812 25.1 47.954.981 580.453.812 25,147.S54.981

Risk SharinsKKPE 0 12.558.622.170 0 12.558.622.170

KUPS 6.068.257.667 1.285.31 3.239 6.066.587.537 1.286.983.369

S.SRG r 16.088.407 366.r 94.309 1 16.088.408 366.1 94.309

Jumlah 8.365.044.782 5r.390.725.709 8.307.490.242 51.448.280.249

Nilai Kewaliban Jangka Pendek merupakan Saldo akhir Utang Subsidi per 31 Desember

2018 senilai Rp8.365.044.882 ditambah Berita Acara Verifikasi (BAV) atas tagihan subsidi

yang diterbitkan selama periode Januari s.d. Desember 2019 yang belum diterbitkan Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp 51 .390.725.709 dikurangi SPP Tahun 201 9 atas

BAV yang diterbitkan sebelum tahun 2019 sebesar Rp6.919.518.778, dan dikurangi SPP
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Tahun 2019 atas BAV yang diterbitkan pada Subsequent Euent penyusunan

laporan keuangan Tahun 2018 sebesar Rpl.387.971.464, dan koreksi atas kesalahan

pencatatan Utang Subsidi pada penerbitan BAV Skema KKPE Bank Papua Periode Juli -
September 2018 yang semula tercatat Rp82.253.650 dikoreksi sebesar 8p100 menjadi

Rp82.253.550.

Saldo Utang Subsidi tersebut merupakan tagihan subsidi atas periode penyaluran sebagai

berikut.

Saldo utang Subsidi Jumlah

Periode penyaluran Tahun 201 5 Rp8.815.888.81 5

Periode Denyaluran Tahun 201 6 Rp6,243.948.437

Periode penyaluran Tahun 201 7 Rp8.1 48.033.987

Rp10.205.257.924

Rpl 8.035.1 51 .086

Periode Tahun 20'18

Periode penyaluran Tahun 201 I
LK belum diterbitkan SP2D-nya)

2. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian

Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

sebesar Rp5.712.863.663.000 dan Rp9.773.249.000.000. Nilai Utang Subsidi per 31

Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp4.060.385.337.000 dihandingkan dengan

jumlah utang subsidi per 31 Desember 2018. Jumlah tersehut merupakan reklasifikasi Utang

Suhsidi Jangka Panjang tahun 2018 sebesar RpS.712.863.663.000. Utang Subsidi tahun 2018

direalisasikan senilai Rp9.773.248.999.000 atau 100 persen dari Pagu Kurang Bayar. Selisih

Rp1.000 yang disebabkan pembulatan pada P0K.

3. Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan

Pada 31 Desember 2019, tidak terdapat Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan.

4. Utang Subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Utangsubsidiper3l Desember2019dan3l Desember2018sebesarRp292.110.245.218dan

Rp617.792.089.22'1. Jumlah utang subsidi per 31 Desember 20'19 mengalami penurunan

sebesar Rp325.681.844.003 dari jumlah utang subsidi per 31 Desember 2018.

Utang subsidi per 31 Desember 2019 sebesar Rp292.1 10.245.218 terdiri dari:

a. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Pembiayaan lnfrastruktur PUPR

Jumlah kewajiban langka pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp290.219.286.370

terdiri dari utang subsidi Rp106.536.000.000 berupa kontra akun Dana yang Dibatasi

Penggunaannya dan Utang Subsidi Estimasi sebesar Rp183.683.286.370. Utang Subsidi

Estimasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp183.683.286.370 diantaranya terdiri sisa

saldo utang tahun 201 8 sebesar Rp58.71 0.1'l 1.1 02 yang belum dapat ditelusuri oleh KPA

ke dokumen sumber hasil audit BPKP dengan surat tagih bank untuk berapa nilai yang layak

bayar, tidak layak bayar, dan tunda bayar. Dana yang dibatasi penggunaaannya sebesar

Rpl 06.536.000.000 merupakan dana yang sudah terbit SP2D-nya per tanggal pelaporan,

akantetapibelumdisalurkandanmasihtercatatdirekeningRPLper3l Desember20l9.

b. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Cipta Karya

Utang subsidi per 31 Desemher 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar 8p1.890.958.848

dan 8p2.1 03.500.344.
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Utang subsidi estimasi merupakan estimasi tagihan subsidi bulan Maret s.d September

2019 dengan rincian sebagai berikut.

5. Utang Subsidi pada Kementerian Koperasi dan UKM

Utang subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.486.852.984.436

dan Rp3.329.280.541.077. Utang Utang Subsidi estimasi per 3l Desember 2019 tersebut

mengalami penurunan sebesar Rp1.842.427.556.641 dikarenakan:

a. Pembayaran atas utang subsidi estimasi sebesar Rp1.075.762.061.741

b. koreksi kurang atas saldo per 31 Desember 2018 yang belum dibayarkan di tahun 2019

senilai Rp2.253.51 8.479.335 dikarenakan derajat kepastian kurang; dan

c. Tagihan subsidi IJP dan Bunga KUR sampai dengan tahun 2019 yang belum dilakukan

verifikasi sebesar Rp1.486.852.984.436. Atas utang subsidi estimasi tersebut, sampai

dengan bulan Mei 2020 telah diverifikasi SIKP tagihan subsidi bunga senilai

Rp958.366.326.699 dari 37 Penyalur dan diaudit BPKP tagihan IJP senilai

Rp46.372.454.177 dari 1 Penjamin KUR. Dari hasil verifikasi dan audit tersebut, sebesar

Rp885.810.040.778 dinyatakan lolos verifikasi dan layak dibayarkan belanja subsidinya

pada tahun 2020.

Terdapat perubahan kebilakan pengakuan utang estimasi pada tahun 201 9 yaitu tidak mengakui

utang atas tagihan yang belum lolos verifikasi yang dapat ditagihkan kembali dan

menghapusbukukan utang selenis per 31 Desember 2018.

SK No 041801 A

Sep-19 Okt-19 Nov-19 Des-19 Total Indikasi

1 Kab. Bogor 3.178.733,61            1.059.577,87            -                          -                          4.238.311,48                

2 Kab. Ciamis -                          -                          -                          -                          -                              

3 Kab. Lombok Timur -                          -                          -                          -                          -                              

4 Kota Banjarmasin 169.852.941,15         152.058.823,50         145.588.235,27         150.441.176,44         617.941.176,36            

5 Kota Malang -                          -                          -                          -                          -                              

6 Kota Denpasar 48.097.807,07          49.701.067,30          48.097.807,07          49.409.565,44          195.306.246,89            

7 Kota Palopo 323.405.082,50         44.479.923,75          43.045.087,50          44.344.798,75          455.274.892,50            

8 Kab. Cilacap 19.581.689,61          20.234.412,60          19.581.689,61          20.234.412,60          79.632.204,43              

9 Giri Menang 96.366.270,36          99.578.479,38          96.366.270,36          98.864.655,15          391.175.675,25            

10 Kab. Banyumas 37.104.595,09          37.751.878,95          35.962.329,47          36.571.537,80          147.390.341,31            

697.587.119,39         404.864.163,35         388.641.419,28         399.866.146,19         1.890.958.848,21         

No PDAM Indikasi Kebutuhan Subsidi Bunga Periode Oktober 2018

TOTAL

PERHITUNGAN SUBSIDI BUNGA PERBULAN TA 2018
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D.2.2.1.5 Utang Transler

Utang Transfer per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp48.735.153.480.379 dan

Rp42.508.894.037.204, mengalami kenaikan sebesar Rp6.226.259.443.175 atau 14,65 persen.

Rincian Utang Transfer disajikan sebagai berikut:

Jenis Kcwajiban
3l Desember 2019

(Audited)
3l Desember 2018

(Audited)

1. Kewaiiban TKD 10.316.654.476.421 I 24.1 43.1 53.891.576

2. Kewajiban TKD Estimasi 38.41 8.499.003.958 1 8.365.740.1 45.628

Jumlah 48.735.1 53.480.379 42.508.894.037.204

1. Kewajiban TKD Dana Bagi Hasi!

Kewajiban Transfer ke Daerah merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya

Kurang Bayar DBH. Kewajiban TKD Satker DBH per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

sebesar Rp10.316.654.476.421 danRp24.143.153.891.576. Nilai kewajiban pada TA 2019 tersebut

mengalami penurunan dibandingkan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.826.499.403.155

alau 57,21 persen. Penurunan nilai kewajiban tersebut sebagai akibat dari realisasi penyelesaian

sebagian Kurang Bayar TA 2017 berdasarkan PMK No. 771PMK.0712019, PMK No.

167/PMK.07,2019, Perdirlen No. Per 5/PK/2019, Perdirjen No. Per-8/PK12019, dan PMK No.

180/PMK.07/2019 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang pada TA 2019.

Rincian Kewaliban TKD Dana Bagi Hasil dapat dilihat pada [ampiran 27.

2. Kewajiban TKD EstimasiDana Bagi Hasil

Kewajiban TKD Diestimasi merupakan kewajiban transfer pada periode pelaporan keuangan tahunan,

dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kekurangan salur atau bayar dan

belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kekurangan salurlbayar dan/atau belum

ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam

ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Pada Satker DBH,

Kewajiban TKD Diestimasi merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul sebagai akibat adanya

potensi selisih kurang antara realisasi penerimaan Pajak dan PNBP Sumber Daya Alam yang

dibagihasilkan dengan besaran DBH Pajak dan PNBP SDA yang sudah disalurkan. Nilai yang tercantum

merupakan hasil perhitungan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang tercantum dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Auditeddan akan menjadidefinitif sebagaiKewajiban TKD Dana

Bagi Hasil setelah mendapat penetapan dari Menteri Keuangan.

Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil estimasi per 31 Desember 2019 tercatat sebesar

Rp38.418.499.003.958. Saldo Kewajiban TKD Diestimasi TA 2019 merupakan nilai hasil estimasi

Kurang Bayar DBH yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan negara TA 2019 yang akan

dibagihasilkan. Dibandingkan dengan 31 Desember 2018 Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil estimasi

mengalami kenaikan sebesar Rp20.052.758.858.330 di mana saldo Kewaliban TKD Dana Bagi Hasil

estimasi per 31 Desember TA 2018 tercatat sebesar Rp18.365.740.145.628. Hal ini disebabkan oleh

kebijakan penundaan penyaluran DBH Reguler Triwulan lV Tahun 2019 guna melunasi utanglkewaliban

DBH Definitif tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan ini diambil berdasarkan Pasal 1 1 ayat (5) UU Nomor

12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun 2019.

SK No 041800 A
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Rincian Estimasi Kurang Bayar DBH TA 2019 disajikan sebagai berikut

UBAIA]tI Jumlah {Bp}

KB DBH PPh Pasal 21 r 2.209.696.054.954

KB t)BH PPh Pasal 25/29 0P 1 .495.51 7.854.670

KB [)BH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi 1.500.900.1 1 8.1 59

KB []BH PBB Baoian Daerah untuk KabuDaten/Kola 5.975.28 1 .887.635

KB DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Provinsi 46.365.209.870

KB DBH PBB Biava Pemunsutan untuk Kabupaten/Kota 217.249.1?9.111

KB DBH PBB Basi Rata 586.300.67 1 .249

KB DBH CHT r 60.954.442.590

KB DBH S0A Minyak Bumi 15% 2.617 .243.927 .498
KB DBH S0A Minyak Bumi 0.5% 85.909.040.1 1 I
KB DBH S0A Minyak Bumi 0tonomi Khusus 147.087.840.667

KB DBH SDA Gas Bumi 30Yo 3.876.184.425.281

KB DBH SDA Gas Bumi 0,5% 57.447.204.921

KB DBH SDA Gas Bumi Otonomi Khusus 587.426.1 93.1 38

KB t)BH SDA Minerba-luran Tetap 40.820.718.428

KB DBH SDA Minerba - Royalti 7 .056.127 .205.852
KB DBH SDA Panas Bumi . Setoran Bagian Pemerintah 1.042.349.211.77 4

KB DBH SDA Panas Bumi - luran Telap 1 0.826.863.200

KB DBH SDA Panas Bumi- luran Produksi 961.350.378

KB DBH SDA Kehutanan-llUPH 56.562.387.490

KB DBH S0A Kehutanan-PSDH 530.570.830.25 1

KB t)BH SDA Perikanan 1 16.716.436.724

Total 38.4r 8.499.003.958

D.2.2.1.6 Bagian lancar Utang Jangka Panjang (UJP)

BagianLancarUJPper3l Desember2019dan3l Desember2018sebesarRp316.317.377.496.950dan

Rp368.352.663.805.325, mengalami penurunan sebesar Rp52.035.286.308.375 atau 14,13 persen.

Bagian Lancar UJP merupakan utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo 1 2 (dua belas) bulan

setelah tanggal neraca. Nilai neto Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp316.405.352.522.950

yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp316.317.377.496.950 dikurangi Unanortized Discounlsebesar

Rp127.084.431.000 dan ditambah Unamortized Premiumsebesar Rp215.059.457.000.

Rincian Bagian Lancar UJP disajikan sebagai berikut.

3l Descmbcr 2019

lAuditcdl

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri 93.86 1 .285.668.664 88.732.967.798.966

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri 1 .503.721.849.368 1.410.104.071 .397

Bagian Lancar Obligasi Negara dan SBSN 220.842.513.473.516 278.132.014.827 .761

31 6.207.520.99 t.548 368.275.086.698.1 24

Bagian Lancar UJP pada Kemenlu I 09.856.505.402 77.577 .107.201

Jumlah Bruto 3 I 6.31 7.377.496.950 368.352.663.805.325

Unanortized 0iscount (1 27.084.43 r.000) fl 0r.251 .794.000)

Unanortzed Premiun 21 5.059.457.000 78.266.476.000

Jumlah llleto 3 r 6.405.352.522.950 368.329.678.487.325

Eagian Lancar UJP
31 Desember 2018

(Audited)

BUtt|

SK No 041799 A
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Bagian Lancar 0bligasi Negara termasuk di dalamnya bagian lancar atas seri SRBI-01 sebesar

Rp774.800.215.588 sesuai denganjadwal angsuran pelunasan pokok pada Addendum 0bligasi Negara Rl

dengan tingkat bunga tetap seri SRBI-01/MKI2003 tanggal 29 Mei 2019.

D.2.2.1.7 Utang SBN Jangka Pendek

Utang SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp79.1 1 0.000.000.000 dan Rp1 02.900.000.000.000, mengalami penurunan sebesar

Rp23.790.000.000.000 atau 23,12 persen. SBN Jangka Pendek merupakan instrumen utang jangka

pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka

Pendek sebesar Rp77.975.856.785.000 merupakan nilai neto dari nilai bruto sebesar

Rp79.110.000.000.000 dikurangi Unanortized Discount sebesar Rp1.134.143.215.000 dan ditambah

Unanortized Premiunsebesar RpO. Rincian Utang SBN Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

Utang SBlll Jangka Pcndck
3l Descmbcr 2019

(Auditcd)
31 Descmber 2018

lAadited)

Utang SBN Jangka Pendek 79.1 1 0.000.000.000 r 02.900.000.000.000

Jumlah Bruto 79.1 r0.000.000.000 1 02.900.000.000.000

Unanortized Discount t1.1 34.1 43.21 5.000) (1.664.040.1 94.000)

Unanortized Preniam 0 0

Jumlah lllcto 77.975.856.785.000 1 01.235.959.806.000

D.2.2.1.8 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp28.578.908 .772.939 dan Rp24.856.986.958.91 1, mengalami kenaikan sebesar

Rp3.721,921.814.028 atau 14,97 persen. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan

kewaliban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang diterima dari penyetor namun sampai

dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah.

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagai berikut.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
3l Dcscmbar 2019 31 Dcscmha 2018

lAudited)
SPM-KP yang belum diterbitkan SP20-nya dan pengembalian

pungutan ekspor yang belum direalisasikan oleh eksportir

pada Kementerian Keuangan.

28.255.733.68 1 .955 24.681.785.707 .564

Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada (ementerian

ESDM
323.1 69.904.285 174.546.01 0.077

Utang kelebihan pembayaran pendapalan pada

Badan Pemeriksa Keuangan
3.645.760 51.000.000

Utang Kelebihan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan

Paiak Lainnya DJPB (BA 999.99)
1.540.939 604.241.270

Jumlah 28.578.908.772.939 24.856.986.958.91 r

D.2.2.1.9 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp16.963.437.058.895 dan Rp15.685.573.384.005. mengalami kenaikan sebesar

Rp1.277.863.674.890 atau 8,1 5 persen. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah

SK No 041798 A
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masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan

Diterima Dimuka disajikan sebagai berikut.

Pendapatan Ditcrima Dimuka
3l Dcscmber 2019

(Auditedl
3l Desembcr 2018

(Aaditcdl

K/L

BUN

1 6.879.575.1 00.899 1 5.584.991.431.064

83.861.957.997 100.581.952.941

Jumlah' 1 6.963.437.058.896 1 5.685.573.384.005
-) selisih TA 2019 sebesar Rpl karena penbulatan

1. Pendapatan Diterima Dimuka yang berada di K/L sebesar Rp16.879.575.100.899. terutama berasal

dari Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.164.212.7 73.960, Kementerian Kominfo sebesar

Rp 1 1 .0 1 1 .826.85 1 .692 dan BP Batam sebesar Rp2.243.559.020. 1 86.

2. Pendapatan Diterima Dimuka yang berada di BUN (BA 999.99)sebesar Rp83.861.957.997 merupakan

pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada

pihak ketiga. Pendapatan Oiterima Dimuka pada BUN terdiri dari:

a. Pendapatan diterima dimuka dari aset yang timbul dari pemberian BLBI sebesar Rp4.832.775.083

Pendapatan diterima dimuka aset yang timbul dari pemberian BLBI berasal dari peningkatan

transaksi sewa atas properti eks BPPN dan transaksi sewa aset properti eks Kelolaan PT PPA.

b. Pendapatan diterima dimuka dari sewa aset KKKS sebesar Rp65.023.306.477

c. Pendapatan diterima dimuka dari ABMA/T sebesar Rp4.387.892.600,

d. Pendapatan Diterima Dimuka UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B

per3l Desember2019dan3l Desember20l8adalahmasing-masingsebesarRp9.617.983.836

dan Rp1.700.000.000.

Rincian pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada lampiran 26.

D.2.2.1.10 Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp197.917.075.973 dan Rp280.090.169.168, mengalami penurunan sebesar Rp82.173.093.195 atau

29,34 persen. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan dana yang terdapat di Rekening Minyak dan Gas

Bumi pada akhir periode pelaporan, yang berasal dari setoran penerimaan negara yang belum dapat

diidentifikasi peruntukkannya sebesar Bpl 97.91 7.075.973.

Saldo ini terkait pada pengelolaan transaksi khusus {UAKPA BUN TK DJA} dan BA BUN lainnya. Pada BA

999.99 PNBP Khusus BUN menyajikan nilai pendapatan migas yang ditangguhkan atas nilai penyetoran

yang diterima di Rekening Migas namun belum diketahui peruntukannya sebesar Rpl 97.91 7.075.973, yang

merupakan saldo Migas.

Sementara itu, Pendapatan yang Ditangguhkan pada BA 999.02 merupakan kontra akun dari Penerimaan

Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus yang digunakan untuk mencatat penerimaan hibah

yang telah masuk ke Rekening Khusus namun NoD-nya belum diterima. Nantinya, setelah NoD diterima,

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Bekening Khusus akan direklas sehingga akan menjurnal

balik akun Pendapatan yang Ditangguhkan dan memunculkan akun pengakuan pendapatan hibah. Saldo ini

juga terpengaruh perubahan metode akuntansi untuk perhitungannya yang termaktub dalam PMK

195/PMK.05/2019.
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D.2.2.1.11 Utang Jangka Pendek lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp291.951 .872.644 dan Rp32.878.446.202, mengalami kenaikan sebesar Rp259.073.426.442 atau

787,97 persen.

Rincian Utang Jangka Pendek lainnya dijelaskan sebagai berikut.

Utang Jangka

Pendek

lainnya

frp291,95

niliar

Kewaliban

Jangka

Panjang

frp463 triliun

Utang Jangka Pendek [ainnya
31 Descmber 2019

lAuditedl
K/L 339.806.045.078 58.508.784.553

BUiI 4.861.788.467.503 1.799.325.221

Penyesuaian Konsolidasi LKPP {4.909.642.639.937)

Jumlah 291.951.872.644

31 Desember 2018

lAudited)

7.42S.663.5

32.878.446.202

L Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di K/L sebesar Rp339.806.045.078 antara lain berupa

pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara, utang pajak yang

bersumber dari non APBN, utang satker BLU, ulang Perguruan Tinggi yang masih harus dibayar, dan

lain-lain.

2. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di BUN sebesar Rp4.861.788.467.503 merupakan

Utang jangka pendek lain lain BUN sebesar Rp4.861.788.467.503.

3. Penyesuaian konsolidasi LKPP sebesar minus Rp4.909.642.639.937, terdiri dari reklas Utang

Jangka Pendek Lainnya BUN ke Utang kepada pihak ketiga sebesar minus Rp4.861.788.467.503

karena perbedaan posting ruleanlarc KL dan BUN, jurnal penyesuaian saldo awalsebesar minus

Rp25.432.121.939, dan Utang Jangka Pendek lainnya yang berasal dari pungutan pajak yang belum

disetor oleh bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan ke kas negara dilakukan

reklasifikasi dari Utang ke pendapatan palak lainnya pada Laporan 0perasional sebesar minus

Rp22.422.050.495.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada lampiran 26.

D.2.2-2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewaliban Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp4.635.539,513.513.850 dan Rp4.166.975.126.814.345, mengalami kenaikan sebesar

Rp468.564.386.699.505 alau 1'1,24 persen.

Ringkasan Kewaliban Jangka Panjang disalikan sebagai berikut.

31 Descmber 2019

lAuditcdl

31 Dcsember 2018

lAudited)

l(enaikan /
(Pcnurunan) %

Utang Jangka Paniang Dalam Neoeri 3.967.764.907. r 86.497 3.452.6 1 4.959.247 .t 7 0 14,92

Utang Jangka Panlang Luar Negeri

Jumlah

667.i74.606.327.353 7 1 4.360.1 67.566.575

4.r 66.975.t 26.81 4.345

(6,52)

4.635.539.51 3.51 3.850 11,24

Kewaliban Jangka Panjang

Kenaikan Kewajiban Jangka Panlang terutama berasal dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri sebesar

Rp512.144.131.932.880. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri mengalami kenaikan sebesar 14,83

persen, sementara Utang Jangka Panjang Luar Negeri mengalami penurunan sebesar 6,52 persen.
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D.2.2.2.1 Utang Jangka Paniang Dalam Negeri

D.2.2.2.1.1 Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri

Utang Jangka Panlang Pinjaman Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

sebesar 8p8.663.939.872.341 dan Rp5.724.587.516.213, mengalami kenaikan sebesar

Rp2.939.352.356.1 28 atau 51,35 persen. Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri merupakan akun

baru dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan sesuai Keputusan Direktur Jenderal

Perbendaharaan nomor KEP-304lPB/201 9.

Rincian Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri disajikan sebagai berikut.

Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam lllcgeri
3l Dcscmbcr 20t9

(Auditcd)
3l Desembcr 2018

lAuditcdl

BJB 0 332.145.446.203

Bank Mandiri 4.024.892.232.370 2.062.398.778.243

PT BNI 4.3 I 0.1 97.389.1 56

PT BRI 82.796.869.202 r 24.r 95.303.801

Bank Jateng 55.780.646.1 23 92.967.743.533

Bank DKI 190.212735.491 380.545.470.973

8.663.939.872.342

2.732.334.773.460

Jumlah' 5.724.587.5r 6.2 r 3

-) selisih TA 2019 sebesar Rpl karena penbulatan

D.2.2.2.1.2 Utang Jangka Panjang SBN

Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 3l Desember 2019 dan 31 Desember

2018 sebesar Rp3.714.851.256.058.415 dan Rp3.231.655.441.684.556. mengalamikenaikan sehesar

Rp483.195.814.373.859 atau 14,95 persen. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara merupakan

posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

neraca. Nilai neto Utang Jangka Panjang SBN per 31 Desember 201 9 sebesar Bp3.7l 6.705.221.560.41 5

berasal dari nilai bruto sebesar Rp3.714.851.256.058.415 dikurangi Unanortized Discount sebesar

Rp37.092.489.249.000 dan ditambah Unanortized Premium sebesar Rp38.946.454.751.000. Rincian

Utang Jangka Panjang SBN disalikan sebagai berikut.

31 Desembcr 2019

lAudited)
Utang Jangka Panjang SBN 3.7 r4.85r.256.058.41 5

Unanortized Discount

Unanortized Prcniun

(37.092.48S.249.000) (34.929.436.432.000)

38.946.454.75 1.000 35.276.299.1 21.000

3.7 r 6.705.221.560.41 5

Utang Jangka Panjang SBIiI
3l Oesember 2018

3.231.655.44t.684.556

Jumlah llleto 3.232.002.304.373.556

Utang Jangka Panjang SBN termasuk di dalamnya utang obligasi negara atas seri SRBI-0l sebesar

Rp70.289.646.1 I 8.536 sesuai dengan jadwal angsuran pelunasan pokok pada Addendum Obligasi Negara

Rl dengan tingkat bunga tetap seri SRBI-01/MK/2003 tanggal 29 Mei 2019.
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D.2.2.2.1.3 Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 201 9 dan 31 Desember 201 8 sebesar

Rp0 dan Rp43.314.553.530.000. Tidak terdapat pembiayaan surat berharga negara ditangguhkan pada

periode semester ll tahun 201L

D.2.2.2.1.4 Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp669.808.470.045 dan Rp5.326.890.009.308, mengalami penurunan sebesar Rp4.657.081.539.263

atau 87,43 persen.

Utang Kepada Dana Pensiun terdiri dari Unfunded Past Service liability(UPSL), yakni kewaliban masa lalu

yang belum terpenuhi dan diakui sebagai kewajiban oleh pemerintah kepada PT Taspen (Persero) dan PT

Asabri (Persero). Dasar pengakuan UPSL oleh pemerintah adalah penetapan jumlah UPSL oleh Menteri

Keuangan.

Rincian Utang Kepada Dana Pensiun dan THT disajikan sebagai berikut.

Uraian 3l Desembcr 2019 3l Dcscmbq 2018

UPSL 201 2.201 3 0 1.557.1 26.930.000

UPSL 20r4.2015 0 3.0ss.954.609.263

UPSL 2015.2016 669.808.470.045 669.808.470.045

Total 669.808.470.045 5.326.890.009.308

Unfunded Past Seruice liability(UPSL) Pegawai Negeri Sipil Program THT diatur dalam:

1. Peraturan MenteriKeuangan Nomor 25/PMK.0212013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan,

dan Pembayaran Unfunded Past Seruice liahility(UPSL) Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri

Sipil yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor

1441PMK.02|2018.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.0212014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan,

dan Pembayaran Unfunded Past Service liability Prognn (UPSL) Tabungan Hari Tua Prajurit TNl,

Anggota P0LRl, dan PNS Kementerian Pertahanan/P0LRl yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2S/PMK.0212013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor

1441PMK.0212018, UPSL yang diakui adalah UPSL yang terjadi akibat adanya perubahan formula manfaat

Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PMK tersebut juga diatur bahwa PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero) menyampaikan

hasil perhitungan UPSL kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan menjadi dasar pengakuan UPSL

sebagai kewajiban oleh Pemerintah.

Skema dan pembayaran yang telah dilakukan untuk tiap UPSL tersebut dilelaskan sebagai berikut.

1. UPSL PT Taspen {Persero} Tahun 2012 - 2013

Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-100/MK.0212015 tanggal

13 Februari 2015. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut.
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Skcma Pcmbayaran Pembayaran

Tahun Jumhh TanggalfKeterangan Jumlah

201 6 1 .500.000.000.000 1 5 Februari 201 6 1.500.000.000.000

2017 1 .500.000.000.000 24 Januari2017 r.500.000.000.000

201 8 1 .500.000.000.000 1 0 Januari 201 8 1.500.000.000.000

201 I 1.500.m0.000.000 0iubah menjadr kewajiban jangka pendek r .500.000.000.000

20?0 1.55i.' 26.930.000

Jumlah 7.557.t 26.930.000 6.000.000.000.000

Atas pembayaran tersebut, jumlah UPSL T ahun 2012-20 1 3 yang masih meniadi utang jangka panlang

adalah sebesar Rp1.557.1 26.930.000.

2. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2014- 201 5

Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-21/MK.212017 tanggal

28 Februari 2017 sebagai ralat/perbaikan atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-1101/MK.0212016

tanggal 1 3 Desember 201 6. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut.

Skema Pembayaran Pembayaran

Tahun Jumlrh Tanggal/Ketcrangan Jumlah

2018 300.000.000.000 1 0 Januari 201 8 300.000.000.000

2019 3.500.000.000.000 Diubah menladi kewajiban langka pendek 3.500.000.000.000

2020 3.099.954.609.263

Jumlah 6.8S9.954.60S.263 3.800.000.000.000

3. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 201 5 - 201 6

Pada tanggal 21 Desember 2018, Menteri Keuangan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-

10211MK.0212018 tanggal 21 Desember 2018 hal Penetapan dan Pengakuan Unlunded Past Service

liability IUPSL) Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil sehingga utang pemerintah diakui

sebesar Rp669.808.470.045. Pembayaran atas UPSL Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri

Sipil tersebut akan dilakukan secara sekaligus pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Menteri

KeuanganNomorS-132/MK.02l20l9tanggall4Februari20l9halPersetujuanPembayaran Unfunded

Past Service liabilitylUPSLl Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

Per 31 Desember 2019 masih terdapat potensi kewajiban pemerintah berupa UPSL THT TNI/P0LRI

yang timbul dari perubahan formula manfaat THT TNI dan P0LRI berupa biaya pemakaman peserta

pensiun, istri atau suami peserta pensiun, sesuai PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial

TNI dan P0LRl. PT Asabri (Persero) belum menyampaikan perhitungan UPSL THT yang belum ditagih

tersebut kepada Pemerintah.

D.2.2.2.1.5 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri lainnya

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp224.737.743.429.342 dan Rp154.619.584.439.818, mengalami kenaikan sebesar

Rp70.1 I 8.1 58.989.524 atau 45,35 persen.

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.
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Utang Jangka Panjang Dalam lllegeri Lainnya
31 Dcscmbcr 2019

lAudited)

31 Dcsember 2018
(Auditedl

1.911.927 .727 .159 1.911.927 .t27 .159

1 26.1 67.048.36 1.5791 5 1 .428.469.320.652

r 7.669.91 1.410.364 25.1 90.1 49.909.936

BA 999.08 5 1.502.656.693.703

BA 999.09 843.916.661.365 484.1 86.960.628

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri KIL

Jumlah

1 .380.861 .61 6.099 866.271.480.516

I 54.6 t 9.584.439.81 I224.737.743.429.342

BA 99S.04 (Kewajiban alas Risk $haring Kredit Program Kredit

Usaha Tani (KUT) Tahun (TP) 1 998/1 999)

BA 999.SS (Dana Titipan Atas lutan Program Pensiun pada PT

T,

BA 999.S9 (Dana Titipan atas luran Program Pensiun pada PT

Asabri)

l. Kewajihan atas Risk Sharing l(redit Program KUT TP 199811999

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp1.911.927.127.159 merupakan

Kewajiban Kontinjensi atas frisk SharingKredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT|

adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank lndonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerla

yang diberikan Bl kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam

kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi

padi, palawila, dan holtikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola execatingdan

pola channeling. Penyaluran KUT TP 1998,1999 dilakukan dengan pola channeling yakni bank

pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur lchannelinglke Koperasi/LSM. Sedangkan KoperasilLSM

bertindak sebagai executingyang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan

dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-6281MK.01711998 tanggal 7 Desember 1998,

pembagian Risk Sharing atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25 persen ditanggung

Pemerintah, sebesar42,75 persen ditanggung Bank lndonesia, dan sebesar 5 persen ditanggung Perum

Jamkrindo.

BerdasarkanLaporanHasilPemeriksaanBPKNomor09l/LHPlXU11212010tanggal3l Desember2010

diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.360,

terdapat pelunasan (Bl mendebet rekening giro bank pelaksana di Bl) sebesar Rp1.968.960.319.700

sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660. Dari tunggakan tersebut terdapat

nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar

Rp1.539.052.034.1 10 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

(RDl(K) sebesar Rp51 0.225.568.235. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat

diperhitungkan untuk Risk Sharing adalah sebesar Rp3.659.191.822.315. Risk Sharing yang

ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25 persen, sehingga Pemerintah mengakui adanya

Kewajiban atas frisk Shuing Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159

(52,25 persen X Rp3.659. 1 9 1.822.3151.

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai kewajiban atas Risk Sharing Kredit Program. Dalam rangka

penyelesaian kewaliban frisk Sharing program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi

Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban frisk Sharing KUT tersebut perlu

mendapat persetujuan DPR.
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Terdapat temuan BPK atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2011, yaitu

penyelesaian kesepakatan antara Pemerintah, Bl dan Perum Jamkrindo atas frisk SharingTunggakan

KUT TP 1998/1999 Pola Channeling Sebesar RpS,71 triliun berlarut-larut. Pada tahun 2018,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa

Keuangan hal Tindak Lanlut Penyelesaian Tunggakan KUT TP 1998/1999. Dalam surat tersebut,

Kemenko meminta pendapat BPK terkait rekomendasi BPK untuk mengajukan penyelesaian tersebut

ke DPR dan harus dapat memisahkan penerima KUT petani dan non petani, karena saat ini hal tersebut

tidak mungkin dilakukan.

2. DanaTitipan atas luran Program Pensiun pada PT Taspen (Persero)

Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen (Persero) per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 sebesar Rpl 51.428.469.320.652 dan Rp1 26.1 67.048.361.579. Terdapat kenaikan

sebesar Rp25.261.420.959.073. Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen (Persero)

merupakan nilai pada Laporan atas Pengelolaan Akumulasi luran Pensiun PNS dan Pejabat Negara

Bulan Desember 2019 pada PT Taspen (Persero). Penggunaan nilai AIP sesuai angka pada Laporan

Pengelolaan Akumulasi luran Pensiun Auditedadalahuntuk menyesuaikan dengan ketentuan pada PMK

Nomor 82/PMK.02/201 5 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan

Pertanggungjawaban Dana belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri

(Persero). Penjelasan lebih lanjut untuk Kewajiban Pemerintah alas Pensiun dilihat pada Catatan

Penting Lainnya lllomor 32.

3. DanaTitipan atas luran Program Pensiun pada PT Asabri (Persero)

Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri {Persero) per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 sebesar Rp17.669.91 1.410.364 dan Rp25.190.149.909.936. Terdapat penurunan

sebesar Rp7.520.238.499.572. Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri (Persero)

merupakan kewajiban kepada peserta program pensiun TNl, Anggota P0LRI dan PNS Kemhan/POLRl

sampai dengan 31 Desember 2019 atas dana yang dikelola PT Asabri (Persero). Nilai tersebut

merupakan nilai dana bersih AIP berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Asabri (Persero)

Tahun 2018 (Audited) dan Laporan Semester ll Program Akumulasi luran Pensiun per 31 Desember

2019 (Unaudited). AIP PT Asabri (Persero) Tahun 2018 masih menggunakan nilai dana bersih AIP pada

Laporan Keuangan Akumulasi luran Pensiun/Laporan Keuangan Konsolidasian Unaudited, karena PT

Asabri (Persero) sampai saat ini belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2019 (Audited).

Penjelasan lebih lanjut untuk Kewajiban Pemerintah atas Pensiun dilihat pada Catatan Penting

[ainnya Nomor 32.

4. Utang Jangka Panjang dalam Negeri pada BA 999.08

Dana Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 sebesar RpS1.502.656.693.703 dan Rp0. Saldo utang tersebut terdapat pada satker suspense

yang merupakan kewajiban pemerintah kepada Badan Usaha terkait kebijakan penetapan Harga Jual

Eceran BBM dan tarif Tenaga Listrik dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi utang dari kewajiban jangka pendek yaitu Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya ke

kewaliban jangka panjang yaitu Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar

Rp5.101.407.559.716 karena dari total utang kompensasi atas kekurangan pendapatan Badan
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Usaha akibat penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran BBM PT Pertamina dalam LKPP

Tahun 2018 sebesar Rp50.360.444.986.496, Pemerintah baru mengalokasikan pembayaran utang

pada APBN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.259.037 .426.7 80.

2. Pencatatan utang kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebilakan

Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebesar Rp15.937.498.935.778, dengan

penjelasan sebagai berikut.

a. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran

Bahan Bakar Minyak, pada intinya diatur bahwa:

1 ) Harga indeks pasar, harga dasar dan harga jual eceran BBM untuk Jenis BBM Tertentu dan

Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri ESDM.

2) Penetapan harga lual eceran Jenis BBM Tertentu untuk minyak solar (gas oil) dihilung

berdasarkan harga dasar ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangi subsidi

dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor {PBBKB}.

3) Dalam hal tertentu, Menteri ESDM dapat menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu

dan Jenis BBM Khusus Penugasan berbeda dengan formula perhitungan dengan

mempertimbangkan antara lain:

a) kemampuan keuangan negara;

b) kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau

c) ekonomi riil dan sosial masyarakat.

4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang dalam 1 (satu) tahun

anggaran terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima

penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM, Menteri Keuangan

menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah

berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN.

b. Berdasarkan Laporan BPK Rl Nomor: 31/AUDITAMA Vll/PDTTl05/2019 tanggal 20 Mei 2019

tentang Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penjualan dan Pendistribusian BBM

dan LPG Tabung 3 Kg serta Penghitungan Suhsidi JBT & LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018 pada

PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk dan lnstansi Terkait Lainnya, terdapat temuan

terkait kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat kebijakan penetapan Harga Jual Eceran

(HJE) BBM sebagai berikut:

1) Kekurangan penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk atas selisih HJE formula dengan HJE

penetapan Pemerintah dalam penyaluran JBT Minyak Solar Tahun 2018 adalah sebesar

Rp400.425.792.541 .

2) Kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) atas selisih HJE formula dengan HJE

penetapan Pemerintah dalam penyaluran JBKP Tahun 20'l 8, yang diakui hanya kekurangan

penerimaan atas penyaluran JBKP Non-Jamali Tahun 2018 sebesar

Rp1 5.537.073 .143.237 .

3) Atas temuan pada huruf "b" di atas, Menteri Keuangan telah menyampaikan kebijakan

pengaturan melalui surat sebagai berikut:
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a) Surat Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Penyampaian Kebijakan

Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari

Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 201 8, yang

pada intinya menyampaikan:.

o Pemerintah akan mengganti kekurangan penerimaan dari hasil penjualan JBT

Minyak Solar dan JBKP Premium Non Jamali Tahun 2018 yang pelaksanaan

pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara.

o Kekurangan dan kelebihan penerimaan dari hasil penlualan JBKP Premium Jamali

sebagai kekurangan dan kelebihan penerimaan PT Pertamina (Persero).

b) Surat Nomor S-58/MK.0212020 tanggal 27 Januari 2020 hal Penyampaian Kebijakan

Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk sebagai akibat dari

Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar Tahun 2018, yang pada intinya

menyampaikan bahwa Pemerintah akan mengganti kekurangan penerimaan dari hasil

penjualan JBT Minyak Solar Tahun 2018 yang pelaksanaan pembayarannya akan

memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara.

4) Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kekurangan pendapatan

PT. AKR Corporindo Tbk akibat penugasan Pemerintah atas kegiatan penyaluran JBT

Minyak Solar Tahun 2018 sebagaimana pada angka "2l," di atas sebesar

Rp400.425.792.541 pada Tahun 2020. Utang kompensasi tersebut dicatat sebagai Utang

Jangka Pendek Dalam Negeri Lainnya.

5) Sementara itu, kekurangan pendapatan PT Pertamina (Perserol akibat penugasan

Pemerintah atas kegiatan penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan Premium Non Jamali

Tahun 2018 sebesar Rp15.537.073.143.237 dicatat sebagai Utang Jangka Panlang

Dalam Negeri Lainnya.

c. Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) akibat

kebijakan penetapan Harga Jual Eceran BBM Tahun 2019 sebesar 8p30.864.175.990.750,

dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Berdasarkan Berita Acara atas HasilPemeriksaan Volume dan NilaiSubsidiPenyaluran JBT

serta Perhitungan Kelebihan (Kekurangan) Penerimaan atas Penetapan HJE JBT Minyak

Solar dan JBKP Premium Tahun 2019 pada PT Pertamina (Persero) tanggal 2l April2020,

diketahui perhitungan kekurangan penerimaan atas penetapan HJE JBT Minyak Solar dan

JBKP Premium Tahun 2019 sebesar Rp31.397.088.732.150, dengan rincian:

a) Selisih HJE formula dengan HJE penetapan Pemerintah atas penyaluran JBT Minyak

Solar Tahun 201 9 sebesar Rp1 6.389.880.533.600.

b) Selisih HJE formula dengan HJE penetapan Pemerintah atas penyaluran JBKP Tahun

2019 sebesar Rp15.007.208.198.550, terdiri atas JBKP Premium Jamali sebesar

Rp6.021.737.130.900 dan JBKP Premium Non Jamalisebesar Rp8.985.471.067.650.

2) Mengacu Berita Acara pada huruf "a" di atas, Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-

361/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020 telah menyampaikan persetujuan atas kekurangan

penerimaan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019

diberikan sebesar Rp30.864.1 75.990.750, terdiri atas:
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aIJBT Minyak Solar sebesar Rp1 6.389.880.533.600;

bIJBKP Premium Non Jamali sebesar Rp8.985.471.067.650; dan

cIJBKP Premium Jamali sebesar Rp5.488.824.389.500.

Penyafian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada Satker Suspense dibual

berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pencatatan dan Penyajian Utang Piutang Kompensasi

antara KPA Satker Subsidi Energi (Direktorat Jenderal Anggaran) dengan Direktur Keuangan PT

Pertamina (Persero) Nomor BA-24/AG.6/2020 dan 004/H00000/2020-S0 tanggal 15 Mei 2020.

Terhadap kekurangan penerimaan tersebut, pembayarannya akan dilakukan sesuai kemampuan

keuangan negara.

5. Utang Jangka Panjang Dalam ilegeri lainnya pada BA 999.09

Kewajiban Jangka Panjang BA 999.09 per tanggal 31 Desember 20'l 9 dan 31 Desember 201 8 sebesar

Rp843.91 6.661.365 dan Rp484.1 86.960.628. Kewajiban Jangka Panjang merupakan Utang Jangka

Panjang Dalam Negeri Lainnya yang herasal dari ekuitas bersih pada Laporan Keuangan BAPERTARUM-

PNS.

6. Utang Jangka Panjang dalam lllegeri lainnya pada Kl[

Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L per 31 Desember 2019 sebesar

Rp1.380.861.616.099. Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya berada pada Kementerian Luar

Negerisebesar Rp1.353.299.918.870, Lembaga Penyiaran Publik TVR|sebesar Rp27.295.007.268,

dan Kemenpora sebesar Rp266.689.96 1 .

D.2.2.2.1.6 Utang Jangka Panjang Subsidi

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rpl 6.988.1 93.854.354 dan Rp1 1.627.039.378.875, mengalami kenaikan sebesar

8p5.361.154.475.479 atau 46,01 persen. Utang Subsidi merupakan kewajiban pemerintah yang masih

harus dibayar atas pelaksanaan PSO yang berupa penyediaan BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik.

Sesuai Pasal I ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 7/PMK.05/201 7 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Belanla Subsidi, Utang Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diakui pada

saat berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan

Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN

Pengelolaan Belanja Subsidi.

Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.

lllo rflL

Jumlah

3l Dcsember 2019
(Auditedl

31 Desember 2018

lAuditedt
1 Kementerian Keuangan 1 0.908.91 2.579.40r 5.698.022.525.534

2 Kementerian Pertanian 5.485.688.506.936 5.757.944.602.218

3 Kementerian Perhubungan 593.592.768.01 I 25.552.071.501

5 Kementerian PUPR 145.520.179.622

Jumlah" r 6.988.1 93.854.355 1 t.627.039.378.875
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1. Kementerian Keuangan

Jumlah Utang Jangka Panlang Subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp10.908.912.579.401 dan Rp5.698.022.525.534. Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31

Desember 2019 sebesar Rpl 0.908.91 2.579.401, terdiri dari:

a. Direktorat Jenderal Anggaran

Jumlah Utang Jangka Panlang Subsidi per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.600.449.516.519.

Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian 31 Dcscmbcr 2019

Sisa Utang tahun 2019 yang belum dialokasikan pembayarannya di tahun 2019 2.006.562.525.742

Utang kepada PT Pertamina untuk penyaluran JBT Solar Tahun 2019 5.829.303.868.800

Utang kepada PT Pertamina untuk penyaluran JBT Minyak Tanah Tahun 2019 283.485.1 53.596

Utang kepada PT Pertamina untuk penyaluran LPG 3 kg Tahun 2019 2.481 .097.968.381

Jumlah 10.600.449.5t 6.519

b. Direktorat Jenderal Pajak

UtangSubsidiper3l Desember2019sebesarRp308.463.062.882.UtangSubsidiper31 Desember

2019 merupakan Utang SubsidiJangka Panjang Tahun 2018 sebesar Rp1.222.759.999.792 yang

telah direklasifikasikan ke utang jangka pendek sebesar Rp1.222.760.000.000 ditambah Utang

subsidi Tahun 2018 yang merupakan tagihan Subsidi PPh DTP Tahun 2019 yang telah dilakukan

verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran Tahun 2019 tidak mencukupi

sebesar Rp308.463.062.882.

2. Kementerian Pertanian

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp5.485.688.506.936 dan Rp5.757.944.602.218, terdapat pada Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian. Utang Jangka Panjang per 31 Desember 20'19 merupakan Utang Jangka Panjang

Subsidi kurang bayar TA 201 5 dan 201 6 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Rl, serta Kurang

Bayar TA. 2017 (Audited).

Jumlah total utang subsidi Pupuk (jangka pendek dan jangka panjang) per 31 Desember 2019 adalah

Rp1 1.198.552.169.936, yang terdiri sebagai berikut.

a. Utang Subsidi Jangka Panlang tahun 2017 sebesar Rp45.080.939.469 merupakan sisa kurang

bayar utang langka panjang tahun 2017 pada PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk

lskandar Muda.

b. Utang Subsidi Jangka Panjang stahun 2018 sebesar RpS.712.863.662.942 merupakan

kekurangan pembayaran subsidi pupuk tahun 2018 berdasarkan hasil audit BPK Rl Tahun 2018

pada PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Sriwidjala Palembang, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk

Kujang.

c. Jumlah tagihan atas penyaluran pupuk bersubsidi yang belum dibayarkan sampai dengan 31

Desember2019senilaiRp869.826.858.421 berdasarkanasersihasilverifikasiKPAbelanjasubsidi

pupuk tahun 2019.

d. Koreksi tambah Beban Subsidi dan Utang Jangka Panjang Subsidi Pupuk berdasarkan BA

Perhitungan Subsidi Pupuk TA 2019 pada Kementan PT. Pupuk lndonesia oleh BPK sebesar

Rp4.570.780.709.297.
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Pada tahun 2020 dianggarkan alokasi untuk pembayaran utang subsidi pupuk sebesar sebesar

Rp5.712.863.663.000. Atas utang subsidi sebesar Rp11.198.552.169.936 tersebut, dilakukan

reklasifikasi ke utang jangka pendek sebesar Rp5.7 1 2.863.663.000, yang dianggarkan sebagai alokasi

untuk pembayaran utang subsidi pupuk pada tahun 2020. Sedangkan yang diklasifikasikan sebagai

utang subsidi jangka panlang adalah sebesar Rp5.485.688.506.936.

3. Kementerian Perhubungan

JumlahUtangJangkaPanjangper3l Desember2019dan31 Desember20lSmasing-masingsebesar

Rp593.592.768.01 8 dan Rp25.552.071.501. Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Oesember

201 9 sebesar Rp593.592.768.01 I adalah sebagai berikut.

a. 0irektorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku KPA PS0 PT KAI sebesar

Rp257.884.464.629.

1) Hasil verifikasi tim Ditjen Perkeretaapian atas pelaksanaan PSO Perkeretaapian TA 2019

untuk tanggal 15 - 31 Desember 2019 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Pelaksanaan PS0 Perkeretaapian dengan nilai Rp106.082.1 18.194.

2l Sisa dari utang subsidi yang belum mendapat alokasi untuk dibayar pada tahun 201 9 sebesar

Rp2.216.878.520 dari utang subsidi sebesar Rpl 10.501.878.520. Utang tersebut merupakan

hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Rl untuk kekurangan pembayaran pemerintah terhadap

pelaksanaan PSO Perkeretaapian TA 2015 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Rl

Nomor: 34/AUD|TAMAV||/PDT/0812016 tanggal 01 Agustus 2016 sebesar

8p108.276.981.t141 dan pelaksanaan PS0 Perkeretaapian TA 2016 berdasarkan Laporan

Hasil Pemeriksaan BPK Rl Nomor 52p/S/lX-XX.21712017 tanggal 28 Juli 2017 sebesar

Rp2.224.897.079. Atas utang jangka panlang ini kemudian dikoreksi sebesar

Rp108.285.000.000 yang merupakan jurnal koreksi laporan keuangan belanla subsidi (BA

999.07) Tahun 2018 oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, sehingga

tersisa utang jangka panjang sebesar Rp2.216.878.520.

3) Utang Subsidi Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp1 08.285.000.000 merupakan hasil dari jurnal

koreksi laporan keuangan belanja subsidi (BA 999.07) Tahun 2018 oleh Direktorat Jenderal

Anggaran, Kementerian Keuangan, yang dialokasikan untuk membayar utang subsidi Ditjen

Perkeretaapian sebesar Rpl 1 0.501.878.520. Dari utang subsidi sebesar

Rp110.501.878.520, terdapat reklasifikasi ke utang langka panjang subsidi sebesar

Rp2.21 6.878.520 yang merupakan sisa dari hasil jurnal koreksi sebesar Rpl 08.285.000.000.

4) Utang Subsidi Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp41.300.467.195 merupakan hasil dari jurnal

koreksi Koreksi tambah Beban Subsidi dan Utang Jangka Panjang Subsidi PSO KAI

berdasarkan BA Perhitungan Subsidi PS0 KAI TA 2019 pada PT. KAI oleh BPK.

b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan selaku KPA PS0 PT Pelni sebesar

Rp335.708.303.388, yang terdiri atas:

. Hasil verifikasi tim Ditlen Perhubungan Laut atas tagihan subsidi PSO PT. PELNI (Persero) yang

disetujui untuk dibayarkan dari Bulan 0ktober, November, sampai dengan tanggal 10 Bulan

Desember 201 9 sebesar Rp55.140.979.907;
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o Reklasifikasi dari Utang Subsidi Estimasi ke Utang Jangka Panjang Subsidi karena nilai kurang

bayar telah diketahui berdasarkan BA Perhitungan Subsidi PSO PELNI TA 2019 pada PT.

PELNI oleh BPK sebesar Rp230.1 1 1.046.524;

o Koreksi tambah Beban Subsidi dan Utang Jangka Panjang Subsidi PSO PELNI berdasarkan BA

Perhitungan Subsidi PSO PELNI TA 2019 pada PT. PELNI oleh BPK sebesar

Rp50.456.276.957

4. Kementerian Pekerlaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah

sebesar Rp0 dan Rp 1 45.520.1 79.622.

D.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang luar Negeri

D.2.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri

Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp667.750.107.263.114 dan Rp714.334.793.186.942, mengalami penurunan sebesar

Rp46.584.685.923.828 atau 6,52 persen. Penurunan utang di tahun 2019 disebabkan realisasi

pembiayaan pinjaman luar negeri neto negatif, adanya pendapatan selisih kurs dari Pinjaman Luar Negeri

dan reklasifikasi ke Bagian Lancar.

Rincian Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri disajikan sebagai berikut.

Uraian 31 Dcscmbcr 2019 lAudited) 31 Dcscmbcr 2018

lAuditcd)

Utang Program 34S.1 1 1.788.301.602 367.807.804.985.61 7

Utang Proyek 318.638.318.961.512 346,526.988.20 r .32 5

Utang Jangka Panjang luar Ncgcri 667.750.107.263.1 14 7 t4.334.793.r 86.942

Rincian Utang Jangka Panlang Luar Negeri dapat dilihat pada lampiran 28.

D.2.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang tuar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp24.499.064.239 dan Rp25.374.379.633, mengalami penurunan sebesar Rp875.315.394 atau 3,45

persen. Tidak terdapat tagihan pencairan hutang pada periode per 31 Desember 2019. Kewajiban jangka

panjang pada Lembaga Keuangan lnternasional lDA, MIGA dan CFC berupa promissorynotes.Perubahan

nilai pronissory notes pada Lembaga Keuangan lnternasional disebabkan oleh perubahan kurs pada tanggal

pelaporan. Promissory nores diterbitkan dalam mata uang asing sehingga nilainya menyesuaikan kurs pada

tanggal pelaporan, misalnya pronissory notes pada Multilateral lnvestment Guarantee Agency dan

Common Fund for Connodities. Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya disajikan sebagai

berikut.

lcmbaga Kcuangan lntcrnasional Mata Uang Asal
31 Desembcr 2019

lAudited)

3l Dcscmber 2018
(Auditcdl

lnternational aeuelopnenl Association

IIDA)
IDR 5.237.901.545 5.237.901.545 5.237.901.545

Italtlatetal lnvestnent and qaarantee

Asency lfiil0Al
USt] 1.135.018 15.777.885.218 1 6.436.1 95.658

Connon Fund for Connodrties ICFCI EUB 223.450 3.483.277.476 3.700.282.430

Jumlah' 24.499.064.239 25.374.379.633
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Rincian note lndonesia ada IDA d n seb ai berikut.
Pnmissory llotc Tanggal ililai

2 ltwo) pronissory note '19 Januari 1973 129.523.754,28

1 (onel pronissory note 21 Juni 1973 355.340.803,50

1 lone) promissory note 26 0esember 1973 71.956.501,40

1 (one) prunissory note 25 Mei 1974 514.542.828,77

1 lone) pronissory note 30 Juni 2000 2.1 63.936.250

1 [one) pronissory note 14 Mei 2003 2.002.601.407

Jumlah 5.237.90 r.544,95

D.2.3 EKUITAS

Ekuitas per 3'l Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sehesar Rp5.121.312.881.160.402 dan

Rp1.407.808.224.645.141. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Peruhahan Ekuitas. Nilai

Ekuitas per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar

Rp3.7 1 9.504.656.5 1 4.660 atau 264,21 persen.

Ekuitas

frpi.127,31
triliun
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0.3. CATATAN PENTING TAINNYA

1. Rekenins Pemerintah Iainnva

Dalam LKPP Tahun

2019, Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari tigajenis rekening pada Bank lndonesia (Rekening Migas, Rekening

Penerimaan Panas Bumi, dan Rekening Pertambangan dan Perikananl dan rekening pada Bank Umum (Rekening

Kredit Program dan Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN). Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah

Lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

a. Bckening SDA Migas,lllomor 600.000411.980 Rekening Hasi! Minyak Perjanjian Karya Production

Sharing (KPS)

Sesuai PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah

dengan PMK nomor 178/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK nomor 1 13/PMK.02/2009 tentang

Rekening Minyak dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta

USD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang

ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening

tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85 persen, yang terdiri dari

71,15 persen hak pihak lain dan 13,85 persen merupakan Pendapatan Pajak.

Pemindahbukuan dari rekening 600.00041 1 980 ke RKUN/KKKs/Pemda/Bank Persepsi didasarkan pada surat

permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu

melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

b. Rekening SDA tUon Migas, Nomor 508.000084.980 Bekening Penerimaan Panas Bumi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 141PMK.0212009 tentang Rekening Panas Bumi dijelaskan

bahwa Rekening Penerimaan Panas Bumi pada Bl digunakan untuk menampung penerimaan setoran hagian

Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewaliban pemerintah terkait usaha panas bumi. Pada rekening

panas bumi terdapat pengeluaran berupa reimbursemen PPN, PBB, dan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000084980 ke RKUN/Pengusaha Panas BumilBank Persepsi didasarkan

pada surat permintaan dari Dirlen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlehih

dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

c. Rekening SDA lllon Migas,lllomor 508.000071.980 Rekening Pertambangan dan Perikanan

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Rl No. 166/KMK.01 1/1979 tanggal 16 April 1979 tentang Penetapan

Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Sebagai Pejabat Yang Diberi tugas Untuk Atas Nama Menteri

Keuangan Mengelola Rekening Dep. Keuangan di Bank lndonesia, yaitu Nomor 508.071 Rekening Khusus

Penerimaan Bidang Pertambangan Umum dan Perikanan (sekarang nomor 508.000071.980 sesuai perubahan

struktur nomor rekening Bank lndonesia, dan dikelola oleh Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat).

Rekening Pertambangan dan Perikanan digunakan untuk menampung setoran penerimaan yang berasal dari

bidang pertambangan dan perikanan, yaitu penerimaan yang berasal dari PT lnalum dan penerimaan yang

berasal dari perusahaan pertambangan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000071.980 ke Pemda/Bank Persepsi/RKUN didasarkan pada surat

permintaan DJA. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan

perhitungan atas besaran yang hisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.
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Kodc

Brnk
ilama dan tomor Bckcning

Kodc

AKUil
Urairn AKUt Saldo

E1040 Retur SPAN BRI {0329010032963011 I 'l 134'l Kas di Rekenrng Retur Kuasa BUN Pusat

SPAN .Non Gaji

26.983.305.461

E1041 Retur GAJI BRI 1032901003298303) 111342 Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat

SPAN - Gaii

10.41 1.100

E1042 Retur SPAN-MDRI (1 1 90006666620) 1 1 
'134'l Kas dr Rekenrng Retur Kuasa BUN Pusat

SPAN -Non Gaji

43.51 5.205.145

E1043 Retur GAJI-MDRI (1 190006666646) 111342 Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat

SPAN - Gaji

6.r09.400

E'r044 Retur SPAN-Bltl I 1029il7 42451 111341 Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat

SPAN-Non Gaii
23.295.1 07.958

E'1045 Retur GAJl.Bt{l (029&174389) 111342 Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat

SPAN - Gaji

3.577.600

d. Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)

Rekening Kredit Program adalah rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinlaman

kredit program pada Lemhaga Pemerintah/Non Pemerintah dari debitur di Bank Umum, yang terdiri atas:

l. Sepuluh rekening yang diatur sesuai Perdirien nomor Per-39/PB/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan

Transaksi Rekening Kredit Program (mulai bulan Februari 2015 rekening tersebut berkurang satu

sehubungan dengan ditutupnya satu rekening, yaitu rekening bank Muamalat pada tanggal 26 Februari

2015 sesuai surat konfirmasi penutupan dari Bank Muamalat nomor 04618Ml/C0RF[)/Ill/2015). Rekening-

rekening tersebut akan dinihilkan setiap bulan untuk dipindahbukukan ke Rekening Dana lnvestasi nomor

513.000000980 dan jasa giro dari rekening tersebut masuk dalam program Treasury lVotional Pooling

tilP).

2. Tuluh rekening penampungan PIR/UPP yang setelah dilakukan reklasifikasi oleh Direktorat Sistem

Manajemen lnvestasi (saat ini oleh KPPN Khusus lnvestasi) dan permintaan pemindahbukuan oleh Direktur

Sistem Manajemen lnvestasi (saat ini oleh Kepala KPPN Khusus lnvestasi) akan disetorkan ke Rekening

Kas Umum Negara melalui Rekening Dana lnvestasi nomor 513.000000980 secara berkala setelah

dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

e. Rekening Betur Kuasa BUlll Pusat SPAII - Non Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gali yang selanjutnya disebut Rekening RR-SPAN adalah

rekening yang dibuka pada B0 I Pusat untuk menampung dana SP2D Non Gali Bulanan yang diretur oleh Bank

Penerima dan telah diterima B0 I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR - SPAN yaitu

o Rekening RR SPAN Mandiri 1 190006666620

o Rekening RR SPAN BNI 0296474245
o Rekening RR SPAN BTN 0001401390005113
o Rekening RR SPAN BRI 032901003296301

l. Rekening Betur Kuasa BUltl Pusat SPAIII - Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-Gali adalah rekening

yang dibuka pada B0 I Pusat untuk menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan

telah diterima B0 I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR-Gaji yaitu:

o Rekening RR-Gaji BRI 032901003298303
o Rekening RR-Gali Mandiri 1 190006666646
o Rekening RB-Gali BNI 0296474369
o Rekening RR-Gaji BTN 0001401390005139

Bincian Saldo Bekening Pemerintah lainnya sebagai berikut.
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Er046 Retur SPAN-BTN (0001401 3900051 13) 'l 
1 1341 Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat

SPAN-Non Gaji

8.652.242.476

Rerur GAJI.BTN 1000r401 3900051 39)E1 047 111342 Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat

SPAN - Gaii

E900r RR RPKBUiIP GAJI BRI SYARIAH {1032474183} 111342 Kas di Rekenrng Retur Kuasa BUN Pusat

SPAN-Gaji

2.390.200

Rekening Retur SBSN BRI Syadah (3010201701) Kas di Rekening Retur SBSNE8001

raooz RR Reksus SBSiI BNI Syariah {101 1201721)

1 
'l 1343

111343 Kas di Rekening Retur SBSN

450.76S.785

744.000

E8003 RR Reksus SBSN Bank Syariah Mandiri
(77888845 1 8)

111343 Kas di Rekening Retur SBSN
2.608.31 1.269

E8004 RR Reksus SBSN Di Perkeretaapian

ii02214010421

r11343 Kas di Rekening Retur SBSN 4.545.633.885

E8008 RR Reksus SBSN 0i Binamarga {3314010423} 1il343 Kas di Rekenrng Retur SBSN 6.296.3r 3.209

E801 r RR Reksus SBSiI LlPl 179140104221 1r1343 Kas di Rekening Retur SBSN 148.21 6.000

E8012 RR Beksus SBSN Sumber Daya Air

t7331410/.24t

Kas di Rekening Retur SBSNr11343 1.889.416.458

DEPKEU KlHasil Minyak Perjanjirn Karya

Production Sharins (80000041 1 980)

s0001 1 1 1315 Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL 1.788.702.844.687

s0002 Rckening Penerimaan Bidang Pertambangan Drn

Perikanan (508000071980)
111317 Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan

pada KBUN Pusat

Rekening Penerimaan Panas Bumi

(508000084s80)
Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi

pada KBUN Pusat

s0003

s0004 Menteri Keuangan untuk Penerimaan Bantuan

Bencana Alam Sumatera dlm Rupiah

(51 9000 1 24980)

1 r 13'16

I 'l '13't 
1 Kas Psmerintah Lainnya dalam Rupiah

T0001 Menteri Keuangan Rekg.Pembangunan Dacrah

{51 9000 1 02980)

1 1 1314 Kas di Rekening Penerimaan - Dana

Pembangunan Daerah

1.027.878.594.1 78

21

u0001 Dana lnvestasi (513000000980) 1 I 1313 Kas di Rekenrng Penerimaan . Dana lnvestasi o

w000 1 Dirjen Perbendaharaan untuk penampungrn

pengambalian prnlrman petani proyek PIRIUPP

perkebunan (92 persen) (020601000023305)

111328 Kas di Rekening Dana Bergulir t2t

w0002 Dirjen Pedendaharaan untuk penampungen

pengembalian pinjaman petani proyek PIRIUPP

perkebunan {92 persen) (1 1 60094009835)

111328 Kas di Rekening Dana Bergulir

w0004 Cadangan pembryaran /aekonversi dan collxting
feeyoyek PIR/UPP {5 persenl

(02060r 0000223091

ilr328 Kas di Rekening Dana Bergulir 3.995.678

w0007 Pembiryaan percepatan pengembalian pinjaman

petani proyek PIBIUPP perkehunan (3 persen)

1020601 000032304)

111328 Kas di Rekening Dana Bergulir

w0008 Proyck P3 Bali (proyek pemuliaan dan

penqembansbiakan sapi bali (02060'l 00001 5m2)

111328 Kas di Rekening Dana Bergulir

w001 2 Rekening Penampungan Pencairan Dana Surat

Utang Pemerintah (032901 0005 I 0308)

11r328 Kas di Rekening Dana Bergulir

w00r 6 Penampungan pengembalian kredrt gudang, lant.i
jemur dan kios KUD (GLK.KU0)

11r328 Kas di Rekening Dana Bergulir 8.500

w00r 7 Rekening kredrt listrik gedesarn (K[P)

{020601 000010302)

'l r 1328 Kas di Rekening 0ana Bergulir

w0020 RPL BUN PIR non SPH (KLP) {1 1 700066078991 'r 
1 1328 Kas di Bekening Dana Bergulir (1)

Jumhh l(rs di BckGning Pcmcrint h Ltinny. 2.934.9S3.2S7.01 6

2. Rekening Migas (Rekening lllomor 600.000.41 1980)

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Rekening Migas)per 31 Desemher 2019 sebesar USD128.674.401,02 atau

setara Rp1 .788.702.848.579. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor

600.000.411980, sebagai rekening antala untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil

usaha hulu dalam ka Production ContraclKonlrak Sama dan
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kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan

kegiatan usaha hulu migas. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama tahun 2019

Tabe! 13. Laporan Rekening ilomor 600.000.41 1980 Tahun 2019 dan 2018

3,85 1 ,928,508.73 55.1 76.556,27

288,238.11 4.020,92

59.226.90420

50.94i.030,1 7

2.283.874,03

U. Saldo Akhir (l + lU l) d

URAIAil
31 Dcscmber 2019 (Auditcd) 3l Dasambar 2018 (Auditcd)

us0 Rp Jutr us0 Bp Jut.

l. Saldo Awal 295,535,144.40 4.279.644,43 147,3t 1,078.56 1.995.770,49

ll. Pcncrimran:

1. Penerimaan PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya ') 3.567.006.61 2,57 50.468.41 9,08

2. Koreksr Pembukuan (redit oleh Bl

3. Penenmaan lain-lain 
b)

1 4. I 43.1 59,70 201.253,79 15,252,126.97 280.8'13,85

4. Retur/Pengembalian karena salah rekening ') 1 76.863,48 2.483,87 4,523,230.05 65.435,72

5. Selisrh Kurs Pembukuan Kredit 
d) 2.809.769,30 3.100.077,44

lotal Pencrinatn 3.58r.326.635,75 53.48r.S26,04 3,875,992, 
' 

I 1.92

lll. Pcngcluaran:

'l. Pengeluaran berkartan dengan APBNI APBD:

a.Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda 824.568.647,83 1 r.639.819,89 834,667,784.93 12.283.733,40

b. Payak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda

c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor

600.5024r r980

4.798.347,'18 67.466,72 5,953,90r.4S 84.399,2r

o Pendapatan dari PNBP SDA Migas 349.230.000,00 4.927.4S5,56 346,634,340.24 5.040.756,57

o Pendapatan dari PNBP Migas larnnya ") 1 62.423.555,36 2.265.238,74 26,934.57 6.024,33

Sab ftbl Pengelaann berkaitan dengan

APEII/APRD
1.341 .020.550,37 1 8.900.0 1 8,91 1, t8/,682,961.23 I 7.4 14.913,51

2. Pengeluaran non APBN/APB0:

a. ReimburscmentPPN ke Kontraktor 729.434.716,82 10.299.499,71 640,388,765.78 9.1 56.490,04

b. Pembayaran DM0 Fae KKKS 763.346.322,1 1 10.818.078,09 964,633,949.37 1 3.855.279,36

c. Pembayaran Undeilifting KKKS 91 3.083.747,36 12.915.01 1.1 1 930.226.604.81 1 s.322.46S,03

d. Pembayaran Feepeqtalan PT Pertamina (Persero)

Sub fotal Pengeluaran non APR|\|/APBD

3. Koreksi Pembukuan Debit oleh Bl

2.405.864.786,29 34.032.588,91 2,535,249,i19.96

288,238.17

36.334.238,43

4.020,92

4. Selsih Koreksr Kurs Pemhukuan Debit 
l)

5. Retur/Pengembalian karena salah rekening

3.021.755,29 3.122.777,07

67.080,241 76.863,48 2.495,46 4,547,526.12

6. Pengeluaran [arnnya 1.1 25.1 79,00 1 6.009,05

fotal Pcngcluaran 3.748.1 87.379,14 55.972.867,62 3,722764046.08

lV. KcnaikrnlPcnurunrn (ll .lll) (1 66.860.743,38) {2.490.941.58} 1 48,224,065.84

1 28.674.401,02 r.788.702,85 295,535,144.40 4.279.6M,52
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Penielasan:

Penerimaan

a) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi PNBP SDA Migas dan PNBP Migas lainnya, diuraikan sebagai

berikut.

- PNBP SDA Migas

- Merupakan penerimaan Negara darihasilpenjualan liftingminyak dan gas bumibagian Negara serta setoran

atas ?verliftingKKKS sebesar USD3.550.279.655,87 atau setara Rp50.230.276.631.604

- PNBP Migas Lainnya dari kegiatan usaha hulu migas

Meliputi setoran atas Penerimaan dari Kegiatan Alon-lifting, Denda atas Keterlambatan Pembayaran, serta

Keuntungan atas Selisih Transaksi Retur sebesar US016.726.956,70 atau setara Rp238.142.449.075.

b) Penerimaan Lain-Lain

Pada penerimaan lain-lain merupakan Penerimaan Belum Jelas Peruntukannya (BJP) sebesar

USD 14.143.159,70 atau setara Rp201.253.791 .039 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik

penyetor maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.

c) Retur/Pengembalian Karena Salah Rekening

Merupakan dana yang dikembalikan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi atas transaksi pembayaran kewajiban

Pemerintah yang di-retur/dikembalikan karena kesalahan administrasi atau kesalahan data pada rekening

penerima. Nilai retur tersebut terdiri dari dana yang dikembalikan atas retur penyelesaian Reinbursement PPN

sebesar US0176,860.71 atau setara Rp2.483.831.81 1 dan atas retur penyelesaian UnderliftingKKKS sebesar

USD2.77 atau setara Rp40.060

d) Selisih Kurs Pembukuan Kredit

Selisih kurs pembukuan kredit sebesar Rp2.809.769.299.756,25 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank

lndonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank lndonesia.

Selisih kurs initerladi karena transaksidirekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US

Dollar sedangkan pembukuan harian Bank lndonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh

pada saldo penerimaan migas.

el Pemindahbukuan ke Rekening KUN

Merupakan pemindahbukuan atas Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas yang disetorkan ke

rekening migas Nomor 600.00041 1980 sebesar yang terdiri atas dan pendapatan atas keuntungan selisih atas

retw reimbursemenl PPN sebesar USD824.86 atau setara Rp1 1.799.622 dan pendapatan atas kegiatan zaa

lifting sebesar U50162.422.730,50 atau setara Rp2.265.224.937.416. Keuntungan transaksi retur sebesar

Rp11.799.622 diakibatkan perbedaan nilai kurs pada saat dana retur masuk ke Rekening Migas dengan kurs

pada saat pemindahbukuan kembali atas pembayaran kewajiban PPN freinbursenent.

f) Selisih Kurs Pembukuan Debit

Selisih kurs pembukuan debit sebesar Rp3.021.755.287.151 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank

lndonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank lndonesia.

Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.00041 1980 dalam satuan mata uang US

Dollar sedangkan pembukuan harian Bank lndonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh

pada saldo penerimaan migas.

g) Pengeluaran Lainnya

Merupakan pemindahbukuan atas salah setoran PPh Migas atas PT. Mandiri Madura Barat ke Rekening Migas

sebesar USD1,1 25,1 79.00 atau setara Rpl 6.009.046.81 2.
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h) Saldo Akhir

Dari total saldo akhir sebesar USD128.674.401,02 atau setara dengan Rp1.788.702.848.579 ekuivalen

menggunakan kurs tengah Bl tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.901/USD.

3. Rekeninq Panas Bumi 508.000. 084980r

Pada Catatan D.2.2 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember

2019 dan 31 Desember 20l8 adalah sebesar Rp1.027.878.594.169 dan Rp1.374.911.063.212. Rekening Panas

Bumi (Nomor 508.000084980) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank lndonesia

yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di lndonesia serta

menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) dan

pembayaran penggantian bonus produksi terkait dengan kegiatan usaha panas humi. Berikut adalah mutasi

Rekening Panas Bumi.

UBAIAIII
3t Descmber 2019

lAudited)

3l Desember 2018
(Aadited)

t. Srldo Awrl
Prnerimrln:
l. Setoran Baoian Pemerintah oari ieoiaran-isatriiinm suri

1_.374j91 r.q63.21 2

z.zsr -sli.oao.zo6

r.709.479.552.436

lt.
2.558.33 r.57 1.462

2. Koreksi Pembukuan Kredit 2 I

Totrl Pcncrimmn 2.25 1.334.080.208 2.558.33 1.57 1.463

il. Pengclurrrn: ,_-_
t.
7

l94bapr-illts_Lerlam[Ugt-!3grB_!g!' __

Pembavaran Kemhrli PPN keorda Penousaha Prnrs Bumi bl

361.728.6 1 i.338
1 S9.232.752.080

308.404.779.734

21 3.668.402.1 22

3. Pembayaran penqgantian bonus produksr kepadr pengusaha Pabum'r 142.1 58.316.231 1 1 8.1 79.994.471

4. Pemindahbukuan PNBP Pertambanqan Panas Bunri ke Rek. KUN a 1.895.246.863.593 2.252.646.884.360

Totrl Pcnoclurrrn 2.598.366.549.242 2.892.900.060.687

tv, KcnrikanlPcnurunrn (ll . lll) (347.032.469.038) (334.568.48S.2241

v, Srldo Akhir (l + ]V) d r.027.878.594.1 78 1.374.91 1.063.2 1 2

Penielasan:

a. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi Tahun 2019 sebesar Rp361.728.617.338 dibayarkan dalam

satu kali pembayaran.

b. Pembayaran kembali heinburcemenl PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp199.232.752.080

adalah reimbursenenlPPN yang pengajuannya pada Tahun 2018 dan 2019 dengan perincian sebagai berikut.

1) Reimbursemenl PPN yang pengajuannya Tahun 2018 sebesar Rp100.806.666.543

2l Reimbursemenl PPN yang pengajuannya Tahun 2019 sebesar Rp98.426.085.537

c. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha panas bumi sebesar Rpl 42.1 58.3 1 6.23 1 dengan

rincian sebagai beilkut.

1 ) penggantian bonus produksi tahun 20 1 5 dan 20 1 6 sebesar Rp57.1 1 8.37 1 .643

2l penggantian bonus produksi tahun 201 7 sebesar Rp6.538.523.554

3) penggantian bonus produksi tahun 2018 sebesar Rp57.719.869.456

4) penggantian bonus produksi tahun 2019 sebesar Rp20.711.551.578

d. Pemindahbukuan PNBP Panas Bumi Tahun 2019 ke Rekening Kas Umum Negara sebesar

Rp1.895.246.863.593 terdiri dari:

1) PNBP Panas BumiTriwulan lTahun 2019 sebesar Rp165.836.288.377

2l PNBP Panas BumiTriwulan llTahun 2019 sebesar Rp841.971.735.422

3) PNBP Panas Bumi Triwulan lll Tahun 2019 sebesar Rp394.317.656.208

4) PNBP Panas Bumi Triwulan lV Tahun 2019 sebesar Rp493.121.183.586
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e. Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2019 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban

reinbursemenf PPN, penggantian bonus produksi yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi dengan

rincian sebagai berikut.

ilo Pcngusaha f,aimbursencntPPN Bonus Produksi tlilai

1 PT Pertamina Geothermal Energi (Perserol 14r.1 45.889.829 38.763.299.639 1 79.909.r 89.468

2. Star Energy Geothermal Salak, Ltd 274.824.575.917 5.302.027.589 280.1 26.603.506

3. Star Energy Geothermal 0aralat ll, Ltd 234.641.396.882 2.954.415.357 237.555.812.239

4. Star Energy Geothermal Wayang Windu,

Ltd

31 7.651.164.246 3.212.472.428 320.863.636.674

5. PT. Geo Dipa Energy (Persero) 3.500.000.000 5.883.352.280 9.383.352.280

Jumlah 97 r.763.026.874 56.1 1 5.567.293 1.027.878.167

4. Kebiiakan Penilaian Kembali BMlll

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Pusat telah melakukan koreksi nilai wajar Aset Tetap sebesar

Rp4.1 13.213.336.254.225 berdasarkan hasil penilaian kembali sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres)

Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Pemerintah melaksanakan penilaian

kembali Barang Milik Negara (BMNlselama Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 945.460 NUP, namun Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP)BPK Nomor 119/LHP,XV,12/2018 mengungkapkan bahwa pelaksanaan penilaian kembaliBMN

masih memiliki kelemahan pengendalian yang signifikan. Selanjutnya, Pemerintah memperbaiki hasil penilaian BMN

Tahun 2019 dengan prioritas nilaiBMN lebih dari RpS,00 miliar, dan sisanya akan diselesaikan pada Tahun 2020.

Hasil perbaikan penilaian kembali BMN Tahun 2019 atas 195.599 NUP adalah sebesar

RpS.363.112.948.794.350, dengan nilai walar sebelumnya sebesar Rp5.498.627.747.663.320. Perhaikan nilai

wajar hasil penilaian kembali BMN masih akan dilanjutkan atas 741.033 NUP senilai Rp275.420.699.877.276 dan

ditargetkan selesai pada Tahun 2020.

Rincian penjelasan atas kebijakan penilaian kembali BMN sebagai berikut:

Latar Belakang

Dalam rangka penyajian nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sesuai nilai wajarnya

dan guna membangun database aset yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN),

dipandang perlu melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas BMN. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, sebagai dasar

hukum Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN). Selanlutnya, sehagai pedoman atas pelaksanaan Perpres

tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN), serta beberapa pedoman teknis terkait pelaksanaan penilaian kembali

BMN.

Kebijakan ini diambil dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Paragraf 59 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

201 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tuluan penilaian kembali BMN adalah:

a. Meningkatkan kualitas tata kelola BMN;

b. Menyajikan aset tetap dengan nilai wajar yang mutakhir dalam laporan keuangan;

c databaseBMN lebih baik untuk laan B
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d. Mengidentifikasi BMN //e
e. Meningkatk an leverageBMN sebagai underlying asseluntuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSNI.

Kebiiakan Penilaian Kembali BMN

Berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2017, penilaian kembali BMN dilakukan terhadap kelompok aset tanah,

gedung dan hangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan (berupa jalan dan jembatan, dan bangunan air) yang diperoleh

sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Proses pelaksanaan penilaian kembali BMN meliputi:

a. Penyediaan data awal oleh satuan kerla sebagai Kuasa Pengguna Barang {KPB);

b. lnventarisasi, merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan

BMN, yang dilakukan oleh KPB;

c. Penilaian dilakukan oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian

Keuangan dengan menggunakan pendekatan data pasar, biaya, atau pendapatau

d. Penyusunan laporan hasil inventarisasi dan penilaian oleh Tim Pelaksana yang berasal dari unsur Pengelola

Barang dan KPB;

e. Koreksi data BMN pada Sistem lnformasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK BMN) berdasarkan hasil

pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN oleh KPB;

f. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dan penilaian BMN antara KPB dan KPKNL;

g. Tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian;

h. Monitoring dan evaluasi;

i. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN

MelaluiSurat MenteriKeuangan Nomor S-765/MK.06/2018 tanggal 15 0ktober 2018 Pemerintah menyampaikan

Laporan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang telah dilaksanakan kepada BPK untuk dilakukan

pemeriksaan. Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 sebanyak 945.460 NUP BMN telah selesai dilakukan

penilaian kembali dengan nilai wajar sebesar Rp5.728.492.217.907.936. Nilai BMN ini mengalami kenaikan

sebesar Rp4.190.306.958.698.349 atau 272,42 persen dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar

Rp1.538.185.259.209.587. Berikut rincian HasilPenilaian KembaliBMN Tahun 2017-2018.

lnventarisasi Penilaian

Ditemukan
Tdk

Ditemukan
Berlebih Total Nilai Buku Perubahan NilaiWajar

748.568 157.531 39.361 945.460 1.538. 1 85.259.209.587 4. 1 90.306.958.698.349 5.7 28.492.217 .907 .936

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pada Tahun 2018 BPK telah melakukan pemeriksaan atas penilaian kembaliBMN tahun 2017-2018. Berdasarkan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHPI BPK Nomor 1 19,LHP/XVIl2/2018 tanggal 31 Desemher 2018, mengungkapkan

hahwa pelaksanaan penilaian kembali masih memiliki kelemahan pengendalian yang signifikan. Kesimpulan BPK

tersebut didasarkan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Mekanisme pengendalian atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak memadai.

2. Metodologi penilaian tanah dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN 2017-2018 tidak diatur secara

memadai.

3. Nilai wajar hasil penilaian kembali aset non tanah tidak didukung dengan dokumentasi penyusunan daftar biaya

vang memadai dan perhitungan yanq akurat.
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4. Penilaian kembali atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang Disajikan sebagai Aset Lainnya tidak sesuai

Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. Terdapat Aset Tetap yang tidak diketahui hasil penilaiannya pada 52 KL sebanyak 49.756 NUP dengan nilai

buku sebesar Rp98.021 .91 8.260.1 29.

6. Penetapan masa manfaat baru belum menyeluruh terhadap BMN non tanah.

7. Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN pada Kementerianllembaga meliputi:

(1) ketidakakuratan/ketidaklengkapan data BMN, (2) perbedaan nilai walar SIMAN dan LPK, (3)

ketidakakuratan hasil penilaian, (4) barang tidak ditemukan belum ditindaklanjuti, dan (5) barang dalam

sengketa belum selesai ditindaklanluti. Hal tersebut berdampak terhadap nilai hasil penilaian kembali senilai

Rp1.365.267.483.759.91 0 yang tidak akurat, dan aset dalam sengketa senilai Rp72.394.979.938.524 yang

berisiko dikuasai pihak lain. Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian yang tidak sesuai ketentuan sehingga nilai

hasil penilaian kembali sebesar Hp1.365.267.483.759.910 tidak akurat, dan aset dalam sengketa senilai

Rp72.394.979.938.524 berisiko dikuasai pihak lain.

Selanlutnya, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah untuk memperbaiki hasil penilaian pada Tahun 2019

dengan prioritas nilai BMN lebih dari RpS,00 Miliar, dan sisanya akan diselesaikan pada Tahun 2020.

Tindak Laniut PDTT

Berdasarkan LHP BPK tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan hasil penilaian kembali BMN tidak disajikan pada

Laporan Keuangan Tahun 2018. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan kepada Ketua BPK Rl Nomor S-

1/MK.06/2019 tanggal 2 Januari 2019 hal Tanggapan dan Rencana Aksi terhadap Konsep Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK Rl atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, Pemerintah akan melakukan reviu dan

perbaikan atas hasil penilaian kembali pada tahun 2019.

Menindaklanjuti temuan pemeriksaan atas pelaksanaan penilaian kembali BMN sebagaimana tersebut di atas,

Pemerintah menerapkan langkah perbaikan atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2018 dilakukan

dengan mengacu pada rekomendasi yang disampaikan BPK kepada Menteri Keuangan, yakni:

1. Mereviu dan memperbaiki kembali data hasil inventarisasi/penilaian, serta data hasil penilaian pada aplikasi

SIMAN.

2. Menelusuri dan melakukan penilaian kembali atas BMN yang belum diketahui hasil penilaiannya.

3. Mengkoordinasikan dan memantau seluruh Kementerian/Lembaga dalam memperbaiki data hasil inventarisasi

dan tindak lanlut hasil penilaian kembali BMN.

Beberapa perbaikan yang dilakukan Pemerintah antara lain :

1. Perbaikan atas alur bisnis pelaksanaan inventarisasi,

2. Penyempunaan proses, kertas kerja, dan hasil penilaian sesuai standar penilaian yang dilakukan dengan

melibatkan pihak-pihak terkait sebagai bahan penyusunan kajian terkait kebijakan penilaian.

3. Perbaikan Modelling dan Penetapan Perubahan Daftar Biaya 2017-2018

4. Penyusunan pedoman pelaksanaan perbaikan Laporan Penilaian Kembali.

Selanjutnya, guna memberikan kualitas hasil Penilaian Kembali yang lebih baik, maka pengujian untuk dilakukannya

perbaikan atas hasilpelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 dilakukan secara menyeluruh, yakni

meliputiseluruh KementerianlLembaga dan BMN objek Penilaian Kembali. Namun demikian, mengingat keterbatasan

waktu yang ada, maka untuk efektivitas dan keseragaman gerak, perbaikan dilaksanakan dengan membuat skala

prioritas penyelesaian, sebagai berikut:

1. BMN yang menjadi oblek Penilaian Kembali pada Kementerian Keuangan;

2. BMN yang menjadi objek Penilaian Ken$ali pada BPK;
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3. BMN yang menladi catatan dalam temuan pemeriksaan BPK;

4. BMN yang memiliki nilai signifikan terhadap LKPP; dan

5. BMN selain kriteria 1 sampai dengan 4 di atas.

Reviu dan Pengujian Terbatas Dalam Rangka Pemeriksaan lnterim 2019

Atas pelaksanaan perbaikan penilaian kembaliBMN yang dilakukan Pemerintah selama tahun 20'19, melaluiSurat

Anggota ll BPK-RI Nomor S0IS/|V-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020, Perihal Tanggapan atas Penyelesaian

Tindak Lanlut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, BPK menyatakan bahwa Pemerintah telah

melakukan penyempurnaan desain pengendalian dan metodologi penilaian kembali BMN secara memadai. Selain itu,

perbaikan penilaian kembali BMN telah dilakukan secara signifikan dan hasilnya direviu oleh APIP.

Atas hasilreviu APIP tersebut, maka Pemerintah dapat menyajikan hasilrevaluasiBMN 2017-2018 dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 dengan memperhatikan:

a. Pengelola Barang & Pengguna Barang harus selesai menindaklanjuti seluruh hasil reviu APIP paling lambat

akhir Januari 2020.

b. Pemerintah tetap harus menyelesaikan perbaikan atas sisa objek revaluasi BMN paling lambat akhir Desember

2020.
c. BPK tetap akan melakukan pengulian terhadap penyajian hasil penilaian kembali BMN tersebut sebagai salah

satu fokus pemeriksaan atas LKPP 2019 (Aadited).

Penyajian Hasil Penilaian Kembali Dalam Laporan Keuangan

Sehubungan dengan catatan yang disampaikan BPK, Pemerintah telah melaporkan bahwa seluruh K/L telah

menyampaikan progres tindak lanjut Catatan Hasil Reviu (CHR) APIP K/L yang terdiri atas 1.563 CHR dengan total

catatan sebanyak 37.105 NUP. Seluruh catatan telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja bersama KPKNL dimana

sebanyak 30.416 NUP telah ditindaklanjuti dalam hasil perbaikan penilaian kembali di tahun 2019 sedangkan

sisanya sebanyak 6.689 NUP merupakan objek penyelesaian target tahun 2020 dan akan dilakukan perbaikan

penilaian kembali di tahun 2020.

Terkait dengan penyajian hasil penilaian kembali BMN dalam Laporan Keuangan, Kementerian/Lembaga telah

menyajikan koreksi hasilpenilaian kembali BMN di tahun 2017-2018 beserta perbaikan atas penilaian kembali BMN

yang telah dilakukan di tahun 201 9, dan melakukan yoses take injurnal di satuan kerja konsolidasi terkait jurnal

take out Laporan Keuangan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 20lg dalam Laporan Keuangan Kementerian

Lembaga (LKKL) Tahun 2019 lAudited)dengan pengungkapan yang memadai.

Selama tahun 2019 Pemerintah telah melakukan perbaikan atas hasilpenilaian kembali BMN dengan totalBMN
sebanyak I 95.599 NUP dengan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp5.363,1 1 triliun atau mengalami penurunan

nilaiwajar sebesar Rp135,51 triliun atau 2,46 persen apabila dibandingkan dengan nilai wajar sebelum perbaikan

sebesar Rp5.498,63 triliun, dengan rincian sebagai berikut.

Jumhh
tTUP

49.617

I 13.163

32.819

ililai Wajar
lIo

1

2

3

Urrirn

Tanah

Gedung dan Banguntn

JJBA

Scbalum P.erbaikan

.4.7-30.424.322.028.61 0

1 88.407.059.4r 4.563

579.7J6-.366.220. r47

5.498.627.747.663.320

Sctchh Perbaikrn

4.705.749.328.830.090

172.571.322.il2.624

484.792.297.321.634

5.363.1 1 2.948.794.350

Pcruhahan

.z+.ozt.sss.tga.st t

. r 5.835.736.771.939

. 95.004.068.898.5 1 3

%

-0,52%
.8,4101a

16,39%

.2,46%TOTAT r 95.599 1 35.514.798.868.963

Sehingga perbaikan nilai wajar hasil penilaian BMN masih akan dilanjutkan atas 741.033 NUP senilai

Rp275.420.699.877.276 dan ditargetkan selesai pada Tahun 2020.
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Adapun koreksi atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tersebut di atas disajikan dalam LKPP Tahun 2019

lAudited)adalah sebesar Rp4.113.213.336.254.225, yang terdiri atas penilaian kembali BMN pada KIL sebesar

Rp4.113.170.188.094.720 dan penilaian kembali BMN pada BUN sebesar Rp43.148.159.496. Adapun rincian

koreksi hasil penilaian kembali BMN pada Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut.

ilo
l(o.. K.mrt.ri.rl[.m

Jrnlah 2017 Jrmleh 20tE Jumhh 20,l9 Jumlah Tot.l
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00t
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007
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7 010
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21 029
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Manusra drn
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225.955.S97.823 90.274.51 0.000 31 0.230.507.t23

71 r07
Badan SAR

Nasronal
682.485.406.377 20.555.729.593 7.643.691.091 710.6E4.827.06 I

72 109

Badan

Pcngcmbangan

Wil.vah Suram.du

146.848.939.S99 22.307.924.000 r69.t 56.863.999

73 r10
Ombudsman

Rcpublik lndon.sE
18.532.1 16.000 1 05.497.000 I t.637.61 3.000

14 lll
Bedan Nasional

P!n0rlola

Pcrbalasan

(383.558.841) 39.954.360.932 48.335.1 44.760 17.905.9{6.151

75 112

Badan PGngusaha

Kawasan

Pcrdagangan

Erbas d.n

27.053.532.2y.208 400.975.026.247 27.45t.507 260.155
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Pelabuhan Bebas

Balam

76 113

Badan Nasional

Penanggulangan

Terorisme

(47.599.972.648) {20.143.909.893) (57.743.882.541)

n 115

Badan

Pengawasan

Pemilihan Umum

2.346.592.238 2.346.592.238

78 1r5

Lemba0a

Penyiaran Publik

Radio Republik

lndonesia

r 0.009.779.6 I 4.754 5S.279.655.704 414.925.525.245 10.483.984.795.703

79 117

Lembaga

Penyiaran Publik

Televisi Republil

lndonesia

8.994.1 77.335.929 105.062.818.125 {364.392.802.398) 8.734.847.35 t.656

80 118

Badan

Pengusahaan

Kawasan

Perdagangan

Bebas dan

Pelabuhan Sebas

Sabano

{65.402.686.1 70} 't 
.01 3.924.498.093 n't.128.'t56.451) 937.393.655.472

81 llg Eadan Keamanan

Laut
164.843.029 122.298.1 78.000) {22.133.334.97 r)

TOTAI. 1.874.1 87.24t.976.t60 2.208.899.465.122.070 30.083.480.996.497 4.t I 3.t70.t 88.094.730

Rincian Hasillnventarisasidan Penilaian BMN pada Tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran 32.

5. Pelaksanaan Penilaran Kembali Barang

Negara

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah

Negara (SBSN) diatur hahwa Barang Milik Negara (BMN) dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN, baik

berupa tanah dan/atau hangunan maupun selain tanah dan/ atau bangunan. Selanlutnya diatur bahwa jenis, nilai,

dan spesifikasi BMN yang akan digunakan sebagai Aset SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penerbitan SBSN

harus terlebih dahulu mendapat persetuiuan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan Anggaran

Pendapatan dan Belanla Negara, termasuk pembayaran semua kewaiiban lmbalan dan Nilai Nominal yang timbul

sebagai akibat penerbitan SBSN dimaksud serta BMN yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN. Dalam pembahasan

mengenai underlying asJeI untuk penerbitan SBSN atau Sukuk Negara di dalam Rapat Kerja Komisi Xl DPR Rl

tanggal 23 Mei 201 6, DPR meminta kepada Pemerintah agar aset yang digunakan tidak bertambah terus jumlahnya,

tetapi besar secara nilainya. Bertepatan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah dan sejalan dengan ketentuan

paragraf 59 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual No.7 tentang Akuntansi Aset Tetap

dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

Pemerintah Pusat melaksanakan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) mulai tahun 2017 berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Barang Milik Negara/Daerah. Penilaian kembali BMN

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyajian nilai wajar

BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dengan tujuan untuk memperoleh nilai aset tetap yang

terkini dalam LKPP serta membangun database BMN yang lebih baik untuk kqpentingan pengelolaan BMN.

Pemerintah melaksanakan kegiatan penilaian kembali di tahun 2017 dan 2018 pada 82 Kementerian/Lembaga

terhadap kelompok aset: (i) tanah; (ii) gedung dan bangunan; serta (iii) lalan, irigasi dan jaringan, yang meliputi jalan,

jembatan dan bangunan air. Dalam rangka menilai dan memberikan kesimpulan atas kesesuaian inventarisasi dan

Penilaian Kembali BMN dengan ketentuan peraturan perundangan danlatau praktik berterima umum, Badan

Pemeriksa Keuangan {BPK} telah melaksanakan Pemeriksaan dengan Tuluan Tertentu atas hasil Penilaian Kembali

BMN tersebut. Simpulan utama dari hasil pemeriksaan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor

1 19lLHP/XV/12/2018 tgl. 31 Desember 2018, dinyatakan bahwa dengan mempertimbangkan signifikansi yang ada,

maka BPK menyimpulkan bahwa BPK tidak menerima hasil Penilaian Kembali BMN.
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Berdasarkan LHP BPK tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan hasil penilaian kembali BMN tidak disajikan pada

laporan keuangan tahun 2018. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan kepada Ketua BPK Rl Nomor S-

1,MK.0612019 tanggal 2 Januari 2019 hal Tanggapan dan Rencana Aksi terhadap Konsep Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK Rl atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, Pemerintah akan melakukan reviu dan

perbaikan atas hasil penilaian kembali pada tahun 2019. Selain itu, Pemerintah juga tidak menggunakan hasil

penilaian kembali dalam penggunaan BMN sebagai underlying assel untuk penerbitan SBSN. Berangkat dari

semangat yang sama untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan keinginan yang kuat dalam

melakukan perbaikan atas pengelolaan BMN, pada tahun 2019 Pemerintah Pusat melakukan perbaikan serta

koreksi atas hasil pelaksanaan Penilaian Kerbali BMN yang telah dilakukan dengan berpegang pada rekomendasi

yang diberikan oleh BPK kepada Pemerintah. Terhadap perbaikan Penilaian Kembali BMN yang dilakukan oleh

Pemerintah, selama tahun 2019, melaluiSurat Anggota ll BPK-Rl Nomor 50/S/IV-XV/0112020 tanggal 6 Januari

2020, BPK menyatakan bahwa Pemerintah telah melakukan penyempurnaan desain pengendalian dan metodologi

penilaian kembali BMN secara memadai. Selain itu, perbaikan penilaian kembali BMN telah dilakukan secara

signifikan dan hasilnya direviu oleh APIP. Mengacu pada hal tersebut, maka Pemerintah dapat menyajikan hasil

revaluasi BMN 2017-2018 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 dengan memperhatikan

beberapa catatan dari BPK. Mengingat bahwa penyajian hasil penilaian kembali BMN baru mulai disalikan dalam

Laporan Keuangan Tahun 2019, maka hasil penilaian kembali tersebut pun belum digunakan dalam penyiapan

underlying assel untuk penerbitan SBSN di tahun 2019.

6. Pelaksanaan Program Pensertipikatan BMJII Berupa Tanah Tahun 2019

Sesuai amanat Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah, bahwa BMN/D berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik

lndonesialPemerintah Daerah yang bersangkutan. Guna melaksanakan pensertipikatan BMN berupa tanah, Menteri

Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan

Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pada tanggal 18 November

2009. Peraturan Bersama tersebut diantaranya mengatur bahwa sertipikasi BMN berupa tanah disertipikatkan

dengan hak pakai atas nama Pemerintah Rl c.q. Kementerianllembaga yang bersangkutan.

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bersama tersebut dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK atas LKPP

Tahun 2011, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKNI sebagai Pengelola

Barang bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga melaksanakan program percepatan

sertipikasi BMN berupa tanah mulai tahun 2012.

Kegiatan percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Pemerintah antara

lain:

a. Penyusunan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2019 berdasarkan alokasi

anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN tahun 2019 yaitu sebanyak

6.787 bidang tanah.

b. Mengkoordinasikan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2019 dengan satuan kerja

dan Kantor Pertanahan setempat.

c. Satuan kerja mengajukan permohonan pensertipikatan BMN berupa tanah ke Kantor Pertanahan setempat.

d. Kantor Pertanahan memproses penerbitan pensertipikatan BMN berupa tanah sesuai dengan permohonan dari

satuan kerja.

Capaian kinerja Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa tanah per 31 Desember 2019 sebagai

berikut:
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1. Hasil identifikasi dan pendataan bidang tanah pada aplikasi Sistem Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP)

per 31 Desember 2019 sebanyak 99.793 bidang yang terdiridari 46.725 bidang tanah belum bersertipikat

dan 53.068 bidang tanah sudah hersertipikat. Dengan demikian, persentase bidang tanah yang belum

bersertipikat per 31 Desember 2019 sebesar 46.82 persen dari jumlah bidang tanah yang telah diinput ke

dalam aplikasi SIMANTAP.

2. Jumlah bidang tanah BMN yang berhasil disertipikatkan selama tahun 2019 sebanyak 6.900 bidang dari target
pensertipikatan sebanyak 6.787 bidang.

Oalam rangka kegiatan pensertipikatan BMN tahun 2020, Kementerian Keuangan telah menyusun usulan daftar

indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2020 sebanyak 1 5.365 bidang tanah dan telah

disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN agar dialokasikan biaya pensertipikatannya pada DIPA Kementerian

ATR/BPN tahun 2020. Kementerian ATR/BPN mengalokasikan biaya pensertipikatan BMN pada DIPA

Kementerian ATR/BPN sebanyak 15.426 bidang tanah yang dialokasikan pada DIPA Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional tahun 2020.

Sebagai dampak kebijakan refocussing APBN yang harus diambil Pemerintah dalam rangka mengantisipasi dan

menangani permasalahan pandemi virus C()VID-19 yang dialami dunia, Kementerian ATR/BPN bersiap untuk

melakukan revisi anggaran yang dialokasikan dan rencana output dalam DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional tahun 2020 menjadi 6.280 bidang tanah.

Aset KKKS

Saldo awal aset tanah eks KKKS tahun 2019 sebesar Rp22.365.174.965.995. Darisaldo awal tersebut, aset

tanah dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan/dicatat di CaLK sebesar Rp12.588.189.592.379, sehingga saldo

akhir aset tanah per 31 Desember 2019 di Neraca setelah adanya mutasi tambah tahun 2019 sebesar

Rp345.818.517.406 dan mutasi kurang tahun 2019 sebesar Rp53.419.818.735 menjadi sebesar

Rp 1 0.069.984 .07 2.287 .

Pengeluaran pencatatan aset sebesar Rp 1 2.588.1 89 .592.379 dari Neraca tersebut dikarenakan masih diperlukan

penelusuran lebih lanjut terhadap luasan dan nilai aset tanah pada delapan KKKS, yaitu:

1. J0B Pertamina-Medco Tomori Sulawesi

2. PT Chevron Pacific lndonesia

3. PT Pertamina Hulu Energi Siak

4. PT Pertamina EP

5. Eks Chevron lndonesia Company East Kalimantan

6. Eks Virginia lndonesia Company Sanga-Sanga LLC.

7. Eks Petroselat Ltd.

8. Eks PT Medco E&P lndonesia.

Aset tanah pada 6 (enam) KKKS yang pertama telah dilakukan inventarisasi dan penilaian ulang, dan masih perlu

ditindaklanjuti dengan rekonsiliasi antara DJKN, PPBMN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK

Migas, dan KKKS yang bersangkutan. Sedangkan aset tanah eks KKKS Petroselat Ltd. dan PT Medco E&P

lndonesia masih perlu dilakukan inventarisasi dan penilaian ulang. Khusus untuk aset tanah KKKS PT Chevron

Pacific lndonesia, mengingat data hasil inventarisasi dan penilaian tahun 2009/20'10 tidak bisa diperbandingkan

dengan data saat ini yang telah diverifikasi oleh SKK Migas, perlu dilakukan inventarisasi dan penilaian ulang

dengan menggunakan data yang baru.

Rekonsiliasi dan dokumen pendukung atas selisih luas tanah tersebut akan diselesaikan dan disajikan pada

penyusunan laporan keuangan tahun 2020, termasuk permasalahan aset tanah KKKS PT Pertamina EP seluas

3.486.590,54 m2 dengan nilai Rp64.690.609.791,20, aset tanah KKKS eks Virginia lndonesia Company Sanga-

a LLC. seluas 854. 68 m2 nilai 98.325.884, dan aset tanah KKKS eks Orchard West
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Belida Ltd. seluas 20.988,07 n2 dengan nilai sebesar Rp2.311.307.000.

Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan akan melakukan rekonsiliasi antara Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral, SKK Migas, dan KKKS yang bersangkutan untuk menyelesaikan koreksi selisih kurang catat dan

lebih catat aset tahun 2019 sebesar Rpl.019.544.784.239 dan Rp79.603.307.421,25, serta melakukan

verifikasi atas keseluruhan Subsequent fupenditure (SE) yang belum freedan clear ke dalam aset induk dan

disalikan dalam laporan keuangan tahun 2020.

Penjelasan Aset KKKS yang Tidak Disajikan pada llleraca per 3l Desember 2019

SelainasetKKKsyangdisalikanpadaNeracaLKBUN3l DesemberTahun20l9,terdapatasetKKKSyangtidak

disajikan dalam Neraca LKPP 31 Desember Tahun 2019, karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di

neraca, dengan penlelasan sebagai berikut.

a. Aset Tanah

Uraian ililai (Rp)

Saldo Awal 3l Dcsembcr 2018

887.647.529

.217

Mutasi Tambah

Aset belum di lP vans baru dilaporkan SKK Migas 7.6r 2.047.900

Pembenahan Pencatatan Aset I 2.588.1 89.592.379

Mutasi Kuranq:

Beklas dari Calk ke ileraca (1 0.750.81 8.552)

Saldo Alhir 31 Ocscmbcr 2019

1 3.472.698.350.94

Penjelasan atas mutasi Tanah adalah sebagai herikut:

1) Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP tahun 2018 lAudited).

2) Mutasi tambah sebesar Rp12.595.801 .640.279 terdiri dari:

a) Mutasi tambah sebesar Rp7.612.047.900 disebabkan terdapat 2 (dua) KKKS yang baru melaporkan

aset tanah perolehan tahun 2010 kebawah. yaitu:

o Penambahan aset tanah perolehan tahun 2010 kebawah yang dilaporkan oleh KKKS EMP

Malacca Strait S.A. kepada SKK Migas sebesar Rp165.149.900.

r Penambahan aset tanah perolehan tahun 2010 kebawah yang dilaporkan oleh KKKS Conoco

Phillips (Grissik) LT0. kepada SKK Migas sebesar Rp579.505.747.

o Penambahan aset tanah perolehan tahun 2010 kebawah yang dilaporkan oleh KKKS Conoco

Phillips (Grissik) LTD. kepada SKK Migas sebesar Rp6.867.392.253.

b) Pengeluaran pencatatan aset sebesar Rp12.588.189.592.379 dari Neraca karena masih diperlukan

penelusuran lebih lanlut terhadap luasan dan nilai aset tanah pada delapan KKKS, yaitu:

1) J0B Pertamina-Medco Tomori Sulawesi

2. PT Chevron Pacific lndonesia

3. PT Pertamina Hulu Energi Siak

4. PT Pertamina EP

5. Eks Chevron lndonesia Company East Kalimantan

6. Eks Virginia lndonesia Company Sanga-Sanga LLC.

7. Eks Petroselat Ltd.

8. Eks PT Medco E&P lndonesia.

3) Mutasi kurang sebesar Rp10.750.818.552 disebabkan reklasifikasi aset dari Calk ke neraca pada 2 (dua)

KKKS, yaitu:
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a) Reklasifikasi ke neraca hasil lnventarisasi dan Penilaian BMN Tanah KKKS Conoco Phillips (Grissik)

LTD sebesar Rp893.81 6.364.

b) Reklasifikasi ke neraca hasil lnventarisasi dan Penilaian BMN Tanah KKKS Pertamina Hulu Mahakam

sebesar Rp9.857.002.1 87.

4) Terdapat BMN berupa tanah yang telah diserahterimakan dari Kementerian ESDM kepada Kementerian

Keuangan yang berdasarkan surat Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Nomor S-

166/KN.412020 tanggal 23 April 2020 yang belum tercatat dan masih dalam tindak lanjut kebijakan

pengelolaannya, selumlah 16 line lilenl tanah seluas 20.988,07 n2 dengan nilai sebesar

Rp2.311.307.000 pada Eks KKKS 0rchad Energy (West Belida) sesuai dengan Berita Acara Nomor

0024.8A/92,SJA .4/2019 dan BA-5/KN.4/2019 tanssal 17 Mei 2019.

b. Aset Harta Benda Modal

1 ) Aset sumur yang tidak digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur, yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah

tidak digunakan dalam operasi (plug and abandoned).

Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini disajikan berdasarkan hasil lP yang telah dilaksanakan

pada tahun 2010 s.d 2012.Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2019 dengan total

nilai USD152,572,616.67. Nilaiaset sumur yang tidak digunakan rinciannya disajikan sebagaiberikut.

Jumlah

xr(Ks
Saldo Awal

llilai Perolchan OSDI
Pcnambahan Pcngurangan

ililaiSumur
3l Dcsembcr

20r9 (usDt

I7 KKKS 152,279,075.85 110,367,210.75 1 10,073,669.93 152,572,616.67

o Mutasi tambah sebesar USDl 10,367.210,75 berasal dari pembenahan asset berdasarkan rekonsiliasi

UAKPA dan alih serah dari KKKS Terminasi ke KKKS Alih kelola.

. Mutasi kurang sebesar USDl 1 0,073,669.93 berasal dari adanya alih serah danlatau pembenahan aset

berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

2l Aset Kondisi Rusak Berat

Saldo Awal IUSDI
Pmrmbahan

IUSDI

Pengurangan

IUSDI
Saldo Akhir (USDI

92,439,232.43 13,787,361.97 12,460,062.40 93,766,532

o Mutasi tambah sebesar USD13,787,361.97 berasal dari pembenahan asset berdasarkan rekonsiliasi

UAKPA.

o Mutasi kurang sebesar USD12,460,062.40 berasal dari adanya penjualan lelang, transferan, selisih

pembulatan, dan/atau pemhenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

3) Asel Subsequence ExpenditurelSEl

Saldo Awal(USDI
MutrsiTambah

(USDI

Mutasi Kurang

{USDI
Saldo Akhir (USDI

1 ,624.0s0,995.67 99,839,676.02 440,307,925.62 1 ,283,582,7 46.07

. Mutasi Tambah aset sebesar US099,839,676.02 berasal dari
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4)

1 . Penambaha n Subsequent Expenditureyang dilaporkan oleh SKK Migas serta reklasifikasi aset berupa

Subseqaent fupenditure pada KKKS PHE WM0, PHE 0NWJ, dan J0B PJ0K dari Neraca ke CaLK

sebesar USD 1 7,574,46 1 .4 I untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan rincian sebagai berikut:

- PHE WM() 4 line lten sebesar USD500,404 atau Rp758.806.058

- PHE ONWJ 52 line lten sebesar USD15,298,449.41 atau Rp99.852.449.649

- JoB PJoK 76 line lten sebesar USD1,775,608 atau Rp6.709.457.900

2. Penambahan aset Subsequlnt Expenditure sebesar USD82,265,214.61 dikarenakan pelaporan

penambahan Subsequent Expenditurebaru dari SKK Migas dan koreksi UAKPA BUN TK dalam rangka

pembenahan pencatatan aset.

oMutasi Kurang aset sebesar US0440,307,925.62 berasal dari penjualan lelang, transfer aal, selisih

pembulatan, dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

. Subsequence Expenditure akan dikapitalisasi setelah melalui verifikasi dan rekonsiliasi dengan SKK

Migas dan KKKS. yang bertujuan untuk mengidentifikasi aset-aset yang memenuhi kriteria untuk

dikapitalisasi.

Afet Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan pada 31 Desember 2019.

Tbrdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada 31

Ofsember 201 I yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian sebagai berikut.

Saldo Awal (USDI MrtrsiTambah
IUSD}

Mutasi !turang (USDI Saldo Akhir
31 Dcsember 20t9

{USD}

5,783,277,283.40 2,079,946,276,70 r,95 r,699,254.60 5,91 1,524,305.50

o MutasiTambah aset sebesar US02,079,946,276,70 berasaldariperolehan sampaidengan tahun 2010

yang baru dilaporkan oleh SKK Migas dan/atau koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.

o Mutasi Kurang aset sebesar USD1,951,699,254.60 berasal dari Penjualan lelang, transfer aat, selisih

pembulatan, dan/atau pembenahan asset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

5) Aset dalam proses penghapusan

Terdapat aset yang sudah terjual. namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus

bukunya dari SKK Migas dan belum dilaporkan mutasi penghapusannya oleh KKKS sebagai berikut.

Saldo Awal (USDI MutasiTambah (USDI Mutasi Kurang (USD) Saldo Akhir per 31

Desember 201 9

IUSD}

1 19,053,072.79 48, r 69,546.68 r 5,063,161.71 152,159,457.76

. Mutasi Tamhah aset sebesar US048,169,546.68 merupakan reklasifikasi asset yang di off-balanceke

CaLK dikarenakan sudah terjual lelang/dihibahkanldialihstatuskan ke pihak ketiga pada tahun 2019

namun belum diterbitkan Surat Hapus Buku yang diterbitkan oleh SKK Migas kepada KKKS yang

bersangkutan.

. Mutasi Kurang aset sebesar US015,063,161.71 merupakan penghapusan BMN yang telah terbit Surat

Hapus Buku dari SKK Migas.

6) Perbedaan unit aset HBM antara LKBUN dengan SKK Migas yang harus ditindaklanluti pada LKBUN

tahun berikutnya
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Terdapat koreksi selisih lineyang dikeluarkan dari Neraca per 31 Desember 2018 berdasarkan hasil audit

BPK Rl Tahun 2018 senilai US0520,977,505.48 terdiri dari korcksi line pada KKKS BP Tangguh LNG

senilai USD516,808,859.32 dan Eks KKKS Total EP Mahakam senilai USD4,168,646.16 yang akan

ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi BPK Rl selanjutnya.

7l Aset KKKS Terminasi yang semula tercatat pada neraca

Jumlah aset KKKS Terminasi yg di off-balance-sheet kan sebesar nihil disebabkan direklas ke neraca sesuai

dengan rekomendasi BPK Rl.

Jumlah KKKS
ItlilaiPerolchan 2018

AaditcdlUSDl
Mutasi Tambahl Kurang

(us0l

lllilai Perolehan

31 Desember

2019 (USD)

I I KKKS 2.71 r.980.65 (2.71 1.980.65) 0

c. Aset Harta Benda lnventaris

Itlilai Perolehan

2018 AuditedlUS0l
Mutasi

Tamhah(USDI

Mutasi Kurang
(usDt

ililai Perolehan

3l Desember 2019
(usD)

4,817,541.40 1,443,583.77 1,695,525.68 4,565,579.49

o Mutasi tambah aset sebesar US01,443,563.77 berasal dari perolehan sampai dengan

tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas dan/atau koreksi pembenahan aset
KKKS oleh SKK M igas.

o Mutasi kurang aset sebesar US01,695,525.68 berasal dari penjualan lelangltransfer
aalselisih pembulatan/alih serah dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi
UAKPA

8. Aset Berseiarah llleritage Assets)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat, berupa Gedung Merdeka berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 65, Kelurahan

Braga, Bandung, Jawa Barat. Aset tersebut digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian

Luar Negeri.

b. Kementerian Perhubungan berupa 2 Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.

c. Kementerian Luar Negeri, berupa Gedung Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gedung Pancasila. Aset

dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung

Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah.

d. Arsip Nasional Republik lndonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:

. Arsip TekstuallKertas sebanyak 30.294,80 meter linier.

o Poster sebanyak 336 lembar

. Arsip KartografilPeta sebanyak 129.616 lembar.

. Arsip foto sebanyak 3.461.628 lembar

. Arsip Film sebanyak 59.035 reel.

. Arsip Mikrofilm sebanyak 14.502 roll, Arsip Microfischesebanyak 14.262 fische.
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9.

. Arsip Video sebanyak 25.347 kaset.

o Arsip Rekaman Suara sebanyak 51.536 kaset dan arsip reel to reelsoundsebanyak 946 reeL

. Arsip OpticalDiscsebanyak 16.336 keping.

. Arsip Piringan Hitam sebanyak 1 01 keping.

o Arsip Flashdisksebanyak 1 keping.

. Arsip elektronik sebanyak 350 terrabyte.

e. Lembaga llmu Pengetahuan lndonesia mempunyai 4 unit berupa Tugu Lady Rafles, Tugu J.J. Smith, Tugu

Teysmann, dan Arca Lembu Nandi di PKT Kebun Raya LlPl.

f. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berupa berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan

Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.

g. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 960.307 unit aset bersejarah yang dikelompokkan menladi:

o Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb);

. Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya,

seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.

h. Perpustakaan Nasional Rl, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 9.942 eksemplar naskah kuno.

i. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak

96 Buah.

j. Kementerian Pekerlaan Umum dan Perumahan Rakyat menguasai aset sejarah yang terdiri dari:

. Candi/ tugu peringatan/ prasasti sebanyak 1 Sunit;

. bangunan bersejarah (Bangunan Gedung Tempat lbadah Permanen, Rumah Adat, Makam Bersejarah)

sebanyak 4 unit; dan

o Laporan/ bahan perpustakaan sebanyak I buah.

Badan [ainnya

Untuk dapat dikategorikan sebagai UBL, terdapat beberapa kriteria yaitu:

a. Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;

b. Bukan merupakan Pengguna Anggaran;

c. Bukan merupakan Perusahaan Negara;

d. Menggunakan fasilitas dari Negara berupa Barang Milik Negara, dan/atau Pemberian kewenangan untuk

menerima dan mengelola dana publik;

e. Tidak terdapat penyertaan modal pemeilntah; dan

f. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan UBL, maka sesuai ketentuan peraluran

perundang-undangan, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum telah menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 2601PMK.05,2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagai pedoman

teknis pelaporan keuangan bagi UBL. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka mekanisme

pelaporan UBL adalah sebagai berikut.

a. UBL Satker/ Bagian Satker

UBL Satker/Bagian Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas,

pendapatan, dan belanja, herdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan,

pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. UBL Satker/Bagian Satker merupakan Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Anggaran (UAKPA) atau bagian dari UAKPA pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi
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UBL dimaksud. Dalam hal UBL SatkerlBagian Satker mendapatkan dana di luar APBN, dana dimaksud

diperlakukan sebagai pendapatan Penerimaan Negara Bukan Palak (PNBP) dan pendapatan hibah, sepaniang

memenuhi kriteria PNBP dan pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai mekanisme pengelolaan PNBP dan hibah. Dalam hal dana yang didapatkan dari non APBN

oleh UBL Satker/Bagian Satker tidak dapat diperlakukan sebagai pendapatan PNBP atau hibah, dana tersebut

dikelola dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan

keuangan UBL berkenaan.

b. UBL Bukan Satker

UBL Bukan Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas,

pendapatan, dan belanja, termasuk dana pihak ketiga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing UBL.

Dalam menyusun laporan keuangan, UBL Bukan Satker diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan

dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). UBL Bukan Satker dilaporkan di LKPP sebesar

net equitylselisih aset dikurangi dengan kewajiban) sebagai aset lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.0512016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya,

Selanlutnya terhadap daftar UBL sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-

637lPB/2018 tahun 2018 terdapat 79 Unit Badan Lainnya dimana selain 72 UBL, terdapat penambahan 5 UBL

yaitu:

1. Badan 0torita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba

2. Otoritas Nasional Senjata Kimia

3. Badan 0torita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur

4. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan

5. Konsil Tenaga Kesehatan lndonesia

Perubahan Nomenklatur UBL yaitu:

1. Unit Kerja Presiden Pembinaan ldeologi Pancasila (UKPPIP) menjadi Badan Pembinaan ldeologi Pancasila

(BPIP}

Apabila dilihat dari kategorinya, pada Laporan Keuangan Tahun 201 9 (Audited) ini terdapat 79 UBL, yang secara

garis besar dikelompokkan sebagai berikut:

1. UBL Satkerl Bagian Satker sehanyak 67 UBL.

2. UBL Bukan Satker sebanyak 1 0 UBL.

3. UBL Satker sekaligus Bukan Satker sebanyak 2 UBL, yaitu SKK Migas dan 0JK

Terdapat Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktiflbelum mengelola APBN yaitu:

1. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)

Sesuaisurat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor 0T.01.0111/041/2013 tanggalT

Januari 2013 hal Hasil lnventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan

terdapat tiga UBL dan untuk Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) dinyatakan belum aktif.

2. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan lnfrastruktur Selat Sunda

Sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor KU.05.08-SK/128 tanggal 28

Februari 2014, sampai saat ini Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan lnfrastruktur Selat

Sunda tersebut telah dibentuk namun belum aktif dan tidak mendapatkan alokasi dana APBN.

3. Komite Privatisasi Perusaahaan Perseroan {Persero)

Sesuai dengan surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan nomol S-

03/D.|.M.EK0N10112017 tanggal30 Januari 2019 bahwa pada tahun 2018 tidak ada usulan PTP maupun
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tambahan PTP sehingga belum ada kegiatan Rapat koordinasi Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan

(persero) ataupun alokasi Dana.

4. Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)

Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 20'14 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam pasal 20

disebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haii (BPKH).

Berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat pada Pasal 3 dinyatakan

bahwa pengelolaan DAU dilakukan oleh BPKH. Dalam rangka likuidasi telah disusun Laporan Keuangan

Penutup BPDAU per 31 Desember 2017 dan telah diaudit oleh BPK Bl dengan Laporan Hasil Pemeriksaan

Nomor:37.A/LHP/XVllll12l2017tanggal21 Desember20lT.Sehubungandenganhaltersebut,makaBPDAU

telah dilikuidasi dan seluruh asetnya telah diserahkan kepada BPKH.

5. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)

Sesuai dengan PERPRES 124 tahun 2016 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dihentikan masa

tugasnya dan kebilakan, rencana strategis nasional, dan langkah-langkah strategis, penyebarluasan informasi,

kerja sama regional nasional, serta pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi

Penanggulangan Al0S Nasional menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

6. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran {KSNSU)

Pada tahun 2018 Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran {KSNSU) tidak mendapatkan alokasi Dana.

7. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur

Pada tahun 2018 Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur tidak mendapatkan alokasi Dana.

8. 0torita Asahan

Sesuai dengan PERPRES 73 TAHUN 2018 0torita Asahan telah dibubarkan dan proses Likuidasinya dilakukan

sampai dengan bulan September tahun 2019.

9. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan

Pada tahun 2018 Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan belum mendapatkan alokasi

Dana

1 0.Konsil Tenaga Kesehatan lndonesia

Pada tahun 2018 Konsil Tenaga Kesehatan lndonesia belum mendapatkan alokasi Dana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 9/PMK.05/201 6 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, UAP

BUN-PBL menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas {LPE) dan lkhtisar laporan

Keuangan.[)alam Laporan Keuangan UAP BUN-PBL Tahun 2019 lAudited), menyajikan ekuitas bersih atas

beberapa Unit Badan Lainnya sebagai berikut:

1. 0torita Asahan

2. Taman Mini lndonesia lndah

3. Yayasan Gedung Veteran Rl

4. Badan Amil Zakat Nasional

5. Badan Wakaf lndonesia

6. Badan Pengelola Dana Abadi Umat

7. Badan Pertimbangan Tahungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS)

8. Satuan Kerla Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)

9. Otoritas Jasa Keuangan (0JK).

lkhtisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker tersebut diatas disajikan dalam

lampiran 29.
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to Drtr ABIIIAIT

ilormr dmtrlnggal
Surrt Pcattprn

KompHai
ililri Prsrr Asct

Basrnn
l(ompcnsrsi

Strtus

,l
ABMAiT S0, SMP, SMA Gajah Mada

(dh. SD/SMP Gajah Mada) Binjai

Sumatera Utara

Surat Menteri Keuangan

Nomor S.88lMK.6/2017

tanggal 3 April 2017

Rp1.655.058.000 Rp827.529.000 Dalam proses penetapan

keputusan pelepasan

oleh 0irektur Jenderal

2 TK Aisyiyah Busth.nul Athfal I Kota

Palopo (dh. Sekolah Tinggi Sospol

Veteran Rl) di Jalan Diponegoro

Nomor 33 Kelurahan Batupasi

Kecamrtan ttlara Utara Kota Palopo

Provrnsi Sulawesi Seletan

Surat Menteri Keuangan

Nomor S-8501MK.612019

tanggal 1 1 Desrmber 2019

Rp 1.01 2.1 30.000 Rp506.065.000 Dalam Proses

Penerbitan SKL

3 Toko Yusul den Nyai taundry (d.h

Toko Swaka Prima Photocopy d.h

SMP, SMA, SMEA Kerabat Kita,

Gedung Bioskop Sena dan perumahan

Penduduk) Kabupaten Brebes Provinsr

Jawa Tenqah

Surat Menleri Keuangan

Nomor S-7501MK.612019

tanggal 18 0ktober 2019

Rp7 1.576.000 Rp71.576.000 Dalam proses penetapan

keputusan pelepasan

oleh Duektur Jenderal

10. Aset Bekas Milik AsinglTiongkok

Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) merupakan Aset yang dikuasai Negara adalah aset bekas yang

bersumher dari:

a. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa

Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PrI/032/PEPERPU,1958 jo. Keputusan

Penguasa Perang Pusat Nomor KPTS/Perpu/ 043911958 lo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;

b. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa lndonesia yang

dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;

c. Perkumpulan-perkumpulan yang meniadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966

sebagai akibat keterlibatan perkumpulan-perkumpulan tersebut dalam pemberontakan G.3O.S/PK|, yang

ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui

lnstruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-04031G-5/5/66; dan

d. 0rganisasi yang didirikan oleh danlatau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang memiliki status

kewarganegaraan bukan negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik

lndonesia danlatau memperoleh pengakuan dari Negara Republik lndonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-

bagiannya.

Atas peran Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah ABMA/T, pada Tahun 2019 sebanyak 34 aset telah

diselesaikan status hukum secara tuntas dan 1 0 aset diselesaikan sebagian status hukumnya. Sampai dengan akhir

Tahun 2019, dari totalABMA/T sebanyak 1.015 dalam Lampiran PMK Nomor 31/PMK.06/2015, sehanyak 504

aset telah diselesaikan status hukumnya dengan tuntas, sehingga masih terdapat 51 1 aset yang belum diselesaikan

dengan tuntas yang terdiri dari 65 aset helum diselesaikan sebagian status hukumnya dan 446 aset belum

diselesaikan status hukum seluruhnya.

ABMA/T yang telah diketahui nilainya dan ditetapkan besaran kompensasinya berdasarkan Surat Menteri Keuangan

selanlutnya diproses tindak lanjut dengan prosedur pelepasan ABMA,T dengan tahapan meliputi:
pemberitahuan/penagihan kompensasi, konfirmasilklarifikasi penerimaan Negara (bila ada), dan proses penerhitan

penetapan keputusan pelepasan ABMA/T (bila memenuhi syarat). Adapun ABMA/T dengan penetapan besaran

kompensasi yang masih berlaku (aktif) dan dalam proses tindak lanjut penyelesaian/pelepasan yang dilakukan oleh

Direktorat PKNSI sampai dengan akhir Tahun 2019 adalah sebagai berikut.
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Surat Menteri Keuangan

Nomor S4961MK.612019

tanggal 22 Juli 2019

Rp4.144.299.000 Rp2.072.1 49.500 Belum dilunasi4 Yayasan Pendidikan Angkatan 45

Surrt Menteri Keuangan

ltlomor S-51 91MK.61201 9

tanggal 30 Juli 2019

Rp695.81 1.600 Rp695.81 1.600 Dalam proses penetapan

keputusan pelepasan

oleh Direktur Jenderal

5 Ruko lX (Gudang Aneka Makmur) (d.h

Yayasan Pendidikan Gita Kinti {GlKl)l

SD,SMP,SMA,FIAD Muhammadiyah

Kota Surabaya Jawa Timur

Surat Menteri Keuangan

Nomor 5-638iMK.612019

tanggal 6 Septrnber 201 9

Rp41.324.629.500 Rp41.324.629.500 Belum dilunasi

7 Ruko Mrlik PT Kelapa Cengkir Raya

(dh. Yayasan Pendidikan Gitekirti

{GrKr))

Surat Menteri Keuangan

Nomor S.8131MK.6i2019

tanggal 27 Novcmber 2019

Rp629.455.200 Rp629.455.200 Belum dilunasi

Belum drlunasr8 Rumah Tinggal Puji Harjanto (dh.

Sekolah Luas Biasa Yakut) Kabupaten

Banyumas

Surat Menteri Keuangan

Nomor S.9371MK.6/20'19

tanggal 3l Desember 2019

Rp224.171.000 Rp224.1 71.000

11. Aset Kredit Eks BPPlll

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2801KMK.06/2009, Aset Kredit adalah aset yang berupa tagihan bank

terhadap para debiturnya yang menurut ketentuan perbankan telah masuk dalam kolektibilitas 5 (lima)/macet,

kemudian oleh bank dialihkan kepada BPPN dalam bentuk tagihan atas piutang bank.

Aset kredit eks BPPN diklasifikasikan menjadi aset kredit Asset Transfer Kit (ATK), aset kredit Non Asset Transfer

Kit (Non ATK), dan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).Aset kredit ATK adalah aset kredit yang

tercatat dalam Bunisys atau Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB).Sedangkan, Aset kredit Non ATK adalah

aset kredit yang tidak tercatat dalam Bunisys atau SAPB.SAPB adalah sistem yang memuat informasi status dan

kewajiban aset kredit.

Untuk mengetahui nilai aset kredit eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009

dan 201 1 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas kasus aset kredit eks BPPN yang tersimpan

di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Apabila dari hasil inventarisasi dan verifikasi tersebut diketahui

debitur telah memenuhi syarat ada dan besarnya piutang negara maka hal tersebut ditindaklanjuti dengan

penyerahan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dengan mengacu pada Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Sesuai ketentuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.0512015 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

1271PMK.0512018, aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB,

sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah ditandatanganinya Pernyataan

Bersama (PB)lditerbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang

belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Aset kredit ATK disajikan di Neraca sebesar nilai yang tercatat pada SAPB sedangkan aset kredit Non ATK yang

telah ditandatangani PBIPJPN disajikan di Neraca sebesar nilai dalam dokumen PB/PJPN.Adapun untuk aset kredit

Non ATK yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam tabel berikut:
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Daftar Aset Kredit lllon ATK yang Belum Diterbitkan PBlditandatangani PJPlll

(dalam

Sedangkan untuk tagihan PKPS yang belum diterbitkan PB/PJPN oleh PUPN c.q. KPKNL yaitu

Daftar PKPS Yang Belum Diterbitkan PB,PJPltl

(dalam

12. Aset Properti Eks BPPttl

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, aset properti adalah barang tetap berupa tanah

dan bangunan yang pada awalnya merupakan laminan hutang atas kredit di bank, karena debitur tidak mampu

melakukan pembayaran hutang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang

jaminan hutang yang berupa fixed assetdengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan

Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah

Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya

menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran hutang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN. pada

tahun 2009 dan 201 1 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks

BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset

properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Rl atas LKBUN tahun 2014 disebutkan bahwa sisa aset properti yang

masih harus ditelusurisampaidengan 31 Desember 2014 adalah sebanyak 358 unit senilaiRp122.069.23l.52l.
Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan selama bulan Januari s.d. Desember 2015 telah berhasil ditemukan

dokumen pendukung atas 1 56 unit aset senilai Rp 59.022.01 2.099.

Itlo Urrian 3l Descmber 2019

2.722.917.923,001 Aset Krcdit ltlon ATK Yang Belum diterbitkan PBIPJPN

2 Aset Kredit Non ATK Yans Masih Dikelola DJKN 28.492.439.803.568.90

3 Tasihan PKPS Yans Belum Ditehitkan PB/PJPN 4.620.479.746.508,38

Jumlah 33.r 1 5.642.468.000,30

Illo Uruirn 31 Desember 2019

I Bank Centris (BBKU), PT 897.678.554.1 01,21

2 Bank Aspac (BBKU), PT 3.579.4r2.035.913,1 1

3 Bank Orient (BBKU). PT 1 43.389.1 56.494.06

Jumlah 4.620.479.746.508,38

SK No 041758 A



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-285-

Daftar Hasil Penelusura4 Aset Properti Eks EPPII TA 2015

Uraian Unit Nilai (Rpl

Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri

(TA 2014)
358 122.069.231.521

Hasil Penelusuran TA 2015:

Terjual di BPPN dan PPA 20 6.266.71 1.167

Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKNI dan daftar aset eks PT PPA 1

Sita Kejaksaan dan lndikasi Sita 1 133.203.182

Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)

Aset jaminan BDL dan PKPS

Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank lndonesia,

Penetapan Status Penggunaan

64 30.341.227.055

Sisa Aset Propertieks BPPltl yang pcrlu ditelusuri(TA 20151 272 85.328.090. r 1 7

Sampai dengan Periode Tahun 2019 belum dilaksanakan kegiatan penelusuran atas Sisa Aset Properti eks BPPN

yang perlu ditelusuri, sehingga saldo Aset Properti eks BPPN yang masih perlu ditelusuri adalah sebany ak 212 asel

senilai Rp85.328.090.117. Terdapat aset HTBI sejumlah 67 unit yang belum dapat dicatat dalam neraca karena

belum memiliki kelengkapan dokumen.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 681KMK.0112014 tentang Penugasan Kepada Unit-Unit di Lingkungan

Kementerian Keuangan Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Aset-Aset eks BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan

Pemerintah, Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, dan eks

Pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset {Persero) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428/KMK.01/2009

tentang Petunluk Pelaksanaan Tugas Biro Bantuan Hukum Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi

Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Unit Pelaksana

Penjaminan Pemerintah, dan Penlaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat,

aset eks BPPN yang terkait perkara hukum di lembaga peradilan penanganannya dilaksanakan oleh Sekretariat

Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Bantuan Hukum. Rincian aset eks BPPN yang berperkara di lembaga

peradilan sampai dengan per 31 Desember 2019 disajikan di Lampiran 25H.

13. lnventarisasi Kcl Dokumen likan dan Peraliha n Fisik atas Aset
Eks B[Bl

Aset Lainnya berupa Aset Property Eks BPPN dan Eks PPA beriumlah sebanyak 4.289 aset, terdiri dari kuadran I

sebanyak 1.371 aset, Kuadran ll sebanyak 1.367 aset, Kuadran lll sebanyak 253 aset, dan Kuadran lV sebanyak

1.298 Aset. Kementerian Keuangan telah melaksanakan inventarisasi Aset Properti dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemetaan Aset Properti eks BPPN

a. Terdapat 178 unit aset senilai Rp561.050.571.581 yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan

dokumen peralihan (Kuadran l);

b. Terdapat 1.072 unit aset senilai Rp1.019.550.453.562, yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan

namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan (Kuadran ll);

c. Terdapat 222 unil aset senilai Rp772.705.684.688 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan

namun dilengkapi dengan dokumen peralihan (Kuadran lll);
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d. Terdapat 706 unit aset yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan (Kuadran

tv).

2. Pemetaan Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero)

a. Terdapat 1.193 unit aset senilai Rp3.177.853.998.305 yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan

dokumen peralihan (Kuadran l);

b. Terdapat 295 unit aset senilai Rp814.142.915.844 yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun

tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan (Kuadran ll);

c. Terdapat 31 unit aset senilai Rp701.654.125.452 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan

namun dilengkpai dengan dokumen peralihan (Kuadran lll);

d. Terdapat 592 unit aset seni|aiRp1.921.938.517.404 yang tidak dilengkapidengan dokumen kepemilikan

dan dokumen peralihan (Kuadran lV).

Hasil inventarisasi lebih lanjut atas aset properti eks BPPN dan eks kelolian PT PPA (Persero) adalah:

1. Aset properti yang ada dokumen sertifikatnya dan dikuasai berjumlah 1.996 aset;

2. Aset properti yang ada dokumen sertifikatnya namun masa berlaku sertifikatnya sudah berakhir sebanyak 857

aset;

3. Aset properti yang tidak bersertifikat (hanya ada bukti Girik, SPH, AJB) sebanyak 2.293 aset;

4. Aset properti yang dikuasai/diokupasi oleh pihak ketiga sebanyak 737 aset.

Seluruh aset properti telah dilakukan pengamanan secara yuridis melalui kantor pertanahan dan pada 348 aset telah

pula dilakukan pengamanan fisik berupa pemasangan papan nama.

0ari 1.298 aset properti yang belum tercatat di Neraca, sebanyak 592 aset telah dititipkan pada Kanwil DJKN

untuk dilakukan pemeliharaan dan pengamanan, sedang 706 aset lainnya belum diketahui lokasinya. Berdasarkan

laporan pemeliharaan dan pengamanan dari Kanwil DJKN, 292 aset yang dititipkan dikuasai oleh pihak ketiga (eks

debitur atau pihak lain). Untuk melakukan penelusuran terhadap-kelompok aset ini, Kementerian Keuangan

berkoordinasi dengan desa/kelurahan dan BPN setempat.

Pemetaan atas Aset Properti Eks BPPN dan Eks PPA masih berdasarkan data rekapitulasi aset property yang

disandingkan dengan arsip dokumen penguasaan dan pengalihan yang dimiliki Kementerian Keuangan. Selanjutnya,

Kementerian Keuangan akan melakukan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen kepemilikan/peralihan dan

penguasaan aset property tersebut pada tahun 2020 sebagai dasar penyajian aset property Eks BPPN dan Eks PPA

tersebut pada Laporan Keuangan tahun 2020.

Atas piutang bukan pajak berupa aset kredit PKPS beserta jaminannya, pada tahun 2020 Kementerian Keuangan

akan melakukan pemetaan atas Jaminan Aset Kredit PKPS berdasarkan inventarisasi dan penelusuran atas

dokumen penguasaan dan pengalihan jaminan. Sedangkan aset kredit yang tidak memiliki jaminan akan dilakukan
penelitian dan penelusuran ke harta kekayaan obligor, dan selanjutnya dilakukan upaya hukum melalui kejaksaan

agung paling lambat Tahun 2022.

14. Pemanfaatan Aset Properti Eks BPPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

Aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan optimalisasi dalam bentuk pemanfaatan

berupa sewa. Sejak tahun 201 5 hingga 2019, jumlah persetujuan sewa yang ditindaklanjuti dengan perjanlian sewa

adalah sebanyak 48 persetujuan, dengan aset sebanyak tl4 lokasi dengan total PNBP sebesar Rp30.038.297.000.
Rincian atas pemanfaatan aset dimaksud disajikan dalam [ampiran 25G.
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15. Penqqunaan Aset Properti Eks PPIII Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) 0leh Kementerianllembaga

Terhadap sebagian aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan penetapan status

penggunaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian/Lembaga. Sejak tahun 2009

hingga 2019, telah dilakukan penetapan status penggunaan sebanyak 208 aset. Rincian atas penetapan status

penggunaan aset dimaksud disajikan dalam Lampiran 250.

Rencana Penetapan Status Penggunaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) dilakukan

diantaranya dengan mengusulkan aset dalam program sejuta rumah. Aset yang diusulkan dalam rangka Program

Sejuta Rumah, sesuai surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor S.10lKN/2016 tanggal 1 1 Januari 2016 kepada Dirjen

Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan-Perumahan Rakyat, adalah sebanyak 27 lokasi. Dari27

lokasi tersebut, telah ditetapkan status penggunaan di 4 lokasi (terdiri atas 24 aset), yaitu di Kab. Lampung Tengah,

Kota Batam, Kota Padang, dan Kab. Gowa dan satu aset telah laku dilelang pada tahun 2018. Rincian atas rencana

penetapan status penggunaan aset dimaksud disajikan dalam lampiran 25E.

Pada tahun 2020, Dirjen Kekayaan Negara, melalui surat yang ditulukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor S-190/KN/2020 tanggal 17 Maret 2020, kembali mengusulkan 16 lokasi untuk tujuan

penyediaan rumah ASN, TNl, dan Polri. SesuaiSurat Kementerian PUPR Nomor RU.0l04:DRI404 tanggal 17 April

2020 Kementerian PUPR sedang melakukan verifikasi lebih lanjut. Rincian atas usul penetapan status penggunaan

aset dimaksud disajikan dalam lampiran 25F.

16. Penqunokaoan Pentino Terkait Serah Kelola Aset Eks BPPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

l(epada lembaqa Ma lemen Aset llleoara

Salah satu bentuk pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah dengan melakukan

serah kelola aset properti kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (Negara). Serah kelola aset properti kepada

LMAN dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Tanggal 1 7 Juni 201 6

Serah kelola 23 unit aset properti eks BB0/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank lndonesia dengan pemhayaran

kompensasi kepada Bl senilai Rp26.734.113.000. Dari 23 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola

Barang sehanyak 1 unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian

Keuangan (digunakan sebagai rumah negara DJKN).

2. Tanggal 1 8 Januari 201 7

Serah kelola I 06 unit aset properti eks PT PPA (Persero) berupa apartemen Puri Casablanca senilai

Rp39.248.043.000.

3. Tanggal 22 September 201 7

Serah kelola 4 unit aset properti eks BB0/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank lndonesia dengan pembayaran

kompensasi kepada Bl senilai Rp53.295.000.000. Dari 4 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang

sebanyak 2 unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Agama

(digunakan sebagai kantor BAZNAS).

4. Tanggal 27 Desember 2018

Serah kelola 12 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp12.752.216.000.

5. Tanggal 18 Desember 2019

Serah kelola 87 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp64.722.339.651.

Terkait daftar aset properti yang diserahkelolakan kepada LMAN sehagaimana tersebut di atas diuraikan rinci

dalam Lampiran 25G.
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17. Kewaiiban Kontiniensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewaliban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya

menladi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak

sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi mengakibatkan terladinya

tambahan pengeluaran. Kewajiban kontinjensi bersumher dari pemberian dukungan danlatau jaminan pemerintah

atas proyek-proyek infrastruktur, dan kewaiiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan

tertentu.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabel pengelolaan kewajiban penjaminan pada DJPPR dapat diinformasikan

sebagai berikut.

Kewaiiban Peniaminan

Kewaliban penjaminan belum diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Pemerintah dengan PSAP tersendiri,

tetapi di dalam PSAP Nomor 4 paragraf 58 tentang Catatan atas Laporan Keuangan sudah mensyaratkan bahwa

kewaliban kontinjensi perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan PMK Nomor

2251PMK.0512019, kewajiban kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam

CaLK untuk setiap jenis kewajiban kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

a. karakteristikkewajibankontinjensi;

b. estimasi dari dampak finansial yang diukur;

c. lndikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan

d. kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

Lebih lanjut, IPSAS 19-Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets paragraph 100juga menyatakan

bahwa "Unless the possibility of any outflow in settlenent is remotq an entity should disclose for each class of
contingent liability at the reporting date a brief description of the naturc of the contingent liability and, where

practicable:

a. An estt'mate of its financial effect measured under pangraphs tU to 62;

b. An indication of the uncertainties relating to the amount or tining of any outflow; and

fhe possibility of any reimbursement."

Menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun

Anggaran 2019, Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian

jaminan kepada Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha

Milik Daerah dalam hal Kementerian Negarallembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan

Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur danlatau badan usaha sesuai

perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1931PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar

lsian Pelaksana Anggaran Bendahara Umum Negara, diatur bahiwa Anggaran kewajiban penjaminan merupakan

bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.03 (Pengelolaan lnvestasi Pemerintah) dan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BA BUN 999.03.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 220/KMK.08,2019 tentang Penunjukan

Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka'Kewajiban Penjaminan Pemerintah, Direktur Evaluasi, Akuntansi dan

Setelmen ditunluk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang meliputi penjaminan:

1 ) percepatan pembangunar pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara;

2l percepatan penyediaan air minum;

3) proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan lnfrastruktur;

4) pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada Badan Usaha

Milik Negara;
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5) percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera;

6) percepatan pembangunan infrastrukturketenagalistrikau

7l percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

8) percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;

dan

9) Penjaminan lainnya yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk

program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan

PMK nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan lnfrastruktur

Daerah.

Amanat Pengaturan Pemberian Jaminan

Sesuai Perpres Nomor 9112007, Pemerintah memherikan jaminan penuh atas kewaiihan pembayaran pinjaman PT.

PLN (Persero) kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka mendukung

percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara.

Kemudian melalui Perpres Nomor 2912009, Pemerintah memberikan laminan sebesar 70 persen atas pembayaran

kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan

dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sedangkan 30 persen sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit.

Dari 70 persen jaminan Pemerintah tersebut selanlutnya akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana

Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40 persen yang akan diperhitungkan sebagai pinlaman dari Pemerintah

Pusat kepada PDAM, sedangkan 30 persen sebagai beban Pemerintah Daerah yang akan diperhitungkan sebagai

penyertaan modal Pemerintah Daerah, pinlaman Pemerintah Daerah danlatau hibah Pemerintah Daerah kepada

PDAM.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 7812010 dan Nomor 38/2015 pasal 17 juga memberikan jaminan terhadap

proyek kerlasama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan lnfrastruktur
(BUPI), dan sebagaimana Perp.res Nomor 7812010 pasal 4: penjaminan infrastruktur diberikan atas risiko

infrastruktur yang (a) lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung

Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) daripada Badan Usaha, {b) bersumber lrisk factor) dari Penanggung Jawab

Proyek Kerja Sama, danlatau (c) bersumber (risk factor)dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja

Sama.

Kemudian melalui Perpres Nomor 100/2014 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 11712015, Pemerintah

memberikan jaminan penuh atas kewaliban pembayaran pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam

rangka pembangunan jalan tol di Sumatera.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 82/2015 memberikan jaminan penuh terhadap kewajiban pembayaran pinjaman

PT. PLN (Persero) kepada Lembaga Keuangan lnternasional (LKl) yang menyediakan pendanaan kredit jangka

panjang setara pinjaman Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.

Kemudian melalui Perpres Nomor 4912017, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewaliban pembayaran

pinlaman dan obligasi PT. Kereta Api lndonesia (Persero) dalam rangka mendukung proyek penyelengaraan Light

Rail TransitlLRT Jabodebek.

Kemudian melaluiPerpres Nomor 5812017, Pemerintah memberikan jaminan atas risiko politik bagi Kementerian

/Lembaga /Pemda /BUMN /BUMD dalam Perjanjian Kerjasama/dokumen yang dipersamakan dengan badan usaha

dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 1412017 memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan

obligasi PT. PLN (Persero) dalam rangka mendukung percepatan lnfrastruktur Ketenagalistrikan (35GW).

Karakteristik Kewajiban Penjaminan Pemerintah
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Kewaliban Pemerintah untuk membayar kepada kreditur atau badan usaha baru akan timbuljika pihak yang dijamin

(BUMN, BUMD, PJPK/Badan Usaha) tidak mampu memenuhi kewajibannya (default). Akibatnya, kewajiban ini

memiliki unsur ketidakpastian mengenaitimbul,tidak timbulnya di masa depan, termasuk mengenaijumlahnya yang

tidak dapat diukur secara pasti.

Latar belakang timbulnya penjaminan pemerintah antara lain :

1. Perlunya pembangunan infrastruktur sebagai penggerak perekonomian, sementara Pemerintah memiliki

keterbatasan dana;

2. Perlunya dukungan fiskal dalam menarik peran swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui kerjasama

yang saling menguntungkan serta pembagian risiko yang wajar antara Pemerintah dan swasta.

Sebagai konsekuensi atas dukungan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, mekanisme

penjaminan oleh Pemerintah diberikan dalam dua bentuk, yaitu penlaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan

penjaminan investasi.

Penjaminan kredit diberikan untuk mendukung pelaksanaan proyek 10.000 MW tahap l, proyek peicepatan

penyediaan air minum, proyek jalan tol di Sumatera, proyek infrastruktui dengan skema pinjaman langsung, proyek

LRT Jabodebek, dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran

kredit perbankan dan/atau obligasi atas keenam program penlaminan dimaksud yang tidak dapat dibayarkan oleh

pihak terjamin. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah danlatau PT Pll (Persero) dalam

menjamin kewajiban keuangan pada proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada proyek

strategis nasional.

Etiqqsr dari Dampak Fina

Estimasi besaran alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada tahun anggaran 2019 tidak dialokasikan dalam

APBN TA 2019, mengingat terdapat kebutuhan fiskal pada lnvestasi Pemerintah lainnya. Namun untuk

mengantisipasi pembayaran kewajiban penjaminan yang terjadi pada tahun anggaran 2019, Pemerintah akan

menggunakan dana anggaran kewajiban penjaminan yang terakumulasi dalam rekening dana cadangan penjaminan

pemerintah.

Pada tahun 2019, terdapat penerbitan 2 {dua} surat penjaminan baru sebagai berikut:

1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-260,MK.08/2019 tanggal 1 April 2019 atas penlaminan program

percepatan infrastruktur ketenagalistrikan (35 GW) untuk transmisi dan gardu induk dengan nilai pinjaman

sebesar Rp4.506.787.490.000; dan

2. Guarantee Agreenent antara Kementerian Keuangan, PT Penjaminan lnfrastruktur lndonesia (Persero), dan

KfW, Frankfurt tanggal 5 September 2019 atas penjaminan program pembiayaan infrastruktur melalui

pinjaman langsung dari Lembaga Keuangan lnternasional dhi. KfW, Frankfurt kepada BUMN dhi. PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan nilai pinlaman sebesar EUR294,700,000.

Sampai dengan akhir tahun 201 9, tidak terdapat gagal bayar (default)pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJPK/Badan

Usaha) yang mendapat jaminan Pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga Pemerintah tidak

mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada krediturlbadan usaha untuk seluruh pr'ogram

penjaminan atau NlHlL.

Sampai dengan semester ll tahun 201 9 jumlah akumulasi pemberian penjaminan terhadap penugasan proyek-proyek

infrastruktur dari awal penerbitan laminan tahun 2008 adalah 84 surat jaminan pemerintah dengan nilai sebesar

ekuivalen Rp496,51 triliun (USD21,50 miliar, Rpl93,01 triliun dan EUR0,29 miliar) serta akumulasi posisi

outstanding kredit dan eksposur investasi dari 9 program infrastruktur yang telah diberikan penjaminan oleh

Pemerintah posisiakhir semester lltahun 2019 adalah sebesar ekuivalen Rp231,99 triliun (USD13,l6 miliar dan

Rp49,03 triliun).
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Pemerintah telah menyusun Batas Maksimal Penjaminan (BMP) atau nilai maksimal yang diperkenankan untuk

penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2018-2021

sebesar 6,0 persen terhadap PDB tahun 2021.

Penggunaan BMP 2018 - 2021 hingga akhir Triwulan lV 2019 telah direalisasikan sebesar 0,57% terhadap PDB

2021atau sebesar |,0R112,2 Triliun. RealisasidariBMP adalah untuk penlaminan Proyek LRT Jabodebek, Proyek

KPBU jalan tol ruas Japek ll Selatan dan ruas Probowangi, Proyek jalan tol Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi

Besar, ruas Pekan Baru - Dumai dan ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung, dan Pinlaman

Langsung BUMN kepada LKI untuk Proyek Mandalika dan proyek Hydropower sefia Pinlaman Pembangunan

lnfrastruktur Ketenagalistrikan untuk Transmisi dan Gardu lnduk.

lndik4qifentang Kelldalpastian Yang Terkait Dengan Jumlah Atau Waktu Arus Keluar Sumber [)aya

Kewajiban Pemerintah kepada kreditur dan/atau Badan Usaha baru akan timbul lika pihak terlamin (BUMN, BUMD,

PJPKlBadan Usaha) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada krediturlBadan Usaha (gagal bayar). Terladinya

gagal bayar dimaksud sangat tergantung dengan kondisi keuangan pihak terjamin. Berkenaan dengan hal tersebut,

terdapat ketidakpastian mengenai kapan dan berapa kewajihan Pemerintah yang harus dibayarkan.

Untuk al , Pemerintah telah melakukan
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a. Pemantauan secara berkala pada proyek infrastruktur yang telah diberikan penjaminan yaitu melalui pemantauan

atas kondisi kesehatan keuangan dari pihak terjamin dan pemantauan atas penyelesaian konstruksi proyek'

proyek sesuai jadwal serta mempercepat operasionalisasi proyek yang berdampak meningkatkan pendapatan

bagi pihak terlamin.

b. Terhadap proyek laminan Pemerintah yang berpotensi ter"klaim, Pemerintah telah dan akan melakukan langkah-

langkah mitigasi antara lain :

1. Proyek LRT Jabodebek

- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain PT. KAl, Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKl,

- Melaksanakan diseminiasi Risk Mitigation Plan (RMP) proyek LRT Jabodehek denga mengundang seluruh

stakeholder terkait,
. Mendorong Kementerian Perhubungan untuk mempercepat proses pembebasan lahan untuk LBT

Jabodebek dan mempercepat penyelesaian permasalahan penetapan trase jalur LRT Jabodebek dengan

Pemprov DKI Jakarta,
. Mendorong PT KAI untuk memulai proses negosiasi tern and conditionpinjaman sindikasi perbankan dan

meminta segera menyampaikan permohonan perubahan lingkup penjaminan lika diperlukan.

2. Proyek Jalan Tol pada Skema KPBU

- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain PT Pll dan Kementerian PUPR, untuk mencapai target

penyerahan tahah sesuai dalam Bedta Acara Penyerahan Tanah,

. Koordinasi dengan pihak terkait yaitu PT Pll dan Kementerian PUPR terkait potensi teriadinya

klaimlkompensasi tunai karena keterlambatan pengadaan tanah,

. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran terkait mekanisme penganggaran alokasi pembayaran

klaimlkompensasi tunai oleh Kementerian PUPR sebagai PJPK,

- Mengupayakan Kementerian PUPR selaku PJPK dapat melakukan usaha terbaiknya dalam melakukan

pembayaran apabila terladi klaim/kompensasi tunai dengan melakukan optimalisasi anggaran,

- Koordinasi dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

- DJPB terkait ketersediaan akunlmata anggaran belanla untuk transaksi kewajiban pembayaran

klaim/kompensasi tunai dan pengembalian piutang regres.

Risiko fiskal yang timbul pada penjaminan Pemerintah atas program percepatan pembangunan proyek infrastruktur,

sebagai berikut:

a. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 1 0.000 MW (Fast Track Progran / FTP) |

Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh pemerintah lfull credit guarantee)teiadi ketika PT PLN

{Persero} tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu sehingga Pemerintah wajib

memenuhi kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme

APBN. Dalam halterjadi gagalbayar kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur FTP l, maka Pemerintah melalui

Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30-45 hari sejak

kreditur menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya dan akan menladi

piutang pemerintah kepada PT PLN {Persero). Beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan PT

PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain berupa komitmen

subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan pasokan

batubara.

b. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW {FasI Track Progran/ FTP\ll

Skema penjaminan ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah yang akan memampukan PT PLN (Persero) dalam

hal PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya pihak pembeli listrik gagal memenuhi kewajiban finansiil tagihan

listrik yang dihasilkan oleh proyek lndependent Power ProdtiterllPP) terkait maupun ketika terjadi risiko politik

yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga

Listrik (PJBTL). Faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT
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PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada pengembang listrik swasta, antara lain kebijakan

tarif dan subsidi, perilinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM.

c. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW

Adanya kewaliban pemerintah untuk memberikan dukungan penjaminan atas pelaksanaan program 35.000 MW

memunculkan risiko fiskal dalam bentuk meningkatnya eksposur kewajiban kontinjensi pemerintah seiring

adanya penambahan jaminan pinjaman dan jaminan kelayakan usaha atas proyek dalam program 35.000 MW

yang dijamin. Adanya sebagian proyek program 35.000 MW yang telah berlalan yang pendanaannya tanpa

laminan pemerintah menurunkan eksposur risiko fiskal atas iaminan pemerintah atas program 35.000 MW.

Sebagai upaya untuk menjaga risiko fiskal atas kebutuhan penjaminan pada program 35.000 MW, Pemerintah

mendorong PT PLN (Persero) untuk mencari pendanaan investasi dengan biaya yang rendah dan terus

meningkatkan efisiensi perusahaan untuk menjaga kemampuan bayar PT PLN (Persero) dalam memenuhi

kewajiban operasi kepada supplier dan kewajiban pembayaran cicilan pinjaman kepada lender. Selain itu,
Pemerintah terus mengupayakan agar pembayaran subsidi listrik dilakukan secara tepat waktu sehingga

likuiditas PT PLN (Persero) terus teriaga.

d. Percepatan Penyediaan Air Minum

Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan ini yaitu apabila PDAM gagal memenuhi kewajiban finansial

atas kredit investasinya yang latuh tempo kepada perbankan. Beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi

kemampuan PDAM dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain adalah

tingginya tingkat kehilangan air lnon revenue watelNRW), tingginya biaya operasional, manajemen internal

PDAM yang kurang handal, serta penetapan tarif air minum (oleh Pemerintah Daerah/Kepala Daerah) yang berada

di bawah harga keekonomian.

e. Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Penjaminan infrastruktur adalah pemberian laminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerla

Sama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan. Kewajiban finansial PJPK yaitu kewajiban

untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi

tanggung jawah pihak PJPK sesuai dengan alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja sama.

Risiko infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada proyek kerja sama selama berlakunya

perlanjian kerja sama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi badan usaha, yang meliputi ekuitas

dan pinjaman dari pihak ketiga. Penlaminan infrastruktur pada proyek KPBU dapat dilaksanakan dengan cara

penjaminan hanya oleh BUPI atau penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan pemerintah untuk risiko

infrastruktur yang berbeda dalam satu proyek KPBU. Keterlibatan pemerintah dalam penlaminan infrastruktur
menimbulkan risiko fiskal berupa kewajiban kontinjensi atas kemungkinan teriadinya klaim penjaminan apabila

PJPK tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya bilamana terjadi risiko infrastruktur.

f. Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Kemampuan PT Hutama Karya (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu dapat

dipengaruhi oleh bebelapa faktor risikti, antara lain berupa komitmen Penyertaan Modal Negara (PMN) dari

Pemerintah, kebilakan tarif, fluktuasi nilai tukar, dan tingkat kelayakan proyek untuk masing-masing ruas.

Mengingat penugasan yang diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) diberikan atas ruas jalan tol yang layak

secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka risiko pemenuhan kewajiban pembayaran kepada

kreditur menjadi meningkat. Selain itu, dengan adanya penundaan PMN terhadap PT Hulama Karya, yang

merupakan bagian ekuitas dari proyek pembangunan lalan tol di Sumatera, PT Hutama Karya (Persero) akan

mengalami kesulitan dalam mendapatkan alternatif pembiayaan sehingga terdapat risiko terhambatnya

akibat ketidaktersediaan
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Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan pemerintah lcredit guarantee) ini leriadi ketika PT

Hutama Karya (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (default),

sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Pemenuhan kewaliban pemerintah

tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN.

g. Pembiayaan lnfrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan lnternasional kepada Badan

Usaha Milik Negara dengan Jaminan Pemerintah

Skema pinjaman yang berdasarkan perkembangan hasil, baik melalui resalts based loan ADB maupun prngnn
for result World Bank merupakan terobosan dan memberikan fleksihilitas pemanfaatan pinjaman dimana

penggunaan dana pinjaman tidak lagi menggunakan sislem lender, tetapi menggunakan sistem yang ada di

lndonesia dan PT PLN (Persero). Atas pinlaman yang dikucurkan oleh LKlselama periode 201E-2021, PT PLN

(Persero) haru akan membayar cicilan pokok pada tahun 2021, sehingga kewajiban PT PLN (Persero) dalam

tahun ini masih dalam bentuk pembayaran bunga atas pinjaman yang telah ditarik dan jumlahnya masih relatif

kecil, dengan demikian eksposur risiko fiskal yang timbul dari penjaminan program ini masih sangat kecil.

h. Penyediaan Pembiayaan lnfrastruktur Daerah Melalui Penugasan kepada PT Sarana Multi lnfrastruktur (Persero)

Risiko yang mungkin timbul dalam penugasan pembiayaan infrastruktur daerah antara lain risiko gagal bayar,

risiko keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur, dan risiko tidak tersedianya layanan umum atas

infrastruktur yang telah dibangun. Salah satu faktor yang mempengaruhi risiko gagal bayar pinjaman daerah

yaitu adanya perubahan kebijakan karena adanya pergantian kepemimpinan di daerah sehingga dapat

menyebabkan keterlambatan atau tidak adanya alokasi pgmbayaran pinjaman daerah di dalam APBOIP.

Sedangkan terkait dengan risiko keterlambatan proyek lebih disebabkan oleh faktor teknis seperti adanya

perubahan desain proyek.

i. Percepatan Penyelenggaraan Kerela Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor,

Depok, dan Bekasi

Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan pemerintah lcredit guarantee) ini terladi ketika PT KAI

(Perseroltidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu ldefauh), sehingga Pemerintah

harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Pemenuhan kewajiban pemerintah tersebut dilaksanakan

melalui mekanisme APBN.

Mitigasi risiko kewajiban kontinjensi pemerintah pusat pada proyek pembangunan infrastruktur dilakukan pada saat

sebelum dan sesudah dukungan dan/atau jaminan,pemerintah diberikan. Pada saat sebelum pemherian dukungan

dan/atau jaminan pemerintah, dilakukan proses evaluasi menyeluruh untuk meminimalkan risiko gagal bayar dari

pihak terjamin. Setelah dukungan dan/atau jaminan pemerintah diberikan, mitigasi risiko yang dapat dilakukan

Pemerintah adalah dengan membuat alokasi anggaran kewajiban penjaminan. Anggaran kewajiban penjaminan yang

tidak terserap dapat dicairkan ke rekening dana cadangan penjaminan untuk menghindari pengalokasian anggaran

kewajiban penjaminan dalam jumlah besar dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan dana cadangan penjaminan

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana

Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewaliban Penjaminan Pemerintah.

Mitigasi risiko lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui pemantauan secara berkala, baik dalam skala korporasi
pihak terjamin maupun dalam skala proyek yang dilamin. Dari sisi korporasi, pemantauan dilakukan untuk

mengetahui kondisi keuangan pihak terjamin untuk memastikan kemampuan pembayaran kembali kewalibannya

kepada lender/investor dan melakukan reviu atas risk mitigation plan yang disusun oleh pihak terjamin. Sedangkan

dari sisi pemantauan terhadap perkembangan proyek, ditujukan untuk memastikan keberhasilan proyek yang

dibangun sehingga dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat sekitar atas pembangunan infrastruktur
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maupun bagi pihak terjamin itu sendiri, dengan beroperasinya proyek, dapat memberikan pendapatan yang dapat

digunakan untuk membayar kewajibannya.

Untuk penjaminan pemerintah pada proyek KPBU, Pemerintah telah melakukan beberapa langkah mitigasi risiko

terhadap kewaliban kontinjensi, yaitu pendirian BUPI dan pengalokasian anggaran kewajiban penjaminan dalam

APBN, serta pembentukan dana cadangan kewaliban penjaminan. Pemerintah telah mendirikan BUPI yaitu PT Pll

(Persero) pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009. PT Pll (Persero) berperan

sebagai pelaksana mekanisme kebijakan satu pelaksanalsingle window policy di mana seluruh rangkaian proses

penjaminan infrastruktur dilaksanakan oleh BUPI mulai dari proses pemberian jaminan, proses klaim dan

pembayaran, pemantauan, sampai dengan pelaksanaan regres. PT Pll (Persero) juga berperan sebagai ring fencing

terhadap APBN di mana pelaksanaan penjaminan infrastruktur diusahakan seoptimal mungkin dengan cara

Penjaminan BUPI sehingga risiko fiskal dari pemberian jaminan tidak langsung berdampak kepada APBN.

Adapun mitigasi risiko atas pelaksanaan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah kepada PT SMI (Persero)

adalah sehagai berikut:. 
.

a. Risiko Gagal Bayar

Mitigasirisiko gagalbayar pinjaman daerah dilakukan sejak tahap penyusunan RAPBD yaitu memastikan Pemda

yang mempunyai kewajiban pembayaran pinlaman daerah telah mengalokasikan kewalibannya dalam rancangan

APBD. Dalam pelaksanaan mitigasi risiko ini, Kementerian Keuangan dan PT SMI (Persero) telah bekerla sama

dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pemantauan rancangan APBD/APBDP. Dalam hal teriadi risiko

gagal bayar pinjaman daerah, Pemerintah telah menyediakan instrumen kepada PT SMI {Persero) yang dapat

memastikan pemerintah daerah untuk memenuhi tunggakannya melalui pemenuhan terlehih dahulu kewajiban

pemerintah daerah. lnstrumen tersebut menggunakan dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah

sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri.Keuangan Nomor;125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara

Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan lnfrastruktur Daerah dan atas penggunaan dana jaminan

dimaksud, akan dilakukan penggantian melalui pemotongan DAU danlatau DBH (intercept) kepada daerah yang

mempunyai tunggakan kepada PT SMI (Persero).

b. Risiko Keterlambatan Penyelesaian Proyek lnfrastruktur

Untuk meminimalkan kemungkinan adanya keterlambatan penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur
sesuai waktu yang telah diladwalkan, debitur (Pemda) wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada PT

SMI (Persero) mengenai perkembangan pembangunan proyek infrastruktur. Dalam hal terdapal permasalahan

dalam pembangunan proyek infrastruktur, PT SMI (Persero) akan melaksanakan upaya-upaya terbaik untuk

memastikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan sesuai waktu yang dijadwalkan.

c. Risiko Tidak Tersedianya Layanan Umum atas lnfrastruktur yang Telah Dibangun

lnfrastruktur yang telah selesai dibangun seharusnya dapat memherikan fasilitas layanan umum kepada

masyarakat. Namun demikian, terdapat risiko atas infraslruktur yang telah dibangun tersebut yaitu tidak
tersedianya layanan umum kepada masyarakat yang disebabkan antara lain belum tersedianya fasilitas
penunjang seperti akses jalan menuju infrastruktur dimaksud dan kelengkapan alat kesehatan pada rumah sakit.
Pendanaan fasilitas penunjang bersumber dari APBD masing-masing, sehingga perlu dilakukan monitoring untuk

memastikan adanya alokasi anggaran dalam APBD terkait pengadaan fasilitas penunjang dimaksud.

Kemungkinan Penggantian 0leh Pihak Ketiga

Anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada kreditur/

badan usaha akan diperhitungkan sebagai berikut.
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a. Sesuai dengan PMK Nomor t14lPMK.01,2008 Tentang Persyaratan [)an Pelaksanaan Pemberian Jaminan

Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, apabila

PT. PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewalibannya kepada kreditur, Pemerintah sebagai penjamin akan

membayar kewajiban kepada kreditur PT. PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewaliban yang

dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

b. Berdasarkan PMK Nomor 2291PMK.0112009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi

Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana telah diubah

dengan PMK Nomor 91|PMK.01112011 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 229/PMK.0112009, Pemerintah

Pusat menanggung sebesar 70 persen dari pokok kredit investasi P[)AM yang jatuh tempo dalam hal PDAM

tidak mampu memenuhi kewalibannya lpaynent default). Dari 70 persen jaminan tersebut selanjutnya dilakukan

pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sehesar 40 persen yang akan dicatat sebagai

piutang Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30 persen akan dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah. Apabila Pemerintah Oaerah tidak membayar pinjaman kepada Pemerintah Pusat,

maka akan dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum {DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).

c. Berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.08/2016 Tentang Perubahan PMK Nomor 260,PMK.011/2010 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penlaminari lnfrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha,

Pemeiintah memberikan jaminan atas kewaiiban finansial PJPK. Kewajiban finansial PJPK adalah kewaliban

untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi

tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan Alokasi Risiko sebirgaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.

Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PJPK

kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPK (PMK nomor 2601PMK.01 1/2010 pasal 25). Penjaminan untuk

proyek ini dilakukan bersama antara Pemerintah dengan PT Pll secara rbk sharinj (PMK nomor

260/PMK.01 1l2O1O pasal 3, atau amount sharing(PMK nomor 260/PMK.01 1/201 0 pasal 37 ayat (4).

d. Berdasarkan PMK Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jhminan untuk

Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, apabila PT Hutama Karya (Persero) tidak dapat

memenuhi kewajibannya kepada kreditur/pemegang obligasi, Pemerintah sebagai penlamin akan membayar

kewajiban kepada kreditur/pemegang obligasi PT Hutama Karya (Persero) selumlah utang yang jatuh tempo.

Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT

Hutama Karya (Persero).

e. Berdasarkan PMK Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan

Pemerintah'atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinlaman Langsung dari Lembaga Keuangan lnternasional

kepada Badan Usaha Milik Negara, anggaran kewajiban penlaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah

selaku pihak penjamin kepada pihak terjamin akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintall kepada PT PLN

(Persero).

f . Berdasarkan PMK Nomor 1 3slPMK.08/201 9 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 301PMK.081201 6 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan lnfrastruktur

Ketenagalistrikan, setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman atau Jaminan 0bligasi menimbulkan

akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.

g. Berdasarkan PMK Nomor 148/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah

Untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta,

Bogor, Depok, Dan Bekasi, setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman atau Jaminan 0bligasi

menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terlamin kepada Penjamin.

h. Berdasarkan PMK Nomor 60IPMK.8/2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, setiap pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Pemerintah

Pusat mengakibatkan timbulnya piutang Pemerintah kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional.
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Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Kewaiiban Peniaminan

Sampaidengan akhir Semester llTahun 2019, tidak terdapat gagalbayar (defauh) pihak terjamin (BUMN, BUMD,

PJPK/Badan Usaha) yang mendapat jaminan Pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga Pemerintah

tidak mempunyai kewaliban pembayaran klaim penlaminan kepada kreditur/badan usaha untuk seluruh proglam

penjaminan atau NlHlL.

Selanjutnya, berdasarkan amanat Pasal 35 ayat (3) UU nomor 12 tahun 2018 tentang APBN TA 2019 dan Pasal

4 ayat (3) PMK nomor 183/PMK.08,2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penlaminan Untuk

Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah, bahwa anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang telah

dialokasikan pada APBN tahun berjalan dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah

dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah yang dibuka di Bank lndonesia yang

bersifat akumulatif untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah. Namun dengan tidak adanya alokasi

Anggaran Kewajiban Penjaminan pada APBN tahun anggaran 2019 maka tidak terjadi pemindahbukuan pada

masing-masing rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah. Adapun saldo akumulasi pada rekening dana

cadangan penjaminan pemerintah hingga terladinya pemindahbukuan alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada

akhir 2018 adalah sebesar Rp4.245.466.000.000 dan saldo rekening dana jaminan penugasan pembiayaan

inf rastruktur daerah sebesar Rp203.000.000.000.

18. Pencadangan Dana Kegiatan Pasca 0pcrasi dan Pemulihan lingkungan atau Abandonment & Site
RestorationlASB) KKKS

ASR adalah kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas prgduksi dan sarana penunjang lainnya secara

permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali serta melakukan pemulihan

lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas.

Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang

disetorkan oleh KKKS ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS. Pencadangan dana ASR setiap tahunnya

ditentukan berdasarkan estimasi biaya ASR yang terakhir dibagi dengan jangka waktu pengumpulan dana ASR.

Penyetoran dana ASR dilaksanakan oleh KKKS setiap semester dalam mata uang dolar Amerika Serikat ke

Rekening Bersama selama jangka waktu pengumpulan.

Sejak Desember 2008 telah ditandatangani dokumen Perlanjian Rekening Bersama antara

SKK Migas dan KKKS dengan Bank Pengelola Dana (Bank Mandiri, BNI dan BRI) untuk 60 {enam puluh} Wilayah

Kerla dengan 69 (enam puluh sembilan) Perjanlian Rekening Bersama. Total rekening ASR pada bank-bank tersebut

sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) rekening dimana Wilayah Kerja Berau, Muturi, Wiriagar dan Cepu memiliki

rekening ASR di Bank Mandiri dan BNl, dan Wilayah Kerja Rokan memiliki 2 (dua) rekening masing-masing di Bank

Mandiri dan BRl.

dalam dolar Amerika Serikat

Penerimaan pencadangan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk periode 1 Januari - 31 Desember 2018

seh esa r U50205,2M,47 4.91 .

Saldo dana ASR pada rekening bersama SKK Migas-KKKS per 31 Desember 2017 sebesar USD1,1 10,716,611.47.

Nilaitersebut terdiridarisaldo penerimaan pembayaran dariKKKS sebesar USD1,084,526,614.96 dan kumulasi

penghasilan jasa giro (setelah pajak) sebesar US026,189,996.51. Per 31 Desember 2017 terdapat nilai tagihan

ASR yang.'belim dibayarkan sebesar US014,995,680.95. Dengan demikian, nilai ASR yang merupakan kewajiban

atas kegiatan ASR per 31 Desember 2017 sebesar USD1,099,522,295.91.

Uraian 31 Desember 2019
3l Dcscmbcr

20r8
Saldo Bank & 0eposito Ahandonnent & Site Restoration 1.41 6.91 7.639.76 1,256,703,350.4 1

Jasa Giro & Bunga Deposilo Abandonnent & Srte frestoration (58.346,1 1 3.61 ) (36,403,800.1 7)

Saldo Bank & Deposito Ahandonnent & Site Bestoretion - Neto 1,361.571,526.1 5 1,220,299,550.24

lasihan Abandonnent & Srte Restoration Yanq Belun Dibava*an 24.244.471.05 25,314,096.77

Kewaiiban Abandonnent & Site Restoration 1,382,815,597 .20 1,245,613,647 .01
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19. Pemanfaatan BMlll eks Pertamina

a. Pemanfaatan BMltl oleh Peftamina C.0 PT Pertamina EP

Melaluisurat Direktur Utama PT Pertamina (Persero)No: 1105/C00000/2008-50 tanggal 15 Agustus 2008

halUsulan Penyelesaian lsu-lsu Neraca Pembuka PT Pertamina (PerserolTindak Lanjut Rapat Bali 28 dan29

Juli 2008, dalam rangka koreksi Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) untuk membebankan hiaya atas

penggunaan BMN eks KKS Pertamina senilai Rp16,2 triliun oleh PT Pertamina EP, telah disampaikan usulan

sewa dengan pola "fited paynent and fixed term', dengan klausul antara lain bahwa beban sewa dan

pemeliharaan lopetating and maintenance) menjadi unsur clst reclvery.

Selanjutnya dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, disampaikan

persetujuan atas usulan sewa pemanfaatan aset eks KKS Pertamina Rp16,2 triliun.

Mengacu kesepakatan antara DJKN dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 23 Januari 2009 bahwa objek

sewa adalah atas aset berupa Bangunan, Fasilitas Produksi, Harta Benda Modal Bergerak, dan Aset Lainnya

dengan nilai total Rp9,472 triliun, PT Pertamina (Persero) melakukan pembebanan sewa aset yang dibukukan

sebagai Hutang Kepada Pemerintah di dalam Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2003.

Daritotaltagihan Piutang Sewa BMN per tanggal 30 September 2014 sebesar Rp3.182.211.417.855, PT

Pertamina (Persero) telah melakukan penyetoran Piutang Sewa ke Rekening Kas Umum Negara pada, tanggal

3 1 Desember 2 0 1 4 sebesar Rp2.227 .57 7 .829.637.

Selanjutnya, Kepala SKKMIGAS telah mengirimkan surat Nomor: SRT-1294,SKK00000/2014/S4 tanggal 30

Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah

BMN eks Pertamina berupa equipnenl, bangunan dan aset lainnya senilai Rp6.630.929.353.338, dengan

biaya sewa sampai dengan Juni 20 1 4 adalah sebesar Rp2.227 .57 7 .829.636, 98.

Selanjutnya telah dilakukan rekonsiliasi BMN yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-

01/KN.3/REKON.PEP,20l 5 tanggal 30 0esemher 201 5 dengan hasil bahwa aset sebanyak 42.989 unit terdiri

dari Tanah, Sumur, Bangunan, Equipment, dan Aset Lainnya dengan nilai Rp 1 6,2 triliun. Adapun untuk aset

berupa Bangunan, Equipment, dan Aset Lainnya sebanyak 34.120 unit dengan nilai Rp 8,4 Triliun.

Berdasarkan hasil cek fisik oleh PT Pertamina EP, aset Berupa Bangunan, Equipment, dan Aset Lainnya yang

dipergunakan sebanyak 20.902 unit dengan nilaiRp6,6 triliun. Sehingga selisih aset yang perlu diklarifikasi

lebih lanlut sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp 1,79 trilun. Atas aset sebanyak 13.218 unit dengan nilai

Bp 1,79 triliun, telah dilakukan pemetaan aset secara keseluruhan.

Untuk Saldo Piutang PNBP yang masih terdapat di Neraca, telah dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan

Direktorat APK DJPb mengenai perlakuan akuntansi atas saldo eksisting Piutang PNBP dalam Neraca terkait
perbedaan dasar perhitungan nilai sewa aset eks Pertamina periode 17 September 2003 s.d. 31 Desember

201 6 dengan periode selanjutnya, dan disetujui untuk tetap menyajikan di neraca sampai dengan tindak lanlut

hasil pemetaan selesai dilaksanakan. Adapun koreksi atas saldo Piutang akan dilakukan setelah proses

pemetaan aset selesai dan dilakukan adendum perjanjian sewa.

b. Tindaklanjut Temuan BPK Terkait Asct Eks Pertamina

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia atas Laporan Keuangan Transaksi

Khusus Tahun Anggaran 2015, terdapat lemuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Penyajian Saldo Piutang

Pemanfaatan Aset Eks Pertamina Tidak Berdasarkan Perlanjian Sewa dan Nilai Pemanfaatan Aset yang

Digunakan oleh PT Pertamina EP Belum Selesai Diverifikasi". dengan rekomendasi BPK kepada Menteri

fi'iiii,l;'l3ii11i::::: idenririkasi dan invenrarisasi aras perbedaan nilai pensgunaan aser sebesar

Rp2.841.878.588.184 dan menetapkan persetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan baik oleh

PT Pertamina EP maupun pihak lainnya sebagai dasar untuk melakukan penagihan atas pemanfaatan aset

dan pencatatan lumlah piutang; dan
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2) Membuat perjanjian sewa pemanfaatan aset eks Pertamina dengan PT Pertamina EP berdasarkan hasil

verifikasi atas penggunaan aset.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, DJKN telah menyusun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1 ) Sedang dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara 0JKN,

PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP

2) Telah ditetapkan perjanlian sewa BMN antara Kementerian Keuangan dengan PT. Pertamina EP nomor :

pRJ.3IMK.6/201 6 1 3071EP0000/201 6.50.

Sesuai hasil pemeilksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia atas Laporan Keuangan Transaksi

Khusus Tahun Anggaran 2017, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Terdapat pemanfaatan

Aset Eks Pertamina oleh pihak ketiga yang belum dikenakan biaya sewa" dengan rekomendasi BPK kepada

Menteri Keuangan, sebagai berikut:

1) Menyelesaikan proses identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset eks Pertamina

sesuai LHP SPI LKBUN Tahun 2015 Nomor 54BILHP/XVI0512016 tanggal 25 Mei 2016;

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai

dengan Tahun 2018 adalah:

a) Telah dilakukan pemetaan aset di Bunyu, Tarakan, lndramayu, Kutai Timur, Kutai Kartanegara,

Rantau, Pangkalan Susu, Jambi, Lirili, Pendopo, Limau, Adera, Prabumulih.

b) Secara prosentase telah selesai dilakukan pemetaan atas 40,1 5 persen (5.307 dari 1 3.21 8 item), atau

mencapai 66,57 persen jika dihitung daii nilai aset.

cl Telah dilakukan harmonisasi perretaan aset eks Pertamina bersama dengan Dit. PNKNL pada lokasi

aset field Jambi, dan Sangasanga.

d) Telah dilakukan harmonisasi pemtaan aset eks Pertamina bersama dengan LMAN pada lokasi aset

field Rantau, dan Sangasanga.

2) Menetapkan peisetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan oleh PT Pertamina EP dan pihak

lainnya sebagai daiar untuk melakukan penagihan atas pemanfaatan aset dan jumlah piutang.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh 0JKN sampai

dengan Tahun 2018 idalah:

a) Telah ditandatangani Perjanjian Sewa nomor PRJ-2IMK.6/2018 tanggal 28 des 2018 antara DJKN

dengan Pertamina EP.

b) Telah diajukan permohonan sewa dari pihak ketiga selain PT Pertamina EP sesuai surat Direktur

Manajimen Aset PT Pertamina (Persero) N0.157i10000012018-S0 tanggal 16 Agustus 2018 hal

Permohonan Pemanfaatan BMN di Wilayah Kerja PT Pertamina EP.

Selain itu, sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia atas Laporan Keuangan

Bendahara Umum Negara Tahun 2018, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Pengendalian

atas Pemanfaatan BMN KKKS'dan Pencatatan Aset Eks Pertamina Belum Tertib". BPK merekomendasikan

kepada Menteri Keuangan agar melakukan penelusuran dan menetapkan status aset Eks Pertamina yang

belum dilakukan lP atau belum dapat ditentukan nilai wajarnya.

Tindak Lanjut telah dilaksanakan dengan kebijakan yang disepakati dengan BPK adalah Menteri Keuangan

akan memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar menelusuri BMN yang belum dilakukan lP

dan belum dapat ditentukan nilai wajarnya berdasarkan Laporan Hasil lP tahun 2012 dan mengungkapkan

status aset yang belum dilakukan lP dan belum dapat ditentukan nilai wajarnya tetap berstatus BMN

sebagaimana ditetapkan dalam KMK nomor g2lKMK.06/2018.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai

dengan Tahun 2019 adalah:

a) Telah dilakukan pemetaan aset yang berada di wilayah Pangkalan Susu, Pendopo, dan Prabumulih,

b) Telah dilakukan pengungkapan status aset y'ang belum dilakukan lP dan belum dapat ditentukan nilai

berstatus BMN seba dalam KMK nomor 92/KMK.06/2018a
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Pembelajaran dan

Kemahasiswaan

KEMENRISTEKDIKTI

1 04.836.048.S7 r 99.522.644.3

81

5.313.404.590 5.347.889.590 Dokumcn
pcndukung

pGnDatatrn:

Acceptance

Ceftificate No.

10696.1tUN2.PP

Klt0G.01t2014

tanggal 8

Desember 2014
dengan nrlai

kontrak

1 04.836.048.97 r

Laporan Keuangan Tahun 201 9.

c) Telah dilakukan lnventarisasi dan Penilaian terhadap aset yang berada di wilayah Cirebon.

G. Kebijakan Akuntansi Atas Pengelolaan Aset Eks Pertamina 0leh [MAlll

Pada periode pelaporan 2016, Aset eks Pertamina yang diserahkelolakan kepada LMAN masih dicatat oleh

UAKPA BUN BA 999.99 pada Direktorat KN0. Dengan adanya kebilakan Direktur APK sesuai surat Nomor S-

11561/P8.6/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN, maka pencatatan atas aset BUN kelolaan LMAN

berikut segala hak dan kewajiban yang melekat pada aset tersebut tidak lagi dicatat dan disajikan pada

Laporan Keuangan BUN BA 999.99 Transaksi Khusus periode pelaporan 2017. Berdasarkan hal tersebut,

dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan 2017 atas pos-pos yang terkait pengelolaan Aset eks Pertamina

kelolaan LMAN yang telah diserahkelolakan sebelum periode pelaporan. Selanjutnya, atas transaksi

penyerahkelolaan aset kepada LMAN yang terjadi pada periode berlalan, diperlakukan sebagai Transfer Keluar.

20. PTlllBH Uniuersitas lndonesia

Laporan Keuangan Universitas lndonesia merupakan laporan keuangan PTNBH yang dikonsolidasikan nilai aset

netonya sehagai investasi permanen lainnya pada Laporan Keuangan lnvestasi Pemerintah BA BUN 999.03 (LKlPl.

Pengakuan Aset Ul Yang Bersumber Dari Hibah Pemerintah Kepada Ul Tahun 2017

Sesuai dengan Surat Rektor Ul Nomor 683/UN2.R/KEU.3.1/2018 tanggal 19 April 2018 hal pencatatan asset

tetap Ul yang berasal dari pemerintah pada laporan keuangan Ul disampaikan bahwa dalam Laporan Keuangan

PTNBH Ul tahun 2017 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dicatat aset-aset hibah pemerintah

yang belum ada Berita A'cara Serah Terima (BAST). Hal ini dilakukan sesuai dengan PSAK 16 Aset Tetap yang

pada intinya Aset Tetap.sudah dapat diakui dan dicatat sebagai aset tetpp karena aset aset tersebut telah selesai

pembangunannya dan secara substansi telah digunakan dalam proses operasional.

Nilai saldo awal dan saldo per 31 Desember 2019 lAudited) termasuk nilai Aset Hibah dari Pemerintah Rl

(Kementerian Ristek Dikti) kepada Universitas lndonesia. Untuk menghindari terjadinya pencatatan ganda pada

LKBUN, perlu dilakukan eliminasi di level LKBUN karena terdapat selumlah aset hibah yang belum ada BAST dan

masih dicatat di Kementerian Ristek Dikti sebagai Aset Persediaan. Nilai yang perlu dieliminasi sebesar nilai aset

yang belum ada BAST. BAST merupakan dasar penghapusbukuan nilai aset pada Kementerian/Lembaga.

Rincian aset adalah sebagai berikut :
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Dokumcn

pcndukung

Hibrh:
Naskah Perjanjian

Hibah Nomor

T/150/B.B 1/Pt_.02

.0212019 dan

Nomor

81 5'PKS/RIUU2()1

I antara

Direktorat

Jenderal

Pembelajaran dan

Kemahasiswaan

dengan

Universitas

lndonesia tentang

Hibah Barang Milik

Negara Berupa

Peralatan dan

Mesin Kepada

[Jnrvsrsrlas

lndonesir

Progrcs

penyclcsrirn
Sclcsri

2 Peralatan lT

MEBC UI

Direktorat Jenderal

Pembelajaran dan

Kemahasiswaan

KEMENRISTEKDIKTI

21.5S8.007.200 0. 2 1.5S8.007.200 0 Dokumcn

pcndukung

pcncrtrtrn :

Surat No.

31 8tB1 IPL'201 8

perrhal Penetapan

nilai aset dan

serah terima hibah

aset MEBC Ul dari

Direktorat

Jenderal

Pembelajaran dan

Kemahasiswaan

NEMEiIRISTEKDI

KTI

Dokumcn

pcndukung

Hibah:
Surat Nomor

81362 1 

'A.A3lPt_.00.02/2019 perihal

Permohonan

persetujuan hibah

BMN selain

tanahlatau

bangunan kepada

Universitas

lndonesia

Progrcs

penyclcsrian

Scdrnr proscs

3 Perrlatrn

Laboratorium

MERC UI

Drrektorat Jenderal

Pembelajaran dan

Kemahasiswaan

KEMENRISTEKDIKTI

49.830.000.000 0 49.830.000.000 0 Dokumcn

pcndukung

ptnDatrtrn:
Surat No

318i Bli Pr./201 8

SK No 047664 A



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-302-

perihal Penetapan

nilai aset dan

serah terima hibah

aset MERC Ul dari

Direktorat

Jenderal

Pemhelajaran dan

Kemrhasiswaan

KEMENRISTEKDI

KTI

Dokumcn

pcndukung

Hibrh:
Surat Nomor

B/3621i A.A3tPr.0

0.02/2019 perihal

Permohonan

persetujuan hibah

BMil selain

tanah/rtau

hrngunan kepada

Universitas

lndonesia

Progrcs

p:nyelosrirn
Scdano oroscs

4 Peralatan

Medical dan

Non Medical

MERC UI

Direktorat Jenderal

Pembelalaran dan

Kemahasiswaan
(EMENRISTEKDIKTI

3.837.744.000 3.837.744.000 0 I!olumcn
pcndukung

pcncatatrn:
Surrt No.

318tB1lPr.l201 I
perihal Penetapan

nilai aset dan

serah terima hibah

aset MERC Ul dari

0irektorat

Jenderal

Pembelajaran dan

Kemahesiswaan

KEMENRISTEKDI

KTI

Dokumcn

pendukung

Hibrh:
Surat Nomol

Bl3622tA.A3tPL.0

0.0212019 perihal

Permohonan

persetu,uan hihah

BMN selain

tanahlatau

bangunan kepada

Universitas

lndonesia

Progrcs
prnyalcsrian

Scdrno proscs

5 Furnilure dan

Fixture MERC

ut

Direktorat Jenderal

Pembelajaran dan

Kemahasiswaan

KEMENRISTEKt)IKTI

24.368.31 2.958 0 24.368.31 2.958 Dokumcn

pcndukung

pGnGatrtan :

Surat No.

31 8/B1tPL/201 I
perihal Penetaoan
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nilai aset dan

serah terima hibah

aset MERC Ul dari

Direktorat

Jenderal

Pembelajaran dan

Kcmahasiswaan

KEMENRISTEKDI

KTI

Dokumen

pcndukung

Hibrh:
Surat Nomor

B'3621 

'A.A3lPL.00.02/2019 perthal

Permohonan

persetujuan hibah

BMN selain

tanahlatau

bangunan kepada

Universitas

lndonesia

Progras

pcnyalcsrirn
Scdrng proscs

6 Peralatrn

Medical

Reserrch

Iaboratory

Equipnent

MERC UI

Direktorat Jenderal

Pembelajaran drn

Ksmahasiswaan

KEMEiIRISTEKDIKTI

38.228.343.871 0 38.228.343.871 0 Dolumcn
pcndukung

pcncltatrn:
Surat ilo.

318'B1lPr.l201 I
perihal Penetapan

nilai aset dan

serah terima hibah

aset MERC Ul dari

0irektorat

Jenderal

Pembelajaran dan

Kemahasiswaan
(EMENRISTEKDI

KTI

Drkuman
p?ndulung

Hihh:
Surat Nomor

BI3622tA.AstPr..0

0.0212019 perihal

Permohonan

persetuiu.n hibah

BMI'/ selain

tanahlatau.

bangunan kepada

Universitas

lndonesia

Progras

pcnyclcsrian

Scdeng orosas

Dokumcn

pcndukung

pencatatrn:
Surat ltlo.

318tB1IPU201 I
penhal Penetapan

nilai aset dan

7 Peralatan

skiil

Lahoratory

and

Supponing

Eqaipnmt
MERC UI

Direktorat Jsnderal

Pembelajaran dan

(emahasiswaan

KEMENRISTEKDIKTI

1 6.830.777.445 0 1 6.830.777.445 0
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serah terima hibah

aset MEBC Ul dari

Direktorat

Jenderal

Pembelajaran dan

Kemahasiswaan

KEMENRISTEKDI

KTI

0okumcn
pendukung

Hibrh:
Surat Nomor

B'362214.43/P1.0

0.02/2019 perihal

Permohonan

persetujuan hibah

BMN selain

tanah/atau

bangunan kepada

Universitas

lndonesia

Progrcs

prny?l;saian

Sadrno oroscs

8 Gedung

MERC UI

Direktorat Jenderal

Pembelajaran dan

Kemahasiswaan

KEMENRISTEKDIKTI

252.704.1 65.799 33.262.800.0

00

219.441.365.79

I
IlokumGn

pcndukung

pcncrtatrn:
Surat No.

3r8tB1lPU201 8

perihal Penetapan

nilai rset dan serah

terima hibah aset

MERC Ul dari

Direktorat Jenderal

Pembelajaran dan

Kemahasiswaan

KEMENRISTEKDIKTI

Dokumcn

pcndukung Hibrh:
Surat Nomor

B/3623/A.A3i P1.00.

0212015 perihal

Permohonan

pcrsetuiuan hibah

BMN berupa gedung

dan bangunan kepada

Universitas lndonxia

Progras

pcnyclcsrian

Sedanq oroscs

I Gedung

Asrama Blok

H1

Direktorat Jenderal

Penyediarn

Perumahan

Kementrian

Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

1 6.545.400.000 0 1 6.545.400.000 0 Dokumcn

pcndukung

pGncatatan:

laporan Penilaian

Bangunan Direktorat

Jmderal Kekayaan

Negara Kantor

Wilayah Jawa Barat

Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan

Lelang Bogor

No.
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03r 1t2lilwKN.08'K

N1.03'99.00/20 r 6

I!okuman

pcndukung Hibrh :

Surat Nomor S-

409/MK.6'20r9
perihal Persetujuan

Hibah Barang Milik

Negara pada

Kementerian

Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

kepada Pemerintah

Daerah, Perguruan

Tinggi, dan Yayasan

Progrcs

pcnyalcsrirn
Scdrng proscs

10 Gedung

Asrama Blok

H2

Dirsktorat Jenderal

Penyediran

Perumahan

Kementrian

Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

37.480.500.000 0 37.480.500.000 Rp 1 8.363.932.68

4

Dokumcn

pcndukung

ptncatrtrn :

Laporan Penrlaran

Bangunan Direltorat
Jenderal Kekayaan

Negara Kantor

Wilayah Jawa Barat

Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan

Lelang Bogor

No.

03r 2t211/WKN.08/K

N1.03199.00/20 1 6

Dokumcn

pcndukung Hibrh :

Naskah Perjanjian

Hibah Nomor

606lBA/DC/2019 dan

Nomor

763'PKSIRIU[201 I
anlara Direktorat

Jenderal Cipta Karya

Kementerian

Pekerjran umum dan

Perumahan Rakyel

dengan Universitas

lndonssra.

Progras

penyalasrian

SETESAI

11 Bangunan

Genset dan

Tangki Air

Asrama

Gedung H2

0irektorat Jenderal

Penyediaan

Perumahan

Krmentrian

Pekerlaan Umum dan

Perumahan Rakyat

289.060.000 0 289.060.000 0 Laporan Penilaian

Bangunan 0irektoral

Jende;al Kekayaan

Nega;a Kantor

Wilayah Jawa Barat

Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan

lelang Bogor

No.

0321121r lwKN.08lK
Nr_.03199.00t20 r 6

Total 566.548.360.244 132.185.444.
381

433.762.91 5.86

3

23.711.822.274
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frmr
Ar.t
Hibrh

lmtitu3i
Prmlcri Hibrh

tilri Prrohhrnl
ililri Wljrr

IilrItrcrtrt
rblgoi tu.t

T.r.p Ul .DIPA

UI

ilihi yrng
diurirtrhkrn
s.br!.i A.ct Tctrp
ur (20r91

Ilihi yrng
dihibrhhn drri
Pcmbrri Hibrh

Ilolumcn
Pcnflukun

g Hibrh

1 Rumah

Sakit

Universita

s

lndonesia

0irektorat

Jenderal

Pembelajaran

dan

Ksmahasiswaa

n

KEMENRISTEK

DIKTI

1.263.403.794.600 r80.688.137.630 1 .082.7 1 5.656.97

0

1.082.7 1 5.656.970 Berita Acara

Penetapan Nilai

Aset Rumah Sakit

Universitas

Indonesia (RS Ul)

Nomor:

Bl24lBl.31P1.02.0

012019

Dokumcn

Pcndukung

Pcncrtatrn:
Keputusan Rektor

Universitas

lndonesia ilomor

1 1 26tSK'RtUU201

I tentang

Penetapan Daftar

Aset Tetap Rumah

Sakit Pendidikan

lJniversitas

lndonesia

Progrcs

Pcnyalcsrirn :

Scdrns Prosas

Total r.263.403.794.600 1 80.688.1 37.630 1.082.7 1 5.656.970 1.082.7 I 5.656.970

Dari 11 Aset yang dihibahkan Pemerintah kepada Ul pada tahun 2017 dengan nilai perolehan sebesar

Rp566.548.360.244, pada tahun 2019 telah selesai diterbitkan BAST Hibah BMN pada 3 kelompok aset dengan

nilai Rp23.711.822.214 (poin 1, 10, dan 11). BAST Hibah BMN menjadidasar penghapusan BMN pada Laporan

Keuangan Kementerian/Lemhaga. Nilai yang telah dihibahkan dari Pemerintah sehesar Rp23.711.822.274 dai
totalnilaiAset BMN yang dihibahkan ke Ulsebesar Rp433.762.915.863. Sehingga nilaioutstanding BMN yang

dihibahkan ke Ulnamun masih dicatat oleh Kementerian/Lembaga adalah sebesar Rp410.051.093.589.

Pengakuan Aset Ul Yang Bersumber Dari Hibah Pemerintah Kepada Ul Tahun 2019

Pada tahun 2019, Ul mendapatkan aset hibah dari Kementerian Ristekdikti berupa Gedung Rumah Sakit

Universitas lndonesia berikut sarana dan prasarananya dengan nilai hibah sebesar Rp1.082.715.656.970. Aset

tersebut telah dicatat sebagai aset Tetap Ul mengacu berdasarkan dokumen hibah dan juga mengacu pada PSAK

1 6. Namun proses administrasi hibah masih dalam tahap permohonan ke Kementerian Keuangan sehingga sampai

dengan akhir tahun 201 I aset tersebut masih tercatat sebagai BMN di Kementerian Ristekdikti.
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21. lnvestasi Pemerintah pada PT Asuransi

a. Nilai investasi permanen pada LKPP 2019 menggunakan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya {Persero)

Tahun 2019 lUnaudited). Pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

sebesar Rp() pada LKPP tahun 2019 sesuai PSAP 06 paragraf 46, dikarenakan Nilai Ekuitas Yang

Diatribusikan kepada Pemilik Entitas lnduk sebesar minus Rp33.663.581 juta sesuai Laporan Keuangan

Tahun 2019 lUnaudited). Selanlutnya, rugi tahun berjalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar

Rp3.326.996 juta sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun 2019 lUnaudited) tidak menjadi perhitungan

Laporan Operasional LKPP Tahun 2019, dikarenakan Pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah pada PT

Asuransi Jiwasraya (Persero) telah dicrtatkan sebesar Rp(l pada IKPP Tahun 2018 (Audited).

b. Laporan Keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 3l Desember 2018 telah selesai diperiksa oleh KAP dengan opini WTP DPP pada tanggal 3 April 2020.

KAP mengungkapkan antara lain laporan keuangan konsolidasian disusun dengan asumsi bahwa perusahaan

akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Perseroan mengalami defisiensi modal per 31

Desember 2018 sebesar Rp30.302.974 juta dan menyebabkan Rasio Solvabilitas atau Riek-Based Capital
(RBC) meniadi minus 1.431,02 persen, atau lebih kecil dari ketentuan yaitu 120 persen. Kondisi inijuga dapat

turut dipengaruhi, antara lain ketidakpastian dunia bisnisakihal pandenic Covid-19, akan turut mempengaruhi

kemampuan keherlangsungan usaha. Efektivitas rencana manajemen dan dukungan pemegang saham akan

berperan mengatasi hal tersebut.

c. Berkenaan dengan permasalahan penurunan aset investasi yang tercatat pada laporan keuangan PT Asuransi

Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 dan pemenuhan RBC 120 persen, terdapat potensi kewajiban Pemerintah

sebagai pemegang saham pengendali terkait penanganan permasalahan tersebut. Potensi kewajiban tersebut

belum dapat diukur karena adanya penanganan permasalahan hukum terkait, yang melibatkan mantan direksi

dan pihak-pihak lain, yang diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan penurunan nilai perusahaan.

Pengukuran potensi kewajiban dimungkinkan setelah penanganan permasalahan hukum telah memiliki

kekuatan hukum tetap linkracht uan gewijsde).

d. Dalam rangka penanganan permasalahan, Pemerintah saat ini melakukan upaya restrukturisasi PT Asuransi

Jiwasraya (Persero) melalui penjualan aset, divestasi kepemilikan PT Asuransi Jiwasraya {Persero} kepada

investor strategis, restrukturisasi portofolio tradisional dan korporat yang akan dialihkan ke perusahaan

lainnya, dan restrukturisasi portofolio satring plandengan melakukan negosiasi dengan pemegang polis. Lebih

laniut PT Asuransi Jiwasraya telah menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan

Keuangan Tahun 2019 yang direncanakan selesai akhir Juni tahun 2020.

22. lnvestasi Pemerintah pada PT Asahri (Pcrsero)

a. Nilai investasi permanen pada LKPP 2019 menggunakan Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019
(Unaudited). Pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah Pada PT Asabri (Persero) sebesar RpO pada LKPP

tahun 2019 sesuai PSAP 06 paragraf 46 dikarenakan lllilai Ekuitas Yang Diatribusikan kepada Pemilik
Entitas sebesar minus Rp6.1 05.21 6 juta sesuai LK Tahun 201 I lUnauditedl. Selanjutnya rugi tahun berjalan

PT Asabri (Persero) sebesar Rp6.210.535juta sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun 2019 lUnaadited)yang
diperhitungkan sebagai beban penyesuaian investasi pada Laporan 0perasioal Pemerintah sebesar

Rp2.304.378 iuta sesuai dengan nilai lnvestasi yang dipulihkan sebagai saldo awal Tahun 2019 berdasarkan

Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2018 Audited, dikarenakan PT Asabri (Persero) baru mengalami

ekuitas negatif pada tahun 2019.
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b. Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2018 memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat

l0isclainer). KAP tidak dapat meyakini kewajaran penyajian nilai efek-efek atas saham dan reksadana PT

Asabri (Persero) tahun 2018, termasuk saham dan reksadana yang bersumber dari program THT, JKK dan

JKM. Dalam pernyataan opini Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) 2018 lAuditedl KAP juga menyatakan

bahwa tidak terdapat pengaturan secara khusus mengenai pihak yang berperan dalam hal terjadi penurunan

nilai atas nilai investasi dari AlP. Rasio Solvabilitas atau Risk-&ased Capital(RBC) Program THT menjadi minus

571,17 persen, atau lebih kecil dari ketentuan yaitu 120 persen. Sedangkan kinerja AIP tidak diukur dengan

mengunakan Formula RBC karena menggunakan skema pay as you go/defined benefit.

c. Berkenaan dengan permasalahan yang mengakibatkan Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019

mencatat penurunan aset investasi untuk program THT dan pemenuhan RBC 120 persen, terdapat potensi

kewajiban Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali terkait penanganan permasalahan tersebut.

Potensi kewajiban tersebut belum dapat diukur karena adanya penanganan permasalahan hukum terkait, yang

melibatkan beberapa pihak yang diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan penurunan nilai perusahaan.

Pengukuran potensi kewajiban dimungkinkan setelah penanganan permasalahan hukum telah memiliki

kekuatan hukum tetap linkracht uan gewiisde).

d. Pemerintah telah menyampaikan teguran tertulis kepada PT Asabri (Persero) yang isinya antara lain meminta

perusahaan agar melakukan perbaikan kondisi. Selanjutnya Manajemen menyampaikan rencana upaya

perbaikan melalui pengualan cashflow dengan cara meningkatkan proporsi fircd income, rccovery assets

terkait saham yang berkaitan dengan kasus hukum dengan bekerjasama dengan pihak Kejaksaan dan

Kepolisian, serta mengubah klasifikasi portofolio investasi saham. Pemerintah juga telah mengganti pengurus

perusahaan dan melakukan law enforcemenl dengan meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan tindakan

hukum. Atas penyelesaian Laporan Keuangan Tahun 20iI9 (Audited), Pemerintah telah menyatakan bahwa

saat ini sedang dilaksanakan proses pengadaan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan

Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 yang pelaksanaan auditnya direncanakan selesai bulan Agustus

2020.

23. Pengalihan Pcncatatan PT. Tuban Petrochemical lndustries (TPl) meniadi lnvestasi Permanen pada BA

999.03 (Pengelolaan lnyestasi Pemerintah)

Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT. Tuban Petrochemical lndustries (TPl) sebagai bagian dari penyelesaian

piutang/aset kredit eks kelolaan PT. PPA, yang semula dicatat pada Aset Lain-Lain (Neraca) berupa Saham (Non

Bank) eks kelolaan PT PPA pada LK BUN Transaksi Khusus Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI (BA 999.99)

telah dialihkan pencatatannya menjadi lnvestasi Permanen pada BA 999.03 (Pengelolaan lnvestasi Pemerintah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas dokumen kajian dalam pelaksanaan konversi ulang Multi Yeats Bond
(MYB) PT TPI menjadi penambahan penyertaan modal negara telah dipenuhi kriteria pengakuan untuk dicatat sebagai

investasi karena memenuhi kriteria manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan

datang.

Pemerintah telah mengidentifikasi kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa

yang akan datang berdasarkan kajian yang disusun pemerintah bahwa konversi utang MYB PT TPI menjadi

penambahan penyertaan modal Negara akan memberikan beberapa dampak positif kepada Pemerintah, antara lain:
. Meningkatkan kinerja keuangan PT TPI dan menladikan PT TPI sehagai salah satu tools utama pemerintah

dalam menunjang industri pertrokimia nasional,
. Konversi MYB memiliki dampak yang positif terhadap kepemilikan saham pada PT TPl, sehingga pemerintah

akan memiliki konrol lebih besar dalam pengambilan keputusan di PT TPl, dan
. Kondisi keuangan PT TPI yang semakin membaik diharapkan mampu memberikan tambahan arus kas kepada

pemerintah dimasa yang akan datang melalui pembayaran uncovertedpnrtion, pajak perusahaan serta deviden.
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Pada tahun 2019 perhitungan pengalihan pencatatan PT. Tuban Petrochemical lndustries (TPl) pada Laporan

Keuangan lnvestasi Pemerintah sebagai lnvestasi Permanen pada Perusahaan Minoritas (Badan usaha lainnya -
1221311 sebagai berikut:

Transler Masuk dari Aset [ain-Lain {Nuaca) berupa

Saham (l[on Bank] eks kelolaan PT PPA pada LK BUN

Transaksi Khusus

2.908.41 3.902.240

(+) Laba Bersih dapat diatribusikan kepada Entitas lnduk PT

TPI pada LK Audited2019 (47%l

201.6S3.920.000

(*l Laba Komprehensif dapat diatribusikan kepada Entitas

lnduk PT TPI pada LK AuditedZ|l9 147%l

28.r 14.930.000

{, Selisih Pengakuan Saldo Awal (saldo awal 2019 dapat

diatrihusikan kepada Entitas lnduk) - (47%)

(1.439.540.9r 0.000)

{'} Selisih pengakuan modal Disetor antara [K dengan

pencatatan aset Saham tK PT TPI dapat diatribusikan

kepada Entitas lnduk (47%)

Catatan LK BUN Transaksi Khusus

2.714.1 56.940.000

t2.908.41 3.902.240) (r 94.256.962.240)

tllilai lnvestasi Pcrmanen Pada PT TPI (17%l 1.504.424.880.000

24. Bantuan Pemerintah Yanq Belum Ditetaokan Statusnva (BPYBDS)

Nilai PMN pada Perusahaan Negara yang disajikan pada neraca, sudah termasuk nilai Bantuan Pemerintah yang

Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDSI

merupakan Proyek Pemerintah yang didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanla Negaral yang telah

diserahterimakan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, serta

tercatat dalam neraca BUMN, tetapi belum ada penerapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada BUMN.

Nilai BPYBDS per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar 18.399.657.640.675 dan

28.710.995.843.638,10. Nilai BPYBDS per 31 Desember 2019 terdiri dari BPYB0S pada:

BUIIT tPYlOS pcr 31

Dcscmbcr 201 8
(BP)

Tal.h llitct.pk n

Manjrdi PMil Trhun
2019 (Rpl

Pcngunngrn srhnr
Tahun 2019

(RPl

tlilri BPYBM pcl 3t
Ilcscmbcr 2019

(BP)

PT Perusahaan Iist]ik ltlegara r 9.905.003.303204.00 9.249.737.322.589,00 876.670.707.629 1 3.806.824.973.945,00

PT Anokasa Pura ll 881.022.753.453,34 0 0 881.022.753.453,U
PT Pelindo I 527.133.217.252,50 527.133.217.252,50 0 0

PT ASDP 620.96S.314.032,00 0 0 620.969.3r4.032.00
PT Pertamina 5.80 1.361.1 56.034,53 0 3.686.026.656.452.00 2.1 1 5.334.499.583

Perum l-PPNPI 975.506.09S.661.70 0 0 975.506.099.661,70

Jumhh 28.7 1 0.995.843.638,1 0 0 4.562.697.364.08 I 1 8.399.657.640.675,04

Secarakeseluruhan,nilaiBPYBDSper3l Desember20l9dibandingkandengannilaiBPYBDS3lDesember20lS

mengalami penurunan sebesar Rp1 0.31 1.338.202.964. Pada tahun 201 9, telah dilakukan rekonsiliasi terhadap

nilai BPYBDS yang mengakibatkan penyesuaian/selisih nilai dengan keterangan sebagai herikut.

1) PT Perusahaan Listrik Negara

Nilai BPYBDS pada 31 Desember 2019 termasuk nilai BPYBDS yang telah ditetapkan meniadi PP PMN

tahun 2019 sebesar Rp4.028.229.700.959 berdasarkan PP nomor 60 Tahun 2019. Nllaiberdasarkan PP

tersebut belum menjadi pengurang saldo BPYBDS 31 Desember 2019 dikarenakan:

1. Kementerian ESDM belum melakukan penghapusan aset BPYBDS dikarenakan masih dalam proses

penerbitan surat keputusan Menteri ESDM selaku Pengguna Barang; dan

2. PT PLN belum melakukan reklasifikasiakun BPYBDS meniadi modal disetor dikarenakan masih menunggu

surat Menteri BUMN terkait han modal disetor
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2l PT Angkasa Pura ll

Dalam proses penetapan PP

3) PT Pelindo I

4l Telah ditetapkan menjadi PMN BPYBDS sebesar Rp527.133.217.252,50 dengan ditetapkannya PP Nomor

10 Tahun 2019

5) PT ASDP

0alam proses Harmonisasi

6) PT Pertamina

Pengurangan Nilai BPYBDS di tahun 2019 sesuai BA-06/KN.3/REK0N.BPYBDS/2020

7l Perum LPPNPI

Dalam proses pembahasan panitia antar kemenlerian

25. Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil

Atas kewajiban TKD sebesar Rp10.316.654.476.421te|ah diterbitkan PMK Nomor 201PMK.0712020 tentang

Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran2020. Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil

pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp10.316.654.476,421 terdiri atas:

a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp3.646.538.972.533; dan

b. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp6.670.1 15.503.888.

Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dilaksanakan untuk penyelesaian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang

telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140, PMK.07 / 2019 tentang Penetapan Kurang

Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten / Kota pada Tahun 2019.

26. Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH

Pada tahun 2020, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 36/PMK.0712020 tentang Penetapan alokasi

sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 dalam rangka penanganan pandemic Corona Virus Disease

{Covid-19}. Alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease20l9 (COVID-19)ditetapkan sebesar Rp14.712.739.389.435, terdiriatas:

1) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp8.142.745.691.652; dan

2) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber..0aya Alam sebesar Rp6.569.993.697.783.

Alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dimaksud adalah 50 persen dari Dana Bagi Hasil triwulan lV

Tahun Anggaran 2019 yang dihitung berdasarkan selisih antara prognosis realisasi Dana Bagi Hasil Tahun

Anggaran 2019 dengan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 yang telah disalurkan sampai dengan triwulan lll.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan kepada Menteri Keuangan, Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dimaksud ditetapkan kembali berdasarkan

realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan Tahun 2019 dari laporan hasil pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019.

Penyaluran alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah provinsilkabupaten/kota dilaksanakan

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan kebutuhan daerah dalam penanganan pandemi

Corona l/irus Oisease 2019 (C0V|D-19). Penyaluran alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil kepada

daerah provinsil kabupaten lkota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Penyaluran alokasi sementara Kurang

Bayar Dana Bagi Hasil diperhitungkan dalam penetapan kembali Kurang Bayar Dana Bagi Hasil.
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21. Data Tuntutan Hukum

Berdasarkan PMK Nomor 225PtnK.0512019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 224lPMK.05/2016 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum, maka perlakuan atas

putusan pengadilan yang inkrachtatas tuntutan hukum kepada Pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Pencatatan Kewajiban

a. Dalam hal tuntutan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrachtl telah dilakukan teguran

laannaning) dari PN setempat dan tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan / luar biasa dari

Pemerintah serta telah dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum yang sudah inkrachfdisalikan

sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL.

b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap /inkracht), telah dilakukan teguran

laannaning)dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah,

namun belum dianggarkan dalam DIPA, maka tuntuan hukum yang sudah inkrachl hanya diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan keuangan (GALK) secara agregat.

c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht)atau masih mungkin dilakukan

upaya hukum lanlutanlluar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak

diungkapkan dalam CALK LKKL.

2. Pencatatan Aset Tetap

a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan lelap linkracht), telah dilakukan teguran

(aanmaning) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah

dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah inkracht

1) Tidak disajikan pada'Neraca dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat (yaitu total

nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) lika SK penghapusan sudah

terbit;

2l Dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK pada

LKKL jika SK penghapusan belum terbit.

b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan lelap linkracht), lelah dilakukan teguran

laannaning) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah

namun belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah inkracht

tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK LKKL; dan

c. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang inkracht atau masih

dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanlutan/luar biasa dari Pemerintah, maka Aset Tetap dalam

sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK LKKL.

Data Tuntutan Hukum pada se.luruh. Kementerian/Lembaga diperoleh dari aplikasi Aplikasi Sistem Penatausahaan

Tuntutan Hukum (SEPATUH). Untuk memenuhi kebutuhan pengungkapan yang memadai terkait kewajiban

Pemerintah yang berasal tuntutan hukum yang telah inkracht Pemerintah telah menyampaikan Surat Nomor S-

80,P8I2020 tanggal 16 Januari 2020 kepada seluruh Kementerian/Lembaga hal Konfirmasi

PencatatanlPengungkapan Data Tuntutan Hukum yang Telah Memiliki Putusan Tetap /inkrachtl.

Berdasarkan surat tanggapan dan Laporan Keuangan Kementerianllembaga Tahun 2019, maka Data Tuntutan

Hukum kepada Pemerintah sampai 31 Desember 2019 yang dapat diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya

LKPP Tahun 2019 sesuai dengan PMK Nomor 2251PMK.05,2019 adalah sebagai berikut:

1. Sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat 5 tuntutan hukum pada Kementerian Kuangan yang telah memiliki

putusan pengadilan inkracht, telah dilakukan teguran /aannaningldari PN setempat, tidak terdapat lagi upaya

hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA senilai

Rp201.369.286.270,75 dan tanah seluas 50.156,20 Ha.
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2. Putusan inkracht BANI pada BPPPTI Kementerian Komunikasi dan lnformatika atas gugatan hukum yang

dialukan oleh para penyedia jasa pekerjaan US0 melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional), sebesar

Rp1.628.120.089.904 danUSDl,l29,20S.SebagianbesarnilaiputusanBANlbelumdianggarkandalamDlPA

TA 2019 dan seluruh putusan tersebut belum dibayarkan.

3. Tuntutan hukum pada PUPR:

Putusan inkracht dan tidak ada upaya hukum lanjutan atas gugatan Keberatan terhadap Berita Acara Hasil

Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kepala BWS Kalimantan ll,

dengan tergugat Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar

Rp428.203.200, namun belum dianggarkan dalam DIPA Tahun 2019.

4. Tuntutan hukum pada Kementerian Luar Negeri berupa :

Terdapat 2 (dua) tuntutan hukum pada 2 (dua) Satker Perwakilan di luar negeri yang telah mendapatkan

putusan hukum linkrachll, namun belum dianggarkan dalam DIPA tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. KBRI Amman

Masalah sewa menyewa gedung kantor lama KBRI Amman yang belum dibayar sebesar J()D 30.444

llnkracht Keputusan MA Yordania 14607/2016 tanggal 20 0ktoher 2016).

2. KBRI Mexico

Merupakan tuntutan 7 (tuiuh) orang mantan Pegawai Setempat yang diputus hubungan kerja pada tahun

201 2, namun hanya 2 (dua) orang pegawai setempat yang telah inkracht atas nama:

a. lngrid Gutierrez Pabst (hak lainnya US080.765,39 dan upah US070.812,50)

b. Raul Arturo Valenzuela (468.875,88 peso)

28. Aset Barang MilikNegila ldle

Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas

dan fungsi Kementerianllembaga ditetapkan sebagai BllN ldle. BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN ldle
tersebut harus diserahkan kepada Pengelola Barang. Proses serah terima BMN ldle dituangkan di dalam Berita

Acara Serah Terima dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. BMN ldleyangsudah diserahkan ke Pengelola

Barang dimaksud untuk selanjutnya dicatat dan dilaporkan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. BMN

ldleyang diketahuinilainya dicatat dalam Neraca sebagaiAset Lainnya.BMN ldledicatat berdasarkan nilaibuku.
BMN ldleyang tidak diketahui nilainya tidak dicatat ke dalam neraca, namun cukup diungkapkan di dalam Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan Penting Lainnya atas BMN ldleadalah sebagai berikut:
a. Terdapat 1 (satu) unit bangunan Rumah Negara dengan nilai nol yaitu Rumah Negara Golongan ll Tipe D

Permanen yang terletak di Jl. Raden lntan, Enggal, Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kondisi

bangunan sudah hancur, rata dengan tanah. Atas BMN tersebut akan ditindaklanjuti dengan penghapusan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Terdapat aset yang telah ditetapkan sebagai BllN ldlenamun belum dilakukan serah terima kepada Pengelola

Barang dengan rincian sebagai berikut:

1) Satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang terletak di Medokan Ayu, Rungkut,

Surabaya ditetapkan sebagai BMN ldle melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep.

15/KM6/WKN10/KNL0l/2014 tentang Penetapan Barang Milik Negara Berupa Ta'nah Bangunan Rumah

Negara Golongan I NUP I Pada Kintor Pertanahan Kota Surabaya ll Sebagai Barang Milik Negara tdte,

namun masih terdapat permasalahan hukum dan belum diserahkan kepada Pengelola Barang.

2l Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang

terletak diJl. Pahlawan, Desa Ngawen, Kec. Sidayu, Kab. Gresik ditetapkan sebagaiBMN ///emelalui
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM.6,WKN.1()/KNL.O1/2017, atas BMN tersebut sedang

dalam proses serah terima dengan Pengelola Barang.
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c. Terdapat aset yang seluruh nilainya telah disusutkan, sehingga nilai buku per 31 Desember 2018 adalah nol,

yaitu sebagai berikut:

1) Rumah Negara Golongan ll Tipe B Permanen yang terletak diJl. Raya RE Martadinata Kab. Merauke,

perolehan tahun 1967 dengan nilai perolehan 338.71 1.692 yang dicatat oleh KPKNL Jayapura.

2l Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Kuala Selakau, Kec. Selakau Kab. Sambas,

perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 25.132.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.

3) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Siaga Parit Baru Sebangkau, Kec.Pemangkat Kab.

Sambas, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 9.656.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.

4) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Desa Sekura, Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas,

perolehan tahun 1958 dengan nilai perolehan 14.219.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.

5) Rumah Negara Golongan ll Tipe C Semi Permanen yang terletak di Kampung Sei Raya, Kec Sei Raya Kab.

Bengkayang, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 15.317.000 yang dicatat oleh KPKNL

Singkawang.

6) Rumah Negara Golongan ll Tipe C Permanen yang terletak di Jalan Letjen Suprapto nomor 31 Jember,

perolehan tahun 1969 dengan nilai perolehan Rp125.552.000 yang dicatat oleh KPKNL Jember.

29. Yayasan Supersemar

Penyusunan Laporan Keuangan UKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar baru dilakukan

pada tahun 2018 sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127IPMK.05/2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut Direktorat PKNSI sebagai Unit Eselon

ll di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN TK) Pengelola Piutang Kepada Yayasan Supersemar.

Piutang Negara pada Yayasan Supersemar didasarkan pada amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Nomor 140/PKIPdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, dalam perkara antara Negara Republik lndonesia c.q. Presiden

Republik lndonesia lawan Yayasan Supersemar dan H.M. Soeharto, yang dimenangkan oleh Negara Republik

lndonesia, sehingga Yayasan Supersemar wajib mengganti kerugian negara sebesar USD31 5,002,1 83 (tiga ratus

lima belas juta dua ribu seratus delapan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan 139.438.536.678,56 (seratus tiga

puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh

delapan rupiah lima puluh enam sen), atau setara dengan 4.700.985.148.701,56 (sesuai kurs tengah Bank

lndonesia per 31 Desember 2018).

Sepanjang tahun 2019 terdapat transaksi penyelesaian piutang berupa penyetoran sebagian hasil eksekusi ke

kas negara sebesar Rp242.081.000.259. Selain itu, luga terdapat perubahan saldo piutang akibat perubahan

kurs. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan

Kementerian Sekretariat Negara masih terus dilakukan dalam rangka menyelesaikan Piutang kepada Yayasan

Supersemar. Terkait dengan aset yang belum dilakukan eksekusi, Direktorat PKNSI juga terus mendorong agar

pihak-pihak tersebut segera melakukan eksekusi atas aset-aset Yayasan Supersemar yang telah dilakukan

penyitaan dan melakukan penelusuran atas aset-aset lainnya.

Beberapa bentuk koordinasi terkait penyelesaian piutang yang telah dilakukan antara lain:

1 ) Telah diadakan rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 April 201 I dan 26 Juni 201 9,

dengan mengundang pihak-pihak terkait pada Kemeneterian/Lembaga yang terlibat dalam perkara Yayasan

Supersemar yaitu Presiden Rl c.q. Kementerian Sekretariat Negara selaku principal, Kejaksaan selaku Kuasa

Hukum Pemerintah Rl, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan internal Kementerian Keuangan.

2i Dalam rangka menindaklanluti keputusan rapat pada tanggal 26 Juni 2019, Direktorat PKNSI telah

menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1862/KNI2019 tanggal 10 Juli 2019

kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN dan Nomor S-18631KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada
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Menteri Sekretaris Negara yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi

kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara

3) Kejaksaan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan mengajukan permohonan

eksekusi atas sebagian hasil eksekusi sebesar Rp242.404.759.586,77 kepada Pengadilan Negeri Jakarta

. Selatan. Selanlutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta petunluk kepada Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta melalui surat Nomor W10-U311962,Hk.0218/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang pada intinya berisi

mengenai apakah pencairan dapat dilakukan terhadap sebagian hasil eksekusi atau menunggu hasil eksekusi

secara keseluruhan.

4) Dalam rangka memperoleh dukungan dari Mahkamah Agung atas penyerahan sebagian hasil eksekusi

Supersemar, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-

2457lKN/2019 tanggal 25 0ktober 20lg kepada Wakil Mahkamah Agung Bidang Yudikatif yang pada

intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening

Kas Umum Negara. Selain itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga telah berkoordinasi langsung dengan

Mahkamah Agung terkait rencana penyetoran sebagian hasil eksekusi ke kas negara.

5) Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-28161KN,2019

tanggal 28 Desember 2019 yang pada intinya meminta Menteri Sekretaris, Negara untuk berkenan

menindaklanjuti penyelesaian sisa outstandingPiutang Yayasan Supersemar dengan mengeksekusi aset yang

telah diletakkan sita berupa:

a) Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said Kav.8-9 Blok X/1, Jakarta Selatan (BA Sita Eksekusi

N0.72lEkslPdt/2015 jo N0.904/Pdt.G/2007lPNJkt.Sel tanggal 23 November 2016); dan

b) Sebidang tanah seluas 8.120 m2 (SHM No 263) di Jalan Raya Megamendung No 6 RT 03 RW 03 (BA

Sita Eksekusi No 07/Pen.Pdt/PBTISira.Eks/2016/PN.Cbi jo. N0.72lEks.Pdr/2015 io. No

904lPdt.GI2007/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2016).

Direktoiat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-19/KN,2020

tanggal 29 Januari 2019 kepada Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian

Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta
pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan

Supersemar.

30. Penyelesaian Piutang llegara

1. Piutang Negara terhadap PDAM Kabupaten Nganjuk berupa Piutang Non Pokok senilai Rpl1.253.042.579
telah mendapatkan persetujuan penghapusan secara bersyarat dari Presiden melalui Surat Menteri Sekretaris

Negara Nomor B-40S9lKemensetneglSes/P8.0211212016 Tanggal 20 Desember 2016. Sesuai dengan

ketentuan pasal 2 PP Nomor 14 Tahun 2005 jo. PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan

Piutang Negara/Daerah, piutang tersebut telah dihapusbukukan dari Neraca Pengelolaan Pemberian Pinjaman

tanpa dihapuskan dari hak tagih pemerintah. Penghapusan hak tagih Pemerintah akan dilakukan apabila

piutang negara pada PDAM Kabupaten Nganluk mendapatkan penetapan penghapusan piutang negara secara

mutlak dari Presiden;

2. Pada Tahun 2019, terdapat piutang pemberian pinjaman kepada 10 Pemda yang telah dihapuskan secara

bersyarat dan dihapusbukukan tanpa menghapus hak tagih pemerintah. Penghapusan hak tagih Pemerintah

akan dilakukan apabila piutang negara telah mendapatkan penetapan penghapusan piutang negara secara

mutlak dari Presiden. Rincian piutang kepada Pemda yang telah dihapuskan secara bersyarat sebagai berikut.
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lllo Dcbitur Yang

Mcnotapkan

Surat Penetapan Ililai Piutang llon
Pokok

1 Pcmkab Labuhan Batu Menkeu s-842tMK.05120r 8 7.152.177.124

2 Pemkab Musirawas Menkeu s.842/MK.05t2018 263.817.337

3 Pemko Makassar Presiden B-800/M.SesneslSesmenl0Sl20 1 4 81.942.086.810

4 Pemko Sinokawano Presidcn B.S00lM.SesneolSesmenl0S/20 1 4 1 7.666.354.371

5 Pemkot Bitunq Menkeu s.7501MK.05/201 1 8.230.202.848

6 Pemkot Manado Presidcn B.800lM.SesneolSesmenl08120 1 4 33.368.935.048

7 Pemkot Palembang Presidcn B-T32lM.SesneslSesmen/06120 1 3 64.933.488.506

8 Pemerintah Aceh *) Presidcn B.

1 372/KemensetneS/Ses/P8.02/051

201 I

23.833.926.049

I Pemprov Maluku Presiden 8.800/M.SesneslSesmenl0S/20 1 4 59.027.326.563

10 Pemprov Riau Presiden B-800/M.SesneslSesmenl0S/20 1 4 r 4.328.031.497

Jumlah 3r0.746.346.153
"l lermas* Piuang Pokol sebesar Rp10.571.875.00

31. laporan Keuangan Transaksi Khusus Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (98736t)

1) Satker TK Pengelola Utang PFK Pegawai

Pada prinsipnya Satuan Kerja Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (440780) menyusun

Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai hanya meliputi Neraca dan Laporan

Perubahan Ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan 0perasional bersaldo nihil (tidak ada transaksi).

BelanjalBeban Jaminan Sosial, BelanjalBcban Selisih Harga Beras Bulog, Dan Pelaporan Akumulasi
luran Pensiun

a. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127lPMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Transaksi Khusus, terdapat UAKPA BUN TK pengelola belanjalbeban pengeluaran untuk

keperluan layanan perbankan yang dilaksanakan oleh unit eselon ll di DJPh yang menangani pengelolaan

pengeluaran keperluan layanan perbankan. Dalam hal transaksi layanan perbankan belum memiliki DIPA

tersendiri, akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi tersebut dilaksanakan oleh UAKPA BUN TK

Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361) yang mengelola belanja/beban Jaminan sosial,

belanja/beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun.

b. Berkaitan dengan Akumulasi luran Pensiun (AlP) atau luran [)ana Pensiun (lDPl pada PT Kereta Api

lndonesia , PT KAI (Persero), dapat disampaikan sebagai berikut:

1. AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) adalah senilai Rp1.185.277.702.770 sesuai dengan

Laporan Administratif Dana Belanja Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI periode 3l Desember 2019.
2. Pada saat ini, AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI(Persero)dikelola terpisah dariAlP PNS. Dalam hal

ini, AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) akan disetorkan ke dalam AIP PNS pada saat program

penyesuaian pensiun eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) berakhir, yakni pada saat tidak ada lagi
penerima pensiun eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero). Hal ini sesuai dengan PMK Nomor

1701PMK.0212016 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks PegawaiNegerisipil
Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api lndonesia (Persero) pasal 9 ayat (4), yans berbunyi "Pada

saat program penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta

Api lndonesia (Persero) berakhir, Akumulasi Dana Pensiun Pegawai PT Kereta Api lndonesia (Persero)

disetorkan ke dalam akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil."

3. Sehubungan dengan poin 2, maka nilai AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) tidak masuk ke

dalam Neraca Laporan Keuangan UAKPA BUN Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (kode satker

987361

2t
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c. Menunluk Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-455/P8I2019 Hal Permintaan

Jawaban/Penjelasan Progres Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi BPK-BI pada LHP atas LKBUN Tahun

2018dan ManagenentlererPemeriksaanatasLKBUNTahun20lS,terdapatsatutemuanpemeriksaan

pada LHP LK BUN yang menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem Perbendaharaan bersama dengan

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran DJA untuk penyelesaiannya, yaitu sebagai berikut:

Temuan Bekomendasi

Penetapan dan Pembayaran Biaya

0perasional Penyelenggaraan (B0P)

Pembayaran Manfaat Pensiun tidak

sesuai ketentuan

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:

1. Menyesuaikan pengaturan dan mengalokasikan B0P

pembayaran manfaat pensiun melalui mekanisme APBN

sesuai ketentuan yang berlaku. UIC : DSP DJPB, HPP

DJA, Dit. Penyusunan APBN DJA.

2. Menerapkan Pasal 4 PMK no 2111PMK.0212015 tentang

B0P pembayaran manfaat pensiun yang dilaksanakan oleh

PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk

memberikan pertimbangan bagi konsultan independen.

UIC: OSP DJPB dan HPP DJA

Berdasarkan rekomendasi BPK tersebut Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb telah melakukan tindak

lanlut sbb:

1. Menyesuaikan pengaturan dan mengalokasikan B0P pembayaran manfaat pensiun melalui

mekanisme APBN sesuai ketentuan yang berlaku :

a) Telah disampaikan Nota Dinas Oirektur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-690/PB/2019

tanggal 23 Agustus 2019 kepada Direktur Jenderal Anggaran hal Permintaan Alokasi Biaya

0perasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun pada 0lPA Tahun Anggaran2020.

b) Direktur Jenderal Anggaran melalui Nota Dinas Nomor ND-Ol3/AG/2019 tanggal 5 September

201 I hal Tanggapan atas Permintaan Alokasi B0P Manfaat Pensiun pada DIPA Tahun Anggaran

2020 menyampaikan bahwa proses RUU APBN sedang dibahas pada tingkat Komisi dan Badan

Anggaran DPR Rl, sehingga dalam hal alokasi BOP belum dibahas/disetujui oleh DPR Rl dalam

APBN Tahun 2020, agar menggunakan skema existingyaitu dengan pembebanan pada AlP.

c) Telah disampaikan Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan kepada Direktur HPP DJA Nomor

ND-1233/P8.712019 tanggal 5 September 2019 hal Usulan Perubahan Pengaturan Mengenai' 
Biaya 0perasional Penyelenggaraan {B0P) Pembayaran Manfaat Pensiun.

d) Hasil rapat antara Dit.SP DJPb dengan Dit HPP DJA dan Dit.Penyusunan APBN DJA tanggal 15

0ktober 2019 menyepakati untuk penyusunan alokasi BOP 2021 akan dilaksanakan dengan

mekanisme penyusunan APBN untuk Bagian Anggaran BUN (BA BUN) yang akan dimulai Januari

2020.
e) Telah disampaikan Surat Direktur Sistem Perbendaharaan kepada Direktur Utama PT Taspen

(Persero)dan PT Asabri(Persero) Nomor S-3061P8.7/2019 halPermintaan Penyampaian Nama

Calon Konsultan lndependen dalam Rangka Perhitungan Biaya 0perasional (BOP) Pembayaran

Manfaat Pensiun Tahun 2021 sebagai persiapan penyusunan pagu B0P dalam mekanisme APBN

Tahun 2021.

2. Menerapkan Pasal4 PMK No.211lPlnK.02l2015 tentang B0P pembayaran manfaat pensiun yang

dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk memberikan pertimbangan bagi

konsultan independen. Telah disampaikan Surat Menteri Keuangan kepada Direktur Utama PT Taspen

(Persero) Nomor S-7841MK.0512019 tanggal 29 0ktober 2019 hal Pertimbansan Atas Usulan
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Konsultan lndependen Dalam Rangka Perhitungan Proporsi Beban Kerla Pembayaran Manfaat

Pensiun dan Surat Menteri Keuangan kepada Direktur Utama PT Asabri (Persero) Nomor S-

785/MK.0512019 tanggak 29 Oktober hal Pertimbangan Atas Usulan Konsultan lndependen Dalam

Rangka Perhitungan Proporsi Beban Kerja Pembayaran Manfaat Pensiun.

32. Penqunqkapan Kewaiiban Pemerintah Tcrkait Pensiun

Pencatatan hak dan kewajiban terkait Program Pensiun PNS dan TNI/Polri dilaksanakan dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2251PMK.0512019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dengan

belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Program Pensiun PNS sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, regulasi yang meniadi payung hukum program Pensiun

bagi PNS dan TNI/Polri adalah UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda

Pegawai dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan

Tunjangan kepada Militer Sukarela. Dengan belum terbentuknya dana pensiun, pembebanan belanla pensiun masih

bersumber dari APBN, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (a) UU Nomor 1 1 Tahun 1969.

Undang-undang tersebut beserta regulasi turunannya mengamanatkan bahwa program Pensiun bagi PNS dan

TNllPolri adalah Program Pensiun Manfaat Pasti l0efined Benefit). Sedangkan, mekanisme pendanaan yang

digunakan adalah pay as you g0 yang dibiayai dari APBN. lmplikasi dari Program Pensiun Manfaat Pasti dengan

pendanaan pay as you go adalah Pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat pegawai sudah berhak

menerima pensiun (sebagai penerima pensiun), yaitu ketika yang bersangkutan memasuki usia pensiun sesuai

peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan penyelenggara, jumlah penerima manfaat program pensiun per 31

Desember 2019 sehanyak 3.125.836 orang. Sedangkan, jumlah peserta aktif (belum pensiun) adalah sebanyak

5.048.933 orang yang mencakup PNS, pralurit TNI dan anggota Polri. Penerima Pensiun menerima manfaat pensiun

berdasarkan persyaratan dan besaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan estimasi awal PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) terdapat potensi berupa Unfunded Past

Serviceliabilities(UPSL}dariProgramPensiunPemerintahper3l Oesember20l9sekitarRp2.876,76triliun.Nilai

Potensi UPSL tersebut dihitung dengan metode ABCM lAccrued Benefit Cost Methodl pada PT Taspen (Persero)

dan metode PUC lProjected.Unit Creditl pada PT Asabri (Persero). Sedangkan asumsi dan metode aktuaria yang

digunakan disamakan dengan asumsi dan metode aktuaria dalam menghitung manfaat Tabungan Hari Tua (THT).

Nilai potensi UPSL di atas akan direviu dan disesuaikan setiap tahunnya oleh badan penyelenggara berdasarkan

permintaan Menteri Keuangan.

Disamping itu, Pemerintah juga menguasai Dana Akumulasi luran Pensiun (AlP) yang dipungut dari PNS dan Anggota

TNllPolri yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Saldo dana AIP per 31 Desember 2019

dan per 3l Oesember 2018, berturut-turut adalah sebesar Rp169,09 triliun dan Rp151,35 triliun. Sesuai dengan

regulasi yang ada, Dana AIP tersebut antara lain digunqkan untuk (i)mengembalikan Nilai Tunai luran Pensiun (NTIP)

yang dibayarkan kepada PNS atau Anggota TNI/Polri yang berhenti bekerja tanpa hak pensiun atau tidak memenuhi

kriteria untuk dapat menerima manfaat pensiun, (ii) mendukung APBN sebagai dana talangan dalam pembayaran

manfaat pensiun, (iii) biaya penyelenggaraan dan pengembangan investasi oleh Badan Penyelenggara, serta (iv)

Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumih khusus untuk Prajurit Tentara Nasional lndonesia, Anggota Kepolisian

Negara Republik lndonesia, dan Pegawai Aparbtur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian

Negara Republik lndonesia.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), saldo dana AIP yang dikelola oleh PT

Taspen dan PT Asabri (Persero) per 3 1 Desember 20 1 9 dan per 3 1 Desember 20 1 8, adalah sebagai berikut:
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Dana AIP 31 Desember 2019 3l Dcsember 2018

1 ) AIP yano dikelola PT Taspen (Persero)' r 5 1 .428.469.320.652 1 26.1 67.048.36r.579

2) AIP yans dikelola PT Asabri (Persero)" 17.669.91 1.410.364 25.r 90.1 49.909.936

Jumlah t 69.098.380.73 t.0 t 6 151.357.198.271.515
't 

nana AtP PT Taspen berdasarkan lK (Audited) TA 2019
"t nana AIP Pl Asabi berdasarkan lK lunauditedl fA 2019

Oibandingkan dengan tahun sebelumnya, Dana AIP pada PT Taspen (Persero) mengalami kenaikan sebesar

Rp25.261.420.959.073 berdasarkan Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) Tahun 2019 lAudited). Sedangkan,

Dana AIP pada PT Asabri (Persero) mengalami penurunan sebesar Rp7.520.238.499.572 yang disebabkan oleh

permasalahan penurunan nilai investasi yang dilaporkan berdasarkan Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun

2019 /Unaudited). Pemerintah meminta agar Badan Penyelenggara melakukan upaya-upaya seoptimal mungkin

untuk mengembalikan penurunan nilai investasi tersebut.

Karena AIP bukan merupakan Dana Pensiun dan belum memenuhi kriteria sebagai Aset Program dari Dana Pensiun,

maka dana AIP tidak diperhitungkan dengan potensi Kewajiban Manfaat Pasti Masa Depan Program Pensiun

Pemerintah.

33. Subsidi Energi

a. Subsidi JBT, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dianggarkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan BBM, LPG

Tabung 3 Kg, dan Listrik dengan harga yang terjangkau.

b. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 1 91 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan

Bakar Minyak, BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah adalah Jenis BBM Tertentu yang terdiri atas Minyak

Tanah lKerosene)dan Minyak Solar lGas 0il).

c. Menteri ESDM menetapkan harga dasar dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Harga dasar terdiri atas

biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin.

d. Harga Jual Eceran untuk Minyak Tanah sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Harga jual eceran untuk

Minyak Solar dihitung berdasarkan harga dasar ditambah dengan PPN dikurangi subsidi dan ditambah Pajak

- Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

e. Subsidi BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan PPN atas penyerahan

BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg oleh badan usaha kepada Pemerintah. Sedangkan, BBM Jenis

Minyak Solar diberikan subsidi terbatas.

f. Penyaluran BBM dalam Tahun 2019 melalui PT Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk {AKR).

Sementara itu, penyaluran LPG Tabung 3 Kg melalui PT Pertamina (Persero).

g. LPG bersubsidi merupakan LPG Tabung 3 Kilogram dan diberikan kepada konsumen rumah tangga, usaha mikro,

Nelayan sasaran, dan Petani Sasaran.

h. Dari pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp54.150.841.096.873, terdapat kesalahan pencatatan

pada level output sebesar Rp1.412.346.000.000.0utput untuk subsidi LPG Tabung 3 Kg adalah nomor 003,

sedangkan tercatat pada SPM nomor 00102A/979321/AG.6.3/2019 tanggal 31 Desember 2019 merupakan

output nomor 002. Hal ini sudah dikonsultasikan kepada KPPN Jakarta ll sebagai mitra kerja dan Direktorat

Sistem lnformasi dan Transformasi Perbendaharaan. SPM tersebut akan kami perbaiki apabila periode revisi

dibuka kembali.
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i. Verifikasi atas tagihan subsidi JBT yang diajukan PT Pertamina (Persero) Tahun 201 9 dilakukan sampai dengan

tagihan bulan November 2019. Adapun tagihan subsidi JBT bulan Desember 2019 sebesar

Rp3.037.716.130.645 belum dilakukan verifikasi karena BPH Migas belum menyampaikan hasil verifikasi atas

volume penjualan JBT periode Desember 2019 kepada KPA sesuai ketentuan Pasal 1 1 ayat (5) PMK Rl Nomor:

1301PMK.02/2015 s.t.d.d. PMK Rl Nomor: 1 57,PMK.02/2016.

j. Subsidi listrik diberikan kepada masyarakat/pelanggan dengan golongan tarif yang harga jual tenaga listrik rata-

ratanya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut, kecuali

golongan tarif yang telah menerapkan tarif keekonomian.

k. Pelaksanaan atas pemberian subsidi listdk melalui BUMN operator yaitu PT PLN (Persero).

l. Menteri ESDM melalui surat Nomor 25771261MEM.L12017 tanggal 27 Maret, menyetujui usulan PT PLN

(Persero) atas penyesuaian Tarif Tenaga Lislrik lfariff Adt'ustnent) untuk golongan pelanggan diluar subsidi

periode April - Juni 201 7 dengan menggunakan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik periode Januari - Maret 201 7

(tarif tetap). Sehubungan kebijakan tarif listrik tetap bagi golongan tafif nonsubsidi, pada tahun 2019

Pemerintah merealisasikan pembayaran kompensasi atas kekurangan pendapatan PT PLN (Persero) tahun 201 7

senilai Rp7,456 T melalui pos anggaran Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL). Nilai tersebut

telah dicatat sebagai utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2018 sesuai surat kesanggupan membayar

Menteri Keuangan nomor S-2140/MK.0212018 tanggal 28 Juni 2018.

m. Dengan mempertimbangkan Undang.Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2009 tentang'Ketenagalistrikan, dan Peraturan Pemerinlah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor l4 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang

mengamanatkan bahwa pembangunan ketenagalistrikan menganut asas efisiensi dan berkeadilan, serta melihat

trend kenaikan harga pasar batubara yang sangat membebani Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) PT

PLN (Persero), Pemerintah menerbitkan kebiiakan harga maksimum pembelian batuhara bagi ppmbangkit listrik
PLN dan IPP (untuk kepentingan umum) melalui Kepmen ESDM Nomor 1g25.Kl30,MEM/2018 tentang

Perubahan Kedua atas Kepmen ESDM Nomor 1395.Kl30lMEM/2018 tentang Harga Batubara Untuk

Penyediaan Tenaga Listrik yang mengatur bahwa Donestic Market Obligation (DM0) harga batu bara sektor

ketenagalistrikan dipatok maksimal USD 7.0/ton untuk kalori 6.322 GAR atau mengikuti Harga Batubara Acuan

(HBAljika HBA di bawah USD 70/ton.

n. Terdapat pencatatan utang kompensasi Pemerintah atas kekurangan pendapatan Badan Usaha akibat
penugasan Pemerintah atas kegiatan penyaluran BBM dan listrik, yang dijelaskan sebagai berikut :

- Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT AKR Corporindo Tbk akibat penetapan HJE

BBM JBT Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp400.425.792.541 sesuai surat Menteri Keuangan Nomor

S-58,MK.02.2020 tanggal 27 Januafi 2020;
- Pencatatan Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pl-N bkibat Kebijakan Peneta.pan Tarif Tenaga

Listrik Tahun 2018 sebesar Rp23.173.464.343.826 yang ditetapkan melaluisurat Menteri Keuangan Nomor

5-61 1/MK.02,2019 tanggal.l5 Agustus 2019;
- Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan pendapatan PT Penamina (Persero) akibat kebijakan

penetapan Harga Jual Eceran BBM Tahun 201 8 sebesar Rp1 5.537.073 .143.237;
- Pencatatan Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT PLN akibat K6bijakan Penetapan Tarif Tenaga

Listrik Tahun 2019 sebesar Rp22.253.517.129.274yangditetapkan melalui surat Menteri Keuangan Nomor

S-360/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020;
- Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan pendapatan PT Pertamina lPersero) akibat kehijakan

penetapan Harga Jual Eceran BBM Tahun 2019 sebesar Rp30.854.175.990.750;
- Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT AKR Corporindo Tbk akibat penetapan HJE

BBM JBT Minyak Solar Tahun 2017 sebesar Rp259.037.426.780, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor

18 al24 2018;
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Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat penetapan HJE

BBM JBT Minyak Solar Tahun 2017 sebesar Rp20.788.916.888.950, sesuai Surat Menteri Keuangan

Nomor S-6421MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018;

Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat penetapan HJE

BBM JBT Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp29.312.490.670.766, sesuai Surat Menteri Keuangan

Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019.

34. Klasifikasi Utanq Pemerintah

Utang pemerintah lndonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri sebagaimana

definisi dalam Statistik Utang Luar Negeri lndonesia (SULNI). Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai

Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk,

sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk. Rincian dengan klasifikasi

tersebut i berikut: "

Data tabel di atas adalah nitai pokok atas utang (tidak memperhitungkan unafiortized disclunt dan unamortized

preniunl.

Sebagaimana tabel di atas yang dimaksud dengan penduduk adalah suatu unit ekonomi baik Orang atau Badan

yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang pusat

kegiatan ekonomi utamanya bdrada pada negara domisili tersebut. Yang tidak masuk kriteria tersebut

dikategorikan bukan penduduk (Part lV Balance of Paynents ManuallBLPl{l) lMF, Edisi 4, Public Sector 1ebt
Statistic: Guide for Conpilerc and Users Tahun 2013dan External0ebt Statistics: fiuide for Conpiler and User

Tahun 2014).

Seluruh SBN yang diterbitkan di pasar domestik dan pasar internasional diklasifikasikan sebagai Utang Dalam

Negeri sesuai dengan Bultek SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual.

Laporan Pertanggungjawaban SBN dapat dilihat pada lampiran 33.

35. Aset dan Kewaiiban Konsesi Jasa

Dalam rangka menindaklanluti rekomendasi BPK atas LKPP tahun 201 8, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan

telah menetapkan kebilakan dan sistem akuntansi pengelolaan BMN atas konstruksi jalan tol yang dibangun dan

diusahakan oleh BUJT serta konstruksi jalan tol yang dibangun oleh pemerintah dan diusahakan oleh BUJT.

Kebijakan akuntansi dan Pengaturan Teknis pencatatan konsesi jasa telah diatur dalam:

a. Bab Vlll Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya dan Bab lX Kebijakan Akuntansi Kewaliban/Utang sebagaimana
' Lampiran dalam PMK Nomor 22SIPMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

b. Teknis perekaman untuk penyajian aset dan kewajiban konsesi jasa di Kementerian Negara/Lembaga diatur

dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-l 60/PB/2020. Teknis pencatatan dan penatausahaan

aset konsesijasa dapat diakomodir oleh Aplikasi SIMAK-BMN.

1 Utang Luar Negeri

a. SBltl yano dimiliki oleh bukan penduduk 960.51 I 2.022.3771.061.858
Ib. Piniaman luar negeri 761.6r r 761.61 1

Jumlah Utanq Luar ltleoeri 1.722.130 1.061.858 2.783.988

2, Utang Dalam Negeri

a. SBil vano dimiliki oleh oenduduk 92.S98 r.899.429 1.992.427

b. Piniaman dalam negeri 10.1 68 1 0.1 68

Jumlah Utang Dalam I{egeri 92.998 1.909.597 2.002.595

' ; .; -1.q.t4 ',. c- r-ar* ; . 

-!*o
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0ari proses identifikasi dan analisa yang dilakukan oleh Pemerintah, sampai dengan tahun 2019, terdapat dua

Kementerian yang memiliki kontrak/perjanjian yang memiliki karakteristik umum konsesi jasa yaitu Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Komunikasi dan lnformatika (Kominfo).

Pengaturan konsesi iasa teridentifikasi di Kementerian PUPR untuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

(KPBU) penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik jalan tol. Perlanjian konsesi jasa jalan tol pada Kementerian

PUPR merupakan perjanjian konsesi jasa dengan skema pemberian hak usaha kepada mitra. Sedangkan pengaturan

konsesi jasa yang teridentifikasi pada Kementerian Kominfo adalah KPBU penyelenggaraan pelayanan publik

jaringan telekomunikasi dan informatika (Palapa Ring). Perjaniian konsesi jasa untuk Proyek Palapa Ring merupakan

perfanjian konsesi jasa dengan skema kewajiban keuangan lfinancial liability nodel/schene).

Pendekatan/metode yang utama yang digunakan dalam pencatatan pertama kali aset dan kewajiban konsesi jasa

adalah retrospektif, yaitu KIL harus bisa menyalikan nilai aset konsesi jasa berikut akumulasi penyusutan aset pada

saat awal perjanjian aktif di masa lalu. Namun demikian apabila tidak dimungkinkan untuk disajikan nilainya secara

retrospektif karena tidak tersedia datanya, atau kesulitan mendapatkan nilai yang andal, maka dibolehkan untuk

menentukan nilai aset dimaksud secara metode prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak

tanggal praktis paling awal. Pendekatan ini dapat dilakukan.dengan catatan bahwa pertimbangan dan catatan

manajemen harus disertai alasan yg kuat dan lelas, bukan semata-mata untuk alasan pemilihan metode yang lebih

muda dan tidak berupaya untuk memperoleh nilai yang andal.

Pengaturan Konsesi Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225lPMK.0512020 dan

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan i,lomor S-160/PB/2020 seyogyanya mulai berlaku pada pelaporan

keuangan tahun 2019. Namun demikian, sebagaitindak lanjut High lercl Meetingantarc Menteri Keuangan dan

Pimpinan BPK pada tanggal2T April2020, MenteriKeuangan telah menerbitkan Surat MenteriKeuangan Nomor

S-379/MK.05/2020 tanggal 1'l Mei 2020 hal Penundaan Penyajian Aset dan Konsesi Jasa pada lemar muka lface)
Laporan Keuangan Tahun 2019.

Dalam surat Menteri Keuangan dimaksud diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan beragamnya mekanisme,pencatatandan permasalahan dokumen sumber sebagai

dasar penyajian dan pengukuran asetlkewajiban konsesi jasa; maka Kementerian Negara/Lembaga yang

memiliki aset konsesi jasa dalam hal ini yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan

Kementerian Komunikasi dan lnformatika agar tidak menyajikan aset dan kewajiban konsesi iasa pada lace

laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Audited) Tahun 20'19, namun cukup diungkapkan secara

memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan; dan

2. Aset dan kewajiban konsesi iasa ikan kembali disajikan pada face Laporan Kelangan Kementerian

Negara/Lembaga dengan memperhatikan pengaturan dan tanggal efektif berlakunya Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai pengaturan konsesi jasa.

0engan mempedomani, ketentuan yang diatur dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-3791MK.05/2020 dimaksud,

maka pada laporan Keuangan tahun 2019, Kementerian PUPR dan Kementerian Kominfo tidak menyajikin aset d'an

kewafiban konsesi jasa di neraca alau facelaporan keuangan, namun hanya mengungkapkan secara memadai dalam

Catatan atas laporan Keuangan. Berdasarkan pengungkapan dalam. Laporan Keuangan Kementerian PUPR

dijelaskan bahwa terdapat aset kontruksi lalan tol per 31 Desember 2019 sebesar Rp329.319.444.106.150 yang

belum tercatat pada Laporan Keuangan Kementerian PUPR. Aset konstruksi jalan tol tersebut saat ini niasih dalam

masa konsesi dan akan diserahkan kepada Kementerian PUPR setelah masa konsesi berakhir yang terdiri dari 71

ruas jalan, sepanjang 3.442,65 KM.

Sedangkan pada Laporan Keuangan.Kementerian Kominfo diperoleh informasi bahwa terdapat aset konsesi jasa

dari skema kewajiban keuangan senilai Rp7.803.289.731.012, berdasarkan Laporan Badan Usaha Pelaksana yang

terdiri dari:
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lllilailllo Tanggal Berita Acara Proyek Palapa Bing

I 1 5 Apdl 2020 Paket Barat 1.342.892.756.599

2 1 5 Apill 2020 Paket Tengah 1.082.269.778.326

Paket Timur 5.378.1 2i.1 96.0873 1 5 April 2020

Total 7.803.289.73t.0 t 2

1 SALDO AWAL Ro 68.090.740.725.782

2 PIUTA]'IG HAPUS BUKU S.D.31 DESEMBER 2018} Bp 23.545.731.800.088

3 JUMLAH PlUTAltlG AWAL SEIURUHI'IYA (1+2) Br 91.636.472.525.870

4 PENAMBAH PIUTANG

K()HIR TERBIT Rp 59.376.467.760.731

PUTUSAN UH MEiIAMBAH Rp 2.615.033.957.623

PIUTANG ITIKfrACHT Rp 43.331.943.532.801

PEiIAMBAH LAIIII RD 23.626.369.813.090

PINDAH MASUK Rp 1.682.625.438.734

UTIREAIIZED OAITI Rp

NEAUZEO 6AITI Rp 16.667.966.448

JUMLAH PENAMBAH PIUTANG Rp 130.649.108.465.427

5 PEIIIGURAiIG PIUTA]'IG

MPN Rp 60.672.642.981.232

PBK Rp 12.727.581.092.945

SKPKPP Rp 7.905.984.965.193

KURANG PUTUSAITI RD 43.006.627.392.087

KURANG IiIKRACHT Rp

AilREAIIZED IOSS Ro 178.498.659.360

NEAilZEO IO$S Rp 50.401.82S.676

PENGURANG LAIN Rp 4.223.191.499.377

PENGURAI'IG PERIODE LALU RD 29.428.835.934.898

PINDAH KEI-UAR Rp 1.682.625.438.734

HAPUS RD 3.210.299.903.446

PtB -Rp 45.341.638.1 1 1.061

JUMTAH PENGURAiIG PIUTANG Bp 1 17.745.051.585.887

6 SAt00 AKHIR SEBELUM HAPUS BUKU (3+4-5) Bp 104.540.529.409.410
7 HAPUS BUKU SAMPAI DEilGAN 2019 Rp 31.909.895.927.163

I SALDO PIUTAIIIG SETETAH HAPUS BUKU (6.7} RD 72.630.633.482.247

I PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH Rp 44.894.689.751.334

10 SAL00 PIUTANG frlETTO Rp 27.735.943.730.913

Sedangkan untuk kewajiban konsesi iasa adalah senilai Rp7.399.830.131.510. Dalam Perlanjian Kerjasama KPBU,

nilai tersebut merupakan rencana belanja modal hapital expenditure) dalam dokumen model keuangan lfinancial

nodel) unluk seluruh paket Palapa Ring yang disampaikan oleh pemegang Saham awal Badan Usaha sebagai

pemenang lelang kepada Menteri Kominfo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerlasama (PJPK).

36. Piutang Palak

Jumlah Piutang Pajak Bruto Per 31 Desember 2019 sebesar Rp72.630.633.482.247. Saldo piutang tersebut

disafikan berdasarkan Laporan Perkembangan Piutang Palak (LP3). LP3 merupakan hasil generate data sumher dari

Sistem lnformasi DJP pada tanggal 10 April 2020 dan hasil perhitungan atas mutasi Piutang Pajak dari transaksi

setelah tanggal nercca (subsequent erent) sampai dengan 31 Mei 2020 untuk posisi saldo per 31 Desember 201 9.

Rincian mutasi piutang palak per 31 Desember 201 I adalah sebagai berikut:

Mutasi Piutang Pajak

Periode 1 Januari s.d.3l Desember 2019
(Dalam

1
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Mutasi Tambah Piutang

Mutasi tambah piutang terdiri dari (l) penambahan dari transaksi tahun berlalan yaitu penerbitan kohir

(ketetapan pajak), hasil putusan hukum yang menambah piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan

menambah piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang menambah nilai piutang

lrealized gain and unrealized gainl dan (2) penambahan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada

tahun berjalan (penambah lain).

2. Mutasi Kurang Piutang

Mutasi kurang piutang terdiri dari (l) pengurangan dari transaksi tahun berlalan yaitu pembayaran piutang

(MPN), pemindahbukuan, kompensasi dari pembayaran restitusi (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Paiak), hasil putusan hukum yang mengurangi piutang, ketetapan palak yang telah jatuh tempo

dan mengurangi piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang mengurangi nilai piutang

(realized loss and unrealized lossl penghapusan piutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan (hapus tagih),

dan perhitungan lebih bayar (PLB); dan (21 pengurangan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada

tahun berjalan (pengurang lain dan pengurang periode lalu).

3. Pengakuan Piutang atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Piutang pajak pada DJP terbentuk dengan adanya penerbitan ketetapan pajak oleh 0JP atas kewajiban Wajib

Pajak (WP). Ketetapan pajak yang telah disetujui oleh WP dicatat sebagai penambah piutang pajak, sedangkan

ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP belum dicatat sebagai penambah piutang pajak karena WP

diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum atas ketetapan pajak yang diterimanya sesuai ketentuan yang

berlaku. Jika dalam waktu yang diberikan WP tidak melakukan'upaya hukum atau terdapat putusan hukum

inkrachtyang berdampak pada penambahan piutang, maka atas'ketetapan pajak tersebut akan diakui sebagai

penambah piutang palak.

Dalam pelaksanaan proses upaya hukum tersehut, WP dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu atas

ketetapan pajak yang telah disetujui maupun yang belum disetujui. Jika keputusan upaya hukum menghasilkan

nilai ketetapan pajak lebih kecil dari ketetapan pajak awal, maka akan dilakukan penyesuaian pada akun

piutang pajak untuk ketetapan palak terkait dengan mencatat sebagai penghitungan lebih bayar atas

ketetapan pajak tersebut.

4. Upaya hukum keberatan, banding serta peninjauan kembali yang belum berkekuatan hukum tetap

Selama tahun 201,9, terdapat upaya hukum yang telah dilakukan WP, baik permohonan keberatan kepada

Kantor Wi.layah DJP, pengajuan banding kepada Pengadilan Pafak, fltaupun pengajuan Peninjauan Kembali

kepada Mahkamah Agung. Namun demikian hasil upaya hukum tersehut belum seluruhnya dapat diakui sebagai

piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:

a. Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak karena masih dalam rentang waktu yang

diberikan kepada WP untuk mengajukan upaya hukum keberatan dan banding atas ketetapan pajak yang

diterbitkan oleh DJP sebanyak 5.203 ketetapan pajak senilai Rp13.879.857.468.989 dan 41 ketetapan
pajak senilai USDl 13,015,827;

b. Ketetapan Pajak belum diakui sehagai piutang pajak Tahun 2019 karena masih dalam upaya hukum

banding sebanyak 2.601 ketetapan pajak senilai Rp4.939.609.752.083;

c. Ketetapan pajak yang belum disetujui WP namun telah dilakukan pembayaran dengan nilai sebesar

Rp23.090.471.083.541 dan akan dilakukan penyesuaian pada akun piutang pajak setelah adanya

keputusan hukum tetap.

5. Putusan Banding dari Pengadilan Pajak dan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung harus

ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam langka waktu 1 (satu) bulan sejak Putusan diterima oleh
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Direktorat Jenderal Pajak. Putusan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan syarat berkas fisik telah diterima

dan tidak terdapat salah tulis dan/atau salah hitung. Terdapat Putusan Banding dari Pengadilan Pajak yang

diucap sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung

yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, yang belum

diterbitkan SP2B atau SP2PK karena masih dalam tahap penelitian KPP, sehingga tidak dapat diperhitungkan

dalam saldo Piutang Pajak per 31 Desember 201 9, dengan rincian sebagai berikut:

a. Putusan dari lan P

b, Putusan Peni uan Kembali dari Mahkamah un

6. Dari nilai piutang pajak sebesar Rp72.630.633.482.247 terdapat penyisihan piutang pajak sebesar

Rp44.894.689.751.334 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (rtlel

frealizabte llaluel adalah sebesar Rp27.735.943.730.913. Penyisihan piutang pajak dibentuk berdasarkan

umur piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:

Unur Piutang ililai Piutang Pcnyisihan

Sampai dengan 1 Tahun 21.247.931.766.681 2.355.735.609.268

Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun 1 2.780.396.978.201 6.891.1 1 8.784.668

Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun 1 2.798.058.654.573 9.935.786.958.578

Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun 8.6 1 0.694.597.256 8.576.812.272.011

Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun 6.671.629.4r 0.267 6.652.784.387 .102

Lebih dari 5 Tahun 10.521.922.075.293 1 0.482.451 .739.695

Jumlah 72.630.633.462.247 44.894.689.751.334

Dalam menghitung Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan di atiS, terdapat nilai barang

sitaanljaminan yang dikurangkan dari nilai piutang sebagai dasar perhitungan nilai Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih-Piutang Perpajakan, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Jumlah Putusan

21- Dilerbitkan SP2B tahun 2020

267Belum diterbitkan SP2B

Jumlah PutusanUraian

7- Diterbitkan SP2PK tahun 2020

- Belum diterbitkan SP2PX 54
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Kualitas Piutang Tota!
Uraian

Lancar Kuril! Lancar Diragukan Macct

Piutang Paiak (Rp)

8.088.61 3.208.1 05 r 1.269.548.r 05.082 r 8.844.359.01 8.425 34.428.1 1 3.1 50.634 t2.630.633.482.247

Barang Sitaan/

Agunan yang dapat

dikurangkan

1.951.707.766 32.292.891.916 1 06.656.541.650, 140.901.141.332

0asar

Penghitungan

Penyisihan
8.088.61 3.208.1 05 r 1.267.596.397.31 6 r 8.81 2.066.1 26.509 34.32 1 .456.608.984 t2.489.732.340.544

Persentase

Penyisihan
0,50% 10,00% 50,00% 100,00%

Itlilai Penyisihan

Piutang Pajak 40.443.066.040 1.1 26.759.639.731 9.406.033.063.254 34.321 .456.608.9 14.894.689.75 1 .334

Rincian Pcnyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih

Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Perhitungan nilai piutang pajak netto per 31 Desember 201 I disajikan sebagai berikut:

Tabel Penyis:han Piutang Pajat Tidak Tertagih
Per 3l Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiahl

Urrian 31 Dcintu 2019 31 Dcscmbcr 2018
Kcnailanl

(Pcnurunanl

% ilaikl

(Turun)

Piutang Palak Bruto 72.630.633.482.247 68.090.740.725.77S 4.539.892.756.444 6,67%

Penyisihan Piutang Paiak 44.894.689.75 1.334 41.098.667.933.923 3.796.021.81 7.525 9,24%

Piutang Pajak [tletto 27.735.943.730.91 3 26.992.072.79 1 .856 743.870.938.91 I 2,76%

Nilai piutang daluwarsa per 31 Desember 20'l I sebesar Rp31 .909.895 .927 .163 mengalami kenaikan sebesar

Rp8.364.164.127.074 dari saldo 31 Desember 2018 sebesar Rp23.545.731.800.089 sebagaimana dapat

dilihat pada Tabel berikut.

Tahel Rincian Piutang Pajak Daluwarsa

Per 3l Desember 2019

Daluwersa 3l Desember 20.11 3l Desember 2018 Kenaikan/ (Penurunan)
% NaiU

(Turun)

Total 31.909.89s.927.1 63 23.545.731.800.089 8.364.',t64.127.074 35,52

(dalam h)
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7 Piutang yang daluwarsa penagihan yang telah dihapusbukukan pada tahun 201 9 dilakukan penghapustagihan

piutang pajak sesuai SE-13,PJ/2013. Usulan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan reviu oleh lnspektorat

Jenderal Kementerian Keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan. Sampai

dengan tanggal laporan telah diterbitkan l6 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak

yang Tidak Dapat Ditagih Lagi senilai Rp3.210.299.903.M4 dari 15 Kanwil dan atas piutang palak yang

tersebut dihapustagihkan (dikeluarkan dari laporan keuangan) dengan rincian berikut.

Tabel Rincirn KMK Penghapusan Piutang Pajak

Per 3l Desember 2019
(dalam h)

Pada tahun 2019 terdapat penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp4.871.115.872.222

dengan rincian sebagaimana tabel berikut

tlamr Krnwil lmor KMK fanggall(MK

Jumlah

Kctctapan

Dihapuskan

Saldo Dihapuskan

Kanwil DJP Papua dan Maluku 1641KMK.03t2019 291 200.1 23.669.1 1 5

1651KMK.03t2019

15t02t2019

15102t2019 2.050 24.6s3.605.238
Kanwil DJP Daerah lstimewa

Yogyakarta

363[(MK.03t2019 30t04/201 9 429 121.480.483.337Kanwil DJP Walib Pajak Besir

Kanwil DJP Jawa Tcngah I 3611KMK.03t2019 30/04/201 I 946 r 9.051.920.642

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat,

dan Tenggara
5r3/KMK.03t2019 21/06t20r I 207 28.205.349.844

Kanwil DJP Banten 514/KMK.03/2019 21/06/2019 1.772 1 41 .789.354.633

Kanwil DJP Sulawesi Utara,

Tcnggara, Gorontalo, Maluku Utara
515/KMK.03/2019 21t06t20r9 1.508 204.0 1 3.268.286

Kanwil OJP Jawa Barat lll 543'KMK.03t2019 04/07t201s 1.601 69.453.493.608

Kanwil 0JP Jakarta Selatan ll 609't(M K.03/201 I 01t08t2019 2.025 530.571.51 9.61 8

Kanwil DJP Jakarta Pusat 684'KMK.03t2019 27t08t2019 1.024 557.926.444.418

Kanwil DJP Jawa Barat ll 731tKMK.03t2019 17t09t2019 191 54.857.1 13.920

Kanwil DJP Jakarta Barat 732tKMK.03t2019 1 7/09/201 I 1.401 234.t32.753.471

Kanwil DJP Jakarta Timur 799/KMK.03/2019 1.10318t1012019 268.822.1 39.59S

Kanwil DJP Jawa Barat I 829/KMK.03/201.9 1 811012019 1.044 1 96.780.1 03.71 I

Kanwil DJP Jawa Barat ll 830/KMK.03t2019 18/10120r 9 1.950 330.728.1 01.640

Kanwil 0JP Sumatera Selatan dan

Kep. Bangka Belitung
914'KMK.03/201S 12t12t2015 1.061 221.110.582.356

Total r 8.603
3.2 r 0.299.903.444
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Tabel Rincian Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak

Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

JEIIIS PAJII( JUMTAH

PPh Psl. 21 132.792.525.930

PPh Psl. 22 1 1.781.506.359

PPh Psl. 23 1 60.250.379.225

PPh Psl. 25 Badan 67.563.r 71

PPh Psl. 25 0P 17.813.773

PPh Psl. 26 90.124.468.941

PPh Psl.4 Ayat (2) 1 I 0.475.i56.667

PPN 21.636.596.445

PPn BM 206.978.922.939

Bunga Penagihan PPh 658.844.684.926

Bunga Penagihan PPN 1.233.615.792.312

Bunga Penagihan PPnBM 19.140.il1 .644

PBB Kehutanan 112.941.504.248

PBB Perkebunan 228.355.664..132

PBB Pertambangan Migas 1 .466.781 .563.288

PBB Pertambangan Non Migas 417.310.588.222

TOTAL 4.871.115.872.222

37. Piutang Badan Penanggulangan lumpur Sidoarjo (BPIS)

a. Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007

Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak lPAll 22 Maret 2007 adalah

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana

Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo pasal 15 ayat (1):

"Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan

masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta

area terdampak tanggal 22llflarc|2007, dengan akta jualbeli buktikepemilikan tanah yang mencantumkan

luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah".

Ayat (2) :

"Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang

termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20 persen (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka

dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak 2 (dua) tahun habis"

PT Lapindo Brantas lnc. (LBl) merupakan badan hukum asing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak

dapat melakukan jual beli atas tanah dan bangunan di lndonesia. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut,

dibentuk PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Di dalam pelaksanaannya, proses pembayaran pelunasan jual beli

tanah dan di wi PAT 22 Maret 2007 dilakukan PT MLJ tidak lancar. Berdasarkan
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Peraturan Presiden no. 76 tahun 20 1 5 tentang pemberian dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan

bangunan milik masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam PAT 22 Marc|2007, Pemerintah

menyiapkan dana sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan

bangunan dalam PAT 22Marel2007. Dana yang telah digunakan tersebut menjadi pinjaman Lapindo Brantas

lnclPT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

b. l(ebijakan Pembayaran Jual BeliTanah & Bangunan PAl22-03-2007

Sesuai dengan tata cara pembayaran yang di atur dalam Perpres 14 tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk

Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo, pembayaran dilakukan dalam

dua tahap yaitu tahap I sebesar 20 persen dari nilai jual beli dan tahap ll sebesar 80 persen dari nilai iual beli.

Kebilakan MLJ dalam pelaksanaan pembayaran pembelian tanah dan bangunan milik warga PAT 22 Maret

2007 adalah sebagai berikut:

1) Pembayaran tahap I 20 persen, seluruhnya dibayar secara tunai kepada warga.

2) Pembayaran tahap ll 80 persen, dibagi menjadi tiga jenis pembayaran sebagai berikut:

. 80 persen seluruhnya dibayar secara tunai kepada warga

o Program fresettlenent dengan formula tanah pekarangan/darat mendapat relokasi dengan

perbandingan 1:1 dari luas tanah asal + bangunan seluas tertentu {yang dibangun PT Wahana Artha

Raya) + "srlsuk" (kembalian) sebesar nilai sisa dari luas bangunan menurut data Perlanjian lkatan Jual

Beli (PIJB), dengan tidak memperhitungkan uang muka 20 persen. Warga yang menerima program

resettlement, setelah l2 (dua belas)bulan diberikan kesempatan untuk menjualkembalikepada MLJ

(buyback) dengan nilai yang sama.

o Dalam perhitungan selanjutnya, uang muka 20 persen yang tidak diperhitungkan dalam program

resettlement, dianggap pemberian uang kerohiman dalam bentuk bonus yang diberikan MLJ kepada

warga.

r 80 persen dibayar secara tunai kepada warga dengan memperhitungkan sisa pokok KPR warga yang

bersangkutan. Selanjutnya, sisa pokok KPR warga diselesaikan oleh MLJ kepada bank yang terkait.

c. Piutang

Piutang Pokok sebesar Rp773.382.049.559 merupakan penggunaan Dana Antisipasi tahun 2015. Telah

dilakukan penagihan pinlaman dari BPLS atas Dana Antisipasi yaitu sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali

yaitu surat no. PMS.04.02129312016 tanggal 4 0ktober 2016 dan no. PMS.04.02128112017 tanggal 31

Januari 2017.

Penyisihan piutang belum dilakukan dengan pertimbangan belum adanya metodologi untuk melaksanakan

penilaian lumpur Sidoarjo sehingga belum dapat ditentukan nilai tanah dan bangunan yang diserahkan sebagai
jaminan yang sekarang sudah terendam lumpur.
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E. PENJELASAN ATAS POS.POS TAPOBAN OPERASIONAT

E.1 PEttIJEI.ASAiI UMUM TAPORAT'I OPERASItlTtlAI.

Laporan 0perasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan 0perasional, Kegiatan Non

0perasional, Pos Luar Biasa, dan Suplus/Defisit 10.

Defisit L0 Tahun 2019 adalah sebesar Rp251.675.334.037.435. Dibandingkan Tahun 2018 yang

mengalami defisit sebesar Rp225.730.103.236.335 nilai defisit L0 mengalami kenaikan sebesar

Rp25.945.230.801.100 atau 11,49 persen. Surplus/(Defisit) L0 Tahun 2019 terdiridari Defisit

dari Kegiatan Operasional sebesar Rp256.333.681.840.703 dan Surplus dari Kegiatan Non

0perasional sebesar Rp4.658.347.803.268, sedangkan Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa sebesar

Rpo.

Defisit dari Kegiatan 0perasional Tahun 2019 sebesar Rp256.333.681.840.703, diperoleh dari

Pendapaan Operasional sebesar Rp2.168.930.811365.837 dan Beban 0perasional sebesar

Rp2.425.264.493. 2 0 6. 540.

Surplus dari Kegiatan Non 0perasional sebesar Rp4.658.347.803.268, diperoleh dari defisit

Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp5.895.868.020.651, defisit Penyelesaian Kewajiban

Jangka Panjang sebesar Rp378.083.000.000 dan surplus dari Kegiatan Non 0perasional Lainnya

sebesar Rpl 0.932.298.823.91 9.

Laporan 0perasional Tahun 2019 menyajikan angka Tahun 2018 sebagai pembanding.

Perkembangan Laporan 0perasional selak Tahun 201 5 (dalam triliuni dapat dilihat pada grafik 26.

Grafik 26. Perbandingan laporan Operasional Tahun 2015 s.d Tahun 2019

E.2 PEiIJELASAIII PEB POS TAPORAIII OPERASIOIIIAt

E.2.1 KEGIATAN OPERASIOTIIAT

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Pusat tercerminkan dalam pendapatan-10, beban, dan

surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional
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Pemerintah Pusat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas

akuntansi lingkup Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan

kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara

Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Perpajakan terdiri dari Pendapatan Palak

Penghasilan, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pendapatan

Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai, Pendapatan Pajak Lainnya, Pendapatan Bea Masuk,

Pendapatan Bea Keluar, dan Pendapatan Pajak Lain-lain. Pendapatan Negara Bukan Pajak meliputi

Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Pendapatan

Negara Bukan Pajak Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Beban 0perasional terdiri dari Beban Pegawai, Behan Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban

Pemeliharaan, Beban Perlalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/Pemda, Beban Pemhayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban

Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa,

Beban Lain-lain, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Defisit Tahun 2019 dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp256.333.681.840.703.

Dibandingkan dengan Tahun 2018 yang mengalami defisit sebesar Rp80.438.866.944.409 nilai

defisit tersebut bertambah sebesar Rp1 75.894.814.896.294 atau 218,67 persen. Perbandingan

Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan 0perasiortal Tahun 2019 dan 2018 dapat dilihat

pada Grafik 27.

Pendapatan

0puasional

Grafik 27. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun

2019 dan Tahun 2018

E.2.1.1 PENDAPATAN OPERASIONAT

Pendapatan-10 adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat

diakui sebagai Pendapatan-I0 apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu
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pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran

masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan 0perasional Tahun 2019 sebesar Rp2.168.930.81 1.365.837 terdiri dari Pendapatan

Perpajakan sehesar Rp1.577.533.882.586.047, Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar

Rp577.092.243.842.773, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp14.304.684.937.017. Nilai

Pendapatan 0perasionalTahun 2019lebih rendah sebesar Rp220.401.622.942 atau minus 0,01

persen dibanding Tahun 2018 yang nilainya adalah sebesar Rp2.169.151.212.988.779. Besaran

perbandingan komponen Pendapatan 0perasional dapat dilihat pada Grafik 28.

Grafik 28. Komposisi Pendapatan Operasiona! Tahun 2019

E.2.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan-10 adalah hak Pemerintah Pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan

yang diakui sebagai penambah ekriitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak

perlu dibayar kembali.

Pada Tahun 2019, Pendapatan Perpajakan adalah sebesar Rpl.577.533.882.586.047. Nilai

pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp77.390.865.34X-810 atau naik 5,16 persen

dibanding tahun 2018 sebesar Rp1.500.143.017.244.237.Pendapatan Perpajakan Tahun 2019

dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

SK No 047634 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Pendapatan Pajak Penghasilan 790.341.321.171.014 731.838.117.941.363 
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 534.938.702.155.774 526.856.640.020.385 
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 21.627.658.921.437 20.136.546.791.758 
Pendapatan Cukai 181.009.918.441.271 168.411.747.414.517 
Pendapatan Pajak Lainnya 8.600.854.484.661 6.796.688.674.946 
Pendapatan Bea Masuk 37.560.846.208.126 39.464.702.540.677 
Pendapatan Bea Keluar 3.432.159.153.269 6.665.716.676.905 
Pendapatan Pajak Lain-lain 22.422.050.495 (27.142.816.314) 
Total 1.577.533.882.586.047 1.500.143.017.244.237 
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E.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2019 adalah sebesar Rp790.341.321.171.014. Pendapatan

Pajak Penghasilan mengalami kenaikan sebesar Rp58.503.203.229.651 atau 7,99 persen

dibanding Tahun 2018 sebesar Rp731.838.117.941.363. Pajak Penghasilan Tahun 2019 dan

Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Kenaikan yang paling signifikan pada besarnya Pendapatan Palak Penghasilan Tahun 2019

terdapat pada Pendapatan PPh Pasal 25129 Badan, Pendapatan PPh Final, dan Pendapatan PPh

Pasal 21. Meskipun terdapat kenaikan yang signifikan pada Pendapatan PPh Pasal 25129Badan

namun pertumbuhan tersebut terdampak perlambatan ekonomi global pada kegiatan perekonomian

nasional. Penerimaan sektor utama menunjukkan perlambatan selalan dengan perlambatan

pertumbuhan laba korporasi tahun 201 8. Kenaikan pada PPh Final terutama ditopang oleh kenaikan

setoran PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan yang sejalan dengan peningkatan suku bunga

deposito, peningkatan jasa konstruksi dan pertumbuhan pada PPh Final atas Diskonto Bunga

0bligasi dan Persewaan Tanah dan Bangunan. Adapun kenaikan pada PPh Pasal 21 antara lain

ditopang oleh pertumbuhan Administrasi Pemerintahan, lndustri Pengolahan, dan Jasa Keuangan.
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Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Pendapatan PPh Minyak Bumi  24.476.377.046.788  26.557.094.272.269 
Pendapatan PPh Gas Bumi  34.652.118.896.779  38.118.280.365.523 
Pendapatan PPh Migas Lainnya  2.541.269.599  33.800.919.649 
Pendapatan PPh Pasal 21  148.962.352.462.971 134.918.491.786.219 
Pendapatan PPh Pasal 22  21.450.645.481.140 18.036.931.666.751 
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor  53.750.052.700.672 54.702.019.166.469 
Pendapatan PPh Pasal 23   45.499.149.466.003 36.885.174.569.421 
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi   11.557.660.082.012 9.511.668.574.521 
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan   261.687.731.414.986 240.638.465.110.601 
Pendapatan PPh Pasal 26  46.731.219.638.473 49.134.847.249.977 
Pendapatan PPh Final  130.283.487.190.539 113.047.874.567.462 
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya  134.377.615.887  141.479.051.817 
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri 97.269.537 235.050.235 
Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung 
Pemerintah  

7.345.980   12.987.522  

Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung 
Pemerintah 

730.495   167.200  

Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung 
Pemerintah 

-  (2.462.000) 

Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung 
Pemerintah 

472.736.000   503.900.818  

Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 
Ditanggung Pemerintah 

(22.247.678) - 

Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 
Ditanggung Pemerintah 

2.240.629.780.907   1.892.891.197.764  

Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung 
Pemerintah 

8.912.420.935.294   8.218.348.183.000  

Pendapatan PPh Final Ditanggung 
Pemerintah 

854.630   1.616.145  

Pendapatan PPh Non Migas Lainnya 
Ditanggung Pemerintah 

500.000 - 

Jumlah 790.341.321.171.014 731.838.117.941.363 
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Pertumbuhan PPh Pasal 21 menjadi salah satu indikator tingkat utilisasi tenaga keria yang secara

umum masih cukup baik di tahun 20.l9. Perbaikan kondisi ketenagakerlaan juga tercermin pada

kenaikan tingkat upah dan menurunnya tingkat pengangguran di tahun 201 9.

8.2.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilar

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019 adalah sebesar Rp534.938.702.155.774. Nilai

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.082.062.135.389 atau 1,53 persen dibandingkan

periode Tahun 2018 sebesar Rp526.856.640.020.385. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

terdiri dari Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pendapatan Pajak Penjualan Barang Mewah.

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Peningkatan nilai Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri Tahun 2019 dipengaruhi oleh

pertumbuhan pada Sektor Perdagangan dan lndustri Pengolahan di tengah peningkatan restitusi

dan terbatasnya ekspansi sektor manufaktur. Adapun penurunan pada Pendapatan PPN lmpor

disebabkan oleh penurunan volume dan nilai impor di tahun 2019.

E.2.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Palak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 adalah sebesar Rp21.627.658.921.437. Nilai

tersebut mengalami kenaikan sebesar 8p1.491.112:129.679 alau 7,41 persen dibandingkan

Tahun 2018 sebesar Rp20.1 36.546.791.758. Pendapatan Palak Bumi dan Bangunan Tahun 201 I
dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 terutama ditopang oleh

Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pendapatan PBB Perkebunan.

SK No 047632 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Pendapatan PPN Dalam Negeri 347.356.073.946.386  323.715.962.911.317  
Pendapatan PPN Impor 171.290.004.084.136  186.273.239.836.218  
Pendapatan PPN Lainnya 162.985.906.464   68.355.639.470  
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri 11.318.474.863.766  12.718.712.605.741  
Pendapatan PPnBM Impor 4.778.052.113.626  4.105.334.910.489  
Pendapatan PPnBM Lainnya 33.111.241.396   (24.965.882.850) 
Jumlah 534.938.702.155.774  526.856.640.020.385 

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Pendapatan PBB Perkebunan 2.679.871.714.018   2.390.974.894.103  
Pendapatan PBB Kehutanan 707.311.119.548   694.128.495.659  
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan 
Batubara 

3.488.813.971.721   2.125.365.813.228  

Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi 
dan Gas Bumi 

14.254.853.341.298   14.540.480.330.129  

Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi 368.605.843.245   313.275.381.204  
Pendapatan PBB Lainnya 128.202.931.607   72.321.877.435  
Jumlah 21.627.658.921.437 20.136.546.791.758  
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8.2.1.1.1.4 Pendapatan Cukai

Pendapatan CukaiTahun 2019 adalah sebesar Rp181.009.91 8.441.211. Nilai tersebut mengalami

kenaikan sebesar Rp12.598.171 .026.754 alau 7,48 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar

Rp168.41 1.747.414.517. Pendapatan Cukai Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Pendapatan Cukai Hasil Tembakau masih relatif cukup baik di tahun 2019 dan mendominasi

Pendapatan Cukai Tahun 2019 selain Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol

(MMEA). Pertumbuhan tersebut didorong oleh efek tidak adanya kebijakan kenaikan tarif CHT di

tahun 2019, efek pergeseran pelunasan pita cukai, dan adanya kenaikan tarif cukai MMEA.

E.2.1.1.1.5 Pendapatan Pajak Larnnya

Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2019 adalah sebesar Rp8.600.854.484.661. Nilai tersebut

mengalamikenaikan sehesar Rp1.804.165.809.715 alau26,54 persen dibandingkan Tahun 2018

sebesar Rp6.796.688.674.946. Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah

sebagai berikut.

Peningkatan Pendapatan Pajak Lainnya antara lain disebabkan oleh lonjakan setoran Pendapatan

Bunga Penagihan Pajak pada tahun 201 9. Selain itu, Pendapatan Bea Materai dan Penjualan Benda

Materai dan luga mengalami peningkatan.

E.2.1.1.1.6 Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan Bea Masuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp37.560.846.208.126. Nilai tersebut

mengalami penurunan sebesar Rp1.903.856.332.551 atau minus 4,82 persen dihandingkan Tahun

2018 sebesar Rp39.464.702.540.677. Pendapatan Bea Masuk Tahun 2019 dan Tahun 2018

adalah sebagai berikut.

SK No 047631 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 173.457.613.724.100  161.771.554.305.988 

Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol 122.516.071.000   139.247.517.580  
Pendapatan Cukai  Minuman Mengandung Ethyl 
Alkohol 

7.339.164.710.070  6.418.775.169.760 

Pendapatan Denda Administrasi Cukai 75.024.437.900   70.790.248.740  
Pendapatan Cukai Lainnya 15.599.498.201  11.380.172.449 
Jumlah 181.009.918.441.271 168.411.747.414.517 

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Pendapatan Bea Materai 1.480.547.017.178   1.470.393.848.442  
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai  4.117.446.934.631   3.985.405.294.453  
Pendapatan PPn Batubara  538.680.322.182   656.409.788.263  
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya  97.145.996.283  28.230.225.569 
Pendapatan Bunga Penagihan PPh  1.229.599.650.789  166.418.719.567  
Pendapatan Bunga Penagihan PPN  917.242.557.662  460.284.397.839  
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM  220.033.197.452   26.406.406.436  
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL  158.808.484   3.139.994.377  
Jumlah 8.600.854.484.661 6.796.688.674.946 



Pendapatan

Bea Keluar

frpl$ triliun

Pendapatan

Paiak lain-lain

Rp22,42 miliar

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-335-

Secara umum Pendapatan Bea Masuk Tahun 2019 mengalami pinurunan terdampak melambatnya

perekonomian global yang menyebabkan penurunan devisa bayar impor lndonesia. Faktor lain yang

memengaruhi adalah penguatan kurs Rupiah terhadap US Dollar, dan penurunan impor yang

didorong oleh penurunan di semua kategori Broad Economics CategorieslBECl.

E.2.1.1.1.1 Pendapatan Bea Keluar

Pendapatan Bea Keluar Tahun 2019 adalah sebesar Rp3.432.159.153.269. Nilai tersebut

mengalami penurunan sebesar Rp3.233.557.523.636 atau minus 48,51 persen dibandingkan

Tahun 2018 sehesar Rp6.665.716.676.905. Pendapatan Bea Keluar tersebut terdiri dari

Pendapatan Bea Keluar, Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar, dan Pendapatan Bunga Bea

Keluar. Pendapatan Bea Keluar Tahun 201 9 dan Tahun 201 8 adalah sebagai berikut.

Penurunan Pendapatan Bea Keluar Tahun 2019 terutama disebabkan oleh penurunan ekspor

komoditas mineral yang memiliki sharelerbesar terutama konsentrat tembaga. Meskipun demikian,

semula dipercepat per 29 0ktober 2019 ditunda hingga 1 Januari

2020.

E.2.1.1.1.8 Pendapatan Pajak lain.[ain

Pendapatan Pajak Lain-lain Tahun 2019 adalah sebesar Rp22.422.050.495. Nilai tersebut

bertambah sebesar Rp49.564.866.809 atau 182,61 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar

minus Rp27.1 42.81 6.314.

SK No 047630 A

 Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Pendapatan Bea Masuk  35.103.349.503.286 37.565.836.910.406 
Pendapatan Denda Administrasi Pabean  523.769.571.149 437.983.381.694 
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka 
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) 

557.592.576.555 590.382.001.633 

Denda atas Sanksi Administrasi dari 
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang 
Tertentu yang Pengangkutannya Di Dalam 
Daerah Pabean (Antar Pulau) 

 -  19.682.000 

Pendapatan BM-DTP 354.326.302.000   370.614.637.000  
Pendapatan Pabean Lainnya  8.516.851.048  32.636.375.103  
Pendapatan Bea Masuk Antidumping  271.986.036.790  285.949.034.841  
Pendapatan Bea Masuk Imbalan  1.864.000  44.227.000  
Pendapatan Bea Masuk Tindakan 
Pengamanan  

741.303.503.298  181.236.291.000  

Jumlah 37.560.846.208.126 39.464.702.540.677 

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Pendapatan Bea Keluar 3.431.785.216.838 6.664.583.965.922 
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar 373.535.431  1.108.158.983  
Pendapatan Bunga Bea Keluar 401.000   24.552.000  
Jumlah 3.432.159.153.269 6.665.716.676.905 

ekspor komoditas mineral lainnya yaitu nikel mengalami peningkatan dikarenakan kebijakan

moratorium ekspor nikel yang 
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Pendapatan Pajak Lain-lain tersebut adalah pendapatan yang berasal dari pajak yang telah dipungut

oleh Bendahara, namun sampai dengan 31 Desember 201 9 belum disetorkan ke kas negara (berada

pada rekening Bendahara) sehingga sudah merupakan pendapatan bagi Pemerintah Pusat.

Pungutan pajak oleh Bendahara yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember

2019 lebih tinggi dibandingkan dengan pungutan pajak oleh Bendahara yang belum disetorkan ke

kas negara sampai dengan 31 Desember 2018.

E.2.1.1.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar

kembali.

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2019 sebesar Rp577.092.243.842.773

merupakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar

Rp172.621.170.700.849, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar

Rp237.410.883.862.102, Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp116.779.973.933.458, dan

Pendapatan BLU sebesar Rp50.274.215.346.364. Secara keseluruhan, Pendapatan Penerimaan

Negara Bukan Pajak Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp67.732.533.316.309 atau

minus 10,50 persen dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp644.824.77 7.159.082.

Meskipun terjadi penurunan pada Pendapatan Sumber Daya Alam namun kinerja Pendapatan

Kekayaan Negara yang Dipisahkan terutama dari Surplus Bl dan Pendapatan Penerimaan Negara

Bukan Pajak K/L memberikan kontribusi yang cukup besar pada nilai Pendapatan Penerimaan

Negara Bukan Palak di tahun 2019.

E.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2019 adalah sebesar Rp172.627.170.700.849. Nilai

tersebut mengalami penurunan sebesar Rp39.222.434.425.683 atau minus 18,51' persen

dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp21 1.849.605.126.532. Rincian realisasi Pendapatan SDA

Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

SK No 047629 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Pendapatan Minyak Bumi 96.743.924.765.308  121.738.497.289.681  
Pendapatan Gas Bumi 43.025.533.710.437  51.430.690.878.645  
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan 
Mineral dan Batubara 

329.897.894.657 897.013.139.014 

Pendapatan Iuran Produksi/Royalti 
Pertambangan Mineral dan Batubara 

25.336.541.437.191 29.793.097.476.683 

Pendapatan Dana Reboisasi   1.621.321.817.342  1.949.707.502.589 
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan   1.054.313.008.732  1.131.630.995.767 
Pendapatan Iuran Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH) 

153.200.888.858 57.999.849.716 

Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan 
untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar 
Kegiatan Kehutanan 

1.669.225.474.530 1.603.935.082.478 
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Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi diakui pada saat ditetapkannya hak negara

dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi dan gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama

oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman minyak bumi dan gas bumi dan/atau surat tagihan.

Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan

kewajiban langka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang PNBP

SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi. Hal ini dilakukan karena PBB Migas di satu sisi merupakan

kewaliban Pemerintah sektor hulu migas, namun di sisi lain merupakan pendapatan perpajakan. Di

dalam Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi juga termasuk nilai estimasi tagihan

ouerlifting KKKS Tahun 2019.

Penurunan dengan nilai yang signifikan pada Pendapatan Sumber [)aya Alam (SDA) Tahun 2019

antara lain dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas utama lndonesia seperti batu bara. Selain

itu, penurunan penerimaan migas luga dipengaruhi oleh harga lCP, serta liftingnigas.

E.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2019 adalah sebesar

Rp237.410.883.862.102. Nilai tersebut mengalami penurunan sehesar Rp2.088.727.228.191

atau minus 0,87 persen dibandingkan Tahun 201 I sebesar Rp239.499.61 1.090.293. Pendapatan

dari Kekayaan Negara Oipisahkan Tahun 2019 terdiri dari Pendapatan Bagian Pemerintah atas

Laba BUMN, Pendapatan dari KND Lainnya, dan Pendapatan Penyesuaian Nilai lnvestasi. Rincian

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai

berikut.

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN diakuisebesar jumlah yang telah disetujuidalam

Rapat Umum Pemegang Saham BUMN dan Perusahaan Minoritas/Lainnya untuk ditetapkan

sebagai dividen yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Rl yang lerdiri dari Pendapatan Bagian

Pemerintah atas Laba BUMN di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, PNBP

Laba Perusahaan Penerbit SBSN, dan PNBP Pendapatan Dividen perusahaan minoritas dengan cost

nethod. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN tqhun 201 I sebesar
SK No 047628 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 
BUMN 

50.629.562.819.999 45.056.688.696.658 

Pendapatan dari KND Lainnya 30.091.907.824.703 - 

Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi 156.689.413.217.400 194.442.922.393.635 

Jumlah 237.410.883.862.102 239.499.611.090.293 

Pendapatan Iuran dan Pungutan Usaha 
Pemanfaatan Air dan Energi Air 

- 25.630.000 

Pendapatan Perikanan  521.936.215.435 448.751.885.603 
Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi 2.133.823.161.944 2.768.651.348.961 
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi   33.769.617.067  28.111.645.960 
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas 
Bumi 

 3.682.709.348  1.492.401.435 

Jumlah 172.627.170.700.849 211.849.605.126.532 
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Rp50.629.562.819.999 terdiri dari Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan sebesar

Rp18.595.470.253.531 dan Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan sebesar

Rp32.034.092.566.468.

Pendapatan dari KN0 Lainnya berupa Pendapatan dari Surplus Bank lndonesia sebesar

Rp30.091 .907.824.703 merupakan setoran PNBP yang berasal dari Sisa Surplus Bank lndonesia.

Sisa Surplus Bank lndonesia Bagian Pemerintah adalah bagian Pemerintah dari Surplus Bank

lndonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

lndonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Dalam komponen Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 201 9 terdapat Pendapatan

Penyesuaian Nilai lnvestasi sebesar Rp156.689.413.217.400. Pendapatan Penyesuaian Nilai

lnvestasi tersebut berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan operasional entitas badan usaha

linvesteCl yang menambah nilai investasi pemerintah dan pendapatan penyesuaian nilai investasi

lainnya. Pendapatan Penyesuaian Nilai lnvestasi terdiri dari:

1. Pendapatan yang dibukukan pada BUMN di bawah Kementerian BUMN sebesar

Rp130.677.060.212.979, merupakan bagian pemerintah atas laba operasionaltahun berjalan

yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan

Keuangan.

2. Pendapatan yang dibukukan pada BUMN di bawah Kementerian Keuangan sebesar

Rp3.041.254.413.015, merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berlalan

yang dibukukan/diumumkan BUMNIBadan Usaha di bawah Kementerian Keuangan dalam

Laporan Keuangan.

3. Pendapatan yang dibukukan Badan Usaha sebesar Rp19.410.348 (pendapatan lain-lain yang

berasal dari laba ditahan/bagi hasil deposito mudharabah atas modal selama Tahun 2019 dari

Perusahaan Penerbit SBSN ll dan Perusahaan Penerbit SBSN lll, Perusahaan Penerbit SBSN lV

dan Perusahaan Penerbit SBSN V yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta

Thamrin),

4. Pendapatan penyesuaian pada Unit Akuntansi lnvestasi Pemerintah sebesar

Rp22.733.265.756.658 (terdiri dari kenaikan nilai lnvestasi Permanen Lainnya yang bersumber

dari Surplus/Defisit 0perasional pada Lembaga 0torita (LPS), Bank lndonesia, dan lnvestasi Lain-

lain pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum lPB, UNAIR, lTB, UGM, UPl, UNDIP, UNHAS,

lTS, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan). Pada tahun 2019 terdapat penurunan

pendapatan operasional apabila dibandingkan tahun 2018 terutama disebabkan penurunan dari

laba operasional Bank lndonesia,

5. Pendapatan Penyesuaian sebesar Rp122.121.142.000 berupa kenaikan nilai wajar investasi

LPDP darinilaiper 31 Desember 2018 dalam bentuk aset keuangan (ditempatkan pada ohhgasi

korporasi) yang memenuhi karateristik available for sale.

6. Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada Kementerian PUPR berupa modal awal pada BP

Tapera sebesar Rp1 1 5.692.282.400 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun

berlalan yang dibtikukan pada Laporan Keuangan Modal Awal BP Tapera.

SK No 047627 A
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E.2.1.1.2.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Palak Lainnya Tahun 201 I adalah sebesar

Rp116.779.973.933.458. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp20.167.305.923.752

atau minus 14,73 persen dari tahun 2018 sebesar Rp136.947.279.857.210. Pendapatan

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

SK No 047626 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan 
Iuran Badan Usaha  

 
 

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang 18.257.607.077.740 23.907.157.330.607 
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 584.054.856.489 458.734.854.512 
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan 
Negara dari Pengelola Barang 

261.320.052.508 478.380.886.895 

Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana 
sesuai dengan Tusi 

83.695.898.935 62.339.195.189 

Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas 22.389.594.380.397 34.028.803.590.788 
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan 
Klaim Asuransi BMN 

1.262.712.091.113 1.415.665.588.389 

Subtotal Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan 
BMN, dan Iuran Badan Usaha 

42.838.984.357.182 60.351.081.446.380 

Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum   
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum 4.152387.184.196 3.503.202.732.697 
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri 672.001.706.644 738.668.412.347 
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta 
Gratifikasi 

878.817.568.804 839.274.977.108 

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil 
Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang 

2.040.746.153.806 2.142.477.014.496 

Pendapatan Perizinan 1.643.400.661.631 1.508.010.868.552 
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I 8.166.831.888.928 8.517.324.476.741 
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II 960.165.945.007 874.985.688.834 
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, 
Kalibrasi, dan Standardisasi 

598.656.088.407 555.352.078.123 

Subtotal Pendapatan Administrasi dan Penegakan 
Hukum 

19.113.007.197.423 18.679.296.248.898 

Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan 
Keagamaan 

  

Pendapatan Jasa Kesehatan 3.075.628.977.654 3.837.243.080.383 
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan 204.150.647.780 178.064.580.001 
Pendapatan Jasa Karantina 361.118.490.833 344.100.255.227 
Pendapatan Jasa Agraria 2.276.753.279.082 2.197.166.078.286 
Pendapatan Jasa Keagamaan 908.056.396.376 870.085.779.188 

Subtotal Pendapatan Kesehatan, Perlindungan 
Sosial, dan Keagamaan 

6.825.707.791.725 7.426.659.773.085 

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan 
Teknologi 

 
 

Pendapatan Pendidikan 4.333.756.020.756 4.050.987.762.767 
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia 471.035.859.158 286.728.370.651 
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan 
Pengembangan IPTEK 

470.818.683.410 401.549.823.964 

Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan 7.307.894.897 6.485.752.865 
Subtotal Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, 
dan Teknologi 

5.282.918.458.221 4.745.751.710.247 

Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan 
Informatika 

  

Pendapatan Jasa Transportasi 6.800.583.039.237 6.398.009.015.712 
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Penurunan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Palak Lainnya Tahun 2019 yang signifikan

terdapatpada Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan luran Badan Usaha terutama

pada Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas. Penurunan tersebut disebabkan oleh

berkurangnya pendapatan iuran produksiiroyalti dan hasil produksi pada sektor mineral dan batu

bara serta pendapatan firm commitmentwilayah kerja minyak dan gas bumi. Selain itu, penurunan

signifikan pada Pendapatan Lain-lain disebabkan karena pada tahun 2019 tidak ada Penerimaan

Pengembalian Dana Akumulasi luran Pensiun seperti pada tahun 2018 sebesar

Rp7.704.637.733.401 .

SK No 047625 A

Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika 17.806.844.910.890 18.798.087.224.921 
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik 172.363.356.753 192.895.695.221 
Subtotal Pendapatan Jasa Transportasi, 
Komunikasi dan Informatika 

24.779.791.306.880 25.388.991.935.854 

Pendapatan Jasa Lainnya   
Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 

193.144.073.199 197.658.840.104 

Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan 29.304.366.554 35.824.212.787 
Pendapatan Jasa Lainnya 208.613.608.815 671.885.799.338 
Subtotal Pendapatan Jasa Lainnya 431.062.048.568 905.368.852.229 
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening 
Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan 

  

Pendapatan Bunga 1.856.126.995.439 1.899.839.262.224 
Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara 4.906.089.972.942 - 
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih 
Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat 
Berharga Negara 

112.468.995.089 52.088.810.552 

Pendapatan dari Selisih Kurs - 506.350.147.007 
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan 
Rekening 

250.300.537.228 294.971.681.310 

Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal 
Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang 
Negara 

7.762.671.609.771 6.053.304.476.813 

Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa 
Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara 

661.434.155.257 481.813.432.813 

Subtotal Pendapatan Bunga, Pengelolaan 
Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan 

15.549.092.265.726 9.288.367.810.719 

Pendapatan Denda   
Pendapatan Denda I 607.707.985.438 638.613.682.993 
Pendapatan Denda II 302.145.470.923 352.672.917.998 
Pendapatan Denda III 396.251.260.289 308.741.808.895 
Subtotal Pendapatan Denda 1.306.104.716.650 1.300.028.409.886 
Pendapatan Lain-lain    
Pendapatan Lain-Lain I 476.204.460 7.704.637.733.401 
Pendapatan Lain-Lain II 305.891.401.869 246.396.187.644 
Subtotal Pendapatan Lain-lain 306.367.606.329 7.951.033.921.045 
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan 
(KND) 

  

Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan 795.220.944 55.663.300.189 
Subtotal Pendapatan dari Kekayaan Negara 
Dipisahkan (KND) 

795.220.944  55.663.300.189  

Pendapatan Penyesuaian Akrual   
Pendapatan Sitaan/Rampasan 346.142.963.810 855.036.448.678 
Subtotal Pendapatan Penyesuaian Akrual 346.142.963.810 855.036.448.678 
      Jumlah PNBP Lainnya 116.779.973.933.458 136.947.279.857.210
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Meskipun cenderung mengalami penurunan, beberapa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Palak

Lainnya tahun 2019 mengalami kenaikan di antaranya Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening

Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan terutama karena pada tahun 2019 terdapat Pendapatan

Premium atas Surat Berharga Negara dengan nilai yang cukup signifikan dan kenaikan pada

Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) danlatau atas Penempatan

Uang Negara. Pada tahun 2019 ini Pendapatan dari Selisih Kurs disajikan dalam Pendapatan dari

Kegiatan Non 0perasional Lainnya. Selain itu, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukumjuga

mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya kinerla pelayanan umum masyarakat

(pelayanan paspor, visa, perizinan), serta semakin baiknya penegakan hukum terkait pelanggaran

lalu lintas, dan tindak pidana korupsi/uang pengganti.

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Palak Lainnya yang

signifikan antara lain adalah Bendahara Umum Negara (BA 999), Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral, dan Kementerian Komunikasi dan lnformatika.

E.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Pendapatan BLU Tahun 2019 adalah sebesar Rp50.274.215.346.364. Nilai tersebut mengalami

penurunan sebesar Rp6.254.065.738.683 atau minus 11,06 persen dari tahun 2018 sebesar

Rp56.528.281.085.047. Pendapatan BLU Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Badan Layanan Umum Tahun 201 9 yang signifikan

adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan

Kementerian Keuangan.

Terdapat penurunan pendapatan BLU dengan nilai signifikan berupa Pendapatan dari Pengelolaan

Dana Khusus untuk Masyarakat karena pada tahun 2019 tidak terdapat Pendapatan Dana

Perkebunan Kelapa Sawit seperti pada tahun 2018 sebesar Rp 14.413.921.271.119. Adapun

Penurunan Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU tahun 2019 antara lain karena telah berakhirnya

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Pendapatan Jasa Layanan Umum:   

Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa 
kepada Masyarakat 

34.409.116.101.702 29.207.035.124.112 

Pendapatan dari Pengelolaan 
Wilayah/Kawasan Tertentu 

1.193.071.664.155 1.104.430.435.632 

Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat 5.302.611.898.735 18.549.624.166.808 

Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada 
Pengelola Barang 

715.253.770.340 1.061.407.297.957 

Subtotal Pendapatan Jasa Layanan Umum 41.620.053.434.932 49.922.497.024.509 
Pendapatan Hibah BLU 744.837.706.710 371.494.767.316 

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 976.138.212.549 1.670.308.372.743 

Pendapatan dari Alokasi APBN 157.282.122.276 129.978.260.933 
Pendapatan BLU Lainnya 6.775.903.869.897 4.434.002.659.546 
Jumlah 50.274.215.346.364  56.528.281.085.047 
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E.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah selama Tahun 2019 adalah sebesar Rp14.304.684.937.017. Nilai tersebut

mengalami penurunan sebesar Rp9.878.733.648.443 atau minus 40,85 persen dibandingkan

Tahun 2018 sebesar Rp24.183.418.585.460. Pendapatan Hibah adalah hak pemerintah yang

diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional,

pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat,

lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang danlatau jasa, yang tidak dimaksudkan

untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh

pemerintah. Pendapatan Hibah Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Besarnya Pendapatan Hibah sangat tergantung pada pemberi hibah serta dipengaruhi oleh berbagai

hal di luar kendali penerima hibah. Pada tahun 2019, Pendapatan Hibah Oalam Negeri mengalami

penurunan karena pada tahun 2018 terdapat pendapatan hibah langsung terkait pelaksanaan

pemilihan kepala daerah. Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung dengan nilai signifikan antara

lain terdapat pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kepolisian Negara Republik

lndonesia, dan Komisi Pemilihan Umum.

Pendapatan Hibah Luar Negeri mengalami kenaikan pada Pendapatan Hihah Luar Negeri- Langsung

Bentuk Jasa yang diakibatkan oleh meningkatnya kesadaran K/L untuk melaporkan hibah dalam

bentuk jasa.

Pendapatan Hihah Langsung Lainnya sebesar minus Rp756.261.583.016 berasal dari pendapatan

yang ditangguhkan pada BA 999.02 sebesar minus Rp865.152.763.986 dan lumlah neto dari

pendapatan hibah KL yang belum disahkan sebesar Rp108.891.180.970 dengan nilai yang

signifikan terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Nasional

Penanggulangan Bencana, dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

SK No 047623 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Pendapatan Hibah Dalam Negeri   

Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana - - 
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk 
Barang 

4.535.834.189.821 6.845.900.809.329 

Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk 
Jasa 

854.875.450 2.069.086.533 

Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk 
Uang 

3.673.078.332.679 13.178.185.591.822 

Subtotal Pendapatan Hibah Dalam Negeri 8.209.767.397.950 20.026.155.487.684 
Pendapatan Hibah Luar Negeri   

Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana  591.671.964.284 418.374.595.589 
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk 
Barang 

469.822.176.046 750.246.244.476 

Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa 4.557.091.285.795  3.062.037.983.142 
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk 
Uang 

1.232.593.695.958 1.968.300.051.909 

Subtotal Pendapatan Hibah Luar Negeri 6.851.179.122.083 6.198.958.875.116 
Pendapatan Hibah Langsung Lainnya (756.261.583.016) (2.041.695.777.340) 
      Jumlah Pendapatan Hibah 14.304.684.937.017  24.183.418.585.460 
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Pendapatan Hibah Langsung Lainnya merupakan pendapatan hibah yang herasal dari reklasifikasi

Pendapatan yang Ditangguhkan pada BA 999.02 sesuai dengan kebijakan akuntansi dalam

penyusunan LKPP. Pendapatan ini digunakan untuk mencatat penerimaan hibah yang telah masuk

ke rekening khusus namun N0D-nya belum diterima. Perlakuan ini dipersamakan dengan hibah

langsung yang telah diterima oleh KIL namun belum disahkan oleh Bendahara Umum Negara di

tahun 201 9.

E.2,1.2 BEBAN OPERASIONAT

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang

hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak

pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban 0perasional Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.425.264.493.206.540. Nilai tersebut

mengalami kenaikan sebesar Rp175.674.413.273.352 atau 7,81 persen dibandingkan Tahun

2018 sebesar Rp2.249.590.079.933.188. Beban 0perasional meliputi Beban Pegawai, Beban

Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang

untuk Diserahkan kepada MasyarakatlPemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban

Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban

Lain-lain, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Perhandingan besaran Beban 0perasional dapat dilihat pada grafik 29.

SK No 041757 A

 

Grafik 29. Komposisi Beban Operasional Tahun 2019 

Rincian Beban Operasional Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut. 
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E.2.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp382.251.096.849.470. Nilai tersebut

mengalamikenaikan sebesar Rp31.081.912.018.225 atau 8,85 persen dibandingkan Tahun 2018

sebesar Rp351.169.184.831.245. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam

bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerlakan oleh

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai dicatat sehesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti

Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaii, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang

menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud. Beban Pegawai Tahun 2019 dan

Tahun 201 8 adalah sebagai berikut.

SK No 041756 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Beban Gaji dan Tunjangan PNS 85.226.296.329.141 88.563.658.473.682 
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI 61.403.616.357.443 59.259.416.151.054 
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara 1.012.151.341.499 687.001.379.214 
Beban Gaji Dokter PTT 66.709.821.503 143.441.868.160 
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non 
PNS 

15.829.893.376.147 7.937.957.259.194 

Beban Honorarium 1.875.981.047.121 1.715.801.833.161 
Beban Lembur 722.353.102.378 736.296.210.306 
Beban Tunjangan Khusus dan Beban  
Pegawai Transito 

82.912.239.677.327 72.174.671.173.005 

Beban Pensiun dan Uang Tunggu  114.621.544.011.613 104.131.084.968.049 
Beban Program Jaminan Sosial Pegawai 7.311.746.189.636 5.672.979.906.636 

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Beban Pegawai  382.251.096.849.470   351.169.184.831.245  
Beban Persediaan  33.410.271.463.784   29.932.790.690.126  
Beban Barang dan Jasa 171.429.131.951.638 175.351.118.265.689 
Beban Pemeliharaan  29.105.984.972.258  37.434.658.112.329 
Beban Perjalanan Dinas  46.036.396.023.330   43.791.723.031.484  
Beban Barang untuk Diserahkan 
kepada Masyarakat/Pemda 

 57.402.680.361.704   40.361.271.228.799  

Beban Pembayaran Kewajiban Utang  277.233.309.943.610   244.805.005.384.622  
Beban Subsidi 189.329.386.425.202 196.719.559.440.096 
Beban Hibah 6.476.207.286.209  1.520.560.988.285  
Beban Bantuan Sosial 107.813.615.472.422  82.465.242.445.242  
Beban Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa 

 812.767.334.158.535   769.694.450.184.060  

Beban Lain-lain 59.257.426.487.116 79.829.317.279.532 
Beban Penyusutan dan Amortisasi 239.427.708.843.197  172.046.636.562.132  
Beban Penyisihan Piutang Tak 
Tertagih 

13.323.942.968.065 24.468.561.489.547 

Jumlah 2.425.264.493.206.540 2.249.590.079.933.188 
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E.2.1.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp33.410.271.463.784. Nilai tersebut

mengalami kenaikan sebesar Rp3.477 .480.7 73.658 atau 1 1,52 persen dibandingkan Tahun 2018

sebesar Rp29.932.790.690.126. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi

atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan

maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 201 9 dan Tahun 201 8 adalah sebagai berikut.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya

dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi

fisik yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan

persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk

selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban Persediaan Tahun 2019 meningkat secara signifikan pada Beban Persediaan Konsumsi.

Beban Persediaan Konsumsi yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kepolisian

Negara Republik lndonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Penurunan Beban Persediaan Tahun 2019 yang signifikan terdapat pada Beban Persediaan untuk

Tujuan StrategislBerjaga-jaga terutama pada Bendahara Umum Negara (BA 999) disebabkan pada

tahun 2019 tidak terdapat pencatatan beban persediaan untuk cadangan beras pemerintah yang

telah disalurkan sebagaimana terdapat pada tahun 2018 sebesar Rp5.085.034.701.212.Pada

Tahun 2019, Beban Persediaan untuk Tujuan StrategislBerlaga-jaga hanya berupa penyaluran

benih CBN berupa padi dan jagung hibrida dengan nilai Rp364.647.626 atau lebih rendah dibanding

tahun 201 8 sebesar Rp4.352.473.941.

SK No 041155 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Beban Persediaan Konsumsi 19.359,077.297.762  10.081.393.034.417  
Beban Persediaan Amunisi  1.490.379.822.174  1.830.768.691.065  
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges  3.085.310.580  4.422.606.537  
Beban Persediaan Bahan Baku  5.063.418.526.096  6.325.326.611.464  
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 12.270.625.963 5.117.260.083.422 
Beban Persediaan Lainnya 7.482.039.881.209 6.573.619.663.221 

Jumlah 33.410.271.463.784 29.932.790.690.126 

Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Gaji 
dan Tunjangan 

11.268.565.595.662 10.146.875.608.784 

Jumlah 382.251.096.849.470 351.169.184.831.245 

Persentase kenaikan signifikan pada komponen Beban Pegawai Tahun 2019 terdapat pada Beban 
Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito, Beban Pensiun dan Uang Tunggu, dan  Beban Gaji 
dan Tunjangan Pegawai Non PNS. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan karena adanya 
penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai/ASN/TNI/POLRI di Kementerian 
Negara/Lembaga, kenaikan gaji pokok sebesar 5 persen, dan kenaikan tarif dan dasar perhitungan 
iuran jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah. 
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E.2.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 adalah sebesar Rp171.429.131.951.638. Nilai tersebut

mengalami penurunan sebesar Rp3.921 .986.31 4.051 atau minus 2,24 percen dibandingkan Tahun

2018 sebesar Rpl 75.351.1 18.265.689. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan Tahun

2018 adalah sebagai berikut.

Penurunan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 yang paling signifikan terdapat pada Beban

Barang Non 0perasional. Adapun kenaikan signifikan terdapat pada Beban Barang 0perasional,

dan Beban Barang dan Jasa BLU.

Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dengan nilai signifikan terdapat pada Kepolisian Negara

Republik lndonesia, Kementerian Perlahanan, dan Kementerian Agama.

E.2.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2019 adalah sebesar Rp29.105.984 .912.258. Nilai tersebut

mengalami penurunan sebesar Rp8.328.673.140.071 atau minus 22,25 persen dibandingkan

periode Tahun 2018 sebesar Rp37.434.658 .112.329. Beban pemeliharaan merupakan beban yang

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi

normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Beban Jasa kepada BLU r .233.431 .300

Beban Jasa Lainnya 1 4.436.659.763.89 I

Beban Baranq dan Jasa BLU 1 9.939.593.574.379

Beban Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain 7.226.178.000

Beban Aset Ekstrakomptabel 303.9 1 5.635.386

Jumlah t 7 t.429.131.951.638

SK No 041754 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  4.666.495.098.778 5.779.343.603.707 
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan  1.771.922.951  - 
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya   333.943.271.605   274.352.833.278  
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   8.136.195.593.397  10.105.765.465.842 
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan 
Pelumas Khusus Non Pertamina 

 1.660.317.338.249   7.422.846.065.125  

Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara 
Bermotor 

 697.108.466   71.529.599  

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   224.468.257.037  209.825.011.642 
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan  4.632.109.600.502   4.802.530.266.621  

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Beban Barang Operasional 43.498.846.215.645 42.440.563.325.087 
Beban Barang Non Operasional 69.651.215.376.781 74.546.230.599.301 
Beban Barang Pengganti Pajak dalam Rangka 
Hibah MCC - 5.632.424.060 
Beban Kontribusi  509.322.684.387 317.088.416.644 
Beban Langganan Daya dan Jasa  6.679.970.288.081 6.647.564.485.554 
Beban Jasa Pos dan Giro   23.631.222.946   11.890.770.411  
Beban Jasa Konsultan  5.971.711.705.594 7.060.533.356.141 
Beban Sewa  5.802.846.302.732 6.024.492.993.884 
Beban Jasa Profesi  4.602.959.572.516  4.429.562.928.448  
Beban Jasa kepada BLU  1.233.431.300 63.616.000 
Beban Jasa Lainnya  14.436.659.763.891 14.150.598.174.034 
Beban Barang dan Jasa BLU 19.939.593.574.379 19.434.715.588.583 
Beban Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain 7.226.178.000 1.418.081.613 
Beban Aset Ekstrakomptabel 303.915.635.386 280.763.505.929 
Jumlah 171.429.131.951.638 175.351.118.265.689 
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Beban Pemeliharaan Tahun 2019 mengalami penurunan signifikan pada Beban Bahan Bakar

Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina, Beban Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin, dan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan.

E.2.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 adalah sebesar Rp46.036.396.023.330. Nilai tersebut

mengalami kenaikan sebesar Rp2.244.672.991.846 atau 5,13 persen dibandingkan Tahun 2018

sebesar Rp43.791.723.031.484. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk

perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan labatan. Beban Perlalanan Dinas

Tahun 201 I dan Tahun 201 8 adalah sebagai berikut.

Beban Perlalanan Dinas Dalam Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa, Perlalanan Dinas

Tetap, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perlalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, Perjalanan

Dinas Paket Meeting Luar Kota. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi Beban Perjalanan

Dinas Biasa Luar Negeri, Beban Perjalananan Dinas Tetap Luar Negeri, dan Beban Perjalanan Dinas

Luar Negeri Lainnya.

Beban Perjalanan Tahun 2019 mengalamikenaikan signifikan pada Beban Perlalanan Dinas Biasa

dan Beban Perjalanan Dinas Paket MeetingDalamKota.

Beban Perjalanan Dinas dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.

SK No 041753 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Beban Perjalanan Dinas Biasa  21.545.832.538.626  20.833.110.878.840 
Beban Perjalanan Dinas Tetap   81.622.654.790   80.592.786.539  
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota   3.009.695.727.331   2.671.908.131.049  
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 
Kota  

 6.776.673.431.833   6.394.737.205.622  

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota   9.768.362.441.018   9.525.162.333.752  
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri   1.783.767.706.245   1.749.509.630.662  
Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri   44.060.179.995   8.932.751.868  
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri   1.712.236.079.558   1.428.394.538.224  
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan  1.314.145.263.934   1.099.374.774.928  
Jumlah 46.036.396.023.330  43.791.723.031.484 

Beban Pemeliharaan Irigasi   843.607.481.181   902.274.127.125  
Beban Pemeliharaan Jaringan  1.604.081.612.615  1.575.935.041.281  
Beban Pemeliharaan Lainnya  447.939.541.640 418.839.033.028 
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Pemeliharaan 1.231.868.310.247  1.192.251.332.322  
Beban Asuransi BMN Alat Angkutan 
Darat/Apung/Udara Bermotor-BLU 

111.224.200 - 

Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan  284.796.130.643  371.224.143.632  
Beban Persediaan Suku Cadang 5.030.792.011.808  4.370.708.860.159  
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan 6.790.468.939  8.690.798.968  
Jumlah 29.105.984.972.258  37.434.658.112.329 
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8.2.1.2.6 Beban Barang untuk 0iserahkan kepada MasyarakatlPemda

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2019 adalah sebesar

Rp57.402.680.361.704. Nilaitersebut mengalamipeningkatan sebesar 8p17.041.409.132.905

atau 42,22 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp40.361.271.228.799. Beban Barang

yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berupa barang yang dibeli oleh pemerintah namun

diserahkan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada MasyarakatlPemda

Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Pada tahun 201 9 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda mengalami kenaikan

terutama pada Beban Persediaan untuk Dijual/diserahkan kepada Masyarakat.

Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda paling signifikan terdapat pada

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.

E.2.1.2.7 Beban Pembayaran Kewaliban Utang

Beban Pembayaran Kewajiban Utang selama periode Tahun 201 I sebesar

Rp277 .2$349.943.61 0 merupakan Beban Bunga dari yang telah terjadi atau iatuh tempo seiring

dengan berjalannya waktu. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp32.428.304.558.988

atau 13,25 persen dibandingkan Tahun 20'18 sebesar Rp244.805.005.384.622. Beban

Pembayaran Kewajiban Utang tersebut berasal dari Beban Pembayaran Kewaliban Utang pada

Bagian Anggaran 999.01. Beban Pembayaran Kewajiban Utang Tahun 2019 dan Tahun 2018

adalah sebagai berikut.

Beban

Penbayann

Kewajiban

Utang

frp27223
triliun

SK No 041752 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Beban Bunga Instrumen Pinjaman 20.882.043.996.401 21.331.207.774.570 
Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri 570.898.022.241 438.843.216.594 
Beban Bunga Pinjaman Program  10.760.229.959.412 10.521.675.025.835 
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap 
Pinjaman Program 

 100.552.464.466   100.919.929.226  

Beban Bunga Pinjaman Proyek  8.506.655.899.156 9.533.690.543.730 
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap 
Pinjaman Proyek 

 943.218.054.388   735.515.050.817  

Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar 
Negeri 

489.596.738  564.008.368  

Beban Bunga SBN 246.698.626.996.109 218.803.917.557.671 

Uraian Tahun 2019 
(Audited) 

Tahun 2018 
(Audited) 

Beban Barang untuk Diserahkan kepada 
Masyarakat/Pemda 

6.247.584.732.816 20.285.122.978.607 

Beban Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah 

330.494.682 18.206.747.221 

Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada 
Masyarakat/Pemda 

17.804.744.758.176 20.027.851.008.336 

Beban Persediaan untuk Dijual/diserahkan kepada 
Masyarakat 

33.350.020.376.030 30.090.494.635 

Jumlah 57.402.680.361.704 40.361.271.228.799 
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Beban Bunga lnstrumen Pinjaman Tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018

antara lain karena adanya penguatan kurs rupiah di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Adapun

Beban Bunga SBN mengalami peningkatan terutama pada Beban Pembayaran Bunga 0bligasi

Negara - Rupiah dan Beban Pembayaran lmbalan SBSN-Jangka Panjang. Beban Bunga SBN terdiri

dari Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar Rp246.698.626.996.1 0g dan Beban Diskon dan

Pendapatan Premium yang menambah dan mengurangi Beban Bunga sebesar

Rp9.652.638.951.100.

Perbedaan nilai antara beban pembayaran kewajiban utang di L0 dan pembayaran bunga utang di

LRA dikarenakan adanya pengakuan beban bunga atas utang bunga dan beban diskon/pendapatan

premium untuk Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2019.

Nilai beban bunga atas SBN yang disajikan dalam Laporan 0perasional Tahun 2019 termasuk nilai

beban diskonto sebagai penambah nilai beban bunga dan nilai pendapatan premium sebagai

pengurang nilai beban bunga. Nilai beban bunga atas beban diskonto dan pendapatan premium

termasuk beban diskonto atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS).

Mulai Tahun 2018, beban diskonto dan pendapatan premium telah menggunakan akun yang telah

disediakan dan disajikan sebagai berikut.

SK No 041751 A

Akun Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2019 (Audited) 
542111 Beban Pembayaran Discount  Surat 

Perbendaharaan Negara  
 3.353.190.803.000   4.549.720.436.000  

542121 Beban Pembayaran Discount  Obligasi Negara 3.274.832.902.500 (1.212.217.927.400) 
542141 Beban Pembayaran Discount  Obligasi Negara 

Valas 
373.544.996.000 330.538.952.200 

545111 Beban Pembayaran Discount  SBSN - Jangka 
Panjang 

1.123.099.682.600 (200.408.799.919) 

545131 Beban Pembayaran Discount  Surat 
Perbendaharaan Negara Syariah 

 1.527.970.567.000  1.202.247.391.500 

Jumlah 9.652.638.951.100 4.669.880.052.381 

   

Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - 
Rupiah  

168.287.501.028.232  144.427.987.921.696  

Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya 
Obligasi Negara 

 114.302.414.090   82.862.689.592  

Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas   35.432.465.969.539   37.254.812.556.426  
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya 
Obligasi Negara 

 81.057.207.629   89.529.197.775  

Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka 
Panjang  

33.751.880.934.060 27.597.567.223.452 

Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya 
Imbalan SBSN Jangka Panjang 

 132.542.448.817   31.602.995.000  

Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka 
Panjang Valas 

 8.875.876.187.742   9.295.028.481.230  

Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - 
Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas 

 23.000.806.000   24.526.492.500  

Beban Diskon dan Pendapatan Premium yang 
Menambah dan Mengurangi Beban Bunga 

9.652.638.951.100 4.669.880.052.381 

Jumlah 277.233.309.943.610 244.805.005.384.622 
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E.2.1.2.8 Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun 2019 sebesar Rp189.329.386.425.202 merupakan Beban Subsidi dari BA

999.07. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.390.173.014.894 atau minus 3,76

persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp196.719.559.440.096. Beban Subsidi merupakan

beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk

membantu biaya produksi agar harga juai produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh

masyarakat. Beban Subsidi Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Nilai Beban Subsidi tahun 2019 yang signifikan terdapat pada Subsidi Elpiii, Subsidi Listrik, dan

Subsidi Minyak Solar. Secara keseluruhan, beban subsidi lebih rendah antara lain dipengaruhi oleh

lebih rendahnya harga lCP, menguatnya nilai tukar rupiah, serta penajaman alokasi subsidi pupuk.

Beban Subsidi Estimasi merupakan jumlah tagihan belanja subsidi tahun 2019 yang belum

dilakukan verifikasi oleh KPA sampai dengan 31 Desember 2019 dan seharusnya menjadi beban

subsidi Tahun 2019. Kebijakan Beban Subsidi Estimasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 21 7/PMK.051201 6 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi. Beban

Subsidi Estimasi sebesar Rpl.672.427.229.654 terdapat pada Kementerian Pekerlaan Umum dan

Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

E.2.1.2.9 Beban Hibah

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian

hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barangliasa tersebut pada

saat teriadinya transaksi. Beban Hibah selama Tahun 2019 sebesar Rp6.476.207.286.209. Nilai

SK No 047723 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Beban Subsidi Minyak Solar 32.438.883.567.686 31.170.578.161.186 
Beban Subsidi Minyak Tanah 2.868.252.604.635 3.151.544.787.072 
Beban Subsidi Elpiji  41.588.894.626.543  54.867.972.112.102 
Beban Subsidi Listrik 51.711.774.354.480 48.101.754.165.145 
Beban Subsidi Pupuk 29.975.667.317.918 31.204.983.758.555 
Beban Subsidi PPh-DTP  10.557.240.293.147   10.714.023.989.644  
Beban Subsidi BM-DTP  354.326.302.000  370.614.635.480 
Beban Subsidi PT KAI  2.316.457.506.279   2.001.859.315.312  
Beban Subsidi PT PELNI  2.130.280.875.028   1.877.169.078.654  
Beban Subsidi dalam Rangka PSO Lainnya 
(LKBN Antara) 

 156.132.228.800  
155.927.797.800 

Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan 632.060.000.000 952.440.000.000 
Beban Subsidi Bunga KPR 3.323.491.684.431 2.413.742.864.095 
Beban Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) 
dan Energi 

 1.156.833.360  9.198.526.756 

Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)  16.265.935.542  29.348.058.401 
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya  9.579.101.472.424  7.710.610.390.234 
Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR  4.699.315.947  13.422.500 
Beban Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi  265.313.074  74.782.015 
Beban Subsidi Kredit Sektor Peternakan  1.476.359.572   3.320.662.330  
Beban Subsidi Kredit Resi Gudang  532.604.682   227.503.961  
Beban Subsidi Estimasi 1.672.427.229.654 1.984.155.428.854 
Jumlah 189.329.386.425.202 196.719.559.440.096 
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tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.955.646.297.924 atau 325,91 persen dibandingkan

Tahun 2018 sebesar Rp1.520.560.988.285. Beban Hibah meliputi Hibah kepada Pemerintah

Daerah, Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri, dan Hibah Lainnya. Beban Hibah Tahun 2019 dan

hun 2018 adalah sebagai berikut.

Tingginya kenaikan beban hibah tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 terutama

disebabkan oleh meningkatnya anggaran dan realisasi pada Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Hal ini dikarenakan banyaknya daerah yang terkena bencana pada tahun 2019.

Beban Hibah tahun 2019 kepada Pemerintah Luar Negeri antara lain berupa bantuan kemanusiaan

Palestina, dan pemberian hibah kepada Pemerintah Kepulauan Solomon, Pemerintah Nauru,

Pemerintah Tuvalu, Pemerintah Fiji, dan Pemerintah Myanmar.

Beban Hibah juga mendukung kegiatan pemerintah daerah antara lain Hibah MRT pada Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta, Hibah Air Minum kepada dua Pemda, Hibah Air Limbah kepada tiga Pemda,

Hibah Australia-lndonesia untuk Pembangunan Sanitasi (SAllG) kepada 15 Pemda, Hibah Flood

Management in Selected friver Basins (FSMRB) kepada lima Pemda, Hibah Provincial Road

lmprovement and Maintenance (PRIM) kepada Pemerintah Provinsi NTB, Kab. Lombok Barat dan

Kab. Probolinggo, Hibah lnstalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Palembang, Hibah lntegrated

Participatory Developnent and Management of hrigation Project (lPDMlP), Hibah frural

Enpowerment and Agricultural0evelopnent - Scaling Up lnitiatiueIREAD-S|) kepada 19 pemda,

Hibah Jalan Oaerah kepada 10 pemda, Hibah Air Minum kepada 200 Pemda, Hibah Sanitasi/Air

Limbah kepada 50 pemda, dan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana kepada 1 30

Pemda.

E.2.1.2.10 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar

Rp107.813.615.472.422. Nilai tersebut mengalami kenaikan sehesar Rp25.348.373.027.180

atau 30,74 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp82.465.242.445.242. Beban Bantuan

Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang

bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan

selektif. Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Behan Bantuan

Sosial

Rp 107,81

triliun

SK No 047722 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri 234.274.387.286 54.481.623.000 
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah 6.241.521.667.087 1.465.989.051.764 
Beban Hibah Lainnya 411.231.836 90.313.521 
Jumlah 6.476.207.286.209 1.520.560.988.285 
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Peningkatan signifikan pada Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 terdapat pada Beban Bantuan

Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang, Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial

dalam Bentuk Uang, dan Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk

Uang.

Beban Bantuan Sosial terdapat pada Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama.

Peningkatan Beban Bantuan Sosial dipengaruhi oleh peningkatan target penerima manfaat meniadi

10 Juta KPM pada tahun 2019, adanya penambahan anggaran untuk kegiatan perlindungan sosial

korban bencana alam dan korban bencana sosial yang dibiayai dari BA-BUN untuk pemberian jadup

dari belanja bansos terhadap daerah terkena bencana, serta adanya peningkatan penyaluran

bantuan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh alam dan baniuan penanggulangan

bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik yang teriadi di masyarakat.

E.2.1.2.11 Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp812.767.334.158.535

merupakan Beban Transfer kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Nilai tersebut mengalami

kenaikan sebesar Rp43.072.883.974.475 atau 5,60 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar

Rp769.694.450.184.060. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 dan Tahun 2018

adalah sebagai berikut.

SK No 047721 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Beban Dana Bagi Hasil 104.713.947.999.521 106.140.461.465.325 
Beban Dana Alokasi Umum 420.910.238.556.000 401.489.579.649.000 
Beban Dana Alokasi Khusus Fisik 64.165.654.543.270 58.149.298.269.245 
Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik 121.322.377.555.524 114.802.596.316.772 
Beban Dana Otonomi Khusus 20.979.943.308.000 20.059.583.186.000 
Beban Dana Keistimewaan DIY  1.166.576.228.221 962.772.688.443 

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi 
Sosial dalam Bentuk Uang 

374.182.945.121 240.242.618.650 

Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial 
dalam Bentuk Uang 

46.522.812.712.971 37.585.756.187.799 

Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan 
Sosial dalam Bentuk Uang 

2.918.167.739.000  3.164.141.449.000  

Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan 
Sosial dalam Bentuk Barang 

3.950.717.607.408  12.475.279.931.942  

Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan 
Sosial dalam Bentuk Uang 

33.860.057.941.981  18.616.939.314.479  

Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan 
Kemiskinan dalam Bentuk Uang 

14.273.215.574.714 7.031.833.349.000 

Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan 
Bencana dalam Bentuk Uang 

2.717.527.043.331 848.128.786.039 

Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan 
Bencana dalam Bentuk Jasa 

3.196.933.907.896 2.502.920.808.333 

Jumlah  107.813.615.472.422 82.465.242.445.242 
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Beban Dana Bagi Hasil

Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2019 adalah sebesar Rpl04.713.947.999.521. Nilai tersebut

mengalami penurunan sebesar Rp1.426.513.465.804 atau minus 1,34 persen dari nilai Tahun

2018 sebesar Rp106.140.461.465.325. Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2019 dan Tahun 2018

adalah sebagai berikut.

SK No 047720 A

Beban Dana Insentif Daerah (DID) 9.694.447.489.000 8.230.750.000.000 
Beban Dana Desa 69.814.148.478.999 59.859.408.609.275 
Jumlah  812.767.334.158.535 769.694.450.184.060 

Besarnya bagian masing-masing dana transfer dapat dilihat dalam Grafik 30 berikut. 

 
Grafik 30. Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 
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Turunnya jumlah beban dana bagi hasil disebabkan oleh penurunan pagu alokasi DBH Reguler TA

2019 dibanding pagu alokasi DBH Regular TA 2018 atau tidak tercapainya realisasi penerimaan

negara terhadap target yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2019. Kebijakan UU APBN

Nomor 12 Tahun 2018 Pasal l1 ayat (5)menyatakan hahwa penyaluran DBH untuk triwulan lV

diprioritaskan untuk penyelesaian kurang bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan

memperhitungkan lebih bayar tahun-tahun sebelumnya. Beban Transfer DBH merupakan kewajiban

reguler yang terutang dan telah terbayar sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar

Rp56.422.358.186.683. Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2019 inijuga memperhitungkan pengakuan

beban atas potensi/estimasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH di tahun berjalan sebesar

Rp38.418.499.003.958 dan Rp126.909.1 91.1 20.

Beban Dana Alokasi Umum

Beban Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 adalah sebesar Rp420.910.238.556.000 terdiri

dari Beban DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU merupakan transfer dana pemerintah

kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan

SK No 47719 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21  29.700.461.156.954   26.982.923.728.366  
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP   2.806.363.414.670   1.881.345.263.440  
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Provinsi   3.459.140.234.859   3.181.650.100.692  
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota  13.669.038.797.935   12.616.952.097.642  
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB 
untuk Provinsi 

 105.515.816.770   94.539.271.512  

Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB 
untuk Kabupaten/Kota 

 489.996.644.211   428.607.668.790  

Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah 
Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke 
Kabupaten/Kota 

 2.114.590.004.049   1.920.863.967.650  

Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi  11.901.910.112.248  15.065.174.948.231  
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5% 390.671.141.718  495.733.751.842  
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 
dalam Rangka Otonomi Khusus 

 668.881.581.817  763.755.981.148 

Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi  9.797.587.763.681   10.079.889.654.768  
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%  145.205.689.471   142.508.695.650  
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi dalam 
rangka Otonomi Khusus 

 1.484.800.270.188   1.205.967.383.357  

Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - 
IuranTetap 

 360.691.989.728   436.500.001.253  

Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - 
Royalti 

 20.714.261.451.552   23.814.433.296.091  

Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - 
Setoran Bagian Pemerinah 

 1.516.197.490.874   1.802.117.507.488  

Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - 
Iuran Tetap 

 26.888.711.800   21.149.789.282  

Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi 
– Iuran Produksi (Royalti) 

 2.946.167.478   1.193.921.148  

Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH  122.617.293.659   81.385.756.405  
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH   862.768.231.175   913.131.399.094  
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi   661.582.338.020   792.807.965.746  
Beban Dana Bagi Hasil Perikanan   417.105.678.324   359.001.100.482  
Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau    3.294.726.018.340   3.058.828.215.248  
Jumlah 104.713.947.999.521 106.140.461.465.325 
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pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.

Nilai Beban t)AU Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp19.420.658.907.000 atau 4,84

persen dari nilai Tahun 2018 sebesar Rp401.489.579.649.000. Peningkatan tersebut disebabkan

karena kenaikan realisasi mengikuti pagu alokasi DAU TA 2019 yang naik secara moderat dan

telah memperhitungkan kenaikan gaji 50/0, kenaikan formasi CPNSD, THR dan Gaji ke-13 serta

kebilakan DAU tambahan berupa bantuan pendanaan kelurahan dan bantuan pembayaran selisih

perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

Beban Dana Alokasi Khusus Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 adalah sebesar Rp64.165.654.543.270. DAK

merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria

khusus, dan kriteria teknis. Beban DAK Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar

Rp6.016.356.274.025 atau 10,35 persen darinilaiTahun 2018 sebesar Rp58.149.298.269.245.

Beban DAK Fisik Tahun 2019 sebesar Rp64.165.654.543.270 terdiri dari Beban DAK Reguler

sebesar Rp40.681.714.036.604, Beban DAK Penugasan sebesar Rp17.21 1.588.461.829, Beban

DAK Af f irmasi sebesar Rp6.27 2.352.044.837 .

Beban Dana Alokasi Khusus ltlon Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2019 adalah sebesar Rp121.322.37 7.555.524. Nilai

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.519.781.238.752 atau 5,68 persen dari nilai Tahun

2018 sebesar Rp114.802.596.316.772. Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2019 dan

Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

SK No 047718 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)  52.001.837.749.380 55.016.720.212.332 
Beban Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di 
Daerah Khusus 

1.977.231.267.885  1.727.102.404.861  

Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai 
Negeri Sipil Daerah 

463.968.756.915  588.007.130.574  

Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 49.200.273.626.885 43.869.668.298.339 
Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan  9.729.473.301.595   7.454.358.890.915  
Beban Dana Bantuan Operasional Keluarga 
Berencana 

 1.723.241.760.092   1.753.419.417.979  

Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi  193.663.883.050   92.221.616.897  
Beban Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 867.822.995.199 745.193.742.984 
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 
PAUD (BOP-PAUD) 

3.659.144.963.421 3.555.904.601.891 

Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 
Kesetaraan 

1.167.549.190.102 - 

Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 
Museum dan Taman Budaya 

127.476.500.000 - 

Beban Dana Pelayanan Kepariwisataan 210.693.561.000 - 
Jumlah 121.322.377.555.524 114.802.596.316.772. 
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Peningkatan Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2019 dengan nilai signifikan terdapat

pada Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (B0S) dan Beban Dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Kesetaraan. Beban DAK Non Fisik tidak memperhitungkan potongan lebih salur

Dana B0S TA 2018 terhadap penyaluran tahun anggaran berjalan sebagai pelunasan.

Beban Dana 0tonomi Khusus

Beban Dana Otonomi Khusus Tahun 2019 adalah sebesar Rp20.979.943.308.000. Nilai tersebut

mengalami kenaikan sebesar Rp920.360.122.000 atau naik 4,59 persen dari nilai Tahun 2018

sebesar Rp20.059.583.186.000. Beban Dana 0tonomi Khusus Tahun 2019 dan Tahun 2018

adalah sebagai berikut.

Beban 0ana 0tonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua

Barat. Alokasi Dana 0tonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 1 1 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana 0tonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua

Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang 0tonomi Khusus bagi Provinsi Papua

dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 0tonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Beban Dana Otonomi Khusus tersebut merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah

terbayar untuk periode tahun 2019. Tidak terdapat realisasi kurang bayar periode sebelumnya

yang dibayarkan selama Tahun 2019 dan tidak terdapat tagihan yang belum terbayarkan serta

tidak ada pengembalian lebih salur tahun sebelumnya.

Peningkatan nilai Beban [)ana 0tonomi Khusus dipengaruhi oleh adanya kenaikan pagu Dana

0tonomi Khusus sebagai dampak dari kenaikan pagu DAU TA 2019, dan terdapat kenaikan dana

tamhahan insfrastruktur untuk Provinsi Papua.

Beban Dana Keistimewaan Daerah lstimewa Yogyakarta

Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2019 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang

telah terbayar setelah dikurangi dengan lebih salur pada periode tersebut. Beban Dana

Keistimewaan DIY Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.166.576.228.221merupakan transfer dana

dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DlY.

Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp203.803.539.778 atau 21,17 persen dari nilai

Tahun 2018 sebesar Rp962.772.688.443. Peningkatan tersebut sesuai dengan kenaikan alokasi

Dana Keistimewaan Daerah lstimewa Yogyakarta pada tahun 2019 yang sejalan dengan naiknya

kebutuhan pendanaan penyelenggaraan keistimewaan DlY. Beban Dana Keistimewaan DIY tahun

SK No 047717 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh 8.357.471.654.000  8.029.791.593.000  
Beban Dana Otonomi  Khusus Provinsi Papua 5.850.230.158.000  5.620.854.115.000  
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua 2.824.446.537.000  2.408.937.478.000  
Beban Dana Otonomi  Khusus Provinsi Papua Barat 2.507.241.496.000 2.400.000.000.000  
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat 1.440.553.463.000  1.600.000.000.000  
Jumlah 20.979.943.308.000 20.059.583.186.000 
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2019 tersebut telah memperhitungkan pengakuan lebih salur atas transfer Dana Keistimewaan

DIY selama periode TA 2019, dengan nilaisebesar Rp33.423.171.779.

Beban Dana lnsentif Daerah

Beban Dana lnsentif Daerah Tahun 2019 sebesar Rp9.694.447.489.000 merupakan kewajihan

reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode TA 201 9. Beban Dana lnsentif Daerah

tersebut naik sebesar Rp1.463.697.489.000 alau 17,78 persen dibandingkan dengan tahun 201 8

adalah sebesar Rp8.230.750.000.000. Peningkatan tersebut dikarenakan terdapat penambahan

pagu sebesar Rp1.500.000.000.000 pada tahun 2019 dari Rp8.500.000.000.000 menjadi

Rp10.000.000.000.000 sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat mendorong peningkatan

kinerja pemerintah daerah.

Tidak terdapat lebih/kurang lransfer Dana lnsentif Daerah pada Tahun 2019. Dana lnsentif Daerah

bertujuan untuk memberikan'penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan

keuangan dan fiskal daerah, pelayanan dasar, dan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat.

Beban Dana Desa

Beban Dana Desa Tahun 2019 adalah sebesar Rp69.814.148.478.999. Nilai tersebut mengalami

peningkatan sebesar Rp9.954.739.869.724 atau 1d,63 persen dari nilai Tahun 2018 sebesar

Rp59.859.408.609.275. Beban ini meliputi penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi Desa

dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenlKota.

Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

dan pemberdayaan masyarakat, serta kemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa pertama kalinya dialokasikan pada APBN TA 201 5.

Peningkatan Beban Dana Desa pada tahun 2019 dipengaruhi oleh penambahan alokasi sebesar

Rp10.000.000.000.000 dari alokasi tahun 2018 sebesar Rp60.000.000.000.000, serta sesuai

dengan arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyerapan Dana Desa melalui

upaya percepatan penyaluran Dana Desa. Selain hal tersebut, kesadaran pemerintah

Kabupaten/Kota dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran secara lengkap dan tepat waktu

juga meningkat.

E.2.1.2.12 Beban Lain-[ain

Beban Lain-lain selama periode Tahun 2019 sebesar Rp59.257.426.487.116. Nilai tersebut

mengalami penurunan sebesar Rp20.571.890.792.416 atau minus 25,77 persen dibandingkan

Tahun 201 8 yaitu sebesar Rp79.829.31 7 .279.532. Beban Lain-lain Tahun 201 I dan Tahun 201 8

adalah sebagai berikut.

SK No 047716 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Beban Cadangan Beras Pemerintah 880.895.042.614 - 
Beban Operasional Kegiatan SKK Migas -  
Beban Pembayaran Selisih Harga Beras 
Bulog 

53.917.840.896 - 

Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN 519.773.868.148 476.925.386.855 
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Penurunan nilai yang paling signifikan pada Beban Lain-lain terdapat pada Beban Lain-lain BUN

Lainnya, Beban'Pihak Ketiga Migas, dan Beban Penyesuaian Nilai lnvestasi.

Beban Lain-lain BUN Lainnya pada tahun 2019 bernilai RpO karena tidak ada beban penyaluran

Dana Cadangan Program JKN yang telah disalurkan kepada BPJS sampai dengan 31 Desember

201 8.

Beban Pihak Ketiga Migas sebesar Rp36.809.117.831.201antara lain berasaldari Beban Pihak

Ketiga Migas-DMO Fee KKKS sebesar Rp11.676.879.219.588, Beban Pihak Ketiga Migas-

Reimbursement PPN KKKS sebesar Rp10.376.295.747.193, dan Beban Pihak Ketiga Migas '

Underlifting KKKS sebesar Rp14.709.01 9.950.1 95.

Beban Penyesuaian Nilai lnvestasi sebesar Rp17.269.'149.064.180 berasal dari penurunan nilai

investasi permanen lainnya yang bersumber dari PTNBH Universitas lndonesia, Universitas

Sumatera Utara, dan Universitas Padjajaran sebesar Rp341 .98 1 .703.767 , bagian pemerintah atas

rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah

Kementerian BUMN dalam laporan keuangannya sebesar Rp12.216.318.360.413, dan bagian

pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan Badan Usaha di bawah

Kementerian Keuangan sebesar Rp4.7 1 0.849.000.000.

E.2.1.2.13 Behan Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 adalah sebesar Rp239.427.708.843.197. Nilai

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp67.381.072.281.065 atau 39,16 persen dibandingkan

Tahun 2018 yaitu sebesar Rp172.046.636.562.132. Beban penyusutan merupakan beban untuk

mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan ldepreciable assetlt

selama masa m:infaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk

mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan

Amortisasi Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

SK No 047715 A

Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik 
Pedalaman Papua 

103.520.762.425 60.642.204.092 

Beban Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga  - 1.032.465.610 
Beban Karena Rugi Selisih Kurs dalam 
Pengelolaan Rekening Milik BUN 

635.037.508.668 537.049.670.791 

Beban Lain-lain BUN Lainnya - 10.256.466.000.000 
Beban Lain-lain  2.116.234.499.871 2.085.292.769.784 
Biaya Perbankan (Bank Charge) 533.665  
Beban Pihak Ketiga Migas 36.809.117.831.201 39.433.405.824.736 
Beban Pembayaran Reimbursement PPN 216.520.542.309  424.290.825.638  
Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - 
Penggantian Bonus Produksi 

82.064.311.148  255.415.175.912  

Beban Diestimasi Reimbursement PPN dan 
Penggantian Bonus Produksi 

335.462.257.956 439.095.791.317 

Beban Diestimasi - PBB Panas Bumi 235.732.424.035 227.031.945.250 
Beban Penyesuaian Nilai Investasi 17.269.149.064.180 25.632.669.219.547 
Jumlah 59.257.426.487.116 79.829.317.279.532 
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Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan terutama pada

Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan, Beban Penyusutan lrigasi, dan Beban Penyusutan

Peralatan dan Mesin.

E.2.1.2.14 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 201 9 adalah sebesar Rpl 3.323.942.968.065. Nilai

tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.144.618.521.482 atau minus 45,55 persen

dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp24.468.561.489.547. Beban Penyisihan Piutang Tak

Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2019.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

SK No 047714 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin  62.600.232.488.375 56.063.855.416.809 

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU  72.321.600  - 
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan  13.351.596.641.309 7.775.829.859.799 
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan  90.457.968.883.373  41.079.673.570.825  
Beban Penyusutan Irigasi  34.388.148.666.323 8.769.015.107.863 
Beban Penyusutan Jaringan  2.053.072.972.453  1.811.637.508.046  
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya  1.415.556.923.775 1.240.398.161.993 
Beban Amortisasi Hak Cipta  1.839.528.986 1.970.621.901 
Beban Amortisasi Paten  15.139.312.402   11.365.450.298  
Beban Amortisasi Software  2.136.825.864.602   1.586.121.075.234  
Beban Amortisasi Lisensi  360.106.409.418   274.026.136.330  
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya   365.001.156.398   297.121.407.251  
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak 
Digunakan dalam Operasional Pemerintahan 

 8.564.924.672   6.683.119.444  

Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga  238.718.117.918 124.289.345.137 
Beban Penyusutan Aset Lain-lain - (88.383.368) 
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak 
Digunakan dalam Operasional Pemerintah 

2.782.722.791.815 23.348.452.533.888 

Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama 

24.908.802.394.824 24.831.323.877.527 

Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA  4.424.901.690   3.170.941.883  
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina  2.128.496.846.079   2.134.114.441.323  
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari 
Kontraktor PKP2B 

2.207.368.946.572  2.684.647.299.307  

Beban Penyusutan Aset Idle yang Sudah 
Diserahkan ke DJKN 

 386.575.300   437.351.106  

Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN  2.662.175.313   2.591.719.536  
Jumlah 239.427.708.843.197 172.046.636.562.132 
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Penurunan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang signifikan pada Tahun 2019 terdapat pada

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya antara lain berupa Beban Penyisihan

Piutang pada Pengelola Aset BLBI pada BA BUN Transaksi Khusus (999.99), Beban Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP terutama pada Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral, Kementerian Komunikasi dan lnformatika, dan Kejaksaan Agung Republik lndonesia, dan

SK No 047713 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh 
Non Migas  

 8.452.216.908.344  4.523.829.453.402 

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPN   3.128.301.655.361   3.158.796.390.646  
Beban Penyisihan Piutang Piutang Tidak Tertagih - 
PPnBM  

 189.567.857.738   179.269.781.943  

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PBB 
dan BPHTB  

 3.019.753.754.794   961.719.364.713  

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai 
dan Bea Materai  

 9.471.191.328   76.050.814.202  

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak 
Lainnya  

 580.620.247.605   573.898.365.022  

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak 
Perdagangan Internasional 

 (22.344.717.168)  7.009.810.653  

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP  323.105.593.835  5.408.785.349.422  
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang 
Lainnya  

(1.018.188.531.727) 9.403.592.670.154 

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar 
Piutang Pemberian Pinjaman  

(1.823.598.864.031) (321.624.478.370) 

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar 
Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar 

(182.698.116.118) - 

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka 
Pendek Subsidi 

3.206.751.877 (1.395.591.788) 

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar 
Tagihan Penjualan Angsuran 

(48.575.983) (41.075.382) 

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar 
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 

(9.342.950.323) 22.518.884.888 

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar 
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 
BLU 

 7.693.847.543  (143.407) 

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari 
Kegiatan Operasional BLU  

53.445.540.072 133.543.204.403 

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang 
Kegiatan Operasional Lainnya BLU 

474.537.573.577 295.061.131.922 

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa 
BLU 

(511.075.744) 557.381.177 

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non 
Operasional Lainnya BLU 

36.782.669.499 129.375.581 

Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih 105.205.574.325 192.604.162.311 
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang 
- Tagihan Penjualan Angsuran 

(11.430.425) (95.984.813) 

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang 
– TP/TGR 

19.302.940.938 (82.110.074.750) 

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang 
– TP/TGR BLU 

 (4.688.169)  (56.209.583) 

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang 
- Piutang Jangka Panjang Lainnya 

(22.520.189.083) (63.481.092.799) 

Jumlah 13.323.942.968.065 24.468.561.489.547 
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Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman terutama

berupa Beban Penyisihan Piutang - Bagian Lancar Penerusan Pinjaman dan Beban Penyisihan

Piutang - Piutang Bunga Penerusan Pinjaman pada BA BUN Pengelola Penerusan Pinjaman

(999.04).

E.2.2 KEGIATAN NON OPERASIONAI-

Surplusl(Defisit) Kegiatan Non 0perasional selama periode Tahun 2019 sebesar

Rp4.658.347.803.268 yang menandakan surplus. Surplus kegiatan non operasional tersebut

berasal dari defisit pelepasan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka

panlang, dan surplus kegiatan non operasional lainnya. Dibandingkan dengan Surplus/

(DefisitlKegiatan Non OperasionalTahun 2018 sebesar minus Rp145.291.236.291.926, nilai

tersebut mengalami perubahan sebesar Rp149.949.584.095.194. Pos Surplus/(Defisitldari

Kegiatan Non 0perasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan

merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E.2.2.1 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non [ancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2019 sebesar Rp5.895.868.020.65,l.

Defisit ininaik sebesar Rp1.365.842.623.778 atau 30,15 persen dariTahun 2018 yaitu sebesar

Rp4.530.025.396.873. 0efisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan

Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp480.763.876.297 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar

sebesar Rp6.376.63 1 .896.948.

E.2.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non [ancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2019 adalah sebesar

8p480.763.876.297. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp88.489.352 .764 atau22,56

persen dibandingkan Tahun 201 8 sebesar Rp392.274.523.533.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari K/L yaitu ketika pendapatan yang

diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai huku aset non lancar yang dilepas.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

SK No 047712 A

(dalam rupiah)
Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun  2018 (Audited) 

Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan 
Bangunan 

 3.948.035.294  5.711.186.853 

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 111.118.368.021  76.064.406.719  
Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah 
Negara Golongan III 

 196.870.000   9.327.477.116  

Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung 
dan Bangunan 

-  135.365.000  

Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan 
Mesin 

-  7.130.000  

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 
Lainnya 

 209.010.880.903  226.000.424.634 

Pendapatan Pelepasan Aset 156.489.722.079 75.028.533.211 
Jumlah 480.763.876.297 392.274.523.533 



Beban

Pelepasan Aset

llon lancar
frp437 triliun

Swplus/l0efisit

) Penyelesaian

Kewajiban Jk.

Panjang minus

frp378,08

niliar

Pendapatan

Penyehsaian

Kewajiban

Jangka Panjang

frpi,80 niliar.

PRESIDEN
REPUBLIK INEONESIA

-362-

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2019 terbesar terdapat pada Pendapatan dari

Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Pelepasan Aset, dan Pendapatan dari Penjualan

Peralatan dan Mesin.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dengan nilai signifikan terdapat pada Bendahara Umum

Negara (BA 999), Kementerian Keuangan, dan Komisi Pemilihan Umum.

E.2.2.1-2 Beban Pelepasan Aset Non [ancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2019 adalah sebesar

Rp6.376.631.896.948. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.454.331 .976.542 atau 29,55

persen dibanding Tahun 2018 sebesar Rp4.922.299.920.406.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non

Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya) karena satuan kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar

kepada pihak lain, seperti masyarakat, pemerintah daerah dan pihak lainnya, maupun karena

kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset Non Lancar tersebut dapat berupa penghapusan,

penjualan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan penggunaan/konsumsi aset/material persediaan di

KKKS untuk operasional hulu migas. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2019 dan Tahun

2018 adalah sebagai berikut.

Beban Pelepasan Aset Non lancar terdapat pada Kementerian/Lembaga sebesar

RpS.743.685.359.256 dan pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp632.946.537.692. Beban

Pelepasan Aset Non lancar paling signifikan terdapat pada Kementerian Perhubungan, Kementerian

Pertahanan, dan Kementerian Kesehatan.

8.2.2.2 Surplusl(Def isit) Penyelesaian Kewajiba n Ja n gka Pa njan g

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 201 9 adalah sebesar Rp378.083.000.000.

Defisit ini naik sebesar Rp375.295.500.000 atau 13.463,52 persen dibandingkan defisit Tahun

2018 sebesar Rp2.787.500.000. Defisit tersebut berasaldariBA BUN 999.01. Surplus/(Defisit)

tersebut terkait Pembayaran loss on Bond Redenptiod0ebt Switching SBN atau Pembelian

Kembali 0bligasi Negara.

8.2.2.2.1 Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang selama periode Tahun 2019 adalah sebesar

8p5.807.000.000. Pendapatan ini naik sebesar Rp5.807.000.000 dibanding Tahun 2018 sebesar

BpO. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan sebagai akibat pembelian kembali obligasinegara jangka panjang.

SK No 047711 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun  2018 (Audited) 
Beban Kerugian Pelepasan Aset 6.376.631.896.948 4.922.299.920.406 
Jumlah 6.376.631.896.948 4.922.299.920.406 
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E.2.2.2.2 Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2019 adalah sebesar Rp383.890.000.000.

Beban ini naik sebesar Rp38 1 .1 02.500.000 atau I 3.67 1 ,84 persen dibanding Tahun 20 1 8 sebesar

Rp2.787.500.000. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang berasal dari BA BUN 999.01

yang terkait dengan beban pembelian kembali obligasi negara/Pembayann loss on Bond

Redenp tion/deb t s wi tc hin g SBN.

E.2.2.3 Surplusl(Defisit) dari Kegiatan Non 0perasional [ainnya

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non 0perasional Lainnya Tahun 2019 adalah sebesar

Rp10.932.298.823.919 yang menandakan surplus. Nilai tersebut mengalami perubahan sebesar

Rp151.690.722.218.972 dibandingkan surplusl(defisit)dari Kegiatan Non 0perasional Lainnya

Tahun 201 8 yaitu sebesar minus Rp140.758.423.395.053. Surplus dari Kegiatan Non 0perasional

Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar

Rp125.751.731.865.679 dan Beban dari Kegiatan Non 0perasional Lainnya sebesar

Rp1 1 4.8 1 9.433.041.760.

E.2.2.3.1 Pendairatan dari Kegiatan Non 0perasionat [ainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non 0perasional Lainnya pada Tahun 2019 adalah sebesar

Rp125.751.731.865.679. Nilai tersebut naik sebesar Rp65.907.984.669.356 atau 110,13

persen dibanding Tahun 2018 sebesar Rp59.843.747.196.323. Pendapatan dari Kegiatan Non

0perasional Lainnya tersebut berasal dari K/L dan BA BUN. Pendapatan dari Kegiatan Non

0perasional Lainnya pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Besarnya Pendapatan dari Kegiatan Non 0perasional Lainnya yang signifikan terdapat pada

Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya, dan

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan. Pendapatan dari Kegiatan Non 0perasional Lainnya

SK No 047710 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Pendapatan BLU Lainnya 60.296.406.733 41.441.438.303 
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi 
BMN 

4.950.810.289 314.568.800 

Pendapatan dari Selisih Kurs 12.531.024.709 206.060.348 
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara 

45.492.863.731 78.326.034.166 

Penerimaan Kembali Belanja Tahun 
Anggaran yang Lalu I 

5.239.509.424.727 2.333.080.777.546 

Penerimaan Kembali Belanja Tahun 
Anggaran yang Lalu II 

172.806.638.038 134.428.329.188 

Pendapatan Setoran Sisa Utang dari 
Pensiunan 

24.218.407.398 33.331.717.804 

Pendapatan Selisih Kurs yang Belum 
Terealisasi 

74.723.098.430.575  10.228.063.515.306  

Pendapatan Penyesuaian Lainnya 92.742.711.721 656.894.753.146 
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya 25.461.150.481.941  17.673.419.787.369  
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 19.914.934.665.817  28.664.240.214.347  
Jumlah 125.751.731.865.679 59.843.747.196.323 
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Tahun 201 I dengan nilai yang signifikan terdapat pada Bendahara Umum Negara (999). Kejaksaan

Agung Republik lndonesia, dan Kementerian Pertahanan.

Selisih kurs belum terealisasi merupakan perbedaan nilai mata uang antara tanggal transaksi dan

tanggal pelaporan. Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi yang paling signifikan berasal

dariBendahara Umum Negara (BA 999)sebesar Rp74.721.497.824.213 berupa selisih kurs atas

pinlaman dan selisih kurs atas SBN.

Pendapatan Perolehan Aset Lainnya yang paling signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara

(BA 999) sebesar Rp23.921.081.323.771 berupa penambahan pencatatan aset baru HBM, HBI

danTanahpadaKKKSper3l Desember2019sebesarRp22.754.495.453.155dan penambahan

pencatatan aset nontanah, aset baru dan kapitalisasi aset induk Aset PKP2B sebesar

Rp1.166.585.870.616.

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dengan nilai signifikan berasal dari Keiaksaan Agung

Republik.lndonesia, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, persentase peningkatan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang

signifikan terdapat Penerimaan Kemhali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I terutama pada

Penerimaan Kembali transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan

Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

E.2.2.3.2 Beban dari Kegiatan Non 0perasional [ainnya

Beban dari Kegiatan Non 0perasional Lainnya pada Tahun 201 I adalah sebesar

Rp114.819.433.041.760. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp85.782.737.549.616 atau

minus 42,76 persen dibandingkan Tahun 201 8 yaitu sebesar Rp200.602.1 70.591.376. Beban dari

Kegiatan Non 0perasional Lainnya pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

SK No 047709 A

Uraian Tahun 2019 (Audited) Tahun 2018 (Audited) 
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan 3.321.314.672 2.813.451.079 
Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke 
SP2D  

5.138.251.399 108.940.331.089 

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 10.334.914.070.220 25.981.938.354.598 
Beban Penggunaan Aset Lainnya yang 
Berkarakteristik Persediaan 

5.654.603.528.934 4.646.507.417.333 

Kerugian Persediaan Rusak/Usang dan 
Pembulatan 

458.037.177.476 168.777.433.477 

Beban Penghapusan Piutang TP/TGR 
Kementerian Lembaga 

 240.984.341  1.897.445.254 

Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi 5.889.071.283.348  111.584.564.231.171  
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi 
BLU 

 3.672.195.959   3.677.279.036  

Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya -  6.430.019.496  
Beban Penyesuaian Selisih Kurs 59.079.719.679 63.754.326.447 
Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional 
Lainnya 

92.411.354.515.746 58.032.870.302.399 

Pembulatan (14) (3) 
Jumlah 114.819.433.041.760 200.602.170.591.376 
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Penurunan yang signifikan pada Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2019

terdapat pada Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi dan Beban Penyesuaian Nilai

Persediaan. Beban dari Kegiatan Non 0perasional Lainnya tahun 201 I yang signifikan berasal dari

Bendahara Umum Negara (999), Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan.

Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp5.889.071.283.348 terdapat pada

Bendahara Umum Negara sebesar Rp4.967.033.658.8 1 0 dan pada Kementerian/Lembaga sebesar

Rp922.037.624.538.

Beban penyesuaian nilai persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan

metode harga perolehan terakhir. Beban penyesuaian nilai persediaan yang signifikan terdapat pada

Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.

Meskipun secara keseluruhan nilainya mengalami penurunan namun terdapat peningkatan yang

signifikan pada Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya. Beban Lain-lain pada

Kegiatan Non 0perasional Lainnya sebesar Rp92.41 1.354.51 5.746 antara lain berupa kekurangan

penerimaan PT Pertamina (Persero) atas penyaluran JBKP Non-Jamali Tahun 2018 sebesar

Rp1 5.537.073 .143.237 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-4301MK.02/2019 tanggal

28 Mei 2019 hal Penyampaian Kebilakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina

(Persero) sebagai akibat dari Penetapan harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium

Tahun 2018, kekurangan penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk sebagai akibat dari,penetapan

HargaJualEceranJBTMinyakSolarTahun20l8sebesarRp400.425.792.541 berdasarkanSurat

Menteri Keuangan Nomor S-58lMK.02t2020tanggal 27 Januari2020hal Penyampaian Kebijakan

Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk sebagai akibat dari Penetapan Harga

Jual Eceran JBT Minyak Solar Tahun 2018, kekurangan penerimaan PT PLN (Persero) akibat

penerapan tarif tenaga listrik pelanggan non-subsidi di bawah perhitungan laif adjustnentlahun

2018 sebesar Rp23.173.464.343.826 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-

611/MK.02/2019 tanggal 15 Agustus 2019 hal Kebijakan Pemerintah atas Penerapan Tarif

Tenaga Listrik Pelanggan Non-Subsidi di Bawah Perhitungan Tarif Adjustment Tahun 2018,

kekurangan penerimaan PT PLN (Persero akibat penerapan tarif tenaga listrik tahun 2019 sebesar

Rp22.253.517.129.274 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-360/MK.0212020 tanggal

6 Mei 2020 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat

Penerapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2019, kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero)

sebagai akibat dari penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun

2019 Rp30.864.175.990.750,00 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-

361/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020 hal Penyampaian Kehijakan Pengaturan Kekurangan

Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak

Solar dan JBKP Premium Tahun 2019, dan Beban dari satker Pengelola Piutang kepada Yayasan

Supersemar sebesar Rp182.698.1 16.1 18.

Selain itu, Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan sebesar

Rp5.654.603.528.934 adalah beban material persediaan yang digunakan oleh KKKS dalam

operasional hulu migas, termasuk penyesuaian akibat selisih kursnya.
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E.2.3 POS IUAR BIASA

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian

atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan

berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tidak terdapat Pos Luar Biasa pada Tahun 2019.

E.2.3.1 Pendapatan tuar Biasa

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan

merupakan operasi biasa Pemerintah Pusat, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada

di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat transaksi pendapatan luar biasa pada Tahun 201 9.

E.2.3.2 Beban luar Biasa

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan

operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh

Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat transaksi beban luar biasa pada Tahun 20'19

Eeban luar
Biasa ffpO
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F. PENJETASAN ATAS POS.POS TAPORAN ABUS KAS

F.1. IKHTISAR I.APOBAiI ABUS KAS

F.I.1 SAIDO AWAI KAS

Saldo AwalKas per 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp240.152.602.171.525, yang merupakan saldo

akhir kas per 31 Desember 2018. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas TA 2018 sebesar

Rp208.506.122.640.283, Saldo Awal Kas TA 2019 mengalami kenaikan sebesar

Rp3 1 .646.479 .531.242.

Rincian Saldo Awal Kas adalah sebagai berikut (dalam Rp).

F.1,2 KENAIKAN (PENUBUTI|AN) KAS

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 20 1 I dan TA 20 1 8 adalah

sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAadited
Kenaikan (penurunan) Kas dail Aktivitas 0perasi t171 .158.277 .117 .4621 (85.606.836.614.663)

Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas

lnvestasi (225.929.1 3s.037.52 r ) (245. 1 32.3 1 3.37 2.3201

Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan 450.485.r 96.418.840 366.988.807.449.803

Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris t41.425.M0.178.3821 (5.378.953.624.562)

Penggunaan SAL ") (1 s.000.000.00q:900)
(1.647 .087 .428.5771Koreksi Pembukuant*) 775.775.692.984

I(enaikan (pcnurunan) Kas Setclah Korcksi (4.674.943.343.r 02) 3 t.646.479.53 t.242

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas disajikan dalam Grafik 31

Kenaikan

lPenurunanl Kas

sebesar frp4,07
triliun

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAudited
Saldo Awal Kas:

Kas BUN di Bl 1 14.834.181.946.1 10 91.287.53 1.283.1 85

Kas di KPPN 5.127.777.217.073 2.282.077.569.283

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya 5.85 r .939.714.224 3.905.763.6r 6.742

Kas Transitoris (472t

Kas Escrow

Kas pada BLU yang telah disahkan

58.601.172.61 1.021 65.2r r.736.255.835

40.984.51 9.890.38355.01 0.642.052.353

Kas Hibah Lanssuno KIL yang telah disahkan 726.888.630.744 4.834.494.025.327

Saldo Awal Kas 240.152.602.171.525 208.506.r 22.640.283
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*) 
Penggunaan SAL sebesar Rpl 5.000.000.000.000.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019, pasal 23 ayat
(1)disebutkan bahwa dalam halanggaran dipukirakan defisit melampaui target yang ditetapkan

dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau

penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 40 UU Nomor 12 Tahun

2018 tersebut, Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup

kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL

untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun

anggaran berikutnya.

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun

berjalan sebesar Rp15.000.000.000.000. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber

penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai fiscal buffer untuk membiayai defisit serta
pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2019.

**) Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp1.647.087.428.577, dengan rincian sebagaiberikut.

No Uraian Jumlah (Bp)

I Koreksi SILPA ( 1 .337.580.362.637)

2. Selisih Kurs Belum Terealisasi lUnrealized) (69.21 8.984.0s71

3. Akumulasi Koreksi Pembukuan (240.288.081 .883)

Total Koreksi Pembukuan (1.647.087.428.577l,

Koreksi Pembukuan terdiri dari:

1. Koreksi SILPA sebesar minus Rp1.337.580.362.637 terdiri dari pengembalian atas

pendapatan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar minus Rp393.879.449.283 serta

penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau penrindahbukuan

antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA sebesar minus

Rp943.700.913.354. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi

pengembalian Pendapatan senilai minus Rp360.522.973.854 dan transaksi pengembalian

Hibah senilai minus Rp33.35 6.47 5.429.
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2. Selisih Kurs Belum Terealisasi (Unrealized) sebesar minus Rp69.218.984.057 merupakan

penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan/kerugian selisih kurs yang belum

terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.

3. Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp240.288.081.883, terdiri dari:

a. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp62.087.570.751 terdapat pada KPPN sebagai berikut.

ir0 KPPttl Jumlah (Rpl

1

2

KPPN PEKANBARU (()(]8}

KPPN PADANG I()lO)

11.423.761.0171

{256.164.234}

266.465.000

s6.558.253

3 KPPN BUKITTINGGI (01 I }

4 KPPN BAiIDAR LAMPUNG (017)

5 KPPN JAKARTA II (019) (50.609.588.6971

6

7

KPPN SURAKARTA IO28)

KPPN PURWOKERT() (029}

(395.810.000)

395.81 0.000

2.1 46.350.558

r.000

1.1 58.652.908

8 KPPN DE]IIPASAR (II37)

I KPPN KUPANG (039}

10 KPPN P01'TTIANAK (042)

11 KPPN SAMARINDA (046} (1 7.802.979.908)

12

13

14

KPPN MAI'IAD0 (049)

KPPN AMBON (061)

KPPN BAiIOUNG II (095)

2.788294.715

1.540.597-405

8.003.266

(62.087.s70.75r l

b. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp9.921.980.606 terdapat pada KPPN sebagai

berikut.

tlt0 KPPITI Jumlah{Bp}

1

2

3

KPPI{ JAMBI(012}

KPPN MAKASSAR I (054}

KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (140)

(2.533.660.000)

(5.4S0.714.082)

(238.918.969)

4 KPPtrt JAKARTA Vt (175) (1.658.687.555)

(9.921.980.606)

c. Koreksi Kas di BUN merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka

pengembalian (refund penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL di KPPN

Khusus Pinlaman dan Hibah sebesar minus Rp168.278.530.526.

I.1.3 SATDO AKHIB KAS DAN SETABA KAS

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp208.962.960.718.114

merupakan kas Pemirintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas

pemerintah tahun berikutnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian TA 20tg lAuditedt TA 2018 lAuditedt

Saldo Akhir Kasrl 235.477.658.828.423 240.152.602.171.525

Kas di Bendahara

Kas di Bendahara Penerimaan

234.188.766.627

166.170.010.917

285.r 50.273.469

92.280.796.378

Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang

sudah Disahkan 2) 3.956.502.008.861 2.9r 1.840.057.154

Kas pada BLU yang Belum Disahkan 3) (3.932.640)
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') Saldo Akhir Kas sebesar Rp235.477.658.828.423 merupakan saldo awal kas ditambah dengan

kenaikan (penurunan) kas setelah koreksi pada periode TA 2019, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAuditedt

Rekeninq Kas BUN di Bl r51.409.014.474.516 114.834.181.946.r 10

Rekenins Kas di KPPN 2.891.1 1S.214.103 5.127.777.217.073

Kas di BLU vano Sudah Disahkan 56.554.1 99.281 .529 55.01 0.642.052.353

Hibah Lanssuns K/L yans Sudah Disahkan 1 .634.561 .936.239

2.934.993.297.01 6

20.053.770.625.020

726.888.630.744

5.851.939.114.224Saldo Akhir Kas Rekening Pemerintah Lainnya

Saldo Akhir Kas Transitoris

Saldo Akhir Aset Lainnva (Kas Rekeninq Escrou,l 58.601.172.6r 1.021

Jumlah 235.477.658.828.423 240.152.602.171 .525

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2019 sebesar Rp56.554.199.281.529 terntasuk Kas yang

didepositokan (investasi jangka pendek BLU) sebesar Rp1 0.8 1 7.836.834.384 oleh Satker BLU.

2) Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp3.956.502.008.861

berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp5.591.063.945.1 00 dikurangi dengan Kas daii Hibah

Langsung Kementerian/Lembaga yang sudah disahkan sebesar Rp1.634.561.936.239.

3) Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar minus Rp3.932.640, dengan perhitungan sebagai

berikut.

Uraian TA 2019 lAuditedt TA 2018 lAudited
Total Kas pada BLU menurut KIL 45.736.358.5 r 4.505 48.795. r 52.993.77 r

Ditambah:

6.21 5.489.058.582

Kas pada BLU yang telah Didepositokan

(lnvestasi Jangka Pendek) 10.8 r 7.836.834.384

56.554. r 95.348.889 55.0r 0.642.052.353

55.01 0.642.052.353

Dikurangi:

Kas pada BLU yans telah disahkan KPPN 56.554.1 99.28 1.529

Kas pada BLU yang belum disahkan {3.932.640)

a) Saldo Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp20.053.170.625.020 merupakan

Saldo Kas Rekening Escrow yang pada Neraca LKPP disajikan dalam komponen Aset Lainnya

(bukan sebagai komponen Kas dan Setara Kas).

5) Kas Transito (Kiriman Uang) merupakan total selisih kiriman uang TA 2019. dengan rincian sebagai

berikut.

Uraian TA 201S lAudited
K q&!!ml,q4sitq_(Ne1a1ql _
Kas Transitoris (LAK)

52.495.330

Kas Transito (Kiriman Uangl 52.495.330

Kas pada BLU yang telah Didepositokan (lnvestasi

Janska Pendek BLU) (1 0.81 7.836.834.384) (6.21 5.489.058.582)

KaslDana Yang Dibatasi Penggunaannya (Aset

Lainnya) 
a) (20.053.770.625.020) (58.601.172.61 1.021)

Kas Transito (Kiriman Uang) 
5) 52.495.330 465

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 208.962.960.718.1 14 178.625.211.62S.388
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F.2. PEITIJEIASAIU PEB POS TAPORA]II ABUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut.

F.2.1 ARUS KAS DARIAKTIVITAS OPEBASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas 0perasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi

pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa

yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk

kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2019. Arus Kas

Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar minus Rpi 71.158.277.117.462

dan minus Rp85.606.836.614.663, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAudited
Arus Kas Masuk l . 9 60.28 7. 5 5 2. 7 53.207 1 .S43.383.353. 1 70.059

Dikurangi Arus Kas Keluar 2.1 31.445.829.870.669 2.028.990.1 89.784.722

Arus Kas Bersih Aktivitas 0perasi ltl 1.158.27 7 .1 17 .4621 (85.606.836.6 1 4.663)

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar

Rp85.551.440.502.799 atau 99,94 persen dari TA 2018.

Dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2019 sebesar minus 8p171.158.277.117.462

menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah masih belum mencukupi untuk membiayai

seluruh kegiatan operasional pemerintah. Terdapat peningkatan arus kas masuk pada Tahun 2019

jika dibandingkan dengan Tahun 2018 disebabkan peningkatan realisasi penerimaan negara. Namun

demikian, arus kas keluar masih lebih tinggi dibandingkan arus kas masuk yang disebabkan oleh

tingginya belanla Pemerintah. Peningkatan belanja pemerintah terjadi terutama pada pos Belanla

Hibah sebagai akibat peningkatan belanla pemerintah dalam rangka untuk rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana.

F.2.1.1 Arus Kas Masuk

F.2.1.1.1 Penerimaan Perpalakan

Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan

sepanjang TA 2019 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpalakan. Penerimaan Perpalakan

TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp1.546.141.893.392.193 dan Rp1.518.789.777.151.030,

dengan rincian sebagai berikut.
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Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Perpalakan sebesar Rp27.352.116.241:163 atau

1,80 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Pajak Penghasilan

Non Migas. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar

Rp772.265.7 18.286.668 dan Rp749.977.029.683.808, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 20lS lAudited TA 2018 lAudited
Pendapatan PPh Migas

Pendapatan PPh Minyak Bumi

Gas Buni

Pendapatan PPh Migas Lainnya

24.493.086.993.337 26.549.508.906. r 06

34.654.705.206.760

2.522.61 9.831

38.1 r5.852.r20.909

33.784.424.907

Jumlah PendaDatan PPh Misas 59.1 50.31 4.81 9.928 64.699.145.451.922

lg@apat4lP! Ngn M

Pendapatan PPh Pasal 21 r 48.503.893.80 1 .1 99 1 34.914.657.190.069

_-Pendapatan PP! Pap4! 12_

Pendapatan PPh Pasal 22lmoor

21 .308.577.041.891

53.704.1 05.31 5.897

18.008.0r 5.831.134

54.723.505.867.454
PPh Pasal 23

_Lend.qq!qq!!! PasAl 2ll!9 0 r4ng E!a_( i

Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan

4?.582.956.281 .1 30

1.rj200.108.6!!J79
252.167 .838.904.327

39.739.21 7.5 I 0.968

9.406.726.317.202

252.131.439.879.614

Pendapatan PPh Pasal 26 46. r 38.482.953.287 50.638.032.804.063
Pendapatan PPh Final dan Fiskal LN 126.223.171 .183.087 115.462.608.241.234
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah 11.r53.510.635.628 10.1 1 r.755.590.449

1 4 r .924.999.699Pendapatan PPh Non Migas Lainnya r 32.758.651 .5 r 5

Jumlah Pendapatan PPh ilon Migas

Jumlah Pendapatan Pajak Penghasilan

71 3.1 1 5.403.466.740 685.277.884.23 r.886
772.265.718.286.668 749.977.029.683.808

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp22.288.688.602.860

alau2,97 persen dariTA 2018.

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAudited
Pendapatan Paiak Dalam ileqeri

Pendapatan Pajak Penghasilan 172.265.718.286.668 i49.977.029.683.808
Pendapatan Palak Pertan$ahan Nilai I sst.sn.z93.8ss.o3 r 537.267.909.259.264

Pendapatan Paiak Bumi dan Bangunan 2i.r45.900.040.486 1 9.444.9',1 3.884.758

Pendapatan BPHTB

Pendapatan Cukai 172.421.940.270.562
32.748.454

r 59.588.552.586.225

Pendapatan Pajak Lainnya 7.677.349.834.950 6.629.526.207.843

Jumlah Pendapatan Pajak Dalam [tlegeri 1.505.088.202 .287 .697 1.47 2.907 .964.3 7 0. 3 5 2

Pendapatan Pajak Perdagangan

lnternasional

Bea Masuk 37.526.98 1 .31 2.1 1 I 39.r 1 6.746.986.751

Bea Keluar 3.526.709.792.377 6.765.065.793.927

Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan

lnternasional 41.053.691.104.496 45.881.8 t 2.780.678
Penerimaan Perpaiakan 1.546" 141.893.392.193 1.518.1 89.77 7. 1 5 1.030
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F.2.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai TA 201 I dan TA 201 8 adalah sebesar

Rp531.577.293.855.031 dan Rp537.267.909.259.264, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 20tg lAudited TA 2018 lAudited
Pendapatan PPN Dalam Negeri 344.440.292.858.365 333.921 .320.457.564

Pendapatan PPN lmpor 17r.368.962.616.0r0 1 86.400. r 82.247.898

PendaDatan PPN Lainnya 162.38r.392.806 68.708.364.877

Pendapatan PPnBM Dalam Negeri 1 0.847.390.983.81 I
4.725.154.762.635

1 2.794.658.786.886

Pe1dqp44n PPnBIVI lmpor

Pendapatan PPnBM Lainnya

4.r 08.005.284.889

33.1 1 r.241.396 (24.965.882.850)

Jumlah Pendapatan PPil dan PPnBM 531.577.293.855.031 537.267.909.259.264

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar

RpS.690.615.404.233 atau 1,06 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar

Rp21.145.900.040.486 dan Rp19.444.913.884.758, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 201S lAudited TA 2018 lAudited
Pendapatan PBB Pedesaan 396.446.920

Perkebunan

Pendapatan PBB Kehutanan

2j186,75q.5q6J 51

487.201.065.05 r

2.1 88.577.469.904

756.237.733.965

Pendapatan PBB Pertambangan 3.477.736.065.334 1.718.416.162.627

Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan

Gas Bumi 14.250.S6r.673.7r 3

368.435.097.874

74.8 1 5.572.363

14.38 r .978.062.1 29

Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi 313.275.381.204

Pendaoatan PBB Lainnva 86.032.628.009

Jumlah Pendapatan PBB 2 1.1 45.900.040.486 1 9.444.S 1 3.884.758

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Palak Bumi dan Bangunan sebesar

Rp1.700.986.155.728 atau 8,75 persen dariTA 2018.

F.2.1.1.1.4 Pendaparan BPHTB

Pada TA 2019 tidak terdapat transaksi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPTHB). Sedangkan pada TA 2018 adalah sebesar Rp32.748.454.

Pendapatan Cukai

sebesar Rp I 7242
triliun

F.2.1.1.1.5 Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp172.421.940.270.562 dan

Rp 1 59.588.5 5 2.586.225, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAuditedt TA 2018 lAadited
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 1 64.872.445.405.658 152.941.410.762.377

Pendag4ql kohol

Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl

Alkohol

Pendapatan Denda Administrasi Cukai

122.528.191.000

7.338.51 0.818.070

73.182.280.071

1 39.235.597.580

6.U 8.77,U,Q9:ZQ0

76.696.556.557

n Cukai

Jumlah Pendapatan Gukai

15.273.575.763 r 2.434.499.95 r

172.421.940.270.562 I 5S.588.552.586.225
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Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Cukai sebesar Rp12.833.387.684.337 atau 8,04

persen dari TA 2018.

F.2.1.1.1.6 Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Palak Lainnya pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp7.677.349.834.950 dan

Rp6.629.526.207.843, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAudited TA 20tg lAudited
Pendapatan dari Peniualan Benda Materai 5.598.023.951 .809 5.455.839.042.895

Pendapatan PPn Batubara 538.680.322.1 82 656.409.788.263

Pendapatan Paiak Tidak Langsung Lainnrla 75.490.463.210 27.615.845.263

Pendapatan Bunoa Penagihan Paiak:

Pendapatan Bunga Penagihan PPh 655.039.379.502 (1 4.087.087.862)
- Pendapatan Bunga Penagihan PPN _- Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM

589.923.7r 2.3r 1 499.442.551 .458

220.033.197.452 r .l 66.073.449

Pendapatan Bunga Penagihan PTLL 1 58.808.484 3.1 39.994.377

Jumlah Pendapatan Pajal lainnya 7.677.343.834.950 6.629.526.207.843

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp1.047.823.627.107 atau

15,81 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.1.7 Pendapatan Pajak Perdagangan lnternasional

Pendapatan Pajak Perdagangan lnternasional TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar

Rp41.053.691.104.496 dan Rp45.881.812.780.678, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAudited
Bea Masuk

Pendapatan Bea Masuk 34.824.420.858.209 37.407.985.838.439
Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah

atas Hibah (SPM NihilI 743.750

Pendapatan Denda Administrasi Pabean 682.054.914.763

589.890.1 7 1 .268

274.1 34.580.8 I 0

625.126.712.146Pendapatan Bea Masuk dalam rangka KITE

Denda Atas Sanksi Administrasi Dari

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang

Tertentu Yang Pengangkutannya di Dalam

Daerah Pabean (Antar Pulaul 19.682.000

_lgq!p,atan BM - DTP

Pendapatan Pabean Lainnya

354.326.302.000

29.077.858.500

370.614.635.480

r 1.675.8r5.285

247.390.857.841Pendapatan Bea Masuk Antidumping 308.468.786.790

Pendapalan Bea Masuk lmbalan 22.1 0 1 .000 44.227.000

Pendapatan Bea Masuk_Ti4{a!qn Pelggg4an
Jumlah Pendapatan Baa Masuk

738.720.3 1 9.589 1 79.753.894.000

37.526.981.312.1 19 39.1 16.746.986.751
Pcndapatan Bea Xeluar

3.526.335.855.946

373.535.431

6.763.96 r .349.944

1.079.891.983

atan Bea

tan Denda Administrasi Bea Keluar

an Eqlga 9-ee Kelua

Jumlah n Bea Keluar

401.000 24.552.000

3.525.709.792.377 6.765.065.793.927
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan

lnternasional 41.053.69 r.104.496 45.881.812.780.678
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0engan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Perdagangan lnternasional sebesar

Rp4.828.121 .676.182 atau 10,52 persen dariTA 2018.

F.2.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Paiak (PNBP) berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam

bentuk Penerimaan dari Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, PNBP

Lainnya dan Pendapatan BLU dikurangi dengan pengembalian PNBP. Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp408.648.315.368.093 dan

Rp409.028.7 1 5.7 7 9.7 09, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 201S lAudited TA 2018 lAudited
Pendaoatan Sumber Dava Alam 1 54.895.286.766.287 1 80.592.649.823.64 r

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan 80.726.1 r 9.206.790 45.060.52 r .375.969

Pendapatan PNBP Lainnya 1 24.1 57.596.399.650 128.282.486.329.481

Pendapatan Badan Layanan Umum 48.869.31 2.995.366 55.093.058.250.6 r 8

Jumlah PNBP 408.648.3 r 5.368.093 409.028.71 5.779.709

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar

Rp380.400.41 1.616 atau 0,09 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam.

Pendapatan Sumber Daya Alam TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp154.895.286.766.287

dan Rp 1 80.59 2.649.823.641, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAuditedt TA 2018 lAudited
Pendapatan Mi Bumi

Bumi

Pendapatan Pertambangan Umum

83.622.340.876.020

37.467.520.404.392

26.343.691 .80 I .600

1 01 .486.695.31 5.900

41 .302.55 r.779.459

30.31 3.666.62 r .680

Pendapatan Kehutanan 5.007.257.006.1 49 4.760.407.698.602

Pendapatan Perikanan 52 r .936.21 5.435 448.75 1 .885.603

Pendapatan Pertambangan Panas Bumi 1 .932.540.462.691 2.280.576.522.397

Jumlah Pendapatan Sumbcr Daya Alam 154.895.286.766.287 1 80.592.649.823.641

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar

Rp25.697.363.057.354 atau 14,23 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan penerimaan laba yang diperoleh

pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang

ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Kekayaan Negara Dipisahkan.

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar

Rp80.726.1 19.206.790 dan Rp45.060.521.375.969, dengan rincian sebagai berikut.
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Uraian TA 201S lAudited TA 2018 lAudited
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah

Kementerian BUMN

Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di

Bawah Kementerian Keuangan

49.773.695.752.482

860.51 s.629.605

44.602.870.375.969

457.65 1 .000.000

Pendapatan dari Surplus Bank lndonesia 30.091 .907.824.703

Jumlah Pendapatan !(ltlD 80.726.1 1 9.206.790 45.060.521.375.969

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar

Rp35.665.597.830.821 atau 79,'15 persen dariTA 20'18.

F.2.1.1.2.3 Pendapatan PNBP Lainnya

Pendapatan PNBP Lainnya pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp124.157.596.399.650

dan Rp128.282.486.329.481, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAuditcd
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan 795.220.944 55.663.300.1 8S

Pendapatan dari Penjualan, Pengalolaan BMN, luran

Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi 32.083.1 00.353.355 46.946.552.039.286

&qqlpglsq4lrrLslrllLdq &ry[4 a] !l!!q'!
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan

Pendaoatan Pendidikan, Budaya Riset dan Teknoloqi

1 8.366.375.054.747

6.728.386.64_6-.!2_r_

5.229.029.641.870

17 .168.170.773.554

7.421.052.335.146

4.763.894.209.734

Pendapatan Jasa Transponasi, Komunikasi dan

lnformatika 25.903.218.006.612 23.950.487.055.396

lg1tdap{q Jasa Leqrlya

Pendapatan Bunga, Pengelolaan neteningF;banran
dan Pengelolaan Keuangan

42S.902.21 6.89q

1 9.333.882.339.344

9r 0.056.355.732

1 1.1 53.269.856.791

PendaDatan Denda 614.389.891.1 75 61 1.724.687.653

Pendapatan Lain-lain 15.468.517 .028.292 14.701.615.716.000

Jumlah PttlBP Lainnya r 24.t 57.536.399.650 128.282.486.329.481

Oengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp4.124.889.929.831

atau3,22 persen dariTA 2018.

F.2.1.1.2.1 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar

Rp48.869.312.995.366 dan Rp55.093.058.250.618, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 20lg lAudited TA 2018 lAuditcd
Pendapatan Jasa Layanan Umum 40.698.1 44.354.523 48.813.837.1 34.982

Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum 1 54.843.013.918 90.948.1 65.044

PendaDatan Hasil Keria Sama BLU 855.074.995.2 1 I r .556.582.772.589

Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari

Entitas Pemerintah Pusal

Pendapatan BIU Lainnya

328.485.663.1 04 235.873.71 3.666

6.832.764.968.602 4.395.816.464.337

Jumlah Pcndapatan BIU 48.86S.3 r 2.995.366 55.093.058.250.61 8

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan BLU sebesar Rp6.223.745.255.252 atau 11,30

persen dari TA 2018.
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F.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Laporan Arus Kas merupakan penerimaan negara yang berasal dari

sumhangan dalam negeri perorangan, lembagalbadan usaha dan hibah dalam negeri lainnya dalam

bentuk uang atau yang dipersamakan. Selain itu, pendapatan hibah pada Laporan Arus Kas luga

berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral, hibah luar negeri lainnya dalam bentuk uang

atau yang dipersamakan. Pendapatan Hibah pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar

Rp5.497.343.992.921 dan Rp15.564.860.239.320, dengan rincian sebagaiberikut.

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Hibah sebesar Rp10.067.516.246.399 atau

64,68 persen dari TA 2018.

F.2.1.2 Arus Kas Keluar

t.2.1.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang,

yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai

imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang

berkaitan dengan pembentukan modal. Belanla Pegawai pada TA 201 9 dan TA 201 8 adalah sebesar

Rp376.074.259.852.61 I dan Rp346.890.764.906.966, dengan rincian sebagai berikul.

Uraian TA 2019 lAadited TA 2018 lAudited
Belanja Gaii dan Tuniansan PNS 85.321.262.53 1.959 88.759.526.678.607

Belania Gaii dan Tuniansan TNllPolri 61 .403.644.284.678 59.261.582.322.441

Belania Gaii dan Tuniansan Peiabat Neoara 1.01 1.570.524.S56

66.695.423.253

687.701.259.485

Belania Gaii Dokter PTT 143.441.868.160

Belania Gaii dan Tuniangan Pegawai Non PNS 15.785.948.877 .732 7.81 6.083.083.145

Belania Honorarium r .876.741 .556.492

723.295.487.788

1.715.507 .347.718

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pcgawai Transito

736.748.654.321

7 1 .842.863.4S6.64383.006.573.420.266

119.482.270.828.040Belania Pensiun dan Uang Tunqgu 110.214.8r r.345.869

Uraian TA 2019 lAuditcd TA 2018 lAadited
Pcndapatan Hibah Dalam ltlescri

Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang -
Perorangan

Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang

LembagalBadan Usaha

65.693.597.291

292.430.943.086

9.076.264.000

339.r 56.572.926

Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang

Pemerintah Daerah 3.312.864.6r 2.302 12.814.628.074.896

Pendaoatan Hibah Dalam ltleqeri Lanssuns Bentuk Uan0 - Lainnya 2.089.r 80.000 r 5.324.680.000

3.673.078.332.679 1 3.1 78.r 85.591.822

Pendapatan Hibah Iuar ilegeri
Hibah Luar - Tcrencana

Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Bilateral 284.221.022.174 202.952.271.644

Pendaoatan Hibah Luar Negeri - Terencana Multilateral 305.01 6.747.985 215.422.323.945

Pendaoatan Hibah Luar Neoeri - Terencana Lainnya 2.434.194.125

Pandapatan Hibah Iuar llegeri - [angsung Bentuk Uang

Pendaoatan Hibah Luar Neseri - lanqsunq Bentuk Uans Bilateral 686.083.404.3r 7 1.527 .744.362.454

Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang

Multilateral 514.852.423.425 347.385.546.650

Pendapatan Hibah Luar Negeri - [angsung Bentuk Uang Lainnya 31.657.868.21 6 93.1 70.142.805

Jumlah Pcndaoatan Hihah Iuar ilcqcri 1.824.265.660.242 2.386.674.647.498

Jumlah Pendapatan Hibah 5.497.343.992.92 r 1 5.564.860.23S.320
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! e.Egal1lfa1Ef !g!e.h et a n 7.396.256.S 1 7.455

Total 376.07{.259.852.61 I
5.7 1 2.498.850.57 1

346.890.764.906.966

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp29.183.494.945.653 atau 8,41

persen dari TA 2018.

F.2.1.2.2 Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang Oan Jasa merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian

barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan

barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Belanja Barang Dan Jasa

pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp334.418.207.630.784 dan

Rp347.468.335.1 1 0.569, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAuditcd TA 2018 lAuditedt

Belania Barang 1 31 .972.860.461 .463 1 38.091.08r.423.936

Belania Jasa 32.584.478.436.045 35.722.99S.51 9.1 82

Belanja Pefalanan

Belanja Badan Layanaq Umum_

Belanja Barang Untuk 0iserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda

36.1 34.531l:2g.4gg
44.705.074.91 8.849

41.238.01 5.097.725

47 .183.247 .474.204

38.1 80.996.840.773

42.692.r 24.890.095

36.71 8.290.r 73.038

56.062.842.263.545

Jumlah Bclania Baranq 334.41 8.207.630.784 347.468.335.1 1 0.569

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp13.050.127.479.785

atau 3,76 persen dari TA 2018.

t.2.1.2.3 Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanla Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban

penggunaan pokok utang loutstanding principafi, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri

yang dihitung berdasarkan posisi pinlaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja

Pembayaran Bunga Utang TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp275.521.165.410.219 dan

Rp257.952.028.141.279.Oengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga Utang

sebesar Rp17.569.137.268.940 atau 6,81 persen dari TA 2018.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam

Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) adalah sebesar Rp254.075.967.998.852 dan

Rp21 .t145.1 97.41 1 .367 dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam lUegeri

Belanla Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban

lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda

berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri TA 2019 dan TA 2018

adalah sebesar Rp254.075.967.998.852 dan Rp238.432.114.086.482, dengan rincian sebagai

berikut.
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Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAudited

562.706.663.882 390.855.637.1 93

200.9 r 5.665.461 .632

40.902.078.447.238

1 78.387.r 66.750.674

35.90 r.375.910.034

7.923.1 33.935.500

s83.890.000.000

3.388.493.490.600

r 8s86.695.721.500

2.787.500.000

4.763.232.567.081

254.075.967.998.852 238.432.114.086.482

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar

Rp15.643.853.9'12.370 atau 6,56 persen dari TA 2018.

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang luar ll|egeri

Belanla Pembayaran Bunga atas Utang Luar negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain

atas pinjaman program dan pinjaman proyek, Belanla Pembayaran Bunga atas Utang Luar negeri TA

2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp21.445.197.411.367 dan Rpl9.519.914.054.797, dengan

rincian sebagai berikut.

Uraian TA 201S lAadited TA 2018 lAudited
Belanja Bunga Pinjaman Program

Belania Bunga Piniaman Proyek

r r.653.996.532.0s5

9.790.711.282.574

9.593.734.945-579

9.925.6r 5.r 00.850

Belania Pembayaran Biaya Transfer Piniaman LN 489.596.738 564.008.368

Jumlah Pembavaran Bunoa atas Utanq [N 21.445.197.411.367 19.5t 9.914.054.797

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar

Rp1.925.283.356.570 atau 9,86 persen dari TA 2018.

t.2.1 .2.4 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang

memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup

orang banyak, sehingga harga lual terlangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi TA 2019 dan TA

2018 adalah sebesar Rp201.802.566.846.1'11 dan Rp216.883.304.115.301, dengan rincian

sebagai berikut.

Uraian IA 2019 lAuditcd TA 2018 lAuditcd
Bclania Subsidi Perusahaan ilcqara

.Belania-Subsidi Lembaga I'lon-fcUgq1{ ; _EE[! _ _
Belanja Subsidi lembaga Non-Kcuangan.Non BBM

Belania Subsidi ltlon BBM - Harga Biaya

Belania Sublidi NqqEQlr: P4at
Belania Subsidi Lemba0a Non-Kcuangan - PS0

84.209.349.146.01 7

86.974.766.558.944

11-507.85e.80-a3qL
4.r43.r r4.912.890

97.01 4.832.533.586

90.1 20.320.1 39.040

r 0.482.377.006.258

4.233.533.1 94.01 I
Jumlah Subsidi Perusahaan ilcgara r 86.835.090.420.r 57 20 t.85 1 .062.872.902

Balania Subsidi Pcrusahaan Swasta
Belanja Subsidi lembaga Keuangan 748.752.386.231 952.643.000.000

13.957 .637 .714.201

1 1 6.569.439.887

Belanja Subsidi - Bunga Kredit 14.162.727 .3?6.335

Belania Subsidi lmbal Jasa Peniaminan KUR dan Ris* Sharino 47.813.614.505

Belanja Subsidi Kredit Program ll 8.1 83.098.883 5.39r.088.31 1

Jumlah Bclania Subsidi Pcrusahaan Swasta I 4.967.476.425.954 15.032.241.242.399

Jumlah Bclanja Subsidi 20 r.802.566.846.r 1 r 216.883.304.1 r5.30r
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Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Subsidi sebesar Rp15.080.737.269.190 atau 6,95

persen dari TA 2018.

F.2.1.2.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain,

organisasi internasional, dan Pemerintah Daerah yang sifatnya tidak walib. Belanla Hibah TA 2019

dan TA 2018 adalah sebesar Rp6.476.205.662.045 dan Rp1.520.560.988.285, dengan rincian

sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAuditedt

Belania Hibah Keoada Pemerinlah Luar Neqeri 234.274.387.286

6.24r.52 1.667.087

54.481.623.000

Belania Hibah Kepada Pemerintah 0aerah 1 .465.98S.051 .764

Belania Hibah Lainnya 409.607.672 90.31 3.521

Jumlah Belanja Hibah 6.476.205.662.045 r.520.560.988.285

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Hihah sebesar Rp4.955.644.673.760 atau 325,91

persen dari TA 201 8.

t.2.1.2.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat

guna melindungidarikemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja Bantuan SosialTA 2019 dan TA

2018 adalah sebesar Rp112.480.254.777.629 dan Rp84.3'18.412.919.513, dengan rincian sebagai

berikut.

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp28.161.841.858.1 16 atau

33,40 persen dari TA 2018.

F.2.1-2.7 Belanja Lain-lain

Belanla Lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak

diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak

terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah.

Belanja Lain-lain pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp11.699.746.548.649 dan

Rp16.1 63.845.545.430, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAaditcdt IA 2018 lAudited
Belania Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 397.798.295.384 262.639.545.303

Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial 47 .125.306.212.971 36.1 30.093.800.799

Belania Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 2.827 .675.472.473 2.888.1 1 9.938.473

Belania Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial 34.703.408.078.000 1 9.077.82 1 .483.80 1

Belania Bantuan Sosial Untuk Penanq0ulan0an Kemiskinan 1 9.789.409.255.595 r 9.1 3 1.1 2 r.934.000

Belanjq Bantuan Srg!! U!!ql Pqnanqgulary9n !91q4a,
Jumlah Bclania Bantuan Sosial

7.632.657.463.206 6.828.61 6.21 7.1 37

112.480.254.777.629 84.318.412.9 r 9.5t 3

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAudited
Fiskal

Beras Pemerintah

Fee Bank/Pos

7.456.451 .880.000

2.405.131.757

502.666.3s0.000

571.552.261.391

5r 2.4r 3.r 99.000
Belania Jasa Pelayanan Perbendaharaan 1.429.584.114

53.91 7.840.896

1.252.847 .925
Belania Pembayaran Selisih Haroa Beras Buloq 24.554.426.786
Belqnja 

-0ng!os 
AngJut lqta_s PltllQis1ik f9{ lamq4lap'lq

Belania Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening

MiIiK BUN

114.840.522.275 5e.303.e06J4?

537.049.670.791635.037.508.667
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Dengan demikian, terdapat penurunan Belanla Lain-lain sebesar Rp4.464.098.996.781 atau 27,62

persen dari TA 2018.

F.2.1.2.8 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Palak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas

bagi hasil penerimaan palak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil

Pajak pada TA 201 I dan TA 2018 adalah sebesar Rp39.1 58.751.141.991 dan

Rp45.695.1 78.904.793, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian IA 2019 lAudited TA 20tB lAudited

Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan 22.073.087.555.530 29.991.687.612.756

Oana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

1 7.085.663.586.461 1 5.i03.491 .292.037

39.1 58.751.141.991 45.695.1 78.904.793

Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp6.536.427.762.802 atau

14,30 persen dari TA 2018.

t.2.1.2.9 Dana BagiHasilSumber Daya Alam

Dana Bigi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan

Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil SDA dalam TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar

Rp61.684.868 .346.770 dan 8p45.086.668.324.382, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAuditedt TA 2018 lAuditcd

Dana Bagi Hasil-SDA Minyak Bumi 15.2r 9.315.833.056 1 3.265.21 6.482.401

Dana Bagi Hasil-SDA Gas Bumi

Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Umum

I 6.739.397.376.741

25.884.279.134.431

9.210.412.221.7 49

1 9.807.904.298.240

832.936.590.394

1.612.576.032.153

357.622.699.445

Dana Bagi Hasil .S0A Pertambangan Panas Bumi

Dana Bagi Hasil .S0A Kehutanan

Dana Bagi Hasil Perikanan

1.372.588.054.1 73

2.1 1 9.085.885.757

350.202.062.61 2

Jumlah Dana Bagi Hasil SDA 6 r.684.868.346.770 45.086.668.324.382

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar

Rp16.598.200.022.388 atau 36,81 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.10 Dana Bagi Hasil Cukai

Dana Bagi Hasil Cukai merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas

bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil

Cukai pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp3.136.352.925.658 dan

Rp2.922.191.165.245. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Cukai sebesar

Rp214.161.760.413 atau 7,33 persen dariTA 20'18.

0ana Ragi Hasil

0ukai sebesar

frp3,13 triliun

2.354.1 03.751.706 2.354.553.853.345

10.2i6.4661000.000

22.826.732.841

r r.699.746.548.649 r 6.t 63.845.545.430

kurs terealisasiselisihLain-Lain
Lc{rjlqte!U!c!lyaBelania

Bglaljq!41!@ !r11ya
Jumlah Iain-lain
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F.2.1.2.11 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang

digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupatenlkota dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Dana Alokasi Umum pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar

Rp420.910.238.556.000 dan Rp401.489.579.649.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana

Alokasi Umum sebesar Rp19.420.658.907.000 atau 4,84 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.12 Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu

dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2019 dan TA 2018 adalah

sebesar Rp64.165.654.543.270 dan Rp58.149.298.269.245. Dengan demikian, terdapat kenaikan

Dana AlokasiKhusus Fisik sebesar Rp6.016.356.274.025 atau 10,35 persen dariTA 2018.

F.2.1.2.13 Dana 0tonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana [nsentif Daerah

Dana 0tonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus

suatu daerah. Penggunaan Dana 0tonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2001 tentang 0tonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah lstimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 0tonomi Khusus Bagi Provinsi

Papua. Dana Keistimewaan Daerah lstimewa Yogyakarta (DlY) adalah dana yang berasal dari bagian

anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DlY. Dana lnsentif Daerah adalah dana yang

dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk

memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Dana 0tonomi Khusus, Dana

Keistimewaan DIY dan Dana lnsentif Daerah pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar

Rp31.874.390.797.000 dan Rp29.290.333.186.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAuditcd TA 2018 lAudited
Dana Otonomi Khusus Aceh 8.357.471 .654.000 8.029.791 .593.000
qqla Qto1qq! $qs!!s Pelqq

Dana 0tonomi Khusus Papua Barat

8.674.676.695.000

3.947.794.959.000

8.020.854.1 15.000

4.008.937.478.000

0ana Keistimewaan Daerah lstimewa Yogyakarta 1 .200.000.000.000 1 .000.000.000.000

Dana lnsentif Daerah 9.694.447.489.000 8.230.750.000.000

Jumlah 3 t.874.390.797.000 29.290.333.1 86.000

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana 0tonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana

lnsentif Daerah sebesar Rp2.584.057.61 1.000 atau 8,82 persen dari TA 201 8.
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F.2.1.2.14 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam

melaksanakan kebilakan Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada TA 2019 dan TA

2018 adalah sebesar Rp122.229.018.352.925 dan Rpl15.300.279.949.439, dengan rincian

sebagai berikut.

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp6.928.738.403.486

atau 6,01 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.15 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk membantu Desa dalam melaksanakan pembangunan

di Desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa pada TA 2019 dan TA

2018 adalah sebesar Rp69.814.148.478.999 dan Rp59.859.408.609.275. Dengan demikian,

terdapat kenaikan Dana Desa sebesar Rp9.954.739.869.724 atau 16,63 persen dari TA 2018.

F.2.2 ARUS KAS DARIAKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari Aktivitas lnvestasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk

dalam setara kas. Aktivitas lnvestasi pada TA 2019 dan TA 20'18 adalah sebesar minus

Rp225.929.135.037.521 dan minus Rp245.132.313.372.320, dengan rincian sebagaiberikut.

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAudited
Arus Kas Masuk 2.677.421.193.017 1 .230.455.589.354

Dikurangi Arus Kas Keluar 228.606.556.230.538 246.362.768.961 .674

Arus Kas Bersih Aktivitas lnvestasi (225.929. 1 3 5.037 .521t (245. 1 3 2.3 1 3.37 2.3201

Dengan demikian, terdapat peningkatan Arus Kas Bersih dari Aktivitas lnvestasi sebesar

Rp19.203.178.334.799 atau 7,83 persen dari TA 2018. Hal ini memberikan informasi bahwa

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAudited
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPGI dan

Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus 53.979.069.01 7.265 56.743.822.61 7.1 93

Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri

Sipil Daerah 463.968.756.91 5 588.007.1 30.574

Dana Bantuan 0perasional Sekolah (B0S) 4S.200.273.626.885 44.367.35 r.93r.006
Dana Bantuan 0perasional Kesehatan (B0K),

Bantuan 0perasional Keluarga Berencana (B0KB).

dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah

(BLPS} r 2.052.644.554.1 56 9.207.778.308.894

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi. Usaha Kecil

Menengah. Ketenagakerjaan, Pelayanan

Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan

Kepariwisataan r.318.0r3.311.000 837.4r 5.359.881

Dana Bantuan 0perasional Penyelenggaraan (B0P)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan

Kesetaraan, dan Museum dan Taman Budaya 5.21 5.049.086.704 3.555.904.601 .891

Jumlah Dana Alokasi lftusus Non Fisik 122.229.018.352.925 1 1 5.300.279.949.439
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Pemerintah terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sumber

daya ekonomi berupa inlrastruktur/sarana/prasarana dan penguatan sektor BUMN.

F.2.2.1 Arus Kas Masuk

F.2.2.1.1 Pengelolaan dan Penjualan BMN

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Penerimaan dari

Penjualan Aset merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah,

gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset yang rusak atau berlebihan. Penerimaan

Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp346.030.832.782

dan Rp291 .523.708.737, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAudited
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 341.531.328.482 250.827.244.737

Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan

Negara dari Penqelola Barang 4.499.504.300 40.696.464.000

Jumlah Penerimaan Pengclolaan dan Penjualan

BMiI 346.030.832.782 291.523.708.137

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pengelolaan dan Penlualan BMN sebesar

Rp54.507.124.045 atau 18,70 persen dari TA 2018.

F.2.2.1.2 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Bestrukturisasi

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi merupakan penerimaan yang berasal dari

Penerimaan Hasil PenjualanlPenyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam

Likuidasi (BDL). Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2019 dan TA 2018

sebesar Rp179.982.155.162 dan Rp163.619.880.616, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAudited
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks

BPPN r 69.1 88.403.022 1 24.649.1 83.550

Penerimaan Hasil PenjualanlPenyelesaian Aset Bekas

Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) r 0.793.752. I 40 38.970.697.066

Jumlah Peniualan Aset Prooram Bestrukturisasi 1 79.982.r 55.t 62 163.6t 9.880.616

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Hasil Peniualan Aset Program Restrukturisasi

sebesar Rp16.362.274.546 atau 10,00 persen dari TA 2018.

F.2.2.1.3 Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2019 sebesar Rp1.376.096.205.074, sedang pada

TA 2018 tidak terdapat transaksi tersebut.

t.2.2.1.4 Penerimaan Cicilan Pokok lnvestasi Pemerintah

Penerimaan Cicilan Pokok lnvestasi Pemerintah merupakan penerimaan yang berasaldari Penerimaan

Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit lnvestasi Pemerintah. Penerimaan Cicilan Pokok lnvestasi

Pemerintah pada TA 201 I dan TA 201 8 adalah sebesar Rp775.31 1 .999.999 dan
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Rp775.312.000.001. Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Cicilan Pokok lnvestasi

Pemerintah sehesar Rp2 dari TA 2018.

F.2.2.2 Arus Kas Keluar

F.2.2.2.1 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang

memberi manfaat lebih darisatu periode akuntansi. Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018 adalah

sebesar Rp177.841.479.636.714 dan Rp184.127.627.500.274, dengan rincian sebagaiberikut.

Uraian TA 201S lAuditcd TA 2018 lAudited
Belania Modal Tanah 4.195.231.872.492 3.504.554.254.056

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.r75.192.r95.620 61.379.656.852.202

Belania Modal Gedunq dan Banounan 27.559.666.5 1 0.439 27.r 66.053.878.250

Belanja Modal Jalan, lrigasi, dan Jaringan 74.559.542.865.905 84.370.358.869.043
Belania Modal Fisik Lainnva 6.497.371 .766.901 3.073.599.068.981

Belania Modal BLU 4.854.474.425.357 4.633.404.577.742

Jumlah Belanja Moda! 177.841.479.636.714 184.127.627.500.214

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Modal sebesar Rp6.286.147.863.560 atau 3,41

persen dari TA 2018.

F.2.2.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2019 dan TA

2018 adalah sebesar Rp5.000.000.000.000 dan Rp15.000.000.000.000. Dengan demikian,

terdapat penurunan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Pengembangan Pendidikan Nasional

sebesar Rp10.000.000.000.000 atau 66,67 persen dari TA 2018

F.2.2.2.3 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

Pengeluaran Pembiayaan Oana Bergulir pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar

Rp8.200.000.000.000 dan Rp5.530.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan

Pengeluaran Pembiayaan Oana Bergulir sebesar Rp2.670.000.000.000 alau 48,28 persen dari TA

2018.

F.2.2.2.4 Penyertaan Modal Negara

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN) merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam

rangka pendirian, pengemhangan, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan

Hukum lainnya yang dimilikiNegara/Daerah, serta PMN Lainnya. Penyertaan ModalNegara TA 2019

dan TA 2018 adalah sebesar Rp23.565.076.593.824 dan Rp9.431.096.461.400, dengan rincian

sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAudited
Penyertaan Modal Negara pada BUMN 1 7.800.000.000.000 3.600.000.000.000

Penyertaan Modal Negara pada

0rqanisasilLembaqa Keuangan lnternasional 2.275.076.593.824 2.331 .096.461 .400

Penyertaan Modal Negara Lainnya 3.490.000.000.000 3.500.000.000.000

Jumlah PMltl 23.565.076.593.824 9.431.096.461.400
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Dengan demikian, terdapat kenaikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 1 4. 1 33.980 .132.424 atau

149,87 persen dari TA 2018.

F.2-2.2.5 Pengeluaran lnvestasi Pemerintah

Pengeluaran lnvestasi Pemerintah merupakan Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis

Nasional dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Pengeluaran lnvestasi

Pemerintah pada TA 2019 dan TA 2018 sebesar Rp14.000.000.000.000 dan

Rp32.27 4.045.000.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAuditcd TA 2018 lAudited
lnvestasi Pemerintah

Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah

Provek Strateois Nasional

2.000.000.000.000

1 2.000.000.000.000 31.1 52.730.000.000

Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah
1.12r.3r5.000.000

Jumlah PMIt|llnvestasi Pemcrintah I 4.000.000.000.000 32.274.045.000.000

Dengan demikian, terdapat penurunan Pengeluaran lnvestasi Pemerintah sehesar

Rp18.274.045.000.000 atau 56,62 persen dari TA 2018

Arus Kas Bersih dari Aktivitas 0perasi sebesar minus Rp171.158.217.117.462 dan Arus Kas Bersih

dari Aktivitas lnvestasi sebesar minus Rp225.929.135.037.521 mengakibatkan defisit anggaran

sebesar Rp397.087.412.154.983. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pendanaan

sebagaimana dilelaskan pada bagian berikut ini.

T.2.3 ARUS KAS DARIAKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

berhubungan dengan pemberian piutang langka panjang dan/atau pelunasan utang langka panlang

yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka

panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar

Rp450.485.1 96.41 8.840 dan Rp366.988.807.449.803, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAudited TA 20tB lAudited
Arus Kas Masuk r.01 8.597.889.862.368 877.4r 2.063.987.503

_Dik_qp1g!1uq Kas Keluar

fuus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan

568.1 1 2.693.443.528 5 r 0.423.256.537.700

450.485.1 96.4t8.840 366.988.807.449.803

Dengan demikian, terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar

Rp83.496.388.969.037 atau 22,75 persen dari TA 2018. Peningkatan pada Arus Kas Bersih

Aktivitas Pendanaan terlebih karena upaya pemerintah untuk mengurangi penerimaan pembiayaan

dari luar negeri dan mengalihkannya pada penerimaan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri.

F.2.3.1 Arus Kas Masuk

F.2.3.1.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negerr

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri TA 2019 dan TA 2018 adalah

Rp940.725.025.633.239 dan Rp784.742.629.1 7 6.1 47, dengan rincian sebagai berikut.
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Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar

Rp155.982.395.857.092 atau 19,88 persen dari TA 2018.

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam lllegeri - Perbankan

Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri - Perbankan pada TA 201 I sebesar

Rpl 5.000.000.000.000 merupakan Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL), sedangkan pada TA

2018 tidak terdapat transaksi tersebut. Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri - Perbankan

pada TA 2019 sebesar Rp15.000.000.000.000 merupakan Pembiayaan Lainnya dalam APBN

tahun 201 9 yang seluruhnya bersumber dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang

dilakukan penarikan dari Rekening SALsampai dengan 31 Desember 2019. Penggunaan SAL

tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai fiscal bufferuntuk

membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2019.

b. Penerimaan pembiayaan Dalam Negeri - ilon Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri - Non Perbankan berasal dari penerimaan pinjaman dalam

negeri dari BUMN dan Perusahaan Daerah. Tidak terdapat transaksi Penerimaan Pembiayaan

Dalam negeri - Non Perbankan pada TA 2019, sedang pada TA 2018 adalah sebesar

Rp2.429.387.504.746, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAuditcd TA 2018 lAudited
Penerimaan Piniaman Dalam lllegeri dari BUMN 2.397 .198.022.147

Penerimaan Pinlaman Dalam ltlegeri dari Perusahaan

Daerah

Jumlah Pancrimaan Pembiayaan Dalam lllegeri - Non

Perbankan

32.1 89.482.599

2.429.387.504.746

G. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri merupakan penerimaan

pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), 0bligasi Negara, dan Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan dari Penjualan Surat

Berharga Negara TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp772.906.022.331.714 dan

Rp641.581.1 92.271.401, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAuditcd TA 2018 lAuditcd
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan

-llrere
Dalam Negeri

Penerimaan dari Penjualan 0bligasi Negara 0alam

Neseri

89.340.000.000.000

45 1.908.593.1 0r.000

1 43.050.000.000.000

325.721 .1 65.375.000

Penerimaan dari Peniualan Surat Berharga Syariah

Negara Dalam Negeri. Jangka

Penerimaan dari Penjualan Sural Perbendaharaan

Neoara Svariah

165.862.683.778.1 14

37.360.000.000.000

98.603.438.543.40 1

5 r .680.000.000.000

Uraian TA 2019 Uuditcd TA 2018 lAuditcd
Penerimaan - Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam Neoeri - Non Perbankan

1 5.000.000.000.000

2.429.387.504.746

Penerimaan dari Penjualan Surat Bcrharga Negara Dalam

Negeri 772.906.022.331.714 641 .581.192.27 r.401

Penerimaan dari Peniualan Surat Berharga Negara - Valuta

Asing

Penerimaan Pembiayaan Piniaman Dalam Negeri
_ 148.57e.772.2!0.qqq

4.242.231.101525

1 40.732.050.000.000

Jumlah Pcncrimaan Pembiayarn Dlll 940.725.025.633.239 784.742.629.176.147
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Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam

RangkaPembiayaan Proyek tUelalui SB_SN LqS _

Jumlah Pencrimaan dari Penjualan Surat
Bcrharga lllcgara Dalam ilcgeri

28.434.745.452.600

772.906.022.331.114 641.58 r.192.27 t.401

22.526.588.353.000

Penerimaan

Pembiayaan luar
Alegeri sebesar

frp74,21 triliun

Penerimaan Cicilan

Pengenbalian

Pemberian Pinjanan

sebesar frp3,66

triliun

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam

Negeri sebesar Rpl31.324.830.060.313 alau20,47 persen dari TA 2018.

d. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga ilegara - Ualuta Asing

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing TA 201 I dan TA 201 8 adalah

sebesar Rp148.576.772.200.000 dan Rp140.732.050.000.000, dengan rincian sebagai

berikut.

Uraian TA 2019 lAuditcd TA 2018 (Auditcdt

Penerimaan 0bliqasi Neqara Luar Neoeri r 19.059.1 72.200.000 97.877.550.000.000

Penerimaan dari Peniualan Surat Berharga Syariah

Itlegara Luar Negeri - Jangka Paniang 2S.51 7.600.000.000 42.854.500.000.000

Jumlah Pcnerimaan dari Pcnjualan Surat
Bcrharqa lllcqara - Ualuta Asinq 148.576.772.200.000 I 40.732.050.000.000

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta

Asing sebesar Rp7.844.722.200.000 alau5,57 persen dariTA 2018.

e. Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam ilegeri

Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam NegeriTA 2019 sebesar Rp4.242.231.101.525 yang

merupakan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN. Sedang pada TA 2018 tidak

terdapat transaksi tersebut.

F.2.3.1.2 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan

penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Penerimaan

Pembiayaan Luar Negeri TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp74.210.001.746.454 dan

Rp88.609.746 .47 4.180, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAudited
Penarikan Piniaman Tunai 36.7r 7.630.284.048 50.625.053.600.000

_leqikalflde4ef'[eg4lan _
Jumlah Penerimaan Pembiavaan Lltl

37 .492.371 .462.406 37.984.692.874.r 80

74.210.001.146.454 88.60S.746.474.1 80

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar

Rp14.399.744.727.726 atau 16.25 persen dari TA 2018.

F.2.3.1.3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan Pemerintah atas

cicilan pengembalian Pinjaman Subsidiary loan Agreemen (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan

pengembalian pemberian pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD, dan BUMN.

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar

Rp3.662.862.482.675 dan Rp4.054.687.737.176, dengan rincian sebagai berikut.

SK No 047770 A



Penerimaan

Penbiayaan lain
sebesar flpO

Pengeluuan

Pembiayaan Dalan

lllegeri sebesar

frp476,40 triliun

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-389-

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAudited
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian

Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan

Piniaman Luar Neoeri

336.04 r .308.61 5

3.326.821 .1 74.060

346.401.94S.7r 1

3.708.285.787.465

Jumlah Penerimaan Pengembalian Pemberian

Piniaman 3.662.862.482.675 4.054.687.737.176

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman sebesar

Rp391.825.254.501 atau 9,66 persen dari TA 2018.

F.2.3.1.4 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Tidak terdapat transaksi Penerimaan Pembiayaan Lain-lain pada TA 20'19, sedang pada TA 2018

sebesar Rp5.000.000.000 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinlaman

dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

F.2.3.2 Arus Kas Keluar

F.2.3.2.1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non

perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam negeri dan valuta asing, Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Negeri TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp476.403.454.377.526 dan

Rp424.990.319.440.149, dengan rincian sebagai berikut.

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri sebesar

RpS1.413.134.937.377 atau 12,10 persen dari TA 2018.

F.2.3.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 201 9 dan TA 201 8 adalah sebesar Rp85.992.757.963.622

dan Rp76.333.197.362.316, dengan rincian sebagai berikut.Pengeluuan

Penbiayaan luar
lVegeri sebesar

frp85,99 triliun

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAudited
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri -

Perbankan

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non

Perbankan

Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat

Berharoa Neoara 412.729.586.r r0.100

r .075.568.71 3.53 r

381.055.706.226.6r 8

Pengeluaran Untuk Pelunasan Surat Berharga

Negara - Valuta Asin0 62.464.607.300.000 42.859.044.500.000
Pen0eluaran Pembiavaan Piniaman Dalam Negeri 1 .209.260.967.426

Jumlah Pcngeluaran Pembiayaan Dalam [Iegeri 476.403.454.377.526 424.990,3 1 9.440.1 49

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAadited
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar

Negeri-Pinjaman Tunai 31.317.372.208.r 06 22.356.849.857.r 09

Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar

Neqeri . Piniaman Kegiatan 54.675.385.755.51 6 53.968.748. r 59.1 61

Pensembalian Pflqmqn lelg!!_t9lggluaqn l!9!!gtle_
Jumlah Penqeluaran Pembiavaan Luar lUeqeri

7.599.346.046

85.992.757.963.622 76.333.1 97.362.31 6
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Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri sebesar

Rp9.659.560.601.306 atau 12,65 persen dari TA 2018.

F.2.3.2.3 Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement

Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary loan Agreemenl merupakan pengeluaran

Pemerintah atas pemberian pinjaman dalam negeri dan penerusan pinjaman luar negeri yang

disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMNIBUMD. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari

Subsidiary loan AgreemenrTA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp5.716.481.102.380 dan

Rp9.099.739.735.235. Dengan demikian, terdapat penurunan Pemberian Pinlaman yang Bersumber

dari Subsidiary loan Agreemenlsebesar Rp3.383.258.632.855 atau 37,18 persen dari TA 2018.

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp450.485.196.418.840 dan

defisit anggaran sebesar Rp397.087.412.154.983, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(SiLPA) TA 201 I sebesar Rp53.397.784.263.857.

F.2.4 ARUS KAS DARIAKTIVITAS TRANSIT(IR!S

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak

termasuk dalam Aktivitas 0perasi, lnvestasi, dan Pendanaan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Transitoris TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar minus Rp41.425.640.178.382 dan minus

Rp5.378.953.624.562, dengan rincian sebagai berikut.

PFK llleto) sebesar

frpl,7l triliun

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar

Rp36.046.686.553.820 atau 670,14 persen dari TA 2018.

F.2.4.1 Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan pemerintah dari sejumlah dana yang dipotong

dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara

tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BUL0G, dan PFK lainnya dikurangi

dengan lumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak

menerimanya. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar

Rp1.716.415.098.932 dan minus RpS13.959.408.911, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAudited
Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) 1.7r 6.415.098.932 (513.959.408.91 r )

3.498.307.51 3.555

8.693.890.48PihakTransaksi Non

2.817.768.874.869

77 r .656.85 1

Kiriman Uang antar Rekening Bank (Neto) (52.495.332) 330.588.756.1 76

Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris {41.425.640.178.382} {s.378.S53.624.562}

Uraian TA 2019 lAudhed TA 2018 (Aadited

Pcnc_rimaan-lllon Anggara_n PFK- _

lgqqlimaallf( l9 gt e-_aji _

Penerimaan PFK 2 tldilrs_sqn *
Penerimaan PFK Beras BUL0G

2_s11jij0141381qF_

280.466.003.968

24.075.r 1 6.293.031

1,610.035.356

282.471.917.850
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[ene,i,raan PiK 3 % l;a;iaminin xesrt.t.n i;;ri,'ri;6
Daerah 4.581.202.139.229

Dengan demikian, terdapat kenaikan Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) sebesar Rp2.230.374.507.843

atau 433,96 persen dail TA 2018.

4.695.381.1 76.2 r4
Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT 48.314.897

Penerimaan Setoran / Potongan PFK 1% luran Jaminan

Kesehatan bagi Angsota Keluarga yanq Lain 1.259.91 5.539 5.200.295

Pene_rimaan PFK Lain-la!

Jumlah Penerimaan PFK

Penerimaan [Uon Anggaran Pihak Ketiga Seto]an

Paiak Rokok dan Piutans lainnya

679.884.687.668 410.831.723.812

31.058.421.127 .407 29.465.464.66 t.455

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak

Rokok 16.441.954.39r.147 15.238.490.910.8S 1

_ !_qplimaan Non Anggaran_Pihak Ketiga Pengalihan flutqng_
Penerimaan Non Anggaran Pihak Kctiga Hasil

Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam

!ik-u!{asi
Penerimaan PFK Kontribusi Palak Rokok untuk mendukung

Kesehatan

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU

Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran Jaminan

Kesehatan

52.559.070.000

__l_2s.101!86

1 22.009.541.801

3.467.016.222.000

27.083.035.000

170.157.244

1.581.206.158.711

Jumlah Penerimaan lllon Anggaran Fihak Ketiga

SctoranlPotonqan Paiak Bokok dan Piutanq Lainnva 2 r.083.568.329.934 r 6.846.950.261.846

Pcngcluaran lllon Anggaran PFI(

-?,engeluaran Perhitunqan Fihak Kctiga 10% Gtji

Pengembalian Penerimaan Perhitungan tihak Ketiga (PFK)

_2_% Gaji Terusan

Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Beras Bulog

t23.1 7 2.05-1 .?36.852t

(1 .764.977.656.829)

(280.49 1 .880.002)

1

(1 .ss7.1 45.688.955

(282.639.079.083)

Pengembalian Penerimaan PFK 3% luran Jaminan

Kesehatan

Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter

PTT

{5.0r 7.916.032.378)

(13.312.520)

(5.1 1 7.1 74.430.880)

(48.632.484)

Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

170 Gaji

_ 
Pengembalian Penerimag_PFK Lain-l_ain

-J_U4E! PenS el !,_ara_!.*PJI*_
Pcngeluaran lllon Anggaran Fihak Kctiga

SctoranlPotonqan Paiak Rokok dan Piutanq Iainnva

\2t?9]!4.?14t
(307.548.82 1 .039) (133.410.258.982)

(30.545.1 rS.293.964) (29.2 r 9.300.749.r s5)

Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga

Setoran Paiak Rokok (1 s.238.976.230.6441 fl 5.998.784.389.346)

Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga

Penoalihan Piutano (52.559.070.000) (27.083.035.000)

Pengeluaran llon Anggaran Pihak Ketiga (ontribusi Pajak

Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan (1.r 22.009.541 .801) (1.581.206.158.71 r)
Pengeluaran ilon Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU

Tambahan Bantuan Selisih Pcrubahan luran Jaminan

Kesehatan {3.467.016.222.000)

Jumlah Pcngcluaran llon Anggaran tihak Kctiga

SctoranlPotonqan Paiak Rokok dan Piutanq [ainnva (19.880.56 r.064.445) (1 7.607.073.583.0571

Jumlah Pcrhitunsan Fihak Ketiga (ilcto) 1.716.415.098.932 (513.959.408.9 r r )
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F.2.4.2 Transito (Neto)

Transito (Neto) merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP)

atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berlalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan

Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat

berupa UP yang diterima tahun berlalan maupun tahun yang lalu dan transaksi Escrowdanasubsidi

dan reboisasi, Transito {Netol TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp2.817.768.874.869 dan

Rp3.498.307.51 3.555, dengan rincian sebagai berikut.

Dengan demikian, terdapat penurunan Transito (Neto) sebesar Rp680.538.638.686 atau '19,45

persen dari TA 2018.

F.2.4.3 Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)

Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul karena Kesalahan Rekening, Utang

kepada Pihak Ketiga karena retur SP2D, RR, RKUN yang ditangguhkan, Kesalahan Sistem Perbankan

dan Koreksi Pemindahbukuan. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) TA 2019 dan TA 2018

adalah sebesar minus Rp45.959.771.656.851 dan minus Rp8.693.890.485.382, dengan rincian

sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAadited

Pencrimaan Transito

Panerimaan Transito 1 1.291.293.101.338 14.227 .327 .907 .489

Penerimaan Dana Dari BLU pada Rckening BUN 8.97 1.1 78.672.357

Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah

disahkan

Penerimaan Transito Tambahan

Penerimaan Escrow

1 52.554.329 5.097.490.669

1 8.075.703.31 2.00823.480.r 28.286.930

8.737.496.S1 3.5S2 8.073.039.01 3.608

Penerimaan Pengembalian Escrow

Jumlah Panerimaan Transito 52.480.249.528.546 40.381.167 .723.774

Pengeluaran Transito

Pengeluaran Transito (1 1.309.426.786.254) 114.205.270.777 .2821

Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas

llcscrqlc lglelus
Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah

disahkan

72.357

(1 52.554.329) (5.097.490.669)

Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan

Penoeluaran Escrow

(23.429.998.627.1 29) I r 8.1 25.6r 3.831.673)

(s.9s1.724.0r 3.608) {4.546.878.1 10.595)

Jumlah Pcngeluaran Transito (49.662.480.653.6771 (36.882.860.2r 0.2 r 9l

Jumlah Transito flllcto) 2.81 7.768.874.869 3.498.307.5r 3.555

Uraian TA 2019 lAuditcd TA 2018 lAaditcd
Pcncrimaan lllon Anggaran Pihrk Xctiga

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga

Rekening Pemerintah Lainnya

40.3r 2.556.247.1 86

942.358.812.624.291

53.295.000.063.027

835.624.944.478.326

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas

Penerimaan ltlon Anggaran Pihak Ketiga Non

Migas

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam

Rekeninq Khusus

17 .776.784.379.532

8.r 56.386.337.5 1 3

53.744.1 51 .269.687

544.069.346.552.982

6.1 23.553.023.046
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71.975.041.983.1 10

Dengan demikian, terdapat penurunan Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto) sebesar

Rp37.265.881.1 71.469 atau 428,64 persen dari TA 2018.

F.2.4.4 Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) merupakan penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang

Antar Rekening Bank. Dalam transaksi Kiriman Uang Antar Rekening Bank masih terdapat selisih

antara penerimaan dengan pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank yang disebabkan belum

sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan

dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya time laganlara saat pengiriman dan saat pengeluaran kiriman

uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) TA

2019 dan TA 2018 adalah sebesar minus Rp52.495.332 dan Rp330.588.756.176, dengan rincian

sebagai berikut.

Uraian TA 2019 lAudited TA 2018 lAuditedt
Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank

Pen0eluaran Kiriman Uano antar Rckcning Bank

r 4.838.442:845.q 1 1.Q3Q

{ 1 4.838.442.898.307.968}

1 4.,s_7 1.295. 1 1 6.5Q8,20!_

[ 4.570.964.527.750.085)

Jumlah Kiriman Uang Antar Bckcning Bank

0Icto) (52.495.332) 330.588.756.r 76

Dengan demikian, terdapat penurunan Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar

Rp330.641.251.508 atau 100,02 persen dari TA 2018.

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga

0ptimalisasi Kas 69.1 18.894.560.000

Jumlah Pencrimaan lllon Anggaran Pihak

l(etiga

Pcngcluaran ilon Anggaran Fihak Kctiga

t.642.600.31 r.794.22t r.56 r.975.889.947.068

Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga

Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga

Rekeninq PemerintahLainnva

(40.392.038.442.495)

(952.732.63 1.1 26.359)

(53.305.566.836.926)

(844.068.965.823.547)

Pengeluaran llon Anggaran Pihak Ketiga Migas

Pengeluaran ilon Anggaran Pihak Ketiga Non

Migas

Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam

Rekenins Khusus

152.948.6_q5.1 1 7.91 1)

(562.367.762.69r.627)

(8.1 43.992.1 49.9s 1 )

(53.749.1 51.946.1 95)

(544.403.906. 1 81.709)

(5.98S.01 8.695.2301

Pengeluaran [\lon Anggaran Pihak Ketiga

0ptimalisasi Kas (71.S75.04r.983.r 10) (69.1 1 8.894.560.000)

Jumlah Pcngeluaran llon Anggaran Pihak

Kctiga

llleto

PFK terkait Kcsalahan Sistem Pcrbankan

Penerimaan [llon Anggaran Pihak Ketiga karena

kesalahan Sistem Perbankan

Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena

Kesalahan Sistem Perbankan

(1.688.560.07 r.5r r.453) (l.570.535.504.043.607]

_ _ (L5_.9!e:7.!i9.7 t7.2321

_ !_.026-82!:072.58Q

15.026.821.072.577t

(8.659.6 r 4.096.539)

30.1 08.1 66.079.323

(30.1 08.454.1 35.91 0)

I (288.056.587)

Korcksi Pcmindahbukuan

Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan 1 52.350.074.997 1 22.635.1 41.076

Koreksi PenerimaanPemindahbukuan (152.362.014.619) ( 1 56.623.473.332)

(1 r.939.622) (33.988.332.256)

Transaksi llon Anggaran Pihak l(ctiga
(ilctol (45.959.771.656.851) (8.693.890.485.3821
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G. PENJETASAN ATAS POS.POS TAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.I. EKUITAS AWAI.

Ekuitas Awal per l Januari 2019 dan 1 Januari 2018 sebesar Rp1.407.808.224.645.741 dan

8p1.540.783.656.928.940. Nilai Ekuitas Awaltahun 2019 merupakan nilai Ekuitas Akhir Neraca

per 31 Desember 2018 pada LKPP Tahun 2018 Audited.

G.2. SUBPTUS'DEHSrT.to

Defisit L0 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp249.226.639.571.213 dan Rp225.730.103.236.335. Defisit L0 merupakan penlumlahan dari

Surplus/Defisit kegiatan operasional, Surplus/Defisit kegiatan non operasional, dan Surplus/Defisit

pos luar biasa. Rincian Surplus/Defisit-l0 untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember

2019 disalikan dalam Laporan 0perasional.

G.3. KOREKSI.KOBEKSI YANG tAttl GSUITIG MEIUAM BAH'MEilGURAttI GI EKUITAS

G.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar RpO dan

Rp273.314.147.911.

G.3.2. Penyesuaian Si[PA

PenyesuaianSiLPAuntukperiodeyangberakhirsampaidengan3l Desember20l9dan31 Desember

2018 sebesar minus Rp1.304.223.887.208 dan Rp1.501.069.710.656. Penyesuaian SiLPA

merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama periode berjalan ditambah dengan koreksi pendapatan

tahun anggaran yang lalu. Penyesuaian SiLPA dibentuk dari Jurnal Penyesuaian karena pembayaran

dan kiriman uang atau pemindahbukukan ke rekening dengan ualuta yang sama atau mata uang

rekening tujuan tidak diketahui lnull)sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 19/PB/2016

tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs rekening Milik BUN dan akun koreksi atas pendapatan

tahun anggaran yang lalu 311212.

Rincian Penyesuaian SiLPA disajikan sebagai berikut.
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Akun Uraian Akun 
31 Desember 2019   

(Audited)   
311211 SILPA  (943.746.557.215) 

311212 Koreksi Pendapatan Anggaran Yang lalu  (360.477.329.993) 
Jumlah (1.304.223.887.208) 
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G.3.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar

Rp4.175.849.408.082 dan Rp6.005.920.659.013. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi

atas nilai persediaan pada KIL yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terladi

pada periode sebelumnya. Rincian koreksi nilai persediaan yang signifikan, antara lain terdapat pada

K/L:

1. Kementerian Pertahanan sebesar Rp3.722.382.276.282 yang disebabkan penyesuaian nilai

persediaan tahun lalu.

2. Kementerian PUPERA sebesar Rp141.185.324.694 merupakan koreksi atas nilai persediaan

yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

3. Koreksi Nilai Persediaan pada K/L lainnya sebesar Rp312.281.807.106.

G.3.4. Bevaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 sebesar Rp4.113.213.336.254.225 dan RpO. Revaluasi Aset Tetap merupakan

penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan oleh Ditjen Kekayaan Negara

(DJKN) Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 75

Tahun 2017 tentang Penilaian Kemhali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Pelaksanaan

Penilaian Kembali BMN telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan tahun 2018, dan baru disetujui oleh

BPK untuk dapat disalikan di dalam LKPP tahun 201 9.

Rincian Revaluasi Aset Tetap yang signifikan, antara lain terdapat pada K/L berikut.

- Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.1 91.656.271.1 1 0.500

- Kementerian PUPERA sebesar Rp1.101.722.367.326.170

- Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp498.913.423.715.074

- Kementerian Ristekdikti sebesar Rp292.433.105.847.215

- Kementerian Perhubungan sebesar Rp274.043.460.884.615

- Kepolisian Rl sebesar Rp148.952.995.547.604

Rincian Revaluasi Aset Tetap disajikan pada Gatatan Penting lainnya ilomor 4.

G.3.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desemher 2018 sebesar minus

Rp82.075.076.826.694 dan minus Rp6.758.324.262.623. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi tahun

2019 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset antara lain disebabkan adanya

pencatatan barang berlebih, koreksi nilai wajar hasil perbaikan penilaian atas barang berlebih yang

dilakukan di tahun 2019, dan adanya penyusutan transaksional atas aset obyek revaluasi non tanah

sebagaiakibat perubahan nilaiwajar atas penilaian BMN yang dilakukan sebelumtahun 2019.
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Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai

Aset Lainnya Non Revaluasi dikurangi Penyesuaian Konsolidasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

dijelaskan sebagai berikut.

1. Koreksi NilaiAset Tetap Non Revaluasi pada K/L sebesar minus Rp74.763.226.060.772.

Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada K/L:

2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L sebesar Rp2.942.057.554.556. Koreksi

yang signifikan antara lain terdapat pada K/L:

3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN sebesar minus Rp3.670.950.852 yang

berasal dari BA 999.08 (Belanja Lain-Lain). Koreksi tersebut merupakan koreksi atas aset

tetap pada BPKPBP Batam dan 0JK dengan rincian sebagai berikut.

a. BPKPBPB Batam sebesar Rp2.560.297.907, terdiri atas.

1) Koreksi nilai aset KDP pada tahun 2018 sebesar RpS.152.231.291;

2) Koreksi nilai reklasifikasi KDP ke aset tetap tetap berupa Jalan sebesar

Rp4.695.542.1 76 berdasarkan koreksi BPK;

3) Koreksi penyajian hasil revaluasi BMN sebesar minus Rp7.287.475.560.
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Kementerian Negara/Lembaga 
31 Desember 2019 

(Audited) 
Kementerian Kesehatan 3.299.980.245.018 

Kementerian PUPERA (518.979.948.444) 
Kementerian Negara/Lembaga lainnya 161.057.257.982 
Jumlah 2.942.057.554.556 

Kementerian Negara/Lembaga 
31 Desember 2019 

(Audited) 
Kementerian PUPR (82.429.472.626.249) 

Kepolisian RI 28.662.216.225.961 
Kementerian Ristek dan Dikti (11.372.475.533.427) 
Kementerian Sekretariat Negara (19.782.668.931.425) 
Kementerian Pertahanan 9.481.177.970.709 
Kementerian Perhubungan (3.997.824.485.343) 
Kementerian ESDM 2.853.088.828.262 
Kementerian Negara/Lembaga lainnya 1.822.732.490.740 
Jumlah 74.763.226.060.772 

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 
31 Desember 2019 

(Audited) 
31 Desember 2018 

(Audited) 
1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L (74.763.226.060.772) (10.819.023.195.467) 

2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L 2.942.057.554.556 (3.426.376.338) 

3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN (3.670.950.852) 4.583.167.648.166 

4. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN (5.381.414.523.626) 338.168.861.016 

5. Penyesuaian Konsolidasi (4.868.822.846.000) (857.211.200.000) 

Jumlah (82.075.076.826.694) (6.758.324.262.623) 
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b. 0JK sebesar minus Rp5.790.012.956 merupakan koreksi kurang sebagai tindak lanjut

dari penlualan bongkaran penataan di Gedung D Lantai 6 dan lantai 10 Komplek

Perkantoran Bank lndonesia

c. Koreksi pencatatan pengadaan APD Kantor Perwakilan Pamalu bulan 0esember 2016

yang salah dibukukan ke Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp127.393.750 serta

penyesuaian terhadap akumulasi penyusutan Perlatan dan Mesin atas koreksi tersebut

sebesar Rp6.20 1 .39 1 ;

d. Koreksi pencatatan biaya pengadaan Literatur Divisi Operasi Produksi Tahun 201 6 (Ref.

PJN 0073/SPPK1000/2016157 tanggal 02 Mei 2016) dengan masa berlangganan 1

tahun yang dicatat sebagai Aset Tetap sebesar minus Rp242.000.000;

e. Koreksi pencatatan ganda pada pengadaan 4 unit genset Kantor Perwakilan Pamalu

perolehan bulan Desember 2016 sebesar minus Rp79.044.000 serta penyesuaian

terhadap akumulasi penyusutan Jaringan atas koreksi tersebut sebesar Rpl.000.556.

4. Koreksi Nilai Aset lainnya non revaluasi pada BUN sebesar minus Rp5.38 1 .414.523.626 .

Koreksi tersebut berasal dari:

a. Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi pada BA 999.03 merupakan koreksi yang dilakukan BLU

LMAN sebesar minus Rp1.241.250.151 yang merupakan penyusutan sekaligus aset eks PPA

batch ll sejak periode penilaian hingga tahun 2018, penggunaan retensi untuk perbaikan aset

Gereja Ayam dan koreksi kelebihan pengakuan perolehan aset upgrade Puri Casablanca tahap

il.

b. BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar Rp946.1 37.500 merupakan koreksi tambah atas

perolehan Aset Tak Berwujud (ATB)/Software tahun 2018 yang belum tercatat pada

Aplikasi SIMAK-BMN Tahun 2018 dan baru dicatat pada tahun 2019. Hal tersebut

disebabkan perolehan tersebut pada awalnya termasuk dalam tunggakan pembayaran

terhadap pengadaan/perolehan BMN/Aset tahun 2018 namun setelah dilakukan

verifikasi ulang terhadap pembayarannya (penerbitan SPM/SP2D) telah

dibayarkan/diterbitkan SPM/SP2D pada tahun 2018;

c. BA 999.99 (Transaksi Khususlsebesar minus Rp5.381.1 19.410.975. Koreksi Nilai Aset

Tetap Non Revaluasi tersebut terdiri dari:

1) Satker Pengelola BMN PKP2B untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019

sebesar minus Rp93.845.055.963 yang merupakan hasil dari inventarisasi dan

penilaian pada PT Adaro lndonesia sebesar Rp94.160.103.859, terdapat koreksi

nilaiperolehan dan pelepasan aset sebesar Rp7.472.262 pada PT KPC dan pada PT

Tanito Harum terdapat koreksi kelebihan penyusutan terdahulu minus sebesar

Rp2.007.250 dan reklasifikasi dari pendapatan Non 0perasional Lainnya sebesar

Rp305.568.385 atas pencatatan aset PT KPC yang diperoleh sebelum tahun

berjalan.

2) Satker Pengelola Aset KKKS sebesar minus Rp6.683.973.078.447

o Koreksi Tambah Nilai Wajar pada 2019 sebesar :

- HBM : Rp20.336.492.945.996

- HBI :Rp16.241.682.792

SK No 047761 A



Koreksi Atas

Beklasifikasi ninus
frp7,90 triliun

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-398-

- MP : Rpl.1 16.492.353.254

- Tanah : Rp309.712.347.589

o Koreksi Kurang Nilai Wajar pada 201 9 sebesar :

- Tanah : Rp12.641.609.41 1.1 14

- HBM :Rp14.008.738.723.865

- HBI : Rp14.702.483.318

- MP :Rp6.105.726.993.295

o Dikurangi dengan koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar minus

Rp4.307.865.203.514 yang terdiri dari:

- Koreksi tambah akumulasi penyusutan Harta Benda Modal sebesar

Rp13.614.879.683.707

- Koreksi tambah akumulasi penyusutan Harta Benda lnventarisasi sebesar

Rp10.998.213.165

- Koreksi kurang akumulasi penyusutan Harta Benda Modal sebesar

Rp17.921.779.915.696

- Koreksi kurang akumulasi penyusutan Harta Benda lnventarisasi sebesar

Rp11.963.184.690

3) Satker Eks Pertamina sebesar Rp 1.396.698.723.433 adalah nilai Dampak Kumulatif

Perubahan Kebilakan-Kebijakan Mendasar pada UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks

Pertamina sebesar Rp1.396.698.723.433, yang merupakan selisih nilaiwalar hasil

lnventarisasi dan Penilaian Bulan Desember Tahun 2019 oleh KPKNL Cirebon.

4) Pembulatan sebesar Rp2.

5. Penyesuaian Konsolidasi LKPP TA 2019 sebesar minus Rp4.868.822.846.000 terdiri dari

jurnal koreksi transaksi BPYBDS pada Kementerian Perindustrian sebesar minus

Rp24.141.010.000 karena kesalahan akun dan Jurnal eliminasi pencatatan ganda antara

TVRI dengan Kementerian Sekretariat Negara sebesar minus Rp4.844.681.836.000.

Eliminasi pencatatan ganda dilakukan atas BMN berupa tanah pada Kementerian Sekretariat

Negara dengan TVRI pada kawasan Senayan. Nilai yang dieliminasi merupakan nilai wajar

tanah TVRI setelah revaluasi sebesar Rp5.701.893.036.000. Pada tahun 2018 sudah

dilakukan eliminasi sebesar nilai harga perolehan sebesar Rp857.211.200.000, sehingga

eliminasi pada TA 2019 senilai mutasi tambah sebesar Rp4.844.681.836.000.

G.3.6. Koreksi Atas Beklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desemher 201 9 dan 31 Desember 201 8 masing-masing sebesar

minus Rp7.901.610.374.191 dan Rp0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan selisih nilai

reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk atas persediaan dan aset tetap. Koreksi yang signifikan

terdapat pada KL adalah sebagai berikut.

SK No 047760 A

Kementerian Negara/Lembaga 
31 Desember 2019 

(Audited) 
Kejaksaan Agung (8.221.554.803.452) 
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G.3.7. Koreksi [ainnya

Koreksi Lainnya pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus

Rp57.777.054.738.064 dan Rp91.219.517.945.695. Koreksi Lainnya merupakan koreksi yang

tidak termasuk dalam Penyesuaian Nilai Aset dan SiLPA, Koreksi Nilai Piutang, Nilai Persediaan, dan

Aset, Penggunaan SAL, Selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Revaluasi Aset BUMN yang mempengaruhi

ekuitas. Koreksi Lainnya pada TA 2019 mencakup Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker, Mutasi

Kas di Bendahara Pengeluaran, Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah, dan Mutasi Kas BLU. Koreksi

Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

1. Koreksi Lainnya pada KIL

Koreksi Lainnya pada K/L untuk periode yang berakhir pada 3'l Desember 201 I dan 31 Desember

2018 masing.masing sebesar minus Rp7.606.703.373.338 dan Rp28.927.660.594.840.

Koreksi Lainnya pada K/L pada TA 2019 yang paling signifikan, antara lain terdapat pada K/L:

a. Kementerian Keuangan sebesar minus Rpl2.234.512.666.453, di mana nilai Koreksi Lainnya

terbesar berada di Ditlen Pajak sebesar minus Rp12.474.298.224.959 yang sebagian

besarnya merupakan koreksi piutang perpajakan atas keputusan/putusan upaya hukum yang

terbit pada periode sebelumnya namun dicatat pada periode herjalan.

b. Kementerian Komunikasi dan lnformatika sebesar Rp2.146.839.824.485.

c. Kementerian Pertahanan sebesar Rp863.856.283.759, di mana nilai Koreksi Lainnya

terbesar berada di Satker Kementeraian Pertahanan sebesar 8p1.31 9.434.005.691.

2. Koreksi Lainnya pada BUN

Koreksi Lainnya pada BU N untuk periode yang berakhir pada 3 1 Desember 20 1 9 dan 3 1 Desember

2018 masing-masing sebesar minus Rp48.872.200.812.343 dan Rp72.605.784.273.115.

Koreksi Lainnya pada BUN dilelaskan sebagai berikut.

SK No 047759 A

Bagian Anggaran 
31 Desember 2019 

(Audited) 
31 Desember 2018 

(Audited) 
a. 999.00 Kuasa BUN (9.710.896.704.384) 11.059.805.369.942 

Koreksi Lainnya 
31 Desember 2019 

(Audited) 
31 Desember 2018 

(Audited) 
1. Koreksi Lainnya pada K/L (7.606.703.373.338) 28.927.660.594.840 

2. Koreksi Lainnya pada BUN (48.872.200.812.343) 72.605.784.273.115 

3. Penyesuaian konsolidasi LKPP (1.298.150.552.384) (10.313.926.922.260) 

Jumlah* (57.777.054.738.064) 91.219.517.945.695 
 
*) selisih  TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan 

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (978.622.232.168) 

Kementerian Perhubungan 744.930.232.912 

Kementerian Negara/Lembaga lainnya 553.636.428.517 

Jumlah (7.901.610.374.191) 
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a. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp9.710.896.704.384 dan

Rp1 1.059.805.369.942. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN dijelaskan sebagai berikut.

Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar minus Rp50.643.356.242 terdiri dari Kas di

Bendahara Pengeluaran (akun 11'1611) sebesar Rp4.673.136.278, Kas di Bendahara

Pengeluaran TUP (akun 111613) sebesar minus Rp55.634.643.120 dan eliminasi sebesar

Rp31 8.1 50.600.

b. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2019 dan 31 Oesember 2018 masing-masing sebesar Rp23.817.039.836 dan minus

Rp581.996.523.912. Rincian Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang disajikan

sebagai berikut.

SK No 047758 A

Koreksi Lainnya pada BUN 999.01 
31 Desember 2019 

(Audited) 
31 Desember 2018 

(Audited) 
Koreksi nilai Pinjaman Dalam Negeri - 943.529.183 
Koreksi nilai Utang Program (5.925.391.708) (39.766.798.366) 
Koreksi nilai Utang Proyek 22.096.642.908 (530.777.632.700) 
Koreksi nilai Utang Lainnya 8.783.284.092 (12.395.622.029) 
Penyesuaian Beban Bunga LO 134.458.544 - 

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN 
31 Desember 2019 

(Audited) 
Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran (50.643.356.242) 
Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah 907.673.305.405 
Mutasi Kas BLU 1.543.557.229.176 
Koreksi SAL (311111) (154.125.800.908) 
Koreksi penggunaan SAL (311112) (15.000.000.000.000) 
Koreksi Ekuitas (391111) 3.042.641.918.190 
Jumlah* (9.710.896.704.379) 

*) selisih TA 2019 sebesar Rp5 karena pembulatan  
 

b. 999.01 Pengelolaan Utang 23.817.039.836 (581.996.523.912) 

c. 999.02 Pengelolaan Hibah 1.713.550.086.234 3.259.483.730.332 

d. 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah (56.554.564.930.800) 44.292.061.973.245 

e. 999.04 Pengelolaan Pemberian Pinjaman 2.701.116.570 (37.540.106.239) 
f. 999.05 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa 
(4.212.787.952.888) 

 
(2.482.307.601.567) 

g. 999.06 Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-
lain 

- (449.954.500) 

h. 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi 1.732.661.632.352 (288.200.235.546) 
i. 999.08 Pengelolaan Belanja Lainnya 216.262.939.952 (12.441.749.435) 
j. 999.09 Pengelolaan Badan Lainnya 966.590.553.080 2.426.198.123.797 
k. 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus 17.116.302.925.293 14.971.171.246.998 
l.     Penyesuaian (165.837.517.678)  
Jumlah* (48.872.200.812.433) 72.605.784.273.115 

      *) selisih TA 2019 sebesar Rp90 karena pembulatan 
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c. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah untuk peilode yang berakhir pada 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.713.550.086.234 dan

Rp3.259.483.730.332. Koreksi Lainnya LPE pada BUN Pengelolaan Hibah merupakan

koreksi atas pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga tahun

anggaran yang lalu (TAYL) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-

1815/PB/2019 dan Transaksi Jurnal Koreksi atas nilai pendapatan hibah yang ditangguhkan

yang masih tersaji di neraca per Januari 201 9 sesuai nota dinas Direktur APK, DJPB nomor

N0.109/P8.6/2020.

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah berdasarkan jenis transaksi, yaitu:

1) Pengesahan Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu {TAYL) sebesar Rp854.878.040.105.

2) Koreksi atas nilai Pendapatan Hibah yang Ditangguhkan sebesar Rp858.672.046.129.

d. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan lnvestasi Pemerintah

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan lnvestasi Pemerintah untuk periode yang berakhir

pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus

Rp56.554.564.930.800 dan 8p44.292.061.973.245. Rincian Koreksi Lainnya pada BUN

Pengelolaan lnvestasi Pemerintah disajikan sebagai berikut.

e. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman untuk periode yang berakhir pada

31 Desember20l9dan3l Desember2018 masing-masingsebesarRp2.70l.'116.570dan

minus Rp37.540.106.239. KoreksiLainnya pada BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman pada

TA 2019 berasal dari pencatatan NoDISP4H yang telah dicatat sebagai penambahan aset

pemberian pinjaman sebesar Rp2.705.358.870, namun NoD/SP4H tersebut belum dicatat

dalam SPAN, sehingga perlu dilakukan jurnal manual untuk mengakomodasi hal tersebut.

Selain itu, ekuitas digunakan untuk mencatat koreksi nilai piutang atas debitur PT. PLN yang

dicatat lebih dari seharusnya (overstated) pada Laporan Keuangan BA 999.04 Tahun 2018

SK No 047757 A

Koreksi Lainnya pada BUN 999.03 
31 Desember 2019 

(Audited) 
31 Desember 2018 

(Audited) 
KPA Dit PNBP DJA 64.899.993.857 (750.000.000) 
BLU LPDB KUMKM (5.697.606.196) (71.521.952.645) 
KPA Kemen BUMN (28.295.649.664.359) 38.937.359.256.755 
KPA DJKN (2.223.363.743.339) (892.437.514.807) 
UAIP (23.104.753.910.763) 7.285.019.959.916 
BLU LMAN - 609.278 
KPA BKF - (1.000.000.000.000) 
KPA PPKIM - 34.391.614.748 
KPA Dit. SMI (DJPB) (990.000.000.000) - 
KPA Pinjaman Hibah (DJPPR) (2.000.000.000.000) - 
Jumlah (56.554.564.930.800) 44.292.061.973.245 

Penyesuaian Pendapatan LO (1.271.954.000) - 
Jumlah 23.817.039.836 (581.996.523.912) 
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Audited. Kelebihan tersebut sebesar $300,00 dengan nilai rupiah menggunakan kurs tengah

Bl tanggal 30 Juni 2019 sebesar minus Rp4.242.300.

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengeloaan TKDD untuk periode yang berakhir pada 3'l Desember

2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp4.212.787.952.888 dan

minus Rp2.482.307.601.567. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TKDD TA 2019 terdiri

dari:

1) Koreksi Piutang atas Reklasifikasi Piutang TKD Diestimasi menjadi Piutang Transfer Ke

Daerah (TKD) sebesar Rp 1 .1 52.586.7 1 4.065;

2) Koreksi Utang atas Reklasifikasi Utang TKD Diestimasi menladi Utang TKD sebesar

minus Rp5.365.374.666.953;

g. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain (BSBL)

' Koreksi Lainnya untuk periode yang berakhir pada BUN Pengelolaan BSBL pada pada 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar RpO dan minus

Rp449.954.500.

h. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi

Koreksi Lainnya untuk periode yang berakhir pada BUN Belanla Subsidi pada 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.732.661.632.352 dan minus

Rp288.200.235.546. Bincian Koreksi Lainnya pada BUN Belanja Subsidi berasal dari koreksi

atas utang dan beban pada KL disajikan sebagai berikut.

Koreksi lainnya pada Kementerian Koperasi dan UKM berupa penghapusan sisa saldo utang

estimasi tahun 2018 karena adanya perubahan kebijakan pengakuan utang estimasi pada

tahun 2019 yaitu tidak mengakui utang atas tagihan yang belum lolos verifikasi dengan

pertimbangan derajat kepastian kurang.

i. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp216.262.939.952 dan

minus Rp1 2.441.149.435. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya

merupakan koreksi atas utang pada Kementerian Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

SK No 47756 A

 

Koreksi Lainnya pada BUN 999.07 
31 Desember 2019 

(Audited) 
31 Desember 2018 

(Audited) 
Kementerian PUPR 60.257.298.971 (192.951) 
Kementerian Pertanian  (15.467.054.196) (107.775.632.886) 

Kementerian Keuangan (565.647.093.460) (654.267.108.728) 

Kementerian Koperasi dan UKM 2.253.518.479.336 473.842.699.020 
Kementerian Sosial - (1) 
Kementerian Perhubungan 701 - 
Jumlah Koreksi Lainnya 1.732.661.632.352 (288.200.235.546) 



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-403-

1) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua sebesar Rp525.889.755 merupakan

koreksi utang atas tagihan pembayaran PD lrian Bhakti yang mendahului kontrak tahun

201 7 setelah mendapat reviu dari BPKP.

2l Ditien Anggaran sehesar minus Rp7.456.451.880.000 atas pembayaran kewaliban

Pemerintah terhadap tarif listrik I A 2017 .

3l Ditien Tanaman Pangan sebesar minus Rp392.787.899 merupakan koreksi atas naik

turunnya nilai persediaan yang menyebahkan bartambah dan berkurangnya nilai piutang

bukan pajak.

4) SKK Migas sebesar Rp1 56.402.1 93 merupakan koreksi atas pencatatan piutang kepada

pihak ketiga dan kepada pegawai.

5) Satker Suspen sebesar Rp7 .672.425.315.903 merupakan koreksi atas serah terima

Pencatatan Utang Pihak Ketiga Lainnya dari Satker Suspen kepada Satker DJA sebesar

Rp7.456.45 1 .880.403 dan koreksi atas pencatatan utang sebesar Rp2 1 5.973.435.500.

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya.

j. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31

Oesember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp966.590.553.080 dan

Rp2.426.198.123.797. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya merupakan

mutasi Ekuitas Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker dengan rincian sebagai berikut.

k. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (TK)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2019 dan 3l Desember 2018 adalah sebesar Rp17.116.302.925.293 dan

Rp14.971.171.246.998. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK dilelaskan sebagai

berikut.

SK No 047755 A

UAPBUN TK 
31 Desember 2019 

(Audited) 
31 Desember 2018 

(Audited) 
1) UAPBUN TK Ditjen Perbendaharaan 14.983.448.665.698 (760.210.994.707) 
2) UAPBUN TK Ditjen Kekayaan Negara 2.614.340.557.155  10.512.511.652.063 
3) UAPBUN TK Ditjen Anggaran (481.486.297.560) 5.218.871.004.032 
4) Penyesuaian - - 
Jumlah 17.116.302.925.293 14.971.171.661.388 

Koreksi Lainnya pada BUN 999.09 
31 Desember 2019 

(Audited) 
31 Desember 2018 

(Audited) 
Otorita Asahan (1.040.454.951) (5.723.385.343) 
Yayasan TMII 85.151.640 838.358.276 
Yayasan Gedung Veteran (1.215.524.084) (1.209.977.642) 
Baznas 21.568.082.370 (36.779.821.723) 
Badan Wakaf Indonesia 99.654.207 (10.671.526) 
BP Dana Abadi Umat - (3.327.847.280.828) 
SKK Migas (29.124.427.010) 353.220.510.951 
OJK 293.570.506.332 1.292.651.713.003 
Badan Pengelola Keuangan Haji 682.647.564.576 4.151.058.678.629 
Jumlah 966.590.553.080 2.426.198.123.797 
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l. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN pada TA 2019 dan TA 2018 masing-masing

sebesar minus Rp1 65.837.5 1 7.678 dan 0.

3. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada Konsolidasi LKPP

Penyesuaian Koreksi Lainnya Konsolidasi LKPP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp1.298.150.552.384 dan minus

Rp I 0.31 3.926 .922.260. Penyesuaian konsolidasian merupakan penyesuaian herasal dari

eliminasi penyalian ganda antara KL dengan BA BUN.

G.4. TBATllSATSI AITITAB ETUTITAS

TransaksiAntarEntitas untukperiodeyangberakhirpada3l Desember20l9dan3l Desember20l8

masing-masing sebesar Rp400.076.249.724 dan Rp513.172.752.484. TransaksiAntar Entitas TA

2019 dijelaskan sebagai berikut.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik

internal K/1, antar K/1, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Transaksi Antar Entitas di LKPP terdiri

dari Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh K/L dan Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh BA

BUN. Transaksi Antar Entitas terdiri dari lima jenis transaksi, yaitu:

'1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) /Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi

Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara (BUN), dan

Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada BA BUN

dengan Kas Negara (BUN).

2. Transaksi Antar Entitas pengesahan hihah langsung merupakan transaksi atas pencatatan

pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan

pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu pada K/L dalam bentuk kas, barang,

maupun iasalsurat berharga. Sedangkan pencatatan pendapatdn hibah dilakukan oleh BA BUN

999.02.

3. Setoran Surplus BLU merupakan setoran surplus kas BLU ke kas negara dari BLU atau

pengembalian setoran Surplus BLU dari kas negara ke kas BLU.

SK No 47754 A

Transaksi Antar Entitas 
31 Desember 2019 

(Audited) 
31 Desember 2018 

(Audited) 
Ditagihkan Ke Entitas Lain  9.464.964.346.763.850  9.024.058.360.711.860 

Diterima Dari Entitas Lain  (9.479.843.736.107.350) (9.053.140.743.836.210) 

Pengesahan Hibah Langsung  14.584.887.973.846  27.997.866.283.268 

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung  (117.296.886.522) (2.192.390.439.978) 

Pengesahan Hibah Langsung TAYL  846.768.035.664  3.246.918.430.584 

Setoran Surplus BLU  (1.171.178.672.357) - 

Transfer Keluar  (243.191.067.333.248)  (297.074.388.438.771) 

Transfer Masuk 244.327.352.475.842 297.617.550.041.741 

Jumlah* 400.076.249.724 513.172.752.494 

*) selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan   
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4. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi

perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/1, antar K/1, dan

antara K/L dengan BA BUN.

5. TransaksiAntar Entitas akibat pembentukan dana lainnya pada Rekening Escrowdalamrcngka

pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan. Dana lainnya pada Rekening Escrow

dicatat pada BUN. Dana lainnya luga dicatat pada LK Kementerian Pertahanan sehingga agar

tidak terdapat penyajian ganda pada konsolidasian LKPP, akun Dana lainnya dieliminasi dengan

akun DDEL pada tingkat konsolidasi LKPP.

Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan disajikan pada akun Diterima

Dari Entitas Lain, dan Transaksi Antar Entitas atas Belanla, Transfer ke Daerah, dan Pengeluaran

Pembiayaan disalikan pada akun Ditagihkan Ke Entitas Lain. Sedangkan Pengesahan atas

pendapatan Hibah Langsung dan pengembalian Hibah Langsung yang diterima oleh K/L disajikan pada

akun Pengesahan Hibah Langsung. Penlelasan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir

sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, terdiri dari DKEL sebesar

Rp9.464.964.346.763.850, DDEL sebesar minus Rp9.479.843.736.107.350, pengesahan

hibah langsung sebesar Rp14.584.887.973.846, pengesahan pengembalian hibah langsung

sebesar minus Bp1 1 7.296.886.522, pengesahan Hibah Langsung TAYL sebesar

Rp846.768.035.664, dan Setoran Surplus BLU sebesar minus Rp1.171.178.672.357.

Nilai neto/selisih atas Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

sebesar minus Rp736.208.892.869 sudah dapat dijelaskan seluruhnya.

Rincian penyebab saldo Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut.

Penjelasan atas saldo Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp736.208.892.869 di antaranya

sebagai berikut.

a) Tidak ada perbedaan TAE pada BUN.

b) Perbedaan posting rule alas pencatatan transaksi pengeluaran dan penerimaan transito

UP/TUP antara SiAP dengan SAl. Pengeluaran dan penerimaan transito UP/TUP pada S|AP

SK No 047753 A

         Uraian Transaksi Antar Entitas 
 31 Desember 2019 

 (Audited)  
a) Perbedaan pencatatan TAE pada BA BUN 99999  - 

b) Mutasi Akun Transitoris (815 dan 825) (172.396.721.402) 

c) Perbedaan pencatatan pendapatan antara catatan KL dengan SiAP 7.141.889.589 

d) Perbedaan pencatatan belanja antara catatan KL dengan SiAP 47.997 

e) Perbedaan pencatatan DDEL 999.02 dari Hibah Langsung dengan 
Pengesahan Hibah Langsung di K/L 

(3.312.755.009) 

f) Jurnal balik Escrow Cadangan Alutsista (568.638.448.046) 

g) Selisih TAE non pendapatan dan belanja pada KL 997.094.000 

h) Transaksi antar Entitas lainnya 1 

Jumlah* (736.208.892.869) 

*) Selisih sebesar Rp 1 karena pembulatan 
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dicatat sebagai DDEL/ DKEL sedangkan pada K/L dicatat sebagai Uang Muka dari KPPN.

Perbedaan posting rule ini menyebabkan saldo transaksi antar entitas sehesar minus

Rp172.396.721.402.

c) Perhedaan pencatatan pendapatan antara Kas Negara dengan K/L sebesar minus

Rp7.141.889.589. Perbedaan tersebut berasal dari perbedaan antara pencatatan DDEL

sebagai kontra akun pendapatan yang dilaporkan pada KL dan BA BUN lebih kecil dibanding

kas masuk pada kas negara/ S|AP (DKEL) yang disebabkan karena selisih kurs.

d) Perbedaan pencatatan belanja pada K/L dengan S|AP sehesar Rp47.997 lebih besar catatan

KL.

e) Terdapat selisih DDEL 999.02 dari Hibah Langsung (HL) dengan Pengesahan HL di K/L

sebesar minus Rp3.312.755.009. Pengesahan Hibah Langsung, Pengesahan Hibah

Langsung TAYL dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung yang dicatat KIL merupakan

kontra pos dari DDEL yang terbentuk dari pendapatan hibah langsung pada BA 999.02.

f) Jurnal balik Cadangan Alutsista sebesar minus Rp568.638.448.046 di Rekening Escrow

Dana yang dibatasi penggunaannya.

g) Selisih TAE non pendapatan dan belanla pada KL sebesar Rp997.094.000

h) Transaksi antar entitas lain-lain karena pembulatan adalah sebesar Bp1.

2. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk (TM) dan Transfer Kelua(TK) konsolidasian LKPP,

terdiri dari Transfer Keluar sebesar minus Rp243.191.067.333.248 dan Transfer Masuk

sebesar Rp244.327.352.475.842. Selisih Transfer Masuk lebih besar daripada Transfer Keluar

sebesar Rp 1 .1 36.285. 1 42.594. Selisih lebih besar Transf er Masuk antara lain dapat dijelaskan

sebagai berikut.

a) Selisih pada Kementerian Pertahanan sebesar minus Rp928.032.666.662 antara lain

disebabkan oleh karena perbedaan Harga Perolehan Terakhir(HPT) atas barang konsumsi,

akibat koreksi revaluasi, kesalahan pengisian kode barang, dan aset yang dihentikan

penggunaannya pada satker Transfer Masuk berubah ke kelompok induk golongan barang

Aset Tetap.

b) Selisih pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar minus

Rp261.090.792.688 antara lain disebabkan Transfer keluar barang dihentikan, Transfer

keluar dari Aset Tetap yang tidak digunakan operasi Pemerintah, Transfer keluar yang sudah

diusulkan penghapusan oleh pengelola barang.

c) Selisih pada Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp59.499.542.372 disebabkan adanya

perbedaan penginputan Transfer Masuk ATR secara manual tanpa ADK, adanya perubahan

nilai wajar pada satker pengirim barang, dan adanya koreksi hasil reval dari koreksi Transfer

Keluar akibat koreksi reval.

d) Selisih pada Kementerian Pertanian sebesar minus Rp97.951.889.494 antara lain

disebabkan karena satker terlambat upload ke e-rekon, karena kesalahan sistem saat

pengiriman data dari aplikasi SIMAK ke SAIBA, akibat koreksi revaluasi.

SK No 047752 A
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e) Selisih pada Kementerian Agama sebesar Rp11.998.920.522, anlara lain karena adanya

Transfer Keluar akibat koreksi revaluasi (trn 331), TM akibat koreksi lP ltrn 4241,

penyusutan TM akibat koreksi revaluasi (trn 248), selisih TKTM persediaan

f) Selisih pada Kementerian Sosial sebesar Rp 4.552.636.205 akibat adanya akun akumulasi

penyusutan yang ditransfer dari satker Inaktif (PSBR Bambu Apus) ke satker baru (BRSKPN

Bambu Apus) dimana proses kapitalisasinya menggunakan cara yang berbeda sehingga akun

akumulasi penyusutan tidak dapat di Transfer keluar ke satker baru

g) Selisih pada Badan Narkotika Nasional sebesar Rp3.478.952.090 disebabkan antara lain

krn perbedaan HPT atas barang konsumsi, selisih akibat koreksi revaluasi atas barang yang

sudah ditransfer keluar.

Secara lengkap, rincian per KL terkait Transfer Keluar dan Transfer Masuk dapat dilihat pada

lampiran 29. Ringkasan Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada KL dan BUN sebagai

berikut.

G.5. KETtIA!KAtII'PE]U UBUtTAtT EKUlTAS

Kenaikan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 3 1 Desember 20 1 I dan penurunan ekuitas untuk

periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp3.719.504.656.514.661

dan minus Rp132.975.432.283.199. NilaiKenaikanlPenurunan Ekuitas diperoleh daripenjumlahan

Surplus/Defisit-10, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi yang Langsung

Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Reklasifikasi Kewaliban Ke Ekuitas.

G.6. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 201 9 dan 31 Desember 201 8 masing-

masing sebesar Rp5.127.312.881.160.402 dan Rp1.407.808.224.645.741. Nilai Ekuitas Akhir

diperoleh dari penjumlahan saldo Ekuitas Awal sebesar Rp1.407.808.224.645.741 ditambah

kenaikan ekuitas sebesar Rp3.719.504.656.514.661.

Kenaikan Ekuitas

8p3.719,50 rriliun

Ekuitas Akhir

frpi.l2Z3l triliun

SK No 047751 A

Uraian Transfer Keluar Transfer Masuk Jumlah TK-TM 

KL (227.177.035.055.927) 240.053.195.825.425 12.876.160.769.498 

BA BUN (16.014.032.277.321) 4.274.156.650.417 (11.739.875.626.904) 

Total LKPP (243.191.067.333.248) 244.327.352.475.842 1.136.285.142.594 
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411127 Prnd.!rttn PPh P.s.l 26 82.473.700.000.000 46. I 38.482.953.287 55,94% 50 638.032.804 063 -4.4SS.549 850.776 .8,89%

11128 Prnd.petrn PPh trnrl 1 37.83r.560.000.000 r 26.223.'t 71.r83.087 9r,5896 I I 5.462.258.335.252 r0 760.912 847.835 9,3296
.6,46%411129 Plndep.t.n PPh Non Mioas Leinny. 282.071.260.000 r32.758 651.515 47.07% r41 924 9SS.6S9 .9.166 348.t84

411r 3 r.ndrprtrn PPh fi3trl 0 .343.905.S82 .t 00.00%
41ll3l Prrdil.tan PPh Fskal 0 .349 905.98i 100.00%

4t1t4 lqdrprrll?lh Ditrnlluog P.mritrtrh
P?nda9.ten PPh Prsrl 21 Drtan0ouno P?mrint.h

0 il.1 53.5 t 0.535.62t 1 0.il 1.r51 .590.440 r.041.?55.0r5.179 r0,30r(
4l I 141 i.345.980 987.522 -5 641 542 -43,M%

411142 P?ndapelan PPh Pasel 22 D(ang0ung Pmrnt.h
Prnd,grtrn PPt Prsd 22 lmoor Drt.noluno Prmnnt.h

0 730 495 167.200 563.295 336.90%

41 I 143 -2.462.000 2.462.000 r00,00%
411't44 Prnd.D.tan PPh Pas.l 23 Drtano0uno Pmcrirt.h 0 472.736.000 503.900.818 .31.164 818 .6,1 8%

4t1145 Prndap.t.n PPh Pas.l 25/29 0rrng Prbadr Ditrnggung Pcmrnntah 0 .22.247.678 .22 247 678
411t46 Prndrprlrn PPh Plsal 25/29 B.drn ortrnoCun! Pcmnntah 0 2.240.629.780.907 r.892 89r.r97.764 347.738.583 143 18,37%

411147 PrndeD.tan PPh P.srl 26 Drtanlouno Plmrnnt.h
P!ndrp.lrn PPh Frnrl Dit.nggun0 Pmantrh

0 8.91 2.420.935.294 8.21 8.348. I 83.000 694.072.752294 8,45%
.47,12%4l 1 r48 0 854.630 r.6t6.145 .761.515

4l I 149 Plndrp.trn PPh Non Mrg.s [.innya D[enlgun0 Pcmflnt.h 0 500.000 500.000
4ll2 655.394.900.106.000 531.5i7.293.855.03r 8t.t t% 537.267.909.259.264 .5.690.615.404.233 1,06/t

SK No 020031 C

andr[tln Paiak Prnoh.sihn
P0dmrt.n PPh Miort

P.nd.orl.r PPhllon.Miort

349-905-982

34C q05 98'

'.nd.Drtrn P.irl P.rt.mb.h.n IIihi
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PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA
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TAPOBAN BEATISAS! ATllGGARAN PETllDAPATAN PEMEBINTAH PUSAT

TAHUN AilGGARAIll 2019
(dalam rupiah)

LAMPIRAN 1.A

Alun Urrirn Akun APBN I A20tg lAadidl % R.rlisrri lA 20lt lAadittdl l(GnrikrnlPatrurunan
% l(Gnril.n,
Ptnuruntn

all2l .nfuprt.n PPil 633.Se4.296.059.000 5 I 5.S7 r.636.867.r 8r I t,38.,{ 520.3S0.2t t.070.339 .4.4ll.574.203.t58 .0,85%

411211 Prnd.p.tro PPN Daltm Nr!rfl 4r0 687.726 38r.000 344_440.292.858.365 83,87% 333.92 r .320.457.564 r0.5r8.972 400 801 3.15%

411212 .nd.pitrn PPN lmlor 223.306.569.688.000 r71.368.962.6r6.010 76,74% 186 400 182 247 898 r5 031 2r9 631 888 .8.06%

4t l2l9 0 't62 381.392.805 68 708.364.877 I 36.33%

41122 P.nd.prtrn PPnBM 2 1.400.604.037.000 15.605.656.S87.850 72.52t t6.877.698.188.925 .1.212.t41.211.o75 .7.54%

411221 P.nd.o.trn PPnBM Dtlam N?o?n r5.085.363.r r9.000

6.165.186.918.000

r2 794.658.786.886

4.r08.005.284.889

.1.947 267 803.067

617 149 477.746

.15,22%

15,02%

4|229 Prrd.palen PPnBM Iarnnyr 150.054 000_000 33.1 I 1_24',t.396 22.07 .24.965.882.850 58.071.V1243
1.700.986.r 55.720

.232.639

41 t3 19.103.600.t60.000 21.t45.900.040.4r6 I t0,6er( 19.444.9t3.804.r5t t,7lyt
4r t31 ,l9.'103.600.160.000

2 1.r45.S00.040.486 r r0,69t 1S.444.9t3.884.758 r.700.986.r 55.728 0,75t
4l 131 I Prndaprtan P.lrk Bumr dtn Eengunrn 0 396.446.920 .396 446 920 .100,00%

4l l3l3 2.483.405.652.000 2.486.750.566.1 5 r r00,r3% 2.r88 577.469.904 298 I 73 096.24i r3,62%
4ll3l4 P?ndap.tan PBB K!hut.n.n 680.343 496.000 487.20r.065 05r 71.61% 756 237.733.965 .269 036 668 Sr4 .35,58%

4l l3l5 P?ndapatan PBB Part.mbrng.n MhaEl d.n Batub.re 1.689.767. r 92.000 3.477.736.065.334 205,8r % 1.718.416.162.627 r.759.31 9.902,707 1 02,38%

4r t3l6
Panes Bumr

r3 959.342.000.000 14.250.961.673.7r3 r02,0s% r4.38r.978.062.129 .13t 0t6 388.416 .0,91 %

4ll3l7 289.352.597.000 368.435.097.874 127.33q.D 3r3.275.381.204 55 r59.7r6.670 1 7,61 %

4ll3l9 Prndaprtrn PBB Iernry.
rn BPHTB

r.389.223.000 74.815.572.363 5385,43% 86 032 628.009 I 1.2r7.055.646 r 3.04%

4t t4 0 32.748.454 .32.748.454 .r00,00%

4t t4t P.ndrD.t.n EPHTB 0 32.748,454 .32.748.454 ,r00,00%

4l l4l I BPHTB 0 32.748.454 -32.748.454 100.0096

41 15 172.421.940.270.562 t04.llr{ r 59.5E8.552.5t6.225 I 2.833.3t7.684.337 8.0{%
4t 15t 'and.prt.n Cuhi 172.421.540.210.562 t04.tElt I 5S.588.552.586.225 I 2.833.387.684.337 8.04%
4l l5l I PGndapatao Cukr H.sil T!mbrk.u I 58.855.592.463.000 164.872.445.405 658 103.7s% 152.941.410.762 371 I 1.93r 034.643 281 7.80%

411512 P.nd.0.t.n Cuk.i Ithyl Alkohol t58.214.143.000 't22.528.',t91.000 77.44 139.235.597.580 r6 707.406 580 I 2.00%

4l l5l3 PGndrp.trn Culr Mmuman Mrno.ndung Ethyl All0h0l 5.987.1 93.394.000 7.338.510.8r8 070 122,57% 6 4r8 775.r69.760 9r9.735 648 310 14,33%

4l l5 t4 Prndr0!trn 0rnda Admrnislrrsr Cukar 0 73.'t82 280.071 76.696 556.557 .3.514 276 486 .4,589

4l l5l9 Prndaoatrfi Cukr [ainnva 500.000.000.000 r5.273.575.763 3,05% I 2.434.499.951 2 839 075.812 22,83%
4t t6 8.608.700.000.000 7.677.34S.t34.950 c9,r0% 6.62S.526.207.843 1.047.823.627. I 07 15,8r %
4t t6t t.60t.700.000.000 6.212.194137.201 72,t6y. 6.r 39.804.676.42 r 72.330.060.780 t,t8%
4r r6'n 0 r.480.577.01 7. I 78 1.470 393.848.442 l0 183 168.736 0,69%

SK No 020036 C

!ndrortrn PPN Larnnva

l0 847 300 c83 7t 9t'16

$'t222 rndrorlrn PPnBM lm[or 76 640t

P6ndrDrtrn Prirl Bumi drn Ernoun.o
PandrDrtrn Prial Euni drn 8.nounrtr

'rnd.ort.n PBB P.rl.hun.n

'rndelatrn PBB Plrtrmbrnoan Mrnyrk Bumr drn Grs Bumr

nfi*nminrmnrni
fffi*nfifilififmlini

,.trd.o.trn Prirl [.innv.
,.ndro.lrn P.irl hinnv.

'anda[atan Baa Matarzr
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FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-42t-
TAPOBAN BEATISASI AilGGABAN PENDAPATATll PEMERIIllTAH PUSAT

TAHUil ATIIGGARAN 20I9
(dalam rupiahl

LAMPIRAN 1.A

Akun UraiaI Akun APBN I A 2O19 lAadited| % B.rlii$i I A20lt lAadittdl l(rnrikrnlPrnurunrn
% l(.nrikrn,
Panurunrn

4t l6l 2 Paod.patrn den Prniu.lan BGnde Mat;rar 0 4. l r 7.446.934.63r 3.S85.445.r94.453 r32.001.740.r78
-117729.466081

3,31%
.1 7,94%4l l6l 3 Pcndaprtrn PPn B.tubrn

P.tak Trd.l [.msuno Irnny.
0 538 680.322.182 656.409 788 263

4ll6ls 8.608.700.000.000 75.490.463.210 0.88% 27.615.845.263 41.874617 941 1 73,36%

4t t62 Pand.Drt.n Bunm P.nuihrn Prhl 0 t.465.1 55.09r.749 4t9.66t.531.422 9r5.493.566.32i 199,22.4

..4149,93%
r8,r2%

4t I 621 0 655.039.379.502 -14.087.08i.862 669.r26.467 364
411622 0 589.923 7r 2.31 I 499.442.55r.458 90 48t r60.853

4l 1623 0 220.033.r9i 452 r.166.073.449 218 867 124.003 r 8769,58%
411624

412

P?nda!rten Bunoe Prnaoihan PTL[ 0 158 808 484 3 't39 994.377 .2 981 r85 893 .94,94%

PETIIOAPATAIT PAJAK PEROAGATIIGAN INTIBI'/ASIOiIAI. 43.32 r.800.000.000 4r.053.69 r.r 04.496 94,76% 45.8t r.8 r 2.7E0.678 4.828.t2t.676.t82 .10,52.4

4t2t 3t.t99.300.000.000 37.525.1il.3 12.'l t 9 96,41. 39.'l | 6.746.9t6.75 I 1.5t9.755.6 74.6 32 .4,06tt

:9,114
.5.91 %

4l2lt 3t.t9s.300.000.000 35.479.770.t 04.740 s3.7t% 38.6ES.558.007.9 I 0

4l2t I I 38.89S.300.000.000 34.824.420.858.209 8S.52% 37.407.S85.838.439 .2.583.564.980 230

412112 P?ndeDrtrn &e Masuk 0rtar00uno Pmnntah et.s Hrb.h {SPM Nrhrl)

682 0543r4763
743.7 .743.750 100.00%

4't2113 274.r34.580 407.S20.333 953 148,80%

-5,64%412114 Prndrprtrn Blr Mrsuk o.hm Raneka Kmudahan lmpor Tulurn Elspor {XITE) 0 589 890.17r.268 625.126 712 146 .35.236.540 878
412il5 0cnda Atas Sanksr Admrn[trasr Dar PGlalsanean Plno.wasrn Trrhrd.D B.nn! Tlrtlntu van0 Prnoan0lutannva Dr Drlam Darrah Prblan lAnt.r Pul.ul 0 I 9.682. r9.682.000 r00,00%

4l2l l6 Prndapetan BM.DTP 0 354 326.302.000 370.614.635.480 I 6 288 333 480 .4.39%

4't2'il 9 P?ndaprt.n PebGan Leinny. 0 29.0i7.858.500 I t.6i5.8r5.285 17.402 043.215 149,049t

41212 Pandrprt.n Br Mrrul Tindrkrn 0 1.0t7.2t 1.20r.37s 427.llE.S7t.t4'l 620.022.228.5Xt ta5,t4%
4t2121 0 308 468.786 790 247.390 857.E4r 6l 077 928.949 24.6996

t2122 0 22.101.000 M.227.000 .22 126 000 .50.0396

12123 0 738.720.3r9.589 t79.753.894.000 558 966 425.589 310,96%

4122 4.422.500.000.000 3.52!.709.792.377
3.526.709.7S2.3r7

79,14.h 6.765.065.793.927 .3.238,356,00t.550 .41,tt.h

_ -41,87v.
.47,87%

tl22l 4.422.500.000.000 7S,r4th 0.765.065.793.S2' .3.238.356.00t.550

Pcndapaten Bee (cluar 4.422.500.000.000 3.526.335.855.946 79,74% 6.763.961.349.944 .3.237.625 493.998

412212 Pr[daprtan Dcnda Adminrst[$ Bra Krlu,r 0 , 373.535.43t

401.000

1.079.89t.983 .i06.356.552 .65,41 %

__. .98,37%

.0.08%
4t2213 Pc[daDatrn Bunoa Bca Krlurr 0 24.552 000 .24 r 51 000

42 PETIIDAPATAI{ PETIIERIMAAN TIIEGARA BUKATTI PAJAK 378.2S7.855.438.000 408.934.346.200.875 t08.t t% 409.320.239.{88.446 .325.8S3.287.57t

421 PTTIIDAPATAiI SUMBER DAYA AIAM I S0.754.r7 t.9S4. t5{.8S5.286.766.2t7 tl.2t a 'll0.592.6{9.E23.6{t .25.6S7.363.057.354 -14.23.h

4211 PETIIDAPATAil MIiIYAI( BUMI 83.622.3{0.E76.020 70.50% . I 7.t64.354.43S.880 .17,60.4

SK No 020035 C

rndaoatan Bunoa Prnaorhan PPh

rndaoatan Bunoa Prnaorhan PPN

rndaortan Bunoa Prnaoihan PPnBM

P.nd.Drtrn BI Mrrul
PrndrDrtrn Bar Mrlufi
P2ndaoatrn Bre Masuk

Pandaoetan Danda Admrnrslrasr Pabaan

PrndrD.trn 8.. Mesuk Antdum!in!

lndapat.n Baa M.suk lmbrhn

mdaDatrn Blr Mrsuk Tindakan Pcnremrnan

ardDrt.n B[ Kalua]

andlDrtan Bar l(.lual
12211

I TII I I,Iil*I.*I L1



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-422-

TAPOBAN REAT!SASI AIllGGARAIU PENDAPATATll PEMERIIUTAH PUSAT

TAHUIU ANGGARAN 20I9
(dalam rupiahl

LAMPIRAN 1.A

Alun Urrirn Akun APBIT IA2019lAadit dl '/a Rarliilri I A 201t lAudittdl KantikrnlPanulunrn
% K.nrik.nl
Prnuluntn

azlll 83.522.340.t76.020 70,50% .t 7.t64,354.439.880 t7,60%

r r 8.606.7 r 0.000.000 83 622.340.876.020 70.5096 r 0 r.486.6S5.3t 5.900 .r i.864.354.439.880 .r 7.60%

4212 PEilOAPATAI{ GAS BUMI 41.t 7 r.600.000.000 37.467.520.40r.392 9r,00% 4r.302.55r.7r9.459 .3.E35.03 t.375.067 .9,25%

tzl2l 41.t 7 t.600.000.000 37.467.520.404.392 9t.00% 41.302.55t.779.45S .3.835.03 r.375.067 .s,29%

421211 Pcndaoatrn Gas Bumr 41.171.600.000 000 37 467.520.404.352 91,0096 41.302.55 1.779.459 .3.835.03 1.375.067 .9,29%

42lX PEITDAPATAT{ PERTAMBAIIIGAIII MINEBAI DAN BATUBARA 24.960.724.137.1 26.343.6S ,l.80 t.600 r05.54% 30.313.666.62t.680 .3.96S.074.820.080 .13,10.a

42112 PandaDttrn lurrn TatrD Partrmbrnlrn Minc[l dan Batubr]r 571.t9t.608. 450.E64.9t7.'t60 78,93% 545.625.00t.556 .s4.760.014.406 .17,x1.4

421321 Pcnda0alan luran Trh0 PGrtambrn0rn Mrncral drn Brtubara- [ks0l0rasr I 55_746.751.000 54 471 6S3. 34.97% 103 356.976.452 .48 885 282_667 .47,30%

421322 Prndaprt.n luran TctaD Prrt.mbangrn irinrral dan Brtub,ra. 0paasr Pr0duksr 415.45r.947.000 396.383.327.407 95,41 % 442.247 155.183 .45.863 827 776 r 0,37%

421323 Prndrprtrn lunn Trtrp Plrtrmbrn0an Mrnlnl dan Balubara.lzrn P?rtrmbanor0 Rekyat 0 9.965.958 20.869 921 0.903.963 .52,25%

42t33 P.ndrptt.n lur.n Produlti,B0y.lti P.rtrmb.ngrn Minrrrl d.n B.tub.r. 24.389.525.439.000 25.892.820.814.440 r06,16% 2S.76t.041.620.t t{ .3.i75.2 ,.805.674 .13,02.4

421331 I 9.1 28.059.6'14.000 r 9.7t 8.730.438.003 103,09% 21.854.960 527 r70 .2.136.230.089',t67 .9,77%

421332 2.r 72.690.000.000 l.249.063.747.3 | 0 57,49% 2.474.665.328 788 .r.225.60r.58r 478 49,53%

421333 'rnd,petrn luran ProdulsilB0yallr P!rtamban0an Emas r.866.906.2 | 7.000 1.891 027.836.171 r 01,2s% 3.014.289.148.774 .r.r23.24r.312.603 .37,26%

421334 Prndap.t.n lur.! Pr0duksr,R0y.ltr PrrtrEbmern Pr[k 57.187.977.000 68.373.867.540 r r 9.56% 89.309.735.873 .20.935.868.333 .23,441,

42r 335 644.086.049.000 2_0t 4.42r. I 60.336 312,76% t.431.58r.482.578 582 839.677 758 40,71%

42r 336 5r2.495.550.000 574.626.56r.705 112,12% 687.472.008 752 112845.441 047 I 6,41 %

42r339 P!ndapatrn luran ProduksilR0yaltr P!rlrmbangrn []nnya 8.r00.002.000 376.583.203.375 4M9,17% 215.i83.388 r79 160 799.8'r5 196 74,52X

4214 PEIIDAPATAIT KEHUTAIIIAII 4.5t t.543.r06.000 5.007.257.006.t4S 't to,ss.i 4.760.407.698.602 246.849.30i.547 5,1S%

42141 PandaDrtrn 0rnr Rrtoilri 2.t9t.46t.055.000
2. I 98.468.055.000

r.653.356.206.1 7 1 15,23.4 r.982.0r9.9t4.364 .328.06 3.701. | 93 .r6,557,

421411 r.653.956.206.1 71 75,23% r.982 0ls 9r4.364 .328 063 708.1 93 16,55%

42142 930.er4.040.000 t.07E.460.2it.s69 I 15.t4!( t.t4t.4r4.248.E5E .62,953.959.899 .5,52%

421421 Pcndrortan Provisr Sumbs Dryr Hutrn 930.974.040.000 1.078.460.288.969 I I 5.849( 1.141.414.248.868 .62.953 959.899 .5,52%

42t43 P.nd.Drtrn lurrn lzin Ur.hr P.mrnl..t.n Hrtil llut n lllUPHlll 2t7.586.437.000 t53.27t.6t7.074 10.4. t01.732.t95.506 5t.539.42r.568 50,06%

421435 Plnd.p.tan lur.n lzm Usah. P.menf..t.n H.srl Huten llluPHHl 2r 7.586.43i.0 153.271.617.074 _. 70,44ji
t82,t8!(

l0t.i32 195.506 5t.539 42r.568 50.66%

42144 Patrdrprt.n PmIIUn[n K.wr$n llutrn Untul K.I.trtinlrtr P.mbrnlunrn Di ]urr K{i.t.n l(.hut.mn t.t04.5t4.574.000 2.t 2 t.568.t9 3.S35 t.535.24t.33S.854 5t6.327.554.071 3t.ts%
421441 Prndapetan Prog0unaar (awasan Hutan Untuk Kcpcnliuan Pmbangunan 0r luar l(!!r.trn Kchutan.n r. r 64.5r 4.574.000 2.1 2r.568.893.935 182,1 1.535.241 33S.854 586.3 r7.554.071 38.1S%

t2l5 IETTDAPATATII PEBIKAlllAt{ 625.8t0.tt9.000 52t.936.215.435 83,40' 448.75r.8E5.60! 73.1E4.32S.832 't6,3 t%
12152 304.132.000 6.727.t35.6U 2212,14.4 6.27d976.907 452.858.774 7,22.h

421521 'rndaDatan Pungutan PGngusahern Palkanan Btdan0 PGnkanrn T,n0kan rM.069.000 6.173.7r8.151 3762.88% 6.023.27 4 817 I 50 443 334 2.50%

SK No 020034C

'andrDrtrn Minv* Buni I ti-505.710-000-000 I 0t.4t6.6S5.3 I 5.S00

Prndrortrn Mrnvak B[mr

P.trd.Drtrn G.r Btrmi

!ndrgatan fu[n Pr0dulsilR0valli PGrtmbrn0rn Betubara

rnda0rtrn luran Pr0dulsilRovrltr Pcrlrmbanoen Tlmbe0a

!ndeoatan luran Produksr/R0valtr Partambanoan Timeh

Pandaoalan Dana Rrborsasr

Pand.Drt.n Proviri Sumb.r D.vr Huhn

andtoatan Punoutan Panlurrharn Parikrnrn
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-423-

TAPOBAN REATISASI ATIIGGARATll PETTIDAPATAIII PEMERINTAH PUSAT

TAHUN AilGGARAil 2019
(dalam rupiah)

LAMPIRAN 1.4

A*un Urrirn Alun APEil IA2015lAadit d) % R.rli3.3i IA20ltlludit dl KrnrihnlPrnuluntn
7r (rnrikrnl
Prnuruntn

421522 Pcndapaten Pun!utan Pangusahaan Parikanan &den0 Prmhudrdey..n lkan 140.063. 554.1 17 3S5.62% 251.702. 302.4r5.440 120,r5%

42153 625.506.7Er.000 5t5.208.379.754 t2,17./o 442.476.S08.6S5 12.731.411.058 16.44%

t2l53l Pcndapalan Punguten Hasrl Prnkanan

PEIIOAPATAiI PANAS IUMI
625.506.787.000 5l 5.208.379.754 82,37% 442.476.908 72.131.471.O58 16.44%

421t 87t.383.832.000 r.932.540.462.6S 1 220,0tt 2.280.576.522.397 ,348.036.059.706 .15,26t

102 tit6.t57.64't.000 L895.240.863.593 223,58.h 2.252.646.804.3t0 ,357.400.020.767 -15,87%

421621 846.157.641 000 't 895.246.863.593 223.98% 2.252.646.884.360 .357.400.020.767 .1 5,87%

42163 P.ndrDrtrn lur.n T.(U P.n.3 Bumi

Pc[d.petaI luren JGtap Panas EumrElspl0rrsi

28.6il.873.000 33.610.889.750 I t7,19% 26.437.230.602 7.t73.653.t4t
6 666.443 407

27,13v.
42't631 23.751.3r2 000 32.075.873.025 135,05% 25.409.429.6r8 26.24%

421632 4.930.561.000 r 535.0r6.i25 31.'t3% 1 027 806 984 501.209.741 49,35%

42164 3.544.31t.000 3.682.709.341 103,90% t.492.40t.435 2.tt0.307.913 146,76%

421641 Plndep.trn lurrn Produksi/B0yrlti Penas Bumr 3 544 318 000 3.682.709.348

80.726.1 1S.206.790

I 03,90% 1.492.401.435 2 r90 307.9r3 146.76%

422 PEt{DAPATAt{ DABI I(EKAYAAN NEGABA DIPISAHI(AII IXND) 45.589.300.000.000 171,07.h 45.060.52 r.375.969 35.665.597.830.821 19,15.4

4221 PEt{DAPATAT BAGIATII PEMEBITTTAH ATAS I.ABA BUMTT 45.5t9.300.000.000 50.634.21 r.382.087 t I t.07't 45.000.52 r.375.16S 5.57 3.6e0.006.1 I I 12,37%

42213 P.ndrDrt.n 8.ri.tr trtr BUMN di 8aw.h l(.mrnrnrn BIIMN 44.730.637.000.000 49.773.695.752.412 111.25$ 44.602.870.375.96S 5. I 70.t25.376.5 I 3 I r,59%

422131 Pcndrorlrn B.0r,n hb! EUMN Prrb.nlln dr B.w.h (rmrntcmn BUMN I 5.976 500.000.000 r 8.595.4i0.253.531 116.39% I 6.267.751.186.649 2 327.7r9.066 882 14,31 %

422132 Prnda0.te0 Bror.n lrh. BtIMN tI0n Prrbrnken dr Bawah Klmnt?nan BIJMN 28.762 13i.000.000 3 1. r 78.225.498.95t 108.40% 28.335.1 r9.189.320 2 843.r 06.309.63r r0,03%

42214 t50.663.000.000 t60.5t5.629.605 I 0t.t6% {57.65t.000.000 402.864.029.605

402.864.629.605

E8,03'/6

422142 Pandr0rta[ Brorrn [rba BUMNlLmbroa N0n Prdrnkrn dr Brwrh Krmntrien lcuan[rl 850.663.000. 860.5t5.629 605 t0l. I 6% 45i.651.000 000 88,0396

4222 PEIIDAPATATII DARI KI{D I.AITIINYA 30.0s t.s07.824.70 0 30.0s t.907.824.703
42221 P.nd.prt.n drri Surplu Lmbro. 0 30.09t.907.t24. 0 30.09 t.s07.824.703
422211 0 30.09r.907.824.70i 30.09 1.s07.824.7

124 47.884.r51.E44.000 48.869.3,l2.S95.366 r02,00% 55.093.058.250.6 I I -6.223.745.255. -t 1.30.,{

4241 Patrd.Drt.tr Jrsr layrn.n lJnum 45.662.723.234.000 40.69t.r44.354.523 t9,r3% 40.t1 3.E37. r 34.902 .E.t I 5.6S2.710.45S .t6,639

2411 20.4/t9.7t3.t73.000 33.307.t07.529.959 I t7,0t% 2E.73S.609. r 6r.736 4.558.1S8.305.223 15,90%

424111 14 246 r52.914.000 1 6.357.696.591.9M 114,82% 13.468.1 52.546.364 2.889.544.045.600 21,45%

424112 PrndrDrtan Jasr Prlryanan Pandrdrkan 1 0.004.568.836.000 12647.247.226 609 I 26,41 % r r.053.330 293.568 r.593.9 1 6.933.04 r 14,42%

424113 P?ndaD.trn Jasr Paleyrnrn T?raqe, Pllrriarn, Inlormasl Prlalftan drn Trknol00l 480.095 338 000 530.882.505.266 I r0.58% 440.382.485.600 90.500 0r 9.666 20.55%

424114 PrndeDrtrn Jrsa PrncGtrkan 2.664 800.000 r6t.068.800 6,04% 70.022.700 91.046.100 r 30,02%

424115 Pand.Drten Jesa Bandar Udara, (c0!labuh.I drn K!n.vE.sr.n 305.579.782 000 303.688.692 268 99.38% 30r.504.E66.353 2.183.825.915

t74.r43.916.926
0,72%

424116 Pcnd.Datrn Jasa Prnyalznqo,r,an Trlckomunikasr 2.652.967.689.000 2.743 344.770.718 t03,4 I % 2 56S 200.853 792 6,78%

SK No 020033 C

P.trdrDrlrn Punoulan H$il Prrihnrn

rrdaDrtan Pmouilhran Panra Buni
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TAPORAN REATISAS! ANGGABA|tl PEIUDAPATATtl PEMEBIilTAH PUSAT

TAHUN ANGGARATll 20I9
(dalam rupiah)

Alun Ur.irn AIun APBIT I A 2019 lAutlittd) % B.rlis.ii IA2018lAadit dl KrnrikrnlPtnurunrn
% Krnrik!nl
Pcnurunln

4241'17 Prnde0atrn Jasa Prlevanan Prmesaran 39.787.r r0.000 220.786.962 0,55j6 256.894 230 .36 r07.268 .14,06%

424118 Prndaortrn Pcnycdrrrn Brrano 7r 7.967.404.000 1.189.2r0.350 0,t 7% r 3.961.044.004 I 2.77',t 833.654 .s1,48%

424119 Prnda[rtan Jrsr Prnyrdraan B.r.m dan Jesr [aInva 0 723.376.617.022 892.750.158.125 169.373.48't 103 t8,97%

42412 P.ndrDrtrn drri P.nr.lohrn Wihv.hlKrwrs.n Trrtcntu t.572.533.820.000 1.615.780.7t5.595 102.75.4 1.507.220.557.604 10t.560.t57.9st 1.2w.
t4121 P!nda0alan Pcn0!l0larn Kawasan 0toilta 1.282 754.10S. 1.332.326.71 1 531 103.8696 L257 203.387.695 75,123.323.936 5.98%

424123 Prndapatan Pcn!rlolean Fasil(as Umum Mr[k P?mtrnteh 464.463.334 .464.463 334 100.00%

424129 cndrprtan Plr!rlolatn Kawrsrn Iarnnyr 289.7i9 7r r 000 283.454 003.964 s7,82% 249.552.706.575 33.901.2S7.389 13.58%

4241? t4.094.337.54r.000 5.003.672,2 I 4.239 xt.t?.a 11-672-lg4-12t-ls/ .t2.5ts.t2t.s't0.t55 .11.51.h

424133 Pcndaprten Pro!ram Modal Vcnlura 3.i89.322.000 5.252 628.262 138,62% 4.331.943 877 920.684.385 21,25%

424134 PrldaDrtan Procnm Drnr Ba!ulr sckloral 423 423.028.000 3r 5.069.336 520 74,41% 463.567.036 550 .'t48.497.i00.030 .32,03%

424135 PlndaDatan Prooram 0ena Brroulrr Syanah 38.647.689 000 25 454 026.350 65.86% 23.025.867.r l9 2.428.159.231 10,55%

4241 36 Pcndepatrn lnvrstasr r20.000.000 000 1 .037 .684 147 .207 864,7496 867.305.481.51 1 1 70.378.665 696 1 9,641

424137 Prndr!atan Pu!!lohen Dana Pengmbangrn Pcnddrkan Nasronrl 0 3.60i.055 91 7.S83 3.607.055.917 983

424t38 PGndaDrtan Dene P?rkrbunrn K!la0a Sawrl I r.438.000.000.000 r4 4r3.92r.271.r r9 .r4 413 921.27r t r9 100,00%

424139 Pcnda0atm Pcmrl0han Dana Khusus Irnnvr 2.570.477.502.000 't3.r56.r57.91 7 0,44% 1 850.642.524.21 I .r.837 486.366.30r .99,29%

42414 646.06E.000.000 7r0.883.8S4.730 119,32.4 s44.2 13.208.248 .l 73.32S.393.51 I .t8,36%

424141 Panda0atan datr Dcnorl0laan BMN Dada Prn0clola Baran! 646.068.000 000 770.883 894.730 I I 9,32% 944.213.288.248 .r73.329.3S3 518 18,36%

4242 s.662.630.000 r54.843.0r3.918 r602,4gtt 90.s4t.t65.044 63.E94.t48.t74 10,25$
42421 s.662.630.000 89.369.57S.649 924,S0% 50.461.073.849 3t.90t.505.000 11,1t
424211 PandaDetan Hrbah Ta(lat Delam NcorrFParoranlan. Uano 1.870.630.000 198.211.372 r0,6096 ?.269.722.309 .2.07r 5r0 937 .91.27%

424212 Pcndeo.t.n Hrbrh Tcrl.t Drhm N?0?fl.Lrmba0alBrdrn Usrhe - Ueno 7.052.000 000 17.222.959.952 244,230*i 12.213.064.521 5.009 895 471 41.02y1

424213 Pandrortrn Hrh.h Tcrilrt Drlam Naocr.Pemdr. Urno 0 67.576.6S8.71 3 28.728.335.036 38.848 363 677 r 35,23%

424214 Pcndrortrn Hrbrh Trilht Luar N!0errPlr0ranorn. lJr0o 500.000.000 138.613.955 27,72% 't38.613.955

24215 Pcndroat.n Hrbrh Tcilkat Iurr Nmlr-Llmbaoal8aden lrsah. - [r.no 4.233.095.61 7 5.445.026.983 't.zr r 931 366 .22.26qtr

424216 ,.ndapat.n Hrbah Tcilk.t Iuar Nq.fl-Ncgara - Ueng 0 r.804.s25.000 1.804.925 000

424219 lndrDatrn Hrbah Tcflkat llnnyr .Urno 240 000.000 0

42422 0 65.473.434.209 40.4E7.09r.r95 24.9t6.343.074 6t,7t a
424221 Pcndaortrn Hrb.h Trd.k Tlrikat Drhm Nroctr-Pcror.noan. Urns 0 59 880 88S.272 31.198.150.000 28.682.739.272 91,94%

-50,r5%424222 PrndrD.t.n Hrbrh Tidrk Trrik.l Dalm N!ocn.[!mb.!.l8ad.n Us.he. Ueno 0 4.624 88S.507 9.2i7.265.695 .4.652.376.r88

424223 PrndaD.trn Hrbeh Trdrk T!ilat 0alam Nclcri.Prmda. t .n0 0 967 655.490 967.655.490

SK No 020032C

rnn.lnl.rn Drnr l(htrrtrr nnlnl MIvr]rtrl
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TAPORAN REAI-ISASI AIUGGARAN PETllDAPATATII PEMEBI TIITAH PUSAT

TAHUN AIUGGARAIU 2019
(dalam rupiah)

Alun Urrirn Alun APBTT IA20lglAadit nl % B.rli3.ii lA20lElAudindl KcnailrnlPanuruorn
% Kcnrik.n,

Ptnuruncn

424229 rndrpaten Hrb.h Trdal Tlnk.t .[.mny.. l.lrne I 1.675.500 100,00%

4243 .ndrp.trn Hr3il X.rir S.m. BLU 529.656.54r.000 155.074.995.219 t 6'1,'14.,{ .70t.507.777.370 .45.07%

121t1 .ndrDrt.n lhiil X.rir S.m. BLU 529.656.54r.000 855.07{.995.219 t6t,44% t.556.582.772. .70r.507.777.370 -45.01lt

424311 PrndrDrtrn Hasil XrtNmr Prr0ran0an 43.038.279.000 64.938.55i.559 I 50,89% 69.088.747.70t .4.t50't90.142 .6.0r %

424312 Prndaget.n Hasrl Krlr S.m. Lmba!a/B.d.n Usah. 386.626 369.000 662.062.231.024 171,24% 1.302.s43 551.46t .640.88r 320.437 .49,1 996

42431 3 Panda0rten HasrlKGrta Sema Pmnntah Dr!rah 99.99r.893.000 128.074 206 636 r 28,08% 184.550 473 427 .56.476.266 791 .30.60%

424/

0

32t.485.663.t04 235.E73.7r3.606 92.6t t.S49.438 39,25%

42442 PandaDdrn drri Pahyanrn 8[U yrnr baraumba] drri tntit$ Pamrintrh Pu3rt 32t.4E5.663.104 235.873.713.606 92.511.e4S.438 39,26![
424421 PandaDatrn dril Pclavanan BLU vano barsumtar dafl Entltas Pamrirntah Pusat dalam Satu Kmrntlran NGoara/lrmbaga 173.181.163.285 r9r.521.434.832 18.340.271.547 .9,58%

42M22 Prndr!rtrn drn Pchvrnrn BLU vfio &rsumbcr drfl Entrtes Pm(ntlh Pusrt drluar Krmltailan Naorrr/lcmbrua vrnt mcmbewthr Bl-U 0 155.304.499.819 44.352.218.834 1 r 0.952 220.985 250,16%

r24g r.682.409.43C.000 6.E32.764.96t.602 406,t3% 4.3S5.Et6.t54.337 2.436.948.504.265 55,441t

4249r
PGIdrprtrn Jase [ayana[ PIbrIken B[U
(omrsl Potonoan, drnlatau &ntuk Larn Scbroar Akbet dari Pa[oadaen B.ranllJasa olch B[t

1.670.475.43r.000 6.700.931.t3r.892 401,t4t{ 4.t82.323.9r8.597 2.5 r 8.607.2 I 3.295 60,22v.

4249ll 1.670.4i5.437.000 6.457.293.921.737 386.55% 4.024.1 54.940.9t2 2 433 r38.9E6.825 60,46%

42491 3 0 583 725.321 543.3M.1M 40.380.583 7,43%

424914 Panda0ata[ Srftsrh l(urs Trr?rlstsr. BLU 0 .2578.745 2 844.81 r.7r6 __ 2.!!49q4!1
.3./U3.774.396

100.09%

424915 Pcmrimmn (cmbalr Bahnn Brrrno BLU Taiun Anqo.rrn Yrno [.lu 0 23.507.243.728 26.95r.018.124 12,7qfi
424916 (.mh2l' R.lrn'. Mndrl Trhtrn Irlu

Plndaprtrn Plnyrlcsairn Tuntutrn Pcrbcnd.h.r.rn / TGB . BtU

BtU

0

0

30.206.906.626 768 647.952 29.438.258.674 3829.88%

424917 2.855.526.484 I 76 4l 1.56S 2.679.114.915 1 51 8.57%

42491S 186 486 380 735 126 884.143.1 59.601.637.155 46.97%

42492 P.nd.Datrn BIU hhnyr dui Srwr r r.934.002.000 r3t.542.324.0r0 ll02,2l 2r2.846.t39.940 ,8t.303.E15.930 .38.20%

424921 'cndapaten BtU Lrinnya da( Scw. Tanah 235.000.000 8.488775.977 3612,25 4.34S.r66 626 4.139.609.35r 95,r8%

424922 Pcndapatan Bl-U Lrinnya dar Scwr Gtdung 3.064 000.000 40.193.556.153 I 3l 1,80% r8.550.007.884 2r 643.548.269 I

424923 Prnd.prtrn Btt l.rnnyr d.fl SGw. Ru.ngrn

Pcndapatan BUJ Iarnnya dar Srwa Prralatan dan Mrsrn

r00.000.000 55.33',|.546.499 5533r,55% I 70.834.730.030

I 240.4r i.760

.r r5.503 183 53r .67,6t 9(

424924 r05.001 000 15.466.998 253 14730,33% 6.226.580.493 67,38%

424925 Pcndapatrn BIU larnnya dafl Srwa Asct Tatap Lennya 0 6.417 857.752 4.r30.945.157 2.286.9r2 595 55.36%

424929 8.430.001.000 5.643.589.376 66.9596 5.740.872 483 .97 283.r07 1,69%

42493 P.ndrDrt.n BLU L.innv. drri P!triurl.n EMIl BLU 0 2St.5t2.700 6{6.405.t00 .354.8S3.r00 .54,90%

424932 PGndaDatan Bl-U Lainnya drn Pcnrualan G:duno dan Ban0unen BLU 0 55.000 000 55.000 000

424934 Pcndaortrn 8[U Iainnvr detr Pcliualan Asct Trtao Larnnya BLU 0 r33.5r7.000 535 368.000 .40r.85r.000 75,0696

424939 PrndaD.trn BtU l-ainnva dai Prniu.l.n BMN Lainnvr B[U 0 r02.995.700 I 11.037.800 .7,24%

SK No 020031 C
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TAPOBAN REATISASI AIUGGARATU PEIUDAPATATll PEMEBITIITAH PUSAT

TAHUN ANGGABAN 2019
(dalam rupiah)

LAMPIRAN 1.A

Akun Urrirn Akun APBII I A 2019 lAadittd) % R.rlirrri I A20tO lAudid) KanailanlPanurunrn
% K.nrihnl
Pcnurunln

425 PEI{DAPAIAiI PIIIBP I.AI NfIIYA 94.06S.33t.600.000 124.503.627.232.432 132,35fr I 2r.5it.o t 0.038.2 1 8 4.070.382.005.786 .3,11.A

4251 P.nd.Drlrn drri P.niurhn, P.rl.loh.n BMlll, lulrn B.drtr Us.hr, dtn Par.rim..n l(him A3ur.nsi 8MN 2S.631.t0 t.286.000 32.429.13t.tt6.137 109,44% 47.231.075.748.023 r4.808.S44.561.886 .3r,35%

42511 ts.077.645.857.000 t9.006.470.Et8.652 99.63% 22.76t.752.720.S08 .3.762.28r.S02.256 .16,52.4

425t r r Brtubara

Pctcnrk.n drn
I 8.305.604.794.000 r8.580.975.151.it0 101.50% 19.313.686 076.030 .732.710.924.320 .3.7996

425112 62.709.2r0.000 68.668.735.753 109.50% 65.938.056.673 2 730.679.080 4.140h

425r13 Prndapatrn PcUuelan D0kumn.d0lumn Palala[c.n 4.500.000 1 452.205.712 3227 1.24 1.385.489.934 66.715.778 4.82%
4251',t4 PGnda0rtan PGnrualan Cadrnoan Blras Pmlnnhh Drhm Brnokr oocnsr Prsar Murnr 702.967.810.000 335.121.022.548 48.33% 3.355.203.9 I 8.1 4r -3.01 5.476.895.202 .89.87%

425119 PcId.prtrn PrntualaI Hasrl Pr0duksr N0n Lrtban0 [arnnva 6.359 543 I 5.647 702.53t 246.05% 32.539.r80_123 r6.8S1.477.5S2 .5r.sr%
42512 t52.21S.276.000 34,l.531.328.482

3.948.035.294

224,31 250.827.244.1t7 s0.701.083.715 36.1 6'/6

425121 Prndrprtrn drn Plniualan Tanrh, Grdung, dan Br[0u0rn 54.554.000 7236,939( 22 124.812 449 18 r76.777.155 .82,15

425122 PrndaDat.n der Plntualan Prralalan dan Mrsn 2 254.758.000 il l 020 574_0i3 4923,84% 76.098.520.939 34.922.053.r34 45,89%
425123 Prnd.pat.n Komplnsesr SN. &[ Rumh NlC.B Golongen lll 8.79r.243.000 r0.83r.949.400 123,21 17.542.553.524 .6.i10.604.r24 .38,25%

425124 &4?pf!!! O!I!l!l!! U!!! r Tenrh, crdung d.n B.nlunan 0 r35 365.000 .135.365.000 I 00,00%

425125 Pandrp.t.n drn Tuk.r Mrflukrr Plrelatan dan Mastn 0 7.r 30.000 7.r30.000 .1 00,00%

425129 P!ndrprtrn drn Pmrndrht.nCrnrn BMN Lainnyr l4't.'t'tE.721.000 215 730.769 7r5 't52,81% 134.9t8.862.825 80.8r't.906.890 59.90%

42513 P.ndrp.t.n drri P.mrnl.lhn BMil 553.2St.43t.000 522.S60.362.436 94,52.h 1.575.47r.2r5.636 .r.052.5r0.853.200 .66,8r %

425r 3r P!fldapatan Srwa Tanah, Grdung, dao Bangunrn 250.62i.650.000 430 S01.024.632 't 71,93% r.52 r.599.996.942 r.090.698.972.3 r 0 .71,68%

425132 P?nd4rtm Sawr Prralrtafl drn Mrsrn 624.01 5.000 4.427.843.340 709,57% 8.952.903 922 .4.525.060.582 .50,5496

425133 Pendrprtrn Scwr Jahn, higas drn Janngan 45.000.000 4.427.118.712 9838,04% 768.092.2/U 3.659.026.468 476,38%
42513/. Prndrprlrn dli KSP Trnrh, Gcduno, dan Brngunrn 4.929.254 000 50.082 r27.864 101 6.02% 18.022.487.087 32.059.640.777 r7i.89%
425135 P!nd.p.trn dan (SP Prr.l.t.n d.r Mlsrn 0 98.280.000 .98.280.000 .100.00%

425r36 Prndapat,n d.n l(SP Jalan, khasl drn Jarnorn 0 30.788.41 I 30 788.41 r
425137 P?nd.prtrn d.fl BrnEUn, Gunr, drn Sarrh (BGS) 2.259.489.000 360.047.373 15.93% 360.047.373 0 0.0096

425138 Plnd.p.ten d.a Ban!un, Su.h, dan Gun. {BSG) 2.',t25.500 .2.1 25.500 100.00%

425139 rrndapelan dar Pmrnlaalan BMN [arnnya 294.8r3.030.000 32.731.412.1M 'tLl0% 25.667.282.568 7.064.r29.536 27.52%
42511 P.ndrDrl.n rt.3 P.udolrrn BMII drn l(.kry[n I{.t!]r drri P.ntrloh Brrrno 2.200.000. 625.t66.552.049 2t493,93tt 573.6t 1.t61.078 53.254.603.971 9,zllt
425141 Prnd.o.trn .trs P?n0?l0l.a0 BMN vano &r.sal d.tr Kl(XS 352 233.827.465 497.482.084.878 .r45.r88.257.4r3 .29,18y1

425142 Prnd.patrn rtrs Prnerloh.n BMN yane &r.stl d.tr Kontraltor PKP2B 0 r0.953.56i.000 26.515.283.300 .r5.561.7r6.300 .58,69%

425143 P!nd.p.tan atas Pmanla.lrI Ascl Pr0p!rtr 0 5.753.369.S80 r.643.5E9.980 4.r09.780.000 250,05%
425144 PcndaD.trn At.s Asat S.h.m dan Suret Brrhar0a [arn 0 1.721.611.720 787.69r 588 933.920.r32 r I 8,56%

SK No 020030 C

P.nd.0rlrn P.niurho Hr:il Produksi Non litbrno

randr0rtrn drri Pamindrhtanmnan BMN
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% Kcnrihnl
Panuluntn

425r45 rnd.p.tan K0mprnsa$ Asct &k.s Mdrk Asrn0llonghoa 0 4.499.504.300 40 696.464.000 .36.196.S59.700 -88.94%

425149 cndepatrn rtas Pcn0rlohan BMN da[ X?k.yarn Nc!ara []n0yr d.ir Prn0cloh Brrrn! 2.200.000.000 25r.644.67r.584 r r438,39% 6.486.754 332 245.157.917.252 37i9,36%
t25t5 andt0rtrn drri Panllunfn Stror drn Pna!]rnr rsuri danlm Tu3i 5t.5t2.7t5.000 81.125.622.928 1 58,44% 62.256.48r.499 19.469.14r.429 31,27
425r5r Pendrpatan Prnogunrrn Srranr dan Prasarane scsuar dcnoan Tusr 51.582.7r 5.000 81.725 622.928 l58,rl496 62 256.48r.49S 19.469.141.429 31,27

16 t.E44.t55.000.000 I 0.530.27 7.35S.3 t4 't 1s.05n 20.655.57S.27S.504 .10.t25.301.920.t90 .49,02.4

425162 PrndaDatan Mrny.k M!nt.h {DM0) 8.794.230.000.000 5.604.477.690.308 63.73% 7.49S.S1 2.603.765 r 895.434.91 3.457 .25.21%

42516S PandrDatan [ennvr drfl Klo[trn Hulu MErs 50 625.000.000 4.925.7SS.569 006 9725.97% I 3.1 55.666.675.739 .8.229.867.006.733 .62.56%

42511 P6ndrDrt.n drri lur.n Brdrn U3.hr d.n P.n.rim.rn l(him Atur.nri BMII 950.000.000.000

678.242 124.000

t.3t9.2SS.t42.2 t3t.Er% t.351.576.S37.661 .32.277.795.385 .2-39.h

42517 1 Pa[dapatan lur.n Badan Us.ha dan K?!ratan lrsaha Pcnyrdtaan dan Pandrstnbustrn BBM r.033.323.653.63 r 152,35% r.072.659.8r 3.466 .39.336.r59.835 -3,67%

425172 PlndrDatrn lur.n B.dm Us.ir drri l(G0i.t.n Us.hr Grs Bumr Mclrlur Pipr 271.751 876. 285.666.685. r05,r2% 278.602 555.395 7.064.129.649 2.54%
425173 308.803.60r 314.568.800 .5.765.r99 1,83%

4252 PEIIIDAPATATII ADMIIIISTBASI DAt{ PEIIIEGAXAIII HUI(UM r5.763.753.667.000 18.366.375.054.747 I I 6,51!6 I 7.76t.t 55.5r5.S32 598.2't 9.47E.8 I 5 3,31.h
42521 Pcnd.p.t.n P.hyrn.n d.n Administr$i Hukum 3.39 t.r 6t.025.000 4.303.t27.182.245 t26,S0% 3.50E.t 2r.6S3.239 795.tS9.0t9.006 22,61.h
425211 P?ndeDat.n Paspor 927.202.450.000 1 253.341.7r0 000 I 35,1 7% 1.097.623.900.000 r55.717.810 000 14, I 9%

82,69%

3?,57si

425212 P!ndrprt.n Visa r32 785.800.000 406.729.595 455 306.3r% 222.625.046.105 r84.r00.549 350
425213 Pandrpatrn lzu (amrg[srrn drn lzrn M.suk Kmhrl (Rr.lntry pcmtl 708 4r8.750.000 7r6.924.200 000 10r,2096 52r.r3r.r00.000 r95.793.r00.000
425214 Prndapatan Prlayanan KamErasr.n Larn0ye 235.095.000 000 182.197.521 701 77.500k 284.Sr3.445.000 . r 02.7 1 5.923.293 .36,05%

425215 P?odrprten P!hyrnrn Frdusra 52r.839.850_000 750.037.350.000 143,7396 i40.r 79.950.000 9.857.400.000 1,33%
't04.98%

51,61 %

4252r 6 PrndaDetrn Prlayanan Badan Hukum 194.02r.000.000 238.892 867.24S 123,1396 I 16.545.r48.96i 122 347.7 15.282
425217

lntrlektu.l
r7r.805.175.000 40.468.433.955 23.5596 26.693.r52.424 r3.775.281.531

500.000.000.000 714.326.594 505 142,870h 498.294.2r 5.005 2r 6_032.379.500 43,35%

0 409.509.374 I l8 735.738 290 773 636 244,89%

42522 57r.r3t.97S.000 737,756.054.394 121.17.4 t01.E51.911.556 .64.t02.924.r7Z ,7,S9tt

25221 2r 7.750.000.000 300.888.40't.352 t38,18% 345.182.353 003 .45 233.36r.65r 13,08%

425222 133.500.000.000 129.232.888.205 s6.80% 122.731.687.406 6.501.200.88S 5.30%

425223 Pcndapatan Dokumrn Klko[sulcran t5i.602.960.5,
50.5t3.75i.t

88,27

t22,19%

161.r02.99r.326
59.464.713 r86

.3.500.030.i86

.8 S50.955.990

-2,17%

.l 5,0596

425228 Pandrpetan Pclayantn l-rinnya dl Lutr N!gatr 0 I 3.032.788 858 22.740.691.177 .9.707.902.3r9 .42,69%

425229 Prndrpalan AdmrnFtrrsr dr Luar Nroln 0 86.485.268.r53 89.636.542 468 .3.151.274.3r5 .3,52%

t2523 3t6.82S.S66.000 73t.314.t44.329 233,05'/t 7t0.472.76t.6r9 27.9tt,315,710 3,S3:A

SK No 020029C

.nd.ort.n PGniurhn drri l(.ri.t.n llulu Miori

P?ndeoatan den Pcnlrmern Khm Asurrnsr 8MN

PrndrDatan Pclavantn Jrsa Hukum Irrnnve

Ind.p.tan PGhyanrn dan Admrnstresr Hulum Iarnnya

rndrDrtrn Pahyanrn drn Administrrsi Iur] IIamli
,ndaratan Vrsa Rr0ubll lnd0nesre dr Lu.r Nman

cnda0atrn Pasoor Rc0ub[k lndonasra di Lurr Nc0ril

1 78 550 00n 0

25224 Drndaortrn Jrsr Pclrvanan 0rda Kantor 0.0eno dan Ekonomr lndonasia di [urr NE.r 4t 338 979
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425231 Prrdepalan Prnlrsahan Surat dr Eawah Tantan 543 0i8 000 453.775.000 83,56% 332 375.000 121 400 000 36,53%

425232 1 68r.237.000 2 728.044.000 162,269( 949.964.500 1 778.079.500 187,17y0

425233 Pcnda!atan 0nokos PGrkarr 24.092.657.000 30.675.082.972 127,32fi 28.345.178 960 2 329.904.012 8,22%

425234 Pcndrort.n Grelilrk.si van[ DilltDkrn KPK Mln[dr Mrlik Nt!,rr 3.600.1 84.000 3.306.854.563 91,85% 7.021.831.765 .3.714.911.202 -52,91%

425235 PrIdr0atan Prnrualan HaJl [Glan! Gratilfiasr 0 291.420.200 669.443.546 .378.023.346 .56,47%

425236 Panda0etan Prnrualan Baren0 Ram0,sanlHrsrl Srtaan va[0 t!lah dr0utuskenldrlcta0krn Drn0adrlan 90.000.000.000 s5.941.36r.6r r 106,60% 9r.838.022.563 4.103.339.048 4,47%

425237 PandaDrtan D![dr Palano0enn Irlu Irntas r 50.000.000.000 468.135.3r7.658 3r 2.09% 458.458.080.r39 9.677.237.519 2,11%

425238 PrndaDetan Drnde Hasil Tif,drl Prdanr l-ainnve 22.000.000.000 70 856.062 920 322.07% 89.431.576.20r 't8 575 5r3 28r .20,77%

425239 PGndaoatrn KGraksaan dan Prradrh0 Lannva 24.9r2.8r0.000 65.996.225.405 264,91% 33.426.295.945 32 569.929.460 97,44Yr

42524 Patrd.Drt.n l(drktarn drn P.rrdihn rrrtr Hrsil Tindrk Pidrn. l(oruDd drn P.nctrcirn Urno 263.454.,l46.000 t.1 50.028.t t0.079 436.52Y. r.253.573.7 r 2.007 103.545.532.828 .8,26.

425241 Prnda0rtan Uan0 Srtaan Hesil Koru0sr vano Trlrh DrotrtuskanlDrtctr0len PrnIadrla[ 49.266.772.000 208.112.2?4.861 422,54% 362.565.020.463 .r 54.392.745.602 .42,58%

425242 Pandapat.n U.n0 Srtaan Tindak Prd.ne Prncucian Urnq yrn! Trlah 0rputuskanJ0rtctapkrn Pan!adrlan r.438.480.000 66.923.552.763 4652.38% 247.731.735.938 r80.808.r73.175 .72,99%

r00,98%
.88.08%

425243 Ptndapaten Urn0 Prngg.ntr Tndek Prdrna K0rup$ yen0 Tcl.h Drputuskrni0rt?trpk.n Prngidrlrn 6S.536.8S5.000 748.286.543.236 1076.t0% 372.324.301.672 375.962.24r.564

425244 Pcnd3patrn Prntu.len Hasd Lllano Trndrk Pidane Prncucirn Uano 29.955.244. 5.523.390.i03 18.41% 46.350.707.S65 .40.827.317.262

425245 Pcnd.prten PGniurhn Hrsil lcl.no Tmdrl Pid.nr (oru[sr 66.000.000.000 4.067.467.388 6,r696 14.644.901.085 10.577 433.697 .72.23%

425246 Pcndrpat.n D?nda H.srl Tnd.k Pd.na KoruDsr 35.044.755.000 78.r64.268.761 223,049i 83.048.203.124 .4.883.934.363 .5.88%

425247 PGndapatan Drnda Hasrl Tmdak Prdana Pcncucren Uan0 r r.000.000.000 r00.000.000 0,9r % 706.300.000 .606.300.000 _ .85,84%

_ - .93,97%

.31,87%
425248 72.000.000 4.579.268.922 6360,r0% 75.988.842 39S .71409.573.477

425249 PudaDrtan Uan0 Sitean Trndak Prdanr []nnya vrn! T?l.h Diputuskanl0it?taDkan Prrqadrhn r.r00.000.000 34.2r r.403.445 3't10,r 396 50.2r3.700.261 16.002 236.8r6

42525 P.ndrpdrn P.rizinrn
Pcndaortrn Pcnzrlan Trnaol (crrr Asmo

t.024.254'437.000 t.705.887.057.430 r66,55% 1.566.453.3t0.352 139.433.747.078 0,s0,
425251 935.000.000.000 1.562.679.096.600 167,13% r 423.430.82r.900 139.248.214.700 9,78%

425252 r r.600.100.000 l6 r25.200.000 r39.01% r 7 046.1 00.000 .920 S00 000 .5,40%

425253 PendlDtttn Pc.rrnrn dr Brdano Prrdrotn0tn 24.600.000.000 44.0M.625.000 179.12% 44.497 990.000 .433.365.000 .0,97%

9,50%425254 Prldaortan Prnrnen dr Brdan! Krsrhetan 26.490.000.000 49.776.000.000 t87,S0% 45.459.250.000 4.3r6.750.000

425255 Prndamtan Pairnr[ dr Brdano lrnokunoan HrduD dan Kchutanan 2.463.022.000 9.095.S93.526 369,30% 4.055.863.250 5.040.r30.276 124,27%

425259 P?ndaotlrn PGr[rntn Lainnvr 24.101.3r5.000 24.r46.r42.304 t00.19% 31.963.285.202 .7 817.142.898 .24,48fi

-3,84.h42526 PandrDrtrn P.hv.nrn K.oolirirn I 8.7S4.33t.965.000 t.t 65.1 77.SSS.000 92,l5.a E.4S r.555.305.000 .326.377.386.000

425261 Prnd.p.t.n P!nlrhrt.n Surat lzrn Mln0cmudr (SIM) s10.137.010.000 662.022 775.000 72.740*i 625.080.330.000 36.342.445.000 5.9r %

425262 Pudapatan P!rprnl.n0.n Surat lan Mrngcmudr {SlM) 694.1i3.305. 643.802.560.000 92.74% 504.351.415.000 39.45r.r45.000 _ 6,53%

0.56%425263 Ptldrprt.n Pcnabiten Su13t Trnda Nomor Krndarern Bermot0r (STNK) 2 453.000 000.r 2 4r6 492.675.000 98.51 % 2 403.053.325.000 r 3.439.350.000

SK No 020028C

Prndr0rt.n lJrno Mar lLarsl drn lJorh ordr P.nrtln Brdrn Prrrdrlrn

rndalalrn Hrsrl Pcnolmhrlrrn Urn! Ndara

tcndaDatan Panrhan Partanian
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% Krn.ikrnl
Panuruntn

425264 P?ndaDalan PrnlGsehrn Surat Tanda Nomor Kcndaraan Bemotor (STNK) 0 282.528.300.000 .282.528.300.000 100,00%

425285 PrndrD.trn Buku Prmrlk Kcndrnrn Bcm0tor (BPKB) 2.503.E75.000.000 2.426.285.000.000 96,9096 2.485.384.975.000 -59.099.975.000
- 

.2,38%

r,65%425266 P!nd.D.trn T.nd. N0mor (!rdar..n &rm0tor (TNKB) 1.493.286.000 000 r 366.160 314.000 91,49% 1.344.034.000.000 22.r26 314.000

425267 P?ndr0rlrn Ulrn KctGram0rhn MGn0mudr 34.72r.850.000 29.462 750.000 84,85% 29.t47.850.000 3r4 900.000 r.08%

425268 PrndaDrt,n Pcnrrbrtan Surat Mutrsr Klndaraan (a Luar Desah 166.526.300.000 169.194.425 000 1 0r.60% r 70.302.050.000 .1,107 625,000 .0,65%

425269 Prndaprtan Nom0r Rrgrstrasr l(rndenan &rmot0r Prlftan

Pandrort n Pahvrnrn KDolirian ll
538.6r2.500.000 45r.757.500.000 83.87% 547.673.r40.000 .95.Sr5.M0 000 -17,51%

42521 s46.E2S.735.000 959.273.623.322 t0t.3r% t76.003.4tE.UE t3.270.13{.504 s,5t%
425271 P!ndr0rtrn Surat Tenda N0m0r Ncndaraan B!m0l0r Iintes Brtas Nroara 8.400.000.000 1.354.200.000 16.1296 907.700.000 446,500.000 49,19%

20,95%425272 Prnda[rt.n Tanda Nom0r X?nd.raan Brrm0tor lrntas Batas Nr0er. 8.400.000-000 1 009.800.000 t3.09% 909.300.000 r90.500.000

277.760.035.( 304.062.795 000 109.47% 299 610.715.000 4.452.080.000 1,49%

74 239 909.475. 220.762.225.000 92.02% 202 890.885.000 r i.87r 340 000 8,81%

3.22%4?5275 ![drprtrn Prlayenan Srturn P!n0rmen 20.783.705.000 29.633.095.000 142,58% 28.707.428.410 925 668.590

125216 387.576.520.000 397.718.508 322 102.62yo 334.724.562., 62.993.945.St4 18.82Vr

425279 4.000.000.000 4.643.000.000 r 1 6,0896 I 252.900. .3 60S.900.t -43.74%
q252t 455.i46.4r4.000 606.540.203.S4t t33,09% 560.r0s.22E.43r 46.430.975.517 t,29lt

92.59%425281 Pcndrpat.n Akrcdtasr I 7.758 100.000 37.r30.370.000 209,09% 19.279 600.000 r 7.850 770.

425282 Prnda0atan PlnEUnn, Scrtdrka$ dan Stendardrsasr dr Bdan! lrnokunoan HrduD drn Kahuta[an r.36r.32r.000 r.275.i90.950 93,72% 928.4r7.r00 347 3i3 850 31,42%

125283 PudaDrtan Plnquiran, SGrlilrkr$ l(alt[sL drn StandardrsrJ dr Bdrn0 P?mdusttrln 86.936.859.000 97.94r.517.905 I r2,66% 87.180.831.927 10.760 685.978 12,34%

425284 Pudarrtan Pcnquiian, Scnifikasr, Kal6rasL den Strndardrsasr dr Bdano Prrda0angan r3.i4t.005.000 24.719.552.3r3 I 79.90% 27.305 089.529 .2 585 53i.216 .9,47

425285 Prnda!atrn Pznsuiran, Sartiftkrsr, Kal6rasi. drn Strndardrsasr di Brdan0 (rsrhatan 35.933 166.000 52.S87.983.138 147,46% 42.226 504.314 I 0.761 478.764 25,4996

425286 Pudr!at.n Plniuxan, Slrtrfikrsr l(r[brasl drn St.ndardrsr$ dr Brdrno Pekcnrrn Umum 6 7r4 420.000 9.799.r 66.696 145,9496 7.629.5r8.962 2.169 647.734 28,44%

425287 Pandr0rtan P?nouIan, SGrlilrka$ den Xalrtrasr dr Bdano Prrhubun!en r2r.543.8r3.000 r22.729.386.536 't00,98% 10r.480.009.436 21.249.377.100 20,94%

425288 Plnda0atrn Pcn!unrn. Scrtd*asi drn Xal0rasr dr Bdrflo (0munikasr drn lnformatikr s5.280.000 000 182.769 738.300 19t,82% r98.000.292.900 .15.230.554.600 .7,6996

425289 Pr[da!atan Prnquran, Srnilrka$ XalbrasL den Sta[dardrsa$ Larnnva 76.477 730.000 77.186.638.r10 r00.93% 76.078.964.203 r r07 733.907 1,46%

4253 PEI{DAPATAIT I(ESEHATAt{, PERTITDUNGAIII SOSIAT, DAN I(EAGAMAAIlI 6.S2r.tt5.403.000 6.728.3t6.646.421 g7,l?.h 7.42r.052.335.146 .692.665.68t.725 .9,33%

02531 PandtErt.n Jr3r l($thrtu 3.441.43S.t 76.000 3.007.63t.953.650 87.3S% 3.t49.995.353.2t7 .t42.364.399.637 -21,88%

42531 I Pcndr0rt.n deri Bad.n Prnvlhnoo.rr Jrmrn.n Sosral IBPJSI Krsrhatan 0.dr Fasilrtas Krsrh.t.n Trnokat Prrtamr lFNTPl. 136.970.350.000 310.473.901.765 226.67 r50.98i.861.839 159 486.039 926 r05,63%

425312 Gndrprtrn d.n BPJS l(!$hrt,n [ada tasiftt.s Krschater Trnok.t Lartutan (tKTl-) 2.492.054.635.000 2.004.9 r 3.997.324 80,4596 2.80 t.330.955.443 .798.416.958 1 lS .28,43%

4253r3 P!ndrpatan Layenan fasrIlas Kcsrhrten 602.825.273.000 422.332.391., 70,06% 574.772.060.540 152.43S.669 046 -26.52Yo

4253r4 rndaprtan Jasa Karantrn, Klsrhatan 34.925.447 000 50.478.258.821 144,53% 48.35S.61 0.383 2.1l8 M8.44t 4,38%

SK No 020027 C

lndrn2trn P.nnrn.n2n Ohv.L Vfrl
!n'lrrrt"n P.lrv.nrn K.nnl'('2n I 2'nnvl

rndro.trn Alr.dit.si. Prnquiirn. Srrtilih:r. (rlihr.ri. drn St.ndrrdi3rti
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42531 5 Pandrpatan Jasa PGmbrnan Vrksn Kasahatan

PGnda0rtrn RGirskrsr Trna0r K2s!hrtrn

r4s.063.980.000 t86 486.124 238 1 25,10% 235.939.2r 2.082 .49 453 087.844 -20,96%

425316 25.599.491.000 32.947 280.000 128.10% 38.606.653.000 .5.659 373.000
't6.r52.6t4.02S

.14,66%

42$12 Panda[.t r Jrtr Panorw$.n obat drn Mrhnrn 89.il0.000.000 t96.35t.9S4.030 ztt,6a.h rrs.606.380.001 9,33%

425321 Pcndrprtan Je$ PGn0rwrsan 0brt daf, Mrkanan

Patrdrpalan Jrlr Krlantina
89.810.000.000 196.358.994.030 2l 8.64% 179.606.380.001 16.752.6r4.029 9,33%

t2533 ts2.5t7.sgs. 36t.295.658.526 187.67.4 344.312.t23.136 16.982.835.390 4,S3't
425331 cndaprtan Jrse KerantrIa Part.nr.I drn Patcrn.krn 129.71 7.SS9. 282.423.147.523 211.12% 267 493 327 963 r4.929.8r9.560 5.58%

425332 Pcndapatrn Jrsa (arantrne Prilkrnrn 62.800.000 000 18 872.511.0 r 25,59% 76.8',t9.495.1 73 2 053.01 5.830 2,67%

3.5t'{42534 Pandrpatan Ja3r AIrfiir
Prrtanahan

2.358.r r5.228.000 2-255-101.56E.51, 95.63.,t 2.111.1M.211.554 77.S57.357.030

425341 2.358.r t5 228.000 2.255 050.745.584 95.63% 2.177.144.211.554 77 906 534.030 3,58%

425342 Pcndrprt.n Pcncnmrn H.k Atrs Trnrh PSMBiPnsrdrum Krbrnrt Dwrk0n 0 50.823 000 50.823.000

42535 Pardapatan Jrtr l(argrmiln
Prnda!etrn Jrsa (,nlor lJrusrn A0rml

t46.003.000.000 907.998.47r.63r r07,33./ r69.9S2.567.t6t 38.005.S04.463 4.11vt

425351 846 003.000 000 883 380.97't.243 1 04,42% 869 992.567.r 68 1 3 388.404.075 r,54%

425359 Pr[d!0atan Jasa Prhyanan Kcaoamaan Larnnya 0 24.617.500.388 24.6r7 500.388

4254 PEl{DAPATAIII PEIIIDIDIKAIII, BUDAYA, RISET, DAN TTKTOI,OGI 4.357.727.808.000 5.229.029.64t.870 I 19,99% 4.763.894.20S.734 465.r35.432.r36 s,r6%

42541 3.784.06t.6E8.000 4.234.651.512.3t4 I t t,9t% 4.09 l.l 37.740.060 143.5t3.77t.354
.219.779.624

x,5l.l
.0,28%42541'.| 78.963.924.000 77.814.031.824 98.54% 78 033.8r 1.448

425412 3.434.503.640.000 3.880.258.52 r. r S2 I I 2,98i6 3 799 330 389.906 80 928.r31.286 2,13%

425413 Pr[da0atrn PrnrlrtIn, PGn0mbrn0rn, dan Prno!bdIn MrsyaIllt 71.722.597.000 54 809.654.ii4 83,39% 25.946.r83.264 38.863.47r.5r0 r49,78%

425419 t92.87r.527.000 2r r.769 304.524 r09,80% 't87 .827 .356.342 23.941.948.182 12.75%

42542 265.738.32t.000 47t.750.9t3.t78 177,52.4 283.t78.471.210 t88.372.442.668 66,47%

69,3496

40,50%

425421 P?ndi!atrn Irv.[.n P!rdidrkrn denht.u Prlitrhrn 254.462.983.000 432.209.746.650 169.8596 255.235.125.257 r76.S74.621.393

425429 P?ndeDetan Pcn!rmbanIan Sumta Devr Manusrr Iernnvr r r.275.338.000 35541 167 228 350.69% 28.r43.345.953 r r.3s7.82r.275
42541 PandrDrtrn PanalitirnlRirat. Survrv. Prmtlrn. drn PGn!mbrn!rn lotrk 302.756.472.000 5t5.9E0.53t.0Et 110.421i 3t3.r25.47t.424 132.055.059.657 34,68%

425431 P!ndrDatan Ievrnan Pcnrl[nnlRrsrt dan Prnomhan0rn l0trk 40.983.282.00( 96.697.907.922 235.94% 73.168.285 30r 23 529.622.621 32,16%

425432 Prndapatrn [ayanen Suryry dan Prmtaan 92.422.295.000 t4r.095.689.020 t52.66% 107.261.809.466 33 833.879.554 3r.54%

42,19%425433 Prnd,prtrn hyrnan M!t!0r0l0gr, (tmrt0l0!r drn GG0l6rk, 102 880.370 000 r 58.700.588.50r 1 54, I I 1.620.1 3t.097 47 080.457 404

425434 Prndap.t.n H.srl PrnclrtEn/RrsGt dan Hasrl P.nIcmhantan lptrk 6.043.390.000 r 6.285.033.806 269,47% 20.5r8.625 94 .4.233.592.t39 .20.63%

425435 Pandaprtrn Hrsrl Suryry drn Pmtaan 24.S44.9r0 000 29.271.262.669 1 1 7,34% 26 r53 313.294 3 1 l 7.949.3i5 11,92%

425436 PGndeDetan B0valtr atas Krkeyean lntGl?ktual 944.995.000 9.446.5r i.S06 999,6496 5.524.461.080 3 922.056.826 i0,99%

425439 P!ndeDatan P!0rllrenlR[ct, Surycy, Pmtren, dan Prn0mben0an lDtck Lrinnva 34 547.230.000 64.483.53r.257 186,6596 38.878.845.241 25.604.686.0',t6 65.860r

SK No 020026C

rtiltfifiil?ilifiilm
'cndaortrn [.h:n/Sclcksi Mrsuk Pandrditrn

'rndrrrtan Erava Pcndrdrkrn

'.ndm.l.n P.ndrdrl.n Lainnv.
,andanrhtr P.nnmhrnmn Sumhrr Drve Mrnurir
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TAPORAN BEATISASI ANGGARAN PEilDAPATATll PEMEBITllTAH PUSAT

TAHUil ANGGARATU 20I9
(dalam rupiah)

LAMPIRAN 1.A

Akun UIi.r Akun APBIII I A 2019 lAudittdl % R.dis.si lA20ltlAadidl KanrilanlPanurunrn '/. Konrikrnl

Prnuruntn

42545 5.r6r.327.000 6.646.68r.597 12t,10.4 6.252.526.t40 3S1.'t5E.457 6,30%

425451 Prodrprtrn Musrum

Prndapatan Sclerah dan Kcbudayaen Lamnya

3 r26.121.000 3.280.582.500 104,94% 3.348.070.000

2.904 456.140

.67 487.500 .2,02%

425453 2.035.206.000 3.366.102_097 165,39% 46r.645.957 r5,89%

4255 PEiIDAPATAIII JASA TSANSPOBTASI, I(OMUITIKASI DAN IIIIFOBMATIKA 22.803.1 85.036.000 25.903.2t8.006.012 I t3,59% 23.950.r8r.055.396 t.952.730.951.2 r 6 8,r5%
42551 0.769.1 79.733.000 6.965.6S4.762.t3t t02,00% 6.3 I 9.589.621.3S I 646.1 05.141.447 10,22L
4255r I PrndrDatan P!lavanan P?n0uran Kcndaraan Brm0l0r 7ir.236.980.000 1.327.042275 000 172.07% 938.634.625 000 388.407.650.000 41,38%

425512 P!ndaoatrn PusounIn Prasrranr ParkarGtaaDianilrrck Accoss Chrror 993 750.000.000 754.538 627.463 75.93% 902.206.837.E45 r47.668.210.382 .16.37%

425513 P?rd.Delan Jasa K!o!l.buhanen 2 397.855.730.000 2.377.829.710.302 99,16% 2.2U.327.178.826 143.502.53r.476 6,42%

4255t4 564.i14 l. I 28.000 583.366.6S3.37S r03.35% 548.045.5i8.845 35.32r.1 r4.534 6,44%

42551 5 Prnda0atrn Jrsr Pcrk,Drhn dr0 Kr0?leulrn 241.527.020.000 256.654.687.547 t06.26% 238.311.705.354 r8.342.981.593 7.70%

42551 6 P?ndaDatrn Jase Kctanderudrraan 368.088.31 2.000 334 869.823.037 90.s8% 340.384.958.2r r .5.515.135.174 1.62%

425517 P!ndaoatin J.sr Navr0asr Prnartrn0an 778 088.821.000 600.916.462 942 77.23% 52',t 181 218.99',1 79 735.243.95r I 5,30%

23.700$425518 Prnd.ortrn d.r X0ns!si Biden0 TrIs0ortrsr 573.425.542. 628.949.8S1.9: 't09.68% 508 428.602.995 120 521.288.935

4255t9 Parda0rtrn Jesa Trans00rtasr Iernnvr 80.766.200. 101.526.591.i 125.70% 88.068.S14.7 13.457.676.514 I 5.28%

42552 P.nd.Drtrn Jr3r (omunihsi drn lnlomrtih r5.t93.022.317.000 r8.767.984.0,l2. | 1t,0e% r7.44C.455.t66.510 t.321.528.S45.S29 7.57.h

25521 P?ndilatrn P.n0ounaan Sorkt.um Fr?kuGn$ Rrdio t4 786 883_582. l7 605 S70_108. 1 I 9.0696 r 6.3M.753.538. 1.241.216.569.310 7.58%

425522 Pudapatan Hak PrnyGbn0ganan Trbk0munilasr 't.06r t87.075.000 r.098. r 45.698.3 r I r03,48% I 027.001.367.847 71.144.330.471 6,93%

4255?3 PrndaDltr0 lxn P!nyalcn!0antn Pcnyrtrtn 38 i47 068.000 53.8r7 359.746 r38.8996 47.799.896.74r 6.0r 7.463.005 1 2,59%

425524 lan r8r.000.000 860.002.500 415,14% 825.002.500 35.000.000 4,24q
425525 PrfldaDrten Ko0tflbu$ Plnychnlorra$ Pos Untuk Prmhrayiln lavanan P0s Unrvrrsal 2 540.690.000 4 364.t65.03r 171.170l 1.886.706.490 2 471.458.541 _ r3l,3l%

_ 47,16%

5,52%

425526 P!ndeD.trn Prn!cl0laan Nama Dom.rn lnd0nrsra r.r 82.800.000 1 431.450.524 r 21.53% s76.814.639 460.635.885

425529 Pandapalen J.s. Komunftasi dan lnf0malrka [.innya 2.300.002.000 3.390.028.1 I 7 147,39% 3.212.540.000 177 488 117

42553 t40.9E3.046.000 t69.53t.43r.335 120,2t 4 1E4.441.567.495 .r4.s03.t36.r60 .8,08%

425531 PGndeDatan Jas. sr.r.n l-PP RRI 20.225.344.000 23.325.62t.006 I t 5,33% 24.921.968.222 -1.596.347.2r6 .6,41 %

425532 PcndrDrt.n Jasa Non si.ran LPP BRI 58.450.000 23.650.000 40,46% 28.672.000 .5.022.000 .17,52%

425533 PlndaDal.n Jrsr Sirrrn IPP TVBI 102.860.639.000 99.720 388.759 96.95% 112877 812.351 .13.r57.423.592 I r.66%

4255U PlndaDatrn Jase Non Sir[n IPP TVBI l7 838.6r3 000 46 468.771.570 260,50% 46.6r 3.il4.922 r44.343.352 .0.31%

4250 PEI{DAPATAI{ JASA I.AIIINYA 375.555.204.000 42S.S02.2't6.lg0 114.41.4 910.056.355.732 4t0.r 54.t 3t.t42 .52.76.h

4256r Pmdrortrn Jrrr di Bidrno linrkunorn lliduD drn l(.huttnrn t28.9S6.385.000 200.7t0.655.162 t55.59% 204.0u.0s0.073 ,3.37r.434.9r r .t.65tt

4256',il t 14 SM.318.000 163.337.31 6.441 142,20% 167.966.21 S.6l 5 .4.568.903.174

SK No 020025 C

andaoalrn Saiarah dan KabudrY[n

,rndaDrtan Jr3r Trrnsoltari

,!ndaDaten Jes. NavIr$ Pdavrran

,.ndrortrn J[r Lmtro. Prnvirrrn Publik
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TAPOBAIU REAI.ISASI AilGGABAII| PEN DAPATAil PEMERIIIITAH PUSAT

TAHUTU ATUGGARAII 201g
(dalam rupiahl

Alun Urrirn Alun APBN I A 2019 lAadittdl ',{ R.rliirii IA20lElAutli/,dl KanaikrnlPalurunaI
% Krnrikrnl
Pcnurunan

425612 PrndaDaten lurrn dr Brdano lrnckunoen HrduD dan Kchutenan r4.052 892.000 22 8r3 875.8S8 162,34% 2l 094 153.074 1.719.722 824 8,15%

425619 PrndrDrtrn Jas, dr 8rdan0 Lrngkungan Hrdup dan Klhulanan Irrnnya 39 r 75.000 14.499.462.823 3i01 2,03% 15027 717.384 .528.254.561 .3.52%

q2562 2r.463.846.000 30.82t,873.691 t43,60% 2t.79S.{55.59r 9.022.4r8.t00 _ 4t,39%
26.59%425621 PrndaDrt.n Jasa PrlrbuhaI Pcrikenan r8.469.20i.000 27.586.904.928 149,37% 2r.791.630.591 5.795.274.337

425629 PrndeDrt.n Jasa Kllauten den Plrikrnrn Irnnye 2 994.639.000 3.234.968.763 108,03% 7.825 000 3.227 .143 163 41241,45y1

42569 225.0s4.973.000 r9E.369.61t.037 tt,t3% 684.r68.8r0.088 .405.709. | 22.03 I .7 t,0t %

425691 23.75r.980.000 7.061.872.692 29.73% 5.663.582.398 1.398.290.294 24.69%

425692 Pandr!at.n J.se Tlnaqr, Pekcraen, drn lnformrsr 35.834.494 000 43.4r6.365.465 I 2l,l 6% 401.131 262 221 .363 714 896 756 _ .89,34%

.r00,00%425693 Pandro.ten drri J.sa L.vanan Jrlan Tol r20.000.000.000 I r0 076.543 484 .r r0.076.543 484

425699 PrIdaortan Jasr Lrmnvt 45.508.499.000 r47.8S1.449.880 324.98% 161.297.421 S65 .r 3.405.972 085 .8,31%

4217 PETIDAPATAII BUI{GA, PEITGTI.OI.AAiI RE(EI{IIllG PERBAIIIKAI{, DAIII PEI{GETOI.AAII KEUAITIGAI\I 9.73S.27t.375.000 1 S.333.Et2.339.344 r98.51!r I r.r 53.269.856.7S I 8. r E0.6 I 2.4t2.553 13,35L
q2571 PandaDrtan Bun!a 9t3.975.234.000 t.825.320.700.269 tst.7r.,t 1.656.1 80.667.t 38 169.r40.033.r3r 10,21%

425713 9r3.975.234.1 1.4 17 160.584 693 | 55.1 596 r.309.1't r.48i I 58 r r 8.049.097 535 9.02%

t25714 BunEr d.n Plmbln.n (r?dn .297 104.173 60.552.45r.830 .26.255 34i.657 .43.36%

425117 0 286.216.34S.005 27.10%

425719 0 300.379.145 .72.31%

q2572 0 5.E07.000.000 0 5.t07.000.000

125721 PGndrprtrn G.ir 0n Bond Rrdmotron rt.s Pmhllirn Kcmbdr 0bfiq.sr Nc[rn Jrn!k. Prri.no 0 5.807.000 000 5.807.000.000
q2573 2.1 t0.04t.E60.000 t.7t3.03t.5t3.912 412,531t 2.282.759.533.200 6.430.27S.050.742 281.6S%

425131 PlndaDrtrn Prmrum oblEasr Nrorre Drhm Nro!iliRuo[h 2.1 r0.04r.860 000 6.467.340.854.900 306,50% 1.14r.132.650.700 5 326.208 204.200 466,75%

425733 0 2.245 697.729.042 t.141.626.882.500 r.r04.070 846 542 96,71 %

t2571 P.nd.D.t.n lmb.l Jrsr P.nirmin.n P.m.riil.h. S.litih lhrsr SBN, d.n tm hinnva rtrt Tr.ni.l3i Surat 8.rhrr!. ilcorrr 106.985.26t.000 I r 8.68r.fl9.410 I t0,93% 94.S0t.097.tt5 23.780.02r.595 25,06.

t25741 Prnd!0atrn lmbd Jrsr PGnrrmrnrn lnlnslruklur 106.985.261.000 109.4S0.920 300 102,34% 94.497.933 237 r4.992.987 053 15,87i

125742 r39.460.000 .l 39.460.000 r00,00%

125743 P!ndaoaten (uoon SBN 259.840.000 .259.840.000 r00,00%

425744 0 I 190.199.r r0 9.r90.r99.110
125746 PcndrD.trn [ein.lan rtrs Rck?nno Tuiurn Tcrt?ntu 0 3.864.578 .3.864.578 r00,0096

42575 t65.000.000.000 t2.607.030.733 7.64.4 242.930.299.tE7 .230.323.260.454 .94,8r%

425751 end.p.t.n d.ri Sllsrh Xurs drlam Pengclolaan Rekcnrng Milk BUN 185.000.000.000 2 344.438 960 1.48% 242.7r3.600.134 .230 369.16r 1 74 .94.S1 %

425752 0 207.685.127 54.906.435

SK No 020024C

PandDrtrn Jrtr Kalrutrn dan Paaikrnrn

Pandaortan Jria hitrnvr
,arda0atrn Jasa PanoawasanlPamrilsrtn

!nd.n2l.n Bnndi d.ir Prnt.nn d.n Pmhrr2n Pinr:m2n

rndrnrttn Rntrnr drr R.[.n'nn P.mhrndilnrn Hil2n 361 77e f,34 7!ll
f3 176

tndrDrtan Grin on Bond EadamDtion

andaortan Pr.mium atrr Surrl oarh.roa ilxrrr

prndro.tan Pmrum .tas Sur.t Brftrror Svrflah N!0arr ISBSN| 0rl.m NlorrilRuorah

Pandao.l.n Sltsrh H.ro. SBN

,andaortrn Bun[a Ravarsa R.do

P.nd.nrt.n drri S.lirih l(trrr

rnd2Drlrn drri llntrnn S.li.ih (trr( Uand Prrodrrrn )82 591 581
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TAPORAN BEATISASI ATUGGARAN PENDAPATAil PEMERITllTAH PUSAT

TAHUTI! ANGGARAN 2019

{dalam rupiahl

LAMPIRAN 1.A

Akun Urrirn Alun APBIII 1A2019 lAadiltdl '/6 
8..1i3.3i lA20lSlAutlidl NGnrikrnlPcnurumn

% l(anril.n,
Prnuruntn

425753 Prndap.t.n Pcnycsu.r.n Srlsfi (urs lnv0rc!iSPP kr SP2D

PandrDdrn tryrnrn Jata Parbanhn drtr Panutu0rn Ratrtrin!
0 211 9.013.925 .9 013 7r 5 r0c

t2576 280.S69.644.000 232.r20.267.593 12,6tlt 2t7.720.782.980 .55.600.5r5.387 .1

425761 Prndl0aten Ievrnan Jrsr Parbankrn 0 1.196.378 891.308 305.070 34,23

425762 Pzndrortrn Jesr BanI dril Pmblnrn Prnramrn 0 621.867.500 100.64r.039 461 226.451 287,12%

763 0 62.068.077.05r 74.556.330.261 .12.488.253.210 .1 6,75%

I 8,51 %25164 'mdep.lrn Jesa lam r.!. (cuang.o {Jasa Giro) 280.96S.644.000 r69.361.376.368 60,28% 207.822.645 528 .38.46r.269.r60

425765 0 67 750.2S6 5.180.274 844 .5r12524.548 98,69%

21,tgllt2577 Itts P.rb.nd.hmn d.n,.tlu rt.3 5.580.000.000.000 ,.736.672.10S.435 t38.65t{ 6.054.0S t.902.4E3 't.682.580.206.952

425772 PrndaDat,l ,trs Plnrmpalen lreno NcIrra Pad. Brnk lJmum t30 000.000.000 341.764.926.905 262.90% 256.947.45r.726 84.8',t7 415.179 33,01%

425773 230 000.000 000 334.653.594.490 145.509( 332.449.r 55.560 2 204 438.930 0.66%

475774 PrldaDat.fl .tes PrnrmDatan Uano Nroara 0ada Brnk lndonasra 5.220.000.000.000 7.060.253.588.04 I 35.25% 5 464.595.295.197 r.595.558.292.843 29.20%

t2578 PandrDilrn Birya Panuihrn Pri!l(, Lryrnan J$a Lalano, drn Pamuru3ro Piullm ilararr 4ll.766.43E.000 660.546.658.42r 151,741, 481.447.093.7t2 r7s.099.564.70S 37,20%
.27,43Nt,425781 Prndroatan Brava Pcnruhan Papk Nrgera dangan Surat Paksa r 800.000.000 Li20.573.299 95.59% 2.371.0r 1.392 .650.438.093

425782 Prndep.t.n &e lcl.ng Prlrbat [Glang Krlas I

P?rda0rtrn &r [rl,n0 P.i.brt l-!hr! Krl.s ll
399.r60.000.000 419.520.706 655 105,10% 308.030 455.675 l1 1.490.250.980 36,r9%

425783 0 75 20i.825 9r6 68.037.631.r65 7.1 i0.194.75t r 0.54%

5.51 %425784 0 96.652.759.2r2 s1.608 841 688 5.043 9't 7.524

425185 17.806.438.000 67.444.793.339 378,77% r r.399.r53.792 56.045 639.547

4257S t03.53e.93t.000 29.088.86S.54r 11,79$ 53.238.480.276 .24.t40.610.735

425791 PrndaDatan Pcnyclcsaren Gantr KGruonn N!0,ra TahadrD Pc{ew,r N!0rir Bukan Blndahere Atau Pqabat Larn. r63.396.287.000 14.941.008.384 9.14% 16.9r8 424.771 1,977.416.387 I .69%

425792 P!nda0rt.n PuvrLsrnn Gantr KGru0ran Nair. Tcrhadro Bendahrrr 1 l 5.651.000 1.021.552 126 883,31% 3.827.704.570 .2.806.152.444 .73,3t %

425793 Prld.lrtrn Prnylbs.En Grnti KGruoi.n N!0rn Tcrhadao Pih.k l-rn/Pih.k Krtoe 28.000.000 13.r26.309.03r 46879,68% 32.492.350.935 .l 9.366.041.904 .59.60%

B 20.646.525.000 6t4.389.891.r75 2975,15y. 61r.724.687.653 2.065.203.522

425il Irnfupatan Danda 20,645.525.000 4'r 7.029.576.24' 20r9,15!r 540.373.23t.96t . I 23.343.662.72 I
t'l rrndaoatrn ornda mvrhsarrn P*cdfln Plm?rntrh 10.t26.325.000 372.701.521.461 3680.52j6 508.183.330.466 . r 35.48 1.809.005 .26.66%

425812 r0.000.000.000 38.563 210.702 385.63% 25.42r.045 096 13.142.r65.606 51,70%

78,16%4258r 3 5r9.200.00t 387.200.000 74.58% 216.600.000 r 70 600.000

4258 l4 0 96.762 .96.762 r00.00%

4258r 6 Prndapatan 0!nda atrs Pclaksanran Trctsury Notional P0oIn0 1.000.000 7.544.393 754,44* I 592 034 r 047.641 I 2.r 9%

425811 Pcndaoetan Drnda atas KrkuranganlKctrrlambrlan PGlmp,hen P!nrnmean Nr0rrr 0lch Benk/P0s PlrsrDsr 0 5.0r3.364.234 347.459 2 4.665 905.02r 1342.86%

4258r8 0 89.529.1 I 7 6.ls6.l 15.397 .6.',t06 486.280 .s8,55%

SK No 020023C

d,n Pcnallr trrlail l.lsaha Hulu

'(rniln Tr.m'trv N^r'nnrl Pn6l'nn

Pandaoalen 8ae Lalano Paoadaran

P.ndro.t.n Bravr Admhrst.a$ Plnourusr[ Puteno NGo.re 491.66%

.45 r6yPandaDrtan Panvalaraian Ganti (aluoian ilaorra
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TAPORAN BEATISASI AilGGARATII PEIUDAPATAltl PEMERINTAH PUSAT

TAHUTU ATI|GGABAN 2019
(dalam rupiah)

LAMPIRAN 1.A

AIun Urrirn A*un APBN I A 2019 lAadil.d) % R.rlis.ri IA20ltlAadit dl KanaikrnlPanurunrn
% K.nrihn,
Plnwunrn

425819 Prndro.ten Drnda tcrkr( Pcnousaharn Panas Bumr t 267.r06.340 267 r06.340

2582 .ndrDrtrn Drndr ll 0 r8s.Ese.072.757 65.693.44S.290 t24.205.623.467 t83,07%

425823 P!ndaDrlan Dlnda atas Krtahmbalan P!n0mbllen P!mbrnan Prnremrn ( 70.201.415 5 278 545.341 .5.208.743.932 .s8,67%

425824 tndapatan ornda Prnyelunn Krrdit Pr00[m 't.8t6.802.234 1.607 497.444 209.304.i90 _13n2.%
114,84%425825 P?[dr[rtrn 0!nda Admrnrstra$ AkuIt.0 Pubhk dan Kant0r AkuIt.n PubIk 0 386.907.i 180.092.454 206.815.336

425826 Plrdrprtrn ornda rtas (rtcrhmbat.n Prnyampar.n L.poren obh drbfiur Kndit Pcmrnntah IKUMK] 0 3 894. 3.894 939

425828 Prndaprtrn ornda rtas KrtGrhmbrtan l(omplnsrsr SGWa &h Rumah N!0rra Gol0norn lll 0 i68 954.214 929 616.900 1 60.662.686 17.28%

425829 Prndepata[ DcndalK0mDrnsasr dr 8idan0 [rn0luntrn Hidup dan (chul.n.n 0 186.852.3r2.t

7.461,242,171

57.697.2Si.r45 12S.r55 0r5 020 223.85%

425t3 P.nfup.t.n D.ndr lll
P4drpthn olnda Ironyq
PE ITDAPATAiI TAIl!,l.TAII{

0 5.657.9eS.395 1.t03.242.776 31,87./.

425839

425S

0 7.461.242.171 5.657 999.395 1.803 242 178 31,8796

4.449.49r.236.000 't 5.46S.3 r 2.24S.236 341,66.4 t 4.757.294.2 I 3.t1 712.018.035.425 4,t21t

4259t P.n.rimIn Xmb.li 8.hni. T.hun Anmrr.n Yrnr hlu I 4.433.034.437.000 I 4.879.04r.347.1 05 335,64% 6.467.6 I 5.tS3.2 | I 8.41 t.425.453.887 t30,05!
4259r I Pcncnmaan Kmbrl Brlanta Pc{awl Trhun Anolarrn Yr[o lalu 20.r2r.288.000 353.r65.642.076 1755,18% r85.r 72.872.r06 167.992.769.970 90,721,

425912 Pcnanmaan Kambrli Bchnra Brrano Tehun Anoaarrn Yano Irlu r.272.450.000 1.M8 403.305.946 t29545,63% r.10r.775.087.107 546.628.2r8.839 {9111
.12,07%4259r3 Prnlrm,an Klmbat Brl,nta Modrl Trhun Anqorran Yang [,lu 3.20r.232.000 1.261.227.358.017 39398.1S96 't.434.357.954.1 47 .r73.130.596.r30

425315 Pulrmarn Klmb.lr Brlanta Sutsrdr Tahun An!!.rrn Yan0 [.lu 0 r.r78.030 618.466 2.1 74.920.308.894 .996.889.690 428 .45,84%

4259r6 Plnrrm.rn Krmbal Brlanta Hihah Tahun Anegeran Y.ng Lelu

Prnanmrrn Kcmbal Bdrntr Brntuan Sosrrl Trhun Ano0rran Yrnr lalu
0 73.285.930.8r9 34.731.049.514 38.554.88r.305 lll,0l%

425917 0 t.071.r60.235.1is
20.573.663.715

r.265.88 r.745.564 194.721.5r0.385 .r 5.38%

4259r8 Prncilmaen Krmbrli Bclanre Iarn]ain T.hun A[0orrrn Yrno lalu 4.408.439.467 000 0,47% r 5.464.387 256 5.r09.276.459 33,04%

425S19 PGnlnmarn Kcmbrl Transfrr h Drcrah dan Drnr Dlsr Trhun An00rren Yrno [alu 0 9.273 194.592.887 255.312.488 630 9.0r7.882.104 257 3532.r096

2592 301.842.085.674 26t.t61.535.t02 47.6t0.550.572 t8,26vt
425921 308.842.085.674 26r.16r.535.r02 4i 680 550 5i2 I 8,26%

42593 P.nd.DaOn Sdor.n Sirr Utlnc drri Pmdunrn 24.2t0.?56.247 33.306.96t.074 .s.076,704.82' .21,25%

425931 r.ndrp.t.n S.tonn drr Srs. Uten0 Non TP/TGR Pusrunen PNS 0 l7.t 14.436./U5 29.301.333.275 t2.186.836 830 .4r,59%

425932 PGndeprt.r Srt0ren d.rr Srsa Utang Non TP/TGR Prnsrun,n Praiu(t TNI/PNS (!mh.n 0 6.260 237.939 3.9r4.284.983 2.345.952 956 59,93%

425933 Pcnd.0rtrn Sctor.n dil Srsr Ut.nI Non TPITGR Prnsiunrn Anloot. PokilPNS Pokr 0 63r.281.364 1.3t4.21 629.967. 47934.83%

425934 PrndaDat.n Satorrn d.n S$a Ut.no Non IPITGR Pensrunrn Parbrt Ncgla 0 224.300 49S 90.028. 134.27'l 149,',|4%

42598 0 476.204.460 7.?04.037.733.40t ,7.704.161.528.941

-7.704.637.733.401

-99,99!

425982 Pancnmaan PGn0rmbrllan Dana Akumulasr luien Pcnsiun 7.704.631.733.401 r00.001

425983 Pcnd.!atan den Sis.0ana KrmornYc 0 475.204.460 476 2M.460

SK No 020022 C
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tAPORAil REATISASI AIIIGGARATll PETtlDAPATATII PEM ERITllTAH PUSAT

TAHUIII AilGGARAII 201g
(dalam rupiah)

LAMPIRAN 1.A

Alun Ur.i.n Akun APEII lA20lS lAaditdl % B.rlirrti I A2018 lAadittdl l(lnrilrnlPrnurunrn
% l(.nrik.nl
Prnurunrn

425SS t6.463.7SS.000 256.722.t55. t559.31% 200.572.09r.0t6 .33.849.735.266 -1lC!1
-98,57%795.220.944 55 663 300.1 83 .54 868.079.245

425991 rnrnma.n Kcmbrfi Plrsclot/U.n0 Muk. GaI I 0.493.898.000 5.449 196. 51.93% 6.179.868.93S .730.672.857 I 1,82%

425994 Plndrpetan K!lcbihen Pelmpehm PaieklPNBP den BrnkiP0s P!rs!psr 0 277.788 .277.788 100.00%

425995 0 171.834.472 5 41 2.836 166.421.63 3014.57%

425996 Plndap.trn delam nn!la Rlfund D.nr PH[N 0 670.320 670.32r
.50,41%425997 0 7S.508.146 160.324.477 .80 816.33r

425998 Prnd.p.t.n drn Rrtur SP20 U 10.936.423.836 22 85r.0r9.98r .r 1.914.596.r45 .52,14%

425999 5.969.901 000 239.289.50r.950 4008,27 205.71 r.886.806 33.577.61 5.144 r6,32%

43 PEIIDAPATAIII IIIgAH

PEiIDAPATAiI HIBAII DATAM iIEGESI DAIII TUAR iIEGEEI

435.3t0.000.000 5.4S7.343.992.921 1262,86!l r5.564.t60.239.320 .1 0.06i.5 r 6.246.39S -64,6t%

431 {35.3t0.000.000 5.497.3{3.992.92 r r262,86% r5.564.E60.23S.320 .r 0.067.5 r 6.246.3SC .64,6t%

43t 1 0 3.673.07t.332.679 I 3.t 78.t E5.5S t.822 -9.505.t07.259.t43 .12,13y.

13t t3 0 3.673.07t.332.679 t 3.t 7t.il5.59 t.t22 .9.505.107.25S.t43 .72,13y1

43',il 31 PrndaDatan Hrbrh Dahm N!04fl Lanosun! &nluk lJano - Pcroranoan 0 65.693.597.29r 9.076.264.000 56.6r 7.333.29r 623,80%

43il32 Prndrottrn Hrbrh orl.m Nr0!fl [lnosun0 Bcntuk U.no - lcmbr0./Brd.n Usrhr 0 292.430.943.086 339.r 56.572.926 46.725.629.840 _ .13,?E%

.14,15%431 1 33 Prndeoatan Hrbah Dal.m Nlorn Ianosuni Blntuk Uano - P!ruflntah Dr?r.h 0 3.3 l 2.864.6 r 2.302 1 2.814.628.074 896 .9 501.763.462.594

431 139 Pcndaoatrn Hftah Dahm Nlorr [an0sun! Brnluk Uano - Larnnva 0 2.089.t80.000 15.324.680.000 r3.235.500.000 .86,37%

4312 P.ndrprt.n Hibrh Lurr il.g.ri 435.3t0.000.000 t.E24.265.660.242 4t9,07% 2.386.074.647.4S8 .562.408.987.256 .23,56%

11121 P.ndrprtrn Hibrh [u.1 [{re.li - T.].nc.nr 435.310.000.000 59t.67t.964.2t{ t35,02.,t 4r8.374.595.589 r73.297.368.695 41,42%

431212 Pandapatan Hrbah turr Nlo!fl - Tcrancrnr Brletrral 435.3r0 000.000 284.221.022 174 65,29% 202.952271.6M 81.268.750.530 40,04%

13r 213 PlndaDetan Hrbah [uar Nroafl - Tcrancrna Multrlrtcrrl 0 305.016.747.985 215 422.323.945 8S.594.424.040 41,59%

431219 Prndrprtrn Hrbah Lurr Naorri - Tcrancrnr larnny. 2.43/..194.125 2.434.194.125

13t23 P.nd.p.t n Hib.h [u.1 [tl.!.li - [rn!3une B.ntul UrnI 0 L232.593.695.95t 1.96t.300.05r.909 .7 35.706.355.S5 r .37,38%

431232 Pcndepatrn Htah lurr N.gr.r - [.msung Bc0tuk Urng Bil.l?ral 0 686.083.404.3',| i 1.527.7M.362.454 .841.660.958.1 37 -55,09%

43r233 PrndeDatrn Hrbrh Lu.r N!0rri - L.n!sung &ntuk lJin! Multrlatlral 0 5r4.852.423.425 34i.385.546.650 r67.466.876.775 48,21%

43r 239 Prnd.p.t.r Hrb.h [u.r Nrgil - [.n0sung Bcntul Uano Lamny. 0 31 657.868 2r6 93.r70.r42.805 .61.5r2.274.589 -66,02%

Grrnd Totrl 2.t65.1I1.U5.814.000 t.060.633.5t3.5t5.S90 90,56% r.943.674.876.E71.E00 t6.s58.706.70r.t93 0,11.1

SK No 020021 C
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BEATISASI PENDAPATAIU DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

PER 3I DESEMBER 2019

LAMPIRAN 1.8

(dalam rupiah)

No. BUMll,I Jumlah Pembayaran

(1) t2) (3)

BAGIAtll PEMEBIT1ITAH ATAS IABA BUMN 50.634.2t 1.382.087

DIVIDEN 49.768.958.570.487

BUMN 49.660.873.135.291

PERBANKATlI 18.595.470.253.531

1 PT Bank Rakyat lndonesia (Persero) Tbk 9.252.196.31 0.000

2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6.754.055.61 6.000

3 PT Bank Negara lndonesia (Persero) Tbk 2.252.267.799.962

4 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 336.950.527.569

N(lN PERBATUKAIU 31 .065.402.88 1 .750

1 PT Pertamina (Persero) 7.9s0.000.000.000

2 PT Telekomunikasi lndonesia (Persero) Tbk 8.453.626.566.083

3 PT Pupuk lndonesia (Persero) 1.045.1 19.000.000

4 PT Jasa Raharia (Persero) 891.129.074.575

5 PT Semen lndonesia (Persero)Tbk 628.262.708.460

6 PT Pegadaian (Persero) 1.387.539.948.879

7 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 231.273.043.423

8 PT Pelabuhan lndonesia ll (Persero) 832.742.000.000

I Perum Jaminan Kredit lndonesia 39.754.000.000

10 PT Kereta Api lndonesia (Persero) 388.805.1 55. 1 32

11 PT Pelabuhan lndonesia lll (Persero) 227.891.712.000

12 PT Pelabuhan lndonesia lV (Persero) 130.453.258.000

13 PT Angkasa Pura ll (Persero) 439.670.327.000

14 PT Angkasa Pura I (Persero) 461.614.212.521

15 PT Biofarma (Persero) 162.967.804.753

16 PT Pelabuhan lndonesia I (Persero) 31 9. 1 35.000.000

17 PT Wiiaya Karya (Persero)Tbk 225.253.800.804

18 PT Waskita Karya (Persero)Tbk 654.225.350.351

19 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 14.325.000.000

20 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 153.202.696.550

21 PT Kliring Berjangka lndonesia (Persero) 2.399.651.035

22 PT Kimia Farma (Persero)Tbk 74.900.000.000

23 PT Adhi Karya (Persero) Tbk 65.704.694.672

24 PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) 21.913.484.278

25 Perum Jasa Tirta ll 41.648.931.340

26 Perum Jasa Tirta I 28.456.961.063

SK No 047736 A
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REATISASI PENDAPATAN DABI KEKAYAAN NEGABA DIPISAHKAN

PER 3I DESEMBEB 20I9

LAMPIRAN 1.B

(dalam rupiah)

No BUMN Jumlah Pembayaran

(1) tzt (3)

27 PT Sucofindo (Persero) 41.017.390.950

28 PT Brantas Abipraya (Persero) 71.265.604.1 16

29 PT Surveyor lndonesia (Persero) 14.997.220.448

30 PT Dahana (Persero) 13.456.000.000

31 PT Pengembangan Pariwisata lnd0nesia (Persero) 7.304.060.000

32 PT Kawasan lndustri Wijayakusuma (Persero) 5.526.922.658

33 PT Kawasan lndustri Makassar 1.441.460.784

34 PT Rajawali Nusantara lndonesia (Persero) 4.674.592.477

35 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 42.607.650.1 13

36 PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero) 12.772.626.604

37 Perum Percetakan Uang Republik lndonesia 64.900.000.000

38 PT ASDP lndonesia Ferry (Persero) 65.884.000.000

39 PT Nindya Karya 352.978.417

40 PT Virama Karya (Persero) 3.842.493.700

41 PT Bina Karya 349.203.002

42 PT lndra Karya (Persero) 500.892.277

43 PT Biro Klasifikasi lndonesia (Persero) 7.289.777.000

44 PT Garam (Persero) 13.101.350.638

45 PT Yodya Karya (Persero) 3.219.618.780

46 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 3.298.000.000

47 PT Asuransi Jasa lndonesia (Persero) 26.204.115.704

48 PT lndonesia Asahan Aluminium (Persero) 1 .087.496.000.000

49 PT Askrindo (Persero) 65.080.300.000

50 PT Hutama Karya 454.975.200.000

51 PT lndah Karya 1.136.875.739

52 PT Reasuransi lndonesia Utama (Persero) 10.372.689.866

53 PT Pindad (Persero) 7.180.800.000

54 PT LEN lndustri 12.240.000.000

55 Perum Perumnas 61.165.842.210

56 Perum Perhutani 78.967.380.000

57 Perum Perikanan lndonesia 2.652.000.000

58 Kawasan lndustri Medan 8.115.475.358

59 PT PLN (Persero) 4.000.000.000.000

IUO N BU M III (MIIUORITAS) 108.085.435.196
ilOItI PEBBATIKAil 108.085.435.196

1 PT Jakarta lndustrial Estate Pulogadung 17.434.236.063

2 PT Surabaya lndustrial Estate Rungkut 27.081.686.868

SK No 047735 A
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REATISASI PEIUDAPATAIU DABI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

PER 3I DESEMBER 20Ig

LAMPIRAN 1.8

(dalam rupiahl

No BUMN Jumlah Pembayaran

(1) t2) (3)

3 PT Socfin lndonesia 38.791.490.150

4 PT Bukit Asam (Persero) Tbk 1.698

5 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 13

6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 57

7 PT Timah (Persero)Tbk 25

8 PT Perkebunan Nusantara lV 20.628.388.988

I PT Perkebunan Nusantara Vl 1.199.541.354

10 PT Prasadha Pamunah Limbah lndustri 2.950.089.980

PEMBAYARAN PIUTAtllG 4.737.181.995

1 PT Perkebunan Nusantara ll 300.000.000

2 PT lnhutani I 750.000.000

3 PT lnhutani V 300.000.000

4 PT Balai Pustaka 35.000.000

5 PT Bina Karya 70.000.000

6 Perum Pembangunan Perumahan Nasional 1.000.000.000

7 PT lndah Karya 2.282.181.995

BUMN diBawah Kementerian Keuangan 860.515.629.605

1 PT Sarana Multi lnfrastruktur 505.266.000.000

2 PT Sarana Multigriya Finansial 144.000.000.000

3 PT Penjaminan lnfrastruktur lndonesia 155.456.000.000

4 LPEI 55.i93.629.605

PENDAPATAIU DABI SURPTUS BAI[K IND(lNESIA 30.09 r.907.824.703

JUMTAH TOTAT 80.726.r 19.206.790

SK No 047734 A
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LAMPIRAN 2

LRA BELANJA

PEMERINTAH PUSAT

TA 2019
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TAPOBAN REATISASI ANGGABAN BETANJA PEMEBINTAH PUSAT

MENUBUT BA DAN ESETON I

TAHUTU ANGGARATI 2019

LAMPIRAN 2.4

(dalam ht

K()DE BA

ESEI0tI I
URAIAIII KODE BA ESETON I APBITI REATISASI Yo

BEATISASI DI ATAS (DI BAWAH}

APBTU

001 MAJETIS PERMUSYAWABAIAN RAKYAT 958.397.255.000 92,58To

01 SEKRETARIAT JENDERAT 1 65.540.373.000

887.282.909.306

158.151.560.607 95,54%

71.1 14.345.694

7.388.812.393

02 792.856.882.000 91,96%

002 DEWAN PERWAKITAlll BAKYAT

MAJELIS
5.7 39.310.147.000

729. r 3 1.348.699

4.114.165.127.133 82,l5%o

63.725.533.30r

1.024.545.01 S.867

01 SEKRETARIAT JENDERAI- 2.044. r 33.656.000 1.417.831.36r.0r 4 69,36%

02

004 BADAN PEMERIKSA KEUANGATll

DEWAN 3.695. r 76.491 .000

2.953.072.738.000

3.296.933.766.1 19

r7io.iis.szs.z18 126,340/0

89,220/o

01

005

SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH AGUNG

2.953.072.738.000

8.276.467.475.000

3.730.775.815.248

8.871.345.071.033

126,34%

107,19T0

626.302.294.986

398.242.724.881

777.703.137.248
-777.103.137.248

.594J17.5s6.033

0t BADAN URUSAN ADMINISTRASI 7.640.894.434.000 8.222.368.817.221 107,61%

02 KEPANITERAAN 1 57.669.1 97.000 r 75.935.487. r 96 1 r 1,59%

03 DIREKT()RAT JENDERAT BADAN PERADILAN UMUM r 39.027.050.8 r 6 99,36%

581.474.383.221

1 8.266.290.1 96

888.882.1 84

04

13S.9r 5.933.000

70.627.868.000 70.1 40.280.850 99,31%

05

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

DIREKT()RAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA 23.717.231.000 97,60%

06 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HU 21 0.090.51 3.000 98,60%

487.587.1 50

569.494.937

2.951.591.242

07 BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG 33.5s2.299.000 r 00,1 0% -34.478.129

006 KEJAKSAAN BEPUBTIK INDONESIA 6.346.27 r.982.000 6.835.6 t 7.383.798

23.1 47.736.063

207.1 38.921.758

33.586.777.1 29

107,71o/o .489.345.401.798

01 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 6.346.27 r .982.000 6.835.61 7.383.798 107,71%

SK No 020070 C
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TAPOBAN REAIISASI ATUGGABAN BETANJA PEMEB!NTAH PUSAT

MENUBUT BA DAN ESETON I

TAHUN AIIIGGABATT 20Ig

LAMPIRAN 2.A

(dalam iahl

KODE BA

ESEI0il I
UBAIATII KODE BA ESETOIII I APBTU BEAtISASl o/o

REAUSAS| Dt ATAS (Dr BAWAH)

APBITI

-412.133.714.821007 KEMETIITEBIAN SEKRETARIAT NEGARA 2.445.322.464.821 123,930/o

1.385.307.596.455 1 I 1,03%01 SEKRETARIAT NEGARA

1.S73.188.750.000

r .247.743.075.000 137.564.521.455

177.458.284.25003 539.389.984.290 r49,03%

225.195.962.527 210,57% 118.567.557.52104

SEKRETARIAT PRESIDEN

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

121,38% .6.620.369.57705 SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN 30.970.776.000

361.931.700.000

r 07.228.405.000

37.591.'145.577

06 151,68%

97,53010

-20.71 9.389.982
gg7 2qa.ost07

PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

60.81 0.485.982

35.499.053.963

76.1 16.r45.606

84.812.090.421

1 1619!%

101,25% r.049.530.421

1 1 .051 .307.60609

r0
1 24.076.075.392010

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK}

KANTOR STAF PRESIDEN

KEMENTERIAN DATAM NEGERI

40.091.096.000

36.396.300.000

65.064.838.000

s3.262.560.000

3. r 72.970.626.000 3.297.046.70 r.392 103,91%

r.063.78r.550.1 r 0 102,23% .23.241.330.r r 00l SEKRETARIAT JENDERAL r .040.540.220.000

104,07% -3.006.441.32902 INSPEKTORAT JENDERAL 73.785.352.000 76.79r.793.329

237.329.445.000 244.242.439.745 r 02,91 % .6.9r 2.994.74503
r 05,83% .8.1 82.263.49204

DITJEN POTITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWITAYAHAN r 48.505.803.492

05 DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA

1 40.323.540.000

227.65r.97r.000 228.533.844.989 1 00,39% .881 .873.989

92,26% r 8.365.757.54406 DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH 237.309.528.000 218.943.770.456

07 DITJEN OT()NOMI DAERAH 86.903.286.000 92.356.906.885 1 06,28% .5.453.620.885

r 01,1 4% .9.286.935.27608 8r r.277.593.000

SK No 020069C
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PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-442-

TAPOBAN BEATISASI ANGGARAN BETANJA PEMEB!NTAH PUSAI

MENURUT BA DAN ESETON I

TAHUltl AiIGGABAN 20I9

LAMPIRAN 2.A

KODE BA

ESEt0il I
UBAIATU KODE BA ESETON I APBN BEAIISASI Yo

BEATISASI DI ATAS (DI BAWAH}

APBIII

09 DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH 75.1 39.543.000 78.312.798.335 104,22%

11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 44.363.879.000 50.3 r 7.71 9.865 113,42%

.3.173.255.335

.5.953.840.865

12 r 98.346.269.000 274.695.545.910 138,4970

0t1 7.91 1 .758.863.000 7.716.627.310.79S 97,53Y0

0r

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN LUAB NEGEBI

6.493.0 r4.78 r.000 6.289.5 75.065.790 96,87% 203.439.7r5.2r0

76.349.276.S 1 0

1 95.1 3 r .552.20 1

103,01%02

03

DIREKTORAT JENDERAI- ASIA PASIFIK DAN AFRIKA

DIREKT()RAT JENDERAL AMERIKA DAN ER()PA

96.923.001.000

s2.082.524.000

99.843.901.94r

58.209.896.035 111,76%

101,95%54.1 85.1 82.000

891.692.608.000 100,03%

.2.920.900.941

.6.127.372.035

1 .055.827.145
.258.580.920

04

05

06

DIREKTORAT JENDERAT KERJA SAMA ASEAN

DIREKT(]RAT JENDERAT MULTILATERAL

DIREKT(]RAT JENDERAT INF()RMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK 102.002.215.000

55.241 .009. 1 45

891.951.188.920

100.365.406.614 98,40%

07 DIREKTORAT JENDERAT HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAI. 38.002.298.000 41.416.822.261 108.99%

1.636.808.386
.3.414.524.261

08 DIREKTORAT JENDERAI- PROT()KOL DAN K()NSUTER 119.445.511.000 1 09.086.229.959 91.33% r 0.359.281.041

09 INSPEKTORAT JENDERAL 32.374. r 90.000 36.073.1 75.493 111,43%

1t BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 32.036.553.000 34.864.614.641 108,83%

.3.698.98s.493

.2.828.06 r.641

012 KEME TUTERIAN PEBTAHAilA III 1 08.357.S 1 2.98S.000 1 1 5.35r.666.000.441 t06,45% -6.993.753.0r 1.441

01 KEMENTERIAN PERTAHANAN 20.267.81 7.940.000 17.081.213.606.627 84,31010 3. I 80.604.333.373

21 MARKAS BESAR TNI 7.961 .643.493.000 8.337.920.806.534 104,73% .376.277.3r 3.534

22 47.545.404.01 2.000 55.300.844.239.4 r 4 r 16,31% 7.755.440.227.414

SK No 020068 C
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PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
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TAPORAN REATISASI ANGGARAN BETANJA PEMEBINTAH PUSAT

MENURUT BA DAN ESETON I

TAHUIII ATUGGARATU 20 1 9

LAMPIRAN 2.4

KODE BA

ESE| otl t
URAIAIII KODE BA ESE!.OIII 1 APBITI BEAtlSASI o/o

BEATISASI DI ATAS (DI BAWAHI

APBTII

23 MARKAS BESAR TNI AL I 8.248.574.705.000 106,74% .r .230.692.608.633

1 05.66% .8 r 1 .947.195.233

013

24 MARKAS BESAR TNI AU

KEMENTEBIAN HUKUM DAN HAK ASAS! MATIIUSIA BI

14.334.472.839.000

1 3.305.871.866.000 13.774.396.008.362

1 9.479.267.313.633

1 5. 146.420.034.233

103,520/0 .468.524.142.362

1 07,83%01 3.632.81 9.705.000

02

SEKRETARIAT JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL 34.287.514.000 102,27%

.284.614.022.188

776.871.667

733.985.545.000 97.611.29r.166

172.009.615.5Si
03

05

DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DITJEN PEMASYARAKATAN 5.881.088.84r.000

3.917.433.727.788

6.053.098.456.587

35.064.385.667

636.374.253.834 86,70%

102,92%

1 03,79%

95,48%

.91.898.464.279

12.404j55.447
06

01

2.422.072.257.000

274.606.452.000

2.513.970.721.279

262.202.296.553

08

DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTEI-EKTUAL

DITJEN IMIGRASI

DITJEN PERATURAN PERUNDANG 41.974.869.000 43.176.162.372 102,860/0 1.201.293.372

36.507.000.908 r03,69% r.299.946.90809 DITJEN HAK ASASI MANUSIA 3s.207.054.000

10 1 03.026.602.000 1 02.533.059.784 99,52% 493.542.216

ll 29.704.002.000 31.175.0r2.935 r 04,95% 1 .471 .010.935

12

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI 1 r 7.099.025.000 122,00% .25.761.905.655

015 KEMENTEBIAN KEUANGAN 45. I 56.382.040.000 87,580/o 5.610.328.S7 r.601

01 20.770.728.252.000

r42.860.930.655

39.546.053.068.399

1 9.836.580.701.309 95.50% 934.1 47.550.69 r

02

SEKRETARIAT JENDERAL

INSPEKT()RAT JENDERAL 102.879.589.000 1 00,53% .549.396.805

1 08.55% -9.899.614.76303 DITJEN ANGGARAN 1 1 5.737.072.000

103.428.985.805

r 25.636.686.763

SK No 020067 C
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TAPOBAN BEATISASI ANGGARAN BETANJA PEMERINTAH PUSAT

MENURUT BA DAN ESETON I

TAHUN AI{GGARAIU 2019

LAMPIRAN 2.A

KODE BA

ESEtot[ I
URAIAITI KODE BA ESEtOil I APBIII BEATISASI oh BEATISASI DI ATAS (DI BAWAH}

APBN

04

05

DITJEN PAJAK 6.848.078.1 53.000 6.938.024.085.336 r 01,31% -89.94s.S32.336

.513.797.694.822

8.328.328.904
.3.063.908.981

5.2 i 5.003.686.584
.45.565.539.455

26.7s4.075.61i

9.978.734.054

78.938.682.9r 6

DITJEN BEA DAN CUKAI 2.965.895.1 19.000 3.479.692.813.822 117,32%

06

07

DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN 1 05.654.656.000

r11.665.174.000

1 2.559.627.039.000

97.326.327.096 92,1Zq/o

DIREKT()RAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKt) 114.729.082.981 102,74%

08

09

11

DITJEN PERBENDAHARAAN 7.344.623.352.416 58,48%

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BADAN KEBIJAKAN FISKAL

TEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW

687.289.562.000

635.393.838.000

732.855. 1 01 .455

608.639.762.386

r06,63%

95,79%

12

l3
018

r 28.330.5s8.000

1 25.1 03.028.000

21.686.516.683.000

1 1 8.351.823.946

46.1 64.345.084

92,220/0

36,90%

89,57YoKEMEilTEBIAN PEBTAIUIAN 19.424.292.887.561 2.262.223.795.439

01 SEKRETARIAT JENDERAL 1.434.152.891.000 I .757.651 .582.61 8 122,56% -323.498.691 .61 I
02 INSPEKT()RAT JENDERAL 94.408.464.000 89.993.615.373 95,32% 4.414.848.627

03 DITJEN TANAMAN PANGAN 6.0 r 0.01s.254.000

r .040.378.419.000

4.697.449.049.191 78,1 6% 1 .31 2.570.204.809

95.702.270.264

41.416.841.787
04

05

DITJEN HORTIKULTURA 944.676.1 48.736 90,80%

DITJEN PERKEBUNAN 1.1 14.218.3r5.000 1.072.7 41.473.213 96,28%

06

08

DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.073. r 21 .296.000 1 .96 r .635. 1 63.1 70 94,620/0 1 1 1.486.r32.830

DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 4.927.538.742.000

I .865.476.595.000

4.008.589.282.139 8 r,35% 9 r 8.949.459.861

09 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN r .8 r 6.964.91 5. I 74 97,400/o

SK No 020066C
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PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
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IAPOBAN BEATISASI ANGGABAN BETANJA PEMEBINTAH PUSAT

MENUBUT BA DAN ESETON I

TAHUTII AIIGGARAII 20 I g

LAMPIRAN 2.A

lam

KODE BA

ESEtoil I
URAIAIII KODE BA ESELOIII I APBIU BEATISASI Yo

REAI.ISASI DI ATAS (DI BAWAH}

APBiI

10 BADAN PENYUTUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBEB DAYA MANUSIA PERT r .595.698.560.000 r .483.334.907.529 92,96% 1 1 2.363.652.471

t1 BADAN KETAHANAN PANGAN 678.688.925.000 659.662.417.614 97,20% 19.026.507.386

78.779.1 r0.80412 BADAN KARANTINA PERTANIAN 852.815.222.000 93 1.594.332.804

3.368.036.653.338

109,240/0

0t9 KEMENTEBIAN PEBINDUSTRIAN 3.589.324.559.000 93,83% 221.287.905.662

01 SEKRETARIAT JENDERAT 24 1.689. r 49.000

r 1 1.632.821.000

1 23.079.282.000

1 26.731 .1 00.000

379.8 r 0.561 .000

229.842.044.429 95,10% 1 1.847.104.571

16.928.974.247

7.226.074.037
02

03

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGR()

DIREKT(]RAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOL()GI TINGG

DIREKT()RAT JENDERAL INDUSTBI KECIL DAN MENENGAH

94.703.846.753

r r 5.853.207.963

84!8ly
94,1 3%

04

05

r r 5.048.065.635

izo.+rsl67*e6e
46.590.201.877

90,29t
97,53%

1r.683.034.365
g.ss7.iss.orr

1.140.658.87706 INSPEKT()RAT JENDERAL 45.449.543.000 102,51%

07 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI 655.489.735.000 651.214.550.427 99,35% 4.275.184.513

09 DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNATI()NAL 1 19.379.658.000 76.246.437.467 63,87% 43.1 33.220.533

10 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI 1 .786.062.7 r 0.000 1 .668. I 25.1 30.8 1 I s3,40%

95,50%

1 17.937.579.182

020 KEMETTITEBIAN ENEBGI DAN SUMBER DAYA MINEBAT

SEKRETARIAT JENDERAL

4.989.41 6.415.000 4.7 64.913.690.907

353.67 1.849.632

224.502.724.093

0r 342.456.898.000

64.768.004.000

10, .,27alo .1 1.214.951.632

02 INSPEKT()RAT JENDERAL 64.289.545.059 99,26% 478.458.94 r

04 DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI 1.171.369.684.000 1.132.640.232.045 96,69% 38.729.451.955

05 DITJEN KETENAGALISTRIKAN 97.538.427.000 99. 1 85.783.1 32 101,69% -1.647.356.132

SK No 020065 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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TAPORAN BEALISASI ANGGABAN BETANJA PEMEBINTAH PUSAT

METUUBUT BA DAN ESETON I

TAHUN AIIIGGARAN 20I9

LAMPIRAN 2.A

KODE BA

ESEtoil I
URAIATT KODE BA ESEI.ON I APBTU REALISASI Yo

BEAUSAST Dr ATAS (Dr BAWAHI

APBTII

06 DITJEN MINERAL DAN BATUBARA ,295,524.722.000 433.484.884.670 146,68%

07 DEWAN ENERGI NASI()NAT 35.632.701.000 37.601 .31 2.033 105,52%

1 37.960.1 62.670

1.968.6r 1.033

t1 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINI 425.059.669.000 337.695.325.200 79,4501o 87.364.343.800

12 BADAN PENGEMBANGAN SDM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAT 456.926.328.000 413.010.996.235 90,39%

13 735.68 1 .081 .000 680.872.029.390 92,55%

43.915.33 r.765

54.809.051 .610

14

15 DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

BADAN GE()LOGI

BPH MIGAS 168.81 0.242.000

1.1 95.648.659.000

-3.484.679.739

155.481.847.228

172.294.921.739

1.040.166.81 1.772

102,06%

87,00%

022
01

KEMEIIITERIAil PERHUBU NGAN

SEKRETARIAT JENDERAL

41.554.917.054.000

701.230.745.000

39.695.68 1.975.332

699.827.844.620 99,80%

95,53% 1.859.235.077.668

1.402.900.r84

02 INSPEKT()RAT JENDERAL 107.671 .530.000 108.467.889.808 100,74%

03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 4.013.041 .1 63.000 3.763.977.876.21 6 93,79%

796.359.808

249.063.286.784

04 10.31 1.153.289.000 93,85% 634.634.650.004

05

DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 7.1 94.866.668.000

9.676.518.638.996

6.645.267.854.078 92,36% 549.598.81 3.922

08 DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 1 5,1 67.603.688.000 1 4.779.928.550.652 97,44%

11 BADAN PENETITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN 1 38:253.242.000 143.502.285.892 103,80%

387.675.r 37.348
.5.249.043.892

12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN 3.758.406.1 65.000 3.709.814.424.483 98,71% 48.591 .740.51 7

13 BADAN PENGET()LA TRANSPORTASI JAB()DETABEK 1 62.690.564.000 168.376.61 1.587 1 03.50% -5.686.047.587

023 KEMETUTERIATU PEilDIDIKAil DAtU KEBUDAYAATII 35.993.087.934.000 .501.602.065.33236.494.689.999.332 10t,3s%

SK No 020064C
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REPUBLIK INDONESIA
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TAPORAN REATISASI ANGGABAN BETANJA PEMEB!NTAH PUSAT

MENURUT BA DAN ESELON I

TAHUTII ANGGARAIiI 20I9

LAMPIRAN 2.A

(dalam

KODE BA

ESETON I
uRAlAlll r(oDE BA ESELot[ r APBIII REALISASI oh BEAI.ISASI DI ATAS (DI BAWAH}

APBN

.59.657.737.9750r SEKRETARIAT JENDERAL 1 .800.491 .734.000 1 .860.149.471 .975 103,31%

02 r 88.524.7r 3.000 180.668.801.363 95,83% 7.855.91 r.637

03 -563.692.368.1 2918.241.917.758.000 1 8.805.6 I 0. 1 26.1 29 103,09%

05

DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

INSPEKTORAT JENDERAT

98,4670 27.848.899.491

11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1 .8 r 3.256.980.000

1 .1 88.578.297.000

1 .785.408.080.509

1.096.41 1.637.895

13

92,250/o

91,940/o

15

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

DITJEN KEBUDAYAAN

581.986.879.000

7s5.283307.000 92,60%

92.r66.659.r05
46.927.1 06.788

132.832.898.679

024
16 r 0.383.047.766.000

58.746.540.744.000

1 .662.450.908.321

I 0.568.93 1 .200.928

67.279.326.079.500

535.059.772.212

101,79%

114,52Yo

.1 85.883.434.928
.8.532.785.335.500

0r .9.073.052.326.591

DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

SEKRETARIAT JENDERAI. 28.164.787.454.000 37.837.839.780.591 131,54%

02 INSPEKTt)RAT JENDERAL 1 08.750.943.000 1 14.600.192.101 r 05,38% .5.849.249.1 01

03 92,580/o 124.259.645.939DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT r .673.642.056.000 1 .549.382.41 0.061

04 1 5.952.041 .884.000 1 7.522.930.056.5 r 3 109,85% 1 .570.888.1 72.51 3

05

DITJEN PELAYANAN KESEHATAN

DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 2.641.905. r 47.000 3.1 24.494. r 56.384 118,27% -482.589.009.384

07 DITJEN KEFARMASIAN DAN AIAT KESEHATAN 4.479.337.8 r 6.000 1.979.331.071.599 44,19% 2.500.006.744.401

11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 805.387.027.000 754.2 r 6.628.695 93,65% 5 1 .1 70.398.305

12 4.320.688.4 r i.000 4.396.531 .783.556 101,76% .75.843.366.556

025

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

KEMETTITERIAIII AGAMA 62.066.7 22.1 63.000 63.946.369.726.21 3 103,03% .1.87 9.647.563.213

SK No 020063 C
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PRESIDEN
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TAPOBAN REATISASI ANGGABAN BETANJA PEMEBINTAH PUSAT

MENURUI BA DAIU ESETON I

TAHUTU ANGGARAIU 20I9

LAMPIRAN 2.A

(dalam

KODE BA

ESEIoltl I
URAIAiI KODE BA ESETON I APB]II BEALISASI olD

BEATISASI DI ATAS (DI BAWAH}

APBiI

01 SEKRETARIAT JENDERAI- 2.1 08.030.79 1 .000 2.271 .871 .196.804 107,77%

163.527.316.000 1 63.869.337.1 64 100,21%02 INSPEKT()RAT JENDERAL

03 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISI-AM 5.r 57.052.074.000 5.896.753.728.441 114,34%

49.395.201 .627.935 101,82%

163.840.405.804
-342.021.164

739.701.654.441
.880.757.990.93504 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

05

48.514.443.637.000

1 .822.65s.787.000 .28.913.097.364

29.550.309.1 48

20.800.481 .80507

DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

929.890.21 2.000

8 1 6.1 70.820.000

1 .851 .568.884.364

1.611.922.763.828

900.339.902.852

795.370.338.1 95

269.1 65.707.1 63

101,59%

102,34%

108,43%

96,82%

97,45%

08

09

DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMBAH

263.005.769.000

r .486.621 .2 r 5.000

99.059.492.726

.6.r59.938.163

-125.301.5483-8

tl BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN 603.908.079.000 1 16,40%

201.416.463.000

702.961.571.726

87.338.667.741 43,36% 114.077.795.25912 BADAN PENYETENGGARA JAMINAN PR()DUK HALAI-

91,410/0026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 5.785.1 35.777.000

3 r 4.254.093.000

5.288.35r.93S.479

306.1 60.684.876 97,42%0l
99,5S%

496.783.837.521

8.093.408.1 24

227.219.96102

SEKRETARIS JENDERAL

INSPEKTUR JENDERAT 55.546.830.000 55.319.610.039

04 DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA OAN PERLUASAN KESE]I, 750.290.524.000 97,50%

96, I 9%

1 8.777.1 89.920

6.474.960.23405 DIRJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN S()SIAL KETENAG 170.078.518.000 1 63.603.557.766

731.51 3.334.080

08 DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATA 230.824.201.000 222.190.988.547 96,26% 8.633.21 2.453

75.668.335. r 32 95,68% 3.416.882.868lt BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN 79.085.218.000

SK No 020062 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-449-

TAPOBAN REATISASI ANGGABAN BETANJA PEMEBINTAH PUSAI

MENUBUT BA DAN ESETON I

TAHUTII ANGGARAN 2019

LAMPIRAN 2.A

I(ODE BA

ESETON I
UBAIATII KODE BA ESETOT{ I APBIII REATISASI oh BEAI.!SASI DI ATAS (DI BAWA}I}

APBTII

13 DIRJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS 4.1 85.056.393.000 3.733.895.429.039 89,22% 451.r60.963.961

027 KEMENTERIAN SOSIAT 58.S06.458.379.000 57.726.645.452.081 98,00% 1 .1 79.8 1 2.926.91 S

01 SEKRETARIAT JENDERAT 372.227.070.000 442.404.491.923 1 r 8,85%

02 1 00,62%47.302.81 2.000 47.596.689.248

03 429.362.6r 0.000 505.989.236.755 1 17,85%

04

05

1 .163.312.583.000

34.765.6s9.285.000

1.1 58.631.960.1 07

34.763. r 8r.659.01 3

ss,!ql,
99,99%

.70.177.421.923

4.680.622.893

2.477.625.587

293.877.248

76.626.626.755

ll
06 21 .405.31 0.21 3.000

723.283.806.000

20.r 13.590.633.266

695.250.781.769 96,120/o

93,97%

029

DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN

BADAN PENDIDIKAN, PENETITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAT

KEMENTEBIAN TINGKUTUGAN H!DUP DAN KEHUTANAN

NSPEKT()RAT JENDERAT

DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

DITJEN REHABILITASI SOSIAL

9.076.472.682.000 8.843.040.517.179 97,43T0 233.432.164.821

1 .291 .t 19.579.734

28.033.024.231

0l r 0r,06% .6. r 94.729.01 5SEKRETARIAT JENDERAL 585.645.937.000 591 .840.666.0 r 5

02 86.837.312.000 85.6r 7.728.663 98,60%

03

INSPEKT()RAT JENDERAL

DITJEN PENGEL()LAAN HUTAN PR()DUKSI LESTARI 265.005.339.000 1 00,67%

04 DITJEN PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG 3.5 r 2.91 3.670.000 88,84% 3S1.912.787.157

r .2 r s.s83.337
.1.776.283.388

05 DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM 1.589.553.025.000

266.78 1.622.388

3.121.000.882.843

1 .608.881 .836.978 101,22010 19.328.81 1 .978

06 DITJEN PLANOL()GI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN 442.985.426.000 422.599.646.291 95.40% 20.385.779.709

07 BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI 270.854.1 25.000 383.016.42r.832 141,41%

08 310.840.945.000 328.257.497.975 1 05.60%

112.162.296.832

17.416.552.975

SK No 020061 C
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FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-450-

I.APOBAN REATISASI ATIIGGARAN BETANJA PEMEB!NTAH PUSAI

MENUBUT BA DAN ESEIOIU I

TAHUIU AIUGGARAN 20Ig

LAMPIRAN 2.A

lam

KODE BA

ESEtott l
URAIATII KODE BA ESE!.ON I APBTII REATISASI Yo

BEAI.ISASI DI ATAS (DI BAWAH}

APBIII

09 DITJEN PERHUTANAN SOSIAT DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 450.556.380.000 425.750.039.1 79 94,49% 24.806.340.821

r0 DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 443.634.941.000 444.947.977.138 100,30% 1 .31 3.036. 1 38

11 DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM 354.949.337. r 64 57.880.480.1 64

12 DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAY

297.068.857.000

282.282.534.000 283.584.370.086

1r9,48%

100,46% r .30 r.836.086
13 DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 538.294.1 91.000 525.812.490.627 97,68% 12.481 .700.373

01

032 KEMENTERIAN KETAUTATII DAN PERIKANATII

SEKRETARIAT JENDERAT

5.483.0r 3.769.000

523.438.939.000

5.055.148.917.815

41 9.01 2.81 3.148 80,05Y0

92.20o/o 427.864.851.1 85

104.426.125.852

02 73.381.988.000

03

INSPEKT()RAT JENDERAL

DITJEN PERIKANAN TANGKAP 61 9.1 22.765.000

75.921.421.789

563.013.073.025

103,46%

90,94%

-2.539.433.789

56.1 09.69 r.975

04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA 656.379.044.000 605.821.514.373 92.30% 50.557.529.627

05 DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 646.521.072.000 590.467.574. I 44 91,33% 56.053.497.856

06 DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN 362.21 8.547.000 343.412.626.959 94,81% 18.805.920.041

07 DITJEN PENGEI-()LAAN RUANG tAUT 436.249.762.000 378.208.769.672 86,70% 58.040.992.328

12 BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 .635.981 .255.000 1 .542.99 r .437.489 94,32% 92.989.8r 7.5r r

13 BADAN KARANTINA IKAN. PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PI 529.720.397.000 536.299.687.216 101,24% .6.579.290.216

033 KEMETIITERIAN PEKERJAATII UMUM DAN PEBUMAHAN BAKYAT 1 r0.731.599.735.000 100.557.499.61Lt09 90,81% 10.174.100.1 t5.891
SEKRETARIAT JENDERAL 533.866.730.000 503.875.860.224 94,38% 29.990.869.7760r

02 INSPEKTORAT JENDERAL 99.642.000.000 98.986.614.1 06 99,34% 655.385.894

SK No 020060 C
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PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-451-

TAPORAN REATISASI ANGGARAN BEtAilJA PEMEBINTAH PUSAT

MENUBUT BA DAN ESETON I

TAHUTII AI'IGGARAN 201g

LAMPIRAN 2.A

(dalam ru

rODE BA

EsEtotll I
URAIAITI KODE BA ESETON I APBITI BEAI.ISASI oh BEALISASI DI ATAS (DI BAWAH}

APBTII

04 DITJEN BINA MARGA 40.318.736.335.000 39.569.405.368.33 r 98, r4% 749.330.966.669

82,67% 3.507.936.463.14405 20.245.1 97.763.000 1 6.737.261.299.856

06 DITJEN SUMBER DAYA AIR

DITJEN CIPTA KARYA

39.726.515.171.000 33.846.339.71 5.5 1 7 5.880.1 75.455.48385,20%

97,97% 1 58.667.31 8.66007 DIREKT()RAT JENDERAI. PENYEDIAAN PERUMAHAN 7.819.665.837.000 7.660.998.518.340

08 DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN 26 1.939.000.000 453.978.1 23.1 53 173,31% 1 92.039.1 23.1 53

34.1 01.757.309

28.437 221.578
11

13

BADAN PENELITIAN OAN PENGEMBANGAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

540.907.000.000

558. r 60.700.000

506.805.242.691

529.723.478.422

93,70%

94,91%

106,48%

98,82%14

l5
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 398.969.r 99.000

228.000.000.000

034 KEMENTERIAN KOORDINATOB BIDAIUG POIITIK, HUKUM DAN KEAMAN 281.470.604.000

225.304.758.853

269.1 09.796.329

424.820.639.6r 6

95,61% 1 2.360.807.67 1

2.695.241.147
-25.S51.440"61 6

95,61% 12.360.807.67101 KEMENTERIAN K()()RDINAT()R BIDANG POLITIK. HUKUM DAN KEAMANAN 28 1 .470.604.000 269.1 09.796.329

035 KEME TIITERIAN KOORDI TIIATOB BIDANG PEREKONOMIA N 427.700.998.822 103,21o/o 1 3.532.595.822

427.700.998.822 103,2701o .13.532.595.82201 KEMENTERIAN K()ORDINATOR BIDANG PEREKON()MIAN

414. t 68.403.000

41 4.1 68.403.000

63.874.688.569036 342.898.r44.000 279.023.455.431 81,370/0

342.898.1 44.000 279.023.455.431 81,37% 63.874.688.56301

I(EMENTEBIAN KOORDITIIATOB BIDANG PEMBANGUIIAN MANUSIA DAN

KEMENTERIAN K()()RDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBI

198.221.963.692040 KEMETIIIERIAN PARIWISATA 3.831.052.805.000 3.632.840.84r.308 s4,83%

3.831.062.805.000 3.632.840.841.308 94,83% r 98.221.963.6920t SEKRETARIAT KEMENTERIAN

97,24Y0 5.746.524.339041 KEMENTEBIAN BADAN USAHA MITIK NEGARA 208.269.902.000 202.523.377.661

SK No 020059 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-452-

TAPORAN REAI-ISASI A!UGGARAN BETANJA PEMEB!NTAH PUSAT

MENUBUT BA DAN ESEI.ON I

TAHUTII ANGGABATU 20Ig

LAMPIRAN 2.A

lam

KODE BA

ESEroru i
UBAIAIII KODE BA ESEI.OIII I APBI{ BEATISASI Yo

REATISASI DI ATAS (DI BAWAH}

APBN

01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 208.269.902.000 202.523.377.661 97,240/0 5.746.524.33S

042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOTOGI DAN PENDIDIKAN TITIIGGI 41.264.t 06.844.000 45.499.009.030.r 36 110,26Yo .4.234.S02.186.1 36

01 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET. TEKN()L()GI DAN PENDIDIKT 29.230.079.918.000 33. r 90.321 .989.362 1 13,55% .3.960.242.071 .362

02 INSPEKT()RAT JENDERAL 54.833.402.000 52.422.196.478 95,60Y0 2.411.205.522

03 DIREKT()RAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI. 1.1s0.453.100.000 1.080.1 06.1 89.806 93,89% 70.346.91 0.1 94

04

05

DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, I
5.849.690.600.000

2.586.462.302.000

6.307.070.008.2r 7

2.569.388.392.98 1

107,82%

99,34%

-457.375.408.217

1 7.073.909.01 I
06

07

OIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

DIREKT()RAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI

2.012.424.322.000

380.1 63.200.000

1 .956.1 46.362.988

343.553.890.304

97,200/o

90,37%

56.277.959.012

36.609.309.696

044 KEMEII|TERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIT DAN MENENGAH 961.432. r 85.000 904.735.506.509 94,10% 56.6S6.678.491

0r KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH 961 .432.1 85.000 904.735.506.509 94,10% 56.696.678.491

047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUATTI OAN PERTITIIDU NGAN AN 493.536.794.000

493.636.794.000

323.335.887.000

480.206.212.291 97,280/0 13.430.581.709

0r KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 480.206.212.291 97,280/0 1 3.430.58 r.709

048 KEMETIITER!AN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGABA DAN BEFORMAS 313.618.680.764 96,99% s.717.206.236

01 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REF(]RMASI BIR 323.335.887.000 31 3.6r 8.680.764

5.496.675.771,095

96,99% 9.717.206.236

050 BADATII ITIITETIJEN NEGARA 5.353.428.881.000 102,680/0 .r 43.246.890.095

0l BADAN INTELIJEN NEGARA 5.353.428.881 .000 5.496.675.771 .095 1 02,68% 1 43.246.890.095

051 TEMBAGA SANDI NEGABA 2.308.100.095.000 2.270.771.165.897 98,38% 37.328.32S.103

SK No 020058 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-453-

IAPOBAIII BEATISASI ANGGARAN BETANJA PEMEBINTAH PUSAT

MENURUT BA DAN ESETON I

TAHUIU ATUGGABATT 20I9

LAMPIRAN 2.A

(dalam

KODE BA

ESETON I
URAIAIII KODE BA ESETOIII I APBtt| BEATISASI oh REATISASI DI ATAS (DI BAWAH}

APBTII

01 LEMBAGA SANDI NEGARA 98,38%

052 DEWAN KETAHANAN NASIONAT

2.308.r 00.095.000

42.830.440.000 1 15,08%

37.328.329.1 03
.6.457.497.866

.6.457.497.86601 SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL 42.830.440.000

2.270.771.765.897

49.287.937.866

49.287.937.866 1 15,08%

054 BADAN PUSAI STATISTIK 5.2r 1.787.965.000 4.974.323.553.780 95,44Y0 237.464.411.220

95,44% 237.464.411.22001 BADAN PUSAT STATISTIK 5.21 1.787.965.000 4.974.323.553.780

1 .580.1 98.695.1 65

1 .580. 1 98.695.1 65

88,72Y0

88,72%

0!5
0l

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIOfllAl

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI-

KEMEIUTERIAN AGRABIA DAN TATA BUANG'BPN

SEKRETARIAT JENDERAI- 8.790.640.1 57.000

9.669.25 r.1 45.000

1.781.109.088.000

1.781.109.088.000

8.509.238.849.792

7.700.538.776.819

88,0070

87,6070

200.91 0.392.835

1 .090.1 01 .380. 1 81

200.9 1 0.392.835

1.160.012.295.208ql6
0l

629.932.41402 INSPEKTORAT JENDERAL 15.848.655.000 15.218.722.586 96,03Y0

03 DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG 220.906.r51.000 318.242.465.959 r44,06% .97.336.314.959

60,95% r50.1 14.565.76404 DIREKTORAT JENDIRAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN 384.393.8 r 3.000 234.279.247.236

05 32.278.360.000 24.291.933.574 75,26Yo 7.986.426.426

97,76Y006

DIREKTORAT JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA 21.149.080.000

07 DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH 1 3.1 69.583.000

20.674.654.963

12.342.838.827 93,720/o

474.425.037

826.744.173

1 70.540.849.998 s6,1 1 % 6.907. r 1 8.00208 DIREKT()RAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGI 177.447.968.000

09 DIREKT()RAT JENDERAT PENANGANAN MASALAH AGRARIA,PEMANFAATAN 1 3.41 7.378.000 1 3.109.359.830 97,700/o 308.0r 8.r 70

728.378.381.461 9S,67%057 PERPUSTAKAAN tUASIONAt BEPUBTIK INDONESIA 730.775.563.000

SK No 020057 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-454-

TAPORAN BEAIISASI ANGGABAN BETANJA PEMEBINTAH PUSAT

MENUBUT BA DAN ESETON I

TAHUtl| AIIIGGARATU 20I 9

LAMPIRAN 2.A

(dalam ru ah)

o/o
REATISAS! DI ATAS (DI BAWAH}

APBN

KODE BA

ESEtoit I
UBAIAIII KODE BA ESETON I APBTII REATISASI

01 728.378.381.461 99,67% 2.397.r81.539730.775.563.000PERPUSTAKAAN NASI()NAL

KEMENTEBIAN I(OMUNIKASI DAtU IilFOBMATIKA 5.380.355.088.000 6.498.885.970.3 r 4 l20,7go/o 1 .1 r 8.530.882.3 14059

0l SEKRETARIAT JENDERAL 267.672.875.000 285.024.784.365 r06,48%

02 INSPEKTORAT JENOERAL 28.844.027.710 r 15,03%

1 7.351 .909.365
-3.769.441.710

03

25.074.586.000

890.609.550.000 713.073.822.586 80,07%

04

05

DITJEN SUMBER DAYA DAN PEBANGKAT POS DAN INFORMATIKA

DITJEN PENYETENGGARAAN P()S DAN INFORMATIKA

DITJEN APLIKASI INTORMATIKA 233.804.420.707
1..208.072.703.718

94,750/o

35,31%

07

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DITJEN INF()RMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

3.421 .443.796.000

246.765.509.000

263.470.629.000

265.318.143.000

354.473.239.980

332.867.769.368

rql,q4t
125,46%

177.535.727.414

2.213.371.092.282
,9 r .002.61 0.980

67.549.626.368

1 2.961 .088.293

08 BADAN AKSESIBITITAS TELEK()MUNIKASI DAN INFORMASI (BAKTI) 3.342.125.201.880 -3.342.725.201.880

060 KEPOTISIATU NEGARA REPUBTIK INDONESIA 86. t 87.801.24r.000 98.t 91.072.462.088 r 13,93% .12.003 .21 1 .221 .088

01 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 86.r 87.80r.24r.000 98.191.072.462.088 12.003.271 .221 .088

063 BADAN PENGAWAS OBAT DATIIMAKANAN 1.970.1 95.546.000 2.028.648.053.570

I 13,93%

102,970/o .58.452.507.570

01 1.970.1 95.546.000 2.028.648.053.570 102,970/o .58.452.507.570

064 201.379.786.000 102,14Y0 .4.299.775.120

01

BADAN PENGAWAS ()BAT DAN MAKANAN

TEMBAGA KEIAHANAN |llASIONAT

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

205.679.561.r20
205.679.56r.120 102,140l -4.299.775.120

065 BADAltl KOOBDITllASI PEIIIA]llAMAN MODAL

20 r.379.786.000

616.060.891.000 597.1 1 8.142.460 96,93% 18.942.748.540

01 BADAN K()ORDINASI PENANAMAN MODAL 616.060.891.000 597.1 18.r42.460 96,93%

SK No 020056 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-455-

LAPORAN BEAI.ISASI ANGGABAN BETANJA PEMEBITUTAH PUSAT

MENURUT BA DAN ESEI.ON I

TAHUTU AIIGGABAN 20I9

LAMPIRAN 2.A

(dalam ru

KODE BA

ESEtoil I
UBAIAITI I(ODE BA ESETOIII I APBttl REA!.ISAS1 oh REATISASI DI ATAS (DI BAWAH}

APBN

066 BADATII ilARKOTIKA TIIASIONAT 1.509.378.1 28.000 t.519.687.203.447 r00,68%

0l BADAN NARK()TIKA NASIONAL r.509.378.1 28.000 1 .5 r 9.687.203.447 1 00,68%

067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUTUAN DAERAH TEBTITllGGAI. DAN TRAIT 4.325.623.104.000 5.1 65.837.344.1 65 119,42Yo

57.047.436.000 61.644.989.399 108,06%02

03

INSPEKT()RAT JENDERAL

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKI 2.r 75.r33.778.000 2.987.464.451 .000 1 37,35%

r0.309.075.447

.840.214.240. r 65

.81 2.330.673.000

.4.5S7.553.399

r 0.309.075.447

04

05

DIREKT()RAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DIREKTORAT JENDEBAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU

31 5.277.856.000

215.470.572.000

301.283.93r.773

210.478.716.01 1

95,56%

97,68%

06

07

DIREKT()RAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DIREKTORAT JENDEBAT PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMI

280.858. r 39.000

390.1 18.518.000

265.544.953.797

381.191.419.310

q4.qqt
97,71%

13.993.924.227

4.99r.8s5.989

15.3r 3.r 85.203

8.927.098.690

08 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 403.257.449.000 392.465.41 7.31 0 97,32% 1 0.792.031 .690

09 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PTLATIHAN, S 234.020.0r 3.000 246.490.641 .1 02 105,33% 12.470.628.102

10 SEKRETARIAT JENDERAL (EMENTERIAN DESA.PDT, DAN TRANSMIGRASI 254.439.343.000 319.272.824.463 125,48% 64.833.48 r .463

068 BADAN I(EPENDUDUKAN OAN KETUABGA BERETllCAIUA tUASIONAt 3.79t.61 t.729.000 3.538.241.106.438 93,320/o 253.370.622.562

01 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAI- 3.791.61 1.729.000 3.538.241 . t 06.438 93,320/0 253.370.622.562

074 KOMISI TIIASIONAT HAK ASASI MATUUSIA 85.794.908.000 97.558.419.021 113,710/o .11.763.511.021

01 85.794.908.000 97.558.419.021 113,71% 1 1.763.51 1.021

075 BADAN METEOROTOGI, KTIMATOTOGI DAN GEOFISIKA

KOMNAS HAM

t.754.228.r 95.000 2.408.284.219.974 137,28Y0 .654.056.024.974

0r BADAN METEOR()TOGI, KLIMAT()I.OGI DAN GE()FISIKA 1 .754.228.1 95.000 2.408.284.219.974 137,28%

SK No 020055 C
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TAPORATU BEAt!SAS! ANGGARAN BEI-ANJA PEMEBINTAH PUSAT

MENURUT BA DAN ESETON I

TAHUN AITIGGARATU 20I9

LAMPIRAN 2.A

(dalam ru

KODE BA

ESE| 0N r
UBAIAN I(ODE BA ESETO]II I APBN BEAI.ISASI Yo

BEATISASI DI ATAS (DI BAWAH}

APBTII

076 TOMISI PEMII.IHAIU UMUM 1 8.1 04.1 39.070.000 96,29Yo 671.860.079.505

1 8.1 04.1 39.070.000

I 7.432.278.S90.495

1 7.432.278.990.495 96,29%0l
077

KOMISI PEMILIHAN UMUM

MAHKAMAH KOTIISTITUSI RI 539.645.401.000 5t s.882.725.3r0 96,34%

539.645.401.000 96,34%01 MAHKAMAH K()NSTITUSI RI

108.50%

671.860.079.505

1 9.762.675.690

19.762.675.690
.1 5.322.946.45S078 PUSAT PETAPORAN OAil ATIIATISIS TRANSAKSI KEUANGAN r80.362.223.000

0l 1 08,50%

100,54%

r 5.322.946.459
.7.745.013.271079

PUSAT PELAP()RAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

TEMBAGA ItMU PETUGETAHUATU INDONESIA

180.362.223.000

1.424.079.428.000

1 95.685.1 69.459

1.431.828.441.271

r 95.685. r 69.459

519.882.725.310

1.431.828.441.271

976.335.66S.773

1 00.54%

r09,84%
01

080

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN IND()NESIA

BADAN TENAGA NUKTIR NASIONAT

1.424.079.428.000

888.905.286.000

7.749.013.271

.87.430.383.773

-87.430.383.773

01 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 888.905.286.000 976.335.669.773 1 09,84%

1.372.693.070.000 1.560.963.664.572 113,720/o081 BADAN PENGKAJIAN DAN PETIIEBAPAN TEKNOTOGI

113,720/o

.1 88.270.594.572

188.270.594.5720r BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOL()GI 1 .372.693.070.000 1 .560.963.664.572

TEMBAGA PENEBBANGAIU DAN ANTARIKSA NASIOtUAt 792.864.792.000 756.286.547.322 100,43% .3.421.155.322082
r 00,43% .3.421.755.32201 LAPAN 792.864.792.000 796.286.547.322

083 727.737.635.000 675.009.572.5t t 92.7EYo 52.728.062.489

92,75% 52.728.062.48901 727.737.635.000 675.009.572.51 1

084

BADAil INFORMASI GEOSPASIAT

BADATII STANDARDISASI NASIOIUAI-

BADAN INF()RMASI GEOSPASIAT

231.6 r 9.639.000 241.520.103.214 104,21Yo

241.520.103.214 104,27%

.9.900.464.214

-9.900.464.21401 BADAN STANDARISASI NASIONAL 231 .619.639.000

SK No 020054C
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TAPORAN BEATISASI ANGGABAN BEtAilJA PEMEBINTAH PUSAT

METUUBUT BA DAN ESETON I

TAHUIII AII|GGABAN 20I9

LAMPIRAN 2.A

(dalam iahl
I(ODE BA

ESETON I
UBAIATII KOOE BA ESETO]II I APBTII REATISASI oh BEAI.ISASI DI ATAS (DI BAWAH}

APBN

085 BADAN PENGAWAS TENAGA IUUKTIB 178.706.972.000 1 73.308.378.085 96,98% 5.398.593.915

01 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 1 78.706.972.000 1 73.308.378.085 96,9870 5.398.593.915

086 TEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 319.338.7 r 5.000 338.792.939.594 106,09% 19.454.224.594

01 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 31 9.338.715.000 338.792.939.594 106,09% .19.454.224.594

087 ABSIP NASIOtUAt REPUBTIK INDONESIA

ARSIP NASIONAI-

BADAN KEPEGAWAIAN NEGABA

296.463.632.000 309.389.633.258 r04,36% 12.926.001.258

01

088

296.463.632.000

625.r44.8r0.000
309.389.633.258

614.789.70r.800
1 04,36%

98,34%

-12.S26.001.258

t o.lss. r og.zo0

0l
089

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BADAN PENGAWASATII KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

625.1 44.8 1 0.000

1.431.753.914.000

614.789.701.800

1.592.579.258.t 33

98,34%

111,23Yo

1 0.355.1 08.200

1 60.825.344.1 33

01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1 .431 .753.914.000 1.592.579.258. r 33 111,23% r 60.825.344.1 33

090 KEMENTERIAN PEBDAGAIUGAN 3.293.722.353.000 3.246.524.101.571 98,57% 41.198.251.429

01 SEKRETARIAT JENDERAL 850.744.90r.000 788.615.851.61 I 92,70% 62.1 29.049.389

02 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI 1 .553.209.890.000 r .6r 1 .218.814.855 I 03,73% -58.008.924.855

03 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN tUAR NEGERI 1 48.6r 7.706.000 142.123.480.126 95,63% 6.494.225.874

04 DIREKT()RAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASI()NAL r 52.200.926.000 1 48.970.638.91 3 97,88% 3.230.287.087

05 INSPEKT()RAT JENDERAL 48.000.000.000

r 6r.752.534.000

46.652.944.51 3 97, r 9% 1.347.055.487

06 DIREKT()RAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASI()NAL 141 .806.81 8. 1 66 87,67% 1 9.945.71 5.834

07 BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 72.000.000.000 68.634.868.816 95,33% 3.365.131.184

SK No 020053 C
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I.APOBAN BEAtI6ASI ANGGARAN BETANJA PEMERINTAH PUSAT, MENUBUT BA DAN ESETON I

TAHUTII ANGGARAI1I 201 9

LAMPIRAN 2.A

(dalam

KODE BA

ESETON I
UBAIATII I(ODE BA ESETON I APBTU BEATISASI To

REATISASI DI ATAS (DI BAWAH}

APBIII

08 BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN 40.000.000.000 39.488.r 79.020 98,72%

09 DIREKT()RAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN OAN TERTIB NIAGA 267.1 96.396.000 96,94%

51 r.820.980

8.1 83.890.449

092 KEMETUTERIAN PEMUDA DATII OLAH RAGA t.951.091.S70.000

259.012.505.551

2.051.207.494.60S 105,t3%

01 KEMENTERIAN PEMUDA DAN ()I-AH RAGA 1.951.091.970.000 2.051 .207.494.609 1 05,1 3%

.100.1 15.524.609
.1 00.1 r 5.524.609

0s3 KOMISI PEMBEBATUTASAN I(ORUPSI 813.449.265:000 894.360.498.200 109,95% .80.s1r.233.200

01

095

K()MISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DEWAN PERWAKITAN OAEBAH (DPDI

81 3.449.265.000

1.087.1 18.025.000

894.360.498.200

1.037.924.462.836

r 09,95%
g5,47oh

80.9 r 1 .233.200

49.1 93.562.1 64

0r

02

SEKRETARIAT JENDERAT DPD RI

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

262.557.742.000

824.560.283.000

239.309. r 53.825

798.615.309.01 1

9r,r5%
96.85%

t00 KOMISI YUDISIAT RI t24.010.477.000 1 23.260.t40.305 99,39%

23.248.588. r 75

25.944.973.989

750.336.695

01 124.010.477.000 r 23.260.1 40.305 99.39%

103 BADAIII NASIONAT PETllANGGUTATIIGAN BENCANA

K()MISIYUDISIAT RI

61 9.425.671.000 8.079.901.770.792 1304,42To

750.336.695

-7.460.476.099.792

01 BADAN NASI()NAL PENANGGULANGAN BENCANA 619.425.671.000 8.079.901 .770.792 1304,42% 7.460.476.099.792

104 BADAIiI NASIONAT PENEMPATAN OAIll PERTINDUNGAN TENAGA KERJA 317.971.678.000 312.761.403.658 98,36%

01 SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI 317.971.678.000 98,36%312.761.403.658

105 LEMBAGA KEBIJAKAN PETUGADAAN BARAIIIG'JASA PEMERINTAH 21 3.1 02.1 07.000 232.670.388.086 109,18% .1 9.568.281 .086

5.210.274.342

5.210.274.342

01 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2 1 3.1 02. 1 07.000 r 09,1 8%232.670.388.086 -r 9.568.281.086

107 BADAN SAR IIIASIOTIIAT 1.986.896.526.000 1.989.04t.953.088 100,t 1% .2.145.427.088

SK No 020052 C
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TAPOBAN BEATISASI ANGGARAIII BETANJA PEMEBINTAH PUSAT

MENUBUT BA DAN ESETON I

TAHUN ANGGARATI| 20I9

LAMPIRAN 2.4

(dalam

rODE BA

EsEtotll I
URAIAII KODE BA ESETON I APBITI REATISASI oh BEALISASI DI ATAS (DI BAWAH}

APBIII

01 1.986.896.526.000 1 .989.041.953.088 100.1 l%

134.810.868.491 102,77Yo

.2.145.427.088

-3.633.838.491108

BADAN SAR NASI()NAT

I(OMISI PENGAWAS PEBSAIIUGAN USAHA 131.177.030.000

01 K()MISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 1 31.t 77.030.000 134.810.868.491 102,77% .3.633.838.491

2t8.231.445.000 83,00% 37.t07.358.713r09
83,00%01

BADAN PENGEMBANGAN WITAYAH SURAMAOU

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS) 2r 8.23r.445.000

181.1 24.086.287

1 I 1.1 24.086.287

107,10V0

1 07,1 0%

37.1 07.358.7 1 3
.10.696.864.730

10.696.864.7300r

110 150.7 t8.755.000
1 50.7 I 8.755.000

15.480.554.296

15.480.554296
111

0r

OMBUDSMAN REPUBTIK ITIIDONESIA

EADAN NASIONAT PENGEtOtA PEBBATASAIU

BADAN NASI()NAT PENGELOLA PERBATASAN

OMBUDSMAN REPUBI.IK INDONESIA

1 93.S68.340.000

1 93.968.340.000

112 BADAiI PEilGUSAHA KAWASATU PERDAGANGAN BEBAS DAN PETABUH/ 1.820.890.963.000

1 78.487.785.704

1 .565.257.279.1 98

1 61.41 5.6t 9.730

r 6r.4r 5.6r 9.730

178.487.785.704

92,02Yo

92,02%

85,96% 255.633.683.802

1.820.890.963.000 1 .565.257.279.1 98 85,96% 25s.633.683.80201 BPKPB BATAM

55.553. r 22.1 62113 BADAN ITIASIONAT PENATIIGGUTANGAN TEBORISME 699.598.337.000 92,06%

BADAN NASI()NAT PENANGGULANGAN TER()RISME 699.598.337.000

644.045.2r 4.838

644.045.214.838 92,06% 55.553.122.16201

51,25Yo 368.60 1.235.778114 SEKRETARIAT KABINET 756.072.365.000 387.411.129.222

01 SEKRETARIAT KABINET 756.072.365.000 387.471.129.222 51,25% 368.601.235.778

7 4,210/$ 2.225.294.808.551115 8.628.733.903.000 6.403.439.094.449

01

BADAN PETUGAWASAN PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 8.628.733.903.000 6.403.439.094.449 74,21% 2.225.294.808.551

90,85% 90.990.381.746116 TEMBAGA PEiIYIARAil PUBTIK RADIO REPUBTIK IIUDOIiIESIA 994.120.t 1 1.000 903.1 29.72S.254

SK No 020051 C
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TAPOBAN REATISASI ANGGARAil BETANJA PEMEBINTAH PUSAI

MENUBUT BA DAIII ESETON I

TAHUltl ATIIGGABAN 20I 9

LAMPIRAN 2.A

h)

KODE BA

ESEtom t
UBAIATII KODE BA ESEI.OIII I APBIII REATISASI Yo

REATISASI DI ATAS (DI BAWAH}

APBIII

01 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 994.120.111.000 903.1 29.729.254 90,85%

117 TEMBAGA PENYIARAN PUBTIK TETEVISI REPUB!.IK INDONESIA 951.021.692.000 958.650.092.1 58 100,80%

90.990.38 1 .746
.7.628.400.158

01 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TETEVISI REPUBLIK INDONESIA 951 .02 1 .692.000 958.650.092. r 58 1 00,80%

118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAtU PETABI 221.429.833.000 1 87.330.729.253 84,60%

0l 84,60%

.7.628.400.1 58

34.099.103.747

34.099.r 03.747BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 221 .429.833.000 187.330.729.253

447.416.980.0001 1 I
10

!.!800/e
94,80%

BADAN KEAMANAfll IAUT

BADAN KEAMANAN LAUT 447.416.980.000

424.1 30.206.696

424.r 30.206.696

120

0t
98,770h

98,77%

KE MENTE BIAlll KOOB DI TIIATOB B I DANG KE MABITI MATII

KEMENTERIAN K()()RDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

254.1 66.852.000

254.1 66.852.000

121 BAOAN EKOIIIOMI KREATIF 657.151.214.000

25t.041.375.1 37

25 r .041 .375. 1 37

595.577.623.225 90,63%

23.286.773.304

3.125.476.863

3.1 25.476.863

6 1.573.590.775

23.286.173.304

01 BADAN EK()N()MI KREATIF 657.1 5 1.214.000 595.577.623.225 90,63% 61.573.590.775

122 141.463.962.029

0l
BADAN PEMBITIIAAN IDEOTOGI PATUCASITA

BADAN PEMBINAAN IDE()LOGI PANCASILA 14 r.463.962.029

999 79,970/0

141.463.962.029

141.463.962.029

t 56.007.016.591.328BEIUDAHARA UMUM NEGABA 778.8S3.674.484.000 622.886.657.892.672

0r PENGEL()TAAN UTANG 275.885.267.880.000 275.52 r.165.410.219 99,87% 364. r 02.469.78 1

333,7r % -4.535.555.662.04502 PENGELOTAAN HIBAH r.940.650.000.000 6.476.205.662.045

0t PENGEL()TAAN BELANJA SUBSIDI 224.320.857.1 1 6.000 201.802.566.846.1 I I 89,96% 22.51 8.290.269.889

08 6,96% 140.222.234.425.628PENGELOTAAN BELANJA LAIN 150.71 9.1 82.841 .000 1 0.496.948.415.372

SK No 020050 C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019tAudited)

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-46r-
TAPOBAN REATISASI ANGGABATII BETANJA PEMEBINTAH PUSAI

MENURUT BA DAN ESETON I

TAHUTU ANGGABAITI 2019

LAMPIRAN 2.A

XODE BA

ESEI0tll I
URAIAIII I(ODE BA ESETOIII I APB]II BEATISASI oh BEATISASI DI ATAS (DI BAWAH}

APBIII

99 PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS 1 26.027.71 6.647.000 1 28.589.77 1.558.925 1 02,03% .2.562.054.911.925

xx PERBEDAAN PENCATATAN ANTARA SIAP DAN SAI .47.997

Jumlah Total r.634.339.51L949.000 1.496.31 3.886.364.770 91,55% t 38.025.632.584.230

SK No 020049C
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IAPOBAN BEATISASI ANGGARAIU BETANJA PEMEBINTAH PUSAT

MENURUT JENIS BETANJA

TAHUTll ATI|GGARAIU 2019

LAMPIRAN 2.8

(dalam rupiah)

KODE

BA
URAIAN BA

Bchnja Pcgawai

51

Bclrnir Brrrng

52

Bclrnlr Modrl

53

Bun0, Utan0

5{

Bclrnlr Subsidi

55

BGlrnir Hihrh

50

Bcl.nir Bansos

57

Bchnlr [.in-lrin

58

Total Bclania

001

002

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

s0.936.357 468 762.966.6 r 6.778

3 253 469.542 053

33.379.925.060

43 r.638. I 52.7 1 8

887.282.90S.308

4.714.765.127.li
3.730.775.875.248

e:8ir.iaro7l.o33

1 .029.657.432.362

004 BAt)AN PEMERIKSA KEUANGAN 1.981.552.01 6.470 r 551.898.330 200

r.5s0.346.2 I 8.447

r97 325 528.578

005 MAHKAMAH AGUNG 6.59S.M8.881.819 681.349 970.767

006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 3.507.308.841 606 r.470 558 927.990 1 .857 .749.614.202

007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 47 7.381.347.893 1 643.217.302.287 324 663.8r4.Mr 2.445.322.464.821
010 KEMENTEBIANDALAM NEGERI 806.607.836.734 2.262.568.608.837 221 870.255.821 3.297.046.70 t.392
0lr KEMENTERIAN LUAR NEGERI 3.22 1 .353.506.027 3.483.82 r.45 r.742 l.0l 1.452.353.030 7.7 I 6.627.31 0.79S

012 KEMENIERIAN PERTAHANAN 50.498.629.604.S56 36.63 r .658.8 79.996 28.221.377 .515.489 1 1 5.351.666.000.441

013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

RI 6.885.840. r 07.86i 5.261 614 869.573 r .626.94 1 .030.922 1 3.774.3S6.008.362

015 KEMENTERIAN KEUANGAN 21.460.995 r99.786 I 6.605.824.448.27 I 1.475.233.420.342 39.546.053.068.3SS

018 KEMENTERIAN PERTANIAN 2.520.263 223.317 16.020 690 039.440 883.339.624.804 1 S.424.292.887.56 1

_qte KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 727.823.878.539 r.852.762.580 553 181.450.194.246 3.308.036.053.338
(EMENTERIAN ENERGI OAN SUMBER DAYA

MINERAT 858.507. I I 1.629 2.866 149.389.301 r.030.1 57. r 89.977 4.764.91 3.890.907

39.695.08 1.S70.332022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 3.724.838. r 36.058 r3.4Sl 370.875.316 22.479.472.564.958

023 (EMENTERIAN PENDIOIKAN DAN KEBUOAYAAN 8.836.523.30s.435 1 7.026.51 2.844.031 983 598.242.34r 9.548.055.607.525 30.494.889.999.332

67.279.326.079.500024 KEMENTERIAN KESEHATAN 5.320.523.7 1 0.930 22.390.61 7.563.645 3.791.042. r 30.S25 35.777 .142.674.000
025 KEMENTERIAN AGAMA 38.1 97.053.406.24 I t9.156.501.024 570 4.695.026.370.402 1.897 788.925.000 63.S46.369.726.21 3

026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 409.638.306.734 4.625216.407 440 253.451.225.305 5.288.351.939.47S

SK No 020048 C
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TAPORAN REATISASI ANGGARAN BETANJA PEMERINTAH PUSAT

MENURUT JENIS BETANJA

TAHUil AIUGGARAN 20I9

LAMPIRAN 2.8

(dalam rupiah)

rODE

BA
URAIAN BA

Bclanja Pcgrwai

5l

Bclanir Barang

52

Bclrni. Modrl

53

Bun0. UtlnC

54

Bcl.njr Subsidi

55

Behnia Hibah

56

Bchnir Brnsos

57

Bcl.ni. Lrin-lrin

58

Total Bcl.nia

029

(EMENTERIAN S()SIAL

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN

480.61 7.558.4r r

l 937.88r.855 722

r 846.046.376.486

2 849.572.498.982

3 665 853.868.269

6.30r 606.08r.2r9

2.888 977.321.898

319 344.518.246

603.552.580.238

53 260.829.507 155 57.728.645.452.081

8.843.040.51 7.1 79

032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN _--
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM t)AN

PERUMAHAN RAKYAT

320. r 25.21 9.431 5.055.1 48.91 7.81 5

033

32.i69.329.978.870

201 867 738.109

M.937.997. r 41.257 I 00.55i.499.6 1 S.1 0S

034 KEMENTERIAN KOOROINATt)R BIDANG P()LIIIK,

HUKUM t)AN KEAMANAN 60711.7n 461 6.470.280.759 26S.t 09.796.329

035 KEMENTERIAN K()ORDINATOR BIDANG

PEREK()N()MIAN r04 020.300.613 3r4 636 547.4i4 9.044.150.735 427.700.958.822

036 KEMENTERIAN KOORDINATt)R BIDANG

PEMBANGUNAN MANUSIA t]AN (EBUOAYAAN

60.283.213.646 213 730.684.285 5.009.557 500 279.023.455.43r

040 KEMENTERIAN PARII/1/ISATA 283.988.400.128 2.664.826.005.387 684.026.434 793 3.632.840.841.308

041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

57.738.232.224 r 29 8r 2.902.846 14.972.242 591 202.523.377.66 I

M2 KEMENTERIAN RISET, TEKN()L()GI DAN

PENI)It)I(AN TINGGI l3 720.400.616.407 20.920 426 695.671 6.438.654.279 087 4.4r9 527 438 971 45.49S.009.030.1 36

044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL

DAN MENENGAH I 05.544.687.51 2 790.211.125.420 8.973.693.577 904.735.506.509

SK No 020041 C
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TAPOBAN REAI.ISASI AilGGARAN BETANJA PEMERINTAH PUSAT

MENURUT JE]IIIS BETANJA

TAHUTU ATUGGABATII 201 9

LAMPIRAN 2.8

(dalam rupiah)

I(ODE

BA
URAIAIII BA

Bclania Pcgawai

51

Bcl.ni. B.rang

52

Bclanja Modal

53

Burot Uttrg

54

Bcl.ni. Subsidi

55

Bclanir Hibah

50

Bclania Bansos

57

Bclanla tain.lain

58

Total Bclanja

u7 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN t)AN

PERLINDUNGAN ANAK 45.152.493.955 429.299.259.940 4.744.458.386 480.206.212,251

048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REF()RMASI BIROKRASI 83.374.03r.254 216.01 7.283.001 14.22i.366.509 31 3.61 8.680.764

050 BAOAN INTELIJEN NEGARA 435.449.495.8r I 3.875.901.06i.2 7i I .1 85.325.208.000 5.496.675.771.0S5

051 TEMBAGA SANOI NEGABA 14 r.667.583.983 250.381.041.023 t.878.723.1 40.89 I 2.270.771,765,857

052 OEWAN KETAHANAN NASIt)NAL 23.31 1.593.242 25.9i6.344.524 49.287.937.806

054 BADAN PUSAT STATISTIK 2.1 34.590.486.82r 2.200.051.068.346 639.68r.998.6r 3 4.974.323.553.780

055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASI()NAT r 69.235.794.623 1 . r 29.733.334.979 28r.229.555.563 r.580.1 98.6S5.1 05

056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

2.065.199.291 .477 5.801.573.41 6.691 642.466.1 35.624 8.509.238.84S.792

057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 106.287.632.022

402 768.963.633

450.254.1 65.1 21 r 71.836.584.3r I 728.378.381.4G 1

6.498.8E5.970.31 4

059 KEMENTTRIAN KOMUNIKASI OAN INFORMATIKA

5.91 8.040.200.898 I 78.076.805.783

060 I(EPOTISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 51.i51.238.649.800 25 667.059.860.728 20.772.773.951.560 s8.1 91.072.462.088

063 BAt)AN PENGAWAS ()BAT DAN MAKANAN 620.888.676.463 1.0M.377 .452.726 363.38r.924.38r 2.028.6r8.053.570

064 TEMBAGA KETAHANAN NASIt)NAL 75.037.761.136 111.482.206.225 I 9. I 59.593.759 205.67S.561.1 20

065 BADAN K()t)RDINASI PENANAMAN M()DAL 1 31.854.948.448 401.061.835.51 I 64.201.358.50r 537.t t 8.r 42.460

066 BADAN NARK()TIKA NASIONAL 505.348.857.578 874.240.265.249 r40.098.070.620 1.51 9.687.203.447

067 (EMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 238.955.456.005 4.576.078.662.626 350.803.2 1 5.534 5.1 85.837.344.1 65

SK No 020046C
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TAPOBAN REATISASI ANGGARAN BEI.ANJA PEMEBINTAH PUSAT

MENURUT JENIS BETANJA

TAHUTll ATUGGABAIU 2019

LAMPIRAN 2.B

(dalam rupiah)

KODE

BA
URAIAN BA

Bclania Pcgawri

5t

Bclanla Barang

52

Brlania Modal
BunC. Utang

54

Bclrni. Subsidi

55

Bchnja Hibrh

56

Eclrnjr Brnsos

57

Bclanja Lrin-lrin
Total Bclanja

058 BADAN KEPENOUDUKAN OAN KELUARGA

BERENCANA NASIONAT 2.060.9t 2.937.484 r .434.586.30 1 .505 42.741.867 .445 3.538.24r.1 06.438
014 KOMISI NASI()NAL HAK ASASI MANUSIA 36.r 63.732.545 59.451.980.548 r.942.705.928 97.558.41S.021

075 BADAN METEOROLt)GI, KLIMATOL(]GI DAN

GE()TISIKA 539.538.063.626 8t 0.540.730.827 I .058.205.425.52 I 2.408.284.21 9.S74

076 KOMISI PEMILIHAN UMUM r.288.05 r.950.01 7 15.9M.211.995.41 I 240.01 5.045.067 17.432.278.9S0.495

077 MAH(AMAH K()NSTITUSI RI 57.130.182.423 445 085 S37.489 r 7.666.605.398 51 S.882.725.3r 0

078 PUSAT PELAPt)RAN DAN ANATISIS TRANSAKSI

KEUANGAN 8l 764.770.304 65.669.985.628 48.250.413527 1S5.885.1 0S.459

079 LEMBAGA II.MU PENGETAHUAN IND()NESIA 672.582.922 630 338.i50.04r.898 420.495.416.743 1 .431 .828.441 .27 1

080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIt)NAL 436.342.252 845 243.133.257.424 296.260.159 500 976.335.669.773

081 BADAN PENGKAJIAN OAN PENERAPAN TEKN()LOGI 492.420.396.209 503.992.356.155 564.550.91 2.208 1.500.s03.6E4.57 2

082 TEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

NASIONAL r 96.348.49r.501 162.502.7M.457 437.435.3t 1.3M 796.286.507.322

083 BAOAN INFt)RMASI GEOSPASIAL 87.1 94.728.51 I 157.960 536.234 429.854.247.758 675.009.572.51 1

084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 68.535.766.1 27 103.473.806.246 69.51 0.530.841 241.520.103.214

085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 57.422.826.552 78.682.r r 1.096 37.203.440.397 t 73.308.378.085

085 TEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA t53.025.063.302 1 63.676.072.094 22.091.798 r98 338.7S2.939.594

087 ARSIP NASI()NAL REPUBLI( INt)ONESIA r00.092.865.098 107.935.S72.063 I 01.360.796.097 309.389.833.258

088 BAt)AN KEPEGAWAIAN NEGARA 332.81 0.746.83r 214.197 780.568 67.781. I 74.401 0r 4.789.701.E00

SK No 020045C
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TAPORAN REATISASI ANGGARAN BETANJA PEMERINTAH PUSAT

MENURUT JENIS BEI.ANJA

TAHUITI AIUGGARAIU 201 9

LAMPIRAN 2.8

(dalam rupiah)

KODE

BA
UBAIAN BA

Belania Pcgawri

5l

Belrnir B.ranC

52

BGhni. Mod.l

53

BunCa Utang

54

Bclanir Subsidi

55

Bclania Hihrh

56

Bchnir Bansos

5?

Brlrnir Lrin-lrin
Total Bclania

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN r.592.579.258.1 33

l:q652aJ0tJ71
2.05 1.207.494.609- 

sio.36o,a9s.2oo
1 .037.9 24.48 2.83 0

1 23.260.r 40.305

089

984.57 1.870.825 528152.397.852 79.854.989.455

090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 493 946.298 30r 25U.963922.202 r 67 6r 3.881.068

092 KEMENTERIAN PEMUDA t)AN OLAH RAGA 116.852.523.225 r 91 I 90r 908 534 r 4.453.062.850

093 K(]MISI PEMBERANTASAN K()flUPSI 600.027.587.85 r 253.293.476 054

7 I 3.762.31 4.696

41.039.434.295

095 DEWAN PERWAKILAN t)AERAH (OPt)} 3r 6.078.472.365 8.083.675.775

100 K()MISI YUDISIAL RI 37.828 I 40 299 82.324.353 401 3.107.646.599

r03 BADAN NASI()NAL PENANGGUTANGAN BENCANA 59.051.748.875 53r.670.679 142 12.268.t17.797 7.476.91 0.624.978 8.079.90 r .770.79 2
't04 BADAN NASI()NAI PENEMPATAN DAN

PIRLINDUNGAN TENAGA KERJA INt)t)NESIA I 14.200.436.349 I 86. I 01.i99.392 I 2.459. I 67.91 7 31 2.7G 1.403.658

106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGIJASA

PEMERINTAH 35.201.99r.1 55 I 63.481.982 257 33.986.41 4.674 232.C70.388.086

r.989.041.S53.0E8

1 34.8t 0.068.491

I 81.r 24.086.287

101 BADAN SAR NASIt)NAL 375.997.729.701 656.91 9.006 556 956.r25.216.831

108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 35.652 500.524 94.948.r09 520 4.210.258.447

109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMAt)U

10.307_085.000 31.697. I 70.088 I 39.1 19.830.1 99

110 OMBUDSMAN REPUBTIK INDONESIA 69.081.212.442 90.777.751.51 5 1.576.655.773 I 61.41 5.8 1 S.730

llt BADAN NASIt)NAT PENGELOLA PERBATASAN 29.017.022.077 140,858.880.574 8.61 1.883.053

112 BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN

BEBAS DAN PETABUHAN BEBAS BATAM 997.01 5.341.731 568.24r.937.467

113 BADAN NASI()NAL PENANGGULANGAN TEB()RISME 30.i42.675.730 I 52.044.554.443

t78.487.785.704

1.565.257.279.t 98

SK No 020044C

461.257.984.665 644.045.214.838
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TAPORAN BEATISASI ANGGARAN BETANJA PEMERINTAH PUSAT

MENURUT JEilIS BETANJA

TAHUIll ATUGGARAIU 2019

LAMPIRAN 2.8

(dalam rupiah)

KODE

BA
UBAIAN BA

Bclanja Pcgawri

51

BGlrnrr B.reng

52

Echnia Modrl

53

Bun0r Utrn0

54

BGlrnir Subsidi

55

Bclani. Hibah

50

Bclania Bansos

57

B!lania Lain.lrin

58

Total Bclania

387.471.129.222

c.403.43S.0S4.44S

lt4 SEKRETARIAT KABINET

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

181.803.258.771 r 75.320.530.906

5.843.562.830.937

24.347.339.539

1 27.561.048.932115 432.31 5.2r4.580

116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RAOIO REPUBLIK

IND()NESIA 548.587.980.556 301.386.7 I 9.08 I 53. I 55.029.6r 7 903.129.725.254

958.650.092.1 58

11t I.EMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLI(

IND()NISIA 3r 0.859.724.981 484.934 714 033 I 62.855.653.144

1r8 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN

BEBAS DAN PEI"ABUHAN BEBAS SAEANG 42.140.r30.089 r 45.1 90.599. I 64 1 87.330.729.253

il9 EADAN (EAMANAN LAUI 54 504 644.r 70 206.413 4r0 526 r63.212 152.000 t24.t 30.206.696
120 KEMENTERIAN Kt)ORt)INAT()R BIt)ANG

KEMARITIMAN 42.783.790.596 r 94.895.0 r 5.148 r3.362.569.393 25 1.041.375.1 37

121 BADAN TK()NOMI KREATIF 33.540.023.386 556.089 025 639 5 948.574.200 ss5.577.623.225

122 BADAN PEMBINAAN IDEt)LOGI PANCASII.A r 3.042.9S0.665 92.203 813 464 36 2li r57.900 14 1.403.962.029

999 BENDAHARA UMUM NEGARA 126.878.527 .745.495 508.445 680 r 53 275 521 155.410.219 20r.802.566.846.1 1 r 6.475.205.662.045 I r.6S9.746.548.549 622.t88.657.892.672

PERBEDAAN PENCAIATAN ANTARA BUN t)AN SAI

(94 {r 322.903) 1.275.000 (47.9S7)

JUMI,AH 376.074.259.E52.61S 334.4t 8.207.030.784 I 77.841.479.C30.7 t4 275.521.165.41 0.21 I 201.802.568.t46.1 I 1 8.478.205.682.045 112.4t0.254.777,625 I t.699.746.548.049

SK No 020043 C
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DAFTAR BADATII tAYAtIIAtU UMUM

31 Desember 20t9

LAMPIRAN 2.C

ilo IO SATKEB ilamr Srtkcr BtU BUMPUil I(D KL KEMEI{TEBIAil
,l

344576 RS TNI At dr. Ramelan Surabava KESEHATAN 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN

2 415423 RS Cipto Mangunkusuma.Jakarta KESEHATAN 024 KEMENTERIAiI KESEHATAN

3 415432 RS Fatmawati.Jakarta KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAiI

4 41 5448 RS Persahabatan.Jakarta KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

5 4r 5460 Balat Besar Laboratorium Kesehatan Jakarte KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

6 4 1 5479 RS Dr.Hasan Sadikin-Bandunq KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

7 4 1 5505 RSJ Dr.Marzoeki Mahdi Booor KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

8 41 5536 RS Dr.Kariadi-Semarant KESEHATAN 024 KEMEIITERIAN KESEHATAN

I 4'15573 RSU Dr.Soeradii Tirt0neq0ro,Klaten KESEHATAN 024 KEMENTERIAN I(ESEHATAN

10 4'r5582 RS Dr.Sardiito-Yoovakarta KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

1t 41 5602 Balai Eesar laboratorium Kesehatan Surabaya KESEHATAN 024 KEMENTERIAIi KESEHATAN

12 41 5618 RS 0r.M.Dianil-Padano KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

13 41 5624 RS Dr.Moh.Hoesin-Palembano KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

14 4r5M9 Balai Besar laboratorium Kesehatan Palembanq KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

15 4t 5655 Balai Besar Laboratorium Kesdratan Makassar KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

16 4 1 5661 RS Sanolah.Denoasar KESEHATAN 024 KEMEIITERIAN KESEHATAN

17 532214 RSU H. Adam Malik Medan KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

18 538815 RSU Prof.0r.R.Kandou, Manado KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAIi

19 548886 RS 0r.Wahidin Sudirohusodo-Makassar KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

20 344809 BS TNI AU dr. Hardiolukito Yoovakarta KESEHATAN 01? KEMENTERIA]i PERTAHANAN

21 559662 Balai Kesehatan Penerbano KESEHATAN 022 KEM ENTERIAi.I PERH U BU N G AiI

22 257847 RS Stroke Nasional, Bk Tinqoi KESEHATAiJ 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

23 258462 Rumah Sakit Kusta Dr. Tadiuddin Chalid Makassar KESEHATA]'J 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

24 4 r 5381 Balar Besal Kesehatan Paru Masvarakat Banduno KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

25 41 539i Balar Besl Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

26 4r 5401 Balar Bxar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

27 41 5454 RS Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan,Jakarta KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

28 41 5485 RS Paru Dr.Rotinsulu - Bandunq KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

29 4r 5491 RS Mata Cicendo Banduno KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

30 41 551 1 RS Paru Goenawan Partowidi0d0. Cisarua Booor KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

31 4t 5520 Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangeranq KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

32 4t 5542 RS Jiwa Dr Soerovo Maoelano KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

33 41 5551 RS Paru Dr.Ario Wirawan. Salatroa KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

34 41 5567 RS 0rlhopedi Prof 0r R Soeharso.Solo KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

35 41 5598 KESEHATAI'l 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

36 41 5630 Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdulhh Palen$ano KESEHATAN 024 KEMENTERIAI'I KESEHATAN

37 41 5670 RS Ketergrntungrn Obat , Jakarta KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

38 4t 5706 RS lnfeksi Prol 0r Sulianti Saroso,Jakarta KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

39 52061 1 RS Anak Bunda Harapan Kita-Jakarta KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

40 520628 RS Jantuno Harapan Kita-Jakarta KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

41 538857 Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

42 548890 RS Kanker Dharmars.Jrkarta KESEHATAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

43 1 5514 RS Pusat otak Nasional KESEHATAN 024 KEMENTERIAiJ KESEHATAN

44 418378 Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gat0t Subroto KESEHATAiI 12 KEMENTERIAN PERTAHANAN

45 41 8379 RS TNI AD Tk. ll Putri Hiiau Medan KESEHATAN 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN

46 41 8383 RS TNI A0 Tk.ll Dustira Cimahi KESEHATAN 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN

47 41 8384 RS TNI A0 Tk. lll Ciremai Cuebon KESEHATAN 012 KEMENTERIAN PERTAHAiIAN

48 41 8389 BS TNI AD Tk. ll dr. Soepraoen Malang KESEHATAN 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN

49 41 839r RS TNI A0 Tk. ll Pelamonia Makassar KESEHATAN 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN

50 r 30467 Rumah Sakit Bhavanokara Tk. lV Pontianak KESEHATAN 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INt]()NESIA

5'r 640384 RS Bheyangkara Medan KESEHATAN 060 KEPOLISIAN iJEGARA REPUBLIK IIiD(]NESIA

52 64 1 S52 Rumkit Bhayangkara Sespimma Lemdiklat polri KESEHATAN 060 KEP()LISIAN NEGARA REPUBLIK IND()NESIA

53 642 r 58 RS Bhavanqkara Brinrob Kelaoa Dua KESEHATAiJ 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK IND(]NESIA

54 64281 I Rumah Sakit Bhayangkara Bandung KESEHATAN 060 KEP()LISIAN NEGARA REPUBLIK IND()NESIA

55 6,14044 Rumah Sakit Bhavanokara Tinskat lll Kediri KESEHATAIi 060 KEP()LISIAN NEGABA REPUBLIK INDONESIA

56 6441 t3 Rumah Sakit Bhavanokara Tk. lV Boioneooro KESEHATAN 060 KEPt)LISIAN NEGARA REPUBLIK IND()NESIA

57 u4223 RS Bhayanokara Bondowoso KESEHATAN 060 KEP()LISIAN NEGARA REPUBTIK IND()NESIA

58 646307 Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat ll Mappang 0udang

Makassar

KESEHATAN 060 KEP()LISIAN NEGARA REPUBTIK IND()NESIA

SK No 047778 A

RS Jiwa Radiiman W. Lawano
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59 64826 1 Rumah Sakit Bhavanokara Tinokat I Raden Sard Sukanto KESEHATAN 060 KEP()LISIAN NEGARA REPUBTIK IND()NESIA

60 650447 Rumah Sakit Bhayangkara PusdiksabharaTk. lV Porong KESEHATAN 060 KEP()LISIAN NEGARA REPUEtIK INDONESIA

6l 650456 Bumah Sakit Bhayanqkara Setukpa Sukabumi KESEHATAN 060 KEP()LISIAN NEGABA REPUBTIK INOONESIA

62 650552 RS Bhavanokara Tebino Tinooi KESEHATAN 060 KEP()LISIAN NEGABA REPUBTIK IND()NESIA

63 650772 RS Bhayangkara Jambr KESEHATAN 060 KEP(]LISIAN NEGARA REPUBLIK IiIDONESIA

64 650840 Rumah Sakrt Bhavanqkara Tinokat lll Palembanq KESEHATAN 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK IND()NESIA

65 651 032 Rumah Sakrt Bhavanqkara Semaranq KESEHATAN 060 KEP(]LISIAN iIEGARA REPUBLIK IND()NESIA

66 651 1 35 Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat ll H.S. Samsoeri

Mertoioso Surabava

KESEHATAN 060 KEP(]LISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

67 651 203 Rumah Sakrt Bhavanqkara Tinqkat lll Triiata Polda Bali KESEHATAN 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INOONESIA

68 651252 RS Bhavanokara Mataram KESEHATAN 060 KEP(]LISIAN NEGARA REPUBLIK IND()NESIA

69 651 465 Rumah Sakrt Bhayangkara Tk. lll Palangkaraya KESEHATAN 060 KEP()LISIAN NEGARA REPUBTIK IND()NESIA

70 65 1 529 RS Bhavanokara Balikpaoan KESEHATAN 060 KEPOLISIAN NEGABA REPUBLIK IND(]NESIA

71 651 550 BS Bhavanokara Kendari KESEHATAN 060 KEP(]LISIAN NEGARA REPUBLIK IND()NESIA

72 651 732 Rumkrt Bhayanokara Manado KESEHATAN 060 KEP()LISIAN NEGARA REPUBLIK IND()NESIA

73 679389 Rumkit Bhavanqkara Padano KESEHATAN 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDt)NESIA

74 67941 5 RS Bhavanokara Pekanbaru KESEHATAN 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBTIK IND()NESIA

75 679457 Bumah Sakrt Bhayanskara Tk. lll Bengkulu KESEHATAN 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK IND()NESIA

76 67357 l Rumah Sakit Bhayanqka;a Tk. lll lndramavu KESEHATAN 060 KEP()LISIAN NEGARA REPUBLIK INt)()NESIA

77 6736 1 4 Rumah Sakrt thavenokara Tk. lll Noanruk KESEHATAN 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBTIK IND()NESIA

78 67962 1 Rumah Sakit Bhayanqkara Tk. lll Tulun0a0ung KESEHATAN 060 KEP(]LISIAN NEGARA REPUBTIK IND()NESIA

7g 67S635 Rumah Sakit Bhavanqkara Tk. lll Lunuiano KESEHATAN 060 KEPOTISIAN NEGARA REPUBTIK INOONESIA

80 67S7 1 0 Rumah Sakit Bhavanokara Tk. lll Kuoano KESEHATAN 060 KEP()TISIAN NEGARA REPUBTIK IND()NESIA

81 679787 Rumah Sakit Bhayanqkara Tk. lll Bantarmasrn KESEHATAN 060 KEPOTISIAN NEGARA REPUBI-IK INO()NESIA

82 679841 RS Bhavanokara Palu KESEHATAN 060 KEP()I-ISIAN NEGARA REPUBI-IK IND()NESIA

83 679972 Rumah Sakit Bhavanokara Tk. lll Javaoura KESEHATAN 060 KEP()TISIAN NEGARA REPUBTIK INO()NESIA

84 67S986 Rumkit Bhavanokara Yoqyakarta KESEHATAN 060 KEP()I.ISIAN NEGARA REPUBTIK INDONESIA

85 514r'.7 RS Bhavanokara Pusdik Brimob Watukosek KESEHATAN 060 KEP()TISIAN NEGARA REPUB[IK IND()iJESIA

86 55925 Rumkit Bhavanokara Hasta brata Batu KESEHATAN 060 KEP()I.ISIAN NEGARA REPUBTIK IND()]iESIA

87 677557 Universitas Neqeri Jakarta PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAl'l PEN0I0IKAN DAN KEBUDAYAAN

88 677507 Universitas Neoeri Senurano PENt)IDIKAN 023 KEMENTERIAN PEN[)IDIKAN DAN KEBUDAYAAN

89 677508 Universitas Sebelas Maret Surakarta PENt)IDIKAN 023 KEMENTERIAN PENt)IDIKA]'I DAN KEBUDAYAAN

s0 677558 Universitas Jenderal Soedirman PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
g1 677509 Universitas Neoeri Yoqvakarta PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIt)IKAN DAN KEBUDAYAAN

92 414298 Politeknik Keselamatan TransDortasi Jalan Teoal PENDIDIKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

93 677511 Universitas Neoeri Surabava PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PEN0lDlKAil DAI'l KEBUDAYAAN

94 677512 Universtas Brawiiava Malano PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAiI KEBUDAYAA]'J

95 677563 Universitas Jtleoeri Malano PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

96 677570 Universitas Syiah Kuala Aceh PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

97 677524 PENDIDIKAl'l 023 KEMEiITERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

98 67751 3 Universitas Andalas PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENt)IDIKAN DAN KEBUDAYAAN

99 423548 Universitas lslam ltlegui Sultan Maulan Hasanuddin

Banten

PENDIDIKAiJ 025 KEMENTERIAN AGAMA

100 424208 Universilas lslam ]tleoeri Raden Fatah Palembano PENDIDIKAN 025 KEMENTERIAN AGAMA

101 677565 Unrversitas Negeri Jambi PENDIDIKA]i 023 KEME]'ITERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

102 67751 5 Universitas Sriwiiaya PENDIDIKAI'I 023 KEMEiITERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

103 6775'16 Unrvsrsilas Lamouno PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

104 677517 Universitas Tanruno Pura PENDIDIKAN 023 KEMEl'ITERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAiI

105 677567 Unrversitas Mulawarman Samarinda PENt)IOIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
'106 6775'19 Universitas Sam Ratulanqi PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

107 677521 Universitas Neoerr Gorontalo PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAT'I

108 424260 Universitas lslam Neoeri Raden lntan Lamouno PENDIDIKAN 025 KEMENTERIAN AGAMA

109 677525 Universitas Pattimrra, Maluku PENDIDIKAN 023 KEMEi,ITERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

110 531 954 Pohteknrk llmu Pelavaran Surabava PENDIDIKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

111 637588 Polrteknik Kesehatan Surabava PENDIDIKAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

112 677528 Universilas Nusa Cendanr PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAI'J PENDIOIKAN t)AN KEBUDAYAAN

113 6t7529 Universrlas Benqkulu PENDIOIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIt)IKAN DAN KEBUDAYAAN

114 6775 1 0 [Jniversrtas Haluoleo PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAIi PENOIOIKAN t)AN KEBUDAYAAN

115 677564 Universitas Riau PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENOIt]IKAN t)AN KEBUt)AYAAN

r16 677602 Politeknik Manufaktur Neqeri Banduno PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIt)IKAN t)AN KEEUDAYAAN

SK No 047771 A
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117 307843 Universitas lslam Negeri Mataram PENDIDIKAN 025 KEMENTERIAN AGAMA

1r8 423925 Universitas lslam I{egui At Raniry Darussalam Banda

Aceh

PENDIDIKAN 025 KEMENTERIAN AGAMA

119 307314 Universitas lslam ileqeri Alauddin Makasar PENDIDIKAN 025 KEMENTERIAN AGAMA

120 5261 I 1 Politeknik Penerbanqan SurabaYa PENDIDIKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

121 42350r [Jniversitas lslam Neoeri Svarif Hidavatullah Jakartr PENDIDIKAN 025 KEMENTERIAN AGAMA

122 423523 Universilas lslam Neoeri Sunan Gununq Diati Bandung PENDIDIKAN 025 KEMENTERIAiI AGAMA

123 632174 Politeknik Kesehatan Taniunokarano PENDIDIKAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

124 42361 1 Unrversrtas lshm Negeri Walisongo Semarang PENDIDIKAN 025 KEMENTERIAN AGAMA

125 423755 Unrversitas lslam Neoeri Sunan Kaliiaoa Yoqvakarta PENt)It]IKAN 025 KEMENTERIAN AGAMA

126 423770 Unrverstas lslam Neoeri Sunan Amoel Surabaya PENDIt)IKAN 025 KEMENTERIAN AGAMA

127 423812 Universitas lslam Negeri Malang PENDIDIKAN 025 KEMENTERIAN AGAMA

128 632259 Politeknrk Kesehatan Surakarta PENt)IDIKAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAiJ

125 424007 [Jniversitas lslam Neoeri Sumatera Uta]a Medan PENOIDIKAN 025 KEMENTERIAN AGAMA

130 632263 Politeknik Kesehatan Yoqyakarta PENt)IDIKAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
'131 424157 Unlversitas lslam Neoeri Sultan Svarif Kasim Riau PENDIDIKAN 025 KEMENTERIAN AGAMA

132 4241 88 Unrversitas lslam Neqeri Sulthan Thaha Saifuddin PENDIDIKAN 025 KEMENTERIAN AGAMA
'133 632291 Politeknik Kesehatan Pontianak PEIiDIDIKAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

134 637567 Politeknik Kesehatan Malano PENDIDIKAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
'135 477198 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara PENDIDIKAN 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

136 57933'l Politeknik AKA Boqor PENt)IOIKAN 019 KEMEiITERIAN PERINDUSTRIAN

137 41 261 6 PPSDM Migas Cepu PENDIt)IKAiI 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINEBAL

138 477120 Politeknik Energi dan Mineral AKAMIGAS PENDIDIKAI'J 020 KEMENTERIAN ENEBGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

139 548929 PPSDM Goelogi, Mineral dan Batubara PENDIDIKAN 020 KEMENTERIAN ENEBGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

'140 634'111 PPSDM Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan

Konservasi Eneroi

PENDIDIKAN 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

141 287494 Politeknik llrnr,r Pelayarrn Makassar PENDIDIKAN 022 KEMEIiTERIAN PERHUBUNGAN

142 677526 Unrversitas Udavana PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

143 677531 Universitas Terbuka PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUt)AYAAN

144 414302 Selolah Tinqqi llmu Pelavaran (STIP) PENOIDIKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

145 414324 Balai Besar Pend Penyegaran dan Peningkatan llmu

Pelayaran{BP3lP)

PENt]IDIKAN 022 (EMENTERIAN PERHUBUNGAN

146 4'14330 Polrteknik llmu Pelavaran Semarano PENI)IDIKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

147 414349 Balai Pendrdrkan dan Pelatihan Transportasi Laut

(BP2TLl Jakarta

PENDIDIKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

148 6321 53 Politeknik Kesehatan B$qkulu PENDIDIKAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

149 677522 [Jniversitas Tadulako PENDIt)IKAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAiI DAN KEBUDAYAAN

150 449730 Balai Pendidikan dan Pelatihan llmu Pelayaran (BP2lP)

Sorono

PENDIDIKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

151 6t7527 Universitas Mataram PENDIDIKAN 023 KEMENTERIA]'/ PENDIDIKAN DAiJ KEBUDAYAAN

152 517988 Politeknik Transportasi Sungai,Danau dan Penyebrrngan

Palernbano

PENOIDIKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUiIGAN

153 677573 Universitas Sultan Aoenq Tirtavasa PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

154 677606 PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAI.I KEBUDAYAAN

155 526200 Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3)

Palembano

PENDIDIKAN 022 KEMENTERIAiI PERH U BUNGAiI

156 288127 Sekolah Tinqoi Penerbanoan lndonesia Curuq PENDIDIKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAIi

157 526221 Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3)

Javapura

PEI'IDIDIKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAI{

158 526222 Akadeni Perkeretaapian lndonesia (APl) Madiun PENDIDIKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

159 414355 Sekolah Tinoor Transoortasi Darat Bekasi PENDIDIKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
'160 &t991 0 Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat

{BP2TD) Balr

PENDIDIKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

16r 6499r r Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbanoan (BP3) Curuo PENDIDIKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

162 4'14361 Balar Pendidikan dan Pelatihan llmu Pelayaran PENDIDIKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

163 5r159 Balar Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan {BP3}

Banvuwanor

PENDIDIKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SK No 047716 A
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164 6321 1 1 Politeknik Kesehatan Medan PENDIDIKAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

165 424050 Universitas lslam Neqeri lmam Boniol PENDIDIKAN 025 KEMENTERIAN AGAMA

166 449731 Balai Pendidikan dan Pelatihan llmu Pelayaran

Malahavati Aceh

PENDIDIKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

16i 632200 Politeknik Kesehatan Jaka;ta ll PENDIDIKAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

168 632217 Politeknik Kesehatrn Jakarta lll PENDIDIKAN 024 KEMENTERIAiI KESEHATAN

169 632221 Politeknik Kesehatan Banduno PENDIDIKAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

170 632242 Politeknik Kesehatan Semarano PENDIDIKAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

171 526195 Akadeni Teknik dan Keselamatan Penerbanoan Msdan PENDIDIKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

172 526217 Akadeni Teknik dan Kesdamatan Penerbanoan PENDIt]IKAN 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

173 654603 Balar Pendidikan dan Pdatihan llmu Pelavaran Tan0srrnq PENDIDIKAN 022 KEM EI'JTERIAN PERH U BU NGAN

174 632348 Politeknik Kesehatan Makassa; PEIiDIDIKAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

175 617514 Universitas Negeri Padano PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

176 677530 Universitas Pendidikan Ganesha PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUt)AYAAN

177 691117 Lertaoa Pefloelola Dana Pendidikan PENGEI.()LA DANA 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
'178 409999 Badan Pengelola 0ana Perkebunan Kelapa Sawit PENGELOLA t]ANA 0r5 KEMENTERIAN KEUANGAN

179 440781 Pusat lnvestasi Pemerintah PENGEL()I-A t)ANA 015 KEMENTERIAiI KEUANGAN

180 447852 Pusat Pembiavaan Pembanounan Hutan PEiIGEL()I.A t)ANA 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN

18'l 660056 lembaga Pengelole Modal Usaha Kelautan dan Perikenan PENGET()I-A DANA 032 KEMENTERIAN KEI,AUTA]'J DAN PERIKANAN

182 499686 Pusat Pmgelolaan Dana Pentiayaan Perumahan PENGEL()TA DANA 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

RAKYAT

183 446 r 35 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Kecrl

dan Menenqah

PENGEL(]TA DANA 044 KEMENTERIAN KOPERASI t]AN PENGUSAHA KECII

DAN MENENGAH

184 668444 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan lnfornusi PENGET(]LA DANA 059 KEMENTERIAiI K()MUNIKASI t)AN INF()RMATIKA

185 49S672 Pusal Pengelolaan Konplek Gelora Bung Karno {PPK-

GBKl,Jakarta

KAWASAN 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

'186 499681 Pusat Penoelolaan K0mlek Kemavoran{PPKK). Jakarta KAWASAN 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

187 604445 tentaga Manajemen Aset Negara BARANG JASA TAINNYA 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

188 499962 Lernbaoa Penoelola Dana dan Usaha Keolahraoaan BARANG JASA I-AIi/NYA 0s2 KEMENTEBIAN PEMUDA DAiI (]LAH RAGA

189 56871 7 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bdas Batam

KAWASAN 112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN

BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

190 6834S9 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAT{

BEBAS DAN PEI.ABUHAN BEBAS SABANG

KAWASAN 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN

BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG

191 237551 Pusat Veterinaria Farma Surabaya BARANG JASA LAINNYA 0r8 KEMENTERIAl'l PERTANI AN

192 41 1 956 Balai Besar lnseminasi Buatan Srng0san BARANG JASA LAINNYA 0r8 KEMENTERIAN PERTANIAN

193 247136 Balai Besar lndustri Agro BARANG JASA LAINNYA 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

194 247140 Balai Besar Bahan dan Barang Teknik BARANG JASA LAINNYA 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

195 247161 Balai Besar Teknologr Pencegahan Pencemaran lndustri BARANG JASA LAINNYA 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

rs6 539060 Balai Riset dan Standardisasr lndustri Bandar Lanpung BARANG JASA TAINNYA 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAITI

197 412596 Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minral
dan Batubara

BARANG JASA I-AINNYA 020 KEMENTERIAN ENEBGI DAN SUMBER DAYA MINERAI-

'198
4 r 2600 Pusat Penelrtran dan Pengembangan Teknologr Minyak

dan Gas Bumi "LEMIGAS"

BARANG JASA LAINNYA 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

199 579191 Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan BARANG JASA TAINNYA 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MI]iERAI.

200 634099 Pusat Psnelitian dan Pengembangan Teknologi

Ketenagaftstrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan

konservasi Eneroi

BARANG JASA LAINNYA 020 KEME]'JTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

201 288312 Bandar Udara A.S Hanandjoeddin di Tanjung Pandan BARANG JASA LAINNYA 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
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202 288326 Bandar lJdara Radin lnten ll Iampung BARANG JASA LAINNYA 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

203 288372 Bandar Udara Juwata Tarakan BARANG JASA TAINNYA 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

204 288393 Bandara Dlalaluddin Gorontalo BARANG JASA I.AINNYA 022 KEMENTEBIAN PERHUBUNGAN

205 288401 Brndara Mutiara SIS Al Jufri Palu BARANG JASA TAINNYA 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

206 288550 Bandar lJdara Sentani Jayapura BARANG JASA TAINNYA 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

207 288621 Bandar Udara Fatmawati Bengkulu BARAiIG JASA IAINNYA 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

208 41 3962 Bandar Udara Kalinurau di Tanjung Redeb BARANG JASA LAINNYA 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

209 55S683 Balar Besar Kahbrasi Fasilitas Penerbangan BARANG JASA tAIiJNYA 022 KEMEiJTERIAN PERHUBUNGAN

210 4015'r9 Pusat Paagaan IPTEK Jakarta BARANG JASA LAIiINYA 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKN()TOGI

211 446141 lembaga Layanan Pemasaran-KUKM Jakarta BARANG JASA LAINNYA 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIT

DAN MENE]'IGAH

212 667875 BPPT Enjiniring Jakarta BARANG JASA LAINNYA 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEru()L()GI

213 424075 lnst(ut Aqama lslam Neoeri Bukittinoqi PENDIDIKAN 025 KEMENTERIAN AGAMA

214 677506 Unrversitas Pembanounan Nasional Veteran Jawa Tirur PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

215 215137 Rumah Sakit Bhayangkara Ambon KESEHATAN 060 KEPOI-ISIAN NEGABA REPUBI.IK IND(]NESIA

216 641 792 Rumah Sakit Bhavanqkara Bandar Lamounq KESEHATAN 060 KEP()I.ISIAN NEGARA REPUBTIK IND()NESIA

217 M5372 Badan Penyelenggara Janinan Produk Halal BARANG JASA LAINNYA 025 KEMENTERIAN AGAMA

218 418393 Rumkit Tk.ll Udayana KESEHATAN 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN

219 4'18394 Rumkit Tk.ll Kartika Husada KESEHATAN 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN

220 41 8382 Rumkit AD Tk.lV dr. Bretanata Unanq KESEHATAI'J 012 KEMENTERIAN PERTAH AIIAiJ

221 344808 Rumkrt AU Tk.ll dr. M. Salamun Banduno KESEHATAN 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN

222 41 8387 Rumkit A0 Tk.ll dr. Soediono Maoelano KESEHATAN 012 KEM EN TERIAN PERTAHAN Ai,I

223 418388 Rumkrt AD Tk.ll Wrravakusuma Purwokerto KESEHATAN 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN

224 677523 Universitas Neqeri Makassar PENDIDIKAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

225 418327 Badan Pelaksana 0torita Danau Toba KAIflASAN 040 KEMENTERIAN PARIWISATA t)AN EK(]N()MI KREATIF

226 632306 Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur PENDIDIKAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

227 632 1 81 Politeknik Kesehatan Denoasar PENDIDIKAN 024 KEMEiITERIAN KESEHATAN

228 632327 Politeknrk Kesehatan Manado PENDIDIKAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

225 632238 Politeknik Kesehatan Tasikmalava PENDIDIKAN 024 KEMEi,ITERIAN KESEHATAN

230 418395 RS TNI AD Tk.ll Prol. dl. J. A. latument€fl Maluku KESEHATAN 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN

231 418392 RS TNI AD Tk.ll Robert Walter Monginsidi Manado KESEHATAN 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN

232 344807 RS TNI AU 0R. Esnawan Antanksa KESEHATAN 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN

233 632284 Politeknik Kesehatan Kuoano PENDIDIKAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

234 439039 Badan Pennelolaan Dma linokunoan Hiduo PENGET()TA DANA 015 KEMENTERIAN KEUAiIGAN

235 0 lemba0a Dana Keria Sama Pembangunan lnternasional PEIiGEL()I-A DANA 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
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Realisasi Anggaran Mandatory Spending APBN TA 2019

1. t Pendidikan

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

LAMPIRAN 2.F

RealisasiUraian

Kementerian Pertahanan

Kementerian Dalam Negeri

APBIII 492.455.088.t 52.000

594.635.386.524

182.084.256.898

46.104.255.965

2.1 80.278.093.628

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri

Kementerian Keuangan

636.869.254.594

2.1 50.004.181.726

Kementerian Pertanian

Kementerian Perindustrian

1 30.1 28.336.873

3.709.814.424.483

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Perhubungan

36.494.690.457.316Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

1 .839.295.505.098

52.721.580.558.644

Kementerian Kesehatan

Kementerian Agama

Kementerian

Kementerian Sosial

2.640.898.535.530

130.357.858.912

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

255.984.594.978

448.786.412.486

Kqme{9@q!Cl9!!q1!ryI EqPeru ma han Rqk vlt
Kementerian Pariwisata

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

3.629.399.044.085

795.375.266.503

44.541.654.246.320

Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah

Badan Pusat Statistik

1 r 3.716.050.407

40.884.644.765

Pqrprr!.lqg! ltlastqq! lgryll,k lndonesia

Kementerian Komunikasi Dan lnformatika

522.737.712.723

1 1 1.504.556.788

l(rqg4glan Dqa, Pe@Ugq!!! qqerah Tertingg_al Da! Tqn!r'g$'
Badan Tenaga Nuklir Nasional

246.490.641.102

35.644.963.288

Lembaga Administrasi Negara 25.246.176.083

Kementerian Perdagangan 930.043.902.852

Jumlah Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 155.160.209.9t 8.57t

Dana Transfer Umum

DAK Pendidikan

168.861.700.000.000

1 5.677.003.31 0.302

DAK Fisik Bidang GOR

Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

583.513.385.444

52.00 r .837.749.380

Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD

Bantuan 0perasional Penyelenggaraan (B0P) PAU0

Bantuan 0perasional Sekolah

463.968.756.91 5

49.200.273.626.885

3.825.313.8s0.204

Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan

Bantuan 0perasional Kesetaraan

199.819.750.000

1 .262.258.736.500

Bantuan 0perasional Museum dan Taman Budaya

Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus

127.476.500.000

1.977 .231.267.885

Dana 0tonomi Khusus 5.014.482.992.000

Jumlah Realisasi Transfer ke Daerah 299.194.879.925.515

SK No 047779 A
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Bealisasi Anggaran Mandatory Spending APBN TA 20tg

LAMPIRAN 2.F

Dana Abadi Penelitian 990.000.000.000

Jumlah Realisasi Pemhiayaan 5.990.000.000.000

Total Realisasi Anggaran Pendidikan 460.345.089.844.086

% Bealisasi Anggaran Pendidikan 93,48%
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BealisasiAnggaran Mandatory Spending APBN TA 2019

2. l(esehatan

LAMPIRAN 2.F

Uraian Realisasi

Kementerian Kesehatan

APB!U 123.r r 3.800.000.000

65.440.030.574.402

BPOM

BKKBN

2.028.648.053.570

3.538.241 .1 06.438

Jumlah Bealisasi Belanja Pemerintah Pusat 71.006.919.734.410

DAK Afirmali B,dr!! l*r!!lgn
DAK Penugasan Bidang Kesehatan

2.898.659.688. 1 80

+^e91 .zsi56i.SgZ
DAK Reguler Bidang Kesehatan 10.181.972.141.248

Dana Bantuan 0perasional Kr]qqrlq Berencana

Dana Bantuan 0perasional Kesehatan

1 .923.557.400.000

r o.r /g.ogzr 54r so

Jumlah Realisasi Transfer ke Daerah

Dana Otonomi Khusus 1.253.600.000.000

31278-633.945J 76

Jumlah Realisasi Pembiayaan

Total Realisasi Anggaran Pendidikan 102.285.553.679.586

% Bealisasi Anggaran Pendidikan 83,08%
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I-APOBA!U BEATISASI TRANSFEB KE DAERAH DATII DANA DESA

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Bupiah)

No. Wilryrh
Drn, BlIi llrsil

DAU DAK riAisfti DAt{t (HsTtilEwAAr oty DAt{
Totrl Trrnrfcr Kc Drcrrh drn

Drna orsr
Peiek SDA Crtri Juml.h

I 2 3 4 5 6=3+4+5 7 I s l0=0+7+8+9
1 Provrnsr Nenqgrm Aceh 0arussalam 540.519.206.t25 716.076.427.833 25.9r8.965.198 1.282.514.599.1 56 1 5.438.1 58.834.000 5.892.008.259.r88 t3.439.450.754.729 36.052 132.1M7.073

2 Provrnsr Sumatcre Utara 't.231.416.723.034 304.545.637.71 7 18.423.800 503 1.554.386. r 61.254 25.202.162.576.000 1 0.903.842.321.245 4.541.003.634.224 42.201 394 892723

J Provinsr Sumatera Barat 310.583.500.020 88.4S3.452.069 12.612.545 756 41 1.6S9.497 845 14.017 980.238.000 5.604.01 8.822.844 r.5t 7.326.4M.795 2r.55 1.025.023.484

4 Provrnsr Rrau 3.795.272.665.955 5 511.230.035.858 9.306.502.701.813 9.01 2.592.047.000 4.070.620.468.577 't.683.524.940 384 24.982.249.157 774

5 Provrnsr Krpuhurn Rrau 36',t 722 3',t2 331 2.098.5r 3.1 r8.8M 5.807.579.916 2.466.U3.01 1.111 4.5M.301.5i6.000 1.795.434.558.375 412 607.889.680 9.238.387.033. I 66

6 Provrnsi Jrmbr 695.71 1.361.693 1.530.889.383.221 8.758.956.703 2.235.357.701.617 8.30r.i31.805.000 3.100 335.683.934 I 441 788 440.50t 'r5 079.2r3.63r.052

7 3.535.370.909.76r 6.539.449.745.558 3.945.292.882 r0.0i8.765.94i.981 r 3.002.459.9 r 5.000 6.142.005.268.380 3.027.123.324.612 32.250.354.455.973

8 Provrnsi Banlkr B![tun0 189.521.664.895 933 069 557 325 1.122.591.222.220 4.473.',t 07.208.000 1 406.260 465 302 400 064.884 600 7 402.023.180 122

I Provrnsr Bangkulu 139.080.977.344 306.132.771.926 445.213.749.270 6 675.722 843.000 2.5'r 5.083.'l 51.751 1 129.024.787.803 10 765.0it4.531.824

t0 Provrnsr IamDunq 343.257.292 030 t69.889.490.879 1 1.351.961.746 524.498.744.655 1 3.433.0S6.470.000 5.729.286.546.559 2.657.825.556 488 22 3M.707.317.702

t1 Provrmr DKI Jrk.rt. 1 r.907.698.874.389 113.233.107.126 r2.020.031.98r.515 480.616.495.000 2.869.479.741.412 42.579.794.000 15.413.608.01 1.927

t2 Provrnsr Jawa Barat 3.089.024.297.568 1 522 958 62r.979 358 850.7r0.924 4.970.833.630.471 36.383.482.298.000 21 .207 .220.172.867 6.451 547.96r.870 69.013 084.063 208

l3 Provrnsr Bant!n 1.388.479.825.359 2't.834.492.088 1 .410.314 317 .447 8.868 136 573.000 4.941.635.252.959 1.287.958.022.428 16.508 M4.165.834

14 ProvrnsrJila TrnCah r.246.560.761.970 I r4.345.268.009 7',t4 027.145.065 2074.933.175.U4 38.95S.065 522.000 17.857.717.138.799 9.24E.092. r 56.997 6E.139 807 992 840

15 Provrnsr Dl Yoovakarta 1 54.i4't. t 51.601 7.268.666.473 1 7.387.648.052 179.397 468.r26 5.8 l 5.250.1 07.000 2.40S.945.i6i.463 2.000.342.491.000 1 0.481.935.83 r.589

16 Provrnsr Jrwr Tmur 2.125.256.929.045 6.021.185 351.M8 I 604 039 346.052 9.750.48 r.626.755 4 1.701.548.941.000 19.252.M5.187.89'l 8.805.227.733.556 79 509 903 489 202

17 ProvrNr Krlmentrn Bmt 451_643.992 416 244.352.080 133 3.043.401.250 699.039.473.799 1 2. r 46.736.882.000 5.4 r 2.590.992.2S5 2 108.6S7 456 800 20 367.064.804.894
't8

ProYrNr Kalmanlan TGmah 566.252.553.869 r.654.899.560.085 5 988 615 363 2.221.140.729.317 1 0.495.648.974.000 3.360.7S0.084.291 1.582 579.847 794 r7 666 159 635 402

19 564.063.350.143 5.8 1 9.057.456.470 6 383 120 806 613 8.430 644 328.000 3.715.078.206.r06 r.7i0.463.998 360 20 299.30i.339.079

20 ProvrNr (almenten Trmur 2 375.377.205 89S r 4.98S.055.932. r 30 1 7.365.333.1 38.029 5.51 7.695.1 39.0m 2.983.304.083.1 r6 't.0i3.430 550.536 26.939.762.9r 0.68 1

21 Provrnsi Kalmantan Ulara 428.744.M9.073 1.085 208.627.5't I r.5 1 3.953.076.584 3.872.328.1 73.000 1.071.333.179.097 462 778 064 000 6 920 392 492 68r

22 ProviNr Sulawrsr Utrra 235.237.417.266 232.188.78S.164 457.426 206.430 8.979 968.573.000 3.231.248.724.974 r.469.544.685 Sg5 r4 r48.188 r90.399

23 Provrnsr Gorontalo 60.636.880.022 9.283.277.541 7 l4',t 445 500 77.06r 603.069 4.207 582.328.000 r.605.353.364.306 8i14.S96 132 000 6 734 993 427 375

SK No 020108 C
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019lAuditedl LAMPIRAN 3.A

IAPORAtU REATISASITBATIISIEB KE DAEBAH DAil DATllA DESA

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Bupiahl

No. Wil.yrh
Drnr Brgi Hrril

DAU DAI( riAtsfEi 0ar{A xEBflMEwlA[ 0tY 0rI
0at{a tiSH{Ttr DAEiAfl

Tolrl Transfrr l(c Dacrah dan

Danr Dcsa

Pri.l SDA Cuhi Juml.h

I 2 3 4 5 6=3+4+5 1 I I l0 = 6 + 7 + I + I
24 Provrnsr Sulawrsr T!n0ah 238.772.392.1 l5 5r4.499.72r.961 7.402.r66.763 760 674 286.839 s 978 426.320.000 4.359.560.503.499 I 754 665.',t87 3't2 16.853.326.297.650

25 Provrnsr Sulawc$ Salatan 447 610.311.507 331.824.715.278 't8.222 452.976 791 651.419.761 I 9.480.352.7 r 7.000 8.597.804.813.793 2.723.197.147.200 31.599.012 157.754

26 68.293.219.678 5 006.01s 623 i3.299_23S.301 4.431.517 273.000 1.940.218.8?3.245 692.304.056.000 7.137.397.441.546

27 Provrnsr Sulewrsr Tlm0ara 173.770.88't.767 677.298.688.901 85't 069 570 668 10.3't6 695.106.000 4.242.808.503.1 S6 1 864.519 849.559 17.275.093 029.423

28 Provrnsi Balr 350.072.919.021 6.204.064.239 12.460.848.475 368.i37 831 735 7.534.276 S32 000 2.666.580.802.851 1.04r.676 880.000 1 
't.61 

1.2 72.446.586

29 140.827.263.218 326.235.6r r.051 295.672 r45 167 762.735.019.436 8.92 1.45't.403.000 4 929 219 058.498 1.385.393.9't 0.399 15 998 799 39r 333

30 Provrnsr Nusa Tcngorrr Tmur l9l.'t23.045.415 26 406 748.758 5.2S9.897.577 222.829891 750 r4.077.19i.803 000 6.748.846.674.975 3.033.9i6.2 1 8.495 24.082.850.388.220

31 Provrnsr Maluku r45.r I 1.405.862 89.506.554.39r 234.61 7.960 253 8.21 i.236.805.000 3.096.366.451 296 1 200 783 766.9S1 12.749.004 983.540

32 Provrnsr Mrluku Utara r09.697 792.887 416 562 066 514 526.259.859.40't 6.572.026.830.000 2.657.692 2r3 931 1.030.989.69r.657 10 786 968.594 989

33 Provrnsi Prpua 842.026.139.484 2 442.892.468.446 3.284.91 E.607.930 23 090 382.368 000 6.663.920.971.385 13 69i.465.27i 034 46.736.687.224.349

34 Provrnsr PaDua Barat 715.261.469.22S 6 8r4 370 E20.9S5 7.529.632.259.224 8 310 657.154 000 2.505.34S.589.7S5 5.865.587.718 200 24.211.226.761.219

35 S$e Dena Ced,n0.n

JUMI.AH 39.15t.75t.t4t.99t 6t.684.868.340.7r0 3.1 36.352.S25.85t t03.sr9.972.4t4.4t9 420.9t 0.238.556.000 r 86.394.07 2.890.r 95 I 0 t.68t.539.275.9SS I 1 2.973.423.1 42.6 t 3

Catalan Tolal Transfer kc 0aerah dan Dana Desa dratas adalah T0tal da[ Rea[sa$ Pernenntah Provrnsr drtambah Pemnntah KabupateniKola dalam Provrnsr tersebut

SK No 020107 C
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2ll\lAadited) 
494 -

LAPORAN REATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

I Provinsi Nangqroe Aceh Darussalam 145.057.765.61 I 55. I 45.292.593 62.689.946.071 1 1 7.835.238.664

2 Kab. Aceh Barat 17.907.120.743 3.814.502.684 7.692.630.353 1 1.507.r33.037

3 Kab. Aceh Besar 13.643.054.465 4.581.636.070 6.921 .559.723 1 1.503.r95.793

4 Kab. Aceh Selatan 10.290.914.123 3.516.133.488 5.318.534.856 8.834.668.344

5 Kab. Aceh Singkil 1 5.526.535.550 2.0 r 9.602.206 1 0.778.386.637 12.797.988.843

6 Kab. Aceh Tengah r 0.799.379.249 2.851 .2 I 5.694 5.733.430.891 8.584.646.585

7 Kab. Aceh Tengoara 8.368.169.487 r.989.420.240 5. 1 69.641 .321 7.159.06r.56r

I Kab. Aceh Timur 37.387.84r.616 3.742.588.626 25.977.268.129 29.7 1 9.856.755

I Kab. Aceh Utara 91.447.515.851 3.290.326.643 67.458.968.828 70.749.295.471

10 Kab. Bireuen 12.560.171.326 3.524.111.400 6.821.556.096 10.345.673.496

11 Kab. Pidie 12.372.840.970 3.862.285.707 5.420.593.620 9.282.879.327

12 Kab. Simeulue 7.978.859.458 1.771.904.205 4.999.397.342 6.771.301.547

13 Kota Banda Aceh 35.680.040.580 27.062.009.760 4.591.098.330 31 .653.1 08.090

14 Kota Sabang 7.808.256.249 I .925.1 29.400 4.665.803.250 6.590.932.650

SK No 020106 C
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 201g lAudited) 
495 -

LAPOBAN REAIISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Bealisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

15 Kota Langsa 12.248.523.898 5.r27.2r8.8r8 5.680.928.290 r 0.808. 1 47. 1 08

16 Kota Lhokseumawe 58.1 95.255.902 4.906.090.305 33.949.59r.888 38.855.682.1 S3

17 Kab. Nagan Raya 14.643.819.457 2.803.029.182 9.551.4r3.I56 12.354.442.938

18 Kab. Aceh Jaya 9.780.784.063 1.701.005.573 6.281.243.142 7.982.248.715

19 Kab. Pidie Jaya 7.81 r.879.r 15 1.752.907.333 4.771.382.529 6.524.289.862

20 Kab. Aceh Barat Daya 8.8r 5.730.976 1.963.900.423 5.627.536.664 7.591.437.087

21 Kab. Gayo Lues 8.522.772.522 1.584.143.463 5.602.127.210 7.186.270.673

22 Kab. Aceh Tamiang 99.749.677.750 3.436.088.1 16 87.631.244.591 9r.067.332.707

23 Kab. Bener Meriah 8.064.282.408 2.018.099.691 4.839.930.944 6.858.030.635

24 Kota Subulussalam 9.794.859.922 1.905.023.376 6.051.320.668 7.956.344.044

25 Provinsi Sumatera Utara 400.41 1.323.365 20r.341.476.998 1 15.464.306.029 3t 6.805.783.027

26 Kab. Asahan 65.694.6r4.238 8.500.956.000 41.251.312.950 49.752.268.950

27 Kab. Dairi 13.220.s62.472 3.660.547.322 6.607.8r 5.463 r 0.268.362.785

28 Kab. Deli Serdang 70.312.038.629 20.797.712.624 30.925.368.794 51.723.141.418

SK No 020105 C
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Z[l9lAudited) 
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TAPORAN REATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.B

No. Daerah PAGU
Bealisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

29 Kab. Karo r 3.351.570.739 4.426.977.600 5.792.1 07.884 r 0.219.085.484

30 Kab. Labuhan Batu 47.1 08.02 r .9 r I 8.487.374.445 29.652.844.086 38.1 40.21 8.53 r

31 Kab. Langkat 1 74.581 .265.370 6.763.370.366 I 38.709.225.030 145.472.595.396

32 Kab. Mandailing Natal 24.801.498.986 5.533.395.265 13.770.524.261 1 9.303.91 9.526

33 Kab. Nias 8.862.463.395 2.877.339.000 4.374.789.989 7.252.128.589

34 Kab. Simalungun 5 1 .756.898.650 6.796.225.800 35.288. r 90.755 42.084.4r 6.555

35 Kab. Tapanuli Selatan 50.990.147.586 6.136.465.800 36.795.552.488 42.932.018.288

36 Kab. Tapanuli Tengah 15.455.728.033 3.61 2.961.200 8.510.968.868 1 2.1 23.930.068

37 Kab. Tapanuli Utara 27.602.1 33.665 6.488.800.478 1 2.033.587.046 18.522.387.524

38 Kab. Toba Samosir 1 3. r 23.923.256 5.785.385.149 4.942.245.759 10.727.630.908

39 Kora Biniai 17.380.685.262 5.890.269.069 7.671 .01 9.330 13.56r .288.399

40 Kota Medan 180.053.323.789 1 36.522.676.307 9.400.462.530 1 45.923.1 38.837

41 Kota Pematano Siantar 16.132.812.311 8.305.320.000 4.427.125.659 12.732.449.659

42 Kota Sibolqa r 1.420.767.535 4.784.807.868 4.471.325.811 9.256.r 33.679

SK No 020104C
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Z[1\lAudited) 
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TAPORAN REATISASI ANGGABAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Bealisasi

PPh Perorangan PBB Iotal
I 2 4 5 4+5

43 Kota Taniung Balai 20.841.107.826 4.257.360.930 10.936.074.790 1 5.1 93.435.720

44 Kab. Batu Bara 27.031.712.940 9.392.866.356 13.640.733.9 r 3 23.033.600.269

45 Kab. labuhan Batu Utara 4r.333.59r.402 4.062.173.656 29.232.225.829 33.294.399.485

46 Kab. Labuhan Batu Selatan 65.431.637.091 5.226.819.000 48.485.979.394 53.112.798.394

47 Kab. Padang lawas Utara 32.9r4.839.304 3.645.827.611 13.804.408.869 r 7.450.236.480

48 Kab. Padang Lawas 3 r.965.065.254 3.817.483.200 r3.935.0r1.803 17.752.495.003

49 Kab. Nias Utara 9.879.446.751 3.065.393.066 4.691.437.r 19 7.756.830. r 85

50 Kab. Nias Barat 9.041.067.556 2.940.594.600 4.341.302.314 i.281.896.9r4

51 Kota Tebins Tinggi 1r.262.r53.8r5 4.675.266.600 4.446.123.565 9.1 21.390.1 65

52 Kota Padang Sidempuan 1 3.45 1 .651 .908 5.423.529.462 5.132.670.34 r 1 0.556. r 99.803

53 Kab. Pakpak Bharat r 0.280.496.984 3.026.830.800 5.r51.654.5r4 8.r 78.485.314

54 Kab. Nias Selatan 1 2.353.351 .045 3.200.585.400 6.328.1 70.734 9.528.756.r 34

55 Kab. Humbanq Hasundutan r 0.499.347.214 3.349.725.600 5.212.184.938 8.561 .9 1 0.538

56 Kab. Serdang Bedaqai 44.274.489.073 6.128.099.400 29.147.026.253 35.275.1 25.653

SK No 020103 C
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Z[l9lAudited) 
498 -

TAPORAN REATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiahl

LAMPIRAN 3.B

ilo. Daerah PAGU
Bealisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

57 Kab. Samosir 10.66r.619.968 3.202.795.800 5.002.196.936 8.204.992.736

58 Kota Gunungsitoli 1 2.799.353.012 5.421.742.331 4.291.529.887 9.713.272.218

59 Provinsi Sumatera Barat 101.324.936.811 56.869.429.786 19.042.411.173 75.911.840.959

60 Kab. Lima Puluh Kota 11.542.473.455 2.530.694.1 98 5.982.31 6.1 35 8.513.010.333

61 Kab. Agam 15.524.384.297 3.357.726.479 8.0r 1.256.886 r 1.368.983.365

62 Kab. Kepulauan Mentawai r 2.354.808.944 2.527.758.833 8.050.991.066 1 0.578.749.899

63 Kab. Padanq Pariaman 8.486.247.932 2.31 9.63 r .800 5.005.900.377 7.325.532.177

64 Kab. Pasaman 9.706.1 64.684 2.333.575.200 5.1 46.898.308 7.480.473.508

65 Kab. Pesisir Selalan 1 9.737.1 01 .445 4.654.224.490 1 1.337.660.774 r 5.99r.885.264

66 Kab. Sijunjung 1 r .450.954.351 2.484.501.437 6.519.903.644 9.004.405.081

67 Kab. Solok r 0. r 30.284.476 2.862.373.978 5.352.049.560 8.214.423.538

68 Kab. Tanah Datar I 0.909.1 75.369 2.882.917.354 4.868.068.325 7.750.985.679

69 Kora Bukir Tinggi 11.404.153.022 3.915.612.275 4.105.358.966 8.020.971.241

70 Kota Padang Panlang 8.189.070.402 2.073.576.254 4.250.702.132 6.324.278.386

SK No 020102C
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Z[l9lAudited) 
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TAPORAN HEATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiahl

LAMPIRAN 3.8

lUo. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

71 Kota Padang 63.71 2.333.009 38.508.1 1 5.076 7.954.990.308 46.463.1 0s.384

12 Kota Payakumbuh 8.840.584.169 3.170.874.215 4.1 7S.673. 1 60 7.350.547.375

73 Kota Sawahlunto 9.076.638.952 2.433.771.600 4.876.533.769 7.3 r 0.305.369

74 Kota Solok 10.1 16.462.762 3.530.267.305 4.329.3 r 4.029 7.859.581 .334

75 Kota Pariaman 9.560.996.990 3.353.065.875 4.585.859.992 7.938.925.86i

76 Kab. Pasaman Barat 27.216.871.414 2.8 r 3.085.984 19.414.290.934 22.227.316.918

77 Kab. Dharmasraya 20.950.965.399 3.093.468.4r 0 r 5.580.749.365 18.674.217.775

78 Kab. Solok Selatan 23.671.410.264 2.609.877.000 13.674.023.568 1 6.283.900.568

79 Provinsi Riau 981.226.845.374 122.347.227.621 686.508.494.261 808.855.721.882

80 Kab. Bengkalis 1.806.334.385.795 24.297.369.146 r .499.888.567.854 1 .524.185.937.000

8l Kab. lndragiri Hilir 59.302.656.689 8.952.232.592 35.968.813.392 44.921.045.984

82 Kab. lndragiri Hulu 95.668.276.879 7.8 r 2.451 .l 08 72.736.129.827 80.548.580.935

83 Kab. Kampar 290.078.698.761 7.503.088.827 218.422.223.106 225.925.312.533

84 Kab. Kuantan Singingi 37.219.842.729 7.367.1 3 1.325 20.633.320.535 28.000.45r.860

SK No 020101 C
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2[1\lAudited) 
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TAPOBAN BEATISASI ANGGABAN TRANSFEB DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Bealisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

85 Kab. Pelalawan r43.240.9r 8.329 r 7.8 r 7.050.939 97.040.153.56r 1 14.857.204.500

86 Kab. Rokan Hilir 336.391.987.222 8.779.23r.961 238.301.643.682 247.080.875.643

87 Kab. Rokan Hulu 77.983.205.483 6.745.932.952 57.229.212.908 63.975.r45.858

88 Kab. Siak 565.481.21 1.043 15.930.1 13.043 451.420.342.766 467.350.455.809

89 Kota Dumai 64.664.88S.724 29.211.069.297 28.454.334.300 57.665.403.597

90 Kota Pekanbaru 94.859.963.350 55.495.921.200 20.548.832.424 76.044.553.624

91 Kab. Kepulauan Meranti 67.221.970.469 6.218.114.809 49.643.861 .92 I 55.861.976.730

s2 Provinsi Kepulauan Riau 144.171.251.947 69.501 .946.200 32.202.657.387 1 01.704.603.587

93 Kab. Bintan 2r. r 58.055.687 8.248.214.384 8.595.359.805 r 6.843.574.r 89

94 Kab. Natuna r 1 5.030.721.873 5.937.698.1 65 63.317.434.000 69.255.1 32.1 65

95 Kab. Karimun 49.740.604.248 1 0.363.833.r 59 25.767.102.762 36.130.935.921

96 Kota Batam 84.1 00.374.749 53.994.51 1 .200 8.890.346.504 62.884.857.704

97 Kab. Kepulauan Anambas 70.5r0.85r.094 9.576.589.446 35.101.472.286 44.678.061.732

98 Kota Taniung Pinang 23.746.1 63.587 r r.337.994.557 6.052.855.1 92 17.390.849.749

SK No 020100 C
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAadited) 
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TAPORAN REALISASI ANGGARAN TBANSFEB DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Bealisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

99 Kab. [ingga 16.350.487.529 5.587.744.169 7.246.552.515 12.834.297.284

100 Provinsi Jambi 1 87.996.1 07.895 36.6S0.381 .000 1r3.537.413.797 150.227.794.797

101 Kab. Batanghari 95.586.5 r 7.489 2.989.464.000 79.006.913.116 81.996.377.r 16

102 Kab. Bungo 30.939.036.834 4.692.106.833 18.547.551.338 23.239.658.1 7r

103 Kab. Kerinci 10.039.340.931 1.787.895.928 6.61 9.01 8.1 68 8.406.9 r 4.096

r04 Kab. Merangin 15.793.541.747 3.372.520.201 9.955.700.076 13.328.620.277

r05 Kab. Muaro Jambi 1 00.879.794.984 3.782.209.S08 80.993.492.997 84.775.702.90s

106 Kab. Sarolangun 61.369.285.539 2.60r.397.687 46.621.968.272 49.223.365.959

107 Kab. Taniung Jabung Barat 171.317.929.462 4.1 82.852.1 60 113.418.793.161 1 17.601.645.321

r08 Kab. Taniung Jabung Timur 79.264.647.904 3.798.971.956 59.444.012.365 63.242.984.321

109 Kab. Tebo 37.895.910.1 r6 2.853.375.600 28.761.427.865 31.6r4.803.465

1r0 Kota Jambi 73.638.651.036 25.2r 8.800.763 39.r47.769.093 64.366.569.856

111 Kota Sunoai Penuh 9.451.532.529 3.343.985.596 4.342.939.813 7.686.925.409

112 Provinsi Sumatera Selatan 908.312.065.583 146.094.423.835 617.121.059.875 763.21 5.483.7 1 0

SK No 020099 C
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REPUBLIK INDONESIA

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Z[l9lAudited) 
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TAPORAN REAIISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Bupiahl

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

1r3 Kab. Lahat r 52.61 5.r 64.258 6.701.213.400 82.392.813.510 89.094.026.910

114 Kab. Musi Banyuasin 937.258.382.782 12.085.960.800 706.396.060.320 718.482.021.120

115 Kab. Musi Rawas 270.81 0.995.973 4.798.08 1 .1 06 210.770.741.890 215.568.822.996

116 Kab Musi Rawas Utara 37.706.841.328 5.284.744.053 25.449.415.027 30.734. r 59.080

117 Kab. Muara Enim 622.295.807.754 30.622.240.072 494.940.436.220 525562.676.292

il8 Kab. 0gan Komering llir 68.357.855.1 00 8.534.035.850 47.982.826.226 56.51 6.862.076

119 Kab. 0gan Komering Ulu 85.789.328.806 5.834.246.400 64.112.872.085 70.547.r 18.485

120 Kota Palembang 1 r 3.213.699.355 90.654.975.895 6.964.885.680 97.6r 9.86r.575

121 Kota Paoar Alam r 3. il 5.054.578 4.712.743.427 5.822.471.113 10.535.214.600

122 Kota Lubuk linggau 13.976.000.234 6.084.516.600 4.992. r 34.549 1 1 .076.65 I .1 49

123 Kota Prabumulih 134.652.230.9r 1 11.626.324.839 1 04.803.014.804 r r 6.429.333.643

124 Kab. Empat Lawang 1 4.087.058.264 4.587.932.599 6.848.r 92.589 r 1 .436. r 25.1 88

125 Kab. Banyuasin 85.r 84.340.541 9.505.1 93.722 60.1 52.527.1 88 69.657.720.910

126 Kab. 0qan llir 77.486.411.148 4.775.1 60.000 61.417.242.564 66.192.402.564

SK No 020098 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Z[l\lAudited) 
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TAPOBAN BEATISASI"ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiahl

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

127 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 27.442.591.761 4.833.860.1 13 1 8.524.1 65.51 I 23.358.025.631

128 Kab. 0gan Komering Ulu Selatan 1 5.393.062.775 4.663.244.070 7.766.889.981 r 2.430.134.051

129 Kab. Penukal Abab Lematang llir 70r.298.819.006 6.344.187.707 640.570.076.074 646.91 4.263.78 1

r30 Provinsi Banqka Belitung 52.751.309.824 2r.86S.635.557 2 r .498.388.91 I 43.368.024.47s

r31 Kab. Banqka 68.1 I r.222.508 4.978.r 82.585 18.724.214.511 23.702.397.096

132 Kab. Belitunq 27.925.114.602 3.409.882.200 20.617.356.094 24.027.238.294

r33 Kota Pangkal Pinanq 20.199.611.479 r 1.602.565.r 26 5.1 59.r44.526 r 6.761.709.652

134 Kab. Banqka Selatan 20.696.692.1 1 I 2.629.119.257 r 3.831.365.185 16.460.484.442

135 Kab. Banqka Tensah 22.328.602.120 4.040.710.222 15.468.283.481 1 9.508.993.703

136 Kab. Banska Barat 31.147.214.057 4.264.099.998 23.085.842.529 27.349.942.527

137 Kab. Belitung Timur 23.849.384.872 2.597.830.520 1 5.745.044.1 86 18.342.874.706

138 Provinsi Bengkulu 39.325.95 r .81 2 17.551.329.489 r 1.873.621.936 29.424.951.425

139 Kab. Bengkulu Selatan 8.643.269.996 1.653.278.168 4.807.486.037 6.460.764.205

140 Kab. Bengkulu Utara 27.250.853.235 2.372.012.665 21.790.655.807 24.162.668.472

SK No 020097 C
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REPUELIK INDONESIA

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Z[19lAudited) 
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TAPORAN REATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HAS!T PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.8

ilo. Daerah PAGU
Bealisasi

PPh Perorangan PBB Tota!

1 2 4 5 4+5

14r Kab. Reiang Lebong 9.216.965.756 2.434.037.423 5.024.725.373 7.458.762.796

142 Kota Bengkulu 24.623.010.336 10.274.740.651 4.804.054.046 1 5.078.794.697

143 Kab. Kaur 8.33 r.266.358 1.234.265.735 5.730.1 00.268 6.964.366.003

144 Kab. Seluma 10.667.969.088 r.492.868.093 6.671.396.239 8.164.264.332

145 Kab. Mukomuko 15.749.522.261 2.r00.r23.r00 12.126.242.735 14.826.365.835

146 Kab. Lebong 1 0.905.328.236 1.463.537.224 6.9r 5.893.r 22 8.379.430.346

147 Kab. Benokulu Tenoah 13.828.643.908 r .702.528.1 85 9.917.914.325 11.620.442.510

148 Kab. Kepahianq 8.280.529.866 r.599.603.739 4.940.562.984 6.540.1 66.723

149 Provinsi Lampuno r 08.5 r 8.024.269 54.544.73r.600 29.446.567.34r 83.991 .238.94 1

150 Kab. Lampunq Barat 9.822.934.5S9 2.101.856.522 4.98 1 .07 1 .1 01 7.682.927.623

151 Kab. Lampung Selatan 24.568.988.55 1 5.990.438.401 15.133.188.714 21.123.627.115

152 Kab. Lampung Tengah 40.167.910.698 7.806.r45.064 26.723.205.711 34.529.350.775

153 Kab. Lampung Utara r 6.966.905.588 4.223.233.842 9.523.141 .93 1 13.746.375.773

154 Kab. Lampung Timur 32.594.659.1 44 4.311.217.200 15.512.512.862 19.823.730.062

SK No 020081 C
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TAPORAN REAI-ISASI ANGGARAN TBANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.8

lllo. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Tota!

I 2 4 5 4+5

r55 Kab. Tanggamus 43.786.664.r 07 4. r 49.834.830 27.448.354.628 31.596.189.458

156 Kab. Tulang Bawang 21.453.463.730 4.1 10.412.135 13.8 r 6.062.1 19 17.926.474.254

157 Kab. Way Kanan 1 6.073.1 04.935 2.947.465.641 1 1.202.380.044 1 4.149.845.685

158 Kab. Pesawaran 1 3.076.324.588 2.846.422.603 6.343.505.434 9.1 89.928.03i

159 Kab. Pesisir Barat 9.686.1 84.685 2.272.900.574 5.306.935.745 7.579.836.319

160 Kab. Pringsewu 1 1.096.106.798 3.1 06.1 58.052 4.744.282.086 7.850.440.138

161 Kab. Mesuji 1 9.493.538.788 2.426.994.244 13.224.727.186 1 5.651 .721 .430

162 Kab. Tulang Bawang Barat 1 2.69 I .1 99.205 2.528.286.660 7.614.238.1 09 10.142.524.769

r63 Kota Bandar Lampung 47.71 8.075.594 32.376.205.283 5.960.329.994 38.336.535.277

164 Kota Metro 12.592.623.732 5.208.870.243 4.727.616.131 9.936.486.374

r65 Provinsi DKI Jakarta r 3.990.775.231.761 r 1.849.398.889.410 s8.299.984.979 1 1.907.698.874.389

166 Provinsi Jawa Barat 1 .301 .472.356.996 900.205.628.736 r41.939.544.780 r .042. 1 45.1 73.5 1 6

r67 Kab. Bandung 167.677.374.001 38.632.709.370 1 02.638.602.347 141.271.311.717

r68 Kab. Bekasi 357.562.328.r 08 245.621.369.288 49.389.349.730 295.010.719.018

SK No 020080 C
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TAPORAN REATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiahl

LAMPIRAN 3.B

No. Daerah PAGU
Bealisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

r69 Kab. Bogor 185.571.841.501 90.1 54.967.873 60.636.204.555 150.791.172.428

170 Kab. Giamis 38.392.400.877 1 7.854.759.1 80 8. r 08.s60.089 25.963.3 r 9.269

171 Kab. Cianiur 54.347.082.323 24.986.1 18.206 r 6.445.661.928 41 .431 .780. 1 34

172 Kab. Cirebon 60.007.997.2 r 2 28.520.689.598 1 7.981 .409.467 46.502.099.065

173 Kab. Garut 93.781.521.176 20.658.631.695 54.641.040.346 75.299.672.041

174 Kab. lndramayu 1 72.507.698.801 39.164.061.902 107.455.956.827 146.620.018.729

175 Kab. Karawang 2 1 2.033.396.555 1 34.267.269.862 38.947.526.934 113.214.796.796

178 Kab. Kuningan 34.466.409.035 17.721.574.674 7.384.116.257 25.1 05.690.93 r

17t Kab. Maialenoka 46.096.074.285 19.561.243.676 1 6.661.285.564 36.222.529.240

178 Kab. Pangandaran 29.552.877.825 1 6.632.992. I 03 6.783.574.950 23.416.567.053

179 Kab. Purwakarta 69.930.338.952 47.688.398.283 8.791 .834.1 53 56.480.232.436

r80 Kab. Subang 1 23.928.956.371 26.549.476.924 58.505.216.1 t6 85.054.693.040

18r Kab. Sukabumi 9 r.564.083.889 25. I 69.82 1.924 47.953.036.852 73.122.858.776

182 Kab. Sumedang 40.303.995.237 20. r 35.684.735 7.203.462.187 27.339.146.922

SK No 020019 C
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Laporan Keuangan Pemerinrah Pusat Tahun 20lg lAudited) 
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TAPORAN REATISASI ANGGABAN TRANSFER DANA BAGI HASII. PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5
r83 Kab. Tasikmalaya 37.548.420.139 18.205.49 r.302 10.492.398.409 28.697.889.711

184 Kab. Bandung Barat 51.783.328.411 30.330.337.064 10.472.775.649 40.803.112.713

r85 Kota Bandung 274.990.124.798 216.878.156.279 8.1 r8.290.063 224.996.446.342

r86 Kota Bekasi 1 05.069.948.033 77.069.891.266 9.010.454.285 86.080.345.55 1

187 Kota Bogor 66.142.728.255 43.260.1 04.936 5.658.009.934 48.9r8.1r4.870

r88 Kota Cirebon 37.641.426.746 24.094.884.848 5.896.304.739 29.991.r 89.587

r89 Kota Depok 72.622.437.037 52.294.893.729 7.039.235.886 59.334.1 29.61 5

190 Kota Sukabumi 31.677.809.146 20.702.224.584 4.450.6r 9.322 25.1 52.843.906

r91 Kota Cimahi 41.590.283.399 26.971.390.177 4.789.406.993 31.760.797.r70

152 Kota Tasikmalaya 37.200.404.925 20. r 92.599.806 5.1 87.236.336 25.379.836.1 42

r93 Kota Banjar 28.642.352.735 r 7.668.998.690 5.248.8 1 2.1 60 22.91 7.8 1 0.850

194 Provinsi Banten 648.567. r 86.84 r 524.967.1 8 1.203 8.917.898.036 533.885.079.239

195 Kab. Lebak 63.357.31 1.997 37.838.523.700 r 4.890.839.959 52.729.363.659

196 Kab. Pandeglang 75.565.348.268 37.348.r 73.897 1 0.758.008.373 48.1 06.1 82.270

SK No 020078 C
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Z[l\lAudited) 
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TAPORAN REATISASI ANGGARAN TRAIUSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiahl

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

197 Kab. Serang 76.592.1 04. r 88 52.706.84 1.992 8.962.481.637 61.669.323.629

198 Kab. Tangerang 1 95.342.806.703 151.565.863.341 8.91 8.51 2.244 1 60.484.375.585

199 Kota Cilegon 113.9r3.723.380 91.829.790.698 4.714.1 00.263 96.543.890.961

200 Kota Tangerang 268.472.483.644 215.864.532.741 6.979.318.678 222.843.851.419

201 Kota Serang 74.442.394.945 56.258.631.927 4.928.902.223 61.1 87.534.1 50

202 Kota Tangerang Selatan 1 90.1 42.333.08 1 145.140.072.969 5.890.1 5 r .478 151.030.224.447

203 Provinsi Jawa Tengah 514.026.208.3 I 5 329.030.1 68.983 57.788.371.745 386.8 1 8.540.728

204 Kab. Banlarnegara 22.216.765.601 6.725.628.122 9.759.710.951 16.485.339.073

205 Kab. Banyumas 34.000.337.096 13.064.319.000 10.624.673.622 23.688.992.622

206 Kab. Batang 30.307.606.097 r 3.266.808.028 10.267.255.092 23.534.063.1 20

207 Kab. Blora 120.437.030.218 9.785.735.089 83.1 46.914.667 92.932.649.756

208 Kab. Boyolali 23.743.762.902 11.208.278.326 7.1 58.7't 1 .934 18.366.990.260

209 Kab. Brebes 31.117.678.821 9.654.595.615 11.391.530.291 2 r .046.1 25.906

210 Kab. Cilacap 65.247.218.443 40.538.289.299 1 5.1 01.585.707 55.639.8i5.006

SK No 020077 C
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TAPORAN BEATISASI ANGGARAN TRANSFEB DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Bupiahl

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

211 Kab. Demak 21.837.816.132 8.808.580.988 7.571.234.588 r 6.385.815.576

212 Kab. Grobogan 36.894.257.776 6.971.475.507 15.971.443.335 22.942.918.842

213 Kab. Jepara 33.834.163.823 16.247.114.358 r 0.004.507.578 26.25 I .621 .936

214 Kab. Karanoanyar 22.104.067.425 9.673.099.093 7.212.388.482 16.885.487.575

215 Kab. Kebumen 21 .939.301 .808 6.747.208.800 7.767.240.048 14.514.448.848

216 Kab. Kendal 28.560.702.177 1 0.275.81 6.408 1 1.978.649.r97 22.254.465.605

217 Kab. Klaten 2 r.394.1 00. r 03 10.484.082.600 6.392.616.989 1 6.876.699.589

218 Kab. Kudus 76.112.118.871 56.451 .439. r 50 6.610.867.398 63.062.306.548

219 Kab. Maqelanq 1 9.429.350.1 06 8.102.213.279 6.561.702.525 r 4.663.91 5.804

220 Kab. Pati 27. 1 97.062.93 1 8.647.692.517 8.797.925.534 1 7.445.6 r 8.05 r

221 Kab. Pekalongan 22.076.450.715 5.878.947.212 8.299.314.232 14.178.321.444

222 Kab. Pemalang 23.060.035.1 63 6.247.846.367 9.354.569.786 1 5.602.41 6. 1 53

223 Kab. Purbalingga 20.825.1 99.386 7.055.691.292 5.977.405.426 r 3.033.096.718

224 Kab. Purworejo 11.972.779.062 5.885.328.000 6.24r.r r 3.261 12.126.441.261

SK No 020076C
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I.APORAN REATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Bupiah)

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Bealisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

225 Kab. Rembang 23.454.932.763 6.791.406.860 8.982.454.027 15.773.860.887

226 Kab. Semarang 28.495.930.891 r 2.908.397.508 9. r 60.369.1 93 22.068.766.701

227 Kab. Sragen r 8.760.767.320 6.975.652.800 6.490.91 1.707 13.466.564.507

228 Kab. Sukohario 24.513.13r.865 1 1.702.1 83.855 5.721.630.254 r 7.423.8 14. 1 09

229 Kab. Tegal 22.984.233.940 6.791.058.600 8.1 80.1 49.265 r 4.97 1 .207.865

230 Kab. Temanggung r 8.902.396.948 6.508.697.660 6.588.242.078 r 3.096.939.738

231 Kab. Wonogiri 1 9.792.404.020 7.O74.105.512 7.129.524.652 1 4.203.630.1 64

232 Kab. Wonosobo 22.1 38.708.935 6.083.503.009 9. I 75.505.598 15.259.008.607

233 Kota Maoelano r 6.573.848.59 1 7.679.070.890 4.378.288.888 r 2.057.359.778

234 Kota Pekalongan 16.i 66.s53.561 7.293.406.200 4.995.766.761 12.289.172.961

235 Kota Salatisa 15.457.523.090 7.707.318.430 4.250.871.073 r 1.958.189.503

236 Kota Semarano 145.471.596.583 r r4.657.320.190 7.812.144.149 122.469.464.339

237 Kota Surakarta 33.1 80.347.259 r 9.926.782.400 4.783.232.326 24.710.014.726

238 Kota Teqal r 6.672.545.1 3 I 1.775.255.000 4.301.322.664 12.076.617.664

SK No 020075 C
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TAPORAN BEATISASI ANGGARAN TBANSFER DANA BAG! HAS!t PAJAK

Tahun Anggaran 20tg
(Dalam Rupiahl

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

239 Provinsi Dl Yogyakarta 73.811.749.262 49.592.548.916 2. r 64.451 .954 51.757.000.870

240 Kab. Bantul 23.605.084.694 10.543.465.800 5.649.062.4r 1 18.192.528.211

241 Kab. Gunung kidul r 7.545.0 r 9.764 8.439.559.200 5.511.047.062 14.010.606.262

242 Kab. Kulon Pro0o r 7.274.839.899 7.246.976.400 4.851 .906.21 I 12.098.882.619

243 Kab. Sleman 44.06r.557.278 26.246.026.451 5.948.288.753 32.194.315.204

244 Kota Yogyakarta 38.038.541 .226 23.955.615.0S2 4.532.203.343 28.487.818.435

245 Provinsi Jawa Timur 890.435.690.592 556.930.943.553 1 1 5.396.1 80.431 672.327.123.984

246 Kab. Bangkalan 29.657.746.1 34 8.957.873.332 12.744.925.072 21.702.798.404

247 Kab. Banyuwangi 6r.972. r 89.874 r 5.8 r 9.302.463 17.712.958.736 33.532.261.199

248 Kab. Blitar 23.121.s70.223 9.r9r.200.62r 7.881.318.382 1 7.072.519.003

249 Kab. Boioneqoro 495.958.456.769 14.242.638.152 1 95.662.508.652 209.905.1 46.804

250 Kab. Bondowoso 24.243.213.890 7.842.921.239 1 0.1 39.369.274 1 7.982.296.51 3

251 Kab. Gresik 1 r8.103.9i7.877 53.049.889.736 3 r .294.909.61 3 84.344.799.349

252 Kab. Jember 46.353.695.575 20.482.761.932 1 8.506.r45.762 38.988.907.694

SK No 020074C
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I.APOBAN REATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiahl

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Tota!

t 2 4 5 4+5

253 Kab. Jombang 26.299.458.034 11.697.280.482 8.636.144.962 20.333.425.444

254 Kab. Kediri 3s.36s.229.330 1 2.1 34.646.882 r 5.322.696.078 27.457 .342.960

255 Kab. Lamongan 30.842.714.414 10.804.102.007 12.221.385.779 23.025.487.786

256 Kab. Lumajang 26.271 .901 .01 5 1 0.004.090.41 5 1 0.249.935.798 20.254.026.213

257 Kab. Madiun 25.282.822.024 8.959.357.716 8.729.821.310 1 7.689.1 79.026

258 Kab. Magetan r 8.534.565.634 8.31 2.80 r .632 5.644.301.985 13.957.103.61 7

259 Kab. Malang 59.646.972.878 25.774.319.048 1 8.765.502.834 44.539.82r.882

260 Kab. Moiokerto 32.025.570.744 1 4.632.990.787 9.459.482.732 24.092.473.519

261 Kab. Nganiuk 25.70S.478.8S4 8.91 2.485.041 9.293.386.536 18.205.871.577

262 Kab. Ngawi 28.839.872.873 8.245.938.549 1 0.61 3.332.384 1 8.859.270.933

263 Kab. Pacitan r 6.964.262.333 7.419.336.024 5.479.050.332 r 2.898.386.356

264 Kab. Pamekasan 23.496.846.138 9.387.717.658 7.471.045.769 16.858.763.427

265 Kab. Pasuruan 44.742.322.367 24.790.545.273 l0. t 26.473.861 34.917.019. r 34

266 Kab. Ponorooo 26.704.280.982 8.737.709.489 8.469.589.810 17.207 .299.299

SK No 020073 C
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IAPORAN REATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 20tg
(Dalam Rupiahl

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Bealisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

267 Kab. Probolingoo 26.562.132.642 12.874.945.792 8.429.559.956 21.304.505.748

268 Kab. Sampang 20.308.012.245 8.476.506.789 8.304.2r 5.331 18.780.722.120

269 Kab. Sidoario rr0.372.80r.389 70.796. r 96.580 17.133.142.446 87.929.339.026

270 Kab. Situbondo 23.443.521.796 8.031.944.286 8.913.844.474 r 6.945.788.760

271 Kab. Sumenep 32.4r r.806.982 8.569.38 r .200 17.181.028.979 26.350.410.179

272 Kab. Trenggalek 20.881.214.673 7.757.352.000 7.286.634.503 r 5.043.986.503

273 Kab. Tuban 77.r 79.056.328 14.01 6.389.443 43.095.762.412 57.1 12.r5r.855

214 Kab. Tulungaqunq 28.093.57r.408 r 0.372.0r 5.569 9.r 87.923.828 1 9.559.939.397

275 Kota Blitar 16.468.473.499 9.485.476.244 4.181.838.134 13.647.314.378

278 Kota Kediri 3r.4r4.825.360 21.592.799.959 4.388.223.826 25.981 .023.785

277 Kota Madiun 21.049.455.548 1 2.568.594.785 4.234.859. I 29 r 6.803.453.914

2t8 Kota Malanq 50.825.847.067 36.658.578.289 5.348.432.827 42.007.01r.r16

279 Kota Moiokerto r 8.393.940.0 r 7 8.799.20r.600 4.267.341.387 13.066.542.987

280 Kota Pasuruan 25.666.562.747 r 4.670.660.r 33 4.338.319.836 19.008.979.969

SK No 020072C
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TAPORAN REATISASI ANGGABAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Bupiah)

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Bealisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

281 Kota Probolinogo 1 9.625.1 55.397 9.802.070.004 6.776.302.1 0 1 1 6.578.372. r 05

282 Kota Surabaya 328.7s7.535.948 289.414.623.194 9. r 89.575.728 298.604.1 98.922

283 Kota Batu 1 7.666.600.005 7.487.276.412 4.894.587.746 1 2.381 .864. r 58

284 Provinsi Kalimantan Barat I 36.1 88.057.238 59.073.436.157 48.925.521.627 r 07.998.957.784

285 Kab. Bengkayang 25.330.949.898 2.994.255.656 9.726.407.317 1 2.720.663.033

286 Kab. landak 28.260.036.385 3.764.584.566 16.970.378.905 20.734.963.471

287 Kab. Kapuas Hulu 32.036.578.008 4.349.496.467 1 9.530.r 83.061 23.879.679.528

288 Kab. Ketapang 93.647.065.237 8.505. r 53.006 58.978.987.r 65 67.484.140.171

289 Kab. Mempawah 12.902.732.963 4.151.531.834 6.045.939.557 10.197.47r.391

2S0 Kab. Sambas 30524.418.324 4.412.390.771 22.313.593.71 1 26.725.984.482

291 Kab. Sanggau 45.487.873.045 5.261.948.723 30.235.1 19.149 35.491.067.872

292 Kab. Sintang 39.r 16.150.062 5. r 20.574.9r 8 24.764.328.348 29.884.903.264

293 Kota Pontianak 40.672.307.142 28.91 r.900.663 5.459.220.132 34.371.1 20.795

294 Kota Singkawang 11.786.721.126 5.081.726.718 4.633.927.369 s.7 r s.654.087

SK No 020011 C
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TAPOBAN BEATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiahl

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Bealisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

295 Kab. Kayonq Utara r6.399.072.1 10 3.062.390.370 8.469.834.443 11.532.224.813

296 Kab. Kubu Raya 32.239.477.819 r 0.036.944.336 17.197.929.872 27.234.874.008

297 Kab. Sekadau 26.697.656.560 3.501.157.750 r 1.965.388.377 1 5.466.546.1 27

298 Kab. Melawi 24.407.060.192 3.486.670.016 14.713.071.574 18.199.741.590

299 Provinsi Kalimantan Tengah 1 59.504.026.744 38.322. r 36.800 80.923.953.1 96 r 1 9.246.089.996

300 Kab. Barito Selatan 17.274.847.706 2.762.939.400 1 r.695.782.464 14.458.721.864

301 Kab. Barito Utara 70.670.472.089 4.293.234.267 35.819.600.281 40.1 1 2.834.548

302 Kab. Kapuas 48.1 41.1 86.1 89 3.20r.764.05r 32.373.970.926 35.575.734.9n

303 Kab. Kotawaringin Barat 64.548.501.290 8.279.021.400 49. r 93.1 95.373 57.472.222.773

304 Kab. Kotawaringin Timur 91.768.441.422 8.581 .004.024 71.568.872.358 80.149.876.382

305 Kota Palangkaraya 2r.935.000.949 r 0.377.394.097 5.1 70.01 7.1 1 8 15.547.411.215

306 Kab. Barito Timur 24.387.384.445 5.724.355.374 r 4.193.656.915 r 9.91 8.0 r 2.289

307 Kab. Murung Raya 51 .846.1 02.5 I I 3.1 70.488.200 23.860.065.034 27.030.553.234

308 Kab. Pulan0 Pisau r 7.01 9.663.388 3.127.382.191 10.059.479.305 13.186.861 .496

SK No 020042C
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TAPOBAN BEATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiahl

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

309 Kab. Gunung Mas 27.077.866.162 2.567.400.956 1 9.402.1 28.51 3 2r.969.529.469

310 Kab. Lamandau 32.047.343.805 2.1 65.7 I 9.31 6 17.557.879.627 19.723.398.943

3tl Kab. Sukamara 1 6.468.782.884 r.858.587.569 9.865.299.012 1L723.886.581

312 Kab. Katingan 101.402.737.786 2.690.863.489 50.063.5r 3.617 52.754.377.106

313 Kab. Seruyan 50.131.r33.900 2.425.005.600 34.958.037.396 37.383.042.996

314 Provinsi Kalimantan Selatan r 96.233.436.701 6r.632.1 78.557 69.983.250.545 t 3l.615.429. r 02

315 Kab. Banjar 33.815.482.803 6.597.016.860 16.922.828.597 23.519.845.457

316 Kab. Barito Kuala 18.505.642.724 4.655.441.437 I 1.553.508.852 r 6.208.9s0.289

311 Kab. Hulu Sungai Selatan 27.448.593.48 r 3.45 r.008.000 17.597.647.712 21 .048.6s5.71 2

318 Kab. Hulu Sungai Tengah 12.228.339.840 3.881.850.000 5.281.893.725 9.1 69.743.725

319 Kab. Hulu Sungai Utara I 2.404.41 9.531 3.712.812.590 5.850.926.342 9.563.738.932

320 Kab. Kotabaru 47.438.081.0r 5 8.795.301.652 28.542.443.674 37.337.745.326

321 Kab. Tabalong 9 r .27 r .91 0.140 8.143.244.400 68.465.297.706 76.608.542.1 06

322 Kab. Tanah Laut 59.891.538.892 5.757.288.000 41.738.160.631 47.495.448.631

SK No 020041 C
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TAPORAN REATISASI ANGGARAN TBANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Bupiahl

LAMPIRAN 3.8

lllo. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Total

I 2 4 5 4+5

323 Kab. Tapin 1r1.160.840.993 4.047.906.000 46.1 20.558.559 50.1 68.464.559

324 Kota Baniarbaru 25.924.701.859 1 1 .626.81 7.980 5.151.561.745 18.778.379.725

325 Kota Baniarmasin 35.986.76r.943 21.586.323.600 5.1 S4.528.633 26.780.852.233

326 Kab. Balanqan 29.876.266.38r 6.771.899.884 14.745.75 r.968 21 .5 1 7.65 r .852

327 Kab. Tanah Bumbu 152.293.678.627 8.34S.301.800 67.900.600.694 76.249.902.494

328 Provinsi Kahmantan Timur 748.684.610.290 1 7 r.675.38 r.600 379.282.845.0 1 0 550.958.226.6r 0

329 Kab. Berau 1 00.1 66.570.57 r 22.352.914.442 58.861.r 28.746 81.2 r 4.043.188

330 Kab. Kutai Kartaneoara 1.431.819.878.563 30.247.730.400 986.558.406.399 1.016.806.136.799

331 Kab. Kutai Barat 1 09.1 86.855.773 1 4.903.602.853 58.429.401.899 73.333.004.752

332 Kab. Kutai Timur 308.972.672.656 3 I .1 20.795.800 1 93.481 .322.009 224.602.117.809

333 Kab. Mahakam Ulu 30.459.718.682 9. r 90.824.600 14.266.810.539 23.457.635. I 39

334 Kab. Paser 88.243.960.736 15.320.601.600 61.548.61 0.460 76.869.212.060

335 Kota Balikpapan 90.081.798.988 60.331 .621 .200 7.823.715.456 68.1 55.340.656

336 Kota Bontang 1 78.692.982.674 31.727.381.400 90.586.096.664 122.313.478.064

SK No 020040 C
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TAPORAN REATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

337 Kota Samarinda 98.758.615.607 33.1 75.01 0.400 36.992.641.048 70.1 67.651 .448

338 Kab. Penaiam Paser Utara 1 05.564.082. r 80 1 0. r 30.302.200 57.370.057.174 67.500.359.374

339 Provinsi Kalimantan Utara r r4.155.846.798 r 2.1 04.1 76.800 75.362.049.069 87.466.225.869

340 Kab. Bulungan 1 10.528.456.303 5.203.748.239 78.096.22 r.1 48 83.299.969.387

341 Kab. Malinau 54.053.1 65.8 1 2 3.079.115.514 29.116.743.231 32.1 95.858.745

342 Kab. Nunukan 90.549.233.775 2.728.455.428 59.255.325.572 61 .983.78 r .000

343 Kab. Tana Tidunq 24.259.965.567 1.917.032.400 r 8.224.03 r .898 20.r41.064.298

344 Kota Tarakan r 57.877.055.048 6.1 73.277.600 137.484.272.174 143.657.549.n4

345 Provinsi Sulawesi Utara 12.187.785.494 37.094.065.800 1 7.1 54.1 63.752 54.248.229.552

346 Kab. Bolaanq Monqondow 13.71 2.829.399 1.602.486.000 6.888.304.305 8.490.790.305

347 Kab. Minahasa 21.228.160.483 3.495.046.800 1 3.81 3.1 29.835 1 7.308.r 76.635

348 Kab. Sangihe 8.126.202.115 2.396.335.800 4.557.594.596 6.953.930.396

349 Kota Bitung 34.692.760.9i8 4.357.559.400 13.766.685.31 i 18.124.244.717

350 Kota Manado 38.753.752.663 21.749.970.678 7.754.157.572 29.504.1 28.250

SK No 020039 C
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TAPORAN REATISAS! ANGGARAN TRANSFEB DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiahl

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

351 Kab. Kepulauan Talaud 8.31 1.325.832 r.660.944.000 5.053.937.375 6.7r4.88r.375

352 Kab. Minahasa Selatan 9.40r.669.713 2.3 r 2.964.000 5.029.442.154 7.342.406.154

353 Kab. Minahasa Tenggara 8.058.1 60.286 1.784.791.200 4.823.778.946 6.608.570. r 46

354 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 7.520.350.416 1 .641 .942.000 4.578.684.659 6.220.626.659

355 Kota Kotamobagu 9.921.074.847 3.433.061.357 4.453.447.015 7.886.508.372

356 Kab. Bolaang Mongondow Timur 7.946.288.497 1 .63 r .5 r 8.800 4.948.237.167 6.579.755.967

357 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 13.508.413.425 1.639.998.093 6.508.850.1 38 8.1 48.848.23 1

358 Kota Tomohon 1 1.408.622.059 2.626.756.941 4.830.993.537 7.457.750.478

359 Kab. Minahasa Utara 39.187.351.028 6.190.087.024 30.895.695.491 37.085.782.s1s

360 Kab. Bolaanq Monqondow Utara 8. r 19.866.804 1.538.131.800 5.024.655.714 6.562.787.514

361 Provinsi Gorontalo 15.494.798.774 9.749.604.899 2.985.096.697 1 2.734.i0 1 .596

362 Kab. Boalemo 8.586.556.1 78 1.364.547.691 5.668.826.506 7.033.374.197

363 Kab. Gorontalo 10.464.853.865 2.56 r.953.667 5.416.594.245 7.978.547.912

364 Kota Gorontalo 12.537.961.507 5.961.132.420 4.237.341.237 10.204.413.657

SK No 020038 C
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TAPORAN REATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiahl

LAMPIRAN 3.8

No. 0aerah PAGU
Bealisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

365 Kab. Pohuwato 9.886.1 24.8 1 I 1.627.523.087 6.690.999.434 8.318.522.521

366 Kab. Gorontalo Utara 9.023.668.231 1.341.304.512 6.228.503.1 54 7.569.807.666

367 Kab. Bone Bolango 8.330.579.992 1.761.943.771 5.035.508.702 6.797.452.473

368 Provinsi Sulawesi Tengah 72.209.362.946 23.252.589.067 26.001.368.1 15 49.253.957.182

369 Kab. Banggai r r 7.460.904.007 5.581 .447.200 71.958.485.227 77.579.932.427

370 Kab. Banggai Laut 7.537.696.729 1.189.425.600 4.744.845.956 5.934.271.556

371 Kab. Banggai Kepulauan 8.505.1 37.542 1.637.432.726 5.171.701.146 6.809.1 33.872

372 Kab. Buol r r.i68.276.450 1.544.601.000 8.115.087.922 9.659.688.922

373 Kab. Tolitoli 9.718.646.030 2.096.120.400 5.578.980.867 7.675.101.267

374 Kab. Donggala r 1.28 1 .785.639 1.572.381.000 7.1 82.057.839 8.754.438.839

375 Kab. Morowali r 8.720.462.556 4.265.939.803 8.096.649.879 r 2.362.589.682

376 Kab. Morowali Utara r 8.398.988.377 2.478.1 59.883 12.006.609.161 14.484.769.044

377 Kab. Poso 12.061.215.011 2.426.358.768 6.989.0 r 0.096 9.415.368.864

378 Kota Palu 20.177.121.220 9.964.571.800 4.885.310.273 14.849.882.073

SK No 020020C
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TAPOBAN REATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Bupiahl

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Total

I 2 4 5 4+5
379 Kab. Parigi Moutong 10.479.834.49 r 1.760.885.400 6.408.335.924 8.169.221.324

380 Kab. Sisi 8.616.974.605 1.424.478.295 5.200.329.883 6.624.808.1 78

381 Kab. Tojo Una Una 9.162.825.410 1.497.718.462 5.701.5 r 0.423 7.1 99.228.885

382 Provinsi Sulawesi Selatan 1 60.41 9. r 1 4.025 96.295.320.000 21.473.332.312 117.768.652.312

383 Kab. Bantaeng 9.625.241.961 2.814.932.962 4.992.872.758 7.807.805.720

384 Kab. Barru 10.037.588.607 2.870.046.000 4.920.894.506 7.7S0.940.506

385 Kab. Bone r 6.844.768. r 26 4.247.520.422 7.873.770.1 90 12.121.290.612

386 Kab. Bulukumba 1 3.278.557.090 3.725.066.245 6.598.1 77.877 10.323.244.122

387 Kab. Enrekan0 10.337.034.396 2.790.3r 6.800 5.655.1 92.850 8.445.509.650

388 Kab. Gowa 15. r 95.r 01.887 4.278.208.509 6.510.857.223 10.789.065.732

389 Kah. Jeneponto 1 3.043.356.91 2 3.764.538.000 5.579.364.352 9.343.902.352

390 Kab. luwu 12.282.356.414 2.986.465.800 5.268.315.142 8.254.780.942

391 Kab. Luwu Utara 1 1.940.278.595 2.76r.902.000 6.579.091.285 9.340.993.285

392 Kab. Maros 20.202.780.839 5.985.085.913 1 0.91 8.840.934 16.903.926.847

SK No 020019 C
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TAPORAN REATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiahl

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Bealisasi

PPh Perorangan PBB Total

I 2 4 5 4+5

393 Kab. Pangkaiene Kepulauan 23.646.264.325 5.144.0r 5.080 r 2.861 .91 2. 1 36 r 8.005.927.21 6

394 Kab. Pinrang 1 1.535.397.033 3.291.040.749 5.325.8 r 7.699 8.622.858.448

395 Kab. Kepulauan Selayar 10.1 13.408.241 2.480.596.256 5.373.312.246 i.853.908.s02

396 Kab. Sidenrenq RaDpanq 11 .311 .47 1 .187 3.653.281 .589 5.660.583.357 9.31 3.864.946

397 Kab. Sinjai r 0.342.91 7.685 2.9r4.561.976 4.928.371.053 7.842.933.029

398 Kab. Soppeng 10.622.723.211 2.722.932.501 4.997.716.025 7.720.648.526

399 Kab. Takalar 13.989.898.507 3.058.621.487 7.830.497.449 10.889.1 18.936

400 Kab. Tana Toraja 10.5r 8.865.875 2.669.1 23.400 4.842.201.632 7.511.325.032

40r Kab. Wajo 29.817.026.178 3.524.896.991 1 8.740.862.395 22.265.759.386

402 Kota Parepare 11.473.311.871 4.756.725.929 4.491.675.245 9.288.401.174

403 Kab. Toraja Utara 9.853.281 .220 2.752.714.200 4.813.719.303 7.566.433.503

404 Kota Makassar 93.648.053.161 67.219.193.266 6.964.03r.833 74.1 83.225.099

405 Kota Palopo 11.241.002.710 3.893.774.400 4.451.283.901 8.345.058.301

406 Kab. luwu Timur 38.573.993.468 I 0. r 87.893.090 19.122.844.239 29.3 r 0.737.329

SK No 020018 C
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TAPORAN BEATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiahl

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

407 Provinsi Sulawesi Barat 15.427.141.760 1.293.219.629 5.426.211.172 12.719.431.401

408 Kab. Majene 8.237.562.527 1.583.954.851 5.338.137.640 6.922.092.491

409 Kab. Mamuiu 14.021.272.227 3.771.322.367 7.085.4r 2.499 1 0.856.734.866

410 Kab. Mamuiu Tengah 10.35 r.648.249 900.748.787 7.954.1 33.736 8.854.882.523

411 Kab. Polewali Mandar 9.544.886.597 2.501.813.017 5.568.415.305 8.070.228.322

412 Kab. Mamasa 7.770.364.148 1.203.168.472 5.361.532.552 6.564.701.024

413 Kab. Pasangkayu r 7.395.070.435 1.359.959.446 1 2.945. I 89.605 14.305.149.051

414 Provinsi Sulawesi Ten0qara 47.552.598.777 22.670.014.917 10.414.562.922 33.084.577.839

415 Kab. Buton 7.118.503.731 1.084.464.539 4.824.4r 9.5 r 8 5.908.884.057

416 Kab. Konawe 1r.057.056.709 1.767.453.252 6.51 3.275.1 1 5 8.280.728.367

417 Kab. Konawe Kepulauan 6.754.601.077 909.648.603 4.690.662.918 5.600.3r r.52r

418 Kab. Kolaka 29.658.486.374 5.151.322.800 r 2.824.793.895 I 7.976.1 1 6.695

419 Kah. Kolaka Timur 7.444.717.127 1.048.365.918 5.045.716.307 6.094.082.225

420 Kab. Muna 7.763.916.571 r .656.971 .846 4.752.701.320 6.409.673.r 66
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TAPORAN REATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

421 Kota Kendari 21.088.987.943 10.756.954.078 4.787.229.471 1 5.544. r 83.549

422 Kota Bau-bau 9.497.358.307 2.630.866.774 4.856.736.1 33 7.487.802.907

423 Kab. Konawe Selatan 1 7.381 .030.068 1 .5 r 6.483.470 11.531.045.834 r 3.047.529.304

424 Kab. Bombana 14.021.225.822 1.380.068.397 5.456.1 96.723 6.836.265.1 20

425 Kab. Konawe Utara 22.274.287.674 842.496.403 8.078.990.257 8.921.486.660

426 Kab. Buton Utara 6.884.415.697 870.675.71 3 4.863.978.r 90 5.734.653.903

427 Kab. Wakatobi 7.392.846.453 1 .1 51 .341 .307 5.0 I 2.1 77.1 68 6.1 63.51 8.475

428 Kab. Kolaka Utara 9.334.157.172 1.338.982.1 19 6.686.012.942 8.024.995.061

429 Kab. Muna Barat 6.893.456.857 1 .201 .623.976 4.450.694.080 5.652.318.056

430 Kah. Buton Tenqah 7.589.1 40.789 1.319.889.952 5.073.463.772 6.393.353.724

431 Kab. Buton Selatan 7.865.2r 7.951 1.r 84.931.761 5.425.669.377 6.610.601.138

432 Provinsi Bali r 57.648.556.774 120.552.065.497 3.1 84.754.386 r 23.736.81 9.883

433 Kab. Badung 77.848.647.692 55.868.302.533 4.689.343.622 60.557.646.1 55

434 Kab. Bangli 16.220.253.532 8.2r 2.9r 6.r 52 4.588.069.461 r 2.800.985.6r 3
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I.APORAN REATISASI ANGGARAN TBANSFEB DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
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LAMPIRAN 3.B

No. Daerah PAGU
Bealisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

435 Kab. Buleleng 22.483.869.712 1 1 .250.007.61 I 5.709.250.711 16.959.258.330

436 Kab. Gianyar 24.018.246.477 13.890.369.835 4.735.718.855 1 8.626.088.690

437 Kab. Jembrana r 7.085.065.667 8.583.441.686 5.273.031.335 13.856.4i3.02r

438 Kab. Karangasem 18.203.101.709 9.257.166.577 5.044.919.771 1 4.302.086.354

439 Kab. Klungkung r 5.352.371 .869 7.882.903.800 4.386.1 64.667 r 2.269.068.467

440 Kab. Tabanan 19.5 r 8.828.889 10.5 r 8.245.837 5.094.453.266 15.6r 2.699.103

441 Kota Denpasar 76.338.71 4.870 55.758.721.693 5.593.071.712 61.351.793.405

442 Provinsi Nusa Tenggara Barat 61.765.578.909 30.400.509.600 5.749.1 3 r .600 36.1 49.64 r.200

443 Kab. Bima r 2.585.469.0 r I 1.703.720.400 6.256.721.660 7.960.442.060

444 Kab. Dompu 10.141.066.447 2.494.200.867 5.439.689.819 7.933.890.686

445 Kab. Lombok Barat I 0.959.992.603 3.076.425.600 4.413.054.800 7.489.480.400

446 Kab. Lombok Tengah 1 2.967.265.6 r 0 5.83r.254.800 5.049.527.600 10.880.782.400

447 Kab. Lombok Timur 13.425.545.648 5.08 1 .1 70.200 5.443.262.700 10.524.432.900

448 Kab. Sumbawa 37.288.245.424 3.293.263.800 8.054.091.400 1 1.347.355.200
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TAPORAN BEAI.ISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiahl

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Total

I 2 4 5 4+5

445 Kota Mataram 24.255.945.917 12.866.065.200 3.905.951.400 1 6.772.01 6.600

450 Kab. Lombok Utara 8.377.606.495 2.01 r.799.400 3.707.685.400 5.7 r 9.484.800

451 Kota Bima 12.924.429.554 6.320.797.121 4.656.958.251 10.977.755.372

452 Kab. Sumbawa Barat 27.1 15.917.539 5.473.749.600 9.598.232.000 15.071.981.600

453 Provinsi Nusa Tenggara Timur 48.012.480.730 28.374.601.200 7.865.109.418 36.239.710.61 8

454 Kab. Alor 7.845.814.883 r.439.833.200 5.1 1 7.393.587 6.557.226.787

455 Kab. Belu 7.990.056.371 1 .888.597.1 88 4.462.368. r 90 6.350.965.378

456 Kab. Ende 9.607.1 r 7.999 2.223.945.988 5.046.1 34.379 7.270.080.367

457 Kab. Flores Timur 8.743.305.409 1.905.692.284 5.264.1 94.969 7. I 69.887.253

458 Kab. Kupang 9.057.551.7S8 1.462.240.200 5.594.319.743 7.056.559.943

459 Kab. Lembata 7.382.544.481 1.223.138.400 4.765.698.75r 5.989.437.151

460 Kab. Malaka i.391.105.0 r 9 1 .327.391 .1 26 4.498.261.545 5.825.652.671

461 Kab. Manggarai 9.950.157.64r 1.644.693.000 5.888.121.482 7.532.814.482

462 Kab. Ngada 7.719.720.200 1.329.347.552 4.892.983.631 6.222.33 r.183
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TAPOBAN REATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Bupiah)

LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Bealisasi

PPh Perorangan PBB Total

I 2 4 5 4+5

463 Kab. Sikka 9.339.196.425 2.46r.740.600 5.r 33.622.543 7.595.363.1 43

464 Kab. Sumba Barat 7.1 49.002.768 1.336.93r.400 4.551.509.296 5.888.440.696

465 Kab. Sumba Timur 1 0.935.91 4.055 2.347.373.455 6.306.250.855 8.6s3.624.31 0

466 Kab. Timor Tengah Selatan 9.431.882.499 1.699.160.400 5.741.721.223 7.440.88 r .623

467 Kab. Timor Tengah Utara 7.8 1 0.51 8.02 1 r.360.87r.933 5.086.986.970 6.447.858.903

468 Kota Kupang 22.011.620.974 12.177.829.800 4.620.469.465 1 6.798.299.265

469 Kab. Rote Ndao 7.500.572.445 1.036.288.200 4.905.334.20r 5.941.622.40r

470 Kab. Nagekeo 7.259.396.15 r 971.836.6r 2 4.739.1 30.791 5.710.967.403

471 Kab. Sumba Tengah 6.757.493. r 76 805.216.800 4.721.220.174 5.526.436.974

472 Kab. Sumba Barat Daya 7.667.1 87.994 r.203.873.499 4.980.379.652 6.1 84.253.1 5 1

473 Kab. Manggarai Timur 8.628.224.762 2.110.730.720 4.892.942.648 7.003.673.368

474 Kab. Sabu Raiiua 6.448.065.482 935.837.263 4.260.728.1 30 5. I 96.565.393

475 Kab. Mangqarai Barat 8.247.181.327 1.473.245.099 5.047.147.853 6.520.392.952

476 Provinsi Maluku 39.1 66.5 1 8.780 14.956.743.600 r 3.534.531.219 28.491.274.819
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TAPORAN BEALISASI ANGGARAN TBANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
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LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Realisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

477 Kab. Kepulauan Tanimbar 9.605.687.357 2.059.489.028 6. 1 33.1 96.93 1 8.r 92.685.9s9

478 Kab. Maluku Tenqah r 6.546.835.293 1.823.627.736 1 1.31 r.662.633 I 3.1 35.290.369

479 Kab. Maluku Tenoqara 8.251 .036.251 r.575.824.699 5.375.013.406 6.950.838. r 0s

480 Kab. Buru 9.691 .621 .533 1.223.949.761 6.480.429.636 7.704.379.397

48r Kota Ambon 20.349.1 1 5.653 r 0.2 r 9.225.800 5.5r0.810.085 r 5.730.035.885

482 Kab. Seram Bagian Barat 8.9r8.78r.041 1.084.681.675 6.1 39.41 4.048 7.224.095.723

483 Kab. Seram Bagian Timur 34.008.023.1 59 1.701.995.814 25.022.726.172 26.724.721.986

484 Kab. Maluku Barat Daya r 6.578.678.241 1.r 57.345.705 9.709.272.883 r 0.866.61 8.588

485 Kab. Buru Selatan 7.915.975.043 859.445.047 5.523.324.861 6.382.769.908

486 Kab. Kepulauan Aru 9.897.889.477 1.r72.51 1.331 7.003.604.200 8.1 76. r r 5.53 1

487 Kota Tual 6.971.098.432 807.810.600 4.724.768.992 5.532.579.592

488 Provinsi Maluku Utara 3 1 .586.1 39.808 15.308.885.400 6.608.289.535 21.917.174.935

489 Kab. Halmahera Tengah 9.820.838.045 r .1 70.853.800 6.535.487.837 7.706.341.637

490 Kab. Halmahera Barat 8.502.373.915 1 .1 74.037.400 5.786.045.961 6.960.083.361
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TAPOBAN REATISASI ANGGARAN TRANSFEB DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
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LAMPIRAN 3.8

fllo. Daerah PAGU
Bealisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

49r Kota Ternate 15.428.462.629 6.965.044.743 5.557.782.496 12.522.827.239

492 Kab. Halmahera Timur 12.229.083.744 1.180.077.600 7.354.067.264 8.534.1 44.864

493 Kota Tidore Kepulauan 10.208.529.225 2.804.679.1 94 5.220.523.081 8.025.202.275

494 Kab. Kepulauan Sula 9.439. I 71 .1 74 1. I 32.074.000 6.801.896.187 7.933.970. 1 8 7

495 Kab. Pulau Morotai 7.693.248.206 1.144.522.800 5.229.329.766 6.373.852.566

496 Kab. Pulau Taliabu 9.3 r 9.614.435 929.359.r 68 5.548.1 93.021 6.477.552.189

497 Kab. Halmahera Selatan 20.148.615.945 I .537.1 50.200 8.207.648.023 9.744.798.223

498 Kab. Halmahera Utara 21.273.905.423 5.809.695.000 7.692.150.41 1 r 3.501.845.41 1

499 Provinsi Papua 262.423.042.280 123.731.201.527 86.480.761.174 2r0.21r.963.101

500 Kab. Yalimo 8.523.587.1 29 2.072.645.565 4.718.003.982 6.790.649.547

501 Kab. Lanny Jaya 8.541 .45 r .986 1.808.928.000 4.976.695.865 6.785.623.865

502 Kab. Biak Numfor 12.624.602.856 3.81 5.253.977 6.836.i2s.1 83 r 0.65 1 .979.1 60

503 Kab. Jayapura 16.786.965.909 4.233.337.261 9.883.335.393 I 4.1 1 6.672.654

504 Kab. Javawiiaya r4.5 r 6.085.613 6.024.674.752 6.545.21 7.644 1 2.569.892.396
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LAPORAN REATISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIT PAJAK

Tahun Anggaran 2019
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LAMPIRAN 3.8

No. Daerah PAGU
Bealisasi

PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5

505 Kab. Merauke 41 .71 6.81 0. 1 94 5.536.363.279 3r.841.898.78 r 37.378.262.060

506 Kab. Mimika 359.739.272.534 91.216. r 50.047 211.418.456.387 302.634.606.434

507 Kab. Nabire 16.667.901.892 2.730.170.246 9.044.544.944 11.774.715.190

508 Kab. Paniai 11.719.278.371 3.1 14.269.713 5.929.1 17.815 9.043.387.528

509 Kab. Puncak Jaya r 0.9 r 4.084.293 2.347.327.440 6.231.387.623 8.578.ir 5.063

5r0 Kab. Kepulauan Yapen 1 r.582.930.588 2.35r.925.000 6.926.831.983 9.278.756.983

5il Kota Jayapura 32.676.022.689 21.111.738.785 5.368.494.713 26.480.233.498

512 Kab. Sarmi 24.266.803.1 52 2.072.422.441 11.310.299.940 13.382.722.381

513 Kab. Keerom r4.200.580.258 2. r 35.204.400 8.144.761.00r 10.279.965.401

514 Kab. Yahukimo 1 3.651.558.700 2.529.690.624 8.590.319.973 r r.r20.010.597

515 Kab. Pegunungan Bintan0 14.1 29.994.050 2.040.256.32r 9.298.836.313 1 r.33S.092.634

5r6 Kab. Tolikara 11.764.283.172 1.868.080.200 7.292.428.397 9.1 60.508.597

517 Kab. Boven Digoel 24.849.08 1 .041 2.r49.459.007 12.554.972.819 1 4.704.43 r .826

518 Kab. Mappi 1 3.053.009.673 2.083.237.795 8.728.1 68.545 1 0.81 I .406.340
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PPh Perorangan PBB Total

1 2 4 5 4+5
519 Kab. Asmat 1 3.r 68.809.955 2.2 1 8.1 64.806 8.268.614.464 10.486.779.270

520 Kab. Waropen r 7.334.976.504 1.828.351.800 1 3.1 83.605.055 15.01 r.956.8s5

521 Kab. Mamberamo Raya 1 5.043.30 r .82 r 1.821.314.087 1 0.731 .834. r r 4 1 2.553.1 48.20 1

522 Kab. Mamberamo Tengah 8.984.452.9r 7 2. I 06.845.255 4.763.505.58 r 6.870.350.836

523 Kab. Nduga 8.878.384.444 1.965.607.979 5.229.003.794 7.194.611.773

524 Kab. Dogiyai 9.5 r 9.072.514 1.893.926.400 5.713.628.80r 7.607.555.20 1

525 Kab. lntan Jaya 1 1.984.528.847 1.864.525.01 1 8.265.840.595 1 0.1 30.365.606

526 Kab. Puncak 1 1.206.296.352 2.535.313.362 6.834.769.080 9.370.082.442

527 Kab. Deiyai 10.418.8r3.r15 1.936.667.863 6.399.903.992 8.336.571.855

528 Kab. Supiori 9.418.505.735 2.053.875.052 5.317.247.138 7.371.122.190

529 Provinsi Papua Barat 190.813.249.920 22.898.705.207 1 18.991.r 18.351 141.889.823.558

530 Kab. Sorong 1 76.329.01 9.714 2.713.802.211 151.246.722.257 1 53.960.524.468

531 Kab. Manokwari 24.81 0.893.21 3 5.916.836.271 12.r 68.952.410 1 8.085.788.68 1

532 Kab. Manokwari Selatan 9.58 r .031 .566 930.943.003 7.1 15.868.334 8.046.81 1.337
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1 2 4 5 4+5

533 Kab. Fak Fak 15. r 07.910.854 1.077.503.036 1 1.703.239.388 12.780.742.424

534 Kota Sorong 25.343.1 58.077 8.951 .953.895 6.405.210.272 1 5.357.1 64. 1 67

535 Kab. Pegunungan Arfak I 7.8 r 0.297.335 1.262.533.539 r4.41 r.059.408 15.673.592.947

536 Kab. Sorong Selatan r 3.407.909.950 1.240.228.816 9.919.398.759 1 1 .l 59.627.575

537 Kab. Raia Ampat 15.r61.353.543 1.050.668.088 1 0.884. r 95.507 1 1.934.863.595

538 Kab. Teluk Bintuni 426.r r 6.078.557 9.351 .404.019 275.735.103.722 285.086.507.74r

539 Kab. Teluk Wondama r 3.r 84.342.1 91 979.632.1 93 10.079.646.854 I 1.059.279.047

540 Kab. Tambrauw 11.661.627.297 r .1 69.888.402 8.545.750.858 9.7 1 5.639.260

541 Kab. Maybrat 11.474.620.073 1.242.411.026 8.601.937.700 9.844.348.726

542 Kab. Kaimana r 3.475.880.824 9 r 3.488.965 9.753.266.738 1 0.666.755.703

Dana Cadangan

JUMLAH 49.237.1 08.842.1 39 22.07 3.087.555.530 1 7.085.663.586.461 39.158.751.141.991
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TAPOBAI'I REAI.ISASI A]TGGABAII TBA]TSIER DA]'IA BAGI HASII. SUMBER DAYA AtAM

Tahun Anggaran 20t9
(Dalam Bupiahl

LAMPIRAN 3.C

lllo. Drrrh Prgu
SUMBEB IIAYA AI.AM

Minyrk Bumi B.t Bumi Partambatrean Umum Prnr: Bumi ]hsil l(rhutlnrn Hltil P.ril.nrn Totrl

I 2 3 4 5 6 I I g t0

I 527.219.292.115 345.31 1.728.108 r 59.1 72.776.675 s.r 94.355.568 23.348.500 328.20S.762 51 4.030.4r 8.6 1 3

2 Kab. Aceh Barat 29.00s.984.24r 1.27 4.256.826 1.579.380.147 25.3 r 9.439.382 2.122.400 9.971.093 689.340.47 1 28.874.550.1 l9
3 Kab. AcGh Brs3r 5.1 99.061.57 1 1.274.296.626 1.579.380.147 1.2 t 3.853.238 272.566.568 42.081.806 689.340.47 1 5.07 1.5 1 8.856

4 Kab Acch Srhlrn 4.952.587.697 1.274.296.626 1.579.380.147 1.265.363.875 2.122.400 10.721.157 689.340.47 r 4.821.225.276

5 Kab Acrh Srngkrl 4.61 r.800.232 1.274.296.626 r.579.380.147 788.02 1.607 2.122.400 24.140.246 689.340.47 I 4.357.30 r.497

6 Kab. Acch Icngah 8.941.172.472 1.274.296.628 1.57S.380.147 3.056.967.309 2.122.400 80.838.783 689.340.47 1 6.682.945.736

7 Kab Aceh Tcnggara 4.59 r.063.692 1.274.236.626 1.579.380.1 47 778.380.055 2.122.400 14.204.355 689.340.47 r 4.337.t24.054

8 Kab. Aceh Trmur 18.1 24.355.500 3.840.732.391 I 2.663.595.537 756.1 60.666 2.122.400 45.458.68 1 689.340.47 I I 7.S97.4 1 0.206

I Kab. Acch Ulara 52.542.961.498 27.296.567.678 23.662.155.898 752.212.339 2.122.400 11.843.273 689.340.47 r 52.414.242.055

l0 Kab. Brrcucn 4.568.094.647 1.274.296.626 1.579.380.147 758.927.176 2.122.400 1 0.687.324 689.340.471 4.314.754.144

ll Kab. Prdrc 5.292.565.537 1.274.296.626 t.579.380.147 1.605.187.760 2.122.400 10.443.244 689.340.47 r 5.r 60.770.648

l2 Kab. Simculur 4.574.071.244 1.274.296.626 r.579.380.147 752.212.339 2.122.400 21.1 16.176 689.340.47 r 4.3r8.468.1 59

13 Kota Banda Acch 4.583.225.652 1.274.256.626 1.579.380.147 752.212.339 2.122.400 12.534.031 689.340.47 r 4.30S.886.0 14

14 Kota Sabang 4.632.113.275 1.274.296.626 t.579.380.147 752.212.339 73.159.405 14.204.355 689.340.47 r 4.382.593.343

15 Kotr langsa 4.563.620.081 1.274.296.626 1.579.380.147 752.212.339 2.122.400 I 2.928.460 689.340.47 I 4.310.280.443

16 Kola [hokscumawc 4.564.895.976 1.274.296.626 r.5i9.380.147 752.212.339 2.122.400 14.204.355 689.340.47 1 4.31 1.556.338

t1 K.b. Naoan Bayr 5.606.1 I l.l 92 1.274.296.626 1.579.380.147 1.914.947 .702 2.122.400 13.392.365 689.340.47 I 5.473.475.711

18 Kab. Aceh Jaya 4.600.541.290 1.274.296.626 1.579.380.147 774.404.204 2.122.400 25.674.0 t9 689.340.47 I 4.345.217.867

19 Kab PrdcJava 4.566.683.889 1.274.296.626 1.5i9.380.147 753.999.828 2.122.400 14.204.355 689.340.47 1 4.3 r 3.343.827

20 Kab. Ac?h Barat Deya 4.663.015.799 1.274.296.626 1.579.380.147 85r.956.78r 2.122.400 r2.578.1 13 689.340.471 4.409.674.538

2t Kab Gayo lucs 6.516.088.296 1.274.296.628 1.579.380.147 2.676.628.012 2.122.400 32.181.935 689.340.471 6.253.94S.591

22 Kab Acch Tamrang 13.016.0S2.84S 9.830.797.61 I 1.57S.380.147 754.349.873 2.122.400 33.1 56.695 689.340.471 r 2.889.147.004
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Kab. Bcncr Mcriah 4.61 2.2 1 5.883 1.27 4.296.626 1.579.380.147 752.212.339 2.122.400 61.524.262 689.340.47 r 4.358.876.245

24 Kota Subulussalam 4.59 1.850.6i7 1.274.296.626 1.579.380.1 47 781.241.553 2.122.400 10.712.348 689.340.47 1 4.337.093.545

25 68.526.366.379 r.r 04.625.500 8E7.290.250 42.625.643.214 733.749.065 1S.399.27S.846 64.750.587.875

26 Krb. Asahan 3.710.200.527 69.038.750 55.455.400 2.559.239.838 45.859.229 74.592.963 689.340.47 I 3.493.526.65 1

27 Xab. Darn 4.658.1 74.863 69.038.750 55.455.400 3.3 r 3.340.808 45.85S.229 216.784.641 689.340.47 1 4.389.8 1 9.299

28 Kab. Deh Serdang 4.r75.409.316 1 30.698.557 33 1.787.4 I 5 2.559.239.838 45.859.229 234.745.999 689.340.47 r 3.991.671.509

29 Kab Karo 4.225.457.39 r 69.038.750 55.455.400 2.564.735.995 45.859.229 579.454.390 689.340.47 I 4.003.884.235

30 Kab. LabuhanBrtu 3.730.66 r.337 69.038.750 55.455.400 2.587.060.638 45.859.229 74.189.278 689.340.47 r 3.520.923.766

31 Kab. Langkal 8.808.624.227 2.1 80.294.3S7 3.06S.4 14.259 2.559.239.838 45.859.229 80.650.357 689.340.47 1 8.624.798.55 r

32 (ab Mend.rtn! Nalal 7.364.675.723 69.038.750 55.455.400 4.677.692.533 1.467.498.831 276.364.546 689.340.47 1 7.235.390.53 1

33 Kab. Nras 3.866.469.2 1 6 69.038.750 55.455.400 2.559.239.838 45.859.229 230.876.598 689.340.47 1 3.649.8 1 0.286

34 Kab. Srmalungun 3.977.373.433 69.038.750 55.455.400 2.55S.239.838 45.859.229 151.068.8t4 689.340.47 I 3.570.002.502

35 Kab. Tapanuh Srlatan 104.009.1 17.271 69.038.750 55.455.400 102.562.315.370 45.859.229 469.240.525 689.340.47 r I 03.89 1.249.745

36 Kab. Tapanuh Tcngah 4.599.610.45r 69.038.750 55.455.400 3.295.61 6.t 1S 45.859.229 234.5t3.718 689.340.47 1 4.389.823.687

37 l(ab. T.panuh Utar. 4.739.362.782 69.038.i50 55.455.400 3.016.329.202 45.859.229 600.544.2 1 6 689.340.47 r 4.476.567.268

38 Kab. Toba Samosrr 4.322.471.772 69.038.750 55.455.400 2.563.955. I S6 45.859.229 6r6.916.342 689.340.47 1 4.046.565.388

20 Kotr Brnlar 3.869.779.457 69.038.750 55.455.400 2.559.239.E3E 45.859.22S 234.450.820 689.340.47 I 3.653.384.508

40 Kola M!dan 3.866.27 r.486 69.038.750 55.455.400 2.55S.239.838 45.859.229 237.600.227 689.340.47 r 3.656.533.9 1 5

41 Kota Panatano Siantar 3.869.779.457 69.038.750 55.455.400 2.559.239.838 45.859.229 234.450.820 68S.340.47 I 3.653.384.508

42 Kota Srbolga 3.869.779.457 69.038.750 55.455.400 2.559.239.838 45.859.229 234.450.820 689.340.47 I 3.653.384.508

43 l(ola Tanlung Balar 3.869.779.457 69.038.750 55.455.400 2.559.239.838 45.859.229 234.450.820 689.340.47 1 3.653.384.508

44 Xeb. B.tu Bara 3.869.779.457 69.038.750 55.455.400 2.559.239.838 45.85S.229 234.450.820 689.340.47 1 3.653.384.508
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45 Kah. LabuhanBalu Utare 4.038.786.292 69.038.750 55.455.400 2.560.727.360 45.859.229 408.627.r 50 689.340.47 r 3.829.048.360

46 6.623.956.722 6S.038.750 55.455.400 2.559.239.838 45.859.229 2.554.1 5 1.594 689.340.47 1 5.973.085.282

47 Kab. P.dano lawas Utara 4.202.174.248 69.038.750 55.455.400 2.559.239.838 45.859.229 488.490.007 689.340.47 1 3.907.423.695

48 Kab. Padang lawas 6.527.364.672 1.979.068.420 103.066.734 2.55S.239.838 45.859.229 935.1 74.043 689.340.47 I 6.31 1.748.735

49 (ab. Nias Utara 3.869.779.457 69.038.750 55.455.400 2.559.23S.838 45.859.229 234.450.820 689.340.47 1 3.653.384.508

50 Kab. Nras Barat 3.869.779.457 69.038.750 55.455.400 2.559.239.838 45.859.229 234.450.820 689.340.47 1 3.653.384.508

5r Kota Tebrng Trnggr 3.86S.779.457 69.038.750 55.455.400 2.55S.239.838 45.859.229 234.450.820 689.340.47 I 3.653.384.508

52 Kota Padang Srdcmpu.n 4.374.736.444 69.038.750 55.455.400 3.064.185.703 45.859.229 234.450.820 689.340.47 r 4.1 58.330.373

53 Kab. Pakpak Bharat 3.S93.498.451 6S.038.750 55.455.400 2.586.730.732 45.853.229 334.868.321 689.340.47 I 3.78 1.2S2.903

54 Kah Nres Srl.tan 4.67r.418.467 69.038.750 55.455.400 2.559.239.838 45.859.229 862.33S.355 689.340.47 1 4.281.273.043

55 (ab. Humbanq Hasundulan 4.393.069.351 69.038.750 55.455.400 2.559.239.838 45.859.229 764.398.092 689.340.47 1 4.1 83.33 1.780

56 Kab. Sardrnq Bcdasai 3.869.779.457 69.038.750 55.455.400 2.559.239.838 45.859.229 234.450.820 689.340.471 3.653.384.508

57 Kab. Samostr 4.122.765.364 69.038.750 55.455.400 2.559.239.838 45.859.229 476.1 69.570 689.340.4i 1 3.895.1 03.258

58 (ota Gununosrtolr 3.869.779.457 6S.038.750 55.455.400 2.559.239.838 45.859.229 234.450.820 689.340.47 I 3.653.384.508

5S Provinsi Sumatara Barat 29.1 23.1 88.795 8.438.51 0.480 455.58r.840 t 8.s 15.041,603 27.809.1 33.923

60 Kab. Lima Puluh Kota 2.139.453.61 1 t.2l 7.330.064 50.620.360 18 r.0 t4.345 689.340.47 1 2.1 38.305.240

6l Krb. Agam t.934.792.630 r.1 70.734.328 50.620.360 22.94S.1 00 689.340.471 1.933.M4.259

62 Kab. Klpulauan Mcntawar 4.024.147.381 909.627.218 50.620.360 2.233.152.160 689.340.471 3.882.740.209

63 K.b. Padeno Panam.n 1.904.978.61 1 909.627.2r8 50.620.360 1 74.587.1 I 6 689.340.471 r.824.t75.1 65

64 Kab. Pasaman 2.048.089.346 1.049.250.318 50.620.360 1 78.061.754 689.340.471 1.967.272.903

65 Kab. Pcssr Selatan 3.417.048.354 2.482.955.4 15 50.620.360 r 92.983.737 689.340.47 r 3.415.899.983

65 Kah. Srtuntuno 4.267.562.8S1 3.01 6.564.580 50.620.360 509.889.1 09 68S.340.47 1 4.266.4 r 4.520
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67 Kab. Solok 2.360.873.039 t.218.682.020 421.471.960 30.208.843 689.340.47 1 2.359.703.294

68 Kab. Tanah Datar 1.90S.367.848 91 1.01 6.454 50.620.360 177.586.741 689.340.471 1.828.564.026

69 Kola Bukrt Trnggr 1.904.977.389 909.627.2 1 I 50.620.360 174.585.901 689.340.47 I t.824.173.950

70 Kotr Prdano Prnltng r.904.977.389 909.627.2 1 8 50.620.360 174.585.90r 689.340.47 r 1.824.1 73.950

71 Kota Padan0 1.9 1 4.764.1 35 s 1 4.01 0.294 50.620.360 1 7S.989.305 689.340.47 I 1.833.960.430

72 Kota Payakumbuh 1.905.058.631 909.627.21 I 50.620.360 1 74.667.1 43 689.340.47 I 1.824.255.152

73 Kola Sawahlunto I 8.5 14.148.530 I 7.594.843.1 80 50.620.360 I 78. I 96.1 48 689.340.47 1 1 8.5 I 3.000.1 59

74 Kota Solok 1.904.989.494 909.627.2r8 50.620.360 I 74.598.006 689.340.47 1 1.824.1 86.055

75 Kota Paflaman 1.904.977.38S 909.627.2r8 50.620.360 I 74.585.901 689.340.47 1 1.824.r 73.950

76 Kab. Pasaman Barat 2.106.928.955 1.188.679.037 50.620.360 177 .140.116 689.340.47 1 2.1 05.780.584

77 Kab 0harmesrava 2.740.088.18S 1.800.41 1.895 50.620.360 1 92.425.988 689.340.47r 2.732.798.714

78 Kab Solok Selatan 2.762.243.934 1.480.260.906 540.3r2.080 5 r.1 82.1 06 689.340.47 r 2.76 1.095.563

7S ProYinri Bi.u s93.200.755.065 808.593.969.597 21.61 1.234.844 13.514.7?8.147 1 r9.r45.000 33.907.095.7 r I 878.1 46.223.906

80 Kab. BcngkaIs 1.t47.066.063.510 1.1 28.5 1 4.537.3 I 3 4.304.433.497 2.362.829.234 70.182.000 9.774.747.162 689.340.47 1 1.145.7 I 6.069.677

8t Kab. lndragrr Hrlr 212.706.797.378 I 47.0 1 7.084.788 3.929.315.722 26.560.290.r29 14.893.200 1 1.833.960.105 68S.340.47 1 190.044.884.415

82 Kab. lndragm Hulu 232.305.144.230 217.256.749.2?7 4.304.433.497 5.466.896.97 I 14.893.200 3.990.r 73.820 689.340.47 1 231.722.487.236

83 Xrb. Ksmprr 53r.402.595.029 507.05 t.893.688 I 4.E 1 3.92 1.657 3. r 52.232.998 14.893.200 4.617.074.292 689.340.47 I 530.339.356.306

84 (ab. Kuantan Srngtngr 185.r23.719.433 I 47.0 1 7.084.788 3.929.3 r 5.722 8.635.520.945 157.273.200 3.684.503.569 689.340.47 r 1 64.r 13.038.6S5

85 (ab. Pelalawan 2t6.125.627.040 2r8.766.707.r5r 38.505.603.609 2.412.219.427 I 4.893.200 r 4.624.333.782 68S.340.47 I 275.0 I 3.097.640

86 (ab Rolan Hrlrr 722.295.397.785 7 r 1.593.336.482 4.304.433.497 2.362.829.234 r4.893.200 2.486.49 r.678 689.340.47 r 721.451.324.562

87 Xab. Rokan Hulu 235.005.720.552 223.224.727.489 4.304.433.497 3.0 r 5.074.627 14.893.200 3.1 44.003.0 I S 689.340.47 I 234.392.472.303

88 Kab Srak 596.r69.372.981 579.606.9 1 S.882 3.559.140.750 2.362.829.234 40.622.400 8.371.219.868 689.340.47 1 594.630.072.605
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89 (ota 0umar 179.725.118.218 r47.0r 7.084.788 3.929.315.722 2.362.829.234 r4.893.200 4.659.695.205 689.340.471 158.673.r58.620

90 Kola Pckanbaru 177.934.451.696 147.017.084.788 3.525.315.722 2.362.825.234 14.893.200 3.049.363.1 r0 68S.340.47 I 1 57.062.826.525

91 Kah. Kcpulauan Merantr 230.648.88i.289 214.493.405.794 6.765.857.682 3.657.235.705 14.893.200 4.304.2S0.5 t 6 68S.340.47 I 229.S25.023.368

s2 Provinri Krpuhurn Biru 644.449.572.966 r 25.868.1 20.345 487.584.0S9.22t 29.t 34.205.260 14.8S3.200 1.47 r.507.596 644.072.825.622

93 Kab. Brntan r38.563.7t7.207 30.862.920.892 69.550.027.748 9.549.455.300 14.893.200 49.121.710 689.340.47 1 I 10.715.759.321

94 Kab. Natuna 523.053.645.430 r 68.948.744.605 346.528.480.565 6.303.1 41.265 14.8S3.200 48.4 1 0.059 689.340.47 1 522.533.010.165

95 Kab. Kanmun 150.994.343.995 30.862.920.892 69.550.027.734 2 1.923.783.768 r4.893.200 89.506.623 689.340.47 r 1 23.1 30.472.688

96 Kota Balrm 1 35.827.61 3.393 30.862.920.892 69.550.027.734 6.302.039.465 I4.893.200 50.232.628 689.340.47 I I 07.469.454.390
g7 Kab. Krpulauan Anambas 372.798.805.02 I r 10.141.284.185 254.897.086.670 6.302.039.465 r20.019.200 99.878.2 r 0 689.340.47 I 372.249.648.201

98 Kota Tanlung Prnang r 35.8S3.945.624 30.862.920.892 69.550.027.734 6.332.739.709 26.670.700 74.10s.090 689.340.47 1 1 0i.535.808.596

99 Kab. Lrngga 138.689.493.471 30.862.920.892 69.550.027.734 9.340.1 80.055 26.670.700 337.000.029 689.340.471 1 10.806.r39.881

100 Provinri Jrmti 277.687.568.122 66.769.990.737 1 24.788.424.363 41.607.442.371 1 14.897.300 t 1.135.889.530 244.41 6.644.301

101 Kab. Batanghari 94.502.606.1 06 2 1.006.920.1 36 38.658.380.8r0 30.470.r 58.791 26.670.700 3.5 r 7.406.533 689.340.47 1 94.368.877.44 I

102 Xab. Bungo 88.855.1 76.076 13.353.998.250 24.957.684.225 43.2 t4.3 14.654 26.670.700 827.839.049 689.340.47 r 83.069.847.349

103 Kab. Kaincr 54.758.731.509 13.353.998.250 24.957.684.225 7.989.741.213 26.670.700 t.077.553.261 689.340.47 I 48.094.988.180

104 Kab. Mcranorn 57.1 89.999.4 1 I 13.353.998.250 24.957.684.225 1 1.141.820.545 26.670.700 r.1 89.1 55.1 87 689.340.47 r 5 1.358.669.378

105 Kab MuaroJambr 79.350.143.8 I 3 23.73r.019.9r r 38.445.672.242 r4.984.083.856 26.670.700 1.222.855.113 689.340.47 I 79.099.642.293

106 Kab. Sarolangun I I 3.37 1.200.257 20.976.505.26 I 38.660.91 0.062 51.508.289.885 26.670.700 1.323.195.306 689.340.47 I I 1 3.1 84.9 I 1.685

107 l(ab. Tan,un0 Jabung Barat 490.250.859.529 r42.646.792.633 330.746.738.340 r 1.394.r53.603 15r.812.500 4.055.452.850 689.340.47 I 489.684.290.397

108 Kab. Tanjung Jabung Trmur 151.572.125.523 39.644.200.866 94.705.637.277 7.989.741.213 4.827.965.800 2.386.700.852 689.340.47 1 r 50.243.586.539

109 Kah. Tcbo 65.671.046.380 I 3.767.578.660 24.957.684.225 r8.396.651.800 689.70S.300 r.5 1 9.983.1 58 689.340.47 I 60.020.947.6 14

110 Kota Jambr 69.561.309.827 r 9.389.224.563 38.658.380.8r0 7.989.741.2t3 I 1 5.670.1 00 1.0 1 7.546,1 24 689.340.47 | 68.559.S03.34 I
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lll Kota Sunoar Pcnuh 55.454.950.230 13.353.998.250 24.957.684.225 7.S89.74 1.273 689.709.300 r.1 06.60 r.1 84 689.340.47 1 48.187.074.703

112 Proyitrii Sumrt rr Sahtan 1.t 28.1 5 1.290.203 102.031. t 6 t.650 537.282.230.S36 349.953.449.242 734.723.978 8.005.975.573 9S8.067.541.37S

ll3 Kah. Lah.t 522.681.280.901 r8.825.631.441 124.527.379.976 376.493.372.449 705.548.713 1.228.029.250 689.340.4i 1 522.469.302.300

l14 Kab Musi Banyuasin I .709.335.78 1 .235 234.995.643.384 1.352.059.9 I 8.426 1 07.1 28.320.1 84 9.1 16.73r.285 4.803.964.5 r 1 689.340.471 t.708.793.9 1 8.26 1

115 Kab. Musr Rawas 332.733.221.788 31.360.447.026 247.339.630.7 1 I 50.702.473.544 695.335.785 1.568.168.r 76 689.340.47 I 332.355.395.7 r 3

I l6 Kab. Musr Rawas Utara 222.369.055.956 19.527.255.769 r 00.633.737.393 99.680.985.992 695.335.785 948.487.480 689.340.47 I 222.175.142.850

117 Kab Muara Enrm 695.26s.522.708 37.836.1 22.69 I r 74.062.975.270 473.970.1 88.388 r.072.698.027 1.1 t9.663.714 689.340.47 I 694.750.988.56 I

I l8 Kab. 0g.n Komrnng llr I 46.956.624.799 1 2.753.895. I 98 67.r60.278.919 43.430.4 r 5.8i7 695.335.785 5.912.375.283 689.340.47 I r 30.64 1 .64 1 .533

lts Kab. 0gan Komenng ulu I S5.200.475.59 I 30.294.1 14.336 r 02.779.384.623 60.302.052.267 695.335.785 284.640.1 63 689.340.47 r I 95.044.867.645

120 Kota Pal!mbanq t4 1.236.727.363 I 2.753.895. I 98 67.160.278.919 42.890.695.232 695.335.785 953.1 58.445 689.340.47 r 1 25.1 42.704.050

121 Kota Pagar Alam t4 1.1 53.1 66.987 12.753.895.r98 67.160.278.S19 42.890.695.232 722.083.930 953.707.55 r 689.340.47 I r 25.1 70.00 I .30 I
't22 Kota Lubuk lnoqau 14 1.325.520.09S 12.753.895.r98 67.160.278.919 42.890.695.232 797.446.885 953.1 58.445 689.340.47 r r 25.244.8 I 5.1 50

123 Kotr Prrbumuhh I 92.576.5 1 6.861 27.037.421.916 108.297.551.787 54.778.304.703 6S5.335.785 953.237.837 689.340.47 1 192.451.192.499

124 Kab. Empat lawano 294.699.S78.33 r 12.753.895.r98 67. r 60.278.91 I 52.958.1 0 1.795 86.254.013.885 953.r 58.445 689.340.47 1 220.768.788.713

125 Krb Banyuasrn 255.857.354.983 23.623.621.549 100.633.737.393 48.369.489.373 79.7 1 0.339.685 2.063.227.015 689.340.47 1 255.089.755.486

126 Kah Ogan llir 187.376.530.780 25.21 1.600.618 100.616.095.199 44.741.526.588 6.640.1 18.685 953.r58.445 689.340.47 1 r 78.851.840.006

127 Keb. 00an Komrflno Ulu Trmur 182.053.228.780 12.753.895.198 67.1 60.278.9 1 I 43.478.204.695 40.964.844.085 926.242.840 689.340.47 1 1 65.972.806.208

128 Kab 0gan Komcnng [.llu Sclatan 165.495.285.245 12.753.895.t98 67.r60.278.919 60.r 61.529.865 6.M8.696.168 s53.157.272 689.340.471 148.366.937.893

129 Kab Prnukel Abab [.matano lltr 202.96S.787.5S2 28.521.284.956 104.910.058.230 55.969.405.31 3 6.640.1 t8.685 1.361.898.3 1 5 689.340.47 r 1 98.092.1 05.970

130 21 8.450.1 25.780 2.7S0.791.875 203.335.026.5 I I 6.634.492.200 432.078.41 r 213.ts2.389.005

131 Kth. Brngk, 158.506.155.782 392.248.339 1 25.901.527.953 31.342.447.500 53.1 69.835 689.340.47 I I 58.378.734.098

132 Krb Bclrtunq 85.402.S08.777 392.248.339 72.822.589.547 6.634.4S2.200 3.733.429 689.340.47 r 80.542.403.S86
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I 2 3 4 5 6 7 I I t0

r33 Kota Pangkal Prnang 67.420.01 1.605 392.248.339 54.803.738.742 6.634.492.200 39.687.062 689.340.47 1 62.559.506.814

134 Kab. Bangka Sclalan 1 1 6.744.t 76.644 392.248.339 I 03.967. I 64.765 6.634.492.200 200.426.078 689.340.47 1 1 1 r.883.671.853

r35 Kab. Bangla Tmgah 96.482.853.1 34 392.248.339 83.81 1.268.638 6.634.492.200 94.998.695 689.340.471 I r.622.348.343

136 (!b. Brngkr Bar.t 1 19.1 76.726.050 392.248.339 106.558.123.160 6.634.492.200 42.017.089 68S.340.47 1 114.316.221.259

137 (ab Brlrtung Trmur 100.701.703.651 392.248.339 92.475.573.296 6.731.414.900 285.704.S6 r 689.340.47 r 1 00.574.28 1.967

t38 Provinsi Brnllulu 44.044.367.1 33 33.637.839.532 6.732.772.200 772.1 56.050 41.142.767.782

r39 Kab. Brnokulu Srlatan 48.695.847.i28 7.267.575. I 98 40. r 04.997.800 I 6.444.637 689.340.47 I 48.078.358. I 06

140 Kab. Bengkulu Utara 45.640.672.562 38.02 r.600.354 6.634.492.200 243.364.902 689.340.47 r 45.588.157.921

141 Kab. Relang Lcbong 20.057.3 r 5.905 7.255.30S.315 6.747.9 I 7.90 I 14.364.749 689.340.47 r 1 4.706.932.436

142 Kola Bcngkulu 15.331.089.393 7.255.309.315 6.728.t84.400 45.757.571 689.340.47 1 r 4.7 I 8.59 I .757

143 Kab. Kaur 21.779.293.676 s.688.681.700 6.634.492.200 31.234.960 689.340.47 I 1 7.043.749.33 r

144 Kah. Scluma 24.1 57.629.205 I 2.070.933.054 6.634.492.200 1 8.066.725 689.340.47 r 19.412.832.450

145 Krb Mukomuko r 9.976.050.703 i.292.795.93r 6.634.492.200 9.036.561 689.340.47 1 14.625.665.1 63

146 Kab. tcbong 23.623.r91.078 I 1.478.410.145 6.634.492.200 86.716.784 689.340.47 I 1 8.888.959.600

147 Kab. Bangkulu Tentah 61.917.917.512 49.838.601.624 6.634.492.200 I 5.589.784 689.340.47 r 57.1 78.024.079

r48 Kab. Kr0.hren0 20.1 1 1.620.566 7.255.309.315 6.785.585.4r9 17.858.090 689.340.47 1 14.748.093.295

143 Provitrri hmpung 58.245.378.939 33.392.946.301 9.922.41 2.335 t.874.297.203 7.549.040.82S 5E6.921.464 53.325.61 E.1 3Z

150 Kab. lampung Bilat 16.959.269.971 2.297.029.832 1.322.337.300 277.376.652 6.830.453.227 82.63r.552 689.340.47 r 1 1.499.r69.094

t5t Xab. Lampung Sclatan I 7.630.666.860 2.297.025.832 1.322.337.360 940.096.813 6.859.429.020 87.626.856 689.340.47 r 1 2.195.860.352

152 l(ab. Lampuno Tlnc.h 5.894.918.452 2.257.025.832 1.322.337.360 319.952.632 480.761.804 83.772.952 689.340.47 r 5.1 93.1 95.05 I

153 Xab. lampung Utara 5.589.559.203 2.297.029.832 1.322.337.360 240.585.51 1 230.681.904 82.566.904 689.340.47 1 4.862.541.982

154 Kab. Lampung Timur 25.t91.784.155 22.300.313.853 1.322.337.360 235.977.600 533.59S.904 83.772.952 68S.340.47 1 25.1 65.342.1 40
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I 2 3 { 5 6 7 I I t0

155 Kab. Tanogamus 1 1.557.823.t78 2.297.029.832 1.322.337.360 4.246.642.698 2.215.125.028 85.620.388 689.340.47 1 1 0.856.099.777

156 Kab Tulan0 Bawano 5.82 r.346.882 2.297.029.832 1.322.337.360 4S6.460.962 230.68 r.904 83.772.952 689.340.47 1 5.1 19.623.481

157 Kab lflay Kanan 6.163.744.108 2.297.029.832 1.322.337.360 448.i85.402 230.68 1.904 473.845.738 689.340.47 1 5.462.020.701

158 Kab. Pesawaran 6.236.575.81 I 2.297.029.832 1.322.337.360 449.677.665 6S2.694.1 30 83.772.952 689.340.471 5.534.852.4 1 0

r59 Kab. Prs$tr Baral 5.585.974.404 2.297.029.832 r.322.337.360 235.977.600 230.681.904 83.590.612 689.340.47 r 4.858.957.779

160 Kab Pnngscwu 5.587.648.758 2.297.029.832 t.322.337.360 237.468.567 230.681.904 83.772.952 689.340.47 1 4.860.63 r.086

l6t (ab. Mcsulr 7.050.889.228 2.297.029.832 1.322.337.360 561.583.807 636.8 r 0.004 797.1 55.097 689.340.47 I 6.304.256.57 1

162 Krb. Tuhn0 Brwano Barat 5.5 1 8.540.266 2.297.029.832 1.322.337.360 235.977.600 r 60.423.604 83.772.952 689.340.47 1 4.788.881 .8't9

163 Kota Bandar Lampuno 5.800.575.304 2.297.029.832 1.322.337.360 235.977.600 445.100.464 83.772.952 68S.340.47 I 5.073.558.679

r64 Kota Mctro 5.518.540.266 2.297.029.832 1.322.337.360 235.977.600 I 50.423.604 83.772.952 689.340.4i r 4.788.881.819

165 Ployinti Dl(l J.k.rt. 113.231.234.101 I 1.825.247.633 30.666.562.7S6 29.773.800 22.1 90.530 689.332.307 1 r3.233.107.126

166 Provinli Jrwt Brrrt 250.085.580.61 S 85.842.98 1.586 83.507.r 38.41 7 5.1 39.1 20.1 25 73.8 I 0.932.674 1.070.333.1S7 24S.370.505.999

167 Xrb. B.ndung 284.580.482.065 4.797.020.800 6.1 16.790.6t0 377.147.282 2t1.827.521.312 1 64.830.693 689.340.47 I 283.972.65 1.1 68

168 Kab Bakasi 38.660.382.787 r 1.823.107.120 19.926.663.340 377.147.282 5.704.786.098 82.419.635 689.340.47 I 38.603.463.946

169 Kab. Bogor 1 t9.926.544.429 4.797.020.800 6.1 16.790.6t0 12.826.864.673 94.802.377.951 122.025.433 689.340.47 1 1 1S.354.41S.938

r70 Kab Crams t8.799.750.962 4.7S7.020.800 6.r 16.790.6r0 405.125.3t 1 5.704.786.098 443.592.637 689.340.47 1 18.1 56.655.927

171 Krb Cranlur t9.067.64E.678 4.797.020.800 6.1 16.790.6r0 799.093.347 5.704.786.098 382.633.212 689.340.47 1 1 8.489.664.538

172 Kab. Cirabon 18.769.293.946 4.797.020.800 6.t 1 6.790.610 558.339.979 5.S55.929.298 90.892.032 689.340.47 1 18.208.313.1S0

113 (ab. Garut 155.859.892.782 4.797.020.800 6.r r 6.790.6r0 792.805.827 I 42.79 1.561.690 108.913.022 689.340.47 1 155.256.432.420

174 Kab. lndramayu 42.523.728.537 I 9.1 64.733.627 16.331.075.989 377.147.282 5.724.179.498 185.041.1 14 689.340.471 42.472.117.981

175 K.b. Karrw.ng 50. r 75.1 66.259 r 2.943.558.743 30.31 2.606.9 I 0 377.147.282 5.704.786.098 84.242.229 689.340.471 50.r I 1.681.733

176 Kab. Kunrngan 18.470.3r3.635 4.7S7.020.800 6.1 16.790.610 377 .147.282 5.704.786.098 152.221.025 689.340.471 r 7.837.306.286
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177 Kab. Maialcngka 20.236.928.177 6.688.902.23 I 6.516.618.270 377.147 .282 5.789.544.r98 I 18.938.998 689.340.47 1 20.180.491.450

178 (ab. Pangandaran t8.674.r56.357 4.797.020.800 6.1 16.790.610 377.147.283 5.704.786.098 374.420.514 689.340.47 1 I 8.059.505.776

179 Kab. Purwakerta 33.905.474.847 4.797.020.800 6.r 16.790.610 543.308.796 20.950.979.879 248.023.757 689.340.47 1 33.345.464.313

180 Krb. Subanq 89.069.233.438 I 1.599.855.647 55.272.269.604 377.147.282 20.968.824.362 1 04.744.1 80 689.340.47 r 89.012.18r.546

18r Kab. Sulabumr 104.759.801.761 4.7S7.020.800 5.1 16.790.610 759.714.571 I t.574.00 t.474 240.254.487 689.340.471 104.177.122.413

182 (ah. Sumcdano 33.702.957.946 4.797.020.800 6.r 16.790.6t0 377.269.393 20.953.303.34 I 145.211.874 689.340.47 I 33.078.S36.489

r83 Kab. Tasrkmalaya r 8.566.396.253 4.797.020.800 6.1 16.790.610 47 1.624.569 5.704.786.098 1 84.033.1 24 689.340.47 I 1 7.963.595.672

184 l(ab. Brndung Barat 33.964.466.637 4.797.020.800 6.r 16.790.6t0 377.569.t 17 21.231.871.725 r43.869.455 689.340.47 1 33.356.462.1 78

185 (ota Bandung r 8.420.293.456 4.797.020.800 6.I16.790.610 377.147.282 5.7 47.077.258 82.4 1 9.635 689.340.47 1 I 7.809.7S6.096

186 Nota Brlesi I 8.380.644.078 4.797.020.800 6.1 16.790.6r0 377.147 .282 5.704.786.098 82.419.635 689.340.47 1 r 7.767.504.896

187 Kola Bogor r 8.435.24i.959 4.797.020.800 6.1 16.790.610 377.147.282 5.761.8t7.898 82.4 r 9.635 689.340.47 1 r 7.824.536.696

188 Kota Ctrrbon r 8.409. r 59.956 4.797.020.800 6.1 16.790.610 377.147 .282 5.735.943.798 82.4 r 9.635 689.340.47 r 1 7.798.662.596

189 Kota ocpok r8.383.r 16.456 4.797.020.800 6.1 t6.790.610 377.147.282 5.709.900.298 82.4 r 9.635 689.340.47 I 1 7.772.6 I S.096

190 Kola Sukabumr r 8.380.644.0i8 4.797.020.800 6.1 t6.790.610 377.147.282 5.704.786.098 82.4 r 9.635 689.340.47 1 1 7.767.504.8S6

191 Kot. Crm.hi 1 8.380.644.078 4.797.020.800 6.r 16.790.6r0 377.147.282 5.704.786.098 82.419.635 689.340.47 r 1 7.767.504.896

192 Kola Tasrkmalaya I 8.380.728.528 4.7S7.020.800 6.1 16.790.610 377.147.282 5.704.786.098 82.504.085 689.340.47 1 r i.767.58S.346

193 Kotr Brnjrr 20.1 93.29S.2 1 0 4.797.020.E00 6.r r6.790.6r0 2.018.111.625 5.70E.477.E98 245.583.094 689.340.47 1 r 9.635.930.498

134 Plovinsi B.ntcn 2,99 r.898.085 2.433.346.423 1 60.748.752 298.394.2r9 2.892.48S.3S4

195 (ab. Lcbel 1.803.586.281 937.297. l 69 67.195.21 5 1 05.963.233 689.340.47 l r.799.7S6.088

196 Kab Pandcqlanq 6.927.840.948 5.478.140.087 I 80.5 14.752 576.055.445 689.340.47 l 6.924.050.755

197 Kab. Serano 1.91 t.251.553 670.63 1.205 436.924.600 85.501.540 689.340.47 I t.882.457.816

198 Kab. Tanoer:nq 1.555.268.860 690.840.638 61.038.715 85.255.29S 689.340.47 1 1.526.475.1 23
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r99 Kota Crhgon 1.807.050.527 670.691.205 332.96S.8r5 85.255.2S9 689.340.471 1.778.256.7S0

200 Kota Tenqrran0 1.535.1 19.427 6i0.69 r.205 6r.038.71 5 85.255.299 689.340.47 1 1.506.325.690

201 Kota Serang 1.91 1.894.379 670.691.205 437.8 t 3.667 85.255.299 689.340.47 1 1.883. I 00.642

202 Kota Trn0cnng Srlatan 1.670.333.527 670.69 1.205 196.252.815 85.255.299 689.340.47 r 1.641.53S.790

203 Provinsi Jrwr Trngrh 1 5.566.41 3.00 I 1.6t5.889.000 7.1 38.885.600 50.1 s8.938 r 96.509.06S 5.07r.609.846 I 4.073.1 52.453

204 Kab Banlarnrgara 1.671.838.752 95.052.1 00 419.934.900 515.187 33.787.651 339.004.5 t 0 689.340.47 I 1.577.634.8 1 I
205 Kab Banyumas 1.849.932.709 95.052.r00 419.934.900 14.704.279 78.339.1 63 465.762.088 689.340.47 1 r.763.1 33.00 1

206 Krb. Eatang 1.970.547.779 95.052.100 4 r 9.934.900 514.487 33.787.65 1 584.846.908 689.340.47 I 1.823.416.517

207 Kab. Blora 3 1.86 r.824.099 4.296.874.742 22.445.404.335 514.487 33.787.65r 4.390.754.041 689.340.47 r 3 1.860.675.727

208 Kab. Eoyolalr 1.761.963. I 95 95.052.100 4r9.934.900 514.487 53.181.629 395.226.331 689.340.47 r 1.653.249.918

209 Kab. Brcbcs 2.r99.236.947 95.052.100 41S.934.S00 514.487 1 26.056.565 7 I 0.S79.982 689.340.47 r 2.04 1.878.505

210 l(ab Crlacap 1.695.436.36i s5.052.100 419.934.S00 32.236.751 60.124.45r 305.431.2 t7 689.340.47 1 1.602.1 1S.S30

211 Krb. Dlmak 1.638.082.154 95.052.1 00 4 19.934.900 514.487 49.525.751 293.598.199 689.340.47 1 1.547.965.908

212 Nab. Grobog.n 2.468.643.905 95.052. r 00 4t9.934.900 5 14.487 84.310.t51 992.tS6.466 689.340.47 r 2.281.348.575

213 (eb. Jepara 1.708.498.535 s5.052.1 00 419.934.900 1 1.1 I 2.887 33.787.651 357.057.63 1 689.340.471 1.606.285.640

214 Kab. Karanganyar 1.798.785.205 95.052.1 00 419.934.900 5 14.487 206.843.552 301.1 12.616 689.340.47 r 1.112.198.126

215 (ab. Kcbumrn 1.714.099.288 95.052.1 00 4r9.934.900 28.326.594 33.787.651 358.783.965 689.340.47 r 1.625.225.68r

216 Xab. Kcndal 2.0s3.104.639 95.052.1 00 4 I 9.934.900 514.487 49.1 57.374 652.14 1.634 689.340.47 I 1.906.1 40.966

217 Kab. Klatcn t.653.340.465 95.052.100 4 1 9.934.900 1.046.967 7 L102.551 287.876.252 689.340.47 r 1.564.353.24 I

218 Kab. Kudus r.756.735.912 95.052.100 419.934.900 5 14.487 172.008.951 288.551.806 689.340.471 1.665.402.7 I 5

219 Kab. Magchng r.790.1 95.035 95.052.100 419.934.900 514.487 196.828.940 299.297.506 689.340.47 I 1.700.968.404

220 Kab. Pali 2.063.56S.392 95.052.100 419.934.900 514.487 33.787.651 669.266.231 689.340.47 I 1.907.895.840
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221 Kab, Pckalongan 1.704.392.763 95.052.r00 4 r 9.S34.S00 514.487 33.787.65 1 379.1 05.503 689.340.47 I 1.6r7.735.1 12

222 Kab. Pamalang 2.346.470.006 95.052.1 00 419.934.900 514.487 45.596.662 922.511.126 689.340.47 I 2.172.949.746

223 Kab. PurbaInq0a 1.650.013.319 95.052.1 00 419.934.900 514.487 48.196.680 308.471.765 689.340.47 1 1.561.510.403

224 Kab Purworqo 1.670.402.t52 s5.052.1 00 419.934.900 514.487 33.787.65 I 343.430.690 689.340.47 1 r.582.060.299

225 (ab. Ranbano 2.543.823.415 95.052.1 00 4r9.934.900 514.487 33.787.65 I 1.219.206.727 689.340.47 1 2.457.836.336

226 Kab. Semaranq 2.032.5M.758 s5.052.1 00 419.934.900 514-487 296.82 r.537 4 I 1.906.022 689.340.471 r.913.569.517

227 Kab Sraocn 1.7 1 6.604.604 95.052.1 00 419.934.900 514.487 58.700.253 360.373.879 689.340.47 r 1.623.9 1 6.090

228 Kab. Sukoharlo r.615.467.847 95.052.1 00 4r9.934.900 5 14.487 33.787.651 287.850.924 689.340.47 1 1.526.480.533

229 Kab. Tcgal 2.051.681.638 s5.052.1 00 4t9.934.900 514.487 60.408.246 590.699.485 689.340.47 r 1.855.949.689

230 K.b. Tcmanggung 1.716.121.461 95.052. r 00 4r9.934.900 514.487 99.062.890 326.229.540 689.340.47 1 t.630. I 34.388

231 Kab. Wonogrr 1.797.597.094 95.052.100 4 I 9.934.900 142.034.879 44.242.331 3 1 7.0i9.589 689.340.47 I 1.707.684.270

232 Kab. Wonosobo r.677.493.685 95.052. r 00 4 I 9.934.S00 514.487 33.787.651 348.360.389 689.340.47 r 1.586.989.998

233 Kota Maqclano 1.615.469.1 72 95.052.100 4 I 9.934.900 514.487 33.787.651 287.850.924 689.340.47 1 r.526.480.533

234 Kota Prkalonoan 1.6 1 5.467.757 s5.052.100 4 I 9.934.900 514.487 33.787.651 287.850.924 689.340.47 1 1.526.480.533

235 Kote Selatr0a r.666.222.196 95.052.r00 4 r 9.934.900 5 t 4.487 84.542.090 287.850.S24 689.340.47 1 1.577 .234.972

236 Kota SHnarano 5.944.496.70 I 95.052.100 4 I 9.934.900 514.487 4.1 60.072.75 I 373.255. r 49 689.340.47 r 5.738. I 69.858

237 Kot. Sunke(, 2.r98.E36.665 95.052.100 4 1 9.934.900 514.4E7 603.013.65r 287.850.924 689.340.47 r 2.095.706.533

238 Kot. T!g.l 6.819.660.457 95.052.r00 419.934.900 514.487 5.237.980.35 1 287.850.924 689.340.47 I 6.730.673.233

239 Provinsi Dl Yogyrhnr 646.743.230 24.504.06S 592.843.300 I 2.599.399 629.946.768

240 Kab Bantul 1.305. I 49.144 592.843.300 6.348.064 689.340.47 1 r.288.53 1 .835

241 Kab. Gununq krdul L350.869.963 635.23 1.800 25.149.321 689.340.47 I 1.349.721.592

242 Kab Kulon Proqo 1.403.1 24.519 98.023.25 r 592.843.300 6.2SS.766 689.340.47 1 1.386.506.788
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243 Kab. Slcman 1.320.244.366 622.1 29.S00 6.299.174 689.340.47 I 1.3 I 7.769.545

244 Kota Yoovakarta 1.307.644.630 600.550.300 6.299.174 689.340.47 1 1.296.189.945

245 1.333.1 S 1.1 95.61 0 1.1 43.504.84t.962 163.222.298.748 I 7.755.56S.283 799.211.107 5.442.689.087 r.330.724.670.1 87

246 Kab. Bangkalan 78.634.130.04S 61.587.463.806 14.357.905.411 952.460.946 604.00r.673 289.438.1 58 689.340.47 1 78.480.6 I 0.465

247 Kab. Banyuwangr I 18.049.205.712 53.785.363.532 5.978.0S2.816 50.524.1 36.778 705.217.464 3.034.550.9 r4 689.340.471 I 14.716.701.975

248 Kab. B[lar 66.180.932.956 53.785.363.532 5.978.092.816 954.359.700 604.001.673 710.780.326 689.340.47 1 62.72 r.938.5 1 I
249 Kab. Bo;oncgoro 2.240.462.709.65 r 2.226.89 1.439.349 7.613.512.072 952.460.946 3.349.221.773 809.295.9 r 6 689.340.47 I 2.240.305.270.527

250 Kab. Bondowoso 66.473.602.876 53.785.363.532 5.978.092.816 952.460,946 901.712.788 721.780.834 689.340.47 I 63.028.751.387

251 Kab. Grcsrk 93.430.445.792 73.1 40.658.295 17.575.011 .716 952.460.946 604.001.673 3t8.741.080 689.340.47 1 93.280.220.241

252 Keb. Jcmbcr 67.133.754.771 53.785.363.532 5.978.092.816 1.408.602.557 537.584.973 r.263.026.929 68S.340.47 I 63.662.0 I 1.278

253 (ab. Jombang 65.339.800.552 53.785.363.532 5.978.092.816 952.460.946 6 1.293.0i3 399.152.912 689.340.47 1 6 1.865.703.750

254 (ab. (cdrn 65.442.774.428 53.785.363.532 5.978.092.816 952.460.946 61.293.073 524.954.064 689.340.47 1 6 1.s9 1.504.S02

255 (rb. Lamongan 65.99r.481.483 53.785.363.532 5.978.092.8 I 6 952.460.946 333.741.473 798.604.155 689.340.4i 1 62.537.603.393

256 Kab. Luma;ang 65.957.780.1 5S 53.785.363.532 5.978.092.8 r 6 1.614.003.548 61.293.073 51 1.325.892 68S.340.471 62.639.419.332

257 (ab Madrun 66.088.414.733 53.785.363.532 5.978.092.8 r 6 952.460.946 88.097.734 1.045.475.7 t8 689.340.47 1 62.538.831.217

258 Kab. Magctan 65.41 7.374.1 84 53.785.363.532 5.978.092.8 I 6 952.460.946 270.863.449 290.465.905 689.340.47 r 61.s66.587.1 t9

25S Xah. Mrl.ng 65.7 r 4.1 41.924 53.785.363.532 5.978.092.8 I 6 1.359.513.732 76.532.434 500.573.392 689.340.47 r 62.389.4 r 6.377

260 Kab. Motokerlo 65.848.032.4 1 0 53.785.363.532 5.978.092.8 1 6 952.460.946 628.039.523 356.6 I 3.394 689.340.47 r 62.389.9 1 0.682

261 l(eb. No.ntuk 65.700.8 I 7.348 53.785.363.532 5.978.092.8 I 6 952.460.946 74.044.973 73 r.889.825 68S.340.47 1 62.2r r.192.563

262 Kab. Ngaw 65.892.2 r 8.296 53.785.363.532 5.978.092.8 I 6 952.460.946 86.448.7 1 3 857.624.487 689.340.47 1 62.349.330.965

263 Krb. Prcrlrn 65.292.892.678 53.785.363.532 5.978.092.816 r.037.878.445 6 r.293.073 283.479.979 689.340.47 I 6 1.835.448.3 1 6

284 Kab. Pamlasan 65.22r.400.969 53.785.363.532 5.978.092.816 952.460.946 61.293.073 292.9S4.007 689.340.47 r 6 1.759.544.845
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265 Kab. Pasuruan 65.31 1.596.371 53.785.363.532 5.978.092.816 952.460.946 97.430.974 353.0 1 3.1 20 689.340.47 r 6 r.855.70 1.859

266 Kab. Ponorogo 65.675.734.1 65 53.785.363.532 5.978.092.816 952.460.946 1 14.050.832 691.115.277 689.340.47 1 62.210.423.874

267 Keb. ProboIng0o 65.402.458.276 53.785.363.532 5.978.092.816 952.460.946 61.293.073 466.4r0.758 689.340.47 1 6 L932.961.596

268 Kab Sampang 65.204.230.780 53.785.363.532 5.978.092.816 952.460.946 61.293.073 281.398.124 689.340.47 1 61.747.948.962

269 (ab Srdoe4o 79.r01.915.500 61.752.931.922 15.225.706.677 952.460.946 61.293.073 280.543.860 689.340.47 1 78.962.276.949

270 Kab. Srtubondo 65.274.581.629 53.785.363.532 5.978.092.816 952.460.946 62.146.500 336.807.434 689.340.47 1 61.804.21 1.69S

271 Kab Sumcncp 77.470.073.357 61.928.403.888 13.387.033.838 952.460.946 6r.293.073 310.520.909 689.340.47 r 77.329.053.1 25

272 Kab. Tranoorlck 65.623.576.222 53.785.363.532 5.978.092.8 r 6 1.369.468.999 61.293.073 405.369.805 689.340.471 62.288.928.696

273 Kab. Tuban 81.900.1 17.070 70.39 1.285.600 8.605.1 2 1.832 952.460.946 61.293.073 t.01s.2s1.840 689.340.47 1 81.718.753.762

274 K.b. Tulun0a0un0 65.582.06i.367 53.785.363.532 5.978.092.8 r 6 t.361.743.1 1 6 61.293.073 353.739.745 689.340.47 I 62.229.512.753

2t5 Kota Elrtar 65.328.820.845 53.785.363.532 5.978.092.816 952.460.946 1 54.092.773 280.543.860 689.340.47 r 6 1.839.894.398

276 Kola Kedtrr 65.1 88.029. r 28 53.785.363.532 5.978.0S2.816 952.460.946 42.921.573 280.543.860 689.340.47 I 61.728.723.198

277 Kotr Madrun 65.1 88.1 6 1.236 53.785.363.532 5.978.0S2.816 952.460.946 42.921.573 280.543.860 689.340.47 1 61.728.723.198

278 l(ota Malang 65.r88.029.r32 53.785.363.532 5.978.0S2.8 I 6 952.460.946 42.521.573 280.543.860 689.340.47 1 61.728.723.198

279 Kol. Motokrrto 65.188.029.r28 53.785.363.532 5.978.092.8 r 6 952.460.946 42.521.573 280.543.860 689.340.47 l 61.728.723.198

280 Kola Pasuruan 65.188.029.r28 53.785.363.532 5.978.092.8 I 6 952.460.946 42.921.573 280.543.860 68S.340.47 r 6 r.728.723.1 98

281 Kol. ProboIn0oo 65.1 88.029.1 28 53.785.363.532 5.978.092.E r 6 952.460.946 42.921.573 280.543.860 6E9.340.47 1 6 1.728.723. I 98

282 Kola Surabaya 65.1 S r.275.753 53.785.363.532 5.978.092.8 r 6 952.460.946 42.921.573 283.7S0.485 689.340.4i 1 6 1.73 I .969.823

283 Kot. B.tu 65.225.789.858 53.785.363.532 5.978.092.8 1 6 952.460.946 77.361.720 283.987.440 68S.340.47 I 6 1.766.606.925

284 Plovinri X.limrntrn Brrrl 8 r.03 r.466.759 23.630.898.045 285.868.800 54.434.340.886 78.35 1.1 07.73 I

285 Kab. Bcngkayang 5.S05.832.132 4.183.951.706 31.763.200 988.830.858 689.340.47 r 5.893.886.235

286 Kab. lrndrk 7 .713.178.702 5.1 86.464.1 I 1 1.836.225.669 689.340.47 1 7.7 I 2.030.33 I
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287 Kab Kapuas Hulu 1 0.805.483.398 7.095.257.111 2.715.717.875 689.340.47 I 10.500.315.461

288 Kab. Kelapano 40.873.1 15.2t 1 31.991.682.808 8.1 90.943.56 1 689.340.47 1 40.87 1.966.840

285 Kab. Mempawah 7.1 57.705.805 5.219.278.703 1.247.938.260 689.340.47 1 7.1 56.557.434

290 Kab. Sambas 4.628.1 34.766 2.912.194.205 636.732.252 689.340.47 1 4.238.266.968

291 K.b. Sang0au 47.672.550.216 45.442.670.686 1.539.3S0.688 689.340.47 1 47.671.401.845

292 Kab. Srntang 8.462.398.443 4.550.434.072 3.221.475.529 689.340.47 1 8.461.250.072

293 Kota Ponranak 5.029.t18.428 2.874.7l|.581 1.075.801.1 62 689.340.47 1 4.639.853.2 1 4

294 Kola Srngk!wan0 4.908.64 1.004 2.9t t.937.618 917.497.701 689.340.47 I 4.5 1 8.775.790

295 Kab. Kayong Lrtara 5.919.881.089 4.3r5.904.805 I r 1.214.843 689.340.47 r 5.916.460.1 19

296 Kab. Kubu Raya 7.007.759.7M 3.1 14.440.837 2.530.05 1.1 33 689.340.47 1 6.333.832.441

297 Kab. Srkadau 6.301.400.t 23 4.688.7 r 6.327 9r4.575.019 689.340.47 1 6.292.63r.817

298 Keb. Mrl.w 6.246.1 07.820 3.453.955.099 1.650.448.265 689.340.47r 5.793.743.835

299 Provinsi Krlimrntrn Tugrh 57S.439.775.298 28.977.850 16S.980.800 r 67.r 97.982.693 385.300.9S1.344 552.697.932.687

300 (ab. Banlo Sllatan 72.538.858.741 4.457.150 26.142.600 66.501.080.093 4.5 r 3.233.350 689.340.471 71.734.254.2M

30r Kab. Earto Utara 186.47 t.888.9r 2 57.954.600 339.857.650 r68.686.631.905 16.6r7.568.036 689.340.471 1 86.39 1.352.662

302 Kab. Kapuas 2 I 2.540.82 1.51 I 4.457.150 26.142.600 199.006.489.41 1 12.813.242.516 689.340.47r 21 2.539.673.r48

303 K.b. Kotrwa(ngrn Baral 43.498.988. I 80 4.457.750 26.142.600 35.560.847.620 7.21 7.051.368 689.340.471 43.4S7.83S.809

304 Kab. Kotawarngrn Trmur 50.895.41 1.138 4.457.750 26.142.600 42.012.874.267 6.750.375.1 40 689.340.47 I 49.483.1 90.228

305 Kota Palanokareya 32.682.433.634 4.457.750 26.142.600 24.048.356.09S 4.210.414.411 689.340.47 I 28.378.711.331

306 l(.b B.flto Trmur 72.100.508.440 4.457.t50 26.142.600 66.028.583.574 4.589.668.610 689.340.47 r 7 1.338.1 93.005

307 Krb. Murung Raya 133.294.S06.959 4.457.750 26.142.600 109.2S3.349.743 21.497.022.959 689.340.47 r 131.5r0.3r3.523

308 (ab. Pulang Prsau 35.372.523.228 4.457.750 26.142.600 24.044.982.882 6.952.494.954 689.340.47 1 31.717 .418.857

SK No 020142C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-547 -

I.APOBA]T REATISASI AiIGGARAITI TRATTSTER DAilA BAGI lIASIT SUMBER DAYA ATAM

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Bupiah)

LAMPIRAN 3.C

il0. Dmrrh Pr0u
SUMBTB OAYA AI.AM

Minyrl Bumi Gr3 Bumi P.rtrmhnlrn Umom Prnrr Bumi H.ril Krhut n.tr Hrsil P.lihn.n Totrl

I 2 3 4 5 6 7 8 I 10

309 Kab. Gununo Mas 56.74 1.1 90.142 4.457.750 26.142.600 35.8S5.349.289 18.123.524.371 689.340.47 1 54.738.8 I 4.48 I

3r0 Kab. Lamandau 58.536.840.217 4.457.750 26.142.600 46.216.9t5.589 9.737.244.005 689.340.47 1 56.674.100.415

311 Kab. Sukamara 34.459.058.556 4.457.750 26.142.600 24.316.962.954 5.724.843.914 689.340.47 I 30.761.747.689

312 Krb. Krtrngrn 69.489.525.697 4.457.750 26.142.600 52.356.275.937 r6.1 1 r.690.169 689.340.47 r 69. r 87.906.927

313 Kab Saruyan 63.649.259.630 4.457.750 26.142.600 35.388.977.31 1 27.539.193.127 689.340.47 I 63.648.1 1 r.259

314 Provinsi l(rlimrntrn Srhtrn 1.054.171.254.41 1 4.298.90 1.750 945.634.689.805 5.887.703.725 955.82 1.295.28 0

3r5 Kah Banlar 315.613.503.237 7 r 6.483.900 313.967.360.506 149.571.t62 689.340.47 1 3r 5.522.756.039

316 Kab. Banto Kuala I 74.323.394.345 7 r 6.483.900 r56.398.408.133 126.375.749 689.340.47 1 1 57.930.608.253

317 Kab. Hulu Sunqar Sclatan 30r.108.300.589 7 r 6.483.900 299.490.086.087 1 2 1.642.933 689.340.47 r 30 1.0 r 7.553.39 1

318 Kab Hulu Sunoar Tcngah 210.384.038.326 7 I 6.483.900 208.766.09 1.892 121.374.865 689.340.47 r 210.293.291.128

3r9 Kab. Hulu Sunorr Utara 174.302.736.249 7 r 6.483.900 r 56.445.680.3 I 6 58.445.470 689.340.47 1 1 57.909.S50.1 57

320 (ab. Kotabaru 289.108.026.412 7 r 6.483.900 287 .401.517 .074 208.382.852 689.340.47 1 289.015.724.297

321 Kab. Tabalong 434.983.1 25.1 50 r 0.367.092.766 423.149.878.204 775.666.338 689.340.47 r 434.98 1.977.7 79

322 Kab. Tanah Lrut 672.202.083.087 7 r 6.483.900 670.457.744.903 247.766.615 689.340.47 1 672.1 1 r.335.889

323 Kab. Taprn 452.788.45 r.636 716.483.900 451.221.312.180 70.567.887 689.340.47 1 452.697.704.438

324 Kola Ban;arbaru 174.382.072.022 7 l 6.483.900 I 56.44 1.345.963 122.108.756 689.340.47 r r 57.969.279.090

325 Kota Banlarmasrn I 74.350.862.8 r 7 716.483.900 I 56.398.408. r 33 153.844.221 689.340.47 1 r 57.S58.076.7 25

326 Kab. Balanqan 776.856.825.1 62 2.677.046.409 773.350.364.2 1 3 1 38.925.698 689.340.47 1 776.855.676.79 1

327 Kab. Tanah Bumbu 779.062.974.4 I 1 716.483.900 776.900.300.S38 666.r01.904 689.340.47 1 778.972.227.213

328 Provinri l(rlirnrntrn Timur 3.359.8 1 5.S95.707 365,500.867.1 0 I s50.t 66.993.344 1.523.20 6.3 3 S.3S0 3 1 S.3 1 5.41 6.04r 3.1 04.1 89.6 I 5,87 6

329 Kab Bcnu 1.284.1 62.466.024 59321.81 r.958 I 34.027.098.254 1.035.846.368.239 28.576.338.523 689.340.47 r r .258.460.957.445

330 Kab. Kutai Karlancg.ra 2.846.056.444.937 397.09 1.68 r.782 832.46r.60 r.036 1.599.7 76.8 30.287 1 5.023.589. I 35 689.340.47 1 2.845.043.042.7 I I
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331 Kab. Kutar Bartl 1.1 26.4 I 8.985.927 59.321.81 1.958 r 34.027.098.254 885.347.033.1 00 1 S.68 1.3 14.985 689.340.471 1.0s9.066.5S8.768

332 Kab. Kular Trmur 2.082.903.274.9 1 6 79.086.786.985 198.27s.898.195 r.775.907.8 1 9.689 25.333.530.849 689.340.47 I 2.079.293.376.1 89

333 Kab. Mahakam Ulu 7r2.995.r51.041 5S.321.81 t.958 134.027.098.254 479.776.571.797 r 3.378.01 9.499 689.340.47 r 687.192.841.979

334 Kab. Paser 1.046.148.893. I 87 59.321.81 t.958 134.027.098.254 817.221.t31.403 8.899.520.529 689.340.47 r 1.020.1 58.902.615

335 Kota BaIkpapan 607.414.279.663 5S.321.81 r.958 134.027.098.254 337.305.S08.2S5 6.894.259.464 689.340.47 1 538.238.4 1 8.442

336 Kota Bontano 674.537.983.001 84.648.263.832 202.253.338.225 337.517.S45.089 5.956.029.845 689.340.47 I 63r.064.917.466

337 Kota Samannda 869.870.869.1 50 8 1.336.86 r.377 200.382.0r9.993 580. I 0 1.449.021 0.902.026.802 689.340.47 1 869.41 1.697.664

338 Kab Pcnatam Pascr Utara 798.123.394.8r5 88.945.487.612 222.302.976.023 476.792.982.t90 9.1 04.796.079 689.340.47 1 797.835.562.975

339 Provinsi lblimrnttn Ulrn 341.960.445.748 1 3.68S.145.250 1.724.395.200 128.854.594.701 1 78.956.0 t 4.t 32 323.224.149.283

340 K.b Bulungan 147.734.644.877 23.127.920.490 2.694.348.076 106.743.100.051 I 3.709.473.31 8 689.340.47 1 r 46.9M.182.406

34r Kah. Maftnau 221.235.504.097 6.844.572.900 862.1 97.600 r84.760.329.983 17.1 r0.269.936 689.340.47 1 210.266.710.890

342 Kah. Nunukan 159.666.423.826 1 6.270.499.35 1 r.368.739.900 1 30.030.390.244 10.879.415.475 689.340.47 1 159.238.385.441

343 Krb Tana Trdung 145.644.658.421 6.844.572.900 862.1 S7.600 I 26.326.762.0 1 0 9.6M.178.739 689.340.47 1 144.387.051.720

344 Kota Tarakan 1 06.247.662.1 79 26.634.r22.383 2.254.648.025 63.705.926.903 7.844.r09.989 689.340.47 1 101.128.141 .771

345 43.066.82 1.550 41.077.1 84.054 t.069.1 54.1 61 42.146.338.21 5

346 Kab. Bolaang Monqondow 13.044.r34.966 r 2.339.573.743 r 4.072.38 1 689.340.47 r 1 3.042.986.595

347 Keb. Mrnrhrsr 6.916.093.825 5.743.327.838 33S.015.794 I 1.769.537 68S.340.47 1 6.783.453.640

348 Kab. Sanqrhe 7.370.371.774 6.536.6r0.516 I 1.769.537 689.340.47 1 7.237 .720.524

349 Kota B[ung 64.584.368.986 63.882.1 10.607 1 1.769.537 689.340.47 1 64.583.220.6 I 5

350 Kota Manado 6.629.t32.523 5.746.855.634 48.526.597 1 r.769.537 689.340.47 r 6.496.492.239

35r Krb Kepuhuan Talaud 6.609.t74.447 5.775.407.304 I 1.769.537 689.340.47 1 6.476.517.312

352 l(.b Mrnah.sa Selatan 9.049.746.r 82 8.306.090.239 47.525.948 5.Mr.153 589.340.471 9.048.597.8 1 l

SK No 020140 C

ProYitrsi Sul.waai Utara



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-549-
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[[0. Drrrrh Prgu
SUMBER DAYA AI.AM

Minyrl Bumi Grr Eumi Partrmbrnorn Umum Prnrs Bumi H.3il l(.hut n.n llrsil Prrilrnrn Torll

I 2 3 I 5 6 7 t I r0

353 Kab. Mrnahasa Tcn0qara 6.708.548.496 5.971.239.934 45.877.324 942.396 689.340.47 1 6.707.400.1 25

354 Kab. Kepulauan Srau Tagulandang Braro 6.577.078.03 r 5.743.327.838 I 1.769.537 689.340.47 1 6.444.437.846

355 Kote Kotamobagu 6.914.837.074 6.221.028.495 3.3 1 9.73i 689.340.471 6.9r 3.688.703

356 Kab Bolarng MongondowTrmur 6.440.575.792 5.746.41 0.575 3.676.375 689.340.47 1 6.439.427.421

357 Kab. Bolaang Mongondow Srlatan 18.737.416.681 1 7.945.536.1 57 r01.39r.682 689.340.47 1 1 8.736.268.3 1 0

358 Kota Tomohon 6.892.426.342 5.7 43.327.838 315.348.31 1 I 1.769.537 689.340.4i 1 6.759.786.1 57

359 Kab Mrnahasa Utara 1 7.209.049.239 I 6.442.603.730 64.1 87.1 30 I 1.769.537 689.340.47'l r 7.207.900.868

360 Kab. Bolaano Monoondow Ulara 7.r65.701.154 6.426.682.878 48.529.434 689.340.47 1 7.1 64.552.783

361 Plovinsi Gorontrlo 4.524.046.436 453.807.734 t.857.589.8 1 I 2.31 1.3S7.552

362 K.b. Boalcmo 820.968.505 3.789.826 123.742.348 689.340.471 816.872.M5

363 Kab. Gorontalo 1.247.194.337 363.759.001 1 92.935.990 689.340.47 1 1.246.035.462

364 Kota Gorontalo 806.41 1.673 459.931 1 1 1.64t.050 689.340.47 1 801.441.452

365 Keb. Pohuwato r.649.413.5r 8 570.89 1.261 388.033.415 689.340.47 1 1.648.265. I 47

366 Kab. Goronlalo Ulara 84S.285.1 S7 98.176.0r 1 20.501.332 689.340.47 1 808.017.814

367 K.b Bonr Bolango r.657.023.666 958.375.59 r 3.53r.413 689.340.47 r 1.651 .247 .475

368 1 02.893.0 t 8.450 6.58 1.1 53.1 50 53.577.250.0t8 28.827.845.863 9.1 37.744.938 98.r 23.993.969

369 Krb. 8il00] I 36.frt3.604. r 99 21.759.E08.337 r07.154.499.001 5.65i.844.055 r.370.963.964 689.340.47 1 1 36.632.455.828

370 Kab. Banooat laut 16.002.410.338 1.096.858.950 8.929.541.837 4.441.812.974 141.438.34 r 689.340.47 1 I 5.298.S92.573

371 (eb Banqqar Kcoulaurn 1 5.955.496.1 61 1.096.858.950 8.929.541.837 4.429.904.427 106.3r2.559 68S.340.47 1 1 5.251.958.244

372 Kab. Buol 1 7.1 65.699.760 r.096.858.950 8.929.541.837 6.t2S.351.276 66.201.771 68S.340.47 r 1 6.9 1 1.294.305

373 Keb. Tolfioh 17.893.381.1 14 1.096.858.950 8.929.541.837 6.541.81 1.549 342.511.201 689.340.47 1 I 7.600.064.008

374 Kab 0onggala 1 7.427.888.68 r 1.096.858.950 8.929.54 1.837 6.417.393. r 0 r 64.992.384 689.340.47 r 1 7.1 S8. 1 26.743

SK No 020139 C
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Tahun Anggaran 20tS
(Dalam Bupiahl
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il0, Drrrrh Prgu
SUMBER OAYA AtAM

Minytt Bumi Gr3 Bumi PartrmDanmn Umum Prnrr Bumi Jhril Krhutrnrn Hrsil Prril.Irn Tolll
1 2 3 4 5 6 7 t I t0

375 Kab Morowah 70.839.772.197 r.096.858.950 8.929.541.837 59.390.5 r 8.952 398.496.154 689.340.471 70.504.756.364

376 (ab. Morowa[ ljtara 36.996.724.666 1.096.858.950 8.929.541.837 25.450.265.57S 605.828.635 689.340.47 I 36.771.835.472

377 Kah Poso r8.324.r03.559 1.096.858.950 8.929.541.837 6.059.876.453 1.316.564.768 689.340.47 r I 8.092. I 82.479

378 Kota Palu 16.397.4 t 5.395 1.096.858.950 8.929.54r.837 4.776.545.497 145.490.614 689.340.47 1 1 5.637.777.369

379 Kab Pailgr Moutono t9.169.846.444 r.096.858.950 8.929.54t.837 7.967.232.038 259.91 1.t55 689.340.47 1 1 8.942.884.45 I

380 Kah. Srgi I 6.202.830.976 1.096.858.950 8.929.54 1.837 4.603.773.9S9 1 87.237.559 689.340.47 1 1 5.506.752.8 1 6

381 K.b. Tolo Une Una 22.251.542.534 1.096.8s8.950 8.929.54 1.837 6.386.3 r 6.800 4.924.595.282 689.340.47 l 22.026.653.340

382 6 r.t 86.493.7 1 3 L420.590 I 7.3 I 6.834.t 50 38.360,899.247 2.272.606.638 57.95 L760.625

383 (ah. Bantarng 5.747.849.290 1 23.530 1.505.81 2.000 3.258.653.040 23.S76.889 689.340.47 1 5.477.905.930

384 Kab. Banu 6.355.503.582 1 23.530 1.505.8r 2.000 4.r30.03r.368 23.022.01 6 689.340.47 r 6.354.329.385

385 (ah. Bonc 6.529.649.724 1 23.530 1.505.81 2.000 4.284.672.496 46.031.808 689.340.47 1 6.525.980.30s

386 Kab. Bulukumba 5.01 1.853.332 r 23.530 1.50s.81 2.000 2.523.89 r.3 r 0 23.027.266 689.340.47 r 4.7 42.194.57 7

387 (rb. Enrckrng 5.869.770.547 I 23.530 1.505.81 2.000 3.376.099.553 28.278.437 689.340.47 1 5.599.653.99 1

388 l(ah. Gowa 5.889.842.685 I 23.530 1.505.8 I 2.000 3.258.653.040 r 60.605.299 689.340.47 1 5.6 1 4.534.340

389 Kab. JcnGponlo 5.747. r 69.404 1 23.530 1.505.81 2.000 3.258.653.040 23.5 I 3.344 689.340.47 I 5.477.442.385

3S0 Kab. luwu 7.1 84.604.7 I 3 r 23.530 1.505.8 r 2.000 4.962.749.64 I 24.216.308 689.340.47 1 7.1 82.24 1.950

391 Krh Luwu t tara 6.8r9.780.991 1 23.530 1.505.8 r 2.000 4.248.645.474 24.925.487 689.340.47 1 6.468.846.962

392 Xab. Maros 5.767.233.244 I 23.530 t.505.812.000 3.267.476.063 34.8 1 6.86S 689.340.47 1 5.497.568.S33

393 Kab. Panqkalene KcEulauan 6.50 r.928.226 I 23.530 r.505.812.000 4.279.1 32.998 I 7.665.203 689.340.47 1 6.492.074.202

394 Keh. Prnran0 5.749.863.094 r 23.530 r.505.8 r 2.000 3.258.653.040 26.398.44 1 689.340.47 r 5.480.327.482

395 (ab. Kcpulaurn Sahyar 5.8t3.715.291 I 23.530 t.505.812.000 3.325.730.339 23.027.266 689.340.47 1 5.544.033.606

396 (ab. Sidcnrcnq Raooanq 6.r r 7.583.783 r 23.530 r.505.812.000 3.635.046.82S r7.t 18.599 689.340.47 I 5.847 .441.429
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Tahun Anggaran 2019
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LAMPIRAN 3.C

[ll0. 0rurh Prgu
SUiiIIER DAYA ATAM

Minyrt Bumi G.s lumi Partambrngrn Umum Prnri lulti Hrril K.hutarrn Hrsil P.ril.nrn Tolll

t 2 3 4 5 6 7 I I t0

397 Kab. Srn;ar 6.385.018.406 123.530 r.505.81 2.000 4.1 57.268.565 2S.495.436 689.340.47 I 6.382.040.002

398 Kab. Soppcng 6.372.r37.006 123.530 1.505.81 2.000 4.124.750.111 50.603.909 689.340.471 6.370.630.02 r

399 Kab. T.kalar 5.746.625.47S 123.530 r.505.8r2.000 3.258.663.624 23.027.266 689.340.471 5.476.966.8S I

400 (rb. Tanr Toraia 6.429.913.722 123.530 1.505.8r2.000 4.197.910.413 3 1.602.1 07 689.340.471 6.424.788.521

40r (ab. Waro 38.S07.420.236 4.742.540 34.633.668.850 3.284.990.434 25.018.1 1 1 689.340.47 r 38.637.760.806

402 Nota Parctrarc 5.746.6 14. I 94 123.530 1.505.812.000 3.258.653.040 23.027.266 689.340.47 1 5.476.956.307

403 Kab Toraja Utara 6.385.r04.615 r 23.530 r.505.812.000 4.163.033.r41 24.212.456 689.340.47 1 6.382.521.598

404 Kota Makassar 5.875.842.960 I 23.530 1.505.812.000 3.258.653.040 r 53.463.1 3 r 689.340.47 r 5.607.392.172

405 Kota Palopo 5.755.778.267 I 23.530 1.505.812.000 3.267.815.770 23.027.266 689.340.471 5.486.1 r9.037

406 Kab. luwu Tmur 105.352.110.172 I 23.530 1.505.812.000 102.8St.542.204 236.385.61 6 689.340.47 r 1 05.323.203.82 I

407 Provinri Suhwrsi Brrrt 509.1 63.069 72.152.305 360.821.246 432.973.551

408 (ab. Majcnc 7r r.357.092 2.757.788 r4.957.025 689.340.47 1 707.055.284

409 Kab. Mamulu 872.186.484 162.465.292 16.712.513 689.340.47 r 868.5r8.276

410 Kab. Mamutu Tcngah 78 1.288.669 20.225.945 53.155.806 689.340.47 1 762.722.222

4t1 Kab. Polewah Mrndar 748.943.48 1 37.293.057 16.277.776 689.340.47 1 7 42.911.304

412 Kab. Mamasa 737.569.773 20.294.914 20.620.203 689.340.47 r 730.255.588

4t3 Krb. P.sangkayu 762.744.880 45.600.598 26.842.329 689.340.47 r 761.583.398

414 Plovinsi Suhwcsi Trnggrlr 1 1s.s10.397.545 97.269.587.6S0 6.830.S37.076 I 04.1 00.524.766

415 Kah Bulon 20.268.057.332 19.51 1.269.267 59.808.81 4 689.340.47 r 20.260.418.552

416 (ab. Konawc 22.624.688.765 21.117.189.433 r 96.397.386 689.340.47 1 22.602.927.250

417 Kab Konrwe Kcpulaurn r 9.552.958.788 r8.805.656.820 55.236.050 689.340.47 1 19.550.233.341

418 (ah (olaka I 54.552.706.697 151.752.846.831 2.1 02.449.85 r 689.340.47 1 r s4.544.637. r 53

SK No 020137 C
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il0. Drrrrh Prgu
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Miny.k lumi Grr Bumi Partambrnlan Umum P.n.s Brfli Hr3il l(ahutrnar Hrsil P.rik.nrn Tot.l
1 2 3 I 5 6 7 I I t0

419 Kab. Kolaka Trmur 14.662.769.244 r r.832.S5 r.035 180.903.067 689.340.47 1 1 2.703.194.573

420 Kab. Muna r4.679.983.323 1 1.986.215.593 37.522.553 689.340.47 1 12.713.079.057

421 Kota Krnd.fl t8.859.578.458 18.r 10.492.051 58.5S7.565 689.340.47 1 1 8.858.430.087

422 Kota Bru.b.u 18.945.127.210 l 8. r 90.592.95 1 62.570.630 689.340.47 1 1 8.942.504.052

423 (.b. Kon.wc Srlatan 56.958.7t0.035 56.206.61 1.575 60.612.641 689.340.47 1 56.S56.564.687

424 Kab. Bombana 50.634.633.493 49.878.673.534 65.471.117 689.340.47r 50.633.485.r22

425 Kab Konawc Utara 86.578.819.793 85.7 I 3.566.339 17 4.764.612 689.340.47 r 86.577 .671.422

426 Kab. Buton Utara 19.014.89r.871 1 8. r 37.676.076 1 86.726.953 689.340.47 I 19.013.743.500

427 Kab. Wakatobr 14.530.669.706 1 1.828.645.482 51.718.782 689.340.47 I 1 2.569.704.735

428 (ab Kolaka Ut.ra 23.1 28.070.545 22.368.019.460 55.479.963 689.340.471 23.1 1 2.839.8S4

429 Kab. Muna Barrt 14.530.990.344 11.825.547 .462 51.r 12.897 689.340.47 1 r 2.570.000.830

430 (ab. Buton Tengah 14.578.724.935 r 1.887.135.800 41.259.r50 689.340.47 1 12.617.735.421

431 Xab. Bulon Srlrlan 18.972.142.790 18.21 t.830.915 69.823.033 689.340.47 I r 8.970.994.4 1 I
432 Provinsi Brli

433 Kab. Badung 690.488.842 68S.340.47 I 689.340.47 I

434 Kah. Bansli 6S0.488.842 689.340.47 r 689.340.47 r

435 K.h. Bulelrn0 6S0.488.842 689.340.47 1 689.340.47 I

436 Kab. Granyar 690.488.842 689.340.47 I 68S.340.47 1

437 Krb Jembranr 690.488.842 689.340.47 1 689.340.47 I

438 (ab. Karangasan 690.488.842 689.340.47 1 689.340.47 r

439 Kab Klungkung 690.488.842 689.340.47 r 689.340.47 1

440 Kab Tabanan 690.488.842 689.340.47 1 589.340.47 I

SK No 020136 C
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TAPllBA]T BEAI.ISASI A]TGGARAITI TRAiISTEB DAiIA BAGl HAS!I. SUMBER DAYA AtAM

Trhun Anggaran 2019
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ilo. Drcr.h P.!u
SUMIEI DAYA ATAM

Minyrl Bumi Brs Bumi Pcnrmban!an Umum P.nrr Buni ll.3il l{ahut.n.n Hrsil Prritrn.n Tot.l
t 2 3 4 5 6 7 E I 10

441 Kota 0enpas.r 6S0.488.842 689.340.47 1 689.340.47 1

442 Provinsi J{usr T.ngr.r. B.l.l 61.1 03.327.599 59.77S.36S.300 698.26 1.1 00 60.477.630.400

443 Kab. Brma 20.605.036.078 1S.883.183.548 22.517.128 68S.340.471 20.595.041.t47

444 Krb. Dompu 20.663.895.288 19.81 t.569.t06 12?..862.053 689.340.4i 1 20.623.77 1.630

445 (.b. lombok B.rat I 3.82 t.977.708 13.200.925.944 1 2.369.600 590.155.800 1 3.803.45 1 .344

446 Kab. tombok Tcngah 13.670.986.403 13.060.992.000 590.155.800 13.651.'t47.800

441 Kab [ombok Trmur I 3.720.739.999 t3.l t6.l t9.770 590.155.800 13.706.2?5.570

448 Kab. Sumbawa r 5. r 38.494.865 14.4 1 2.309.066 67.086.000 590.155.800 1 s.069.550.866

449 Kota Mataram 1 3.679.976.092 r3.060.992.000 r0.250.400 590.155.800 1 3.661.398.200

450 Kab. Iombol Utara r 3.6i9.959.2 1 7 l 3.060.992.000 10.250.400 590.155.800 1 3.661.398.200

45r Kota Bima 20.1 S3.537.685 19.460.001.494 25.634.703 689.340.47 r 20. r 74.976.668

452 Kab. Sumbawa Barat 120.908.r 10.106 120.220.813.426 590. r 55.800 I 20.8 I 0.96S.226

453 Provinsi ilusr Trnggrrr Tirrr 1.902.7 I 2.357 1.41 6.263.8 r 7 45E.988.958 26.550.402 r.90 1.803. I 77

454 Kah. Alor 841.813.445 28.146.517 1 t6.140.349 7 .037.737 689.340.47 r 840.665.074

455 Kab. Bclu 2.002.531.252 r.265.839.534 43.7 1 3.1 34 2.489.742 689.340.47 I 2.001.382.881

456 (ab. Ende 929.944.754 4S.875.799 1 68.376.396 21.120.449 689.340.47 I 928.713.1 15

457 Xrh. Flores Trmur Eu.282.470 1 1.E42.668 r 08.684.002 I 84.632 689.340.47 I 8 I 0.05 1.773

458 Kab. Kupanq 1.715.627.270 1.038.6 r 2.832 43.713.134 2.812.462 689.340.47 1 1.77 4.478.899

459 Kab Lemb.la t.t30.584.r97 I 1.842.668 425.636.39 r 2.533.970 689.340.47 I LI 29.353.500

460 Kab. Malaka 752. I I 6.453 15.361.255 43.7 1 3.1 34 2.466.211 689.340.47 r 750.88 1.07 1

46r Xab Manggarar 1.550.348.423 1 35.E06.772 721.518.839 2.533.970 689.340.47 r 1.549.200.052

462 Kab. Ngrda 921.966.223 1 62. r 39.694 66.720.953 2.533.S70 689.340.47 r 920.735.088

SK No 020135 C
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1 2 3 4 5 0 7 I I 10

463 Kab. Srkka 775.734.110 1 1.842.668 43.713.134 29.607.t40 689.340.47 1 774.503.413

4M Kab- Sumba Barat 773.1 15.398 s6.291.305 43.713.r34 2.533.S70 68S.340.47 I 771.878.880

465 Kab. Sumba Trmur 1.457.56 1.028 720.732.378 43.713.134 2.533.970 689.340.471 r.456.319.953

466 Kab. Tmor Tcngah Sclatrn 2.585.742.487 1.848.904.692 43.713.134 2.635.819 689.340.47 r 2.584.594.1 l6
467 Kab. Trmor Tcngah Utara r.769.650.1 93 1.032.914.247 43.713.134 2.533.970 689.340.471 1.768.50 L822

468 Kola Kupang 748.660.940 I 1.842.668 43.7r3.134 2.533.970 689.340.471 747.430.243

469 Kab. Rotc Ndao 762.463.1 78 25.727.232 43.713.134 2.533.970 689.340.47 r 761.3 1 4.807

470 l(.b. Nrgrkro 808.274.837 71.538.891 43.713.134 2.533.970 689.340.47 r 807.t26.466

471 Kab. Sumba Tcngah 784.642.821 47.815.192 43.713.134 2.533.970 689.340.47 r 783.402.767

472 K.b. Sumba Barat Daya 789.505.699 52.669.685 43.713.134 2.533.970 689.340.47 r 788.257.260

473 Kab. Manooarar Trmur 820.087.574 83.351.628 43.713.134 2.533.970 689.340.47 r I 1 8.93S.203

474 Kab Sabu Barlua 990.665.422 253.929.476 43.7 1 3.1 34 2.533.970 689.340.47 1 989.5 r 7.05 1

475 Kab. Manggarar Barat 748.846.5r8 12.110.572 43.713.134 2.533.970 089.340.47 I 747.698.147

476 Provinsi Mrlulu 54.6r0.220.628 93.069.900 2.209.341.866 49.868.27 1.022 52.1 70.682.788

477 Xah Kcpulauan Tanrmbar 3.698. I 97.560 18.614.200 404.916.104 2.283.738.634 689.340.47 r 3.396.609.409

478 Kab Maluku Tcngah 3.483.93 1.7 1 8 18.6r4.200 406.090.5 r I 2.110.212.617 689.340.47 1 3.224.257.807

479 l(.b. Mrluku Tengg.ra 1.735.505.260 18.614.200 404.916.104 4 r 8.560.205 689.340.47 1 1.53 1 .430.980

480 Kab. Buru 3.46 1.622.825 18.614.200 404.916.104 2.288.789.153 689.340.47 1 3.40 1 .659.928

48r (ota Ambon 2.332.433.337 r8.6r4.200 404.91 6.1 04 1.014.527.018 689.340.47 1 2.127.397.793

482 Kab. Seram Eaoran Barat 4.942.768.35 I 18.6r4.200 63 1.859.448 3.3 I 6.253.903 689.340.47 1 4.656.068.022

483 Xab. Scram Bagran Trmur 3.078. l 54.256 1 96.22S.3 I 0 405.956.894 1.393.040.640 689.340.47 1 2.684.567.3 1 5

484 Keb Maluku Barat Daya 8.272.025.743 1 8.61 4.200 6.403.9 I 9.783 1.014.528.274 689.340.47 1 8.126.402.728
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-55s-
IAPOBAII BEATISASI AiIGGARAI'I TBA]'ISTER DA]'IA BAGI HASIT SUMBER DAYA ATAM

Tahun Anggarrn 20t9
(Dalam Bupiah)

LAMPIRAN 3.C

[!lo. Drurh Prgu
SUIIIBER OAYA ATAM

Miny.l Bumi Grr lumi Partrmbanrtn Umum Prr.s Brmi Hmil l(rhutrnrn Hrsil Prrihnrn Totrl

I 2 3 4 5 6 7 I I t0

485 (ab. Buru Srlatan 5.1 18.093.457 r 8.614.200 470.652.357 2.718.960.81 2 689.340.47 1 3.897.567.840

486 Kab. Kcpulauan Aru 2.40 t.8 I 7.560 1 8.614.200 404.916.104 r.049.641.213 689.340.47 1 2.162.51 r.988

487 (ota Tu.l 2.331.472.072 r 8.6r4.200 404.916.104 1.0 t4.527.0 1 I 689.340.47 r 2.127.397.793

488 Provin:i Mrlulu Utur st.842.S18.278 53.252.372.304 30.883.S95.660 84. t 36.3 67.S64

489 (ab. Halmahcra Tcngah 57.61 7.56 1.097 55.221.785.334 1.705.286.921 689.340.47 1 51.616.412.726

490 Kab. Halmahera Barat I 7.267.0 I 6.1 55 1 5.942.406.830 591.055.249 689.340.47 r 17.222.802.550

491 Kota Ternat! 12.912.087.216 r0.448.608.495 60.467.1 1 6 689.340.47 1 I t.1s8.416.082

492 Krb. Helmrhrr. Timur 51.537.455.989 47.684.254.249 3.103.41 1.381 689.340.47 1 5 L477.046.1 0 l
4S3 Kota Trdora Kcpulauan I 3.203.753.1 98 t0.470.531.t80 32t.678.947 689.340.47 1 I 1.487.550.598

494 (ab Kcpulauan Sula 26.868.433.44 r 24.526.699.800 1.469.329.81 1 689.340.47 r 26.685.370.082

495 Kab. Pulau Morotar t9.809.840.701 r 6.875.025.685 2.1 93.853.435 689.340.47 1 r 9.758.2 1 9.59 I

496 Kab Pulau TaIabu 4 1.6 I 9.753.975 40.354.873.024 574.392. I 09 689.340.47 I 4 r.6 t 8.605.604

497 (rh Halmrhera Scl.t.n 70.027.575.445 65.59 1.927.280 257.505.884 3.305.859.525 689.340.47 t 69.844.633.r60

498 Kab. Halmahora Ulara 25.581.S24.941 24.488.666.138 338.635.447 689.340.47 I 25.5 I 6.642.056

499 Provinsi Prpur 535.r 95.003.378 379.551.368.827 I 1 7.479.967.61 1 437.03 1.336.438

500 (ab. Yahmo 31.172.137 .401 26.728.983.002 1.026.707.440 689.340.47 I 28.445.030.S 1 3

501 Krb. lrnny Jryr 31.172.137.401 26.728.583.002 1.026.707.440 6E9.340.47 l 28.445.030.913

502 Kab. Brak Numlor 3 1.147.853.938 26.728.983.002 999.895.059 693.017.760 28.421.855.821

503 (ab. Jayapura 38.534.597.687 36.087.107.008 1.754.472.919 693.017.760 38.534.597.687

504 Kab. Jayawqaya 37.360.9r9.524 35.639.481.843 1.028.41S.921 693.017.760 37.360.9 1 S.524

505 Kab. Mrraukc 40.539.350.21 I 26.728.983.002 10.391.391.339 693.0 r 7.760 37.813.392.r0t

506 Xab. Mrmrke r.004.677.366.502 9S8.378.923.978 5.605.424.764 6S3.017.760 1.004.677.366.502

SK No 020133 C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Auditedl

PRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-556-
IAPORAIT HEATISASI A]'IGGARA]T TBAilSTER DAiIA BAG! HASIT SUMBEB DAYA ATAM

Tahun Anggaran 201 I
(Drlam Bupiah)

LAMPIRAN 3.C

il0. Dralrh Prgu
SUUBEI DIYA AI.AM

Minyrl Bumi G.r Brmi Partrmb.ngtn Umrm Prnu Buni Hrril l(chutrnrn Hrsil Pcrilrnrn Tolrl
I 2 3 4 5 6 I 8 I t0

507 Kab Nabire 48.359. I 97.490 39.005.898.056 8.662.8 r 0.592 689.340.47 1 48.358.04S.1 19

508 Kab. Panrar 4r.013.t t3.417 39.295.9r 7.r35 1.026.707 .440 689.340.47 I 41.01r.965.046

509 Kab. Puncak Jaya 37.713.256.0r4 35.995.1 13.506 r.027.653.666 689.340.47 1 37.712.107 .643

510 l(rh. Krpuhu.n Yepln 31.172.157.t81 26.728.983.002 t.026.7 1 6.1 89 689.340.47 I 28.445.039.662

511 Kot. J.yapura 3 l.l 82.547.850 26.728.983.002 r.034.588.97 1 693.0 1 7.760 28.456.589.733

512 Kab. Sarmr 46.067.353.561 40.426.918.286 4.949.946.433 689.340.471 46.066.205.1 90

513 l(ab. Keuom 48.375.067.144 38.975.848.473 8.708.729.829 68S.340.47 t 48.373.918.773

514 Kab. Yahukrmo 3 r.538.627.323 27.095.347.808 1.026.727.123 689.340.47 r 28.81 t.4 r 5.402

5r5 Kab. Pr!ununqan Bintan0 38.882.28 1.023 37.1 65.084.74 r 1.026.707.440 689.340.47 r 38.88 r.1 32.652

516 Kab. Tohkara 38.267.607.068 36.550.4 t 0.786 r.026.707.440 689.340.471 38.266.458.697

517 Keb. Bovrn Dr0orl 35.303.807.747 26.777.383.529 5.1 09.97 I .02 I 689.340.47 I 32.576.695.02 r

518 Kab. Mappr 3 1.486.55 1.5S0 26.728.983.002 1.34t.121.629 689.340.47 1 28.759.445.102

519 Kab. Asmrt 3 1.656.468.007 26.728.983.002 l.5l 1.038.046 689.340.47 1 28.929.36 1.5 1 I
520 K.b. Waropcn 32.007.246.200 27.855.005.830 735.751.7t0 689.340.47 1 29.280.098.0 r 1

521 Kab. Mambcramo Raya 33.094.34 r.45 r 28.S I 5.426.703 762.3r9.2r0 689.340.47 r 30.367.086.384

522 K.b. Mamblramo Tlngah 31.172.137 .401 26.728.983.002 1.026.707 .440 689.340.47 1 28.445.030.9 1 3

523 Kab Nduga 31.172.278.291 26.728.S83.002 r.026.E48.330 689.340.47 1 28.445.1 7 1 .803

524 Kab. Dogryar 3 1. r 72. r 37.40 r 26.728.S83.002 1.026.70i.440 689.340.47 1 28.445.030.9 r 3

525 Kab. lntan J.ya 37.175.321.740 35.458.1 25.458 L026.707.440 689.340.47 r 37.174.173.369

526 Kab. Punc.k 31.172.137.401 26.728.983.002 1.026.707.440 689.340.47 r 28.445.030.9 1 3

527 Krb. Deryar 31.172.137.401 26.i28.983.002 1.026.707.440 689.340.47 1 28.445.030.9 r 3

528 Kab. Supiori 3r.194.968.640 26.750.423.467 1.028.097.83 r 68S.340.47 r 28.467.86 r.769
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Tahun Anggarrn 2019
(Dalam Bupiahl

LAMPIRAN 3.C

l[0. Drrrrh Prgu
SUMIEF DAYA AtAM

Minyrl Bumi Grr Bumi Partrmbrniln Umum Prnri lultt H.3il K.hut n.n Hrsil Puihnrn Tot.l

I 2 3 4 5 6 7 c I t0

525 Provinei Prpur Brrrl 5.306.592.084.522 447.744.246.922 4.622.375.708.065 3.78S.262.601 94.306.04r.343 5. r 08.21 5.258.93 I

530 Kab. Sorong 117.342.644.313 30.205.424.586 8 1.361.584.64 l 499.889.1 28 3.721.356.888 689.340.471 1 16.477.595.714

531 Keb. Manokwari 60.307.926.336 3.694.61 9.2 1 7 39.662.681.609 2.023.826.745 2.032.1 14.880 689.340.471 48.102.582.922

532 Kab. Manokwili Srlalrn 60.282.888.644 3.694.61 9.2 1 7 39.662.681.609 I40.040.325 4.069.r 30.930 689.340.471 48.255.812.552

533 Kah. Fak lak 64.31 3.728.256 3.694.619.21 7 39.662.681.609 1.402.383.840 5.198.716.729 689.340.471 50.647.741.866

534 Kota Sorong 58.490.369.675 3.694.61 9.2 1 7 39.662.681.609 248.672.937 1.965.321.572 689.340.471 46.260.635.806

535 Kab Pegunungan Arlak 58.335.537.436 3.694.61 9.2 1 7 39.662.681.598 r40.040.325 1.931.217.433 689.340.47 1 46. I r 7.899.044

536 Kab. Sorono Sllatan 59.706.771.1 14 3.694.6 t 9.21 7 39.662.68r.609 223.905.985 3.r 51.964.049 689.340.471 47 .422.511.331

537 Kab. Rata AmDal 92.827.S63.1 S3 6.376.i56.329 75.352.138.281 7.885.243.065 2.008.104.760 689.340.471 s2.31 1.582.906

538 Kab. Trluk Bintunr 948.759.452.509 40.207.4t9.631 898.216.208.510 1.213.943.730 5.907.224.738 689.340.471 946.234.137.080

539 Kah. Teluk Wondama 64.440.1 60.8t9 3.694.61 9.2 I 7 39.662.681.609 1.075.889.665 6.702.312.778 689.340.471 51.824.843.740

540 Kab. Tambrauw 58.418.S01.41 1 3.6S4.6t9.217 39.662.681.609 221.137 .273 1.907.418.579 689.340.471 46.1 8 1.1 97.149

541 Kab Maybrat 62.047.860.397 3.694.61 9.2 1 7 39.662.681.609 225.641.821 5.820.708.504 689.340.471 50.0s2.99 1.622

542 Kab. Kamana 69.824.803.0r9 3.694.61 9.2 I 7 39.662.681.60S 2.300.987.288 9.878.410.747 689.340.47 1 56.226.039.332

JUMTAH 63.77 1.975.786.654 r 5.2 1 9.3 r 5.833.056 r 6.739.397.376.74r 25.884.279.1 34.43 t 1.372.588.054.1 73 2. l 1 9.085.885.757 350,202.062.61 2 6 1.684.868.346.770
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TAPORAN REAIISAS! AITIGGARAN TRAITSFEB DATUA BAGI HASIT CUKAI

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Bupiah)

LAMPIRAN 3.D

Itlo. Daerah Pagu Realisasi

I 2 3 4

1 Provinsi lllanggroe Acch Darussalam 8.066.363.231 7.883.283.S47

2 Kab. Aceh Barat 366.652.362 358.330.589

3 Kab. Aceh Besar 81 9.1 07.293 790.361.278

4 Kab. Aceh Selatan 364.571.919 358.330.589

5 Kab. Aceh Singkil 358.1 39.933 1 79.1 02.433

6 Kab. Aceh Tengah 723.601 .401 707.242.357

7 Kab. Aceh Tenggara 358.204.866 268.686.r 1 6

I Kab. Aceh Timur 460.1 36.536 449.410.895

I Kab. Aceh Utara 545.698.496 536.782.589

r0 Kab. Bireuen 363.224.1 0t 36r.043.589

il Kab. Pidie 906.84r.062 88S.272.903

12 Kab. Simeulue 358.330.589 358.330.589

l3 Kota Banda Aceh 364.571 .9 r I 358.330.589

14 Kota Sabanq 364.57r.9r 9 358.330.589

15 Kota Langsa 366.6s2.362 358.330.589

16 Kota Lhokseumawe 364.571.919 358.330.589

17 Kab. Naoan Rava 362.235.886 358.075.000

l8 Kab. Aceh Jaya 366.652.362 268.81 1.839

t9 Kab. Pidie Jaya 1.085.249.366 1 .068.5 r 4.1 1 I
20 Kab. Aceh Barat Daya 362.491.475 358.330.589

21 Kab. Gayo Lues 7.06r.599.756 6.919.784.512

22 Kab. Aceh Tamiang 366.652.362 3s8.330.589

23 Kab. Bener Meriah r.713.408.645 1.655.287.732

24 Kota Subulussalam 366.652.362 358.330.589

25 ProYinsi Sumatera Utara 5.81 0.1 86.420 5.606.284.523

26 Kab. Asahan 183.743.429 175.247.522

27 Kab. Dairi 462.777.198 422.627.067

28 Kab. Deli Serdang 654.866.026 577.611.991

2S Kab. Karo 653.678.091 64r.0s6.330

30 Kab. Labuhanbatu 177.321.119 87.674.142

31 Kab. Langkat 1 83.693.049 175.197.142

32 Kab. Mandailing Natal 187.4r r.384 1 76.1 94.875

33 Kab. Nias 18 r.619.452 175.247.522

34 Kab. Simalungun 675.371.049 666.875.142

35 Kab. Tapanuli Selatan r 81.619.452 175.247.522

36 Kab. Tapanuli Tengah 183.743.429 175.247.522

37 Kab. Tapanuli Utara 1.230.080.858 1.220.174.244

38 Kab. Toba Samosir 18r.6r 9.452 175.247.522

39 Kota Binjai 179.495.476 87.724.522

40 Kota Medan 362.419.555 351.942.1 67

41 Kota Pematang Siantar 4.333.791.613 4.263.758.638

42 Kota Sibolga r 83.693.049 175.197.142

43 Kota Taniuno Balai 1 83.693.049 175.197.1+2

SK No 047803 A
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tAPOBAtt| REATISASI ATTIGGABAN TRAIUSFEB DAIIA BAGI HASIT CUKAI

Tahun Anggaran 2019

{Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.0

[Uo. Daerah Pagu Realisasi

1 2 3 4

44 Kab. Batu Bara 183.743.429 175.247.522

45 Kab. Labuhanbatu Utara r 8r.6r 9.452 175.247.522

46 Kab. Labuhanbatu Selatan 181.619.452 175.247.522

47 Kab. Padang Lawas Utara r 8r.6r 9.452 175.247.522

48 Kab. Padang Lawas 258.454.425 249.958.522

49 Kab. Nias Utara 181.61 9.452 175.247.522

50 Kab. Nias Barat 177.221.174 87.574.191

51 Kota Tebing Tinggi 1 83.693.049 175.197.142

52 Kota Padang Sidempuan r 8r.469.r 27 175.097.197

53 Kab. Pakpak Bharat 202.284.689 1 St.1 24.1 69

54 Kab. Nias Selatan r 83.693.049 175.197.142

55 Kab. Humbang Hasundutan 483.1 26.897 463.929.661

56 Kab. Serdang Bedagai 1 83.743.429 175.247.522

57 Kab. Samosir 181 .61 9.452 175.247.522

58 Kota Gunungsrtoh r 81 .569.072 175.197.142

59 Provinsi Sumatera Barat 3.91 3.261 .585 3.783.834.004

60 Kab. Limapuluh Kota 2.632.771.720 2.s47.885.996

61 Kab. Agam 1.042.727.470 r .01 5.548.41 8

62 Kab. Kepulauan Mentawai 217.291.095 21 0. r 00.65 1

63 Kab. Padang Pariaman 217.403.056 210.212.612

64 Kab. Pasaman 228.182.507 21 0.536.465

65 Kab. PesisL Selatan 215.605.445 210.212.612

66 Kab. Siiuniung 217.403.056 210.212.612

67 Kab. Solok 664.224.1 68 646.607.702

68 Kab. Tanah 0atar 1.087.524.590 r.056.024.908

69 Kota Bukit Tinggi 217.291.095 21 0.1 00.65r

70 Kota Padang Paniang 21 3.807.833 210.212.611

71 Kota Padang 21 7.403.056 210.212.612

72 Kota Payakumbuh 229.143.303 210.589.252

73 Kota Sawahlunto 636.923.390 61 9.1 I 1.592

74 Kota Solok 217.403.055 210.212.611

75 Kota Pariaman 2r 7.403.055 210.212.611

76 Kab. Pasaman Barat 212.010.223 210.212.612

77 Kab. Dharmasraya 21 7.403.056 210.212.612

78 Kab. Solok Selatan 213.807.834 210.212.612

79 Provinsi Biau

80 Kab. Bengkalis

8r Kab. lndragiri Hilir

82 Kab. lndragiri Hulu

83 Kab. Kampar

84 Kab. Kuantan Singingi

85 Kab. Pelalawan

86 Kab. Rokan Hilir

SK No 047802 A
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TAPOBAIII REATISASI AIIIGGARAIII TRAITISFER DAITIA BAG! HASIT CUKAI

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Bupiah)

LAMPIRAN 3.0

lllo. Daerah Pagu Realisasi

1 2 3 4

87 Kab. Rokan Hulu

88 Kab. Siak

89 Kota Dumai

90 Kota Pekanbaru

91 Kab. Kepulauan Meranti

g2 Provinsi Kepulauan Riau 1.7S6.70r.760 1.742.514.436

93 Kab. Bintan 294.717.624 290.202.000

94 Kab. Natuna 299.449.487 290.418.240

95 Kab. Karimun 295.449.487 290.418.240

96 Kota Batam 2.395.022.162 2.322.772.280

97 Kab. Kepulauan Anambas 299.449.487 290.418.240
g8 Kota Taniung Pinang 29S.449.487 290.418.240

99 Kah. Lingga 259.449.487 290.418.240

100 Provinsi Jambi 2.686.967.807 2.627.333.491

101 Kab. Batan0 hail 270.562.670 262.611.425

102 Kab. Bungo 266.527.320 262.55 r .697

103 Kab. Kerinci 2.343.168.240 2.255.599.396

104 Kab. Merangin 719.917.278 712.192.850

105 Kab. Muaro Jambi 268.696.284 262.732.850

r06 Kab. Sarolangun 268.696.284 262.732.850

r07 Kab. Taniung Jabung Barat 270.684.095 262.732.850

108 Kab. Tanjung Jabung Timur 264.477.811 262.490.000

109 Kab. Tebo 270.684.095 262.732.850

110 Kota Jambi 270.684.095 282.732.850

ll1 Kota Sungai Penuh r.074.689.61 1 1 .060.5 r 3.594

112 Provinsi Sumatera Selatan 2.672.507.303 653.677.8 1 3

113 Kab. Iahat r 63.r r 0.000

114 Kab. Musi Banyuasin r 63.r r 0.000 40.177.500

115 Kab. Musi Rawas 1 63.1 1 0.000

1r6 Kab. Musi Rawas Utara 1 63.1 1 0.000

117 Kab. Muara Enim r 63. il 0.000 122.332.500

il8 Kab. 0gan Komering llir 1 65.71 2.599 40.816.888

119 Kab. 0gan Komering Ulu 1 63.1 r 0.000

120 Kota Palembang r 64.391.605

121 Kota Pagar Alam r 63.1 r 0.000

122 Kota Lubuk Linggau r 63.r r 0.000

123 Kota Prabumulih r 63.1 r 0.000

124 Kab. Empat Lawang r 68.391.460 122.487.538

125 Kab. Banyuasin r 65.750.730 81 .632.51 I
r26 Kab. 0gan llir 166.954.816 1 63.r 1 0.000

127 Kab. 0KU Timur 376.714.947 r 87.043.766

128 Kab. 0KU Selatan 3.372.264.267 2.451.819.750

129 Kab. Penukal Abab Lematang llir 1 63.1 49.388 81.594.388
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tAPORAtt| BEATISASI AIUGGABATU TBATTISFEB DAiIA BAGI HASIT CUKAI

Tahun Anggaran 2019

{Dalam Bupiah)

LAMPIRAN 3.0

lllo. 0aerah Pagu Realisasi

I 2 3 4

130 Provinsi Bangka Belitung

r31 Kab. Bangka

132 Kab. Belitung

r33 Kota Pangkal Pinang

134 Kab. Bangka Selatan

r35 Kab. Bangka Tengah

136 Kab. Bangka Barat

137 Kab. Belitung Timur

138 Provinsi Bengkulu

139 Kab. Bengkulu Selatan

140 Kab. Bengkulu Utara

141 Kab. Rejang Lebong

142 Kota Bengkulu

143 Kab. Kaur

144 Kab. Seluma

145 Kab. Mukomuko
't46 Kab. Lebong

147 Kab. Bengkulu Tengah

148 Kab. Kepahiang

149 Provinsi Lampung 3.539.401.758 3.424.757.875

150 Kab. Lampung Barat 3. r 05.090.923 3.003.332.5 1 6

151 Kab. Lampung Selatan 269.927.476 260.226.319

152 Kab. Lampung Tengah 238.932.397 287.733.134

r53 Kab. Lampung Utara 309.73 r .750 299.227.734

154 Kab. Lampung Timur 796.364.566 767.342.170

155 Kab. Tanggamus 70r.944.91 I 684.83r.10 r

156 Kab. Tulang Bawang 235.959.572 228.319.324

157 Kab. Way Kanan 264.794.908 1 92.30 1 .824

r58 Kab. Pesawaran 479.586.688 464.801.1 1 1

r59 Kab. Pesisir Barat 249.331.572 241.691.324

r60 Kab. Pdn0sewu 493.600.352 415.442.834

r61 Kab. Mesuji 256.736.572 249.096.324

162 Kab. Tulang Bawang Barat 240.774.051 234.843.324

163 Kota Bandu lampung 283.478.572 215.838.324

164 Kota Metro 210.365.240 262.1 36.504

165 Prouinsi DKI Jakarta

r66 Prouinsi Jawa Barat 117 .613.717.373 r r 4.243.070.1 35

167 Kab. Bandung r 3.952.4S2.710 r 0.200.671 .952

r68 Kab. Bekasi 4.627.763.430 1.149.961.098

r69 Kab. Bogor 4.757.S88.065 4.621.592.253

170 Kab. Ciamis 5.028.994.793 4.887.682.971

171 Kab. Cianjur 5. r 07.553.638 4.96r .378.1 6t

172 Kab. Cirebon 5.498.094.586 4.007. r 28.026
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IAPORAIU REATISASI ATIGGABATIITRAITISIEB DAITIA BAGI HASIT CUKAI

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Bupiah)

LAMPIRAN 3.0

lIo. Daerah Pagu Realisasi

1 2 3 4

173 Kab. Garut 28.282.395.381 27.446.640.955

174 Kab. lndramayu 4.785.468.571 3.487.221.980

175 Kab. Karawano 9r.688.958.r 80 89.666.877.847

176 Kab. Kuningan 6.577.980.828 6.394.370.1 09

177 Kab. Maialengka r 0.482.71 6.003 10.243.202.292

178 Kab. Pangandaran 5.020.709.41r 4.877.480.322

179 Kab. Purwakarta 4.726.413.976 3.466.353.060

180 Kab. Subang 4.878.211.447 3.554.704.791

181 Kab. Sukabumi 4.785.506.560 4.648.430.495

182 Kab. Sumedang 21.247.461.508 20.026.99S.488

183 Kab. Tasikmalaya 4.956.543.624 4.848.826.630

184 Kab. Bandung Barat 5.34S.950.263 5.1 94. I 33.978

185 Kota Bandung 4.641.080.947 3.406.449.349

186 Kota Bekasi 4.639.663.020 4.539.226.1 65

187 Kota Bogor 4.112.209.492 4.577.131.514

188 Kota Cirebon 4.685.1 88.864 3.438.31 I .71 1

189 Kota 0epok 4.538.809.000

190 Kota Sukabumi 4.694.734.940 4.593.074.650

191 Kota Cimahi 4.664.884.9r 9 4.563.926.677

192 Kota Tasikmalaya 4.754.366.1 95 4.652.428.782

193 Kota Baniar 4.743.759.840 1.1 53.435.533

134 Provinsi Banten

195 Kab. Lebak

196 Kab. Pandeglang

197 Kab. Serang

r98 Kab. Tangerang

r99 Kota Cilegon

200 Kota Tangerang

201 Kota Serang

202 Kota Tangerang Selatan

203 Provinsi Jawa Tengah 220.631.984.675 214.208.143.121

204 Kab. Baniarnegara 6.901.1 70.71 4 6.698.380.980

205 Kab. Banyumas 6.605.299.764 6.416.1 10.092

206 Kab. Batang 7.290.1 37.1 80 7.094.938.981

207 Kab. Blora 9.005.099.824 8.725.756.178

208 Kab. Boyolali 18.696.813.715 r 8.r 39.090.481

209 Kab. Brebes 6.921.226.342 6.721.258.148

210 Kab. Cilacap 6.682.999.36r 6.48S.204.656

211 Kab. Demak r 5.928.1 59.979 r s.533.567.364

212 Kab. Grobogan 10.388.364.r2r r 0.089.699.202

213 Kab. Jepara 6.91 8.1 95.235 6.7 r 8.089.282

214 Kab. Karanganyar 12.630.942.331 1 2. r 90.302.303

215 Kab. Kebumen 8.0s7.682.567 7.823.399.886
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tAPORAttI REATISASI AIIIGGARAIU IRAIIISFEB DAITIA BAGI HASIT CUKAI

Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.0

No. Daerah Pagu Bealisasi

1 2 3 4

216 Kab. Kendal 18.194.222.615 1 7.626.1 60.259

217 Kab. Klaten 1 5.684.201.953 15.211.47 4.759

218 Kab. Kudus r 62.887.81 9.453 r 58.209.584.979

219 Kab. Magelang 14.404.434.985 13.921 .988.571

220 Kab. Pati 7.008.169.437 6.807.012.627

221 Kab. Pekalongan 6.565.623.61 7 6.374.7 1 6.089

222 Kab. Pemalang 7.605.r 88.432 7.384.255.570

223 Kab. Purbalingga 7.087.704.791 6.880.785.553

224 Kab. Purworejo 7.540. r 84.379 7.314.288.502

225 Kab. Bembang 23.192.123.467 22.603.368.201

226 Kab. Semarang 9.356.5r 6.424 9.08r.239.049

227 Kab. Sragen 7.612.952.428 7.394.493.245

228 Kab. Sukohario 1.023.224.475 6.80r .221.903

229 Kab. Tegal 7.225.301.901 7 .016.211.111

230 Kab. Temanggung 32.474.928.986 31.502.686.832

231 Kab. Wonogiri 8.2r 6.708.004 7.997.532.602

232 Kab. Wonosobo 14.004.847.398 1 3.595.523.233

233 Kota Magelang 6.583.364.550 6.39 r .525.5 l4
234 Kota Pekalongan 6.S59.395.301 6.739.143.262

235 Kota Salatiga 6.490.085.94r 6.30r.r r 6.905

236 Kota Semarang 8.769.872.680 8.526.919.201

237 Kota Surakarta 7.405.827.660 7.197.657.332

238 Kota Tegal 6.489. r 75.6r 0 6.300.239.092

239 Provinsi Dl Yogyakarta s.37 r.38S.028 5.21 6.294.1 r 6

240 Kab. Eantul 4.1 07.066.1 5 1 3.948.215.188

241 Kab. Gunung Kidul 1.965.998.914 1 .91 5.871 .639

242 Kab. Kulon Progo 2.004.79 r.974 1 .966.01 8.230

243 Kab. Sleman 3.102.278.8s4 3.027.282j01

244 Kota Yogyakarta r.353.r 06.r 60 1 .313.966.778

245 Provinsi Jawa Timur 435.561.1 42.354 481.21 1.806.219

246 Kab. Bangkalan 1 4.1 40.607.894 r 3.723.393.705

247 Kab. Banyuwanqi 1 6.708.891 .485 1 6.223.684.480

248 Kab. Blitar 20.7i9.1 81.645 20.279.795.991

249 Kab. Bojonegoro 40.791.897.635 39.6S0.526.836

250 Kab. Bondowoso 28.348.547.507 27.540.114.158

251 Kab. Gresik 14.61 1.853.074 1 4. I 92.459.070

252 Kab. Jember 5s.030.438.803 53.288.236.632

253 Kab. Jombano 35.478.972.334 34.487.r53.8r0

254 Kab. Kediri 37.272.837.086 36.r 66.639.955

255 Kab. Lamongan 31.285.454.142 30.417.019.724

256 Kab. Lumaiang r 9.298.250.784 1 8.765.467.03 r

257 Kab. Madiun 1 5.075.325.794 14.634.708.466

258 Kab. Magetan r s.084.092.048 14.Mr.542.301
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Tahun Anggaran 2019
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LAMPIRAN 3.0

lllo. Daerah Pagu Bealisasi

1 2 3 4

259 Kab. Malang 67.469.570.294 65.140.121.077

260 Kab. Mojokerto r 5.809.095.872 r s.368.330.409

261 Kab. Nganjuk r 6.232.019.6S3 1 5.739.707.658

262 Kab. Nsawi 20.556.457.433 r 9.9s4.023.679

263 Kab. Pacitan 14.641.872.r 06 14.21 7.098.109

264 Kab. Pamekasan 48.660.728.256 47.231.468.478

265 Kab. Pasuruan 1 83.1 95.060.701 177 .105.461.221

266 Kab. Ponorogo 1 6.233.520.656 15.770.375.264

267 Kab. Probolinggo 56.622.462.749 55.014.235.027

268 Kab. Sampang 19.760.908.050 'r 9. 1 97.251 .059

269 Kab. Sidoa{o r 8.655.294.907 18.223.295.235

270 Kab. Situbondo 29.1 33.955.08 1 28.265.433.928

271 Kab. Sumenep 35.547.252.903 34.495.297.228

272 Kab. Trenggalek 14.407.543.042 r 3.993.879.6r 3

273 Kab. Tuban 21.108.127.841 20.486.304.203

274 Kab. Tulunqagung 19.657.382.880 1 9.096.505.674

275 Kota Blitar 26.228.177.494 25.795.388.690

276 Kota Kediri 61.302.0r 3. r 91 59.465.470.096

277 Kota Madiun 14.354.972.826 r 3.939.983.8 1 3

278 Kota Malang 34.745.537.611 33.933.352.226

279 Kota Mojokeilo 14.524.817.248 14.096.570.877

280 Kota Pasuruan 14.302.816.927 13.889.887.051

281 Kota Probolinggo 14.284.302.914 r 3.86S.423.064

282 Kota Surabaya 21.042.464.236 20.374.839.467

283 Kota Batu 1 3.926.619.101 I 3.5 r 3.094.538

284 Prouinsi Kalimantan Barat 2.306.761.501 567.906.250

285 Kab. Bengkayang 3.031.541.8r 0 r.514.4r 9.500

286 Kab. Landak 1 77.443.8 r 0 87.370.s00

287 Kab. Kapuas Hulu 177.443.810 87.370.500

288 Kab. Ketapang 221.589.694 87.370.500

28S Kab. Mempawah 177.443.810 87.370.500

290 Kab. Sambas 177.443.810 43.685.250

29r Kab. Sanggau 177.443.810 43.685.250

292 Kab. Sintang r 77.443.810 87.370.500

293 Kota Pontianak 177.443.810 87.370.500

294 Kota Sinqkawanq 177.443.810 43.685.250

295 Kab. Kayong Utara 1 77.443.81 0 87.370.500

296 Kab. Kubu Raya 177.443.810 43.685.250

297 Kab. Sekadau 177.443.810 87.370.500

298 Kab. Mdawi 177.443.810 87.370.500

299 Provinsi Kalimantan Tengah 2.088.393.324 2.024.109.923

300 Kab. Barito Selatan 1 74.530.877 1 68.741.448

30r Kab. Barito Utara 1 68.603.il 4 47.114
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Tahun Anggaran 2019
(Dalam Bupiah)

LAMPIRAN 3.0

ilo. Daerah Pagu Bealisasi

1 2 3 4

302 Kab. Kapuas 171 .497 .828 84.325.114

303 Kab. Kotawarinqin Barat 472.386525 449.079.474

304 Kab. Kotawarinqin Timur 174.717.602 I 68.741.448

305 Kota Palangkaraya 174.620.753 1 68,831 .324

306 Kab. Barito Timur 1 68.603.r 1 4 47.114

307 Kab. Murung Raya r 74.332.543 168.603.1 r4

308 Kab. Pulang Pisau 2.277.261.466 2.249.447.389

309 Kab. Gunung Mas 174.530.877 188.741.448

310 Kab. Lamandau 168.603.1 r3 84.325.1 13

311 Kab. Sukamara 174.392.542 1 68.603.r 1 3

312 Kab. Katingan 1 70.050.471 47.114

313 Kab. Seruyan 1 68.603.r r 3 84.325.1 I 3

314 Prouinsi Kalimantan Selatan

315 Kab. Banjar

3r6 Kab. Barito Kuala

317 Kab. Hulu Sungai Selatan

318 Kab. Hulu Sungai Tengah

319 Kab. Hulu Sungai Utara

320 Kab. Kotabaru

321 Kab. Tabalong

322 Kab. Tanah Laut

323 Kab. Tapin

324 Kota Banjarbaru

325 Kota Banjarmasin

326 Kab. Balangan

327 Kab. Tanah Bumbu

328 Provinsi Kalimantan Timur

329 Kab. Berau

330 Kab. Kutai Kartanegara

331 Kab. Kutai Barat

332 Kab. Kutai Timur

333 Kab. Mahakam Ulu

334 Kab. Paser

335 Kota Balikpapan

336 Kota Bontang

337 Kota Samarinda

338 Kab. Penajam Paser Utara

339 Prouinsi Kalimantan Utara

340 Kab. Bulungan

341 Kab. Malinau

342 Kab. Nunukan

343 Kab. Tana Tidung

344 Kota Tarakan
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Tahun Anggaran 2019

(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.0

ilo. Daerah Pagu Realisasi

1 2 3 4

345 Provinsi Sulawesi Utara

346 Kab. Bolaang Mongondow

347 Kab. Minahasa

348 Kab. Sangihe

349 Kota Bitung

350 Kota Manado

351 Kab. Kepulauan Talaud

352 Kab. Minahasa Selatan

353 Kab. Minahasa Tenggara

354 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

355 Kota Kotamubagu

356 Kab. Bolaang Mongondow Timur

357 Kab. Bolaang Monqondow Selatan

358 Kota Tomohon

35S Kab. Minahasa Utara

360 Kab. Bolaang Mongondow Utata

361 Provinsi Gorontalo 2.208.694.000 2.208.6S4.000

362 Kab. Boalemo 441.739.000 220.869.500

363 Kab. Gorontalo 2.944.926.000 2.944.926.000

364 Kota Gorontalo 44r.739.000 441.739.000

365 Kab. Pohuwato 44r.739.000 441.739.000

366 Kab. Gorontalo Utara 44r.739.000 441.739.000

367 Kab. Bone Bolango 44r.739.000 441.739.000

368 Prouinsi Sulawesi Tengah 2.305.434.536 2.235.9S8.945

369 Kab. Banqgai 2.050.800.648 2.031.735.379

370 Kab. Banggai Laut 2r0.216.r 10 203.272.541

371 Kab. Banggai Kepulauan 210.2r6.r r0 203.272.541

372 Kab. Buol 210.216.1 10 203.272.541

373 Kab. Toli-Toli 208.430.082 203.222.406

374 Kab. Donggala 210.2r6.r 10 203.272.541

375 Kab. Morowali 208.480.217 203.272.541

376 Kab. Morowali Utara 210.216.110 203.272.541

377 Kab. Poso 208.480.217 1 52.504.54 1

378 Kota Palu 260.385.243 204.836.758

379 Kab. Parigi Moutong 959.350.495 947.138.541

380 Kab. Sigi 2r 0.r 65.975 203.222.406

38r Kab. Tojo Una-Una 208.480.217 203.272.541

382 Provinsi Sulawesi Sclatan 5.626.705.892 5.466.768.382

383 Kab. Bantaeng 358.848.326 349.235.356

384 Kab. Barru 270.630.67 1 263.042.898

385 Kab. Bone 983.589.540 957.660. r 73

386 Kab. Bulukumba 404.001.1 13 390.443.466

387 Kab. Enrekang 298.141.521 231.1 87.69r
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Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.0

ilo. Daerah Pagu Realisasi

1 2 3 4

388 Kab. Gowa 244.639.52r 237.685.69 1

389 Kab. Jeneponto 262.026.1 93 2s4.596.898

390 Kab. Luwu 270.654.080 263.025.691

391 Kab. Luwu Utara 244.639.521 237.685.69 1

392 Kab. Maros 244.639.521 237.685.691

393 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 244.639.52r 237.685.69r

394 Kab. Pinrang 244.639.52r 237.685.69 1

395 Kab. Kepulauan Selayar 244.639.521 237.685.691

396 Kab. Sidenreng Rappang 244.635.521 237.685.691

397 Kab. Siniai 1.832.558.412 r.776.500.360

398 Kab. Soppenq 4.754.661.340 4.621.1 54.1 58

399 Kab. Takalar 244.639.521 237.685.69r

400 Kab. Tana Toraia 244.639.521 237.685.691

401 Kab. Walo 268.920.259 261.350.074

402 Kota Pare-pare 244.527.676 237.573.848

403 Kab. Toraia Utara 244.639.521 237.685.69 1

404 Kota Makassar 244.639.521 237.685.69 1

405 Kota Palopo 244.639.521 237.685.69r

406 Kab. Luwu Timur 244.639.521 237.685.69r

407 Provinsi Sulawesi Barat

408 Kab. Majene

409 Kab. Mamuiu

410 Kab. Mamuiu Tennah

411 Kab. Polewali Mandar

412 Kab. Mamasa

4r3 Kab. Pasangkayu

414 Prouinsi Sulawesi Tenggara

415 Kab. Buton

416 Kab. Konawe

417 Kab. Konawe Kepulauan

418 Kab. Kolaka

419 Kab. Kolaka Timur

420 Kab. Muna

421 Kota Kendari

422 Kota Bau-bau

423 Kab. Konawe Selatan

424 Kab. Bombana

425 Kab. Konawe Utara

426 Kab. Buton Utara

427 Kab. Wakatobi

428 Kab. Kolaka Utara

429 Kab. Muna Barat

430 Kab. Buton Tengah
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Tahun Anggaran 2019
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LAMPIRAN 3.D

ilo. Daerah Pagu Bealisasi

1 2 3 4

431 Kab. Buton Selatan

432 Prouinsi Bali 3.850.506.683 3.738.255.041

433 Kab. Badung 477.805.219 467.281.631

434 Kab. Bansli 677.658.522 661.732.925

435 Kab. Buleleng 3.524.538.7 1 I 3.418.047.923

436 Kab. Gianyar 1.568.248.824 1 .51 9.643.992

437 Kab. Jembrana 564.706.550 548.905.268

438 Kab. Karangasem 724.108.975 705.1 36.802

439 Kab. Klungkung 481 .3 r 3.082 467.281.631

440 Kab. Tabanan 48r.3r 3.082 467.281.631

441 Kota Denpasar 48r.3r 3.082 467.281.631

442 Provinsi lllusa Tenggara Barat 91.05S.439.1 0S 88.697.524.000

443 Kab. Bima r 0.010.326.57r 9.746.778.804

444 Kab. Dompu 5.467.646.833 5.298.61 6.562

445 Kab. Lombok Barat 15.983.226.509 r 5.562.01 7.000

446 Kab. Iombok Tengah 49.55r.383.926 48.235.331.000

447 Kab. Lombok Timur 56.064.311.065 54.376.r 92.000

448 Kab. Sumbawa 9.615.551.496 9.354.304.000

449 Kota Mataram 50.860.527. r 34 49.873.475.000

450 Kab. Lombok Utara s.721.900.222 s.454.726.000

451 Kota Bima 2.118.044.779 2.062.314.80r

452 Kab. Sumbawa Barat 3.0s2.837.929 3.01 0.866.000

453 Provinsi lllusa Tenggara Timur 4.821.855.984 2.357.1 01.518

454 Kab. Alor 541.038.81 r 230.811

455 Kab. Belu 284.232.638 58.638

456 Kab. Ende 224.024.000

457 Kab. Flores Timur 1.302.677.897 969.607.31 7

458 Kab. Kupang 312.402.452 289.793

459 Kab. Lembata 463.042.276 231.579.t76

460 Kab. Malaka 224.024.000 112.0r2.000

46r Kab. Manggarai 1.797.450.020 1.988.020

462 Kab. Ngada 236.750.886 237.532
463 Kab. Sikka 896.504.000

464 Kab. Sumba Barat 242.124.415

465 Kab. Sumba Timur 376.030.437 385.825

466 Kab. Timor Tengah Selatan 257.629.000

467 Kab. Timor Tengah Utara 224.024.000

468 Kota Kupang 224.024.000

469 Kab. Rote Ndao 224.024.000

470 Kab. Nagekeo 743.807.700 r 85.003.383

471 Kab. Sumba Tengah 224.024.000

472 Kab. Sumba Barat Daya r.095.354.970 535.741.770

473 Kab. Manggarai Timur 49r.030.680 475.876.221
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Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.0

lllo. Daerah Pagu Realisasi

1 2 3 4

474 Kab. Sabu Raliua 245.260.000

475 Kab. Manggarai Barat 433.207.112 429.784.973

476 Provinsi Maluku

417 Kab. Kepulauan Tanimbar

418 Kab. Maluku Tengah

479 Kab. Maluku Tenggara

480 Kab. Pulau Buru

48r Kota Ambon

482 Kab. Seram Bagian Barat

483 Kab. Seram Bagian Timur

484 Kab. Maluku Barat Daya

485 Kab. Buru Selatan

486 Kab. Kepulauan Aru

487 Kota Tual

488 Provinsi Maluku Utara

489 Kab. Halmahera Tenqah

490 Kab. Halmahera Barat

491 Kota Ternate

492 Kab. Halmahera Timur

493 Kota Tidore Kepulauan

494 Kab. Kepulauan Sula

495 Kab. Pulau Morotai

496 Kab. Pulau Taliabu

497 Kab. Halmahera Selatan

498 Kab. Halmahera Utara

4S9 ProYinsi Paoua

500 Kab. Yalimo

50r Kab. Lanny Jaya

502 Kab. Biak Numfor

503 Kab. Jayapura

504 Kab. Jayawiiaya

505 Kab. Merauke

506 Kab. Mimika

507 Kab. Nabire

508 Kab. Paniai

509 Kab. Puncak Jaya

5r0 Kab. Kepulauan Yapen

5r1 Kota Jayapura

512 Kab. Sarmi

5r3 Kab. Keerom

5r4 Kab. Yahukimo

515 Kab. Pegunungan Bintang

5r6 Kab. Tolikara
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Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.0

lllo. Daerah Pagu Realisasi

1 2 3 4

517 Kab. Boven Digoel

518 Kab. Mappi

519 Kab. Asmat

520 Kab. Waropen

521 Kab. Mamberamo Raya

522 Kab. Mamberamo Tengah

523 Kab. Nduga

524 Kab. Dogiyai

525 Kab. lntan Jaya

526 Kab. Puncak

527 Kab. Deiyai

s28 Kab. Supiori

529 Provinsi Papua Barat

s30 Kab. Sorong

531 Kab. Manokwari

532 Kab. Manokwari Selatan

533 Kab. Fak Fak

534 Kota Sorong

535 Kab. Pegunungan Arfak

536 Kab. Sorong Selatan

537 Kab. Raja Ampat

s38 Kab. Teluk Bintuni

539 Kab. Teluk Wondama

540 Kab. Tambrauw

541 Kab. Maybrat

542 Kab. Kaimana

JUMTAH 3.212.122.300.207 3.1 36.352.925.658
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Trhun Anggaran 2019

(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.E

il0. 0arrah

DAU DAI(

Pagu Boalisasi Prgu Rcalisasi

I 2 3 4 5 6

1 Provinsi ilrnggror Acrh Darussahm 2.322.266.506.000 2.322.265.506.000 r.826.27 1.773.000 1.752.91 1.004.628

2 Kab. Aceh Barat 588.209.483.000 588.209.483.000 203.635.347.000 r90.075.537.970

3 Kab. Aceh Bcsar 751.399.7 14.000 75 1.399.7 r4.000 273.266.475.000 256.535.720.432

4 Kab. Aceh Sclatan 660.081.905.000 660.08r.905.000 254.778.541.000 269.045.690.126

5 Kab. Acch Sinslil 454.078.750.000 454.078.750.000 r 2t.383.1 92.000 117.879.793.467

6 Kab. Acch Tcngah 623.701.928.000 623.70 r.928.000 209.r55.656.000 191.553.083.829

7 Kab. Aceh Tcnggera 602.1 60.379.000 602.1 60.379.000 I 85.1 75.2r 3.000 174.691.8r3.921

o Kab. Acch Timur 81 9.436.048.000 8r 9.436.048.000 253.468.007.000 245.061.5 I 6.445

s Kab. Acch Utara 895.221.997.000 895.221.997.000 475.036.443.000 455.1 65.428.005

r0 Kab. Bireuen 834.727.91 1.000 834.727.S1 1.000 305.598.595.000 287.501.019.r59

1l Kab. Pidic 825.287.235.000 825.287.235.000 288.570.856.000 259.1 52.1 33.236

12 Kab. Simeuluc 465.338.369.000 465.338.369.000 162.338.274.400 1 55.909.1 53.757

13 Kota Banda Acah 605.014.830.000 605.014.830.000 125.375.722.000 1 14.081.195.870

l4 Kot. Sabang 370.143.343.000 370.1 43.343.000 1 1 r.21 3.59 1.000 101.427 .980.128

15 Kota Langsa 456.700.56r.000 456.700.561.000 r 54.050.822.000 148.506.327.482

16 Kota thokscumawc 469.471.445.000 469.471.445.000 I 15.030.278.000 104.027.873.967

17 Kab. ilasan Raya 522.187.512.000 522.187.942.000 1 53.750.346.000 t45.333.51 r.975

18 Kab. Aceh Jaya 437.094.042.000 437.094.042.000 I 20.787.264.000 1 16.881.994.590

19 Kab. Pidii J.y. 441.952.256.000 441.952.256.000 1 68.696.61 5.400 1 6 1.482.733.760

20 Kab. Acch Barat Dayr 460.983.806.000 460.983.806.000 1 55.772.545.000 148.721.17 4.930

21 Kab. Gayo lucs 472.230.875.000 472.230.875.000 r 05.224.745.000 r 03.023.1 39.832

22 Kab. Acrh Tamiang 547.975.351.000 547.975.351.000 r 69.073.754.000 I 52.848.825.758

23 Kab. Bcncr Mcriah 458.759.08 t.000 458.759.081.000 153.103.470.000 t44.364.69 1.621

24 Kota Subulussalam 353.735.077.000 353.735.077.000 I 00.563.072.000 95.825.913.698

25 ProYitlsi Sllnr.t.r. Ut.r. 2.754'578.133.000 2.754.335.503,000 4.476.538.802.800 4,280.364.744654

26 Kab. Asahan sr 7.363.719.000 91 7.363.681.000 267.r r9.058.000 241.61 7.990.91 7

27 Kab. Datrt 633.471.400.000 531.990.848.000 20 1.1 52.602.000 r 88.470.855.649

28 Kab. 0di Scrdang r.528.1 12.060.000 1 .525.468.0 65.000 475.1 85.278.000 437.945.856.833

29 Kab. Karo 761.654.097.000 759.734.097.000 236.1 r 6.973.000 214.515.877.M3

30 Kab. IabuhanBatu 71 5.85 r.1 40.000 71 t.594.401,000 237.197.440.000 201.779.222.277

3l Kab. l-angkat 1.229.421.123.000 1.229.4r 7.604.000 38 r.1 04.494.720 358.797.534.002

32 Kab. Mandailing ilat.l 822.M7.948.000 81 7.263.946.000 327.555.997.000 304.349.920.363

33 Kab. ilias 445.430.278.000 445.363.208.000 179.771.1 I 1.000 171.734.211.391

34 Kab. Srmalungun 1.25 r.4r 5.709.000 1 .26 r.348.1 07.000 403.279.300.000 373.1 09.321. I 03

35 Kab. Tapanuli Sclatan 676.1 83.229.000 676.r64.1 72.000 1 79.204.744.000 173.137.172.623

36 Kab. Tapanuli Tcngah 673.02 r.721.000 673.021.721.000 204.070.296.000 179.1 14.987.145

37 Kah. Tapanuli Utara 662.7 1 1.086.000 662.702.592.000 229.067.330.000 220.840.S05.201

38 Kab. Toba Samosir 548.590.496.000 548.690.496.000 194.557.748.000 1 78.527.360.533

39 Kota Binlai 594.1 93.792.000 587.336.929.000 1 35.67 r.636.000 124.338.281.743

40 Kota M.dan 1.717 .625.774.000 1 .690.606.936.000 41 3.386.3 1 0.000 373.430.4 r 9.574

41 Kota Pcmatang Siantar 6r7.348.795.000 61 7.344.61 5.000 I 70.939.1 86.000 154.405.270.744

42 Kola siboloa 428.921.402.000 425.753.360.000 76.097.327.000 68.765.533.51 7

43 Kota Tantuno Balai 45r.056.356.000 451.056.356.000 96.303.464.000 85.447.482.938

M Kab. Batu Bara 630.941.496.000 630.S41.496.000 1 80.642.650.000 150.250.715.251

45 Kab. LabuhanBatu Utara 512.604.336.000 61 2.604.336.000 183.322.r79.000 172.636.862.217

45 Kab. LabuhanBetu Sdalan 525.098.t08.000 524.727.970.000 1 55.1 09.525.000 1 33.892.758.495

47 Kab. Padan0 [awas Utara 555.990.539.000 555.990.539.000 20 1.097.660.000 189.907.774.747

48 Kab. Pad.nq [awas 541.654.796.000 541.654.796.000 203.377.620.000 1 97.209.1 33.432

49 Kab. ilias [Jtara 429.81 3.062.000 429.61 9.903.000 235.669.876.000 227.864.833.863

50 Kab. Nias Barat 360.61 3.977.000 360.61 3.977.000 206.686.432.400 195.171.2M.445

51 Kota Tebinq Tingti 435.234.831.000 435.r95.368.000 1 I 2.479.806.000 103.455.319.872
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1 2 3 4 5 6

52 Kota Padano Sidcmpuen 525.r 98.898.000 525.1 98.898.000 I 68.870.383.000 r 59.033.637.746

53 Kab. Pakpak Bhlrt 356.43 r.429.000 356.431.429.000 1 08.961.759.000 r 0 1.263.1 65.882

54 Kab. Nias Sclatan 589.776.225.000 589.776.225.000 276.629.897.000 264.850.082.968

55 Kab. Humbang Hasundutan 537.926.1 93.000 537.926.193.000 r 84.032.834.000 r62.22S.S16.367

56 Kab. Scrdanq Bcdagai 803.443.97r.000 802.263.243.000 269.986.973.000 252.532.039.082

57 Kab. Samosir 466.392.298.000 465.28r.884.000 r68.044.581.000 r 62.075.S54.323

58 Kola Gunungsiloli 447.379.682.000 447.379.682.000 I 14.982.991.000 100.272.112.il5

5S Provinsi Sumetrra Brrat 2.076.425.711.000 2.076.423.879.000 1.S59.792.397.000 r.85S.096.31 9.284

60 Kab. lima Puluh Kota 769.1 1 2.424.000 769.112.424.000 266.464.399.000 241.722.013.285

61 Kab. Agrm 844.924.099.000 844.847.282.000 3 1 3.978.1 39.000 293.473.190.792

62 Kab. Kapulauan Mcntawai 626.670.939.000 626.6M.707.000 204.367.396.000 184.08S.277.8S1

63 Kab. Padano Pariaman 792.51 6.064.000 792.6r6.064.000 371.922.402.000 344.577.743.749

64 Kab. Pasaman 61 9.5S2.'144.000 61 9.592.1t44.000 189.1 12.680.000 1 65.376.978.437

65 Kab. Pesisir Sclatan 862.608.266.000 862.608.266.000 357.019.557.000 337.445.094.669

66 Kab. Siiuniung 562.1 86.498.000 562.1 86.498.000 1 95.1 31.929.000 1 68.973.858.954

67 Kab. Solok 731.032.8 14.000 73t.03t.541.000 256.889.692.000 243.531.704.31 1

68 Kab. Trnrh Datar 720.r 68.239.000 720.1 68.239.000 292.759.550.000 265.839.504.335

69 Kota Bukit Tinggi 469.287.S88.000 465.047.471.000 95.494.71 7.000 81.809.509.268

70 Kota Padang Paniang 390.3r9.648.000 390.31 9.648.000 65.821.696.000 56.724.920.81 0

71 Kota Padano r.r 76.324.044.000 1.1 76.30 t.985.000 336.247.292.000 306.41 8.878.4r I
72 Kota Payakumbuh 468.545.741.000 468.507.057.000 146.794.493.000 1 34.847.31 6.326

73 Kota Sawahlunto 390.090.1 15.000 390.090.1 1 5.000 95.091.795.000 8 1.61 3.422.807

74 Kota Solok 41 3.239.1 6S.000 4t 3. I 67.1 21.000 1 03.579.41 9.000 88.109.9t8.300

75 Kota Panaman 431.078.208.000 428.104.412.000 102.603.036.000 90.010.608.643

76 Kab. Pasamrn Barat 661.892.6r 9.000 661.892.6 I 9.000 251.664.1 78.000 24r.673.60r.t r0

77 Kab.0harmasraya 524.890.763.000 524.888.502.000 234.563.239.600 224.M5.247.215

78 Kab. &lok Sdatan 494.409.964.000 494.409.964.000 233.334.897.000 194.239.714.239

79 Provinsi Riru 1.548.578.928.000 1.548.578.928.000 2.01 r.198.886.000 r.s 18.559.366.S7 1

80 Kab. Bentkalis 378.847.350.000 378.847.350.000 296.953.479.000 265.968.494.1 74

81 Kah. lndragiri Hilir s98.828.t84.000 991.610.493.000 313.985.680.000 279.039.846.046

82 Kab. lndragiri Hulu 696.4S6.358.000 696.496.358.000 249.990.31 4.000 235.948.064.r r 8

83 Kab. Kampar 824.550.546.000 824.542.r 29.000 435.828.030.000 4t 3.31 0.248.080

84 Kab. Kuantan Singingi 66 t.888.1 1 3.000 659.852.354.000 293.020.802.200 274.91 6.766.368

85 Kab. Pdalawan 646.956.289.000 646.966.289.000 2r8.896.639.000 1S3.496.640.626

86 Kab. Rokan Hilir 467.823.21 t.000 463.196.486.000 272.015.783.000 258.304.768.750

87 Krb. Rokan Hulu 696.331.503.000 696.331.503.000 267.675.1 00.000 253.71 1.334.485

88 Kab. $ak 347.790.047.000 345.1 24.426.000 265.785.270.200 252.539.028.594

89 Kota 0umai 471.728.655.000 465.621.378.000 2r3.5M.040.000 195.447.803.555

90 Kota Pckanbaru 878.080.500.000 862.694.427.000 267.970.697.000 240.83r.437.460

91 Kab. Kcpulauan Maanli 432.655.27 t.000 43 1.729.926.000 2 1 2.1 94.980.000 197.555.669.r50

92 Provinsi l(rpuhurn Biru 1.r 90.057.596.000 1.r 90.057.5S6.000 668.051.S73.865 645.982.573.S99

93 Kab. Bintan 519.04S.539.000 51 6.396.743.000 1 73.548.743.000 165.186.652.289

94 Kab. Natuna 396.221.521.000 396.r84.452.000 192.375.024.827 1 66.097.040.783

95 Kab. Karimun 440.01 1.28S.000 434.644.288.000 222.35r.760.000 189.045.807.033

96 Kola Batam 659.246.735.000 659.1 64.959.000 265.263.014.000 234.365.630.661

97 Kab. (cpulaurn Anambas 388.468.053.000 388.468.053.000 1 97.99S.576.000 183.542.757.358

98 Kotr Trntuno Pinano 49 1.501.568.000 491.496.457.000 97.1 08.35 1.000 91.571.553.075

99 Kab. l-ingga 487.90r.606.000 487.889.028.000 1 23.596. I 85.600 119.il2.541.t77

100 Provinsi Jambi 1.4/O.421.7t5.000 1.4iilt.27S.732.000 1.092.S78.848.000 r.07 r.620.709.209

101 Kab. Batanghad 632.048.032.000 632.048.032.000 1 79.601.386.000 1 63.938.061.638

102 Kab, Bunoo 657.963.331.000 657.963.331.000 21 3.725.1 38.000 202.470.317.451
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r03 Kab. Kainci 61 3.626.479.000 6l 3.626.479.000 194.264.71 5.000 180.997.460.003

104 Kab. Mcranoin 742.330.942.000 742.330.942.000 272.340.970.000 239.597.542.930

105 Kab. Muaro Jambr 700.81 7.7S3.000 700.817.793.000 199.399.895.000 1 82.662.5 1 8.8 14

106 Kab. Sarolangun 600.4s1.1 12.000 500.491.1 12.000 220.543.220.000 21 1.193.891.759

107 Kah. Taniung Jabung Barat 537.r84.504.000 537.1 83.1 93.000 1 75.209.230.000 1 66.498.906.384

108 Kah. Taniuno Jabuno Timur 565.638.307.000 565.638.307.000 21 1.7 1 9.258.000 1 89.1 67.882.580

109 Kab. Tebo 599.222.674.000 599.202.800.000 1 71.41 4.932.000 r 60.270.455.0 1 7

lt0 Kota Jambi 759.707.231.000 75S.707.23 r.000 239.346.630.000 225.055.068.682

lll Kota Sungai Pcnuh 452.463.791.000 452.M2.853.000 1 1 2.7S8.570.000 r 06.86r.869.407

112 PIoYinsi Sumat.n S.l.trn 1.775.424.377.000 t.n5.424.317.000 2.360.0S2.905.484 2.213.763.203.431

r13 Kab. lahat 740.455.384.000 739.708.988.000 292.560.977.000 279.988.217.333

114 Kab. Musi Banyuasn 41 7.849.626.000 41 7.849.626.000 314.649.342.000 304.876.937.420

115 Kab. Musi Bawas 664.497.988.000 664.495.347.000 260.443.352.000 246.498.967.61 8

116 Kab. Musi Rawas Utan 398.553.954.000 398.551.693.000 123.91 1.194.000 1 1 5.886.089.587

117 Kab. Muara Enim 703.066.521.000 702.r88.094.000 286.1 0 1.487.000 258.383.1 03. r 83

118 (ab.0gan Komcring llir 1 .087.890.530.000 r.085.5 I 0.457.000 362.046.862.000 347.421.921.243

llg Kab.00an Komcring Ulu 662.537.879.000 662.537.879.000 2 1 4.625.038.000 l 97.9 1 I .63 1.470

120 Kota Palcmban0 1.357.51 1. r 67.000 r.357.5r r.r6i.000 437.385.1 18.000 406.204.078.808

121 Kota Pagar Alam 4t5.080.47r.000 41 5.074.58 1.000 t09.5r5.051.000 97.290.374.570

122 Kota [ubuk lmggau 497.399.929.000 497.399.929.000 1 50.099.51 2.000 143.040.264.436

123 Kota Prabumulih 441.352.435.000 44r.352.435.000 1 20.774.358.000 115.137.023.238

124 l(ab. EmDat tawano 445.r 27.349.000 445.t 15.53r.000 132.994.5r 6.000 128.580.r 74.095

125 (ah. Banyuasin 979.54r.981.000 979.541.981.000 383.2S8.685.000 371.770.283.011

126 Kab. 0gan llir 652.182.323.000 649.591.357.000 294.829.1 66.000 283.217.915.149

127 l(ab. 0gan Komarng Ulu Timur 81 1.605.957.000 81 1.605.957.000 2S6.960.957.000 282.787.093.94S

128 (ab. Ogan Komcnng Ulu Sclalan 624.566.997.000 624.566.997.000 1 82.1 41.482.000 r 75.881.650.229

r29 Kab. Panukal Abab Lematang lli, s34.433.519.000 334.433.5 1 9.000 r 06.1 61.026.000 1 03.356.339.61 0

130 Provinsi Bangla Brlitun! 1.052.085.722.000 1.052.085.722.000 513.272.825.450 432.922.264.975

131 Kab. Bangka 552.81 5.332.000 552.8 I 5.332.000 r 72.534.41 3.000 166.586.706.174

132 Kab. Bclituno 510.538.7r9.000 510.538.71S.000 t48.784.205.000 139.646.670.262

133 Kota Pan0kal Prnang 478.084.5t 1.000 478.084.5r 1.000 95.549.786.000 91.097.897.002

134 Kab. Bangka Sclatan 485.31 6.056.000 485.316.056.000 1 57.01 5.583.000 152.445.613.102

135 Kab. Banoka Tenoah 463.2r 9.200.000 463.209.681.000 I 32.830.549.000 1 29.352.5 1 1.386

r36 Kab. Bangka Barat 468.05 r.560.000 468.05 1.560.000 1 37.589.1 96.000 129.239.611.771

137 Kab. Bclitung Timur 463.005.627.000 463.005.627.000 1 13.708.72S.000 r 04.s6s.1 90.630

138 Prorinsi Brngkulu 1.334.1 78.390.000 r.334.1 78.390.000 736.632.462.000 7 r 0.032.01 4.066

r39 Kab. Bcngkulu Sclatan 578.71 r.000.000 575.590.220.000 223.214.726.000 209.1 28.836.547

140 Kab. Bcnokulu Utara 6rU.133.638.000 644.1 28.033.000 250. r 95.859.000 236.1 r 6.336.099

r41 Kab. Rcians tcbonq 623.033.900.000 623.033.900.000 226.650.231.000 213.028.642.622

142 Kota Bcnglulu 7 I L789.540.000 71 r.789.540.000 205.743.428.000 r 89.425.743.535

143 Kab. Kaur 453.887.2r 8.000 453.887.21 8.000 r 68.709.877.600 1 54.602.058.752

144 Kab. Scluma 520.99 1.34r.000 520.991.341.000 253.947.253.000 241.858.440.409

145 Kab. Mukomuko 504.096.898.000 503.535.801.000 I 76.337.1 89.000 1 67.742.0 r 5.61 6

146 Kab. ldong 420.352.075.000 420.283.979.000 1 27.835.425.000 1 2 r.706.1 66.297

147 Kah. Bcngkulu Tcngah 449.845.174.000 449.845.1 74.000 1 54.623.898.000 142.480.897.31 I
r48 Kab. Kapahrano 440.789.942.000 438.459.247.000 1 36.006.837.800 1 28.962.000.489

149 Provinsi LamDung 1.S27.0 1 2.7 t 1.000 r.s27.012.713.000 2.237.322.900.000 2.1 58.403.41 8.393

r50 Kab. [ampung Barat 543.777.950.000 543.777.950.000 245.352.330.000 236.540.622.886

Kab. [ampung Sclatan 1.054,042.773.000 1 .054.042.773.000 367.971.47r.000 333.898.743. r 67

152 Kab. Lampung Tcngah 1.385.745.954.000 1 .385.745.9 54.000 422.427.419.000 3S2.5r 6.387.836

153 Kab. Lampung Utara 985.869.7 r 3.000 984.41 7.524.000 28r.189.503.31 1 254.202.251.632

SK No 047788 A

r5t



PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!A

-574-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019lAuditedl

LAPOBATT REATISASI ATIGGABATT IRATSFER DAITA ATOKASI UMUM DAITI DAITA AIOKASI I(HUSUS

frhun Anggaran 2019

(Dalam Bupiah)

LAMPIRAN 3.E

[Io. Darrah

0Au DAK

Pagu Rralisasi Pagu Bcalisasi

t 2 3 4 5 6

154 Kab. Lampung Timur 1. I 06.577.70r.000 1.r 06.577.701.000 396.223.748.000 329.892.986.445

155 Kab. Tan00amus 802.326.253.000 802.229.562.000 298.386.685.000 283.557.587.496

156 Kab. Tulano Bawano 642.1 23.007.000 541.645.423.000 240.687.787.000 1 61.047.325.767

r 57 Kab. lflay Kanan 68 1.963.677.000 581.963.677.000 299.828.678.000 290.795.2i3.01 5

r58 Kab. Pxawaran 687.093.922.000 686.98r.290.000 230.581.944.000 197.762.502.662

159 Kab. Prsrsrr Barat 437.1 82.078.000 437.1 82.078.000 r 44.7 r 3.959.000 140.222.570.863

160 Kah. Prrngscwu 642.871.586.000 642.821.564.000 221.252.424.000 208.905.305.558

161 Kab. Mcsuii 458.580.038.000 458.6r6.312.000 r 69.893.255.000 161.963.038.421

r62 Kab. Tulang Bawano Barat 488.530.984.000 488.530.984.000 1 84.295.574.000 1 73.735.988.342

163 Kota Bandar [ampung 1.1 14.926.193.000 l.l 14.812.630.000 269.543.563.000 253.U7.913.662

t64 Kota Melro 476.738.335.000 476.738.335.000 r 64.629.936.000 1 52.393.530.41 4

165 ProYinsi Dl(l Jakarla 483.067.970.000 480.61 6.4S5.000 3.r 56.303.637.000 2.869,479.741.412

166 Provinsi Jawa Bant 3.21 2.647.40(000 3.212.647.4llf.000 r 0.450.590.890.000 1 0.075.62r.0 I 8.001

167 Kab. Bandung 2.1 61.676.902.000 2. I 59.456.282.000 771.538.000.000 73 1.305.461.299

168 Kab. Bekasi 1.266.07 1.923.000 1.264.776.i140.000 37S.388.887.000 356.56S.41 8.7 1 I
169 Kab. Bogor 2.089.1 28.081 .000 2.088.S40.702.000 807.62s.856.000 755.082.964.712

170 Kab. Ciamis 1.233.744.940.000 1.233.744.940.000 550.627.862.500 526.804.870.703

171 Kab. Cianiur 1.627.020.432.000 1 .627.020.432.000 599.293.470.000 564.21 8.883.776

172 Kab. Circbon 1.591.969.932.000 1 .59 1 .29 1.632.000 594.607.568.000 551.754.445.226

173 Kab. Garut 1 .843.826.88 r .000 1.843.826.881.000 767.5 1 0.693.000 725.814.322.850

174 Kab. lndramayu 1.433.686.342.000 1 .433.498.8 50.000 555.439. I 62.000 526.233.062.580

175 Kab. Karawanq 1.325.359.51 7.000 1.325.1 36. r 34.000 555.348.944.000 5r5.206.324.337

r76 Kab. Kuningan 1.243.402.427 .000 1.243.359.240.000 466.597.796.800 446.179.327.572

177 Kab. Maialengka 1.252.08 1.607.000 1 .25 1 .699. r 37.000 464.835.01 2.000 436.798.600.580

178 Kab. Pan0andaran 569.048.937.000 569.048.937.000 260.240.872.000 246.413.826.r15

179 Kab. Pumakarta 897.956.020.000 896.228.020.000 281. r 65.220.000 267.869.9r5.76r

r80 Kab. Suhang r .3 28.85 7.253.000 I .328.8 54.745.000 469.385.968.000 442.483.130.749

181 Kab. Sukabumr r.6s4.343.840.000 L653.905.7 00.000 526.458. I 32.000 594.965.541.464

182 Kab. Sumcdang 1.1 80.845.020.000 1.1 80.845.020.000 503.047.373.000 476.937.1 09.639

183 Kah. Tasikmalaya r.5 r 7.258.805.000 1 .5 1 7.258.806.000 652.330.406.000 60 1.301.621.637

184 Kab. Bandung Barat 1.1 31.830.999.000 1 .1 3 1.77 r .909.000 483.379.043.000 430.840.843.733

r85 Kota Bandung 1.798.1 02.095.000 r.798.002.61 1.000 504. r40.659.000 457.727 .415.878

t85 Kota Bckasi 1.277.170.408.000 1.277. t 70.408.000 322.759.365.000 302.768.1 99. I 34

187 Kota Bogor 856.51 5.761.000 856.5 1 6.761.000 204.362.379.000 195.1 13.906.r49

188 Kota circbon 608.372.747.000 600.608.045.000 1 63.1 76.305.000 154.128.072.476

189 Kota Dcpok s50.359.1 36.000 950.359.1 36.000 223.351.043.000 205.338.503.439

190 Kota Sukabumi 524.001.51 1.000 524.001.5r r.000 1 63.26S.542.000 1 38.1 21.61 1.620

Kota Cimahr 598.835.644.000 598.835.644.000 1 62.229.380.000 146.935.341.92 t

192 Kota Tasikmalaya 835.071.299.000 835.006.661.000 273.802.449.000 259.1 57. I 24.503

193 Kola Baniar 389.660.31 0.000 389.660.310.000 96.399.01 4.000 7 1.529.301.894

t94 Provinsi Balltan 1 .2 1 9.386.759.000 1.219.386.75S.000 2.632.56S.1 37.000 2.5r 8.886.808.2S0

r95 Kab. tcbak 1.1 35.37 1.6r 0.000 1.1 35.37 1.6 r 0.000 546.526.625.000 501.335.308.015

196 Kab. Pandcqlano 1.2r 3.995.208.000 1.21 3.906.668.000 523.046.704.000 485.3 I 6.065.593

197 Kab. Saang r.1 26.094.S83.000 1.1 26.094.983.000 429.783.1 09.000 405.523.1 07.657

198 Kab. Tangerang t.23 1.056.9 I 7.000 1.23 r .056.9 1 7.000 434.982.231.000 388.468.470.905

199 Kota Cilcgon 646.571.367.000 646.547.21 8.000 I 37.067.056.000 126.406.217.487

200 Kola Tangarang 964.844.367.000 964.844.367.000 238.608.664.000 210.279.646.r59

201 Kolr Sarng 678.327.701.000 678.272.088.000 r 65.968.046.000 1 58.773.1 49.544

202 (ola Tangcrang Sclalan 655.05 1.293.000 652.655.963.000 I 59.245.274.000 146.M6.479.309

203 Provinsi Jawa Trngah 3.865.39't.908.000 3.865.87 1.349.000 7.200.991.834.000 7.007.565.860.738

204 Kab. Baniarne0ara 999.003.344.000 999.003.344.000 352.093.1 22.000 332.573.656.999
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205 Kab. Banyumas 1.447.05S.397.000 1.441.765.282.000 518.848.499.000 486.338.323.834

206 Kab. Batang 819.564.317.000 81S.6M.317.000 266.2r 4.95 r.000 246.1 68.307.234

207 Kab. Blora 966.572.992.000 966.559.787.000 383.71 1.075.000 357.042.1 t5.499

208 Kab. Boyolah r.050.149.229.000 r .050. r 49.229.000 386.800.514.000 362.281.677.074

209 Kab. Brcbcs 1.374.223.726.000 1.37 4.223.726.000 506.171.510.000 476.226.830.807

210 Kab. Cilacap 1.423.200.397.000 1.422.779.243.000 490.479.785.000 448.408.1 14.970

211 Kab. Dcmak 946.467.336.000 946.467.336.000 3 r4.40 r.093.000 297.41 5.209.039

212 Kab. Grobo0an 1.144.560.870.000 1. r 44.560.8 70.000 422.736.926.160 390.568.1 56.729

213 Kab. Jcpara r.039.864.085.000 1.039.7 r 5.258.000 345.648.943.000 324.71 8.507.586

214 Kab. Krranganyar 1.01 8.664.459.000 1.01 8.544.740.000 345.142.467.000 315.110.034.002

215 Kab. (cbumen 1 .279.68 1 .428.000 1.279.49 1.466.000 4r 9.493.939.000 391.576.565.463

2t6 Kab. Kcndal 998.236.1 2i.000 998.236.r27.000 339.965.359.000 3 r 3.41 7.582.067

217 Kab. Klatcn 1.282.250.122.000 1.282.250.122.000 403.088.448.000 358.603.391.442

218 Kab. Kudus 852.530.61 1.000 852.530.61 1.000 263.776.090.000 245.306.372.364

2tg Kab. Magelang r .097.366.974.000 I .09 7.3 24.509.000 363.406. r 82.000 332.r 19.972.55r

220 Kab. Pati r.240.426.635.000 r .240.425.635.000 412.254.219.800 380.156.S84.897

221 Xab. Pckalongan 974.248.8E5.000 974.r54.1 51.000 358.1 05.532.000 329.385.202.729

222 Kab. Pcmalang 1.225.772.132.000 1.225.772.132.000 375.756.99 1.000 355.802.725.t83

223 Kab. Purbalingga 922.838.009.000 922.838.009.000 362.775.625.000 335.642.823.1S5

224 Kab. Purworeio 963.3 r 2.1 91.000 963.3r2.r91.000 343.782.523.000 3 r 3.535.078.357

225 Kab. Rembang 799.845.626.000 79S.845.626.000 2M.204.759.000 217.7M.773.005

226 Kab. Semarang r .00 r .565.375.000 r.00 1.529.35 L000 347.1 65.665.000 325.195.543.831

227 Krb. Sragcn 1 .088.750.09 1 .000 1 .088.6 I 8.022.000 352.687.975.000 33 r.276.896.789

228 Kab. Sukohario s46.104.486.000 s46. r 04.31 5.000 303.834.983.000 280.684.573.36t

229 Kab. Tegal r.203.61 3.836.000 1.203.57 1.3 t4.000 404.705.406.000 370.243.003.339

230 Kab. Tcmanggung 828.948.502.000 82E.948.502.000 284.792.379.000 263.1 85.547.795

231 Kab. Wonogiri r.1 81.037.066.000 r .1 8 1.037.066.000 427.4r 9.605.000 401.239.241.921

232 Kab. Wonosobo 877.474.203.000 877.474.203.000 350.559.640.000 332.565.631.220

233 Kota Ma0clang 457.656.738.000 457.656.738.000 1 r0.700.478.000 10r.753.1 10.573

234 Kota Pckalongan 475.842.089.000 475.842.089.000 124.99r.718.000 1 1 6.835.801.41 3

235 Kota Salatiga 469.967.335.000 469.967.335,000 90.087.947.000 82.875.491.885

236 Kola Scmarang r.3 r 7.685.763.000 I .3 1 7.685.763.000 339.392.580.000 3l 1.454.541.339

237 Kola Sural.rla 879.1 34.427.000 87S.1 23.635.000 220.794.012.000 200.E99.52r.27 1

238 Kota Tcgal 505.059.85r.000 506.02r. r 29.000 1 35.956.1 66.000 1 2 1.1 79.868.208

239 Provinsi lll Yogy.k.rta 1.35 1.1 02.020.000 1.351.102.020.000 t.033.505.258.000 985.22S.0S3.748

240 Kab. B.ntul r .0 r 5.907.068.000 1.01 5.907.068.000 342.688.858.000 321.427 .373.250

241 Kab. Gunung kidul 980.038.1 18.000 979.91 7.658.000 379.357.539.000 349.488.568.265

242 Kab. Kulon Progo 732.238.573.000 732.088.720.000 318.695.498.000 294.202.467.156

243 Kab. Sleman r.035.92r.4r4.000 1.03s.862.0 77.000 335.825.548.000 307.893.039.443

2U Kota Yooyakarta 700.372.564.000 700.372.564.000 r 7r.069.860.000 r 5 1.705.225.561

215 Provinsi Jawr Timur 3.S98.4:t 1.7 1 5.000 3.998.43 r.7 r 5.000 7.920.028.504.000 7.61 1.063.053J69

246 Kab. Banqkalan r.045.049.890.000 r.043.5 r 3.890.000 358.25S.949.000 340.845.604.225

247 Kab. Banyuwangi r.438.463.1 98.000 1.438.456.035.000 473.253.354.000 414.558.298.721

248 l(ab. Blitar r.r 58.989.547.000 1 . r 58.989.547.000 423.812.217.000 383.1 07.62r.1 20

249 Kab. Boloncgoro s75.387.3S9.000 975.083.760.000 429.t40.059.000 379.960.829.71 3

250 Kah. Bondowoso 948.677.072.000 948.577.072.000 423.736.69 1.000 387.3S6.783.855

251 Kab. Gresik 969.995.279.000 965.r83.485.000 354.675.450.000 320.033.904.258

252 K.b. Jrmbe] 1.783.372.343.000 1.783.082.384.000 577.264.30 r.000 510.464.787.392

253 Kab. Jombang 1.1 25.97S.694.000 1.1 26.979.694.000 375.702.724.000 344.678.823.675

254 Kab. Kcdni 1.277.494.S56.000 1 .27 7.494.9 56.000 458.550.51 8.000 426.81 4.399.832

255 Kah. Lamongan 1. r 90.440.820.000 r . r 90.373.769.000 41 1.992.1 8 1.000 373.383.3r5.254
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255 Kab. Lumajang L009. I 67.969.000 1 .009.080.759.000 352.473.457.000 3r8.003.966.865

257 Kab. Madiun 908.924.372.000 908.734.942.000 346.274.t68.000 321.281.504. r 62

258 Kab. Magctan 940.406.347.000 935.400.706.000 322.258.|2.000 291.t33.590.631

25S Kab. Malang r.728.909.5 r 9.000 1.728.r 54.706.000 655.834.668.000 5S6.082.409.655

260 Kab. Molokerto 1.006.s00.0 r 7.000 r.006.s00.0 1 7.000 364.858.S1 0.000 325.334.247.543

261 (ab. l\loaniuk 1.1 05.447.597.000 r. I 05.447.597.000 402.506.1 8 r.000 373.486.600.306

262 Kab. llgawi 1.075.61 t.690.000 1.075.61 1.590.000 366.782.37 1.000 341.832.106.345

263 Kab. Pacitan 818.5r0.458.000 8r8.488.1 r4.000 3r8.51 r.r94.000 300.526.644.5S3

264 Kab. Pamckasan 892.340.709.000 892.340.709.000 3 r r.836.835.000 291.743.602.350

265 Kab. Pasuruan 1 .227.489.552.000 1 .223.047.895.000 448.186.785.000 4r19.858.9 14.61 7

206 (ab. Ponorogo 1.088.1 50.278.000 1.088.1 50.278.000 365.2S9.843.000 344.t51.619.737

267 Kab. Proholinggo 1.0 I 0.7 1 5.706.000 1.01 0.7 r 5.706.000 357.2S7.756.000 334.48S.594.978

268 Kab. Sampang 870.084.822.000 870.084.822.000 3 1 8.437.209.000 305.329.741.1 73

269 Kah. Sidoario 1.265.567.253.000 1.265.1 r4.331.000 367.402.934.000 339.1 03.1 20.5 1 I
210 Kab. Situbondo 834.508.641.000 834.508.541.000 31 1.1S1.097.000 296.369.314.r r 5

271 Kab. Sumencp r.1 95.079.604.000 1.1 95.005.295.000 358.6S7.487.000 332.905.805.753

272 Kab. Trcnq0alek I 1 6.327.61 0.000 91 5.S72.405.000 350.1 88.361.000 320.933.901.9/t4

Kab. Tuban 1.066.053.324.000 1 .065.053.3 24.000 34r. r 45.029.000 31 0.232.7S7.808

274 Kab. Tulungagung 1.1 95.403.668.000 r. r 95.403.668.000 448.630.804.000 407.559.1 74.092

275 Kota Blitar 440.564.006.000 440.5M.006.000 95.393.368.000 87.057.343.528

276 Kota K?diri 641.42r.550.000 641.421.550.000 r 37.330.r 6 1.000 1 22.831.996.763

27? Kota Madrun 529.963.464.000 529.9 1 1.1 00.000 85.477.493.000 78.789.441.469

278 Kola Malan0 891.670.046.000 89r.626.859.000 2r5.451.165.000 1 90.21 7.838. r 26

279 Kota Moiokcno 41 7.570.475.000 4r 4.33 r.667.000 75.745.960.000 63.432.807.284

280 Kola Pasuruan 453.605.81 5.000 447.505.818.000 97.765.137.000 82.1 68.72 r.963

281 Kota Probolinooo 486.728.858.000 48 r.61 1.2 I 3.000 1 24.946.075.000 92.1 17.909.266

282 Kota Surabaya 1.363.881.01 r.000 1 .304.532.940.000 477 .827 .337.000 41 2.578.6r8.538

283 Kota Batu 500.387.220.000 499.461.875.000 83.777.337.000 70.694.432.354

2S0 Provinsi X.lim.nt.n B.r.t 1.756.069.6trt000 r.7 56.069.684.000 r.7 27.976.S83.S90 r.696.831.4S5.759

291 Kab. Bcn0kayanq 601.748.082.000 60r.377.914.000 290.99 r.450.000 244.248.052.741

292 Kab. l-andak 684.638.092.000 684.638.092.000 286.464.654.000 278.247.221.303

293 Kab. Kapuas Hulu 997.684.686.000 997.674.483.000 395.612.463.000 370.58S.120.008

294 Kab. Kclapang 1 .1 49.707.988.000 1.149.675.1 56.000 5 14.666.728.000 495.441.5 1 6.752

295 Kab. Mcmpawah 600.583.745.000 600.57S.223.000 1 83.36r.954.000 1 72.387.S9 r.567

295 Kab. Sambas 896.478.655.000 896.243.986.000 409.358.294.000 384.754.864.510

257 Kab. Sanggau 84s.559.592.000 844.407.592.000 338.360.760.000 327.848.526.304

298 Kab. Sintang 937.286.994.000 934.2r4.994.000 365.233.275.01 3 349.8t2.254.513

299 Kota Pontianak 728.440.231.000 i28.434.1 51.000 r97.251.606.000 t 84.882.349.957

300 Kota Singkawanq 51 8.961.237.000 518.955.898.000 143.639.902.000 r 33.1 70.309.9 r 0

301 Kab. Kayong Utara 489.564.946.000 489.559.037.000 r 57.383.1 37.000 142.038.517.221

302 Kab. Kubu Raya 81 1.508.536.000 81 1.508.636.000 272.029.121.240 251.865.629.1 r0

303 Kab. Sckadau 51 5.570.134.000 515.570.134.000 r 39.066.353.000 121.258.489.226

304 Kab. Melawi 617.82t.872.000 617.827.872.000 269.790.029.202 261.21 6.653.41 4

305 Provinsi Krlinnntrn Ttngah 1.61 0.547.3t5.000 1.6 r 0.41 2.863.000 r.001.364.S83.029 960.1 05.042.21 I

306 Kab. Barito Selatan 597.435.089.000 597.344.934.000 140.751.030.000 r 34.948.230.673

307 Kab. Barito Utara 581.1 93.263.000 579.275.902.000 218.759.265.000 203.840.576.160

308 Kab. Kapuas 898.043.3r3.000 898.017.t31.000 352.523.006.000 33 1.202.692.697

309 Kab. Kotawaringrn Barat 673.256.263.000 673.256.263.000 207.976.810.000 r98.944.903.065

310 Kab. Kotawaringin Timur 853.696.S9 t.000 853.626.S57.000 300.667.709.000 290.010.977.632

311 Kota Palangkaraya 576.840.853.000 676.834.24r 000 1 55.232.262.000 147.898.968.1 33

312 Kab. Barito Timur 495.829.317.000 495.774.045.000 1 50.845.366.200 142.758.313.147
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3t3 Kab. Murung Raya 691.41 1.852.000 69 1.41 1.852.000 1 45.661.958.000 134.718.512.793

3t4 Kab. Pulang Pisau 582.449.742.000 582.427.056.000 1 64.446.479.000 146.259.544.9 r 8

3r5 Kab. Gunung Mas 577.229.670.000 577.229.6?0.000 1 60.342.690.000 r 52.055.555.996

3t6 Kab. lamandau 473.91 5.987.000 473.S 1 5.987.000 1 00.074.922.000 95.468.0t5.700

317 Kab. Sukamara 432.962.550.000 432.8S1.338.u00 78.393.047.000 74.402.812.176

3r8 (ab. Katingan 721.120.250.000 721.120.250.000 1 41.62 r.987.000 1 74.569.655.055

319 Kab. Saruyan 632.665.691.000 632.1 1 0.484.000 r82.51 2.974.000 I 67.606.282.925

320 Provinsi Kalimantrn Srlatan t.1 90.1 32.845.000 1.1 90.059.63S.000 t.1 53.648.408.025 1.115.628.531.227

321 Kab. Baniar 756.91 3. r47.000 756.873.01S.000 316.153.594.000 268.61 5.4S8.8 r 2

322 Kab. Banto Kuala 596.093.M5.000 596.093.645.000 1 96.896.832.000 r88.484.444.r s3

323 l(rb. Hulu Sun0ar Sdatan 549.729.r 77.000 54S.729.t 77.000 259.087.992.000 245.604.522.074

324 (ab. Hulu Sungar Tcngah 548.262.095.000 546.726.095.000 215.7r 1.083.000 1 89.563.6 I 3.6 r 2

325 Kab. Hulu Sungai Utara 5 r 7.886.91 7.000 5 r 7.872.458.000 21 1.392.359.000 1 95.909.429.858

326 Kab. Xolabaru 638.366.993.000 637.598.993.000 224.749.998.000 21 1.423.519.664

327 (ab. Tabalono 5 I 7.978.2S3.000 51 7.978.293.000 225.277.661.000 203.887.r85.523

328 Kab. Tanah taut 566.347.927.000 566.347.927.000 247.225.526.000 232.668.181.r52
aro Kab. Tapin 478.637.41 5.000 478.637.41 5.000 r 66.394.943.000 149.1 60.928.041

330 Kota Baniarbaru 459.236.966.000 459.236.966.000 1 52.352.733.000 145.407.954.9r r

33t Kota Banialmasin 735.326.6r 3.000 725.703.025.000 206.078.099.000 185.444.770.720

332 Kab. Balangan 400.091.773.000 400.091.773.000 1 55.009.255.000 140.768.324.929

333 (ab. Tanah Bumbu 488.663.010.000 487.695.903.000 244.640.203.000 238.5 r 0.901.430

334 Provinsi Krlimrntan Timur I t 6.725.1 5r.000 816.725.151.000 1.206.955.38S.688 r.1 58.54:t.609.667

335 Kab. Baau 597.39S.t69.000 597.389.726.000 21 7.445.9 r 3.000 200.565.708.3r6

336 Kab. Kutai Kartanegara 3 I 6.336.03r.000 307.906.912.000 409.540.391.000 393.662.293.029

337 Kab. Xutai Baral 624.848.726.000 624.772.897.000 r 58.720.61 2.000 t45.848.920.489

338 Kab. Kutai Timur 585.522.708.000 585.522.708.000 207.350.21 L000 196.843.517.793
??o Kab. Mahakam Ulu 499.664.873.000 499.664.873.000 r 02.337.793.000 95.05S.252.32r

340 Krb. Pascr 41 2.273.1 I r.000 412.273.181.000 195.135.162.000 182.884.822.708

341 Kota Bahkpapan 447.301.80t.000 44r.30 1.804.000 r 90.230.1 50.000 r 75.791.6 1 5.985

342 Kota Bontang 238.1 92.0 r 3.000 238.192.013.000 70.604.408.000 56.786.489.955

343 Kota Samadnda 720.471.726.000 7 I 0.059.966.000 282.451.873.000 260.143.909.897

344 Kab. Penaiam Paser Utara 288.327.564.000 283.885.908.000 1 15.041.049.000 107.374.142.9s6

284 ProYinsi X.lim.nt.n Ut.r. 1.209.588.641t.000 1.209.588.64{t.000 357.778.615.000 3/l3.568.37S.166

285 Kab. Bulungan 53r.374.6S4.000 530.646.348.000 205.456.204.000 195.263.808.739

286 Kab. Malinau 8 1 2.495.7, t.OOO 81 7.495.721.000 1 57.259.031.000 153.r r9.532.547

287 Kab. ilunukan 485.282.394.000 485.282.394.000 21 6.345.476.000 204.672.138.r98

288 Kab. Tana Tidung 41 7.880.71 4.000 41 7.880.7 14.000 62.542.255.000 54.926.643.822

285 Kota Tarakan 41 r.434.356.000 41 1.434.356.000 1 26.807.81 0.000 119.782.676.625

315 Provinsi Sulaw.si Ut.rr 1.475.480.220.000 1.475.480.220.000 1.,l 13.788.S26./t00 1.054.1 24,51 8.0/t0

346 Kab. Bolaano Monoondow 572.21 7.388.000 57r.847.230.000 205.392.576.4M 1 79.641.464.85 1

347 (ab. Minahasa 700.750.525.000 687.008.369.000 2r3.456.045.000 203.1 01.1 59.933

348 Kah. Sangihe 558.354.8S3.000 558.289.457.000 253.541.598.800 235.90S.7r2.r23

349 Kota Bitung 522.578.2U.000 522.576.2U.000 1 29.89t.5r 6.000 125.752.467.354

350 Kota Hanado 788.240.853.000 788.144.580.000 1 81.733.294.000 1 64.21 7.078.003

351 Kab. Kcpulauan Talaud 509.501.1 54.000 50s.485.099.000 1 82.804.805.000 1 63.999.763.254

352 Kab. Minahasa Sclatan 549.968.81 7.000 54S.968.81 7.000 201.961.347.000 192.085.572.089

3s3 Kah. Minahasa Tcnggara 430.024.1 80.000 429.777.522.000 1 r 2.700.898.000 1 06.062.462.31 2

354 Kah. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 406.861.248.000 406.837.403.000 1 04.587.797.000 96.360.837.831

355 K0ta Kotamobagu 397.656.4S4.000 397.592.388.000 130.r30.004.000 125.271.374.072

356 Kab. Bolaan0 Monqondow Timur 359.669.534.000 359.652.719.000 95.569.988.000 93.837.039.789

357 Kab. Bolaang Mongondow &l.tan 364.595.503.000 364.59 r.532.000 92.595.803.000 89.048.572.3S0
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358 Kota Tomohon 439.347.707.000 439.347.707.000 89.41 9.697.000 83.408.097.678

359 Kab. Minahasa Utara 524.679.676.000 524.679.676.000 I 99.865.796.000 r88.t r5.520.314

360 Kab. Bolaan0 Mongondow Utara 394.945.13t.000 394.689.61 0.000 r 37.530.1 20.460 r 30.31 3.084.941

361 ProYinsi Gorontrlo r.060.338.5C7.000 1.059.89 1.725.000 457.4:t0.350.400 441.0 18.726.1 62

362 Kab. Boalcmo 47 1.578.143.000 471.52S.579.000 200.244.928.080 r 86.676. I 84.21 3

363 Kab. Gorontalo 6i8.7 1 9.638.000 578.664.r 39.000 3r9.323.532.000 307.573.376.000

364 Kola Gorontalo 543.288.61 3.000 543.202.S04.000 1 35.377.8 1 6.000 r 24.909.263.255

365 Kab. Pohuwato 532.356.833.000 532.300.954.000 2t6.698.970.000 207.486.656.1 1 8

366 Kab. Goronlalo Utara 41 9.41 6.566.000 41 9.41 6.566.000 1 64.1 23.638.000 1 58.375.0 r 5.1 36

367 Kab. Bonc Bolango 502.577.392.000 502.576.46r.000 1 85.444.275.000 175.314.143.421

368 Provinsi SuhwriTcn0ah t.649.1 20.5t5.000 1.648.920.494.000 1.250.068.022.767 1.22?.726.231.535

369 Kab. Banggai 920.153.087.000 91 t.493.27t.000 282.058.4r 3.000 269.797.165.532

370 Kab. Banggai Laut 4t 5.876.921.000 41 5.343.576.000 92.687.215.r60 83.952.S41.948

371 Kab. Bang0ai Kcpulauan 49 t.91 2.76E.000 491.9 1 2.768.000 2t 8.002.988.478 204.085.8S2.460

372 Kab. Buol 545.091.r49.000 545.091.149.000 1 99.808.307.000 rs2.625.926.923

373 Kab. Tolitoli 650.314.134.000 650.314.134.000 259.397.973.000 2U.4M.422.185

374 Kab. 0onggala 699.332.76E.000 699.332.768.000 35 1.537.6 I 3.000 34r.543.376.9 1 8

3i5 Kab. Morowali 524.83 r.285.000 524.831.285.000 205.280.253.000 1 S5.8 r 5.259.680

376 Keb. Morow.li Ulara 586.51 2.006.000 586.512.006,000 234.943.712.000 232.057.027.082

377 Kab. Poso 754.085.752.000 754.085.752.000 280.14r.29 1.800 267.506.554.934

378 Kota Palu 7 1 0.846.1/18.000 702.728.505.000 225.894.955.000 211.002.887 .540

379 Kab. Parigi Moutong 796.086.7S6.000 796.054.059.000 402.335.389.260 390.256.621.976

380 Kab. Sisi 650.870.0 r4.000 650.870.014.000 248.229.256.000 240.r 55.352.1 80

381 Kab. Toio Una Una 600.936.539.000 600.936.539.000 267.9 1 8.140.200 262.570.236.606

382 Provinsi Subwrsi Srlrtrn 2.586.3r 2.3r2It00 2.586.3 I 2.342.000 2.8 1 6.520.494.000 2.669.490.585.057

383 Kab. Bantaarg 538.855.527.000 538.773.934.000 24S.844.592.000 236.71 7.980.557

384 Kab. Banu 540.040.862.000 537.375.298.000 1 73.288.098.000 1 60.559.636.4r 2

385 Kab. Bonc r . r 45. r 92.059.000 1.144.920.834.000 493.804.M4.000 474.305.r28.600

386 Kab. Bulukumba 744.927.117.000 744.808.424.000 284.853.68r.000 273.329.51 1.351

387 Kab. Enrckang 565.0 r 2.687.000 565.012.687.000 221.453.368.000 204.452.883.974

388 Kab. Gowa 899.982.301.000 899.835.41 2.000 365.667.654.000 357.896.7 1 8.636

389 l(rb. Jancponlo 684.277.857.000 684.1 39.5 1 8.000 354.945.41 5.000 336.370.331.084

390 Kab. luwu 727.192.394.000 725.938.926.000 319.965.552.000 31 4.551.569.660
ao1 Kab. luwu [Jtara 687.354.603.000 686.1 t9.309.000 230.726.412.052 224.123.128.333

ao, Kab. Maros 746.1 1 r.S{2.000 746.05 r.655.000 21 8.467.348.000 213.551.247.673

20? Kab. Pangkajcnc Kcpulauan 793.548.71 6.000 793.548.716.000 216.394.485.000 209.68S.1 73.558

394 Kab. Pinrang 749.978.575.000 749.978.575.000 224.087.357.000 211 .211.012.181

395 Kab. Kcpulauan &layar 606.r86.753.000 606.1 86.506.000 r 83.043.1 56.000 r 76.621.1 98.607

396 Kah. Sidcnrcng Rappang 650.900.251.000 650.894.722.000 293.867.776.000 280.092.016.759

397 Kab. Sinjai 625.1 98.393.000 625.1 98.393.000 25 1.297.557.000 244.1 63.438.379

398 Keb. Soppcng 660.303.945.000 660.303.945.000 247.172.364.000 238.338.83r.037

399 Kab. Takalar 640.957.851.000 636.594.062.000 226.604.470.000 21 0.0 1 5.1 84.395

400 Kab. Tana Torala 5S7.509.494.000 597.509.494.000 230.871.639.000 21 2.799.060.670

401 Kab. Wajo 760.785.755.000 760.785.755.000 275.407.230.000 266.849.220.454

402 Kota Parrparr 480.715.688.000 480.61 9.453.000 1 65.343.924.000 1 59.891.478.668

$3 Kab. Toraia Utara 561.642.609.000 56r.620.968.000 2r3.667.01 5.000 20r.581.656.568

404 Kota Mekassar 1.406.148.1 E7.000 r .378.S82.976.000 409.656.5S8.000 372.770.768.172

405 Kotr Palopo 553.929.041.000 545.288.008.000 r 86.440.007.000 1 78.1 63.487.9S5

406 Kab. Luwu Timur 573.61 5.809.000 573.552.805.000 r 69.742.036.000 r 64.1 69.565.01 3

ql ProYiasi Sulaw:si Brrat r.064.068.728.000 1.06t 068.728.000 61 3.203.1 02.000 578.824.276.6{0

408 Kab. Majcnc 542.31 9.093.000 542.21 6.360.000 213.431.342.435 212.055.920.213
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409 Kab. Mamuiu 661.382.467.000 661.382.467.000 207.0 I 2.31 0.000 202.632.746.0r5

410 Kab. Mamuiu Tengah 368.528.920.000 368.423.660.000 r90.851.840.520 r 88.477.960.397

411 Kab. Polcwali Mandar 749.942.907.000 749.833.61 9.000 39r.239.522.000 38 1.1 03.761.452

412 Kab. Mamasa 54t.842.0 14.000 541.842.0 14.000 225.9r6.087.000 21 0.485.636.348

413 Kab. Pasanokayu 503.822.302.000 503.750.425.000 1 65.844.S30.000 1 66.696.572. r 80

414 Provinsi Sulawrsi Trnggara 1.6 1 8.0 I 0.763.000 r.5 r 7.951.2S3.000 1.255.771.327.000 r.215.563.652.0r5

415 Kab. Buron 444.932.90S.000 444.845.984.000 1 57.869.797.000 145.587.436.917

416 Kab- Konawc 720.1 1 1.946.000 720.066.802.000 363.1 50.003.000 340.645.026.820

417 Kab. (onawe Kepuhuan 334.614.326.000 334.6 14.326.000 1 14.322.923.000 1 09.426.430.933

418 Kab. Kolaka 613.465.346.000 61 3.465.346.000 233.357.496.000 220.977.833.657

419 Kab. Kolaka Timur 41 9.944.822.000 4t 9.944.822.000 1 34.419.727.000 1 29.890.679.539

420 Kab. Muna 692.927.318.000 692.805.186.000 278.628.929.500 274.334.695.4S9

421 Kota Kcndari 706.229.r24.000 706.2 r 3.677.000 208.910.254.000 20 r.362.340.249

422 Kota Bau-bau 546.1 39.264.000 546.129.745.000 1 77.234.030.000 1 62.350.422.91 I
423 Kab. Konawe Selatan 6S6.1 99.550.000 695.1 99.550.000 27 r.094.61 0.200 251.966. r 99.559

424 Kab. Bombana 507.599.1 97.000 507.566.707.000 2 1 2.585.31 8.000 206.427.390.0r0

425 Kab. Konawe Ulara 473.662.395.000 473.662.395.000 164.281.766.000 1 60.032.3S8.858

426 Kab. Buton Utara 430.807.964.000 430.807.964.000 t03.568.516.r r2 t01.389.291.573

427 Kab. Wakatobi 489.961.145.000 485.140.403.000 250.920.267.000 245.1 87.686.783

428 Kab. Kolaka Utara 505.448.597.000 505.448.697.000 1 27.840.438.E00 126.493.679.261

429 Kab. Muna Bar.t 376.1 S7.757.000 376.r94.907.000 1 45.685.074.480 144.773.747.990

430 Kab. Buton Tengah 378.620.1 91.000 376.769.50r.000 98.286.635.000 95.027.61 8.343

43r Kab. Buton Selatan 370.632.506.000 368.867.801.000 1 05.224.246.000 101.371.572.231

4;t2 ProYinsi Bali 1.325.847.555.000 1.325.847.555.000 1.1 50.185.324.000 1.1 05.788.247.823

433 Kab. Badung 386.655.356.000 386.064.969.000 1 63.465.075.000 149.708.361.91 2

434 Kab. Bangli 596.072.660.000 595.S47.43r.000 1 46. r 47.437.000 1 25.959.531.500

435 Kab. Buldang L028.45 r.S56.000 1.028.45 r.956.000 306.498.81 9.000 287. I 1 0.524.805

436 Kab. Gianyar 717.774.914.000 71 7.737.408.000 22r.405.340.000 205.333. r 48.939

437 Kab. Jembrana 592.425.5?2.000 590.574.882.000 1 32.378.41 0.000 1 2 r.1 56.090.51 8

438 Kab. (arangascm 795.849.7i14.000 794.649.362.000 222.187.551.720 206.724.529.233

439 Kab. Klungkung 564.462.r48.000 564.281.762.000 1 28.390.583.000 1 1 6.988.494.459

4/t0 Kab. Tabanan 847.281.658.000 847.281.658.000 232.470.785.000 21 2.322.995.660

441 Kota Danpasar 683.61 3.38 L000 683.439.949.000 1 51.952.425.000 1 35.488.877.942

42 Provinsi ilusa Tonggara Barat 1.5S4.562.60 1.000 1.594.562.601.000 1.653.81 S.570.000 1.591.903.868.737

M3 Kab. Bima 909.1 1 2.358.000 909.065.732.000 422.509.851.900 4r 1.053.584.r 58

444 Kab. Dompu 594.56 1.094.000 594.526.590.000 278.828.633.000 245.280.066.946

445 (ab. lombok Barat 798.014.0 I 3.000 798.0 14.0 1 3.000 488.868.107.000 453.262.163.242

446 (ab. tombok Tcngah 1.032.682.055.000 I .03 2.682.055.000 458.841.648.800 432.257.058.58 1

447 Kab. tombok Timur r.1 93.782.074.000 1.1 93.782.074.000 6'08.585.487.000 589.385.41 1.397

448 Kab. Sumbawa 853.796.671.000 853.749.1 90.000 445.597.942.000 425.324.657.807

449 Kola Mataram 634.376.234.000 634.297.688.000 1 95.452.1 72.000 1 80.91 3.654.2r 5

450 Kab. lombok Utara 409.698.184.000 409.689.501.000 3r6.802.982.000 291.724.203.427

451 Kota Bima 484.764.635.000 483.668.278.000 I 33.568.599.000 1 26.589.009.862

452 Kab. Sumbawa Barat 41 7.480.922.000 417.413.681.000 202.4S2.962.000 1 8 1.5 1 9.380.1 26

t53 Provinsi ilusr Trnggrn Timur 1.879.067.23r.000 1.879.0 1 2.473.000 2.237.880.1 02.000 2.1 68.656.332.77 1

454 Kab. Alor 63r.586.597.000 631.576.698.000 229.357.652.000 221.557 .646.826

455 Kab. Bclu 51 9.024.474.000 51 9.024.474.000 229.273.151.500 219.790.202.245

456 Krb. Ende 656.576.274.000 656.576.274.000 2S2.404.839.100 278.896.951.883

457 Kab. Flores Trmur 541.765.E ut.000 641.739.98r.000 r 95.033.21 4.1 00 I 86.844.430.206

458 Kab. Kupano 705.485.8 1 7.000 705.453.662.000 258.261.885.000 243.488.208.343

459 Kab. lemhata 490.941.1 98.000 490.886.345.000 205.631.S4r.000 202.158.241.150
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460 Kab. Malaka 454. I 62.076.000 454.1 62.076.000 194.090.701.000 r 65.3 I 8.076.836

461 l(ab. Manggarai 608.342.812.000 608.337.1 63.000 278.230.4r 3.000 270.743.836.832

462 (ab. Ngada 488.48r.r 65.000 488.481.1 65.000 148.350.694.000 142.728.120.937

463 Kab. Sikka 655.275.257.000 654.647.934.000 263.1 79.921.200 248.277.2M.M|

454 Kab. Sumba Barat 4r 8.595.763.000 414.305.206.000 1 61.280.1 76.000 r53.93r.559.270

465 Kab. Sumba Timur 660.778.051.000 660.778.051.000 301.61 3.71 4.000 280.557.015.308

466 Kab. Timor Tcngah Sclatan 772.116.922.000 772.1't6.922.000 284.729.847.040 266.350.09 1.907

467 Kab. Timor Tcnoah [Jtara 609.878.1 26.000 603.770. r 08.000 27 r.406.750.000 238.813.r80.481

468 Kota Kupang 685.294.530.000 675.595.958.000 207.804.882.000 186.438.0r9.202

469 Kab. Rolr ildao 462.162.779.000 462.159.70r.000 1 72.686.702.000 1 64.646.91 9.773

470 Keb. ilagekro 456.389.993.000 456.38S.S93.000 200.233.861.000 182.975.1 27.530

471 Kab. Sumba Tcngah 37r.499.425.000 371.499.425.000 1 30.728.529.000 1 23.692.895.336

472 Kab. Sumba Baral Daya 494.022.5/U1.000 494.022.540.000 250.824.776.000 225.224.639.670

413 Kab. Manggarar Timur 535.026.385.000 535.024.485.000 255.320.275.91 6 246.377.252.837

474 Kab. Sabu Raijua 367.505.365.000 366.579.545.000 1 24.710.981.000 1 1 r.360.357.589

475 Kab. Manggarai Barat 535.057.61 8.000 535.057.6 I 8,000 244.517.760.000 222.000.323.602

476 Provinsi Malulu 1.70 L463.565.000 r.70 1.436.566.000 884.935.1 r 1.000 844.992.578.89S

477 Krb. Kcpulauan Tanrmbar 581.878.545.000 581.1 38.269.000 203.841.355.000 r89.204.r07.046

478 Kab. Maluku Tcngah 9S4.933.42S.000 994.S33.429.000 433.9r2.959.000 41 1.296.367.868

479 Kab. Maluku Teoggara 507.863.085.000 507.857.575.000 1 86.280.205.000 182.530.743.832

480 Kab. Buru 529.488.76r.000 523.459.995.000 285.703.068.000 249.01 3.020.376

48r Kola Ambon 698.473.685.000 698.473.685.000 175.721.504.000 168.299.924.071

482 Kab. Saam Bagian Barat 624.1 10.2r7.000 624.093.079.000 283.580.423.000 287 .917.754.832

483 Kab. Scram Baoian Timur 548.080.r 67.000 548.065.290.000 218.872.887.800 212.871.735.834

484 Kab. Maluku Barat Daya 579.507. r 86.000 579.322.1 17.000 1 92.725.946.000 1 79.657.108.942

485 Kab. Buru Sclatan 442.7r0.5r0.000 442.710.510.000 147.140.439.000 141.51 1.621.463

485 Kab. Kcpulauan Aru 602.50 r.466.000 602.50 1.465.000 r 95.878.559.000 1 63.453.954.264

487 Kota Tual 407.800.031,000 407.244.824.000 91.rt40.757.000 85.607.533.869

488 1.357.603.855.000 1.357.603.855.000 808.583.782.000 7E0.404.3r 6.088

489 Kab. Halmahcra Tcngah 462.1 60.802.000 462.127.780.000 139.900.71 1.200 r36.129.840.079

490 Kab. Halmahaa Barat 505.847.371.000 505.847.371.000 230.980.900.000 221.928.413.415

49t Kota Tanalc 654.298.337.000 654.295.449.000 1 26.1 59.879.000 1 23. r 28.628.61 3

492 Kab. Halmahaa Timur 488.568.71 r.000 488.568.7t 1.000 1 82.1 53.9 1 2.000 1 80.000.899.1 33

493 Kota Trdorr Kcpulauan 571.r 13.288.000 57 t.1 1 1.540.000 1 74.1 64.856.000 l 67.468.648.144

494 Kab. Kcpulauan &la 496.54S.85S.000 496.549.859.000 1 54.066.058.000 1 46.552.855.9 1 3

495 Kab. Pulau Morolar 408.837.058.000 408.837.058.000 234.437.655.000 232.904.396.935

496 Kab. Pulau Taliabu 357. r 54.871.000 35i.1 54.757.000 r 34.796.727.000 127.792.846.902

497 K.b. Halmahaa Sclatan 767.334.499.000 767.334.347.000 356.694.543.000 348.507.534.r02

498 Kab. Halmahcn Utara 502.659.506.000 502.596.1 03.000 r97.258.1 15.400 1 92.873.833.607

499 Provinsi Papur 2.61 6.545.381.000 2.61 6.545.38 1.000 1.260.973.S85.000 r.205.082.088.741

500 Kab. Yalimo 633.767.1 6r.000 633.765.489.000 2M.532.585.200 240.296.503.893

501 Kah. [annv Java 658.338.490.000 558.334.386.000 200.1 54.683.000 198.265.299.580

502 Kab. Biak ilumlor 608.692.04r.000 608.688.868.000 267.463.864.000 258.531.835. r 63

503 Kab. Jayapura 706.489.378.000 706.489.378.000 1 65.275.578.000 157.835.258.461

504 Kab. Jayawilaya 750.794.5r6.000 750.794.516.000 272.469.609.000 254.54S.480.734

505 Kab. Mcraukc 1.250.06r.861.000 1 .248.026.1 02.000 262.388.340.000 243.042.465.574

506 Kab. Mimika 6i6.745.915.000 629.449.9 I 5.000 194.314.221.300 1 88.463.665.774

507 Kab. Nabirc 730.805.825.000 729.140.204.000 306.096.329.000 29 t.412.961.331

508 Kab. Paniai 504.64r.829.000 602.790.759.000 r9r.8s7.257.4I)0 r45.53r.r86.646

509 Kab. Puncak Jaya 783.663.755.000 782.41 1.755.000 r48.r 13.426.600 127.688.61 7.588

510 Kab. Kcpulauan Yapen 567.668.047.000 567.633.543.000 141.943.363.000 1 33.989.1 94.430
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511 Kota Jayapura 650.1 89.706.000 660.189.706.000 149.41 1.249.000 145.563.248.1 18

512 Kab. Srrmi 726.838.06r.000 726.453.5r0.000 1 39.590.392.000 130.172.701.243

513 Kab. Keerom 557.3 I 0.251.000 557.305.064.000 3r8.807.r42.000 289.741.485.699

5r4 Kab. Yahukimo 763.672.609.000 763.672.609.000 291.479.630.000 283.69 r.747.1 09

515 Kab. Pegununoan Bintano 869.086.525.000 86S.085.822.000 30s.765.489.700 302.85 r.550.47 1

516 Kab. Tolikara 752.192.457.000 751.424.457.000 2r3.S59.r50.000 209.152.725.471

517 Kab. Bovcn Digocl 848.903.800.000 848.903.800.000 203.454.427.000 1 90.032.1 51.038

518 Kab. Mappr 799.155.239.000 799.r 60.622.000 2rs.504.423.000 214.406.727.233

519 Kab. Asm.t I t4.873.377.000 I r4.873.377.000 1 50.6S3. r 58.000 121.745.840.232

520 Kab. YUaropen 582.788.592.000 582.788.692.000 1 83.983.669.000 1 8 1.034.706.740

521 Kab. Mamhaamo Raya 735.69t.873.000 735.691.037.000 203.982.987.000 r 53.427.398.654

522 Kab. Mamberamo Tcngah 672.340.569.000 572.339.58 r.000 1 I 2.659.470.820 r 09.973.98i.600
Et2 Kab. Nduga 646.262.1 57.000 646.261.1 69.000 187.5r4.448.000 177 .127 .901.677

524 Kab. Dogiyai 517.560.866.000 5t7.560.714.000 175.584.772.000 156.328.185.772

E'E Kab. lntan Jaya 717.339.157.000 7 I 7.337.694.000 r 37.953.909.200 r31.33t.800.r I 2

526 Kab. Puncak 826.547.373.000 826.546.385.000 1 42.054.837.000 r 30.957.1 46.965

527 Kab. Deiyar 502.44 t.290.000 502.'14 1 .290.00 0 r 50.543.t6r.000 r 46.606.865.007

528 Kab. Supiori 464.282.599.000 464.276.543.000 133.51 5.42r.000 124.980.234.328

52S Provinsi Papua Barat 1.463.622.7ta.o00 1.463.6 1 6.41 S.000 542.659.057.000 493.888.729.098

530 Kab. &rong 547.294.2 t4.000 547.294.214.000 2S 1. r 41.4r 6.000 266.353.464.r90
E2i Kab. Manokwad 552.362.842.000 552.357.807.000 r 92.093.626.000 184.081.38r.880

532 Kab, Manokwan &latan 355.1 67.408.000 355.r 63.532.000 95.r51.250.900 91.070.t48.327

533 Kab. Fak lak 697.73r.006.000 6S7.703.456.000 I 23.961 .07 1.000 1 18.399.401.902

534 Kota Sorong 5 r 5.228.6r 9.000 51 5.228.619.000 130.93r.027.000 125.516.742.186

535 Kab. Pe0unun0an Arfrk 388.294.922.000 388.292.737.000 12t.91 1.557.000 1 14.830.095.65 r

536 Kab. Sorono Sdatan 475.087.801.000 475.087.80 1.000 154.705.39t.800 1 49.500.828.027
ct1 K.b. Raia Ampat 684.14 1.009.000 584.087.866.000 244.694.840.000 233.355.S97.289

538 Kab. Tduk Bintunr 562.353.864.000 561.S83.726.000 r49.649.751.000 r 45.31 2.039.565

539 Kab. Tcluk Wondama 460.458.547.000 460.'146.995.000 1 52.82 r.625.000 r 54.901.5 1 8.863

540 Kab. Tambrauw 531.20 r.0r 3.000 531.201.0r3.000 206.770.9 I 0.200 r 98.51 0.335.r 27

541 Krb. Mayhrat 454.883.479.000 454.521.900.000 r 73.830.363.300 1 5 1.61 9.734.220

542 Kab. Karmana 623.671.069.000 623.57 1.069.000 88.91 3.779.000 77.998.573.470

543 Sise Dana Crdrngan 32.983.778.000 2.58r.1 19.957.532

JUMI.AH 421.373.582.692.000 420.S 1 0.238.556.000 200.368.8/Ut.603.000 1 86.394.672.8S6.1 95

SK No 047780 A
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

IAPORAII| REATISASI AIIIGGABA]'I IIANA OTOilOMI IfiUSUS. DA]'IA IIESA, TBATTSTEB DA]IIA KEISTITIIEWAAIII DIY DAIll DAI{A If'ISEilTIf DAERAH

Trhun Anggaran 2019
(Dalam Bupiah)

LAMPIRAN 3.F

io. Irralah
lnr

t.g[ 0rn. otonoml l(huur
hlc Tlanrhr Dria
l(rirtim.wr.n DIY

PrgI Drnr D.t. Jumhh Prgu Dr[r otoromi Xhurur Dana ln!.ntir 0r.rrh Tralthr Drnr
0anr Dalr

I 2 3 a 5 a t l0 ll 12=l+9+10+11
1 r.357.47t.65t.000 t.357r7t.65{.000 t.357.t71.654.000 t2.012.06r.000 8.36t.5t1.7u.000
2

3

K.b Aceh B.r.t
Krb Acch Bcsar

1 2 092 064 000 249 482 526 000
438 519 093 000

26'1 574 590 000

438 519 093 000

248 832 320 000

438.51S 093 000
248.832 320 000

438.51 9.093 000

4 Kab Acoh Sohran 203 653 902.000 203 653.S02.000 203 653 90r S95 203 653 90r 995

5 Kab. Acch Srnokrl 106 got 862 000 1 06 901 862 000 106 901 862 000 106 901 862 000

l(ab Acch Tcnoah 221.436 663 000 221.436.663.000 221 436 663 000 221 436 663 000

7 Kab ADrh Tcnoorn 283 801 638 001.1 283.801 698.000 I 283 80r 698 000 293 821 297 000

I K.b Acrh Trmur r0 01 I 599 000 387 123 385 000 397 142 984 000 387 123 385 000 387 I 23 385 000

I
10

Kab Acch utr0
K.b Btrourn 22 696 675 000

627 981 678 000
453 997 662 000

627 981 678 000

476 694 337 000

627 307 230 000

453 9S7 662 000
650 003,905 000

453 S97 662 000

1t K.b Prdro 525 951 016 000 525 951 01 6 000 524 655 51 r 065 524 655 51 1 055

12 Xab Srmcufua r 1 7 222 029 000 117 222029000 23 010 581 000 111 222029000 140 232 610 000

13 Koll B.nd. Amh 23 010 581 000 74 192 333 000 97 202 914 000 1 0 392 723 000 73 175 122 875 83 567 845 875

Kolr Seb.no l0 392 723 000 23 635 698 000 34 028.421.000 23 635 698 000 23 635 698 000

l5 Kota Lrnos. 51 112 687 000 57 172681.000 10 018 0s0.000 67 790 776 997

l6
11

Kota Lhoksaum.wc

Keb Naoan Rava

r0 018 090 000

t0 792 337 000

58 773 330 000
I 74 634 430 000

68 791 420 000

t85 425 757 000

58 146 50d 302

1 74 534 430 000

l8 Kab Ac.h Jev. 10.205 512 000 I 34 071 262 000 144.218174 000 l0 7s2 337 000 134 071.262 000 144 863 5S9 000

ls Keb Pdr! Jeva r0.664.040.000 r65.797 075 000 178.461.1',t5 000 r65 797 075 000 r55 79i 075 000

20 Kab Ac.h Beret Dava 1 1 7 947 229 000 I r7 947.229.000 l0 205.512 G00 I 17 626 676 600 127 832,188 600

Kab Gavo l-uos 1 12 0l't 067 000 1 l2 0l 1.067 000 112011 066895 r r2 01 I 066 895
77 Kab Aoh T.mreno 1 70 293 947 000 170 293.S47.000 11.171,741 000 170 293 S47 000 181 465.688 000

Kab Brnrr Mcil.h I 1 l7l 741 000 180 968 089 000 192 13S 830 000 180 968.089 000 19r 632 129 000

24 Kotr Subulussrlam 69 33t 821 000 69 331 821 000 69 331 821 000 69 331 82t 000

25

26

Proyi[ri Sufrrtarr Uta]r
Krb Asehrn l0 939 377 000 t46 0s0 41 5 000 157 029 792 000 I 000 145 800 985 000

t0.939.377,000
167 124 S26 000

27 (ab Da[ 21 323 941 000 121 172564000 148 496 505 000 127 112 564 000 1 27 1 72 564 000

rb Dol Sord.no 306 386 S48 000 306 386 948 000 306 386 907 6C0 306 386,907 600

(ab. K.ro 197 078 S26 000 1 97 078 926 000 196 824 341 200 r96 824 341 200

30

31

(rb [.buhrnB.tu
(rb l.nokal

70 226 102 000

205 446 268 000
70 226 102 000

205.446.268 000

69 956 159 200

205 170 800400
69 956 159 200

205 170 800 400

32

33

(ab Mrnderlnq N.tll
K.b. Nras

285,84r 420 000

180 585 127 000
285.841.420.000
180 585 127 000

284 315 396 300

180 413 087 847

284 3t5 396 300

180.413 087 847

Jumhh B.rlh.ti

SK No 020175 C

PllU Drnr lntr[ti, Dr.rrh

7=3+t+5+a
Prnuir.i t.Mn... l.oh n.'tr..'l'i

51 112686991
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TAPOBAIJ BEAI.ISASI AI'IGGARAIII IIAt{A OTOiIOMI I(HUSUS, DAilA DESA, TRA]TSTEB DAITA I(EISTIMEWAAil DIY DAI{ DAIllA IIISET'ITIT DAERAH

Tahun Anggarrn 201 I
(Dalam Bupirh)

LAMPIRAN 3.F

tlo. 0u.h
Prlu 0tna otonoml (hurut Prlu 0rn.ltrulif 0rrr.h Prtu Tratr!fur Drra

Prtu o.trr D[a Juml.h ?.tu Dror otomni lfturur Dur ln!.ntil Drrrh
Tr.mrr ll.m

Drnr D.t. Junhh n.rlis.ti

34 Kab Srmrlunoun 294.442204.000 294.442.204.000 23 132 664 000 294 214 1S7 460 317 346 861 460
35 23 132 664 000 I 67 751 279 000 190 883 943 000 157 751 27S 000 157 751 279 000

(ab T.panul Jlng.h 140 541 S73 000 140 541 S73 000 r40 541 973 000 140 541 973 000

rb TiD.nuI Utrn 1 84 1 86 164 000 184 r86 164 000 l0 393 1 18 000 183 145 248 800 133 538 366 800

38 (.b Toba Srmosf 10.393 1 l8 000 176.10r 238000 1 86 494.356.000 r76 r01 238 000 176 101 238 000

39

40

(ote Ernlar

Kol. Mcd.n 22 438 314 000 22 438 314 000

41 Kota Plmateno Santar 22 438 314 000 22.438.314 000
42 Kota Sbolo.
43

44

Kotr Trnpng Balil
K.b Batu Bara 118843171000 I 1 I 843 r7l 000 118843171000

45 Kab l.buhrnbrtu Ut.ra 79 r23 527 000 79 123.527 000 78 8ig 864 200
46

47

Keb Lrbuhrnbatu S!l.t.n
K.b P,drno Lrw.s Ut.ra 14 168 597 000

61 548.371 000
287 244 660 000

61 548.371 000

301 4r3 257 000

61 548 371 000

285 t65 I 97 800

61 548 371 000

285 r65 197 800

48

49

K.b Prdrno L.w.s
Krb Nras lJlara

230 097 858 000
137 008 319-000

230 097.858 000

137 008.31S 000

14 168 597 000 229 206 2r 1 800

1 33 1 34 980 200

243 374 808 800

133 134 980 200

50 Kab Nr.s Barat 1 14 000 248.000 1 l4 000 248 000 1 14 000 247 984 1 14 000 247 984

Kote Trbno Tnoor

5) Kot. Prd.nq Sdmpuan 3S 678 754 000 39.678 754 000 1 0 92S 686.000 3S 678 754 000 50 608 440 000
53 10 92S.686.000 48 298 630 000 59.228.316 000 45 263 394 400 45 263 394 400
54 Keh Nras S6latan 348 422 333 000 348 422 333 000 r2815324000 300.759 550 033 31 3 5i4 874 033
55

56

Krb Humb.no H.sundut.n

Krb Slrd.no B.d.oer

12 815 324 000 r23 336 297 000
184 774 302 000

136 151.621 000
184 714 302 000 10482 264 000

r23.336 297 000

184 774 302 000

r23 336 297 000

r95 255 566 000

57

58

Krb SamosI

Kotr Gununosrlolr

10 482 264 000 1 08 744.499 000
89 077 769 000

1 1 I 226 763 000

89 077 769 000 I 8.31 I 448 000

r08 744 499.000
M S66 883 000

108 744 499 000

103 286 331 000

5t ItJlt.t{t.000 It.3tt.t{t.000 45.357.att.000 {5.357.6t!.000
60 r Lrmr Puluh Kot. 45 357 54S 000 75 446 605 000 120 804 254 000 49,815.313 000 75.446 605 000 r25 261 918 000

6l Kab Ao.m 49 815 313 000 74 249.755.000 124 065 058.000 47 127 208 000 74 249 755 000 r2l 376 963 000

62 Kab KaDulruan Mdtawar 47 127.20800n 54 390 77r.000 r01 5r i.979 000 22 884 576 000 54 390 713 800 17 275289800
63 22 884.576 000 s5.038.3S8.000 r17 922 S74.000 s 630 660 000 s5 038 3S8.000 104 66S 058 000

M Krb Prsrmrn I 630.660 000 48 262.08r.000 57 892 741.000 29 946 867.000 48 262 08r 000 78 208 948 000

P6rsrr Selaten 2S.S48 867 000 t66 305 833 000 196.252 700 000 22 448 614 000 166 305 833 000 188 754 447 000

66 Kab Srxntuno 22.448 8r4,000 58 787 649 000 81.236 263 000 !0 324 443 000 58 787 849 000 69112092000
67 K.b Solok 10 324 443 000 74.487 563 000 84 812 006,000 42 961 158 000 74 487 563.000 117448721 000

SK No 020174C
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

IAPOBAiI BEATISASI AtllGGARA]'I DATTA OTOt{ltMI IGUSUS, DAiIA DESA, TBAI{SIER DAilA KEISTIMEWAAN DIY DA]II DAiIA ITTISEIIITIF DAERAH

Tahun Anggrran 201 9
(Ilalrm Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

i0lbr!l
Xt. DIrrt

Prlu 0.il olomnl l(hulut Paiu 0rrr lnrantll Dr.r.h
P.lu Trrithr D.ir
l(.irtin.w..n DIY

Prlu Dar.0.rr Junlrh ?r!u 0alr 0tononi f,hutur Drnr lo3ilti, Drdrh
Iramfur Danr

X.i.tinrwr.n 0lY
Drra D.$ Juml.h R..littti

88 Krb Tan.h D.trr 42 951 158 000 56 854 249.000 1 09 81 5 407 000 26 01 3 224 000 66 854 249 000 92 867 473 000

Kot. Butrt Trnoor 26 013 224 000 26 0t3 224 000 | 7 241 091 000 1 7 241 091 000

10 Kota Ped.n0 P.nran0 34 482 t83 000 34 482,183.000 52 14r r6l 000 52 141 161 000

11 Kota Padrno 52 14r l5l 000 52 l4l 161 000 33 0r4 8r2 000 33 014 812.000

72 Kot. P.yrkumbuh 33 0r4 812 000 33 014 8l 2 000 22 193 r48 000 22 I 93 148 000

73

14

Kotr S.w.hhnto
Kota Solok

22 I 93 148 000

21 540 682 000

28.211.222.000 50 404 370.000

2r 540.682 000

21 540 682 000

22 621 066 000

28 211.222.000
22 621 000

15 Kota Paraman 22 62t 066 000 48 050.234 000 70 671 300 000 22 565 475 000 48 050 233 S95 70 6r5 708.9S5

Kab Pasrman Brrrt 22 565 475 000 47.238 491 000 6S 803 966 000 45 953 176 000 47 238 4St 000 93 191 667 000

1l Kab Dhrmasraye 45 953 r76 000 5r 593 r 17.000 97 546 293 000 36 296 683 000 5r 593 r17 000
18 (.b Solok Solatrn 36 296 683 000 43 409 551 000 79 706 234 000 4 S23 S97 000 43 409 55r 000 48 333 548 000

7l Provlntl Siru tt4r.lra.000 !t{7J!t.000
80 l(rb Bmok.lrs 1 31 071 596 000 131 071 696 000 r l i45 6sr 000 131.071.695 996 14 1 7 386 996

8t Krb lndrrorn Hrhr 23 491 383 000 1 68.394.033 000 r91.885.418.000 167 34r 453 000 167 34t 453 000

82

83

K.b lndr.orn Huh

K.b Krm!.r 36.888.29S 000

160 181 885.000

209 66S.588.000

160 r8t 885 000

246 555 887 000

36 886 299 000

22 671 514.000

160 18r 885 000
209 1 10 399 200 23r 78r.913.200

84 Kab Kuantan Snornol 22 671 514 000 1 72 266 776 000 194.S38 290 000 35 156 855.000 172 266176000 207 423.631.000

85 Krb P.lrhw.n 35 156 855 000 104 30S 775 000 133 466 630 000 r03 817 025.800 1

86 K.b- Rokan Hrlr 143 289 390 000 r43 289 390 000 l2 935 781.000 t43 28S 3S0 000 1 6 225 171.000

81 K.b. Rok.n Hulu 1 2 S35 781 000 1 3S 861 06t 000 152 7S6 842 000 47 867 943 000 r 39 861 060 400

88 Kab Sr.k 47 867 943 000 1 1 I 240 674 000 159 108 617 000 21 467 52S 000 I 1 I 240 673 988 132 108 202 988
89 Kota 0umar 21 467 52S 000 21 467 529 000 l2 r7s366000 r2 179 366.000

90 Kot. Pek.nb.ru 12 179 366 000 12 179 366 000 22 2gl 51 I 000 22 291.51 1 000

9t Krb Kcpulauan MGrantr 22 201 5lt 000 96 400 996 000 1186S2507.000 25 74r 0S9 000 96 400 SS3 000 122 142092000
12 53307r3t.000 51.t07t31n00 27.t2t.t5t.oc0 27.02a.t5E.000

93 K.b Brnt.n 45 055 885 000 36 845.062 000 8r 900 947 000 36.845 062 000 35 845 062 000

94 Krh Naluna 27 826 858 000 63.632 478 000 sl 45s 336 000 63 632 478 000 t.478 000

95 (rb K.[mun 30480il1000 41.8r2.032 000 12252.143.000 3r 563 207 000 4r.8r2.032 000 73 375 239.000

96 l(ot. B.t.m 31 563 207 000 3r 563.207.000 40 835 575 000 40 835 575.000

97 Krb KaDulautn Anambas 51.r7S 675.000 51 179 675.000 15.240 055 000 51 179 675.000 66419.730.000

98 Kota Tanruno ftmnq 40 835.575 000 40 835_575,000 't4.364 531 000 14 3M 531 000

9S Kab lnooe l4 364.531 000 67 863 80S 000 82 228 340 000 22521 942000 66 780 474.680 89 308 416.580

t00 P.oYini Jrmbi 25.7{t.0tt.000 25.r11.0!tID0 35rat.50t.000 35t4t.50t,000
l0t l(.b 8.t.noh.n 35 46S 501 000 98515111000 133S84 612 000 98515111.000 98 15 111 000

SK No 020173 C
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

TAPI)BAI{ REATISASI ATTIGGABAI{ DANA OIONOMI KHUSUS, DA'{A DESA, TBAIISFEB DA]IIA KEISTIMEWAAiI DIY DA[ DAI{A II'ISEiITIf DAERAH

Trhun Anggrrrn 201 9

(Drhm Rupirh)

LAMPIRAN 3.F

133 270 r08 000

1.. 0aarai
?.l! ixlbr!l

Pleu 0rm otononi Xhurur P.N 0r[. lntrilil Dr.r.h
hlu I[nrh] Drtrt
f.i.tin.w.ttr 0lY

Prlu 0.nr lr.!r J(mhh ?.e{ 0.nr 0tononi Xhurur Drlr lnltltl, Dr.rrh
Trrnthr Drir

X.ittim.wmn 0lY
orna otrr Jumlrh B[lit.ri

102

103

(.b. Bungo

K.b (lrncr 33.542 355 000

I r4 776 496 000

212.339 214.000

r r4.776 496.000

245 881.569 000

33 542 355 000
43.598.450.000

114.100.345 000

206 737 377 600

147 642 700 000

250 335 827 600

r04 Kab Mlranoln 43 598 450 000 r69 713.094.000 213 31 1 544 000 I S07 981 000 169 713 0S3.S77 179 62t 074 977

105 Kab Muaro Janbr I S07 981 000 123 211.146.000 133 179 727 000 I 998 362 000 r23 271.746 000

106 Kab Srrolrnoun I SS8 362 000 128 709 843 000 '138 708 205 000 121.677.481.724 121 617 481 124

107 Kab Tenruno J.buno Bar.t r 06 21 3 808 000 106 2r3 808 000 10 184 609.000 106 213.808.000 I t6 398 4t 7 000

108 (eb T.ntrno Jrbuno Trmur 10.184 60S 000 71.225.440.000 81 410 04S 000 11 225 440.000 71 225440000
109 (rh T.bo 1 05 1 15 708 000 t05 1 l5 708 000 I I 2Sr 209 000 105_l 15 708.000 116406917000

ota Jambr 1r 29r.209.000 I I 291 209 000 44 r39 667 000 ,14 1 39 667 000

lll Kotl Sungar Panuh 44 139 667.000 54 677 600 000 98.81 7 267 000 66 475 238 000 54 6r0 957 200 r21 086 195 200

44.175.23t.000 60.t75.23t.000
113 Krb, hhrt 301 179.650.000 301 t79 650.000 35 294.840 000 301 l7s 650 000 336 474 490 000

114 35 294 840 000 227 973 390 000 263 268 230 000 227 973.390.000 227 973 390 000

1r5 l(rb Musr Rewas lsl 128.612 000 191 128612000 33.91 I t70 000 r9r t28 612 000 225 039 782 000

116 101 742 140 000 1 0l 742 140 000 22 091 246 000 101.742 139 999 1 23 833 385 999

ab Murra Enrm 3391r 170000 238 799 957 000 212711 127 000 33 698 721 000 238 799 S57 000 272 498 678 000

1r8 l(ah 0D.n l(om.hno llr 33 698 721 000 293 505 905 000 317 204 626 000 28 457 814 000 2S2 447 631 800 320 905 445 800

119 (rb. 0oan KomcnnD Ulu 28 457 8t4 000 I 36.244 878 000 154 702 592 000 61 655 874 000 135 501 3M 000 197 157 178 000

120 Kotr Prlmbrno 6r 555.874 000 61 655 874 000 20377 462000 20 371 462 000

121 (ote P.o.r Al.m 12.1M.320_000 t2 1 84 320 000 1 1 136 466 000 1 1 136 466 000

122 Kot. Lubuk lnooru 1 1 136 466 000 11 136466000 35 281 887.000 35 281 887 000

123 Kota PrabumuIh 20 377 462 000 21 214 413 000 4l 591 875 000 1 2 184 320.000 21 214 413 000 33 398 733 000

rb EmEt Lawano 128.136 700 000 128 136 700 000 128 136 700 000 r28 136 700 000

t2a (rb B.nyu.sh 35 281.887.000 299.9r4 538 000 335 196 425 000 s.465 334 000 299.148 252 213 308 613 586 2r3
126 Keb 0oan lll I 465 334 000 204.595 806.000 214 061 140 000 32 M7 21 I 000 204.569 5l 1.600 237 216722600
121 Kab. 0qan Komcnno Ulu Tnur 32 647 2r r 000 245 t39.2r4.000 211 186425000 I 569 062 000 245 13S.214.000 254 708 276 000

128 K.b. 0oan Komrnno Ulu Srlatan s 56S 062 000 217.1 75.934.000 226 744 996 000 217 175 S34 000 217 175 934 000

129 Krb. P.nukel Ab.b Lmatan! llr 77 r95.208 000 77 195 208 000 77 195 208.000 77 195 208 000

t30 25rtt.t01-000 25.115t02-000 5t.726.3t7.000 5t.72C3t7t100
.b Brnoka 53 726 397 000 59 701 593 000 119427.S90000 ss 701.593.000 59 70r 593 000

132 Krb Blltung 46 558 028 000 46.568.028 000 t0 240 3s8 000 46 568.028 000 56 808.426 000

133 Kote Panokrl Prnano r0.240.398.000 10 240 398 000

Krb Brnok. Srlrt.n 49 432 250.000 49 432 250 000 10 284 342 000 4S.432.250-000 59 716 592 000

r35 l0 284 342 000 55 1 92 786 000 65.477 128.000 54 886 145.600 54 886 145 600

SK No 020172C
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

TAPORA]T BEAI.ISASI At'IGGABAI DAIA OTONOMI ffiUSUS, DAiIA DESA, TRAilSFER DAiIA KEISTIMEWAAT{ DIY DAN DAiIA IilSEI{TII DAERAH

Tahun Anggarrn 2019
(Dalam Bupirh)

LAMPIRAN 3.F

lo. D..rah
P.lI i.rlb.tl

PrN 0r[! otonoml (hu!u! Pteu ll.m ln3anli, Dr.rrh
P.!r T[mhr oana
l(.ittimrwran IrlY

Prlu 0u D.!r Junl.h P.go 0.nr otononi Xhutu! Drn! lnt.nlil 0..irh frrithr llrnt
Xdrtim.wr.n lllY

Drnr lrrtr Junhh n..li$tl
Krb. Banok. B.r.t 55 781 378 000 55.781 378.000 55 781 378 000 55 781 378 000

131 K.b Bcllung Trmur 43 155 573.000 43 155 579.000 r0 288 774 000 43.155 57S 000 53 444 353.000

t3t 22.0tt-2aa-000 22.otl.241.000
139 K.b Bmokulu srlet.n 1 09 814 061.000 109 814 061 000 r09 814 061 000 109 814 061 000

140 Krb, Bmgkulu lJtrre 169 662 351 000 16S 662 351 000 r68 S6t 539 800 168 361 539 800

t41 K.b Barnq Lcbono 1 l0 877 573 000 110 877.573 000 r 10 875 052 700 1 t0 875 052 700
142 Kot. Brnqkulu

143 Krb Kilr 146 407 S49 000 146.407 S49 000 146 137 895 S60 146 137 895 960

144 Kab S?luma 143 052 r07 000 143 052 107.000 24 091 14r 000 t43 052 107 000 167 t43 248 000

t45 Kab Mukomuko 24.091 l4l 000 124 1 32 565 000 148 223 706.000 124 t32 565 000 124 r32 565 000
146 (ab. Lrbono 78 571 304.000 78 571 304.000 78 57t 3M 000 78 57t 304 000
141 111 163.857.000 1 r r 163 857 000 26 756 363 000 I t0 895 818 343 137 652 181 343
148 (ab KrDehrano 85 736 940 000 85 736.S40 000 85 736 940.000 85 736 940 000

t4t
150

151

Provinti Irmrurl
(eb. L.mpun0 B.r.t
Kab [amilno Sclrl.n

25.755.3i3.000
35 041 614 000

34 537.921.000

127 188 856 000

261.327 894 000

2t.75t.333.000
162 230 470 000

295.865 815 000

35.0{t.fit.000
34 537.921 000 127 188 855 977

261 327 894.000

35.0{1.0il.000
161 726716977
261 327 894 000

152 l(.b. [.muno Tmorh 309.099.745.000 309.0s9.745.000 309 099 744 990 30s 09s 744 9S0

153 248.160.049.000 248 180 M9.000 248 160.048 3S6 248 I 60 048 996
154

155

Kab. lampun0 Jrmur

l(rb. Trnoormus l2 405
213.107.506
293.882.614.000

273.70i.506.000
306.088.299 000

r 2 405.685.000
s.689.91 3.000

273 707 506 000

2S2 605.457 348

285 1r3.t91 000

302 296 370 348

156

157

158

l(ab Tul.ng B.w.ng
K.b Wry Krnen

l(ab Paawrran

I 689 913.000

t2 865 i68 000

14 r 69 44S 000

r32 914 182 000
't83 883 610.000
't55 640.921 000

095.000

195 749.376 000
169 8l 0 370.000

r 2 865 766 000
I 163 335 000

13r.102 381 081
'183.883 610 000

155 640 921 000

143 968.t47.081
r93 046 945 000

r55 C40 921 000

Kab P6rs[ Baret 121 008 709 000 121 008 709 000 57 1 78 308 000 t2l 008 708 096 178 187 016 096

160 Kab Pnnosmu r29 567.419 000 129 567 4t9 000 13 809 071.000 r29 567 4r9 000 143 376 490 000

161 (ab Mtur r3.80s.07r.000 r0r.767 s47 000 I t5 57i 0l I 000 1 3 073 334 000 r0r 767 s47 000 r r5 741.281 000

l3 973 334 000 89 161 665.000 103 134 99S.000 89 l6t 665 000 89 161.665 000

163

164

ta5

(ota Brndrr [.mpun0
Kotr Mrtro
Prorintl Dlfl J.t.rt.

9.163 335 000

20 768 002 000

5r.t,l.t0r.000

I 163 335 000
20 768 002.000
57,t71.30t.000

20.768 002 000
14.r69 449.000

{2.5n,7tt.000

20 768.002 000

l4 169.449 000

t2.57r.7il.000
tc5 4257i-7ta-o00 {2.57t.7tt.000 fl.57t,C05.000 't'l_57t-c05.000

r67 Krb Brnduno r r 571 605.000 3l't.070 693.000 322.M22980OO 24.21 2.869.000 3l r 070 693 000 335 283 562 000
168

169

24 212 869.000

25 048.M2 000

24r.022 957 000

488 434 210 000
265.235 826 000

513 482 852 000

2s,048.642.000
20 41 0 087 000

241 022 957 000
488 434 209.802

266.071 599 000

508 844 296 602

SK No 020171 C
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REPUBLIK INDONESIA
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

IAP0BAII REALISASI At{GGARAN DAI'JA 0T0NOMl IGUSUS, DAIIIA DESA, TBAIUSFEB DAI{A KEISTIMEWAAII OlY DAII DAIIA lilSEilTlF DAEBAH

Trhun Anggrran 2019
(Drhm Rupirhl

LAMPIRAN 3.F

i.. llrar.h
B[[.[l

?alu Tramhr Dril
Prtu 0.m D.t. Junhh P.tu D.n. lnrrntil0rrlrh

Tramhr Dana

Xrirtimrwln 0lY
Du o.tr Junhh R[liIti

170 Krb Cr.mrs 204r0 087.000 254 821 187.000 275231 814000 1 1.07t 383 000 254 518.375 800 265 58S 758 800

111 Kab CEnur 1 I 071 383 000 412 662 735.000 423 734 1 r8 000 24821 028000 412 324 560 600 43i 151 588 600

172 Krb Crcbon 24 827 028 000 436 288 708 000 46r r15 736.000 22 747 S30 000 436 288 708 000 45S 036 638 000

173 Kab Garut 22 747 930 000 4841M357000 506 S32 287 000 23 71 8 391 000 484 r84 357 000 507 902 748 000

174 Keb lndramrvu 23 718 3Sl 000 372 069 052 000 395 787 453 000 58.658.558.000 372 06S 062 000 430 727 620 000

r75 Kab l(arawano 58 658 558 000 341 088 318 000 399 746 876 000 30 555 0l I 000 337 518 6S8 880

Kab. Kunrnoen 30 555 01 r 000 298 926 989 000 329 482 000.000 2S8.S26 S89 000 337 r25 S7S 000

171 Krb Mr[lanok. 38 r98.990 000 376 682 253 000 414 88r 243 000 376 682 253 000 376 682 253.000

178 Kab Panoandarrn 34 730 579 000 89 358 559 000 124 089 I 38 000 62 388 421 000 89 358 559 000 15r 746 980 000

179 Krb Pumakrnr 167 398 755 000 167 398 755 000 167 398 755 000 167 398 755 000

180 K.b Sub.no 208 795 750 000 208 795 750 000 20 134 218 000 208 795 660 000 228.929.878 000

r81 Krb. Sukrbumr 20134218000 354 347 829 000 374,482 047 000 49222411 000 353 489 615.288 402 712 032 288

182 Kah Sum.dano 49 222 411 000 218 940 543 000 288 162 S60 000 31 73S 145 000 21 I 940 54 1 600 25 679 686 600

Keb T.srkmrlryr 31 739 145 000 390 383.696 000 422 122 841 000 390 088 429 r00 390 088 429 100

184 Krb B.nduno B.rrt 241 5t0 582 000 241 510 582 000 34 730 579 000 241 510 582 000 276 241 t51 000

r85
r86

Kot. B.ndung

Kot. Blk.sr 60 780 r90 000 60 780 r90 000 000

r90 000

187

188

Kota Bogor
(otr Crrubon

41 073 0l I 000

22 488.551.000

4l 073011.000
22 488 561 000

l8s Xolr 0.ook 20 465 338 000 20 485 338 000 33 7S4 585 000

Kotr Sukrbumr 33 794 565 000 33 794 565 000 226 103 000 22 226 1 03 000

191 K0ta Ctmrht 42 092 139 000 42 092 I 33 000 24 915 6r7 000 24 915 617 000

192 Kota T.srkm.lrve 22 226 t03 000 22 226 103 000 42,092 1 39 000

r93 Kota BanFr 24 915 617 000 22 086 828 000 47 002 445 000 22 086 828 000 22 086 828 000

Itt
ls5

Provinri l.nt.n
Kab L.bek 8 935 361 000 286 755 343 000 295 591 704 000 286 755 343 000

196 Xab Prnd.olano 2M 0M 732 000 264 064 732 000 33 271 070 000 264.064 732 000 7 335,802 000

K.b Scr.no 33 271 070 000 260 671 405 000 293 942 475 000 25 070 533 000 257 969 465 600 284 039 998 600

1S8 Kab Tanoilano 26 070 533 000 280 581 836 000 306 652 369 000 33 166 816 000 278 1 49 7 19 828

ts9 Kota Crboon 33 165 816 000 33 166 816 000 44 332 710 000

200 Kola Troosrano 44 332 710 000 44 332 710 000
201 l(ota Sarano 29 155470 000 155 470 000

(ola Tano6rano Srhtan 29 155 470 000 29 r55 470 000 485.802 000 25 485 802 000

20t ?rorinti Jawa Tanoah t2lttr2t.000 42.3tt.42t.000 23.rta-747-000

SK No 020170 C
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REPUBLIK INDONESIA

-s88-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019lAuditedl

TAPORAil BEATISASI AI'IGGABAIII DAIIIA OTOilOMI KHUSUS, DATUA DESA, TBAI'ISTER DAIIA KEISTIMEWAAIT DIY DAITI DATIA IIISETITII DAERAH

Tahun Anggaran 20 1 I
(Drlam Bupiah)

LAMPIRAN 3.F

io. Daarah
P.!u 0.m otononi hgu Dril lrlntil0r!rrh hlr

Priu 0r[r 0Br Jumhh P.lr Dur otoroni lftur[r Drrt ltrIrtif Dmrrh
Trrntftr Dma

lhirtinrwun OlY
Drnr 0arr Juml.h EtrliIti

204 Kab B.npncorra 23 798 747 000 262.654 46r 000 286.451 208 000 44.828.869_000 262.654.461.000 307 483 330 000

205
206

K.b Ernyumrs

K.b 8.t.no
44 828 869 000

24 560.987 000

360.743 521 000
1S2.327.46S.000

405.572 390 000
2'16 888 456 000

24 560 987 000

34 200 765 000
360 743 521 000

1S2 327 463 000

385 304 508 000

226 528 234 000

201 Kab Blor. 34 200.765 000 268.253.846.000 302.454 6r r.000 46 340 200 000 268 253 846.000 314 594 046 000

208 l(.b Boyol.lr 46.340.200 000 219 802 085 000 266 142 285 000 21S 802 085.000 2t I 802 085 000
,09 Kab. Brrbs 441.009 459 000 441 009 45S 000 46 363.857 000 44r 009 459 000 487 373 3r6 000

ab. CrlrcaD 48 363 857.000 281 122 232 000 334 086 089 000 56494.117000 286.S55.948.800 343 450 065,800

211 K.b omrk 56494 I 17.000 276 S50.857 000 333 444 974 000 36.594 974 000 276 950.857.000 31 3 545 831 000

212
213

(rb Grobog.n

Kab Jcorre

36 594 974.000

32.300 321 000

28S.687.8r9.000
234 090.863.000

326.282 793 000

266.390 984 000

32 300 32r 000

31 229 271 000
289.687 819 000

234.090 663 000

32t 988 140 000

265 3l I 934 000

214 Keb (aranoanvar 31.229 271 000 160 000.995.000 191 230 265 000 34 569 662 000 160.000 995 000 194 570 657 000

215 Kab Kcbumln 34 569 662 000 396 569 828.000 431 139 290 000 36 454 064 000 3S5 41 1 358 600 431 865 422 600

216 (ab Krnd.l 36 454 064 000 240.437 017 000 276891 llt 000 240 437 047 000 240 437 047 000

rb Khtm 374 860 994.000 374.660 994 000 56 420 303 000 374 660 S94 000 431 081 297 000

218 K.b. Kudus 56.420.303.000 139 077 753 000 195498 056 000 47 781 527.000 136 723 3t 1.800 184 504 838 800

219
220

47.781,527 000

36 798 657 000

383 071.777 000

417 038 558 000

430 853 304 000

453 837 21 5 000

36 798,657 000

35 186 763 000

383 071 777 000

4r7 038 558 000

419 870 434 000

452225321 000

2n
K.b Pek.lonOrn

K.b. Pmrlrno
35 186 769 000

46 648 038 000

259 749 216 000

301 814 036 000

294 935 985 000

348 462 074 000

46 M8 038 000

43 832 487 000 30r.8r4.036 000

305 790 046 800

3.15 646 523 000

223
224
225

K.b Purb.lngga

Kah Puruorcto

K.b Rmhrno

43 832 487 000

35 465.1 r0 000

237 221 605 000

369 061.708 000

258436 412 000

28r 054 092 000

404 526 81 8 000

258 436 41 2 000

35485 110000

330 102 000

237 221.605.000

366 9r7 898 000

258 435 412 000

272 686 715 000

366 S1 7 8S8 000

302 756 514 000

226 Kab. Sm.r.no
'14 

330 102 000 1 8r S31 854 000 226 261 956 000 58-175 406 000 181 S31 854 000 240'107 260 000

227 Kab Sr.orn 58',|75 406 000 168.044 0S5 000 226 2r g 501 000 43 339 S23 000 168.044 095 000 21 1 384 018 000

228
225

K.b Sukoharp

K.h. Ts.l
43 339.923 000

44 577.009 000

146.662.487 000

340 958.383 000

190 002 41 0 000

385 535 378 000

44.577 009 000

4r 768 r03.000
146.662 487 000
340 958 s68 S97

191 239.496 000

382 1 26 4l 1 991

230 Kah- Tm:noouno 4l i68 103.000 24r 944.648 000 283 7r2 i51 000 47 569 42',t 000 241.944.648 000 289 514 069 000

ab Wonoorn 47.569.421.000 227.3S3.S14.000 274.963.3s5 000 33 824 142 000 227 393 9r4 000 26t 218 556.000

232 Krb Wonosobo 33 824.742 000 212.1 14.096.000 245.938 838 000 42 396 139 000 212 114.096000 254 510 235.000

233

234

Kotr Magcleng

Kotr P.kalono.n

42.396 139.000

33 260 942.000

42 396 139 000
33 260 S42 000

33.260.S42.000

37 543 129 000
33 260 942 000

37.543 129 000

235

236
231

Kota S.lrtEa

Kotr Smarang

Kotr Surrkarta

37 543 12S.000

83 443 826.000

46.753 298 000

37 543 129 000

83 443 826 000

46 763 298 000

83.443 826 000
46.783.298.000

83 443 826 000
48 763 298 000

SK No 020169 C
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019lAuditedl

tAPORAil BEATISASI ANGGARAI'I IIAI{A OTOIIIOMI KHUSUS, DAITA DESA, TRAiISFER DAIIIA IGISTIMEWAAiI IIIY DAI'I DAITA ITUSEIIITIF DAERAH

Tahun Anggaran 20 I 9
(Drhm Bupiah)

LAMPIRAN 3.F

I.. Du.l
i.rlhrtl

Preu Drnr otononi Xhrlut Prlu Drn. lns.rtil 0f,l.h htr Ir[thr 0.ir
lhirtim.wIn DIY

?ttu 0m.0rrr J{trhh Prtu Dru llrrntil Dr.r.h
Tr.nrlrr Drna

X.ittimwIn 0lY
Drrr Da!r Junhh B.rlh.]

238 Kot. Trgrl 58 831 799 000 58 831 79S 000

tr31.71t.000 1r00.000.000.000 57.tt1.6t0.000 t.200.000.000.000 t.2a7r$.510,000
240
241

242

K.b Brnlul

Kah Kulon Prooo

67,489 680 000 98 359 S05 000

136 052 137 000
s0 337 907 000

165.849

195.1 I Ll84 000
't58 S42.868 000

59 059 M7 000

68 604 961 000
7r.847 34r 000

s8 35S 005 000

136 052 137 000

90 337 S07 000

r57 418 952 000

204 657 098 000

162 185 248 000

243
244

99 035 1 76 000 r70.882.517.000

35 760.859 000
35.760.859 000

73 795 478 000

99 035 I 76 000 134 796 035 000

73.795 478 000

7at ,t.7e5.4rtn00 73.715t7t.000 t.07t.I3.000 1.07t_gt3-000

.b B.nokrlan 078 Sl3 000 330 890 066 000 339 968.S79 000 12 212 116 000 330 890 066 000 403 102 t82 000

247 K& Brnyuwanor 72 212 1 r6 000 200 4i1 705 000 212683821 000 23 279 r35 000 I 9S 679 7l I 400 222 958 846 400
248 K.b Blrt.r 23 27S 135 000 1 85 804 655 000 20s 083 790 000 33 !75 993 000 185524 212 200 218 700 205 200

249 Krh. Botonagoro 33 1 75 993 000 367 201 310 000 400 377 303 000 8 986 706 000 367 201 310 000 376 r88016000
250
251

Kab Bondowoso

Kab Grsrk
230 866 I 15 000

280 483 802 000

239.852 821 000

323 214 120 000

42 i30 91 I 000 230 865 115 000

280 483 802 000

273 597 033 000

280 483 802 000

252

253

Kab JmbU
K.b Jombrno

285.357 067 000

274 889 392 000

285 367 067 000

324 058 470 000

49 169 078 000
59.345 517 000

285 367 067 0C0

274 889 384 1 12

334 536 145 000

334 234 901 1 12

,54 Kab. Kcdrn 59 345 517 000 3t0 974 159 000 370 31 I 676 000 44723754 000 310 974 r59 000 355 697 913 000

2s5
256

257

258

367 123481.000
189 22r 532.000

t62 170 498 000

167 714460 000

4r r 847 235 000

189 22r 532 000
208 501.962 000
203 262 184 000

46 331 464 000

35 547 724 000
76 926 900 000

367 123 481-000

t88 469 078.400

t62 r70 498.000

167.445 096 800

367 123 48r 000

234 800 542 400
197 718222.000
244 371.996.800

25S Krh- Mrl.no 76 928 900 000 365 827 590 000 rl42 754 4S0 000 50 246 730 000 365 827 5S0 000 418 074 320 000

ab. Mopk.rto 235 653 897 000 285 900 627 000 31 397 158 000 234 330 122 000 265.727 280000
281

262
263

K.b Ngrquk
K.b Ng.wr

Kab Pacrlan

31.397 158 000 278 092 493 000

r92 609 327 000

r45 072 735 000

30s.48S 65r 000

_ 223 290 249 000

180 842 992 000

30 680_922 000

35 770 257 000

r4 257 593 000

271 415 M7 400

192 609 327 000

r45 072 735 000

308 096 369 400
228 379 584 000

r59 330 328 000

264
265

Kab. P.mrk.s.n

Kab Pasururn

r98 798 859 000

362 8S7 025.000

2r3 056452 000

418.683517000
55 786 492 000

34 763 254 000

t98 798 855 000

36t 738 924 000
254 585 347 000

396 502 1 78 000

266 Kab- Ponorooo 34 763 254 000 252 106 956 000 286 870 21 0 000 29980110000 252 106 956 000 282 087 066.000

Kab Probolnooo 392 4t0 257 000 422.390.367.000 392 41 0 256 987 392 410 256 987

268 Keb Srmpanq 232 543 589 000 232.543 589 000 31.722029 000 232 543 589 000 264 255 61 8 000

259 Kab Srdoano 83 444 058 000 295 899.088 000 35S 343 126.000 1 2 483 707 000 292 819 178 057 305 302 885 057

210 K.b Srtubondo 12483 707 000 133 156 458 000 145 640 165.000 1 3.835 235 000 1 32 840 677 600 146 675 912 600

271 (ab Sumonro 13 835 235 000 338 395 871 000 352.231.106.000 44 186 896 000 338 395.870 000 382 582 766 000

SK No 020168 C
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PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

-590-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

I.APOBA]T BEATISASI AilGGARAil DAl{A OT(lI{OMI KHUSUS, DA]IA DESA, TRAITSFEB DAI{A KEISTIMEWAAil DIY DAil DAttIA IiISEI{TIT DAEBAH

Trhun Anggrrrn 2019
(Dalam Bupirh)

LAMPIRAN 3.F

io. Dtarrh
?llr ixlbrtl

P.eu llur oionomi l(hutut hlu 0.r. lntrntil Dr.r.h
htu Trrtrtfur D.nr
l(.htinrw[n DIY

?rtu Drn. oEr Jrml.h ?l!u 0rm olononl lGurur ll![r lnt.nlil Drrth Trrlthr Daia

l(.ittim.w[n DIY
DtIr 0atr Jumhh R[lit.ti

rb Tranoo.lak 44 188.836 000 148 700 015.000 132.886 S1 1 000 33 028 828 000 148.700 015 000 r81 728 843 000

,73 Krb Tub.n 33 028 828.000 256 256 r28 000 289 284 956 000 60.1r9.09i.000 256.256.128 000 316 375 225 000

Tulunoaouno 60 I 19 0S7 000 233 413 883 000 2S3.532 980 000 s',t 430 800 000 233.41 3 883 000 284.844 683 000

215 Kote Bltar 51.430 800 000 5l 430.800 000 3t_846 958 000 31 846 958 000

276

277

(nr. (d'n

Kotr M.dun
31.846 958 000

55.542 726 000

31.846.358 000
55 542 726 000

55.542 726 000
73 871-078 000

55 542 726 000

73.87r 078 000

278

219
280

Kotr Malrno

Krt, M.tril'.rt,
Kotr Pasuruan

73_87r.078.000

34.465.714.000
29.759 988 000

73.87r.078 000
34 465.714 000
2S 759 988 000

34 465.71

r4 879.994 000
r8 332.450 000

34465 7r4 000

14 879 994 000

18 332 450 000

281 Kotr Probolnooo 36 6M 901 000 35 664 901 000 85.635,881.000 85 635 881.000

282 Kotr Surabaya 85 635 881.000 85.635 881.000 I 1 27t 613.000 il 271 613000
283
2t1

Kolr Brt!
Plovinri l(.lin.nttn B.rrt

22 543.226.000

15r7rI5t.000
26 548 999 000 49 092 225 000

t5.27tt5tlt00
r5 271 459 000 26 548 999 000 4 1 820 458 000

285
286

Krb Bmokryang

Krb l-andek

106 551 026.000

r85.363.629 000

106 551 026 000

185 369 62S 000

105 939 141 800

1 85 369 62S 000

105 939 141 800

185 36S 629 000

287 Krb X.purs Hulu 268 121.598.000 268 r 21 598 000 21 029 r7l 000 267 677 322400 288 706 493 400

288

289

290

29r

(.b. X!t.prn0
K.b.

(.b S.nos.u

21 029 lir 000

I 301 169 000

13 9rS,532 000

255 830 330 000

66 548 772 000

204 977 785 000

t49 860 398 000

276 859 50r 000

75 849 941 000

204 977 785 000

t63 779 S30 000

4.650 584 000

t3 919 532 000

255 830.330 000

66 548 772.000

204 977 785 000

149 860 398 000

260 480 914 000

56 548 772 000

218 897 317 000

149 860 398 000

292

57 526 840 000

338 481 456 000 338 481 456 000 526 M0.000 338.481 456 000 396 008 295 000

294 Kotr $nqkaw.nq
Kab Kavono Utara 48 681 267 000 48 681 267 000 r0 482 860 000 48 09r 885 400 58 574 745 400

2S6 (.b Kubu Rry. 10482.860 000 r34 452 632 000 144 935 492 000 I 3 536 005 000 l3l 658 673.200 145 294 678 200

291 eb Slk.dru 81 168 640 000 8r r68 640 000 80 488 S05_000 80 488 905 000

298 K.b. Mrhwr 152 528 200 000 152 528 200 000 152 528.167.000 't52 528 167 000

zaa
300

PloYinri lblim.ntan Tanlrh
Krb Brfito Srl.trn

r3.616.005.000

82 580 260 000
r3.c36.005.000
82 580 260 000 22.81 I 541 000 8t s93 480.000 104 805 021.000

301 K.b Balto Utara 22 811.541.000 90.156.152.000 I l2 S67 693 000 24 627 6r8 000 90 156 r52 000 t14 783 770 000

ab Kaours 24 627 6r8.000 183 958 547.000 208 586 165.000 28 430 307 000 182.873 010 600 21 1.303 3r 7 600
303 Kab Kotawannon Bart 28.430.307 000 78.452.S76.000 106.883 283 000 12464.431 000 77.629.2U 40n 90.093 665 400

304

305

Kab Kotrwanngn Trmur

Kot. Palanokanv.

r2.464.43r 000

I 3 493 70r 000
153.823.619.000 166.288 050.000

r 3 493 70r 000

r3493.70r 000 153.007 699 000 166 501 400 000

SK No 020161 C



PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA

- 591 -
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

IAPORAIT BEATISASI AiIGGABAI'I DAt{A OTOI'IOMI KHUSUS, IIAilA DESA, TBAI{SIER IIAilA KEISTIMEWAAiI DIY OAI{ DAiIA IiISEITTII DAEBAI{

Tahun Anggrran 201 9

(Dalam Bupiah)

LAMPIRAN 3.F

io. D.arrh Prlu frrtrlhr Drn.
Prtu lr.[r D.!r Jrnlil PlIu 0r[ otolrni lftutut 0rlr lntantif Dr.rrh Dmr DIr Junhh B[litr!i

306 Kab Brflto Trmur 27 0S6 175 000 83 940 664 000 I 1 r.036 839 000 55 51 8 389 000 8l 409 316 400 136 927 705 400
307 Keb Muruno Rav. 123.560,091.000 123 560 091 000 27 096 1 75 000 123 560.091.000 150 656 266 000

308 Kab Pul.no PE.u l2 326.077 000 92 0i4.702 000 r04.400 779 000 92 074.702_000 92 074 702 000

309

3r0

(rb. Gunung M.s
(rb Lamrnd.u

r r.044 165 000

r3 733 770 000

101.479.057.000

76 755.827 000

112523 222.000
s0 489 397.000

12.326017 000
1 1 044 165 000

100.768 300.000

i6.755 626 S95

l't3 094 377 000

87 7SS 791 SS5

3lt Keb, Sukem.re 21.661 627 000 35 377 750 000 57 039 377 000 t3 733.770 000 35.377.750 000 49111520000
). Katrnoan 143 868 550 000 143 868 650.000 143 866 360 799 143 866 360 79S

313 Kab Saruyan 101 1 14450 000 101 I 14 450 000 21 661 62i 000 99 900 323 600 1 21 561 950 600

3tt 55-5tt.3tl-000 55.5il3te.000 2rr4r,7r7.000 2t.267.1t7.000
3r5 K.b Bronr 24.287 181 000 213.281 S88.000 237 529 773000 2r 461 681.000 213 261 986 000 234 723 667 000
316 Keb Brato Ku.l. 21 461 681 000 t51 857.387.000 173 319 068 000 30 326 045 000 151 3r0 854 760 181 636 89S 760

3ri Kab Hulu Sunol Sllrtrn 30 326.045 000 I l8 638.000.000 148.964 045 000 1 r8 380 353 200 I I 8 380 353 200

318 (.b Hulu Sundar Tmo.h 127.754 747.000 127 754.747 000 33.752.902.000 127.154.147.000 161 507 649 000

33.752.902.000 174.701.S75.000 208 454 877 000 I 2 470 646 000 t74 70r 975.000 t87 172 621 000

3?O (rb Kot.brru 1 2 470 646 000 t65 433 272 000 177 903.918 000 22 632 498 000 165 433 272 000 188 065 770 000

321 Krb. Trbelono 22 632 498 000 1 06 61 r 659 000 129 244 157 000 i05 61 I 659 000 106 61 1 659 000

Kab Tan.h L.ut 107 128351 000 107 128 351 000 35 302 817 000 106 247 715 000 141 550 532 000

323
324

Krb T.prn

Kola BrnFrbaru

35 302 817 000

l0 031 650 000

100.812471 000 136 1 t5.288 000

l0 031 650 000

r0 03r 650 000
28 436 603 000

100 812 471 000 1 10 844 r21 000

28 436 503 000

325 Kotr BanEmasrn 28 436 603 000 28 436 603 000 l2 295 158 000 12295 158000
326 Kab Brl.norn l2 295.158.000 1 19 058.3S3 000 131 353 551 000 26721 417 000 1 l7 281 592 400 144 009 009 400
327 K.b Trn.h Bumbu 28121 411.000 12r.078 780.000 147 806 t97 000 I 883 392 000 121 078 717.000 r30 962 169 000

trt3.3t2r00 t-tlt.3l2-000 10.6521114.000 t0.452.0t6.000
329 K.b Buau 10.652 0r6 000 109 90r 4r7 000 120 553.433 000 108 830 i71 000 r08 830 771 000

330

331

Krb Kutr Krn.n?qar.
K.b. (utr Brr.t l4 533 165.000

1 85 361.774 000

173.0S7 834.000

1t5 361 774 000

187 636_S98 000

l4 539 r65 000
33 274 32S 000

181 918 327.800

173.0S7 834.000
196457 432 800

206 372 r6',l 000

332

333

Kah. (utr Trmur

Keb Mahrk.m Ulu

33 274 329 000 171 877.602.000

72 481 479 000

205.15r.93'l 000

72 481.47S 000 35.641 9S8 000
r69.26r 40r 936

71 741 5n2.200
169 26r 40r 936

107 383 500 200

334 K.b. P.srr 122.624 619.000 122 624 619 000 46.534.186 000 l2l 075 068.600 167 609 254 600
)ta Be[kDroan 46.534 186 000 46 534 186 000 31.973 282 000 31 973 282 000

336 Kotr Bontano 3r.973.282 000 3l 9i3 282 000 30_087 063.000 30 087 063 000

337

334

Kotr Samenndr _
Krb. Pfirtam Prslr lJtrra

30.087 063 000

20.05i 499 000 34 774 857.000

30 087 063 000
54 832 356 000

10 028.749 000

34 774 857 000

10 028 74S 000

34 774 857 000

33t
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Trhun Angguan 2019
(Drhm Bupirhl

il0. Duth
ixH.[l

P.Ir Drm olommi l(hBE
Prtu Tn[rh] Danr

heu Drnr ll.tr Juml.h Pleu 0.tr4 lnt.trtif Drrrrh
frr[hr oanr

omr D.t. Jumhh Erlitrti
340 Krb Bulunorn 83.963 363 000 83.963 363 000 83 963 363 000 83 983 363 000

rb Malnau 148.072.875.000 148.072.875 000 148.072.875.000 148 072 875 000

u2 Krb. Nunukan r90.854 966 000 r90 854 966 000 1s0.364 516 000 lg0 364 5r6 000
343 (ab. T.n. Trduflo 40.377.310 000 40 377 310.000 40.377.310.000 40 377 310.000

u4 Kota Tarakan

3a5 t[Jat-ttl-000 It-6at.ttt-000
Kab Bol.ano Monoondow r60.098.4i4.000 160.0s8.474.000 3t.95S 784 000 160 098.473.200 ls2 058 257 200

34't Kab Mrnrh.sr 31 959.784.000 r 70.062.089 000 202.02r.873.000 23 394 370.000 r70 062 089.000 lss 456 459 000

Kab S.norh! 23 394 370 000 113 221.776 000 1 36 61 6 146 000 r 13 22r 776 000 I 1 3 221 776 000

349 Kot. Brtuns 42 568 988 000 42 568 988 000

350 Kotr Manado 42 568 988 000 42 568-S88 000 23 937.836.000 23.S37 836 000

351 Krb Klpulru.n T.l.ud 23 937 836 000 r 1 r.960.481.000 135.898.317.000 I 396.242 000 il1 413 28r 800 r20.809.523.800

352

353

Krb. Mrnah.sr Srlrten

Krb Mrnrhrsr Tmooro
_ I 396 242 000

12 628 i76 000

r 37 493.501 000

r 05 297 497 000

146 889.743 000

117 926-213000

2l 697 584.000

1 1 508.r92 000

137.103 059400

105 297.497 000

r58 800 643 400

115 805 689 000

354

355

K.b Kllul.urf, Suu T.ouhndrnq Br3ro

Kota Kotrmobeou

23.864.885.000
25.433 850.000

68 726 607 000

21 261 184000
92 591.492 000

46 701.634 000

25.433.850.000 68 726 607 000
21 267 18/.000

94 160 457 000

21.267 784.000
Kab Eolarno Monoondow Tmur 23 016 385 000 67.413.050.000 90 42S.435.000 66.740 628.595 66.740.628.595

357 K.b Bol..no Monoondow S.l.t.n 68 752 883 000 68.752.883.000 20 6S4 S82 000 68.752 683 000 89.447.865.000

358 Kot. Tomohon 2l 697.584.000 2r.697.584.000 1 3.508 446.000 r3 508 446.000

359

360

Krb Mrnrh.sr lJtrrr
Krb Bolflno Monoondow Utara

27.016.892.000 1 0l 466 825 000

84 800 247.000

r28.483 5r7.000
84 800 247 000

23.864 885.000

12 828 776 000

r0r 466 625 000

84 800.247.000

125.331 510.000

9i.429.023 000

3al t0.2rr.rr{.000 t0.2ti.77t.000
goalcmo 90.317.147.000 90.31 7 147 000 35.058 584 000 90 317.147.000 't25 385.731.000

363 Krb. Gorontalo 35 068 584 000 213 867 28r 000 248.935 865 000 35 426 856 000 213 867.281 000 249 294 147 000

364

365

Kote Goronttlo

K.b Pohuw.to

35 426 866 000

32 315 885 000 88 672 032.000

35 426 866.000
120987 017.000

32 315 885.000

3r 353 470.000 88 672 032 000
32.3r5.885 000

120 025 502 000

366

367

K.b. Goront.lo Ut.r.
Krb, Bon. Eolenoo

20 909 431 000

31 353 470 000

10r.119.8r3.000
142 838 I 92 000

122.029.244.00!
r73.99t 662.000

53 307.431.000
20 909 431 000

t0t 119813000
r42.638 192 000

154.427.244.000

163 547 623 000

36t
369

Prori[3i Suhw$i Trn!rh
Kab Banooar

20.41{.t12.000
46 875 407 000 231 272 233000

20.511.rt2.000
278 t47.640.000

46tr5r07.000
231.272 233 000

46.r75r0r.000
231 272233.000

370 Krb, Brnoor Lrut 33 629 858 000 55 056 53r 000 88.686 38S.000 55.056 53r 000 55 056 531.000

37r K.b. B.nool (.ilLu.n 1 l3-132 741 000 I 1 3.1 32 741 000 24.464.6S4.000 113.132 741 000 137 597.425,000

372 Krb guol 24.484 684,000 92 247 506 000 1r8712t90000 92.247 487 925 92.247 487 925
373 K.b Toltolr 88 S24 S48 000 88 924 S48 000 85.S95 272 800 85.9S5 272 800

LAMPIRAN 3.F
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Trhun Anggrran 2019
(Dalam Bupirh)

LAMPIRAN 3.F

ir. DrrIh
?xr L.lbrtl

P.tu Dr[r lnr.ltll 0ta[h lllr T[mfur Datra

f,.irtinrmrn DIY
Prlu Dr[r D.!. Junhh Prlu orm olononi Xhurur Drna lnartrlil 0r.rah

Trailsx 0rnr
Dtm orla Jumlrh R.rhlrri

rb Donoorla t42 050.156 000 142 050 156 000 141.388 871 500 141 388 871 600
375 Krb. Morow.h 103 094.201 000 't03,094 201.000 103 094 201 000 103 094.201 000

376

317

Krb Morowah Utere

Krb Poso

I I I 846.722.000
129.386.922.000

r 1 
'l 846 722 000

129.386 922 000

28 341.848.000
51 780 758 000

140 788 570 000

l8t 167 680 000

-v_!.
37S

Kot. P.lu

Krb Prflor Moutono

51 780.758 000

235 010.486-000

5r 780 758 000

235 01 0 486 000 I 8S0 864 000 244 901 349 987

380 Krb Sror 1 r 536 956 000 145 444.862 000 156 981 818 000 16.8r4 929 000 162 259 791 000

.b Torc Unr Un. I 8S0 864 000 I 20 483 41 1 000 130 374 275 000 1 1 536 956 000 120 4834il.000 132 020 36/ 000

3t2 2t.041,rtt.000 2l.tlt.ltt.000 tt.7zt.t7t.000 tt.72t.E7t.000
383 Krb. Brntamo t8 724 878 000 45.639.4S5.000 64 364 373 000 12 269 050 000 45 639 495 000 57 908 s45 000
384 Krb Barru 24 538.100 000 49 33r.603 000 73 869 703 000 I 486 726 000 4S.331 603 000 58 81 8 329 000

385 Krb Bonc I 486.726 000 337 332 552 000 346 819 278 000 3l I 78 098 000 337.332 552 000 368 510 650 000

386 K.b Bulukumbr 31.178.098.000 1 08 344 633 000 t39 522 731 000 108 344 633 000 108 344 633 000

387 Krb Enrrkrno 1 15.526 328 000 I t5 526 328 000 20 450 374 000 1l 1 35 976 702 000

388 6ovJa 20 450 374 000 1 47 822 452 000 168 072 826 000 147 622 452 000 141 62? 447 000
389 Krb Jslponto 106 818 350 000 106 818 350 000 106.818.350 000 106 818 350 000

390

391

392

393

K.b Luwu Utrr.
Kab Maros

Krb PrnokeH! KIDUlrurn

32 630 452 000

23 r94 399 000

22023 525 000

I 95 242 489 000
r 74 756 329 000

86 295 41 2 000

7r rs8 484 000

195 242 489 000

207 386 781 000

109 490 81 I 000

93 222 009 000

32 630 452 000
23 r94 399 000
22023 525 000
13 007.644 000

227 872941 000

1 96 096 884 200

1 08 31 S 937 000

84 206 127 800

3S4 (.b- Phr.no 6i.521 173.000 67.521 173 000 t0 l2s 214 000 .960 293 800 77 089 507 800

b. Kroul.urn Srkyrr 82 222.354.000 82 222354 000 82 222 354 000 82222 354 000
396 K.b Srdmrsq R.pprnq 65.498.274 000 65 498 274 000 2t 801 790 000 87 300 064 000

397

3S8 Kab SoDDcno

10 129 2r4_000

2t 80r.790_000

70 834 464 000

52 014 824.000

80 963 678 000

73 81 6 614 000

69 302 S60.400 69 302 S60 400

52 0r4 824 000

3gg

400

(2h T.!.12r

Krb T.n. Tor.r
80 246 588.000

124.S64.994.000

80 246 588 000

124 964 994 000 32 589 0S2.000

80 246 588 000

157 554 086 000

401 K.b l,Vrp 32 589.092.000 I l9 030 097.000 l51619l8s000 28.S82.849 000 148 0l 2 946 000

olr Pttrotrc 28.982.84S.000 28.S82 84S 000 3l 415 9S9.000 31 415 999 000

403 Krb Tor.F lJt.r. 34 35r 814 000 r33 918 3r4.000 168 270 128 000 r2.496.864 000 I r46415 178000
404
405

Kota Mrkrssar

fu,. P.lrpa
62 831.999 000

r3 007 644.000

62 831 999 000

13.007 644 000

34.35r.814 000
21 261 622000

34 35r 814 000

21 25r 622 000

406 (ah luwu Trmur 2't 261 622 000 r 16 788 775 000 138 050 397 000 1l 788 775 000 1 t6 788 775 000
407 36.0t|.t 61J00 3i.0tl.'t5t.000 3a-070-t71.000 3t.070.t7t-000
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Tahun Anggaran 2019
(Dalam Bupiahl

LAMPIRAN 3.F

Ilo, D.!r.i
ll.m otonoml Patu Drm 0rr Juml.h P.!u D.[ lnxnlll Dr.]rh

0rir
Drna Dlr Jumhh n[filrri

K.b Mr0n! 34 070.971 000 M252022000 98.362 SS3 000 r 8 53t 499 000 54 292.022 000 82.823.521 000

40s K.b. Mrmup l8 531.499 000 79 016 S87 000 97 548 486 000 24 603.346 000 7S 016 S87 000 103.620 333 000

Kab Mamuu Tanoah 10.38t.537 000 52.667.274 000 83 048.81 1.000 52.687.273.000 52 667.273 000

411 Kah. PolNrI Mand.r 24.603.346 000 161.694 868 000 I 88 298 2l 4 000 1 0.276 945.000 t6t 694 8t4 000 r7r 9ir 75s 000

412 Kth Mam.s. l0 276 945 000 144.153 73r.000 154 436 676 000 34 21 3 149 000 144 l5S 731 000 r78 372 880.000

413 Kab Pasrnokavu 34 213.149.000 58.395.782.000 92.608.93r 000 1 0.38r 53i 000 58 395.782 000 68 777 319 000

l'll 12r!6.46{.000 12.4ttr6t.000 t-ralrot.000 t.ti{.t05.000
K.b Buton g i29.610 000 71.945 394 000 81.676 004 000 32 8254r8 000 71 946 394.000 104 771.812 000

4r6 (.b Konawc 32.825 418 000 222441 801 000 255267 225000 3t 802 131 000 201 12S 293 200 232931 424200

417 Krh. Konrwr K6illrurn 73 512 493 000 73 5r2 4S3 000 73 179 520 000 73 179 520 000

4t8 (.b. Kohk. 31.802 l3r 000 85 554 828 000 I l7 356.95S 000 22.467.348.000 85 554.828 000 108 022 r 76 000

1 l6 259 21 I 000419 Krb Kohlo Trmur 96 0r2.368 000 96 0r2.368 000 20 246 843.000 96 012 368 000

420 K.b Mun. 22 457.348.000 123.284.252.000 r45.i5r.640.000 32 358 142 000 123.2U.251.400 155 642 433 400

421 Kota Kmdrn 32-358 142 000 32 358-142 000 l4 722 538 000 14 722 538 000

Kot. B.utau r4.722 538 000 14 122538 000
413 K.b hn.w! Srl.tan 251 213.678 000 251 213 678 000 251 213 678 000 251 21 3 678 000

Kab Bomban. 104 130.s05.000 104 130.905 000 I 2 370.937 000 104 130 s05 000 r16501 842000

425 Krb Konrw! Ut.rr I 24 568.295 000 r24 568.295 000 r24.568 294 760 124 568 294 160

426 Keb Buton Utrre 68 196.699 000 68.196 699 000 68.r96 698 600 68.r96.698.600

421 K.b Wrkrtobr 12.370 937 000 66 406 r47.000 78 777 084 000 I 725 367.000 66 066 i06 600 75 792 073 600

428 K.h- (ol.ka ut.ra g 725 367 000 1 25 503 455 000 135 228 822 00D 125 503 455.000 125.503455 000

429
430
43t

Krh. Mun, Barat

Krb. Buton Tog.h
K.b Buton ScLt.n

20.246 843 000

22.86S 254 000

78 692 194.000

62 567 584.000

59.786.450.000

98 939 037.000

85 436 838.000

5S.i86.450.000

22.869.254.000

68.434 406 000

78 692 194.000

62 567 583 999

59.786.450000

t0l.56l 448 000

62 567 583 999

128 220 856 000

432 Provlrd hli 6tI3{I06Jt00 6tr3tr06Jt00 7t.53t.t52.000 71.5tt.152.000

433 Krb Brduno 74 538 152 000 52 584 767 000 127 122 91S.000 42 8S8 678 000 52 584 787 000 s5 483_445 000

434 Krb Brn[lr 42.898 678 000 61 334 645 000 104 233 323.000 43 803.047.000 6t 334 645 000 105.137 692.000

435 K.b Bul.hno 43.803 Mi 000 124 026.738 000 16i 82S.785.000 48 3S2.124 000 r24.026.738.000 172 418 862.000

Krb. G[nvI 48.392 t24 000 59 992.299.000 108 384 423 000 19.168.984 000 59 992 299.000 79 161 283.000

437 K.b Jmbr.na 19.168.984.000 4S 043.1 78.000 68.2r2 162 000 3r 313.9r5 000 4S 043.178 000 80 357 093 000

Kab. (ilenors€m 3t 313.915.000 78.7',t8.974.000 I 10.032.889.000 47 024 460 000 78.7r8.974.000 r25 743434 000

439 (ab (hnokun! 47.024 480 000 51.533 982 000 98.558 442 000 49 122725 000 51 533 S82 000 r00 656 i07 000

MO (.b Tabanan 4S 122 125 000 r r8.2M 542 000 161 321.287 000 r8 878 781 000 1 l8 204 542 000 137 083 323.000

441 (ota Dcnplsar 1 I 878 781 000 34.750 461 000 53.629.242 000 36 346 428 000 34.750 461.000
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LAMPIRAN 3.F

llo. Durh
Pllu 0ara otommi Xhurut Pat[ Dua lntantl, D..r.h

P.!u Trrmhr Drnt P{[ Dur D.!r Junhh P.Iu Drrr lnrntil0ilrth Tratrtfrr 0atra
Drna Data Juml.h R..lir.ti

442
443

Provinti J{ur! Tultrrr hrrt
Krb Brmr

333{ir2tJ00
I 2 221 076 000 1 85.61S 739.000

13.3{t12t.000
137 83S 8r5 000

n.t t0.531,000
24 35S 784 000

6.t10.53t.000
209 978 523 000

M4
445

{rh nnmn'

Kab. tomhol( Barrt
24 35S 784 000

22 3M 545 000

70.794 S26 000

155.5S8.022 000

95 154 710_000

177 902 567 000
22 304 545 000

14 284 203 000

93 09S 471 000

169 882 225 000
446 K.b l-ombok T0qrh 14 284 203 000 r93 r75 390 000 207 45S 593 000 s.473.144.000 1 202 648 534 000

ab Lombok Trmur I 473 I'14 000 307.330 3'M 000 31 6.803 488 000 23 41 I 080 000 307 330 225 400 330 749 305 400
448 Keb Sumbawe 23 41S 080 000 144.052 683 000 167 471 763 000 32 935 203 000 144 052 683 000 1 77 047 886 000

449 l(ota Mataram 32 995 203 000 32 995 203 000 t3 537 330 000 13 537 330 000
450 Kab Lombok Ut.r. 29 118 622 000 64 34i 2M 000 s4 125 826 000 M 347 203 000 64 347 203 000
451 l(otr Brmr t3 537 330 000 13 537.330 000 27 802 1 30 000 27 802 I 30 000
452 Kab Sumbawe B.rat 27 802 130 000 60 412 147 000 88.214 211 000 29 178 622 000 60 412 142 SSS 90 190 764 999

453 ProYinti turr Tr[!ilr. Timu]
(.b Alor 163 156 591 000 163 156 591 000 1 163 156 591 000

455 Keb Bllu 84 043 335 000 84 043 335 000 84 043 335 000 84 M3 335 000

456 K.b Endr 1 98 280 230.000 1 38 280 230 000 198 280 230 000 1 98 280 230 000

451 (ab Flors Trmur 1 73.650 002 000 1 73 650 002 000 1 73 550 002 000 1 73 550 002 000

458
459

K.b Kup.n0

K.b Lmbrt.
602.000

1 31 833 144 000

165.1 33.502.000

1 31 833 144.000

164 239 671 600

131 833 144 000
460 K.b Mal.ka 1',t0 237 I 85.000 'lt0 237 185.000 1 1 0 227 853 592

Kab Mrnoorrl 14S 132 S54 000 14S 132 S54 000 14S 132 954 000 t49 132 954 000
461 Krb. Norda 1't0 433 806.000 1 1 0.433 806 000 ls 540 038 000 09 582 319436 129222351 436
463 Kib Srkke 1 I 540.038 000 151.300.4r9.000 1 70.840.457.000 r5r 300 419 000 r51 300419000
464 Krb Sumba Brrrt 85.550.126.000 85.550.126.000 85 550 r 25 S90 85 550 125 990

465

466

Krb Sumb. Tmur

K.b Tmor Tmmh Sdet.n
125 908 849.000

287 0Sl 027.000

r25 908 849 000

287.091 027 000
r24 899 974 700

285 081 705 800
467
468

K.b Tmor Tmo.h Ut.re

Kota (uorno
160.388 160.388 t60 388 978 200

469 Krb Rotc Nd.o 104.793 226 000 r04.793.226 000 104 394,398 000

470 Krb Nrork.o 86-209 887 000 86.209 887 000 86 209.887 000 86 209.887 000
471 K.b Sumbr Tono.h 70.606 507 000 70.606 507 000 70 606 507 000 70 606 507 000

472 Kab Sumbr Brrrt Davr 231.558 590 000 231.558 590 000 s.561 940 I 77 229 561 940 111
413 K.b M.nooarar Trmur I 38 0t5 408 000 198 015 408 000 198 015 408 000 t 98 0t 5 408 000
474
475

Krb Sabu B.rjua

Ktb Manooarl Barat

85 r93 667 000
r47 S87 069 000

85 r93 667 000

147 S87 069 000

85 193 667 000

147 987,069 000

SK No 020162C
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

TAPOBAil BEATISASI A]TGGARA]T DAilA OTONOMI KHUSUS, DAilA DESA, TBAIUSfER DAI{A IGISTIMEWAAN DIY DAttI DAt{A IiISEI'ITII DAERAH

Trhun Anggrrrn 2019
(Dalam Rupirh)

LAMPIRAN 3.F

t.. 0..[h
llrnr 0ton.nl

Pl|r TnBh, D0r
Preu Dr. lr.rr Jrml.h PlIu DrIr ln!.trtif Drmh Drnr Datr Jumhh B.rlitIi

478 Provitr!i il.loko
477 (ab Kaoulauan Tanrmbar 82 696 960 000 82 696 960 000 32 880 138 000 82 696 960.000 1r5 577 098 000

478 Kab Maluku T.no.h 32 880 138 000 t75 993 709 000 208 873 847 000 24 210.76i.000 174 850 684 600 1SS 061 445 600

419
480

tub Maluftu Tsngo.ra

Kab Buru

24 210 761 000

14.32r.S34.000

t46_739 71 I 000
81 626 05S 000

170 950472 000

95.S47 9S3 000

14 321 934 000
r08608r3000

146 739 7l I 000

81 626 059 000

t6l 061 645 000
92 486 872 000

481 Kot. Ambon r0.860.813 000 37.432 375 000 48 293 188 000 31 432374291 31.432 374 291

103 750 347 000 103 750 347 000 103 444 855 000 r03 444 855 000

483 Kab S.Em Bror.n Tmur r59 641 606 000 159 64r.606 000 t57 091 045 400 t57 09t 045 400
484
485

(ab Maluku Barat 0ay.

Krb Buru Sglrtan

r05 365 1 29 000
87 t93 753 000

105 365 r20 000

87 193 753 000

105.365 129 000

87 193 753 000

t05.365 l2g 000

87 193 753 000
486
487

(ab Kopulauan Aru

Kot. Turl
108 537 803 000

33 531 749 000
108 537 803.000

33 531,749 000

108 537 800 700

33 531 74S 000

108 537 800 700

33 53t 74S 000
488

489
490

PioYitrti ii.luku lJt.r.
Kab Halmrhor Tcn0rh
(ab Halmahsra Baret 2A 172 657 .000

58 095 474 000
130458 534 000

58 095 474 000

151 231 l9t 000

M 225 740.000 58 095 463 572

130 192 835 600
ioz 321 203512
130 t92 836.600

4Sr (ota Tlmata 44 225.740 000 M 
"5140000

20 772.657 000 20 112 651 000
492 (ab Halmehrra Trmur 97 797,587 000 97 797 587 000 97 797,587 000 97 797 587 000

4S3 21 87r 8r7 000 45 743 234 000 67 615 051 000 34 074 583 000 45 743 233 988 79 817 816 988

494 (ab Krpulauin Sula 73 755 725 000 73 755 725 000 21 871 817 000 73 755 724 508 95 627 54r 508

495

496
4S7

l(rb Puhu Morolar

lt.b P,,1", f.t.b,
l(eb H.lm.hsr. S.l.tan

34 074 583.000 75 5r4 080 000
63 954 40r 000

194 2M 695 000

109 588 663 000

63 954 40r 000

1S4 264 695 000 1 8.706 535 000

75 514 079 589

63 954 401 000

t94 264 595 000

75 5t4 079 589

63 954 401 000

2t2 971 230 000

498 (eb H.lmahrr. Ut.re l8 706 535 000 15, 020 340 000 1 70 726 875 000 152 020 339 400 152 020 339 400
499 Plovin.i PrDU. t.357r7tJ5{.000 r.357I7t.654.000 t.357.{7t.65t.000 t.35 7.t7 I .6 5t.000
500

501

Kab Yalmo

l(.b [.nny J.y.
243 261 623 000

349 888 263 000

243 261 623 000

349.888 263 000

243 26r 623 000

34S 888 263 000

243 261 623 000

349 888 263 000

502 (rb Brak Numlor 202 716 131 000 202 716 131,000 20 549 463 000 202 71 6 1 31 000 223 265 594 000

Krb JaYaDura 41 098 926 000 1 28 846 060.000 169 S44 986 000 128 846 060 000 128 846 060 000

504 Krb Jryrwilaya 280 676 060 000 280 676 060 000 3r.874.187 000 280 675 060 000 31 2 550 247 000

505 (eb Mcraukc 31.874 187 000 220 530 160 000 252 404 341 lnl 220 530 t60 000 220 530 160 000

506 (ab Mmll. 146 712 955 000 r46 7r2 955 000 20 240 128 000 143 848 195 404 164 088 923 404

507

508

50s

rrh N.h,ro
(.h Prh'r,
(eb Puncak J.va

20 240 726.000 90 739 268 000

1 95 984 38r 000
280 489 4S4 000

I l0 979 996 000

r95 984 381 000

280 489 494 000

90 739 268 000

195 984 381 000

280 48S 494 000

90 73S 268 000

195 984 381 000
280 489 494 000
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FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019lAuditedl

lAPOBAIII REATISASI ATUGGABAT'J IIAI{A OTONOMI IfiUSUS, DAiIA DESA, TBAiISTEB DAt[A KEISTIMEWAAIT DIY DAI{ DAIIIA I]TSEiITIF DAERAH

Tahun Anggarrn 2019
(0rhm Rupiah)

LAMPIRAN 3.F

ilr. Daarrl
BIlbIl

?.tr Trrmhr 0m. P.!r D.nr lhtr Jrml.h Pllu Dmr lnrtrtif Durh Trrmfr Dam

l(.ittim.w.rn 0lY
Dana Dalr Jrmhh R.rlitrti

510 l(.b. K.puleu.n Yrprn 135 700.906.000 135 700 906 000 34 203.487 000 135.700.905 000 169 S04 393 000

5ll
512

(ota Jryapun
Kab S.mr

34 203 487 000 25.805.239.000
99.025.502 000

60 008 726 000

ss 025 592 000

25 805 23S 000
ss 025 592 000

25.805.239.000
ss.025 5s2 000

513 (.b Kmrom s9.458.668 000 ss.458 568.000 99.458 668 000 99.458.668 000

5r4 Keb. Yrhukrmo 405 937 774 000 405 S37 774.000 405.S37.7i4.000 405 937 774 000

515 Kab- Paoununoan &ntano ,53 r79 4M OOO 253 279 404 000 253 279.404.000 253 279 404 000

516

517

K.b Tolkrra
Krb Bovm Droocl

419.5r2.047.000

1 36.206.844.000

4r 9.5r 2.M7.000

136.206.844 000

419 512 047.000

136.206.843 SS4

419.512 04i.000
136 206 843.SS4

5r8 Kab MaDo 1 80 S22 561 000 I 80 S22 561 000 r 80 922 561 000 180.922 56r 000

519 Krb Asm.t 246 961 264 000 246 961 264 000 246 961 264 000 246 S61 264-000

520 (ab W.roo.n 102.572 237 .O00 102512237 DOO 102 972 236 600 102 972 236 600

521 Keb. Mamblramo Bry. 98.810.603.000 98.8r0.603.000 97 465 760 226 97 465.760 226
822 (ab Mambiramo Tonoah 88 550 750 000 88 550 750 000 88.550 i50.000 88 550 750 000

Nduo. 2r4 316 240 000 2r4.316 240 000 2r4.3r6 240 000 214.31 6 240 000
514 (ab Dodrvar l't3 379 892 000 I l3 379 892 000 1t3 37S.892.000 11337989200
525

526

Krb. lntan Jryr
Kah Puncrk

't36 333 836 000
205 140.134 000

136.333 836 000

205.140 134 000

138.333.838.000

,05 140 133 S74

r36 333 836 000

205 140 133.S74

527 (ab Dav.r 93.082 88S 000 93 082 88S.000 92 Sr5 240.836 92 9't5.240.836

528 Krb. SupDn 42.261.734.000 42.261.734.000 42 261 734 000 42 261 734.000

52S a-2c5Jto0-000.000 t-245J100-0001100 a-2c5.000-0001t00 4.2i5.000.000,000

Kab. Sorono 10.156 872 000 r75 045.196.000 185 202 068.000 I 75 045 196 000 1 75.045.196 000
531 Krb. M.nokwer 140 853 254.000 't40 853 254.000 10 156 872.000 r40 853 253 200 151 0l 0.125 200

K.b M.nolwan Srlat.n 60.747.361.000 60 747 361.000 50 747 351 000 60 747.361 000

533 Kab tak trk r38.r40.255 000 138 r40 255.000 1 38 140 255 000 r38 140 255 000

534

535

Kota Sorcn0

K.b. Pmununoen Arf.k r39_457.632 000 r3g 45i 632 000
21.111 977 000
36 084 I 61 000 13S.457.632.000

21.71

t75 54t 793 000

536 (ab Sohno S.l.l.n 12 445 857 000 105.648-0S1-000 I t8.0s3 s48.000 s 4sr 287 000 105 648.001.000 115.139.378.000

X$. Rr. Amoil 21 717.971 000 r04 770 020 000 r26 487.997 000 6.222528.000 t04 770.020.000 r r0.992 948.000

538 (rb T.luk Bhtunr 18 98r 575 000 r r2 647 4i5 000 131 630 050 000 lt2 M7.356.400 1 12.647.356.400

539

540

l(rb. T.luk Wondrm.

Krb. Trmbrauw

70 928 885 000

r 76 969 767 000

70 928.885 000

176 969.76i 000

70.s28 241.200
176 96S 766 400

10928 241.200
176 S69-766 400

541 K.b Mevhr.l r97.466 565.000 r0i 466.565 000 1s7.466.564 000 197 466.564.000

Klb. Krmrn. 94.240 757.000 94.240.757 000 94.240.757.000 94 240 757 000

JUMI.AH 20_t7t-ta330alto0 t0ll00-0001100_000 1200.000_000-000 ,0.0001t00-000-000 t02-tr!_ta!-t0t.000 20r7t_ta3-304-000 t-ata-aa7-atlJ00 t-200.000.000.000 ttrtt.l{t17t.t!a 10t.ct!.530275.!le

SK No 020160 C

0.m olommi faiu Dril ltrt.ntil 0rtrrh 0rDr 0toroni Xhurut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-598-

LAMPIRAN 4

PERSETUJUAN Kt)NTRAK

TAHUN JAMAK

31 DESEMBER 2019
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019tAudited)

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-599-

PERSETUJUA]II KOTIITBAK TAHUTll JAMAK WAITI YEARS COilTRACN

PER 31 DESEMBEB 20I9

LAMPIRAN 4

ilo Kode BA lllama KementerianlLembaga
Alokasi Anggaran per Tahun

2020 2021 2022 2023 2024 Total sd 2024

1 011 Kementerian Iuar Negeri

Kementerian Pertahanan

249.694.841.000 267.484.085.000 257.088.395.000 246.392.879.000 235.491.389.000 1 .256.1 51 .589.000

2 012 r .722.05r.035.000 2.175.146.572.000 3.897.1 97.607.000

3 015 Kementerian Keuangan 790.455.096.000 I .392.470.558.000 644.952.649.000 387.095.1 71.000 826.261.649.000 4.041.235.r 23.000

4 025 Kementerian Agama 1.003.816.517.400 1.057.1 07.056.1 00 855.119.3r1.500 2.916.042.885.000

5 024 Kementerian Kesehatan 173.419.022.000 1 48.394.002.200 327.813.024.200

Jumlah 3.945.436.51 1 .400 5.040.602.273.300 1 .757.1 60.355.500 633.488.050.000 r .06r .753.038.000 r 2.438.440.228.200

SK No 020109 C
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REPUBLIK INDONESIA
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LAMPIRAN 5

SALDO KAS DI REKENING

KPPN

SK No 41724 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

PEMERITTTAH REPUBTIK IITDOI[ESIA

SAI.DO KAS DIREKEIIIIIIIG KAS KPPIII

PEB 31 OESEMBEB 2(lI9 DAIT 31 DESEMBER 20I8

LAMPIRAN 5

(dalam Ru

ltlo TUAMA KPPITI Kode KPPltl 3l DESEMBER 2019 lAudrtedl 3l DESEMBEB 2018 (Auditedl

1 KHUSUS PENERIMAAN 901 2.891.1 11.227.978 5.126.994.858.550

2
KHUSUS PINJAMAN DAN

HIBAH
140 7.986.125 782.358523

JUMTAH KAS DI KPPTiI 2.891.r r9.2r4.103 5.121.177.217 .073

SK No 047688 A
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LAMPIRAN 6

KAS PADA KL DAN BUN

SK No 047687 A



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-603-

KAS PADA KIt DAN BUN

PER 31 DESEMBEB 2019 DAN 3T DESEMBEB 2018

LAMPIRAN 6

il0. BA IGM ETTTERI AIT iIEGARAITE MBAGA

I(AS DI BETIDAHABA PETIGETUABAil KAS DI BE]IDAHARA PE]TERIMAATU KAS tAItTtTYA DAiI SETABA KAS

31 Dcsambcr 2019
Auditad

3l Dlscmbcr 20tB
Aaditcd

3l Dcscmbcr 2019

Auditcd
31 Dascmbcr 2018

Auditad
31 Dcscmbcr 2019

Auditcl
3l Desembsr 2018

Audited
1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 7.9S1.268

2 002 DEWAN PERWAKILAN BAKYAT 152.903.31 2

3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 5.839.219.61 1 43.223.870.642

4 005 MAHKAMAH AGUNG 331.81 8.397 273.808.265 22.228.000 '172.01S.680 3.031.425 83.330.667

5 006 KEJAKSAAN AGUNG 1.256.573.831 1.437.588.539 90.660.87S.71 2 4S.747.260.089 70.599.089.462 64.023.781.991

6 007 SEKRETARIAT NEGARA 9.086.376.S08 5.1 34.682.240 58.563.5'l 1.865 43.346.258.768

7 0r0 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 32.852.8S5 1 43.743.7S 1 4.7 1 6.98 1.000 4.030.950.000 1.159.231 .725 1 .1 29.504.3 1 0

I 011 KEMENTERIAN TUAR NEGERI 1 77.159.04'1.478 1 66.373.082.924 14.480.375.1 70 1 7.634.868.1 67 1 9.585.248.866 49.5S7.8 I 9.355

s 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 77.39 1.000 5 1 3.62r .500 27.884.662 320.544.677.910 86.891.991.725

10 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 1.S37.35 1.678 2.473.362.585 52.788.544.267 32.S06.472.664
'11 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 2.210.s08.064 2.313.040.226 5.041.393.083 3.658.057.S48 454.064.488.257 363.024.058.349
12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 266.681.076 348.601.261 14.061.000 1.400.000 1 92.1 84.569.582 16.728.092.179
'13 0r9 KEMENTERIAN PERINt)USTRIAN 1.221 .986.058 487.542.376 89.842.259 528.1 S8.431 17.974.532

14 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAT 85.601.054 2.262.493.81 6 3.305.41 8.786

15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1 .366.397.2r 5 1 .703.397.1 21 1 6.015.058.606 1.38 1.754.969 31.552.751.711 37.072.720.984
'16 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 6.978.861.883 8.424.255.520 1.604.000 325.000 80.465.430.689 222.407.919.463

17 024 (EMEIITERIAN KESEHATAN 38.S95.296 r.659.565.736 125.769.723 849.1 08.71 5 511.420.745.577 1 73.145.297.853
18 025 KEMENTERIAN AGAMA 888.226.527 2.097.762.414 828.552.276 I 1 3.089.99 1 42.846.058.768 69.233.1 59.758

ls 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 279.559.38 r 38.350.000 82.500.000 500 82.6S0.942 433.310.701

20 027 KEMENTERIAN S()SIAL 67.666.000 21 1 .191 .900 s92.366.000 2.01 1.950.360.632 391.775.845.221
21 029 KEMENTEHIAN LINGKUNGAN HIt)UP DAN KEHUTANAN 2.161.926.711 433.086.289 I S2.34 1.000 498.020.500 59.800.603.661 58.433.01 9.1 92

22 032 KEMENTERIAN KETAUTAN DAN PERIKANAN 16.1 24.586 997.1 64.079 2.337.500 81.252.337 323.1 18.323.305 4.153.747.3M

23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 74.664.285 89.433.535 1.804.456.7S6 39.1 39.679
24 034 KEMENTERIAN K()()RDINAT()R BIDANG P()LITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 58.450.000 2.245.4S4.963

25 035 KEMENTERIAN KO()Rt)INAT()R BIDANG PEREK()N()MIAN r 49.980.723 93.422.527 756.122.835

SK No 020117 C
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-604-

KAS PADA K't DAN BUN

PER 31 DESEMBER 2tl1g DAN 31 DESEMBEB 2018

LAMPIRAN 6

lllo. BA KEMEI{TE RIAIII iIEGARAITE MB AGA

IOS DI BE]IDAHABA PETTGETUARAiI IGS DI BEilDAHABA PEiIEBIMAA]T KAS TAITT]'IYA DAIT SETARA KAS

31 Dasembcr 2019
Auditcd

31 Dsssmbsr 2018
Auditcd

3 I Dcsember 20 1 I
Aaditcd

31 Desembsr 2018
Aaditcd

3 I Ocscmbcr 20 I I
Auditcd

3t Oesembsr 2018
Auditcd

26

036 KEMENTERIAN K()()RDINAT()R BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 87.59 1 1 85.843.797 1 80.462.61 3 204.488.1 1 3

27 040 KEMENTERIAN PARIWISATA 30.996.559 2.050.000

28 04'l KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

29 042 KEMENTERIAN RISET, TEKI'I0L0Gl DAN PENDIDIKAN TINGGI 657.972.636 2.1 20.995.548 27.159.742.703 6.790.646.1 85 47'1.433.500.1 18 r .28 r .396.850.338

30 044 KEMENTERIAN K(]PERASI DAN UKM 1 00.000 4.294.107.374 5.214.488.215
31 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN I)AN PERLINDUNGAN ANA( 'I 77.838.780 171.322.254 2.123.408.012

32

048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REF()RMASI BIR()KRASI 95.000 23.771.608 46.512.282

33 050 BADAN INTEtUEI'l NEGARA

34 051 LEMBAGA SANI)I NEGARA 23.81 1.826 1 78.8 1 2.587

35 052 DEWAN KETAHANAN NASI()NAT

36 054 BADAN PUSAT STATISTIK 60.431.458 262.099.491 80.000 1.21 1 .662.1 00 8.5 73.1 76.1 62

37 055 KEMENTERIAN PPNIBAPPENAS 38.1 36.194 205.713.244 5.967.367.257 26.81 1.835.914

38 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUAI'IGIBAt]AN,PERTANAHAN NASI()NAT 89.560.967 25.043.881 2.425.202.388 20.1 85.1 35.65S

39 057 PERPUSTAKAAN NASI()NAL REPUBLIK IND()NESIA 214.654 1 3.720.600 31.124.387
40 059 KEMENTERIAN K()MUNIKASI DAN INFOBMATIKA 225.009 I 60.430.233 2.448.615.012 212.857.027
41 060 KEP0tISIAI'l NEGARA REPUBtIK lil00NESlA 1 56.344.1 84 122.930.729 2.0s0.260.500 1.527.976.500 1 78.573.565.69S 126.473.628.235
42 063 BADAN PENGAWAS t)BAT DAN MAKANAN 16.910.010

43 064 LEMBAGA KETAHANAN NASI()NAT

44 065 BADAN KO()RDINASI PENANAMAN M()DAI- 472.469.831 r.202.743.68 1 1.519.541.000

45 066 BADAN NARKOTIKA NASI()NAL I 5S.405.201 90s.61 3 1.510.737.282 1 3.366.623.268

46
067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 500.000 1 6.831.000 1.1 78.000

SK No 020116 C
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-605-

KAS PADA K't DAN BUN

PER 31 DESEMBEB 2019 DAN 31 DESEMBEB 2018

LAMPIRAN 6

il0. BA KEMEIITERIAil ilEGARA'TEMBAGA

I(AS DI BE]TDAHARA PEIIGETUARATT I(AS OI BEilDAHARA PEiIERIMAAiI KAS TAIITI{YA DAIT SETARA KAS

3l Dasembcr 2013
Auditcd

3 I Dcscmbar 20 t I
Auditad

3t Dcscmbcr 2019

Auditad
31 Dssember 2018

Auditcd
3l Dcscmbcr 2019

Auditad
3l Desemher 2018

Auditcd
47 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KETUARGA BERENCANA NASI()NAI- 170.275.490 30 1.703.S33

48 074 K()MISI NASI()NAL HAK ASASI MANUSIA 3.439.91 5.392 6.249.325.250
4S 075 BADAN METE()ROLOGI, KTIMATOL()GI, DAN GE()FISIKA 3.337.000 1.375.000 3.780.165 1 70.000

50 076 Kt)MISI PEMILIHAN UMUM 1.149.243.31 3 12.159.147.128 366.268.764.461 20.645.677.672
51 077 MAHKAMAH K()NSTITUSI 101.921.980 1 50.729.965
52 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TBANSAKSI KEUANGAN 16.777.287 1.394.382

53 079 I-EMBAGA ILMU PENGETAHUAN IND()NESIA 2.642.352 r 3.300.000 361.9S6.1 00 899.375.09'l 1.809.1 35.278

54 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASI()NAT 668.42S.S83 622.968.85 1 548.841.41 1

55 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKN()T(]GI 814.521.772 3.221.303 3 73.'138.050 854.941.252 2.48S.073.382 2.883.68 7.1 44

56 082 TEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 88.73 1.703 1.772.240 32.025.846
57 083 BAt)AN INF()RMASI GE()SPASIAL I 39.085.35S 387.465.1 54

58 084 BADAN STANDARISASI NASI()NAL

59 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

60 086 TEMBAGA ADMIiIISTRASI iIEGARA '18.792.1 86 1 0.564.1 S2

6l 087 ARSIP NASIt)NAL REPUBLIK IND()NESIA 2.720.000
62 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 44.01 S.000 I 60.675.524
63 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 'I 

1 1.S82.74r 200.650

64 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 7.r39.398.465 9.242.30S.1 76 4.198.728.123 2.833.954.S82 738.698.927 2.465.438.568

65 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OTAH RAGA 7.61 1.000 354.M2.744 1.844.000 2.873.893.828 13.575.285.272

66 093 K()MISI PEMBERANTASAN K()RUPSI 500.000.000 3S3.051 852.463 29.1 25.942.97S 13.274.181.027

67 0s5 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 2.607.730.3 1 I 1.244.61 7.605 7.683.851.598 1.142.305.426
68 100 Kt)MISI YUDISIAL 4.266.989 6.448.280
69 103 BADAN NASIt)NAI. PENANGGULANGAN BENCANA 27.505.750.021 265.088.934.S82

70

104 BADAN NASIt)NAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA IND()NESIA 1 50.000.000

71 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGIJASA PEMERINTAH

SK No 020115 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-606-

KAS PADA K't DAN BUN

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBEB 2018

LAMPIRAN 6

IIo. BA IGM ETITE RIATT ITEGARAITEMBAGA

KAS DI BETDAHARA PETIGETUARA]T KAS DI BEIIDAHARA PE]IERIMAA]T KAS tAIiIiIYA DAII SETARA KAS

31 Dcscmbcr 2019

Audited
3l Ocscmbcr 2018

Aalitcd
3l Dcscmbcr 2019

Auditcd
31 Dcscmbcr 2018

Audited
3l Desembar 2019

Auditcd
31 Desember 2018

Audited
72 107 BADAN SAR NASI()NAL 9.840

73 108 K()MISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA 1 90.7S3.773

74 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA

75 110 ()MBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

76 111 BADAN NASIONAL PENGETOLA PERBATASAN 42.000.924 465.454.036

77

112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS

BATAM

94.21 5.7 1 5.907 105.945.287.'l 55

78 113 BADAN NASIONAL PENANGGUI-ANGAN TER()RISME 6.433.319 55.078.000 993.9 1 5.575 2.247.800.333
7S 114 SEKRETARIAT KABINET 3.272.80S.348 6.650.01 7.080 1.035.224.31 6 2.528.755.745
80 115 BADAN PENGAWAS PEMILU 1.765.985.583 54.650.444.304 1 39.688.22r.070 30.423.399.232
8l 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBTIK RRI 8.292.002 1 I 1.778.834 4.750.000 8.500.000 M.452.120 304.983.823
82 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBTIK TVRI 41.776.624 2.700.000 23.996.500 34.860.21 5 223.138.219

83

118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAiI BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

SABANG

3.052.000

84 t'19 BADAN KEAMANAN LAUT

85 120 KEMENTERIAN K()()RDINAT(]R BIDANG KEMARITIMAN 2.041.278
86 121 BADAN EK()N()MI KREATIF

87 122 BADAN PEMBINAAN IDE()L[)GI PANCASILA 1 22.55 1.396
PETTYESUAIAT{ fl.632.840.S04.986) t722.521.164.3Mt
JUMTAH KAS PAOA KIt 234. I 88.766.027 284.832.1 22.869 I $6.170.010.9t7 s2.280.796.378 3.956.446.049.872 2.904.645.056.288
JUMTAH KAS PAOA SATKER BUil 318.t50.600 t.634.6 I 7.895.228 734.083.631.61 1

JUMTAH KAS PADA KIT DAil BUtT 234. I 88.766.627 285.r 50.273.469 166.r70.010.91 7 92.280,796.378 5.5S t.063.S45.1 00 3.638.728.687.8S9

SK No 020ll4C
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LAMPIRAN 7

BELANJA DIBAYAR DI

MUKA, UANG MUKA

BELANJA, DAN

PENDAPATAN YANG

MASIH HARUS DITERIMA

SK No 047681 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-608-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited)

BETANJA DTBAYAR 

'' "*l#tlt l!'J[fr?'-tlfl'fr'^i!'r1t$r'+t#Jl#rANc 
MAsrH HARUS DTTEBIMA

LAMPIRAN 7

lIo. BA KEME ]TTEB!AtT ilEGARAITE MBAGA

EEIAIIJA DIIAYAfl I'I IUUI(A UATTG ilIUIO BEI.A]IJA PEilDAPATAil YAilG MAI ;IH HANUS DITEBIMA

3I DESEMBER 20I9
lAudited)

3I DESEMBEB 20I8
(/luditcdl

31 DESEMBEB 2019

lAuditcd)

3I DESEMBER 2018
(Aaditcdl

31 DESEMBER 20I9
(Auditcdl

31 DESEMBER 2018

lAuditcdl

I 00r MAJETIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

2 002 DEWAN PERWAKITAN RAKYAT

a 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 365.650.226 8.08 r.842. r44

4 005 MAHKAMAH AGUNG r 0.730.282.768 r0.047 125.304

5 006 KEJAKSAAN AGUNG 12 244.268.080

6 007 SE(RTTARIAT NEGARA 18.823.430.028 r8.806.044.829 15.79S.083

7 010 KEMENTEBIAN DATAM NE6TRI 1 350.000 000

o 0l'l KEMENTERIAN LUAR NEGERI 91.6r6.983.772 46 339 409.828

I 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN r.086.250.000 r0.281.S67.652.64r 22.143.r89.884 406 5 825.359.1 74.425

10 0r3 I(EMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 9.853.3r 0.665 l 1.586.62r.509 5.558 458.273 51.754.279 6 258.886

1l 0r5 KEMENTIRIAN KEUANGAN 2.511 562.702.712 403.999.653.767 3.556 618.9r9 3.1 91.963.782 528 706.457.547 547.460.256.932

12 (EMENTERIAN PERTANIAN 544 750.050.8r4 7. I SS.S40.494. r 92 1.240.370. I 97 39.400.000

l3 019 KEMENTERIAN PERINDUSTEIAN 630.838.32r r.3 r4.847.300 r 683.139.314

l4 020 KEMENTERIAN ENEBGI DAN SUMBER DAYA MINEEAI- 60s.681.944 60s.884.1 1 r 65.7 1 2.800 r 6.659.426 427

l5 022 KEMENIERIAN PERHUBUNGAN 17 3S6.02r 063 13 232 318.730 s r 7.568.894 656.668.774

l6 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN t)AN KEBUDAYAAN 771 004828.422 746.624.152.037 3.?39.072.280 1 S29.044.625 1.276.1M.200

17 024 KEMENTERIAN KISEHATAN 6 78r.000.944 57 .881.942.877 63.429.896.254 1120.943.972 514.275.732

l8 025 KEMENTERIAN AGAMA r38.064.742.375 r 10.861.057 652 1.682.122.214 2.863.054.200 73.053.39S.03r 453.533.788

ls 026 KEMENTERIAN KEITNA6AKERJAAN 62r.8 r 0.720

20 027 KEMENTERIAN SOSIAL 508.490.858

21 02s KEMENTEBIAN I-INGKUNGAN HIDUP t)AN KEHUTANAN r r 186.221.915 20.7 1 5.S82.899 6.007.500 6.007.500

22 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.889.438 586 r.538 743 092 4.262.423.003 559.083.651

23 033 KEMENTERIAN PIKEBJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 4.392.000.000 4.392 000.000 8.035.327.500 2.41 9.364.698 r 2.469.580.3S6

SK No 020130 C
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REFUBLIK INDONESIA
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 /Audited)

BETANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BETANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
PER 31 DESEMBEB 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN 7

lIo. BA KEME ilTERI A]T ITEGARAITE M BAG A

EEtAf,JA OIEAYA[ UI MUI(A UTIIG MUI(I EEtAilJA PEilDAPATA]I YATTG MASIH HARUS DITERIMA

3I DESEI'BER 2019

lAuditcd)

3I DESEMBEB 20I8
lAaditcdl

31 DESEMBER 2019

lAudited)

31 DESEMBER 2018

lAudircd)

3I DESEMBER 20Ig
(Auditcd)

31 OESEMBEB 2018
(Audited)

24 034 KEMENTTRIAN Kt)ORDINATt)R BIDANG P()LITII(, HUKUM, DAN KEAMANAN

25 035 KEMENTTBIAN KOORDINATORBIDANG PEBE(ONOMIAN

26 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA OAN KEBUOAYAAN 502.280.600 58.236.633

27 040 KEMENTTRIAN PARIWISATA 8.583.486.818 9.633.438.05S

28 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MII"IK NEGARA 80 r.380.981 48 1.258.001 379 285.240

29 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOI.OGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 291.032.81 5.892 4.6S0.204.581 2 518.238.998 1 52.800.298 49.477.9 1 S.354 26.684 078.461

30 OM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 352.1 91.621 41 5.782.00 1 (1.768. I 08.828)

31 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

32 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APABATUR NEGARA DAN REFt)RMASI BIROKRASI 182 0l 1.382

33 050 BADAN INTEI-IJEN NEGAfl A 1 54.413.458.451 225.026.073.712

34 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 5.881.096.260 3.790.686 623

35 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAI. 26.189 689

36 054 BADAN PUSAT STATISTIK 3.790.80S.575 1.616.040.032 9.823.4S9 11.190 198

37 055 KEMINTTRIAN PPN'BAPPTNAS 43 207.682.1 76 28.553 827 881 2287 530 224.200

38 056 KTMENTERIAN AGBABIA DAN TATA RUANG'BADAN PTRTANAHAN NASIONAI- 560.234.407 389 100.033 I 7.586.730

eo 057 PIBPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA r4.001.410.618 t0.710.r 14.042 61.1 57.500

40 059 KEMENTERIAN Kt)MUNIKASI DAN INFORMATIKA I 8.658.378.421 207.086.265 2.286.089.668.01 8

41 080 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 233.004.734.841 167 323.892 893 2.284.Ml.428.139 1.494.5 I 9.431.842 1 766 258.494 I 9.080.548

42 063 BAOAN PENGAWAS OBAT DAN MAI(ANAN 6 765.r97.904 r4.1 90.67 1.821

43 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 1S5.083.750

44 065 BADAN K()()RDINASI PENANAMAN M()DAI- 10.798.730.375 49 500.000

45 066 BAOAN NARKOTIKA NASIONAL 1.432.341.022 1.234.307.331

SK No 020129 C
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

BEIAIIIJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BETAIIIJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
PER 31 DESEMBEB 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN 7

lllo. BA KEMEilTERIAIU T{EGABA'tEMBAGA

BEtAilJA D!EAYAB DI IIIUI(A PEfIDAPATAtt YAilG MASIH HABUS DlTEBlttlA

31 DESEMBEB 2019

lAaditcd)

31 DESEMBEB 20I8
lAaditcd)

3I DESEMBER 2019

lAudited)

31 DESEMBER 20I8
lAuditcdl

3I DESEMBER 20IS

lAaditcd)

3I DESEMBER 20I8
fiadrtcd)

46 067 KEMENTERIAN DTSA, PEMBANGUNAN t)AERAH TERIINGGAI. DAN ]RANSMIGRASI

47 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 1 5.1 26.451

48 074 K()MISI NASI()NAL HAK ASASI MANUSIA 22 125.195 927 000

4g 075 BADAN METE()ROLOGI, KI.IMATOLOGI, t)AN GEOFISIKA 3.000 000 3.000.000 28 806.305 761 1 3.557.888.534

50 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 12 252.180.451 25 449.832.216

5l 017 MAHKAMAH K()NSTIIUSI 23.618.775 99.467.503

52 078 PUSAT PEI"APORAN DAN ANAI.ISIS TRANSAKSI (EUANGAN 2195.433.272 1.783.708.900

53 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 5 567.0S0.500 1 55.833.333 245.350 843 88.405.91 1

54 080 BADAN IENAGA NUKLIR NASIONAI. 171.545.000 r 53 609.000

55 08r BADAN PENGKAJIAN t)AN PENERAPAN TEKNOTOGI

56 082 I.EMBAGA PTNTBBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 35.750.000 37.950.000

57 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAI. 701.140 556.4SS.787

58 084 BADAN STANDARISASI NASI()NAI. 149 897 742 82.848.542 4.31 0.462.i36 13.793 480 760

5S 085 EADAN PENGAU!,AS TENAGA NUKIIR

60 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 45.5 1 0.S04

61 087 ARSIP NASIONAL BEPUBLIK IND()NESIA

62 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 6.650.000 6.650 000

63 08s BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1.1 76.4S7.S35 1.211.250.216 3.71 3.750 r 5.440.600

64 090 KEMENTERIAN PEROAGANGAN 3.037.890.897 7.423.0r 0. r 01 8.889.876 21.81 6. r 88

65 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 5.r23 3r4 000

66 0s3 KOMISI PEMBERANIASAN K()RUPSI 1.970.442.639 2.209.379.781

6l 095 DEWAN PERWAKII.AN DAERAH 2 637.210.047 2.052.169.757

68 100 K()MISI YUDISIAT 428.033.556 340.575.00r

SK No 020128C
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FRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

BETANJA DIBAYAR DIMUKA, UAIllG MUKA BETANJA DAN PENDAPATAN YATIIG MASIH HABUS DITERIMA
PER 31 DESEMBEB 2019 DAIU 31 OESEMBEB 2(lI8

LAMPIRAN 7

Illo. BA IGME TTTEBIA]T ITEGARAITEM BAGA

UAIIG iIUI(A BETAIIJA PEilDAPTTAil YAilG MTSIH HA[US DITEBIMA

3I DESEMBER 2019

lAuditcd)

31 DESEMBER 2018
(luditcd)

31 DESEMBER 20IS

lAudited)

3I DESEMBER 20I8
(Auditcdl

31 OESEMBER 20I9
lAuditcdJ

3I DESEMBER 20I8
lAudited)

69 r03 BAt)AN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 5.23 1 .053.98 1.586 3.848.21 3.548.984

70 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PTRTINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA r96 21r.756 529.S76.5r 3

71 r06 LEMBAGA KEBIJAKAN PEN6ADAAN BARANGiJASA PEMEBINTAH 3.3i3.051.041 25S.589.052

72 107 BAOAN SAR NASIONAL 527.085.247 882.592.499 45.543.000

73 108 K()MISI PEESAINGAN PEGAWASAN USAHA

74 r09 BAt)AN PTN6EMBANGAN WII.AYAH SURABAYA MADURA 53.233 583 497.751.375

1E 110 OMBUDSMAN REPUBI-IK INDONESIA 1.867 065 556 3 r 1 3.505.376

76 1r1 BAt)AN NASIONAL PENGELOI.A PERBATASAN

71 112 BAt)AN PENGUSAHAAN KAIJ',ASAN PERDA6ANCAN BEBAS & PELABUHAN EEBAS BATAM 30 206 210 977 27.818.764 946

18 113 BADAN NASI()NAL PENANGGULANGAN TERORISME

79 114 SEKRETARIAT KABINET

80 ll5 BADAN PENGAWAS PTMII.U 144.827.210.119 24S 816.402 819

81 116 I-EMBAGA PENYIARAN PUBLIK RBI 79.3'l 1.444 2S4.034.000 22 946 250

82 117 I.EMBAGA PENYIARAN PUBI.IK TVRI 60.4r 2 4.339.51i.000

83 118
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

SABANG

84 119 BADAN KEAMANAN I.AUT 95.123 M9.077 106.203.147.477

85 120 KEMENTERIAN KOOROINATt)R BIDANG (EMARITIMAN

86 121 BADAN EK()N()MI KREATIF 5.226.680.846 3.084.0 r 7.500

87 122 BAOAN PEMBINAAN IDE()LOGI PANCASILA 3.333.i46.667

JUMTAH PADA KII. 1 0.459.I0t,92t,t90 23.667.067.80 1.258 2t.512.477.756.562 7.356.819,377,069 3.028.S7S.606.205 637.147.289.481

88 999.01 PENGEL()TAAN UTANG

89 999.02 PENGELOIAAN HIBAH

SK No 020127 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6t2-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

BETANJA DIBAYAB DIMUKA, UANG MUKA BETANJA DAIll PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
PER 31 DESEMBEB 2019 DAN 3I DESEMBER 2l)I8

LAMPIRAN 7

to. BA KEMEI{TERIAil ilEGARA'TEMBAGA

EETATJA DIEAYAfl OI TUI(A UAilG TIUf,A EEtAilJA PEilDAPATAX YA]IG MASIH HARUS DITEBIMA

3I DESEMBER 2019

lAuditcd)

31 DESEMBER 2018

lAadircd)

3I DESEMBEB 20IS
(Audilcd)

31 DESEMBEB 20T8

lAuditad)

3I OESEMBER 20I9
lluditadl

3I DESEMBER 2018

lAuditedl

90 999.03 INVESTASI PEMERINIAH

91 999.04 PENERUSAN PINJAMAN

92 999 05 IRANSFER KE DAERAH

93 999.07 BELANJA SUBSIDI

94 999 08 BELANJA TAIN.TAIN 41 6.666.684 1.750.000.084

95 999.99 TBANSAKSI KHUSUS

s6 9S9.00 SISTEM AKUNTANSI PUSAT

97 999.09 BADAN TAINNYA

4r 6.666.614 1.750.000.084

TOTAI. 1 0.459.525.595.574 23.669.41 7.801.342 24.512.477,796.562 7.356.819.377.069 3.02t.s79.606.205 637.147.2E9.4E1

SK No 020126C
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LAMPIRAN 8

PIUTANG PAJAK DAN

PENYISIHAN PAJAK
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REPUELIK INDONESIA
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

PEMEB!]TTAH BEPUBI.II( ITUD(lIIESIA

PIUTA]TG PAJAX IIAI{ PE]IYISIHAtI PAJAK BERDASARI(AIT JEilIS PAJAK

PER 3I DESEMBEB 2019

A, DirGltorat Jcndcral Pajak

B. IlirGktorat JGndaral Bar drn Gukai

LAMPIRAN 8.A

Kodc Akun trmr Alun ililai Pcnyisihan ilGtto

1 r5121 Piutang PPh Psl. 21 1.354.21 2.067.614 665.221.978.528 688.990.089.086

11512? Piutang PPh Psl. 22 596.148.01 9.480 460.636.1 55.805 135.51 t.863.675

115124 Piutang PPh Psl. 23 3.598.683.656.963 2.852.234.165.141 746.U9.487.822

1 15125 Piutang PPh Psl. 25 0P 1.8 1 8.888.1 78.087 1.185.723.91 6.303 633.1 64.26t.784

1 1 5126 Piutang PPh Psl. 25 Badan 1 8.693. r 88.405.1 74 1 1.570.939.204.674 7.122.249.200.500

115127 Piutang PPh Psl. 26 1.339.52 1.1 26.420 1 .1 05.290.23 1 .1 1 0 234.230.895.31 0

1 1 5128 Piutang PPh Psl.4 Ayat (2) 2.938.856.S 75.586 1.228.192.571.U0 1.7 1 0.664.405.546

1 15131 Piutan0 PPN 24.50 1.507.270.666 1 3.491.4't 3.970.676 1 1.010.093.299.990

1 15141 Piutang PPn BM 350.738.062.929 325.601.777.115 25.1 36.285.81 4

115153 Piutang PBB Perkebunan 1.3 1 6.906.729.273 545.90r.484.809 771.005.2M.464

115154 Piutang PBB Kehutanan 774.739.317.320 31 5.434.947.539 45S.304.36S.781

115155 Piutang PBB Pertambangan 4.455.840.421.372 2.61 i.496.862.208 1.842.343.559.1 64

115159 Piutang PBB Sektor Lainnya 75.075.097.032 12.540.644.402 62.t 34.452.630

115172 Piutang PTLL 20.762.097.400 5.259.51 9.843 15.502.577.557

115173 Piutang Bunga Penagihan PPh 6.770. r 1 0.735.523 5.1 62.1 65.260.527 1.607.945.474.996

115174 Piutang Bunga Penagihan PPN 3.847.382.735.658 3.208.304.203.547 63S.078.532.r r 1

1 151 75 Piutang Bunga Penagihan PPnBM 174.072.584.150 141.932.854.056 32.1 3S.730.694

Totrl {Bcrdrsarkrn tP3 BA 015} 72.630.633.482.247 44.8S4.089.751.322 27.735.943.730.925
(24 126 (1 50

Total scsuri dcnoan llcrlcr Pcrcobaan 72.630.633.482.223 44.894.089.751.448 21.715.943.730.775

l(odc Akun ilama Akun ililai Penyisihan ilctto
1 15123 PPh Pasal 22 lmpor 95.666.537.530 24.835.578.824 70.830.958.706

1 15132 PPN lmpor 247.018.422.483 97.756.200.065 149.262.222.419
115142 PPnBM lmpor 67.32 1.898.706 2.358.873.071 64.963.025.635

115161 Cukai Hasil Tentakau 17.454.350.1 19.048 124.089.1 12.586 1 7.330.261.006.462

1 1 5163 Cukai Minuman menoandun0 Ethyl Alkohol 3.758.61 6.600 3.1 01.498.700 657.1 1 7.900

115164 Denda Addnrstrasr Cukai 30.349.568.596 26.805.495.936 3.544.072.660

115169 Cukai lainnya 1 3.01 5.357.332 12.672.963.377 342.393.955

115174 Bunoa Penaoihan PPN 951.307.304 51 7.819.994 433.487.3t0
1 1 5181 Bca nusuk 1 .404.755.869.2 1 3 739.852.437.781 664.903.43 1.432

I 1 5183 Denda Admnrstrasr Pabean 1.944.31 9.862.879 1 .854.543.008.850 89.776.854.029

1 15184 Pabean Iarnnya 370.965.660.045 358.589.708.435 1 2.375.951.61 0

1 1 5185 Parak/Punqutan Eksoor (Bea Keluarl 387.247. r 03.503 1 54.662.924.625 232.584.1 78.878

1 1 5186 Denda Admnrstrasi Bea Keluar 1 6.036.999.082 I 6.036.999.082

1 15187 Bunoa Bea Keluar 778.61 7.683 778.401.183 2r 0.500
'l 15'191 Bea Masuk Andidumping 24.869.736.599 22.579.578.879 1.890.1 57.720
1 1 5193 Bea Masuk Tindakan Pcnoanunan 7.022.030.705 35.1 1 0.1 54 6.986.920.555

Total 22.068.421.707 .312 3.439.6t5.71 1.541 18.628.8r r.S95.770
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PEMEBIIITAH REPUBI.IX II{DOlIIESIA

PIUTAIIIG PTRPAJAKAIII BERITASARKAIII JEIIIIS OAil UMUR PAJAI(
PER 31 DESEMBTB 2O1S

LAMPIRAN 8.B
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PEMEBIT{TAH BEPUBI.IK ItIIDOt{ESIA

PENYISIHAIII PIUTANG PAJAK PER KUATITAS
PEB 31 DESEMBEB 20IS
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

PIUTAilG PAJAK DATUARSA

PEB 3I DESEMBER 20I9
(dalam ribuan rupiah)

LAMPIRAN 8.D

Kode Akun Nama Akun DALUARSA

115121 Piutans PPh Psl. 21 132.792.525.930

115122 Piutans PPh Psl. 22 11.781.506.359

115124 Piutans PPh Psl. 23 160.250.379.225

115125 Piutans PPh Psl. 25 0P 17.813.773

115126 Piutang PPh Psl. 25 Badan 67.563.1 71

115127 Piutans PPh Psl. 26 90.124.468.941

115128 Piutanq PPh Psl.4 Ayat (2) 110.475.756.667

1 15131 Piutans PPN 21.636.596.445

1 1 5 1 4 1 Piutang PPn BM 206.978.922.939

1 1 5 1 53 Piutang PBB Perkebunan 228.355.664.132

115154 Piutang PBB Kehutanan 112.941.504.248

115155 Piutang PBB Pertambangan 1.884.092.1 51.510

115159 Piutang PBB Sektor Lainnya

115172 Piutans PTLL

'l 15173 Piutang Bunga Penagihan PPh 658.844.684.926

115174 Piutang Bunga Penagihan PPN 1.233.61 5.792.312

115175 Piutang Bunga Penagihan PPnBM 19.140.541.644

Jumlah 4.871.fi5.872.222

SK No 047824 A
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PEMEBINTAH BEPUBTIK INDONESIA

PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PEB 31 DESEMBER 2tl!9 DAIU 31 DESEMBEB 2(lI8

LAMPIRAN 9

lllo. BA KEM Et{TEBI A ttl t'I EG ARAI tE M BAG A
31 DESEMBER 2019 lAuditcdl 31 DESEMBEB 2018 lAuditcdl

BRUTO PEt{YtStHAtll ]TETTO BRUTO PENYISIHAIII [IETTO

1 001 MAJEI-IS PEBMUSYAWARATAN RAKYAT I 0.000 (50) 9.950 1 70.026.803 (850.1 35) 1 69.1 76.668

z 002 DEWAN PERWAKITAN RAKYAT 1.683.822.832 (36.0 1 6.306) r.647.806.526 600.1 81.033 (1 5.375.905) 584.805.1 28

3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 91 7.662.1 14 (8 1.098.836) 836.563.278 616.122.457 (79.594. r40) 537.128.317

4 005 MAHKAMAH AGUNG 642.61 1.1 34 (3.21 3.055) 639.398.079 91 8.553.1 2r (4.592.765) s 1 3.960.356

5 006 KEJAKSAAN AGUNG 1 8.032.394.466.770 (1 1.1 74.0r 1.634.407) 6.858.382.832.363 1 7.658.347.583.931 fl r.389.499.01 5.869) 6.268.848.568.062

6 007 SEKRETARIAT NEGARA 22.419.702 (1 1 2.098) 22.307.604

7 KEMENTERIAN DATAM NEGERI 2 1.571.905.607 (6.231. r 71.963) I 5.340.733.644 33.844.804.945 (4.905.287.529) 28.939.51 7.416

I KEMENTERIAN I-UAR NEGERI 49.671.000.228 (248.355.002) 49.422.645.226 51.407.086.71 4 1257.614.4201 51.149.472.294

I 012 KEMENTEBIAN PERTAHANAN 495.738.554.707 (19.838.600.1 36) 475.839.954.571 456.088.556. I 43 (32.578.1 2r.269) 423.510.434.874

10 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 322.805.448.526 1302.472.521.6251 20.332.926.901 386. I 27.641.921 (347.983.31 5.237) 38.144.326.684

11 0r5 KEMENTERIAN KEUANGAN 76.080.391.1 77 (45.332.331.819) 30.748.059.358 1 06.065.442.23 1 t45.572.865.275l. 60.452.572.552

12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 1 1 2.842.918.084 (8.476.051.039) 1 04.366.867.045 1 01.880.036.002 (2.408.637.087) 99.471.398.91 5

13 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 52.967.321.256 (21.765.609.241 ) 31.201.71 8.01 5 56.789.334.387 l'27.054.979.7741 29.734.354.61 3

\4 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAT 1 3.S55.051.667.234 fl 3.386.383.805.1 59) 568.667.862.075 r 4.659.96i.368.426 [ 3.7 1 5.443.026.585) 944.524.34 1.841

15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1.1 01.976.973.940 (235.889.424.283) 866.087.549.657 847.089.111.102 {266.1 48.929.509) 580.940.1 8 1 .593

16 023 KEMENTERIAN PENI)IDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4.156.763.770 (23.783.8 1 9) 4.732.979.951 2. r 50.450.806 t10.752.255t 2. r 39.698.551

17 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 35.693.557.1 I 3 (2.948.051.054) 32.745.506.059 30.3r 7.03r.629 (3.417.159.202) 26.859.872.427

18 025 KEMENTERIAN AGAMA 4.685.410.154 (2.840.099.042) 1.845.311.112 1 6.032.073.364 12.421.177.3791 1 3.61 0.895.985

19 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 7.796.020.668 (38.980.r 02) 7.757.040.566 1 20.649.S43 (603.250) 1 20.046.693

20 027 KEMENTERIAN S()SIAT 360.334.1 78.898 (1.801.670.900) 358.532.507.998 343.275.773 (1.71 6.386) 341.559.387

SK No 020183 C
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PEMERINTAH REPUBI.IK INDONESIA

PIUTANG PENERIMAAN NEGABA BUKAN PAJAK

PEB 31 DESEMBEB 2019 DAN 31 DESEMBER 2(lI8

LAMPIRAN 9

Illo. BA KEM E ]TTERIAtT ItI EG ABA'I,EM BAG A
3t DESEMBER 2019 lAaditcdl 31 DESEMBER 2018 lAaditcdl

BBUTO PENYISIHATT NETTO BBUTO PENYISIHATTI IIIETTO

21 029 KEMENTERIAN I.INGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 4.372.368.215.572 (3.969.547.069.780) 402.821.145.792 3.999.519.410.852 (3.636.250.700.963) 303.268.709.889

22 032 KEMENTERIAN KELAUTAN I)AN PERIKANAN 42.815.898.311 fl 6.297.073.362) 26.51 8.824.949 57.096.652.40r (1 9.683.633.005) 37.413.019.396

23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2.467.263.638.51 3 11.912.041.122.718l. 555.222.51 5.795 3S3.573.1 07.028 (34.881.41 6.800) 358.6Sr.6S0.228

24 034
KEMENTERIAN K()()RDINAT()R BIDANG P()I-ITIK, HUKUM, DAN

KEAMANAN
16.274.468 16.274.468

25 035 KEMENTERIAN K()()RDINAT()R BIDANG PEREK()N()MIAN 1 38.642.677 (693.2r 2) 1 37.349.465 184.217.101 (921.084) 1 83.296.01 7

26 036
KEMENTERIAN K()()RDINAT()R BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

KEBUDAYAAN
14.356.730 (71.783) 14.284.947 449.026.084 (2.245.132], 446.780.952

27 040 KEMENTERIAN PARIWISATA 1 3.600.207.01 7 (68.001.034) 1 3.532.205.983 25.289.572.755 (126.447.8631 25.1 63.1 24.892

28 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MII-IK NEGARA 366.556.424 (1 08.2r 5.8 r4) 258.340.6r 0 3.879.053.586 t444.927.415t 3.434.126.171

29 042 KEMENTERIAN RISET, TEKN()T()GI DAN PENDIDIKAN TINGGI 105.349.562.1 72 (52.035.21 1.1 97) 53.31 4.350.975 1 1 9.788.093.963 (64.042.573.002) 55.745.520.961

30 044 KEMENTERIAN K()PERASI DAN UKM 1 0 1.057.937.896 ( r 00.897.964.800) 1 59.973.096 97.892.269.367 (s7.393.704.41 7) 498.564.950

31 047
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERIINOUNGAN

ANAK
24 1.323.805 241.323.805

32 048
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REF()RMASI

BIR()KRASI
r 20.593.953 (602.970) 1 1 9.990.983 834.372.539 (4.17r.863) 830.200.676

33 050 BADAN INTEIIJEN NEGARA

34 051 TEMBAGA SANDI NEGARA 5.006.471.688 (25.032.358) 4.S8 1.439.330

35 052 DEWAN KETAHANAN NASI()NAI-

36 054 BADAN PUSAT STATISTIK 9.237.728.594 (s0.609.491) 9.147.1 19.1 03 2.621.948.090 (57.584.671 ) 2.564.363.4r 9
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-62t-

PEMERINTAH REPUBTIK INDONESIA

PIUTANG PENERIMAAN NEGABA BUKAN PAJAK
PER 3I DESEMBEB 2(lI9 DAN 3I DESEMBER 2018

LAMPIRAN 9

lllo. BA KEMETIITEBI A N I{ EGABAITEM BAG A
31 DESEMBEB 2019 lAuditedl 31 DESEMBER 2018 lAaditcdl

BRUTO PEt[YtSIIAtll NETTO BRUTO PENYISIHAI{ NETTO

37 055 KEMENTERIAN PPNIBAPPENAS 3.51 6.480 117.582t 3.498.898

38 056
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGIBADAN PERTANAHAN

NASI()NAT
3.008.494.1 75 (2.420.943.359) 587.550.8 r 6 3.065.256.942 (2.543.903.682) 521.353.260

39 057 PEBPUSTAKAAN NASI()NAT REPUEtIK INDONESIA

40 059 KEMENTERIAN K()MUNIKASI OAN INF()RMATIKA r.479.31 1.233.181 ( r.363.499.875.646) il 5.8 1 1.357.535 2.323.688.942.8 1 7 (2.1 98.455.907.576) 125.233.035.241

41 060 KEP()LISIAN NEGARA REPUBTIK INO(lNESIA 2.400.982.331 .37.821.032t 2.363.r61.299 6.752.094.238 (59.576.595) 6.692.51 7.643

42 063 BADAN PENGAWAS ()BAT I)AN MAKANAN 14.299.682.033 (71.498.41r) 14.228.183.622 2.746.515.029 (13.732.576], 2.132.182.453

43 064 I.EMBAGA KETAHANAN NASI()NAL 7 1.735.340 (358.676) 7 1 .376.664

44 065 BADAN K()(1RDINASI PENANAMAN MODAT 1 5.304.508 1 5.304.508 29.563.380 29.563.380

45 066 BADAN NARK(}TIKA NASIONAI. 535.787.205 (2.678.938) 533.1 08.267 287.628.443 (1.438.1 45) 286.1 90.298

46 067
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAT DAN

TRANSMIGRASI
551.036.448 12.522.535t 548.5r 3.91 3 14.895.514 (74.477t 14.821.031

47 068 BADAN KEPENt)UDUKAN DAN KETUARGA BERENCANA NASIONAL 1.1 69.1 06.1 75 (5.847.528) 1.1 63.258.647 12.218.691.442 (61.1 33.287) 1 2.1 57.558.1 55

48 074 K()MISI NASI()NAT HAK ASASI MANUSIA 5.725.000 5.725.000 425.000 12.125t 422.875

49 075 BADAN METE()R()T()GI, KtIMAI()t()GI, DAN GE()FISIKA 4.355.61 1.591 (21.778.058) 4.333.833.533 40.350.361.621 (201.751.809) 40.148.609.8 1 2

50 076 K()MISIPEMITIHAN UMUM

51 077 MAHKAMAH K()NSTITUSI 51.472.962 (257.365) 5 1.21 5.597 236.837.860 (1.r84.189) 235.653.671

52 078 PUSAT PEI.AP()RAN DAN ANAI.ISIS TRANSAKSI KEUANGAN

53 079 I.EMBAGA II.MU PENGETAHUAN INDONESIA 5.099.650.895 (1.8 1 7.535.875) 3.282.115.020 4.879.096.474 11.747 .572.2991 3.131.524.175
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PEMERINTAH BEPUBTIK INDONESIA

PIUTANG PENEBIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PEB 3I DESEMBEB 2019 DAN 31 DESEMBEB 2018

LAMPIRAN 9

lIo. BA KEM E]UTE RIAIT III EG ARAI tEM B AG A
31 DESEMBER 2019 lAuditcdl 31 DESEMBER 2018 lAaditedl

BRUTl) PEttlYlSlHAll tllETT0 BBUTl) PENYISIHAiI iIETT()

54 080 BADAN TENAGA NUKI.IR NASI()NAT 3.359.984.703 (1.807.085.51 5) 1.552.899.1 88 4.362.560.602 (1.81 2.098.394) 2.550.462.208

55 08r BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOI-()GI 36.791.867.026 (30.735.257.843) 6.056.609.1 83 35.1 00.91 5.31 5 (29.888.966.967) 5.2 1 1.948.348

56 082 TEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASI()NAI- 5.673.1't8.370 (28.365.592) 5.644.152.778 1 08.908.098 (544.543) I 08.364.1 55

57 083 BADAN INF()RMASI GE()SPASIAI. 1.735.077.436 (89.509.877) 1.645.567.559 'r.585.146.089 (1 53.88s.795) 1.431.260.294

58 084 BADAN STANDARISASI NASI()NAT 1.081.085.944 (2S3.754.694) 787.331.250 1 .1 01.085.944 (21.681.407) 1.079.404.537

59 085 BAOAN PENGAWAS TENAGA NUKI-IR 51.677.374 (626.085) 51.051.289 26.040.828 (r 30.204) 25.91 0.624

60 086 I.EMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 256.473.838 (36.537.994) 2 1 9.935.844 485.956.34 r (2.425.782t 483.526.559

61 087 ARSIP NASI()NAT REPUBI.IK IND()NESIA

62 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 638.672.61 7 (339.476.299) 299.1 96.3 1 8 1.1 94.5rt4.373 (31 3.662.276) 880.882.097

63 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN tlAN PEMBANGUNAN 260.427.756 260.427.796

64 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 3.141.375.084 (1 35.737.791 ) 3.005.637.293 1 0.034.043.078 (1 71.690.41 9) 9.862.352.659

65 092 KEMENTERIAN PEMUI)A DAN ()LAH RAGA 22.500.000 (1 1 2.500) 22.387.500 30.406.745 (1 52.034) 30.254.711

66 093 K()MISI PEMBERANTASAN K()RUPSI 6S5.695.61 5.952 (1 r.274.8 1 6.006) 684.420.799.946 576.147.537.379 (1 0.677.075.61 5) 565.470.461.764

67 095 DEWAN PERWAKITAN DAERAH 1 72.603.982 (863.020) 171.140.962 225.846.455 (1.129.2321 224.717.223

68 100 K()MISI YUDISIAI.

69 r03 BADAN NASI()NAI. PENANGGUTANGAN BENCANA 26.1 95.023.392 (1 30.S75.1 1 7) 26.064.048.275 1 14.048.605 (570.243) 113.478.362

70 104
BADAN NASI()NAI- PENEMPATAN DAN PERTINDUNGAN TENAGA KERJA

IND()NESIA

71 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGAOAAN BARANGIJASA PEMERINTAH 177.742.924 (888.71 5) 1 76.854.209 1 01.308.655 (506.544) 1 00.802.1 1 1

72 107 BADAN SAR NASIONAL 29.41 6.028.000 128.977.342.8001 438.685.200 30.341.969.149 127 .167 .783.4571 3.174.185.652
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PEMERINTAH BEPUBT!K INDONESIA

PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PER 3I DESEMBER 2tl|9 DAil 3I DESEMBEB 2(lI8

LAMPIRAN 9

lllo. BA KEM EilTERIAt[ ttl EGARAII.EM BAGA
31 DESEMBEB 2019 lAuditcll 31 DESEMBER 2018 lAadibA

BBUTO PEilYISIHA]II NETTO BBUTO PENYISIHAN NETTO

73 108 K()MISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA 335.340.958.705 {291.570. r 62.699) 43.770.796.006 1 62.347.404.463 1152.173.372.020) 10.174.032.443

74 109 BADAN PENGEMBANGAN WII.AYAH SURABAYA MADURA 646.249.000 13.231.2451 643.01 7.755

75 110 ()MBUDSMAN REPUBI-IK IND()NESIA 80.704.1 23 (403.52r ) 80.300.602 37.014.633 (1 85.073) 36.829.560

76 111 BADAN NASI()NAL PENGET()I-A PERBATASAN 89.025.650 (445.1 28) 88.580.522

77 112
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS &

PELABUHAN BEBAS BATAM
1.625.251.924 1.625.251.924 r.966.1 35.668 r .966.1 35.668

78 r13 BADAN NASI()NAT PENANGGUI-ANGAN TER()RISME 27.600.000 27.600.000

79 114 SEKRETARIAT KABINET

80 115 BADAN PENGAWAS PEMITU

81 116 I.EMBAGA PENYIARAN PUBI.IK RRI 2.01 5.1 61.662 |.1.072.841.7841 942.31 9.878 2.051.472.500 (1.1 66.621.888) 884.850.61 2

82 117 TEMBAGA PENYIARAN PUBTIK TVRI 1 10.564.190.526 191.270.387 .1241 I 9.293.802.802 1 01.396.470.471 (89.403.1 69.333) 1 1.993.301.138

83 118
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

PEI.ABUHAN BEBAS SABANG
1.649.577.340 (1.544.599.791 ) I 04.977.549 1.768.746.963 (1.523.968.203) 244.778.760

84 119 BADAN KEAMANAN tAUT

85 120 KEMENTERIAN K()()RDINAT()R BIDANG KEMARITIMAN 242.982.432 11.u4.s121 241.767.520 545.277.384 12.t26.3871 542.550.997

86 121 BADAN EK()N()MI KREATIF 223.178.442 (1.1 1 5.893) 222.062.549

87 122 BADAN PEMBINAAN IDE()T()GI PANCASITA 7.268.891.284 (36.344.456) 7.232.546.828

JUMTAH PADA K't 44.52S.590.076.959 (33.086.823.822.9581 1 t.442.766.254.001 42.436.309.628.220 (32.208.264.r 78.309) 10.228.045.449.91 1

88 999 BENDAHARA UMUM NEGABA 121.727.173.168.564 188.787.782.708.214], 32.939.390.460.350 1 33.806.951.655.973 (93.997.385.75 1 .924) 39.80S.565.904.049

TOTAI. I 66.256.763.245.523 (r 21.874.606.53r.1 721 44.382.t 56.7 1 4.35t I 76.243.261.284.1 S3 (r 26.205.649.930.2331 50.037.6r 1.353.960

SK No 020179 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-624-

LAMPIRAN 10

RINCIAN PIUTANG

TRANSFER KE DAERAH

SK No 047682 A



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-625-

PIUTANG TBANSFER KE DAEBAH DAN DANA DESA

Tahun Anggaran 2019 [Audited)
(Dalam rupiah)

LAMPIRAN 1()

lUo. Nama 0erah

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Khusus

tlonfisik
Dana l(eistimewaan

DIY

Total Piutang Transfcr ke

Daerah dan Dana DesaPajak CHT SDA Jumlah

(11 (21 (3) (4) (5) (6) - (3)+ (4)+ (51 t7t (81 (e)

1 Provinsi Aceh 1 6.334.762.1 26 73.399.s53.063 89.734.3 r 5.1 89 2.196.298.401 91 .930.61 3.590

2 Kab. Aceh Barat 1.043.648.i08 542.922.227 1.586.570.935 159.770.841 1.746.341.776
3 Kab. Aceh Besar 1.336.203.659 456.926.948 1 .793.130.607 1 1.521 .281 .559 1 3.31 4.4',t 2.1 66

4 Kab. Aceh Selatan I 1 3.867.1 96 768.850.7 1 I 1.682.717.514 4.266.061.152 5.948.779.066

5 Kab. Aceh Sinokil 312.443.823 561.142.251 873.586.074 1.807.576.41 3 2.681.162.487
6 Kab. Aceh Tenqah 778.229.651 25.578.000 1 .785.016.445 2.588.824.096 504.945.366 3.093.769.462
7 Kab. Aceh Tenggara 680.065.003 422.725.815 1 .1 02.790.81 I 143.900.707 1 .246.691 .525

8 Kab. Aceh Timur 17.022.545 9.675.247.054 9.692.269.599 8.589.544.988 1 8.28 1 .814.587

I Kab. Aceh Utara 5.1 29.869.268 4.090.003.1 11 9.219.872.379 3.316.522.772 1 2.536.395.1 5 1

t0 Kab. Bireuen 422.790.653 422.790.653 7.052.28 r .318 7.475.071.971
11 Kab. Pidie r.925.946.673 560.301.324 2.486.247.997 824.67 4.717 3.310.922.714
12 Kab. Simeulue 789.910.789 422.292.351 1.212.203.140 757.731.390 1.969.934.530

13 Kota Banda Aceh 2.664.563.005 422.790.653 3.087.353.658 942.807.555 4.030.1 61 .21 3

14 Kota Sabanq 684.036.687 422.809.204 1 .',I06.845.891 1.224.387.544 2.331 .233.435

l5 Kota Lanqsa 2.417.021.793 425.066.020 2.842.087.813 1.610.106.804 4.452.194.617
16 Kota Lhokseumawe 5.632.1 03.649 422.809.204 6.054.91 2.853 2.1 25.333.1 09 8.1 80.245.962

17 Kab. Gayo Lues 590.669.822 422.292.351 1.012.962.173 61 .680.900 1.074.643.073

18 Kab. Aceh Barat Daya 704.1 95.8 1 5 452.415.751 1 .156.61 1 .572 3.364.685.477 4.521.297.049

SK No 020228 C
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PIUTANG TRANSFEB KE DAERAH DAN DANA DESA

Tahun Anggaran 2019 (Aadited)

(Dalam rupiahl

LAMPIRAN 1()

lllo. lllama Dcrah

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Khusus

tlonfisik
Dana Keistimcwaan

DIY

Total Piutang Transler ke

Daerah dan Oana DesaPaiak CHT SDA Jumlah

(1) tzt (3) (4) (5) (6)- (3)+ (4)+ (5) t7t (8) (s)

19 Kab. Aceh Jaya 1 56.668.67 1 422.292.351 578.96 1 .022 531.001.360 1.1 09.962.382

20 Kab. Naqan Baya 1.203.056.677 668.381 .560 1.871.438.237 2.384.849.477 4.256.287.714

21 Kab. Aceh Tamiang 2.444.397.841 762.732.638 3.207.1 30.479 5.908.423.954 9.1 15.554.433

22 Kab. Bener Meriah 454.745.763 467.204.784 921 .950.547 340.1 50.7 1 3 1.262.101.260

23 Kab. Pidie Jaya 15.535.235 422.809.204 438.344.439 644.561.879 1 .082.906.31 8

24 Kota Subulussalam 9.127.221 436.807.551 445.934.772 660.678.765 1 .1 06.613.537

25 Provinsi Sumatera Utara 5.9 1 5.1 24.470 277.682.172 6.192.806.642 6.1 92.806.642

26 Kab. Asahan 2.510.527.1 56 536.228 2.51 1 .063.384 942.1 55.31 5 3.453.2 r 8.699

27 Kab. Dairi 25.274.456 771.254.794 796.529.250 796.529.250

28 Kab. Deli Serdans 50.19r.871 50.1 91.87 1 433.384.574 483.576.445

29 Kab, Karo 877.161.416 536.228 877.697.644 820.648.205 1.698.345.849

30 Kab. Labuhanbatu 2.883.409. r 42 126.623.447 3.01 0.032.589 I 51 .483.203 3.r61.515.792

3l Kab. Lanqkat 1.364.332.756 1.228.860.242 2.593.1 92.998 488.389.081 3.08 1 .582.079

32 Kab. Mandailino Natal 27.213.763.233 12.564.182 5.750.709.803 32.977.037.218 1.248.757.320 34.225.794.538

33 Kab. Nias 76.690.685 536.228 77.226.913 77.226.913

34 Kab. Simalunnun 2.753.475.550 1 9.1 79.794 63.329.697 2.835.985.041 4.488.162.832 7.324.147.873

35 Kab. Tapanuli Selatan 12.989.610.147 6.033.07 r 4.734.018.235 1 i.729.661.453 904.881 .382 18.634.542.835

36 Kab. Tapanuli Tengah 500.658.706 937.1 69.307 1.437.828.013 1 .437.828.01 3

SK No 020227 C
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PIUTANG TRANSFER KE DAEBAH DAN DATllA DESA

Tahun Anggaran 2019 lAudited)
(Dalam rupiahl

LAMPIRAN 1O

[110. Nama 0erah

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi l(husus

tllonlisik

Dana Keistimewaan

DIY

Tota! Piutang Transfer ke

Daerah dan Dana DesaPajak CHT s0A Jumlah

(1) tzt (3) (4) (5) (6)- (3)+ (4)* (5) l7t (8) (9)

37 Kab. Tapanuli Utara 278.990.406 1.832.935.328 2.111.925.734 1.476.677.308 3.588.603.042

38 Kab. Toba Samosir 486.049.286 1 93.346.328 679.395.614 438.398.220 1 .1 1 7.793.834

39 Kola Biniai 536.228 536.228 10.452.437 10.988.665

40 Kota Medan 6.454.1 35.67 1 88.210.482 6.542.346.1 53 7.81 5.999.693 1 4.358.345.846

41 Kota Pematang Siantar 1.585.341.442 536.228 1.585.877.670 r 70.588.26 1 1.756.465.931

42 Kota Siboloa 365.689.859 536.228 366.226.087 1 37.853.048 504.079.1 35

43 Kota Taniuno Balai 536.228 536.228 846.958.980 847.495.208

44 Kota Tebing Tinoqi 5 r 7.356.946 536.228 5 1 7.893.1 74 51 7.893.1 74

45 Kota Padang Sidempuan 388.406.228 388.406.228 2. r 85.735.450 2.574.141.678

46 Kab. Pakoak Bharat 1.042.268.499 1.042.268.499 1 94.338.690 1 .236.607.1 89

47 Kab. Nias Selatan 1 .786.213.954 8.299.082 5.964.735.018 7.759.248.054 7.759.248.054

48 Kab. Humbanq Hasundutan 1 .066.1 3i.i75 1 8.1 05.399 6.441.454.718 7.525.697.892 1.127.272.647 8.652.970.539

49 Kab. Serdang Bedagai 870.374.875 536.228 870.91 1.103 2.358.686.456 3.229.597.559

50 Kab. Samosir 536.228 536.228 6s6. r 67.803 656.704.03 1

5t Kab. Batu Bara 1.817.432.346 536.228 1.817.968.574 390.274.814 2.208.243.388

52 Kab. Padano Lawas 536.228 536.228 202.381.930 202.9 1 8.1 58

53 Kab. Padanq Lawas Utara 735.631.224 25.575.228 761.206.452 140.132.297 90 1 .338.749

54 Kab. Labuhanbatu Selatan 1.679.475.802 536.228 1 .680.01 2.030 269.1 63.759 1.949.1 75.789

SK No 020226 C
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PIUTANG TBANSFEB KE DAERAH DAN DANA DESA

Tahun Anggaran 2019 lAuditcd)
(Dalam rupiah)

LAMPIRAN 1()

[llo. Nama Derah

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Khusus

Illonfisik

Dana Keistimewaan

DIY

Total Piutang Transler ke

Daerah dan Dana DesaPajak CHT SDA Jumlah

(1) tzt (3) (4) (5) (6)- (3) + (4) + (51 t7t (8) (s)

55 Kab. Labuhanbatu Utara 1.947.608.608 1.947.608.608 1 54.066.748 2.r 01.675.356

56 Kab. Nias Ulara 536.228 536.228 536.228

57 Kab. Nias Barat 536.228 536.228 1.306.890.44S 1.307.426.677

58 Kota Gununositoli 536.228 536.228 430.731.498 431.267.726

59 Provinsi Sumatera Barat 587.1 52.85 1 814.666.487 1 .401 .81 9.338 955.759.35 1 2,357.578.689

60 Kab. Lima Puluh Kota 82.943.803 82.943.803 6.238.421 .998 6.321 .365.801

6r Kab. Agam 38.442.403 38.442.403 6.985.775.035 7.024.217.438

62 Kab. Kepulauan Mentawai 463.360.208 1 .331 .070.540 1.794.430.748 6.081 .929.539 7.876.360.287

63 Kab. Padann Pariaman 986.319.1 70 35.428.077 1.021.747.247 3.91 1.933.037 4.933.680.284

64 Kab. Pasaman 22.408.026 5 1 5.754.346 538.1 62.372 1.401.721.530 1.939.883.902

65 Kab. Pesisir Selatan 1 63.881 .785 30.62 1 .914 1 94.503.699 294.823.096 489.326.795

66 Kab. Siiuniung 1.072.647.068 6.203.1 54 1 .062. I 32.957 2.1 40.983.1 79 6.493.045.050 8.634.028.229

67 Kab. Solok 132.517.192 132.517.192 4.147.602.142 4.280.1 19.334

68 Kab. Tanah Datar 1 1.309.998 34.640.405 45.950.403 1.221.362.243 1.267.312.646

69 Kota Bukit Tinssi 545.743.440 3i.349.064 583.092.504 2.424.082.500 3.007.1 75.004

70 Kota Padang Paniang 35.428.077 35.428.077 1.355.608.469 1.391.036.546

71 Kota Padang 728.800.739 25.1 64.395 753.965.1 34 62.771.023 8 1 6.736.1 57

72 Kota Payakumbuh 1 .359.669.041 35.430.420 1.395.099.461 2.569.586.91 2 3.964.686.373

SK No 020225 C
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PIUTANG TBANSTEB KE DAEBAH DAN DANA DESA

Tahun Anggaran 2019 (Auditcd)

(Dalam rupiahl

LAMPIRAN 1()

lllo. Nama Dcrah

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Khusus

ttlonfisik

Dana l(eistimcwaan

0lY

fotal Piutang Transler ke

Daerah dan Dana DesaPajak CHI SDA Jumlah

(1) tzt (3) (4) (5) (6) - (3) + (4)* (5) (7) (8) (s)

73 Kota Sawahlunto 54.099.074 54.099.074 3 1 9.1 72.836 373.271.910

74 Kota Solok 35.288.821 35.288.821 211.341.632 246.630.453

75 Kota Pariaman 267.990.562 39.974.332 307.964.894 87.1 10.635 395.075.529

76 Kab. Pasaman Barat 2.323.768.959 32.441.799 2.356.2 1 0.758 863.809.534 3.220.020.292

77 Kab. Dharmasraya 2.705.650.1 85 8.008.432 2.713.658.617 1.795.266.978 4.508.925.595

78 Kab. Solok Selatan r 93.889.239 57.588.1 00 251.477.339 68.022.484 319.499.823

79 Provinsi Riau 11.194.501.7 r 2 1.418.332.588 r 2.612.834.300 1.050.903.291 r 3.663.73i.59 I

80 Kab. Benokalis 24.530.531 .426 46.674.546.805 71.205.078.231 1 .864.371.749 73.069.449.980

81 Kab. lndragiri Hilir 4.910.935.716 7.928.847.298 12.839.i83.014 5.868.047.65 1 1 8.707.830.665

82 Kab. lndragiri Hulu 10.326.608.658 3.814.267.478 1 4.1 40.876.1 36 2.069.950.1 94 1 6.21 0.826.330

83 Kab. Kampar 6.098.077.866 1 0.612.41 0.51 7 1 6.i 10.488.383 301.885.950 17.012.374.333

84 Kab. Kuantan Sinoinoi 4.364.1 56.1 31 12.431.547.141 16.795.703.272 2. r 60.000 16.797.883.212

85 Kab. Pelalawan 24.586.077.182 42.336.000 24.628.413.182 1.086.247.526 25.71 4.660.708

86 Kab. Rokan Hilir 3.091.462.104 1 0.560.450.364 1 3.651 .91 2.468 r 20.410.600 13.772.323.068

87 Kab. Rokan Hulu 3.890.264.063 3.150.281.403 7.040.545.466 54.813.600 7.095.359.066

88 Kab. Siak 5.6 r 5.108.536 1 8.804.085.i39 24.419.194.275 6.406.369.860 30,825.564.1 35

89 Kota Dumai 1.1 75.329.629 6.029.191.727 7.204.521 .356 40.059.i50 7.244.58 r.1 06

90 Kota Pekanbaru 9.523.319.126 2.860.203.165 12.383.522.291 12.383.522.291

SK No U0224 C
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PIUTANG TRANSFER KE DAEBAH DAIU DANA DESA

Tahun Anggaran 2019 [Auditedl
(Dalam rupiah)

LAMPIBAN 1()

tUo. ilama Dcrah

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi l(husus

tlonfisik

Dana l(eistimcwaan

D!Y

Total Piutang Translcr kc

Dacrah dan Dana DesaPajak CHT SDA Jumlah

(1) tzl (3) (4) (5) (6) = (3)+ (4) + (5) t7t (8) (9)

91 Kab. Kepulauan Meranti 2.933.696.014 11.229.732.170 1 4.1 63.428.1 84 3.792.638.21 6 1 7.956.066.400

92 Provinsi Jambi 3.340.675.229 1.880.442.720 5.221.117.949 64.932.621 5.286.050.570

93 Kab. Batanghari 289.949.842 74.255.300 364.205.142 2.455.612.578 2.819.817.720

94 Kab. Bungo 1.525.524.014 107.535.091 1 .633.059. I 05 5.698.1 57.745 7.331 .21 6.850

95 Kab. Kerinci s0.226.786 90.226.786 1 82.700.000 272.926.786

96 Kab. Meranqin 570.722.345 17.241.079 54 r.617.441 r .1 29.580.865 3.498.782.428 4.628.363.293

97 Kab. Muaro Jambi 750.554.402 750.554.402 1 87.265.259 937.819.661

98 Kab. Sarolangun 1 .933.94i.1 26 3.360.673.367 5.294.620.493 557.981.669 5.852.602. r 62

99 Kab. Taniuns Jabuno Barat 1.467.174.724 1.199.062.568 2.666.237.292 2.412.799.448 5.079.036.740

100 Kab. Taniuns Jabuns Timur 786.075.948 786.075.948 1.649.129.758 2.435.205.706

101 Kab. Tebo 3.61i.800.914 3.219.59i.944 6.837.398.858 4.286.872.265 11.124.271.123

102 Kota Jambi 3.030.369.294 3.030.369.294 857.368.044 3.887.737.338

103 Kota Sungai Penuh 225.622.337 225.622.337 996.986.491 1.222.608.828

104 Provinsi Sumatera Selatan 22.293.407.957 58.599.052 31.412.432.612 53.764.439.621 800. I 66.276 54.564.605.897

105 Kab. Lahat 2.236.286.796 819.227.415 3.055.514.211 1 . r 04.010.902 4.159.525.113

106 Kab. Musi Banyuasin 1.545.699.884 1 1 .728.1 04.592 13.273.804.476 321.713.108 1 3.595.5 1 7.584

107 Kab. Musi Bawas 2.562.259.936 4.600.949 20.206.737.147 22.773.598.032 32.631.080 22.806.229.112

108 Kab. Muara Enim 100.208.441.038 6.892.005.090 1 07.1 00.446.1 28 5.473.749.676 1 1 2.574.1 95.804

SK No 020223 C
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PIUTANG TRANSFEB KE DAERAH DAN DANA DESA

Tahun Anggaran 2019 (Audited)

{Dalam rupiah)

LAMPIRAN 1O

No. lllama Derah

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Khurus

tllonlisik

Dana l(eistimewaan

0tY

Total Piutang Transfcr ke

Daerah dan Dana DesaPajak CHI SDA Jumlah

(1) (2t (3) (4) (5) (6) - (31+ (4)+ (5) t7t (8) (e)

109 Kab. 0gan Komering llir 156.423.489 3.662.428 4132.452.557 4.292.538.474 4.292.538.474
110 Kab. 00an Komering Ulu 73.220.319 938.251 .842 1.011.472.161 228.441.687 1.239.91 3.848

111 Kota Palembano 4.336.1 70.077 132.619.803 4.468.789.880 r.920.399.776 6.389.1 89.656

112 Kota Prabumulih 6.344.250 259.802.496 266.146.746 867.396.1 7 1 1 .1 33.542.91 7

113 Kota Pagar Alam 94.281 .394 4.490.062.686 4.584.344.080 654.674.631 5.239.018.i11
114 Kota Lubuk Linggau 60 1 .690.523 4.485.931 3.127.754.400 3.733.930.854 6.994.1 34 3.740.924.988
115 Kab. Banyuasin 953.695.492 4.600.949 11.873.855.836 12.832.152.217 41 .978.650 12.874.130.927

116 Kab. Ooan llir 4.838.384.235 2.069.131.618 6.907.515.853 775.461.343 7.682.977. r 96

117 Kab. 0gan Komering Ulu Timur 2.294.177.227 9.1 18.328 7.095.1 29.71 0 9.398.425.265 780.330.079 1 0.1 78.755.344

1r8 Kab. 0gan Komering Ulu Selatan 1.144.703.971 67.099.697 3.781 .664.698 4.9S3.468.366 1 08.827.000 5.1 02.295.366
119 Kab. Empat Lawang 197.139.717 4.600.949 4.404.985.676 4.606.726.342 1 .076.947 .37 4 5.683.673.7 r 6

120 Kab. Penukal Abab Lematans llir 1 .1 32.386.509 1.835.473.266 2.967.859.775 3.9 r 3.850.000 6.881.709.i75
121 Kab. Musi Rawas Utara 22.718.774 264.372.488 287.091.262 287.091.262
122 Provinsi Bengkulu 5.006.381 .052 1 0.547.058.682 1 5.553.439.734 1 5.553.439.734
123 Kab. Bengkulu Selatan 7s5.049.869 2.866.057.470 3.601.107.339 1 .412.569.540 5.013.676.879

124 Kab. Benokulu Utara 10.986.928.784 31.289.852.972 42.276.781.756 3.070.943.587 45.347.725.343
125 Kab. Reians lebons 1.264.196.595 1 .658.601 .270 2.922.797.865 40.803.246 2.963.601.111

126 Kota Benokulu 882.882.218 1 .002.971 .353 1 .885.853.571 4.497.440.373 6.383.293.944

SK No 020222 C
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PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Tahun Anggaran 2019 (Audited)

(Dalam rupiahl

LAMPIRAN 1O

No. Illama Dcrah

Dana Baoi Hasil
Oana Alokasi (husus

lllonlisik
Dana Kcistimcwaan

DIY

Total Piutang Transler ke

Daerah dan Dana DcsaPajak GHT SDA Jumlah

(1) tzt (3) (4) (5) (6)- (3)* (4)+ (5) (71 (8) (9)

127 Kab. Kaur 867.171.026 5.278.171.234 6.1 45.342.260 6.145.342.260

128 Kab. Seluma 549.1 94.339 2.332.695.939 2.881.890.278 38.290.804 2.920.1 81 .082

125 Kab. Mukomuko 1 00.657.993 1.477.941.241 1.578.599.234 1.578.599.234

130 Kab. Lebong 2.300.1 36.454 1 .844.396.1 60 4.144.532.614 4.144.532.614

r3r Kab. Kepahiang 520.820.000 1.890.972.898 2.411.792.898 1.838.503.800 4.250.296.698
132 Kab. Bengkulu Tengah 2.454.747.910 9.260.899.489 1 f.i15.647.399 1 02.148.400 1 1.81 7.795.799

r33 Provinsi Lampuno 2.338.484.645 7.389.396.057 9.727.880.702 835.981 .637 1 0.563.862.339
134 Kab. Lampung Barat r 7.090.961 1.005.069.735 1 .022.1 60.696 1.943.01 7. I 78 2.965.177.874
135 Kab. Lampung Selatan 6.906.987. r 06 1.009.011.579 7,915.998.685 7.91 5.998.685

136 Kab. Lampung Tengah 1.969.960.i 18 999.1 10.677 2.969.0i 1.395 2.195.282.296 5.1 64.353.691

137 Kab. Lampuns Utara 734.075.850 978.982.773 1.713.058.623 377.967.500 2.091 .026. 1 23

r38 Kab. Lamoung Timur 6 t 5.730 994.078.355 994.694.085 157.841.005 1 .1 52.535.090

139 Kab. Tanggamus 1.799.927.254 1 .222.665.91 6 3.022.593.1 70 31 7.894.495 3.340.487.665

r40 Kab. Tulang Bawang 964.360.864 969.886.355 1.934.247.219 422.466.068 ?.356.713.287

141 Kab. Way Kanan 1.970.466.019 1.483.857.124 3.454.323.143 1 .1 79.505.276 4.633.828.419

142 Kota Bandar Lampung 499.054.861 982.079.560 1.481.134.421 4.734.413.867 6.2 1 5.548.288

143 Kota Metro 969.886.355 969.886.355 1.258.584.043 2.228.470.398

144 Kab, Pesawaran 27.050.803 r .039.795.51 0 1 .066.846.31 3 660.476.352 1.727.322.665
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LAMPIRAN 1O

[Uo. lllama Dcrah
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Dana Alokasi Khusus

tUonfisik

Dana Kcistimewaan

DIY

Total Piutang Transfcr ke

Daerah dan Dana DesaPajak CHT SDA Jumlah

(1) t2l (3) (4) (5) (6)- (3)+ (4)+ (5) t7t (8) (9)

145 Kab. Prinosewu 25.299.664 990.241.655 1 .015.54't.319 61 0.349.51 I 1.625.890.838

146 Kab. Mesuii 1 9.1 98.80 1 1.063.067.770 1 .082.266.571 1 3.736.347 1 .096.002.91 8

147 Kab. Tulang Bawang Barat 677.877.659 969.886.355 1.647.764.014 87 1.928.1 83 2.51 9.692.1 97

r48 Kab. Pesisir Barat 12.651 .389 970.223.514 982.874.903 188.435.203 1.171.310.106

149 Provinsi DKI Jakarta 883.273.842.721 21.368.452.382 904.642.295.1 03 89.022.450 904.73 1.31 i.553
150 Provinsi Jawa Barat 6.408.21 5.1 69 6.981.760 6.415.196.929 r.i67.681.523 8.182.878.452

151 Kab. Bandung 5.712.502.940 59.265.011 5.771.767 .951 17,086.792.107 22.858.560.058

152 Kab. Bekasi 7.661 .563.089 7.661 .563.089 31.787.848.519 39.449.411.608

153 Kab. Booor 968.616.981 968.61 6.981 6.856.924.874 7.825.541.855

154 Kab. Ciamis 1.369.839.954 r.369.839.954

155 Kab. Cianiur 1.497.562.303 480.528.046 1.978.090.349 809.825.344 2.787.9 1 5.693

156 Kab. Cirebon 127.827.240 127.827.240 14.441.383.297 14.569.210.537

157 Kab. Garut 2.536.1 46.955 678.741.087 3.214.888.042 1 23.048.91 5 3.337.936.957

158 Kab. lndramayu 6.504.1 54.677 2.224.515.401 8.728.670.078 1 .302.976.61 7 10.031.646.695

159 Kab. Karawang 7.026.1 94.780 5.576.670.1 33 1 2.602.864.9 r 3 9.798.825.690 22.401 .690.603

160 Kab. Kuningan 2.773.9 r 5.864 2.773.9 1 5.864

161 Kab. Maialengka 1.275.976.260 776.092.1 08 2.052.068.368 226.787.047 2.278.855.415

162 Kab. Purwakarta 2.303.777.960 83.220.036 2.386.997.996 978.048.08 r 3.36s.046.077

SK No 020220 C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-634-

PIUTAilG TBANSFEB KE DAERAH DAN DANA DESA
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fotal Piutang Transler ke

Daerah dan Dana DesaPajak CHT SDA Jumlah

(1) tzt (3) (4) (5) (6)- (3)+ (4)+ (5) t7t (8) (9)

163 Kab. Subang 2.286.164.015 1 09.524.735 24.484.858.696 26.880.547.446 12.800.891 .1 55 39.681.438.601

164 Kab. Sukabumi 2.403.198.844 655.1 79.0 1 2 3.058.377.856 1.139.188.25 r 4.1 97.566. r 07

r65 Kab. Sumedann 273.394.607 273.394.607 4.1 08.948.632 4.382.343.239
166 Kab, Tasikmalaya 1.710.144.554 18.313.525 1.728.458.079 6.237.158.403 i.965.616.482
167 Kota Bandung 2.397.208.668 2.397.208.668 18.353.954.406 20.75 r.1 63.074
168 Kota Bekasi 1.062.1 15.676 29.303.005 1 .091.418.681 12.586.075.283 13.677.493.964

169 Kota Bogor 127.827.240 127.827.240 3.945.649.676 4.073.476.91 6

170 Kota Cirebon r 84.528.036 12.497.217 197.025.253 I 1 6.985.1 02 1 .014.01 0.3s5
171 (ota Depok 127.827.240 127.827.240 127.827.240
172 Kota Sukabumi 127.827.240 127.827.240 3.032.415.287 3]60.242.527
173 Kota Tasikmalaya 43.050.1 65 43.050.1 65 610.562.747 653.61 2.91 2

174 Kola Cimahi 58.495.980 127.827.240 1 86.323,220 3.040.009.714 3.226.332.934
175 Kota Bahiar 3.764.071 .653 131.728.552 3.895.800.205 r.339.019.871 5.234.820.076
176 Kab. Bandung Barat 2.592.947.627 2.592.947.627 1 6.569.660 2.609.517.287
177 Kab. Pangandaran 2.149.267.131 1r0.045.8r2 417 .021.521 2.676.334.464 617.296.415 3.293.630.879
178 Provinsi Jawa Tengah 24.332.593.892 31 5.459.284 24.648.053.1 76 1.344.1 68.288 25.992.221.464
179 Kab. Baniarneoara 1.883.443.449 80.289.857 298.784.609 2.262.517.915 3.026.220.256 5.288.738.171
180 Kab. Banyumas 4.317.64i.6r 8 81 .916.650 298.784.609 4.698.348.877 4.698.348.877
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Daerah dan Dana DesaPajak GHT SDA Jumlah

(1) tzt (3) (4) (s) (6)- (3)+ (4)+ (5) t7t (8) (9)

r81 Kab. Batano 447.949.663 1.903.606 449.853.269 5.1 55.633.580 5.605.486.849
182 Kab. Blora 1.077.830.505 8.655.523.492 9.733.353.997 2.295.844.321 1 2.033.1 98.3 1 I
183 Kab. Boyolali 1 .1 76.582.589 r.903.606 1 . r 78.486.195 1.063.956.282 2.242.442.477

184 Kab. Brebes 435.090.386 25.992.131 461 .082.51 7 1 .1 1 0.399.089 1 .571.481 .606

185 Kab. Cilacap 3.767.821.741 75.556.889 3.843.378.630 3.8rr.60r.241 7.654.979.871

186 Kab. Demak 805.562.729 1.903.606 807.466.335 3.626.4r 9.658 4.433.885.993
187 Kab. Grobogan 493.870.863 1.903.606 495.7i4.469 7.1 80.745.483 7.676.51 9.952

188 Kab. Jepara 1.275.343 9.1 61.206 10.436.549 5.246.307.631 5.256.744.1 80

189 Kab. Karanoanyar 1.811.325.914 4.209.055 1.815.534.969 3.388.230.884 5.203.765.853
190 Kab. Kebumen 2.025.005.893 25.708.506 2.050.714.399 5.534.965.454 7.585.679.853
191 Kab. Kendal 1 .258.41 0.802 1.903.606 r.260.314.408 3.854.462.1 36 5.114.776.544
192 Kab. Klaten 2.457.207.745 392.576.959 298.944.1 09 3.148.728.81 3 8.739.502.360 1 1 .888.231 .1 i3
193 Kab. Kudus 23.41 8.968.567 3.9 1 9.1 09.364 298.784.609 2i.636.862.540 7.489.1 03.708 35.1 25.966.248
194 Kab. Magelang 4.1 73.839.607 1.903.606 4.175.743.213 1 0.084.239.31 5 14.259.982.528

195 Kab. Pati 833.5 1 2.089 1.903.606 835.41 5.695 2.349.729.975 3.1 85. 1 45.6i0
196 Kab. Pekalon0an 385.947.436 1.903.606 387.851 .042 2.087.500.544 2.475.351.586
197 Kab. Pemalan0 459.985.573 2.390.098 462.375.671 3.123.119.225 3.585.494.896
198 Kab. Purbalinnoa 430.323.742 1.903.606 432.227.348 7.364.667.421 7.796.894.769

SK No 020218 C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-636-

PIUTANG TRANSFER KE DAEBAH DAIU DANA DESA

Tahun Anggaran 2019 (Auditcd)
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(1) tzt (31 (4) (5) (6)- (3) + (4) + (5) t7t (8) (e)

199 Kab. Purworejo 870.987.330 1.903.606 872.890.936 6.175.459.398 7.048.350.334

200 Kab. Rembans 2.200.307.818 669.91 7.012 2.870.224.830 4.378.500.756 7.248.725.586

201 Kab. Semarano 912.107.254 r.903.606 914.010.860 4.518.493.124 5.432.503.984

202 Kab. Sragen 566.600.402 1.903.606 568.504.008 1.136.028.927 1.704.532.935

203 Kab. Sukohario 1 .1 34.045.820 L903.606 I . t 35.949.426 r .538.542. r 79 2.674.491 .605

204 Kab. Teoal 1.167.439.080 46.278.035 1.213.717.115 4.1 62.78 r .986 5.376.499.1 0 1

205 Kab. Temangouno 12.339.063 1 2.339.063 3.1 1 2.783.007 3.125.122.070

206 Kab. Wonosiri 881.091.84 r 1 69.99 r .950 372.480.871 1.423.564.662 7.174.798.974 8.598.363.636

207 Kab. Wonosobo 96.2 r 5.482 1.903.606 98.1 1 9.088 1.460.144.457 1.558.263.545

208 Kota Magelang 826.1 52.066 1.903.606 828.055.672 1.222.432.862 2.050.488.534

209 Kota Pekalonoan 2.134.253.445 253.076.499 2.387.329.944 1.134.048.792 3.521 .378.736

210 Kota Salatisa 8 1 0.792.504 1.903.606 812.696.1 10 779.348.324 r.592.044.434

211 Kota Semarang 15.098.022.266 1.903.606 15.09S.925.872 7.569.894.423 22.669.820.295

212 Kota Surakarta 18.327.427.899 211.275.967 298.784.609 18.837.488.475 1.482.048.878 20.31 9.537.353

213 Kota Tegal 2.198.771.153 1.903.606 2.200.674.759 1.052.018.244 3.252.693.003

214 Provinsi Dl Yosvakarta 3.853.712.964 7.837.755 3.861 .550.7 1 I 470.024.1 88 33.423.771.779 37.755.346.686

215 Kab. Bantul 533.658.23 1 505.813 534.1 64.044 6.770.695.281 7.304.859.325

216 Kab. Gunung Kidul 117.762.283 12.269.477 1 30.031 .760 5.096.938.050 5.226.969.810
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217 Kab. Kulon Proqo 29.327.767 29.327.767 126.264.462 1 55.592.229

218 Kab. Sleman r.59r .093.306 505.81 3 1.591.599.1 19 5.802.681 .1 3i 7.394.280.256

219 Kota Yogyakarta 11.877.524.804 64.810.694 505.81 3 11.942.841.311 2.953.469.69 r 14.896.31 1 .002

220 Provinsi Jawa Timur 46.1 17.758.398 1 2.029.327.399 209.204.794 58.356.290.59 1 31.814.653 58.388.1 0s.244

221 Kab. Banskalan 1.242.401.376 339.375.275 2.510.441 .985 4.092.21 8.636 3.1 64.954.086 7.257.172.722

222 Kab. Banyuwanni 1.238.895.031 419.267.772 1.658.162.803 2.560.846.277 4.219.009.080

223 Kab. Blitar 3.349.840.501 412.224.601 1 1 8.903.88i 3.880.968.989 1.790.594.074 5.671 .563.063

224 Kab. Boionegoro 1 7.504.1 I 1.860 1.207.343.797 370.055.038.485 388.766.574. I 42 3.852.1 55.453 392.61 8.729.595

225 Kab. Bondowoso 3.80i.761 .002 620.633.287 1.862.249.387 6.290.643.676 2.428.093.960 8.718.737.636

226 Kab. Gresik 347.060.746 867.676 347.928.422 1 .99 r .87 1 .678 2.339.800.1 00

221 Kab. Jember 4.454.580. r 06 1 4.623. r 84 4.469.203.290 5.395.437.407 9.864.640.697

?28 Kab. Jombano 1.764.549.792 638.612.148 1.292.992 2.404.454.932 1.763.623.418 4.1 68.078.350

229 Kab. Kediri 4.960.598.562 988.955.898 2.048.770.875 7.998.325.335 2.388.558.567 10.386.883.902

230 Kab. Lamongan 724.822.050 1.292.992 726.115.042 560.663.090 1.286.778.132

231 Kab. Lumaiann 2.51 7.384.450 528.411.439 1 .1 04.1 06.9 1 8 4.149.902.807 4.203.573.208 8.353.476.0 r 5

232 Kab. Madiun 2.224.103.850 361.326.600 1 .1 39.902.545 3.725.332.995 2.148.070.980 5.873.403.975

233 Kab. Magetan 2.122.848.567 349.776.137 2.550.619.194 5.023.243.898 1.824.211.367 6.847.455.265

234 Kab. Malano 4.067.954.201 1.750.465.934 r.997.847 5.820.417.982 172.745.125 5.993.1 63. 1 07
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Daerah dan Dana DesaPajak CHT SDA Jumlah

(1) (2t (3) (4) (5) (6)- (3)+ (4)+ (5) (7t (8) (s)

235 Kab. Moiokerto 355.692.737 366.737.914 3.554.321 725.984.972 3.105.224.1 19 3.831 .209.091

236 Kab. Nsaniuk 2.620.07 I .61 0 455.294.249 386.616.829 3.461 .982.688 3.942.484.436 7.404.467.124
237 Kab. Ngawi 2.394.264.561 493.633.526 2.261.433.397 5.r49.331.484 r.541 .500.860 6.690.832.344
238 Kab. Pacitan 1.248.231.026 342.725.592 2.773.224.753 4.364.181.371 2.760.287.924 7.124.469.295
239 Kab. Pamekasan 1.238.226.389 1.063.879.800 2.31 5.621 .51 8 4.617.727.707 438.631 . r 84 5.0s6.358.89 1

240 Kab. Pasuruan 1 .7 47 .738.940 1.82r.166.491 2.963.812 3.57 r.869.243 423.536.266 3.995.405.509
241 Kab. Ponoroqo 3.770.245.177 358.024.332 1.372.071.641 5.500.341 .150 621.307.791 6.1 21.648.94 1

242 Kab. Probolinggo 929.304.782 572.641.967 1.292.992 1 .503.239.741 1.261.634.447 2.764.874.188
243 Kab. Sampang 755.287.628 455,4 r 5.193 1.292.992 1 .21 1 .995.81 3 2.857.520.540 4.069.516.353
244 Kab. Sidoario 1 .027.1 69 r .027.1 69 7.593.297.443 7.594.324.612
245 Kab. Situbondo 1 .51 0.771 .560 647.753.982 2.304.085.1 96 4.462.610.738 2.31 3.1 64.i05 6.775.775.443
246 Kab. Sumenep 1.580.773.861 842.335.377 86i.676 2.423.976.914 3.211.641.142 5.635.61 8.056

247 Kab. Trenggalek 2.456.221.681 343.1 69.209 r.943.341.614 4.742.732.504 2.s46.813.244 7.285.545.748
248 Kab. Tuban 113.632.727 867.6i6 1r4.500.403 1.884.743.712 1 .999.244.1 1 5

249 Kab. Tulungaouno 3.421.121.049 455.224.431 1.1 39.140.621 5.015.486.101 3.31 7.844.535 8.333.330.636
250 Kota Blitar 3.1 94.472.068 358. r 70.83S 1.509.430.607 5.062.073.514 653.696.808 5.715.710.322
251 Kota Kediri 4.969.103.2i8 1.768.446.719 1.292.992 6.738.842.989 228.852.887 6.967.735.876

252 Kota Madiun 4.331.660.907 336.552.7 r 5 2.115.420.135 6.783.633.757 669.1 03.087 7.452.736.844
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253 Kota Malang 3.462.345.793 718.923.285 1.292.992 4.1 82.562.070 73.980.454 4.256.542.524
254 Kota Mojokerto 2.324.753.963 350.889.757 1.827.294.476 4.502.938.1 96 316.1 58.561 4.81 9.096.757
255 Kota Pasuruan 1 .071 .220.905 339.034.680 2.083.038.621 3.493.294.206 966.8i4.916 4.460. r 69.1 22

256 Kota Probolinsso 4.534.678.861 338.426.277 1.240.205.780 6.r 13.310.918 583.663.660 6.696.974.578
257 Kota Surabaya 25.235.930.536 867.676 25.236.798.212 1.022.323.268 26.259.1 2 1 .480
258 Kota Batu 1.078.798.776 31 8.479.325 1.397 .871.711 2.795.149.812 387.926.607 3.1 83.076.4 r I
259 Provinsi Kalimantan Barat 5.899.344.427 1 6.978.41 5.849 22.877.760.276 251 .81 1 .341 23.129.571.617
260 Kab. Bengkayanq 2.260.541.520 810.802.392 3.07 1 .343.91 2 3.07 1 .343.91 2

261 Kab. Landak 1 52.603.005 3.969.432.780 4.122J35.785 97.700.000 4.2 1 9.735.785
262 Kab. Kapuas Hulu 2.783.253.004 6.853.401 .515 9.636.654.519 1 26.600.000 9.763.254.519
263 Kab. Ketapang 6.037.878.861 40.508.077.776 46.545.956.637 1.632.167.356 48.1 78.1 23.993
264 Kab. Mempawah 1.632.483.560 157.679.962 1 .790. I 63.522 204.447.568 1 .994.61 1 .090
265 Kab. Sambas 6.922.031.908 23.663.638 6.945.695.546 437.154.812 7.382.850.358
266 Kab. San0gau 7.492.633.890 8.681 .795.503 1 6.1 74.429.393 2.454.361.245 1 8.628.790.638
267 Kab. Sintang 4.465.979.619 3.812.359.410 8.278.339.029 261.383.555 8.539.722.584
268 Kota Pontianak 155.773.112 233.876.652 389.649.i64 2.693.664.1 22 3.083.31 3.886
269 Kola Singkawano 553.870.941 3.423.210 557.294.1 5 1 538.867.280 1.096.161.431
270 Kab. Sekadau 1 59.906.886 671 .645.800 83 1 .552.686 14.944.400 846.4S7.086
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PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Tahun Anggaran 2019 (Audited)
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LAMPIRAN 1O
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Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Khusus

Nonfirik
Dana Keistimewaan

D!Y

Total Piutang fransfer ke

Daerah dan Oana DesaPajak GHI SDA Jumlah

(1) (2t (3) (4) (5) (6) - (3) + (4I+ (5) t7l (8) (s)

271 Kab. Melawi 2.713362.438 1 5.1 1 5.316.824 17.828.679.262 17.828.679.262

272 Kab. Kayong Utara 395.65 1 .878 3.880.514.853 4.276.1 66.731 555.9 1 5.835 4.832.082.566

273 Kab. Kubu Raya 3.904.660.91 2 r 1.660.778.341 r 5.565.439.253 436.306.095 1 6.001 .745.348

274 Provinsi Kalimantan Tensah 9.2 r 0.090.429 32.543.235.226 41.753.325.655 5 t .634.29 r 4 t .804.959.946

275 Kab. Barito Selatan 3.048.075.1 83 9.856.663.986 1 2.904.739.1 69 85.886.797 12.990.625.966

276 Kab. Barito Utara 4.901.837.532 65.405.559.57 r 70.307.397.1 03 3.517.268.766 73.824.665.869

277 Kab. Kapuas 2.364.475.658 3.767.902.909 6.1 32.378.567 3.216.073.228 9.348.451 .795

278 Kab. Kotawaringin Barat 13.908.691.209 2.085.769.447 15.994.460.656 638.699.343 1 6.633.1 59.999

279 Kab. Kotawaringin Timur 36.708.507.427 5.963.000.337 42.671.507.764 86.339.842 42.757.847 .606

280 Kota Palangkaraya 445.061.464 245.722.400 690.783.864 1.822.505.213 2.513.289.077

281 Kab. Katingan 6.152.202.647 6.930.068.533 r 3.082.271 .180 60.763.562 1 3. r 43.034.742

282 Kab. Seruyan 10.830.095.S 1 6 1 1.739.886.487 22.569.982.403 736.966.628 23.306.949.031

283 Kab. Sukamara 48r.900.765 3.992.972.673 4.474.873.438 2.937.257.267 i.4r2.r30.705
284 Kab. Lamandau I 14.229.309 7.656.522.201 7.770.751.510 301.945.607 8.072.697.117

285 Kab. Gununq Mas 1.970.599.902 4.893.202.825 6.863.802.727 470.463.966 7.334.266.693

286 Kab. Pulang Pisau 346.665.032 2.045.1 08.392 2.391.773.424 2.721.318.753 5.113.092.177

287 Kab. Murung Raya 2.338.937.665 97.206.357.040 99.545.294.705 15.758.440 99.56 1 .053.1 45

288 Kab. Barito Timur 255.743.702 15.515.503.859 15.771 .247 .561 1 .590.623.591 17.361.871.152
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289 Provinsi Kalimantan Selatan 16.423.892.608 228.546.708.406 244.970.601.014 357.843.854 245.328.444.868
290 Kab. Baniar 2.905.499.220 104.241j90.532 1 07.1 46.689.752 3.1 96.964.1 1 2 1 1 0.343.653.864
291 Kab. Barilo Kuala 3.456.029.71 6 29.234.399.898 32.690.429.614 579.921.220 33.270.350.834
292 Kab. Hulu Sunoai Selatan 38.062.802.258 32.319.440.496 70.382.242.754 377.037.741 70.759.280.495

293 Kab. Hulu Sunsai Tensah 1.212.726.619 35.424.740.669 36.637.467.288 51 3.665.252 37.1 5 r.1 32.540

294 Kab. Hulu Sunqai Utara 1.286.145.875 43.442.340.018 44.728.485.893 44.728.485.893
295 Kab. Kotabaru 1 0.396.584.740 1 86.973.769.585 1 97.370.354.325 197.370.354.325

296 Kab. Tabalong 12.815.623.582 1 62.686.573.620 175.502.197.202 175.502.197.202
297 Kab. Tanah Laut 4.277.095.690 1 02.1 30.239.439 1 06.407.335.1 29 935.373.971 1 07.342.709.1 00

298 Kab. Tapin 5.067.090.555 67.017.268.613 72.084.359.1 68 881 .302.880 72.965.662.048

299 Kota Baniarbaru 2.406.850.638 44.561.453.247 46.968.303.885 208.903.293 47.177.207.178

300 Kota Baniarmasin 1 5.535.35 r .288 31.247.491.889 46.782.843.177 4.510.665.618 5 1.293.508.795

30r Kab. Balanoan 1 .506.721.1 15 1 55.602.7 1 3.1 86 I 57.1 09.434.301 494.295.367 1 57.603.729.668

302 Kab. Tanah Bumbu 7.718.679.238 56.647.509.670 64.366.1 88.908 759. r 08.1 63 65.125.297.071
303 Provinsi Kalimantan Timur 8.143.751.967 7.1 66.1 77.1 05 1 5.309.929.072 84.988.227 1 5.394.917.299
304 Kab. Berau 23.3 r 7.629.706 142.476.622.481 165.794.252.187 1 .91 5.606.288 167.709.858.475

305 Kab. Kutai Kartanegara 60.914.896.672 182.632.065.724 243.546.962.396 3.308.293.1 94 246.855.255.590
306 Kab. Kutai Barat 6.762.648.731 122.097.283.246 128.859.931.977 5.829.428.405 1 34.689.360.382
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307 Kab. Kutai Timur 14.457.634.339 463.814.512.324 478.272.146.663 5.1 90.586.868 483.462.733.53 r

308 Kab. Paser 47.462.327.940 58.750.337.022 106.212.664.962 414.233.523 106.626.898.485
309 Kota Balikpapan 21 .506.997.665 62.1 99.405.662 83.706.403.327 768.629.866 84.475.033.1 93
310 Kota Bontan0 7.959.532.071 66.1 1 3.971 .482 74.073.503.553 1.864.276.030 75.937.779.583
311 Kota Samarinda 14.813.1 r2.989 r 09.370.354.656 1 24. r 83.467.645 4.128.193.919 128.31 1.661.564
312 Kab. Penajam Paser Utara 6.728.460.388 71.485.719.711 78.2 r4.1 80.099 376.457.975 78.590.638.074
313 Kab. Mahakam Ulu 3.408.462.444 80.379.91 8.680 83.788.381.1 24 605.374.900 84.393.756.024
314 Provinsi Sulawesi Ulara 1 .544.109.382 451.874.840 r.995.984.222 831.1 89.884 2.821.174.106
315 Kab. Bolaang Mongondow 646.81 5.200 4.522.548.439 5.1 69.363.639 6.1 83.503.277 1 1.352.866.916
316 Kab. Minahasa 6.747.339 6.747.339 240.881.000 247.628.339
317 Kab. Sangihe 27.1 10.991 6.996.939 34.1 07.930 2.456.992.520 2.491.100.450
318 Kota Bituns r.1 r2.896.302 6.996.939 1.r r9.893.241 337.370.026 1.457.263.267
319 Kota Manado 742.499.121 1 0.093.739 752.593.460 618.409.621 1 .371 .003.081
320 Kab. Kepulauan Talaud 175.615.039 175.615.039 5.363.030.756 5.538.645.795
321 Kab. Minahasa Selatan 24.243.837 9.226,81 0 33.470.647 I 54.258.066 187.728.713
322 Kota Tomohon 1 35.381 .405 6.9S6.939 142.378.344 471.1 56.334 6 1 3.534.678
323 Kab. Minahasa Utara 21.927.805.447 2.929.725.712 24.85i.531 .1 59 609.7s2.860 25.467.284.019
324 Kab. Kepulauan Siau Taoulandang Biaro 17.615.022 6.996.939 24.611.961 1 7.979.616 42.591.577
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325 Kota Kotamobagu 6.996.939 6.996.939 2.256.262.475 2.263.259.414

326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 71.604.027 258.874.435 330.478.462 4.599.872.867 4.930.351 .329

327 Kab. Minahasa Tenooara 30.389.92 1 20.989.014 51 .378.93s 46.064.755 97.443.690

328 Kab. Bolaanq Mongondow Timur 668.226.068 3.379.891.311 4.048.r 1 7.379 552.833.700 4.600.951 .079

329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1.496.990.683 1.496.990.683 1 .685.681.526 3.182.672.209

330 Provinsi Sulawesi Tengah 3.277.470.570 62.555.097 66.1 33.065.565 69.473.091.232 167.225.170 69.640.31 6.402

331 Kab. Banssai 5.027.299.595 5.212.913 1 20.321 .992.816 1 25.354.505.324 665.96i.629 126.020.472.953

332 Kab. Banqqai KeDulauan 25.562.401 7.993.735.995 8.019.298.396 1 96.639.300 8.215.937.696

333 Kab. Buol 62.469.353 9.141.507.569 9.203.976.922 5.286.747.563 14.490.724.485

334 Kab. Tolitoli 30 1.9 r 5.809 1 1 .667.719.543 1 1.969.635.352 1.606.904.683 r 3.576.540.035

335 Kab. Donnoala 514.037.494 4.184.1 79 17.702.579.382 18.220.801 .055 263.1 94.41 8 18.483.995.473

336 Kab. Morowali 30.743.378 1 4.737.763.880 1 4.768.507.258 '14.768.507.258

337 Kab. Poso 534.856.962 10.055.015.673 10.589.872.635 69.832.205 r 0.659.704.840

338 Kota Palu 427.865.029 9.1 52.568.094 9.580.433. r 23 2.530.850.084 12.111.283.207

339 Kab. Parigi Moutong 1.760.51 1.83r 6.934.007 22.853.655.812 24.621.101.650 316.344.746 24.937.445.396

340 Kab. Tojo Una Una 399.1 26.266 5.212.913 1 7.926.395.959 1 8.330.735.1 38 1 0.995.1 48 18.341,730.286

34r Kab. Sioi 654.37 1 .968 8.980.078.994 9.634.450.962 26.930.760 9.661 .381.722

342 Kab. Bangoai laut 181.603 8.019.995.875 8.020.177.478 8.020.177.478
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343 Kab. Morowali Utara 541.881.702 5.212.913 30.360.050.428 30.907.1 45.043 1.644.075.512 32.55 1.220.555

344 Provinsi Sulawesi Selatan 7. r 92.230.08 1 2.5 10.076.539 9.702.306.620 1 1 .681 .656 9.7 13.988.276

345 Kab. Bantaenq 7.119.872 2 r 3.550.398 220.670.270 r.303.418.553 1.524.088.823

346 Kab. Barru 236.792 228.381.738 228.6 1 8.530 32 r .708.000 550.326.530

347 Kab. Bone 3.093.893.1 73 27.8r 2.066 5.9i0.425.804 9.092.1 3 r.043 7.255.721.710 I 6.347.852.753

348 Kab. Bulukumba 1.459.71r.r08 1 1.428.803.999 12.888.51 5.r 07 811.498.746 1 3.700.013.853

349 Kab. Enrekanq 92.699.947 294.206.498 386.906.445 2.392.783.189 2.779.689.634

350 Kab. Gowa 592.236.399 379.489.471 971.725.870 1.142.913.564 2.1 14.639.434

351 Kab. Jeneponto 2 1 3.550.398 21 3.550.398 865.1 26.841 1.078.677.239

352 Kab. Iuwu 955.373.00 r i11.313.092 1.666.686.093 5.852.647.896 7.51 9.333.989

353 Kab. luwu Utara 1.164.849.440 6.014.524 92i.436.396 2.098.300.360 1.521.308.456 3.619.608.816

354 Kab. Maros 4.570.490.800 300.796.141 4.871 .286.941 471.230.542 5.342.517.483

355 Kab. Pangkaiene Kepulauan 276.1 r 0.966 276.1 r 0.966 r 65.963.460 442.074.426

356 Kota Palopo 575.434.418 21 3.550.398 i88.984.8 r 6 2.230.929.550 3.01 9.9 r 4.366

357 Kab. Iuwu Timur r 1.336.684.1 60 1.719.778.524 13.056.462.684 31.625.1 13 13.088.087.797

358 Kab. Pinrano 2 1 3.550.398 21 3.550.398 319.500.000 533.050.398

359 Kab. Siniai 2 1 3.550.398 21 3.550.398 161.596.71 5 375.147.113

360 Kab. Kepulauan Selayar 1.259.369.998 1.259.369.998 1.259.369.998
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361 Kab. Sidenrenq Rappang 405.967.430 535.425.098 94 1 .392.528 725.295.210 1.666.687.738

362 Kab. Soppeng 28.8 1 4.1 38 2 r 3.550.398 242.364.536 1.152.873.202 1.395.237.738

363 Kab. Takalar 13.660.485 2 1 3.550.398 227.210.883 51 .400.976 278.61 1.859

364 Kab. Tana Toraia 548.694.455 21 3.550.398 762.244.853 883.290.072 1.645.534.925

365 Kab, Waio 1.552.620.432 7.857.521 14.194.908.405 1 5.755.386.358 8.977.889.694 24.733.276.052

366 Kota Parepare 1.026.471.232 2 1 3.550.398 1 .240.021 .630 654.205.795 1.894.227.425

367 Kota Makassar 1.270555.125 238.068.082 1.508.623.207 397.1 1 6.563 1.905.739.770

368 Kab. Toraia Utara 714.620.540 7.865.258 1.840.334.427 2.562.820.225 528.989.495 3.091.809.720

369 Provinsi Sulawesi Tenqoara 5.41i.548.666 4.282.999.006 9.700.547.672 1.288.366.760 10.988.914.432

370 Kab. Buton 1 99.206.958 1 62.259.501 361.466.459 81 0.400 362.276.859

371 Kab. Konawe 1.059.312.816 3.81 1.541 .175 4.870.853.991 2.089.991.596 6.960.845.587

372 Kab. Kolaka 12.892.724.507 3.506.245.270 16.398.969.777 1 .977.095.1 52 1 8.376.064.929

373 Kab. Muna 37.274.444 1 38.595.800 175.870.244 1 08.667.1 53 284.537.397

374 Kota Kendari 686.206 686.206 657.961.395 658.647.601

375 Kota Bau-bau 361.440.338 361 .440.338 289.1 1 9.1 26 650.559.464

376 Kab. Konawe Selatan 1 83.644.598 1 83.644.598 4.099.504.61 0 4.283.149.208

377 Kab. Bombana 4.872.636.880 2.281.522.672 i.1 54.1 59.552 32 1 .509.887 7.475.669.439

378 Kab. Wakatobi 1 0.228.853 10.228.853 176.263.700 1 86.492.553
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379 Kab. Kolaka Utara 903.753.708 3.579.231 .848 4.482.985.556 935.977.688 5.41 8.963.244

380 Kab. Konawe Utara 5.860.867.1 87 18.883.161.780 24.744.028.967 24.744.028.967

38r Kab. Buton Utara 30.360.962 30.360.962 1 60.290.000 1 90.650.962

382 Kab. Konawe Kepulauan 34.872.517 141.073.944 1 75.946.461 144.013.460 319.959.921

383 Kab. Kolaka Timur 22.944.568 22.944.568 385.204.600 408. 1 49.1 68

384 Kab. Muna Barat 39.963.550 39.963.550 39.963.550

385 Kab. Buton Tenoah 1 0 1.1 96.595 101.196.595 4.486.053.482 4.587.250.077

386 Kab. Buton Selatan 10.560.668 10.560.668 802.964.524 8 r 3.525.1 92

387 Provinsi Bali 595.1 88.7 1 9 595.1 88.7 1 9 1.324.507.962 1 .91 9.696.681

388 Kab. Badunn 33 1 .029.763 331.029.769 525.236.957 856.266.726

389 Kab. Banoli 1.770.800 1.770.800 1.986.328.935 r.s88.099.735

390 Kab. Buleleng 109.31 5.307 109.315.307 1.985.956.215 2.095.271.522

391 Kab. Gianyar 4.082.000 4.082.000 835.426.766 839.508.i66

392 Kab. Jembrana 21 r .285.951 21 1 .285.951 2.030.988.1 57 2.242.274.108

393 Kab. Karanoasem 26.472.953 26.472.953 4.378.571 .665 4.405.044.618

394 Kab. Klunqkunq 1.297.817.508 1 .297.81 7.508

39s Kab. Tabanan 78.656.626 78.656.626 2.270.391 .689 2.349.048.31 5

396 Kota Denpasar 2.420.751.538 2.420.751.538 4.033.067.836 6.453.81 9.374
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397 Provinsi Nusa Tenooara Barat 7.064.389.936 7.218.836.777 14.283.226.713 14.283.226.713

398 Kab. Bima 3.211.322.624 1.377.004.302 4.588.326.926 790.1 48.733 5.378.475.659

399 Kab. Dompu 84. I 1 9.750 2.1 54.937.558 2.239.057.308 848.237.821 3.087.295.1 29

400 Kab. Lombok Barat 79.787.591 1 . I 90.346.232 1.270.133.823 r.104.531 .759 2.374.665.582

401 Kab. Lombok Tensah 1.838.586.901 1.190.817.227 3.029.404. r 28 3,029.404.128

402 Kab. Lombok Timur 60.674.563 r .1 82.592.1 02 1.243.266.665 L243.266.665

403 Kab. Sumbawa 2.854.750.779 5.285.405.464 8. r 40.1 56.243 1.813.942.720 9.954.098.963

404 Kota Mataram 3.500.076.837 1.190.817.227 4.690.894.064 3.127.264.253 7.818.158.31 7

405 Kota Bima 329.670.220 1.190.817.227 1.520.487.447 415.479.494 I .935.966.941

406 Kab. Sumbawa Barat 6.740.408.534 1 3.498.844.71 I 20.235.253.253 1 .296.21 0.373 21.535.463.626

407 Kab. Lombok Utara 43.984.564 1.190.817.227 1.234.801 .791 1 .334.1 25.970 2.568.927.761

408 Provinsi Nusa Tenggara Timur 2.986.687.480 665.61 3.648 3.652.301.128 3.652.301 .1 28

409 Kab. Alor 206.503.1 95 2.993.023 209.496.21 8 2.822.078.296 3.031.574.514

410 Kab. Belu 1 .1 13.007.864 706.577.746 1.819.585.6 r 0 410.810.600 2.230.396.2 r 0

411 Kab. Ende 221.773.106 21.281.613 243.060.i 1 I 1.670.552.595 1 .91 3.61 3.314

412 Kab. Flores Timur 3 1 9.285.1 i6 1.091.323 320.376.499 320.376.499
413 Kab. Kupang 1 24.944.050 363.1 07.39 1 488.051.441 877.856.640 1.365.908.08 1

414 Kab. Lembata 1 .091 .323 1.091 .323 4.124.402 5.215.725
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415 Kab. Manggarai 48. r 96.975 82.224.950 1 30.421 .925 336.486.1 57 466.908.082

416 Kab. Nnada 92.381.883 1.091.323 93.473.206 93.473.206

417 Kab. Sikka 199.961.047 13.860.223 213.821.270 1.528.073.1 50 1.741.894.420

418 Kab. Sumba Barat 39.35S.508 336.1 74.459 375.533.967 1 83.900.000 559.433.967

419 Kab. Sumba Timur 237.215.696 599.504.523 836.720.2 r I 50.734.223 887.454.442

420 Kab. Timor Tensah Selatan 1 42.663.624 2.368.445 145.032.069 2.568.448.910 2.71 3.480.979

421 Kab. Timor Tengah Utara 768.790.880 1 .303.1 1 7.492 2.071 .908.3i2 699.688.200 2.771.596.572

422 Kola Kupang 433.878.71 1 2.583.756 436.462.461 436.462.467

423 Kab. Bote Ndao 1.091.323 r.091.323 1 .091 .323

424 Kab. Mansqarai Barat 1 .091 .323 1.091.323 1 .091 .323

425 Kab. Naoekeo 5.530.853 5.530.853 r . r 07.549.050 1.1 1 3.079.903

426 Kab. Sumba Barat Daya 41.835.048 561.619.823 603.454.871 756.766.450 1.360.221.321

427 Kab. Sumba Tengah 476.826.723 476.826.723 405.592.400 882.4 1 9.1 23

428 Kab. Manggarai Timur 69.084.700 69.084.700 4.271.890 73.356.590

429 Kab. Sabu Raiiua 24.949.477 24.949.477 1.08 r.827.400 1.106.776.877

430 Kab. Malaka r.091.323 1.091 .323 1 57.232.933 158.324.256

431 Provinsi Maluku 1.080.31 8.570 2.363.71 0.052 3.444.028.622 717 .031 .817 4.1 61.060.439

432 Kab. Kepulauan Tanimbar 675.957.221 675.957.221 545.021 .635 1.220.978.856

SK No 020205 C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-649-

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Tahun Anggaran 2019 (Aaditedl
(Dalam rupiah)

LAMPIRAN 1O

ilo. lllama Derah

Dana Bagi Hasil
0ana Alokasi Khusus

tllonf isik
Dana Keistimcwaan

DIY

Total Piutang Transler ke

Dacrah dan Dana DesaPajak GHT SDA Jumlah

(1) (2t (3) (4) (5) (6) - (3) + (4I+ (5) (7) (8) (9)

433 Kab. Maluku Tenqah 3.697.705.898 2.034.264.496 5.731 .970.394 9.579.919.477 15.311.889.871

434 Kab. Maluku Tenggara 256.032.346 256.032.346 78.1 96.1 00 334.228.446

435 Kab. Buru 836.21 2.868 836.21 2.868 142.455.776 978.668.644

436 Kota Ambon 1 .010.046.887 1.010.046.887 1 6.973.373 r.027.020.260

437 Kab. Seram Baqian Barat 697.215.420 5.28 1 .1 92. r 84 5.978.407.604 1 .295.1 00.000 7.213.507.604

438 Kab. Seram Baqian Timur

439 Kab. Kepulauan Aru 1.211.326.132 820.320.910 2.031.647.042 8.1 08.530 2.039.755.572

440 Kota Tual

441 Kab. Maluku Barat Daya 1 96.578.41 3 456.541.822 653.1 20.235 593.758.704 1.246.878.939

442 Kab. Buru Selatan 235.649.35 1 4.082.1 02.054 4.317.751.405 4.634.150 4.322.385.555

443 Provinsi Papua 14.074.242.801 209.852.0 1 4.83 1 223.926.257.632 879.083.2i0 224.805.340.902

444 Kab. Biak Numlor 1 .1 79.543.288 15.810.780.375 1 6.990.323.663 234.292.600 17.224.616.263

445 Kab. Javapura 1 .202.905.181 16.735.426.382 1 7.938.33r.563 r 7.938.331.563

446 Kab. Jayawiiaya 1 72.31 5.709 14.580.929.478 14.153.245.187 696.769.1 43 15.450.014.330

447 Kab. Merauke 9.728.718.284 8.333.1 3 r .262 18.061.849.546 1 8.06 1 .849.546

448 Kab. Mimika 40.1 42.81 5.508 374.940.770.127 415.083.585.635 351 .200.000 415.434.785.635

449 Kab, Nabire 1 36.s86.225 3.886.833.029 4.023.419.254 1 6.1 38.768 4.039.558.022

450 Kab. Paniai 1.447 .836.877 r 3.874.507.536 15.322.343.413 1 5.322.343.41 3

SK No 020204C
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PIUTANG TBANSFEB KE DAERAH DAN DANA DESA

Tahun Anggaran 2019 (Audited)

(Dalam rupiah)

LAMPIRAN 1O

No. lllama Dcrah

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Khurus

Itlonlisik

Dana Ksistimewaan

DIY

Total Piutang Transler ke

Daerah dan Dana DcsaPajak CHI SDA Jumlah

(11 tzt (3) (4) (5) (6)- (3)+ (4)+ (5) (7t (8) (e)

451 Kab. Puncak Jaya 121.264.465 22.294.694.401 22.41 5.958.866 22.415.958.866

452 Kab. Kepulauan Yapen r.289.666.233 6.425.662.673 i.71 5.328.906 4.170.732 7.719.499.638

453 Kota Jayapura 1.282.786.241 6.985.683.1 64 8.268.469.405 348.901.1 23 8.61 7.370.528

454 Kab. Sarmi 295.1 80.459 21.008.457.798 2 r .303.638.257 2 t ,303.638.257

455 Kab. Keerom 2.736.1 05.05i 9.549.978.678 1 2.286.083.735 12.286.083.735

456 Kab. Yahukimo 1 53.969.391 20.784.305.382 20.938.274.773 120.600.000 21.058.874.773

457 Kab. Pegununqan Bintang I 33.5 14.696 7.634.740.755 7.768.255.451 245.647.000 8.013.902.451

458 Kab. Tolikara 180.746.677 6.998.488.548 7.179.235.225 5.800.000 7.1 85.035.225

459 Kab. Boven Diooel 182.931.421 3.013.442.334 3.1 76.373.i55 3.1 76.373.755

460 Kab. Mapoi 429.577.055 5.240.397.172 5.669.974.227 89.400.000 5.759.374.227

461 Kab. Asmat 80.985.699 7.436.781.824 7.517.767.523 664.842.056 8.1 82.609.579

462 Kab. Waropen 5.385.781 .507 8.393.232.032 13.779.013.539 13.779.0 r 3.539

463 Kab. Supiori 91.873.829 6.484.755.435 6.576.629.264 576.937.800 7.1 53.567.064

464 Kab. Mamberamo Rava 15.875.95i.482 33.504.31 3.879 49.380.271.361 49.380.271.361

465 Kab. Mamberamo Tenoah 1 42.140.550 6.247.410.596 6.389.551 .146 32.1 00.000 6.421 .651.146

466 Kab. Yalimo 137.231.621 6.290.246.666 6.427.478.287 6.427.478.287

467 Kab. Lanny Jaya 158.148.177 6.230.01 5.750 6.388.1 63.927 6.388.1 63.927

468 Kab. Nduga 140.258.044 6.265.524.866 6.405.782.910 1.034.259.500 7.440.042.410

SK No 020203 C
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PIUTANG TRANSFEB KE DAERAH DAIU DANA DESA

Tahun Anggaran 2019 (Aadited)

(Dalam rupiah)

LAMPIRAN 1O

No. Nana Derah

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Khusus

ttlonlisik

Dana Keistimewaan

D!Y

fotal Piutang fransfer ke

Daerah dan Dana DesaPajak GHT SDA Jumlah

(1) tzl (3) (4) (5) (6) - (3) + (4)+ (5) (7) (8) (9)

469 Kab. Dosiyai 814.643.892 5.722.91 3.355 6.537.557.247 6.537.557.247
470 Kab. Puncak 267.649.357 5.920.570.202 6.1 88.2 1 9.559 6.1 88.2 1 9.559

471 Kab. lntan Jaya 4.059.748.710 4. r 37.685.565 8.197.434.275 8.197.434.275
472 Kab. Deiyai 1 36.526.922 6.204.148.217 6.340.675.1 39 6.340.6i5.1 39

473 Provinsi Maluku Utara 16.915.503.588 1 3.095.252.1 1 4 30.01 0.755.702 23.398.242 30.034.1 53.944

474 Kab. Halmahera Tenoah 3.246.939.494 9.1 62.494.514 12.409.434.008 61.882.750 12.471.316.758
475 Kota Ternate r.970.188.295 s.584.733 1.975.773.028 352.814.731 2.328.587.759
476 Kab. Halmahera Barat 1.081 .419.027 1.6i r.641.796 2.753.060.823 300.000 2.753.360.823

477 Kab. Halmahera Timur 27.056.595.i2 1 43.084.607.019 70.141.202.740 70.141.202.7 40

478 Kab. Halmahera Selatan 1.973.541.262 1 .255.1 86.023 3.228.727.285 23.605.566 3.252.332.851

479 Kab. Halmahera Utara 10.902.394.265 43.928.377.126 54.830.771.391 534.437.291 55.365.208.682

480 Kab. Kepulauan Sula 1.811.721.353 27.582.720.696 29.394.442.049 826.745.848 30.221.187.897

48r Kota Tidore Kepulauan 656.337.249 3.1 60.655.1 36 3.816.992.385 627.400.950 4.444.393.335
482 Kab. Pulau Morotai 365.250.621 1.779.501.779 2.144.752.400 127.645.005 2.272.397.405
483 Kab. Pulau Taliabu 27.700.200 2.989.055.240 3.01 6.755.440 3.016.755.440

484 Provinsi Banten 231.777.836 31 6.363.255 548.1 4 1.09 1 2s 1 .960.900 800.1 01 .991

485 Kab. Lebak 8. r 83.725.646 51 9.590.681 8.703.316.327 431.544.042 9.1 34.860.369

486 Kab. Pandeglang 14.51 't .458 469.062.693 483.574.1 5 1 70.773.375 554.347.526
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PIUTANG TBANSFEB KE DAERAH DAN DANA DESA

Tahun Anggaran 2019 lAudited)
(Dalam rupiah)

LAMPIRAN 1()

[110. lllama Derah

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Khusus

Itlonf irik
Dana Keistimewaan

DIY

fotal Piutang Transfer ke

Daerah dan Dana DesaPajak CHT SDA Jumlah

(1) l2l (3) (4) (5) (6)- (3)+ (4)+ (5) t7t (8) (9)

487 Kab. Serang 1.044.057.355 70.125.977 1.1 r4.183.332 422.577.233 r.536.760.565

488 Kab. Tanqerang 3.245.245.463 56.650.77i 3.301.896.240 7.218.444.547 1 0.520.340.787

489 Kota Cilegon 1 50.426.646 56.650.77i 207.077.423 88.944.668 296.022.09 1

490 Kota Tangerang 4.35i.1 28.01 1 56.650.777 4.413.778.788 3.51 8.939.971 7.532.718.759

491 Kota Serano 20.225.642 56.650.777 76.876.419 62 r .038.908 697.9 1 5.327

492 Kota Tannerano Selatan 56.650.777 56.650.777 56.650.777

493 Provinsi Banoka Belitung 686.789.7 r 1 27.671.235.398 28.3s8.02s.1 09 574.787.525 28.932.8 1 2.634

494 Kab. Bangka 2.481.650.661 6.839.049.1 56 9.320.699.81 7 2.133.229.227 1 1.453.929.044

495 Kab. Belituns 8.813.505.336 3.271 .309.364 r 2.084.814.700 3.899.299.350 1 5.984.1 1 4.050

496 Kota Panokal Pinano 3.044.903.001 747.762.406 3.792.665.407 2.146.414.101 5.939.079.508

497 Kab. Banqka Selatan 6.962.591 .704 8.044.630.082 15.007.221.786 827.563.207 15.834,784.993

498 Kab. Bangka Tengah 8.677.379.311 2.686.068.05r 1 1.363.447.362 i47.056.708 1 2.1 1 0.504.070

499 Kab. Banska Barat 1 6.724.596.887 r 3.487.368.362 30.2 t 1 .965.249 2.250.732.627 32.462.697.876

500 Kab. Belituno Timur 2.445.542.167 5.861.268.818 8.306.810.985 650.528.594 8.957.339.5i9

501 Provinsi Gorontalo 1.962.259.124 2.017.337.215 3.S79.596.339 42.874.168 4.022.470.507

502 Kab. Boalemo 789.674.487 i89.674.487 789.674.487

503 Kab. Gorontalo 521.614.080 763.1 03.820 1.284.717.900 71 3.255.000 1.997.972.900

504 Kota Gorontalo 505.507.249 505.507.249 1 .432.31 9,594 1.S37.826.843
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-653-

PIUTANG TBANSFEB KE DAEBAH DAN DANA DESA

Tahun Anggaran 2019 (Auditcd)

(Dalam rupiah)

LAMPIRAN 1O

No. lllama Derah

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi l(husus

tllonlisik

Dana Keistimewaan

DIY

Total Piutang Transfer kc

Daerah dan Dana DesaPajak CHT SDA Jumlah

(1) tzl (3) (4) (5) (6)= (3)* (4)* (5) (7) (8) (9)

505 Kab. Pohuwato 724.719.471 3.455.023.672 4.1 79.803.143 4.1 79.803. r 43

506 Kab. Bone Bolango 422.349.634 1.757.765.773 2.180.1 15.407 2.656.542.825 4.836.658.232

507 Kab. Gorontalo Utara r .635.2 r 8.606 374.794.859 2.010.013.465 266.002.240 2.276.015.705
508 Provinsi Kepulauan Riau 6.1 37.870.1 00 631.087.500 6.768.957.600 6.768.957.600

s09 Kab. Natuna 322.9 1 6.584 322.91 6.584 r.805.492.880 2.128.409.464
510 Kab. Kepulauan Anambas 2.451.925.182 26.085 2.451.951.267 606.979.580 3.058.930.847

511 Kab. Karimun 252.561.053 737.644.388 990.205.441 990.205.441
512 Kota Batam 4.601.131.786 4.601.131.786 1 7.9 r 5.999 4.61 9.047.785

513 Kota Taniung Pinang 15.040.000 15.040.000 303.1 25.596 31 8.1 65.596

514 Kab. Lingga 925.902.600 1 33.1 96 926.035.796 926.035.796
515 Kab. Binlan 901.209.1 58 901 .209. r 58 469.1 50.901 1.370.360.059

516 Provinsi Papua Barat 550.735.654 24.629.304.613 25.1 80.040.267 25. I 80.040.267

517 Kab. Fak Fak 1.733.821.923 3.835.552.244 5.569.374.1 67 5.569.374.1 67

518 Kab. Manokwari 4.870.883.691 4.1 99.926.907 9.070.81 0.598 9.070.8 1 0.598

519 Kab. Sorong 3.475.66 r .959 4.130.096.488 7.605.758.447 7.605.758.447

520 Kota Sorong 872.861.777 872.861.777 872.861.777

521 Kab. Raia Amoat 3.927.584.704 9.779.419.062 1 3.707.003.766 56.415.000 1 3.763.41 8.766

522 Kab. Sorong Selatan 1.236.598.246 4.683.954.827 5.920.553.073 1.200.000 5.921.753.073
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PIUTAIUG TBANSFEB KE DAERAH DAN DAilA DESA

Tahun Anggaran 2019 (Audited)

(Dalam rupiah)

LAMPIRAN 1()

Itlo. lllama Derah

Dana Bagi Hasil
0ana Alokasi Khusus

tllonlisik

Dana Keistimewaan

DIY

Total Piutang Transfcr ke

Dacrah dan Dana DesaPajak CHI SDA Jumlah

[] t2t (3) (4) (5) (6)- (3)+ (4)+ (5) (7) (8) (9)

523 Kab. Teluk Bintuni 908.367.286 24.587.367.1 38 25.495.734.424 25.495.734.424

524 Kab. Teluk Wondama 1.845.080.810 4.133.242.042 5.978.322.852 5.978.322.852

525 Kab. Kaimana 407.117.216 2.937.554.099 3.344.6i r.315 3.344.671.315

526 Kab. Maybral 391.1 34.561 216.000.000 607.1 34.561 607.1 34.561

527 Kab. Tambrauw 76 1.962.1 30 2.108.126.921 2.870.089.051 1.000 2.870.090.051

528 Kab, Manokwari Selatan 21 6.000.000 21 6.000.000 2 1 6.000.000

529 Kab. Peqununqan Arfak 87.650 87.650 87.650

530 Provinsi Sulawesi Barat 2.000.146.555 656.775.889 2.656.922.444 162.325.974 2.819.248.418

531 Kab. Majene 88.468.525 88.468.525 13.462.699 101.931.224

532 Kab. Mamr.riu 495.526.1 54 383.253.046 878.779.200 14.296.247 893.075.447

533 Kab. Polewali Mandar 247.139.263 46.400.200 293.539.463 47.976.271 341.5 r 5.734

534 Kab. Mamasa 1 38.426.1 02 1.718.118.225 1.856.544.327 40.355.300 1.896.899.627

535 Kab. Pasangkayu 1.223.596.835 250.404.547 1.474.001.382 439.564.875 r.913.566.25i
536 Kab. Mamuiu Tenoah 957.867.602 957.867.602 68.754.800 1.026.622.402

537 Provinsi Kalimantan Utara 2.277.057.983 7.856.775.603 1 0. r 33.833.586 433.038.032 1 0.566.87 1 .61 8

538 Kab. Bulunoan 602.5 1 8.250 44.361.008.997 44.963.527.247 4.090.060.035 49.053.587.282

539 Kab. Malinau 7.702.996 14.578.274.945 14.585.977.941 5.545.391 .713 20.1 31 .369.654

540 Kab. Nunukan 4.711.8r3.i39 54.048.372.074 58.760.1 85.8 r 3 1 0.702.608.81 I 69.462.794.632
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PIUTANG TBANSFEB KE DAEBAH DAN DANA DESA

Tahun Anggaran 2019 lAudited)

lDalam rupiah)

LAMPIRAN 1()

No. lllama Dcrah

Dana Bani Hasil
Dana Alokasi Khusus

tllonfisik

Dana Keistimewran

DIY

fotal Piutang Transfer ke

Daerah dan Oana DesaPajak GHI SDA Jumlah

(11 tzt (3) (4) (s) (6) - (3) + (41+ (5) t7t (8) (e)

541 Kota Tarakan 9.553.295.699 868.576.1 81 10.42 r .871 .880 1.153.213.771 1 1.575.085.651

542 Kab. Tana Tiduns 1 .1 30.005.278 7.004.362.848 8.1 34.368.1 26 2.498.446.754 1 0.632.81 4.880

Jumlah 2.639.655.7 I 5.80S 38.246.575.648 5.8 r 8.7 t4.066.542 8.496.6 r 6.357.999 906.640.797.401 33.423.771.775 9.436.680.927.t 79
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PEMERINTAH BEPUBTIK INDONESIA

RINCIAN PIUTANG EKS BANK DATAM TIKUIDASI

PER 3I DESEMBEB 2019

LAMPIRAN 11

Illo. ASAI BANK BDI- Tanggal BAST Asct
Jumlah Hrk Tagih Atau Saldo

Awal

Sctoran Kas l(c Rckg. BUil. 502.000000980
Total Pcngcmbalian s.d. 31

Desember 2019

lllilai Buku Asct Yang

Discrahkan

(Bcrdasarkan Laporan

Keuan0rn Gut Offl

Saldo llak Tagih 31 Descmbcr

20lsPengembalian s.d Dascmbcr 2006
Pengcmbrlian Pcriode

Tahun 2007 s.d. 2018

Pengembrlian Periodc s.d

3l Descmbcr 2019

1 2 3 4 5 6 7 - Jumlah 4 s.d. 6 8-3-7
BDL aks Dana Tahntan

1 PT. Bank Anrico 07 Juni 2007 210.080.728.375,73 9.532.957.340,07 62.756.907.61 7,78 72.289.864.957,85 140.737.8r r.123,91 1 37.790.863.41 7,88

2 PT. Bank Guna lnternasional 08 Maret 2007 25 r .055.008.000,00 'l 83.555.008.000,00 54.706. I 50.483,21 258.799.861,00 238.51 9.958.344,21 1 06.1 07.20 1.031,41 I 2.535.049.655,79

3 PT. Bank Haraoan Sentosa 08 Maret 2007 3.866.1 82.31 2.852,07 585.728.056.499,00 1 05.7 1 7.286.51 6,52 420.652.534,00 69 1 .865.9S5.549,52 1 36.297.409.1 95,04 3. r 74.31 6.31 7.302,55

4
PT. Bank Citrahasta

Dhanamanunqoal
08 Maret 2007 20 1 .802.1 66.935,30 25.098.1 88.837,1 I 8.948.929.578,00

36.363.636,00
34.083.482.051,1 I 172.736.182.621,00 r67.718.684.884,r 1

5
PT. Bank Kosagraha Semesta

Seiahtera
08 Maret 2007 201.812.614.291,48 46.872.202.071,00 52.288.033.866,83 99.1 60.235.937,83 1 57.450.00r.984,00 1 02.652.378.353,65

6 PT. Bank Mataram Dhanarta 08 Maret 2007 336.763.209.866,98 31.1 86.000.000,00 s.507.058.537,00 501.5'18.93S.00 41.1 94.577.476,00 6.760.484.884,70 295.568.632.390,98

7 PT. Bank Pasific 08 Maret 2007 2.1 33.366.434.83S,63 332.023.076.267,80 286.635.034.003,96 33.537.227,00 61 8.691.647.498,76 1 .638.279.007.000,00 1.514.674.787.340,87

8 PT. Seiahtera Bank Umum 08 Maret 2007 1.687.349.51 5.372,53 857.387.2r 7.393,65 373.974.723.951,15 4.693.961.1 86,00 1 .236.055.902.530,80 1.01 5.640.1 1 0.944,00 451.293.612.841,13

I PT. South East Asia Bank 08 Maret 2007 899.399.023.305,99 99.302.71 9.380,89 97.482.3M.439,79 40.1 56.142,00 1 96.825.239.962,68 1 81.953.841.474.06 702.573.783.343,3 1

10 PT. Bank Dwipa Semesta 1 7 Januari 2008 1 I 0.1 05.997.1 30,87 6.970.1 34.600.00 28.025.558.872.00 34.995.693.472,00 1 14.546.599.r 55,04 75.1 10.303.658,87

11 PT. Astria Raya Bank 31 Maret 2008 578.91 8.260.698,77 1 3 1 .949.603.600,00 82.867 .150.792,42 2.776.458.61 4,00 217 .593.213.006,42 56.733.81 1.676,21 36 1 .325.047.692,35

17. PT. Bank Pinaesaan 05 Maret 2008 681.084.490.91 9,58 1 8.456.680.1 00,1 1 47.138.284.872,52 2.554.458.470,00 68.1 49.423.442,63 92.182.282.117 ,24 6l 2.935.067.476,95

t3 PT. Bank Jakarta Belum BAST 2 1 0.994.000.000,00 1 20.959.930.061,67 s0.034.069.938,00 21 0.S93.999.993,67 8 1.323.394.608.' 0,00

14 PT. Bank lndustri Sudah BAST 51 1.470.229.326,68 279.1 24.000.000,00 84.057.822.350,00 74.046.221,00 363.255.868.577,00 238.376.30 1 .422,00 1 48.214.360.749,68

15 PT. Bank Umum Majapahrt Jaya
Tt Bubar Sebelum

BAST
8.554.78S.642,67 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00 6.054.789.642,67

SK No 020111 C
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PEMERINTAH REPUBTIK INDONESIA

RINGIAN PIUTANG EKS BANK DATAM TIKUIDASI

PEB 3I DESEMBER 20I9

LAMPIRAN 11

No. ASAI. BATIIK BDI. Tanggrl BAST Asot
Jumlah Hak Taoih Atau Saldo

Awal

Sctoran Kat Kc Rckg. 8UN. 502.000000S80

Total Pengombalian s.d. 3l
Dcscmbcr 20.l9

lllilai Buku Aset Yang

Discrahkan

(Bcrdasarkan Iaporan

l(euangan Gut 0lf)

Srldo Hak Tagih 31 Dcscmbcr

2019Pcngcmbalian s.d Dcscmbcr 2006
Pcngcmbrlian Pcriodc

Tahun 2007 s.d.2018

Pcngcmbalian Pcriodc s.d

3l 0cscmber 20,l9

1 2 3 4 5 6 7 - Jumlah 4 s.d. 6 8=3-7

Total BDL Eks Dana Talangan 1 t.888.938.781.558,30 2.730.645.774.t 5t,38 1.384.1 39.375.81 9,1 8 1 t.389.952.836,00 4.1 26.1 75.1 02.806,56 4.057.86 1.644.628,6 I 7.762.763.678.751,39

lllo. ASAI. BAiIK BDI. Trnggrl BAST Arct
Jumlah Hrk Tagih Atau Saldo

Awal

Sclonn Krr Kc Bckg. 8Uil. 502.000000980

Totll Pcngcmbrlian s.d. 3t
Dmcmbcr 2019

lllihi Buku Asct Yang

Discrahkan
(Bcrdasarkrn Lrporan

Kcurngrn Gut 0ll)

Saldo Hak Tagih 31 Dcscmbcr

201 SPengcmbrlirn s.d Dcsombcr 2006
Pcngambrlirn Pcriodc

Tahun 2007 r.d. 201t
Pcngcmbrlirn Pcriodc r.d 3l

Dcsambcr 2019

I 2 3 4 5 7 = Jumlah 4 s.d. 6 8=3.7
BllI cks Drna Pcnjaminan

1 PT Bank Asiatic 886.579.224.443,83 5.000.000.000,00 84.385.858.678,00 1 28.026.31 2,00 89.5 1 3.884.990,00 797.065.339.453,83

2 PT Bank Daoano Bali 1.331.516.S1 1.477.24 494.r 58.458.863,00 2.692.120.745,00 496.850.579.608,00 834.666.33 1.869,24

3 PT Bank Global lnternasional 804.234.270.395,5 I 325.806.586.482.00 3.984.869.330,00 329.79r.455.81 2,00 47 4.442.814.583,51

4 PT Bank Ratu 7 1.81 7.985.352,00 7 1.8 1 7.985.352.00 7 1.8 I 7.985.352,00 0,00

5 PT Bank Prasidha Utama 227.134.55S.144.00 4.000.000.000,00 1 6.898.91 4.545,52 20.898.9 r4.545,52 206.235.644.598.48

total BDI Ekr llana Pcniaminan 3.32 r.282.950.8 I 2.58 9.000.000.000.00 993.067.803.920.52 6.805.0 1 6.387.00 1.008.872.820.307.52 2.3 1 2.41 0.1 30.505,06

SK No 0201l0 C

TOTAI. SA1IIO PIUTA]'IG EKS BDT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-659-

LAMPIRAN 12

RINGIAN ASET KREDIT EKS

BPPN DAN EKS PT PPA

SK No 047684 A



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 Vudited)

1. Aset Kredit Yang Telah Dilakukan Pengurusan 0leh PUPN .
a Asset Transfer Kit TK)

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-660-

PEMERINTAH REPUBTIK INDONESIA

RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN

Per 3t Desember 2019

LAMPIRAN 12.A

Uraian Debitur ATK di PUPN
Penyelesaian Kewajiban

Pemegang Saham (PKPSI

Dikelola Kantor Pusat
(dehitur ATK)

Grand Total

JUMI.AH 1 8.008. 043. 8 45.7 42,00 26.706.094.43 1.98 1,30 27 .957 .049.334.881 ,30 7 2.67 1.187 .6 1 2.604,60

Mata Uang Saldo 3l Desember 2019
(Unaudited)

Saldo 31 Desember 2019

(Unaudited)

nilai konversi

Saldo 3l Desember 2018

(Audited)

Saldo 3l Desemher 2018

(Audited)

nilai konversi
Dollar Amerika 555.614.830,61 7 .723.604.538.383,76 542.894.417,41 7.861.654.058.514,21

Poundsterling 266.124,00 4.856.745.701,94

Rupiah 7.735.862.119.807,99 7 .735.862.119.807,99 7 .707 .128.416.677 ,64 7 .707 .128.416.677 ,64
Yen Jepang 5.615.941 .858,85 718.652.985 .474,71 5.615.941 .858,85 736.334.778.417 ,30
Euro 12.826.978,45 199.954.572.130,78 13.093.1 02,45 21 6.818.503.296,39

SK No 020243 C

I 6.382.930.96 1.499,20 1 6.52 1.935.756.905,50



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 Uudited)

PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-66t-

PEMEBINTAH REPUBTIK INDONES!A

BINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN

Per 3l Desemher 2019

1.625.1 12.884.242,84

LAMPIRAN I2.A

b Non Asset Transfer Kit (Non ATK) telah PBIPJPN

*Aset kredit lllon ATK telah nenperhatikan tahap pengurusan yang telah PB/PJPfu

t.635.618.331.202,10

Mata Uang Saldo 31 Desember 2019

(Unaudited)

(Unaudited)

Saldo 31 Desember 2019
(Unaudited)

nilai konversi

Saldo 31 Desember 2018

(Audited)

(audited)

Saldo 3l Desember 2018

{Audited}

nilai konversi
Dollar Amerika 28.356.584,87 394.1 85.028.060,79 28.356.584,87 410.631 .705.502,47

Bupiah 1 .230.927.856.1 82,05 1.230.927 .856.1 82,05 1.224.986.625.699,63 1.224.986.625.699,63

SK No 020242 C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusal Tahun 2019tAuditedl

a+b Total

an iban P Saham

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-662-

PEMERINTAH BEPUBTIK INDONESIA

RlNCIAN ASET KBEDIT EKS BPPN

Per 3l Desember 2019

2.

LAMPIRAN 12.A

Mata Uang Saldo 3l Desemher 2019
(Unaudited)

Saldo 31 Desember 2019

(Unaudited)

nilai konversi

Saldo 3l Desember 2018
(Audited)

Saldo 31 Desember 2018
(Audited)

nilai konversi
Dollar Amerika 583.971.41 5,48 8.1 1 7.789.566.444,56 571.251.002,28 8.272.285.764.016,68
Poundsterling 266.124,00 4.856.745.701,94
Rupiah 8.966.789.975.990,04 8.966.789.975.990,04 8.932.1 15.042.377,27 8.932.1 15.042.377,27

Yen Jepang 5.61 5.941.858,85 718.652.985 .474,71 5.61 5.941 .858,85 736.334.778.417 ,30
Euro 12.826.978,45 199.954.572.130,78 13.093.102,45 21 6.818.503.296,39

Jumlah 1 8.008.043.845.742,00 1 8. t 57.554.088.1 07,60

Nama 0bligor Bank Asal Saldo 31 Desember 2019
(Unaudited)

Mutasi
TA 20tg (Unaudited)

Saldo 3l Desember 2018
(Audited)

Agus Anwar Bank Pelita lstismarat 577 .812.000.000,00 0,00 577.812.000.000,00
Atang latief Bank lndonesia Raya 155.727.000.000,00 0,00 155.727.000.000,00

SK No 020241 C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

-663-

PEMERINTAH REPUBTIK INDONESIA

RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN

Per 3l Desember 2019

LAMPIRAN 12.A

Baringin Marulam Hasiholan Panggabean &
Joseph Januardy

Bank Namura
1 70.1 44.000.000,00

0,00

1 70.144.000.000,00

David Nusa WijayalTarunojoyo Nusa Bank Servitia 4.308.730.000.000,00 0,00 4.308.730.000,000,00
Dewanto Kurniawan Bank Deka 0,00 0,00 0,00

Fade! Muhammad Bank lntan 136.430.000.000,00 0,00 136.430.000.000,00

Hengky Wiiaya Bank Tata lnternasional 596.794.000.000,00 0,00 596.794.000.000,00

I.M. SudiartallGD Darmawan Bank Aken 509.986.363.636,00 0,00 509.986.363.636,00

Kaharudin 0ngko Bank Umum Nasional 7 .828.253.577 .427 ,18 2.857.186.364,00 7.831.110.763.791,18

[idia Muchtar Bank Tamara 1 88.483. 1 1 8.1 82,00 0,00 188.483.118.r82,00
Marimutu Sinivasan Bank Putra Multikarsa 790.557.000.000,00 0,00 790.557.000.000,00

Samadikun Hartono Bank Modern 2.525.651.574.703,00 0,00 2.525.651 .574.703,00

Santoso Sumali Bank Metropolitan 70.460.000.000,00 0,00 70.460.000.000,00

Santoso Sumali Bank Bahari 406.41 5.000.000,00 0,00 406.41 5.000.000,00

Triiono Gondokusumo Bank Putera Surya Perkasa 4.893.525.874.669,00 0,00 4.893.525.874.669,00
Ulung Bursa Bank Lautan Berlian 424.656.000.000,00 0,00 424.656.000.000,00
KAHARUDIN (lNGKO Bank Arya Panduartha (BBK 359.435.826.603,76 0,00 359.435.826.603,76

SUJANTO GONDOKUSUMO Bank Dharmala (BBKU) 822.254.323.305,32 0,00 822.254.323.305,32

SK No 020240C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 Wudited)

Catatan:

a) Dikelola Kantor Pusat (Debitur ATK)

Jumlah

3

PRESIDEN
EEPUBLIK INDONESIA

-664-

PEMERINTAH REPUBI.!K INDONESIA

RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN

Per 3l Desember 2019

LAMPIRAN 12.4

HINDART(l TANTUTAB'ANT(lil TANTUTAR Bank Central Dagang (BBKU 1.470.120.709.878,01 0,00 1.470.120.709.878,01

SJAMSUI. NURSATIM Bank Dewa Rutji (BBKU) 470.658.063 .577 ,00 0,00 470.658.063 .577 ,00
Jumlah 26.706.094.43 1.98 t,30 2.857.t 86.364,00 26.708.95 t.6 t 8.345,30

Mata Uang Saldo 3l Desember 2019
(Audited)

Saldo 3l Desember 2019

nilai konversi

Saldo 3l Desemher 2018

(Audited)

Saldo 3l Desember 2018

(Audited)

nilai konversi

Rupiah 1 1.335.502.500.1 03,00 1 1.335.502.500.1 03,00 1 1 .364.1 55.398.555,00 1 1 .364.1 55.398.555,00

Dollar Amerika 996.655.658,92 1 3.854.5 1 5.297 .925,20 996.655.658,92 1 4.432.57 0.59 6. 820, 50

130.907.1 1 7.885,93Yen Jepang 998.413.744,00 127 .763.612.212,95 998.413.744,00

Deutschmark 0,00 0,000,00 0,00

Euro ** 436.387,00 6.802.660.206,27 436.387,00 7.226.459.623,25

Dollar Australia 1.332.783,00 12.980.046.940,07 1.332.783,00 13.609.433.720,07

Poundsterling* * 0,00 0,00 0,00 0,00

SK No 020239C

25.337.564.1 1 7.387,50 25.948.469.006.604,8 0



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

hIATK lainn

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-665-

PEMERINTAH BEPUBTIK INDONESIA

RINCIAN ASET KBEDIT EKS BPPN

Per 3l Desember 2019

LAMPIRAN 12.A

Mata Uang Saldo 3l Desember 2019
(Audited)

Saldo 3l Desember 2019

nilai konversi

Saldo 3l Desember 2018
(Auditedl

Saldo 3l Desemher 2018
(Audited)

nilai konversi
Koreksi ATK yang tercatat non ATK Rupiah 271.003.330.923,94 271.003.330 .923,94 271 .003.330.923,94 271.003.330.923,94

Rupiah 1.980.529.395.026,311 .980.529.395.026,31 1 .980.529.395.026,31 1.980.529.395.026,31Koreksi ATK sesuai LHP BPK TA2012
Dollar Amerika 26.403.988,65 367.041.978.243,59 382.356.1 59.640,6526.403.988,65

Eraska Tristi Rupiah 893.1 82.300,00 893.1 82.300,00 893.1 82.300,00 893.182.300,00

PT Teratai Mahkota Rupiah 17.331.000,00 1 7.331.000,00 17.331.000,00 1 7.331 .000,00

Total 2.6t9.485.2t7.493,84 2.634.799.398.890,90

SK No 020238C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

Catatan

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-666-

PEMERINTAH REPUBT!K INDONESIA

RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN

Per 3l Desember 2019

LAMPIRAN 12.A

Kurs Tengah Bl 31 Desember 2019 3l Desember 20tB
1 Dollar Amerika 13.901,01 14.481,00

2 Yen Jepang 127,97 131,12

3 Deutschmark 7.970,32 8.466,87

4 Euro 15.588,60 16.559,75

5 Dollar Australia 9.739,06 10.211,29

6 Poundsterling 18.249,94 18.372,78

7 Dollar Singapura 10.320,74 10.602,97

SK No 020237 C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

l. Debitur Ya Telah Diserahkan urusan Piutan aranNe

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-667-

PEMEBINTAH BEPUBTIK INDONESIA

ASET KREDIT EKS KEIOIAAN PT PPA

PER 3I DESEMBER 2(lI9

da PUPN

LAMPIRAN 12.8

Telah Dilakukan

Penourusan 0leh PUPN
Dikelola Kantor Pusat Grand Total Per 3t Desember 2019lAuditedl

TOTAT 3.956.623.1 00.039,14 5.026.381 .320.789,52 8.983.004.420.828,66

Mata Uang Saldo 31 Desember 2019

lAuditedl

Saldo 31 Desember

2019 nilai konversi

Saldo 31 Desember 2018

lAuditedl

Saldo 3l Desember

2018 nilai konversi
Dollar Amerika 106.812.508,72 1.484.801 .217.779,26 106.81 2.508,72 1.546.751 .938.774,32

841.848.780,43Dollar Singapore 79.397,45 819.440.438,1 1 79.397,45

Bupiah 2.446.885.947 .801,74 2.446.885.947 .801,74 2.448.509.128.092,74 2.448.509.128.092,7 4

18.515.644.692,26Yen Jepang 141.216.722,50 18.071 .023.841,47 141.216.722,50

Deutchmark 758.512,78 6.045.591 .145,32 758.512,78 6.422.225.862,48

4.021.040.786.202,22Jumlah 3.956.623.221.005,90

SK No 020236C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

2. Debitur Dikelola Kantor Pusat DJKN . Direktorat PKNSI

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-668-

PEMEBINTAH REPUBTIK INDONESIA

ASET KREDIT EKS KEIOIAAIU PT PPA

PER 31 DESEMBEB 2019

LAMPIRAN 12.8

Nama Debitur Bank Asal
Saldo 3l Desember 2019

lAuditedl

Saldo 3l Desember

20lS lAuditedl
Dirgantara !ndonesia PT BBD (Mandiri) 1.299.1 50.000,00 1 .299.1 50.000,00
Dirgantara lndonesia PT BBD (Mandiri) 108.990.024,00 108.990.024,00
Dirgantara lndonesia PT BBD (Mandiri) 34.584.020.409,75 34.584.020.409,75

Dirgantara lndonesia PT BBD (Mandiri) 69.1 68.040.81 9,50 69.1 68.040.81 9,50

Dirgantara lndonesia PT BBD (Mandiri) 62.099.370.000,00 62.099.370.000,00

Dirgantara lndonesia PT Mandiri 30.938.81 0.688,84 30.938.81 0.688,84
Dirgantara Indonesia PT Mandiri 112.771.449.858,24 112.771.449.858,24

Dirgantara lndonesia PT Mandiri 425.983,823.548,50 425.983.823.548,50
Dirgantara !ndonesia PT Mandiri 8.693.91 1.800,00 8.693.91 1.800,00

Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT Fasilitas Restructuring 91 .489.249.097,01 91.489.249.097,01

Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT Fasilitas Restructuring 1.212.685.353.877,93 1.212.685.353.877,93
Perusahaan Perdagangan lndonesia PT Fasilitas Restructuring 26.981 .928.647,65 26.981 .928.647,65
Perusahaan Perdagangan lndonesia PT Fasilitas Restructuring 537.678.898.460,47 615.025.707 .374,47

SK No 020235 C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited)

PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-669-

PEMERINTAH BEPUBI.IK INDONESIA

ASET KREDIT EKS KEIOIAAN PT PPA

PER 3I DESEMBEB 20I9

LAMPIRAN 12.8

Perusahaan Perdagangan lndonesia PT Fasilitas Restructuring 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00

PT Tuban Petrochemica! lndustries* MCB & MYB 81 1 .643.881 .275,00 873.81 1.488.440,40

Jumlah 3.471.t 26.878.506,89 3.6 t 0.641.294.586,29
*Piutang yang tidak terkonversi berupa denda dan penalti MYB Tuban Petro selama 10 tahur

SK No 020234C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

G Texmaco (dalam ral*

* Berdasarkan Perjanjian dengan PT. PPA tahun 2013

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-670-

PEMEBINTAH BEPUBTIK INDONESIA

ASET KREDIT EKS KELOTAAN PT PPA

PER 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 12.8

No Debitur Mata Uang
Saldo 3l Desember 2019

lAuditedl

Saldo 31 Desember

2019 nilai konversi

Saldo 3l Desember

2018lAuditedl
Rupiah 1 51 .367.074.750,00 1 51 .367.074.750,00 1 51 .367.074.750,00

1 Jaya Perkasa Engineering, PT
Dollar Amerika 38.822.432,00 539.670.821 .344,1 6 38.822.432,00

Rupiah 459.555.536,00 459.555.536,00 459.555.536,00
2 Polysindo Eka Perkasa, PT

Dollar Amerika 960.092,00 13.346.243.692,46 960.092,00

Rupiah 365.572.613,00 365.572.613,00 365.572.613,00
3 Texmaco Jaya, PT

Dollar Amerika 2.435,00 33.848.947,18 2.435,00

4 Wastra lndah, PT 10.493.948,00Rupiah 10.493.949,00 10.493.948,00

Rupiah 470.399.713.486,00 470.399.71 3.486,00 470.399.71 3.486,00
5 PT Bina Prima Perdana

Dollar Amerika 25.540.008,00 355.031 .778.908,04 25.540.008,00

Grand Total 1.530.685.103.224,83

SK No 020233C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

5 Dehitur eks kelolaan PT PPA sesuai tHP BPK tahun a

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-67t-

PEMERINTAH BEPUBTIK INDONESIA

ASET KREDIT EKS KEIOLAAN PT PPA

PER 31 DESEMBEB 2019
aran 2013

LAMPIRAN 12.8

No Nama debitur Mata uang

Saldo 31 Desember 2019

lAuditedl

Saldo 3l Desemher

20lE lAaditedl

1 PT Citra Makmur Asia Rupiah 24.561.586.875,00 24.561.586.875,00

2 Abdul Hadi Rupiah 4.911 .933,42 4.911 .933,42

3 Faridah Rupiah 2.528.941,32 2.528.941,32

4 Haryanto Rupiah 59.266,60 59.266,60

5 Zainal Abidin Rupiah 252.041,46 252.041,46

Total 24.569.339.057,80 24.569.339.057,80

SK No 020232C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited)

Catatan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-672-

PEMERINTAH REPUBTIK INDONESIA

ASET KREDIT EKS KEIOI.AAN PT PPA

PER 31 DESEMBEB 2tll9

LAMPIRAN 12.8

Kurs Tengah Bl 3l Desember 2019 3l Desember 20t8
1 Dollar Amerika 13.901,01 14.481,00

2 Yen Jepang 127,97 131,12

3 Deutschmark 7.970,32 8.466,87

4 Euro 15.588,60 16.559,75

5 Dollar Australia 9.739,06 10.211,29

6 Poundsterling 18.249,94 18.372,78

7 Dollar Singapura 10.320,74 10.602,97

SK No 020231 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

-673-

LAMPIRAN 13

BAGIAN LANGAR TP/TGR

SK No 047829 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-674-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

PEMER!ilTAH BEPUBI.!I( !ItIDOItIESIA
B A G I A ttl t A ttl C A B T U IT TU TA tT P E R B E iI D A H A R A A ttl IT U tU T U TA tt| G A IU T ! B U G I

PER 3I DESEMBEB 2019 DAIII3l DISEMBER 2018

LAMPIRAN 13

il. tA xEmEirEitlil ilEGAillt EiulGt I lESElrlEi 20tl lfuait al

tiuT0 PEilYtSHlil IITTTO .IUTO PEI{YISIHAT TETTO

I 001 Mfu TTIS PTRMUSYAWAEATAN RAKYAT 82 051 392 (4r0 257) 81 Mr 135

7 002 OEWAN PIRWAKITAI{ RAKYAT

3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAI'/ 89.976.996 (13.837.802) 76 139 194 106 226 996 03.919 051) 92 307.945

4 005 MAHI(AMAH AGUiIG 202296079 (49 51S 945) 152.176 134 1.041.454 419 {E67 r37 0r2) 114 311 407

006 KEJA(SAAiI AGUIiG r7 892 {50 (89 462) 1 7 802 98E 20 262 450 (101 312) 20 t6t 138

6 007 SEKBTTARIAT iITGARA

I 0r0 KEMtltlTtRlAN oALAM lltGtRl 18 365.973 571 (9 4t8.043 956) 8.947 929 6r8 18 509.229 574 (92 546 148) t8 416 683 426

0ll KEMTNTERIAN I-UAR NTGEBI 35 182 4S5.56e \32 SAt 270 573', 2242224 996 34 908 690.307 (33 209 023 r54) I 619.667 153

I 012 I(EMINTEEIAN PERTAHANAiI 438 40r.336 (429.806.303) 8 595.033 438./101 336 (429 806 303) 8 595.033

10 0r3 (EMEliTt8lAl'l HUKUM DAI'/ HAI( ASASI MANUSIA 427 956 67t (2 139 784) 425 816.894 337 616 858 {1 688 082) 33592E 716

1l 0r5 KEMENTIRIAT'I (EUANGAN 30t 285 675 (1 541 434) 306 745 241 239 190 122 (1 195 95r) 237 9S4 1 7I

12 0t8 KEMENTEBIAN PERTANIAN 21 474 181 r09 (17 8r0 177 092) 3 5M 004 077 24221 611 824 il7 783 975 53r) 5 443 635.2S3

0rs KEMENTIBIAN PEf, IIiOUSTRIAN

14 020 KEMEIiTERIAiI EIiEBGI OAIi SUMBER OAYA MIIIERAT I 2.046.668 (9 492 833) 2 553 835 r0.230_000 (9,183 750) i40 250

l5 022 8 r00 m0 (40 500) 8.059 500

l5 023 (EMENTERIAN PETDIOI(AN OAiI (TBUOAYAAN 577 095.m0 (2 885 475) 574 209 525 8,+0 073 333 {4 200 367) 835 872 966

11 024 KEMENTERIAN KESEHATAf{ 6r3 457.0r8 l.24 129 862l 588 727 156 il2781164 {3 055 728) 539 725 036

l8 025 KTMENTERIAI'/ AGAMA 5 392 000 5 392 000

t9 026 KEMENTTRIAN KETEIIAGA(ERJAAiI 12 739 654.t04 (5.473 155 r24) 7 266 499 680 12.866.689.195 (5 473 790.297) i 392 898.898

20 027 KEMEiITERIAiI SOSIAI.

21 02s KEMEiITERIAN I.IITGKUNGAN HIOUP OAI'I KEHUIANAII t0 734 095 274 {9 335 8r4 535) r 398.280 739 I €l r0r 667 19 422411 963) 68 629 704

032 l(EMEiITTRIAI{ KETAU]AiI OAII PTRIl(ANAN 12 223514 {45 160) 12178384 23821 151 (109.526) 23717 525

033
KEMENIERIAN PEKEBJAAN UMUM OAITI PENUMAHAN

8A(YAI
r35 6lS 210 (5r5 096) 135 104.r r4 r88 021 7r4 (940 r l0) 187.081.604

24 034
KEMENITNIAN KOORDINATOR BIDAIIG POTITI(, HU(UM, OAI\
(EAMAIIAi/

035 (TMENTTRIAI'/ KOORDIIIATOR BIDANG PEREKONOMIAN

26 036
KTMTI{TTRIAN KOOBDIIIATOR BIOAIIG PTMBAI{GUI{AN

MAiIUSIA OAN KEBUDAYAAI'/

27 040 KEMEI'ITtRIAN PARIWISATA

28 041 KEMEf'ITERIAII EAI)AN USAHA MIII( I{EGARA 3 500.004 {r7 500) 3 482 504 3.500 004 07 500) 3 482 504

29 042 KEMTI'ITTRIAI'I RISET, TEKI{OLOGI OAN PEI{OIDIKAN TINGGI 250 000 (1 250) 248 750 3 000 000 (15 000) 2 985 000

30 044 (EMENTERIAN KOPEBASI DAiI UKM l9 996.000 199 980) r9 896 020

3l 047
KEMtt'lltRlAl,l PEMBEnDAYAAI'/ PEREMPUAI'l 0Al{

PERLINDUNGAITI ANAK

048
KEMEilIEBlAltl PEltl0AYAGUilAAll APAnATUR NEGARA DAltl

BETOEMASI BIBOKBASI

050 BAI)AI{ It'ITItIJEIi IIEGARA

v 051 LTMBAGA SANDI NEGARA

052 DEWAI1 XETAHAiIAN NASIOI'IAt

36 054 BAoAItl PUSAT SIATISTI( 24.603 633 rt8 (r8.122 541 8781 6.487 09r.310 19.710 338 388 (r8 330 000.346) 1.380 338 042

055 KEM€lIIERIAII PPNiBAPPENAS 51 805 010 (259 025) 51 546 055

38 056
KTMENTERIAN AGBARIA oAil TATA RUAI'{GlBADAlt/

189 094 326 (945 471 ) 188 148 855 319 952078 (1 742 310) 318 219 768

39 057 PERPUSTAl(AAN NASIOI{AI- BEPUBI.IK II{DONESIA 3 r94 091 05970) 3 178 r28 4 396 980 (2r 985i 4,374 995

40 05s KEMEiITERIAiI KOMUNIKASI DAII INFORMATIKA 1 229.749 ilt {757 9r3.498} 47r 766 050 I 269.849 5rl8 {762.633.i198) 507 216.050

4t 060 l(EP0I-lslAi/ NEGAnA REPUBtI( llio0t'lESlA 474 5r3 99t 12 3725101 472.141 428 235.891 869 (r 749 460) 234.142 409

42 063 BADAN PEiIGAWAS OBAT OAiI MAKANAiI 4.839 9t1 (24 2oo) 4815784 4 839 S84 (24 200) 4 8t5.784

43 064 TEMBAGA I(ETAHAt,JAt'/ NASIOi]At

44 065 EADAII KOORDII'/ASI PENANAMATTI MODAT

45 066 BAOAI'I NABKOTI(A I{ASIOI'IAI- 8.395 000 (41.975) 8.353 025 12.009 612 (60 049) I I 949 623

46 067
KEMEI'/TERIAN OESA, PEMBANGUiIAI'I DAEBAH TEBTINGGAL

DAI'I TRAI'/SMIGRASI
88 468.1 00 (442 338) 88 025 762 88 468 100 (442 338) 88 025162

41 068
BADAI{ KEPETIDUDU(Ail 0AN KttUARGA BERtNCAIIIA

IiASIONAL
39.4ilt 5t0 (197 r68) 39 236 51 2 39 433 680 (r97 r68) 39 235 51 2

48 074 KOMISI NASIOI{AI. HAK ASASI MAI{USIA

49 075 BAOAN METEOROI-OGI, KTIMA]OTOGI, DAiI GEOFISIKA l2 356 464 (6r 7821 12.294.682

50 076 XOMISI PEMITIHAN UMUM 1 903 889.653 (r2 869.1 l3) 1_89t.020 540 1.762.067 846 (27 364 r95) 1 734 703 651

5l 077 MAHKAMAH KOIiSTITUSI 8r 000 000 {81.000 000) t01 904 000 (101 904000)

07E PUSAT PELAPORAN OAiI ANALISIS TNAilSAKSI KEUANGAiJ

53 07s TEMBAGA IiMU PEi]GETAHUAII INOOITESIA 13.100,000 (r 310 000) 1 1 790.000

54 080 BADAN TEiIAGA iIUKI,IR IIASIOi/AT 2.375 000 (1 1 875) 2.363 125 21 136 000 (105 680) 21 030 320

55 081 BADAiI PEilGXAJlAlt/ DAI{ Ptl[tRAPAil TE(N0L0GI t98 741 111 (993 706) 197.741 405 lg8 741 111 (993 706) 197 747 405

56 082 TTMSAGA PEiIERBANGAiI OAI'{ AiITARI(SA NASIONAT r 688 093 229 {8 440 466) r 679 652 763 2 r00 434 041 (10 502 170) 2 089 33l 871

57 083 BAt)AN II{TORMASI GEOSPASIAT 20 555 5g) l10z11El 20 452 752 4 104 000 l2o 520) 4 083 480

58 084 BADAiI STANDARISASI ilASl0l'lAt

59 085 BADAiI PENGAMS TEiIAGA ltlUKtlR r2.000 000 {60 000) I I 940 000

60 086 TEMBAGA AOMIIJISTBAsl NEGARA 62 068 956 {310 344) 6l 758.612 62 068 956 (310 3,14) 6r 758 612

087 ARSIP NASIOiIAI. REPUBLIK INDOiIESIA
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PEMERIilTAH BEPUBTIK IiIOOtt|ESIA
BAGIATU tAtUCAR TUITTUTATI PERBEITDAHARAATTI'TUIUTUTAITI GAiITI BUGI

PER 31 DESEMBEB 2019 DAITI 31 DESEMBEB 2lll8

LAMPIRAN 13

il. 8A lGtrlEilIERlllt llEGAnlllttrlllGt
3t DEStMltl 2!tl niait al

8[UTO PEitYtSlltlil IIETTO

62 088 BADAN (EPEGAWAIAII IIEGARA

63 089 BAOAN PTNGAWASAI\] l(EUANGAIl] OAi] PEMBAiIGUi/AI,I 473 568.000 (2 36i 8,+0) 47r 200 160 873 97r 250 {4 369 856) 869 601 394

M 090 KEMENTTRIAN PTRDAGAIIGAII 109 866.324 (549 332) l0s 316 992 101 466324 (507 332) t00 958 992

65 092 (EMEiITTRIAI{ PTMUDA DAN OI-AH BAGA

66 093 KOMISI PEMBERAiITASAI{ KOBUPSI 1 32 984 38r i6M 922) r32 319 459 r62 032 70S (6 282 6M) 155 750 045

67 095 OTWAII PEBWAKILAi/ DAERAH r01 285 7r5 i506 429) r00 779 286

68 r00 KOMISI YUDISIAL

69 r03 BAI)AII I{ASIOIIAI, PEI{ANGGUTANGAN BEIlCAIIA 531 458 583 12459UUzl 285 534 341

70 104
BAOAi/I'/ASIOt'iATPTTJTMPATAI'/DAttPERTII{DUNGAi/

TENAGA KERJA Ii/DOiIESIA
246 498 

'100
\12 632 492) 233 865 908 rs2 580 000 02 362 900) 180 217 100

71 106
TEMBAGA KtBIJAKAN PEiIGADAAiI BABAItIGiJASA

PIMERINTAH

107 BAOAiI SA8 iIASIONAL 4 060 000 (20 300) 4 039 700

73 108 l(OMISI PTRSAINGAN PEGAI'!ASAN USAHA 3 480.000 (r7 $0) 3 462 600 664 i01 t49 (455 883 215) 207 817.9U

t4 109 BAOAIi PINGEMBAI{GAN UTAYAH SURABAYA MAOURA 735 616 452 (464 948 692) 2i0 687 760

110 OMBU()SMAN REPUBTIK INOOITIESIA

76 lil BADAII IIASIOITAT PTI'IGTTOTA PEBBATASAN

112
EADAI/ PENGUSAHAAN l(AWASAN PEROAGANGAN BEBAS &
PETABUHAIi BIBAS EATAM

78 il3 BAOAiI NASIOiIAL PENAiIGGUTAI'iGAN TERORISME

79 il4 SEKRTTARIAI (ABINET

80 ll5 BAOAN PTNGAWAS PEMII-U

8t il6 TEMBAGA PENYIARAN PUBLI( BBI 18r.45r.044 (r48.918 027) 32.533 0r7

1',t7 ttMBAGA PTNYIARAN PUBIIK TVflI 553 672.r52 (265 4r4.r85) 288 2s7 967 188.620.97E (464.100) r88 r56.878

83 118
BADAN PTNGUSAHAAN KAWASAi] PEROAGAiIGAT'I BEBAS

245 280.518 (r 136 403) 2M tM175

84 119 BAOAN KTAMANAI'I TAUT

120 l(EMENTtRlAil K00BDlilAT0ff BI0ANG (EMARITIMAItI

E6 121 BAOAN EKONOMI KREATIT 165 144000 1825 7201 164.318.280

81 122 BA0Altl PEMBINAAN lDt0t0Gl PAt{CASltA I 106.041 lgt (5 530 206) I 100 510 992

T0Tlt ll5.727.417.12! {rt25{51r.r42 .0.t73.0!7.7t7 fi1t2t.!50.r40 (t7,5orrt0.3a! tsrt3.lt!.41t
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PEMEBINTAH REPUBTIK INDONESIA
PERSEDIAAN

PER 3I DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBEB 2018

LAMPIRAN 14

{dalam Rupiah)

llo. BA KEM EITITERIAIU tT EGAEA'tEMBAGA
31 0EStMBtB ZUtC

(Auditedl
3I DESEMBEB 20I8

(!rrditedl

I 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 20.555. r 25.996 r 1 .286.396.31 I
2 002 OEWAN PERWAKILAN RAKYAT 26.808.990.001 23.226.536.663

3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 15.122.730.192 1 5.843.61 2.528

4 005 MAHKAMAH AGUNG 21.655.458.707 23.353.040.743

5 006 KEJAKSAAN AGUNG 46 r .66S.749.675 468.31 r .929.929

6 007 SEKRETARIAT NEGARA 653.664.943.349 5S6.880.1 69.078

7 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 92.299.467.705 170.851.287.822

8 0lt KEMENTERIAN LUAR NEGERI 68.130.933.51S 63.604.896.877

I 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 60.768.547.047.754 57.801.718.824.526

l0 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 539.879.870.427 4r 1.488.366.832

1l 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 357.732.469.934 368.543.028.343

12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 3.379.388.077.960 889.356.431 .578

13 019 KEMENTERIAN PERINOUSTRIAN 220.913.541 .087 312.622.732.637

14 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1 .898.7 48.247 .837 2.027.676.296.737

15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 8.076.61 5.771.648 8.1 89.041.789.589

l6 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 366.768.1 89.689 1.232.210.766.192

17 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 8.351 .013.323.371 8.848.474.789.132

l8 025 KEMENTERIAN AGAMA 99.843.95 1 .234 8 r .382.238.30S

19 026 KEMENTERIAN KETENAGAKEBJAAN 783.296.342.562 416.157.184.324

20 027 KEMENTERIAN SOSIAL 455.884.848.039 451.765.3 1 9.89 1

21 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1.r99.736.345.919 973.1 94.41 0.140

22 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 98.769.6rt4.733 r87.1 13.345.598

23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 8.673.764.8 1 8.693 10.117.302.555.177

24 034
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, OAN

KEAMANAN
46.235.386 1 3.038.S50

25 03s KEMENTERIAN KO()RDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 439.174.124 781 .297.894

26 036
KEMENTERIAN KO(]RDINAT()R BIDANG PEMBANGUNAN

MANUSIA OAN KEBUDAYAAN
1.519.072.537 1.828.380.7i8

27 040 KEMENTERIAN PARIWISATA 20.941.321.841 29.1 04.736.750

28 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 1.731.275.125 1.633.934.371

29 042 KEMENTERIAN RISET, TEKN(]L(]GI DAN PENDIDIKAN TINGGI 2.949.226.892.025 2.809.327.268.968

30 OM KEMENTERIAN K()PERASI DAN UKM 88.240.415.725 64.30r.362.339

31 047
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK
s.831 .258.497 8.426.066.348

32 048
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REF(]RMASI BIR(]KRASI
1.361.041.177 1.474.233.641

33 050 BADAN INTELIJEN NEGARA r 3.050.01 6.603 I 1.181.461.354

34 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 8 r 5.092.601 611.821.950

35 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 754.000

SK No 047822 A
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PEMEBINTAH REPUBT!K IND(lNES!A
PEBSEDIAAN

PER 3I DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBEB ztl|8

LAMPIRAN 14

(dalam Bupiah)

tIo. BA KEM EITTE BIATII IU E G ARAITEM BAG A
3I DESEMBEB 20I9

lAildirEdl
3I DESEMBEB 20I8

lAildirrdl

36 054 BADAN PUSAT STATISTIK 78.536.1 1 7.950 29.209.225.390

37 055 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 88.524.541.338 1 .003.556.532.748

38 056
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN

PERTANAHAN NASIONAL
1 13.094.198.603 82.903.600.336

39 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK IND()NESIA 12.630.909.M7 1 1.868.690.299

40 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI OAN INFORMATIKA 6.585.979.022 7.M2.895.214

41 060 KEP()LISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 6.1 50.975.026.09 1 5.823.228.307.786

42 063 BADAN PENGAWAS ()BAT DAN MAKANAN 1 58.059.1 62.1 01 1 55.641.585.1 96

43 064 LEMBAGA KETAHANAN NASI()NAL 261.879.434 249.894.626

M 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 2.910.569.434 2.156.865.494

45 066 BADAN NARK(]TIKA NASI(]NAL 26.909.822.005 36.902.363. r I 1

46 067
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DAN TRANSMIGRASI
406.694.677.561 581.713.720.524

47 068
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

NASI()NAL
572.820.250.095 623.579.528.663

48 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 309.804.498 521.832.004

49 075 BADAN METEOROL(]GI, KLIMATOLOGI, DAN GEt)FISIKA 1 28.439.482.685 114.812.864.174

50 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 84.739.247.412 1 .050.272.584.033

51 077 MAHKAMAH K()NSTITUSI 2.475.602.620 2.052.266.170

52 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2.059.387.646 1.772.854.264

53 0i9 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDt)NESIA 26.008.324.171 8 1 .01 3.520.968

54 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 79.0 1 0.653.331 66.781.667.698

55 08r BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKN()LOGI 20.045.027.316 14.646.643.458

56 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 58.138.81 1.220 57.3 1 8.366.099

57 083 BAt)AN INFORMASI GEOSPASIAL 1 28.296.1 69.856 1 31.41 3.937.869

58 084 BADANSTANDARISASI NASIONAL 1 70.039.539 1 1 1 .866.751

59 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 2.81 8.379.1 54 3.252.036.988

60 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2.4r 2.86S.884 2.640.228.608

61 087 ARSIP NASI(]NAL BEPUBLIK INDONESIA 1.804.956.408 2.268.275.397

62 088 BAOAN KEPEGAWAIAN NEGARA 9.23 r .603.900 1 1.054.864.1 15

63 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 9.220.571.216 9.843.219.941

64 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 3.361.324.664.2 1 4 3.881.570.620.91 7

65 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 32 1 .446.283.566 498.832.224.112

66 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 1.222.364.380.882 r .098.833.089.639

67 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 675.040.1 5 r 790.360.885

68 r00 KOMISI YUDISIAL 665.953.472 484.539.172

69 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 191.049.761.763 234.1 96.545.653

70 104
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA

KERJA INDONESIA
44.9r 9.082.188 45.677.965.002

71 r06 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG'JASA PEMERINTAH 493.086.650 1.060.478.766

SK No 047821 A
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PEMER!NTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN

PER 3I DESEMBER 2(lIg DAN 31 DESEMBEB 2(lI8

LAMPIRAN 14

(dalam Rupiah)

ilo. BA KE M EiIIE BIATII II E GARA'tEMBAGA
3I DESEMBEB ZUIS

lAndiredl
3I DESEMBEB 20I8

llrrditadl

72 107 BADAN SAR NASIONAL 123.152.102.407 157.465.334.995

73 r08 K()MISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA 241.905.396 368.339.492

74 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA 69.909.295.651 90.363.242.495

75 110 ()MBUDSMAN REPUBLIK IND()NESIA 976.731.399 837.246.364

76 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 1 55.033.238.928 1 1.331.227.996

77 112
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS &

PELABUHAN BEBAS BATAM
r 6.583.264.3 1 4 18.626.355.r1s

78 113 BADAN NASIt]NAL PENANGGULANGAN TERORISME 475.377.062 438.355.222

79 114 SEKRETARIAT KABIIiET 3.466.775.929 1 .763.974.1 62

80 115 BADAN PENGAWAS PEMILU 14.448.455.322 r 69.498.21 3

8r 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI 2.935.224.196 4.855.554.074

82 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVBI 1.788.828.755 2.544.479.692

83 118
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

PELABUHAN BEBAS SABANG
r 8s.068.620 206.172.928

84 r19 BADAN KEAMANAN LAUT r 3.487.365.480 r 5.325.391 .91 4

85 120 KEMENTERIAN KO(]RDINAT(]R BIDANG KEMARITIMAN 207.218.045 321.591.664

86 121 BADAN EKONOMI KBEATIF r3.765.638,1 r4 8i4.545.1 40

87 122 BADAN PEMBINAAN IDE()LOGI PANCASILA 586.572.492

JUMTAH PAOA K't r 23.447.38 r.8 r 8.805 r r 2.585.262.S23.S23

88 999 BENDAHARA UMUM NEGARA 2.708.1 06.030 5.394.004.262

IOIAT r 23.450.089.924.835 r r 2.590.6s6.S28.1 8s
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IKHTISAR TAPOBAN KEUA]IIGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)

NERACA PER 31 DESEMBEB 2019

'UMf{

STATUS

tt?0ilt{
TESEH

lTilt tsEr t Aic^i astl Tr0Ar
taf{cli IOIAT ASET

llA]urls
JAI{em ?Eilot(

Lta]UIls JtiGxA
?lilJlk

IOTAI
uAillrTA3

M0o^t
sAflai,

rtMtlflli
MoDA| Dlsnoi ttYtDs txurTAs LA[{ sAtD0 tAtr

EXUtTIS YAil0
0trrillus[(Ail
{FPIDI IFMI I(

xE?EI{T[{GAt I{0t
?ttGHiDlu JUMTAH EKUITAS

8.hrm
lirgrr l*)

xE?tt il.[(1il
ilEGlil

I 2 3=ll +2) I 5 6=14+ 5l 7 I I t0 1t l2=r+a+!+ l0+l I l3 l4-12+13 l6 = I 2x16

17 il3 69i

9a ls2 235 23r 164 51E 00 517) 1 lE5 669

6
P.ruh Lslb.9. (rhlor B.rnr iheonrl

ludl.d 2019
t8a 3E7 1215t 2t3 tas 53 021 124 101 rt7 1r9 I lt5 t7 605 155 i59l il 687 55 729 2t1 56 0t6

t00.00
55 729

1

P.rm lmbrga P.nycl.ngg.n P.l.y.nrn
lltrgtn Pm.rbrne.n lndon.o. Audr.d 2019

3 839 t73 ?276?36 6 I15a(|l s25 916 39 188 965.1U 1 5{t 351) {516 195} 975 506 x 121 155 5 r50.004 s r50 004

I00,00

5 r50 004

t ttrdil.d 20lS gr 1t4 233rS3 321 ttt tl! {il 10? 547 251 0ll 231 763 271 03t 6t3 t43a 924 73 566 73 566
r00,00

73 566

o
P.rum PHc!t.k.n fl!!.rr B.publk lndon$tr

TW ilt / 20t9
619 891 91 a22 tll 316 3S3 0l! l/t 213 584 301 43 719 {tu 139 3il It30t5 tE3 0t5 100,00

tE3 01 5

l0 ludilld 2019
? 823.1t2 3 11?319 6 065 56r I 18S 233 2.SSE 827 363 573 164 05S) il07.3621 2 860 730 3 052 912 13 192 3 066 73t

t00,00
3 052 941

r0 s67,94r il.121 09E (?.1 1 I 420 513 1 r 42t 09t
{70 367 155001 lt ,46

136 02S 20 472 20 172 100,00 20 412

3 173 109

E3a E3S 21E 551

11.215.3t5 te 555 221 lss M9)
PT ASASRI lP.rrdo) Un.udrhd 2019 22301 101

2_303 r02 73t15E9 I 614.6et

10
PT B.h.n. P.mbm?.n lJ,.h. lndoi.ir

ludil.d 20lg
1 663 t;e 2 567256 a 23' r55 91S 196 r s6s M9 2 Sle 1t5 272 500 t, 06s) t3t 367 336 7S8 92t2t2 I3180t0 r00,00

396 79t

{t 163 t2l t5r t2t 151 100,00 12E 151

PT B.nk l{mdilr {P.,..r0) Thl ludl.d 20lS 531 75S 395

l3 PT B.hl li.grr. lndon.sr lP.r.ro) Tbl
Aud[.d 20lS 1)? lla?71 623 490 917 8!5 6n5 20t 539 610 575 i20 601 260 9.09 807 lr 56816t t6 12t 7eS 12 463 505 t22 515 579 2 4tE 369 125003 941

60,00
/3 509 34i

ll PTB.nk R.ky.t lidoncoa (Pu3.ro) Tbl
Audn.d 20lg

I 361 995 021 il16? 917 r l16 75E 140 1 059 r !t 759 14t t55 7!6 1 701 914 ila 6 t67 ?Cl 139 lE5 17 eic 526 181 321 431 206 323 433 2 4i0 903 20E 764 336
5t.20 il8 017 004

15
PT B.ntTrbuncan l.sil. (P.rs.rc) Tbk

Audnld 20lS
303 t46 E6l I 529 S50 31 I 776 E2E 233.955 I I8 53 Sts 5t5 2E7 Sto 633 5 295 000 2 05t ail 312a 74 t3 36t 997 23836 t95 ?3 836 I95

60,00
14 301 7t7

a g3t 735 3211fii r03 760
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited)

IKHTISAB !.APOBAiI KEUAIIIGAN PEBUSAHAATII ITEGARA (BUMIII)

NERACA PER 3I DESEMBEB 2019

to ]rMt{ SIATI S

tAT0iAf{
XESEH

ATlt lsEr t AtcAi ASCI TIOAI(

tat{cli IOIII, ASET
Ul]ilrAs

JII{G(A IEilDEI{
Lta]urAs JlfloKA

?AI{Jlitc
IOIAT

Ltt]l'lTAS
M0Dfl.
sA[AM

TAMtIHAil
M0DA| DtSrToi

IPYIDS Et(utIAs rarx 3tt00 LAtA
Ef,UIIN IAilg
DtlTi[lrstmil tG?tt{Trt0tt t{0t{

PEitGfi{0lU
JUMTIH EI(UITAS

Srhe
ilqrr {*)

xEtElcUxlt
I{EGAiA

I 2 3=ll +2) a 5 a=6+51 1 I ! t0 il l2=7+l+l+10+ 1 I t3 t4=12+13 l6=12115

r00,00

t00,00

1 392t17
s67 ts5

7 444 ?22
3r3 233

2E
PT Dot d.n ?.rtrp.l.n xodt. Eahn,

Aodl?d 2019
937 19r 1 452 S30 2 450ail 3 301 511 3/3 003 3677 511 975 600 63t 550 092 t2 75a 1l9l tl 227 0031 11 221 0e3l

t?74 963)

99,95

29
PT Dok d.n Pdk.p.l.h Sorab.yr lPmil0)

Audilrd 2019
7t 5 557 425 67t il2 23? a67 837 41S 359 91, r95 ?t0 938 50 17? ?7n 1695 55ll r2l2 3i6i 40?

100,00

30 Audilrd 2019
61 3lt 21 321 01 575 56 0il 6il il 675 r5 555 710 16 123 32 Stt l2 33.000

100,00
32 988

PT G.r.n (P.trdo) ludnld 2019 902 317 902 9t7

22171 122 1t5 lE' 22 95E 603

3t
tT lndon.na Atilan Alum'nrum {Pds.ro) lud[.d 2019

13 685 7?3 r2r 177 109 r 6{ l,t3 032 21 r4,t 410 5l_907.144 s3 052_2${ 51 r7r.91r lt9 00t 920) r1.010.r2a I 390 433 58 576 57i t3 2 l4 2n0 71 190 77e
100,00

5t 576 57t

ludil.d 20lS 6.157.301 131t.05r ,.175 355 5658717 26.007

13
PT lndsh S.nden! flu3.nbra (P.rrno)

Un.ud(.d 2019
t11 086 602 212 302 39r l13 556 115951 ts8 E70 650 t90.376 1203 63t) il5.25t rE6.25E

r00,00 lt6.25r

a1
PT lndotu T.l.komunrft., lndon.n.

Audil.d 20lS 4il ill el t.52t I 3e3 343 t1t 105 143 li1 r 661 980 350 000 1.229 151.612 lr.372,l0tl 0m ?ml 593 {26E 637t
t00,00

41
PT Xaw[an Brrlal ttaahlara (Pssdo]

Aud[d 2019
55t t0t I 621 312 2 t!0 ti3 55t 040 213.197 115131 363 g5 ilt 068 {5 764) s31 t72 I 40502r 25 1.405 015

73,15
1027 173

4t Aud(d 2019
ts2 t29 1r6139 309 26t 15 9l/ 54 063 t00 050 40000 | 322) t70 540 209.219 209.219

60,00
r25 531

50
PT Xrwrt.n lnduiltr Wil.y.kutum (P.tr.ro)

Audilld 2019
il7.460 2a3.252 350 7t I s.932 u 7)3 92 105 25 863 (a0l zat atz 26r 106 600 26t 006

5r,09
136 6tE

ludtud 2019 11 905 5t7 I t1338t 16 sl6 535 25093323 12 26t 713 (3el 5{rt)
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

I K H TI S A R tA P O R A I'I I( E U A tII G A III P E R U S A H A A tII t{ E G A B A ( B U M tU }

iIEBACA PER 3I DESEMBEB 20IS

x0 tufilt{
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ls€T Ttoat(
tlitcai IOIA] ASET

1ll]Ltrts
JAilOXI ?EI{DE(

llA]urAs Jfi{0t(l
?il{Jil{G

r0Tlt
LtAilltrts

M00fl.
slflAM

rAMartAr{
M00lt DtsEToi

!?Yt03 Et(utTAs tltt{ slt00 tlil
E(UrrAS Ylile
0tAri[ust{tr
(FPlOl tFMlt(

lcttt{I[{Gtil i0il
tEf{GEl{0ail

JUMITII EI(UIIAS
S.hrm

il.e]. l*l
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I 2 3=ll +21 4 I l= ta+ 5l 1 I s t0 il l2=7+l+l+ l0+ I I l3 ll- l2+ l3 l6= l2xl5

1 I 00t.090

55 Audnld 20lg
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364 05t

s{7 593
501. I t7 3.ElD t7t

3t 62r
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3 aag 572 3 75t 0E5 7 200857 t03 573 224 255 1 n21 aze / 065 09? $4 951 fl05 365) t! 354 7$! 5t63g?1 s0l 6 172 t29 100,00

6 I59 971

6l PT P.n$rn!un.n Pmmfi.n lP.6.ro) Tbk
Audl.d 2019
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6 851 57t
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(Pu..roi
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IKHTISAR LAPOBAt'I KEUATTGAN PERUSAHAAIII ITEGARA (BUMttl}

IIIERACA PEB 31 DESEMBEB 2019
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I 099 8r7

93 Un.ud[!d 2019 a! 722 000 I79 4E6 000 221 20E 000 il 359 000 l5 sts 000 103 Sst 000 a s53 000 2711000 aol 000 s1 1r9 000 99 56t 000 17.6t! 000 il7 2S 000
52,09

5t t6t 325

lr | 576 r0t 232 1r 605

230 505 t00,00

2 713 030 t9 2r5 733 05,05 10 73900E

LAMPIRAN 15.4

SK No 020191 C

'l l.bkomnrtrn hdon.d. llasrrcl I bk



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Auditedl

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-685-

IKHTISAR TAPORAN KEUAilGAtll PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)

TAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YAilG BERAKHIB 3I DESEMBEB 2019

LAMPIRAN 15.8

{dalam

NO BUMTI
STATUS

I.APORAN

PENDAPATAN

USAHA

HPP+ BEBAIT

USAHA
TABA USAHA

PENDAPATAlII

tAIN. I.AIN

BEBATII

tAtil.tAtN
EBIT BEBAN BUIUGA

TABA SEBEI.UM

PAJAI(
PAJAK

I.ABA RUGI TAHUN

BEBJAI.AN

PENDAPATAN

KOMPBEHENSIT

I.ABA BUGI

I(OMPREHENSII

TAEA BUGI

TAHUN

BEBJAI-AN

DIATBIBUSII(AN

KEPADA ENTITAS

PINGEfIIDATI

TABA BUGI

KOMPREHENSIT

DIATBIBUSIKAN

KEPADA ENTITAS

PENGENDAI.I

1 2 3 = (1.2) 4 5 6 = 13+4.5) 7 8 = t6.7) g l0 = (8-9) fl l2=10+tl t3 14

I Pcrum Bulog Audrtcd 2019 26.637 045 26.355.237 28r.80t 536.423 435.731 382.500 2.525.426 l?142.924, (372.932) fl.769.994 22859 (1.747.1351 ('t.756.640 {1 733 Sr2

2 Pcrum Damn Audrhd 2019 1.241 951 1.21 1.518 30.43: 48.0S3 1 1.1 05 67.421 't9.495 41.92t 4.6M 43.28i 8.596 51.85€ 43.26i 51.85(

3 Pcrum Jamrnan Kr!dil lndoncsta Audrrrd 2019 3.312.044 2.60r.848 71 0.1 9[ 55.518 765 714 765114 139.935 625.77! 59 820 685 59S 625 111 685.59S

4 Parum Jasa Tfia I Audrtcd 2019 544.733 388.902 r55.831 20.'ts0 r8.735 r 57.286 157.28t 35.857 121.42( (951) 120.478 121 401 120.451

5 Pcrum Jasa Ttrta ll Audrted 2019 812 88r 653.564 159 3l.7 48.881 17.833 r 90.365 r90 36[ 36.556 r 53.80( 9.019 162.828 I 53 814 I 62 828

6 Pcrum lrmbeo. K.ntor Brnt. Nrsional Antrn
Audrtcd 2019

373.573 36r.100
12.41i

6.97S 1.866
1 7.586

670
16.9rt

3 974
12 941

1r0 073)
2 86t 1289t 282',

1 Pcrum Iambrga Penycl?nggara Prleyanan

Navrorsr Prnilbanoan lndonrsre
Audrtcd 2019

3.452.869 2.91 2 9l 5
539 954

162.764 34.594
068.124 668 124

167.949
500.171

1.183
501.35€

500.r75 50r 358

I P.rum Pcngangkutan Pcnumpang Dlrkert. Audrr:d 2019 418.509 379 r49 39 36t 4.365 12.677 31 048 3r.04t 7.308 63 23 80i 23 74t 23 80i23.741

I Pcrum Plrcrtakan NlC.ra Ropub[k lndoncsr: TW ilr / 2019 212.049 182.58? 29 46' 1.395 4.348 26 514 24 454 2.06t 2.06( 2 06( 2 06( 2.06(

l0 Pcrum PcrcGtakan U.ng Bcpublk lndoncsra Audrrcd 2019 3.884.672 3 376.524 508.t4t 543.800 28.577 1.022.911 142 711 880.26t 1 54.954 725.30t 172 521 652 781 722 38t 649.96(

lt Pcrm Pcrhutenr Unaudnad 20,l9 4.153.040 3.710.452 u3.45t 200.933 13.768 630.623 33.386 597.23i 146.298 450.93( 450.93S 450 93t 450.93(

12 Pcrum Pcrikanrn rndoncsra unaudlrd 2019 489.679 5M.080 fi4.40r 66.01 3 902 9.92t50.710 40 782 9.921 9.92t 9.921 9.92{

13 Prrum Pcrumnls Audrtld 2019 854.997 877.212 122.215 t9.288 384.313 (387 240) (387.240 21.060 (408.300 865 (407.435 1407.974 (407.1 09

l4 Puum Produksr Film Nagera Audrted 2019 14.470 17.127 .2.657 6.867 147 4.063 1 375 2.688 676 2.012 .28t 1.731 2.012 t.73'l

ToLl Pcrrm 4G.403.412 43.532.2{0 2.871.172 1.721.509 g0{.99! 3.027.685 2.7ttt00 E39.385 3t0.2gg {93.080 18.579 5t 1.005 503.8t2 522.324

I PT Adhr Krrya (Pusuo) Tbk Audrtcd 2019 15.307.860 12.97r.807 2.336.054 340.164 1.444.484 1.231.754 545.262 686 492 21.443 665.048 55S 665.608 663 806 664.365

2 PT Amana Karya {Puscro) Audrtcd 2019 570.235 526.492 43.74: 804 13 456 3r.092 21.051 10 041 r.889 8.1 5' 4.647 12.75! 8.1 51 12.199

3 PT Angkasa Pura I (Pcrscro) Audrtad 2019 8.758.803 6 033.641 2.725.162 198.327 8.952 2.9t4.537 860.270 2054.26i 602.040 1.452.22t (70.6971 1.38t.53( 1.451.360 r.380.673

4 PT Angkasa Pura ll (Pcrscro) Audrtcd 2019 11.084.2U 8.747.211 2.331.023 378.159 205.609 2.509.573 795.854 1 713.718 706.463 1.007.25t .87.327 91 9.93t 1.018.2E0 950 319

SK No 020196C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-686-

!KHTISAB TAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)

TAPORAN IABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BEBAKHIB 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 15.8

NO BUMN
STAIUS

tAP(lBAtII

PENDAPATAN

USAHA

HPP+ BEBAIII

USAHA
tABA USAHA

PEITDAPATAI{

LAllll . t A[ll
BEBATII

tAtit. tAltlt
EBIT BEBATII BUTIIGA

TABA SEBEI.UM

PAJAI(
PAJAK

LABA BUGI TAHUN

BTBJAI.AN

PEITDAPAIAN

I(OMPREHEt{SIT

I.ABA BUGI

KOMPREHETIISIF

I.ABA BUGI

TAHUN

BERJATAN

DIATBIBUSIKAIII

KEPADA EI{TITAS

PENGENDATI

TABA BUGI

KOMPBEHENSIT

DIATBIBUSIKAN

I(EPADA ENTITAS

PENGEI\IDATI

t3 t4t 2 3 = {1.2} 4 5 0 = (3+4.5) 7 I = (0.7) I r0 = t8.9) fl 12=10+ll
5 PT ASABRI (Pcrsero) Unrudtld 2019 (9.274.585) 2.85r.315 (12.125.S001 5.918 732 {6.207.r68) (6.207.1081 3.367 (6.210.535 (2 218.70S) 18.429244,, (6.210 53s t8.429.244

6 PT ASDP lndon:sr fcry (Pcrscro) Audrtcd 2019 3125.252 2.851.969 I 73.28: 235.312 11 765 396 890 41.368 355.522 37 418 318_1(y (s9sl 31 7.1 0E 351.331 350.33(

7 PT Asurrny Jasa lndonrsra (PGrsrro) UnruditGd 2019 5.r96.473 4.51r 557 684.91t 384.r89 767.541 301.564 06.335 235.22( 24.04? 211.r8; 20.979 232.166 210.45: 231.43t

8 PT Asurrnsr Juasrrya (Pcrscro) Un.uditld 2019 3 382.683 (3 327.r83 {3 354 r4799 866 3.282.811 6.583.i99 (3.300.982) (3.300.982 26.014 {3.326.996 (27.r 5tl (3 354.1471

s PT Asurrnsr Kradrt lndonasra (Prrs:ro) Unrudrlld 2019 9.072.a12 7.5?2 893 r.549.7 I € 13.840 255.547 r.304 012 1.304.0r 2 148.246 1.r55.76( t25.467) r 130 299 r,r55 574 1,130 107

10 PT Brhanr Pcmbmrn Usehr lndonasrr (Pcrscro)
Audrrrd 20'19

682.759 555.041
121.7 lt

38.477
166.195 1 66.1 St

41.253
124.90i

(4881
124.434 54.30r 54.00r

l1 PT Bal.r Pusleka (Pcrscro) Audlcd 2019 1 55.975 r48.943 7.03i 4.652 204 I 1.480 1r8 11.36' 3.002 8.36( 435 8.79t 8.360 8 795

t2 PT Brnk Mandn (Pcrsro) Tbk Audrrcd 2019 129.991.193 93.539.679 36.451.5t4 12.525 22 603 36.441.440 36.441.44C 7.985.848 28.455.59' 7.211.076 35.666.668 27 482 133 34.655 09t

t3 PT Bank Ncgara lndoncsra (Pcrsrro) Tbk Auditcd 2019 r8.192.47578.402.963 58.916.340 19.488.623 22.074 r 39.59r r9.389.r06 rs.36s.106 3.860.523 15.508.58i 2.875.356 18.383.939 15.384.476

l4 PT Bank Rakyat lndonasra (Pcrscro) Tbk Auditcd 2019 153.482.026 112 137.230 41.344.796 ?.019.257 43.364.053 43.364.053 8.950.228 34.41 3.82: 5084772 39.498.597 34.372.609 39.403.628

PT Brnk Tabungrn Ncgla (Pcrs-cro) Tbk Audrtcd 2019 27.829.726 27.307 953 521.77i 127 1 10.838 41 1.062 411.06i 201.799 209.26: 348 069 557.332 209.263 557.33'
'10

PT Brrrta lndonrsrr (Pusrro) Audrrcd 2019 2.227.574 2.044 994 182.58( 23.254 20.82r r85.013 6r.440 r23.57: 52.414 7r. r 5t t2 776t 68.383 71.159 68.383

17 PT Brrdilrn (Pasro) Unaudlad 201 9 603.201 587.196 r6.00: 45.615 '13.449 48.1 71 2.079 46.09i 1.4 I 
'l 44.68' 44.681 44.681 44.68'

l8 PT thrndr Ghrra Rcksr {Pcrscro) Audrtcd 20'18 883.094 66.984 69.568829 814 53.28t 35.837 89.'r r 7 89,r r7 22.133 66.981 2584 69.56t

l9 PT Brnr Krrya (Parsrro) Aud[rd 2019 69.056 7t 593 '2.537 12.779 2.080 8.r62 8.t62 2.831 5.33', 454 57U 5.33r 5.784

20 PT BioFrrma (Parrro) Audited 2019 2.542.552 1.972.733 56S.85t 428.503 420.502 577 800 87.246 490.8r4 134.614 355.94( (7.569) 348.37r 355 940 348.37',

2l PT Biro Klasrfrkrsi lndonasia {Pcrscro) Audrtcd 2019 908.439 731.470 170.96t 20.659 41 020 r 50.608 150 608 40.465 1 I 0.14: (7.402) 102141 ll0 143 10274

22 PT Boma Br$na lndra (Pcrsrro) Audrtcd 2019 343.984 339.259 4 12! 13 540 1.577 16.688 5.753 r0.935 988 9.94i t3.927t 6.02( 9.847 5.920

?3 PT Br.ntrs Abipr.y. (Prrscro) Audrr:d 2019 3.921.40r 3 470.045 45r.35t 282625 24.564 307. I 8t 274.951 299.515??.481 92.570 38t.26i 98 003 283.264 639

24 PT Dah.nr (Pars?ro) Audrtcd 20'19 r.989.400 1.89S.007 00 39: r9.775 I 10.168 r5 928 94.242 20.144 74.098 (357) 13.741 75.612 75 255

PT 0rnarcksr (Pcrscro) Audrtcd 20'19 394.00S 473.322 (79.313) r38 r57 r9.523 39.32r 39.32r 21.686 17 635 (64.467) (46.833 3.883 (53.457)
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-687-

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PEBUSAHAAN NEGABA (BUMN)

TAPORAN IABA BUGI UilTUK PERIODE YANG BEBAKHIR 31 DESEMBEB 2019

LAMPIRAN 15.8

BUMil
STATUS

TAPOBAIT

PENDAPATAN

USAHA

HPP+ EEBAN

USAHA
TAEA USAHA

PEIIIDAPATAN

LAtN-tAltlt
BEBAN

tArN. r.Am
EBIT 8E8AN BUNGA

TABA SEBETUM

PAJAK
PAJAK

TABA BUGI TAHUN

BEBJATAN

PENDAPATAN

K(lMPBEHTNSIT

TABA BUGI

KOMPREHEITSIT

TABA RUGI

TAHUIII

BEBJAI.At\I

DIATRIBUSIKAN

KEPADA ENTITAS

PENGEIIIDAI,I

tABA BUGI

KOMPREHENSIf

DIATRIBUSIKAN

KEPADA ENTITAS

PENGENDATI

I 2 3 = {t.2} 4 5 6 = (3+*5) 7 8 = t6.7) 9 l0 = (8-9) il 12=10+ I I t3 t4
26 PT Dtr0rntrre lndonrsra {Prrscro) Aud(rd 2019 3.69r 583 3.02s.193 686.39t r 5.1 36 223.545 457.577 31t.155 146.82r {3.989) 150811 (2.137) 138.673 1 50.81 r 138.673

27 PT Dt.kart. Lloyd {PGrstro) Audrrcd 2019 625 812 576.427 49.38! 58.598 18.819 88.r64 21 147 67.0r, 2.338 64 67t 60 64 73€ 64.67; 64.131

28 PT Dok drn Plrkrprhn Kodla Brhrfl (Pcrs;ro) Auditcd 2019 290.030 452.971 fl62.947 76.709 88.1 52 fl 74.390) il74.390 (s8.0r 7) fl't6.373 31.05i {85.3r01 (r r6.373) (85 316)

29 PT Dok d.n Pcrkrprl.n Sur.bryr (Pasrro) Audirrd 2019 r93 1 93 210.348 {17.155 83.403 48.532 17.716 11.444 6.27i 3.556 2.71i 3.228 2021 2.53',

30 PT Enrrgy Managrmrnt lndonlsr! (Prrsrro) Audrtcd 2019 38.447 35.1 21 3.32t 1.r 99 2.869 r.656 ll3 1.54i 300 1.24'.1 1.154 1.?4i 1 l5t
3t PT G.rem (Pcrslro) Aud(cd 20'19 242.360 225.099 17.261 18.924 8.338 25.U7 3l 25.8rt 8.400 19 4rr (3.3r41 16.r02 19.4r 6 1 6.102

32 PT Garuda lndonasra (Pcrsero) Tbk Auditcd 2019 64.807.998 62.491.464 2.3r 6.534 870.581 462.352 ?.724773 1.984 078 740.095 649.166 91 529 1.206.406 1.297.935 99.0't3 r 313043

33 PT Holcl lndonasra Natour (Pcrscro) Audrtcd 2019 730.266 697.376 32.8St 5r.070 6.754 77.206 33.956 43.25( 3.136 40 111 (2.507) 37.60' 40 431 37.921

34 PT Hutrma Karya (Prrslro) AudrtGd 2019 26.391 551 23.570.330 2.821.221 888.549 725.315 2.982.455 810.794 2.171.66r 149.067 2.022.554 {179.9r41 1.842.680 1 994.93t I 815.021

35 PT lel3s (Prrsrro) Audrrcd 2019 47 8.258 (8.2r r 16.93t 27.552 (18.8331 55.03: (73.866 118.21? (55.654 (55.654 (55.654 (55.654

36 PT lndah (arye (Perscro) Audrtcd 2019 181.4t 8 161.065 20.35i 5.398 2.416 23.335 9.292 14.04: 3.913 10.13( r95 10.328 10.'t3( 10.321

37 PT Indofarma (Perscro) Tbk TW ilt / 2019 583.538 574.8t4 I 12t 6.503 28.939 fl3 7121 29 367 (43.079 (8.236) (34 843 (34.843 (34.843 {34.843

38 Pl lndonasra Asahan Alumrnrum {Pcrsro) Audrtcd 201 9 80.628.662 74.856.912 5.771.75t 2.460.374 665.903 7 566.22r 5 300.340 2 265.88r 2.24t 341 24.54t {r 1.935) 12.605 fl.200.391 {1.061 960

39 PT lndra l(rrya (Perscro) Audrtcd 2019 rs1.6rs 1 79.045 12.574 119 .2.820 15 513 56 15.457 4.S36 10.521 .1.483 9.038 t0.520 9.038

40 PT lndustfl K.p.l lndonrsrr (Pcrsrro) unaudrtcd 2019 141.1 00 124.546 16 551 1.210 I r7.816 5228 12 58t 2.156 10.43i r0.432 10 43i 10 43i

41 PT lndustfl KilGta Apr (Pcrs?ro) Audrtcd 201 9 3.40r.342 3.0r 0. t02 391.24( 17 290 373.950 222.925 151.02! 40 857 1 1 0.16t 7.189 1 I 7.958 99.220 r07.012

42 PT lndustri Nuklrr lndonlsia (P.rsrro) Audrrcd 2019 36.234 u.825 1.40! 3.273 285 4.39i 1.238 3.15! 601 2 551 (241) 2.31i 2.55t 2 31',

43 PT lndustri Sandang Nusantara (Prrs!ro) Unaudit!d 2019 r98.020 209.224 111 2U 1',t 311 5.68r {5 574 I 177 fl3 751 8v [4 6t5 (14.61 5 fl4 61 5l (14.61 5

44 PT lndustfl T!lckomunrka$ lndoncsia {Pcrs!r0)
Audrtcd 20t9

395.377 482.213
(86.836

13.719 304 674
i.317.191)

74.1 33
{45r.924 (17 r59l

(434.765
36.99S

(397.766 (429.940) (392.941

45 PT J.sa MrrCr (Prr$ro) Tbk Audrtcd 2019 26.345.260 21.379.140 4.966 I 20 r.617.488 728.346 5.857.262 2.759.659 3 097.60: r.023.715 2.073 88t {77 48r} 1.9S6.40' 2.207.111 2 129.65(

46 PT Jasa Reharia (Pascro) Audrtcd 2019 8.384.430 5 092.096 1.292334 812.671 1.905.005 1 905.001 348.004 r 559.001 72.338 1.631 33S 1.55r.785 1.623.540
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PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA
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IKHTISAR TAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN}

TAPOBAN IABA RUGI UilTUK PERIODE YANG BEBAKHIB 31 DESEMBER 201g

LAMPIRAN 15.8

N(l BUMN
SIAIUS

I-APllBAN

PETIIDAPATAIII

USAHA

HPP+ BEBAN

USAHA
I.ABA USAHA

PEIIIDAPATAN

tAlil.tAtN
BEBAI{

t A[lt .tAtN EBIT BEBAN BUIIIGA
tABA SEBETUM

PAJAT
PAJAK

LABA RUGI TAHUN

BEBJAI.AN

PEI{DAPAIAN

KOMPBEHENSIT

tABA RUGI

I{OMPBEHENSIT

TABA BUGI

TAIIUN

BERJATAN

DIATBIBUSII(AN

KEPADA EIIITITAS

PENGEIIIDATI

tABA RUGI

KOMPREHENSIT

DIATRIBUSII(AN

NEPADA ENTITAS

PEt\]GENDATI

I 2 3 = (t.2) 4 5 6 = (3+45) 1 8 = (6,7) I r0 = (8.9) il l2=10+ I I t3 14

41 PT Kawasan Brnket Nusanlara {Plrsrro) Audrrcd 2019 737.433 577.9rS 15s.514 13'l 577 I 5S.068 I 7.886 141 182 48.579 92 60i (544) 92.05S 92 60: 92.05r

48 PT Krwrsrn lndustfl Mrkassar (P!rsrr0l Audrrcd 2019 8S.233 55.439 33.79{ 13.422 4.020 43.1S6 43.19t 4 908 38.191 1.317 39.515 38 19t 39.51t

49 PT Kawasrn lndustfl M.drn (Pcrscro) Audrtcd 2019 33r 928 251.740 80 18t 2.309 68 82.489 3.263 7g 221 7 075 12.151 {r.3261 70 8?5 12.151 70.82t

50 PT Krwasrn lndustfl Wrlryrkusume (Prrscro) Audrtrd 2019 111.169 72.088 39.081 3.898 49 42.930 3.557 39 37i 6 024 33.34{ (649) 32.704 33 34t 32.70t

5t PT Krntr Apr lndonrsra {Pcrscro) Audrtcd 2019 26.251.715 23.031.828 3.219.88i 4t0.484 85.401 3.544.969 994.522 2.550.448 575.400 1.975.04; {r7r.928) 1.803.1 I S 2.023 014 t.851.15;

52 PT Krrt.s Kraft Amh (Prrscro) Unrudrtcd 20'19 24.909 46.72A (21.811 1.35t 56: {2r.0181 50.005 i'l1.023 171 023 171.023" 171 023 171.023

53 PT Kartes [cccs (Pcrscro) TW ilr i 20r8

54 PT Krmra Fermr {Parsro) Tbk Audrtcd 2019 9.400.535 9.t09.1 06 zgt.42t 249.512 5.056 530.285 4S7.970 38.31E 22.425 15.89( 4.764.483 4.780.373 l.12.724 4.798.87i

55 PT Klrflng 8!lanCk. lndonrsr. lPrrsuo) Audrtcd 2019 112.478 60.275 52.20i r8.484 2.185 67.902 67 90' 17.557 50.34t 15 50.36! 50.247 50.262

56 PT Kr.k.tru Stcrl {P!rs!ro) Tbk Unaud(cd 2019 r9.860.065 22 740.544 t2.880.479 134.444 1.0/,3.777 {3.78S.812) 1.636.890 (5.426.703 1 761.078 (7.187.78t 959.31 1 1{6.?28.470" (7.163.294) (6 204.082)

57 PT LEN lndustrr {Persato)
Audrtcd 2019

4.238.?84 3 988 015
250.26t

72.454 80 965
241.758

r31.056
110.702

39.455
71 24',

r 1.770
83.01 7

42.61 I 54.317

58 PT Mcrpalr Nusantara AirIn!s (Parsrro] sMT U2019 32.60' 86.4r0 (53.808 r 1.84t 2.62( {44.58S1 128 144.717 144.717 1M.717 (44 719 (44.71 9

59 PT PAI ltrdoncsr. (P.rscro) Audrtcd 2019 1.631.080 't.53',t.394 99.69: I 74.668 4.268 270.095 95.5r 7 114.57t 79.301 95 27', (s75) 94.302 95.271 94.301

60 PT PANN (PUsGIo) Un.udrtld 2019 8.892 g 246 (354 6.277 4.462 I 46t 1.461 r.46 1.461 1 461 1 46',

61 PT PDI Pulau Batem (Pusrro) Audrrcd 2019 62.529 63.1 I 3 (584 69r 470 (364 (364 2 60r {2.965 6 (2.958 (2.9651 (2.9581

62 PT Prg.d.ran (Pcrscro) Audrtcd 2019 I 7.693.653 10 837.361 6.856.292 22.435 6.878 731 2 647.135 4.230.992 1.122.914 3.108.07t 1.223.354 4.331 432 3 107.499 4.330.853

63 PT Pchbuhrn Indon:sn I (Parmro) Audrt:d 2019 3 060_1S5 2 441.445 618.75t 145.646 r 19 647 644 749 342.206 302.543 (37 2r4) 339.75i {s9.343) 280.414 36S.51 2 3r0.r69

64 PT P:hbuhrn lndoncsia ll (Pasero) Audrtcd 2019 11.141.752 I 520.358 2.62r.394 2.096.330 302.387 4.415.337 1.200.237 3.215 r00 7l 1.290 2 503.810 16.237 2.520.M7 2.455.763 2 473.311

65 PT Pchbuhan lndonasa lll (Pcrscro) Audrtcd 2019 10_M7.163 7.905.980 2.141.184 633.376 3.374.559 714.939 2.659.82t 530 607 2.r29.013 {2S2.465) 1.836.548 2 096 571 r 803.51(

66 PT Pchbuhan lndon:sra lV {Pcrscro) Audrrcd 2019 3 661.2Sr 3094.722 566.568 r 39.050 38 lt1 867.50i 100.636 566 870 128.010 438.860 8.637 447.49[ 438.781 447.411

87 PT Pchyaran Nrsional lndoncsra (Pcrscro) Unaudilrd 2019 5.656.007 5.401.457 255.r 50 156.527 20.003 391.674 12.941 378.733 98.t 98 280 535 280.531 279.864 279.86r
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IKHTISAR TAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN ilEGARA (BUMN)

MPORAil TABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BEBAKHIB 31 DESEMBER 20I9

LAMPIBAN 15.8

I.ABA RUGI

I(OMPBEHENSIT

DIATBIBUSIKATII

KEPADA ENTITAS

PEI!GENOAII

BUMN
SIATUS

TAPllBAIII

PEIIIDAPATAN

USAHA

HPP+ BEBAN

USAHA
I-ABA USAHA

PEIIIDAPATAN

tAtN - tAttll

BEBAN

tAht .tAtil EBIT BEBAN BUTIIGA
TABA SEBEI.UM

PAJAK
PAJAI(

TABA RUGI TAHUN

EEBJAI.AN

PEIIIDAPATAN

KOMPBEHETIISIF

I.ABA BUGI

I{OMPREHEITSIT

TABA BUGI

TAHUN

BEBJAI.AN

DIATBIBUSIKAN

I(EPADA ENTITAS

PEITGEtt|DAtI

8 = (0.7) 9 t0 = (8.9) il 12=,l0+ll t3 t41 2 3 = ll.2) 4 5 I = (3+4.5) 7

Audrtcd 2019 24.659.99S 22.003.313 2 656.086 574.546 r.209.314 2.021.9r8 782 155 r.239.i63 31.492 1.208211 34.632 1.242.90i 930 323 947.30[68 PT Prmhrngunan Pcrumrhan (Pcrscro) Tbk

Unaudrtcd 2019
313.478 229.963

83.51t
18.045 16.90r

84 659 84.65€
31.592

53.06;
(3.406J

49.661 53.35r 49.94f69 PT Pcngcmbangan Prrwrsata Indoncsra (Prrsrr0)

{67 65470 PT Pcrikenen Nusentrra (Prrsrro) Un.udrt.d 2019 369 380 405 594 (36.214 10.282 41.722 (67.654) (67 654 (67.654 (67 654 (67.654

12.577.425) (145.6841 t2.170 7657t PT Pclkrbunan Nusentara lll (Prrscro) uneudrtad 2019 37.161.525 37.632 207 (470.682 4.874.976 r9.443 4.384.851 3.689.012 0s5 83! 644.396 51.44i {2.628.868)

1.291.3t9 314.008 917.31 (5.1 18) 972.195 973.231 968.25772 PT Pcrmodalen Nesronal Mad.nr (PGrstro) Audrtcd 2019 5.1 54.201 4 86S.097 285.104 t 011.756 5.541 1.29't.31S

772.r54.558 657.902.309 114.252.248 22 508.r53 54 058.967 82.701 434 r 3.654.992 69.046.442 32.006.598 37 039.844 {2.853.871 34.r85 S73 35 780 072 28 143.1',t373 PT Pcrtamrne (Pcrsro) Audrtcd 2019

692 54t74 PT Pcnrnr (Pu$ro) Unauditad 2019 1.21 0.544 1.266.985 (56.i141 34.S96 7.585 t29.0301 57.514 (80.544 (86 544 779.086 692 542 {86.546

(4.295.591) 26 53S 4.?t0.922 (24.66975 PT Pcrusahaan lslrrk Ncgarr (Puscro) Audrtcd 2019 35S.605.880 31 5.440 S38 44.1M.942 10.241 429 3 667.666 50.738.705 24.619.495 26.r19.210 2't.797.080 4.322.13t

335.711 8.639 327.07i {r0 r21l 31 6 951 324.9r! 314.854lb PI Perusahaan Pcngalola Aslt (Parsrro) Audrtad 2019 6 669.457 6.28S.760 379.69i 2U.443 r 59.199 424.941 89.230

[0 786)
{r05.5521 {95.287 r106 03877 PT Pcrusahaan Pardagangan lndoncsra {Pcrsaro)

Audrtcd 2019
2.047.951 2.044.139

3.81
4.500 153.218

fl44.906)
4.760

(r49.686
(54 900)

(94.766

253.770 r60.844 59.764 r01.08( (3.7641 97 3r6 1 01 078 97.31418 PT Prndrd {Plrscro) Audrrcd 2019 3.398.783 3.063.488 335.29! 99.397 20.078 414.614

Audrtcd 2019 5.341.638 5.473.864 1132.226 623.188 393.606 97 356 I 178 88.1 7t (35.283) 123.461 {r04.3791 19.082 1 20.209 15.86379 PT Pos lndoncsie {P!rs!ro)

I 23t80 PT Pnmrssma (Parsaro) Audrtcd 2019 146.830 155.352 18522 6.88! (15 41 1 {r5 411 {4.566 {10.845 r9.07t I 23t { t0.845

3.068.420 6.780 460 3 641 75{ 6.7r0.r7481 PT Pupuk lndonrsra (Pcrscro) Audrtcd 2019 11.307.242 6?.721.858 8.585.344 415.588 9.000.932 3.649.954 5.350.97t r.638.938 3.712.U1

(56.466 8.412 (64.878 fi r0.455) fl75.3331 (29.85i (132.478)82 PT Bajawafi Nusantrra lndoncsn {Pascro) Audrtcd 2019 6.523.333 6.225.81 1 297.52i 140.465 '132.387 305.600 362.066

4.756.223 4.44S 483 306.740 19.880 18.427 308.193 76.500 231.693 1r.853 2't9.840 102.328 322 168 2r9 839 322.16783 PT Rcrsurans lndoncsa lJt.m. (P!rsao) Audrrcd 20'19

PT Sang Hyang Scri (Pcrsro) Audrtcd 2019 l/t4.539 276.779 {132.240) 68.1 80 4t.s78 fl06.0381 64.336 070.374 (1 70.374 48 131 t121.243 (1 70.374 t121.24384

(5.2391 (6.350)85 PT Sannah (Pusaro) Audrtcd 2019 5r4.386 51 6.896 (2.5r0) 7.514 1l sor (6.897 684 (7.580 (2.345J {5.235 (1.r I 0) {6.345

86.572 56.498 30.074 .2.481 27.593 30 072 27.59286 PT Srmln Batur.la (P.rsrro) Tbk Audrtcd 2019 1.999.517 r 765.573 233544 I 0.237 0 244 181 r57.609

34.2?5.028 309.787 1.793 6.40r.073 3.205.298 3 r95.775 824.y2 2.371.233 {t03.083} 2.268.15C 2.3S2 l5l 2 316.37t87 PT Scmcn lndoncsn (Pasero) Tbl Audrted 2019 40.368.1 07 6.093.079
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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!KHTISAR TAPOBAN KEUAilGAN PERUSAHAAN ilEGARA (BUMIU)

TAPORAN IABA BUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 3I DESEMBEB 2019

LAMPIRAN 15.8

NO BUMlll
SIAIUS

TAP()RATII

PENDAPATAN

USAI{A

HPP+ BEBAN

USAHA
IABA USAHA

PENDAPATAN

tAlN. tAlil
BEBAIT

TAIN .TAIN EBIT BEBAN BUNGA
I.ABA SEBEI.UM

PAJAI(
PAJAI(

I.ABA RUGI TAHUN

BEBJAIAN

PENDAPAIAN

r(0MPREflEtllStt

TABA BUGI

KOMPREHETIISIT

I-ABA RUGI

TAHUIII

BEBJAI.AIII

DIATBIBUSIKAN

KEPADA ENTIIAS

PENGEIIIDATI

TABA BUGI

KOMPREHENSIF

DIATBIBUSIKAN

KEPADA ENTITAS

PEt!GEI{DATI

I 2 3 = (l-2) 4 5 6 = (3+&5) 7 I = (6.7t s l0 = {8.9} fi l2=10+lt l3 l4
88 PT SGmrn l(upang (P.rs!ro) Audrtld 2019 16.370 4.616 1 1.754 41 c 1 1.795 1.899 I 896 0 9.8S6 0 I 896 I 896 9.896

89 PT Sucotrndo (Pcrscro) Audrtad 2019 2.849.238 2 396.81 7 452 421 37.562 1 5.506 474.477 r83 474.294 128.067 u8.?2i {r0.7341 335 493 345.41 i 334.701

90 TW ilr / 2019 t4.139 13 567 572 r.99t 254 ? 311 8.111 (6.400) {6.400 (8.400 (8 379 (6.379

91 PT Survoyor lndonasra {Parscro) Audrbd 2019 1.651.671 1.436.749 214.922 25.301 10.s75 229.248 r.160 228 088 65.7S6 162.29i (1 8201 160 412 1 65 03t r63.21 i
92 PT Trsprn (Pcrscro) Audilcd 2019 r8.167.392 18.399.642 t232.2501 1.1 1 8.392 292.591 593.551 59J.55r r98.640 394.91 1.303.827 1.698 738 392.85t 1 696.68t

93 PT Tchkomunrka$ ldonGsra (Pcrscro) Tbk Unrudrt!d 2019 r35.567.000 93.999.000 4r 568.000 3.08r.0s0 2 481.000 42.148.000 4.240.000 37.S08.000 1 0.318.000 ?7.592.00( (2.r92.000) 25.400.000 18.663 00( r6.624.00(

94 PT TWC BP d.n RB (P.rstro) Audrbd 2019 454.862 259.510 195.352 21.294 265 216.381 973 2r5.408 56.67r 158.73; r56.686 158.73; 1 56.68t

95 PT Varunr Trt: Prakasya (Prrsrro) Audrrcd 2019 139.4t8 142.627 (3.209 428 89 (2 8701 614 .3.484 -811 {2.6r3 232.391 229.778 (2 613 229.178

96 PT Vtram. Karya (Pcrscro) Audrred 2019 446.561 397.r 54 49.407 7.847 7.693 49.561 9.304 40.251 r5.455 24.80" (78) 24 724 24 80i 24.721

97 PT Waskrta K.ry. (Prrsrro) Tbk Audrtcd 2019 31.387.390 27.154.254 4.233.096 1.923.147 r.20i.059 4.S4S.r84 3.620.534 t.328.650 299.752 r.028.89t (66.141) 962 757 938 14i 872.001

98 PT Wrlrya Karya {Pcrscro) Tbk Audled 2019 27.212.914 24.663.378 2.549.536 2.12r.683 997.71 I 3.673.508 884.252 2.789.256 168.241 2 621.011 {s3.096) 2.527.9tS 2.28502i 2.',t90.25t

99 PT Yodya (aryr {Pcrsuo) Audrrcd 20,l9 244.107 225 718 r8 389 280 477 1 8.',t92 4.921 13.271 6.899 6.371 989 7.361 6 312 7.361

Tol.l Pcrsaro 2.3{3.90t.400 1.984.570.65t1 359.330.747 70.92C.079 t0.237.340 350.020.0t6 82.137.t72 267.882.Gt3 t00.993.404 16G.tt9.209 13.07t.2t1 1t0.560.47t t53.372.317 r62.504.185

IOIAT 2.390.301,0r2 2.021.102.t9{ 302.20r.91 I 72.64t.lll 8t.202.337 353.t{7.770 84.925.772 26t.72t.SSt t0t.339.703 1A73t2.255 t3.089.8t0 lEt.072.t3G 153.870.129 t03.026.509

SK No 020191 C

PT Survar Udil. Pcnrs (Prrscro)
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PEBUSAHAAITI TIIEGABA'IEMBAGA DIBAWAH PEMBIITIAATII I(EMEIUIEBIAN KEUAIIIGAIII

TAPOBAIII I.ABA RUGI UTUTUK PERIODE YAI{G BEBAI(HIB 3I DESEMBEB 20I9

LAMPIRAN 16.A

ilo Parutaha.n I{.trrr Statoa [.poran l.na.frl.n Uaah. HPP d.n l.hn lJ..ht L.i. (Buti) Us[. landapatrn [.rn.
[ein

lat.n
[.in.L.in

l.l. (Butil S.l.lum
Bunt. drn P.l.l

lrhn
Bunar

L.i. (iu0r) S.i.l{m
P.Jrk

l.brr (Mrnt..t)
Ititl

1,.b. (iurr)T.iun
l.rl.hn

P.nd.r.t.n (t.b.n)
Komf,.h.n.il

1,.1. Gu!l)
KomF.h.nril

t.l. {Bu!D

Trhur l.4.l.n
0i.tiiburi*.h k.p.d.

[trtit.. I\lon

P.n!.nd.li

Lrh (B14r)

Komprahanail

0r.tnbu.rk.tr k.p.d.
Intil.r P.ne.ndrlr

ll) tzl l3) {5) (7=5.6) (10=7+l-s) {1r I (12 = l0.ll) 03) [4 = 12.13 ] ll5) (16 ='14 + 15) (7) 08)
PMP prdr BUMN di brwrh
Pantin..n Xamant.ri.n Krurngrn

1 PT Srr.n. Mult lnfr.stuklur AUDITED 20I9 53?1 ?39 732980 3 ?10 857 166 747 t4l 82 316.034 506 2 110 150144.073 2170 150744073 466 557.r49.393 r.703 593 594 680 79 990 800 66i 1 783 584 395 347 r 703 593 594 680 1 783 584395 347

2 I 008 034 576.000 413 629 008 000 594 405 568 000 594 405 568 000 594 405 568 000 64 986 055 000 529 419 513 000 I r 7 !48 763 000 646 568 266 000 520 410 513 000 646 568 266 000
1 863 08r 000.000 I 261 478 000 000 601 603 000 000 601 603 000 000 601.603 000 000 128.715 000 000 472888 000.000 34 128 000.000 507 016.000.000 472 888.000 000 507 016.000.000

4 PT Gm Drpr Encrgl AUDITTD 201S 794 142 804 396 58r 640 279.328 212502525068 28 696 533 528 40 697 34t) 733 200 501 717 863 200 50r 7t7 863 57 290 118 876 143 ?1 r 598 S87 138 400 6S2 778 133 659 385 335 t2s 244 030 569
Tot.l t.!t6.49t.fi3.376 5.46r.3!9.4t4.075 3.6tr.0t4.35!.30r 't70.575. 2.t39.860.413.0't6 3.066.41 2.691.916

rB.arn ll.rh. Lrinny.
I tmb.o2 P.mb'rvrrn EksDor lndona'r 7 367 231 000.000 13 023 277 000 000 (5 656 046 000 0001 2t 188 000 000 (5 634 858 000 000) {924.009.000 0001 (4 710 849 000 000) l5 s82 000 000 {4 694 867 000 0001 i4 710 849 000 000) {4 694 867_000 000

Gr.nd Tol.l It.353.72t.113.375 ll.490.676.454.076 r!r.?63.745.17r t23.0t3.375-23t {2-06t.ttc.970.0G4)

SK No 020113 C

i5 634 858 000

l, 13i u7 3[0 at!
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PERUSAHAAII TIEGARAITEMBAGA DI BAWAH PEMBI]TAAIT XEME]ITERIAIT XEUA]TGA]T
iERACA PER 3I DESEi'BEB 2019

I.AMPIRAN 16.8

I! Pm.r..n tq.n sotu t4..., hIidI.H I.ul Ad lililtuJ.ith huh J.{h Pffi.4 TolUatr[ro hls.l.il T.i*r kl
0ltrr lm0t friitut.in S.ldo t.!. lButll

Elah y.{ Diafrlcrtu
lqd. thiftl Effi.

l.drl

ftdi{x
16 PWntU Jmhi Eldh hi

i.sn l*l II.dlil.n ftlrd

t5) ln a il2) lrJ) I5t 6=lt+12+13+E+l tD) /20 - ,r, tgl

I

2

3

1

tT S{il. Mdd hftsrruhu
!T Pryiian lnfr ilhlir hdoms
rT k.. Mdtigdyr FMdl
lT6d 0i!. t@l

AU0TTED 20r9

AUDITED 20]S

au0tTE0 20t9

tuorlEo 20t9 6il.392.119 147 3.13.E36.8I 687

75.818.614.S1.m4

1t.r I r.2{.m9.m0

26.5SS.287.m0.m0

3.75r.228.930.8s 40 701 013 2l?

38.964.406.789.478

13s.457-066.0m

r7.99.rc.m0.m0
8m41 922 73

30.516.m0.000.000

E_mo.m0.000.000

6_&0.m0.000.000

3)154X 77001n

596.&0.761.436

6.6r5.S85.000

4.3530m.0m

5.740.757.290.m0

2.965.166.958.m0

2 9.579.m0.m0
621.616.76t.8S4t

35.854.208.051.526

10.9Lr82-S3.00

9.H.938.m0.m0
2_950.827.m8.106

36.154-208.051.526

10.97t.782.93.000

9.ffi.$8m0.000

2.950.827 m8.105

r00,m

100,m

r00m

s3,33

36.854.208.051.526

10.971.r82-S3.m0
g-ru.938.m0.m0

2_7S.m6.16.665

Tobl 611.332.[9.147 3.t39.136.811.597 It7.3rt.37!.710.H Jt0.607.9E9.526 49.r93.s33.2t2 5r.253.ild778.2r8

I

UP B.d.r hh. t.iiry.
.das hirydn Ek0c lndonm AUDITEO 20I9 108.70r.725.m0.m0 88.762_973.000.m0 22.146.2re.0000m 21.2il.0m.000 (3.228.788.000.000) tE.938.752_000_000 18.938-752.m0.000 100,m 18.938.752_000.00

Idl
GMiO TOTIL ell.3gzl tg.tt7 3.r39.83t.8il.e97 22i.081.095.700.ru il0.n07.383.52r 49.rS3.S33.212 l{7.01t.5!7.770.211

SK No 020ll2C,
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TAPOBAITI PEIIIYEBTAAII M(lDAI ilEGARA

PAOA TEMBAGA KEUANGAiI IilTERI{ASIOTIIAT

PEB 3I DESEMBER 20I9

LAMPIRAN 17

Crlrtrn:
1. Kurs Sprcral Drawrng Rrght (SDR) , SDBI - USD 1,36331

2 Kurs Euro r0 loR 15.499,98

3. Kurs USt) to lt)R Bp 13.901

SK No 020118 C

USD IDR Utang dalam IDR

1 Asian Development Bank (ADB) SDR 289.100.000,00    5.557.288.302.853           
World Bank Group

2
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) USD 167.203.427,47        2.324.294.845.272                                               -  

3 International Development Association (IDA) USD 49.670.315,00          690.467.049.720              5.237.901.545                            
4 International Finance Corporation (IFC) USD 31.602.000,00          439.299.402.000              
5 Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA) USD 3.797.820,00            52.793.495.820                USD 1.135.018          15.777.885.218                          
6 Bank Pembangunan Islam (IDB) ID 140.267.947,57    2.696.331.457.230           
7 International Islamic Trade finance Corporation (ITFC) USD 2.060.000,00            28.636.060.000                

8
ID 125.140,32            2.405.537.311                  

9 International Fund for Agricultural Development (IFAD) USD 74.959.000,00          1.042.005.059.000           
EUR 223.450,00            17.786.024.354                EUR 223.450             3.483.277.476                            
USD 1.028.901,00            

11 USD 19.274.199,53          267.930.647.667              
12 Credit Guarantee and Investment Facility USD 12.600.000,00          175.152.600.000              
13 Asian lnfrastructure Investment Bank (AIIB) USD 672.100.000,00        9.342.862.100.000           

Jumlah* 429.716.537,89   1.034.295.663,00    22.637.252.581.227       

15 ASEAN Infrastructure Fund USD 120.000.000,00        1.668.120.000.000           
16 International Rubber Consortium Limited USD 4.000.000,00            55.604.000.000                

Jumlah -                          124.000.000,00       1.723.724.000.000          

429.716.537,89   1.158.295.663,00    24.360.976.581.227       24.499.064.239                         Jumlah

NO Institusi Penyertaan Modal Pemerintah

A. PMN pada Lembaga Keuangan Internasional

The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)

Surat hutang
Utang dalam MUA

PMN Lainnya

10 Common Fund for Commodities (CFC) EUR 223.450 (Sept 2017

The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)
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IKHTISAR I.APOBAN KEUANGAN NON.BUMN (MINORITAS)

TAPOBAN IABA BUG! UNTUK PERIODE YANG BEBAKHIR 31 DESEMBEB 2019

LAMPIRAN 18.A

tABA EUGI

KOMPBEHEltlSIT

DIATRIBUSIKAIII

XTPADA

TIIITITAS

PE]IIGEIIIDAI.I

il0 PERUSAHAAil MIIIORITAS STATUS I.APOBAil
PEITDAPATATII

USAHA

HPP+ BEBAIT

USAHA
I.ABA USAHA PTIIIDAPATATT

tAll{ .[AltI

BEBAil

tAtN. tAttu
EBIT

BEBAII

BUIIGA

I.ABA

SEBETUM

PAJAI(

PAJAK

I.ABA RUGI

TAHUIT

BEBJAlA|ll

PT]UDAPATAIT

XllMPBTHEilS

IF

tABA RUGI

KOMPBEHEIIISI

t

TABA RUGI

TAI{UtI

BERJATAIT

OIATRIBUSIKA

III KEPADA

E|llTITAS

PEITGTNDATI

1 2 3 = (1-2) 4 5 6 = {3+t}51 7 I = 16.7) I 10 = (8.9) 11 l2=10+11 t3 14

I

2

3

4

5

b

7

I
I
10

lt
12

13

14

l5
16

17

18

19

PT Surabaya lndustflal Estale Rungkut

PT Jakana lnduslnal Istate Pulooadung

PT Nrndya Karya

PT Perkebunan Nusantara I

PT Perkebunan Nusantara ll

PT Perkebunan Nusantara lV

PT Perkebunan Nusantara V

PT Perkebunan Nusantara Vl

PT Perkebunan Nusantara Vll

PT Perkebunan Nusantara Vlll

PT Perkebunan Nusantara lX

PT Perkebunan Nusantara X

PT Perkebunan Nusantara Xl

PT Perkebunan Nusantara Xll

PT Perkebunan Nusantara Xlll

PT Perkebunan Nusantara XIV

PT Rekayasa lndustn

PT PANN Pcmbrayaan Marrtrm

PT lndosat, Tbk

Audrted 201 I
Audrted 2019

Audrted 2019

Unaudrted 2019

Unaudrted 2019

Unaudrted 2019

Unaudrted 2019

Unaudrred 2019

Unaudrted 2019

Unaudrted 2019

unaudrted 2019

Unaudrted 2019

Unaudrted 2019

Unaudrred 2019

Unaudrted 2019

Unaudrted 2019

Unaudrted 2019

Unaudrted 2019

Audrted 2019

661.920

370.225

5.783.502

672.053

1.1 13.91 6

4.755.968

4.125.248

1.213.751

2.444.000

1.253.1 45

r.000.936

2.62t.938
4.020.462.047

1.488.770

1.091 .657

1.018.227

7.713.324

14.868

26.1 1 7.533

520.400

186.832

5.382.961

684.072

1.231.176

4.127.188

3.739.1 25

1.157 .413

2.739.000

1.853.351

1.292.278

2.402.305

3.973.493.786

1.419.338

1.338.331

1.077.754

7.277.894

38.652

25.831.298

141.520

1 83.393

400.541

{l 2.0 r 9)

(r I 7.250)

628.780

390.1 23

116.278
(295.000)

(600.205)

l.291.3421

225.633

46.968.26r

69.432
(246.674)

(59.527)

435,430

123.7841

286.235

12.775

14.682

64.777

20.300

637.854

399.992

74.953

22.587

279.000

1.493.538

120.202

232.223

111.130.127

218.024

57.35 1

24.290

95.112

531.806

4.1 03.7 I 7

7.397

70.976

I 1 6.083

1.588

28.55r

92.644

1.210.723

88.382

1 37.666

20.583

t67.3t0
4r.8S5

1.846

13.071

152.449

r 85.004

465.31 8

884

449.61 I
9l 2.689

463.488

I 10.314

(1 6.000)

893.333

{r71.140}
365.212

r 56.887.665

259.074
(326.989)

(55.820)

532.142

340.712

4.348.057

86.032

14r 565

222.646

513.658

354.558

97.0 1 7

677.000

219.1M

r 96.S37

220.538

172.315.488

226.120

418.447

1 83.820

259.955

2.760.866

224 152.225

r 85.004

37S.286
(1 40.68 1 )

226.972

399.031

1 08.930

13.297

(693.000)

674.183

{368.077}

1M.674

115.421.8231

32.S54
(745.436)

{239.640)

272.187

340.712

1.587. I I 1

16.922

30.302

163.413

t 83.857

27.199

r 0.001

132

r 0.1 41

50.390

66.090.863

r 6.706

(374)

23.645

86.045

{43.1 8r

1 35.303

154.702

215.873

{r 40.68 r )

226.972

215.174

81.731

3.2S6

{693.000)

673.457

1378.218)

94.284
(81.51 8.686)

1 5.248

(745.062)

(239.640)

248.542

254.667

t.630.372

(947.r34)

(332.000)

(1 49.807)

55.894.335

( r 07.853)

28.682

12t.7671

{615)

{39)
(s.984)

r 34.688

1 54.663

209.889

1r40.68r)
226.972

(73t.960)

81.73r

3.296

(r.025.000)

673.457
(378.2r 8)

{5s.523}
(25.624.351)

t 6.248

(852.92s)

(239.640)

277.224

254.667

r.608.605

135.445

154.702

223.784
(r 40.61 8)

226.972

263.353

81.730

5.129

{594.000)

673.36 1

.378.218)

84.724
(8 r.729.882)

16.248

{737.534)
(239.6401

232.549

254.667

r.568.991

r 34.830

1 54.663

217 790
(r40.6r8)

226.912

{683.781)

8 1.730

5.1 29

{1.026.000)

673.36 r

(378.21 8)

(65.086)

(25.624.35 1 )

18.424

{845.3s7)
(239.640)

261.231

254.667

1 .549. r 66

SK No 020178C
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IKHTISAB TAPORAN KEUANGAN NON.BUMN (MINORITAS}

TAPOBAN I.ABA RUGI UNTUK PEBIODE YANG BERAKHIB 3I DESEMBEB 20I9

LAMPIRAN 18.A

{dalam

il0 PERUSAHAAIU MI|tlORITAS STATUS lAPOBA!T
PEIIIDAPATAIII

USAHA

HPP+ BEBAIT

USAHA
I.ABA USAHA PEITDAPATATT

LAIIII .TAIIT

EEBAtT

tAttr. r.A[{
EBtT

BEBAII

BUITGA

tABA

SEBETUM

PAJAI(

PAJAK,

TABA RUGl

TAlluir

BERJAI.Atll

PEITDAPAIAII

KOMPBEHETIIS

It

TABA RUGI

KOMPREHEIIISI

t

I.ABA RUGI

TAHUiI

BERJAI.AIII

DIATRIEUSII(A

II KTPADA

EIIITITAS

PENGENDAI-I

I,ABA BUGI

K0MPRH{EilStt

DIATBIBUSIKAIII

KEPADA

E]ITITAS

PEIIGTIIIDATI

I 2 3 = (1.21 4 5 6 = (3+t[5l 7 I = (6.7) I 10 = (8.91 1l 12=10+11 t3 14

20

2t
22
aa

24

25

26

27

28

29

PT Bank Bukoprn Tbk

PT Socfrndo

PT Asean Brntulu terlrlrrer

PT Prasadha Pamunah Lrmbah lndustrr

PT Kawasan lndusln tampun0

PT Bukrt Asam Tbk

PT Trmah Tbk

PT Aneka Tambang Tbk

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

PT lstaka Karva {Persero}

TW il / 2019

Audrted 2018

Audrted 201 7

Audrted 2018

Audrted 201 5

Audrred 2019

Unaudrted 20 I I
TWiltI20r9

unaudrted 2019

Unaudrted 20 I I

5.652.31 I
2.071.280

905.384

973.679

21.953.592

r 8.975.784

24.537.136

54.589.252

304.859

6.820.352

1.31 2.1 54

839.664

583.622

752

1 6.939.237

r 8.920.391

23.30r.838

47.714.738

307.7 t 0

{1.168.033}

759.1 26

65.720

390.057

tl521
5.0 r 4.355

55.393

1.235.298

6.874.514

12.851

1.40S.352

21.3S9

18.142

26.031

1.614

568.477

92.097

257.026

2.030.931

24.850

6.702

2.351

129.371

3.035

194.528

2.1 79.358

234.617

778.174

81.862

286.717

862

5.582.832

144.455

1.297 .798

6.726.087

21.999

36.741

2.827

127.670

743.745

387.1 58

2.338.55 1

8.642

I 97.876

778.174

81.862

283.890

862

5.455.1 62
(599.2S0)

91 0.638

4.387.536

13.357

47.292

206.26t

12.529

87.217

232
1.414.768

20.338

349./m6

1.721 .288

8.301

1 50.584

57t.Sr 3

69.333

1 96.673

630

4.040.394

{61 9.628)

561.192

2.666.248

5.056

87.464

1 6.337

3.313

(r 97.056)

{l 15.S67}

(46.766)

88.680

238.048

588.250

69.333

I 99.986

630

3.843.338
(735.5S5)

514.426

2.154.928

5.056

l 50.25 r

571.91 3

69.333

1 96.673

631

4.056.888
(6r 3.s62)

561. r 92

1.993.807

5.056

231.115

588.250

59.333

1 99.986

631

3.859.832

1729.525)

514.426

2.082.487

5.056

SK No 020177 C
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NERACA PER 3T DESEMBEB 2(lIg

LAMPIRAN 18.8

il0 STATUS I.A?ORAi ASEI l.AilcAfi
ASET TIDAI(

tAtcAI
TOTAT ASET

ulllLlTAs
JAt{G(l ttil0Et(

Ullr.rTls
JAilGXA IITJAI{G

ToTA| UAilITAS MOOAI. SAHAM

TlmtlHffi
M00At

DISETOi

ttYlDs EI(UITAS tAII{ SATDO I.A'A

EI(UITA3 YAIG
DIATiIIUSIKAil

IGPAOA PEMII,IX

FITITIS

t(ttEt{TilGli

PEI{GEITOAI.I

JUMI.AH EI(UITAS
% SAHAM

I{TGARA

t(EPEMTUt(At{

iIEGANA

I 2 3=(l +2) I 5 C=(l+5) 1 I 0 t0 ll l2=7+l+t+10+11 t3 l4=12+13 l5 l6

l1

I

2

3

4

5

6

1

I

l0
fi
12

l3

l4

l5

16

11

18

l9

20

21

22

24

Surab.va lndustral Ett.la Run0l(n

Jrk.ilr lnduslftd Ist.t! Pulog.dung

Nmdy. Kryr

P.rt.hunrn Nurrntrr. I

20't9

2019

20lg

539 082

555 871
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8.495 600
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I r47 048
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4 768.328
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62 8t3.000
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1 792156
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1 006 ilo
5 081 000

2058 251
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1 166035

2287 8U
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2 996 2lg

1 t70 230

6 556 224

l9t 886

22.129 440

t4 056 405

333 125

210 068

166 329
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4.891 251

26.868

8 945
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r 497 584

2101 M8
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7 189 000
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2 2S4 076

2,083 r30
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5 147 154

11 231 311
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672 6i0

295,921

78

7 615.226

200.000

200.000

559 497

1m.997

327 606

2 942 il6
1 311 361

653 293

l 401 000

930 302

r 509 815

r-845 596

r 168 481

1.212916

I 029 738

237.859

450 000

100 001

543.393

1 376 437

42.250

1 000 500

50.888

8 656

1 152066

350 149

302 819

3 716 409

3 093.308

1 108 45r

595 337

4 372 000
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r 000 000
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4 225 000 000
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I
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201s
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I 541 435

1 562.000

i 239 496

I 612 317

8434113

l0 37r

45 559

5.S02

28 014

9.000
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t1 279
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6 867
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27 821

I

23 0d)
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2212

38 500
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3 013 799

829 016

1.976 161

I 323 588
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l7 057 049
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673 435
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814.937
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1 35r 838
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t8 258 275

983.923

22354
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1585

I 035 050

673 435
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1 351 838

21 687
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t3,r557
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20r8
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!KHTISAB TAPO BA ]II KEU A N GAN tII O III.BU MIII (M I N ORITAS)

TUEBACA PEB 31 DESEMBEB 2019

LAMPIRAN 18.B

?EiusAHAlf, Mil0BrrAs STATUS IAPOBIIJ ASET I.AilCAN
ASEI TIDAI(

t lilcAR
TOTAI. ASEI

Ut]UTAS
JAITGKA PEI{OEI(

EI(UITA8 YATG

DIAIRIIUSII(Ai
KI?ADA PEMIIII(

F]TEtrq

t(EtfftTtxGAI{
il0il

Ptt{GEt{DAr.t

JUMIAH EI(UITAS
% SAHAM

I{EGANA

KEtEMil.tXAt{

I\IEGABA

ul]uIAs
JAI{G(A PATJATG

T0TAt uailuTAs Ii'ODAI. SAHAM

TliltlHti
M0DAr.

0tsET0n

tPYt0s Et(utTAs t alx sat D0 tatA

I 2 3=(l +2) 4 5 C=(4+ 5) 1 ! ! t0 il l2=7+l+l+10+ll t3 l4=12+13 l5 l6

Unrudd.d 2019

TW ilr / 2019

Un.udil.d 20lg

Un.udlcd 2019

r3 866 m6

8.254 r49

31 364 970

418 367

6 496 702

24 400 129

72 340 676

206 820

20 363 308

32 654.878

103 705 646

625 787

1 I 621 641

5 679 838

15 I t3 097

129 533

3 t35 2S0

7.027 433

41 953 m2

l4 756931

12707 211

57 067 599

429.533

372 388

2 403 075

4.867 r8r

50 000

55

3 934 833

t66r5 2511

602 898

(4r 084)

2810r23

(828.09ii

141 662

5 374 826

l0 799 555

39 644 846

t604 3061

5 606 !85

l9 947 588

37 068 679

196 254

tg2

I 569 368

5 606 377

19 947 607

46 638 047

196 254

0,00ir

0,00tr

0,00%

7,66n

50

100

100

50 000 000 000

PT T'mrh Thk

PT An.kr T.mb.ng Tbk

PT P.rusrh,.n G.s N.o.r. Tbl

PT lsl.k. l(.rv. (P.rsro)

Juml.h l(.p.hrm.n I{.!.r. prd. P.ru..h..n
l(.i.milil.n Mrhorit..d.nr.n il.tod. Eluil.r sMT t/2019 745.072.500.000

2.041.350.2t6.500

Tot l (.p.milik.n ll.e.l. p.d. P.ru..h..[ N.D.hlftl.n
Mrnont.t 2 706 422.706 500

26

27

28

SK No 020123C

m

lumlah X.l.hrI*rh t.e.ra ldr ?.r!r.hr.n
[.D.m'hl.r Minoflt.r d.Drrn M.bd. lirvr
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LAMPIRAN 19

IKHTISAR LK LEMBAGA

PENJAMIN SIMPANAN

SK No 047728 A
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TEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

IKHTISAR TAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 20Ig

LAMPIRAN 19

status laporan
Nilai Awal lnvestasi Pemerintah Surplus/Def isit 0perasional

Penghasilan Komprehensif

Lainnya

Saldo Awal Nilai lnvestasi

0utstanding
Saldo Akhir Nilai lnvestasi 0utstanding

(t) t2t (3) (4) (51: (2)* (3)* (4)

AUDITED 2019 4.000.000.000.000 17.733.941.800.000 (23.539.071 .000) 102.119.230.955.000 1 19.829.633.684.000

SK No 020119 C
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LAMPIRAN 20

ASET TETAP

SK No 047801 A
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

PEMERIilTAH REPUBTIK IIUDOIIIESIA

TAiIAH PADA I('I. DAlU BUITI

PER 31 OESEMBER 2019 DAIU 31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN 2O.A

1{0. BA IGMETUIEBIA]T il E GARAITE t'BAGA 31 DESEMBEB 2019 (Auditcll 31 DESEMBER 201 I lAudiudl

1 001 MAJETIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 855.795.S47.000 343.728.232.605

2 002 DEUIAN PERWAKILAN RAKYAT 1.143.368.23 1.643 1 88.409.1 57.000

3 004 BADAN PEMERIKSA KEU AI',I GAN 5.980.428.1 25.661 1.989.704.672.051

4 005 MAHKAMAH AGUNG 1 9.81 0.522.554.459 4.864.3 r 2.403.867

5 006 KEJAKSAAN AGUiIG 17.152.277.843.897 3.844.29 1.889.1 73

6 007 SEKRETARIAT IiEGARA 563.825.1 45.662.880 87.070.470.339.603

7 010 KEMElllTERIAN DALAM iIEGERI 1 r.780.535.039.1 24 2.253.066.003.779

8 0'll KEMENTERIAN tUAR NEGERI 38.2 r 7.1 08.897.564 1 r.502.743.450.419

I 012 KEMENTERIAN PERTAHAI'lAil 1.450.878.8 1 3.257.800 294.345.486.868.825

10 0r3 KEMENTERIAN HUKUM OAiI HAK ASASI MAiIUSIA 54.456.131.211.590 1 2.625.4,14.63 1.053

11 015 KEMENTERIAN KEUANGAiI 95.993.397.699.923 1 9.436.535.504.094

12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 76.634.434.2M.419 1 1.608.949.370.893

13 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAI{ 8.694.889.734.067 2.620.380.005.603

14 020 KEMENTERIAN ENERGI OAN SUMBER DAYA MIIIERAT 1 5.41 0.585.700.1 27 3.276.347.034.1 60

15 022 KEM ENTERIAN PERH U BU I'I GAiI 312.551.921.002.102 74.768.5 1 8.687.7 r I
16 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN t)AN KEBUDAYAAl{ 1 6.81 1.909.997.257 4.040.1 19.575.914

17 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 70.9 r4.878.240.094 1 5.404.565. r 23.1 49

18 025 KEMENTERIAN AGAMA 6 1.700.844.520.566 17 .125.404.t96.332

19 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 7.643.45 1.530.970 1.622.328.251.528

20 027 KEMEITTERIAN SOSIAL 1 8.532.038.706.705 3.495.475.1 64.694

21 029 KEMENTERIAN tI[llGKUNGAN HIDUP t)AN KEHUTANAIT 9.974.257.123.792 2.365.498.329.641

22 032 KEMEI'ITERIAN KEI-AUTAiI DAiI PERIKANAN 1 5.045.992.090.586 2.444.400.900.882

23 033 KEMENTERIAIT PEKERJAATJ UMUM DAN PERUMAHAI{ RAKYAT 944.793.41 1.541.1 73 269.1 38.602.834.438

24 034 KEMENTERIATll KOORDINAT()R BIDATllG POLITIK, HUKUM, t)AN KEAMANAiI

25 035 KEMETITERIAII KO(!Rt)IIJATOR BIDANG PEREK()N()MIAIJ

26 036 KEMENTERIAIII KOORDINATOR BIDAI'IG PEMBAiIGUNAiI MANUSIA DAiI KEBUDAYAAN

27 040 KEMEiITERIAN PARIIl,ISATA 6.202.01 2.808.068 1.420.230.276.062

28 04r KEMENTERIAN BADAl'l USAHA MltlK NEGARA 1.448.1 89.807.000 273.1 98.404.650

29 042 KEMEITTERIAN RISET, TEKN()T()GI DAI{ PENDIDIKAI{ TITTGGI 352.606.484.493.0 r4 76.039.000.565.1 04

30 044 KEMENTERIAN K()PERASI DAN UKM 3.282.41 1.957.000 876.321.1 87.609

31 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAiJ PERTINDUI'IGAN Ai,IAK 1.626.1 20.000 294.120.000

32 048 KEMENTERIAN PETTDAYAGUITIAAN APARATUR I{EGARA OAN REFORMASI BIROKRASI

33 050 BADAN II'ITELIJEN I{EGARA 5.M9.972.594.296 1.651.451.539.479

34 051 LEMBAGA SAl'IDI NEGARA 1.1 62.535.693.980 446.953.267.1 05

35 052 DEWAiI KETAHANAN NASIOIIAL

36 054 BADAN PUSAT STATISTIK 3.052.318.324.207 772.800.959.901

37 055 KEMEI{TERIAN PPITIBAPPENAS 1.484.443.750.305 1 80.483.709.805

38 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAIll TATA RUAiIGIBADAN PERTAT{AHAN NASI()NAT 9.059.21 8.1 1 2.9M 2.040.367.985.540

39 057 PERPUSTAKAAN NASIONAI- REPUBI.IK INDONESIA 1.866.606.1 6 1.000 326.366.052.000

40 059 KEMENTERIATJ K()MUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.493.014.424.141 998.225.868.635

41 050 KEPOTISIAN I{EGARA REPUBLIK INDOI{ESIA 21 1.086.1 92.098.983 41.953.588.425.1 60

42 063 BADAT{ PENGAWAS OBAT DAN MAKAiIAN 1.559.938.837.794 622.657.325.807

43 064 LEMBAGA KETAHANAN IiASI()iIAL 1.378.95'1.719.000 100.600.000.000

44 065 BADAI{ KOORDINASI PENANAMAN MODAL 1.959.546.91 9.000 333.830.014.000

45 066 BADAI{ NARXOTIKA NASIONAT 592.366.444.327 324.379.067.106

46 067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTIi.IGGAT DAN TRANSMIGRASI 677.750.355.000 122.404.255.697

47 068 BADAN KEPEIJDUDUKAN DAN KELUARGA BEREI'JCANA ilASI()NAt 2.068.090.785.806 372.869.1 58.878

48 074 KOMISI NASIONAI- HAK ASASI MAiIUSIA

SK No 047806 A
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PEMERITTTAH BEPUBTIK IITDOITIESIA

TAiIAH PADA KIt DAITI BUITI

PER 31 DESEMBER 2019 DATII 3I DESEMBER 2018

LAMPIRAN 2O.A

[0. BA KEMEilTEBIATT TTEGARA'TEMBAGA 31 DESEMBER 201 9 lAaditcdl 31 DESEMBEB 201 I lAudiudl

49 075 BADAI'I METEOBOTOGI, KLIMATOI.()GI, DAI{ GE()FISIKA 3.387.359.220.61 7 860.125.687.828

50 076 KOMISI PEMITIHAN UMUM 1.0'r 2.520.1 86.736 585.704.428.38S

51 077 MAHKAMAH K()NSTITUSI 506.81 5.456.000 89.075.21 6.326

52 078 PUSAT PETAP()RAN DAN AiIALISIS TRANSAKSI KEUAl{GAN 233.761.358.040 8 1.705.022.040

53 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN IND()NESIA 29.454.769.398.49 r 6.201.29 1.1 54.537

54 080 BADAN TEiJAGA NUKTIR NASI()NAL 1 3.034.026.829.000 1.782.773.318.225

55 081 BADAN PENGKAJIAN DAI'I PEiIERAPAI'I TEKN(}L()GI 4.69i.895.1 52.000 781.190.927.385

56 082 LEMBAGA PENERBANGAIi DAI'l AiITARIKSA NASl0l'JAL 1.61 2.229.053.490 325.0 1 5.1 90.655

57 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAT 185.634.271.000 21.226.540.000

58 ()M BADA]'I STANDARISASI t{ASIONAL

59 085 BADAI,I PEI{GAWAS TENAGA NUKLIR 1 1 2.976.306.000 1 1.250.883.554

60 086 TEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 3.037.206.399.1 00 515. r 31.306.413

61 087 ARSIP NASI0NAL REPUBLIK l1'l00NESlA 802.566.806.600 21 6.31 2.1 32.396

62 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2.551.874.317.382 440.002.1 55.61 8

63 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUl{AT 4.073.366.1 52.305 1.0 1 5.394.877.90 1

64 090 KEMEI{TERIAN PERDAGANGAN 2.690.879.809.666 937.546.345.302

65 092 KEMEiITERIAN PEMUDA t)AiJ OLAH RAGA 6 r 8.688.540.000 336.575.243.520

56 093 K()MISI PEMBERANTASAN KORUPSI 1.736.548.733.375 515.234.741.435

67 095 DEWAT{ PERWAKITATll DAERAH 201.79 1.893.509 69.r39.276.742

68 100 KOMISI YUDISIA[ 272.460.683.000 48.799.520.400

69 103 BADAl,l 1'lASl0NAt PEI{ANGGUtAiJGAI'l BENCAIiA 279.632.984.000 l 1 3.143.589.776

70 104 BADAN NASI()NAL PEiJEMPATAN DAN PERTINDUNGAl{ TENAGA KERJA INOONESIA 23i.659.879.1 00 43.853.8i6.1 8 r

71 106 TEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAATT BARANG/JASA PEMERIiITAH 369.82 1.075.000 1 16.490.960.000

72 107 BADAI'J SAR NASI()NAI. s54.743.527.882 3 14.683.285.364

73 108 KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA 1.987.200.000 1.987.200.000

74 r09 BADAiI PEI{GEMBANGAN WITAYAH SURABAYA MADURA 735.650.903.7 r 2 471.736.231.125

75 r10 ()MBUOSMAN REPUBTIK INDOT{ESIA 26.592.174.000 7.315.400.000

76 11'l BADAN NASIONAL PEiIGEI.OLA PERBATASAII

77 112
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS

BATAM
42.356.379.117.074 21.822.314.130.537

78 113 BADAiJ IIASIONAT PEiIAI'IGGUI.ANGAlJ TER()RISME 38.261.256.000 38.261.256.000

79 114 SEKRETARIAT KABIiJET

80 115 BADAN PEl'IGAWAS PEMItU 9.942.054.967 221.628.762

81 116 [EMBAGA PEt{YIARAN PUBLIK RRI 1 2.61 5.286.988.073 2.585.286.126.373

82 117 TEMBAGA PENYIARAI,J PUBTIK TVRI 1 1.358.325.846.639 3.307.355.554.899

83 118
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

SABANG
1.769.726.523.620 597.525.625.31 4

84 119 BADAT{ KEAMAlllAN [AUT 1 8.556.963.495 6.737.260.600

85 120 KEMEiITERIAN KO()RDINATOR BIDAI'IG KEMARITIMAI{

86 121 BADAN EKOl{OMI KREATIF

87 122 BADAl,I PEMBIiIAAiI IDE()TOGI PANCASILA

JUMTAH PADA I(It 4.57 1.429.747.469.1 00 1.0 1 9.50 1.2I 7.507.960

88 999 BEIiDAHARA UMUM NEGARA 26.594.1 07.000 4.016.775.779

Penyesuaian (Eliminasi) pada SPAN {5.70 r.893.036.000) (857.21 1.200.000)

T(lTAL 4.565.754.448.540. 1 60 1.0r8.648.023.083.740

SK No 047805 A
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PEMEBINTAH BEPUBI-IK INDONESIA

PEBATATAN DAN MESIN PADA K't DAN BUN

PER 3I DESEMBEB 2019 DAN 3I DESEMBEB 2(lI8

LAMPIRAN 2t).B

(dalam

31 IIESEMBER 2019 lAuditedl 3 1 DESEMBEB 2018 lA aditcdl
il0. BA KEME]ITEBIAlI ]TEGABAITEM BAGA

BRUTtl PEIIYUSUTAI{ TETO BRUTll PEiIYUSUTAI{ ilETl)

1 001 MAJETIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 1 75.144.642.083 (1 39.768.822.1 851 35.375.81 9.898 I 57.535.478.383 { 1 27.882.666.31 6l 29.652.8 1 2.067

2 002 DEWAN PERWAKITAN RAKYAT 1929.544.472.3791 390.61 3.08 1 .0351.658.1 00.5 r 0.792 (1 .099.476.81 0.539) 558.623.700.253 1.320.1 57.553.41 4

3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 1.99r.1 63.973.440 {1.696.950.2 1 7.91 6} 294.213.755.524 1.971.544.524.387 ( r.630.757.004. r 33) 340.787.520.254

4 005 MAHKAMAH AGUNG 3.231.892.31 6.912 (2.539.050.676.958) 692.84r.639.954 2.91 7.1 47.390.887 {2.301.31 4.727.1 30) 61 5.832.663.757

006 1.422.430.218.5725 KEJAKSAAN AGUNG 5.398.671.339.531 (2.630.682.436.1 33) 2.767.988.903.398 3.487.200.803.633 12.064.770.585.061 )

6 007 SEKRETARIAT NEGARA 4.023.21 1.260.680 (2.432.680.1 09.81 3) 'l .590.531.'l 50.867 3.622.893.042.849 (2.1 29.636.61 0.1 1 8) 1 .493.256.432,731

7 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 3.064.758.1 07.592 (2.763.830.269.568) 300.927.838.024 2.963.31 5.687.798 (2.679.559.533.823) 283.756. I 53.975

8 0ll KEMENTERIAN tUAR NEGERI 2.431.479.656.69 1 (1.M0.859.082.753) 790.620.573.938 2.160.421.214.721 { 1.467.545.543.785) 692.875.670.936

I 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 244.484.487.394.530 { 1 27.567.544.790.539) 1 16.916.942.603.991 227.303.639.687.598 (1 08.488.0'l 2.725.453) 1 18.815.626.962.145

10 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 7.358.289.284.72t (5.208.649.428.51 1 ) 2.1 89.639.856.21 6 6.680.447.076.850 (4.407.4S8.695.4121 2.272.948.381.438

11 015 l(EMENTERIAN KEUANGAN 1 4.299.282.360.083 (1 1.404.1 94.747.r 56) 2.895.087.612.927 14.1 07.977.235.91 3 (1 0.861.430.455.S42) 3.246.546.779.97 1

12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 6.548.535.528.'l 57 (5.1 75.230.663.237) 1.373.304.864.920 6.225.890.240.250 (4.700.564.1 04.242) 1.525.326.1 36.008

13 019 KEMENTERIAN PERINt]USTRIAN 3.276.684.437.117 12.223.119.262.684) 1.053.565.1 74.433 2.838.7 1 8.583.443 ( 1.S53.087.290.290) 885.631.293.1 53

14 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5.304.868.050.573 (4.29 r .886.898.696) r.0r 2.981.151.877 5.1 34.852.582.1 06 (3.966.609.2 r 9.808) 1 .1 68.243.362.298

15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 51 .1 9 1.308.64 1.024 (30.020.487.586.567) 21.170.821.054.457 4S.05 L998.331.321 125.733.040.571.4221 23.3 1 8.957.759.899

t6 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAII 3.696.1 21.667.905 (2.690.762.S80.1 1 7) 1.005.358.687.788 3.41 7.235.655.3r 4 12.446.822.745.4581 970.41 2.905.856

17 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 22.482.127.435.185 {1 6.525.1 72.470.439} 5.956.954.968.746 1S.931 .915.819.977 {14.702.932.7i9.488) 5.228.S83.040.489

18 025 KEMENTEBIAN AGAMA 9.457.063.852.4 r 6 {7.349.43 1.382.1 761 2.107.632.470.240 8.666.975.027.1 79 (6.587.245.554.537) 2.079.125.472.842

19 026 l(EMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 2.600.242.724.246 (1.766.789.368.841) 833.453.355.405 2.493.1 07.556.237 (1.5 1 5.1 60.349.1 03) 977.947.207.134

20 027 KEMENTERIAN S(]SIAT 'l .904.924.24'1.165 {1 .552.647.62 1.41 9} 352.276.6 1 9.746 1.788.554.554.5 1 0 (1.402.1 1 1.593.278) 386.442.961.232

SK No 020272C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

-707 -

PEMEB!NTAH REPUBTIK INDONESIA

PERATATAN DAN MESIN PADA KIt DAN BUN
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dalam R

3l 0ESEMBEB 2019 lAudiEA 3t ITESEMBER 2018 lAuditcdl
lIo. BA KEMEl{TERIAt{ t{EGARAII.EMBAGA

BBUTO PEt{YUSUTA]T ]TETO BBUTO PE]'IYUSUTAl{ iIETO

21 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 12.444.112.122.1351 929.564. I 59.7773.476.1 02.967.487 (2.533.887.876.342) 942.2I 5.09L145 3.373.676.281 .9 1 2

22 032 KEMENTERIAN KETAUTAN DAN PERIKANAN 5.761.526.276.1 52 (4.095.790.1 64.800) 1 .665.736.1 1 1.352 5.631 .552.945.324 (3.728.287.51 5.633) 1.903.265.429.6S 1

23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 3.743.729.056.080 (9.0 14.768.306.55 1 ) 4.728.960.749.529 I 3.1 09.43 1.069.667 (7.885.247.3 1 6.585) 5.224.183.753.082

24 034
KEMENTERIAN KO()RDINAT()R BIDANG POtITIK, HUKUM, DAN

KEAMANAN
1 26.310.524.363 (1 02.255.359.701 ) 24.055.164.662 125.456.875.877 (94.025.592.776) 3r.431.283.1 01

25 035 KEMENTERIAN K()()RDINATt)R BIDANG PEREKON()MIAN 73.866.781.1 72 (57.838.802.839) r 6.027.978.333 64.652.995.1 49 (49.1 72.886.473) 1 5.480.1 08.676

26 036
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

KEBUDAYAAN
76.925.679.564 {62.1 89.092.633) 14.736.586.931 75.422.307.424 157.514.810.121 17.907.497.297

27 040 KEMENTERIAN PARIWISATA 636.501.767.984 t383.561 .951.290) 252.939.816.694 47 1.7 1 3.974. I 69 {333.857.259.1 12) '137.856.715.057

28 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MITIK NEGARA 125.125.261.746 (1 00.730.1 67.953) 24.395.093.793 122.026.524.215 (92.638.266.81 1 ) 29.388.257.404

29 042 KEMENTERIAN RISET, TEKN()T()GI DAN PENDIDIKAN TINGGI 25.526.249.736.793 (1 9.085.997.0S5.625) 6.440.252.64 1.1 68 23.585.360.888.7r 2 (1 7.1 22.789.1 83.343) 6.462.57 1.705.36S

30 044 KEMENTERIAN Kt)PERASI DAN UKM 408.983.61 6.837 1365.975.320.031 ) 43.008.296.806 406.599.540.1 27 (347.934.033.81 3) 58.665.506.31 4

31 047
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERI.INDUNGAN

ANAK
95.673.691.804 r9.552.1 58.307) r 6.1 21.533.497 95.57r.541.415 (69.673.879.550) 25.897.661.865

32 048
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

BIR()KRASI
1 09.999.882.248 (78.398.689.409) 3 1.60 1.1 92.839 1 03. I 03.352.431 {70.059.645.563) 33.043.i06.868

33 050 BADAN INTEI-IJEN NEGARA 1 1.288.534.107.107 (7.1 67.749.760.S05) 4.120.784.346.202 1 0.505.1 36.328.482 (5.393.00 1.72 1.005) 5.112.134.607 .477

34 051 I.EMBAGA SANDI NEGARA 1 .370.907.569.4487.673.246.745.248 {6.082.680.059.4971 1 .590.566.685.75 1 6.793.202.944.5 1 I i5.422.295.375.0711

35 052 DEWAN KETAHANAN NASI()NAI- 1 58.352.426.940 1123.825.120.1271 34.527.306.813 1 58.82'l .733.247 {98.335.21 0.1 40) 60.486.523.107

36 054 BADAN PUSAT STATISTIK 2.1 15.313.606.7S5 I 1.607.683.274.699) 507.630.332.096 1.891.531.31 0.334 (1.497.332.1 02.00 1 ) 394.199.208.333

37 055 KEMENTERIAN PPNIBAPPENAS 433.773.685.330 (236.258.1 94.736) 197.515.490.594 332.663.047.278 {2 1 9.799.543.037) 'I 
1 2.863.504.241
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38 056
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGIBADAN PERTANAHAN

NASI()NAL
2.920.546.112.445 (2.079.068.939.0s2) 841.477.173.393 2.61 8.852.31 5.583 ( r.8 l 9.887.630.853) 798.964.684.730

39 057 PERPUSTAKAAN NASI()NAI- REPUBLIK INDONESIA 654.7 1 9.668.603 (333.r43.7S9.859) 321.575.868.744 558.958.560.402 1245.337 .17 1 .17 1t 309.62'r .389.231

40 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.988.219.795.41 1 11.508.459.452.959) 479.760.342.452 2.1 46.630.406.292 t1.434.257.408.422t 712.332.957.870

41 060 KEP()TISIAN NEGARA REPUBI.IK INDONESIA 124.343.236.214.961 l7 1.530.000.351.896) 52.8 r 3.235.923.065 1 10.053.992.531.197 64.S43.646.544.1 491 55.1 r0.345.987.048

42 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2.646.1 'l 3.790.733 (1.674.074.319.01 7) s72.039.471.716 2.434.6 r 6.953.555 ( 1.447.632.923.296) 986.984.030.259

43 064 I.EMBAGA KETAHANAN NASI()NAI- 357.118.182.514 (292.1 r4.81 9.449) 65.603.363.065 350.702.533.884 l.257.273.579.7511 93.428.954.093

44 065 BADAN KO()RDINASI PENANAMAN M()DAT 2M.795.085.610 (220.420.635.53 1 ) 44.374.450.07S 232.085.022.345 {208.364.527.4671 23.720.494378

45 066 BADAN NABK()TIKA NASI()NAT 2.1 02.S45.947.691 ( 1.367.542.1 02.5s6) 735.403.845.135 2.026.684.91 2.696 {1.1 07.894.1 83.748} g 
1 8.790.728.948

46 067
(EMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN

TRANSMIGRASI
367.861.952.630 (264.548.073.679) 1 03.3 1 3.878.95 r 344.347.161.374 (229.8 1 6.758.575) 1 14.530.402.799

47 068 BADAN KEPENDUOUKAN DAN KEI.UARGA BERENCANA NASI()NAT 469.492.592.390 (384.270.395.574) 85.222.196.81 6 454.276.912.620 (358.99 r.953.504) 95.284.959.1 1 6

48 074 K()MISI NASIONAT HAK ASASI MANUSIA 24.660.595.661 (2'l .830.343.217) 2.830.252.444 27.794.544.161 (24.854.1 45.59 r ) 2.940.398.570

49 075 BADAiI METE()R()I.OGI, KTIMAT()TOGI, DAN GE()FISIKA 5.1 26.879.453.062 (3.565.055.208.347) 1.581.824.244.715 4.'l 58.147.493.545 (3.1 35.554.878.698) 1.022.592.614.847

50 076 K()MISI PEMII.IHAN UMUM 1.492.r97.617.709 (872.000.06i.350) 620.197.550.359 1.304. r 09.267.235 1727.024.679.172t 577.084.588.063

51 077 MAHKAMAH K()NSTITUSI 262.741.301.366 (235.483.388.94 1 ) 27.257.912.425 255.81 5.979.563 (222.332.659.936) 33.483.319.627

52 078 PUSAT PETAP()RAN OAN ANAI-ISIS TRANSAKSI KEUANGAN 146.478.871.735 0 0r.9s7.535.400) 44.481.336.335 'l 18.793.778.109 {87.1 75.449.7S5) 31.618.328.314

53 079 TEMBAGA ILMU PENGETAHUAN IND()NESIA 1.760.736.824.605 (1.085.070.327.48 1 ) 675.666.497.1 24 1.723.437.8M.534 (1.1 27.698.823.009) 595.739.041.525

54 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASI(]NAT 1.234.002.287.911 (695.3 1 0.225.668) 538.6S2.062.243 1.01 3.923.992.497 (5S5.864.1 47.550) 41 8.059.844.947

55 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKN()T()GI 3.394.773.255.000 12.079.022.628.7481 1.3 r 5.750.626.252 2.994.893.473.M2 (1.876.960.845.823) 1.1 17.932.627.819
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BRUTO PETTYUSUTAil ilETO BRUTtl PEITYUSUTAil ilETO

56 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASI()NAI. 1.795.425.0 1 7.339 ,877.956.697.7221 I I 7.468.3 1 9.61 7 1.368.808.513.310 l'755.640.242.2521 61 3.1 68.27 r .0 1 I
57 083 258.175.117.796BAt)AN INF()RMASI GEOSPASIAI 'l .093.737.501.925 (850.297.929.1 r4) 243.499.572.81 r 1.034.767.353.697 {776.592.235.90 1 }

58 084 BADAN STANDARISASI NASI()NAI- 227.150.577.482 {1 98.275.7 1 8.536) 28.874.858.946 41.509.541.786 129.926.01 1.659) 1 1.583.530.1 27

59 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 1 51.857.221.r 85 {94.546.31 5.879) 57.310.905.306 1 20.042.1 25.093 (78.1 28.930.239) 41.91 3.1 94.854

60 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 185.566.904.080 { 1 58.502.097.020} 27.064.807.060 1 76.03S.1 69.071 (1 4S.789.427.7801 26.245.741.291

61 087 ARSIP NASI()NAT REPUBI.IK IND()NESIA 22 1.057.763.568 { 1 82.723.430.638) 38.334.332.930 1 96.135.354.724 (1 70.519.1 36.4i31 25.6 1 6.2 1 8.25 1

62 088 BADAN KEPEGAUIAIAN NEGARA 557.396.934.784 {45 1.523.348.089) 1 05.873.586.695 539.281.544.640 l.428.443.721.5241 110.837.823.116

63 089 BAt)AN PENGAWASAN KEUANGAN OAN PEMBANGUNAN 425.01 7.008.495 {329.599.842.479) 95.4 1 7.1 66.01 6 381.726.544.930 (300.753.302.051 I 80.913.242.879

64 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 844.845.772.r 99 1667.1 49.221.233) 1 77.696.550.966 77 1.053.591 .01 3 (645.245.1 33.7261 125.808.457.287

65 092 KEMENTERIAN PEMUOA DAN ()LAH RAGA 558.827.791.420 1479.995.258.903) 1 I 8.632.532.51 7 682.61 7.1 92.748 {432.200.825.066} 250.41 6.367.682

66 093 K()MISI PEMBERANTASAN K()RUPSI 61 9.926.1 56.543 (435.242.3 r 6.098) 1 84.683.840.445 605.972.934.481 {363.363. r 2s.793) 242.609.810.688

67 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 1 40.247.1 04.900 1123.421.467.2921 1 6.825.637.608 137.187 .162.130 (1 1 7.557.83r.415) '19.629.930.71 5

68 100 K()MISI YUDISIAL 49.765.1 10.623 (43.570.068.789) 6.r95.041.83450.809.9 1 5.580 (45.49i.5 1 S.1 46) 5.31 2.396.434

69 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1.288.1 61.095.504 (1.1 24.21 6.549.809) 1 63.944.545.695 1.301.094,714.025 ( 1.006.930.866.457) 294.1 63.847.568

104 2S.755.536.55970
BADAN NASI()NAT PENEMPATAN DAN PERI.INDUNGAN TENAGA KERJA

IND()NESIA
168.043.227.1 t3 (1 45.675.590.47s) 22.367.636.640 1 67.841.38 1 .1 33 (1 38.085.844.574)

71 106 TEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG'JASA PEMERINTAH 267.245.049.940 (1 95.91 3.778.048) 71 .ss 1.27 1.892 208.050.847.31 6 (1 29.336.280.0531 78.714.567.763

12 107 BADAN SAR NASI()NAT 9.594.218.826.24'l (5.548.286.687.463) 4.045.932.1 38.778 8.60'l .402.036.1 70 (4.661.260.231.5351 3.940. I 4 1.804.635

73 108 K()MISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA 28.793.01 6.373 {2r.688.809.71 2) 7.1 04.206.661 28.1 61.334.1 09 120.260.272.5541 7.90 r.061 .51 5

74 109 BAt]AN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA 49.1 58.435.046 l.22.808.707.8271 28.349.727.219 33.262.311.682 (20.967.1 35.230t 12.255.182.452
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Ru

3t DESEMBEB 2019 lAudihil 3 1 DESEMBEB 2018 lA uditcdl
lllo. 8A KEMEilTEBIAil TIEGARA'TEMBAGA

BRUIO PEiIYUSUTAII ilETO BRUTtl PETIYUSUTA]T ilET()

75 'l'10 ()MBUDSMAN REPUBTIK IND()NESIA 42.673.256.004 (33.91 1.399.058) 8.761.856.946 41.357.097.591 (29.564.1 03.963) 1 f.i92.993.628

76 1'll BADAN NASI()NAI. PENGEI.()I.A PEREATASAN 257.657 .876.141 (85.1 89.696.935) 1 72.468.179.806 79.41 4.853.670 (56.1 23.409.898) 23.291.443.772

11277
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS &

PETABUHAN BEBAS BATAM
1.344.1 59.267.549 (9M.437.508.753) 379.721.758.796 1.221.776.?17 .713 {850.61 6.980.842) ,371.159.236.871

78 113 BADAN NASIONAL PENANGGUI.ANGAN TER()RISME 345.529.969.439 {2ss.545.280.1 49) 1 1 1.984.689.2S0 3t 7.333.696.41 5 (1 68.724.029.1 i8) 148.609.667.237

7S r4 SEKRETARIAT KABINET (43.1 00.096.6671 1 1.9r9.650.38664.892.159.251 145.993.304.559) r 8.898.854.6S5 55.01 9.747.053

80 115 BADAN PENGAWAS PEMITU 457.5M.827.607 (201.1 68.448.544) 256.396.379.063 354.870.590.962 ( 1 35.443.539.890) 219.427.051.072

81 116 I-EMBAGA PENYIARAN PUBTIK RRI 1.378.777.595.373 { 1.1 60.905.509.366} 21 7.872.086.007 1.358.51 5.800.522 ( l. I 29.61 6.55i.398) 228.899.249.124

82 117 I.EMBAGA PENYIARAN PUBI-IK TVRI 2.783.322.049.122 (1.627.298.828.607) 1 .1 36.023.220.51 5 2.532.465.596.r 66 ( 1.367.020.24 1.31 0) 1.1 65.445.354.856

83 118
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERI)AGANGAN BEBAS DAN

PEI-ABUHAN BEBAS SABANG
58.652.237.458 it44.774.852.4361 ls.877.385.022 57.636.862.01 0 (40.341.576.809) 17.255.285.201

11984 BADAN KEAMANAN TAUT 2.022.269.725.417 {824.r r7.193.0261 1.1 98.1 52.532.391 1.347.247 .788.067 (656.550.7S0. I 87) 690.696.997.880

85 120 KEMENTERIAN K()()RDINAT()R BIDANG KEMARITIMAN 1 1 1.353.395.238 (63.886.488.0231 47.466.907.21 5 100.422.974.762 (43.780.967.605) 56.642.007.1 57

86 121 BADAN EK()N()MI KREATIF 31.551.M6.060 fl 8.9 1 5.958.553) 1 2.635.687.507 28.091.846.029 (1 2.445.61 5.436) 1 5.646.230.593

1?287 BADAN PEMBINAAN It)E()I.()GI PANCASILA 32.378.088.1 00 12.736.987.472l'

JUMTAH PADA I(IT 643.224.820.265.6 1 5 (387.467.972.377.3781 255.727.206.787.809 589.844.387.849.927 (329.678.1 r0.52S.23r1 260.r 66.277.320.690

88 999 97.625.8 1 6.1 77BENDAHARA UMUM NEGARA 459.546.351.995 139 1.21 7.254.584) 68.329.097.41 1 442.306.1 66.552 {344.680.350.375)

TOTAT 643.684.366.6r7.610 (387.859.r 89.631.962) 255.795.535.885.020 590.286.694.01 6.479 (330.022.790.879.61 2) 260.263.903.1 36.867
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PEMERINTAH BEPUBTIK INDONESIA
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Illo. BA (EMENTERI AN tII EGABAITEM BAG A
BBUTO PEt{YUSUTAtt| tllET0 BBUTO PENYUSUTAN NETO

1 001 MAJETIS PERMUSYAWARATAN BAKYAT 2r 1.862.975.921 (1 8.868.682.085) 1 92.994.2S3.836 220.385.697.914 (53.307.270.932) r 67.078.426.982

2 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 877.245.448.738 178.229.247.5071 799.0 r 6.201.23 r 907.534.052.443 ( r 88.580.5s4.347) 718.953.498.096

3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 2.508.M3.269.633 fl 67. t43. r 22.339) 2.341.500.147.294 2.332.97 1.508.643 (31 6. I 82.639. t45) 2.0 1 6.788.869.498

4 005 MAHKAMAH AGUNG 8.238.230.t28.101 (84 r.889.652.97 1 ) 7.396.340.475. r 30 7 .992.652.726.378 ( 1.572.348.334.794) 6.420.304.39 1.584

5 006 KEJAKSAAN AGUNG 5.1 94.376.730.278 145 1.794.085.025) 4.142.582.645.253 6.007.786.627.706 {1.251.601.872.108) 4.756.1 84.755.598

6 007 SEKRETARIAT NEGARA 6.634.S05.572.103 (440.835.4 1 0.048) 6.1 94.070.1 62.055 5.790.344.144.01 5 (1.748.6r 7.456.319) 4.04 1.726.687.6S6

7 010 i(EMENTERIAN DATAM NEGERI 2.7s6.244.855.806 (206.729.829.2 r 0) 2.549.5 r 5.026.596 2.522.795.952.068 (652.840.708.857) 1.869.955.243.21 r

8 011 KEMENTERIAN I-UAR t{EGERI 9.231.708.942.471 {804.2 1 6.035.834) 8.427.492.906.637 6.451.334.088.S38 (3.957.7 l 0.066.559) 2.453.624.0?2.375

I 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 7 L986.1 35.283.561 {12.r58.r95.476.298) 59.827.939.807.263 44.8S9.893.872.846 ( r4.083.695.076.689) 30.8 r 6. I 98.796.1 57

l0 013 KEMENTERIAN HUKUM OAN HAK ASASI MANUSIA 1 1.9s8.064.335.324 (1.0r0.882.340.912) I 0.947.18 t.994.4 I 2 10.457.963.7S8.623 (2.323.8 I 6.547.094) 8.134.147 .251.529

1l 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 16.435.861.201.445 (1.389.990.400.42i) 1 5.045.870.80 1.0 18 14.544.545.225.457 (3.755.337.542.61 9) 1 0.789.207.682.838

12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 5.S68.056.274.799 1524.822572.147t 5.443.233.702.652 4.734.534.884.794 ( r.089.264.8 r 9.4761 3.645.670.065.3 1 8

r3 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2. r 50.853.666.779 {21 9.68 r.354.373} 1.931.1 72.3 1 2.406 1.675.432.517 .112 (390.886.203.044) 1.284.546.3 r 4.068
14 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.559.745.423.102 {2 r 4.466.197.396) 2.345.279.225.706 2.1 66.250.483.575 {598.483.944.01 9} 1.567.7 66.539.556

l5 022 KEMENTERIAiJ PERHUBUNGAN 26.10t.194.t86.i46 (2.282.633.1 52.230) 23.818.56r.034.5r6 25.586.84 1. I 77.8 I 5 (3.433.685.733.6261 22. I 53. I 55.444.1 89

l6 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN (EBUOAYAAN 6.679.857.570.435 {443.756.973.306) 6.236.1 00.597.1 29 5.004.48 1.460.948 (932.1 78.235.8271 4.072.303.225.121

t7 024 KEMENTERIAN KESEHATAN I 6.309.053.886. r 3 1 (1.649.968.144.835) 1 4.659.085.74 1.296 r 3.574.335.256.508 (2.903.594.7 1 5.702) 1 0.670.740.540.806

18 025 KEMENTERIAN AGAMA 32.880.351.409.690 (2.2s3.9 1 0.404.087) 30.626.it41.005.603 26.802.836.20 r.742 (4.646.032.458.595t 22.156.803.7 43.147

19 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAI{ 1.9 1 9.956.354.498 { 1 76.03 1.82 1.927} 1.t43.924.532.571 1.442.717 .606.755 1277 .117.457 .7Ml 1.1 65.600.148.99 1

20 027 KEMENTERIAN SOSIAI. 1.758.428.848.267 1182.053.1 r8.595t 1.6r 6.575.729.672 1.513.338.943.015 (36r.072.63r.79r) 1.152.266.311.224

2t 029 KEMENTERIAN TINGKUNGAN HIDUP OAN KEHUTANAN 3.293.584.141.91 1 (255.9 r 3.1 52.553) 3.037.670.989.3s8 2.357 .477 .87 4.437 {455.828.665.74 1 } 1.94 t.649.208.696

22 032 KEMENTERIAN I(ELAUTAN DAN PERIKANAN 5.064.491.1 t4.759 {368.205.780.239} 4.696.285.334.520 4.1 03.635.605.049 {603.034. r 97.284) 3.500.60 1.407.765

23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM OAN PERUMAHAN RAKYAT 23.888.2 1 5.003.244 ( 1.328.727.S43.854) 22.559.48i.059.390 17 .505.734.217.U4 ( r.569.56 r.723.730) r 5.936. r 72.493.9 l4
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PEMEBINTAH BEPUBTIK INDONESIA

GEDUNG DAN BANGUNAN KIt DAN BUN
PER 3I DESEMBEB 20I9 DAN 31 DESEMBEB 2018

LAMPIRAN 20.C

lllo. BA I(EMEI'ITERIATII IUEGABAITEM BAGA
31 DESEMBEB 2019 lAuditedl

BRUTO PEI{YUSUTAttl NETO BRUIO PENYUSUTATTI tltET0
24 034 KEMENIERIAN KOORDINAT()R BIDANG P()I-ITIK, HUKUM, DAN I(EAMAI'IAN 10.474.038.777 {537.689.242} 9.936.349.535 8.134.999.202 {920.333.975) 7.214.665.227

25 035 KEMENTERIAN K()ORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 29.54 1.1 54.075 (1.779.587.595) 27.76r.566.480 22.785.169.780 (4.1 00.080.21 8) 18.685.089.562

26 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA OAN KEBUDAYAAN t 54.040.207.650 (8.360.1 29.765) 145.680.077.885 I 62.802.785.1 2 I ( 1 7.750.07 r.892) 145.052.713.229

2l 040 KEMENTERIAN PARIWISATA t.624.1 35.755.41 2 {92. r 93.67 1.434} r.53 1.942.083.978 1.1 67.697.980.88S 1222.582.630.2381 945.r 15.350.651

28 041 KEMENTEBIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 396.488.627.387 l1 8.434.322.6601 378.054.304.727 245.548.8 I 2.957 14 r.869.842.41 8) 203.678.S70.539

29 042 KEMENTERIAN RISET, TEKN()TOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 35.027.35 1.350.963 (2.65 r. r 83.986.378) 32.376. I 57.364.585 29.80 1.78 r .695.588 (4.928.782. r 06.647) 24.872.999.588.94 1

30 044 I(EMENTERIAN K()PERASI DAN UKM 837.639.845.3 r 3 {75.M6.709.1501 76 r.993.1 36. r 63 797. r 66.836.674 (170.31s.817.763) 626.847.0 1 8.905

31 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERI.INDUNGAN ANAK 173.068.6t3.000 (s.220.r 92.205) 1 63.848.420.795 104.426.273.203 {9.288.7 r 6.796) s5.1 37.556.407

32 048 KEMEI'ITEXIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA OAN REF()RMASI BIROKRASI 72.771.604.892 (5.049.r2r.269) 61.122.483.623 37 .572.097.436 (5.808.0r2.690) 31.764.084.746

33 050 BADAN INTEI.IJEN NEGARA 1.0 1 6.285.850.700 €0.908.1 80.505) s25.377.670.195 730.064.092.473 (110.438.044.6121 6 I 9.626.047.861

34 05r LEMBAGA SANDI NEGARA 1.2 1 9.355.500.423 (64.561.908.060) 1.1 54.793.592.363 't.016.402.983.406 172.388.014.872t 944.014.968.534

35 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL

36 054 BADAN PUSAT STATISTIK 1.900.603.566.704 (1 52.084.22 r.1 3 r ) 1.748.5 1 e.345.573 1.930.243.61 3.988 (364.456.s39.093) 1.565.787.074.895

37 055 KEMENTERIAN PPNIBAPPENAS 1 57.938.995.269 fl8.822.558.857) 139.1 16.436.412 144.1 31.361.953 {34.504.274.61 0) 109.627.087.343

38 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGIBADAN PERTANAHAN NASIONAI. 2.720.651.469.735 (206.r 92.205.538) 2.5 t4.459.2M. t 97 2.083.54 r.389.078 (337.1 82.4 I 9.604) 1.746.358.969.474

39 057 PERPUSTAKAAN NASI()NAI- REPUBI.IK INDONESIA 626.331.814.823 (28.535.1 67.i99) 557.796.647.024 556.2t9.926.984 (6 1.462.435.333) 4S4.757.491.651

40 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INTORMATIKA 904,605.8r2.309 (94.701.80 1.5771 809.904.0 1 0.732 139.111.374.472 t209.055.295.45 1 ) 530.062.079.021

4l 060 KEPOI.ISIAN NEGARA REPUBI.IK IND()NESIA 30.982.9 18.808.753 (3.1 00.557.94 1.250) 27.882.360.867.503 2 1.1 37.675.588.1 96 {4.558.876.072.562) 1 6.578.799.5 I 5.634

42 063 BADAN PENGAWAS ()BAT DAN MAKANAN 723.899.395.952 (62.7r r.739.251) 66 1. I 87.656.70 1 669.133.787.588 ( r 38.352.024.302) 530.78 1.763.286

43 064 TEMEAGA KETAHANAN NASI()NAI. 301.883.925.323 (1 6. r 50. l 50.905) 285.733.174.418 274.667.240.692 {24.S27.059.57s) 249.740.181.117

44 065 BADAN K()ORDINASI PENANAMAN M()DAT 264.256.245.6M (28.396.92S.423) 235.859.316.22r 245.3 I 7.298.605 {58.887.1 02.839) r 86.430.1 95.766

45 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAT 743.326.833.85S 61.678.916.556) 70 1.647.9 1 7.103 r.020.982.337.974 (r 54.539.268.9 1 0) 866.443.06S.0M

46 067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAI- DAN TRANSMIGRASI 579.836.981.600 (36.904. l 2S.929) 542.932.85r.67r 329.194.678.847 (39.039.732.598) 290.1 54.946.249
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PEMERINTAH REPUBTIK INDONESIA

GEDUNG DAN BANGUNAN KIt DAN BUN
PEB 3I DESEMBER 20Ig DAN 31 DESEMBER 20I8

LAMPIRAN 20.C

Illo. BA KEME TTTERIAN ttl EGARAITEM BAGA
3l DESEMBER 2018 lAaditedl

BRUTO PEIIIYUSUTAITI NETO BRUTO PEitYUSUTAtU ilET0
47 068 BADAl'I KEPENDUDUKAN DAN KEI.UARGA BERENCANA NASIONAL 592.058.400.638 {65.238.706.743) 526.819.6S3.895 367.230.483.740 (1 I 1.690.663.556) 255.53S.820.184

48 074 KOMlsl I'lASl0NAL HAK ASASI MAI{USIA I 3.663.1 03.000 (734.575.445) 1 2.928.527.555 1 1.440.763.193 ( r.144.076.3 1 9) 1 0.296.686.874

49 075 BADAN METEOROI.OGI, KLIMATOI.OGI, DAN GEt)FISIKA 1.221.870.898.793 I 1 05.095.786.833) 1.122.775.1 I t.960 1.060.044.349.465 (224.726.r r r.508) 835.3 r 8.237.957

50 076 K()MISI PEMITIHAN UMUM 640.132.8t4.926 {39.227.528.459) 600.905.1 16.467 503.775.867.237 {74.749.0t 1.t l5l 429.026.856.122

51 077 MAHKAMAH K()NSTITUSI 247.832.944.456 I r 4.085.867.338) 233.747.077 .118 249.040.949.062 {43.230.1 67.7391 205.8 r 0.78 1.323

52 078 PUSAT PELAPORAIi DAN ANAI.ISIS TRANSAKSI KEUANGAN 224.201.982.574 (r3.977.770.616) 210.224.21L358 147.070.688.73 r ( 1 S.852.382.588) 1 27.2 t 8.306. t 43

53 079 I.EMBAGA ITMU PENGETAHUAN IND()NESIA t.402.966.0S2.1 76 (86.46r.467.49 r ) r.3 r 6.504.624.685 1.2 1 5.31 5. r S2.230 ( r s7.489.1 34.1 92) r.0 I 7.826.058.038

54 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASI()NAI. t.r08.i08.01s.384 ( 1 i7.238.'t 70.890) 931.469.848.494 607. l 02.240.600 (258.474.880.040) 348.627.360.560

55 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOI.OGI r.043.739.095.308 ( 1 39.842.550.634) 903.896.544.674 882.480.723.826 (1 8 1.349.873.405) 70 l. I 30.850.42 r

56 082 I.EMBAGA PENERBANGAN t)AN ANTARIKSA NASI()NAI. 368.971.545.823 l.35.772.184.531l, 333.r99.36r.292 317.054.317.655 {83.008.1 26.628) 234.046. I I 1.027

5l 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAT 67.603.738.668 (6.598.2S2.4841 61.005.446.184 1 1 3.637.637.525 {27.7 1 5.786.908) 85.921.9 r 0.61 7

58 084 BADAN STANDARISASI NASIONAI. 867.997.8i5 i'24.329.215t 843.668.600

59 085 BADAT{ PENGAWAS TENAGA NUKLIR 14.660.420.6 1 4 (938.546.699) r 3.721.873.9 I 5 1 9.950.542.91 5 14.812.747.2501 1 5. r 37.795.665

60 086 I.EMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 663.471.874.888 (45.704.851.479) 6t 7.767.023.409 466.235.260.66r (1 04.888.1 23.762) 361.347. r 36.899

6l 087 ARSIP NASIONAL REPUBI-IK INDONESIA 364.584.089.636 (30.s86.6 r 2.256) 333.597.477.380 232.559.835.154 157.350.5 r 7.341 ) I 75.209.3 I 7.8 I 3

62 088 BADAN KEPEGAWAIAN t'IEGARA 83S.776.988.9S6 (64.91 0.006.7 1 9) 774.866.982.277 687.835.852.268 ( r 24.269.328.6 1 8) 563.566.523.650

63 089 BAOATll PENGAWASAN KEUANGAN OAN PEMBANGUNAN 1.078.044.520.683 {s3.5S4.9s4.753) 984.449.525.930 9r 3.574.996.570 (201.982.264.1 I r ) 7r r.5s2.732.38S

64 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 918.066.690.t82 {104.r91.053.761) 813.875.636.421 794.985.145.735 ( 143.970.7 1 5.5 14) 65 1.0 r 4.430.221

65 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OtAH RAGA 330.872.51 1.049 (20.853.563.909) 3r0.018.947.140 254.853.529.859 (49.255.433.8 1 7) 205.5S8.096.042

66 093 KOMISI PEMBERANTASAN K()RUPSI 411.539.424.542 (36.385.275.M8) 375.1 54. I 48.894 407.107.703.622 (44.946.939.r 18) 362.160.764.504

67 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 42.316,260.700 (2.250.628.280) 40.065.632.420 65.863.77S.1 75 {5.0 r 3.541.288} 60.850.237.887

68 100 KOMISI YUDISIAI. 95.036.057.478 (5.627.886.659) 89.408.1 70.8 1 I 72.3 14.003.7 r 6 ( r 3.493.236.208) 58.820.767.508

69 r03 BADAN NASI()NAT PENAiIGGUTANGAN BENCANA 406.800.51 1.244 {20.398.601.5461 386.40r.909.698 576.04i.389.075 {46.697.340.620) 529.350.048.455
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PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
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PEMEBINTAH BEPUBTIK INDONESIA

GEDUNG DAN BANGUNAN K't DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN 2O.C

31 0ESEMBER 2019 lAuditedl 31 DESEMBEB 2018 lAuditcdl
No. BA I( EMEITITEB!A III il EGARAITEM BAG A

BRUTO PEiIYUSUTATII tllET0 BBUTO PENYUSUTAITI NETO

62.927.146.99 170 104 BADAN iIASIONAL PENEMPATAN OAN PERI.INDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 83.267.294.308 (5.328.948.563) 77.938.345.745 74.834.040.087 {r r.906.893.096)

106 {1 1.150.301.5S8} 206.612.S87.843 r60.657.530.329 I r.037.351.555) 149.620.178.77411 TEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 217.783.289.441

72 107 BADAN SAR NASIONAI. t.086.380.524.878 {62.21 5.453.378) 1.024.1 65.07 1.500 946.399.056.369 fl03.13r.248.788) 843.267.807.58 1

128.270.76973 108 KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA r 73.700.000 150.773.8471 122.926.153 173.700.000 {45.429.2311

109 I 19.284.397.671 (3.634.01 1"430) 1 r5.650.386.241 36.419.569.236 {3.345.626.821 ) 33073.942.4 r 574 BAl)AN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA

15 110 OMBUDSMAN REPUBTIK INDONESIA 1.357.048.000 {27.1 40.S60} 1.329.907.040

( 1 4.1 02.355.S57) 634.0 1 9.285.04i 30.273.586.663 (2.8S4.590.367) 27.378.996.2S676 111 BADAN IIIASIONAL PENGELOI.A PERBATASAN M8.12 r.64 r.004

77 112 BADAN PENGUSAHAAI\I KAIIIASAI{ PEBDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM 3.776.85 1.79 1.730 {730.756.904. r 37) 3.046.094.887.593 1.233.21 5.663.807 (1 88.568.337.6 1 8) 1.044.647.326.1 89

I S0.434.450.90778 113 BADAN TIIASIONAT PENANGGUTANGATII TERORISME 220.393.658.4 18 (8.318.692.28r ) 212.074.566.137 205.269.758.084 { 14.835.307.1 77)

7g 114 SEKRETARIAT KABINET

80 1t5 BADAN PENGAWAS PEMITU 28.561.033.507 (1.607.64 r.620) 26.953.39r.887 1.940.294.000 177.61 r.760) 1.862.682.240

463.272.406.1 05 ( r 59.301.576.147) 303.970.829.95881 116 IEMBAGA PENYIARAN PUBLIK BRI 792.103.284.438 fl 18.797.001.943) 673.306.282.495

82 117 TEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI 1.097.034.809.1 93 fl71.533.191.942) 925.501.617.251 479.8 10.8 14.660 (1 S4.357.970.1431 285.452.8M.517

( 1 20.080.59 1.206) 1.402. I 69.0S0.60783 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS OAN PETABUHAN BEBAS SABANG I 19.963.1S4.270 (7.088.606.89 1 ) 112.874.587.379 1.522.249.68 1.8 1 3

r19 BADAN KEAMANAN LAUT 30.903.574.928 ( r.392.774.005) 29.5r0.800.923 47. I 07.069.885 16.237.784.7721 40.869.285. t r 384

85 120 KEMENTERIAN KOORDINAT()R BIDANG KEMARITIMAN

86 121 BAOAN EKON()MI KREATIF

87 122 BADAN PEMBINAAN IDEOI.OGI PANCASITA

225.461.737.259.121JUMTAH PADA K'T 365.440.618.077.924 t36.5 r 9.699.209.677) 328.920.9 1 8.868.247 287.027.576.732.583 (6 r.586.239.473.4621

88 s9s BENDAHARA UMUM NEGARA 2.4 t 0.401.454 133.904.355) 2.376.497.099 490.017.000 (4.S00.1 70) 485.1 16.830

225.462.222.376.051TOTAI. 365.443.028.479.378 (36.5r9.733.r r4.032) 328.923.2S5.365.3{6 287.028.466.749.583 (6 1.566.244.373.632)
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PEMERIilTAH BEPUBTIK IITDOilESIA

JATAN, IBIGASI, DAiI JABITIGATU PADA I(II. DAIT BUil

PEB 31 DESEMBER 2019 DAiI 3I DESEMBEB 2018

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited) LAMPIRAN 2t).D

(dalam

31 E
lUo. BA I(E M ETIITERIAiI tII EG ABA'tEM BAG A

BRUTO PETTYUSUTATII tttET0 BBUTO PEITYUSUTAiI NETO

1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 13.646.277.700 (3.905.724.336) 9.740.553.364 1 3.646.277.700 (3.553.308.580) 1 0.092.969.1 20

2 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 93.206.026.002 (35.057.52 1 .497) 58.1 48.504.505 90.637.956.944 (40.142.772.7641 50.495.1 84.1 80

3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 390.041.392.700 (222.238.000.000) r 67.803.392.700 352.549.239. r r 3 (21 6.390.289.863) I 36.1 58.949.250

4 005 MAHI(AMAH AGUNG 234.1 68.244.636 (85.73r.398.41 7) 148.436.846.21 I 249.518.888.772 (96.51 7.729.1 76) r 53.001.1 59.596

5 006 KEJAKSAAN AGUNG 58.079.452.455 128.721.288.3211 29.358.1 64.1 34 56.084.044.01 I (39.860.667.266) 26.223.376.752
6 007 SEKRETARIAT NEGARA 844.101.432.447 (226.043.000.000) 61 8.058.432.447 814.259.751.249 (51 4.733.606.903) 299.526. r 44.346

7 010 KEMENTERIAN DATAM NEGERI 291.580.470.407 (88.524.573.088) 203.055.897.31 I 284.698.704.1 65 1122.075.841.748r, 162.622.862.417

I 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 24.792.326.158 (1 2.31 6. r 01.705) 12.476.224.453 45.366.823.820 (39.488.880.i48) 5.877.943.072
I 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 13.278.074.914.779 (4.239.050.000.000) s.039.024.S 1 4.779 11.739.190.777.222 (7.201.955.039.741 ) 4.537 .235.737 .481

10 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAX ASASI MANUSIA 99.520.892.828 (48.1 37.670.5 1 3) 5 1.383.222.3 l 5 74.628.773.346 (48.688.864.957) 25.939.908.389
'l 

1 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 454.748.320.295 (1 22.657.000.000) 372.09 1 .320.295 492.466.667.31 4 (191.431.5r 1.743) 30 1.035. I 55.57 1

12 0't8 KEMENTERIAN PERTANIAN 636.398.426.494 fi 76.927.000.000) 459.471.426.4S4 608.350.078.280 (267.41 S.208.83 r ) 340.930.869.449

13 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 75.422.928.203 (45.526.487.033) 33.896.44 r .1 70 39.083.1 59.489 (r4.838.695.71 1) 24.244.463.778
14 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBEB DAYA MINERAL 5.600.863.024.279 (847.324.000.000) 4.753.539.024.279 1 .625.304.8 1 7.685 {361.226.1 07.24 1 ) 1 .264.078.710.444
15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1 34.734.662. r 30.363 (43.825.400.000.000) 90.909.262.'l 30.363 1 09.896.1 3 1.855.771 (5 1.1 00.5 1 0.033.793) 58.795.62 1.82 1.978

16 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 268.803.858.91 4 (1 02.990.000.000) 165.813.858.914 253.532.131.731 1112.982.103.7211 140.550.028.01 0

17 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 599.526.448.925 336.975.430.566(227.725.000.000) 37 1.801.448.925 659.1 40.096.700 (322.1 64.666.1 34)

18 025 KEMENTERIAN AGAMA 5 l 2.371.379.458 (1 51.8S0.000.000) 360.48 1 .379.458 852.690.8 1 5.796 (223.662.940.060) 629.027.875.736
1g 026 KEMENTERIAN KETENAGAXERJAAN i3.81 0.949.272 142.537.737 .4141 31.273.211.858 87.131.238.977 (62.661.926. 1 1 i) 24.469.31 2.860

20 027 KEMENTERIAN S()SIAL 1 02.663.682.834 (3 7.267.884.326) 65.395.798.508 'r 
1 6.099.265.531 {54.928.8 1 2.462) 61.1 70.453.063

21 02s KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 433.943.1 53.388 (1 36.685.000.000) 297.258.1 53.388 366.068.778.1 68 {1 6 1.40S.243.755) 204.659.534.41 3

22 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.670.002.974.743 (983.1 72.000.000) 2.686.830.974.743 2.867.557.664.078 fl .329.097.27S.387) 1 .538.460.384.69 1

23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM I)AN PERUMAHAN RAKYAT 673.689.964.604.S95 fl 77.777.000.000.000) 495.91 2.964.604.995 448.629.1 09.542.751 (276.1 72.334.850.1 02) 172.456.774.692.649

24 034 KEMENTERIAN K()()RDINAT()R BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMAN/ 2.548.1 54.233 (609.02 r .773) 1 .939.1 32.460 2.475.255.400 542.101.2871 1 .932.554.1 1 3

25 035 KEMENTERIAN K()()RDINAT()B BIDANG PEREK()N()MIAN
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26 036
KEMENTTRIAN K()()RDINAT()R BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

KEBUDAYAAN
1 44.386.000 (36.780.975) 1 07.605.025 1 44.386.000 (33.1 71.325) 11',t.214.675

27 040 KEMENTERIAN PABIWSATA 42.1 85.538.1 95 (1 7.320.003.806) 24.865.534.389 56.927.687.773 (29.1 61.1 63.550I 27.766.524.223
28 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGANA 3.201.056.420 (1.0i6.1 36.491 ) 2.124.919.929 3.201.056.420 (987.91 9.863) 2.213.136.557

29 042 KEMENTERIAN RISET, TEKN()L()GI DAN PENDIDIKAN TINGGI 1 .360.957.01 1.452 (503.755.000.000) 857.202.011.452 r.275.363.488.1 77 (628.405.530.355) 646.957.957 .822
30 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 38.211.323.571 (1 3.654.3S4.666) 24.556.328.905 48.254.855.445 (22.1 03.633.324) 26.151.222.121

31 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANI 5.152.456.728 (5.1 48.1 94.225) 4.262.500 5.1 52.456.725 (4.633.723.553) 518.733.172

32 048
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REF()RMASI BIR()KRASI
1.395.21 6.550 (648.58S.r 82) 746.627.368 1.395.21 6.550 (603.858.894) 791.357.656

33 050 BADAN INTETIJEN NEGARA l 36.1 01.935.773 (50.304.99 I .747) 85.796.S44.026 142.624.485.295 (60.540.546.r 96) 82.083.91 9.099

34 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 37.41 8.725.981 (1 2.570.1 88.377) 24.848.537.604 37.44S.601.826 (1 2.861.647.553) 24.587.954.273

35 052 DEWAN KETAHANAN NASI()NAI-

36 054 BADAN PUSAT STATISTIK

37 055 KEMENTERIAN PPNIBAPPENAS 6.020.002.566 (3.1 21.445.789) 2.898.556.777 6.507.585.1 70 (3.1 53.379.51 3) 3.354.205.657

38 056
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGIBADAN PEBTANAHAN

NASI()NAT
23.767.433.670 (9.242.558.657) I 4.524.875.01 3 22.81 6.996.787 (8.898.074.532) 1 3.91 8.922.255

39 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBTIK IND()NESIA 54.724.368.942 (991.775.508) 53.732.593.434 54.724.368.942 (957.853.858) 53.766.51 5.084

40 05s KEMENTEBIAN K()MUNIKASI OAN INF()RMATIKA 29.051.832.S82 (9.662.478.863) 1 9.389.354.1 I S 31.262.337.137 fl 2.1 01.1 81.807) 1 9. I 61 .1 55.330

41 060 KEP()LISIAN NEGARA REPUBLIK IND()NESIA 893.600.7 1 6.423 (376.52 1.000.000) 517.079.716.423 847.085.525.229 (459.488.1 58.83 1 ) 387.597.366.3S8

42 063 BADAN PENGAWAS ()BAT DAN MAKANAN 28.1 90.634.667 (6.496.978.035) 21.693.656.632 28.520.550.327 t7.227.367.300t 21.293.183.027

43 064 LEMBAGA KETAHANAN NASI()NAL 1 0.950.590.247 (1.951.095.501) 8.999.494.746 11.118.9S7.502 (2.059.426.1 70) 9.059.571.332

44 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAI- 9.022.1 1 5.1 83 (3.727.809.678) 5.294.305.505 4.863.1 64.1 83 (1.607.288.91 5) 3.255.875.268

45 066 BADAN NARK()TIKA NASI()NAL 55.581.626.760 (1 5.51 8.092.301 ) 40.063.534.459 45.387.927.803 (1 5.750.91 6.292) 29.637.01 1.51 1

46 067
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAI- DAN

TRANSMIGRASI
836.31 1.807.753 (225.366.000.000) 61 0.945.807.753 732.005.217.423 (1 90.1 65.972.058) 541.83S.245.365
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47 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASI()NAT 28.676.374.492 fl 3.827.988.794) r4.848.385.698 27.500.273.480 (1 4.1 23.553.364) 1 3.376.720.1 1 6

48 074 KOMISINASI()NAI- HAK ASASI MANUSIA

4S 075 BADAN METE()R()L()GI, KLIMAT()L()GI, OAN GE()FISIKA 202.581.021.061 (70.454.65 1.8S2) 1 32.1 26.369.1 69 229.990.006.233 (93.1 83.026.1 50) 1 36.806.980.083

50 076 K()MISI PEMILIHAN UMUM 1.517.642.110 (502.267.526) 1.01 5.375.1 84 1.284.045.495 (462.665.5 1 7) 821.379.978

51 077 MAHKAMAH KONSTITUSI 45.4r 8.669.050 (23.350.522.023) 22.068.147.027 45.054.462.043 (23.280.974.63 l ) 21.773.487 .412

52 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 235.602.000 (53.999.790) r 81.602.2r 0 628.286.1 98 (357.002.027) 211.284.171

53 07s I.EMBAGA ILMU PENGETAHUAN IND()NESIA 275.087.358.726 (s0.866.578.878) 184.220.779.848 203.024.1 66.928 (90.1 14.751.486) 112.905.415.442

54 080 BADAN TENAGA NUKTIR NASI()NAL 41 3.078.1 26.893 (s8.71 3.669.993) 3 1 4.364.456.900 1 21.863.800.285 (41.252.01 9.440) 80.61 1.780.845

55 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKN()L()GI 122.430.873.378 (32.382.967.687) 90.047.905.691 1 23.426.801.1 31 (33.644.640.593) 89.782.1 60.538

56 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 58.61 0.857.849 (1 6.064.262.934) 42.546.5S4.91 5 42.420.442.869 (26.651.41 9.398) 15.769.023.471

57 083 BADAN INF(]RMASI GE()SPASIAL 9.21 6.i88.655 Q.376.487.7791 6.840.300.876 9.420.3 1 4.030 t2.880.752.9721 6.539.561.058

58 084 BADAN STANDARISASI NASI()NAT 500.500.000 (1 3r.490.046) 369.009.954

59 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKTIR 2.356.628.1 89 (1.346.SS7.998) 1.00s.630.1 9t 2.272.411.872 {1.030.662.1 62} 1.241.749.110

60 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 1 0.903.259.475 (4.376.769.805) 6.526.489.670 9.201.428.880 (3.660.1 84.058) 5.541.244.822

61 087 ARSIP NASI()NAT REPUBLIK IND()NESIA 62.881.974.526 (25.4S4.023.7 1 5) 37.387.950.81 I 11.741.372.797 (6.1 58.324.31 3) 5.583.048.484

62 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 21.187.821.770 |'12.207.229.1401 8.980.592.630 23.239.393.756 (1 4.1 51.529.407) 9.087.864.349

63 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1 7.351.803.443 (7.0r 7.429.349) 1 0.334.374.094 1 5.1 85.31 1.538 (8.812.507.418) 6.372.804.1 20

64 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 26.39S.268.02 1 (21.200.1 13.250) 5.1 99.r 54.771 25.690.278.749 122.060.204.2211 3.630.074.528

65 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN ()LAH RAGA 6.234.395.736 t2.778.787.8311 3.455.607.905 1 1.881.430.936 (8.990.874.337) 2.890.556.599

66 093 K()MISI PEMBERANTASAN K()RUPSI 129.488.001.499 (40.204.1 75.436) 89.283.826.063 1 26.1 56.1 77.603 (34.948.71 2.402) 9r.207.465.201

67 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 2.316.491.000 (l 23.21 7.605) 2.1 93.273.395

68 100 KOMISIYUDISIAL 3.588.869.628 (3.464.989.986) 123.879.642 3.588.869.628 (3.457.085.931) 1 31.783.697

69 103 BADAN NASI()NAT PENANGGUTANGAN BENCANA 1.1 90.429.000 (1 66.660.060) 1.023.768.940 1.1 90.429.000 (1 1 9.042.900) 1.071.386.1 00

70 104
BADAN NASI()NAT PENEMPATAN DAN PERTINDUNGAN TENAGA KERJA

IND()NESIA
7.469.703.800 13.747.169.4251 3.721.934.375 12.077.735.207 (9.823.672.353) 2.254.062.854
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71 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMEBINTAH

72 107 BADAN SAR NASI()NAL 50.1 77.807.433 (9.353.954.025) 40.823.853.408 57.593.1 1 4.435 (1 5.385.843.1 25) 42.207 .271.310

73 108 KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA

74 r09 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA 1 34.063.722.892 (1 8.399.606.559) 115.664.116.333 1 05.238.959.033 (20.686.235.1 55) 84.552.723.878
75 110 ()MBUDSMAN REPUBI-IK IND()NESIA

76 111 BADAN NASIONAT PENGEL()LA PERBATASAN 179.303.478.217 (20.290.592.650) 1 59.01 2.885.567 36.0 1 5.31 0.31 I (24.129.361.3701 I 1.885.S42.948

77 112
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS &
PELABIJHAN BEBAS BATAM

8.332.905.283.962 (2.585.700.000.000) 5.747.205.283.962 7 .427.274.269.254 (3.S62.1 76.977.500) 3.465.097.29 1 .754

78 113 BADAN NASIt)NAT PENANGGULANGAN TERORISME 77.270.141.355 (6.891.845.848) 70.378.2S5.5r 1 58.854.528.469 (19.41 r.879.312) 39.442.649. I 57

79 114 SEKBETARIAT KABINET

1.1 1 5.71 1.700 (553.41 3.763I 562.297.53780 115 BADAN PENGAWAS PEMILU r.115.711.700 (602.883.757) 512.827.943
81 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI 22.740.493.037 (1 0.85S.839.629) 1 1.880.653.408 20.006.091.035 (1 0.974.725.569) 9.03 1 .365.466

82 117 LEMBAGA PENYIAHAN PUBLIK TVRI 45.879.655.1 04 (23.338.063.53r ) 22.541.591.573 26.715.212.180 112.077.175.979l' 1 4.638.036.201

83 il8 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

PETABUHAN BEBAS SABANG
I .446.365.S89.648 fl 61.709.000.000) 1 .284.656.989.648 61 7.385.904.920

'278.285.223.2431
339.096.68 1 .677

84 119 BADAN KEAMANAN LAUT 1 3.432.024.000 (3.966.207.844) 9.465.81 6.1 56 35.895.980.460 (6.833.1 I 1.469) 29.062.798.991

85 120 KEMENTERIAN K()ORDINAT()B BIDANG KEMARITIMAN

86 121 BADAN EK()NOMI KREATIF

87 122 BADAN PEMBINAAN IDE()L()GI PANCASILA

JUMTAH PADA K't 85 1 .550.907.0 I 4.62 I (234.036.5 1 4.96r.0091 61 7.5r4.392.047.6r 2 593.0r 3.46'1.009.r.96 {344.949.039.523.544} 248.064.421 .485.652

88 999 BENDAHARA UMUM NEGARA 6r 2.562.339.397 (78.267.1 67.400) 534.295.1 71.997 227.735.842.632 (60.842.255.085) 1 66.893.587.547

IOTAT 852.1 63.469.354.0t I (234.t 1 4.782.r 34.409) 6t 8.048.687.21 S.609 593.241.r S6.851.828 (345.009.88 1.778.629) 248.23t.31 5.073.199
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1 001 MAJETIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 1 8.572.540.654 1 8.572.540.654 73.440.383.488 73.440.383.488

2 002 DEWAN PERWAKITAN RAKYAT 20.469.974.368 20.469.974.368 19.832.8't 7.868 1 9.832.81 7.868

3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 17.89r.717.899 (599.270.781 l 17.292.447.118 24.329.110.328 1482.415.7811 23.846.6S4.547

4 005 MAHKAMAH AGUiIG 83.643.272.035 (1.009.494.413) 82.633.777.622 73.8S0.244.537 (525.440.S20) 73.364.803.61 7

5 006 KEJAKSAAN AGUNG 1 2.653.849.242 (5 1 8.1 00.073I 1 2.1 35.749.1 69 1 2.425.940.639 1497.222.0541 11.928.7r8.585

6 007 SEKRETARIAT NEGARA 3.1 76.088.889.584 {4.658.134.973) 3.1 71.430.754.61 1 3.214.731 .558.61 7 (4.503.555.713) 3.2 r 0.228.002.904

7 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 182.58S.491.050 (1 37.938.093.876) 44.65r.397.1 74 1 86.880.348.286 (1 37.81 1.871.932) 49.068.476.354

I 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 97.5 1 5.966.1 60 16.404.732.1241 91.1 1 1.234.036 97.258.327.925 (5.861.398.720) s1.396.929.205

I 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 5.266.450.324.374 (1.1 83.930.828.333) 4.082.51 9.496.041 5.624.453.663.962 ( 1 .365.586.686.650) 4.258.866.977.31 2

r0 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 29.342.783.620 (5.467.887.245) 23.874.896.375 68.2 I 8.739.768 (6.043.713.71 7) 62.1 75.026.051

1l 0r5 KEMENTERIAN KEUANGAN 62.353.51 9.449 (996.1 80.731 I 61.357.338.7 1 I 51.08S.377.1 76 (585.696.70S) 50.503.680.467

12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 72.003.399.91 1 11.792.072.7671 70.211.327 .144 72.295.320.1 66 (1.468.982.573) 70.826.337.593

13 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 35.304.338.520 (1 .022.649.1 00) 34.281.689.420 28.003.391.321 (1.022.1 49.1 001 26.981.242.221

14 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 396.588.988.563 (1 .743.854.01 r ) 394.845.1 34.552 430.305.894.454 (1.s98.722.991 ) 428.707.171.463

15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2.795.441 .665.354 (94.1 61.247.078) 2.701.280.418.276 3.303.454.098.620 (80.887.399.1 1 9) 3.222.566.69S.50 1
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16 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN OAN KEBUDAYAAN 407.805.021.259 (5.023.630.737) 402.781.390.522 41 2.300.389.335 ,4.722.791.1031 407.577.688.232

17 0?4 KEMENTERIAN KESEHATAN 1 79.903.386.095 {3.470.398.347) 176.432.987.748 I 80.330.322.376 {3.278.31 0.046) 177.052.012.330

18 025 KEMENTERIAN AGAMA L419.064.014.733 {75.360. r 45.420) 1.343.703.86S.31 3 1 .320.276.033.1 1 7 (7 1 .400.253.882) 1.248.875.779.235

19 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN r 0.541.848.852 (533.1 58.0761 1 0.008.690.776 16.880.404.515 (1.1 90.01 8.1 97) 1 5.690.386.31 S

20 027 KEMENTERIAN SOSIAT 21.990.010.062 (3.466.709.781) 18.523.300.281 14.798.697.676 (3.430.878.695) 1 1.367.818.981

21 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 72.979.895.525 (8.837.934.584) 64.141.S60.941 1 05,333.767.646 {5.24S.320.685} 1 00.084.446.961

22 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 83.814.510.994 (6.417.084.754) 77.397.426.240 1 r6.166.r84.657 {6.r r 1.680.008} r 1 0.054.504.649

23 033
KEMENTERIAN PEKEBJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

RAKYAT
3 1 .663.073.245.824 (5.1 95.340.095.606) 26.467.733.1 50.2 1 I 35.91 1.136.545.120 (5.82 1 .560.452.289) 30.089.576.092.83 1

24 034
KEMENTERIAN K(]ORDINAT()R BIDANG POLITIK, HUKUM,

DAN KEAMANAN
27.r 53.226.550 (3.000.000) 27.1 50.226.550 24.595.834.418 (3.000.000) 24.592.834.41 I

25 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 464.570.712 464.570.712 63.071 .925 0 63.071.925

26 036
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN

MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
969.1 68.592 (1 37.445.000) 831.723.592 r.439.174.836 (1 20.264.375) 1 .318.910.461

27 040 KEMENTERIAN PARIWISATA 16.352.787.812 [.r 64.720.736) 1 5.1 88.067.076 1 5.236.395.367 t840.089.75 r ) r4.396.305.61 6

28 04r KEMENTERIAN BADAN USAHA MITIK NEGARA 1.066.410.162 1.066.410.162 1.046.413.262 0 1.046.413.262

SK No 020258 C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

-72t-

PEMERINTAH REPUBTIK INDONESIA

ASET TETAP TAINNYA PADA KIt DAN BUN

PEB 3I DESEMBEB 2(lI9 DAN 3I DESEMBEB 2ll!8

LAMPIRAN 2O.E

3l DESEMBER 2019 lAuditedl 31 DESEMBEB 2018 lAaditcdl
lllo. BA K EM E TUIERI AtII t[ EG ABA'!. EM BAGA

BRUTO PENYUSUTATTI tt,lET0 BBUTO PEttlYUSUTAtII ilET0

29 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOL()GI DAN PENDIDIKAN TINGGI r .076.998.82s.638 (58.924.420.6491 1.0r 8.074.404.989 1 .01 S.472.809.235 (53.255.002.8971 966.2 1 7.806.338

30 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 3.416.599.885 (54.245.083) 3.362.354.802 3.069.1 52.260 3.069.1 52.260

31 047
KEMENTERIAN PEMBEROAYAAN PEREMPUAN OAN

PERLINDUNGAN ANAK
315.310.076 (1 7.625.000) 297.685.076 315.310.076 (1 3.875.000) 301.435.076

32 048
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

BEIORMASI BIROKRASI
1.066.687.595 1.066.687.595 864.607.1 00 0 864.607.1 00

33 050 BADAN INTETIJEN NEGARA 3.327.369.1 45 {3S.750.000} 3.287.61 9.r 45 3.1 33.S94.145 (39.750.0001 3.094.244.145

34 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 7.080.408.071 {206.963.026t 6.873.445.045 6.778.000.866 (143.498.9011 6.634.501.965

81 1.20r.80435 052 DEWAN KETAHANAN NASI()NAI- 568.097.704 568.097.704 81 1.20r.804 0

36 054 BADAN PUSAT STATISTIK 54.000.004.095 {97.263.142t 53.902.740.953 5 r .045.63S.716
'38.727.7141

51 .006.912.002

37 055 KEMENTERIAN PP]II/BAPPENAS r 01.395.867.321 1 0r.395.867.321 5.379.1 09.730 0 5.379.1 09.730

38 056
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA BUANG/BADAN

PERTANAHAN NASIONAL
r.644.008.610.213 (2.481.441.554) 1.641.527.168.659 1.478.0r 9.156.338 (2.384.273.929) 1 .475.634.882.409

39 057 PERPUSTAKAAN NASIONAT REPUBLIK INDONESIA 21 1 .408.483.218 (1 24.291.683) 21 1.284.1 91.535 154.2M.882.925 (1 5.900.000t 194.228.982.925

40 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI OAN INFORMATIKA 30.478.468.553 (333.416.365) 30.1 45.052.r 88 48.1 96.091.736 (368.1 60.61 5) 47.827.931.121

47.944.886.03841 060 KEP()LISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 76.204.526.855 {1 7.S68.460.1 96) 58.236.066.65S 66.043.685.608 [ 8.098.799.570)
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PEMEB!NTAH BEPUBTIK INDONESIA

ASET TETAP TAINNYA PADA KIT DAN BUN

PEB 3I DESEMBER 2(lI9 DAN 3I DESEMBEB 2(lI8

TAMPIRAN 2O.E

No. BA KEM EIIITERIA II III E GARAITEM BAGA
31 DESEMBEB 2019 lAuditcdl 31 DESEMBER 2018 lAuditedl

BRUIO PETTYUSUIAIII ilET0 BBUTO PEiIYUSUTAN [IETO

42 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN r 8.800.1 29.290 {1 23.343.794} r 8.676.785.496 1 8.972.377.860 (s8.607.348) 18.91 3.770.512

43 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAI r 0.673.616.963 {886.617.168} 9.786.999.795 1 0.573.803.403 (886.617.1681 9.687.r 86.235

44 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAT 852.077.649 (444.976.050) 407.1 01.5S9 1.034.420.929 (450.687.650) 583.733.279

45 066 BADAN NARK()TIKA iIASI()NAL 1 7.053.1 62.464 12.278.044.7841 14.775.117.680 1 3.069.442.1 64 (2.r 50,063.936) 10.91s.378.228

46 067
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DAN TRANSMIGRASI
1 51.075.r 1 7.594 (1 2.064.395.864) 1 39.01 0.721 .730 1 59.755.240.S72 114.323.842.7681 145.431.398.204

47 068
BADAN KEPENDUt)UT(AN DAN KELUARGA BERENCANA

NASI()NAL
2.182.451.267 (77.344.00r ) 2.705.107.266 2.936.690.490 {64.1 50.063} 2.872.540.427

48 074 KOMISI NASIONAT HAK ASASI MANUSIA 2.057.480.946 2.057.480.946 1.553.250.979 {33.534.981 } 1.519.7 r 5.998

49 075 BADAN METEOROLOGI, KTIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 1 1.243.405.980 1827.522.550t 10.415.883.030 12.972.272.991 (753.81 6.700) 12.218.456.291

50 076 K()MISI PEMITIHAN UMUM 3.963.533.963 (804.531.8921 3.1 5S.002.071 3.878.987.1 54 {676.408.641} 3.202.578.5 r 3

51 077 MAHKAMAH K()NSTITUSI 25.695.097.079 (650.008.804) 25.045.088.275 24.893.02 1 .573 -20691 2750 24.686.1 08.823

52 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANATISIS TRANSAKSI KEUANGAN 382.506.987 (22.552.5001 359.954.487 306.1 5 1.787 (22.552.500) 283.599.287

53 079 TEMBAGA ILMU PENGETAHUAN IND()NESIA 353.555.931.035 (61.097.0831 353.494.833.952 366.066.403.488 (1 3.406.000) 366.052.9S7.488

54 080 BADAN TENAGA NUKTIR NASIONAL 29.660.425.411 ( r 09.684.797) 29.550.740.61 4 26.806.386.594 (31 .200.000t 26.775.1 86.594

55 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKN()L()GI 41 .752.819.597 (849.517.r 12) 40.903.302.485 39.222.145.529 (263.783.941) 38.958.361.588

SK No 020256C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Auditedl

PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-723-

PEMEBINTAH BEPUBTIK INDONESIA

ASET TETAP TAINNYA PADA K't DAN BUN

PEB 3I DESEMBEB 2(lI9 DAIU 3I DESEMBER 2(lI8

LAMPIRAN 2().E

lllo. BA KEM E TIITE RI A N tII E GARA'T E M BAG A
31 DESEMBER 2019 lAaditedl 3l DESEMBEB 2018 lAuditedl

BRUTO PENYUSUTAITI tllEI0 BBUTO PETIIYUSUTAl{ t{ETO

56 082 TEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL I 3.396.253.680 122.270.000t r 3.373.983.680 13.422.975.780 (1 7.952.500) 1 3.405.023.280

57 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 9.808.356.342 (36.400.000) 9.171.956.342 12.365.100.402 (36.400.000) 12.328.700.402

58 084 BADAN STANDARISASI NASI()NAL 1.213.240.578 1.213.240.578 3.307.1 32.388 0 3.307.1 32.388

59 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 5.370.705.973 (3.000.000) 5.367.705.973 2.040.553.507 (3.000.000) 2.037.553.507

60 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 6.387.966.086 {88.845.389) 6.299.1 20.6S7 6.105.228.202 (66.608.2141 6.042.61 9.988

61 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK IND()NESIA 26.865.394.1 60 {60.483.100) 26.804.91 1.060 1 5.627.955.878 (60.483.1 00) 15.567.472.778

62 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 1 3.878.382.8S3 1573.622.512t 1 3.304.760.381 9.889.943. r 22 (1 2S.1 92.970) 9.760.750.1 52

63 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 5.1 89.208.959 (590.236.38 r ) 4.598.972.578 3.810.633.321 1457.712.0401 3.352.921 .281

64 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 8.486.947.253 (607.460.403) 7.879.486.850 8.246.574.376 (615.062.339) 7.631 .512.037

65 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 38.97 1 .004.037 15.903.779.3i5) 33.067.224.662 86.321.91 5.762 {33.603.053.855} 52,71 8.861.907

66 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 5.673.302.1 98 5.673.302.r 98 7.297.6 1 9.585 0 7.297.619.585

67 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 44.344,441.857 (950.1 78.248) 43.394.263.609 44.466,968.323 -39 1 61 3526 44.075.354.757

68 100 KOMISI YUDISIAL 2.225.816.257 2.225.816.?57 r.901 .048.257 0 r.90r.048.257

69 103 BADAN NASI()NAL PENANGGULANGAN BENCANA 14.1 83.r38.780 1 4.1 83.1 38.780 r3.345.21 3.780 0 1 3.345.2 1 3.780
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PEMEBINTAH BEPUBTIK INDONESIA

ASET TETAP TAINNYA PADA K't DAN BUN

PEB 3I DESEMBEB 20I9 DAN 3I DESEMBER 20I8

LAMPIBAN 2O.E

3l DESEMBER 2019 lAaditedl 3t DESEMBEB 2018 lAuditedl
lllo. BA K EM E TIITEBI A ttl tT E GARAIT EM B AG A

BRUTO PEtUYUSUTAttl IIET0 BRUTO PEiIYUSUTAITI NET()

70 104
BADAN NASI()NAL PENEMPATAN DAN PEBLIIIDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA
16.014.51 0.408 1 0.637.399.936 (276.955.250) 10.360.444.686(276.955.250) 1 5.737.555.1 58

71 106
TEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH
695.1 97.035 (37.267.400) 657.929.635 641.685.335 (34.1 50.000) 607.535.335

72 107 20.1 04.673.657BADAN SAR NASIONAL 29.727.542.422 {2.209.353.31 7} 27.5 1 8.1 89.1 05 21.973.714.657 1 869041 000

73 108 K()MISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA 1.787.801.648 (5.637.500) 1.782.164.1483.171.148.246 (5.637.5001 3.1 65.51 0.746

74 10s 0 5.588.9S0.050BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA 5.592.717,893 5.592.7 1 7.893 5.588.990.050

75 110 ()MBUDSMAN REPUBTIK IND()NESIA 4.225.1 19.385 {606.667.262} 3.6r 8.452.123 4.225.1 19.385 (336.465.610) 3.888.653.775

76 111 BADAN NASIONAT PENGELOLA PERBATASAN 220.452.865 (4.395.287) 2 1 6.057.578 1 7.069.784.1 25 1 7.069.784.125

77 112
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PEBDAGANGAN BEBAS &
PETABUHAN BEBAS BATAM

14.992.748.009 1s47.039.500) 14.91 2.068.009 t536.448.250) 14.375.619.75914.445.708.509

78 113 BADAN NASI()NAL PENANGGULANGAN TER(]RISME 4.497.207.735 4.497.207.735 4.497.207.735 0 4.497.207.735

7g 114 SEKRETARIAT KABINET 1 1.207.596.930 1 r.207.596.930 1.123.646.923 0 1 .1 23.646.923

80 115 BAI)AN PENGAWAS PEMILU 20.250.002.748 (620.852.754) 1 9.629.149.994 1 0.7 1 3.420.664 I 1 33.760.620) 1 0.579,660.044

81 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI 1 5.595.955.504 (5.967.645.736) 9.628.309.768 15.821.273.204 (6.090.6r 8.088) 9.730.655.1 1 6

82 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI 1 8.488.830.957 (1.663.r 78.28r ) 1 6.825.652.676 5.090.373.81 6 |'1.471.137.1021 3.6r 9.236.714
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PEMERINTAH BEPUBTIK INDONESIA

ASET TETAP TAINNYA PADA K't DAN BUN

PEB 3I DESEMBEB 2(lI9 DAN 3I DESEMBEB 2(lI8

LAMPIRAN 20.E

31 DESEMBER 2019 (Auditedl 3t DESEMBEB 2018 lAuditedl
No. BA K EM EIIITERI A I{ tII E GAR A'T EM BAG A

BRUT() PEt{YUSUTATII I[ET0 BRUTO PENYUSUTATII t'lET0

83 118
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
38.01 3.827.94S (136.874.651) 37.876.953.298 38.01 3.827.949 (136.874.651) 37.876.953.298

84 i 19 BADAN KEAMANAN LAUT 22.897.683.172 22.897.683.772 20.230.559.652 0 20.230.559.652

120 77.102.894.36485 KEMENTERIAN KOORDINAT()R BIDANG KEMARITIMAN 77.391.654.834 (56.963.200) 77.334.691.634 77.1 66.944.364 64050000

86 121 BADAN EKONOMI KREATIF 13.751.130.817 13.751.130.817 13.751.130.817 0 13.751.1 30.81 7

87 122 BADAN PEMBINAAN IDE()LOGI PANCASILA 3.1 50.808.300

JUMTAH PADA I('T 50.547.784.121.4fi 43.684.2 r 9.831.522 55.45 t.024.499.809 (7.665.4t 2.014.697) 47.785.612.485.fiz(6.860.4r 3.487.5891

88 s99 BENDAHARA UMUM NEGARA 83.346.1 34.691 (1 5.1 82.303.2 1 3) 68.1 63.831.478 87.1 94.673.901 (1 2.456.910.76s) 74.737.763.136

TOTAI. 50.63 r.t 30.262.1 02 (6.875.59s.790.802t 43.752.383.663.000 55.538.21 9.1 73.7 r 0 (7.677.868.925.4621 47.860.350.248.248
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PEMERIilIAH REPUBTIK ITIIDOiIES!A

KOTTSTBUKS! DATAM PEttIGEBJAAIII PADA K'I. DATII BUITI

PEB 31 DESEMBER 201g DAIiI3I DESEMBEB 2018

LAMPIRAN 20.F

(dalam

3I DESEMBER 2019

lAuditedl

3I DESEMBER 20I8
lAuditcdl

ir0. BA KE ME ITITEBIA ItI iI E GA BA'TEMBAGA

MAJETIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT1 001

2 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 17.201.344.575

3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 48.800.000 1 8.925.965.286

4 005 MAHKAMAH AGUNG 33s.9s7.047.294 195.373.014.198

5 006 KEJAKSAAN AGUNG 21 1.168.435.402 1 5.699.534.950

9.347.1 65.666 5.325.208.0506 007 SEKRETARIAT NEGARA

KEMENTERIAI'I DALAM NEGERI 24.016.934.779 r 82.496.252.6537 010

KEMENTERIAN LUAR NEGERI 94.605.435.790 415.204.726.2708 0r1
o 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 4.814.61 6.095.988 6.991 .71 7.524.943

l0 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2 1 7.1 54.025.040 722.754.577.352

11 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 1 30.966.788.1 09 278.968.308.402

12 018 KEMENTERIAN PEBTANIAN r 09.794.054.699 14.1 98.879.909

l3 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN r42.441.255.953 51 .976.363.654

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 305.1 46.699.950 667.023.445.88514 020

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 42.749.102.979.012 42.859.398.535.21 315 022
16 023 KEMENTEBIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 563.946.376.700 764.495.228.518

024 KEMENTERIAN KESEHATAN 2.1 12.01 5.308.839 3.148.494.656.00017

18 025 KEMENTERIAN AGAMA 2.594.266.254.238 1.840.1 i6.765.988

19 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 66.232.461.701 57.859.210.133

20 027 KEMENTERIAN SOSIAL 281 .836.313 623.272.587

21 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 42.995.053.578 35.479.636.01 7

22 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 76.053.544.514 339.926.330.7 1 2

23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
70.1 52.2 r 3.383.529

59.955.1 96.6 1 0.5 1 6

24 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

03525 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKON()MIAN

26 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

KEBUDAYAAN

27 040 KEMENTERIAN PARIWISATA 395.964.080.975 240.073.284.120

28 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MITIK NEGARA 1.64i.770.000 47.802.332.780

29 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOL()GI DAN PENDIDIKAN TINGGI 6.668.088.1 67.077 6.242.058.075.61 5

30 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 2.522.5 r 1 .000 4.407.331.012

31 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAII PERLINDUNGAN ANAK

32 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUB NEGARA DAN REFORMASI

BIR(]KRASI

5.369.662.030

33 050 BADAN INTELIJEN NEGARA

34 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 60.491 .450.298 247.504.586.414

35 052 DEWAN KETAHANAN NASIt)NAL

36 054 BADAN PUSAT STATISTIK 1.1 09.1 99.298 23.786.1 53.66 1

37 055 KEMENTERIAN PPNIBAPPENAS

38 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAT
1 1.819.51 7.81 7

1 6.1 79.258.363

39 057 PERPUSTAKAAN NASI()NAT REPUBLIK INDONESIA

40 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INF(]RMATIKA 8.399.308.095 742.732.400

41 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 3.307.508.1 25.235 2.346.499.832.363

42 063 BADAN PENGAWAS ()BAT DAN MAKANAN 1 53.245.015.219 85.01 1 .000.826

43 064 LEMBAGA KETAHANAN NASI()NAL 5.553.739.362

44 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MOOAL
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PEMERIilIAH REPUBI.IK ltIIDOiIESIA

KOIIISTBUKSI DATAM PETIGEBJAAT{ PADA K'I. DAITI BUITI

PEB 3I DESEMBEB 2(l1g DAIU 3I DESEMBEB 2(lI8

LAMPIRAN 2O.F

(dalam

tu0. BA I(EMEiITERIAtt| TTIEGABAITEMBAGA
31 DESEMBEB 20I9

lAuditedl

3I DESEMBER 2018

lAuditcdl
1.142.1 85.000 1 1 .585.610.00845 066 BADAN NARKOTIKA NASI()NAL

3 1 .608.897.585
1 1.181.884.r 7046 067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN

TRANSMIGRASI

1.618.524.600 5.761 .235.55547 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

48 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 44.085.900

49 075 BAOAN METE()R()L()GI, KLIMATOT()GI, DAN GE()FISIKA 67.464.562.161 41 .661.090.360

50 076 KOMISIPEMILIHAN UMUM

51 077 MAHKAMAH KONSTITUSI

52 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANATISIS TRANSAKSI KEUANGAN

53 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN IND(]NESIA 1 32.035.1 23.866 14.122.950.475

11.244.701.582 7.778.778.60054 080 BADAN TENAGA NUKTIR NASIONAL

730.91 1 .500 1.223.689.50055 081 BADAN PENGKAJIAN OAN PENERAPAN TEKNOT()GI

400.425.1 30.743 583.053.947.69956 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASI()NAT

57 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 3.270.000

58 084 BADANSTANDARISASI NASIONAL 104.724.121.000 45.1 22.863.9i6

59 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 2.596.788.000 2.596.788.000

60 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

61 087 ARSIP NASI()NAT REPUBLIK INDONESIA 28.583.355.350

62 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 168.i44.037 3.7 1 2.566.399

9.303.688.7 r 2 5.584.600.50063 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

64 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 4.345.309.000 1 8.547.973.000

65 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 834.285.000

66 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

67 095 DEWAN PERWAKITAN DAERAH 5.304.624.372 5.304.624.372

68 100 K(]MISI YUDISIAL 120.234.730

69 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

70 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

INOONESIA
2.534.331.r48

2.534.331.r48

71 r06 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 325.937.404 27.005.000

72 107 BADAN SAR NASIONAL 593.71 6.5 1 0 200.985.906.541

73 108 K()MISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA

74 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA 22 1 .669.000 99.438.855.200

75 I t0 t)MBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

76 111 BADAN NASI()NAL PENGET()LA PERBATASAN 1.840.394.050 11.482.425.218

77 112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN

BEBAS BATAM
393.987.073.32 1

437.978.646.602

78 113 BADAN NASI()NAL PENANGGULANGAN TEBORISME 72.000.000

79 114 SEKRETARIAT KABINET

80 115 BADAN PENGAWAS PEMILU

81 116 TEMBAGA PENYIARAN PUBTIK RRI 5.672.605.3r 4 3.907.353.514

82 117 TEMBAGA PENYIARAN PUBTIK TVRI 463.1 25.675 463.1 25.675

83 I l8 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN

BEBAS SABANG
276.979.017.829

157.235.901.675

84 119 BADAN KEAMANAN LAUT 344.032.060.237 847.029.736.240

85 120 KEMENTERIAN KOORDINAT(]R BIDANG KEMARITIMAN 1 91 .700.000

86 121 BADAN EKONOMI KREATIF

87 122 BADAN PEMBINAAN IDE()LOGI PANCASILA

JUMI.AH PADA ('t r37.280.r r6.874.059 1 30.374.085.651.859

88 999 BENDAHARA UMUM NEGARA 8.385.587.978 21r.040.6r6.878

Penyesuaian (Eliminasi pada SPAN)

TOTAT 137.288.502.462.037 1 30.585.r 26.268.737

SK No 047835 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-728-

LAMPIRAN 21

TAGIHAN TUNTUTAN

TP/TGR

SK No 047834 A



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN'TUNTUTAN GANTI RUGI

PER 3I DESEMBER 2019 DAIU 3I DESEMBEB 2018

LAMPIRAN 21

(dalam ah)

31 DESEMBER 2019 lAuditeil 31 DESEMBER 2018 lAuditcdl
No. BA I(EMENTEBIAN NEGABA'tEMBAGA

BBUTO PETUYISIHATU NETO BRUTO PENY!SIHAtt| NETO

1 00r MAJETIS PERMUSYAWARATAN RAKYAI

2 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 221.441.541 (21 0.057.208) r 1.384.333 21 6.000.000 (21 0.030.000) 5.970.000

3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 3.055.767.909 (2.588.888.51 1 ) 466.879.398 3.1 96.262.033 (2.696. r 78.366) 500.083.667

4 005 MAHKAMAH AGUNG 4.572.974 (22.865) 4.550.1 09 13.770.947 (68.854) 1 3.702.093

5 006 KEJAKSAAN AGUNG 90.1 88.627 (438.943) 89.749.684 93.888.627 (469.443) 93.419.'184

6 007 SEKRETABIAT NEGARA

7 010 KEMENTERIAN DAI-AM NEGERI 1 8.750.000 (93.750) 1 8.656.250

I 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI

I 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 81 6.397.648 (788.1 95.265) 28.202.383 825.035.872 (788.281.647) 36.754.225

10 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 1 .757 .871.682 .84.433.721], 1.673.437.S61 1.097.460.531 (85.597.1 65) 1 .01 1 .863.366

11 0r5 KEMENTERIAN KEUANGAN 12.619.224.233 (1 2.003.781.456) 615.442.777 12.051.328.428 (1 1.772.909.904) 218.418.524

12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 21.641.534.363 (1 79.946.428) 21.461.587.935 9.1 S9.782.860 (1 32.861.66S) 9.066.921.1 S1

13 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

14 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAT

15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 9.690.359.1 39 (376.524.1 03) 9.31 3.835.036 9.894.416.883 (498.436.S97) 9.395.979.886

16 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 88.902.1 67 (444.511) 88.457.656

17 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 8.575.645.704 (1.61 6.104.466) 6.959.54 1.238 8.843.1 56.898 (1.672.952.782], 7.170.204.116

18 025 KEMENTTBIAN AGAMA 1 35.1 20.000 (5.000.000) 1 30.1 20.000 800.585.529 (5.075.000) 795.5 1 0.529

SK No 020279C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-730-

PEMERINTAH REPUBTIK INDONESIA

TAGIHAN TUNTUTAN PEBBENDAHABAANITUNTUTAN GANTI BUGI

PEB 31 DESEMBER 2019 DAil 3I DESEMBEB 2(lI8

LAMPIRAN 2I

(dalam

31 DESEMBER 2019 lAuditedl 31 DESEMBEB 2018 lAuditedl
lllo. BA KEMENTERIAN ITEGARA'IEMBAGA

BRUTO PENY!SIHAN itET0 BRUTO PENYISIHAN NETO

19 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

20 027 KEMENTERIAN S()SIAI.

21 029 KEMENTERIAN TINGI(UNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1.377 .771.125 ( 1.265.291.1 70) 1 12.479.955 2.686.969.463 11.271.842.1621 1.415.127.301

22 032 KEMENTERIAN KETAUTAN DAN PERIKANAN 161.370.000 (1 61.370.000) 71.51 5.61 I (21 5.1 30) 71.300.489

23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 322.573.733 (21 4.665.986) 107 .907.747 431.664.1 34 (236.41 3.983) 1 95.250.1 51

24 034 KEMENTERIAN K()()RDINATOR BIDANG P()LITIK, HUI(UM, DAN KEAMANAN

25 035 KEMENTERIAN K()()RDINAT()R BIDANG PEREK()N()MIAN

26 036 KEMENTERIAN K()()RDINAT()R BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

27 040 KEMENTERIAN PARIWISATA 1 68.064.805 il 68.064.805) 1 68.064.805 (1 68.064.805)

28 041 33.964.41 0 ( 1 69.822) 33.794.588KEMENTERIAN BADAN USAHA MII.IK NEGARA 28.964.410 .144.8221 28.81 9.588

29 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOI-()GI DAN PENDIDIKAN TINGGI 7.067.607.565 (5.386.079.766) r.681.527.799 7.659. r 62.099 (5.389.399.51 5) 2.269.762.584

30 044 2.320.340KEMENTERIAN K()PEHASI DAN UKM 2.332.000 (1 1.660)

31 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERTINDUNGAN ANAK

32 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIR()KRASI 783.41 2.600 (783.41 2.600) 784.230.781 1784.230.7811

33 050 BADAN INTELIJEN NEGARA

34 051 LEMBAGA SANOI NEGARA

35 052 DEWAN KETAHANAN NASI()NAT

36 054 BAOAN PUSAT STATISTIK 837.351.144 (4.186.756) 833.1 64.388 280.954.21 I (23.539.91 1) 257.41 4.308

SK No 020278C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

-73t-

PEMER!NTAH REPUBTIK IilDONESIA

TAGIHAN TUNTUTAN PEBBENDAHARAAN'TUNTUTAN GANTI RUGI

PER 31 DESEMBER 20 I 9 DAITI 3I DESEMBER 20 I 8

LAMPIRAN 21

(dalam

31 DESEMBER 2019 lAuditedl 31 DESEMBEB 2018 lAuditedl
No. BA KEMENTERIAN NEGARAITEMBAGA

BRUTO PENYISIHAN itET0 BRUTO PENYISIHAIII NETO

37 055 KEMENTERIAN PPNIBAPPENAS

38 056 KEMENTERIAN AGRABIA DAN IATA BUANG/BADAN PEBTANAHAN NASIONAI- 2.650.54r.830 (2.007.1 80.5r 6) 643.361.31 4 2.818.354.1 1 5 (2.008.1 02.70 r ) 810.251.414

ao 057 PERPUSTAKAAN NASI()NAI REPUBI"IK INDONESIA 97.869.573 (489.347) 97.380.226 101.589.21 'l (507.S45) 1 01.08 1.266

40 059 KEMENTERIAN K()MUNIKASI DAN INF()RMATIKA

41 060 KEP()TISIAN NEGARA REPUBI-IK IND()NESIA 1 0.467.992.809 (9.023.075.344) 1.444.917.465 1 0.580.559.280 fl.338.850.567) 9.241.708.71 3

42 063 BADAN PENGAWAS ()BAT DAN MAKANAN 5.273.396 (26.367) 5.247.029 10.1 13.380 (50.567) 1 0.062.81 3

43 064 TEMBAGA KETAHANAN NASI()NAL

44 065 BADAN K()()RDINASI PENANAMAN M(]t)AI.

45 066 BADAN NARK()TIKA NASI()NAL 152.121.114 |ts2.121.1141 756.943.840 (755.401.590) 1.547.250

46 067 19.541.286KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 31.644.572 31.644.572 1 9.541.286

47 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KEI.UARGA BERENCANA NASI()NAT 37.1 39.058 (1 85.695) 36.953.363 58.626.778 (790.655) 57.836.1 23

48 074 1 89.863.000 ( r 89.863.000)K()MISI NASIONAT HAK ASASI MANUSIA r 89.863.000 (1 89.863.000)

4S 075 BADAN METE()R()L()GI, KTIMAT()I.()GI, DAN GEt)FISIKA 2.000.000 ( 1 0.000) 1.990.000 5.238.000 {26.1 90) 5.21 1.810

50 076 K()MISIPEMII-IHAN UMUM 1 1.369.270.829 (56.578.859) 1 1.312.691.970 5.770.862.410 (1 r 7.604.056) 5.653.258.354

51 077 MAHKAMAH K()NSTITUSI

52 078 PUSAT PETAP()RAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

53 079 TEMBAGA ItMU PENGETAHUAN INOONESIA 9.540.934.923 (9.540.S34.923) 9.782.496.467 (9.782.496.467)

54 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASI()NAT 23.640.957.235 (1 9.970.71 8.831 ) 3.670.238.404 22.905.685.655 (1 9.967.042.473) 2.938.643.1 82

SK No 020277 C



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-732-

PEMERINTAH BEPUBTIK INDONESIA

TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHABAAN'TUNTUTAN GANTI RUGI

PER 31 DESEMBEB 2(lI9 DAN 31 DESEMBER 2(lI8

LAMPIRAN 21

trlo. BA KEMENTEBIAN NEGARA'tEMBAGA
31 DESEMBER 2019 lAuditedl 3l DESEMBER 2018 lAuditedl

BRUTO PENYISIHAN NETO BRUTO PENYISIHAN NETO

55 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKN()LOGI r 03.708.888 129.251.254]' 74.457.594 I 03.708.888 129.251.2941 74.457.594

56 082 I-EMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASI()NAL 7.487.1 05.546 (6.609.246.203) 877.859.343 8.360.332.688 (5.777.466.579) 2.582.866.1 09

57 083 BADAN INF()RMASI GE()SPASIAT 1 0.395.959.442 (1 0.379.644.705) 1 6.314.737 1 0.7 1 0.968.626 (10.700.r r9.146) 10.849.480

58 084 BADAN STANDARISASI NASI()NAT

59 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 1 4.360.000 (7 1.800) 14.288.200

60 086 I-EMBAGA AOMINISTBASI NEGARA 93.1 03.480 (465.518) 92.637.962 1 55.1 72.436 1775.8621 1 54.396.574

61 087 ARSIP NASI()NAT REPUBTIK IND()NESIA

62 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

63 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 28.400.564.91 I (28.1 93.580.036) 206.984.875 28.81 6.238.986 (28.552.394.836) 263.844.1 50

64 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2.733.455.929 (729.693.146) 2.003.762.783 2.267.093.320 (331.35r.332) 1.935.741.988

65 092 I(EMENTERIAN PEMUDA DAN (lLAH RAGA

66 093 K()MISI PEMBERANTASAN Kt)RUPSI 41.025.372 1205.127t 40.820.245 1 52.1 32.669 (760.663) 1 51 .372.006

67 0s5 DEWAN PEBWAKILAN DAEBAH

68 100 K()MISIYUDISIAT

69 r03 BADAN NASI()NAT PENANGGULANGAN BENCANA

70 104 BADAN NASIONAT PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA IND()NESIA 338.7 l 9.555 (142.116.926) 1 S6.602.629 527.808.275 (1 69.984.725) 357.823.550

71 106 TEMBAGA KEBIJAKAN PENGAOAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

72 r07 BADAN SAH NASI()NAT

SK No 020276C
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PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-733-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

TAGIHAN TUNTUTAN PEBBENDAHABAANITUNTUTAN GANTI BUGI

PEB 3I DESEMBER 2(lI9 DAN 3I DESEMBEB 2018

LAMPIRAN 2I

No. BA KEMENTEBIAN tt|EGARA'tEMBAGA
31 DESEMBER 2019 lAudited) 31 DESEMBER 2018 lAuditcdl

BRUTO PETIIYISIHAN IUETO BBUTO PEIUYISIHATII tllET0

73 108 K()MISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA 70.990.922 ( r.340.922) 69.650.000

74 109 BADAN PENGEMBANGAN WII.AYAH SURABAYA MADURA

75 110 ()MBUDSMAN REPUBLIK INt)()NESIA

76 ilt BADAN NASI()NAI. PENGEI-()TA PERBATASAN

77 112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PETABUHAN BEBAS BATAM

78 113 BAt)AN NASI()NAI. PENANGGUTANGAN TER()RISME

79 114 SEKRETARIAT KABINET

80 1r5 BADAN PENGAWAS PEMITU 640.508. I 73 640.508.1 79

81 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBIIK BRI 9.687.500 (48.437) 9.639.063 1 01.182.608 (505.91 3) 1 00.676.695

82 117 I.EMBAGA PENYIABAN PUBI.IK TVRI 283.242.844 (2.016.610) 281.226.234 363.569.394 (1.304.097) 362.265.297

83 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

84 119 BADAN KEAMANAN TAUT

85 120 KEMENTERIAN K(]()RDINAT()R BIOANG KEMARITIMAN

86 121 BADAN EKON()MI KREATIT 513.7r9.500 (2.568.598) 51 1.1 50.902 1 1 0.096.000 (550.480) 1 09.545.520

87 122 BADAN PEMBINAAN IDE()I.()GI PANCASITA

JUMTAH PADA KI!, 1 79.1 83.980.687 (l 1 3.466.64r.1 27) 65.71 7.339.560 1 63.209.394.539 (1 05.463.890.057) 57.745.5U.482

88 999 BENDAHARA UMUM NEGARA

Tl)TAT r 79.t 83.980.687 (1 I 3.466.641.1 27) 65.7r 7.339.560 r 63.209.394.539 (1 05.463.890.057) 57.745.504.482

SK No 020215C
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PEMEBI]{TAH REPUBI.IX IIIIDONESIA

ASET TAI( BERWUJUD

PEB 3I DESEMBER 2(tI9 DAN 3I DESEMBEB 2(lI8

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited) LAMPIRAN 22

IUo. BA IGMEiITEBI A IT il EG ARAII.E MBAGA

3l DESEMBER 20tS lAaditcll 31 DESTMBER 2018 lAuditedl

ASET TAX BIBWUJUD
ASTT TAX BTBWUJUD

DAI.AM PETIGTRJAAIU
AMllRIISASI iIETTO ASET TAT BTBWUJUD

ASTT TAK

BEBWUJUD DATAM

PETIIGTRJAAII

AMOBTISASI ittTT0

I 001 MAJEI.IS PTRMUSYAWARATAN RAKYAT 4.661.296.020 {r.574.7r4.895) 3.086.581 .1 25 't.887.621 .020 t1.570.558.520) 31 7.062.500
2 002 DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT 55.973.16't.942 124.242.583.477t 3't.730.578.465 47.375.876.247 {22.343.908.83S} 25.031.S67.408
J 004 BAOAN PEMERIKSA KEUANGAN r 63.565.836.1 6S l1 10.015.543.468) 53.550.292.701 1 76.S65.980.064 {r 1 3.780.436.620} 63.r 85.543.444
4 005 MAHKAMAH AGUNG 45.492.383.622 t34.359.868.623) 1 1.'t32.514.999 35. I I 9.41 9.01 7 t30.230.407. I 33) 4.88S.01 t.884
5 006 KEJA(SAAN AGUNG 636.556.219.757 t365.10r.r04.895t 271.455.114.882 61 5.696.541.777 r2r 3.679.502.596) 402.01 7.039.1 81

6 007 STKRETARIAT NEGARA 59.072.433.543 t38.5't 5.789.S65) 20.556.M3.578 55.S41.988.423 t29.025 30S.652) 26.S I 6.678.77 I
7 010 KEMENTTRIAN DATAM NEGERI 777.425.934.136 r729.256.428.1 68) 48.15S.505.958 803.524.362.S49 {762.999.735.S54} 40.524.626.S85
8 011 KEMENTERIAN I.UAR NEGERI 98.493.2r6.692 {69.866.6r 5.67 r ) 28.525.501.021 s2.735.286.129 {59.7 1 2.8S3.5751 33.023.3S2.454
I 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 3.783.684.025.449 I 1.400.835.680.346) 2.382.848.345.1 03 3.298.265.237.1 60 186.738.706.9S1 {1.1 46.630.40S.887) 2.338.373.534.264
l0 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 625.234.698.857 {442.51 7.380.284) 182.717.318-573 526.01 9.1 28.257 t354.852.1 65.897) 1 7 1.1 66.961.360
ll 015 KEMENTTRIAN KEUANGAN r.486.901 .020.44S {l .035.960.1 88.625) 450.S40.83r.824 I .370.630.220.833 {1 .085.0 r 2.343.4581 285.6r 7.877.375
12 018 XEMTNTTRIAN PEBTANIAN 94.884.700.643 t2 I .834. I 37.302) 72.9S0.563.341 92.020.243.837 122.006.73 I .346) 70.0t 3.51 2.49 1

13 0r9 (EMENTEBIAN PEBINOUSTRIAN 50.771.688.r9r t2 1.953.383.486) 28.808.324.705 27.358.799.081 122.M2.735.2151 0.s16.063.866
14 020 KEMENTEBIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 335. I 7S.989.780 t200.7 1 0.553.8091 I 34.46S.435,97 1 249.839.002.1 1 5 213.324.400 ll 73.012_024.968) 77.040.30 t.547
l5 022 (EMENTERIAN PERHUBUNGAN 2.703.315.6t7.279 t$l.404.239.8781 2.255.S1 1.437.401 2.488.094.406.760 44.504.716.108 t4't2.839.551 .474) 2.1 1 9.759.57 1.394
16 023 KEMENTERIAN PENDIDII(AN t)AN (EBUDAYAAN 259.992.096.164 {1 1 S.006.41 2.377) 140.985.583.787 273.541.419.740 il 35.847.321.339) 1 37.6S4.0S8.40 t
17 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 288.877.983.543 l1 87.1 49.269.657) 1 0 1.728.71 3.885 271.946.99 1.563 t1 80.96r.896.869) 90.985.0s4.694
18 025 KEMENTERIAN AGAMA 207 .847.630-425 ll 05.308.245.336) 't 02.539.385.089 I 61.835.48 1.098 {l01.780.9r4.757) 60.054.566.341
19 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 53.770.S46.007 t39.331.274.7721 r4.439.67t.235 5r.4r r.962.866 132.738.1 04.837) 1 8.673.858.029
20 027 KEMENTERIAN SOSIAL s8.538.827.705 t85.278.449-4581 1 3.260.378.248 94.6r 3.896.087 ti2.837.403.209) 21.776.492.978
2t 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN I 25.1 31.51 4-980 180.002.540.750) 45.128.974.230 r 13.349.663.35r 158.46r.720.931 ) 5r.887.942.420
22 032 I(EMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 r 5.81 6.602.225 190.499.336.9681 125.317.265.257 2r 6.434.890.636 197.85 1.052.099) t r 8.583.838.597

SK No 020286C
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PEMEBIiITAH BEPUBTIK ItllDOt{ESIA

ASET TAK BERWUJUD

PEB 3I DESEMBEB 2(lI9 DAN 3I DESEMBEB 2018

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 /Audited) LAMPIRAN 22

{dalam

31 DESEMBER 2018 lAuditcil3l DTSEMBER 2019 lAalitall

TIIETTO
to. BA IGME ]TTEBI A1{ ]I EGABAITE MBAGA

ASET IAI( BERWUJUD
ASET TAI( BERWUJUIT

OAI.AM PEITGERJAAiI
AMORTTSASI ilTTTO ASET TAK BERWUJUIT

ASET TAK

BTBWUJUD DATAM

PEiIGERJAATll

AMORTISASI

7.41 6.1 04.3S2.35523 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 .203.074.520.673 {95.895.45 I . r 39) 7.107.1 79.069.534 7.484.744.654.096 33.446.695.075 il 02.086.956.8 r 6)

24 034 KEMENTEBIAN KOOROINATOR BIt)ANG POI.ITIK, HUKUM, DAN

KEAMANAN

't3.430.621 .425 { 1 2.084.1 03.929) 1.346.517.496 't3.430.62 
t .425 {r r.33r.679.989) 2.098.94t.436

25 035 KEMENTERIAN KO()RDINATOR BIOANG PEREKt)NOMIAN 1 5.',t05.143.042 { 1 0.456.4S I .860) 4.649.65 I .1 82 14.473.017.S69 {6.536.854.2S2) 7.936.r 63.67i
26 036 KEMTNTERIAN KO()RDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA

DAN KEBUDAYAAN

r.437.526.500 (749.370.063) 688.1 56.437 1.267.026.500 1674.038.438) 592.988.062

27 040 KEMENTEBIAN PARIWISATA 50.12i.547.321 I I 9.383.854.31 6t 30.735.6S3.005 43.742.820.878 114.41 1.746.192) 29.33t.074.686

28 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 23-246.1S2.550 I I 8.200.326.459t 5.045.866.191 23.033.447.590 l1 6.821.802.780) 6.21 1.644.810

29 o42 KEMTNTERIAN RISET, TEKNOTOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 714.540.521.S75 {362.364.839.S98t 352.275.68r.S77 585.539.932.233 10.000.000 t297.'t 42.550.306) 388.507.381.927

KTMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 36.168.M8.828 I I 9.450.4S5.5S5) 1 6.7 1 8.353.233 34.332.242.833 t35.572.254.8211 (1.240.051.988)30 OM
I 7.450.041.700 {r r.906.626.938) 5.543.414.7623l 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERTINDUNGAN

ANAK

r 7.798.326.700 {1 5.290.490.864} 2.507.835.836

12.304.079.688) s08.638.73232 048 KEMENTEBIAN PENOAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

RETORMASI BIROKRASI

4.214.073.020 {2.874.389.394) r.339.683.626 3.212.718.420

u48.798.61 2.0S6) 2.877.080.534.S7633 050 BAOAN INTEI.IJEN NEGARA 3.892.988.604.622 t936.791.549.756) 2.956.'t 97.054.866 3.625.879.247.072
t327.481.890.454t I S7.040.921.37334 05t TEMBAGA SANDI NEGARA 1.40 t. I 89.077.691 t644.530.M8.098) 756.658.429.593 524.522.811.827

t60.553.532.1 10t 57.676.077.30235 052 OEWAN KETAHANAN NASIONAT 117.450.021.182 177 .782.773.712t 39.667.247.470 1 18.329.609.412

2l 6.1 53.82S.41 336 054 BAOAN PUSAT STATISTIK 8r8.263.993.t23 t51 2.227.609.935) 306.042.383.1 88 660.902.639.698 1444.748.810.2851

JI 055 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 55.783.31 2.439 t35.825.335.474) 1 9.957.976.965 49.586.S47.884 (35.707.224.356) r 3.879.723.528
sfl onn 377 48t lCg 607 672 ?8n {t43 313 223 160} 56.2S4.44S.t 2038 056 I(EMENTEBIAN AGRARIA DAN TATA RUANGIBADAN PERTANAHAN 215.425.808.967

1 33.0SS.603.71 3 t35.222.740.2451 97.876.863.40439 057 PERPUSTAKAAN NASIONAT REPUBTIK INDONESIA 1 80.959.556.233 125.378.r 10.3r8) r 55.581.445.91 5

362.881.073.382 {276.796.047.384) 86.085.025.99840 059 KEMENTEBIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATII(A 383.340.834.073 1298.012.674.18t) 85.328.15S.8S2
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PEMEBINTAH BEPUBTII( I[IDONESIA

ASET TAK BEBWUJUD

PEB 31 DESEMBER 2019 DAIII3I DESEMBER 20I8

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 /Audited) LAMPIRAN 22

(dalam

Illo. BA KEME ilTEBI AIT ]TEG ARAII.EMBAG A

31 IIESEMBER 2019 lAaliEO 31 DTSEMBER 2118 I Aaditedl

ASET TAX BERWUJUD
ASTT IAX BEBWUJUD

OAI.AM PEITGEBJAATT
AMORTISASI iIETTO ASET TAK BEBWUJUD

ASTT TAI{

BTBWUJUD DATAM

PENGEBJAAiI

AMORTISASI ittTT0

41 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 4.452.804.047.706 I 1.835.851.571.656) 2.61 6.952.476.050 3.260.389.635.058 fi.118.262.922.3M1
42 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 1 03.338.739.947 t45.03 I .586. I 55) 58.307.'l 53_7S2 97.890. I 98.61 3 t38.480.862.51 1) 5S.409.336.1 02
43 064 TEMBAGA KETAHANAN NASIONAI. 21 5.693.329.53 I I 1s5.424.664.377) 20.268.665.1 54 210.6M.394.406 | 1 8S.805.985-l 67t 20.858.40S.239
M 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAT 106.522.243.045 t69.086.243.488) 37.435.SSS.561 80.1M.757.135 158.478.381.21 1 ) 21.886.375.S24
45 066 BADAN NARKOTIKA NASI()NAT 170.237.674.270 I i 06.551 .863.597) 63.675.8 1 0.673 I 50.80 I .1 07.700 {89.207.5 7 r .092) 6 1.593.536.608
46 067 KEMENTEBIAN OESA, PEMBANGUNAN OAERAH TERTINGGAL DAN

TRANSMIGRASI

7.854.2r 5.654 16.1 73.81 3.529) r.680.402.1 25 7.854.215 654 14.167.482.042t 3.686.733.6 1 2

47 068 BADAN KEPENOUDUKAN OAN KETUARGA BERENCANA NASIONAI- 37.444.918.522 131.543.455.740) 5.90r.462.782 37.1 60.307. I 01 {31.840.084.367) 5.320.222.734
48 074 KOMISI NASIONAI. HAK ASASI MANUSIA I I 7.61 0.000 (596.S72.500) 220.637.500 658.885.000 12.122.070.005t (2.063.185.005)
49 075 BAOAN METEOROI.t)GI, KTIMATOTOGI, DAN GEOFISIKA 433.297.132.629 1405.552.342.6r 0) 21.7M.790.019 449.658.379.456 1399.1 90.246.1 1 2) 50.f68.133.344
50 076 KOMISI PEMITIHAN UMUM I 8.568.425.806 {9.83r.282.800t 8.737.1 43.006 r r.1 62.i54.056 {6.3 r 2.26't.630) 4.850.492.426
51 077 MAHKAMAH KONSTITUSI 28.361.978.S1 1 {16.032.714.847) 12.329.264.0M 27.256.404.411 I r 2.509.075.5 r 4) 14.747.328.857
52 078 PUSAT PEI.AP()RAN DAN ANAI.ISIS TRANSA(SI KEUANGAN 37.0M.447.353 120.942.776.9r 7l 1 6.1 01.670.436 23.821.857.738 I r 8.799.050.866) 5.022.806.872
53 079 LEMBAGA II.MU PENGETAHUAN INOONESIA 1 60.833.905.655 133.1 76.678.89 I ) 127.651.226.7M 126.79 r.506.,448 t26.578.765.283) 1 00.21 2.741.r 65
54 080 BADAN TENAGA NUKI.IR NASIONAT 46-363_88t_524 128.934.809.8S I ) 1 7.42S.07r.633 38.345.597.682 t24.382.605.982) 1 3.962.S91.700
55 081 BAOAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOTOGI I 57. I 74.21 3.886 199.762.703.280) 57.41 r.5r0.606 r08.s58.715.394 (95.58 1 .586.2S5) 1 3.377.1 2S.099
58 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAI. 5'14.3r 9.r 86.407 I t 96.736.8 I 3.2r 0) 3r 7.582.373.1S7 374.445.802.861 4.528.1 50.000 t87.637.845.809) 29 1.336.1 07.052
57 083 BADAN INTt)RMASI GE()SPASIAT 2.S96.886.940.090 t1.854.052.239.r r5t 1.1 42.834.700.975 2.M2.771.136.054 2.421.8r't.801 il .527.896.90r .1 37r t.1 17.2S6.046.718
58 084 BAt)AN STANOARISASI NASIONAL 9.725.556.950 (8.154.343.858) 1.571.213.092 s. r 60.7s7.1 50 18.0sr.726.868r 1.06S.070.282
59 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKTIR l r.94s.866.333 t6.452.518.282) 5.497.348.1 r r t0.568.937.629 {4.343.875.451t 6.325.062.t 78
50 086 TEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 4.707.376.900 t3.487.828.277t 1.21 S.548.623 3.831.837.900 t2.804.1 12.568) 1.187.725.332
61 087 ARSIP NASIONAT REPUBTIK INDONESIA 1 5.970.856.383 I I 0.1 50.466.033) 5.820.190.350 r r.520.424.855 rs.057.490.s82) 2.462.933.673

SK No 020284C
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-738-
PEMEBIIIITAH REPUBTIK II{DONESIA

ASET TAK BEBWUJUD

PER 3I DESEMBER 20I9 DAIII3l DESEMBER 20I8

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 /Audited) LAMPIRAN 22

3l DESEMBER 2019 lAuditcll 3l DTSEMBER 2018 lAaditcdl

ASET TAI(

BERWUJUIT DATAM

PEiIGEBJAAiI

AMORTISASI ]TETTO
lUo. BA IGME ]ITERI At'I TEGABA,I.EMBAGA

ASET TAX BTRWUJUII
ASET TAK BERWUJUII

DAI.AM PTIIIGERJAAIII
AMORTISASI NETTO ASET TAX BERWUJUD

r r 68.328.442.7361 11.275.131.22362 088 BADAN l(EPEGAWAIAN NEGARA 1 82.079.9ss.859 1172.722.t74.3401 9.357.1 81 .5 r S 178.604.1 73.959

124.729.384.3371 23.377.058.86063 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 47.25r.536.048 127.802.7M.9731 19./U8.791.075 47.405.r 79.997 701.263.200

{89.625.1 70.759) t4.260.576.75564 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 104.242.462.7M (M.404.38 r.263) 39.838.081.501 I 03.885.747.514
ll 2.1 60.483.365) s23.353.21 1.31965 092 KEMENTERIAN PEMUOA OAN OI.AH RAGA 933.066.953.88S {1 1.048.831.41 3) 922.018.122.476 s35.51 3.694.684

141.8 I 4.250.5S7) 28.377.621.46766 093 KOMISI PEMEERANTASAN KORUPSI 18.129.402.444 150. I 68.672.327) 27.960.730.1 1 7 69.466.817.064 725.055.000

{6.6't 8.458.543t {1.804.s73.3S I )67 095 t)EWAN PEBWAKILAN DAERAH 5.1 97.450.1 52 {4.43r.r80.86i} 766.26S.285 4.81 3.4S5.1 52
g3 1.1 21.0 I 268 100 KOMISI YUDISIAT 3.326.595.940 {2.31 6.452.846) r.010.r43.094 3.01 7.355.940 {2.086.234.928)

12t.583.274.t4269 103 BADAN NASIONAT PENANGGUTANGAN BENCANA 192.362.676.1 l5 {s4.828.288.092t 97.534.388.023 ls0.t 19.64s.'t 't5 {65.536.374.673)

70 104 BADAN NASIONAI. PENEMPATAN DAN PERTINDUNGAN TENAGA

KERJA INOONESIA

I 5.280.255.238 {1 3.008.043.769} 2.272.zfi.469 14.469.r3r.238 {r 2.'t 44.886.323} 2.324.244.915

71 105 LEMEAGA KEBIJAKAN PEt'IGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 45.1 23.049.658 {20.736.806.495t 24.386.243.173 29. I 07.768.566 1.71 4.492.8 1 5 {1 9.466.375.243) 1 1.355.886.138

12 107 BADAN SAR NASIONAI. 21 5.077.34S.52S 1128.976.622.717t. 86.r00.726.S12 204.836.520.335 t97.20 1.349.826) 1 07.635.1 70.50S

73 108 K()MISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA 931.0ss.863 t732.537.038) 1 98.562.825 882.292.863 (61 2.5 1 9.1 08) 269.773.755

74 r0s BADAN PENGEMBANGAN WITAYAH SURABAYA MADURA 87.802.204.971 t2.493.22t.561t 85.308.S77.41 0 85.906.87t.271 2.r 60.000 12.283.852.4781 83.645.r 38.793

75 110 OMBUDSMAN REPUBTIK INDONESIA 8118.89S.234 t600.971.1 0S) 247.928.125 7il.229.234 {663.562.449) r00.666.785

lll BADAN NASIONAI. PENGETOTA PERBATASAN 210.1 74.630.963 I 1 0.22S.032.883) ts9.945.598.080 204.846.31 6.21 5 t9.1 66.239.6r 9) r 95.680.076.5S676

I 80.06S.946.050 rs3.842.470.450 3.302.885.193 {1 9.487.045.291 I 1 77.658.31 0.35277 112 BADAN PTNGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS &

PELABUHAN BEBAS BATAM

203.1 62. r 03.666 123.092. r 57.61 6)

232.294.756.728 r20.885.s2S.074) 21 t.409.427.65478 113 BADAN NASIONAL PENANGGUTANGAN TERORISMT 238.r49.897.668 134.809.635.080) 203.340.262.588

3.457.298.192 t8.229.847.146t. t4.772.548.954)79 114 SEKRETARIAT KABINET 3.671.760.383 (2.954.432.5r 8) 717.327.885
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lIo. BA KEME ilTEBI At'I iIEG ABAII.EM BAGA

31 DESEMBTB 2019 lAalitcdl 31 DtSIMBER 2018 I luditedl

ASET TAI( BTRWUJUO
ASET TAK BERWUJUD

DATAM PEIIGTRJAAiI
AMOBTISASI IIITTTO ASET TAK BEBWUJUD

ASET TAK

BTRWUJUD DATAM

PETIIGERJAAIII

AMORTISASI IIIETTO

80 il5 BADAN PENGAWAS PEMITU 18.2M.862.M6 ( 1 0.276.26i.378) 7.968.5S5.068 1 1.294.1 56.637 { 1 2.680.323.0 r 0) {1.386,1 66.3731

81 116 TEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI 8.541.645.r r I {5.936.789.308} 2.504.855.81 0 5.77 l.S1 0.5t 8 t4.324.226.6151 1.447.683.903

82 117 TEMBAGA PTNYIARAN PUBLIK TVRI 5.774.406.5r 6 t2_017.500-890) 3.756.905-626 3.683.270.41 5 {r.300.145.1 43) 2.X93.125.273

83 Il8 BAOAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS OAN

PELABUHAN BEBAS SABANG

31 0.60S.000 310.60S.000 31 0.609.000 31 0.609.000

84 il9 BADAN KEAMANAN LAUT 66.766.427.848 lM.'t60.506. r 39) 2.605.92r.709 68.295.955.208 {59.933.M6.610) 8.362.308.598

85 120 l(EMFNTERIAN I(OORNINATOR RIDANG KFMARITIMAN 5 6n7 lRl 289 t? 4r38qn 6741 3.1 83_300.61 5 3.940.358.500 {1.21 3.2S2.439) 2.727.076.06 l
86 l2l BADAN EKONOMI I(REATIT s-239.838.720 t358.337.083) 8.881.501.637 7.995.138.520 (200.7r6.250) 7.754.422.270

87 122 BAOAN PEMBINAAN IDEOTOGI PANCASITA 752.977.000 19r.705.250) 661.271.750

JUMTAH PADA KII. 39.520.864.S94.0f0 t1 4.62S.869.1 37.46St 24.8S7.t S5.856.571 35.349.308.377.3S0 278.309.260.583 (1 2.1 38.950.950.437) 23.488.566.687.545

88 ooo BENDAHARA UMUM NEGARA r 70.966.863.'t 95 t84.005.895.941 I 86.S60.957.254 I 48.907.231.481 t70.1 95.621.600) 78.71 1.609.881

TOTAT 39.697.83 r.857.235 {1 4.7 1 3.675.033.41 0} 24.984.t 56.823.825 35.498.2 t 5.608.880 278.30S.260.583 (1 2.20S.146.572.0371 23.567.378.297.426
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PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-74t-

PEMERINTAH REPUBTIK INDONESIA

BINCIAN ASET PROPERTI EKS BPPN

31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 23.A

No. KOBEKSI

Saldo Per 31 Desember 2018
(Auditedl

Mutasi Semester I 2019 Saldo Per 30 juni 2019 Mutasi Semester II 2019
Saldo Per 31 Desember 2O19

(Audited)

Unit Nilai Unit Nilai Unit Nilai Unit Nilai Unit Nilai

I BJDA (Verifikasi 2011) 915 194.072.652.297,00 (1) (1.81s.693.164,00) 914 792.256.959.133,00 (4) (3.903.098.208,00) 910 788.353.860.925,00

2 Temuan BPK 369 i82.795.799.869,1 5 369 782.795.799.869,15 369 782.795.799.869,15

3 BJDA (verifikasi 2009) 63 281.1 87.736.000,00 63 281.187.736.000,00 63 281.187.736.000,00

4 Settlement

5
Apartemen Menara 7 Gading

Sinar Bonana 42 1 39.208.400.000,00 42 139.208.400.000,00 42 139.208.400.000,00

6 Griya Potensa 2 295.000.000,00 2 295.000.000,00 2 295.000.000,00

7 Covernole 96 340.566.527.037,00 (10) 20.899.386.000,00 86 361 .465.913.037,00 86 361 .465.913.037,00

1.487 2.338.1 26.1 r 5.203.1 5 (11) 19.083.692.836 1.476 2.357.209.808.039 (4) (3.903.098.208) 1.472 2.353.306.709.831

SK No 020281 C
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PEMEBINTAH REPUBI.IK INDONESIA
ASET INVENTABIS EKS BPPN

PEB 3I DESEMBER 20I9

LAMPIRAN 23.B

{dalam ah)

Saldo 3l Desember 2018 (Audited)
MutasiTA 2019 Saldo 3l Desember 2019 (Audited)

KeteranganNo Uraian

Jumlah NilaiWaiar Jumlah NilaiWaiar Jumlah NilaiWajar

1 Aset lnventaris r 8.653 8.504.708.1 57,35 18.620 8.476.788.t 57,35

6.400.600.338,35a. Digunakan lnstansi 11.274 6.400.600.338,35 11.214

b. Tidak Disunakan (idle) 7.379 2.104.107.819,00 (33) (27.920.000) 7.346 2.076.187.819,00

SK No 020280C
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

PEMEBIilTAH REPUBTIK IITIDOIUESIA

ASET BEI(EIUIIUG ITIOSTB(I EKS BPPIU

PEB 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 23.C

n.9.n

Ek.. B.nkAsal par

1

BIRA Cba6ro.m B.nkn9 SA scbrsar USO25E 438 5

Ccnr.l BBKU n.gan

JK

8 aank Khansm BaKU

I 3.nk Budr lntomesron.l BBKU

10 3ankAk.n BaKU

11 SANAO 3ank C.ntal Dagang

14 IOKINDO

1 020 60 g7 69Rp 1 020 m0 447.69

6017 122 A4Rp o17 122 81

lel.h drXuEasr (BBoBtsKU)

11 739 033.64Rp 11 739 033 84Rp

141 402 439 43RD

2&03505Rp

264237 121 51Rp

109 652 0a2.65Rp 109652 042.65

925492 300.93Rp 925 492 300 93

531 317 595.65Rp 65

24 530 231.65RD 530 231 65

16 993 362.21RD 16 993 3E2 21

45 26t 112 29RD 2AA 112 29

351 542 691 02RP 351 542 691 02RP

92 mO 251,9rRp 92 60 251,91

ank FEoflnvcnt BBKU 77 574 756DRp 77 574 756.22Rp

1 139 ?67 12Rp 1 139 247 12RP

1 1 B 932.40Rp

3AHARI 10t 1 50 6S 65RD 10E 1 50 696,65Rp
>ESONA 120 045 719 99Rp 120 il5 719,99Rp

39 311 7a0 912 42Rp u1710 912.12Rp

40 Bank Modcm B80 1S5 403 1 34 60Rp 195 403 131 60Rp

41 956 004 466 45Rp 956 004 466 45Rp

12 2 9S 775 6tRP 2 95 775.68Rp

43 BAURI lndovGr B.nk H.mburo 254 27a Aga 51RP 254 271 A91.9Rp

PESONA lndovor B.nk H.mburq 27 35C 123 3dRP 27 350 123 3ERp

45 BDNI lndov.r lns Bank 122 421 186 A0Rp 122 a21 166 E0RP

BDNI 46 733 525 331 33Rp 46 733 525 331 33Rp

R.kGnrnq Noslro (Unrd.nlftd)EDNI 2 359 921 197 7tRP 2 359 921 197 .78Rp

BDNI 2257 377 67 AARp 2257 377 867.EERp

SDNI 1 6g 239 634 61Rp 1 634 239 Eil,61Rp

666429511 70Rp ffi6 429 511,70Rp

61 815 E26.61Rp 61 815 826,61Rp

14 211 216.97Rp 11 211 216,97Rp

2 270 531 95Rp 2270 531.95RP

378 699 549 31Rp 378 699 g9 31Rp

5E 8il 913 90Rp 5E Eg 913,90Rp

62
63

ARYA PANDUARTA
ARYA PANDUMTA

Frnt ofNov. S.nn. T.rvn

B.nk orNova Scota. Torcnto
Rp 339 690 834 35
Ro 357 100 810 21

64 HOKINOO Bank Prcrfc 6 463 t00 a7Rp

65 BDNI 204 766 145 27Rp

66 BDNI 321 222 390 61Rp

67 BDNI BBMB Kuala Lumpur 1 675 910 59Rp 1 675 910.59RD

6E BUN BCCI London 1 312 775 0E3,50Rp 1 312 775 063.50Rp

69 BUN BNP SrnqaporG 490 t37 oEE 12Rp 490 E37 ott.12Rp

70 BDNI I 122 298 55RP I 122 298,55Rp

Eonnv.ni BBKU

#;ffi
Rp 5ffi

456 {

57

65

81

20

SK No 047848 A

53'

iov.r B.nk Am.l.rd.h
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ilov.r Brnk Amsl.rd.h
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ndov.r B.nk H.hburc

ndov.r B.nk Hamburo

l.nk Un'b8nk AAKU ndov.r Brnk Hemburc

Amn.:h FY.r.<r R.hl NY

ANZ Eanlhg Group Bank
qrn., C6m.r.ral.
q.n.6 Amh..<r.n6 TAAVFI
qrnk Bo3tdn NA Srhd.por.
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P.ngkonrcrrrrn nil.r Et.nhg BIM dl Ch.6fr.h BrnXrng SA d.n rck nrng B.nk B.h.n dr

Kurc tcngah Bank lndones.

Pan.laaan

Progcsr Pengclolan Oana NdDdr BanX lndon6F

Prqnrr P.ngelolun D.n. NdE Ekt. BDR dr PT 8.nk G.n6ha Tbk

Nov.mbGr 2014 h.l d.ngan
DJKN dan surat H.ad and Front Ofi6, Couts .nd Co Ltd, Sngapore BEnch Engg.l 17 April 2017 hal Pemhonan Klaafk.sr Proser Pengcmbalan At€t maka

R.ncana Pcngcmb.fi.n A$t B.nk B.h.ir, sural Atcmatc Chr.f Ex.cutv., Couts end Co Ltd Hongkong Br.nch t.ngg.l 21 JuX 2017 h.l P.mb.nan

1 T.hh dilaksenakan rapat d.ngan PPATK pad. hnggal 1 E Junr 20 1 5

B.nk BCA, Tbk Cab.ng Solo mhrnE bmbahan data mcngonar rckcnrng t.rs.bur Scdangh tEa b.nk bnnya (C0b.nk, 8Rl, d.n BPR Tn S.lahr.r. Makmur) tdak mmb.nkan tanggapan

d.n.k.Aanklndov.r namund.mrkEns.bagailnbrmast.dapatt.grhanP.m.nntahk.padaTrust.elndov.rB.nkscnrlarEUR33S53t,20y.ngb.Ebtusdrspute

l.nggrl 5 Apnl 2016

Nofrot 2TTnnxlwilllznggal 29 D.s.d.r201a, PT B.nk Gan.sha mcnyamparkan bahm
a Td.ktcrdap.t ouEt.ndhg d.n..ts BDNI pada PT Bank &nesha

.ks BDR masrh m.mpunyar t.wilban m.mbayar k.pad. PT Bank Gancshe schs.r Rp45 605 763 ffi!,00

peny.l6s.rnyadil.kuk.nm.l.lurmk nrsm.APBNdanh.rusddukungd.ngandokumnyanghngkrp N.muns.mp.rs..trnrb€lumm!nd.p.tt.ngg.p.ndanPTBcnk&nesha

dE.bsarkan d.ngrn bark

molalur sur.t No oEmltulu16 hnggal 23 Fcbruan 2016, PT gank Ganesha mcnyampark.n p.mnt.an w.ku untuk m.m.stkan dan rclcngkapr data

2369frN flo16 hngg.l 23 D.s.mbr 2016, Orrchoret PKNSI t.lrh mcmrnt! kemb.I B.nk G.n.sh. untuk m.ny.toilan dana Eank BOR k RKUN

ADR, b.hk.n *b.Ikny. .ks BDR msh m.milrk kd3lb.n s.bcsar Rp45 605 763 S8,00 k p.d. PT Bahk &n.sha

Prqrc.3 PcngcHdh D.n. Ndb Eks. Bank BIU dr Cb.6tn.m Bankhg SA

1 Tcremp.n drn i.ftonfrm.sr r6k.nrng .ks B.nk BIU dr Cl..rsrcam Bankrng S A d.ngan nrh 250 43C,50 USD

hnda hngan Orr.hr PKNSI

4 Sr.l rnr, DtrcKor.t PKNSI 5.d.ng m.nunggu l.nggapan drfl Konsufran Hutum Wdy.wen & P.6.8 untuk pcngcmb.fian dan. cks B.nk Btra terccbut k. RKUN

Progrcr. PcnecH..n D.n. No*o Ek. Bank B.h.ildr Co& B.nt

cl.h leilonimsr dan..ks B.nk B.h.fl t.rsrmp.n d' Couts and Co Ltd, Hongkong Branch eb6rr USD350 526,24

INDOIDff

mckanrsm. pemndahbukuan dana drmksud ka RKUN

14

g5&
B.nk TATA dr Benk hdonca. 26 1 187 712

Eks B.nk Frconnv.sl dr Bank lndonas[ 26 I g0 515

Eks Bank Behan dr Cofrr 1 Fcbru.n m19Bmnch 4 697 519

SK No 047847 A
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ilo.
Ihmr Art l.rl.t srr.t l.rhit. il.nir.l Mrt. U[l Junl.i Irmb.] l.r 3l Dr!.nl.I

20tt

ilil.i P.Er t.r ll
Dtrilrr 20l!

T.ntt.l l{il.i P.r.l
Jrii 201!

ilil.i x.nvrr.i nrtirl rrr 31

o.smhr 20ll l(.l.r.rtrn l(rrt llri

.. C.rt.nta r.rl.
1 DGS lntrrn.tronrl Frnrncr Co. Scnpl6s 0,0'l USD 1.000.000 T!l.h DrhrDuskrn 0l!h Crttrnft Hon0k0n0 H()NGK()NG

2 Bank Danano Nasional lndonrsia Scnpl6s
't0't,88

USD 4.500.000 1.02 4.584.686 3l Drs.mbrr 20,l( 64.832.037.65t 63.731.736.05t BB0 O!l.h LikuidasD BRUSSEL

3 TPE lnlcrnalronrl frnanc! Co. Bv Scnpl$s 1.00 USD 25.000.000 0,0r 250.000 3l Drslmbu 201t 3.535.250.00t 3.475.251.250 Im(rnTrd.k Drlctahur BNUSSEL

4 Crputr. Surya Coupon 38.i50.000,0( t0B 1.00 38.750.000 27 Jut200E 38.750.00t 38.750.000 Emrt!n Aktlf JAKARTA

5 Jakerle lnlcrnrtron.l Holrl Cupoo 800.000 000,0( t08 1.00 800.000.000 27 Junr 200I 800.000 00t 800 000.000 EmrtcnTrdak Drkatehur JAKARIA

6 MuIa Glass Culoo 38.',t25 000,0( t0R 1,00 38.',t25.000 27 Junr 200t 38.r25 000 38.',t 25 000 Emit!nTrdak 0rkctahur JAI(ARTA

1 Mulia K.ramik CNpon 38.125.000,0( t08 1,00 38.r25.000 27 Jut?D0l 38.125.000 38.',t25.000 EmrlanTrdal 0ikct3hur JAKARTA

I Polysrndo Ekr Pcrkrsa Scnpl.s 2.14 USD 3.000.000 0,02 63.000 3'l Dlscmbrr 20'19 E90.863.000 875.763 315 Emrlrn Aktil BRUSSEI

I TPE lnlrrnalronel Frnancr Co. B\ Scnd6s 1.0! usD 2.000.000 0.0r 20 000 3'l Dlslmbu 20'19 282 820 000 276.020 r00 EmrtcnTidek 0rkrtahu BRUSSEI.

't0 Banl Palan PnDcDtl drD CouruD r00.0c r0R 500 000 000 't.00 500.000.000 l0 Junr 2015 500.000.000 500.000.000 880 {Tclah Lrlurdesr) JAKARTA

11 Polysrndo Eka Pcrlesa Sctd6s 2.14 usD 4.000.000 0.0? 84 000 3'l Dlscmb;r 20lS 1.r87.844.000 1 167 684.420 Emitrn Aktrf EUROCTEAR

12 Polysrndo Eka Pcrkasa Senrl6s 88,21 USD r82.000 0.88 160 54i 31 Dcscmbcr 2019 2.2i0.301.915 2.231.771.322 Emrl.n Aktrl EUROCLEAR

T.trl 7+fit.t34.t70 73.115.224ttt
b. Ucdian fem lYotcs

I Polysrndo Eke P.rkas. M!drum Trm NoDs Scr0hss 93.92 usD 182.000 0.94 r 70 937,49 3l Dcsmbar 2019 2 417.227.0/6,09 2.376 202.903,18 tmrtzn Aktrf EUROCIEAR

2 olysindo Ek. PGrkas. M!drum Tlm Notrs Silohs 90,0c USD 20.000 000 0,90 r8 000 000,00 29 Merrt 2019 254 538.000 000.00 250.2',t 8.090.000.00 Emrtrn Aktrf HONGKONG

3 Polysrndo Eka Pcrkasa Mrdrum Trm Notrs Sctolrss 90.0[ USD 960.560 0,90 881.504.00 29 M.rrt 2019 1 2.224.95 1.064,00 12.017.474.426,52 Emrtrn Aktrf HONG(ONG

4 Polysrndo Eka P.rkasr Mrdrum Trm Not2s Scilpbss s0,0c USD 065.840 0,90 869.256,00 28 Marrt 2019 1 2.292.1 49.086,00 1 2.083.532.002,28 Emrt!n Aktrf HONGK()NG

5 Hutma Karya Pnndprl 100,0[ USD 1.000.000 1,00 1.000.000,00 0l 0ktobrr 2004 r4.141.000.000,00 1 3.901.005.000.00 MTN Tll.h dnyatrkan batal dan trd.k b.rlaku JAKARTA

6 Hutmr Kary. PflncDtl 100.0[ USD r.000.000 1,00 1 000.000,00 0l oktobu 2004 r4 141.000.000,00 1 3.90 1.005.000,00 MTN Trlah dmyrtrkrn batrl dan trdrl bcrhku JAKARTA

1 Hutma K:rya Pnndpzl 100,0c USD 1.000.000 't,00
1 000.000,00 0'l oktobu 2004 r4 141 000 000,00 13 901 005 000.00 MTN Trleh dnyatakan batal dan trd.k brrhku JAKARTA

I Hutama Karya Pnndpzl 100,0[ us0 5 000.000 1,00 5 000.000,00 0l 0ktob:r 2004 70.705.000.000.00 69 505.025.000.00 MTN Trlrh dinr/.t.kan b.trl d.n trd.k brrl.ku JAKARTA

Totrl 394.600.327.206.09 387.S03.339.33 t,98

c. lYot-ConyrrlibleDehratuns

1 Polysrndo Ekr Perkasr hincryrl 100.0c t0R 5.000 000.000 't.00 5.000 000 000,00 3l olsmbu 20lg 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Emrtan Aklif JAKARTA

Totrl 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

Totrl (!+b+c) 474.0t4.463.776,27 466.078.565.798,12

SK No 020298C

L'Im{TrnlrmTn



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-746-

PEMERINTAH REPUBTIK INDOIIIESIA

SUBAT BERHAEGA EKS BPPN

PER 31 DESEMBEB 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

Tolll Nilai

'Nrlrr bardasarkan Monthly Erport Crtrhank pu tangC.l 30 Novcmbu 20'19

Crt.t.n
Nuir Tcnorh Bl

1 lDollil Amnka 't4.481.00

Nrt!rrngan

' Emrt.n sural h.rha{. yang tcl.h drhapus bcrd.sa*an &rta Acara P.m!ilks.an Sehm dan Surat Barhara dr Kustodr Crtrbenk af,t.ra Drt PKNSI dan BPK Rl

'* Emiten surat berharCa brrstetus aklrt karrna masrh tcrcatat dr Burse

'.. MTN drnyat.kan batal d.n trdak brrlaku karcn. adanya pulusen prng.drlan

LAMPIRAN 23.D

SK No 020297 C
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t.m.r Sur.t Emilr ohtn llU
i.. l.m Emh. Cata rurhai EniE lst0l s.l.m Joml.h Lmh. D..6lx 201I

Ihlr l.r !0 Jurr 20ll Xll.l l.r ll D.r$l.r
20tI

St.tu! Enh.r
Ixarrmtrr 

lilrihvrln
I.rllriltr liaaa
Emh.rlDrtlil AHU

Trirt.t.r Enit$

Sur.t ilomorS

1353(il 5l20ll i.qs.l
l3 Jrnr 20!a k4rdr
Ehni

I
PT furc Clrr Cnr.d.r, Tbk { PT Artr P.cdrc Snililil 32 1373m lr1 1 621 111 2d 4 621 711 200 thd

2 1! t72 915 0m lhil

Sur.t ilomor s'
1352/Xt 51201{ l.4rrl
13 Junr20la htdr
Eil(r

PT Atr. frr. C{r.d.r, Tbl ( PT lrrr Prcrrk S-dild 37159 7m 5l 3 ato 12t 2u 2001 113200

3 t0 0m
122,l(}{5J2015 trq!.1
13 r.hruil 2015 trrd.
Drqs IHU

?T Art( lh.hr ld il.mm( g.m0m0

a Smftlil tE 2S 15 31Ct 75( 3 al8 750 m0

5 lI B.ol o.g.ne nrEn.l lndoffi[ Srttkil 363 27 22t 27.225 sB0

c S-d[il 1m 20 00( 20m0 EIKU50

1 PT B.nl mFCl Sfrdfid 250 350 E7 sil 17 500 lT0

I PT Brnl Sury. S(drkn am 300 210 00( 2t0m0 BBO

Srht tlomrS
13501([ 5120ll t.qrrl
13 Junr 20la lTrd.
Eil(r

0glCIIlIfl Lrg.llVll,la

trq!.| l0 Jut 2011
I PT Cnrrri Tbl

lrt[uihh.i brquMh
t1 30t125 7C I 3t5 226 57{ 73t,300 750 (553 er0r25) llr,

10 PT Cn.th Tbl

?s!!.hnbrtu.Lm

d'ttbufl trhrn brqrn.n
41 t2l a39 1t tc2e 151 2tr 2 Ege 500 730 {2 02t t50 5il) Alrd

Sur.t ihmor S

l35llxt 5,2011 h{e.l
l3Jun20lllerdr
[nno

03llcITlTFlLrerllvlUll
trnesrl l0 Ju[ 20]a

PT GTh Tuqlrl Tbl ilrn!fuker B.n Sfrililrr 2m 13000( It7m0 (r30m) Alrt

Sunt ilomor S

lg9/Kil512011 lrnged

l3 Jun'2011 kTrdr
[mnn
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lnd.rxk.oilondly R+on

p.rn!!d 3l
20lt

Srrl l*r $
l3llnaq20lalqd
l3Junr 2011 lTrar
EDnr

Ifll* r.iift nt 6.il
ht.q ttrlto mltcl0tRtrlu20[

hn0grl 1a Juh 2011

Sur.t ihmor S

13E71(il 512011 r.[s.l
l6Juil 20la l{rd!
[nnn

Crnlrm ilil l{mtl.n
l02lVll/11lln rb r.ryr.l
il rt20r1

Surrtt&morS

l3oli(il 5120ll tncFl
lCJunr 2011 t?.ar
[hni

sur.t ihmorS

l$SlKt 5J20la t.n!rrl
16 Junr 2011 lr.dr

t2TIEUASIIM/Vt] t1

trqsrl l5 Ju! 2011

Drup.l.n il.r *r lll[{id ltrr} B.rdnil.n AlNy lsm.nr urysrl

surrtl&norS
t qCrl hutum,

l3 tdru.n 2015 lr.d.

Surl ihh.r S

l2alxll512015 t.issrl
13 Fsru.n 2015 tTtar
Drqr AHU

1371,(il 5l20lll.ns!.1
l6Junr 20la lr.dr
Ennr

Sur.t t&morS

l372lKtl 5l20ll tncrl
l6Junr 2011 lardr

tllt Srtfil.l t3.tgt.5lr0 2t.19t.672.5fi''{ rr.am 230 m0 (9 rgEs2 6m) Ahil

5' ml m2 5 r53 lto t7l {3 [1555 ilo) lkrdt3 lI L.qgq Iilhur hlurtL Ibl t 337.71r.2tr,l

t1 lISr.r hcqc, Ibl ldlh ?T LDDo t.kl) Smfhr tm 11.oil-l il 000 Ahd

t5 PT M.rcr. Thl IM lm0m(l0-l t m0m0 Itril

il.nul.klu Kr.ht d.h X.c.IG PT tul. lnduttdr, Ttl Sm'fikil ,l

11 PIlrults.r.mi Aluno Srrd*d 9{ tm -l fi r55m0 Sr.tur [mnn Tdil fildrhur

ll PT Prdril lit lilitmr Sndtil 19?5t m 2 462 575 0m,rl

I

2 lt2 575 m0 Sr.rut Em(i Tdrk Dlnrhur

te PT Prnr lloy Sl.d Urvn$|, Tbl
t.ill.ltu d, Xnan.rn

(liludn 0lohoril)
Sfrdilil 2.500 t87 5m,l tE7 500 llril

LSlt16S I 631 035 250 {335r01 3751 Akrd20 PI S'ild hoduc.. Tbk l.0s_ts.525-l
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S(il kDorS
1373/Xtl 5l20ll lrq!.1
tl Jun' 2011 kTrlr
Em(i

E??I ri.t rrc.l.r rr.r

tamll.n 7m hbrr

2e01xt,0t,Fot201(

tqerl 11 A!uEt2' PT Sucrco, Trt (PT Surh. Crlh Mrml.iluhc Tll) frNlrhur X.bd Sdiltrr 7m s t75 6 422 S0 332 5m ltril

Ahil

Sur.t lhilorS
l371lK[ 5120ll trqe.l
l6 Junr 2011 tardr

Confim.lrt l{h.n.i
2S0txr,il/r0120r1
urygrl ll lgrE.22 lT Srcrc., Tbl IPI Surrm.Crbh trillrcrurq Ibll t.illrktur fiil1 gl0m t 175 3027 600 31e2.9m m0,l 165300 0m

surt i/onorS

1375/(il 512011 l.qrrl
l6 Juru 20tl 1".d.
Emnn

S,JTIPTTS/20 I 4 rrqtrl
t5 ri 2011

lI Tmr Sfitof. Ibl
I.rutltu polypopyh.

Snill.l 3tm010.! llrl

Unn (odr.l liv.il.il Xol.ltil ((lOi.hilror Trmr

d h rh.r ?I IDU n*t.ilnr t0000000 lt 7eE3e.066 la4 ,el $e 0i5l ahil
Sud.i al.Irrhn t.lruhry. p.dr t.n!!rl 06 flov.mb] 20lC dqrn D.n,'nrrn l..lti 7l l3l2 nomor

iorunr 2ljilsl363lt2 !nm Rt0ttPTloil BtKsA DAilA lilMA ip16 012 013 116,00

I
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y.no mb.ill- l.n!0.pm, t$hge. pmy.lm nrl.r r.bm P.l 31 osr$, m18 lun.ud[.d) Mggun.k.h hrhr tr.lhtr..h.h y.ne l.l.h dB.trrD.rk.n k4.d. Dtr.ktorel P(tSl

Sl.trr Ehitar X.l.i.rt.. llil.i P.ry.li.! ll.mt Enit nil.. il.m En*t . C.t r..ir6, Pataatbaa

I.r.nilit.r
Jrhl.h [.il.i

Chrneetr, m !0X il,0lol
16e53

lT X.rbhr 0{dryr

p.hulhrn drhp.iy.dtrrn

lm.m* I0m 25t 240 7t0 5t6Re 25t 2t0 7a0 5t!BP llrl 0,m

087 2l0lRrPl(0rvllil/ rrnood l0 Jilr

0m21i 312 312 0mRp 3t2 0mip Alri 0,m
rponn [.urm.n p.sro.n pa 31

Clbf, 2 buildn[ 126 lhor,

lo t3.Jrrrnr 12950

2 PI Aq!. Gdan iltrrupp'

3 PT Xrb{d. tun- Tbl t2ai 6e.[2 100 t7 t00 737 6mRP aT tm B7m0fip 0,00

]'*br PT h.U.lilo Mun Ihk flomol

l84l0l8 SlVlll 2017 hnooJ I leu{r
l0 I7

Cybr X.w.rrn lnauth Puh

Grdury Jl Brw{rrq ih.2

2 burld'ne, l2s no.r, Jrhh HB

RNil snd lhk I5 tlo 13,

Jrt.dr 12050

2tE ip il 0,m

2tt.ttl.7a0.llait 2t!,!al.7l0.l,airT.t.l

!t7,7t0.52t,tctl0
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Nilri AsGt propsrti Eks l(clolarn

PT.PPA yrng disrlikan dalrm
llleracr

Saldo Pcr 31 llascmbcr 2018 Mutrsi Scmcst?r I 201 I Saldo Per 30 Juni 2019 Mutasi Semester ll 2019 Saldo Per 31 Desember 2019

Unit Nilai Unit Nilai Unit Nilai Unit Nilai Unit Nrlai

AT 286 1.83r.530.732.851 (19) {32.595. r 03.000} 267 1.798.935.629.85 1 134) 147.993.683.407) 233 1.750.941.946.4/U

BS 991 1.5 1 8.799.338.01 I (1) {28.260.360.000} 990 1.490.538.978.01 I (17) {55.61 9.703.658) 973 1.434.91 9.274.36r

BT 323 865.910.243.344 (35) {40.1 32.000.000} 287 825.718.243.344 {5} (19.M2.550.000) 282 806.r 35.693.344

BD lDokumen berupa Covernote) 37 1 23.953.401.452 (1) 596.103.184.000 36 720.056.585.452 {5) (1 8.402.460.000) 31 701.654.125.452

penebusan tanah

JUMTAH 1.637 4.340.1 93.7 1 5.666 (57) 495.1 1 5.72 1.000 1.580 4.835.309.436.666 (61) (141.658.397.065) 1.519 4.693.65 1.039.601

ilil.i AsGt propcrti Eks Kclolaan

PT.PPA yang diungkap dalrm

Ca[K

BD { Dokumen berupa AJB,APHT,

Copi Dokumen Kepemilikan, PPJB,

Risalah telang, IMB)

633 2.083.549.091.833 (4) {4.254.540.000) 629 2.079.294.55 1.833 (37) (1 57.356.034.429) 592 1.921.938.5 1 7.404

JUMTAH 633 2.083.543.0S 1.833 (4t {4.254.540.000) 629 2.079.294.55 1.833 (37) (1 57.356.034.42S) 592 1.921.938.5 1 7.404

JUMTAH TOTAl 2.270 6.423.742.807.499 (61) 490.861.1 81.000 2.209 6.9r 4.603.988.499 (98) (299.0 1 4.43 1.494) 2.111 6.6r 5.589.557.005
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PEMERINTAH REPUBTIK INDONESIA

SURAT BERHARGA EKS KEIOIAAN PT PPA

31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 23.G

lllo. Emiten
Jenis Surat

Berharga

tllilai Asct Per

30 Juni 2019

nuditcd*

ttlilaiAset Pel 31

Desember 2019
Asal Bank CUB ATI( Value (ltlominal Value) Total lUominal Value Keterangan

1 Dharmala lntiutama (001 6060906) 0bligasi 2.793.450.000,00 2.793.450.000,0C Various USD 22.000.000,00 Rp 186.230.000.000,00 Default asset

2. Omerraco Multi Ailha (00160607941 0bligasi 6.499.457.694,00 6.499.4s7.6S4,0t Bil USD 15.356.072,52 Rp 129.983.153.881,80 Delault asset

3. 0ngko lntl Fin (290304) 0bligasi 4.3r7.r50.000,00 4.31 7.1 50.000,0t BALI USD 30.000.000,00 Rp 253.950.000.000,00 Default asset

4. Ongko lntl Fin C0 BV (0016037876) 0bligasi 2 1 5.857.500,00 2 1 5.857.500,0C ASPAC USD 1.500.000,00 Rp 12.697.500.000,00 Default asset

5. Pacilic lntl CP (0016062464) 0bligasi 507.900.000,00 507.900.000,0c TAMARA USD 2.000.000,00 Rp 16.930.000.000,00 Delault asset

6. Pacific lntl CP (0016062504) 0bligasi s07.900.000,00 507.900.000,0c TAMARA USD 2.000.000,00 Rp 16.930.000.000,00 Default asset

7 lndonesia Bermuda Reksadana 1 .805.657.589,00 1 .805.657.589,0[ Danamon USD 1.000.000,00 Rp 8.465.000.000,00

8. Mulia Keramik ll97 - Mulia lnd Wrt SRA.SL (10400000740t Wanants 4.934.71 3,00 4.934.713,00 Various t0R 4.S34.713,00 Rp 4.934.713,00

9. Mulia Keramik ll97 - Mulia lnd Wrt SRA-SL {10400000750i Warrants 4.934.713,00 4.934.71 3,00 Various IDR 4.934.713,00 Rp 4.934.7 r 3,00

Total 1 6.657.242.20S,00 t 6.657.242.209.00 Rp 625.201.523.307,80

-Nilai disalikan sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 dan Lampiran B Pengembalian Aset tanggal 27 Februari 2009

Kurs 8465

SK No 020291 C
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LAMPIRAN 23.H

No. Nama Emiten Core Business Bank Asal Jumlah Lembar
Persentase 
Kepemilikan

Nilai Per 30 Juni 2019
Nilai Per 31 Desember 

2019
Status Emiten Keterangan Nilai Penyajian Alamat Emiten

SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2019

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Keterangan

22 PT Asia Natural Resources Tbk Perdagangan hasil tambang - 22.006.500 0,97% 1.100.325.000Rp                       1.100.325.000Rp                        Rp                                             - Aktif (Delisting dari BEI)
berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 
Desember 2019

23 PT Jemblo Cable Company Tbk Manufaktur kabel - 654.500 0,43% 4.188.800.000Rp                       4.041.537.500Rp                        Rp                        (147.262.500) Aktif
berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 
Desember 2019

24 PT Sukapraja Estetika Padang Golf Jasa  Sarana Olahraga terutama Golf - 57 13.87% 1.425.000.000Rp                       1.425.000.000Rp                        Rp                                             - Aktif
Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sukapraja 
Estetika Padang Golf Nomor 006/SEPG/DIR/OSW/2018 
tanggal 26 Januari 2018

Jl. Raya Otonomi, Pasar Kemis 
Tangerang 15560

25 PT Bima Prima Perdana (Grup Texmaco) - - 100,00% -Rp                                              -Rp                                               Rp                                             - Tidak Aktif

26 PT Sejahtera Eka Graha
Pengembangan dan pengelolaan sarana 

permukiman dan penyediaan sarana 
olahraga

- 273.000 96,53% 22.470.000.000Rp                     22.470.000.000Rp                      Rp                                             - Aktif
Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset 
Tahun 2017

Kawasan Bogor Raya, Bogor

27 PT Turban Petrochemical Industries Petrokimia - 175.406 46,99% 8.750.000Rp                              2.908.409.694.537Rp                Rp              2.908.400.944.537 Aktif
Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset 
Tahun 2017

 Rp                  46.129.344.347  Rp             2.954.383.026.384  Rp             2.908.253.682.037 

Dalam rangka penyusunan LKTK  tahun 2019, melalui surat nomor S-36/KN.5/2019 tanggal 15 Januari 2020, Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per tanggal per 31 Desember 2019 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK tahun 2019 belum ada emiten yang menberikan tanggapan, sehingga penyajian nilai saham per 31 Desember 2019 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI.

Aset saham PT SEPG direklasifasi dari akun aset saham eks BPPN ke aset saham eks kelolaan PT PPA

Pada tahun 2018, aset saham PT Sejahtera Eka Graha tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA 
dan aset saham tersebut direklasifasi dari akun aset saham yang diserahkelolakan ke aset saham eks 
kelolaan PT PPA. 

1. Pada tahun 2018, aset saham PT Turban Petrochemical Industries tidak diserahkelolakan kembali 
kepada PT PPA dan aset saham tersebut direklasifasi dari akun aset saham yang diserahkelolakan ke 
aset saham eks kelolaan PT PPA. 2. RUPSLB tanggal 5 Nov 2019: penerbitan saham baru 157.906 
lembar untuk menampung konversi utang pokok MYB Rp2.618.241.494.537. penerbitan saham baru 
190.372 lembar ekuivalen dengan 51% senilai Rp16.581.014 per lembar saham 

Total

Pada tahun 2016, aset saham PT Asia tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan dicatat 
sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN.  Saat ini perdagangan saham PT 
ASIA di bursa telah di-suspend  oleh BEI. Saat ini saham dimaksud tersimpan di kustodi Citibank 
Jakarta.

Pada tahun 2016, aset saham PT Jemblo Cable tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan 
dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini saham dimaksud 
tersimpan di kustodi Citibank Jakarta.

Aset saham PT SEPG direklasifasi dari akun aset saham eks BPPN ke aset saham eks kelolaan PT 
PPA. Berdasarkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2015, diketahui terdapat pencatatan 
Pinjaman Subordinasi perseroan kepada Kementerian Keuangan cq. DJKN dh. PT PPA (Persero).
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PEMEBITTIAH REPUBT!K IttlDOItIESIA

ASET tAltI.tAlt[
PEB 3I DESEMBER 2ll|9 DAIT 3I DESEMBEB 2ll|8

LAMPIRAN 24

31 DESEMBEB 2019 lAuditedl 3l DESEMBER 2018 lAaditedl
No. BA KEMETIITESIAIII TTEGABA'tEMBAGA

BRUIO PETTYUSUTATU 
-I JUMTAH BEUTO PEITIYUSUIAT JUMTAH

1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 1 7.496.296.270 (1.343.981 .189) 16.152.31 5.081 12.287.110.720 (262.752.1671 1 2.024.358.553

2 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 20.173.827.251 (1 0.249.884.r 5r ) 9.923.943.1 00 18.627.927.252 (8.284.185.458) 1 0.343.74r.794

3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 1 0.1 1 7.675.753 (9.332.784.682) 784.891.071 61.551.373.767 (55.6s3.21 7.360) 5.898.1 56.407

4 005 MAHKAMAH AGUNG 1 34.270.790.41 I (1 21.1 32.540.564) 1 3.1 38.249.855 r 35.623.038.742 (r 14.569.274.5311 21.053.764.211

5 006 KEJAKSAAN AGUNG 78.1 05.303.293 (67.550.375.1 1 3) 1 0.554.928.1 80 78.507.611.770 (72.786.529.8S71 5.72 r.081 .873

6 007 SEKRETABIAT NEGARA 264.537.455.528 .123.472.178.418t 14r.065.277.1 10 262.071.923.074 (1 14.947.470.0491 147.124.453.025

7 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 466.402.451 .690 210.397.98s.1 r7(21 9.1 84.986.354) 247.217.465.336 388.378.557.288 1177 .980.572.171)

8 011 KEMENTERIAN LUAR NEGEBI 395.869.847.7 I 6 (92.1 r 7.353.769) 303.752.493.947 1 1 3.688.381 .260 (81 .938.129.579) 31.750.251.68r

I 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 6.632.504.630.582 (3.702.529.825.677l, 2.929.974.804.905 6.305.613.513.814 (3.471 .143.073.409) 2.834.470.440.405

r0 013
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA

326.651.278.466 (256.181.205.310) i0.470.073.1 56
349.586.548.982 1256.677.527.937) 92.909.021 .045

11 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 1 .280.812.642.589 (1 .204.620.24 r .889) 76.1 92.400.700 1.139.813.993.517 (s 1 0.595.400.676) 229.218.592.841

12 0r8 KEMENTERIAN PERTANIAN 772.5 1 0.080.456 (255.444.818.181) 517.065.262.275 71 6.975.689.013 1245.244.101.082) 471 .731 .587.931

13 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 1 .091 .275.271 .237 1817.822.719.132) 273.452.552.105 r.1 80.81 8.896.1 I r (828.808.40 r .4641 352.010.494.727

14 020
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAT

930.953.945.445 (372.778.505.891 ) 558.1 75.439.554
1.129.200.211.249 1413.742.522.8871 715.457.288.362

15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 6.562.888.409.971 (1.877.s03.973.1 99) 4.685.384.436.772 5.231.r 1 3.506.667 (1.382.r 99.721.9161 3.848.91 3.784.751

16 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
572.360.053.029 (s33.697.385.376) 38.662.667.653

607.599.1 64.234 (539.078.925.000) 68.520.239.234

17 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 1 3.098.325.036.995 (9.1 80.365.484.936) 3.917.959.552.0s9 5.896.652.429.657 (4.821 .936.883.6401 1 .074.7 1 5.546.01 7
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ASET tAItT.tAIIII
PER 3I DESEMBEB 20I9 DAttI3l DESEMBEB 20I8

LAMPIRAN 24

3 I DESEMBER 2019 lA adited) 3l DESEMBEB 2018 lAuditedl
il0, BA KEMETIITE BIAt[ iI EGARA'I.EM BAGA

BRUIO PETIIYUSUTAT -} JUMIAH BRUIO PEITIYUSUTATII JUMI.AH

18 025 KEMENTERIAN AGAMA 377.897.410.777 (232.400.665.4701 1 45.496.745.307 303.467.082.927 (208.61 2.292.851) 94.854.790.076

19 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 439.1 1 1.606.995 (378.41 8.760.3581 60.692.846.637 545.056.528.846 (458.228.91 0.1 38) 86.827.618.708

20 027 KEMENTERIAN S()SIAI. 26.297.974.644 123.497.248.286) 2.800.726.358 27.417.688.583 (24.858.95 r .495) 2.s58.737.088

21 029
KEMENTERIAN TINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN

1 .993.377.950.941 (520.048.478.1 511 1.473.329.472.790
482.878.816.419 (383.422.746.684) 99.456.069.735

22 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 347.666.1 28.627 (295.012.299.1 55I 52.653.829.472 342.965.51 9.31 8 1258.241.124.8831 84.724.394.435

23 033
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

42.290.876.83 1 .978 (1 0.838.067.676.21 3) 31 .452.809. I 55.765
233.1 30.907.1 96.903 (.31.778.517 .454.240) 20 1 .352.389.742.663

24 034
KEMENTERIAN KO(]RDINATOR BIDANG P()LITIK,

HUKUM, DAN KEAMANAN

1.028.775.466 (131.472.623) 897.302.843
1.0i28.775.466 fl 1 6.970.835) 911.804.631

25 035
KEMENTERIAN K()(]RDINATOR BIDANG

PEREKON()MIAN

513.326.510 (497.976.948) 1 5.349.562
3.380.215.129 (2.908.769.049) 471.446.080

26 036
KEMENTERIAN KO()RDINATOR BIDANG

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

250.365.400 (250.365.400)

250.365.400 (250.365.400)

27 040 KEMENTERIAN PARIWISATA 64.592.895.32 1 (1 5.202.583.970) 49.390.31 1 .351 57.765.832.61 5 (1 1 .233.662.7811 46.532.1 69.834

28 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA I 51 .433.500 (68.021.600) 83.4r 1.900 906.938.624 1882.577.1241 24.36 1 .500

29 042
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN

PENDIDIKAN TINGGI

5 r 1 .933.872.514 (290.1 00.s75.274) 221.832.897.240
555.046.603.5 1 8 (308.887.568.5291 246. r 59.034.989

30 044 KEMENTERIAN K()PERASI DAN UKM 38.1 40.973.294 (23.273.631 .4401 14.867.341 .854 1 85.922.326.1 91 (1 6.947.230.7251 1 68.975.095.466

SK No 020214C
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PEMERIITTAH REPUBT!I( ITTDOTTESIA

ASEr tAtir.tAtit
PER 31 DESEMBEB 2019 DATII 3I DESTMBER 2ll|8

LAMPIRAN 24

3t DESEMBEB 2019 lAaditadl 3l IIESEMBER 2018 lAuditcdl
lllo. BA KEMEITTEBIATT NEGABA'tEMBAGA

BBUTO PEITIYUSUTATT 
*I JUMTAH BBUTO PETIIYUSUIA]T JUMTAH

3l 047
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

618.r 14.r85 (580.626.685)

32 048
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APABATUR

NEGARA DAN REF()RMASI BIR()KBASI

2.572.608.800 (2.555.693.000) 16.91 5.800

1 .484.31 0.584 (1 .484.01 8.084) 292.500

33 050 BADAN INTETIJEN NEGARA 4.767.753.563 (1.976.276.686) 2.791.416.877 4.767.753.563 ,,1.802.482.7431 2.965.270.820

34 051 LEMBAGA SANDI NEGARA r 4.789.826.926 (1 3.884.007.1 24) 905.81 9.802 4.1 92.983.1 87 (3.9r 2.9i8.1 87) 280.005.000

35 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 3.910.803.103 13.725.522.6221
'185.280.481 9.285.528.963 (2.143.836.81 5) 7.14r,692.148

36 054 BADAN PUSAT STATISTIK 1 1 9.939.596.1 85 fl 1 2.766.91 9.982) 7.172.676.203 99.943.393.399 (87.230.572.407) 12.712.820.992

37 055 KEMENTERIAN PPNIBAPPENAS 68.180.544.422 (6.977.1 26.803) 61 .203.417.619 62.680.1 78.299 (2.607.734.1 95) 60.072.444.104

38 056
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA

RUANGIBADAN PERTANAHAN NASIONAL

122.459.665.056 (1 1 5.352.248.687) 7.107.41 6.369
1 25.004.264.599 (1 14.427.810.259) 1 0.576.454.340

39 057
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK

IND()NESIA

97.969.907.624 (26.023.553.407) 71.946.354.217
93.930.401.983 (8.786.378.1 46) 85.1 44.023.837

40 059 KEMENTERIAN K()MUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.637.425.183
27.903.683.354 (25.9s5.356.055) 1.948.327.299

20.621.r 87.552 (1 8.983.762.369)

41 060 KEPOTISIAN NEGARA REPUBLIK IND()NESIA 1 .075.050.005.534 (91 5.394.862.554) r 59.655.r 42.980 856.260.491.543 .777.902.275.224) 78.358.216.319

42 063 BADAN PENGAWAS ()BAT DAN MAKANAN 21.341.215.127 (1 9.506.073.r 85) 1.835.141 .942 1 5.276.035.51 6 (1 5.838.332.01 9l (562.296.5031

43 064 LEMBAGA KETAHANAN NASI()NAL 6.502.014.047 (4.196.s98.r 38) 2.305.415.909 8.343.400.965 (1 97,200.000) 8.1 46.200.965

44 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAT 49.773.970 (49.773.970)

SK No 020273C
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PEMEBITTIAH REPUBTI!( ITTDOITIESIA

ASET tAIIT.IAIIT
PEB 3I DESEMBER 20I9 OAttI 3I DESEMBEB 2ll|8

LAMPIRAN 24

3l DESEMBER 2019 lAuditcdl 3 I DESEMBER 2018 lAuditedl
[Io. BA KEMETIIIERIATII tt|EGABA'I.EM BAGA

BRUIO PEITYUSUTATI -) JUMI.AH BBUTO PETIIYUSUTAiI JUMTAH

45 066 BADAN NARK(1TIKA NASIt)NAL 48.378.820.356 147.706.727.8221 672.092.534 50.688.053.83 1 (49.759.61 8.7631 928.435.068

46 067
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
1 .1 04.626.585.089

1 .851.342.537.306 (91 9.988.872.487) 931.353.664.819
1 .994.248.710.782 (88S.622.1 25.6931

47 068
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

BERENCANA NASIONAL

8.848.862.345 (8.242.311.595) 606.550.7s0
14.797.720.282 (1 0.1 29.262.907) 4.668.457.375

48 074 K()MISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 2.558.222.192 12.s58.222.192t 2.356.007.867 (1 04.785.6751 2.251.222.192

49 075
BADAN METEOR()L()GI, KLIMAT()T()GI, DAN

GEOFISIKA

45.878.706.396 (41 .378.892.678) 4.499.813.71 8
36.375.441.590 (27.370.078.1 991 9.005.363.391

50 076 Kt)MISI PEMILIHAN UMUM 89.792.431.168 (81 .954.852.341 ) 7.837.578.827 62.663.1 33.603 (58.927.23 1 .6881 3.735.901,915

51 077 MAHKAMAH KONSTITUSI 1 2.1 36.402.704 (1 2.04s.803.072) 90.599.632 7.000.920.398 (6.989.1 31.973) 11.788.425

52 078
PUSAT PELAP()RAN DAN ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN

4.336.379.891 (3.012.957.003) 1.323.422.888
3.1 07,1 33.503 (94.1 76.500) 3.012.957.003

53 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN IND()NESIA 1 04.763.204.465 (54.61 0.534.943) 50.1 52.669.522 104.689.484.879 (56.807.950.4031 47.881 .534.476

54 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 3.302.77r.39r (8.64s.s04.434) (1 1 7.423.1 60)(3.126.001 .82s) 1 76.769.566 8.528.081 .274

55 081
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN

TEKNOLOGI

292.625.1 34.604 (1 63.648.1 94. r 89) 128.976.940.41 5
237.493.496.0 r 3 (1 09.45 1.928.1 98) 128.041.567.815

56 082
LEMBAGA PENEBBANGAN DAN ANTARIKSA

NASIt)NAL

96.279.697.967 (6.467.469.895) 89.812.228.072
5.983.005.475 (4.812.248.441t 1.170.757 .034

57 083 BADAN INFt)RMASI GEOSPASIAL #VALUE!406.647.875 (406. r 52.875) 495.000

58 084 BADANSTANDARISASI NASIONAL 10.131.712.521 (8.736.971.r32) 1.394.74r.389 4.322.338.489 (1.578.329.735) 2.744.008.754

SK No 020252 C
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PEMERI]TTAH REPUBI.IK It{DOItIES!A

ASET tAlt[-tAllll
PEB 31 DESEMBER 20I9 DAIT 3I DESEMBER 2018

LAMPIRAN 24

R

3t DESEMBER 2019 lAuditedl 3l DESEMBER 2018 lAuditedl
[llo. BA I(E ME TIITE B IA tT iI E GARA'tEM BA G A

BRUTO PETTYUSUIAT{ '} JUMLAH BBUIll PEITIYUSUIA]tI JUMTAH

59 085 BADAN PENGAWAS TETIAGA NUKI-IR 1.144.732.285 (1 .r 23.388.900) 21 .343.385 1.260.70r.850 (1.1 1 9.293.1 40) 1 41 .408.71 0

60 086 TEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 1.651 .189.878 (1.640.749.240) 10.440.638 1 .375.539.1 00 (1.328.233.450) 47.305.650

7.254.929.769 (7.1 24.928.900) 1 30.000.86961 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK IND()NESIA 5.719.31 1 .91 1 (5.s54.278.612) 165.033.299

62 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 9.691 .41 9.774 (9.678.959.049) 12.460.725 5.040.71 3.882 (4.945.244.595) 95.469.287

63 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN

16.014.374.923 (1 5.584.380.145) 429.994.778
2.778.682.115 (2.575.1 32.384) 203.549.73 1

64 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1 1 2.322.656.076 (71 .685.849.294) 40.636.806.782 1 r r.442.518.r 14 (47.878.273.001 ) 63.564.245.1 1 3

65 KEMENTERIAN PEMUDA DATI ()LAH RAGA 103.374.912.430 1 96.677.386.495 (82.460.492.2341 114.216.894.261092 1 55.963.830.881 (52.588.91 8.451)

232.065.32066 093 K()MISI PEMBERANTASAN K(]RIJPSI 14.731.134.942 112.762.142.8291 1 .968,992.1 13 4.435.355.597 14.203.290.277)

67 09s DEWAN PERWAKILAN DAERAH 8.663.242.280 (8.640.302.881I 22.939.399 9.594.029.740 (6.850.r 82.1 001 2.743.847.640

68 100 K()MISIYUDISIAI. 1.331.114.444 (1 .32 1 .548.986) 9.565.458 1 00.987.032 1 00.987.032

69 103
BADAN NASI(]NAL PENANGGULANGAN

BENCANA

79.056.426.225 (76.642.324.2071 2.414.102.018
81.529.802.239 (71.720.00r.0191 9.809.801 .220

472.954.53370 104
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN

PERTINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

1 6.537.387.61 8 (16.001 .81 9.318) 535.568.300
23.375.01 3.984 (22.902.059.451 

)

71 106
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

7.013.983.227 (6.748.910.397) 265.072.830
9.685.537.677 (1.627.893.1 s1 l 8.057.644.526

72 107 BADAN SAR NASI()NAL 84.968.890.058 (29.827.749.756) 55.1 41.1 40.302 213.233.575.302 (65.346.477.61 3l 1 47.887.097.689

73 108 KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA

SK No 020251 C
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PEMEBITIITAH REPUBTIK IIIIDOTTIES IA

ASEr tAlil.tAlil
PER 31 DESEMBER 2019 DAII 3I DESEMBER 2llI8

LAMPIRAN 24

3l DESEMBEB 2019 lAudited) 31 DESEMBER 2018 lAudited)

JUMTAH
[Io. BA KEMETTTEBIAiI TTEGARAITEMBAGA

BBUTO PEITYUSUTATTI '} JUMTA]I BBUTO PEITYUSUIATII

74 109
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA

MADURA

1.602.900.000 (1.602.900.000)

75 r10 OMBUDSMAN REPUBLIK IND()NESIA (806.453.836) 1 06.1 1 6.659 8 1 5.822.395 (509.078.0841 306.744.31 r91 2.570.495

37.195.313.400 (2 1 .855.629.535) 1 5.339.683.86576 111 BADAN NASIONAL PENGETOTA PERBATASAN 916.921.000 (744.234.928t 172.686.072

77 112

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS

BATAM

243.038.329.81 5 (1 49.799.540.762) 93.238.789.053
245.1 53.378.589 (1 49.836.409.876) 95.316.968.713

683.050.000 (662.621.428t 20.428.57278 1r3
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN

TERORISME

79 114 SEKRETARIAT KABINET 6.922.1 73.376 (6.922.173.376) 6.261.239.836 (941.919.382) 5.319.320.454

80 115 BADAN PENGAWAS PEMILU 10.435.239.541 (8.833.531.774) 1.601 .707 .767 1 3.564.770.668 (7.234.337.428t 6.330.433.240

8t 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLlK RRI 42.371.373.191 {l41.524.721.8291 846.651.362 42.526.514.418 (41 .255.71 9.947I 1.270.794.471

82 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI 21 0.006.379.664 (184.76s.1 13.440) 25.241.266.224 218.664.209.1 r8 (1 93.540.378.61 4) 25.1 23.830.504

1.260.437.11783 118

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

SABANG

3.547.589.396 (2.791.326.766) 756.262.630

3.547.589.396 (2.287.1 51.679)

84 119 BADAN KEAMANAN tAUT 2.676.092.322 (2.483.053.473) 't93.038.849 14.445.733.031 (1 4.439.506.531 ) 6.226.500

85
KEMENTERIAN K(]()RDINATOR BIDANG

KEMARITIMAN
120

1 1.945.58386 121 BADAN EKON()MI KREATIF 1.290.322.969 (s93.627.04r ) 696.695.928 46.249.000 (34.303.4171

SK No 020250 C
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PEMEBIIITAH REPUBTI( IITIOOTTESIA

ASEr tAlit.tAttlt
PEB 3I DESEMBER 2llI9IIAI{ 3I DESEMBER 2ll|8

LAMPIRAN 24

R

3 l ITESEMBEB 2019 lA uditedl 3l DESEMBEB 2ll8 lAuditedl

JUMTAH
tllo. BA !(EMEIIIIER!AIII TIIEGABA'tEMBAGA

BBUTO PETTYUSUIAIT'} JUMTAII BBUTO PETTYUSUTATI

87 122 BADAN PEMBINAAN IDEOL()GI PANCASITA

JUMTAH PADA K't 83.922.4t t.398.055 (34.775.745.226.S861 49.1 46.666.1 7 1.069 264.349.885.64r.992 (49.9S r.295.798.220t 21 4.388.589.843.772

578.7 47 .007:827 .21788 999 BENDAHARA UMUM NEGARA 587.279.754.484.932 (245.91 0.489.788.749) 341.369.264.696. I 83 578.750.594.207.564 (3.586.380.3471

TOIAL 67 r.202.t 65.882.987 (280.686.235.01 5.7351 390.51 5.930.867.252 843.t 00.479.849.556 (4S.964.882.t 78.567) 793.1 35.597.670.989

SK No 020249 C
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DAITAR BABATIG MITII( NEGABA EKS BMN IDIE YAiIG DISERAHTAN KEPADA PEI{GGUIIIA BARATTG ATAU PEMDA

PEBIODE TAHUN 2019

LAMPIRAN 25.A

SK No 020333 C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 2010104001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah               
KPKNL Bandar 
Lampung

Bandar Lampung Jl. Cut Mutia No.68        1.160 01/01/2008                  639.161.000                                -            639.161.000 
 PSP ke Ombudsman RI

KMK No.60/KM.6/KN.5/2019
BAST No.01/WKN.05/KNL.03/2019 

2 2010104001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah               KPKNL Metro Metro Jl. Tongkol No.28        1.600 01/01/1991                  391.699.000                                -            391.699.000 
 PSP ke Kemenkeu

KMK No.328/KM.6/2018
BAST 01/idle/WKN.05/KNL.04/2019 

3 2010101002 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II   KPKNL Semarang Kota Semarang         Jl. Bukit Kusuma No. 1                                   1.225 30/12/1982                  551.250.000                                -            551.250.000 
 PSP ke Bawaslu

KMK No.44/WKN.05/KNL.03/2019
BAST 01/WKN.09/KNL.01/2019 

4 2010101001 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I    KPKNL Jayapura  Kab. Merauke 
Jl. Raya Mandala Spadim Kompleks 
Kpkn No 7            

          480 31/12/2002                  188.000.000                                -            188.000.000 
PSP ke Kemenkeu

KMK No.23/KM.6/KN.5/2019
BAST 01/MK.06/WKN.17/KNL.02/2019

5 2010101002 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II
KPKNL 
Palembang

Palembang
Jl. Lebak Rejo No.16 Kelurahan Sekip 
Jaya Kemuning, Kec. Ilir Timur

       1.086 01/01/1971                  699.540.000                                -            699.540.000 
PSP ke Kementerin Agama

KMK No.42/KM.6/KN.5/2019 
BAST 01/WKN.04/KNL.02/2019

       5.551             2.469.650.000                                -        2.469.650.000 

1 4010101001 Bangunan Gedung Kantor Permanen               
KPKNL Bandar 
Lampung

Bandar Lampung Jl. Cut Mutia No.68 423 01/01/2008               1.357.048.000            298.550.560         1.058.497.440 
 PSP ke Ombudsman RI

KMK No.60/KM.6/KN.5/2019
BAST No.01/WKN.05/KNL.03/2019 

2 4010101001 Bangunan Gedung Kantor Permanen               KPKNL Metro Metro Jl. Tongkol No.28 150 01/01/1991                  154.153.000              42.960.672            111.192.328 
 PSP ke Kemenkeu

KMK No.328/KM.6/2018
BAST 01/idle/WKN.05/KNL.04/2019 

Ket.Kode Barang Uraian Barang Kab./Kota Jalan

TOTAL TANAH

Tanggal Akm Penyusutan Nilai BukuNilai (Rp)No
Jenis BMN

KPKNL
Lokasi Aset

Luas (M2)
Perolehan Aset
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Ket.Kode Barang Uraian Barang Kab./Kota Jalan Tanggal Akm Penyusutan Nilai BukuNilai (Rp)No
Jenis BMN

KPKNL
Lokasi Aset

Luas (M2)
Perolehan Aset

3 4010209999
Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan 
Lainnya                                 

KPKNL Metro Metro Jl. Tongkol No.28 60 01/01/1990                      3.813.000                   173.318                3.639.682 
 PSP ke Kemenkeu

KMK No.328/KM.6/2018
BAST 01/idle/WKN.05/KNL.04/2019 

4 4010202010 Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen  KPKNL Semarang Kota Semarang         Jl. Bukit Kusuma No.1                             50 30/12/1983                    27.939.000              10.325.281              17.613.719 
 PSP ke Bawaslu

KMK No.44/WKN.05/KNL.03/2019
BAST 01/WKN.09/KNL.01/2019 

5 4010202010 Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen  KPKNL Semarang Kota Semarang         Jl. Bukit Kusuma No 1                             50 30/12/1982                    22.550.000                8.712.500              13.837.500 
 PSP ke Bawaslu

KMK No.44/WKN.05/KNL.03/2019
BAST 01/WKN.09/KNL.01/2019 

6 4010202010 Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen  KPKNL Semarang Kota Semarang         Jl. Bukit Kusuma No 1                             50 30/12/1982                    39.833.000              15.390.025              24.442.975 
 PSP ke Bawaslu

KMK No.44/WKN.05/KNL.03/2019
BAST 01/WKN.09/KNL.01/2019 

7 4010202010 Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen  KPKNL Semarang Kota Semarang         Jl. Bukit Kusuma                                  50 30/12/1982                    84.768.000              32.751.275              52.016.725 
 PSP ke Bawaslu

KMK No.44/WKN.05/KNL.03/2019
BAST 01/WKN.09/KNL.01/2019 

8 4010202010 Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen  KPKNL Semarang Kota Semarang         Jl. Bukit Kusuma No 1                             50 30/12/1983                      9.450.000                3.492.395                5.957.605 
 PSP ke Bawaslu

KMK No.44/WKN.05/KNL.03/2019
BAST 01/WKN.09/KNL.01/2019 

9 4010202010 Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen  KPKNL Semarang Kota Semarang         Jl. Bukit Kusuma                                  50 30/12/1982                      9.450.000                3.651.141                5.798.859 
 PSP ke Bawaslu

KMK No.44/WKN.05/KNL.03/2019
BAST 01/WKN.09/KNL.01/2019 

10 4010202010 Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen  KPKNL Semarang Kota Semarang         Jl. Bukit Kusuma No 1                             50 30/12/1982                    32.100.000              12.402.275              19.697.725 
 PSP ke Bawaslu

KMK No.44/WKN.05/KNL.03/2019
BAST 01/WKN.09/KNL.01/2019 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Ket.Kode Barang Uraian Barang Kab./Kota Jalan Tanggal Akm Penyusutan Nilai BukuNilai (Rp)No
Jenis BMN

KPKNL
Lokasi Aset

Luas (M2)
Perolehan Aset

11 4010202010 Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen  KPKNL Semarang Kota Semarang         Jl. Bukit Kusuma No 1                             50 30/12/1982                    21.650.000                8.364.775              13.285.225 
 PSP ke Bawaslu

KMK No.44/WKN.05/KNL.03/2019
BAST 01/WKN.09/KNL.01/2019 

12 4010101001 Bangunan Gedung Kantor Permanen               KPKNL Sidoarjo Kab. Sidoarjo            Jl. Ir. H. Juanda, Sedati, Sidoarjo 157 01/04/1976                    76.400.000              41.896.774              34.503.226 
 PSP ke Kemenhan

KMK No.274/KM.6/2017
BAST 01/WKN.10/KNL.02/BMN.Idle/2018 

13 4010101001 Bangunan Gedung Kantor Permanen               KPKNL Sidoarjo Kab. Sidoarjo            Jl. Ir. H. Juanda, Sedati, Sidoarjo 402 20/02/1998                  449.100.000            101.796.000            347.304.000 
 PSP ke Kemenhan

KMK No.274/KM.6/2017
BAST 01/WKN.10/KNL.02/BMN.Idle/2019 

14 4010102001 Bangunan Gudang Tertutup Permanen KPKNL Sidoarjo Kab. Sidoarjo            Jl. Ir. H. Juanda, Sedati, Sidoarjo 15 01/04/1978                      6.200.000                3.011.429                3.188.571 
 PSP ke Kemenhan

KMK No.274/KM.6/2017
BAST 01/WKN.10/KNL.02/BMN.Idle/2020 

15 4010114001 Gedung Garasi/Pool Permanen KPKNL Sidoarjo Kab. Sidoarjo            Jl. Ir. H. Juanda, Sedati, Sidoarjo 126 20/02/1998                    62.500.000              14.166.667              48.333.333 
 PSP ke Kemenhan

KMK No.274/KM.6/2017
BAST 01/WKN.10/KNL.02/BMN.Idle/2021 

16 4040101009 Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan KPKNL Sidoarjo Kab. Sidoarjo            Jl. Ir. H. Juanda, Sedati, Sidoarjo
1 (P: 153 

m)
30/04/1998                    43.928.000                9.957.013              33.970.987 

 PSP ke Kemenhan
KMK No.274/KM.6/2017

BAST 01/WKN.10/KNL.02/BMN.Idle/2022 

17 4010202010 Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen  KPKNL Jayapura  Kab. Merauke 
Jl. Raya Mandala Spadim Kompleks 
Kpkn No 7            

50 31/12/1978                    60.107.000              28.383.863              31.723.137 
PSP ke Kemenkeu

KMK No.23/KM.6/KN.5/2019
BAST 01/MK.06/WKN.17/KNL.02/2019

18 4010202014
Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi 
Permanen

KPKNL 
Palembang

Palembang
Jl. Lebak Rejo/Sekip No.19/838 Kel. 
Sekip Jaya Kemuning, Kec. Ilir Timur I

70 01/01/1971                    43.843.778              37.580.381                6.263.397 
PSP ke Kementerin Agama

KMK No.42/KM.6/KN.5/2019 
BAST 01/WKN.04/KNL.02/2019
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Ket.Kode Barang Uraian Barang Kab./Kota Jalan Tanggal Akm Penyusutan Nilai BukuNilai (Rp)No
Jenis BMN

KPKNL
Lokasi Aset

Luas (M2)
Perolehan Aset

19 4010202014
Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi 
Permanen

KPKNL 
Palembang

Palembang
Jl. Lebak Rejo/Sekip No.16/837 Kel. 
Sekip Jaya Kemuning, Kec. Ilir Timur I

50 01/01/1973                    37.100.000              26.712.000              10.388.000 
PSP ke Kementerin Agama

KMK No.42/KM.6/KN.5/2019 
BAST 01/WKN.04/KNL.02/2019

20 4010202015 Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat
KPKNL 
Palembang

Palembang
Jl. Lebak Rejo/Sekip No.16/835 Kel. 
Sekip Jaya Kemuning, Kec. Ilir Timur I

50 01/01/1973                    17.500.000              12.600.000                4.900.000 
PSP ke Kementerin Agama

KMK No.42/KM.6/KN.5/2019 
BAST 01/WKN.04/KNL.02/2019

21 4010202015 Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat
KPKNL 
Palembang

Palembang
Jl. Lebak Rejo/Sekip No.17/836 Kel. 
Sekip Jaya Kemuning, Kec. Ilir Timur I

50 01/01/1973                    10.600.000                7.632.000                2.968.000 
PSP ke Kementerin Agama

KMK No.42/KM.6/KN.5/2019 
BAST 01/WKN.04/KNL.02/2019

       2.003             2.570.032.778           720.510.344        1.849.522.434 
       7.554             5.039.682.778           720.510.344        4.319.172.434 

TOTAL BANGUNAN
TOTAL 
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KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

166128 Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN
TANAH 347.650 65.401.076.228 644 376.267.000 5.551 2.469.650.000 342.743 63.307.693.228

2.01.01.01.001 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I M2 7.298             2.738.248.602           480                188.000.000              6.818             2.550.248.602           
2.01.01.01.002 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II M2 15.819          11.421.231.416         2.311             1.250.790.000           13.508          10.170.441.416         
2.01.01.01.003 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III M2 200                1.001.000.000           200                1.001.000.000           
2.01.01.04.001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah M2 17.802          14.968.830.500         644                               376.267.000 2.760             1.030.860.000           15.686          14.314.237.500         
2.01.01.04.004 Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan M2 1.015             1.380.400.000           1.015             1.380.400.000           
2.01.01.04.018 Tanah Bangunan Pos Jaga M2 6.508             71.980.550                6.508             71.980.550                
2.01.01.99.999 Tanah Persil Lainnya M2 889                7.477.138.000           889                7.477.138.000           
2.01.02.01.001 Tanah Rawa M2 4.939             1.840.735.160           4.939             1.840.735.160           
2.01.02.02.002 Tanah kosong yang sudah diperuntukkan M2 26.990          107.621.000              26.990          107.621.000              
2.01.03.08.003 Tanah untuk Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder M2 266.190        24.393.891.000         266.190        24.393.891.000         

SAT SALDO PER 31 DESEMBER 2018
MUTASI

SALDO PER 31 DESEMBER 2019
BERTAMBAH BERKURANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-770-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 rAuditedl
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LAMPIRAN 25.8

SK No 020328C

KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SAT SALDO PER 31 DESEMBER 2018
MUTASI

SALDO PER 31 DESEMBER 2019
BERTAMBAH BERKURANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

GEDUNG DAN BANGUNAN 121               13.982.652.920       3 58.571.000                21 2.570.032.778          103               11.471.191.142       
4.01.01.01.001 Bangunan Gedung Kantor Permanen Unit 16                  8.371.779.212           1                    45.171.000                 4                    2.036.701.000           13                  6.380.249.212           
4.01.01.01.002 Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen                                  Unit 2                    41.673.113                2                    41.673.113                
4.01.01.02.001 Bangunan Gudang Tertutup Permanen Unit 3                    65.465.000                1                    6.200.000                  2                    59.265.000                
4.01.01.04.001 Gedung Instalasi Studio Unit 1                    7.562.000                  1                    7.562.000                  
4.01.01.04.002 Gedung Instalasi Pemancar Unit 2                    8.694.000                  2                    8.694.000                  
4.01.01.05.001 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen Unit 2                    295.543.000              2                    295.543.000              
4.01.01.13.001 Gedung Pos Jaga Permanen Unit 1                    10.184.248                1                    10.184.248                
4.01.01.13.002 Gedung Pos Jaga Semi Permanen Unit 8                    260.634.347              8                    260.634.347              
4.01.01.14.001 Gedung Garasi/Pool Permanen Unit 1                    62.500.000                1                    62.500.000                -                     -                                  
4.01.01.24.001 Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat Unit 1                    109.116.485              1                    109.116.485              
4.01.02.01.007 Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen Unit 2                    118.927.000              2                    118.927.000              
4.01.02.01.010 Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen Unit 2                    120.804.437              2                    120.804.437              
4.01.02.01.013 Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen Unit 4                    173.936.000              4                    173.936.000              
4.01.02.02.004 Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen Unit 1                    338.711.692              1                    338.711.692              
4.01.02.02.007 Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen Unit 6                    745.200.591              6                    745.200.591              
4.01.02.02.008 Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen Unit 1                    15.317.000                1                    15.317.000                
4.01.02.02.010 Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen Unit 52                  1.769.175.029           9                    307.847.000              43                  1.461.328.029           
4.01.02.02.013 Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen Unit 1                    77.520.134                2                    13.400.000                 3                    90.920.134                

KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SAT SALDO PER 31 DESEMBER 2018
MUTASI

SALDO PER 31 DESEMBER 2019
BERTAMBAH BERKURANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

GEDUNG DAN BANGUNAN 121               13.982.652.920       3 58.571.000                21 2.570.032.778          103               11.471.191.142       
4.01.01.01.001 Bangunan Gedung Kantor Permanen Unit 16                  8.371.779.212           1                    45.171.000                 4                    2.036.701.000           13                  6.380.249.212           
4.01.01.01.002 Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen                                  Unit 2                    41.673.113                2                    41.673.113                
4.01.01.02.001 Bangunan Gudang Tertutup Permanen Unit 3                    65.465.000                1                    6.200.000                  2                    59.265.000                
4.01.01.04.001 Gedung Instalasi Studio Unit 1                    7.562.000                  1                    7.562.000                  
4.01.01.04.002 Gedung Instalasi Pemancar Unit 2                    8.694.000                  2                    8.694.000                  
4.01.01.05.001 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen Unit 2                    295.543.000              2                    295.543.000              
4.01.01.13.001 Gedung Pos Jaga Permanen Unit 1                    10.184.248                1                    10.184.248                
4.01.01.13.002 Gedung Pos Jaga Semi Permanen Unit 8                    260.634.347              8                    260.634.347              
4.01.01.14.001 Gedung Garasi/Pool Permanen Unit 1                    62.500.000                1                    62.500.000                -                     -                                  
4.01.01.24.001 Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat Unit 1                    109.116.485              1                    109.116.485              
4.01.02.01.007 Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen Unit 2                    118.927.000              2                    118.927.000              
4.01.02.01.010 Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen Unit 2                    120.804.437              2                    120.804.437              
4.01.02.01.013 Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen Unit 4                    173.936.000              4                    173.936.000              
4.01.02.02.004 Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen Unit 1                    338.711.692              1                    338.711.692              
4.01.02.02.007 Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen Unit 6                    745.200.591              6                    745.200.591              
4.01.02.02.008 Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen Unit 1                    15.317.000                1                    15.317.000                
4.01.02.02.010 Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen Unit 52                  1.769.175.029           9                    307.847.000              43                  1.461.328.029           
4.01.02.02.013 Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen Unit 1                    77.520.134                2                    13.400.000                 3                    90.920.134                
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DAITAB BARANG MITIK NEGABA EKS BMN IDtE YATUG DISEBAHKAN KEPADA PENGGUTIIA BARATIIG ATAU PEMDA

BINCIAN PER SUB.SUB KETOMPOI( BABANG

LAMPIRAN 25.8

SK No 020327 C

KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SAT SALDO PER 31 DESEMBER 2018
MUTASI

SALDO PER 31 DESEMBER 2019
BERTAMBAH BERKURANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

4.01.02.02.014 Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen Unit 2                    80.943.778                2                    80.943.778                -                     -                                  
4.01.02.02.015 Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat Unit 2                    28.100.000                2                    28.100.000                -                     -                                  
4.01.02.04.001 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Unit 2                    398.222.854              2                    398.222.854              
4.01.02.09.999 Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya                        Unit 1                    3.813.000                  1                    3.813.000                  -                     -                                  
4.01.02.99.999 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Unit 3                    703.311.000              3                    703.311.000              
4.04.01.01.009 Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan Unit 4                    135.588.000              1                    43.928.000                3                    91.660.000                
4.04.01.04.001 Pagar Permanen Unit 1                    39.931.000                1                    39.931.000                

79.383.729.148       434.838.000              5.039.682.778          74.778.884.370       TOTAL TANAH DAN BANGUNAN
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NO PEMOHON SEWA JENIS ASET NO. ASET LOKASI
SURAT 

PERSETUJUAN
TANGGAL 

PERSETUJUAN
SURAT PERJANJIAN

TANGGAL 
PERJANJIAN

 BESARAN 
TOTAL 

PERIODE 
(BULAN)

AWAL PERIODE AKHIR PERIODE  KETERANGAN KET. KUADRAN

1 BFA EKS BPPN Cikopomayak S-89/MK.6/2015 14 April 2015 PRJ-5/MK.6/2015 06 Agustus 2015  Rp     20.281.344.000,00 36 Agustus 2015 Agustus 2018  Berakhir III
Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun dilengkapi 
dengan dokumen peralihan

2 SPH EKS BPPN Jl. Pemuda No.18 Medan
S-389/MK.6/2016
S-42/MK.6/2017

06/12/2016
22/02/2017

PRJ-1/MK.6/2017 22 Februari 2017  Rp          108.000.000,00 36 22 Februari 2017 21 Februari 2020
 Berakhir, sudah 

perpanjangan 
-

aset diketahui pada saat dilakukan 
inventarisasi, dan selanjutnya akan 

dicatat pada CaLK

3 SPH
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B001865 Jl. Ahmad Yani No. 102A 

S-389/MK.6/2016
S-42/MK.6/2017

06/12/2016
22/02/2017

PRJ-2/MK.6/2017 22 Februari 2017  Rp          125.000.000,00 60 22 Februari 2017 21 Februari 2022 I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

4 BNP
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B001746

 Jalan Ciungwanara, Kelurahan Lebak, Kota 
Bandung

S-20/MK.6/2017 06 Februari 2017 PRJ-01/MK.6/WKN.08/2017 10 April 2017  Rp       1.350.000.000,00 36 10 April 2017 9 April 2020  Berakhir I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

5 TEL EKS BPPN
Gedung eks Bank Uppindo Jl. HR. Rasuna Said 
Kav. C19 Jakarta Selatan

S-2227/MK.6/2016 27 Desember 2016 - -  Rp          249.433.000,00 

Sudah dibayar tanggal 5 
Juni 2017
Jangka waktu Sewa : 1 
Maret 2010 s.d. 28 Februari 
2015

 HTBI, serah kelola ke 
LMAN 

-
aset eks HTBI, telah serah kelola ke 

LMAN

6 IDS EKS BPPN
Gedung eks Bank Uppindo Jl. HR. Rasuna Said 
Kav. C19 Jakarta Selatan

S-128/MK.6/2017 24 Mei 2017 PRJ-1/MK.6/2019 18 Maret 2019  Rp          546.360.000,00 60 17 Juli 2014 16 Juli 2019 
 HTBI, serah kelola ke 

LMAN 
-

aset eks HTBI, telah serah kelola ke 
LMAN

7 TEL EKS BPPN
Gedung eks Bank Uppindo Jl. HR. Rasuna Said 
Kav. C19 Jakarta Selatan

S-129/MK.6/2017 24 Mei 2017 PRJ-2/MK.6/2019 18 Maret 2019  Rp          459.570.000,00 60 1 Maret 2015 28 Februari 2020
 HTBI, serah kelola ke 

LMAN 
-

aset eks HTBI, telah serah kelola ke 
LMAN

8 CVJ
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B001963, 

HTBI
Jln. Pasar 16 Ilir No.123 Kota Palembang S-342/MK.6/2017 19 Desember 2017 PRJ-01/MK.6/WKN.04/2018 02 Januari 2018  Rp          450.000.000,00 24 2 Januari 2018 1 Januari 2020

 Berakhir (PROSES 
DIPERPANJANG) 

IV
Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen 
peralihan

9 SOF
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B001658

Jalan Imam Bonjol, Kompleks Batam Blok A 
No.10 dan No.11, Nagoya Batam, Kota 
Batam, Provinsi Kepulauan Riau

S-328/MK.6/2017 07 Desember 2017 PRJ-01/MK.6/WKN.03/2018 29 Maret 2018  Rp          190.000.000,00 24  29 Maret 2018  28 Maret 2020
 Berakhir, proses 

perpanjangan 
I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

10 ARM
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B001749, 

HTBI
Jalan Nusantara No. 106 Kel. Pattunuang, 
Kec. Wajo, Kota Makassar

S-395/MK.6/2017 29 Desember 2017 PRJ-01/MK.6/WKN.15/2018 21 Februari 2018  Rp            24.000.000,00 36 21 Februari 2018 20 Februari 2021 IV
Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen 
peralihan

11 RMN
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-C000113

Jalan Bakti No.72, Kisaran Timur, Kab. 
Asahan

S-409/MK.6/2018 07 September 2018 PRJ-01/MK.6/WKN.02/2018 01 Oktober 2018  Rp            55.000.000,00 60 1 Oktober 2018 20 September 2023 I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

12 SKY
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-0015810, 

HTBI 

Jalan Kol. Sugiono No.5 (dh. Jl. Damarwulan) 
RT 06/05 Jkel. Tisnonegaran, Kec. Mayangan, 
Kab. Probolinggo

S-443/MK.6/2018 01 Oktober 2018 PRJ-01/MK.6/WKN.10/2018 11 Oktober 2018  Rp            54.700.000,00 12 11 Oktober 2018 10 Oktober 2019
 Berakhir (sdh 
diperpanjang) 

IV
Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen 
peralihan

13 SYC
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B001666

Jalan Jati Raya Blok E5, Kelurahan Srondol 
Wetan (dahulu Banyumanik), Kecamatan 
Banyumanik (dahulu Semarang Selatan), Kota 
Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

S-460/MK.6/2018 05 Oktober 2018 PRJ-82/MK.6/WKN.09/2018 17 Desember 2018  Rp            33.500.000,00 12 17 Desember 2018 16 Desember 2019
 Berakhir (sdh 
diperpanjang) 

I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

KUADRAN
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ITATTAR SEWA ASET EI(S BPPI{ IIAI{ EI(S IGTOI.AA]T PT. PPA (PEBSERO)

SK No 020325C

NO PEMOHON SEWA JENIS ASET NO. ASET LOKASI
SURAT 

PERSETUJUAN
TANGGAL 

PERSETUJUAN
SURAT PERJANJIAN

TANGGAL 
PERJANJIAN

 BESARAN 
TOTAL 

PERIODE 
(BULAN)

AWAL PERIODE AKHIR PERIODE  KETERANGAN KET. KUADRANKUADRAN

14 BRK
EKS KELOLAAN 

PT PPA

PRK-B001984, 
PRK-B002936, 
PRK-B002937, 
PRK-B002938

 Jalan Surya Kencana No. 157A, 157B, 157C 
dan 157, Kelurahan Babakan Pasar, 
Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,  
Provinsi Jawa Barat

S-461/MK.6/2018 05 Oktober 2018 PRJ-01/MK.6/WKN.08/2018 05 November 2018  Rp          123.000.000,00 36 5 November 2018 4 November 2021 I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

15 BRK EKS BPPN
 Jalan Kol. Ahmad Syam/Jalan Sinangling, 
Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor 
Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

S-458/MK.6/2018 05 Oktober 2018 PRJ-02/MK.6/WKN.8/2018 05 November 2018  Rp          138.000.000,00 36 5 November 2018 4 November 2021 II
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi 
dengan dokumen peralihan

16 WTN EKS BPPN

Jalan Industri Dusun II Desa Tanjung Morawa 
B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten 
Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Utara 
(SHM No.162/Tanjung Morawa)

S-515/MK.6/2018 19 November 2018 PRJ-02/MK.6/WKN.02/2018 10 Desember 2018  Rp            88.500.000,00 60 10 Desember 2018 9 Desember 2023 I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

17 WTN EKS BPPN

Jalan Industri Dusun II Desa Tanjung Morawa 
B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten 
Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara a. 
(SHGB No.13/Tanjung Morawa)

S-516/MK.6/2018 19 November 2018 PRJ-03/MK.6/WKN.02/2018 10 Desember 2018  Rp          241.500.000,00 60 10 Des 2018 9 Des 2023 I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

18 SMS
EKS KELOLAAN 

PT PPA

PRK-C000026 
s.d PRK-

C000030 dan 
PRK-C000036 

Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, 
Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

S-520/MK.6/2018 19 November 2018 PRJ-02/MK.6/WKN.10/2018 19 Desember 2018  Rp          145.000.000,00 12 19 Desember 2018 18 Desember 2019  Berakhir II
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi 
dengan dokumen peralihan

19 JND
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B002073

Ruko Bona Indah Garden Blok A.2/D Kav. 11 
Plaza Bona  Lebak Bulus, Kelurahan Lebak 
Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta 
Selatan

S-555/MK.6/2018 07 Desember 2018 PRJ-01/MK.6/WKN.07/2019 10 Januari 2019  Rp            88.300.000,00 12 10 Januari 2019 9 Januari 2020
 Berakhir (sdg proses  

diperpanjang) 
I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

20 GPS EKS BPPN
 JalanLegian No.188 (Jl. Padma Utara), 
Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung

S-420/MK.6/2018 12 September 2018 PRJ-01/WKN.14/2019 04 Februari 2019  Rp       3.375.000.000,00 60 12 Oktober 2018 11 Oktober 2023 I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

21 SRM
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-0014971

 Jalan Perintis Kemerdekaan No. 58, 
Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan 
Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, 
Provinsi Jawa Barat

S-621/MK.6/2018 26 Desember 2018 PRJ-01/MK.6/WKN.08/2019 18 Januari 2019  Rp              8.650.000,00 12 18 Januari 2019 17 Januari 2020  Berakhir II
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi 
dengan dokumen peralihan

22 DTM
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-0014982

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 94, Kelurahan 
Rengasdengklok Utara, Kecamatan 
Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, 
Provinsi Jawa Barat

S-624/MK.6/2018 26 Desember 2018 PRJ-02/MK.6/WKN.08/2019 28 Januari 2019  Rp              9.800.000,00 12 28 Januari 2019 27 Januari 2020  Berakhir II
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi 
dengan dokumen peralihan
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23 YKH
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B002921

Jalan Serang - Cilegon KM. 7, Desa Serdang, 
Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, 
Provinsi Banten

S-84/MK.6/2019 08 Februari 2019 PRJ-03/MK.6/WKN.06/2019 14 Maret 2019  Rp          180.000.000,00 36 14 Maret 2019 13 Maret 2022 I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

24 SRH
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B002921

 Jalan Serang - Cilegon KM. 7, Desa Serdang, 
Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, 
Provinsi Banten

S-94/MK.6/2019 13 Februari 2019 PRJ-01/MK.6/WKN.06/2019 11 Maret 2019  Rp            51.000.000,00 12 11 Maret 2019 10 Maret 2020
 Berakhir (sdg proses  

diperpanjang) 
I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

25 MSL
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B001839, 

HTBI

Ruko Bintaro Jaya Sektor IX Blok E  No. 1, 
Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok 
Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi 
Banten

S-112/MK.6/2019 19 Februari 2019 PRJ-02/MK.6/WKN.06/2019 12 Maret 2019  Rp            79.500.000,00 36 12 Maret 2019  11 Maret 2022 IV
Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen 
peralihan

26 FPP EKS BPPN
Jalan Sambu No.3 RT.03 RW.03, Kelurahan 
Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota 
Bogor, Provinsi Jawa Barat

S-113/MK.6/2019 19 Februari 2019 PRJ-03/MK.6/WKN.08/2019 01 Maret 2019  Rp            13.000.000,00 60 01 Maret 2019 29 Februari 2024 -
aset diketahui pada saat dilakukan 
inventarisasi, dan selanjutnya akan 

dicatat pada CaLK

27 MIL EKS BPPN
Jalan Merbabu No. 7, Kelurahan Pusat Pasar, 
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, 
Provinsi Sumatera Utara

S-287/MK.6/2019 24 April 2019 PRJ-03/MK.6/WKN.02/2019 01 Juli 2019  Rp            62.895.000,00 60  01 Juli 2019 30 Juni 2024 -
aset diketahui pada saat dilakukan 
inventarisasi, dan selanjutnya akan 

dicatat pada CaLK

28 KIS
EKS KELOLAAN 

PT PPA

PRK-B002629 
dan PRK-
B002630

Desa Salamnunggal (dh. Desa Karangnunggal) 
Cibeber, Cianjur

S-345/MK.6/2019 15 Mei 2019 PRJ-04/MK.6/WKN.08/2019 22 Mei 2019                    4.800.000,00 24 22 Mei 2019 21 Mei 2021 I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

29 BJP
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-C000214

Jl. Raya Gading Boulevard Blok E3A-4 
Cingcin, Ketapang, Kab. Bandung

S-343/MK.6/2019 15 Mei 2019 PRJ-05/MK.6/WKN.08/2019 13 Juni 2019                    5.000.000,00 12 13 Juni 2019 12 Juni 2020 I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

30 AKU
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-C000215

Jl. Raya Gading Boulevard Blok F2-27 Cingcin, 
Ketapang, Kab. Bandung

S-353/MK.6/2019 20 Mei 2019 PRJ-06/MK.6/WKN.08/2019 13 Juni 2019                  14.100.000,00 36 13 Juni 2019 12 Juni 2022 I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

31 DYS
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B002412

Taman Permata Gadog Blok A6 No.3 Gadog, 
Cianjur 

S-368/MK.6/2019 27 Mei 2019 PRJ-07/MK.6/WKN.08/2019 24 Juni 2019                  15.000.000,00 24 24 Juni 2019 23 Juni 2021 IV
Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen 
peralihan

32 IRP
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-C000212

Jl. Raya Gading Boulevard Blok F3A-3 
Cingcin, Ketapang, Kab. Bandung

S-351/MK.6/2019 16 Mei 2019 PRJ-08/MK.6/WKN.08/2019 24 Juni 2019                    6.600.000,00 12 24 Juni 2019 23 Juni 2020 I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

33 MIL
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-C000114

Jl. MT Haryono No. 218, Kelurahan Pusat 
Psar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, 
Provinsi Sumatera Utara

S-344/MK.6/2019 15 Mei 2019 PRJ-04/MK.6/WKN.02/2019 06 Agustus 2019                182.345.000,00 60 08 Juni 2019 08 Mei 2024 I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

34 TMS
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-0013603

Jalan Ciburial No.15, RT.01 RW.05, 
Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan 
Cisarua, Kabupaten Bogar, Provinsi Jawa 
Barat 

S-499/MK.6/2019 22 Juli 2019 PRJ-10/MK.6/WKN.08/2019 06 Agustus 2019                102.500.000,00 60 06 Agustus 2019 05 Agustus 2024 II
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi 
dengan dokumen peralihan

35 YTI
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B001617

Jl Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, 
Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, 
Provinsi Jawa Barat

S-550/MK.6/2019 12 Agustus 2019 PRJ-11/MK.6/WKN.08/2019 30 Agustus 2019                  52.000.000,00 60 30 Agustus 2019 29 Agustus 2024 IV
Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen 
peralihan
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36 HBS
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B002625

Jl Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, 
Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, 
Provinsi Jawa Barat

S-551/MK.6/2019 12 Agustus 2019 PRJ-12/MK.6/WKN.08/2019 30 Agustus 2019                  57.000.000,00 60 30 Agustus 2019 29 Agustus 2024 IV
Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen 
peralihan

37 DAJ
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B001811

Jalan Hanjawar Pacet, Desa Cibodas, 
Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi 
Jawa Barat

S-573/MK.6/2019 23 Agustus 2019 PRJ-14/MK.6/WKN.08/2019 10 September 2019                    4.000.000,00 24 10 September 2019 09 September 2021 IV
Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen 
peralihan

38 HBS
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B001616

Jl Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, 
Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, 
Provinsi Jawa Barat

S-545/MK.6/2019 12 Agustus 2019 PRJ-13/MK.6/WKN.08/2019 30 Agustus 2019                  58.500.000,00 60 30 Agustus 2019 29 Agustus 2024 IV
Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen 
peralihan

39 NWA
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B002011

Komplek Pertokoan Amlapura, Jalan 
Kesatrian, Desa Karangasem, Kecamatan 
Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi 
Bali

S-644/MK.6/2019 13 September 2019 PRJ-4/MK.6/WKN.14/2019 11 November 2019                  16.600.000,00 12 11 November 2019 10 November 2020 IV
Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen 
peralihan

40 DWS
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRI-0000261

Perumahan Bogor Nirwana Residence, Jalan 
Graha Bogor Indah, Kelurahan Ranggamekar, 
Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor,  
Provinsi Jawa Barat

KMK-233/MK.6/2019 09 September 2019 PRJ-1/MK.6/WKN.08/2020 05 Februari 2020                202.000.000,00 60 30 Oktober 2019 29 Oktober 2024 I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

41 KUR
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B001298

Gang Kuburan Cina, Kelurahan Uma Sima, 
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa 
Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat

S-630/MK.6/2019 04 September 2019 PRJ-3/MK.6/WKN.14/2019 10 Oktober 2019                  17.500.000,00 60 10 Oktober 2019 09 Oktober 2024 I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

42 ITI
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B002174

Villa Permata Bogor, Jl. Bangbarung Ujung No. 
9, Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota 
Bogor, Prov. Jawa Barat 

KMK-184/MK.6/2019 30 Juli 2019 PRJ-15/MK.6/WKN.08/2019 18 September 2019                  15.500.000,00 12 06 September 2019 05 September 2020 II
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi 
dengan dokumen peralihan

43 TPR
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B002821

Komplek Villa Intan Permai Blok A No.1 Desa 
Cibadak, Kec. Sukaresmi (d.h Kec. Pacet), 
Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat

S-356/MK.6/2019 20 Mei 2019 PRJ-09/MK.6/WKN.08/2019 02 Juli 2019                  17.500.000,00 60 02 Juli 2019 01 Juli 2024 IV
Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen 
peralihan

44 BBS
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-B001632

Jalan Ancol Barat III Blok A5 Nomor 1-2, 
Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, 
Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

S-651/MK.6/2019 18 September 2019                345.000.000,00 36   
sudah bayar belum 
ada perjanjian sewa

IV
Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen 
peralihan

45 SYC
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK- B001666

Jalan Jati Raya Blok E5, Kelurahan Srondol 
Wetan (dahulu Banyumanik), Kecamatan 
Banyumanik (dahulu Semarang Selatan), Kota 
Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

S-747/MK.6/2019 14 Oktober 2019 PRJ-01/MK.6/WKN.09/2019 16 Desember 2019                  40.200.000,00 12 17 Desember 2019 16 Desember 2020  Perpanjangan I Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
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46 SKY
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-0015810, 

HTBI 

Jalan Kol. Sugiono No. 5 (dh. Jl. Damarwulan) 
RT/RW. 06/05, Kelurahan Tisnonegaran, 
Kecamatan Mayangan, Kabupaten 
Probolinggo, Provinsi Jawa Timur

S-819/MK.6/2019 02 Desember 2019 PRJ-01/MK.6/WKN.10/2019 05 Desember 2019                271.000.000,00 60 05 Desember 2019 04 Desember 2024  Perpanjangan IV
Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen 
peralihan

47 MIL EKS BPPN
Jl. Medan - Binjai, Kel. Lalang, Kec. Medan 
Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumut

S-927/MK.6/2019 23 Desember 2019 PRJ-01/MK.6/WKN.02/2020 13 Maret 2020                  44.100.000,00 60 13 Maret 2020 12 Maret 2025 -
aset diketahui pada saat dilakukan 
inventarisasi, dan selanjutnya akan 

dicatat pada CaLK

48 MIL
EKS KELOLAAN 

PT PPA
PRK-C000120

Jl. Irian Barat No. 35/37, Kel. Gang Buntu, 
Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumut

S-928/MK.6/2019 23 Desember 2019 PRJ-03/MK.6/WKN.02/2020 13 Maret 2020                  36.000.000,00 60 13 Maret 2020 12 Maret 2025 II
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi 
dengan dokumen peralihan

JUMLAH           30.038.297.000,00 
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1 PRK-B001647 JL. DIPONEGORO NO. 7                                           318 SHGB 2488/PETISAH TENGAH PSP Kwl Mdn - No. KMK-73/KM.6/2009 11 Juni 2009

2 PRK-B002336
KOMP.PERMATA SEMERU BLOK B 
NO. 12 A

AJB 22/GMK/XII/1997 PSP Kwl SMg - KMK 11 Juni 2009

3 PRK-C000188
JALAN A.H NASOTION NO.16 
KEL.YOSODADI METRO

                                          100 SHM 166/Ys/YOSODADI PSP KPKNL Metro - No. KMK-74/KM.6/2009 11 Juni 2009

4 PRK-0012344-B
Jl. Boulevard Diponegoro, 
Perumahan Lippo Kawaraci, 
Tangerang

 PSP Ditjen Pajak dan DJKN (KPKNL serpong) - No. KMK-184/KM.6/2009 12 November 2009

5 PRK-B002810

Jalan Desa Kampung Puncak RT 
001/ RW 01, Desa Ciloto, 
Kecamatan Pacet, Kab. Cianjur, 
Jawa Barat

                                               - SHGB 215CILOTO  PSP PPATK 17 Maret 2010

6 PRK-B002882
JL. MT. HARYONO, KEL. CAWANG, 
KEC. KRAMAT JATI

                                               - SHGB 95/CAWANG PSP Kementerian Kesehatan - KMK No. KMK-151/KM.6/2010 27 Juli 2010

7 PRK-B002883
JL. MT. HARYONO, KEL. CAWANG, 
KEC. KRAMAT JATI

                                               - SHGB 365/CAWANG PSP Kementerian Kesehatan - KMK No. KMK-151/KM.6/2010 27 Juli 2010

8 PRK-B002426
Perum. Villa Collibah, Blok IV Kav. 
209, Desa Cimacan, Kec. Pacet, 
Kab. Cianjur

                                          514 SHM 298/DESA CIMACAN  PSP Wisma DJKN 08 September 2010

9 PRI-0000230

 SEBUAH RUANG PERKANTORAN 
SERTIPIKAK SHMSRS 
NO.382/XVI/3/MAPHAR, LUAS 88 
M2, TERLETAK DI PERKANTORAN 
HAYAM WURUK PLAZA III, JL. 
HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 
16 RUANG 16A-1601, KEL. 
MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, 
JAKARTA BARAT 

                                            88 SHMSRS 382/XVI/3/MAPHAR  PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012 14 November 2012

                                               92.661.000.000 

                                                 1.928.000.000 

                                                    348.000.000 

DOKUMEN KETERANGAN NILAI
                                                 7.329.800.000 

Sebelum Tahun 2015

1.256.451.000                                                 

66.063.000

22.865.781.009

                                                 1.281.000.000 
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t0 PRI.0000231

SEBUAH RUANG PERI(ANTOBAN

SERTIPI(AK SHMSBS

N0.383tXVil3/MAPHAR, LUAS r 33

M2, IEBITIAK OI PERI(ANTORAN

HAYAM |liURUK PI-AZA III, JI,.

16 RUANG 188.1602, KH..

MAPHAR, KEC. TAMAN SARI,

JAKARTA BARAT

r33 SHMSRS 383lXVlt3/MAPHAB PSP Komnrt Hrm (KMK N0.315/(M.6,2012 l4 Novrmbcr 2012 497.000.000

l1 PRt.0000232

SEBUAH RUANG PEBKANTOBAN

SEBIIPIKAK SHMSRS N()

384/XVI3IMAPHAR, r.UAS r24
M2, TERI.ETA( DI PERKANTORAN

HAYAU I{IURUK PI.AZA III, JT

HAYAM I,VURUK NO. I08, I.ANTAI

l6 BUANG l6C'1603, Ktt
MAPHAR, l(tC, TAMAN SARI,

JAKARTA BARAT

124 SHMSRS 384iXVU3/MAPHAR PSP Komnrs Hrm iKMK No.3lSIKM.6120l2 l4 Novrmbrt 201 2 464.000 000

l2 PRI0000233

SEBUAH RUANG PERXANTORAN

SERTIPIKAK SHMSRS N(),

3S5iXVti3tMAPHAR. IUAS 72 M2.

TTRI,EIAK DI PERKANTORAN

HAYAM WURUI( PI.AZA III, JI,.

l6 BUANG 1601605, KH-.

MAPHAR, KTC. TAMAN SARI,

JAKABTA BARAT

72 SHMSRS 385/XVU3/MAPHAR PSP Komnrs Hrm l(MK No.3l5/(M.8i2012 l4 Novrmtrt 2012 278 000.000

SK No 020320C
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13 PRI-0000234

SEBUAH RUANG PERKANTORAN 
SERTIPIKAK SHMSRS NO. 
386/XVI/3/MAPHAR, LUAS 86 M2, 
TERLETAK DI PERKANTORAN 
HAYAM WURUK PLAZA III, JL. 
HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 
16 RUANG 16E-1606, KEL. 
MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, 
JAKARTA BARAT

                                            86 SHMSRS 386/XVI/3/MAPHAR  PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012 14 November 2012

14 PRI-0000235

SEBUAH RUANG PERKANTORAN 
SERTIPIKAK SHMSRS NO. 
387/XVI/3/MAPHAR, LUAS 72 M2, 
TERLETAK DI PERKANTORAN 
HAYAM WURUK PLAZA III, JL. 
HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 
16 RUANG 16F-1607, KEL. 
MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, 
JAKARTA BARAT

                                            72 SHMSRS 387/XVI/3/MAPHAR  PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012 14 November 2012

15 PRI-0000236

SEBUAH RUANG PERKANTORAN 
SERTIPIKAK SHMSRS NO. 
388/XVI/3/MAPHAR, LUAS 57 M2, 
TERLETAK DI PERKANTORAN 
HAYAM WURUK PLAZA III, JL. 
HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 
16 RUANG 16G-1608, KEL. 
MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, 
JAKARTA BARAT

                                            57 SHMSRS 388/XVI/3/MAPHAR  PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012 14 November 2012

DOKUMEN KETERANGAN

                                                    278.000.000 

                                                    225.000.000 

NILAI

                                                    332.000.000 
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PRt.0000237

SEBUAH RUANG PtRKAITIToRAN

SERTIPIKAI( SHMSBS f\](}

391/XV|/3IMAPHAR. t UAS 8S M2.

ITRTTIAK DI PEBKANT()RAN

HAYAM WURUK PI-AZA III, JT.

HAYAM WURUK N(). 108, I.ANTAI

l8 RUANG l6X.r6l l, KEt

JA(ARTA BARAT

80 SHMSRS 39I /XVU3IMAPHAR PSP Konnrs Hrm IKMK N0.315/(M.61201 2 14 Novcmtcr 2012 344 000 000

17 PRr.0000238

STEUAH RUANG PERKANTORAN

STRTIPIKAK SHMSRS NO

392/XV[/3IMAPHAR, LUAS 88

M2, TTRLETAK DI PTRKANTORAN

HAYAM WURUK PI.AZA III, JI-.

HAYAM WURUI( N(). I()E, I-ANTAI

r7 BUANG 174.170r, KH.

MAPHAR, KEC. TAMAN SARI,

JAKARTA BARAT

392/XVIi3tMAPHAR PSP Komnrs H.m {KMK No.3l5/KM.6/2012 l4 Nov.mb.r 2012 348 000.000

SK No 020318 C

r6
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DAFTAR ASET EKS BPPIU'PT PPA YATt|G DITETAPKAIII STATUS PETIIGGUTUAAIUIUYA

SEBAGAI BM]II PADA !(EMENTERIAN'IEMBAGA SAMPAI DETTGAIU TAHUTII 2019

LAMPIRAN 25.D

SK No 020317 C

No. No. PRK ALAMAT ASET LB

18 PRI-0000239

SEBUAH RUANG PERKANTORAN 
SERTIPIKAK SHMSRS NO. 
393/XVII/3/MAPHAR, LUAS 133 
M2, TERLETAK DI PERKANTORAN 
HAYAM WURUK PLAZA III, JL. 
HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 
17 RUANG 17B-1702, KEL. 
MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, 
JAKARTA BARAT

                                          133 SHMSRS 393/XVII/3/MAPHAR  PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012 14 November 2012

19 PRI-0000240

SEBUAH RUANG PERKANTORAN 
SERTIPIKAK SHMSRS NO. 
394/XVII/3/MAPHAR, LUAS 124 
M2, TERLETAK DI PERKANTORAN 
HAYAM WURUK PLAZA III, JL. 
HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 
17 RUANG 17C-1703, KEL. 
MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, 
JAKARTA BARAT

                                          124 SHMSRS 394/XVII/3/MAPHAR  PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012 14 November 2012

20 PRI-0000241

SEBUAH RUANG PERKANTORAN 
SERTIPIKAK SHMSRS NO. 
395/XVII/3/MAPHAR, LUAS 72 
M2, TERLETAK DI PERKANTORAN 
HAYAM WURUK PLAZA III, JL. 
HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 
17 RUANG 17D-1705, KEL. 
MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, 
JAKARTA BARAT

                                            72 SHMSRS 395/XVII/3/MAPHAR  PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012 14 November 2012

DOKUMEN KETERANGAN

                                                    513.000.000 

                                                    464.000.000 

                                                    284.000.000 

NILAI
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DAFTAB ASET EKS BPP]UIPT PPA YAIIG DITETAPKATII STATUS PETIIGGUIIIAATII]IIYA

SEBAGAI BMN PADA KEMEITITERIAIII'LEMBAGA SAMPAI DETIIGAN TAHUlll 20 1 9

21 PRr.0000242

SEBUAH RUANG PER(ANT()RAN

SERTIPII(AI( SHMSBS Ii().

396/XVI/3IMAPHAR, t UAS E6

M2, ]ERLETAK DI PTR(ANTORAN

HAYAi' WURUI( PI-AZA III, JI..

HAYAM WURU( N(). I08. I,ANTAI

l7 RUANG I 7E.l 706, KH-.

MAPHAR, KEC. TAMAN SARI,

JAKARIA BARAT

86 SHMSRS 306/XVil/3iMAPHAR PSP Komnrs H.m ((MK No.3l5/XM.612012 l4 Nov.mb.r 201 2 340.000 000

22 P8r.0000243

SEBUAH RUANG PERKANTORAN

SEBTIPIKAK SHMSBS NO

397/XVill3'MAPHAR, rUAS 72

M2, TTRI-ETAK DI PTRKANTORAN

HAYAM IVURUl( PI.AZA III, JI.

l7 RUANG 17t.1707. Kfl-.

MAPHAR, (EC. TAMAN SARI,

JAKARTA BARAT

12 SHMSRS 39TIXVIII3IMAPHAff PSP Komnrs Hrm (KMl( No.3l5/KM.6/2012 l4 Novcmbrr 2012 284.000 000

SK No 020316 C
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DAFTAR ASET EKS BPPIIIIPT PPA YAIUG DITETAPKATll STATUS PETUGGUIUAATlIIUYA

SEBAGAI BMN PADA KEMETUTERIAIU'LEMBAGA SAMPAI DETUGAIII TAHUIU 20I9

LAMPIRAN 25.D

SK No 020315 C

No. No. PRK ALAMAT ASET LB

23 PRI-0000244

SEBUAH RUANG PERKANTORAN 
SERTIPIKAK SHMSRS NO. 
398/XVII/3/MAPHAR, LUAS 57 
M2, TERLETAK DI PERKANTORAN 
HAYAM WURUK PLAZA III, JL. 
HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 
17 RUANG 17G-1708, KEL. 
MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, 
JAKARTA BARAT

                                            57 SHMSRS 398/XVII/3/MAPHAR  PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012 14 November 2012

24 PRI-0000245

SEBUAH RUANG PERKANTORAN 
SERTIPIKAK SHMSRS NO. 
399/XVII/3/MAPHAR, LUAS 67 
M2, TERLETAK DI PERKANTORAN 
HAYAM WURUK PLAZA III, JL. 
HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 
17 RUANG 17H-1709, KEL. 
MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, 
JAKARTA BARAT

                                            67 SHMSRS 399/XVII/3/MAPHAR  PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012 14 November 2012

25 PRI-0000246

SEBUAH RUANG PERKANTORAN 
SERTIPIKAK SHMSRS NO. 
400/XVII/3/MAPHAR, LUAS 133 
M2, TERLETAK DI PERKANTORAN 
HAYAM WURUK PLAZA III, JL. 
HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 
17 RUANG 17J-1710, KEL. 
MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, 
JAKARTA BARAT

                                          133 SHMSRS 400/XVII/3/MAPHAR  PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012 14 November 2012

DOKUMEN KETERANGAN NILAI

                                                    225.000.000 

                                                    265.000.000 

                                                    497.000.000 
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DAITAB ASET EKS BPPttI'PT PPA YAIIIG DITETAPTAN STATUS PETUGGUII|AATIITUYA

SEBAGAI BMN PADA KEMETUTERIAIII'IEMBAGA SAMPAI DEITIGAIII TAHUIU 20 1 9

LAMPIRAN 25.D

26 P8r.0000247

SEBUAH RUANG PtR(Al,lT0RAI{

StRTIPIKAI( SHMSRS I'10.

M2, TTBI.TTAl( DI PERKANT()BAN

HAYAM WURUK PI-AZA III, JI-.

17 RUANG I7K.I7I I, KEI..

MAPHAR, KEC. TAMAN SARI,

JAKARTA BARAT

SHMSRS 40r lxv[/3/MAPHAR PSP Komnrs H.m IKMK No.3l5iKM.6/2012 l4 Novmbrr 2012 344.000.000

27 P8r.0000248

SEBUAH RUANG PERKANTt)RAN

SERTIPIKAK SHMSBS NO.

403/XVIU3IMAPHAR, tUAS 7l
M2, TERI-ETAK DI PTRKANTORAN

HAYAM WURUl( PI-AZA III, JI..

l8 RUANG 18t.r802, KH..

MAPHAR, KEC. TAMAN SARI,

JAKARIA BARA]

11 SHMSRS 403/XVilll3tMAPHAR PSP Komn$ Hrm (KMK No.315lKM.6/2012 l4 Novcmbrr 2012 280 000 000

SK No 020314C
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DATTAH ASET EKS BPPTll'PT PPA YAIUG DTTETAPKATII STATUS PETllGGUNAANIUYA

LAMPIRAN 25.D

SK No 020313 C

SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019
No. No. PRK ALAMAT ASET  LB 

29 PRI-0000250

SEBUAH RUANG PERKANTORAN 
SERTIPIKAK SHMSRS NO. 
405/XVIII/3/MAPHAR, LUAS 66 
M2, TERLETAK DI PERKANTORAN 
HAYAM WURUK PLAZA III, JL. 
HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 
18 RUANG 18H-1805, KEL. 
MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, 
JAKARTA BARAT

                                            66 SHMSRS 405/XVIII/3/MAPHAR  PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012 14 November 2012

30 PRI-0000251

SEBUAH RUANG PERKANTORAN 
SERTIPIKAK SHMSRS NO. 
406/XVIII/3/MAPHAR, LUAS 132 
M2, TERLETAK DI PERKANTORAN 
HAYAM WURUK PLAZA III, JL. 
HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 
18 RUANG 18J-1806, KEL. 
MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, 
JAKARTA BARAT

                                          132 SHMSRS 406/XVIII/3/MAPHAR  PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012 14 November 2012

31 PRI-0000252

SEBUAH RUANG PERKANTORAN 
SERTIPIKAK SHMSRS NO. 
407/XVIII/3/MAPHAR, LUAS 89 
M2, TERLETAK DI PERKANTORAN 
HAYAM WURUK PLAZA III, JL. 
HAYAM WURUK NO. 108, LANTAI 
18 RUANG 18K-1807, KEL. 
MAPHAR, KEC. TAMAN SARI, 
JAKARTA BARAT

                                            89 SHMSRS 407/XVIII/3/MAPHAR  PSP Komnas Ham (KMK No.315/KM.6/2012 14 November 2012

DOKUMEN  KETERANGAN  NILAI 

                                                    261.000.000 

                                                    510.000.000 

                                                    352.000.000 
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DAFTAB ASEI EKS BPPIU'PT PPA YANG DITETAPKATll STATUS PEIUGGUIIIAATllNYA

SEBAGAI BMTII PADA KEMETIITERIAIII'IEMBAGA SAMPAI DEIUGATI| TAHUTII 20I9

LAMPIRAN 25.D

32 PRK.B00l987

No. 80891P0N00( PlltlANG, lurr
143 m2, brdkut brngunrn ruko dt

.l.soyr, t.rhtrl dr J[. TB

SIMATUPANG, P()ND()I( INDAH

PI-AZA BI.OK D NO. 4, JAKARTA

162 E06S/PONDO( PINANG PSP Rumrh l-rhng 0JKN Trhun 2013 1.s50.000.000

33 PRK-C000047

JTUIUANU I ANAH JtH I III[A I

SHGB NO. 272It)UKUH PAKIS,

I-UAS 824M2, EERIKUT

BANGUNAN DI ATASNYA,

ITRTTIAX DI JAI.AN MAYJEN

SUNGKONO N(), 9A, KEI.. t)UKUH

PAKIS, KEC,. (ARANGPII.ANG,

SUBABAYA, PR()VINSI JAWA

2S3 272lDUKUH PAKIS PSP krprdr MA untuk Prngrdrlrn Agrmr 0l Apal 201 3 8.298.480 000

TOTAI. r45.369.575.009

SK No 020312 C

iHGB

iHM
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DAFIAB ASET EI(S BPPTII'PT PPA YATIIG DITETAPKATTI STAIUS PENGGUITIAATIIIUYA

SEBAGAI BMN PAIIA KEMENTERIAN'IEMBAGA SAMPAI DEIUGAIII TAHUN 2019

LAMPIRAN 25.D

SK No 020311 C

TANAH BANGUNAN NOMOR TANGGAL

1 KEMENKUMHAM PRK-B002215 14.042                                2.015                                                               42.138.000.000 
SHGB Nomor 338/Desa Pabaton (Kelurahan Tanah Sereal) tanggal 2 Mei 
1983 atas nama Bank Indonesia KMK 28/KM.6/2015 10-Feb-15

2
KEMENTERIAN 
KEUANGAN

PRK-B002387 248                                      152                                                                       633.440.000 SHM No.1151/Gayamsari a.n. Santoso Rahardjo

3
KEMENTERIAN 
KEUANGAN

PRK-0013057 1.093                                    -                                                    2.738.100.000 SHM No.1370/Solok Sipin a.n. Tommy Tandri 

4
KEMENTERIAN 
KEUANGAN

PRK-B002591 976                                       -                                                    1.854.400.000 SHM No. 197 dan 198/Bendulmerisi a.n. Bambang Wahyudi

5 KPK Eks BPPN 6.531                                   16.903,22                                                      404.424.862.000 SHGB No. 618 dan 541 a.n. Bank Papan Sejahtera Tbk KMK 130/KM.6/2015 18-Mar-15

6
KEMENTERIAN 
KEUANGAN

Eks BPPN 1.016                                   3.078                                                               68.920.431.000 
SHGB No. 402/Pegangsaan tanggal 1 Mei 1996 atas nama PT Bank 
Danahutama

 KMK-241/KM.6/2015 08-Jun-15

7
KEMENTERIAN 
KEUANGAN

2 PRK 3.594.112.000                                                   SHMSRS Menteng Dalam a.n. Badan Penyehatan Perbankan Nasional  KMK-366/KM.6/2015 28-Jul-15

9
KEMENTERIAN 
KEUANGAN

96 PRK 133.454.880.000                                               SHMSRS Menteng Dalam a.n. Badan Penyehatan Perbankan Nasional  KMK-432/KM.6/2015 21-Agu-15

9
KEMENTERIAN 
KEUANGAN

4 PRK 7.020.928.000                                                   SHMSRS Menteng Dalam a.n. Badan Penyehatan Perbankan Nasional  KMK 485/KM.6/2015 28-Sep-15

10 BPKS PRK-B001861                                       221                  220 2.712.621.000                                                   SHMSRS Nomor 279/V/3 dan  278/V/3  KMK 490/KM.6/2015 01-Okt-15

667.491.774.000                                              

KMK 119/KM.6/2015 11-Mar-15

JUMLAH

Tahun 2015
NO. K/L KODE ASET

LUAS
NILAI DOKUMEN KEPEMILIKAN

KEPUTUSAN



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-788-

DAFTAR ASET EKS BPPiI'PT PPA YATUG DITETAPKATU STATUS PEIUGGUNAAIIIUYA

SEBAGAI BMIU PADA KEMETUTERIAIT'IEMBAGA SAMPAI DETllGAIII TAHU]ll 20 1 S

LAMPIRAN 25.0

SK No 020310 C

TANAH BANGUNAN NOMOR TANGGAL

1 KPU PRK-B001624 1.862              20.757.576.000Rp                                             
SHMSRS Nomor 276/I-II-III-IV/3 Kel. Maphar tanggal 31 Januari 2000, 
luas 1.862 m2, atas nama PT Hayam Wuruk Sakti KMK 66/KM.6/2016 14-Mar-16

2 BPOM PRK-B002329 9.988 29.964.000.000Rp                                             

SHM Nomor 35/Kelapa Dua Wetan tanggal 16 Mei 1983, luas 2.725 m2, 
atas nama Nurhadi Marto Subroto; 
SHM Nomor 43/Kelapa Dua Wetan tanggal 29 Februari 1984, luas 3.725 
m2, atas nama Doktorandus Meizal Zam
SHM Nomor 76/Kelapa Dua Wetan  tanggal 24 Juni 1988, luas 1.098 m2, 
atas nama Bambang Riadi Lelono Putro
Nomor 124/Kelapa Dua Wetan tanggal 30 Desember 1989, luas 2.440 
m2, atas nama Taufik Hidayat

KMK 102/KM.6/2016 20-Apr-16

3
KEMENTERIAN 
KEUANGAN

PRK-B003025 207  Rp                                                 825.930.000 
SHM No. 1445/Purwantoro a.n. Doktorandus Agus Apriyono tanggal 8 
April 1992

KMK 105/KM.6/2016 21-Apr-16

PRK-0013082  1.800  -  Rp                                              1.687.600.000  SHM No. 3292/Lorok Pakjo a.n. Siwen tanggal 24 Oktober 1985 

PRK-0013229  301  95  Rp                                                 250.700.000  SHM No. 5324/Lorok Pakjo a.n. Ir. Marliza AR. tanggal 29 Maret 1996 

PRK-0013274 559 98  Rp                                                 252.300.000 SHGB No. 226/2 Ilir a.n. Hendra AM. tanggal 20 Juli 1987

5
KEMENTERIAN 
AGAMA

PRK-B002878 1.036 - 27.343.000.000Rp                                             
SHGB No. 260/Palmeriam tanggal 5 Agustus 1992 seluas 300 M² dan 

SHGB No. 309/Palmeriam tanggal 7 Maret 1995 seluas 763 M², keduanya 
a.n. Perseroan Terbatas PT. BANK INDONESIA RAYA Tbk.

KMK 146/KM.6/2016 25-Mei-16

6
KEMENTERIAN 
KEUANGAN

PRK-0016126 4.532 -  Rp                                               11.538.472.000 
SHM No. 20016, No. 20017, No. 20018/Gunung Sari tanggal 6 Februari 

1995 atas nama Suyud Subakti
 KMK 250/KM.6/2016 16-Agu-16

7
KEMENTERIAN 
KEUANGAN

PRK-B003052  2.261 906 2.381.460.000Rp                                               
SHM Nomor 173/Perwira a.n. Raymond Budiono Handoko tanggal 24 

Februari 1987
 KMK 333/KM.6/2016 10-Okt-2016

8 KEMENTERIAN PUPR
PRK-B002763, PRK-0019432, 
PRK-B003010, PRK-B003011, 
PRK-B003012, PRK-B003074

313.380 71.849 85.517.360.000Rp                                             KMK 377/KM.6/2016 31-Okt-2016

NILAI DOKUMEN KEPEMILIKAN
KEPUTUSAN

4
KEMENTERIAN 
KEUANGAN

KMK 106/KM.6/2016 21-Apr-16

NO. K/L NOMOR ASET
LUAS

Tahun 2016
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DAFTAB ASET EKS BPPttI'PT PPA YATUG DITETAPKAIU STATUS PEIUGGUTUAATUTI|YA

SEBAGAI BM IU PADA KEMEilTERIAIII'IEMBAGA SAMPAI DEtUGAttI TAHUTtl 20 1 9
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3t7.9t2 7a.ct7 I 80.51 E.398.000

SK No 020309C
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DAFTAB ASET EKS BPPTII'PT PPA YAITG DITETAPKAN STATUS PEITIGGUIIIAATIITTIYA

SEBAGAI BMN PADA KEMETIITEBIATII'IEMBAGA SAMPAI DETUGAIII TAHUITI 201g

LAMPIRAN 25.0

SK No 020308 C

TANAH BANGUNAN NOMOR TANGGAL

PRK-B002339 500                                      400                 2.791.660.000Rp                                               1.335.960.000Rp                                                                                    

• SHGB No.1409/ Tanjung Rejo luas 329m2 an. PT Unibank, 
berakhir pada 16-11-2006
• SHGB No.835/ Tanjung Rejo an. PT Unibank, berakhir pada 
20-02-2011

PRK-B002318 157                                                       150 540.000.000Rp                                                  462.660.000Rp                                                                                       
SHGB No.1159/ Tanjung Rejo an. Syaifullah, Sarjana 
Ekonomi, berakhir pada 12-01-2011

2
KEMENTERIAN 
KEUANGAN

PRK-C000186                                       925  Rp                                                 907.000.000  Rp                                                                                      915.750.000 
Sertipikat Hak Milik Nomor 1/TL. (Sisa) a.n. Po Heng Tjong 
alias Lim Tjong Hay

KMK 273/KM.6/2017 06-Apr-17

3
KEMENTERIAN 
KEUANGAN

Eks BPPN                                       857                  735  Rp                                            16.557.900.000  Rp                                                                                   1.600.409.549 
 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5603/Sunter a.n. PT. 
Bank Mashill Utama Tbk. tanggal 2 Agustus 1986 

KMK 496/KM.6/2017 06-Jun-17

4
KEMENTERIAN 
KEUANGAN

PRK-C000175                                       990                  585  Rp                                                 499.318.000  Rp                                                                                      453.300.000 
 Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Murtajih a.n. Ganda 
Prayitno, tanggal 20 September 1993 

KMK 775/KM.6/2017 08-Des-17

5 BNN PRK-B002281                                    3.000                  448  Rp                                       19.517.920.000,00  Rp                                                                              4.200.000.000,00 
 Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Sukomanunggal tanggal 15 
April 1972 a.n. Chindra Hudaya Widarto 

KMK 773/KM.6/2017 07-Des-17

6 KPPU PRK-B001990                                       216                     97  Rp                                         2.160.900.000,00  Rp                                                                              1.687.000.000,00 

 • Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 
188.45/0890/402.5.12/97 tanggal 5 Februari 1997
• Ijin Mendirikan Bangunan 
No.188.45/593.91/402.5.09/1993 tanggal 12 April 1993

KMK 798/KM.6/2017 29-Des-17

7
KEMENTERIAN 
KEUANGAN

PRK-C000154                                       399  Rp                                            428.700.000,00  Rp                                                                                 428.700.000,00 
 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3358/Damai 
a.n. Kusni Salim, tanggal 10 November 2000 

KMK 815/KM.6/2017 29-Des-17

NILAI pada KMK  Nilai pada LKTK 2017 DOKUMEN KEPEMILIKAN
KEPUTUSAN

1
KEMENTERIAN 
KEUANGAN

KMK 22/KM.6/2017 09-Feb-17

NO.
K/L ATAU PIHAK 

LAIN
NOMOR ASET

LUAS
Tahun 2017
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DATTAR ASET EKS BPPTII'PT PPA YAIIIG DITETAPKAITI STATUS PEIIIGGUIUAATIITllYA

SEBAGAI BMtU PADA KEMENTERIAIUITEMBAGA SAMPAI DEIllGAIU TAHUN 20T g

LAMPIRAN 25.D

MI.AH 7.044 2.4t 5 tl

SK No 020301 C

TANGGAL TENTANG

1 Kementerian Agama Rp7.785.000.000 20-Agu-18

Penetapan 
Status 
Penggunaan 
BMN Eks 
Kelolaan PT 
PPA (Persero) 
kepada 
Kementerian 
Agama

PRK-B001683
SHGB No. 194/ Kebon Manggis a.n. PT Bank 
Intan
SHGB No. 114/ Kebon Manggis a.n. PT Bank 
Intan

2 Kementerian Keuangan Rp6.829.000.000 17-Des-18

Penetapan 
Status 
Penggunaan 
BMN Eks BPPN 
dan Eks 
Kelolaan PT 
PPA (Persero) 
kepada 
Kementerian 
Keuangan

Aset eks BPPN SHM No. 3348/ Semanan a.n. 
Mardiyono dan aset eks PT PPA PRK-B001825 
SHM No. 3365/ Semanan a.n. Nona Hartati 
Kusmaja
di Kompleks Pergudangan Semanan Megah Blok A 
Nomor 11, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta 
Barat

Rp14.614.000.000

NO. Pemohon NILAI PENGELOLAAN BMN
PENETAPAN/PERSETUJUAN

Keterangan

Tahun 2018

JUMLAH
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DAFTAB ASET EKS BPPIU'PT PPA YAITIG DITETAPKATII STATUS PEIllGGU]tlAAITTllYA

SEBAGAI BMtU PADA KEMETIITEBIAIU'LEMBAGA SAMPAI DEIUGAIU TAHUIU 20 1 9

LAMPIRAN 25.0

SK No 020306 C

NOMOR TANGGAL TENTANG

1 Bawaslu Rp1.815.693.164 KMK 59/KM.6/2019 19-Feb-19
Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BPPN 
kepada Bawaslu 

Eks BPPN
Jl. Kopi No.10 Jakarta Barat

2 Kementerian Keuangan Rp284.460.000 KMK 92/KM.6/2019 22-Mar-19
Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan 
PT PPA (Persero) kepada Kementerian Keuangan

PRK-B002226
Perum Jaka Permai, Jalan Kediri Nomor 1, RT 05/RW 06B, Kelurahan Jakasampurna, 
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat SHGB No. 1565/ 
Jakasampurna a.n. PT. Bank Aken Aset 

3 Polri Rp14.849.689.000 KMK 116/KM.6/2019 07-Mei-19
Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan 
PT PPA (Persero) kepada Kepolisian RI

PRK-B003057
8 bidang tanah seluas 37.452 m2 terletak di Kelurahan Sukamaju, 
Kecamatan Teluk Betung, Provinsi Lampung

4 Kementerian Keuangan Rp3.903.098.208 KMK 127/KM.6/2019 23-Mei-19
Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BPPN 
kepada Kementerian Keuangan

Eks BPPN
Gudang Aspac Jl. Daan Mogot KM 19,8 Tangerang

5 Kementerian Keuangan Rp1.790.000.000 KMK 181/KM.6/2019 25-Jul-19
Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan 
PT PPA (Persero) kepada Kementerian Keuangan

PRK-0019118 
Sebidang tanah 18.580 m2 terletak di Jln. Komplek Perumahan 
Universitas Tirtayasa,  Kel. Banjar Agung, Kec. Serang, Kota Serang, 
Provinsi Banten 

6 Kementerian Keuangan Rp223.800.000 KMK 316/KM.6/2019 23-Des-19
Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan 
PT PPA (Persero) kepada Kementerian Keuangan

Eks PPA PRK-C000153
Jalan Mulawarman Bhakti, Kel. Damai, Balikpapan

7 Kementerian Keuangan Rp921.920.000 KMK 315/KM.6/2019 23-Des-19
Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan 
PT PPA (Persero) kepada Kementerian Keuangan

Eks PPA PRK-B001831
Kompleks Pergudangan Semanan Megah Blok B Nomor 9 Kalideres, 
Jakarta Barat

Rp23.788.660.372

PENETAPAN/PERSETUJUAN
Keterangan

JUMLAH

NO. PEMOHON NILAI PENGELOLAAN BMN

Tahun 2019
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ur.a
1W

1

i#&

TANAH TANAH DI $/ILAYAH (AREI BEIAKANG . SETIABUOI JA(ARTA

,wffi4firyq:':

Jakaila

ffiil"rtffi

25.132

*iDj#r!.

Girik dan SPH

ffi
Girit No.

52s/Krt/sDA/725291Krt/S0Al720463PERSlL

N0. 5 I t0/481V/PT/6036 0/(r/nds/7 1 (PERSI L

N0. 59 t\{)PERS|t N0. 59 K0/489'KR/60

Girik Agg.237ikr/adsiTlReg

I lhal.63 SAgsnda 1 3lkriadslT 1 258lKR./A0S.i 69,

Girik 8A - MoCHAMA0 SoHAREG I HAL 254

I45E SISA) . IUUHIt)INREG I HAL

67430llkr/ads/7145 0-BoCHGAYA 60 C {

JATIRAH)oOREG I I HAL 635 REG IIUU/HAI.

33M5 C . NANANG KAROJA95. SUI)IJAH

oikua3ai pilEk ketiga

, ,-4: -:'?*. ;tl>:;;- 
"W 

4-:.::l:;,4*r-fffi3lffiiiffi,"p/al&i;|W;A: ?.iz x :4,, .:k";1 ;:%;

0iuwlkan PSP untuk penyediaan

program seiuta rumh
PBK-8002968, PR(-8002969, PRK-8002970 I 0ilengkapi dengan dokumn kspmilikan namn

tidak dilengkapi dBman dokumn peralihan

2 TANAH JL. MUABA BA8U, PENJABINGAN, JAKABTA UTABA JA(ABTA UTARA 56.045

SH[4 448 s.d.

456/Penjaringan, SHM

465 s.d.

463i Peniarinoan

Sebaoian aset pada ksadran lV hanya

dilengkapi dokumn berupa AJB tanpa dok

kepcnilikan

Dikuasai pilEk totiga
Diu$lkan PSP untuk ponyodiaan

program sejuta rmah

PRK.8002884 s.d. PRK-80028s3,

PRK.8002974 s.d. PRK-8002977, I
Dilsngkapi deman dokumen kspemilikan dan

dokuren peralihan

8.400
Verponding ll4il16,
I 15i102

Dok. Peralihan AJ8 No.52-60

Dikuasai piluk ketiga
0iuslkan PSP untuk penyediaan

program s.iuta rumah
P8l(.8003065, PRK.8003072 il

Dilengkapr dengan dokumen krpemilikan namn

tidak dil.nokapi dengan dokumen poralihan

30.280 Dikuasai pihak ketiga
0iusllan PSP untuk p6ny6di6an

qtooram seiuta rumah

PRK-8003066 s.d. PRK-B00307 l, PRI(.

8003073
tv

dokumn oeralihan

3 IANAH TANAH OI JAI,AN OESA JAMPANG, KEC. GUNUNG SINDUR, KA8. BOGOR B()GOR 578.548
Laku Lelang RL No : 157113212018

ta.ooal g Noven$Br 201 8

4 TANAH IANAH OI DESA (ATUTAMPA, KEC. BOGOB ]IMUR B()GOR 214.305
Dokumn berupa Covermte N0.

l4?lilotilltlXll/1 998
Dikusai pihak k6tiga

Diuslkan PSP untuk genyediaan

orooram seiuta rumh
PRX-8002835 ilt

Iidak dilengkapi dengan dokumn kepmillikan

mmn dilcmkapi deman dokumn osralihan

5 TANAH Oesa Pasit Ampu, Desa Koper & Desa Patra Sana, Kecamlan Kresek, Talgorang TANGERANG 101.085 SPH No.1-74 Dikuasai pihal( ksti0a
0iu$lkan PSP untuk p.nyBdiaan

nrnnrem s.ilrta rilmh
PRK.BOO276D tv

dokumen oeralihan

6 IANAH TANAH OI DESA (OPER, KA8. TANGERANG TANGERANG 101.220 PPJB No. 1 I Dikuasai pihak krliga
0iuslkan PSP uf,tuk penyediaan

PR(-8003181 tv
Iidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan

dokumen oeralihan

7 TANAH TANAH DI ()ESA PATBASANA, KAB, ]ANGERANG TANGERANG 122.935 PPJB No. 13 oikuasai pihak ketiga
0iu$lkan PSP unluk p6nyediaan

orooram saiuta rumh
P8K.80031E0 tv

dokumen peralihan

8 IANAH
TANAH DI OESA PASIR AMPU, DESA KOP OAN PATBA SANA, KEC.KRESEK,

TANGEflANG
TANGERANG 200_885 PPJB No. 16 0ikuasai pih6k kstiga

orooram seiula rumh
P8K.BOO3lEE tv

dokuman neralihan

I IANAH DESA PS AMPO, KOPER, TANGERANG TANGERANG 2n1.625 PPJB No. 15 Dlkuasai pihak ketiga
0iuwlkan PSP untuk penyediaan

PR(-8002686 tv
Iidak dilengkapi dengan dokumen kepemlikan dan

dokurun @ralilEn

SK No 020305 C

fidak dilengkapi dengan dokumn kepemilikan dan

rrndrrh.Pitra rxmh
lidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan

Iidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan
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 LT (m2)  LB (m2) 
Nomor Aset KUADRANNo. Jenis Aset Alamat Objek Kota/Kabupaten

 Luas berdasarkan 
Dokumen Kepemilikan Kelengkapan Dokumen Penguasaan Fisik Rencana Pemanfaatan

10 Tanah TANAH DI DESA KOTABUMI - KOTAJAYA TANGERANG     174.461               -  SHGB No. 1/Sukabumi  Dok. Kepemilikan Copy, tanpa Dok Peralihan  Dikuasai pihak ketiga 
 Diusulkan PSP untuk penyediaan 
program sejuta rumah 

PRK-B002664 IV
Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan 
dokumen peralihan

11 TANAH
TANAH TERLETAK DI JALAN KH. NOER ALI (D/H KALIMALANG RAYA)  DESA 
BINTARA JAYA DAN JAKA SAMPURNA, KECAMATAN BEKASI BARAT, KOTA 
BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT 

BEKASI     200.147               - 

SHGB No. 1000, 999, 
495, 492/BINTARA JAYA, 
1748, 4713, 4709, 4711, 
4710, 4712, 4708, 
4898//JAKA SAMPURNA

SHGB (6 sertifikat telah berakhir masa berlakunya, 
dan 6 sertifikat akan berakhir pada tanggal 24 
September 2024

Dokumen peralihan berupa AJB dari PT Albaraya 
kepada BPPN

 Dikuasai pihak ketiga 
 Diusulkan PSP untuk penyediaan 
program sejuta rumah 

PRI-0000263 I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan 
dokumen peralihan

12 TANAH
TANAH DI DUSUN ANJASMORO DESA JARAK KEC.WONOSALAM, JOMBANG, 
JAWA TIMUR 

JOMBANG     187.825               - 
 SHM NO. 3, 9, 12,  
180, 188, 189, 196-
201, 215 

Dok. Peralihan AJB  Kosong 
 Diusulkan PSP untuk penyediaan 
program sejuta rumah 

PRK-B002626 I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan 
dokumen peralihan

13 TANAH
TANAH DI DESA KEDAMAIAN, DAN DESA CAMPANG RAYA, KEC. TANJUNG 
KARANG TIMUR, KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG.

BANDAR LAMPUNG     126.471               - 

 SHM No. 8979, 9557, 
9558, 9559, 9562, 
9610/Kedamaian, 19, 
20, 99, 111, 118, DAN 
198/Campang Raya

Dok. Peralihan AJB
 Kosong, sebagian 
ditanami warga 

 Diusulkan PSP untuk penyediaan 
program sejuta rumah 

PRK-B002771 I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan 
dokumen peralihan

14 TANAH
TANAH DI JL. RE. MARTADINATA KEL. SUKAMAJU KEC. TELUK BETUNG 
BARAT BANDAR LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG     124.283               -  - 
AJB No. 7/XII/AJB/SBB/BB/1988  Kosong, sebagian 

ditanami warga 
 Diusulkan PSP untuk penyediaan 
program sejuta rumah 

PRK-B003055 IV
Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan 
dokumen peralihan

15 TANAH TANAH DI SUKA MAJU,TELUK BETUNG, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG BANDAR LAMPUNG     360.126               - 
SHGB No. 27/Sukamaju

 Dok. Kepemilikan Copy, tanpa Dok Peralihan  Dikuasai pihak ketiga 
 Diusulkan PSP untuk penyediaan 
program sejuta rumah 

PRK-B003176 IV
Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan 
dokumen peralihan

16 TANAH
TANAH DI DESA SUKARAJA NUBAN, KEC. SUKADANA, KAB. LAMPUNG 
TENGAH, PROVINSI LAMPUNG

LAMPUNG TENGAH     136.770               - 
Telah dilakukan PSP sesuai KMK 
377/KM.6/2016 tanggal 31 Oktober 
2016

-

17 TANAH
SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO.247, LUAS 154.090 M2, TERLETAK 
DI PERUMAHAN SASANA PATRA JL. TEGAL BINANGUN KEL. PLAJU DARAT 
KEC. SEBERANG ULU II, PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN.

PALEMBANG     154.090               - 
 SHGB NO. 247/PLAJU 
DARAT (LADANG 
PLAJU) 

Dok. Peralihan AJB  Kosong 
 Diusulkan PSP untuk penyediaan 
program sejuta rumah 

PRK-B002682 I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan 
dokumen peralihan

18 TANAH
PERUMAHAN TAMAN SASANA PATRA JL. TEGAL BINANGUN KEL. PLAJU 
DARAT SEBERANG ULU II

PALEMBANG     147.571               - 
 SHGB No. 372, 
371/PLAJU DARAT 

 Tidak ada dok. Peralihan  Kosong 
 Diusulkan PSP untuk penyediaan 
program sejuta rumah 

PRK-B002683 II
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun 
tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan

19 TANAH TANAH DI KEL. GUNUNG SARIK KEC. KURANJI, PADANG PADANG     138.750               - 
Telah dilakukan PSP sesuai KMK 
377/KM.6/2016 tanggal 31 Oktober 
2016

-
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 LT (m2)  LB (m2) 
Nomor Aset KUADRANNo. Jenis Aset Alamat Objek Kota/Kabupaten

 Luas berdasarkan 
Dokumen Kepemilikan Kelengkapan Dokumen Penguasaan Fisik Rencana Pemanfaatan

20 GEDUNG
TANAH BERIKUT BANGUNAN DI JL. S. PARMAN, DESA TG. PIAYU, KEC. SEI 
BEDUK (D.H. KEC. SUNGAI BEDUK), KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN 
RIAU.

BATAM       59.310     71.849 
Telah dilakukan PSP sesuai KMK 
377/KM.6/2016 tanggal 31 Oktober 
2016

-

21 TANAH TANAH DI KEC. PANTAI CERMIN DELI SERDANG     360.296               -  - 
592.23/60/1988 (SURAT GANTI RUGI ) sebagian digunakan oleh 

TNI, sebagian oleh 
warga

 Diusulkan PSP untuk TNI dan Polri PRK-B003004 IV
Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan 
dokumen peralihan

22 Tanah
JL. SANRANGAN DAYA BIRINGKANAYA RT/RW 01/01, KEL DAYA, KEC. 
BIRINGKANAYA, KOTA MAKASAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Makassar           2.009                 - 
SHM 375/DAYA

Dok. Peralihan AJB  Dikuasai pihak ketiga 
 Diusulkan PSP untuk penyediaan 
program sejuta rumah 

PRK-0016101 I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan 
dokumen peralihan

23 Tanah
JALAN DUSUN MANGEMPANG, DESA MONCONGLOE, KEC MANDAI, KAB MAROS, 
PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Maros           8.881                 - 
SHM 
701/MONCONGLOE

Dok. Peralihan AJB  Dikuasai pihak ketiga 
 Diusulkan PSP untuk penyediaan 
program sejuta rumah 

PRK-0016168 I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan 
dokumen peralihan

24 Tanah DESA LEPO-LEPO, KEC. BARUGA, KENDARI Kendari           4.648                 - 
SHM 876 / KEL. LEPO-
LEPO

Dok. Peralihan AJB  lokasi tidak jelas 
 Diusulkan PSP untuk penyediaan 
program sejuta rumah 

PRK-B002666 I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan 
dokumen peralihan

25 Tanah
Jl. URIP SUMOHARJO, KEL. PANAIKANG, KEC. PANAKKUKANG, KOTA MAKASAR, 
PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Makassar           4.263  - 

SHM No. 
53,808,809,811,2631,
3038 dan 
3143/PANAIKANG

Dok. Peralihan AJB

sebagian dikuasai pihak 
ketiga  Diusulkan PSP untuk penyediaan 

program sejuta rumah 
PRK-B002947,PRK-B002949 s.d. PRK-B002954 I

Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan 
dokumen peralihan

26 Tanah Jl Penangkaran Buaya, Desa Paccelekang, Kec Bontomarannu, Kab Gowa Makassar         20.000                 - 
Telah dilakukan PSP sesuai KMK 
377/KM.6/2016 tanggal 31 Oktober 
2016

-

27 Tanah Jalan Kumala, Komplek Malombasang Country, Kel Jongaya, Kec. Tamalate Makassar           1.127                 - 
SHM No. 2093, 
2091/JONGAYA

Dok. Peralihan AJB
 digunakan sebagai  
fasos/fasum perumahan 

 Diusulkan PSP untuk penyediaan 
program sejuta rumah 

PRK-C000219 I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan 
dokumen peralihan
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No. Alamat Kota/Kab.
Luas Tanah

(m2)
Dokumen Kepemilikan Kelengkapan Dokumen Penguasaan Fisik Rencana Pemanfaatan Nomor Aset

1 Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat Kota Bogor 33.500 SHGB No. 36

SHGB 36/Empang berlaku hingga 24/09/2025

Dokumen peralihan berupa AJB ke BPPN Nomor 47/2004 tanggal 31 
Maret 2004

Sebagian dikuasai 
pihak ketiga

Diusulkan untuk penyediaan rumah 
ASN/TNI/Polri

Eks BPPN I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 
dan dokumen peralihan

2
Jl. Anjasmoro, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota
Semarang, Jawa Tengah

Kota Semarang 8.348 SHGB No. 546 Masih dilakukan inventarisasi dokumen. Kosong
Diusulkan untuk penyediaan rumah 
ASN/TNI/Polri

Eks BPPN I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 
dan dokumen peralihan

3
Lingkungan III, Kecamatan Klojen, Kota
Malang, Jawa Timur

Kota Malang 5.680 SHM No. 1250

SHM Nomor 1250
Ada Surat Kuasa ke Bank BCA untuk menjual aset (1987), dan ada 
fotokopi  SHM

-
Diusulkan untuk penyediaan rumah 
ASN/TNI/Polri

Eks BPPN II
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 
namun tidak dilengkapi dengan dokumen 
peralihan

4

12 (DUA BELAS) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO. 1000, 999, 495, 492/BINTARA JAYA, 
1748, 4713, 4709, 4711,  4710, 4712, 4708, 4898//JAKA SAMPURNA, LUAS KESELURUHAN 
200.147 m2, TERLETAK DI JALAN KH. NOER ALI (D/H KALIMALANG RAYA)  DESA BINTARA 
JAYA DAN JAKA SAMPURNA, KECAMATAN BEKASI BARAT, KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA 
BARAT

Kota Bekasi 178.564

SHGB No. 1000, 999, 495, 
492/BINTARA JAYA, 1748, 4713, 4709, 
4711, 4710, 4712, 4708, 4898//JAKA 

SAMPURNA

SHGB (6 sertifikat telah berakhir masa berlakunya, dan 6 sertifikat akan 
berakhir pada tanggal 24 September 2024

Dokumen peralihan berupa AJB dari PT Albaraya kepada BPPN

Sebagian dikuasai 
pihak ketiga

Diusulkan untuk penyediaan rumah 
ASN/TNI/Polri

PRI-0000263 I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 
dan dokumen peralihan

5
4 (EMPAT) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO.20, 21, 22, DAN 23, LUAS KESELURUHAN 
10.130M2, TERLETAK DI JALAN H. SAIDIN, DESA BAMBU APUS, KEC. CIPUTAT, KAB. 
TANGERANG, PROVINSI BANTEN.

Kab. Tangerang 10.130
SHM No. 20, 21, 22,

23/BAMBU APUS

SHM No. 20, 21, 22, 23/BAMBU APUS a.n. pihak ketiga (debitur). 
Dokumen peralihan berupa Surat Kuasa Untuk Menjual No 
98,100,102,104 tanggal 28 September 1998.

Kosong
Diusulkan untuk penyediaan rumah 
ASN/TNI/Polri

PRK-0011434 I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 
dan dokumen peralihan

6 JL. DESA SUKATANI RT/RW 02/03, SUKATANI - KALIANDA Kota Lampung 42.600
SHM No. 1/DESA

SUMUR KUMBANG

SHM Nomor 1/Desa Sumur Kumbang, masih a.n. pihak ketiga (debitur)
Dokumen peralihan berupa Akta Kuasa Menjual Nomor 38 tanggal 8 
Maret 1994 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 37 tanggal 8 Maret 
1994

Kosong
Diusulkan untuk penyediaan rumah 
ASN/TNI/Polri

PRK-0013103 I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 
dan dokumen peralihan

7
Jl. Simpang Dukuh / Genteng Bandar I
dan II RT/RW IX  Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya

Kota Surabaya 7.450 SHM No. 50/GENTENG SHM 50/GENTENG  a.n. pihak ketiga Dikuasai pihak ketiga
Diusulkan untuk penyediaan rumah 
ASN/TNI/Polri dan terdapat permohonan PSP 
dari Kementerian Perhubungan

PRK-0014411 I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 
dan dokumen peralihan

8 Jalan Raya Ciseeng-Parung, desa bojong sempu, Kec. Parung, Kab. Bogor Kab. Bogor 7.015 SHM No. 67/DS.BOJONG SEMPU
Dokumen peralihan berupa Surat Kuasa Untuk Menjual (SKUM) dari 
debitur kepada bank

Dimanfaatkan pihak 
ketiga

Diusulkan untuk penyediaan rumah 
ASN/TNI/Polri

PRK-0017160 I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 
dan dokumen peralihan

9

12 (DUA BELAS) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SERTIPIKAT SHM NO. 8979, 9557, 9558, 9559, 
9562, 9610/KEDAMAIAN, 19, 20, 99, 111,
118, DAN 198/CAMPANG RAYA, LUAS KESELURUHAN 126.471M2, TERLETAK DI DESA 
KEDAMAIAN, DAN DESA CAMPANG RAYA, KEC. TANJUNG KARANG TIMUR, KOTA BANDAR 
LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG.

Kota Bandar 
Lampung

126.471

SHM No. 8979, 9557, 9558, 9559, 
9562,

9610/Kedamaian, 19, 20, 99, 111, 118, 
DAN 198/Campang Raya

Masih dilakukan inventarisasi dokumen. Kosong Diusulkan untuk PMN ke BUMN PRK-B002771 I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 
dan dokumen peralihan

10
SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 1222/DAMAI, LUAS 14.930M2, TERLETAK DI JL. 
JEND. SUDIRMAN, KEL. DAMAI, KEC. BALIKPAPAN TIMUR, KODYA BALIKPAPAN, PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR.

Kota Balikpapan 14.930 SHM No. 1222/DAMAI
Dokumen peralihan berupa Surat Kuasa Untuk Menjual (SKUM) Nomor 69 
tanggal 12 November 1993

Dikuasai pihak ketiga
Diusulkan untuk penyediaan rumah 
ASN/TNI/Polri

PRK-B002838 I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 
dan dokumen peralihan

KUADRAN

Penyediaan Rumah ASN/TNI/POLRI dan MBR
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No. Alamat Kota/Kab.
Luas Tanah

(m2)
Dokumen Kepemilikan Kelengkapan Dokumen Penguasaan Fisik Rencana Pemanfaatan Nomor Aset KUADRAN

Penyediaan Rumah ASN/TNI/POLRI dan MBR

11

7 (TUJUH) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 613, 614, 615,
616, 617, 618, DAN 619, LUAS
KESELURUHAN 63.778 M2, TERLETAK DESA KOTO LUAR, KEC. PAUH PADANG, PADANG, 
PROVINSI SUMATERA BARAT.

Kota Padang 63.778
SHM No. 613, 614, 615, 616, 617, 618, 

619

AJB No. 19/7/P/JB/1995, No. 17/7/P/JB/95, 13/7/P/JB/95, 
14/7/P/JB/95, 16/7/P/JB/95, 15/7/P/JB/95, 18/7/P/JB/95 tanggal 17 Juli 
1995 (Notaris Hajjah Deetjee Farida Sjanas SH).
Surat Pernyataan dan Kuasa Deddy Djunarto pada bulan Juli 1999.

Kosong Diusulkan untuk PMN ke BUMN PRK-B002928 I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 
dan dokumen peralihan

12
JL.IR.SUTAMI LB. 36 KT E,F, KT/5,6,7,8 CAMPANG RAYA BANDAR
LAMPUNG

Kota Bandar 
Lampung

22.360 SHM No. 85/CAMPANG RAYA Masih dilakukan inventarisasi dokumen.
Dimanfaatkan pihak 

ketiga
Diusulkan untuk PMN ke BUMN PRK-B002964 I

Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 
dan dokumen peralihan

13 Jl. Kalijudan IX Kel. Kalijudan, Kec. Sukolilo, Surabaya - Jawa Timur Kota Surabaya 4.220
SHM No. 129,

126/KALIJUDAN
Masih dilakukan inventarisasi dokumen. Kosong

Diusulkan untuk penyediaan rumah 
ASN/TNI/Polri

PRK-B003014 II
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 
namun tidak dilengkapi dengan dokumen 
peralihan

14
SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO.1181/KARANG JOANG, LUAS 19.978M2, TERLETAK DI  
JALAN SOEKARNO - HATTA KM 11, KEL KARANG JOANG, KEC BALIKPAPAN UTARA, KOTA 
BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Kota Balikpapan 19.978 SHM No. 1181/KARANG JOANG
Dokumen peralihan berupa Risalah Lelang Nomor 175/1997 - 1998

Kosong
Diusulkan untuk penyediaan rumah 
ASN/TNI/Polri

PRK-C000157 I
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 
dan dokumen peralihan

15
Jalan Raya Cilegon-Serang km. 3 RT 01/RW 002, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cibeber, Kota 
Cilegon,
Propinsi Banten

Kota Cilegon 31.800 SHGB No. 25/SUKMAJAYA
SHGB 25/SUKMAJAYA, masa berlaku berakhir pada 12/12/2015

Kosong
Terdapat permohonan pemanfaatan dalam 
bentuk sewa

PRK-0013790 II
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 
namun tidak dilengkapi dengan dokumen 
peralihan

16 Jalan Krukut-Grogol, Kel. Krukut, Kec. Sawangan, Kab. Bogor Kab. Bogor 27.867
Girik .80 (LETTER C), 1770, 969, 975,

1089/1771, 676
Masih dilakukan inventarisasi dokumen. Kosong

Diusulkan untuk penyediaan rumah 
ASN/TNI/Polri

PRK-B002621 II
Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 
namun tidak dilengkapi dengan dokumen 
peralihan

604.691Total
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DAFTAB ASET PROPEBT! EKS BPPN'EKS KEIOtAAN PT PPA (PEBSEBO) YANG DISEBAHKEI.OTAKAN KEPADA TMAIll

PER 31 DESEMBEB 2019

LAMPIRAN 25.G

SK No 020300 C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Eks HTBI Jl. Gereja Ayam No. 11, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat
Gedung Kantor 5 
lantai

SHGB No. 2333/Pasar 
Baru

400                 1.227              2.334.100.000

2 Eks HTBI Jl. Cikini Raya No. 91 A-B, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat SHGB No. 425/Cikini 140                 936                 
3 Eks HTBI Jl. Cikini Raya No. 91 C-D, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat SHGB No. 411/Cikini 195                 

4 Eks HTBI
Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit No. 18, 20, 22 Blok B/105, Kelurahan Petojo 
Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat

SHGB No. 1515/Petojo 
Selatan

66                   247                 

5 Eks HTBI
Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit No. 18, 20, 22 Blok B No. 04, 05, 06, Kelurahan 
Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat

3 unit Ruko (4 
lantai)

SHGB No. 1556/Petojo 
Selatan

307                 1.118              

6 Eks HTBI
Jl. Kyai Caringin Blok A No. 6, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (Jl. 
Tarakan)

Ruko 3 lantai SHGB No. 1149/Cideng 73                   221                 

7 Eks HTBI
SHGB No. 235/Mangga 
Besar

50                   308                 

8 Eks HTBI
SHGB No. 237/Mangga 
Besar

50                   

9 Eks HTBI SHGB No. 5183/Kedoya 74                   481                 

10 Eks HTBI SHGB No. 5184/Kedoya 90                   

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

Gedung Kantor 4 
lantai

4.245.400.000

4.968.507.000

Komplek Pertokoan Plaza Glodok Blok A-15 dan A-17, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan 
Mangga Besar, Jakarta Barat

Rukan 4 lantai 2.006.180.000

Komp Pertokoan Taman Kedoya Permai Blok A No. 3-A dan 3-B, Kelurahan Kedoya, 
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Ruko 3 lantai 961.075.000
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DAFTAB ASET PROPERTI EKS BPPN'EKS KEIOtAA]U PT PPA (PEBSEB(l) YANG DISERAHKET(ITAKATII KEPADA TMAIII

PER 31 DESEMBER 201g

LAMPIRAN 25.G

SK No 020299C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

11 Eks HTBI
Komplek Pertokoan Pondok Indah Plaza 1 Blok UA Persil No. 01, Jl. Metro Pondok Indah, 
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Rukan 2 lantai
SHGB No. 3079/Pondok 
Pinang

110                 199                 2.057.160.000

12 Eks HTBI
Komplek Pertokoan Pondok Indah Plaza 2 Blok BA Persil No. 11, Jl. Metro Pondok Indah, 
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Rukan 2 lantai
SHGB No. 5264/Pondok 
Pinang

110                 196                 442.800.000

13 Eks HTBI
Jl. Panglima Polim Raya No. 20 Blok B. III persil No. 152, Kelurahan Kramat Pela, 
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Rukan 3 lantai
SHGB No. 873/Kramat 
Pela

491                 656,25            4.333.010.000

14 Eks HTBI
Komplek Pertokoan Bintaro Blok D-50, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, 
Tangerang

Ruko
SHGB No. 1839/Pondok 
Karya

75                   150                 448.531.000

15 Eks HTBI
SHGB No. 
499/Purwodinatan

104                 692                 

16 Eks HTBI
SHGB No. 
500/Purwodinatan

138                 

17 Eks HTBI
Komplek Ruko THD Blok B-17 Jl. H. Agus Salim, Kelurahan Purwodinatan, Semarang 
Tengah, Semarang, Jawa Tengah

Ruko
SHGB No. 
516/Purwodinatan

130                 372                 630.000.000

18 Eks HTBI
Jl. Palang Merah No. 15 BC, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, 
Sumatera Utara

Gedung Kantor
SHGB No. 741/Aur, 
Medan

241                 723                 1.001.816.000

Komplek Ruko THD Blok A No. 16 dan No. 17, Jl. Pekojan, Purwadinatan, Semarang 
Tengah, Semarang, Jawa Tengah

Ruko 716.084.000
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DAFTAB ASET PBOPERTI EKS BPPNIEKS KET(ITAAN PT PPA (PEBSEROI YAIUG DISERAHKETOTAKATU KEPADA IMAN

PER 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 25.G

SK No 020248C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

19 Eks HTBI
SHGB No. 293/Aur, 
Medan

87                   787,50            

20 Eks HTBI
SHGB No. 294/Aur, 
Medan

87                   

21 Eks HTBI
SHGB No. 295/Aur, 
Medan

87                   

22 Eks HTBI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 81, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, 
Kota Medan, Sumatera Utara

Kantor Ruko
SHGB No. 2428/Petisah 
Tengah

81                   230                 465.750.000

23 Eks HTBI
Jl. Slamet Riyadi I No. 7, RT.05/RW.04,  Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan 
Matraman, Jakarta Timur

Lahan parkir
SHGB No. 140/ Kbn. 
Manggis

574                 - 8.295.000.000

24 Eks HTBI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C No. 19, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 
Selatan

Gedung Kantor SHGB No. 90/Karet 4.000              9.359              45.000.000.000

25  PRI-0000009 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 17 NO. 17.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
649/XIV/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

26  PRI-0000013 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 18 NO. 18.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
657/XV/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

27  PRI-0000014 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 18 NO. 18.01 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
653/XV/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

Jl. Kol. Sugiono, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara Gedung Kantor 1.962.550.000
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DAFTAB ASET PROPERTI EKS BPPN'EKS KEIOtAAtU PT PPA (PEBSER(l) YATUG DISERAHKETOTAKAN KEPADA tMAN

PER 31 DESEMBER 2ll1g

LAMPIRAN 25.G

SK No 020247 C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

28  PRI-0000019 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 19 NO. 19.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
665/XVI/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

29  PRI-0000020 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 19 NO. 19.01 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
661/XVI/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

30  PRI-0000023 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 20 NO. 20.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
673/XVII/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

31  PRI-0000024 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 20 NO. 20.01 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
669/XVII/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

32  PRI-0000027 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 21 NO. 21.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
681/XVIII/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

33  PRI-0000028 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 21 NO. 21.01 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
677/XVIII/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

34  PRI-0000031 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 22 NO. 22.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
689/XIX/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

35  PRI-0000032 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 22 NO. 22.01 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
685/XIX/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

36  PRI-0000035 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 23 NO. 23.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
697/XX/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500
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LAMPIRAN 25.G

SK No 020246C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

37  PRI-0000039 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 25 NO. 25.01 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
701/XXI/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

38  PRI-0000043 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 26 NO. 26.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
713/XXII/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

39  PRI-0000049 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 27 NO. 27.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
721/XXIII/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

40  PRI-0000050 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 27 NO. 27.07 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
722/XXIII/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

41  PRI-0000054 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 28 NO. 28.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
729/XXIV/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

42  PRI-0000056 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 28 NO. 28.07 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
730/XXIV/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

43  PRI-0000061 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 29 NO. 29.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
737/XXV/A/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

44 PRI-0000073
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 11 NO. 11.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
867/X/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

45 PRI-0000074
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 12 NO. 12.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
875/XI/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500
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DAFTAB ASET PR(lPERTI EKS BPPTIIIEKS KELOtAAN PT PPA (PERSEBO)YAIUG DISEBAHKETOTAKATU KEPADA TMAltl
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LAMPIRAN 25.G

SK No 020245 C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

46 PRI-0000075
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 15 NO. 15.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
883/XII/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

47 PRI-0000076
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 17 NO. 17.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
899/XIV/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

48 PRI-0000077
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 18 NO. 18.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
907/XV/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

49 PRI-0000078
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 19 NO. 19.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
915/XVI/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

50 PRI-0000079
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 20 NO. 20.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
923/XVII/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

51 PRI-0000080
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 21 NO. 21.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
931/XVIII/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

52 PRI-0000081
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 6 NO. 06.03 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
825/V/B/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000

53 PRI-0000093
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN- BLOK B 
LANTAI 17 NO. 17.05 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
898/XIV/B/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500

54 PRI-0000098
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 22 NO. 22.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
939/XIX/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500
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TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

55 PRI-0000099
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 23 NO. 23.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
947/XX/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

56 PRI-0000100
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 25 NO. 25.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
955/XXI/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

57 PRI-0000101
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 2 NO. 02.03 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
801/II/B/MENTENG 
DALAM

                   88                    88 323.712.500

58 PRI-0000102
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 2 NO. 02.05 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen 802/II/B                    88                    88 323.712.500

59 PRI-0000103
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 3 NO. 03.03 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
809/III/B/MENTENG 
DALAM

                   88                    88 323.712.500

60 PRI-0000104
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 3 NO. 03.05 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
810/III/B/MENTENG 
DALAM

                   88                    88 323.712.500

61 PRI-0000105
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 5 NO. 05.08 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
821/IV/B/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000

62 PRI-0000106
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 6 NO. 06.08 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
829/V/B/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000

63 PRI-0000107
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 7 NO. 07.05 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
834/VI/B/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000
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TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

64 PRI-0000108
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 8 NO. 08.05 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
842/VII/B/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000

65 PRI-0000109
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 9 NO. 09.05 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
850/VIII/B/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000

66 PRI-0000121
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 5 NO. 05.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
819/IV/B/MENTENG 
DALAM

                 109                  109 397.691.000

67 PRI-0000122
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 8 NO. 08.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen 843/VII/B                  109                  109 397.691.000

68 PRI-0000123
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 9 NO. 09.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
851/VIII/B/MENTENG 
DALAM

                 109                  109 397.691.000

69 PRI-0000124
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 10 NO. 10.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
859/IX/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

70 PRI-0000125
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 26 NO. 26.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
963/XXII/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

71 PRI-0000126
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 27 NO. 27.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
971/XXIII/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

72 PRI-0000127
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 28 NO. 28.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
979/XXIV/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-806-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAaditedl

DAFTAB ASET PBOPERTI EKS BPPIU'EKS KEI.OtAAtU PT PPA (PEBSERO)YANG DISERAIIKEI.OIAKAil KEPADA IMAN
PER 31 DESEMBEB 2()1g

LAMPIRAN 25.G

SK No 020188 C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

73 PRI-0000130
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 3 NO. 03.02 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
808/III/B/MENTENG 
DALAM

                 112                  112 409.603.000

74  PRI-0000143 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 3 NO. 03.01 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
557/III/A/MENTENG 
DALAM

                 112                  112 410.218.000

75 PRI-0000144
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 5 NO. 05.09 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1069/IV/C/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000

76 PRI-0000145
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 9 NO. 09.09 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1101/VIII/C/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000

77 PRI-0000146
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 10 NO. 10.09 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1109/IX/C/ MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500

78 PRI-0000147
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 12 NO. 12.09 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1125/XI/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500

79 PRI-0000148
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 15 NO. 15.09 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1133/XII/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500

80 PRI-0000149
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 16 NO. 16.09 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1141/XIII/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500

81 PRI-0000150
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 17 NO. 17.09 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1149/XIV/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-807 -
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

DAITAB ASET PROPERTI EKS BPPIU'EKS KEL(ItAAtII PT PPA (PEBSEBOIYANG DISERAHKETOTAKAN KEPADA I.MAtll

PER 3I DESEMBEB 2019

LAMPIRAN 25.G

SK No 020187 C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

82 PRI-0000151
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 20 NO. 20.09 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1173/XVII/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500

83 PRI-0000152
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 21 NO. 21.09 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1181/XVIII/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500

84 PRI-0000153
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 22 NO. 22.09 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1189/XIX/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500

85 PRI-0000154
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 23 NO. 23.09 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1197/XX/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500

86 PRI-0000155
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 27 NO. 27.09 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1221/XXIII/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500

87 PRI-0000156
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 28 NO. 28.09 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1229/XXIV/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500

88 PRI-0000157
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 29 NO. 29.09 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1237/XXV/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500

89 PRI-0000158
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 30 NO. 30.09 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1245/XXVI/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500

90  PRI-0000159 
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A 
LANTAI 1 NO. 01.05 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
545/I/A/MENTENG 
DALAM

                 118                  118 410.218.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-808-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

DAFTAB ASET PBOPERTI EKS BPPTU'EKS KEIOtAAtU PT PPA (PEBSEBO}YAilG DISERAHKETOTAKAil KEPADA TMAIll

PEB 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 25.G

SK No 020186 C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

91 PRI-0000161
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 5 NO. 05.02 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
816/IV/B/MENTENG 
DALAM

                 109                  109 397.691.000

92 PRI-0000162
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 7 NO. 07.03 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
833/VI/B/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000

93 PRI-0000163
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 8 NO. 08.03 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
841/VII/B/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000

94 PRI-0000164
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 8 NO. 08.07 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
844/VII/B/MENTENG 
DALAM

                 109                  109 397.691.000

95 PRI-0000165
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 8 NO. 08.08 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
845/VII/B/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000

96 PRI-0000169
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 17 NO. 17.02 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
896/XIV/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

97 PRI-0000170
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 18 NO. 18.07 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
908/XV/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

98 PRI-0000175
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 22 NO. 22.07 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
940/XIX/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

99 PRI-0000187
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 29 NO. 29.07 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
988/XXV/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

-809-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Auditedl

DAFTAB ASET PBOPEBTI EKS BPPNIEKS KEIOtAAtU PT PPA (PERSEBO)YANG DISERAHKETOTAKAIU KEPADA tMAtII

PER 3T DESEMBER 2tlI9

LAMPIRAN 25.G

SK No 020185 C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

100 PRI-0000189
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B 
LANTAI 30 NO. 30.07 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
996//XXVI/B/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

101 PRI-0000192
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 2 NO. 02.05 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1049/II/C/MENTENG 
DALAM

                   88                    88 323.712.500

102 PRI-0000193
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 2 NO. 02.08 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1052/II/C/MENTENG 
DALAM 

                   88                    88 323.712.500

103 PRI-0000194
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 3 NO. 03.05 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1057/III/C/MENTENG 
DALAM

                   88                    88 323.712.500

104 PRI-0000195
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 3 NO. 03.08 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1060/III/C/MENTENG 
DALAM

                   88                    88 323.712.500

105 PRI-0000196
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 5 NO. 05.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1066/IV/C/MENTENG 
DALAM

                 109                  109 397.691.000

106 PRI-0000197
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 5 NO. 05.08 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1068/IV/C/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000

107 PRI-0000198
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 6 NO. 06.05 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1073/V/C/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000

108 PRI-0000199
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 6 NO. 06.08 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1076/V/C/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-810-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

DAFTAB ASET PROPERTI EKS BPPNIEKS KEIOtAAN PT PPA (PEBSEBO)YANG DISERAHKETOI.AKAil KEPADA TMAIII

PER 31 DESEMBER 2lll9

LAMPIRAN 25,G

SK No 020184C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

109 PRI-0000200
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 6 NO. 06.09 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1077/V/C/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000

110 PRI-0000201
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 7 NO. 07.01 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1078/VI/C/MENTENG 
DALAM

                 109                  109 397.691.000

111 PRI-0000202
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 7 NO. 07.05 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1081/VI/C/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000

112 PRI-0000203
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 7 NO. 07.08 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1084/VI/C/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000

113 PRI-0000204
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 7 NO. 07.09 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1085/VI/C/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000

114 PRI-0000205
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 8 NO. 08.05 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1089/VII/C/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000

115 PRI-0000206
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 9 NO. 09.01 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1094/VIII/C/MENTENG 
DALAM

                 109                  109 397.691.000

116 PRI-0000207
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 9 NO. 09.05 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1097/VIII/C/MENTENG 
DALAM

                   92                    92 336.923.000

117 PRI-0000208
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 10 NO. 10.05 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1105/IX/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

- 811 -
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

DAFTAR ASET PB(lPERTIEKS BPPNIEKS KEIOI.AAtU PT PPA (PEBSERO}YAIIIG DISERAHKET(ITAKATII KEPADA tMAlll

PER 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 25.G

SK No 020122 C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

118 PRI-0000209
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 11 NO. 11.08 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1116/X/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500

119 PRI-0000210
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 12 NO. 12.05 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1121/XI/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500

120 PRI-0000211
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 12 NO. 12.08, MENTENG DALAM - TEBET, JAKARTA SELATAN

Apartemen
1124/XI/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500

121 PRI-0000212
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 15 NO. 15.08 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1132/XII/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500

122 PRI-0000213
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 16 NO. 16.01 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1134/XIII/C/ MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

123 PRI-0000214
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 17 NO. 17.08 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1148/XIV/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500

124 PRI-0000215
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 18 NO. 18.01 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1150/XV/C/MENTENG 
DALAM 

                 110                  110 400.626.500

125 PRI-0000216
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 18 NO. 18.05 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1153/XV/C/MENTENG 
DALAM

                   93                    93 340.543.500



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-8t2-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

DAFTAB ASET PROPEBT! EKS BPPNIEKS KEIOtAAIU PT PPA (PEBSERO} YAilG DISERAHKEIOIAKAtU KEPADA tMAN

PER 3I DESEMBEB 2ll|9

LAMPIRAN 25.G

SK No 020121 C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

126 PRI-0000217
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 19 NO. 19.01 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1158/XVI/C/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

127 PRI-0000218
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 19 NO. 19.06 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1162/XVI/C/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

128 PRI-0000219
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 20 NO. 20.01 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen 1166/XVII/C                  110                  110 400.626.500

129 PRI-0000220
APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C 
LANTAI 21 NO. 21.01 MENTENG DALAM, TEBET

Apartemen
1174/XVIII/C/MENTENG 
DALAM

                 110                  110 400.626.500

130 PRI-D000001
APARTEMEN PURI CASABLANCA Blok B LT.9 NO.09.03, JL. CASABLANCA KAV.7, 
JAKARTA SELATAN

Apartemen   849 / VIII / B                    92                    92 328.710.000

131 PRK-B001358
Apartemen Taman Anggrek, Jl. Letjen S. Parman, Blok Laelia, Lantai 40, No.40J, Kel. 
Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Apartemen
SHMSRS 
361/XXXVIII/LAELIA

              88,00               88,00 1.108.300.000

132 PRK-B001359
Apartemen Taman Anggrek, Jl.  Letjen S. Parman, Blok Laelia Lantai 40 No. 40K, Kel. 
Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Apartemen
SHMSRS 
362/XXXVIII/LAELIA

              88,00               88,00 1.108.300.000

133 PRI-0000001
Apartemen Tropik, Jl. S. Parman Blok I No. 2703 Lantai 27, Kel. Tanjung Duren Utara, 
Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Apartemen SHMSRS 160/XXIV-XXV/I                  519                  519 773.410.000

134 PRK-B001360
Apartemen Tropik, Jl. Let. Jend. S. Parman Blok I No. 2607, Lantai. 26, Kel. Tanjung 
Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Apartemen SHMSRS 157/XXIII/I                  147                  147 1.108.300.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESI.A

-813-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

DAFTAB ASET PBOPEBTI EKS BPPTUIEKS TEIOI.AAIII PT PPA {PEBSEBOIYAIUG DISERAHKETOTAKAN KEPADA tMAN

PEB 3I DESEMBER 2019

LAMPIRAN 25.G

SK No 020120C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

135 PRK-C000140
Kondominium Menara Kelapa Gading No.14.05, Blok B(2), Jl. Terusan Gading Timur 
Boulevard No.88, Jakarta Utara

Apartemen SHMSRS 143/XIII/II                  141                  141 1.112.800.000

136 PRK-C000141
Kondominium Menara Kelapa Gading No.10.02, Blok A(1), Jl. Terusan Gading Timur 
Boulevard No.88, Jakarta Utara.

Apartemen SHMSRS 50/X/I                  141                  141 1.112.800.000

137 PRK-C000142
Kondominium Menara Kelapa Gading No.2.03, Blok C(3), Jl.Terusan Gading Timur 
Boulevard No.88, Jakarta Utara

Apartemen SHMSRS 147/II/III                  133                  133 948.910.000

138 PRK-C000143
Kondominium Menara Kelapa Gading  No. 3.01-B, Blok E(5), Jl.Terusan Gading Timur 
Boulevard No.88, Jakarta Utara

Apartemen SHMSRS 286/III/V                    77                    77 548.036.000

139 PRK-C000144
Kondominium Menara Kelapa Gading  No. 4.06-A, Blok E(5), Jl. Terusan Gading Timur 
Boulevard No.88, Jakarta Utara

Apartemen SHMSRS 297/IV/V                    77                    77 545.680.000

140 PRK-C000145
Kondominium Menara Kelapa Gading No. 7.01-B, Blok E(5), Jl.Terusan Gading Timur 
Boulevard No.88, Jakarta Utara

Apartemen SHMSRS 314/VII/V                    77                    77 545.680.000

141 PRK-B001972
Jl. Raya Gading Indah No. 8 Kav A2, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, 
Jakarta Utara

Ruko
SHM 396/Kelapa Gading 
Timur

                   64                  254 1.920.000.000

142 PRK-B001973
Jl. Raya Gading Indah No. 8 Kav A3, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, 
Jakarta Utara

Ruko
SHM 395/Kelapa Gading 
Timur

                   64                  254 1.920.000.000

143 PRK-B001669  Jl. Kali Besar Timur No. 27, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat Gedung SHGB 1904/PINANGSIA               1.835               2.044 3.098.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-814-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

DAFTAB ASET PROPERTI EKS BPPTUIEKS KELOIAAN PT PPA (PEBSERO)YAIIIG DISERAHKETOTAKAIII KEPADA TMAN

PER 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 25.G

SK No 020397 C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

144 PRK-B001747 Jl.Kali Besar Timur No.23,24,Dan 25 – Pinangsia, Jakarta Barat Gedung

PPJB (TGL.18/12/1997) 
DIDAFTARKAN NO. 
1093/W/1998 (DUPLO) 
TGL. 03/04/1998

              3.475 11.235.141.871

145 PRK-B001673 Jalan Kebayoran Lama No.174 A2, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Gedung SHGB 236/CIPULIR                  308                  506 565.421.178

146 PRK-B001696
Jalan Raya Kebayoran Lama No.47 A RT 002 RW 01, Kel. Cipulir, Kec.Kebayoran Lama, 
Jakarta Selatan

Gedung SHGB 226/CIPULIR                  318                  519 223.791.086

147 PRK-B001697 Jalan Kebayoran Lama No.37, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Gedung
SHM 1052, 
1051/GROGOL SELATAN

                 934                  869 837.000.000

148 PRK-B001856
Komplek Glodok Plaza Blok F No. 91, 92, 93, 136, 137 Dan 138, Jl. Pinangsia, Jakarta 
Barat

Ruko PPJB 31               1.200 1.574.400.000

149 PRK-B001932
Jl. K.H. Fachrudin Kav. 36 Blok F No. 1-2, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta 
Pusat

Ruko
SHGB 464, 
465/KAMPUNG BALI

                 126                  384 1.607.000.000

150 PRK-B001961 Jalan Panglima Polim Raya No. 57, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Ruko SHGB 806/MELAWAI                  356                  714 420.435.909



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-815-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

DAFTAB ASET PROPERTI EKS BPPTUIEKS KEI(ItAAtII PT PPA (PEBSEBO)YAtUG DISERAHKETOTAKAil KEPADA tMAil
PEB 3I DESEMBER 2019

LAMPIRAN 25.G

SK No 020396C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

151 PRI-0000254
Sebidang Tanah Sertipikat SHGB No. 5115/Kalideres, Luas 10.405 M2, Terletak Di JL. 
Peta Selatan RT/RW 08/01, GANG DARUL SALAM (Jl. Benda Raya) - Kalideres, Jakarta 
Barat

Tanah  SHGB 5115/KALI DERES             10.405 1.504.440.000

152 PRK-B002860 Jl.Kebon Besar I No.27 RT 06/06, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan Tanah
SHGB 76, 80, 
100/GANDARIA 
SELATAN

              3.198 2.296.000.000

153 PRK-B002990 Jl Pulo Mat, RT/RW 10/04, Kel Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat Tanah  SHM 129/RAWABUAYA               6.410 1.941.000.000

154 PRK-B002991 Jl Pulo Mat, RT/RW 10/04, Kel Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat Tanah  SHM 130/RAWABUAYA               4.180 219.000.000

155 PRK-B001752 Jl Panglima Polim Raya No. 55, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Gedung
SHGB 1155, 
1154/MELAWAI

                 236                  118 1.568.733.157

156 PRI-0000044
Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 26 No. 26.01 Menteng Dalam, Tebet, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS No. 

709/XXII/A/Menteng 
Dalam

110 110 400.626.500

157 PRI-0000055
Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 28 No. 28.01 Menteng Dalam, Tebet, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS No. 

725/XXIV/A/Menteng 
Dalam

110 110 400.626.500



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-816-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

DAFTAR ASET PR(lPEBTI EKS BPPIU'EKS KEIOtAAN PT PPA (PEBSEBO} YANG DISERAHKET(ITAKAN KEPADA tMAN

PEB 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 25.G

SK No 020395 C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

158 PRI-0000062
Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 29 No. 29.01 Menteng Dalam, Tebet, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS No. 

733/XXV/A/Menteng 
Dalam

110 110 400.626.500

159 PRI-0000069
Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 30 No. 30.06 Menteng Dalam, Tebet, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS No. 

745/XXVI/A/Menteng 
Dalam

110 110 400.626.500

160 PRI-0000070
Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 30 No. 30.07 Menteng Dalam, Tebet, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS No. 

746/XXVI/A/Menteng 
Dalam

110 110 400.626.500

161 PRI-0000071
Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 31 No. 31.06 Menteng Dalam, Tebet, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS No. 

753/XXVII/A/Menteng 
Dalam

110 110 400.626.500

162 PRI-0000072
Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 31 No. 31.07 Menteng Dalam, Tebet, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS No. 

754/XXVII/A/Menteng 
Dalam

110 110 400.626.500

163 PRI-0000138
Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 35 No. 35.06 Menteng Dalam, Tebet, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS No. 

777/XXX/A/Menteng 
Dalam

109 109 400.626.500



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8t7-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

DATTAB ASET PROPERTI EKS BPPIII'EKS KEI(ItAA]II PT PPA (PERSERtl}YAIUG DISEBAHKETtlTAKAN KEPADA tMAN

PEB 3I DESEMBER 2ll|9

LAMPIRAN 25.G

SK No 020394C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

164 PRI-0000139
Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 35 No. 35.07 Menteng Dalam, Tebet, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS No. 

778/XXX/A/Menteng 
Dalam

109 109 400.626.500

165 PRI-0000140
Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 19 No. 19.02 Menteng Dalam, Tebet, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS No. 

662/XVI/A/Menteng 
Dalam

110 110 400.626.500

166 PRI-0000160
Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 35 No. 35.01 Menteng Dalam, Tebet, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS No. 

773/XXX/A/Menteng 
Dalam

109 109 400.626.500

167 PRI-0000120
Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok B Lantai 35 No. 35.05 Menteng Dalam, Tebet, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS No. 

1026/XXX/B/Menteng 
Dalam

93 93 340.543.500

168 PRI-0000128
Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok B Lantai 29 No. 29.06 Menteng Dalam, Tebet, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS No. 

987/XXV/B/Menteng 
Dalam

110 110 400.626.500

169 PRI-0000129
Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok B Lantai 30 No. 30.06 Menteng Dalam, Tebet, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS No. 

995/XXVI/B/Menteng 
Dalam

110 110 400.626.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-818-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

. DAITAB ASET PROPERTI EKS BPPIU'EKS KET(ITAATII PT PPA (PEBSEROIYATUG DISERAHKETOTAKAil KEPADA TMAN

PER 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 25.G

SK No 020393 C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

170 PRI-0000172
Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok B Lantai 21 No. 21.02 Menteng Dalam, Te17bet, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS No. 

928/XVIII/B/Menteng 
Dalam

110 110 400.626.500

171 PRI-0000173
Jln. C18asablanca Kav. 7, Kuninga19n - Blok B Lantai 22 No. 22.02 20Menteng Dalam, 
Tebet, Jakart2a Selatan

Apartemen
SHMSRS No. 

936/XIX/B/Menteng 
Dalam

109 109 400.626.500

172 PRI-0000177
Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok B Lantai 23 No. 23.02 Menteng Dalam, Tebet, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS No. 

944/XX/B/Menteng Dalam
110 110 400.626.500

173 PRI-0000191
Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok B Lantai 35 No. 35.03 Menteng Dalam, Tebet, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS No. 

1025/XXX/B/Menteng 
Dalam

93 93 340.543.500

174 PRK-B001529 Apartemen Hayam Wuruk Lantai 23 No. 2308, Jakarta Barat Apartemen PPJB 20                    60                    60 71.800.000

175 PRK-B001600
Apartemen Hayam Wuruk LT. 11 B2-1107 & LT. 16 A4-1610, JL. Hayam Wuruk No. 108, 
Jakarta Barat

Apartemen
NA (SURAT 
PENYERAHAN HAK)

                      -                       - 1.639.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-819-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

DATTAB ASET PROPERTI EKS BPPIUIEKS KETOTAA]II PT PPA (PEBSEBO)YANG DISEBAHKETOTAKA]U KEPADA tMAil
PER 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 25.G

SK No 020392C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

176 PRK-B002301 Apartemen Taman Anggrek Tower I 01 33B,34C,35D,36C,37D Apartemen

NA (SURAT 
PERSETUJUAN TGL. 
12/02/1999, LUAS 85.48 
M2)

                      -                       - 3.600.175.143

177 PRK-B001534 Apartemen Puri Kemayoran Tower I, Unit No. 25 I Apartemen

NA (PPJB SATUAN 
RUMAH SUSUN PURI 
KEMAYORAN 
APARTEMEN)

                      -                    66 508.200.000

178 PRK-B001539
Apartemen Taman Rasuna Tower 14 lantai 14 no. H, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, 
Jakarta Selatan

Apartemen SHMSRS 2682/XIII/14               74,00               74,00 197.000.000

179 PRK-B001547
Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai 19 no. H, Kel. Menteng Atas, Setiabudi, 
Jakarta Selatan

Apartemen SHMSRS 2968/XVIII/15               74,00               74,00 195.885.572

180 PRK-B001549
Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai 21 no. D, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, 
Jakarta Selatan

Apartemen SHMSRS 2980/XX/15               74,00               74,00 211.885.572

181 PRK-B001551
Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai 22 no. H, Kel. Menteng Atas, Setiabudi, 
Jakarta Selatan

Apartemen SHMSRS 2992/XXI/15               74,00               74,00 199.223.347

182 PRK-B001557
Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai 26 no. D, Kel. Menteng Atas, Setiabudi, 
Jakarta Selatan

Apartemen SHMSRS 3020/XXV/15               73,82               73,82 212.461.539



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-820-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

DAFTAR ASET PROPEBTI EKS BPPIUIEKS KETOI.AAIII PT PPA (PEBSEBOIYANG DISEBAHKETOTAKAil KEPADA TMAIII

PEB 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 25.G

SK No 020391 C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

183 PRK-B001566
Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai dasar bawah no. G, Kel. Menteng Atas, Kec. 
Setiabudi, Jakarta Selatan

Apartemen SHMSRS 2837/B1/15               89,65               89,65 211.931.056

184 PRK-B001583
Apartemen Taman Rasuna Tower 9 lantai 27 no. B, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, 
Jakarta Selatan

Apartemen SHMSRS 1832/XXVI/9               73,82               73,82 189.223.347

185 PRK-B001586
Apartemen Taman Rasuna Tower 9 lantai 28 no. C, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS 
1841/XXVII/9/MENTENG 
ATAS

              73,82               73,82 190.885.571

186 PRK-B001590
Apartemen Taman Rasuna Tower 9 lantai 29 no. B, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, 
Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS 
1848/XXVIII/9/MENTENG 
ATAS

              73,82               73,82 190.315.587

187 PRK-B001530
Apartemen Taman Kemang Jaya, Tower A Lantai 8, Unit 1085, Kelurahan Bangka, Kec. 
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS 
64/VIII/A/BANGKA

                   94                    94 325.407.466

188 PRK-B001531
Apartemen Taman Kemang Jaya Tower A lt. 9 unit 1097, Jl. Kemang Selatan 8, Kel. 
Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS 
74/IX/A/BANGKA

            169,70             169,70 563.261.460

189 PRK-B001532
Apartemen Taman Kemang Jaya Tower A lt. 10 unit 1101, Jl. Kemang Selatan 8, Kel. 
Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Apartemen
SHMSRS 
76/X/A/BANGKA

            192,70             192,70 636.343.640

190 PRK-B001314
Apartemen Mitra Sunter, Jl. Yos Sudarso no. 89 blok C lt. 4 no. 4.05, Kel. Sunter Jaya, 
Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Apartemen
SHMSRS 
64/IV/A/SUNTER JAYA

                 124                  124 41.780.000



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-82t-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Auditedl

DAITAB ASET PROPEBTI EKS BPPN'EKS KEIOtAA]ll PT PPA IPEBSEBO}YAIUG DISERAHKEIOtAKAtU KEPADA LMATII

PER 31 DESEMBER 2lt!g

LAMPIRAN 25.G

SK No 020390 C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

191 PRK-B001319
Apartemen Kompleks Mitra Bahari, Jl. Pakin no. 1, unit A lantai V no. 14, Kel. Ancol, Kec. 
Penjaringan, Jakarta Utara

Apartemen
Covernote 
214/SMR/LG/XII/98

                      -                    69 82.300.000

192 PRK-B001760 Jalan Kebayoran Lama No. 16B, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Gedung
Covernote 
N/190/VI/Jkt/2000

                 122 160.206.980

193 PRK-B001944 Jl. Mangga Besar IX Blok D no. 74, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat Ruko SHGB 568, 895/TANGKI                    71                  319 422.000.000

194 PRK-B001945 Jl. Mangga Besar Raya no. 38CE, Kel. Taman Sari, Kec. Taman sari, Jakarta Barat Ruko SHGB 654/TAMANSARI                    67                  180 308.000.000

195 PRK-B001946 Jl. Mangga Besar Raya no. 38CF, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat Ruko SHGB 617/TAMANSARI                    68                  180 308.000.000

196 PRK-B002019
Komplek Green Garden Blok I-9 No.49, Taman Kedoya Barat Indah, Kel. Kedoya, Kec. 
Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Ruko
AJB 70/Kebon 
Jeruk/1995

                 138                  250 320.000.000

197 PRK-0019500 Jl. Pasar Glodok Selatan no. 4, Kel. Glodok, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat Ruko SHGB 1292/GLODOK                  576                       - 1.466.700.000

198 PRK-B001674_A
Jl. Kedoya Raya/Tomang Tol Blok A2 no. 16, RT 09/04, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon 
Jeruk, Jakarta Barat

Ruko
SHGB 1198/KEDOYA 
SELATAN

                 158                  158 438.000.000

199 PRK-B002152 Jl. Jelambar Baru no.3E, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat Ruko
SHGB 1240/JELAMBAR 
BARU

                   86                  151 277.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA

-822-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

DAFTAR ASET PBOPEBTI EKS BPPTU'EKS KETOTAAN PT PPA (PEBSEBO}YAIUG DISERAHKETOTAKAN KEPADA tMA]ll

PEB 31 DESEMBER 20I9

LAMPIRAN 25.G

SK No 020389 C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

200 PRK-B002967 Jl. Kali Besar Timur no.27 K, Kel. Pinangsia, Kec. Tamansari, Jakarta Barat Ruko SHM 68/PINANGSIA                    94                       - 165.664.063

201 PRK-C000200
Jl. Latumenten no. 19, Blok F no. 16-17, Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta 
Barat

Ruko SHGB 3823, 3824                  142                  494 246.200.000

202 PRK-B001926
JL. Utama II No. 3 (dh.KAMAL RAYA NO. 25), Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, 
Jakarta Barat

Ruko
SHGB 888/CENGKARENG 
BARAT

                 109                  180 1.325.160.000

203 PRK-B001967 Jl. Pinangsia Raya no.105, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat Ruko SHGB 1905/PINANGSIA                    54                       - 545.000.000

204 PRK-B001998 Jl.K.H Mas Mansyur no. 71 A, Kec. Tambora, Jakarta Barat Ruko AJB 375/Tambora/1990                  106                  228 227.292.111

205 PRK-B002034
Komp. Daan Mogot Arcadia Blok E no. 16 (d/h. Komplek Daan Mogot Center Blok E), Kec. 
Kalideres, Jakarta Barat

Ruko SHGB 1163/BATUCEPER                    64                       - 130.000.000

206 PRK-B001770
Komp. Ruko Jl. Kosambi Baru no. 1 E-F, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta 
Barat

Ruko
SHGB 1059, 2863, 
2862/DURI KOSAMBI

                      - 402.000.000

207 PRK-B001854 GG CENGKARENG BLOK-D (pasar Cengkareng Blok D) Ruko PPJB 159                    28 1.206.240.000
208 PRK-B001855 GG CENGKARENG BLOK-E  (pasar Cengkareng Blok E) Ruko PPJB 154                  198 5.383.800.000

209 PRK-B001860 GROGOL PERMAI A/17 Ruko
NA (TANDA TERIMA TGL. 
08/08/1995)

                   74 140.619.000



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

-823.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

DAFTAB ASET PROPERTI EKS BPPIUIEKS KEIOtAAtU PT PPA (PEBSERO}YAIUG DISEBAHKET(lTAKAN KEPADA tMAtll

PER 31 DESEMBER 201g

LAMPIRAN 25.G

SK No 020388 C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

210 PRK-B001948
Jl. Mangga Besar XIII no. 3 RT 019/05, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, 
Jakarta Pusat

Ruko
SHGB 1755, 
1754/MANGGA DUA 
SELATAN

                 287                  553 422.000.000

211 PRK-0018513
Jl. Letjen Soeprapto no. 29 K RT/RW 07/02, Kel. Harapan Mulia, Kec. Kemayoran, Jakarta 
Pusat

Ruko
SHGB 431/HARAPAN 
MULIA

                   61                  244 89.500.000

212 PRK-B001748 Jl. Lautze no. 44 A, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat Ruko SHGB 378/KARTINI                    92                  180 186.743.681
213 PRK-B001922 Jl. K H. Hasyim Ashari Blok D1 no. 9, Kel. Cideng, Kec. Gambir Ruko SHGB 1712/CIDENG                    75                  250 871.000.000

214 PRK-B001930 Jl. Kebon Jati no.18 Blok F no. 115 , Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat Ruko
PPJB 
051/PPJB/MCPW/VI/94

                   68 172.073.250

215 PRK-B002101 Ruko Tanah Abang Blok F No.111 A Ruko
PPJB 012/L-
MCPW/SPP/97

                      - 305.908.000

216 PRK-B002102 Ruko Tanah Abang Blok F No.111 B Ruko
Covernote 
033/MCPW/SP/X/97

                      - 305.908.000

217 PRK-0003038 Jl. RC. Veteran Kav. 11 RT/RW 02/01, Bintaro – Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan Ruko SHM 4144//BINTARO                  495                  765 414.996.113

218 PRK-B002007 Jl. Warung Buncit Raya no.10 C, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan Ruko SHM 1483/RAGUNAN                    81                       - 1.355.014.000
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LAMPIRAN 25.G

SK No 020387 C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

219 PRK-B001792
Jalan Sultan Hasanuddin no. 70, RT 001 RW 01, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan

Ruko SHGB 754/MELAWAI                  395                       - 1.583.000.000

220 PRK-B001871
Rukan Bintaro Jaya Sektor I Blok E No.14, Jalan Bintaro Utama, Kel. Pondok Pinang, Kec. 
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Ruko SHGB 932/BINTARO                    75                       - 204.800.000

221 PRK-B001732 Jl. RS. Fatmawati 26A, Jakarta Selatan Ruko
Covernote 
156/AD.JP/7/95

                   69 172.690.000

222 PRK-B001733 Jl. RS. Fatmawati 26H, Jakarta Selatan Ruko
Covernote 
157/AD.JP/7/95

                   66 129.300.000

223 PRK-B001884 Jl. Fatmawati no. 40X, Jakarta Selatan Ruko 633/IPB/1987                  229 413.276.567

224 PRK-B001636
JL. BALI MESTER RT.015 RW 01 KP. MELAYU, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara (Fakta 
Jl. Basuki Rachmat RT 002/02 No.8G), Jakarta Timur

Ruko

APH 10 (JUAL BELI 
BANGUNAN DAN 
PELEPASAN HAK ATAS 
TANAH)

                   75                  300 402.000.000

225 PRK-B001924
Jl. Kali Malang Raya Kav. PTB (Jl. Inspeksi Saluran Kalimalang Blok G 17/2), Kec. Duren 
Sawit, Jakarta Timur

Ruko AJB 277/Jatinegara/1996                    68                  188 88.800.000

226 PRK-B002052 Pertokoan Klender Blok B1 no. 7-8, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Ruko
11523/IMB (BLOK B1 NO. 
7)

                      - 200.000.000
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SK No 020386 C

TANAH BANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8

NO. NO. ASET LOKASI JENIS ASET NO. DOK
LUAS (M²)

NILAI

227 PRK-B001682 Jl. RE Martadinata Ancol no. 1 A, Kel. Ancol, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Ruko
SHGB 455/MANGGA DUA 
UTARA

                 122                  275 230.000.000

228 PRK-B001857 Pertokoan Grand Boutique blok C no.52, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Ruko PPJB 191                  170 159.600.000

229 PRK-B001952 Jl. Pluit Karang Timur Blok B VIII, Kav. 18 no.108, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Ruko
194 (JUAL BELI DAN 
PENYERAHAN HAK )

                 150 95.294.385

196.590.561.651TOTAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-826-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl
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LAMPIRAN 25.H

il0, ilunor Pdrr Prnitrrr Prngrlihn lltirt Prilrrr Stltrr ?anan!aiar P.'hrrl
Poriri l(tur Trrrlhir

Katraitai

385/Pdr.G/2000/PN.JKT.BA8 Pangadrl.n Nrgr( Jrke(r Banl
PT Rodral Eron drenggrp w,n prGst.sr untuk mmbryrr klwalrbannyaihuttnC k.ptdr Pl SBU yanC barasal

d.r l.sihtas Krrd( Rckcnrng Koran dan SPBII yeng samprr drngrn pu 30 Sapt.mbrr 2000 mlah brrluml,h

Proscs PK

Parkera drtanganr dr Tk PK

2 31 2'Pdt G/2003/PN.JKT.BAR Pcngadrlan Nagcn Jekerta Baret
Eksakusr lalan0 rtas srbldanC tan.h brflkut b.nCunrn ytno budm di attsnyr y.nC ttrlatrk dr Jrlrn
Crnokch 16 Kev.l 2 Jakarte [.lenq

Sampar saet rnr balum ada prno.lu.n PK

Ik. Krsasi Mrnano

3 39/Pdt.G/2009tPN.Jt(T PST Pan0rdrl.n Nrgon Jakarta Pusat
P.rmohon.n P.n?t.p.n kc.bsahan Ncreca Akhr Lrkurdasi (NAL) PT SBU {D[) pcr posrsr trnCgrl 24 M.r

2003 yang mrrupakan p.il.nggungi.waban Tm trkurdasr PT SBU.

Srmpar saat ini balum ada prngaluan PK

Tk. P.rt.me. Tk B.ndrn0, dao

Tk. Kasrsr Mrnrno

4 275lPdt G/2009/PN.JXT.BAR PanC.drlan Nrg.n Jakarta Barat

Prnycrahan Barang Jamrnan barupa Gcdung (antor yang tarlttek dr Jl.K.H.Wrhid Hasyrm N0.65, Jalarta

Pus.t d.n Jl.Trang B.ndrra No.15, Jekarta Barat ohh TL PT SBU kcpada DJKN yanC k.mdren drlcl.ng ohlr

Badan Urusan Prutano dan Ltlanq Nroarr

Satrpar saat rnr trdek ada ptnga;uan Kasasr

Tk. Pailema dan Tk. Bandrng,

Manano

5 32ilPdr G/2009/PN.MDN Prngadrlen Nrgrn Mcdan
TungCak.n br.ye m.rntcnancc, Istrik dan braya.br.y. lain 0lch TL PT SBU{DL) trrhrdap PT Aksara Jrya

lndah

Prosts Kasasr

Tk. Put.ma dan Tk. Bandrnq Kalah

6 442/Pdr Gi2009iPN.JKT.BA8 Pongadrlan Nr0cn Jek.rtr Barat
Prosas [clang yang akan drlaksan.kan 3tas s.brdang Trnah HGB saluas 269m2 yang tcrlctek dr Kac.

P.lmrrh, Jak.rta B.r.t yang mn,.dr Jamrnen .tas Unlam.n Alb.rt Kongoasa pada PI SBU

Proses Kasasr

Ik. Pcrtrma den Tk. Bandrng Mrneng

7 483'Pdr G/201 0/PN.Jkt.Psl. Panoadrlan NoCcn Jskr(r Pusat
I (Srtu) brdrng tan.h bcakut b.noun.nny. yrng t.rl.trk dr J.hn Jthmhrr Brru Blok A lX No. 223 RT

000/BW. 09. Kclur.h.n Jrlatrtar, K.c. Grog0l P.lamburan, Jakart. Barat

Tk. PX Kelah

Baru drtanCanr dr Tk PK

I 530lPdt G/201 0/PN.Jkt.Psl. Pcngadrlan Ncgcri Jrktrta Pusat
Sabdrng trnrh Hrk Mrlik No. 946, yrng tcrl.trk dr DKI J.kart., Jekiltl Srlrt.n, K.c.mrt.n Mrmpang

Prapatan, Kclurahan P.la, scluas 384 M2, Gamber Srtuasi No.3124911982 trnogal I Frbru.fl l982
Gugrt.n Drc.but sEl-EsAt

I I l7'Pdr.0/2011/PN Jkr Bar Pcngadrlen Ncgcfl Jakart. B.rt SHM N0.228/Krlapa Dur, $luas 251 M2, Gambar Siluasr No. 5375/1990 trnggal 20 Novrmbar 1990,

Krlu[hrn Krhpr Dur, Kccrrmttn Kabon Jcruk Jakarlt Baret

Pada Trngkat Bandrng gug.tan Drcabut

S.suar Akt. Prnc.butan BandrnC

No. 01/Srt.Pdt/20'lliPN,Jkt.Bar. tanooal 31 Mar 2011

SEI.ESAI

10 443/Pdt.G/20l0iPN Bks. Pcngrdrlan Nagen Bokesr
I.rkart prndrng (cm dalam ProCram Panlual.n Asrt Proprrtr 6 {PPAP 6} d:ngan Nomor Asrl adalah

820044, t.n.h srlu.s 389.719 M2
Gugrtrn Dic.but SETESAI

SK No 020385 C
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LAMPIRAN 25.H

[Io. lIilor Parhra Prritrrr Pmgrilhn Obirl Pr*ur Strtur Prrrrgurn Puhrrl
Posisi l(rsus frrrlhir l(rtrnr;rn

03iPdt.G/20r 1/PN-LP Prngedrlen Ncgrri l-ubuk Prkam

Ada 6 {rnam) obpk taneh dr K.camaten Tenpng Morrwa, K:bupatrn Da[ Ssrdang Sumrtcn Uler.
.SHM No. 9i0.sa Trgal Sar srluas 2.394 M2,

oSHM No. 13/0rsr Tagrl Srn srlurs 20.590 M2,

.SHM No.8l0.sr T.gal Saa s.lues 3.t95 M2;

.SHM No loiorsr Trgal Sar srlurs 1.699 M2,

.SHM N0. 1 1/0.s. Tlg.l Setr s.luas 6.259 M2,

oSHM No. 12lDrsr Trgal Srn scluas 2.337 M2

Putusan Krsasr
Manohk prrmohonan krsrsr dar Pcmohon Krsasr BUDI

SuY0N0 tcrs.but

12 26/Pdr.G/20r r/PN.M0N Pangadilan Nrgcr Madan Tanah seluas 60.000M2 (cks. Jamrnan prutang Nrgara PT. SBU)
ProsGs PX

Tk. Pcrtama Mcnano. Tk. Brndrno dan Tk. Kasasr Kalah

13 238i Pdr.G/201 1 /PN.JKT.SET

Asrt lks EDL PT Brnl Kosrgrrhr buupr srbrd.nC t.n.h s.lu.s 2205 M2 y.nC trrl.lrk dr Dcsa Kuncran,

KGc.matrn Prf,ang ldlh krcemet.n Crpondoh) Proprnsr Bantcn (d/h. Proprnsr Jrwr Barrt) SHM N0.1832 yan!

sral rnr sudah brrada dalam panguasern Kemcntaflen Kruangan.

SrrFar sr.t rnr bllum adr pcngaluan Krsrsr

Tk. Partema d.n Tk. Bandrng Mcnang

14 l33iPdt.Gi2013/PN JKT.PST Pangadrlan Nagcfl Jek.rta Pusrt PGlcl.ng.n atas SHGB No 2591/Pasar baru dan SHGB No 2590/Pesar Baru ohh PUPN
Putus Brndrng (Srsuel SIPP, rrh.s bclum drlrnma)

Tk- Pilt.ma Mr[ano

15 64/Pdt G/201 llPN Jkt.S.l PanCadrlan Ncgcir JekeIta Srlat.n

. S.rtrfik.t 0.p0srt0 N0. CB 05391 lrrt.nCgal 22 Novrmb.r 2004 yeng latuh tampo peda t.nogal 2

Janurn 2005 sclumhh Rp. 500.000.000,- (lm. rrtus tutr rupnh),
. S.rtifiket D.posrto No. CB 05392 t.rtengoal 22 Novrmblr 2004 y.ng,atuh trmp0 pada trnggal 3

Jenuan 2005 sa;umlah Rp. 500 000 000,-([m. r.lus lut. rupr.h)

Toteltuml.h Srrtrftk.t Drposrt0 y.ng dimiliki PcngCuo.t sctanyak 2 (dua) l.mbar Slrtilrk.t D.posrto

sctuml.h 1 000.000 000,.{srtu milyar ruprah).

Putusen (rsasr

Mrnolak pcrmohonan kasrsr dan Pemohon Kasasr I

BANK

INDANESIA, II. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBTIK

IN0ANESIA, Per. Pcmoh0n Kasesr lll 1 PT Gl-0BAt

INTERNASI0NAt, Tbk., (Dalrm trkurdrsr) drn 2.

SURY()

trrs.but

l6 83/Pdt.G/201 1'PN.Jkr.Srl. Pcngedrlan NcgGn Jakarta Scletan

(*). S.rtprket orposrro No. SD BB 000198 rcrtanggrl 25 Okt 20M yg tatuh t.mpo p,dr tgl. 25 Nov 2004

sclumlah Rp. 100.000.000,. lsrretus ;ula ruprah).

(.). S.rrrprkat 0cp0srt0 No. SD BB 000199 trtencoal 25 0kt 2004 yg tatuh r.mpo p.da rcl. 25 Nov 2004

sclumhh Rp. 100.000.000,. (srratus tutr ruprah).

Putusrn BendrnC

Manguetk.n Putusan P.nCadilan Nrgrri Jrkarta Srl.tan N0mr

63/Pdt.Gi 201 1i

PN.Jkt.Sal., tangg.l 09 Fabrurn 201 2 yrng dmohonkan

b.ndin0 tcrs.but

Putusan PN

Mrngabulkan Cugatan P.ra Panggugel untuk scba0ran

SK No 020384C

P.ngadrlen Nr0cfl Jekartr Saletan
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LAMPIRAN 25.H

llo. tcnor Prrlm Prnit r. P.ilrail.tr obi.t P.rt.r. Strlu Pmmpmr ?rhrrl
Poriti Krrrs Torrlhir

l(.tarargtB

t7 146/Pdt.G/201 1/PN.Jh.s.l. P.ICrdrl.n N.C.n J.k.rtr Scl.t.n
('). SHGB No. 730/Prnangsa Jakltr Brrrt sclurs 162 M2, SHGB No. 266/M:nggr Our Utrrr sclurs 1.268

M2
Putus.n PN

Manyrtaken gugelen Per. PrnoguCat trdak dap.l

drtcfl ma (Nrrt ontvrnkaliikr

vrrklla:rd)

18 344lPdt.G/201 1/PN.Jkt.Brr. Pang.drlan Nagrn Jekerta B.ret

(.) SHGB No.674lDrsa Suntrr Agung, Gambar Snuasr No. 1674/1987 lCl.31 Aeustus 1987 srluas 90 M2,

l.) SHGB N0. 3578/Drs. Sunt.r ACUnC G.mbrr Sitursr No. 33011991 srlurs 343 M2, (.) SHGB No.

6709/Dcsa Suntar Agung Gambar Srtursr No. 397211994 scluas 87 M2. (.) SHM No. 789/Drsa Trgal Alur,

Gambar Snuasi N0.5393/1993, (') SHM N0.952/0csr Tagal Alur Gamb.r Srluasr N0. 8205/1SS4

Putusen (asesr Mgnolak prrmohonan krsrsi dar Pcmohon Kasasr Ny

Tlen ACnas Rum.nauw, trrsGbut

't9 240tPdt.G/201 1 /PN.Jtt.Srl Pangadrhn Nrgrn Jalarta Srlatan

As.t bcrupa teneh scluas 6.788.059 M2 yg trrht.k dr Prop. Jawa B.rat,N3b. B0g0r, K?c Crmanggrs,Oasa

T.p0s, Crl.nokep, Sukamlu Baru, Lw. NanggunC, Jatrla,.r, Crnpasaum dan sukatanr yg drk.lola untuk

krCratan plmbangunan p!rumehrn dan lapangan goll dang.n EMERALDA drsrbut Proyrk Emrralda

Putusrn Prnrn;auan KcmbaI

[Ian0abulkan parmohonrn pcnrqauan krmDalr dan Para

PGmohon

Prnrn;auen KambrI I 1. PT BANK INTERNASI0NAt

INDONESIA, TbT.,

2 PT BANK CIMB Nr.ga d.hulu PT PT BANK l-lPPo,

Tbk , Pcmohon

Panrnlauan KambaI ll PT KARABHA DIGDAYA dan

Pamohon Pcnrn;auan

KrmbaI lll PEMERINTAH REPUBLIK IND0NESIA cq

DEPARTEMEN
(FlllNGlN nFpllRl ll{ lNnnNFSlA t.r(.h,,r

20 72lPdt.Gi201 llPN.Mks- Prngrdrhn Ncgcn Mrkrssrr
Songkrte krcdrt drngrn I {srmbilan} BPXB mobrl dan 1 1 Scrtdrkat Hak Mrhl yang drlamrnkan kc PT Bank

Prrnragaan Cabang Sunggumrnrsa
Putusan Kasesr

Mrnolek pcrmohonan kasas dar para Pamohon Kasasr

l. H SUDIBMAN BIN H. N0NGKO, dan 2

Ht. MURNI tcrsrbul,

21 237,Pdt.G/201 1 /PN.Jkt.Srl P.ng.dil.n Nrg.n J.karte S.l,trn
SHGB No 136/Ciptt. Utrra, Gambrr Sitursr N0.478/3255/1975, lu.s 709 M2, trrcrtr an. Ny. Evr Husna

lukman, srfrrrrng HGB N0.284i0rprtr Utarr, G.mb.r Situ.si No. 3607/1990, tgl.29 Jrnuan 1990,

t.rl.trk dr Jl- Tmrn Brrwravr lllil36. Xrhrvoran Beru. J.k.S.l.

Putus.n Trn0krt PN Mrnyat.kan Cug.tan PangCugat Nabrs ln ldcm

22 238lPdt.G/201 1 /PN.0ps Pangadilrn Negrn 0anpasar
5 Unit vrlle yC tsil.tak dr Jl. Slaswatr lll No. 9, K.l. S.mrnyek, Krc. Kuta, Kab. Bedung, SHM No.

7442/Kuta, salurs 1.520 M2, Surrt Ukur Nomor 31411999
Putusan Kasesr

Mrnolak p]mohonan K.srsr d3r Prmohon Kasasr [AW

TZE SENG {WlLtlAMl- trrs.but

23 255,Pdt.G1201 1/PN ops Pcng.drl.n Nagrn Danpasar SHM No.259slD.s3 Ecnoa dan SHM No.2334lD.se Brno. tcrl.trk dr Krl. Brnor, Kab Badung, Prop. Balr Putusan PN Manyatak.n guo.t.n PrngCu0.t trdek drp.t d(sflma

SK No 020383 C
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LAMPIRAN 25.H

l{o, l{mor Prrlrrr ?mitrn Pogrfihr oli.t ?.rl.r. Strtrr Purnglrrr Prlrrrl
Poriri l*ur Trrethir

l(rtl[grn

24 236tPdr G/201 liPN.Jlr.Pst. P.nCadilan N.0.il Jekarta Pus.t

Tanah dan bangunan yg tcrlrtak dr Jl. K.lapa Puan Tittrur Vl Blok NB-7 No. 22 Rt. 006/Rw. 012, Krl.

Prgangsaan Dur, (rc. Krlapa Grdrng, Jakrrta Utara SHGB No. 1913 dcngan Surat tlkur N0.334 tahun

1 987

Putusan (asasr

Manolrk ptrmohonrn krsrsr dafl Pamohon Kasasr

IIG0R BARIGIN SIAHAAN B AP Salalu suami dar

HERMIEN B.BUDOY0,dr lantutken 0loh ahh w.trsnye

RICHARD P.H.SIAHAAN rrscbut

25 236/Pdt.G/201 liPN.Dps. PrnCadrl,n NaCcfl Danp.srr

'. SHM No 4841, t.rlrt.k dr Kll Kut., Krc Kute, Keb D.tr Tk. ll B.dung, Prop o.tr I Beft, getrtar srtu.sr

t.rtangg.l I 1 Juh 1995 No. '1762/1995, Lurs 2 400 m2 .n. M..nr.r
Banny Sutrdla, '. Scbrdang teneh s.wa srluas I 966 m2, milk I [3nlrr, dkk s.brdanC trnah hal mrlk Prprl

N0 67,P.rsrlNomor 54r,Krl.slll,Luass.luruhnyaNo,llS,Kal.Kuta,Kac.Kuta,Kab.D.trTk.ll
Brdung, Prop. 0rtr Tk I Br[, bcrdrsrrk3n Akte Scwe Mcnyrwa Tanah No. 206 trrlanggal 3'l Jrnuan 1990

Mrny.trlan Gug.t.n P.ngCugat Trdak D.pat o(rnme

0lah karcna prhak Panggug.t Trd.k Brndrng ales

putusen yang mrngalahkannya, maka putusannya

mrnledr rn krachl.

SELESAI

26 349lPdt.Gi20't liPN.Sby. Prngadrlan Negcn Surebayr

Sabrdang lanrh bonkul brngunan drat.snya scbaoarmrna Erurar dalam '. SHM No. 353, lurs

930m2,Oamb:rSrtursNo.l896/1994tC|.26Mer1994,'.SHMNo 354,luas3Tlm2,GrmbarSrtuasr

No 2032/l994tgl.l3Junrl994kcduanyaurlctakdrProprnsrJawaTmur,Kabup.t.nGr.srk,Kec.mrl.n
Grasrk, dasa Tlogopatul srtcmpat drkrnal scbagar Jalan Dr. Sutom No. I 16 Gresrk, sclrnlilnya drsabut

"0bvrk sanokat.".

Prosas TrnCkat Kasasr

27 I 66t/Pdt.G1201 1 lPN.Jkr.S.l. P.ngrdrlrn N.gar Jrk.rt. Srlatrn

SHGB No. 1 H|POT|K PERTAMA. sabasar Rp.850.000.000,.SHGB N0.2 HlP0TlK PERTAMA scbrsar

Rp. 1.850 000.000 . HlPoTlK KEoUA . srbcsar Rp. 504.221.800, .SHGB No. 4 HlPoTlK PERTAMA

s.bcs.r Rp. 5 321.052.000 (schrngC. tumlah totrl kls.luruhan hipotik yeitu Rp 8.750.000 000

Putusrn Kasasr Mrnolak permohonrn l.sa$ dan Pcngguoat

28 464/Pdt.Gl201'l/PN Dps Pangadilan Nagan Danpaser

Trnah srluas 5.500 M2 d.ngan N0. SHM 312 yc t.rhtek dr Subek Besengk.s., Dcsa Kilobokan K.lod,

K.c.matan Kuta Utara, Krbupatrn Badung, Proprnsr Bal,

Tanah selurs 5.400 M2 dcngan No. SHM 2388 yC t.rlitak dr Subak Brsangkasa. Dcsa Kcrobokan Kalod,

Kecrmat.n (ulr Utrrr- Krbuoatrn Baduno. Proornsr Bali

Putusrn Kasasr
Manolaft parm0honan kasasr dan Pcmohon (asasr

SURAHMAN t.rstbut

SK No 020382C
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to. lllmor Prrlrrt ?rnhrlr ?rngrdlhn 0bjrt ?rrhn Srtrr Pan.n!lnil Pxlarrl
Posiri Ktu: Trrrlhir

X.lsait i

29 32/Pdt G/201 I IPN B9r. Prngadrlan Nagrri Bogor

SHM No. 840/Crbuluh srlurs 3.650 M2 yg tuht.k dr Proprnsr Jawa Barat, Kab. Bogor, Kcc. Krdung

H.lanC, Dcsa Crbuluh, Camb.r srtursi t91.20.7'1904. N0.0680i 1981, Scrtrfik.t t91.26.7.1994,

SHM No. 847/Crbuluh s.luas 'l 000 M2 yg lcrlctrl di Pr0prnsr Jewe Barat, Kab. 8ogor, Kcc. Kcdung

Helang,ocsa Crbuluh, g.mbar sfuasr tgl. 18-4.1981. No. 8/1978, SG(rtk.t tgl. 13.10.1994,

SHM No. 850/Crbuluh s.lurs 2.01 5 M2 yg t.rlrtrk dr Proprnsr J.wa Barat, Kab. Bogor, Krc. Krdung

HrlenC, D.sr Crbuluh, g.mber srtuasi tgl. 'l 1.8'l 98 l, No. 
'l 

0374,1 98 1, S.rtf*rt t0l. I 3.1 0.1 994,

SHM No. 694i Prbrton s.luas 850 M2 yg t.rlctak dr Proprnsr Jaw. Barat, (ab Bogor, Kac K0tr K.hr ((ota

B0g0r Utar.), Krl. P.baton, Surlt Ukur t.rlanggal 3.12.1974 No. 371/1974, S.rtrrrk.t tgl.4-12 1974,

SHM No. 740/Crbuluh s.lu.s 6.710 M2 yg lcrlctak dr Proprnsr Jaw: Brrat, Kab. Bogor, Krc. Krdung

Hrlang,0csa Crbuluh, gmber srtuasr tgl.9.2-1988, No 422411988, Scrtrfrk.t tgl 27.4.1998,

Putusrn Kasasr

Mrnolak prrmohonrn kasasr dan PEmohon Kasasr CV.

DEtIMA JAYA drwakrli olrh WIYANTA (Dtrrktur) dan

EVY (Prrsrro (omandrtrr), tGrscbut

30 338i Pdt.G/201 l/PN.Jkt.Pst. PrnCadrl.n Nrgrr J3k.rta Pus.t
Asct N.Car. brrup. trnrh srlurs 384 m2 SHM No 946 yg trrl.t.k dr Jdrn Brngka lX No. 62 Jakart,

Srlatan
Putusan Kesasr

Mrnolak parmohonrn krs:sr darr pamohon krsasr Drs-

TAMSIL LUBIS brscbut

31 338lPdt.Gi201 1/PN Bds. Pangadrlan NcCcfl Bandung

'). SHM No. 3228 (drhulu No. 2095)lKrlurrhrn Kopo drngrn luts trn.h scbrsrr 53 m2 d.n, SHM N0.

2841/(rlurahan Kopo d.ng.n luas tan.h sb.sar 362 m2. '). SHM No.2774,Krlur.h.n K0p0 dangan luas

t.n.h s.b.sar 68 m2; SHM No. 2775/(alurahan Kopo d.ngan lu.s t.nrh scbrsar 1 503 m2.

Gugat.n Dicabut SETESAI

32 1o8tPdt.Gt201 1/PN BB Prng:drlan Ncgcri Balc Bandung

1. SHM No. 3tl4/Suktmju, Grntrr Srtuasr tgl 23-6-1994 No. 0342/1994, luts 2.130 M2, trrlrtak dr

Propinsi Jawr 8arat, (abup.tu Bandung, K.camatan M.talaya, [)cst Sukama;u

2. SHM N0.345/Sukemtu, Gantar Srturs rgl 23.6.1994 No 6369/1994, luas 3 500 M2, t.datak dr

Pr0pinsi Jawr Brr.t, K.bupatan B.ndunC, Krc.malan M.talayr, Das. Sukamrlu

3. SHM No. 348/5ukrmlu, Gan$u Srtursi tgl 23'6-1994 No. 6373/1994, lurs 4 770 M2, trrlrttk dr

Propinsr Jaw. Bar.t, K.bup.ttn Bandun0, K.c.m.ten M.lalay., Dasa Sukamalu

4. SHM No. 259isuk:m.tu, 6.mb.r Srrurs tgl 1 1.2.199'l No. 665/1991, lu.s 3 1 10 M2, tcrl.t.k dr

ProornsrJawt Barat- Krbuoaten Brndun0- Kacrmtrn Mrrlrv!. Dtsr Suhmru

Proscs Kasasr

33 4031Pdr.01201 1 /PN.Jkt.Srl_ PcnCadrl.n Nr0cfl Jekarta 56l.t.n
SHM No 427 rtrs nrma Anwrdr Mrnsur scluls 486 M2, J.l.n PGt.lcn Rryr Rt. 003 Rw 002 No. 48

Krlurahan Jatrsrdano, Kac.m.tan Pasar Mrn00u Jal.rta Sclet.n

Putusan PN

M!nvrtakan 0u0rten Prn0ouoat trdek de0.t drtGnmr

P.nCgugrt trdrk mng.lukrn brndrng

SEI.ESAI
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LAMPIRAN 25.H

il0. ilomor Perlrrr Prih.rr P.ngrdil.tr 0bjrt hilrn Slltrt Pa[rn!lnrn P.Ila]r,
Porisi Kgur Tcrrthir

l(rtrnrgl

34 56/Pdr Gi201 r/PN.PTK Pcng:drhn Ncgcri Pontnnak

S.bdang tenah till.tak il GanC B.lse Rt/Rw. 04lX Xrlurahrn Drrrt Srkrp Xrc. Pontranal k0ta Ponti.nak

srluas + 760 M2, l-abrr + 17,5 M, P3nlang + 44 M, d.n batasrnnyr adahh scb.l.h brrat d.ngan tanah

Srrmun, s!b.hh lrmur dlngen tanah Suktr, srbrlah ular. d.nCrn teneh Sy:nl Aman, scbclah srlalrn dcngri

leneh Sard/Am3t. oan trrhadap tenah tlrsabut tclrh drscrtrprkelkan dang.n buktr SHM No. 1 009. Surat

ukur No. 7248 t.hun 1983 t.rcrtrt at.s nam. S0EKEMI BIN SANMtIKIMIN yang drtarbrtkan olch Kapala

K.ntor Prrtrn.han PontnnaftiTurut Ttr0u0at ll

Gugatan 0rcabut sEt-EsAt

35 387/Pdt.G/201 liPN Jkr.Ut. Prngedrlen Nagrri Jakalta l.itar.
Srbrd.ng tanrh d.n brngunrn yC t.rlctrk dr Jrlan Suntcr Agung Utrrr Rayr Blok A No. 33, 34 (Trrprk

Mukrl dan Jalan Suntar Agung Utara Blok A - 36 0 No 1 5 flampak B.l.kan0) Jakarte [Jtara
Putus.n Kasasi

Mrnolrk prrmohonrn krs.sr dafl Prmohon Kasasr Ny,

L0RETTE v. PELEAI,U tcrs.but

36 34/Pdt G/201 1/PN.Knlsmn Pcngrdrlan Nagen Krrksun

SHM No. 1569 Gambar Situ:sr 896/'1987. scluas '10.600 m2 (Srpuluh ilbu cnam r.tus trEtfi pcrscgr) yg

tarbtak di Dase Kcrobokrn, Kcc.matan Kutr,0atr ll Badung, Bafi atau yg bresal dari Prprl No. 1881, Ptrsrl

No 263, Kclas lll, selues l,060 ha urhtak dr Dcsa Krrobokan No ll6, Kocametan Kut.,0rtr ll Bedung,

B.[.

Gug3t.n Drcabut SEI.ESAI

31 473lPdt.G/201 l/PN.Bdg. Prngrdilrn Nrgcr Brndung
SHM. N0.929/Turangg. Gambar Situasr t.rtengC.l 26 D.scmh.r 1992 Nomor '10362/1992 sclurs 2.605

m2 lrrcatat atas nam. Moch.md B.sefl satamprt drkanal dlnCan Jalan Buah Batu Nomor 161 Bandung

Putus.n PN.

M:ng:bulkan gugatan P.ngguCat untul s.b.gr3n.

mmbalk nama SHM

SEI,ESAI

38 451 IPdr.G/201 1 /PN.Jkr.Pst Pan0rdrhn N.g.n Jak.rta Pusat

(-) SHM N0.3228 (dahulu N0.2095) Krlutahan Kopo dg lurs tanah srbrsrr 53 m2 dan, SHM No.

2841/Krlurahan(opodglurstrn.hs.blsar362m2 (')SHMNo.2774l(rlurrhrnKopod0lu.strn.h

s.b.sar 68 m2 d.n SHM No. 27751(alurahan Kopo dg luas tanah srb.sar I 503 m2.

Gugatrn Drcabut sEr.EsAr

39 455/Pdr G/20't l/PN.Jkt.Srt. Pcngadrlan Nagcn J:karta Sclrtan
Srbrdang tanrh dangrn luas 2970 m2 yg l.rl.t.k di (ampung 8eb.k.n Krc.mrtrn J.grk.rsa, Jakarta

S.ltten dcngan SxtrDrkat H.k Mdrk N0. 137/Jrorkarsr rtls ntmr Anoalna Suvtnto
Putusan Xasasr Mcnolak prrmohonan kas.sr d.n Panggugat
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lIo. lllmor Prrlrrr Prnitrrr Pcngrdihn 0bjrt Prrtrrr
Stats ?anrnlatrtl ?arhrd

Posiri lbsur Trrr*hir
ftt.Iargor

40 582lPdt.G/201 1/PN.Jkt.Scr P.nCadrlan NcCcri Jakarta Srlrtan

S.brd.ng tan.h dC H.k Guna BanCunan Nomor' 280 srlurs + 1.250 M2, Gambrr Siluasr t.nCgrl l2
Agustusl993Nomor 300Sil993Drs.K.r.tKunrng.nKtc.matenS.lr.budrJ.karhSrlat.n(s.l.mpatdr
k.nellelanGlnt.nCHrlruNomor;80Rt.001i07)p.mgrnghrktudaltrrrtrsnrma tIEIJUNNI0(UE
SoK TJIN) . oEY KoK TIoNG - oEY KoK HoEN-OEY K()K SENG dan OEY S|OE LlE, srrta srbrdang tanah

Hek Guna Bangunan Nomr ' 281/Karrt (uningan saluas 0 - 828 M2, Gambrr Srtua$ t.nggal l2 Agustus

1 993 Nomr 300911 993 Drsr Krnt Kunrngan l(rcrmrrn Sltrtbudr Jrkrrtr S.l.lan (srlamprl drlcnel

galanGrntcngHrlauNomor 80Rt.01'l/07)pmuganghaktrrdaltarat.snema LIETJUNNIO(l-lESOK

TJIN) . OEY KOK TI0NG . OEY K()K H0EN . OEY KOK SENG dan OEY Sl0E LlE

Putusen Kasasr

Mcn0lak plrmohonrn kastsr dan Parr Pcmoh0n Kasasr

' 1.Ocy Kok Sang,2 Ory Kok Trong,3 lra T;un Nro al

l-io Sok Tlrn rl Faftcra Wrirn.te, 4. 00y K0k Hoen .l
Mufiawan Wmrnata, 5 ory Sorr lrr lrrsrbut,

41 759/Pdr G/201 1/PN.Jkt Brt. P?nCadrlen Nrgrn Jakarla Bar.t
Srbid.nC t.n.h d.n brngun.n yg brnbm.t dr Jrl.n Pelm R.ya No. 440, Rt/Rw 006i 007 Kcl oun Kcpr,

Kcc. Krbon Jaruk, Jakana Barat, SHGB Nomor 1 085
Pulusan Eandrng

Manyrtrkrn prrmoh0nan bandrng drrr kuasa hukum

PambandrnC srmula Panggugat trdak dapat drtrnma

42 780'Pdr. G/20 r 
't 

/PN.Jkr. Brl Pangrdrlrn NaCcri J.karta Barrt
Srbrdano t.nah dan bangunan yg barrlrmet dr Jahn TB. Srmrtuprng N0. 8 J.k.rta Srlet3n, SHM N0.

1 1 32/Crlrnd.k Barat srlues 2.21 0 M2 vo hrcrlal ates nrru B. A. Vrn 0rr (olk Putus.n PN
Mrnyatakan guCat.n PrnCgugat trdak dapet drt.ama

{Nrrt 0nvrnkrIik Vrrklrard)

43 73/Pdt. G/20 I 2,PN.Jkt.Pst. Pcngadrlan Ncgrri Jakarta Pusat
Tenah dan b.ngun.n y.ng blnlamrt dr Trmrn Grn lokr Srktor lV.5 Blok G No. 7, Tan0rrrng, Brntm, yrng

blrdr dr .tas t.nah d.ngan alas hak berupa SHoB No. I 148 d.n No. 1487 rn. Jcnny lrwan

Pulusan Erndrng

M.nou.tk.n putusrn P.nCrdil.n Nrg.(Jrk.rtaPusrt,Nomor

: 731 PDT.Gi20l2lPN.JKT.PST. tanCC.l 19 Nop.mbcl 2012

Putus.n PN

Mcn0lak gugatan prngguCrt untuk s.luruhnya.

4 129lPdt.GI2012/PN.Bks. Ptngrdrhn NaC.ri B.k$r

Tanah drn bangunan brrupa rumah tmggel yrng tcrlatak dr KorTlaks Prrumahan Tem.n Brvcrly 2 l-rppo

Crkarang $trmp.t dik.nel sobagar Jahn Prhm Putcfl 07 N0. 01 1, RTi RW. 0011010, Drsa Crbatu,

Kcclmrtrn Lrmahrban0, K.bupatan hk.sr, J.wa Barat, srluas + 252 m2, bardasrrkrn SH0B Nomor

3094/C,balu, Krcamrlrn Irmahahang, Kabupatan B.kasr, Proprnsr J.we Baral tGrb( l.ngCal 19.1'1.'1996,

Gembar Srtursl N0. 1082/1996 27.05.1996 tcrcatat an. Gunawan Susrlo

Putustn Prnrnlautn Kambalr

Mrnohk pumohonan Penin;auan KembaI dan Pamohon

Pcnrnrauan Krmbal Ny. CINDE[FlA GLORITY tarsrbut

SETESAI

45 109/Pdl Plw/2012/PN Sby. Pcngadrlan Ncgcn Surabryr
S.brdang l.nah stlu.s 37 300 m2 tcrhtrk dr Krlurrhrn Romokalsarr, Kccemrten Trndcs, Kote Sur.bayr,

SHM No. 2l(rl Trndrs.n Sold.rsono Ongkowidjoyo

Putus.n Bendrng,

M.nCu.lkrn putus.n Pcngadrlan Ncgcrr Surab:ya tanggal 29

Agustus 2012 Nomor 109/Pdt. Plw/20121PN. Sby, yrng

dmohonk.n bendrtrg tcrsabut dratas.

Putusrn PN

Manohk Gugalan Palawen untuk s.luruhnyr.

SK No 020319C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

-833-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPIU'EKS. PPA'EKS. BDt YANG DITATUGANI OTEH BIBO ADVOKASI
(dh. BIBO BANTUAil HUKUMI SEKRETARIAT JETTIDEBAT

LAMPIRAN 25.H

I{0. ilmror Prllrrr Prnitur Prngrlihn 0bit Prrlur
Sutra Parr[tal.i Parla]a,

Torid frru. T.r.thh
f,:trrrngu

46 16SiPdt.0/2012/PN Bks Pangadrlen N:grn Brkasr

Brhwr P.nggug.t ad.lah Dmktur Ut.mr s.kaftgus prmgrng srh:m PT. ALBARAYA SEGARA UTAMA.t.u

patri[k atas 14.250 hrlar sahrm s.drngkrn TarguCrt lll adahh 0[!ktur s.krICus p.mr[k rtrs 750 hrlar

sahem

PT. ALBARAYA SEGARA UTAMA adrlah ormrlik s.h rt.s t.nah.tenrh s.lues 200.147 m2.

Proscs Kasasr

41 3'l 7/Pdr.G/201 2/PN.Jkl Pst. Prng.dil.n N.grn Jakarla Puset

LSHGB No. l/C.nngm srlurs 175.783 m2 rn. PT. K.ncen. Smar S.mrsl.,
2 SHGB N0.3/C.mgrn s.lurs 2 270 m2 an PT. Kcnc.na Srnrr S.mstr;
3 SHGB No. 4/Caringin scluas 675 m2 an. PT K.nc.na Sinil S.msta,
4.SHGB No. S/Canngrn sclurs 10.330 m2 rn. PT. Kcncana Srnar S.msta,

5.SHGB N0 o/Crilngrn srlurs 2.050 m2.n. PT. Kcncrnr Srnrr Scmstr,
SHGB Nn 2T0lAdrwarnr srluas 'l 78 m2 an PT lnlr Strmh.r T2t.oreha

Putus.n PK

1. Mangrbulkrn permohonan penrn;tuan kcmbrI dan Pcmohon

Pcnrntauan (Gmb.h . 1. Krtur PIJPN Cabang DKI Jek.rta, dan

2. Mrnkcu Rl, tarsabut,

2. Mrmbat.lkan Putus.n Mahkrmrh Acung Bl N0. 95

K/Pdt120l4 Tanooel 26 Junr 2014

INKRACT SEI.ESAI

48 25i Gi 2t) 1 2IPTUN.JKT Pcngadrlan Trta Usrha Ncgara Jakrrta

Sur.t Kcputusrn Mrntur X:uangan Rrpublk lndonosrr Nomor 205/KM.6i 20'l 1 tcrtanggal I 3 0.srmbcr

201'l tcntrng Prnrlapan Prnmgehrn Brpcrgrrn Kc Luar Wrlayrh RcpubIk lndoncsrr Tcrhadap Eks.

Prmgang Saham Bank Pulrra Multrkarse 0rlam Rrngka P:ngurusrn Pruleng Nagara

Prosas Kasasi

49 385/Pdt. Gl20 1 2/PN.Sby. Pangadrlan Nrgrn Surabaya

'l.SHM No. 1236/Drsr Sidomuly0, luas 237 m2 sct.mpat dft.nal dcnoan tanah rumah an. Nafik,

2 SHM N0 92/Drs. Srmambung, lurs 751 m2, Dlse Srm.mbun0, Krc Gadangrn, Krb. Sidoarlo an

Sort*no;

3.SHM No. 15410:sr Srmertung, luas 799 m2, Dasa Scmambung, Kcc. Gadangan, Kab. Srdor4o rn.

Sortrkno

4.Jil.h srw. k0lrmrdyr Surabaya, lurs 169 m2,0:sr Sammtung, Kcc. Gcdangan, Kab. Srdor4o rn

Soatrkno,

5.Tanrh Ergcndom Varpondrng No. 1 7640 dan I 751 5, luas 90 m2

Putusan PN Msny.takan Gugatan Pcnggugat trd.k dapat drtrrma.

50 I 83/Pdt.G/20 1 2/PN.Jkt. Psr Prngadrl.n NrCcn Jakerta Pusrt
Trnah Adat Parsrl 55e, S.ll. scluas kurang ltbih 43 590 m2 Krlur.hrn Duil Krpr, sckmng bcrntma

Kclurahen Duri Krpa.
Putusan Kesrsr

Manol.k prrmohonrn krsrsr dan Psmohon krstsr PT

MASTRAC0 tersahut

51 593tPdt.G'201 r/PN.Jkt.S.l Prngadrlan N.0cn Jakarta Sclatan
PanCgugat dan TarCUgat trlrh trrnrndrt.ngrnr Pa4anlan tcntrng Modrl Prnlrmn tartrnCgrl 4 Scptrmber

1807 dan Prnggugat tclah mmbarkan modal pinjaman krpada Targugat srsuer ap. y.ng tclah drprrlanlkrn
Prosas Prnrn;ruan Kcmbalr

SK No 020378C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-834-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

DATTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPIU'EKS. PPAIEKS. BDT YAIIIG DITANGANI OTEH BIRO ADVOKASI
(dh. BIRO BATIIIUAN HUKUMI SEKRETABIAT JETIIDERAT
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ilo, J{mo; Prllrrr Prnitrrr Pcngrdihn (hirt ?rilrn SlltIt Panmt'irr Parhra,
Poriri l(.su. T.r.lhil l(rtrnngrn

52 14 I /Pdt.G/20 I 2/PN Jkt.Brr. Prngadrl.n Nrgrn Jakarte B.r.t
SH0B No 436/M:ruya tldrk rn cesu obl.k Elslkusr drlam p.rk.ra pcrdal. No. 163iPdt.G/2003lPN.Jkt.Brr.

10. No. 535/PDT/2004/PT.D(1. io. No. 899 K/Pdt/2006 mrup.krn .s.t propcny y.ng drkrlol. o16h

Krmntarrn K6uangan Rl.

Putusan Prnrn;auan K;mbrh

Man0.bulken parlawanan yang dralukan ohh Pclawan

unluk stluruhnyr

8tr0 B.f,tuan Hukum Satlrn Krmnkru Rl

(Pclawan), Prhak Krmnt.fl.n Kruan0an pade trngkat

PK menrnn

53 1 06lPdt Bthi201 2/PN.Jkt.Pst Pcngadrhn Nrgrn Jakarta Pusat
Trnah/Bangunrn srlurs 285 M2 SHGB No 56iMrntrng a.n Dr H. Surrdr, SE, d.n Trn.h/BrnCunrn scluas

81 3 M2 SHM No. 232l0danokap a.n. 0r H. Suardr, SE

Manyatrkan guCatrn Pambantah drny.takan trdrl dap.t

dit.flma

54 I 36lPdt.G/201 2/PN.Mdn Pangadrlan Ncgrn Madan

l.Bahwa l'cngCUg3t adal.h ptmrlrk tan.h danC.n SHGB N0. /14 yg drkrluarkan oleh BPN Kota M.d.n pada

tCl. l9 Ju[ 2004, ten3h mana t.rbtak il Jl. Tcuku Crk Ditrro Dtsa Madras Hulu, Kac. Mrdan Polonra, Kotr

Mcdan, Prop. Sumatcre Ut3rr,

2.Brhwa l.nah tcrsctut drbr[ olah Pcngggugrt darr Sdr. Ngrrlan Salm yC brralamal dr Jl. lmam Bonlol No.

26A Madan srbagarman. t.rtu.ng dahm rkt. lual brl No. I 03 tut.nCgal 25 MGr 2005 yg drkalurrkan olah

Susrn Wrdlqa, SH PPAT Kota M.den, Prop. Sumat.r. Uterr,

3.Prnggugrt pgr rdrhh p.m[k t.nrh d.ngen SHGB No. 715 yg drk:lu.rkrn olGh BPN Kotr Mrdan p.da

tgl '19 JUI 2004, t?rlatak di Jl. T.uku Crk D(iro Dcsa M.dr.s Hulu, KrD. Mcd.n P0lonr., Kota Mcd.n. Prop

Sumtcr. Utara,

4.Brhw. l.nrh t.rs.but ;ugr drbrh ohh Panggugrt mrsrh drri Sdr. Ngrntan Srlm yg brrrl.mt dr Jl. lmsm

Bonlol No. 26 A Mrdan s.b.C.rm.n. t.rtuang delam Akt3 Jurl Bc[ No. 1 M t.rtang0el 25 Mcr 2005 yg

drk.lurrkrn ohh Sus.n UVrdlala, SH PPAT Kote Mcdan,

5.Brhwr tanpr saprngatrhuaf, PGngguCrt, sGbrlum taneh trr$bul dl|url kcp.d. PcnCgugrt, tGrny.t.
Lrira hrdenn renah trr..h'il (.d.hn rlrl^il c.ndL.r. d' n.nn,l'lrn

Proscs Kasesr

55 18glPdr GI20t2/PN.Jkr S.r. PanCrdrbn Ncgcri Jakarta Scl.trn
SHM N0. 427 .n. Anwrdr Mrnsur, sclurs 488 M2 dr Jrlan Prjrtrn Rrya Rt. 003i002 No 48 K:1.

Jetioadano, K!c. Pasrr Mrn00u Jakarta Srl.trn
Putus.n PN Manyatakan gugaten P!ngCuCrt trdak dapat drtanma

56 265'Pdr GI2012/PN.Jkt Scr. Pangadrl3n Naeca Jakarta Scl.tan

PcngCugat mndahlkan brhwe Para TarCuCrt lrlah mhkukrn parhual.n ml.w.n hulum dcng.n trdrk

m.laftukan not3 k.s.p.k.t.n No. 10 (MRNIA) tgl.23 Mrr 2001, yg drbuat drhadapan olva Alftaty SH,

Notaris dr Jakartr

Putusrn Brndrng

M.mbatalkan Putusen PN. Jakarta Srlaten tanggal 23

Drsrmbu 2013 No. 285iPdt Gl20t2/PN.Jkt.S.l. yrng

drmohonlan bandrno trr$but.

Putusan PN

Mrngrbulkan CU0alan Pcnggu0at untuk ssba0lln.

57 377,Pdt.G/201 1/PN.Bd0. Pengadrlan Nrgcr Bandung
99 {scmhrhn puluh scmbrl.n) brdeng t.n.h HGB yrnC scmtnyr t.rbtrk dr Kclunhrn Crparay, Kecamrttn

Ciparay, Kot.medya, Bandung, Proprnsi Jrw: Barat, luas t.n.h par kavrhng 75 m2
Putusrn Kasasr

Mrnolrk pumohonan krsasr dar prmohon kastsr PT

BANK JAKARTA (DAtAM PEMBERESAN), T.rsrbut
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ilo. lllmor Prrlrrr Prnilcrr Pcngrdihn 0tirl ?rrtrn Slrlua Panrr;lru larlarrl
Poriri l(r.Ir Trrrthil

K.tara[!an

58 506tPdt.Gl20r 2/PN.Sby. P:ngadilrn Nrgcn Surabryr

Vcrvondrng No 4071, srluas 1.678 m2,

V:rvondrng No. 4086, saluas 
,l.698 

m2,

Vrrvondrng No. 4096, srlurs 2 1 83 m2,

Vcrvondrng No. 1 1682, s.lu.s 1.307 m2,

Krsrmuanye trrlctak dr Proprnsr Jrwa Trmrr, Kot. Surab.y., Krc.m.t.n Grnlrng, Krlurahan Embong

Kalr.s.rn, Jl. Embong Wngt N0.22, 24, 26,28,30, 41,43, 47 , 49,51 drn 53 Sur:brya

Gugrtrn Drcrbut SETESAI

59 631 /Pdt.Gi201 2/PN.Jkr Srt. Pr[gadrl.n Nrgrr Jekarta Srl.t.n

.Akla Jamrnan vflDr0r {00rct0cnl} N0m0r 4u tancgal zJ Apfll 199/ yg drDuat 0rha0rp3n Hetna srntawatr

T.ntudto,o, SH , (in crsu TERGUGAT lV), Not.ns dr Jrkrrt.,
-Akta Pa4rnlran (radrl Nomor 37 t.rtanggal 22 Aprl'1997 yang drbuat drhadap.n Ratn, Sintrw.tr
T.ntudio,o, SH., (m c.su TERGUGAT lV), Notrns dr Jalarta,
.Akta PanCakuan Ulang N0m0r 38 trrlan0gal 22 Aprl 1997 yrng drbuet drhrd.pan Rrtn. Srnt.w.tr

T.nludtolo, SH., (rn c.su TERGUGAT lV), Nol.ns dr J.k.rt.,
.Akt. Prlny.taen Kcs.ngCup.n Nom0r 39 t.nggal 22 Apnl 1997 yang drbuet dihrdepan R.tna Srntawatr

Tentudio,o, SH., (in c.su TERGUGAT lV), Not.ns dr Jak.rt.,
.Pr4aniirn Krldrt TERGUGAT ll drngrn TEBGUGAT lll, drngrn lamrnan pnbrdr TEBGUGAT l,

-Akt. P.q.n1en Pcngelhan Hak Atas Prutang t.rtanggal 15 Apnl 1999 antara TERGUGAT ll dcngan

TURUT TERGUGAT I yang tclah drhgahses obh Ny. Amara Norr, SH., Notefls dr J.k.rla dangan Nomor

786/l,19/1 999 lrrtanegrl I 5 Aprrl I 099,

-P.rjanjian Juel B.li Prutang antar. TT RUT TERGUGAT I d.ngen TURtIT TERGUGAT ll yg drbuat pada

t.ngC.l 28 J.nueri 2003, y0 ulah drhgelsasr ohh Sug(o Tedlrmulya, SH, N0tans dr Jakertr d.nC.n
a?a/Nnft l?nn1

Pulus.n PN Mcnolak gugatan P.nggug.t untuk scluruhnya

60 481 lPdr Bth'201 2/PN Jkr.Psr. P.ngadrlan N;gca Jekrrtr Pusat

B.rupr tan.h b.nlut brngunan luas 285 m2 yC t.rlrtak dr Jalan Mcrtrno Atrs S.letan RT.012/012 N0.31,

Sclllbudr, J.kert. Sdrtrn, scsurr SHGB No. 56iM.ntrn0 At.s d.n t.n.h brflkut b.ngun.n luas 813 m2 yg

t.rhl.k dr J.lan Crl.ngkap 8T.003i01 No.4 J.k.rla Tirur s.suar SHM N0.232l0rlangkap

Plosas Kasrsr

61 654lPdr.G/201 2/PN.Jkt.S.t. Pangadrlan N:gen Jakana S:latan
Akta P.4antran (r.drt N0.37 t.rtengg.l 7 D.srmbcr 1995 yang drbuat d.n dt.ndat.nCani dihadapan Ny.

Agustinr Junacdr, S H rntrra PcngCUC.t drngan d.ngan PJ. Brnk Tabungrn Nag:rr (Pcrsuo)
Putusrn PN M6nyrtakan gu0.tan PsngCuC.t trdrk dapat drtrilma
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I{0. llmor ?rrtrrr Prnirn Pmgrdihn Olil Prilrrr Strtrr P.ril;illr lulrrrl
lfutrrrngn

DI 405lPdt.G/20'l 2/PN 0ps. Pongedrlan Nrgui Drnprsrr
SHM N0.02/1985 yg t.rl.l.k dr 0.$ B.noe, Kacrmrtrn Kutr (kmr Krc.m.t.n Kute Srlatan), Kabup.trn

Badung. Provns Ba[ drngan luas 5.200 m2
Putusan Kasasr

Mrnolak pamohonen krsasi dan Para Prmohon Kasasr

(1). Nr Mrdr Sortr, (2). Sudrana, {6) I Waytn Ribtn

tarsabut.

63 147/Pdt.G/201 2/PN Bks. Pcngadrlrn Ncgcn Bokasr

B.hwr Pcnggugat pcrnrh mlakuk.n prnlaman k.pada B.nk Bumr Daya (BBD) panodc 1993-1994 scbrsar

Rp. 8.750.000.000,. (drl.pan mlyrrd tuluh r.tus lma puluh tul. ruprah) lanrinan brrupa 1. SHGB No. l,
SHGB No. 2, SHGB No. 4 untuk wrhvlh K.c. Cibrtuno

Pulusan Kasasr
Mcnolak pcrmohonan kasesr dar Prmoh0n Krsrsr PT

IND0CENTRAI- MEGAH GARMEN Tcrscbut

64 227lPdr.G/20'l 2/PN Jkt.Pst Prngadrl.n NcCari Jrkilta Pusat

Par;anlan Prngalhrn Prutang {Cassra}, brhwa PENGGUGAT .d.lah nasabah p.da PT. BAN( t nrm Nrsronal

drngan kualfrkasi krrdit useha kccd mnangah (UKM), drmana Prnuugat mandrpat pmlamrn scb.sar Rp.

70.000.000,.dan0rn mnjamrnkan 2 burh SHM k.p.da PT Bank Umum Nrsronal, yartu SHM No. 440/Curug

an. Lrnawatr.

Proscs Krsasi

65 580/Pdt.G/201 2/PN.Jkt.Psr. Pangedilan Nrgcn Jakarta Pusat

Tanah SHM Nonnr 103.168, 169.170, 186,195,196, 197, 198, 199,200,222,224,4491Kcstn2n

srluas 17.006 m2 yrno tcrlctrk dr Propmsr Dacr.h Trngkat I Bali, K0tamedya D.npasar, Kzcematan

Danpesar Trmur, Drs. Krsm.n KartalanCu, $trmpet drlcnal srbager Jalan Wfl. Suprrtman No. 256

Danp$ar atau drhulu drkcnal drngrn nrma Jrl.n G[ny.rTohprti Danprser (scbnlutnyt rkrn d$.but

"Tanrh RStl Dharma Yadnva"l-

Putus.n PN Mrnyatakan gu0rt.n PcngCugal trd.k d.pal drtcnma

66 552lPdt. G/20 I 2i PN.Jkr. Pst. PrIC.drl.n Nrgtri J.k.rt. Pusat

Prmgang hak atrs trnah Brk.s Hal Gunt Bangunrn slluas 73 620 m2 dengrn SHGB No. 403iDrsa

Tonlong, Gambar Siluasr tanggal '19 Mant 1996 Nomor 4807/1996, tcrlct.k d.n srtlmp.t drk.nal

Krmpung Gunung, LrngkunCrn Rt.00l/Rw.10, Dls, Tonlong, (rcametan B0long G.dr (slkerrng masuk

wlayah Kccemetan T.lurhalang), Kabupatcn BoC0r Pr0vrn$ Jawa Barat.

Drcabut drg.ntr d.ngan prrkara 04/Pdt.Gi2012/PN Jkt Pst. SELESAI

87 04/Pdt G/201 3/PN.Dps. Prnoadrlan Ncocn Dcnorsar SHM No. 2334 dan SHM No. 2595 Drsa &n0., Drnpasrr Putusrn PN M.nohk 0u03tan Pcnggu0at untuk s.luruhnya.

68 04/Pdr 6/201 3/PN.Jkt.Pst. PanCrdrlan Nrgrn J.k.rt. Pusat

SHGB Nomor 403/Drsa Tonton0,oembar Sltuesr t.ngg.l'10 Mar.t 1996 Nomor 4807/1906, tcilrtak d.n

s.t.mpat drkcnal Kampung Gunung, lrnglungan Bt.001lRw. 10. Dcsa Tonl0ng, Kccem.tan Boiong G.d.
(sckil:ng masuk wrhyah Kcc.m.tan Talurhalang), Krbupetan BoCor, Proprnsi Jawa Barrt.

Putusan Kas.sr

Manohk parmohonen Kasay dan Para Pcmohon Kasasr

1. MAMAT SOMANTBI, 2. SYAflIEF HIDAYAT, 3

TUKIRAN,4. AMBANG PUBWAOI SOEW()NDO, 5.

SARIYAH WIJAYA, 6. BOCHMUHAYATI, 7.

SUNANDAR, S. lr. HlOAYAT,9 SUNARSIH, 10.

TOHIR, I1. EOI POERWANTO, l2 M

AB[)URACHMAN, 13. lr PBIATNA, 14 SOETONI, l5
Drs. WASDJUD, 16. AS. WIJAYA, 1 7 ISMANT0R0,

18. T. HADIGUNo S, 19. WARNo HARoJo ursrbut,.

SK No 020375 C
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ilo. ilonor Prrh;r P.nitrr. P.r0rdil.r 0tirl Prrlerr
Posisi l(rus Trrrlhir

l(atarareatr

69 149/Pdt.0i201 2/PN,B9r, Pcngadrlan NcAcn Bogor
SHGB No. 4757/Jrlrmbrr, GS No. 01 7711 992 rn AMIN Roll-ANDo (TJ0N0 MIN TJoE) srlu.s I 42 m2

srtcmpet drkrn.l danCan Jal.n Hrmat No. 7 Kclurahan Jclambar, Kacemelan Gr0gol. Jakarla B.rat

Gugrtrn Drgugurkrn

Prnrtapan PN. Bogor Tgl 26 Fchruan 2014
SEI.ESAI

70 I 2/Pdt.Plw/201 3/PN.KBAKS Prngadrlan Nrgcn Kraksaan Palclengan at.s srbrdang ten.h p.rtanren dangan SHM No 226/Maron
Putus Kasasr Mlnrng (Srsuer SIPP, ralars brlum d(rrimrl
Tk. Prrtame drn Tk Bandrng Mcnrng

71 93/Pdt.G/201 3lPN Jkt.Scl Pan0.drl.n Nr0!fl Jak.rtr S.l.tan
SHGB No 'l4llPrsanggrahrn bcsarta bangunan dr.tasnya ymg larlctak dr Dlse/K.lur.han PcsanCgrah.n,

Krcrm.trn K.b.yoran Lam., J.karta Srl.trn srlu.s 200 m2, t.rtuls .n. CHANDRA HEMAWAN

Putusan Bandrng'

Mcnou.tken Putusan PN Jakelta S.laten t.nggal 21 0ttobar

201 3. No. 93iPdt.GI20l 3/PN.Jkt.S.l., yeng dmohonk.n

hrndmo tirsabut.

Putusan PN

Manyatakan bantahen Prmbantah trdrl dapat drtrnm.

72 43/Pdt.Brh/201 3/PN.Jkt.Ur. PanCadrl.n Na$ri Jekarla Utara

SHGB No I 787/Krl. K.puk Mu.ra bcscrt. bangun.n dr.tasnya y.ng lcrlrt.k dr Krl. Krl. KapuI Muara, Kcc.

Pcnlaflng.n. Jrkarta Ut.r. scluas 70 m2, tcrtufis an CHAN0EA HEMAWAN, scba0.mana drurarkan dalam

Sur.t Ukur N0.3584/1993 trrtangC.l 23 D.sambar 1993. Srtrmpat dikrnrl srbrgar (omplck Duta Har.p.n

lndah Blol K( No. 28, srbag.rmana tarcrnlum del.m tanda tcnma yang ditilbrtkan ohh Bank Trla Mayora

S:ntosr No. 64/TTM/CM/Vlll94 tartanggal 22 Ju[ 1994.

Putusan Bandrng

M.nguatlan putusen Prngadrlan Ncgcrr Jakarta Utar. Nomor

43/Pdt.Bthl2o13lPN.Jkt Ur. rrncg.l 0l oktobil 2013 yrns

dmohonkrn brndin0 trrscbut

Putusan PN

Mcnyalekan bant3han trdak d.pet d[!rma (not on van

ke[1] vczklrard]

73 'l 70lPdt.Gl20l 3/PN.Jkr Pst. PrnCrdilrn Nagari Jrkarta Pusrt

0ana dalam brntuk dcp0srto dan r.kcnrng Koran.

lotal lumlah uenC rt.u d.n. dalam b.ntuk d.posrto d.n pmlah uanC yang t.rdapat dahm nkrnrng (oran

rdalah rbasar Rp. 3.043.600.304,- (tiC. mrlyer cmpat puluh tlca tuta rn.m ].tus flbu tigr ratus enam puluh

ruorahl.

Putus.n PN Mrnyat*an ougrtln PanCgugat lrdak drpat drl?nma

74 84/Pdt 0i2013iPN.Tdo. Pan$dil.n N!g:n Tondrno

SHM No 49, .n. EnCkom Srngal, SHM N0.50 an. Mrrk. M.nus yenC kGdu. oby.k tcrs.but trrlctek dr

Kalurrh.n Krtrnggolrn Tondrno, drn SHM No. 130 rn Engkom Srngal/hnttr Wanganra yanC tcrlctrk dr

Krlurahrn Ranowangko Tondano.

Pulusrn PN

1 Mrngabulk.n.ksrpsr dar TERGUGAT.TERGUGAT,

2. M.nyatahn guCrt.n PENGGUGAT trdak depat

drtrnma

SK No 020374C
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llo. iloror Parlara P.trh.r. P.ne.all.tr 0birt ?ortur
?orisi l(rur Trrrlhir

l(alaniern

75 22i Pdt.G/201 3,PN.t4. Prngadrlan Nrgrri Lumapng

Surat Krt'r.ng.n Lunas dan Sural Roy. .tas SHGB No. 7lslKrl. Tompok.rsan, salurs 255 m2, Surat UIur

No 83 tanggal 21 orscmtrr 1991, pamg.ng hak ttrmt.t a.n. Johennrs Sorgrharto, yanC torlrtak dr Kcl.

Tonpolorsan, Kcc. [umlang, Krb. lumalang, bcrikut b.ngunan d.n s.mr yrng b.rdn dr.tasnya.

Putusen PN

. M.nCebulk.n gugeten prr. Pcnggug.t untuk

srbagnn,

. Mcnyrtakan brhwr hutang Almrrhum Turn

Johannas Socgrharto kapada PT. Bank Umum Nasronal

.teu drsrngkrt PT BUN luCa drscbut Nasronal Unrvcrsal

Brnk, brrkrdudukan dr Jrkrrtr drnlatru trnblur krntor

cabangnye dr Probofungg0, trlah lunas,

76 289/Pdt.Bth/2013/PN Tnc Prngadrlan Nrgrr Tangrrang

Jamrn.n 4 (ampat) srrtrrrk.t milk P.rt.nt.h d[ntareny. scbrdang tenah SHGB No. 3247, bsssrta

bengunrn dr .tesnya yrnC trrlrtak dr Kcl Dcse Palul0n Baret, Krc. TanCUanC, J.wa Barat {srkarang

Provrnsr Bentrn) sduas 162 M2, tr(ufts at.s nrma Chandra Hrmawan (P!mb.ntrh). Sabagamana drurarkan

drlrm Sunl Ukuri Grmbar Sitursr No 2't582i '1995 t.rt.ngCal 13 Dascmbcr 1995.

Gug.t.n Drc.but SELESAI

71 487lPdt G/201 3/PN.sby. Prngaddan Nrgrn Surabaya

BrdanC.bidang tanah dan hangunan yang bcrdrn dr atrsnya, sabrgarmana

.V.rvondrng N0.4071, s.lu.s 1.678 m2,

.V.rvondrng No. 4086, s.lues 1.698 m2,
rVrrvondrnC No. 4096, srluas 2.'183 m2 dan,

oVlvondrng No. 'l 1682, scluas '1.307 m2.

Kcsrmu.ny. t.rl.t.k dr Proprnsr Jawr Trmr, Kote Surab.ya, Krc.met3n G.nt.ne, K.l. Embong Kalrasrn, Jl.

Embong Wungu No. 22,24,28,28,30, 41,43, 47,49,51 dan 53 Surrbryr

Proscs Bandrng

78 41 /Pdr.G/20'l 3lPN.Gs Prngadrlan Ncgcn Grcsrk
SHM Nomor 21/Drsa D.lcC.n, GrmbI Srtursr Nomor 171011989 Tanggal 9.9.1989, lues 6.455 M2,

tarlatak dr Dasa Dahorn. Kacamatan Pancano. Kabuoatan Grasik
Drgugurkrn SEI.ESAI

79 336lPdt.Plwl201 3/PN.Tn9. Prngadrlan Nagan Tangrrang

S.brdeng t.nah srlu.s 1 6.50 1 m2 y.nC trrl.lak dr Jl AMD Manunggal X Bt 00'l /Rw 002 Krl Kcdaun0

W.trn, K.c. NrClasari, Kota TangrlanC Bentrn drn SHM No. 145/Dasa Krdaung Waten, Gambar Srtuasr No.

1885 trn00rl 03.05.1995 srlurs 14 885 m2

Putusan PN
M!nyat.krn ptrhwanan prra pchwan trdrk dapet

dr$nm {N0)

80 290lPdr 0/201 3/PN.Jkt.Pst. P.ngadrl.n Ntgan Jak.rta Pusat

SHGB N0.480 atas nema Rrosdy Bahrrordrn drn SHGB N0.481 atas nama Rrosdr Baharoadrn dcnCan luas

masrng.masrnq 318 M2 dan 159 M2 yeng krdu. brdanC t.n.h t?rs.but, trrhtak dr d.sa Pengkelln Jalr,

Krr- Sawrnoan. Keb. Booor

Putusan PN Manyatrken guC.ten prnggugat trdek depat drtaflma,

81 250'Pdl. G/20 I 3/PN.Jkr.Ur. Prn03drl.n Nrg.n Jakrrta Utar.
J.mnan utang PT. Tmor Putra Nasronal, dranl.r.nya b.rupa

Rrhnrnorrkrnrnq droosrto a.n. PT. TPN dr Brnk Mandifl Crbrno Jrkarta
Putusan Bandrng

Mrnyatakan Gugrtrn PcnCgugat tidal dapat dtrrima
(Nt.t 0ntvrnk.Itk6 Vcrklaard).
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ilo. ilmor Prrlrn Prnltrrr Prngrlihr 0birl Prrtrrr
Statlr Pamigrrar tarlalr,

Potiti Kr3{3 Tnrlhil lfutrrmgrr

82 639/Pdt. G/20 1 3i PN.Sby. PmCrdrlan NcCcn Surabaya

.V.rpondrng N0.4071, srluas I 678 M2,

.Vrrpondrng N0.4086, srluas 1.698 M2,

.V.rpondrng N0.4096, s.lu.s 2 183 M2,

.Vcrpondrng No I 
,l682, 

scluas 1.307 M2,

kGsamuanya, tarlatak dr Proprnsr Jrwr Trmur, Kola Surabtye, Klcamrten Gtnt8ng, Krlurahan Embong
(rlrr\rn Jl tmhnndwrrnnrNn 35 37 30 il'l d3 i\ n1 19 \1 drn5lsrrrhavr

Prosrs Kas$r

51 3/Pdt G/201 3/PN Jkt.B.r. Prngadrlan Negrn Jakarta Bar.t
trn.h d.n h.ngunrn y.n0 brrdm dr rl.snya, srlurs 3.201 M2, yrng trrl.ttk il RI 01 1/012, K.l T.ntung

Duran Srlel.n, Krc. Grogol Prlamburan, Kot.mady. J.k.rta Barat

Putusan Bandrng

MrnCuatkan Putusan Prngadrhn Nrgcfl Jakarta Earet Nomor

513/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Bar Trnggal 12 Agustus 2014, Yrng

Drmohonkan Pamnksa.n Drlem TrnCk.t Bandrn0 Trrsrbut

Putusrn PN

Mcn0lek guCatan PrngCUCat untuk scluruhnya

84 27 1 /Pdt.Gi 201 3/PN.Mks. Pcngadrlan Nagrn Makassar

Asat aks BPPN rks l.mrnan dcbrtur PT Us.h. Prmbray..n Prmbangunan lndonrsra (sclanlutnya drsrbut PT

Brnk lJpprndo), yarlu PT Iawang Krncana Utama, PT Trrac0ta Nusantara P.rkasa drn PT. Fufln

lntlrnrtron.l & Trrdrng Co yang lrrdtrr dafl 6 (rnam) brdang tanah br(kut bangunan yang b!rd[ dr atesnya

Pulusrn Kasasr

M:nolak parmohonan kasasr dan Pcmohon Kasasr

PEMEBINTAH Rl cq. MENTERI KEUANGAN Rl cq

DIEEKT()RAT JENDERAI- KEKAYAAN NEGARA cq

BADAN PENYEHATAN PEBBANKAN NASIONAL.BPPN

cq PT PERUSAHAAftI PENGEL()LA ASET (PERSER0).

PT PPA, tcrscbut,

85 51 SlPdl.Gi 201 3/PN Sby Pangadrlan Nrgan Surabaya

0by.ks.ngk.trbcruprSHMN0 l22T,DrsaSrmomulyo,lurs44Tm2,Sur.tUkurSrmnt.reN0.

992/198ltrnggall7Oasrmbrr'198'llrrtufis.n Sotn.rno,yanglrrhlakdrProprnsrJawaTrmur,Kola

Surab3y., K.cem.ten Tandrs, oasa Srmomulyo, srtlmpat drk.nel srbtgar Jrhn Smo Gunung Barrt 3.A/l 0

Surahrva

Gugrt.n Drc.but SEI.ESAI

SK No 020372C
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llo, ilomo, Pcrlara P.rit.r. P.ng.dil.tr 0til Prrlrrr
Staftr Pamilatrai P.Ilarr,

Posiri l(erur Trralhir
l(.tr.o0rr

86 209/Pdt.G/201 3iPN.Mks PrnCadrlan Ncgan Mrkassar

llnaml Droang tanah Dairl(ut Drngunen yang Dar0[ 0r atasny, lsalanlutnya drscDut 0Dlal( sangl(ala parl(ara

a quo), dangan rlas hak brrup:.
1) SHM N0.808/Prn.rk.ng, G.mbar Srtursr No 390511981 t.nggrl 27 Novrmtil 1981, lurs 2.190

m', a.n. Sdr. Bamhang Samrlono drn Sdr Umar S.ntoso (Buktr Pl.7),

2) SHM No S0glPenark.ng, Gambar Srtuasr N0.3906,1981 langgal 27 Novrmbu 198,|, luas 2.510

mr. r n Sdr. Bltrtrng SrmUono d.n Sdr. Umrr S.ntoso {Buktr Pl.8),

3) SHM No.8'lliPanarlang, Gambar Srtuasr N0.3907/1981 tanggel 27 Novrmbrr 198'1, luas 3 341

m1, a n Sdr Bambang Samr;ono drn Sdr. Um.r S.nloso (Bultr Pl.g),

4) SHM No.263llPrnrrlrng, Grntl Srtuasr N0.3135/1987 tangg.l 7 Drsrmbrr 1987, luas 817 m'l,

a n. Sdr. Brmb.ng Samqono dan Sdr. Umrr Santoso (Buktr Pl.l0),

5) SHM No. 3038lPanarkrng, Grntar Srtuasr No. 13511990 tango.l 8 Fcbrurn 1990, luas 79,l m', a n

Sdr Bamb.nC S.milono d.tr Sdr. Um.r Santoso (Bukn Pl.l l).

6) SHM No 3143,P.nark.ng, G.mbrr Srtu.sr N0.864/1991 trngoal 15 April 1991, lues I 576 m', r.n.
a.hh.nn e.m"^^^ Ia,,Lr Dl,1 1l

Gugat.n Drcabut SETESAI

87 794/Pdt. G/20 I 3i PN.Sby. Pcngrdrhn Nrgrn Surabaya
Manyatakrn brhwa $srt.aslt kayu ohhrn atrs I 1 5 contrrncr yrng tarlctak dr Kompbk Pargudrtrgan

Wrulusan Blok G/2 Jrlan Maypnd Sungkono Km 2,6 Grcyk Jrwa Jmur
Putusan B.ndrng

PN

Manolek 0u0atan Prre PcngguCat untuk scluruhnya,

M.nCuatkan Putus.n Pengadrlan Negen Surabaya

t.nggal l4Ju[2014, N0mor 794/Pdl G12013/PN Sby,

yang drmohonkrn brndrng t.rsrbut,

88 45/Pdt.G/20131PN Kds. Peng:drhn Ncgrn Kudus
S.brd.ng tanah dan hangunan SHM No. 1 870 .t3s nama Watiah Brntr Metstrat tlrlrtak dr Jl PUK dr Dasr

JrD.no Rt. 02/02. Krc. Mcrobo. Kab. Kudus
Putusen Krsasr

Manolek parmohotran Klsasr dan Pamohon Kasasr

KATEMI t.rscbut.

8S 25/Pdt.Gi2013/PN Dmk PtnC.drlen NaCrn Ormak
SHM N0.66 atas nama Suwrnr Brn Must.run alas Ha1 Sofw.n, scluas + 1406 M2, yang trrl.tak dr Dcse

Donorrro, Kac. Karanqtrnoah, Kab. Damrk, Prop Jawa Trnoah
Gugrt.n Drcrbut sEt EsAr

90 879lPdt.G/201 3/PN.Sby. Prngrdrlan Ncarn Surrbryr

Ten.hd.nbanCunrnSHMNo.300Gamb.rSrtuasrNo 1775/1986tenCC.l8Janueril986sduas363M2,

y.ng t.rlrt.k dr Jl. oukuh M.nengg.l Vli 1 6 K.l. Dukuh M.n.ngCrl, K.c. Gryungrn, Kota Sur.bayr, J.w. Proscs Kaslsr

91 648/Pdt.G/20'l 3/PN Jkt.Ber. PrnCadihn Nag.fl Jal.rta Baret
trnrh dan brngunrn y.ne trrlctak dr Jd.n H. Domano Jakarta Bar.t (Hrk Mrhk No. 1 l5l, Hrk Mrhk No.

1 123. Hrk Mrl* No 1 124)
Gu0.ten Drcebut SEI,ESAI
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ilo. tqnol Parlrra ?rnitrrr Prngrdihn 0bft Prrtrrr
Strtlr Paiai!airr Parla]al

Posisi l(rsur Trrrlhir
l(aLralg.n

92 26iPdt.G/201 3lPN/Lms. P.n0rdrlrn N!Ccfl Lamongan

Tenth drn b.ngun.n SHM No 300 Grmbar Snuasr No. 1775/1986 tanCCel I Janu.ri 1986 srluas 363 M2,

yrnC t.rl.ttk dr Jl. Dukuh M.nilgC.l Vlll6 Krl. Dukuh Mrnrnggrl, Krc. Gryungan, Kotr Sunbrya, Jrwt
Timur an. Srtr Mahlah

Gugrtrn Drcabut SELESAI

93 234lPdt.G/20'l 3/PN.Ska. Pangadrlan Ncgar Surakarta

. Srbrdang trnah dan bangunan bcrdasar SHM Xcdua/Srrtrfrkrt Pcnggantr No 947 saluas * 645 m2,

yC tcrlrtek dr Kel. Snwcdan, Kcc. Iawryan, Kota Sur.karta, Prop. Jawa T.ngah, d.n
. Schrd.ng tan.h saluas + 548,1 m2, t.rl.t.k dr Komphk Parumah.n Alam Sutrr. dr J.lil Sutarl

Camara lV No. 8, Kcl. Pondol J:gung, Ktc. Strpong, Tangcrang,

Putusan Panrnlauan KGmbalr

I Mcnolak prrmohonan Pcnin;aurn KambaI dar para

prmohon P.nrnJru.n Krmb.l 1,1 NG0 lM MING,

2.LAUW HWAN J0NG, 3 J0SEPHINE tAETITIA dan

II.KEPAI.A KANTOR PEI.AYANAN KEKAYAAN NEGARA

drn LEIANG (KPKNt) SUBAKARTA tarscbut

94 655iPdt.G/201 3/PN.Jkt Bar PrnCadrhn Na0cI Jakarta Barat
ttn.hb.srn.blngun.ndr.ttsnyryrnC0rbtakdrJtltnH Dom.ngJekrrt.B.ret(HakMilikNo.l'151,
Hak Mr[k No. 1123, Hak Mrhk No 1124)

Gugatrn 0rilbul sEt EsAr

95 245lPdt.Gl201 3/PN.Sms. Pcngadilan Nrg:n Scmareng
SHM No 409 rtas lan.h dan b.n0un.n yrnC terl.tak dr J.hn Bim I No. 23 [. sclurs kunng bbrh 258 M2

dr Krl Prndrkan Lor, Kcc. SamaranC Tlngah (dh. Krc. Srmarang Barat) (odya Scmarang.
Putusan Trngkal Brndrng

PN

Mcngabulkan gugrtan P.r. Pang0u03t untuk scbagran

Tk. E.ndrnC

Mangrbulkan gugatrn Par. TarbandrnC srmula PaIa

Pcnggugat.

96 60/Pdt.Gi20l3/PN Tsm. Prngadilan Nagcn Tasrkm.laye
Asrt Tenah Hak Milik SHM N0.00455, srluas 168 m2.n. Nlnr Mulyanr t.rl.t.k dr Blok Pal.h.n Krl.

SatImulvr Kccrmatrn TrmrnsUi Kota Tasikmrhvr
Putusan PN

Mrnyatakan guCatan prngguCat lrdak dapal drtrnma

(Nr!t 0ntvrnk.[rk V.rkh.rd)

97 229/Pdr G/2013iPN.88 Prngrdrlan Nrgrfl BandunC
Srbrd.ng tanah SHM No. 2166 drsa Mrrgaheyu Srlatan Kabup.trn BandunC, brnkut brng{nan yang brrada

dr .tasnya, $t.mpet hhrh drken.l srbagat K0mplck Tamrn Kopo lndah I Blol E No. I 76

Putus.n BandrnC

M.nguatk.n putus.n pcngadrlan ncaar balc bendung tanggel 10

JuI 20'14 Nomor 229i Pdt..G/2013i PN.8B yang drmhonkan

bendrno tcrscbut.

Putusan PN

Mcnolal gugalan Prn!gugat unluk srluruhnya
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tlo. tonor ?arhn Prnitrr Pmgrlilrn 0bil ?ulrrr
Podsi f.sur T.r.thil l(atara!lf,r

98 25/Pdt.0/201 3/PN.Psr. Pcngadrlan Nrgan Pasururn

SGbid.ng t.n.h hrk mifik/SHM N0.283, s.lu.s 208 m2, t.rl.t.k di Krl. NC.mplak Rclo, Kcc. Purworr;0,

Kotr Pesururn e.n. Damhudjr, barikut turutennya yeng b.ldfl mrhkat dr.t.snya

2. Sebidrng tanrh dan brngunan SHM N0.287, $lues 10'l m2. t.rht.k dr (al NC.mphk R.to, l(.c
Purworc;0, Kota Pasuruan a n Damhudlr

3 Scbrdrng tanah dan ban0unan SHM N0.285, scluas 50 m2, t.rlctak dr Kcl. Ngrmphk Re1o, Kcc

Purworrlo, Kota Pa$ruan r.n. Damhudlr

4. S.brd.ng tanrh drn brngunrn SHM No.t32, sclu.s 135 m2, t.rlrt.k dr Kal. Ngamplak Rr;0, Kac.

Purwortro. Kota Pasururn..n- Damhudir- llbaidilah. Fnrvah

Gugrtan DrCUgurkan SETESAI

99 724,Pdt Gl20l 3/PN.Jkt.B.r. Prng.drl.n Nror( Jakert, Berat
Tanahbcnkutbrngunrnsclurs352m2,yangtcrl.ttkdrJ.l.nAdemNo l0lRt.002l0l0,KcbunJcruk,
J.k.rt. Belal, scbagaimana dimaksud drl.m SHGB No. 289/Sukahumr Ulara, atas nam. M.n Ernah.nr

Putusrn PN

100 203i Pdt.G/201 3lPN.Pbr, Pcngadilan Nrgcr Pckanbaru

ftnrh ob;rk pcrkrra a quo srlurs +l 8.000..m2 drhulu brredr dr (m.6 Bancah Lawrh Krdrs[n Simpang

Trgr Krcamatan Srak Hulu Kabupatan Karnprr, srktranC barrda dr Jalan Jandarel Sudtrm.n RT.01 RW.o2

Krl Trngk:rang Tcngah Krc Marpoyrn Drmar Kotr Prkrnbaru

Gugaten 0rcabut SELESAI

101 62/Pdt.Gi 20 1 3i PN.Sungg. Pangrdihn Ncgcn Sunggumrnrsr
Ten.h yang trrlrtrk di Jrhn Mr[n0, Ingkungan Ptnggantung.n, Krl. Tamarunang, Xrc. Somba 0pu, Keb

G0wr .tau vano lrtrh drkrnal drlam SHM No. 602/Tamrrunanq
Gugalan Drgugurkan SETESAI
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ilo. Jldnor Parlart Prnhrrr Prngrllhr 0tjrl Prrhrr Strlrr ?rrrlgrrar l.rtara,
Porisi krrur Trrrlhir

l(rtrnrgrn

102 709iPdt.Gi20l3/PN Mdn Prngadrlan NcAcn Mcdrn

^trrrailuatr 
r atra[ lon U iltrtrr rrtruguuar utruPa

1 Sur.t K.t.rangan Mrngu.sar Tanrh N0. 593.2117511991 an. M Jono,

2 Surat Krtrrangan Mcngursrr Tanah No. 593 2117611991 .r. Dasitrm,

3. Surrt K.tcrngrn Mlngu.sar Ten.h N0. 593.2117711951 rn Muhamad Yusul,

4. Surel Kctrr.ngan Mrnguasar Tanrh No. 593.2,l/7811991 an Rusman/Wagrman,

5. Sur.t K.trr.ngan M.ngurs.r T.neh No 593 2ll7Sll99'l an Kantr Suandr,

6. Sural K.t.r.ng.n Mrngursrr Trnrh No. 593.21/8011991 rn. Met. T.[,
7. Sur.t K.t.rengen Manguasar Tanah No. 5S3.21/8111S91 an Ramdam Yusuf,

8. Surat K.tcrenC.n Mrnguaser Tanrh No. 593.21/8211991 an M. Turnp;

9. Sulat K.t.rang.n M.nguss.r Tan.h N0. 593.21/83,1991 an Rars Suker;0,

l0 Sunt K.trr.ngan Mrngu.sr T.nrh No. 593.21,84/1991 .n G(0,
'l'l Surat l(.urangan Mrnguasrr Taneh No. 593.2'll85119Sl an Musran.Mrsncm,

12. Surat K.trr.ngrn Mcnguasrr Tanah No. 593 2ll86i lSSl rn Zakara.Rusni,
'13. Surt K.trrrngrn Mcnguasrr Trnrh No 593 2l187i 1991 an. Drsrylm,

14. Sur3t K.t.r.nCrn Mcnguasrr Tanah No 593.21188/'199,l an. Sadah,

I 5. Suret KrtuanC.n Manguasar Tanah No. 593.2 1 /89n S91 an. Sabar Sambrrng,
'16 Surrt K.t.r.noan Mrngursl Trnrh No. 593.21190i 199,l an. Prrmono,

l7 Surat Kct.renC.n Mcnguasar Tanrh N0.503.21191i l99l rn. M. Arfrn,

I 8 Surat K.t.r.nC.n McnCueser Tanrh No. 593.2 1 192i1 99 I rn. Tadrm Harahap,

19. Sunt Krtrr.ng.n Mrngursr Trnrh No. 593 21193/1991 .n. Krsdi,

20 Surat Krtuangan Mcnguasar Tanah No 593 21/94/1901 .n 0rrmetr Roh!n.,

2'1. Surrt Kat.rang.n Mcnguasar Tanah No 593.21195/1991 an Yarhman Kromoarjo.

22. Surrt K.t.rang.n Mcngursar Tanrh No. 593.21196/1991 an R Turnrp,

23. Sur.t Klt.r.ngrn Mrngursrr hnrh No. 593.21197/1991 an Abdul (ram,

24. Surat Kctcran0.n Mrnguasar Tanrh No. 593.21198/'1991 an. Nasrb Suryono,

25. Sural KrtrranC.n Manguasar Tanah No. 593.2'1199/tgS1 an. Muhamad Salm,

GuC.tan 0rc.but SEIESAI
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ilo, ilmor Prrhrr ?rnhelr ?lngrdlhn lhirt Prrtrrr
Strtrr ?omrgenn ?orlrrrl

Posisi l(rsur Trrrlhh
l(rtrrrngrn

103 1 76lPdt.G/201 3/PN.Bu. Prngadrhn Nrgu Banyuwengr

4 (rmpati hu.h SHM, antara l.rn'
1. SHM No. 3576 trhun 1994, s.lu.s 6.1 50 m2, atas nrmr Prnggugrt (Erm.n Hertanto);

2. SHM N0.9534 tahun 1094, slurs '12.010 m2, at.s nam. P.nggug3t (Erman Hart3nt0),

3. SHM N0.464 tahun 1994, s:luas 2 600 m2, atas nema PengCug.l (Erm.n Hr(.nto),
4. SHM N0- 455 l.hun 1 095- srlues 3-050 m2- rt.s n.mr P.n0du0.t lFrm.n H.ilrntol

Gug.tan 0rcabul sEt EsAr

104 tI4/Pdt G/20'r4'PN.Bsr. Prngadrlen Nrgcr Bogor
I.n.h brflkut brnCumn dr al.sny. SHGB No. I 53lK.l Bab.kan s.lurs 1 85 m2 yan0 t.rlrt.k dr Jtl.n
Br.wriry. No.48 Vrlla lndah Prialaran (V.l.P), Kcl Bab.l.n, K.c. Bogor lJt.ra, Kot. Bogor

Prosas Penin;auan Kcmhtli

Putusan trrakhn pada Tk Kasasr

Mrnolak plmohonan kasas dar Pemohon Kasasr

NFNENG SARIANDEWI t.rsrbut

105 21lPdt G/2014/PN.Jkl Bar. P.ngadrhn N.grn Jakartr Bar.t

SHM No.2119 Drsr J.lrmbrr t.rt.nCod 23 Junr 1997 brrdrsarkan Gambrr Srtuesr N0.3252/1996

tlrtanCgal 23 Mcr 1996 rtas n3m. Tlra h H[, dang.n batas-b.tes scbagai brnkut
. Srbrl.h Utare Tcmbok Bangun.o,

. Srb.hh Trmur Bumrh N0.45,

. Srb.l.h Sclat.n Jl. Prof. Dr. L.tum.nt.n ll,

Proscs Tk. Bandrng
Pulusan Tk P?rlema

Mcnolak guCaten Pare Prn0gug,t untuk ssluruhnya

106 662/Pdt G/201 3/PN.Jkt B.r. Prng.drl.n N.g.n Jrk.rta Earrt SHM No. '143/0ufl Kosrmbr, luas + 798 m2 Putusen Tk. Prrtama
Mcnyataken guCatan Pcngguget R!k0nprnsrtrdak

dapat drtGtrmt

107 68i Pdt.G/201 3/PN Gs. Pcngadilan Nrgrn Grcsrk
Pr4rnlian Kontrak Krrja PanCamanan Prmlharaan Ascl krlolaan dan trtrpan PT. PPA pada Krnwrl X DJKN

SuIab.ya at.s oblrk bcrupa t.nrh mrlk PcnCgugat dcngan SHM No 21

Trngkat PN

mnyet.k.n prrkar. pcrdatr gugatan no.68i pdt.6/201 3/Pn Os

tarsabut tGhh habrs panlar brryr pork:ra

Pcrk.r. SEtESAI

108 133/Pdt.0/2013/PN TK. Pcngadilan Ncgrr Tanlung Krrang t.l.ngatast.nahdanbrngunanSHMNo'1182/Prngalaren,Iuts529m2mlkPenggugat

Trngket PN

Mrny.t.k.n prrk.r. prrdatr Nomor. 133/pdt GI20l3/PN TK

dicorat dar rrCistGr pGrkara pcrdrt. y.ng scdrng b:qalan.

Parkrrr SEI-ESAI

109 61 /Pdt. G/20 I 4lPN. Pl9. Pcngadilan Ncgcn Palcmbang
lcl.ng t.rhadap HGB No. 245/Pla;u Darat dan HGB No 247i Plalu 01.t, tul.tek dr Sumstl Kotamadya

Palambang, Kac, Scbcrrng Ulu ll, Krl. Plalu Der3t.n. Pcmgang Hek PT Kumala Barftan
Putusan PN

M!nyalakrn Cugeten panCgugat tidak dap.t d(cflm
(Nrrt 0ntv,nkll]k Vrrkl..rd),

110 414lPdt.G12014/PN.Tng Pargrdrlen Nrgcn Tangrrang
SHGB N0.95 SrblKcl.Tanah Trnggr dr komphk prrumahan Modrrnhnd Blok AG7 Nomor 47, Kcl.Crpetr,

Krc.Crpondoh, Kotrmdyr Tanqcran0, Provrnsi Bantrn
Pcmnksarn Trngkat Kasasr
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lIo. llmor Pcrtrrr ?rnhrrr Prngrdihn Obit Prrtrrr
Slttrr ?aiaigairi PlIlarl,

Poriri l(erur Tarrthir
fdaraolr!

11t 41 3lPdt.G/20 1 4/PN.Tn9 Pengrdilan Nrgan Trngcrang
SHGB No.l 10 Srb, Krl. Tanah Trnggr dr komphk prrumahan Modrrnland Blok G1 Nomor. 285, Krlurahan

Ci0.t.. Kccamatan Cr0ondoh. Kotamadva Tan0.rrn0. Pr0vmsi Brnt.n.

Mcnano rnkracht dr pcng.drlan trngkel partama

112 453lPdt G/20'14/PN.Tng Pangadrlan Nrgrri Tangrrang
SHGBNo.Bll0Srb/Kcl.SukrsrridrkomphkpcrumahanModcmlandBlokGlNomor 284,K.1.Cip.t.,

Kr[-CIondoh- Kotemadvr Trnoaran0- Provrnsr Bentrn
Gugrten Drc.but SELESAI

113 4 I 5lPdt.G/20 1 4/PN.Tns Pangrdrlan Nagar Tangarang
SHGB No 95 Srb/Kcl.lanrh Trnggr dr komplck prrumrhan Modrrnhnd Blok AG6 Nomor 19, Kcl,Crprtr,

Kcc.Cioondoh, Kolrmadva Tanoarrno. Provrnsi Erntrn
Gug.t.n Drc.but SELESAI

114 249lPdr.G/2014/PN.Jkr.Pst. Prngadrl.n Negrn J.kert3 Pusat
Trnah Jl. Pulau Putrn Vll, Komplck Prrumrhrn Kota Modrrn Blok 03 Nomor 1 RT.01/RW.02, K.lurah.n

Krlroa lndah. (scamatrn Tenolrano. (ota Trnoarano- Provrnsr Bmtrn

Kelau padr srdrng 28 Januan 2015 Pcnggugat trdal hadtr.

Marrls Hrkm akrn mrnvatakan 0uour orrkara rni

lt5 354lPdt.G/2014iPN.Jkr Psl Prngadil.n NaCcn Jakarla Pu$t
Tanrh dan bangunrn yrn0 tulrt.k dr Plrum Kota Modcrn Land Blok DG.2 No 77

Tanah t.rbt.k dr p.rum kota m0d.rn l.nd Blok 0-4 No 216

Trlah drputus dr trnoket bandrng dan0.n rm.r yang pada

pokoknyr mamnrngkrn Pr[ TcrCUg.t Brlum rdr upaya

hukum hnruten drn Prnoouort.

116 375lPdr.G/2014/ PN.Jkt.Pst Pangadrlan Nrgrn Jakarta Pusat Prngalhan Prutang PT Brnk Oagang Nas. lndonrsa kcpada T ll (NISP S.kufltas)

Putusrn krsesr mcnolak prrmohotran kasasr PcnCguCat

[.lu Pcngoug.l mrngelukan PK pada 10 oktobcr 2018. Bclum

rda memorr PK vano drtanm Krmnkau.

|7 04/Pdt.Gi2014lPN.Tbn. Pcngadilan Nrecil Tuban
SHM No. I 62 atas nam Lrstryono luas 1 67 m2 trrl.tak dr Drsa Bcji, Kac. Janu, (ab. Tubrn, Prop Jawa

Trmur.
Putusan Tk. Kasasr

118 20/Pdt.G/2014lPN.Pbr. Pangadrhn Nrgrn Pckanbaru

Tanah obpl prrlara e quo scluas +/.8.000..m2 dahulu brrada dr Km6 Brncah Lawrh K:dasaan Smpang

Trgr Krcamatrn Srrk Hulu Krbup.tcn Krrnrr, sckareng burdr dr Jrlan Jrndcrrl Sudrman RT.01 RW.02

Kal. Tangkareng Tcngah Kcc. Marpoyan 0amr Kota Pakanbaru

Putusan Tk. Bandrng

Mrngu.tken Putus.n Pcngadrlan N.gcfl Prkanbaru Perkara

Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Pbr t.ngo.l 24 Novlmb.r 2014 y.ng

dmohonkrn hrndho l.rsahtrt

Putusan Tk. PN

Mlny.trk.n Cugrtrn Para Prnggugat lrdrk drprt

drtcrim.
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tIo. lllcnor Puhrr P.nitn. P.tr0.dihtr obi.t P.rl.r. Stltrr Patra[ltnar ?rlartl
Posiri lhsur Trrrlhir

l(atarrn![o

I t9 I 1/Pdt G/2014lPN.Kdr. Prngrdrlan Nagrn Kabupetrn l(ldnr

a Tanah prkarangan dan rumah yang brrdrr dratasny., drngrn rd.ntrtas srhag.i h.nkut

Scnrpikat Hal Mrhk (SHM Nomor 948

Alas nama H. Murnr Azrs

TrnCCal $rtrprket 29 Ju[ 1991

Dusun Pucangenom

Drsa ouwrt

Kacamatan Wetas

Krbupatan Kcdin

Proprnsr Jawl Trmur

Surrt Ukur (SU) No, 4231

Tanggal 29 Julr 1 991

Luas 3.540 M2

D.ngen b.t.s.b3las sabagar brnkut
. Sabalah utara bcrbat3s.n dcngen trn.h mrftk . antare tu0u I semp.r tuCu ll btrbates3n dcngrn Jahn Drsa,

antrrr tugu ll sampar tugu lll barbatasan dangen lan.h mrlk Bep.k Masdukr, ant3r. tugu lll s,mp.r tu[u lV

b.rb.tasar drn0.n t.nah mhk Bapak Masdukr,

. Sabahh Timur barbrtrsan dangan tanrh mrlk rntara tuou lV sampar tugu V brrbatasan dang.n Jrhn
Drsa,

. Srbrlah Srlatan brrbrtasan d.ng.n tan.h milk antara tuou V samp.r lugu Vl barbatasan drng.n lan3h

miftk lbu Sunarsrh;

. Srbrlah Bilat bcrb.tasan d.ng.n t.nah m[k entera tuCu Vl samp] lugu I bcrbatesan d.nCan lanah mril

Brpak tlsup,

b. Tanah prkanngan/k.bun d3n t.n.men dr.tasny., drnCan id.nUtas sch.Cer brnkul

Srrtiprkat HaI Mrlrk (SHM Nomor 190

Ates nama H. Murnr Azis

T.nogrl Scrtrprkrt 24 Noprmbcr 1988

Dusun Eabrdan

Dasa Duwat

Putusen Krsasl Mcnolal Krsasr drn Prr. Prnggug.t

120 50iPdt Plw/2014/PN.Mks. Pcngadrhn Nrgrn Makassar
Trnrh Erngunan drngrn rhs hrk buupr SHGB No. 20009 srlurs I 58 m2 r.n. Sukrrsrh yrng t.rl.tek
koml6ks orromrhrn lemn anoorrk Blok 8.3 Jln. Anorak Mrsro

Putusrn Tk. Pcrtama
Manyrtrkrn gugrtrn p0rl.wrnan pclawrn trdek d.prt
drtctrmr
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[!lo. ilqror Parhla Prnitrn Prngrdihn Otirl ?ulrrr Statrt Pamilrnri larlarr,
lfutumgrn

121 60lPdt.Plw/2014/PN.Sby. Prngadilan Nrgrn Surrbrya
SHM N0.1289/l,u.s 455 m2 r.n A[ Dloloncgoro Kromodrhld,o, srt.mprt drk.ntl ttl.n r.y, T.nggrls ruJoyo

No t8, t-14, Kotemadyr Surabrya.

Putusan Trngkat Bending

Mrnguat&an putusafl Pangrdilen Nrorn Surabay. t.nCgrl 25

Junr 2014 Nomor 60/Pdt.Plw/2014/PN.Sbv yang drmohonkan

h.ndrno .

Putus.n Trngkat PN

Mrnolak Prrlawanan dal Pclawan untuk scluruhnya

122 06/Pdl G/20'l4lPN.Mst Pan!edrlrn NaCrn Mrgrtan
SHM No. 369/0rse Mrn;ung lurs 201 0 m2 r.n Sur.t ytng rrlctrk dr D.sa MantunC (.c. Pan.k.n K.b.

lU.gctan

Putusan Tk. Brndrng

Mcn0u.lk.n putusan Prnoldrl.n NaCrr MaCatan tanggal 14

0ktob.r 2014 Nomor 08/Pdt.G/20l4lPN Mgr, yang

Putusan Trngkat PN

Mrnolal gugatrn PrngCUgat untul scluruhnye,

123 03i Pdt.G/2014lPN.Am Pangadilan Nagar ArCa M.kmur

'l (srlu) buah Gadung PT. Bank Danamon Un( Pasar D1 Gifl Kancil., Krcrm:t.n Kct.hun, (rbup.trn

Bcngkulu [Jter. dan Tanrh srluas 1.1 90 SHM No. 1 244 tanggal 30 Agustus 2005, bcscrta banCun.n rumah

prmrnln dratasnya yeno lrrl.t.k dr Drsa Gm Krncana, Krc.mat.n K.tahun, Kabupatrn Brngkulu Utara.

Putusan Trngkat Partama Mcnyatalan gugatan Pcnggugal tdak daprt ditnma

124 45/Pdt.G/2014lPN.Slmn. Pangadrlan Nrgrn Slcman

r. SHM No. 1 161/Ds. Pondokrc,o. Trrpcl, Sl.man dangan luas 284 m2 at.s nem. lstrq M.Iyah (P.nggugat

r).

b.SHMNo.1075/Ds Pondokrrlo,Tcnprl,Slamandanglnluasl.l55m2rtrsnrmrTrHaryono
lPrnoouort ll).

Putus.n Trngket Pcltama MGnyrt.krn Gugatan Para P.nCCugat Cecat Formal

t25 85/Pdt.Bth/20141PN Bds. Pcngadrlan Na0lr Erndun0

2 (dua) SHM y.tu SHM No. 2991iKrl. Sukaasrh, Tanrh lues + 42 M2, Sur.t Ukur N0. 629/5uk..sihl2004

trnCgrl 19108,2004 d.n SHM N0.2994/Kcl. Sukmsrh/2004 Trnrh l-uas + 48 M2, Surrt Ukur No

62SlSukrasrh/2004 t.n0oel 19/0812014

Putusan Trngkat Pc(rmr Mrnohk brntrhrn Pcmbrnt.h untuk scluruhnya

126 97/Pdt.Gi20l4lPN.Sby. Prngadrlan Nagan Surabrya
Tanrh drn b.ngunen drat:snya dal:m SHM No. '1425, Kal. Dukuh Pahs, Krc. Dukuh Pakrs, Kota Surabaya,

stt.mpat d*cnrl Jehn Bukrt Prkrs Utar. lV N0. TB. 16 (Vil|. Bukrt Mrs Montco TB.l8) Surrbrya

Putus.n TrnCkel B.ndrng

Mrnguatkan putusan Prng.drlan N!C!n Surabaya tanCgal 3

Sept.mb.r 2014 Nomor 97/Pdt.G/20141PN Sby, yang

Putusan Jrngk.l PN

M.nohk gugatrn P.ng0uC.t un(uk s0luruhnya,

127 59/Pdt.G/20141PN Sla. P.ngadrlen NGgrfl Suraka(a

Srrtrfikat tan.h H.k Mrhk N0. 5467, G.ntan atas tanah dan $gala sasu.tu yang mlaket drat3snya saluas

+ 'l T5 M2, yeng tlrl.t.k dr Drsa Grntan, Ktc. Bakr,, Kat Sukohaqo ttrcattt alas nama Drr Marluah

Hrsyrm Ashril Mulyo

Putusan Trn0kat P.rtame
Mcnyrtrken gugat.n Par. Panggugat lrdak drpat

drttrma

128 60i Pdr.Gi 2014'PN.Ph. Prngadrlen Nagrn Palangkaraya
SHM No. 15.01.01.01.1.05986 yrng t.rhtak dr Provin$ Krlmrntan T.ngth. Kot.mrdyr Prlrtrgftar.y.,

Krc. P.handut, K.l. L.ngkar dcngan 313 M2 at.s nemr Ahram, SE.

Putusan Trngket BandinC

Mrngurtken putusan Pcnordrlan Ncgan Pahngk, Rrya, tangCal

t7 Drscmbr 2014 Nomor 60lPdt.G/2014/PN.Plk, yanO

dmohonk.n b.ndrnC tlrsabul

Putusan Trngkrt PN'

MGnyetakan CUg.tan Pan0gu0at trdak dapat drtcnma

SK No 020364C
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l(atararg[rto. J{qror Pailarr P.rit r. P.[g.all.n 0bit Prrtrrr
Strtur ?nrngrrm P.rttra,

Poriri l(rsur Trrrlhir

129 04/Pdt G/2014'PN.Kh.Mn. PanCadrlen NrDln Kabuprtrn M.drun

SHM No. 708/Bagr, Sunt Ukur {S.mnt.ra) N0.45 Trhun'1982 tanggal 12 Jrnurn 1982, luas t.n.h 2654

m2, tul.trk di Das. Brgr Krc Mrdrun, Krb. Mrdrun;

SHM N0.816/819r, Surrt Ukur {Srmcntrra} No.23711982 15 Janurn 1982, luas tanah 3584 m2, t.rlctek

dr Dcsa Bagr Kec. Madiun, (ab. Madrun.

Putusan Kasesr
Manolak Pcrmohonen Kas,sr dil Prm0h0n Kasasr

130 55/Pdt G/2014/PN.Dpk. Prngadilan Ncgcn Dcpok
B.rup. tanah drn brngunan bcrdasrrkan SHM No. 15320/Tugu srluas 99 m2 yang tlrlrtak dr Krl. Tuou,

Kac. Crmanoors, Kota DcDok - Jawe Barat
GuC.ten Drcrbut STLESAI

13',| l6/Pdt G/2014lPN.Rrp. Prngedrl.n N!g!a Rantauparapat
S.brd.ng ten.h b.nkut brngunrn srluas 1.827 m2 d:ngan SHM No.28o,Trn,ung Mcdrn, t!rht.k dr Jahn

Brrngrn Dcsa Tanlung Madan, Kac KarpunC Rakyat, Kab. l-abuhan Balu, atas nama Suharmrn.
Putusan BandrnC

lllanohk guCrtrn PcngCugall Trrbandrng untuk

seluruhnya

132 07/Pdt.G/201 4/PN.Mcl. Prng.drlan NcCcn MaCrlang

SHM No. 2M6, scluas 203 m2.t.s nama Drwr AnCgrarnr H.stungkarr dan SHGB No.0774 ssluas '121 m2

rtas nama Agus [3smono/Prnggugat, yang kcsrmuanya tcrlat.k dr Dasa Ban;arncgoro, Krc. Mrrtoyudrn,

Krb. Maoclrno.

Gug.t.n Drcabut SEI-ESAI

133 286lPdt.G/201 4/PN.Sby. Pangadilan Ncgcn Surabaya

S.bd.nC tanah h.k mr[I No. 2 - K.l. 8omok.[s.n s.lu.s 37.300 m2, lcbrh lrnlut drurarkan del.m Grmbrr

Srtxrsi t.rlanggal 31 oktob.r 1900 No. 141giu/1990 yang drkcluarkan olch Kantor P.(.neh.n Kotamadye

Surabryr rtrs nama Soad.rsono 0ngkowidloio, yeng tarhtak dr Proprnsr Jawa Trmur, Kotamadya Surabaya,

Krcam.t.n Trndcs. Kclurrhrn Rom0k.Isari.

Prosas Panqauan Kemhali

134 I 68/Pdt.G/20 I 4/PN.Jkt.B.r. Prngadrlan NrCrn Jrkrnr Ernt

. Tanah srluas 3.607 m2, SHM No. 67 7/Kcdoya, Gambar Srtursr No. 64/91 6/1 984 t.n0gal 2 1 Frbru.n

1984, tfilct.k dr Kcdoy. Rt.003/04, K.l. (.doya, Krc. Kcbon Jaruk, Jak.rta Barat,

o Tanah scluas L590 m2, SHM No. 682i Kcdoye, Gamb.r Srtuesr No 65/9I 711984 tanCgal 21 Frbruail

I 984, tlrlct.k dr (.doyr Rt 003/04, K.l Krdoye, K.c. KGbon J.ruk, Jrkrh B.r.t,
o Tanah scluas 3 

'148 
m2, SHM No 910i Kcdoya, Gambar Situasr No. '10201t1427/1985 tanggal 30 Julr

1 985, tarhtal dr Kcdoya Bt 003104, Krl. K:doya, Krc. Krbon Jsruk, Jakerta B.r.t,

Gugatln Drcabut SETESAI

135 1 7/Pdt.G/2014lPN.Krw. Pangadrlen Nrgrr Krrawrng
26 bdanC trneh yrng tarlatak dr Proprnsr Jawe B.r.t, Kahupatrn Datr ll XarawanC, Kccemrt.n K|3tr, Dasa

Lcmahmulva. drnoan kescluruhan 45 ha-
Gu0.tan GuCur sEr.EsAt
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tIo. [Io0o] Par]ara Prnirrr Pugrdihn 0bit Pulur Surr lmrngrmr luhnl
Poriri l(tm Trrrlhir

l(rlurnpn

r36 1 77lPdr.G/201 4/PN.Jkt.Pst. P.nCadrl.n N!0.r Jakartr Pusrt

;amrnan brrupr
. S.brd.n0 t.neh dan bangunan d:ngrn SHGB No. 1 660/Joglo yanc tcrlrtak dr Tamen Alla lndah F ll N0. 1

Joglo, srluas 405 m2 tcrtuls atas nrma lr. Bambang Sudrrsono,

. s.bid.ng tan.h drn brn0unan y.ng t.rl.t.k dr Jl. Swedrm R.yr Rt. 010,03 K.bryor.n Lrma Jakrrtr
S.latan dangan SHM No. 818/Ululamr saluas 1.320 m2 t.rtu[s atas nama h. Bamtang Sudarsono

Putusan Kasasr
Mrnolrk p:rmohonan kasesr den pere plmohon kasasr

k. BAMBAN0 SUDARS0N0 tlrs.but.

r37 1 58lPdr GI20l4/PN.Jkt.Pst. Pangadilan Ncgrn Jakarta Pusat

Sabrdang tanrh brnkul scC.la bengunan d.n t.naman yang bcnd: drat.sny. srlues 1 7 950 m2, y.nC

t.rl.tak drhulu drkrn.l s.b.gr Girik Lrtur C Nomor' 770, Parsrl Blok 25, K.hs D l, Drsa Ctrrnd.u,

Kacamatan Ciputat, Kabupatan TanCneng, Propin$ Jaw. Barat atau srkarang drkrnrl scbrgai Kal

Ctrandau, Kac Crrndru, Kota Tanorrrno Salalan - ProDins Bantan

Putusan TrnCkat P.rtema
Mcnyatekrn gugrtrn Pera PcngCugrt trd3k dapat

d(3nm

r38 156lPdr G/2014/PN Jkt.Psr Pangadrlen Nr0rr J.krrtr Puset
sHM N0.103,168,169,170, 186,195,196,197, 198, 19S,200,222,224,4491Kasm?n lurs 17.006

m2. v.n0 t?rlrtak dr J.lan W-R Suoratmrn No. 256 Drnorsrr
GuC.tan Drc.but sELEsAl

139 1 99'Pdr.G/2014iPN.Jkr Pst. PrnCedilan Ncgrn Jakarta Pusat
SHMNo.103,168,169,170,186,195,196,197,198,l9S,200,222,224,449lKtsmanlues17.006
m2, yano tlrltt.k dr Jalan W.R. Su9rttman No. 256 Danprser

Prosas Prnrn;euan K:mbalr

r40 84/Pdr.Gt20t4'PN.Ab. Pangadrlan Nrgcri Amhon
SHM No. 658 Trhun 1 985, lurs 19.1 28 m2, tulrtak di Jalan Puumt.l, Kllurahen Brntrng, Kecamrt.n

Nusanrwr. Kota Ambon.
Prosrs Prninlruan Kcmbalr

r41 03iPdl Sus/201 4/PN.Nr.Ca.Jkt.Pst. PanCedilan NraCa Jekartr Pusat

t.nah s.lu.s 58.000 m2 sGbagr.n d.fl lu.s t.nah 113.408 m2 cx SHGB No.442lMaruya lJdrk (skerang

Maruya Srlrtrn) yrng drpcrohh drngrn Hrbah No. 583/Krmbrngan/1995 t.ngg.l 22 Fcbruan 1996 y.ng

drbuat drhrdapan Notars Mohamad Sard Tadloadrn yang tlrlatak dr Jalan Muuya Salatan No. l, Krl.

Maruy. Sal.trn, K.c. Krmbrngan, Jrkrrla Brret, satlmp.t yanC drkcnal drngan Karpus lJnrvarsrtas Mttcu

Butnt

Putusan Kesesr

Manohk parmohonrn kasesr dar Prmohon Krsasr

SOEOES()N IANORA,

S.H.. M.Hum., dan Drs J0K0 PRAB0WO, S.H, M.H

trrsrbut.
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to, ilcnor Prrlrrr Prnitrr Prngrlihu 0tirl Prrhn Strtur Pmrngrnrn Prrlrrrl
Posiri l(rsu: Tarrthir

l(ataran!an

142 't97lPdt.G/201 4/PN Jkr.Pst Pcnoadrlan NrCan Jekarta Pus:t

. D.posrto Brqilgka 1 (satu) bulrn, No. Srn SB 007061 drngan nrlrr nomrnrl Rp.250.000.000,.. tcrcatat

rt.s nrmr PT. Wrlh.r. Pnm. B.rlty, trrtrnggd 27 0ltobrr 1998, t.rh(ung mul.r t.ncgel 27 oktobrr 1098

hingga 27 Novrmbrr 1998,

. Dlposrto Brt.ngk. 1 (satu) bulen, No. Scn SB 00821 7 drngan nrlrr nomnal Rp 800.000.000,.,

tartanCgrl 1 Marat 1999, tucatrt atas nama PT Wrlhrr. Pnma Rcalty, tcnanggrl 1 Mrrct l999 tcrh(unC

mular t.nCgal 1 Mar.t 1999 hrnoga tanggrl'l Aprl '1909,

o Drposito Br4rncka 'l {satu) bul.n, No. srtr SB 008263 drngan nilar nomnal Rp. 500.000.000,.t.rcat.t
etas n.m, PT. Wlhara Pflma R.elty, trdanCCal 'l 2 Marct 1999 IrtanCgal l2 Mar:t 1999, tcrhrtung mular

trng0rl 12 M.rrt 1999 hingCa t.nggel 12 Apnl 1999,
. Ocpo$to Br4.nCla 1 (s.tu) bul.n No. S?n SB 008263 dcngrn nrlrr nomrnal Rp. 500.000.000,- tucatat

atrs nam PT. Wrlhrra Ptrm. R;alty tcrt3ngg.l l2 Mar.l 1999 tert.nggrl l2 Merat 1999 hrnog. tanggal

12 Apnl 1999,
.0.posrto Bcqancke 1 ls.tu) bulrn No. sur sB 008262 dcngan nrlar nomrnal Rp 500.000.000,., tcrc.tet

ates nam. PT. Wlh.re Prima R.elty t.rt.nooal 12 Mrr.t 1999 t.rhrtung mbr '12 Marrt 1990 hrnoga 12

April 1999,

.R.krninCKor.nNo.Rak 100.007056.l.0l.6atasnamaPrnCCu0.tdcnganlumhhsaldosrbrsarRp

143.600.364,.yan9 trrcatat p3da prnodr t.nogel 1 Marrt 1999 sampar drngan 12 Marrt 1999 y.nC

drkaluarkan Brnk Srnho,

Putusan Trngk.t Partama
Meny.takan gugatrn panggugat trdrk drpat d(cilma
(nGt onv.kallk vcrklaerd)

143 53iPdr Gi2014/PN.Tk. Prngadrlan Nrgrn Tanlungkarang Akt. Rrsalah lcl.ng No. 36/1987.'1986 tcrt.nggal I I Das:mbar 1987 Putusan Krs3sr
Mrnohk prrmohonrn kesasr dan ptra prmoh0n kasasr

Tuen AMAT ALI t.rsrbut

144 202lPdt G/20l4iPN.Smo. Prnoadrlan Nrgrri Srmaranq SHM No. 195 yang trrht.k dr Jl. Puspow.r0o lX/2 Srmrrno Guoatan Dam.r SETESAI

145 l0iPdt Gi2014lPN.Trk. P!ngadrlan N.Car Trrnggalak

s.brd.ng tanrh s.wah p.rtenren SHM No 265 Surat Ukur Tanggal 9.5.200 I N0. 94i 200 1 Lurs 3005 m2,

atas nama Sumratrn y.nC Grlrtek dr Drs. T.wrng, (cc. Mulungan, Krb. Trrnggalck, Jawr Timur den tenah

p:karangrn SHM No. 1565, Surat Ukur Trnggrl 21.02.2008 N0.467/S.mbtr.io/2O08 l-urs 657 m2. rt.s
nema Mochamrd K0srn Nurahman. yang tcrlatak dr 0asa Sambtralro, Kcc. Iranggalck, Kab. Tnnggalak Jawi

Trmur

Pros?s dr Trnok.t Kasasr
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il0. ilonor Pr;lrrr Prnitrrr Prngrdihn 0blrt Prrtrrr
St tlt Panrilarai Pxlara,

Porisi lh:us Trrrlhir
lhlmngnn

146 31 9,Pdr.G/201 4/PN.Jkt.s!1. Prngedrlrn Nrgrn Jakarte Srlrtrn

SHM No. 667/Krdoy., Grmbrr Srtuasi N0 64/916/1984 tanggrl 21 t.bru.n 1984.t.s naml Krryrnr

Nusa,

SHM N0.682/Krdoya, G.mb.r Srtuasr N0.851917/1984 trnggel 21 [cbruan 1984.t.s n.ma Tuty Rrdw.n

Tlandra, dan

SHM No. 91o/K.doyr, G.mb.r Situasr 1020/4427/1885 tanggal 30 Ju[ 1985 :tas nama Tcrunodloyo,

Putus.n Trngkat Bandrng

Mcmb.talken Putusan PN. Jrkart' Srl.tan t.nggal I Ju[ 20'l 5

No. 3'19/Pdt.Gi2014/PN Jkt.Srl., yrng dmohonkrn bandrng

tcrsabut.

Putusan Trngkat PN'

Man0abulk.n CUgrtan Pcnggugrt untuk srba0ran

147 96/Pdt.ci2014,PN.Plc. Prngrdrlan Ncgon Prlambang

Tanah saluas 28.706 m2, y.ng trrlrt.k dr J.l.n So.karno.Hatt. FT. 06/09 Kal. Srrng Agung Palambang

(drhulu Xcl. Lorok Prkio P.bmbang) $bagrmanr SHM No 3010, Gambar Snursr No. 1024 lahun 1984

en. M. Yusuf

Pulus.n Trngkat Pcrtama
Mrnyet.krn gugrtrn pm PrnCgugrt trdak d.pat

dit!nm. (Nrrt 0nv.ntkc[;kc Vrrklmrd).

t48 33/Pdt G/20l4lPN Mtk. Prrgedrlen N6gen Molokcrto
SHM No. 184, luas 98 m2, yang trrlctak dr Krl. Krumrn, Krc. Prrlurl (ulon, Kota Molokrrto, Proprnsr

Jrwa Tmut

Putusan Trngk.t Bandrng

MGngurtkrn putusan Prngadrhn Nrgan Molokrrl0 t.nogal 03

Frbruar 20'15 Nomr 33/Pdt.G/2014/PN.Mtk, yrnC

dmohonken bendrng trrs.but

Putusan Trngkat PN

Mrnohl gugetrn Pcngguq.t untuk s.luruhnya

149 322lPdt.Plwl20'l 4/PN.Jkt.Ut. Prncadilrn Nrggn Jakarta [Jtrre

l. Trnah drn brngunrn y.nC tcrlct.k dr Jrlen Borobudur 1A RT. 009iBW. 002, M.ntrng, Jtkuta Pusrt

(SHM n0. l62iMrntcng an RG Doanat),

2. Tan.h dan benCunrn yanC t.rl.t.k di Jalan Gadung Hqau Raya Sektor lV, Kav. 8, Blok Bl( N0 30, Pondok

Prn.nC, Kcb.yor.n Lrm, Jrkrrta Srleten (SHGB N0.3261/Pondok Prnang an. Ny. F. Srtr Rabrnr), dan

3 Tan.h d.n b.ngun.n yrnC t.rl.trk dr J.l.n Grdung Hrlru Bay: Srktor lV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok

Prnang, K.beyor.n L.ma, J.l.rte S.lat.n (SHGB No. 3264/Pondok Prnang an. Ny. F. Srtr Rabrnr).

Proscs Trngkat BandrnC

r50 42/Pdt.G/201 4lPN.Kwg, Pcngadrlan Nrgrr Karawang

Tanah dan bangunrn SHGB 4 buah dcngan luas tan.h + 1.065 h.ktar

SHGB No.llKarangrnyer,

SHGB No. 2/Keranganyar,

SHGB No. 3/Kanngrnyar,

SHGB No 4lKeranoanver-

Putus.n Trngl.t Prrtamr
Mlny.bkrn Cugat.n PENGGUGAT trdak d.p.t
d(rnmr

151 1 01 lPdr.G/201 4/PN.Tk. Prngrdrhn Nrgcn Tan;ungkrrrng
Surat K.putusen (SK) PtIPN Crbang [ampung T.ntrnC Prnlt.pan Jurnlah Pruteng Nrgara drngan No. PJP.

N002/PUPNC-0712014 trn0o.l 20 Aoustus 2014
Gugrtrn GuCur SETESAI
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lIo. I{onor Prrtrrr Pmitrn Pmpdihr Olit ?rrtrrr Strtrr PrnD;rmr ?uhrrl
Porid lhrm Trrrlhir

fatarrnIltr

152 30/Pdt.0/201 4lPN.Sng. Pcngedrlen N.g.ri Subang

Trnah brkas HGU No. llorhrmbulu sduas 10.860.500 m2, yg tcrl.tak dr D.sa K.r.ncmuktr, Krc.

Crprundruy, Drsr Crhrmbulu (rdrwung, Srlamirya, K.c. Prbu.r.n, Kab. Subrng,

Tanah brkas HGu No. tlo[cundcuy s.lues 7.853.080 m2, yg t.rbt.k dr Drsa Crprundruy, (rc

Cmlundouv- Kac. Crolundeuv. Kab. Subano.

Prosas Brndrng

153 399lPdt Plwl2Ol4/PN JIt Ut. PGn0edrl.n Ncgen Jek.rta lJtara SHGB No. 250/sclong, luas 750 m2, an. FX. Wdyast.nto Pulus.n TrnCkat Pcrtama

.Mrng.bulkan Eksrpsr yang dralukan Tarlawan, Tulut

Terlawan lV drn Turut Tarlrwen Vl,

.Mcnyatakan Pcrlawan.n Pclawan trdak dapel

dfailma

t54 930lPdt.G/201 4/PN.Sby. Pcngadrlan Ncgcn Surabaya

.SHGB No.07, srluas 101.755 m2, trrlrt.k dr Ocs. Surput, Krc.0rryoralo, Kab Gnsrk, Provrnsr Jrwr
Trmur,

.SHcB N0.8, saluas 36.540 m2, tulatak dr Drsr Kftkiran, Kac Dnyorc;0, Kab. Gr.srk, Provrnsr Jawa

Trmur,

.SHGBNo 10,srlurs4.l00m2,trrlrtrkdiDlsrKrkihn,Kac.0ryonlo,Krh.Grasrl,ProvrnsrJawr
Trmur,

.SHGB No. 12, saluas 6.340 m2, tcrl.tak dr Orsa Dnyorc;0, Krc.Oryorclo, l(ab. Grasrk, Provrnsr Jawr

Trmur,

.SHGB N0. 13, s.luas 32.050 m2. tcrl.t.k dr ocsa Driyorclo. Krc DilyorcJo, Kah. Gr.srk, Provrns Jawa

Tmur,
.SHGB No. 1356, srlurs 33.500 m2, tcrlctak dr Dcsa Sutrput, K.c. oryoralo, Kab. Grcsrk, Provrnsr Jawa

Tmur,
-sHGB No. 35, sclu.s 8.600 m2, t.dctak di D.sa Dnyorc;0, Kac Dryora;0, Kab. Grrsrk, Provrns Jawa

Tmur,

-SHGB No. 36, srlurs 51.700 m2, t.rbtrk di Dr$ Dny0r.lo, Kcc. onyore;0, Ktb. Grtsrk, Provrnsr Jrwr
Tmul,
-Janinrn Fidusia hrdasark.n S.rtfrk.t J.mnen Frdusre No. C2'1 1 1 5 HT.04.06.TH.2000i NSTD, terggal

24 Nov.mb.r 2000, yrng drtrrbitkrn olah 0cprtrmn Krhrkm.n d.n Hak Asrs Manusrr Rl

Pcncabulan Prrkan Brnding

155 r 32'Pdt.G'20r4i PN.LP. Pangadrlan Nrgrr lubuk Pakam

S.brdenC ten.h s.lues 2.394 m2, srbrgrimrna SHM No. 9/0csr Tclaga San, an T.rCuCet lll, t.rlrtal dr

Dtse T.l.C. Sari, K.c. Tanlung Mor.w., Kab. och S.rd.ng, d.n Srbrdang tanah sclues 6.259 m2,

sabrgamanr SHM No. 1 1,T.laga S.tr, .n. TilCug.t V, t.rlrtrk di DGsr Trhgr Sm, (rc Tan;ung Monwr,

Krb. Oal Sardano.

Putusen BandmC
Mrnolrk gugatan Tcrbandrng ssmule Prng0u0at untuk

saluruhnya,
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lllo. ilmor Plrkrrr P.nh.r. P.[g.dil.tr 0birt ?rrtrn St tua Parntairi ?slaral
Poriri lhrut Trlrlhir

l(rtrrugnn

156 63 1 IPdt.G/201 4/PN.Jkt.S.l. Prngadrhn N.Ccfl Jakarta Sal.t.n

SHM No. 84, s.lu.s 276 m2, dr D.s. Brb.rrn, Blol KD D.d.p B.b.ran, Prlm.n.n, Ctr.hon, Jaw. Brrrt,
an Yusr Yusuf,

SHM No. 'l296lMrkrrs.ri, s.lu.s I I 5 m2, .l.m.t P.rum Kompes lnd.h, Jl. Trlmbrsr Blok 85 No 1,

Mrkarsrn, Trmbun, Brkrsr, an Yusn Yusul,

SHM N0. 1945iM.larsrr, srlurs 135 m2, alamal Prum Kompes lnd.h, Jl. Alamndr Blok C2 No. 2,

Mckarsan, Tembun, Bakasr, an Yusn Yusuf,

SHM No 1456, srluas 135 m2, rhmrt Parum Srnrr Kompas Utrmr, Jl. Xananga Blok 82 No. 22,

Mckarsarr, Trmbun, Bckasr, an Susrntr,

nI

GuCatan Drcabut SELESAI

157 51 TlPdt.G/2014/PN.Jkt.Bar. PcnCadrlan Nagari Jakrrt. B3rat

T.n.h.t.nah yeng brr.l.m3t dr Jl. H. D0m.n0, N0. 6, RT/RW 001 3102, Kcl. Kcbon Jcruk, Krc. Krbon Jcruk,

Jakarla Baral

SHM No. l'123/K.bon Jaruk, lgl. 16 JUI 1991, Surat ukur No. 1372i 1991 tgl.22 t:bru:r '1991, srluas

1.656 m2, an. lwan Sutadr Srdartr,

SHMN0.1124/K.bonJrruk,tgl.l8Juh1991,Sur.tUkurNo 1373/1991tgl.22tebruan'l991,selurs

462 m2, an lwrn Sut.dr Srdarta,

SHMNo.ll5'l/KrbonJiluk,rgl 22oktob.rl99l,SuratUkurNo 1374/199l,tgl 22Februan'1991,

sduas 732 m2. rn. lwan Sutrdr Srdrrte.

Putusen Trnglrt B.ndrng

Mangu.lk.n Putusan Prngadrlen Ncgcn Jrkarta Barat tanCCal

18 Agustus 2015 Nomor 517/Pdt G/2014iPN.JKT BRT yang

draluken b.ndm0 tarsabut.

Putusrn Trngkat PN

Mrnyatalan gugrt.n Pan0gu0at edalah trdak bcr.lasan

dan olah karananya haruslah drtohk,

158 827lPdt.G/2014/PN Sby. Prngadrlan Nrgan Surabaya

Srbrdeng tanah drn bangunan sebagrimana SHM N0.36, Gambar Situ.si 625/1977, lues 1770 m2, t.rl.t.k
dr Drsa Bo;ong Rawr [umbu (s*arang Krlurrhan BoJonC Rrwa Iumbu) Krc. Tambuno (srkarang Krcametan

Brkrsr Trmur) Krb. &krsr, Proyrnsr Jlwt Brrrt. satrmptt dikan.l sabagai Jl. B.y, NeroCong KM 5.5

Bckasr

Putusan Trnekrt Pcrtama

1. Mrngrbulkrn rksapsr Trrou0rt I dan T.rgucat lll.

2. Manyatak.n PcnCrdilan ncgcn trdek hrrwcnanC

untuk, mrngrdrlr prrkala rquo,

't59 788/Pdt.G/2014/PN Dps. Prngadihn Nrgan Danpasar

Bidan0tenahs.su.rSHMNo.4S4l,s.luas2400m2,srsuarG.mberSrtuasrNo'l762il995tanggalll
Jula I995, t.rht.k dr D.s, Kuta, K.c. Kutr, Krb B.duno. Proprnsr B.[;
SrbagirnbrdangtrnahsrwaHrlMrftkPrprlNo 67,saluasl.966m2,sasuarAkt3S.w..M.nyawrTanah

No. 206 tanggrl 31 Janu.r '1990, drbuat drhedapan I Putu Ch.ndra, SH., Notails dr drnpas.r.

GuC.tan GuCur SEIESAI

SK No 020358 C
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l(drrrngnn

160 891,Pdr.Gi2014/PN sby Prngedrlan Nagrr Surabaya

S.brd.nC ten.h dan b.ngunan y.ng tlrl.tak dr Krl. Khmprsngrsrm, Kcc. Sukoilo. Kott Surebaye, SHM No.

1 078, rluas 47 m2 dan tanah dan bangunan rumeh hudm dr et.s rumah scwa Kola Surabaya srsurr SIPT

No. 
,l88.45/1324Pi436.6.18/2013 

tanggal 18 Aprl 2013, saluas 588 m2, tubtak dr Kcl. Earatataye, K.c.

Gubcng, Kotr Sunbry. Jal.n K.libokor S.lrtil N0. 146.

Putusan Kasasr

Mrnohk prrmohonan kasal dan Pan Pamohon Kasasr

1. RENOY HEROIANTO HARSO,2 RB INDAH

WARNIATI tcrsrbut

'161
1 73tPdr.G/201 5/PN.JKT.PST. Prngadrlan Nrgrn Jakarta Pusat S.rtrftlat Hek Gunr Banoun.n N0. 263i0rkinr

Putus.n PN

Mangabulkan Cugatan panCCug.t untuk s.begrrn

Bro Advokasr trdak rnrn0elukan bandrnC kerana amar

putus!n pilkrm tarsabut hrnya mGn0hukum Trrgugat

untuk mclakukan roya dan scsuar drngan drta

dmaksud trdel lagr tcrdap.l krwaliban kapad. N.gara

162 282lPdt, G/20 I 5/PN.Tnn Prngadrhn Nr$r Tondeno SHM N0.50/Krnneolan, Tondano, SHM N0.49/Katrngolan dan SHM No. l30iRanowrngko Putusan Kasasr

Mcnang trngkal kasasr (bardasarkan rnlormasr dar

wcbsrtc M.hk.mah Agung, namun rala:s brlum

drlrnm KPKNI M.nrdo)

163 728/Pdt G/2014/PN.Jkt.S.t. Pcngrdil.n N.grn Jakarte Sclatan
SHM N0.05102/Crlendek B.r.t, tgl. 17 Januefl 2000,.t.s nama H 0;uanda srluas'1.984 m2, trrlrtak dr

Rt. 1 3 Rw. 02 (dahulu Rt 04i 02) Krl Crlend.k Barrt, K.c. Cil.ndak Jakut. Sllatan
GuC.ten 0rcebut sEr.EsAr

164 04/Pdr.Gi 20'l 5/PN Jkt.Pst. PrnCadrl.n Nro.fl Jakrrtt Pusat

mnuntut pamb.y.ren ates 5 (lm.) Sartdrkat ocposrto dan I (stlu) Rakcning Koren ates nema P.nogug.t,

dcngil pcmcr.n sab.0.r b.nkut.

r D.posrtoB.4rngh,No.SrnSB007061,No.100i10196il0/98,Rp 250.000000,.(duar.rus[m
puluh luta rupreh) a.n. PT. Wilhar. Ptrma R.elty, t8rtanegal 27 0ktobar 1998;

b D.posrtoBr4.ngka,N0.S!flS8008217,N0.100/10246/03/99,Rp.800.000.000,-(drlap.nratustul.

rupr.h) e.n PT. Wlhara Prma Rralty, trrtanCCal I Mrrrt 1999;

c. D.posrto B.r,.nCk., No. Sri SB 008261, No. 
,l00/13275/03i99, 

Rp.850.000.000..(d.lrprn r.tus lmr
puluh lute ruprah) a.n. PT. ttYdhrra Primr Bcalty, tlrlenCC,l l2 Mar.t 1999.

d. Drposrlo B.riangka, No. S.ri SB 008263, No. l00i 10309/03/99. Rp. 500.000.000,.(lme ratus tur.
ruprrh) r n PT. Wlh.n Pflma Brtlty, l.rt.nCg.l 12 Mtrtt 1999,

!. O.po$to B.rtangl., No. Sari SB 008262, No. 100i 10308/03/99, Rp. 500.000.000,.(Ima ratus tute
ruprrh) r.n. PT. Wrlhrrr Prima R.elty, l.(anCg.l I 2 M.[t 1999,

f. Rrkrning Korrn No. B.k. 100.007056.1-01-E srbrser Rp. 143.600.3M,- {srratus lmprt puluh tro. tut.
rnam letus ribu trga ratus cnam puluh ampal ruprah) a n. PT. lYilhara Pnmr Bcrlty.

Putusen Kasasr
Mcnohk Pemohonan kesesr Pcmohon Kasasr PT

WLHARA PRIMA REALTY brsrbut
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ilo. ilmor Prrlm Prnirrr Prngrdilrn otFt P.rlur Slttur Pmrlana[ Pa]lara,
l(rtu.ng.n

165 03/Pdt.G/201 5lPN.Jkt.Brr. Pcngadrlan Nrgan J.karta Barat

Mamrnl. p.mbrl.l.n Hak T.nggunCrn .trs tanah srlurs 38.029 m2 mrftk PrnCguCal yang tarlctrk di Kcl

Mrruya Sclatan, Krc. Kambang3n, Kot. Jakarta Bar.t yrnC talah drbanCUn lelan tol yaitu Ruas J.lan Tol

lrngkrr Luar Jakrrta {J0RR} W2 Utrr. y.no s.at iil drkuas.r ohh Targug.t ll yartu h.k tanggungen at.s

SHGB N0. 436/M.ruy. Udik d.n SHGB No. 442i Mrruyr Udik.

Putusan PN
Mcnolak gugatan Pcnggugat Konvrnsr untuk

srluruhnye

166 18/Pdt.G/201 5/PN.Bks. Prngadrlan Nagrr Brkasr

SHGBNo.I/DrsaTalagaMurni,Krc.Crbrtung,Kab Brkasr,JawaBaratsrluas3.T60m2,

SHGB No. 2/Oasa Trlaga Murnr, Krc Cib(ung, Kab. &krsr, Jewa Beret scluas 8.,l68 m2,

SHGB No. 4/0rsr Trlaga Murnr, Krc. Crbrtung, K.b. B.krsr, Jawe Berat srluas 18 430 m2

Putusan Kasasr

Mrngabullan parmohonan kasasr danPrmohon Kasesr

I l. MENTERI KEUANGAN R.l. Cq. DIREKTUR

PIUTANG KEKAYAAN NEGARA DAN KEKAYAAN.

KEKAYAAN I.AIN.IAIN,2. MENTERI KEUANGAN R I.

cq.DIREKToRAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq

(ANT0R WILAYAH vlll DJKN BAN0UNG cq.

KEPAI.A KANTOR PETAYANAN KEKAYAAN

NEGARA t)AN LEI-ANG BEKASI, Pomohon Kasasr

ll PT. BANK MANDIRI (P.rsrro) Tbk., dahulu BANK

BUMI 0AYA tarsrbut

167 10Z/Pdt Bthi1201 5/PN.Sby Prngadrlan Nrgrn Surabayr
Srbrdang tanrh srluas 1 54 m2 burkut bangunan y.ng brrdril dret.sny. SHM No. 2276 alas nrme ong

Davld y.ng t.rlrt.k dr Jl. Rrsdcn Sudrman No. 56A, Krl. Pacar Katng, Kac. Trmbrksan, Kot. Sur.b.yr
GuCat.n 0rcabut SETESAI

168 1 52tPdr.Bthl201 5/PN.Sby. Pangadilan Nrgcn Surabaya

Trnrh drn brngunrn SHM No. 1355, lurs 26 m2, rn. Ny Thr Irnny Trd,*usuma, trrlrtrk dr J.hn
Krnteng Japun No. 'l 13, Kcl Bongkarrn, Kcc. P.b.nen Centren, Kota Surabeya;

Tanrh dan bangunen SHM No. I 751, luas 375 m2, :n. Ny Thc Ianny T.dlakusuma, tcrltt.k dr J.l.n S.trlrt
lndah 6iJN.12 Xrl. Tnlungsair, Krc. Sukomrnungg.l, K0l. Surabaya,

Tanah drn bangunrn SHM No. 1427, lurs 39 m2, an. Ny. Thr [anny Tcdt.kusum3, till.t.k dr Rulo Kartrka

C.ri. Jal.n K.mb.no J.pun No. 129 S, Krl. Bongkaran, Krc. Peb.nrn Crntian, Kot. Surebaya,

Tanah dan bangunrn SHM No. 531 en Jo lskandar tarlatrk dr Prop Jrwa Trmur, Kotr Surabrya, (ac.

Ascmrowo, Kcl. Ascmrowo,

Pcrscdrarn Barang 0agrnC.n t.rlrtrk dr Ruko Kartrkr Cane Jal.n Krr$rng Japun No 129 S Kal

BonCkeren, Kac. Prbcrn Cantrkan, Kota Surrbaya

GuC.trn Drc.but sEr.EsAt

SK No 020356 C
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ilo. ilmq P*trrr Puitrlr Pugedihn 0bil Puhrr Statr Pamrlatrar lnla?a,
Posiri l(rur Tuelhir

ffi.Iargan

I 53lPdt.G'201 5/PN.Jkr.Srt. Prngadrl.n Nrg.fl Jakerta Salatan

SHM No 84, srlurs 276 m2 b.rikut btngunrn yrnC .dt dirtrsny. s.lurs 1 68 m2, J.lan D.st B.brr.n, Blol

K0 0adap babaran. P.lmrnan, Ctrbon, Jawa Baret, .n. Yusn Yusur,

SHM No 1 296/M.karsen, srluas 1 1 5 m2 buikut b.ngunan y.ng eda dr.tasnyr s.luas 1 63 m2, Parum

Komp.s lndth, Jrlan Tnmbrsr Blok 8.5 No. 1 Makersan, Trmbun, BrIasr, an. Yusr Yusul,

0il,.

Putusan Bandrng
Manyatakan Gueetan PrngguCat trdal dapat dltrrma
(Nrrt 0ntvrntkrlijka Vcrklarrd),

t70 I 54/Pdt.G'20 1 5/PN.Jkt.Srl. Pang.drlan Nrg.fl Jakarla Sclrtrn

SrbrdanC tanah mrtk Ad.t C N0 286 srlu.s 2.305 m2, dan Rrmn brn Prndlul brrdasrrkan Akta Jual Balr

N0. 1062/'1973 ttnggrl 28 Ju[ 1973 yrng drbual dft.d.pan Kusnadr, CametIPPAT Krbayorrn l-rma

J.krrt. Sclatan, s.t.mpat dikm.l d.ngen Cilendak Berat Rt. 004/Rw. 002, Krl. Cilandrk, Ktc. Crland:k,

J.kartr S.letrn. mq.di SHM No. 582loil3ndrk sGlu.s 2 305 m2, srsuar Gambar Srtuasi No.

1262/1914/1973 tol 22.09.1973 rn. H. Utas.

Putus.n PN Mrnohk Gug.tan PcnCgugat

171 r 9'l /Pdt.G/201 5/PN.Jkt.Pst Pan0rdrlan N!g.n J.k.rta Pusat

S.rtrfilat Ienah No. 46 GS No. 5940/1 990 lurs 720 m2, atas nrma lr. Astp Sufwane, dr Proprnsr Jawa

B.r.t, N.buprtln B.ndung. Kac.mat.n M.irl.ya, D:sa Bolong Emas,

SrrtrftkrtTrnthNo 470SN0.5941/1990lu.s720m2,.tasn.mrk.AsrpSulwrnr,drProprnsrJrwa
Bar.t, Krbupatrn Bandung, Kacamatan Malalaya, Dcsa Bolong Emas,

Srrtrfrkat Tanrh No. 48 GS No. 5942/1 990 luas 720 m2, .tas n.m. lr. Astp Sulwana, dr Proprnsr Jawa

8rnt. KrbuDrt.n Brnduno. Krcrmrt.n Mrrrl.vr- Oasr Borono Emrs

Gu0at3n 0rcehut SEI,ESAI

172 265lPdt.G/201 5/PN.Jtr.Brt. Pangedrl.n N.Ccn Jrkarta Baret SHGBN0 358/M.ruyeSrlatu,JakrrtaBrnt,d.ng.nlu.stan.hl44m2danluasbrngunanl52m2. Prosas Bandrng

173 r09tPdt.Gi20't 5/PN.Btb. Prngedil.n Nro.ri B.l. B.ndung

S.rtrfiktl t.n.h No. 46 GS No. 594011990 lurs 720 m2, etas nama lr. Ascp Sufwana, dr Proprnsr J.w.
Brlat. Xebup.trfi B.ndunC, K.c.m.ten Malrleya, Orsa Bo;ong Emas,

S.ltrfikrt T.nrh N0. 47 GS No. 5941/1990 lurs 4080 m2, rtrs nrma lr. Ascp Sufwanr, dr Proprnsr Jawa

Ber.t, Kabupatatr B.nduno, Kccem.ten M.l.leya, Desa Bopng Emas,

S.rtifikat Tan.h N0. 48 GS No. 5942/1990 luas 2000 m2, atas tramt h. Asrp Sulwana, dr Proprnsr Jawa

Barat, Krbuortcn Blnduno. Kacamrtan Ma[lava. Dasr B0mn0 Emrs.

Putusrn PN
Mrnyatakrn Gug.tan PrnCgu0.t trdal dapal drt8rma

(Nirt 0ntvankr[;kr Vrrklaard).

174 128'Pdt.Gl201 5/PN.Cbi. Pengadrlan Ncaui Cibinong
S.rtrfik.t No. 429[cnCch, lurs 22 870 m2, tul.t.k di Kdur.htn T.no.h, K.ctmrt.n Ctbtn0n0, K.bup.trn

Bogot, An. Grto Scwoyo.
Putus:n Panrn;aurn Kambalr

M.nohk Pcrmohonrn prnmlauan X.mbeI drn Prmohon

PrnrnFuen Krmb.l HARY0 WJAKS0N0 tGrscbut
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il0. llmror Prrlrrr P.nh.n PrIg.dll.n 0birt ?rilrrr Strhr ?rnlglrn ?rrhrrl
Poriri l(ilur T.rrlhii l(alfiangrn

175 83/Pdt.G/201 5lPN.Trk. Pangadrlan Ncgan Tan;ung Karang

a) SHM No. 19, an. Atrwar S.[m (dh. Lrm Tlry Gorn), Dcsr Campang Raya, Krc. Tanlung Karang Timur,

Kodyt Brnd.r Lrmpun0, Provrnsr Iampung,

b) SHM N0.0557, an. T.ddy Mustop0,0.se Kdrmann, (ac. Trqung Karang Trmur, Kodya Bandar

Iam0unC, Provrnsr Iampung,

c) SHM No 8079, .n. Anwrr Sa[m (dh l-rm Tlay Goan), Drsa Camprng Baya, Kac Tanjung KaranC Timur,

K0dyr Brndar Lampung, Provmsr ltmpung,

d) SHM No. 20, an. Anwar SaIm {dh. lrm Tlry Gocn), Drse Campeng Rrya, Krc. Trn;ung (arrng Tmur,

Provrnsr Irnpung,

r) SHM No. 1 1'1, rn. Vrvrrn Asrll, Drsa Campang Raya, Kcc. Tan;unC (arang Trmur, Provrnsr lrmpung,

l) SHM No. 99, an. Vrvran Asall, Dcsa Cerpang Raya, Krc. Taniung K.rang Timur, Provrnsr lampung,

C) SHM N0. 9559, .n. Budr Mustopo, Drsa Kcdemaran. Krc. Tequno Kar.ng Trmur, Proyrnsr latrTunC,

h) SHM No 961 0, an. Budr Mustopo, Dasa Kcdamaran. Krc- Tanlung Kartng Trmur, Provrnsr lanpung.

r) SHM No 9562, Dcsa Krdrmaran, Krc. Tan;ung Karrng Trmur, Kodye Brndrr Iampung, Provrnsi lampung,

1) SHM No. 198, Dcse Camprng Raya, Kcc. Tanlung Karang Trmur, Kodya Bandar Ianpung, Provrnsr

Ianpung,

k) SHM N0. I 18, 0ase C.mpang Raya, Kcc. Tanlung Karang Tnur, Kodye Bandar lampung, Provrnsr

Ierpung,

l) SHM No 9558, Drsa Krdamaran, Kac. Tanlung Karrng Tmur, Kodya Bandar Lampung, Provrns Lampung,

Gugrten Ucrbul SETESAI

176 270'Pdt.Bthl201 5/PN Jkt.Pst. Psngadrl.n NrCrn Jakarta Puset

SHGB N0.4988/Sunt.r, GS N0. 1876 Trhun 1985, drn surrt-surrt opcr Prkil rtrs ruko mrfik P.mbrntrh,

yeng t.rlrtak dr Jl. Krckot Jrya Blok C-ll/12 D, Kel. Prsrr Brru, Krc Srwah Bcsar, Jakerla Pusal, Provrnsr

DKI Jakarta dan surat.suret Tenah B.kas H.k P.kei y.ng t.rlctek dr Jl. Karang Anyar A Vll No.19A Rt.

007107, Kcl Kartmr, Klc S.weh Bcsrr, Jrk.rt. Pusrt, Provrnsi DKI Jrkrrt..

Pros.s Prnrni.u.n Kcmt3lr
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[!lo. J{onor Parhra ?rnirrr ?ugrlihn 0bit Prrlrrr
Strtur ?rnrrpnrn ?uhrrl

Posiri l(rsur Imlhir Iilumgu

177 377lPdt.Gi 201 5/PN.Jkt Srt P.nCedrhn Nc0.r Jekarta Srl.len

tanrh drn b.ngunan yano t8rlstak dr Jal.n H.0.S. Cokloamrnoto No. 57 MantcnC, Jakarta Pusat,

hrrdasrrkan SHGB No. 1499/G0ndancdr. t91.07.12-2012, surt Ulur No 00012,Gondancdra/2011 tgl.28-

09.201 1, sclurs 930 m2, rn. Budr Prakoso.

Pulusan Trngk:t Krsasr

ManCabulken p!rmoh0nan kasasr dan Pcmohon Kasasr'

1 KANTOR

PELAYANAN XEKAYAAN NEGARA DAN I,ETANG

JAKARTA I,2, PT.

SUNDAEP.R, 3. H; R AY M0NIEK SR|WOIYATNl,

t.rsabut,
- Mcmb,telkrn putusan Pingadrlan TrnCgr DKI Jakart,

Nomor

243/PDT/2017/PT DKI t.nggal l6 ACUstus 20'17 yan0

mn0uetkan
putusan Pangadrhn NcCrn Jakarta Schl.n Nom0r

377/Pdt.Gi2015lPN.Jkt S.l tanggal 10 M.Irt 2016,

178 680'Pdr.G/20'l 5/PN.Jkt.Sct. Pangadrl.n Nrgrri Jakarta Sclatrn

SHM No. 982/Durcn Trga, K.cemat.n Pancoran, Jekarta Scletan, Surat Ukur No. 00947i2004 tanggal 7

Junr 2004, drngrn lurs 1 1 1 m2, drngrn lokrsr lah.n brrad. dr Jalen M.rpanC Prap.ten (d/h Jl. Buncil

R.y.) RT.002 RW.0l, Kcl Dur.n Tigr, K.c. Prnc0r.n, Jrkrrta Srl.trn, drn

SHM No. 983/Durcn TrCa, Krcam.ten Prncoran, Jekarte Srleten, Surat tlkur No. 00948/2004 tanggrl 7

Junr 2004, drngrn luas 1 15 m2, drngrn lokrsr lahan brradr dr Jalen M.mpeng Prapetan (d/h Jl. Buncrt

R.yr) RT 002 RW.01, Kcl Durcn Trgr, Krc. Prncor.n, Jrkrrta Sclatrn

GuCetrn 0am.r SELESAI

179 362'Pdr.Gi201 5/PN.TNG Pangadrlan Nrgrn Tangrrang sur.t No. s4806/KN/2007
Prosas Kasasr

Tk Portama dan Tk- Bandrno Mrnano

180 I 0 llPdr.G/201 s/PN.JMR Pcngadrlan Ncgcn J:mbrr
Trnrhselurs69'lm2b.nkutbrngunandr.trsnyatarcatatdalamsHMNo 3265rtrsnrmrNy Nenrk

Wdowatr, t.rlctak dr Dcs: Jrmbrr Krdul, Xcc. Krlwet$, Keb. Jambar. Jawl Trmr

Brlum ade pcflorjuen PK

Tk. Pcrtama Kalah Tk Bandrng Maneng TK Kasasr Mtnang

18'l 795lPdt.Gi201 6/PN.Tns Pengedrlan Nrgcn Tangcr:ng Srrtrfikrt Hak Mr[k N0.1438 tanCgrl I Mu 1986.tes n.m. Robrrt [co trrlrtak dr Drsa S.rul
ParEriksarn trnglat brndrng

Trnokat 1 mmnanokan (rmnkcu
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ilo, lllofior Pallan P.nh.r! ?.n!.dll.n Otirt ?rrtrrr S0tr. Pr.nFnrn Prrhrrl
Posisi l(r:ur Trrrlhh

Katarariar

182 'I()8'Pdt.Gi2(}l 6/PNJKT.UTR Prngadrlan Nagcr Jrkarta lJlarr

Ten.h b.nkut brnCunan y.ng ed. dr.lasnya yanC trrl.t.k dr Jalan Agung Tcngah 4 Blok ll F I i 1.20,

K.lur.hrn Suntar Agung, K.crmtrn TanNng Priok, Jrk.rt, Utrlt sasuri drngtn SHGB No 56o3/Suntcr

Trhun 1986 scluas 857m2 Krlurrhrn Suntrr, Krcamet.n Tanlung Priok, Jekarta tltara, Gambrr Siursr No.

1043110[6 tannoal l2 Ju[ 10f,8

Rahas Prmbantrhuan Putusrn Balum drtrflma sampar stat rnr.

Biro Eanturn Hukum mcndapet lnlomrsr datr Kursa Prnggugat

rsr dan putusan adrlah Pihak PKNSI Mcn.ng

183 09/Pdt.Gi2016/PN r.SM Pangrdrlr Nagu Ihokscumrwr
Srbrdrng trnrh srluas 8275m2 yrnC t.rhtrk dr Prounsr Darrrh lstrmw. Acch, Kota Lhols.um.wr,

Krc.matan Muara Dua. Dasa Kruda Cund. drngan buktr pamrlk3n SHM No. 1 16,

Putusan l(asasr kalah

Tl. Prrtrmr drn Tk. Bandrng Mtnrng

184 465/Pdr G/201 0/PN.JKT.SEr. PrnCadrlen N.0.a Jek.rt3 Sclatan

SHM No, 'l239ikrbayoran lama Utzra slluas 305 M2 drurarken dalm G.mb.r Stu.sr tangg.l I S.ptlmblr
1996 Nomor 4249/,l996 tlrlrtak dr Prov. DKI Jakarta, l(otam.dya J.k.rta Sll.tan, Krc.matan krb.yoran

lama, keluflhrn Kabavoren lama Ut.r.

Prosas Kasasr

Tk. Pcrtama drn Bandrng Kalah

185 578IPdt G/2Ol6iPN.JKT.PST Pangadrl.n N.gar Jakarte Pusat Tanah SHGB No 1762, sclues 756m2, tcil.t.k dr Jl. P.rmata Hriau Blok EE Nomor 3
Putusan BandrnC Mrnang (Srsuar SIPP, rrlaas bclum drtanma)

Tk. Prnrm. Mrneng

186 363/Pdr Brh/20r 6/PN.MDN Prngadrlan Nagcn Mcdan

Scbrdrng trnah saluas r 5564m2 yrng t.rl.tak dr Jalan 0r Mansyur mrsuk kc Jalan SMK/lKedrn/Gg

Mrrdrla, K:lurehrn Padang Bulan S:l:yang I, Kccamtan Mrdrn Srhy.ng, Kota M.dan, s.su.r d.ngen

Sur.t Krtu.n$n T.n.h Nomor. 25010/A/l/24 trrt.ngg.l 15 Junr'1974

Sudah Putus dr Tk. Prrlama, tatrpr brlum 3de uprya bandrng

sarpar saat rnl

187 1 084/Pdr.G/20 t 5/PN.Sby. Pangrddrn Nagcn Surabayr

Tanah drn brngunrn yrng tcrlrtrk dr Jrbn Rungkut MrnangCal Hilaprn l/18, BT 008/RW 004, Krl.

Rungkut Mrnenggal, K!c. Gununo Anyar, Kota Surabay:, Prov Jawa Tmur, scbrgamena tcrcantum del.m

SHM N0.658 trnggal 21 0ktobrr 1986, GS No. 1 159186 tangCal 21 J:nuar 1986, luas 197 m2, an.

Aouslrnus Yosro Soanadmo- MS.

Gu0.ten Drc.but SELESAI

't88 94/Pdt.G/201 5lPN.Srg. Prngadrlan Nagcn Scrang M.mmle P.mbat.lan [rlan0 y.no drlakuk.n ohh TGrguCat I tanggel 2'l ACustus 2015 N0.44512015.

Putusan Trnokat BandinC

M.nou.tken Putusan PGnoadrl.n Nagrr Scrang Nomor

94/Pdt G1201 5/PN.SrC. t.ngCal 21 Jut 201 6, yrng drmohonkrn

bandrno trrscbut

Pulus.n PN

Mcnolak guoatan Pcnggugat untuk s!luruhnya

189 21 0'Pdt G/201 5i PN.Btb. Pangrdrlan Nagui Bah Bandung

Jrmnan sabrdang tanah drn rumrh milrk Prnggugrt yrno terl.l.k dr Blok Sumur Bandun0 {sstamp.l d*anal

d.nC.n Jl. R.ya Cdilin No. 26 Kampung Sunur Brndung, RT 02 RW 02) D.sa Cihln, K.c. Cilrln, Kab.

Brndung, dang.n luas kurang labrh 235 m2. bcrdasarkan SHM No. 421/Crilrn, Kahuprt.n B3ndune. an.

Drvat

Pulusrn Trngkat Pcrtama
Manyat.ken Gug3tan PcngCUCat trdek dapat drt.nma

(Nut 0ntvankr[,k Vorklaild)
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ilo. [Imor Prrlrn Puiorr Prngrdihr 0birl Prrlrrr Stafrr ParanFmr Partara,

Posisi Krsus Trnlhir
l(atar.Ieil

r90 38glPdt.Bthi20l 5/PN Mks Pan0edrlan N!0ar Makasser

Tanah den bangunrn yrng t.rl.tal dr Jl Prrntrs Krnrrdrkran, KM 8 No. 32 s/d 34, sabagarmana scsu.r

SHM No. 20256 (Eks No. 3201 ), GS No. 1 0731, luas 200 m2,

SHM No. 20309 (Eks. No. 3200), GS No. 10730, lurs 87 m2, dm

SHM N0.20310 (Eks No. 3208), GS N0. 10718, luas 33 m2,

drngan batas.b.tas kascluruhannya, Utrra drn0rn tanah k0song,

Tmur drngan Euko No. 35,

Salatan dangan Jalanrn,

Brlat d.ngan Ruko No.31.

Prosrs Trngkat Kesesr

191 l4/Pdt.G/201 6/PN.Jkt.S.l. P6n0edrlan Nrgra Jak.rta Srlatrn

[a0an0aan

Srbidang tanah SHGB No. 250/Salong, luas 750 m2, an. FX Udyastanto

Srbidang tanah SHGB No.3/Crkiwul, luas 13.955 m2,.n. Turut T.rCugat I

Tigr bidrng trnrh
Trn:h adat prrsl No 214.0 Kohr 256, luas 700 m2, an. PllT Brn lman, mrtk FX Wdyastanto. brrd.sarkan

AJB No. '105/FS/594.4/ll/1990 tgl. 5 tcbruar 1990;

Trnrh Mrftk Adrt Prrsrl No. 2'14.0 Kohr No. 527, lurs 910 m2, en. Masr Brn Udr, mrB FX. Wrdy.st.nto

bcrdrsa*an AJB No. l06ltsi594.4llli '1990 t.nCCal 5 f.bruan '1990,

Tanrh Mi[k Ad.t P.rsil No. 214 Kohtr 401 luas 5.000 m2, an. H Ta;udm Brn lnong, mril [X lvrdyastanlo

b.rd.s.rk.n AJB N0. 107lts/594 4/lli 1990 tCl 5 Frbruil '1990

Srbrdang tanah SHM No 1 62lMrntrng, lurs 769 m2, an R. Gondholpus 0orrat,

Jrninrn Prrusrhrrn Dibrnktn olah Turut Trrgugrt ll
lamnen Plnrrnaan Drhl,Len aleh EY M/v..t.nt^

Putusen Bendrng

14i Pdt.G/201 6lPN.Jkt.S.l. tangC.l 30 Jenu.n 201 7 yanC

diriukrn brnding trrs.but;

Pulusan PN

M.nol.k gug.l.n P.n[gu0.t untuk srluruhnya

192 21 /Pdr Gi20l6/PN Jkt.Bar Prngadrlan N!gcr Jakarta Barat

Trnrh srlu:s + 83 Ha, y.nC trrlrtek dr Dasr Bolong dan 0asa Budmulye. Krc.mtan Crkup., K.bupatrn

Tengcrang, Proprns Bantrn, t.rcat.l an PT Prntabrnangun Srlehltra yang drp6rol!h/drmr[kr rnclalur

prbpasan hak (SPH) dar prmrlk rwal/masyaralal b.rdesarkan Surrt Kaputusan Gubcrnur Kapala Drorah

Trnel.t I J.wa B.rat No. 593.82iSKI231.S/KWBPN/l 72.90, tartrnggal 21 Frbruer 1990.

Pros:s Bandrng

1S3 30/Pdt Gi20l6/PN Dps Prngadrlan Nrgcn Drnpasrr
Jedn.n 22 Unil Ruko barlantar 3, trrdr dan 25 SHM, yang kr$luruh.nny. tarlatak dr K.l. Kul., Kcc.

Kutr, Krb. Baduno, Proo. Ba[ atau s*arrno drkrnrl drnorn namr Kuta Souilr
Putusan Nasasr

Mcnohl parmohonan krsasr den Pamohon Kasasr I

HARIJANTO KARJAI)I,
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ilo. ilonor Perkrrr hnh.r. P.n0rdll.n 0tlrl Prtrrr lbtrmgrn

194 7 I i Pdt.G/20'l 6lPN. Dps. Paf, gadrlan N.9.il D.np.ser

Jamn.n s.brdrng t.n.h saluas 5.500 m2, brrkut srCal. lurut.nnya, dcng.n SHM No 312, .tas name I

Ngcha Brdlr (Trrgugat V) Erlrtak dr subak Besrngkasr, Dcsr Kcrobokan Kalod, Kacrmrt.n Kut. Ut.13,

Krbupatan B.duno, Proprnsr Balr

Prosrs PanrnJau.n Kaf,telr

Putusrn Tk. Krsrsr

Mcnolak prrmohonrn kasas drn Prmohon Kasasi I

SURAHMAN dan Mcngabulken pcrmohonan kasasr

drri P:mohon Kasasr ll PT BANK MAN0lRl (PERSER0)

Tbk. CABANG 0ENPASAR t.rscbu

195 60/Pdt.G/201 6lPN.Jkr.Pst Pangadilen NaC.r Jakarta Pusal
oby.khartrwrristnmihkP.nCgug.ty.ngbrrrdrdiJ.hnPintuAtrRayrNo.l5,RT.00S,EW 00l,Ktc.
Sawah Brsar, Jrkarta Puset, SHM No. 2s3/Pasar Baru. s:luas 980 m2.

Putusan Tk. Bandrng

M.ngu.tl.n Putusrn Pong:drlan Ncg!tr Jaka(a Pusat

Nomor 6o/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst t.nCgal 1 1 Apnl 20'17 yang

dimohonk.n handrno trrsibut :

Putusrn PN

Manyrtrkm Cug3tan PcnCgugel trd.k dap.t drtaflma

196 45/G/201 6IPTUN.JKT. Prngrdihn Tetr Usaha N.gaI Jak.rtr
Surat Dr.ktur Pcng.lolean Kck.y..n N.g.ra dan Srst.m lnlorm.sr No. S.10215/KN.512015 t.ng0.l 2l
Dasrmbar 2015 tantang Tanggrprn At$ Pamohonen Panabusrn Asat Tulatrk di Jrhn Kabol Nacang,

Trnah Ahano, Jakrrte Pusat Sasurr SHGB Nomor I 14o/Krhon Kacano

Prosrs Trngkrt Krsrsr

Putusen Bendrng

M.nyatakan 0uC.t.n P.ngguCat/P!mbandrnC tidrk

drtlrma.

197 1 7i Pdt.Gi 201 6/PN.Cbr. P!ngadrl.n Ncgcfl Crbinong

Trn.h drn brngunrn srluas 2.450 m2, SHM No 432i Prburnn. rtas nrmr Yulrrdr Srrh:rn, Gambar Sfursr

N0.5260/1983, tanggal 13 Septemhar '1983, t.rlctrk dr Jl Ray. B0g0r (M.39 No. 
'14, 

Krl P:buaran, Kac.

Crbrnong, Kab. Bogor.

Putusrn Trngkat BendrngMcngu.tkrn putus.n Prngrdrl.n

Nrgcn Crbrnong t.ngg.l 3 tloprmbrr 2016 Nomor

'l 7/Pdt.Gl201 6lPN.Cbr. yrng drmohonkan brndrng

Putusan PN

Mlnolat Cugat,n PaIl Pcnggu0at untuk scluruhnya,

198 96/Pdr.G/201 6lPN.Jkt.Pst. P.ngadrl.n NcCaa Jakarta Pusat
SabidrnC trnrh dan brngunan rumah, sduas 314 m2, drngan SHM No 262 rn Conny Martra Rawune, yanC

trrl.tak dr K!1. Srno lltrrr.
Proscs TrnCkat Kasasr

199 09tPdr.G,201 6tPN.Btb. Pangedrlen NcCafl Bala Bandun0
Trnrh srlurs 6.800 m2, Jl. Prprn KM.5 No. 499, 0.s. Bolong Ems Mrjrhyr, srbclumnyr brrdrr

Gug.tan Drcabut SETESAI

200 ()3i G/201 6IPTUN.PLG Prngedrlan Teta Usaha Nrgara Pabmbrng

SHM No. 1845, Dasa Trlang Kahpa, Tanggal I Apnl 1980, GS No. 130/1980, tanggal 8 Apnl 1980, luas

117.854 m2, an. D.suki Angk0subr0to, trrlatak dr 0rsa Talang Kalapr, (rc Alang.Alang [.bar, (ot.
Pahmbano

Putusan Prnrnlauan Krmbalr

Man0lak parmoh0n.n panrn;auan kcmbaI dar Pcmohon

Panrnlaurn Krmbr[ . MENTEBI (EUANGAN REPUBtIK

INDt)NESIA

201 30llPdr 0/2016i PN Jkt.srt P!ngadrlan Nrgrtr Jakartr Srlatan

Sabrd.ng trnrh brflkut b.ngun.n rum.h dr atasnya y.nC trrlct.k dr Jalan Nraga Hrlau ll/32, Krl Pondok

Prnlng, Krc. Krbryoran Lama, Jakarta S.latrn, srlu.s 200 m2, scbagarmana drmrksud dr dahm SHM No.

5228/Pondok Prnang, luas 200 m2, atas nrma lr. R3d?n So?panget Solmerto

Gugalan Drcabul sEr-EsAt

SK No 020350 C
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ilo. ilmor Prilrrr Prnilrrr Pugrlihr 0birl Prrtrrr
Stllrr Pmariarar ?artaral

Posisi lhrur Trralhil
l(dumgen

202 343lPdt.G'201 6/PN.Jkt.Psr. Pangadrhn Ncgrr Jakrrtr Pusat

l. Srbrdang tanrh srlurs 568 m, SHGB No. 9O/Rrwa Bunga, an Alm Tn. D.rwrnt0, y.ng t.rl.lek dr Jl.

Brkas lll No. 4, Jrtrnae !rr, J.kart. Trmr,

2 S.bidrng tanah s.lurs 249 m2, SHGB N0. 148i Rawa Bunga, :n. Ny. Emy SutantolP.ngoug.t l, yeng

t'rhtal dr Jl. B.kasr lll No. 7, Jatin.C.r., Jakrrt. Tmur;

3 Srbidrngtrnahs.lu.s912m2,SHMNo.98l,N.nCg.w.r,.n.Andnanto/Pcnggugrtll,yanCtulctrkdrJl.
Rrva Crhrnono KM 48 5 Booor.

Putusrn Kasasr

Manolek parmohonan kasa$ dar para prmoh0n krsasr

1. Tuan ANDRIANTo,2 Tuan ERWN dan 3. EBSA

N0VITA t.rs.but

203 465lPdt.G/201 6/PN.Jkt.S.t. Pang3drhn N.C.r JakeIta Srlat.n

S.brd.nC t.n.h SHM No 1 239/Krbayorrn Lrm t t.ra s.lu.s 305 m2, drurarkan dalam Grmbrr Srtu.sr tCl I
Srptcmblr l996 N0.4249i 1996, trrl.tek dr Poprinsr DKI J.karte, Kot.madya Jakarte S.l.tan, Krcam.tan

Kcbeyonn [rma, Kllurehrn Kabayoran [.ma Utera, an. Ny. Doktrr Myrna Kantjanenrnot3l

Putus.n Bandrng

Mrngurtkan putusan Prngadrlrn Naoair Jrkarta Scl.tan tenCArl

3 Apnl 201 7 Nomor 465/Pdt.G/201 6IPN.JKT.SEI yans

dimohonkrn b.ndino

Putusrn PN

Mangabulkan Cug.tan PlnCguget untuk s:bagran

2U 381 lPdt.G/201 6i PN.Jkt.Psr. PrnCadrlan Ncgaa Jakartr Pusat
Srbdug l3n$ s.lurs 468 m2 drn bmgunan rumah trnggrl di rtrsnyr scsuar SHM No. 427lJatrp.drng,
yrngtcrl.takdrJl PrlatrnRayaNo.4S,RT 0l3,02,Kcl.Jatrprdrng,Krc.PasarMrnggu,lekarlaSrlatan.

Proscs Eandrng

205 1 38'Pdt. G/20 1 6/PN.Ttk. Pcngadrlan Ncgcr Tanlung Karrng

Surat Kcputus.n (SK) Prn(ra Urusen Prut.ng Nagara Cabang Iampung T.ntang Prntt3p.n Jumhh Prut.ng

Nrgara atrs namA A A A PT Juprt.r lndah drng:n Nomor PJPN'002/PUPNC.07/2014 Tanggal 20

Agustus 2014 trdrk mrmpuny.r kakurtan hukum d.n trd.k srh scrtr mruprkrn Prrburtrn Molawan

Hukum.

Putusan PN

Mrnyrtrhn guCat.n P.nC0u0et K0nv!nsilT;rgu0rt

Ratonvansi trdak dapat d(ailma {nrrt ontvilkalik
uuklaard).

206 148tPdt G/2016iPN.Pdc Pcngadrlan Nrg:n Padang

Mrmbcn izrn krprde Kantor BPN Kot. P.d.no untuk rmnChapusk.n H.k TangCUnganlMERoYA dr dalam

SHM No. 2 1 25i Krl. Flrmboy.n Sur.t Ukur N0. 395 tangg.l 23 Drscmbrr 1 97 1 an Z.nzrb.r G.lar D.tuk

M.f,lrri Btsa

Putusrn PN Mrngebulkan GuCatan P!nggug.t untuk srluruhnya

207 871 lPdt.G/201 6i PN.Sby Prngadrlan Nagrn Surabaya
S.niftkat Hak Milrk (SHM) No. l4isukomnunCgal. Grmbar Srtuasi No. 79/tl/1972 tanggel 10 April 1972

rn. Chndr. Hudrv. Wrd.rto
Putusan PN Mrnyatakan guCat.n P.nggugat trdak dapet drt.nm

208 605lPdr.Brh/201 6/PN.Jkt Pst. Prngrdrhn N!grfl J.kartr Pus.t

Sabdang tanah silrgaimana yang drurarkrn drlam Scrtitkat Hrk Guna Bangunan No I 295, Surat Ukur

t.rt.ngoal 05 Mu 1 998 No. I 4i 1 998, srlu.s 1.1 92 M2 trrlct.k dr Proprnsr Darrah Khusus lbu Kota

Jakarta, Kotam.dye Jek.rta Pusat, K.c.mrtrn M.ntcng, Krlurahrn G0ndangdra, s?trmp.t t.rlanal dcnCan

J.len J.ruk No. 01.

Pros;s Krs$i

209 71/Pdt.G/20l6lPN cbn. Pcngadrlen Negen Crcbon

Brrupr 23 brdang tanah dan bangunrn SHM N0.2375,2375,2377,2378,2379,2380,2381,2382,
2383,2385,2390,2351,2392,2393,2394,2395,2396,2397,2398, 2399, 2400, 2401,

2402/Pakliprn total srlurs 2.435 m2 .n. Susrl.wan Suiyrnatedr.dt. (d/h. Kho Jo. KrnC) yang tcrlctek dr

Komolcks Pusat Nrao. Jl. Prkalman Kcc. Prkafto.n Kol. Ctr.bon.

Putusan PN
Manyatakan Cug.tan Para PcngguCat trdak d.pat

dilctrma

SK No 020349 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-863-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

DAFTAR ASET BEBPERKABA EKS. BPPN'EKS. PPAIEKS. BDT YATIIG OITANGANI OtEH BIRO ADVOKASI
(dh. BIRO BATIITUAN HUKUMI SEKRETARIAT JEIUDEBAL

LAMPIRAN 25.H

ilo. tmor Puhrr Prnitrrr Pmgrlihn 0birt ?rrhrr St trr Patrrilaran ?arhrrl
Posiri lhrur Trrrkhir

K.lxattrn

210 94/Pdt.G/201 6lPN.Srg. Prngedrhn Nrgrri Srrrng

Patrt.t.hn P.rlrnlrrn Untuk Jurl Br[ slbagrmanr ta]tu.nC ddrm Akt. Paqrnlrn Untuk Jual Brh (APJB]

No. 19 trngg.l 18 Januar 1992, yrng dibu.t ol.h Nolers So.tI Mar0yatr Softhrn, SH, ant.ra F.drlrh

Muslm alas Fadihh Mus d:ngan Purnomo rx.Dtrcktut PT Palweamrnat.m. Jaladn

Putusrn PN
Mrnyrt.ken CUgatan para Prn0gugat trdak depat

drtanma

211 276'PdI.G12()I TIPN JKT.PST Pangadihn N.C6n Jrkrrtr Pusrt

Sartrlikat-sartrf*rt l.n.h mrl* prnCgugrt y.ng tardm atas,

1 SHGB No. li0arngrn srlues 175.783m2 a.n. PT K.ncena Srner S.m.st.
2. SHGB No. 3i0rrngrn srluas 2.270m2 ..n. PT Kanc.na Srnar Srmcsta

3. SHGB No. 4/Canngrn srlurs 675m2 a.n. PT Kcncena Smil S.m.st.
4. SHGB N0 sicanngrn scluas 10.330m2 a.n. PT Krncan. Sinar S.mcsta

5. SHGB No 6iCannorn srlues 2.050m2 a.n. PT K.ncen. Srner Srm;sta

6. SHGB No. 270/Crrnorn srluas I 78m2 a.n. PT Krncrn. Srnrr SGmsla

Sudah Putus il Tk. Pa(rmr rxnang, trtapr bclum ada upaya

banding sampai s.rt rnr

212 256lPdr.G/201 7/PN.JKT.TtM Prngrdrlan Nagrir Jakarta Trrur Akt. P.rtantr.n l(r.drt Nomor 82 tangoal 26 Frbrurn 1 998 Sudah Putus dr Tk P.rtama Mrnano {lnlracht)

213 654IPdt.G/20,I 7/PN JKT PST Plngadrlan Nagrfl Jakart, Pusrl
D!po$t0 Mrlk Prnggugrt brnkut bungenya yang drpcrhilungkan srmpr drngen tan00.l dr drltrrkrnnya

0u0alen rnr rdal.h s.b.sar R0. I 713.160.384.139..
Gugaten Dicabut SEI.ESAI

214 695/Pdt.G/20 1 6/PN.Jkt. Pst, Prngrdrlan Nagrfl Jakarla Pusat
SHGB No. 3094/Crbrtu. Krcamrtrn Lcmahrbrng, Kabuprtcn Brkrsi, Proprnsr Jawr Barat, Grmbar Srtuasr

No. 10821/1996 27.05.1990 lcrcrt.t ay.s nama Gunawan Susrlo
Pros:s Bandrng

2r5 920lPdt.G/20l6iPN.Dps. Prngrdrlan Ncgrn 0anpaser

S.hrdrnC rtas brngunrn atas nama I Nyoman ordr SuCrla yenC scrtrfrkal rn I Gustr Ngu[h 0kr Budranr,

SHMNo. 1692, lurs3.980m2,SHMN0. 1693luas1689m2,SHMNo'1694 luas'l069m2,denSHMNo.

1 691 awalnya luasnyr 2 800 m2, y.ng drprcah ohh T.rgug.t lll I Gusti 0ka Budrrna nrnFdr SHM No.

3486 lurs 240 m2, drn ol.h Tcrgugat lll I Gustr Ngurah okr Budirn! ilp.c.h mnlrdr SHM N0. 3487 lu.s

173m2,drngrnrn TcrgugttlV(ErsaNurArsiah)darkcsrluruhanny.t.rlGtakdrDrsaXal.SumartaKlod.

Baqar Srbudr, Krc. Drnpasar Trmur. Kotr Drnpasar Baft.

Gugrl.n Drcabut SELESAI

2r6 I 32lPdt.G'201 7iPN.Jkr.Ur. Pengadilan Nrgrri Jrkrrtt Utarr

Sartrfrkat Hak Guna BanCunan atas tanrh dan bangunan sduas 325 m2 drn bangunan sclurs 380 m2,

SHGBNo.6'l99bcralam.tdrJl.PluitUt.r.Vll,No.2,BT.005,RW.005,K.l Plurl,K.c.P.nl.mgrn,Kota
J.k.rts Utrrr, ,tas das.r p.mb!h.n dafl Sdr. Chrong Niin Foc prda trhun 1 994, drngrn Akta Jual Bclr

PPAT Abdoallah Hamdy, SH. tartanggal 28.8.1994, No 346lPenlaringan/1994.

Prosrs Brnding

217 l2glPdt G/201 7/PN.Jkr.Pst. Prngadrlan Nrgcn Jakarte Pusal Tan:h dan bangunan ruko yeng trrlrtrk dr Jahn KH. Ashrri No. 69 B, J.karta Pusrt en An0 Rukrman Putusan Kesasi
Mcnolal Prrmohonan kasrs den Pcmohon Kasasr

SUHERMAN HABT0N0 tcrsrhut.
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ilo. ilmor Pr;lrrr P.iirrr. P.re.lil.tr 0bit Prrlrrr
StltB Pnarlarr[ ?rla]a,

Posisi lhsus Trrrlhir
l(rtrrrngrn

218 03/Pdt.G/201 7lPN.Lsm. Pclg,drl.n NcCcn Ihokscumawc

Asat PT Ganat Raye yang brrgcrak di bidang pambrngunrn prrumhrn padr tahun 1995 dcnCan lamrn.n
SHMNo 5Syrngrkandprcrhkanmcnjadrl49krvling,yrngtcrl.t.kdiD.srPtd.ngSrkstr,Krcrm.lan
Muala Dua, Kabupatan Acah Utera, yang srk.rang orsa Prdang Srktr, Krc.matan Muila S.tu, Kota

Ihokscumawa

Prosas Kasasr

219 886/Pdt.G/2016/PN Jkt SGt Pcngadrlan Ncgrn Jrkrnr Srhtrn
Jrmnrn buupr scbrdrng tanrh drn bangunan yang tcrsrbut dalam SHM No. 223lRawr Barrt, selu.s 340

m2, trrlctak dr Jalan Suryo No. 16 Blok 0/3 P.rsil No. 19, B.w. Bar.t, Krb.yorrn B.ru, Ja&arta Scletan
Putusan PN Mcnohk gugetrn Prnggugat untul s8luruhnya

220 385/Pdt.G/201 7/PN.Jkt.Brt. SHGB No. 621 1 atas nama PT. Karsndo Ulama Prosrs Bandrno

221 436/Pdt G/201 7/PN Bks Prngedrlan Ncgcil Brk.sr

Mrmrntrhkan Kapada TURUT TERGUGAT untuk mlakukan p.mbloktran ttrhad.p Sr(rpikal HAK GUNA

BANGUAN ft/0. 1/ Tal,ga Murnr Krcamatan Crbrtung Kabupetrn Bckasr Proprnsr Jrwr &r.t, srrtrfik.t HAK

GUNA BANGUAN No. 2/ Trhga Murnr (rcamat.n Crbrtung Kabup.lcn Brkesr Proprnsr J.wa Baral den

siltrrrkat HAK GUNA BANGUAN No. 4/ TclaCa Murnr Kecrmtrn Crbrtung Kabuprtan Bak.sr Proprnsr Jawl
Brrrt, sampr rdr Putus.n Pangrdrlan yanC brrkckuat.n hukum trtap.

Prosas Krsasr

222 !76/Pdt.Gi2017iPN opk Pcnladrlan Nrorn Dapok

Tanrh srluas + 6.778.059 M2, yenC t.rlrt.k dr Proprnsr Jawa B.ret, l(.bupatrn BoCor, Krcamatan

Cim.ngg$, danCan Drsr Trpos. CrlanCkap, Sukrmalu Baru. [w. Nrggung, Jrtr Jr,.r, Cmpr.um drn

Suk.tanr, yanC drkalola untuk pcmbrngun.n pcrumrhan dan Golf Coursr dangan namr EMERA[0A.

Prosas BandrnC

223 498lPdt.G/201 7i PN.Jkl.Pst. PGngrdrl.n N.g.n Jekeila Pusat

S.burhtrnahd.nb.nCunrnsasurrSHGBNo.1712/Cidtng,lurs75M2(G.mb.rsrtuasrNo.97I/l99l,
tanCC.l31-08.1991),atesnameP.ngou0at,y.ngtrrl.takdrJl.KH HasyimAsh:nBlokD.1No.9,Kcl.

CrdanC, Kac. Gambtr, Jak.ila Pusat.

Putusan BandrnC

MrnCurtkrn putus.n P.nCrdrl.n N.C.n Jrkertr Pusrt

tangg.l 21 Junr 2018 Nomor. 498,Pdt.Gi2017iPN.JKT.PST,

yang drmohonkan bandrng tlrscbut.

Putusrn PN

Manyatak.n gugalan PcngguCat trdak dapal drtsnma

(Nlrt 0ntvank.ll|k! v.rklard).

224 637lPdt.G,20l 7/PN.Bks. Pangrdrhn Nrgcri Brkasi

Trnrh srlurs 25.644 m2, y.nC tcrl.t.k s.trmprt dikanrl dangan Jalan Sultan Hrstnudrn, Dts, Makrrsrft,

Kacrmatan Tambun Sclat.n, Kabupetan Bcl.sr, tanrh rx SHGB No. 1/Mrktrsar rtrs nrma PT Jcmbatan

Krncana Rava.

GuCetan Dicebut SEI-ESAI

225 637lPdr.G/201 7/PN.Jkr.Pst. P!ngedilan Ncg.n Jekarta Pus.t Prqanllan M.star S.ttl.mnt end Acquisition ACilrmnt ("MSAA") 21 Scpt.mb.r 1998 drn prrubahannya Proscs Bandrng

SK No 020347 C
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ilo. ililor Partrrr Prnitrrr ?orgrdilm 0birl Prrlrrr
Slllur ?arrilairn Parlaral

Posisi Krsus Trlrlhir
fd$ri||i

226 1 006/Pdt.G/20 1 7/PN.Sby. PrnC,drlan N.gari Surabay.

Prmbrrirn Hrk Prnrbusrn .tas Prn00ugrt t.rlail panyGl.ser.n pang.mbrlan kambali 0byrk Jamrnan .t.s
lurstln.hs.lu.s*3.000M2sabrCaimrnrdrturngkrnddrmSrrtrfrk.tH.kMrlik Nomor l4lDasr

Sukomenunggal, Krcrm.tan Tandcs, Kot. Sur.brya, srt.garmrna Gambar Situasr Tanggrl 10 Apnl 1972

Nomor 79 /U/1 972 yang dahulu parnah drlamrnkan padr PT. B.nk Umm Srrvrlra lbk. scbagar brgran Bank

vanI trrlkurdrsr

Prosas (asmr

221 4/Pdt.G/201 8/PN.Pls Prngrdilrn Ncarri Prhmhrng

SEBTIPIKAT HAK Mll-lK No. 5iDrs. G.sing, dcngrn GAMBAR SITIJASI N0. 296,Dese Gasrn0 /1972,

yrng t.rlrt.k dr J.lan Prngrran Ayin No. 28 RT. 06 BW. 03, Kclurahan Sukrmalu. Kccamatan Sako, Kota

Prlcmhang, drhulu dr Jalan Krbun Sryur atau Jrlrn Sukr Mr;u, Krnt;n [.ut. KrbupatGfl Musr Banyu,sin,

Prnninsr Silmatara Srletan

Pcmnlse:n Trngkat Kasasr

Trneket 'l d.n 2 mmnangken Krmcnllu

228 501 /Pdt.G/201 8i PA.Brr Prngadrlan ACama B.n,.r
SHM 566, SHM No. 568, SHM No. 576, SHM No.5 dr Blok G Gcmbok, Dusun prnrntung, D.sa Mulyrsrn,

Brntar, Cremrs

Putusrn sal. Guoaten N0 (.kscpsr komprl.nsi .bsolut

ditrnmal

229 1 7/pdt.G/201 8lPN.JKLPST Prngedll.n N.gcil J.karta Pus.t

Sabrd.ng Tanah saluas 144 m2 basarta bangunan yang tcrl.tal dr Pcrumah.n Crtra lnd.h Cluslar Bukrt

Bougcnvrl: Blok Al 10/03 Krlurahan Singrrrla, (acamatan jonggol, K.bup.trn B0g0r, s?su.r d!trgan SHGB

No. 7702/Srnoarrva

Manang Tk Bandrng

McnanC Tk. P!rl.ma

230 287'Pdr.G/2018iPN.JKT PST Pcnoaillan Naoari Jrkarta Puset Tanrh drn ban0unan Jl. K.l.pa Dua l/vatafl N0. 99, ciracas, Fka]t. tirur Putus di Tk. Pc(ama Mrnang (lnkracht)

231 2S5tPdt.0t201 8/PN.CBr Panoadihn Nrorn Crbrnono SHGB No. lS2lw.nahrrano Prosrs Parsrdrngan (Tah.p Pcmbuklran)

232 56/Pdr G/201 8lPN.Jkt.Brt. Pangadrlan NrC.ir Jakarta B3r.t

S0msr prrmntr.n p!ncrbutrn p.mbloktren rt.s asct yanI drklarm mrlk PrnCguCtt, drnC.n rlts hak

Srrtrtrk.t H.k 6una B.ngunan (SHGB) No. 03638lWqryr Kusuma, srlurs t 1.038 m'l, yang till.tek dr Jl.

Darn Mooot Km 2 No. 508

Gugat.n Drcabut sEt-EsAt

233 861lPdr Gi20l8/PN.Tnc. Pcngadrlan Nrgcri Tangcrrng

Trnah dan Bangunan sclurs 180 M2 (Surtus D.laprn Puluh Mrtar Pcrsccr), Y.ng Trrlrtak dr Parumrhrn

Eumr Srrpong Demar Blok BL/24, Dasr Raw3buntu, Kcc. Srrpong, Kab. Tangcrang. Jawa Bar.t, alrs n.m3

Tan Jocn tl. (PenCCUgat) Srbagamanr oalam S.rtrprkat H.k Guna Bangunan No. 3187/Brwabuntu, drng.n

b.tas.brtrs srsur G.mb.r Situ.$ No. 5772/'l 994, trnggal 1 I Mcr 1 994

Prosas Pambacaan Putusean

234 277'G12OI 8/PTUN.JKI Prngrdrlan Tatr Usrha NaCrn Jak.rtr
SuratNomr 5.806/(N.5/2017t.nCg.l9Junr2017,trnt.ngPrrmoh0nanB.ntuanP;ng.man.nAsrt

Proputr Eks. Kclolaan PI PPA (Pcrsrro)
Prosas Brndrng

Tclah drputus Tk Pc(ama l6 Mar 2019, gugatan

drkabulkan. Trlah drnyrt.k.n bendrng prd. tangg!l 29

Mcr 2019. Scdeng mrnunogu putusan b3[drng.

235 470/Pdt.G1201 8/PN.DPS P!nCedrlen NagGri Danpaser
Srrdang Tanrh dcngan SHM N0m0r 507 drnc.n gambar srtuasr, No. 8573/199'1, tancg.l 31 D.srmbcr

1991 scluas 56850m2, terlctak dr drsa Ungrsan, K.crmrtrn Kut., (abup.t.n BadunC
Prmriksr.n Prr. Prhek
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lIo. ilunor Prrhrr Prnhur Pmgrdilrn 0bhl Prrlrrr Sutla ?araDgrmr lxlaral
Posiri lhrur Trrrlhir

l(rtmrgrr

236 316/Pdr G/201g/PN.Jkr Psr. Prngadilan Ncgcn Jakarta Pusat
SHGB Nomor 1712/Crdrng, lurs 75 m2 di Jalan KH Hrsyrm Ashrn Blok 0.1 N0 I K.l Crdcng K.c G.mbir

Jakarta Pus,t
Prmnksrrn Para Prhak
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PEMERINTAH REPUBTIK INDONESIA

UTATI|G KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITEBIMA D! MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

PEB 3I DESEMBEB 2(lI9 DAil 3I DESEMBER 2(lI8

trt0 BA KEM E tt|TER I A ttl ItI E GAR A't E M BAG A

UTAITIG KEPADA PIHAK I(ETIGA PEIIIDAPATAN DITERIMA DI MUKA UTAITIG JATIIGKA PENDEK tAINIiIYA

3I DESEMBEB 20I9
Auditcd

31 DESEMBER 2018

Audited
31 DESEMBEB 20I9

Auditcd
31 DESEMBER 20I8

Audited
3I DESEMBER 20I9

Aaditdd
31 DESEMBER 20I8

Audited
1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 2.2r1.095.190 345.213.143 7.S91.268

2 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 4.761.29r.336 99.388.1 58 4.417.868.884 5.361 .621 .728

3 004 BAOAN PEMERIKSA KEUANGAN 63.624.1 54.354 62.537.868.997 1.689.080.325 952.51 5.553 1.979.850 r.286.850

4 005 MAHKAMAH AGUNG 32.063.223.376 23.504.418.265 1.1 84.068.053 971.400.491 2.819.000

5 006 KEJAKSAAN AGUNG 362.711.718.337 132.869.792.442 3 1 6.645.746 419.977.265 1 .031 .673.674

6 007 SEKRETARIAT NEGARA 134.857.515.1 16 1 07.303.946.550 62.210.464.141 63.334.688.539 3.372.583.1 54 5.541.091.473

7 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1 5.900.1 55.1 28 1 2.099.580.668 5.244.269.447 3.388.1 24.870 17.81 1.505

8 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 350.592.296.261 66.046.352.492 578.664.833 383.250.000 85.745.636 1 97.i81.298

I 012 KEMENTEBIAN PERTAHANAN 8.0 1 4.239.1 28.063 8.488.408.342.644 1.164.212.773.960 1.r 69.368.774.536 25.1 44.59 1.430

10 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 64.435.234.760 105.218.621.484 430.662.482.004 297.076.909.1 28 8S3.850

11 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 866.046.141.21 1 472.206.297.236 87.794.965.558 88.730.205.1 83 9.704.380.1 43 2.690.975.505

12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 2S5.808.434.356 247.540.1s4.802 s.1 02.1 90.855 4.9S1.253.1 79

13 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 30.267.344.663 4.736.812.603 27.813.881.634 19.723.767.548 101.858.681

14 020 KEMENTERIAN ENERGI OAN SUMBER DAYA MINEBAL 36.898.01 1.578 1 1 1 .949.273.418 23.432.344.332 10.351.484.291 781.442.436 288.91 3.070

15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 562.452.924.944 446.077.282.624 21.025.467.534 3 1 .S47.759.585 t 08.614.356 1.781.300

16 023 KEMEiITERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 508.057.767.851 508.8 1 9.563.523 2.383.55 1 .950 1.405.663.161 421.038.089 268.624.707

17 024 KEMENTERIAiI KESEHATAN 2.421.240.720.944 2.247 .499.237 .957 74.168.610.467 I 1 5.414.379.017 30.997.279 1 09.374.898
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PEMERINTAH REPUBTIK INDONESIA

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK TAINNYA

PER 3I DESEMBEB 2(lI9 DAIll 3I DESEMBER 2018

UTANG KEPAOA PIHAK KETIGA PEITIDAPATATII DIIERIMA OI MUKA UIAITIG JATIIGKA PENDEK IAINIIIYA

3I DESEMBEB 20I8
Audited

NO BA KEM E IIITERI A ]II N EGABA'I. E M BAGA 3I DESEMBER 20I9
Auditcd

3I DESEMBEB 2018

Audited
3I DESEMBER 20IS

Auditcd
31 DESEMBER 2018

Auditcd
3I DESEMBEB 2019

Aadited

18 025 KEMENTERIAN AGAMA 244.933.936.997 489.786.337.885 33.1 03.950.454 28.521.070.912 1.926.065.946 4.072.446.624

1S 026 KEMENTERIAN KETENAGA(ERJAAN 992.265.029 3.397.831 .487 618.277.435.260 551.3 r 9.1 55.846

20 027 KEMENTERIAN SOSIAL 4.702.361.654 1.205.917.841 1.967.279.648 146.742.000 10.341.8r 8

21 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 7.762.110.766 48.51 r.655.01 1 3.784.346.489 1.663.905.634 282.653.560 2.727.272

22 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.944.099.065 9.224.707.014 3.525.392.023 2.7S5.26r.502 25.267.463

23 033 KEMENTERIA]II PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 .232.905.334.297 1.1 52.1 76.385.294 16.627.1 1 1.769 1 8.51 2.859.775 88.798.376 1 3.349.261

24 034 KEMENTERIAN K()ORDINATOR BIDANG P()LITIK, HUKUM, DAN

KEAMANAN

r 68.247.453 2.132.143.718 257 .551.671

25 035 KEMENTERIAN K()ORDINATOR BIDANG PEREK()NOMIAN 4.606.249.808 4.232.554.692 78.445.027 93.258.415

26 036 KEMENTERIAN K()ORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 369.920.663 384.536.1 1 5 1 80.462.613 1 06.603.805

27 040 KEMENTERIAN PARIWISATA 30.808.255.546 3.020.187.157 4.453.731.97114.675.892.027

28 041 1.627.566.300KEMENTEBIAN BADAN USAHA MITIK NEGARA 102.881.340 6.626.846.61 2 3.218.144.675

4.897.443.675 7.559.368.59829 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOTOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 717.454.462.210 1.466.618.127.260 5r 2.887.479.869 480.381.269.898

30 044 KEMENTERIAN K()PERASI DAN UKM 7.230.000.82 r 7.907.S00.743 13.277.548.584 27.580.098.626

31 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

1 00.000.000 7.203.141.374 1 0.283.000

32 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUB NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

533.790.332 2.694.682.148 2.514.559 1 2.543.385
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PEMERINTAH BEPUBTIK INDONESIA

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITEBIMA DI MUKA DATII UTANG JANGKA PENDEK TAINNYA

PEB 3I DESEMBER 2tl|g DAIII 3I DESEMBEB 2018

UTAI{G KEPADA PIHAK KET!GA PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA UTATIIG JATIIGXA PENDEK TAINNYA

NO BA I(EME]TTEBIAITI III EGARA'I.EMBAGA 3I DESEMBER 20I9
Aadited

31 DESEMBEB 2018

Audited
31 DESEMBER 20I9

Auditcd
3I DESEMBEB 2018

Auditcd
3I DESEMBER 20I9

Auditcd
3I DESEMBER 2018

Audited

33 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 20.754.009.936 54.791.945.996 1.149.557.91 7 473.783.631

34 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 1.098.612.286 937.297.137

35 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAT 337.177.139 1.076.426.760

36 054 BAOAN PUSAT STATISTIK 81.489.985.473 132.577.726.879 1 68.876.626 406.655.330 2.603.458 162.548.572

37 055 KEMENTERIAN PPNIBAPPE[IAS 4.546.685.1 57 21.715.821.483 197.392.416 200.409.583

407.r 98.535.144 428.225.924.943 71.888.966 28.517.85238 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN 81.739.452.684 57.486.088.1 81

PERPUSTAKAAN NASI()NAL REPUBLIK INDONESIA 33.745.395 2.771.257 .2383S 057

77.535.296.413 48.449.639.26S 1 1 .01 1.826.851.692 1 0.455.045.823.788 4.213.62040 059 KEMENTEBIAN K()MUNIKASI DAN INF()RMATIKA

11.082.251.7 43 1.r 42.655.68141 060 KEPOLISIAN NEGABA REPUBLIK INDONESIA 528.076.509.868 309.249.930.906 20.1 56.714.388 20.1 82.640.866

42 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 3.162.277.451 r 2.307.969.987 25.702.335.439 33.391.680.815

43 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAT 527.1 69.875 461.426.721 1.61 1.678.581 1.251.405.956

44 065 BAt)AN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 1.687.0r 9.513 2.018.700.285 863.863.762 1.627.616.429

388.90045 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 2.947.169.047 2.647.769.945 3.877.500 19.387.500

46 067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL OAN 7.317.993.160 4.357.312.149 353.000.000 1.1 78.000

47 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KETUARGA BERENCANA NASIONAL 75.504.231.305 3.71 6.023.450 463.760.51 7 467.789.000

48 074 KOMISI NASI()NAL HAK ASASI MANUSIA 219.204.864 7 1 5.839.862
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PEMERINTAH REPUBTIK IND()ilESIA

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK TAINNYA

PEB 3T DESEMBEB 2019 DAITI 31 DESEMBEB 2018

UIANG KEPADA PIHAI( KETIGA PEIIIDAPATAIII DITEB]MA DI MUKA UIAITIG JAITIGKA PETIIDEK tAItIIiIYA
ttl0 BA 3I DESEMBER 2018

Audited
KEM ETIITEBI AN III E GARAITEM BAG A 3I DESEMBER 20I9

Audited
31 DESEMBEB 20I8

Audited
3I DESEMBER 2019

Aaditcd
31 DESEMBER 2018

Aaditcd
3I DESEMBEB 2019

Audited
49 075 BAt)AN METE()BOT(]GI, KLIMAT()L(]GI, DAN GE()FISIKA 2.207.698.304 1.260.040.398 3.780.1 65

50 076 K()MISI PEMILIHAN UMUM 4.987.1 1 7.537 19.325.252.305 264.256.292 1.685.207.1 80

51 077 MAHKAMAH KONSTITUSI 665.797.147 540.604.451 r.062.650.319 1.806.470.877

52 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANATISIS TRANSAKSI KEUANGAN 81 0.628.363 144.780.102 17.868.416 3.828.330

53 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN IND()NESIA 1.990.91 6.664 2.333.81 6.1 64 361.643.820 6S9.814.495 7 1 7.750.664

54 080 BADAN TENAGA NUKTIR NASI()NAT 3.274.842.761 24.1 1 9.681.385 r 24.806.600 1 07.883.967

55 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOI.OGI 32.655.147.128 26.850.031.216 308.800.000 646.514.629 1.373.004.832

56 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAT 1.149.792.663 10.216.744.310 79.790.375 93.91 3.250 1.762.909

57 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 3.612.318.230 3.354.1 83.S40 46.037.470 69.030.970

58 084 BADANSTANDARISASI NASIONAL 4.938.805.832 5.225.574.491 609.000.000

59 085 BAOAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 66.956.370 14.916.503

60 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 202.533.880 542.824.852 1.548.058.622 2.576.406.1 02 r 8.792.r 86 'r0.564.192

61 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 78r.858.417 2.458.992.441

62 088 BAOAN KEPEGAWAIAN NEGARA 1.544.968.1 88 1.961.1 86.258 339.543.666 299.41 5.347

63 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 4.200.67S.957 2.846.298.1 02 459.705.249 714.393.028 200.650

64 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2.873.544.164 3.077.868.21 6 1.298.667.39S 1.476.673.228 88.653.324 1 6.1 28.950

65 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN (]LAH RAGA 1 3.588.327.008 29.1 1 1.364.834 497.388.7 1 I 628.236.1 50 31 0.000 4.076.053
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PEMERIIUTAH REPUBTIK INDONESIA

UTAIUG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK TAINNYA

PER 3I DESEMBER 2019 DAil 3I DESEMBER 2018

UTAIIIG KEPADA PIHAK KETIGA PEtllDAPATAttl DITEBIMA DI MUKA UTAIIIG JAttIGKA PEt{DEK TA!ItIIIIYA

il0 BA KEMEIIITERIATT TIIEGABA'I.EMBAGA 3I DESEMBER 2019

Aadited
31 DESEMBER 20I8

Audited
3I DESEMBEF 20I9

Auditcd
31 DESEMBER 2018

Auditcd
3I DESEMBER 20I9

Audited
3I DESEMBER 2018

Audited
66 093 K()MISI PEMBERANTASAN KORUPSI 32.801.376.924 1 4.794.536.7 1 7 63.064.556 29.427.488 288.030.698.61 I

67 0s5 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 7.880.785.685 4.763.656.901 1 34.546.994 2 1 8.367.763

68 100 KOMISIYUDISIAT 1 46.394.569 1 29.925.795 81.052.667 10.512.667 4.266.989 6.448.280

6S 103 BADAN NASI()NAT PENANGGULANGAN BENCANA 1 3.508.814.1 r 0 I 79.61 6.426.1 30 65.985.000 r s7.955.000 1 3.990.71 2.750

70 104 BADAN NASI()NAT PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA 4.645.309.793 4.471 .661.968 83.590.261 17.513.526

71 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 3.030.510.271 620.028.446 1 82.561.046 293.488.828

72 107 BADAN SAR NASI()NAL 3.925.414.663 5.300.455.703 2.020.205.377 201.646.1 00

73 108 KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA 1 4.238.864 23.903.801 2.642.968.996 6.709.073.996

74 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA 246.835.467 16.097.200

75 110 OMBUDSMAN REPUBTIK INDONESIA 1 16.91 7.314 375.211.249

76 111 BAOAN NASI()NAL PENGEL()LA PERBATASAN 126.421.174 540.454.036

77 112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS &
PELABUHAN BEBAS BATAM

1 07.908.038.238 9.757.909 8.079.500123.023.117.279 2.243.55S.020.1 86 1.671.126.470.419

78 1r3 BAOAN NASIONAL PEiIANGGULANGAN TERORISME 206.869.613 364.784.554

7S r14 SEKRETARIAT KABINET 6.690.194.255 8.147.367.714 385.225.S04

80 115 BADAN PENGAWAS PEMILU 3.550.491.610 3.1 26.405.1 60 317.542.167 2.303.213.408
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PEMEBIilTAH BEPUBTIK INDONESIA

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK TAINNYA

PER 31 DESEMBEB 2tl|9 DAIU 3I DESEMBEB 2018

UTAttl G JAttlGKA PENDEK tAlt[IUYAUTAIIIG KEPADA PIHAK KETIGA PEITIDAPATAI{ DITERIMA DI MUKA

f'I0 BA KEMEiITEBIAI'I TTEGARA'tEMBAGA 3I DESEMBER 2018

Audited
3I OESEMBER 20I8

Aaditcd
31 DESEMBER 201S

Aadited
3I DESEMBER 201 8

Audited
3I DESEMBER 2019

Audited
31 DESEMBER 2019

Audited
81 116 TEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI 1.960.847.927 2.359.492.107 1 2.333.528.963 14.262.668.912

82 3.040.959.468117 TEMBAGA PENYIARAN PUBTIK TVRI 1 58.942.829.763 1 38.1 67.775.441 20.298.480.773 10.862.669.813 1.826.519.105

83 118 BAI)AN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

PELABUHAN BEBAS SABANG

3.052.000 531.239.740 380.1 74.667

84 119 BADAN KEAMANAN LAUT 287.256.465 451.754.231

85 120 KEMENTERIAN K()ORDINATt)R BIDANG KEMARITIMAN 2.144.583.467 2.503.407.505

86 121 BADAN EK()N()MI KREATIF 438.808.399 831.846.622

87 122 BAOAN PEMBINAAN IDE()LOGI PANCASILA 3.107.471 .409 1 22.55 r .396

JUMI.AH PADA KIt 1 7.329.403.887.01 5 I 7.548.296.494.980 1 6.879.575.100.899 t 5.584.99 t.43t.064 339.806.045.078 58.508.784.553

Jurnal l(onsolidasi SPAiI 4.86 1.788.467.503 5.065.326.093.892 (4.909.642.639.9371 (5.092.755.7 57.470)

88 999 BENDAHARA UMUM NEGARA 108.55r.211.694.382 77 .267 .818.090.744 83.861.957.996 100.581.952.941 4.861 .788.467.503 5.067.125.41 9.1 19

1 5.685.573.384.005 29 t.95t.872.644 32.878.446.202TOTAT r 30.742.404.048.S00 9S.88 r.440.679.61 6 t 6.963.437.058.895
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UTAIIIG TBAITISFEB KE DAERAH DAIU DAITIA DESA (DAIIIA BAGI HASIT)

Tahun Anggaran 2019 lAuditedl
(Dalam rupiahl

LAMPIRAN 27

[tlo. ilama Daerah

Dana Bagi Hasil
Total Utang Transfer ke

Daerah dan Dana DesaCukai SDA Paiak

(1) tzt (3) (4) (5) (6)= (3)+ (4)+ (5)

1 Provinsi Aceh r 83.079.284 40.900.42r.533 9.524.524.600 50.608.025.417

2 Kab. Aceh Barat 8.321.773 433.684.302 4.025.382. r 91 4.467.388.266

3 Kab. Aceh Barat Daya 4.160.886 8t 1.244.065 636.919.310 1.452.324.261

4 Kab. Aceh Besar 28.746.015 408.4r 4.604 640.1 66.920 1.077.327.539

5 Kab. Aceh Jaya 8.321.773 817.591.302 775.376.126 1.60r.289.201

6 Kab. Aceh Selatan 6.241.330 420.645.985 636.021.302 1 .062.908.617

7 Kab. Aceh Sinqkil 814.950.504 r.180.536.99r 1.995.487.495

I Kab. Aceh Tamianq 8.321.773 406.503.3r 8 3.669.877.309 4.084.702.400

I Kab. Aceh Tengah 16.359.0rt4 826.888.234 1.268.434.621 2.111.681.899

10 Kab. Aceh Tenggara 81 r.238.869 635.r 26.773 1.446.365.642

ll Kab. Aceh Timur 10.725.641 406.50r.554 3.57 r.389.352 3.988.6r 6.547

12 Kab. Aceh Utara 8.9r 5.907 412.182.685 8.s72.435.907 8.993.534.499

13 Kab. Bener Meriah 58.1 20.91 3 81 r.238.869 642.425.902 1.5rr.785.684

14 Kab. Bireuen 2.1 80.5 I 2 8t L241.640 874.000.098 1.687.422.250

r5 Kab. Gayo Lues 141.815.2M 839.4r 5.058 634.21 8.884 1.615.449.186

16 Kab. Nagan Raya 4.r 60.886 424.965.9r 8 887.556.973 1.3r 6.683.777

17 Kab. Pidie 1 7.568.1 59 422.030.826 1.857.805.099 2.297.404.084

r8 Kab. Pidie Jaya 16.735.248 811.240.226 63 r .342.01 4 1 .459.31 7.488

19 Kab. Simeulue 818.486.831 635.673.513 1.454.160.344

20 Kota Banda Aceh 6.241.330 8r r.238.869 662.289.585 1.479.769.t84

21 Kota Lanssa 8.321.773 8r 1.238.869 709.144.885 1.528.705.527

22 Kota Lhokseumawe 6.241.330 811.238.869 r 3.842.1 60.580 14.659.640.779

23 Kota Sabang 6.241.330 799.007.488 630.356.545 1.435.605.363

24 Kota Subulussalam 8.321.773 8r 5.777.938 805.88r.261 1.629.980.972

25 Provinsi Sumatera Utara 203.901.897 12.090.7r 8.633 10.587.274.760 22.881.895.290

26 Kab. Asahan 8.495.907 693.828.535 3.209.137.213 3.9r r.46r.655

27 Kab. Batu Bara 8.49s.907 692.S35.360 730.880.089 r.432.31 r.356

28 Kab. Dairi 40.1 50.731 859322.s52 1 .1 50.755.994 2.0s0.229.217

29 Kab. Deli Serdans 77.254.035 588.361.345 6.276.202.727 6.941.818.107

30 Kab. Humbano Hasundutan r 9.1 37.236 671.617.245 664.772.386 1.355.586.867

3r Kab. Karo r 2.581.76r 709.5 r 6.904 994.978.964 1 .717 .077 .629

32 Kab. Labuhanbatu 2.123.977 671.617.245 2.409.035.355 3.082.776.577

33 Kab. Labuhanbatu Selatan 6.37r.930 2.084.206.8s7 2.663.444.962 4.154.023.749

34 Kab. Labuhanbatu Utara 6.371.930 671 .61 8.401 1.785.618.221 2.463.608.5s2

35 Kab. Lanqkat 8.495.907 588.642.117 9.9r 5.676.880 10.512.8r 5.504

36 Kab. Mandailing Natal I 1.216.50S 413.994.327 1.1 69.309.297 1.594.520.1 33

37 Kab. Nias 6.37r.930 693.780.677 635.480.520 1.335.633.r 27

38 Kab. Nias Barat 2j23.977 692.935.360 71 1 .332.566 1.406.391 .903

39 Kab. Nias Selatan 8.495.907 1.249.315.482 1.436.956.748 2.694.768.r 37

40 Kab. Nias Utara 6.371.930 692.93s.360 931.r 75.238 r.630.482.528

41 Kab. Padano Lawas 8.495.907 690.440.823 8.005.608.373 8.704.545.1 03

42 Kab. Padano Lawas Utara 6.371.930 943.844.031 8.206.932.459 9.r 57.r 48.420

43 Kab. Pakpak Bharat 1 1.1 60.520 679.520.1 48 868.434.435 1.559.il 5.1 03

44 Kab. Samosir 6.371.930 729.014.8r 3 982.070.902 1 .717 .451 .645

45 Kab. Serdano Bedagai 8.495.907 692.935.360 2.877.436.956 3.578.868.223
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UTAttIG TRAiISFER KE OAERAH OAttI OATUA DESA (DAIIIA BAGIHASIT)

Tahun Anggaran 2019 (Audited)

(Dalam rupiah)

LAMPIRAN 27

No. lllama Daerah

Dana Basi Hasi!
Total Utang Transfer ke

Daerah dan Dana OesaCukai s0A Pajak

(1) tzt (31 (4) (5) (6)= (3)+ (4)+ (5)

46 Kab. Simalungun 8.495.907 1.304.474.639 2.080.822. r 95 3.393.792.741

4t Kab. Tapanuli Selatan 6.371.930 377.432.919 2.058.055. r r 8 2.441.859.967

48 Kab. Tapanuli Tengah 8.495.907 6t 1.77 4.769 1.250.672.832 1.930.943.s08

49 Kab. Tapanuli Utara 9.906.614 841.518.276 r .025.9 r 9.994 1.877.344.884

50 Kab. Toba Samosir 6.371.930 883.501.628 666.823.1 07 1.556.696.665

5l Kota Biniai 4.247.954 692.935.360 r.s76.5r 8.588 2.273.101.902

52 Kota Gunungsitoli 6.37r.930 692.935.360 1.349.1 60.1 r 4 2.048.467.404

53 Kota Medan 10.471.388 671.817.245 2.390.564.926 3.072.659.559

54 Kota Padang Sidempuan 6.37r.930 632.970.975 922.366.353 1.62r.709.258

55 Kota Pematanq Siantar 70.032.975 632.935.360 656.372.935 1.419.341.210

56 Kota Sibolga 8.495.907 692.935.360 703.308.046 r.404.739.3r 3

57 Kota Taniung Balai 8.4S5.907 692.935.360 829.838.964 1.531.270.231

58 Kota Tebing Tinqgi 8.495.907 692.935.360 752.0r 6.680 1.453.441.547

59 Provinsi Sumatera Barat 125.427.581 4.207.838.914 5.415.057.728 9.752.324.223

60 Kab. Aoam 27.179.052 3.617.289 1.771.302.6r 5 1.802.r 58.956

6l Kab. 0harmasraya 1.190.444 23.342.202 739.907.r 30 770.439.776

62 Kab. Kepulauan Mentawai 7]90.M4 452.8r r.075 711.094.748 1 .1 71 .096.267

63 Kab. Limapuluh Kota 84.885.724 3.617.289 r.559.7 r 4.306 1.848.277.319

64 Kab. Padano Pariaman 7.190.M4 2s8.747.098 633.982.778 89S.920.318

65 Kab. Pasaman 17.646.042 258.188.716 r.071.336.766 1 .347 .771 .524

66 Kab. Pasaman Barat 1.797.61 I 3.617.289 1 .370.351 .689 r.375.826.s89

67 Kab. Pesisir Selatan 5.392.833 3.677.289 1.484.685.491 1.493.755.613

68 Kab. Siiuniunq 7.190.444 3.677.289 r.1 87.s55.946 r.198.423.679

69 Kab. Solok r 7.616.466 3.t45.731 780.291.389 80 1.653.586

70 Kab. Solok Selatan 3.595.222 3.677.289 4.145.017.964 4.152.290.415

71 Kab. Tanah Datar 3r.499.682 258.748.302 1.655.754.701 1.946.002.685

72 Kora Bukit Tinooi 7.190.M4 258.747.075 1.571.542.743 1.837.480.262

73 Kota Padang 7.190.M4 258.747.927 5.31 3.407.075 5.579.345.446

74 Kota Padang Paniang 3.595.222 2s8.74t.075 s19.400.421 1 .181 .7 42.718

75 Kota Pariaman 1.190.M4 258.747.075 628. r 06.663 894.044.1 82

76 Kota Pavakumbuh I 9.r 54.051 258.741.075 626.545.951 904.447.077

77 Kota Sawahlunto 17.731.798 3.677.289 785.053.r 26 806.462.213

78 Kota Solok 7.190.444 258.747.075 1.027.694.380 1.293.631.899

79 Provinsi Riau 368.425.203.443 71 .360.9 r 9.236 439.786.1 22.679

80 Kab. Benskalis 4.322.521.859 r 27.064.65r.004 r 3r.387.572.903

8l Kab. lndraqiri Hilir 72.567.501.771 5.023.077.698 77.590.579.469

82 Kab. lndraoiri Hulu r.865.77 r.S89 4.928.7 r 0.990 6.794.482.919

83 Kab. Kampar 3.404.680.709 36.534.644.537 39.939.325.246

84 Kab. Kepulauan Meranti 2.317.941.845 4.275.376.911 6.593.3 1 8.756

85 Kab. Kuantan Singingi 67.279.960.637 3.1 80.646.552 70.460.607.r 89

86 Kab. Pelalawan 3.562.51 8.279 1 6.595.479.696 20.1 57.997.975

87 Kab. Rokan Hilir 2.702.873.547 58.5S2.403.733 61.25s.217.280

88 Kab. Rokan Hulu 1.963.730.664 3.840.745.074 5.804.475.738

89 Kab. Siak 4.929.1r 5.335 46.389.529.857 51.318.645.r 92

90 Kota Dumai 67.412.142.917 873.464.356 68.285.607.273
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91 Kota Pekanbaru 66.834.679.800 1 .687.341.776 68.522.02r.576

92 Provinsi Jambi 59.634.316 r 06.540.736.340 r 7.121 .899.645 123.722.270.301

93 Kab. Batano hari 7.951.245 401.771.364 2.S96.ir 5.470 3.406.438.079

94 Kab. Bungo 3.975.623 18.499.206.398 3.426.240.029 21.929.422.050

95 Kab. Kerinci 87.568.844 21.312.047.187 671.t 96.454 22.070.812.485

96 Kab. Meranoin 7.724.426 r 8.M6.510.837 816.174.482 19.470.409.745
g7 Kab. Muaro Jambi 5.963.434 775.698.9,M 6.4r 5.135.676 7.1 96.7S8.054

98 Kab. Sarolanoun s.963.434 570.077.615 4.589.465.703 5.1 65.506.752

99 Kab. Taniung Jabung Barat 7.951.245 1.814.255.176 43.286.862.288 45.1 09.069.309

100 Kab. Taniung Jabung Timur 1.987.81 1 3.955.686.983 r 0.347.290.1 03 1 4.304.964.897

r01 Kab. Tebo 7.951.245 18.092.627.612 1.400.984.777 r 9.501.s63.634

102 Kota Jambi 7.951.245 3.206.682.818 2.032.683.5r 2 5.241.317.575

103 Kota Sungai Penuh 14.176.017 21.309.083.1 98 649.356.1 32 21.972.615.347

104 Provinsi Sumatera Selatan 6r.516.990 413.442.371.329 67.95r.681.452 481.455.569.771

105 Kab. Banvuasin 2.563.211 2.457.990.SS0 7.364.295.428 9.824.849.629

r06 Kab. Empat Lawang s.126.422 39.71 0.588.339 979.874.586 40.695.589.347

107 Kab. Lahat 636.1 45.640 40.563.311.222 41.r 99.5 r 6.862

r08 Kab. Muara Enim 1.647.630.440 35.792.1 06.835 37.439.737.275

109 Kab. Musi Banyuasin 1.735.142.236 r 69.1 98.1 r4.206 1 70.933.256.442

il0 Kab. Musi Rawas 1 .1 67.21 8.938 39.287.r 98.438 40.454.417.376

llt Kab. Musi Rawas Utara 578.296.562 3.r 1 6.659.625 3.694.956.1 87

112 Kab. 0san llir 3.8,14.816 12.141.406.M7 4.233.217.941 1 6.378.s29.204

113 Kab. 0qan Komerins llir 2.563.211 52.200.849.005 5.252.1 36.398 57.455.548.614

114 Kab. 0oan Komerino Ulu 45s.636.7 1 2 6.527.482. r 55 6.983.r r 8.867

115 Kab. 0KU Selatan 103.171.267 39.69 r.854.857 1.018.158.719 40.8 1 3.1 84.843

116 Kab. 0KU Timur 2.829.681 5r.492.39r.460 1. t 89.321 .770 52.684.542.9r 1

117 Kab. Penukal Abab Lematang llir 463.030.327 6.235.376.335 6.698.406.662

r18 Kota Lubuk Linggau 51.493.29s.685 97 r .090.442 52.464.386.127

119 Kota Pasar Alam 5 r .1 38.309.71 9 1.t06.35r.556 52.2M.661.275

120 Kota Palembano 1.28r.605 5'r.493.295.685 1.093.304.023 52.587.881.3r 3

121 Kota Prabumulih 358.663.255 6.244.678.1 08 6.603.34r.363

122 Provinsi Bengkulu 9.4r 0.474.086 2.907.482.598 12.3r 7.S56.684

123 Kab. Benokulu Selatan 2.003.764.063 1.225.428.684 3.229.152.741

124 Kab. Benokulu Tenoah 48.259.6 r 8 1.073.655.1 03 1.121.914.721

125 Kab. Bengkulu Utara r 92.s63.627 732.030.544 924.594.1 71

126 Kab. Kaur 34.333.084 645.3r L953 679.645.037

127 Kab. Kepahiang 2.01 8.795.062 942.712.052 2.961.507.1 14

128 Kab. Lebong 30.r 29.050 1.334.561.24r r.3M.690.291

129 Kab. Mukomuko 2.003.r 64.648 2.512.847.363 4.516.012.01r

130 Kab. Reianq Lebono r.s76.706.256 786.97r.569 2.763.677.825

131 Kab. Seluma 63.960.957 1.366.1 60.473 1.430.12r.430

132 Kota Benokulu 1.987.778.829 4.890.259.1 79 6.878.038.008

r33 Provinsi Lampung r r 4.603.879 896.308.065 5.320.820.900 6.331.732.844

134 Kab. Lampung Barat 1 01 .758.407 2.328.04r.034 944.100.772 3.373.900.213

r35 Kab. Lamounq Selatan 9.701.157 2.247.043.937 r.045.795.875 3.302.540.969
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r36 Kab. Lampung Tengah r r.1 99.263 2.289.891.723 95 r.409.753 3.252.300.739
't37 Kab. Lamouno Timur 29.022.396 127.319.850 9.r 72.883.845 9.329.226.091

138 Kab. Lampung Utara 10.504.016 2.370.687.061 988.151.342 3.369.342.419

r39 Kab. Mesuii 7.840.248 2.289.691.723 1 .5 r 2.768.600 3.810.I 00.571

140 Kab. Pesawaran 14.785.577 2.247.043.937 1.704.r 33.1 07 3.965.S62.62r

t4l Kab. Pesisir Barat 7.640.248 2.370.685.r 54 1 .005.375.1 36 3.383.700.538

142 Kab. Prinssewu 18.r 57.518 2.370.688.508 1.756.654.470 4.145.500.496

143 Kab. Tangoamus 1i.r 13.810 2.247.043.937 5.975.892.285 8.240.050.032

1M Kab. Tulang Bawang 7.640.248 2.289.691.723 1.1 62.825.838 3.460.157.809

145 Kab. Tulanq Bawano Barat 5.930.727 2.370.685.r 54 1.074.850.490 3.451.466.371

r46 Kab. Wav Kanan 8.469.584 2.289.691.723 68S.747.1 06 2.987.S08.4r 3

147 Kota Bandar Lampung 7.640.248 2.328.037.368 1 .77 4.671 .026 4.r 1 0.348.642

r48 Kota Metro 8.228.736 2.370.685.r 54 903.953.251 3.282.887.141

149 Provinsi 0Kl Jakarta 4.755.979 1S.351.483.5s3 r 9.356.239.532

r50 Provinsi Jawa Barat 3.370.647.238 199.320.111.383 35.439.0r 3.276 238.129.771.897

151 Kab. Bandung 355.220.008 1.946.383.332 2.004.052.004 4.305.655.344

152 Kab. Bandunq Barat r 55.81 6.285 r .946.939.1 07 2.885.210.820 4.987.966.2r 2

153 Kab. Bekasi 33.91 1.832 r 5.329.984.05S 7.650.266.48r 23.014.162.312

154 Kab. Bogor r 36.395.81 2 r.823.585.443 5.008.704.469 6.968.685.724

155 Kab. Ciamis 141.311.822 17.207.025.157 5.79 r.7 r 5.598 23.140.052.517

156 Kab. Cianiur 146j85.477 r 6.998.528.4r 6 4.979.295.762 22.124.009.855

157 Kab. Cirebon 156.806.060 r 6.952.540.1 24 4.016.928.451 21.126.274.635

158 Kab. Garut 835.754.426 1.795.841 .350 4.1 98.974.s38 6.830.570.3 r 4

159 Kab. lndramayu 1 37.1 63.59r 15.321.44s.566 1 1.2r 6.392.078 26.675.001.235

r60 Kab. Karawang 2.022.080.333 15.35r.008.556 9.852.292.711 27.225.381.600

161 Kab. Kuningan r 83.6r 0.71 I 17.174.722.579 3.562.88r.984 20.921.215.282

162 Kab. Maialenska 239.5 r 3,71 I 15.336.899.831 3.349.164.9s6 r 8.925.578.498

163 Kab. Panqandaran 143.229.089 17.r15.940.923 r.460.06r.630 18.719.231.642

164 Kab. Purwakarta r 05.927.1 66 1.784.794.384 2.38 1 .1 75.686 4.271.897.236
165 Kab. Subans 139.614.906 1 82.690.368 25.037.329.699 25.359.634.973

r66 Kab. Sukabumi 1 37.076.065 r.865.843.570 4.782.757.192 6.785.676.827

167 Kab. Sumedanq 1.220.462.020 r.989.768.816 5.08 r.020.83 r 8.29r.25r.667
168 Kab. Tasikmalaya 107.716.994 r 7.077.995.1 03 2.5S4.2s1.697 r s.779.S63.794

r69 Kota Bandung 100.442.098 17.1 I L101.154 5.490.1 55.048 22.701.698.300

170 Kota Baniar 1 36.028.307 1 6.940.973.71 3 1.322.884.281 r 8.399.886.301

171 Kota Bekasi 100.436.855 I 7.1 I t.t 01.1 54 r.066.109.465 18.277.647.474

172 Kota Booor r 35.077.978 17 .111.788.107 4.845.770. r 1 5 22.092.634.200

173 Kota Cimahi 1 00.958.242 17.11r.101.154 3.012.731.220 20.224.190.616

174 Kota Cirebon r 01 .436.903 17.111.101.154 1 .208.31 5.951 18.420.854.008

175 Kota Depok 17.111.101.154 1.2t2.201.164 r 8.383.302.3r 8

176 Kota Sukabumi r 0 r .660.290 17.r1r.101.154 r.256.669.932 I 8.469.431 .376

177 Kota Tasikmalaya r 01 .937.41 3 17.111.101.154 4.561.742.379 21.714.180.946

178 Provinsi Jawa Tenoah 6.423.841.554 4.925.49s.040 29.8r 8.365.584 41.167 .702.178
't79 Kab. Baniarnegara 202.789.734 310.117.441 2.116.2M.694 2.629.1 5 r .869

r80 Kab. Banyumas 1 89.1 89.672 277.948.199 4.088.940.73s 4.556.078.606
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l8t Kab. Batanq 1 95. r 98.1 99 479.408.092 1.851.704.712 2.526.3r r.003

182 Kab. Blora 279.343.M6 1 2.r 36.880 1 6.089.728.024 16.381.208.550

183 Kab. Boyolali 557.723.234 348.1 1 9.37 1 1.884.112.832 2.790.015.437

184 Kab. Brebes r 99.968.1 94 503.889.897 5.3 1 5.1 48.1 7 1 6.019.006.262

185 Kab. Cilacap r 93.794.705 307.275.522 3.586.91 2. 1 58 4.087.982.385

r86 Kab. Demak 394.592.6r 5 297.027.937 1 .S29. r 32.689 2.820.753.241

187 Kab. Grobogan 298.664.91 I 608.212.759 7.849.304.884 8.756.r 82.562

188 Kab. Jepara 200.r 05.953 335.763.572 r.548.584.558 2.084.454.083

r89 Kab. Karannanyar 440.640.034 27s.346.017 1.800.204.31 2 2.5 r 6.1 90.363

r90 Kab. Kebumen 234.282.881 293.048.784 3.4S0.214.366 4.0r 7.545.831

191 Kab. Kendal 568.062.4r 6 598.69 1 .1 47 1.861.877.173 3.028.630.736

192 Kab. Klaten 412.727.194 293.4r 2.60s 8r 0.917.557 1.577.057.356

r93 Kab. Kudus 4.678.234.474 300.924.833 r .082. I 73. 1 34 6.061.332.441

r94 Kab. Maoelano 482.446.414 285.71 9.643 r .907.394.',r 84 2.675.560.241

195 Kab. Pati 201.156.810 506.954. r 66 4.608.393.259 5.316.504.235

196 Kab. Pekalongan r 90.907.528 285.952.897 4.397.376.658 4.874.237.083
197 Kab. Pemalano . 220.932.862 555.642.930 3.439.832.833 4.216.408.625

198 Kab. Purbalinooa 206.9 1 9.238 283.402.179 4.3s6.734.037 4.847.055.454

r99 Kab. Purworejo 225.895.877 291.346.013 2.581.376.747 3.098.61 8.537

200 Kab. Rembang 588.7s5.266 283.805.605 3.957.338.1 20 4.829.898.991

201 Kab. Semarano 275.277.375 38r.044.0s9 1.612.287.897 2.268.609.33r

202 Kab. Srasen 2 r 8.459.1 83 296.805.21 1 2.194.485.542 2.709.749.936

203 Kab. Sukohario 222.002.572 2S3.4r 2.8S6 2.374.118.373 2.889.533.841

204 Kab. Tesal 209.030.790 626.768.736 4.009.732.671 4.845.532.r 97

20s Kab. Temangguno 972.242.154 275.346.017 2.s33.990.583 3.781.578.754

206 Kab. Wonoqiri 219.175.402 287.9r 6.956 2.345.245.128 2.852.337.486

207 Kab. Wonosobo 409.324.1 65 298.268.593 2.931.838.M7 3.639.43r.405
208 Kota Magelang r 91.839.036 293.417.136 1.820.851.956 2.306.r08.r28
209 Kota Pekalonqan 220.252.039 293.412.605 1.035.953.086 1.550.61 7.730

210 Kota Salatiqa 1 88.969.036 284.953.017 907.555.4r 0 1.381 .477 .463
211 Kota Semarang 242.953.419 352.r 35.689 r.r 92.401.460 1.787.490.628

212 Kota Surakarta 208.170.328 293.412.605 2.727.306.784 3.228.889.717

213 Kota Tegal 188.936.518 293.412.605 1.542.064.06S 2.024.413j52
214 Provinsi Dl Yogyakarta 155.094.912 8.497.147 5.1 97.704.567 5.361.296.626

215 Kab. Bantul r 58.850.963 7.923.468 2.660.377.886 2.827.152.317

216 Kab. sununq kidul 50.127.275 3.677.290 786.088.630 839.893.1 9s

217 Kab. Kulon Proqo 38.773.7M 7.S24.8r 8 2.117.179.497 2.1 63.878.0s9

218 Kab. Sleman 74.996.753 7.924.819 3.152.452.174 3.235.373.746

219 Kota Yogyakarta 39.1 39.382 36.679.9s3 2.203.348.540 2.219.167.875

220 Provinsi Jawa Timur 1 4.349.336.1 35 7.852.961.784 85.254.289.236 1 07.456.sS3. r 55

221 Kab. Banqkalan 417.214.189 r146.309.057 4.719.774.529 5s83.297.775
222 Kab. Banyuwanqi 485.207.005 1 0.625.985.350 17.985.098.63r 29.096.290.986

223 Kab. Blitar 499.385.654 I 1.031.031.214 2.620.860.897 14.151.277.765

224 Kab. Boionegoro 1.10r.370.799 504.r 48.256 237.71 7.601.1 00 239.323.r20.r55
225 Kab. Bondowoso 808.433.349 1 r .03 r .031 .092 2.785.321.145 1 4.628.785.586
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226 Kab. Gresik 41 9.394.004 435.760.976 14.967.774.813 r 5.822.929.793

227 Kab. Jember 1.742.202.171 r 0.927.r 20.634 r .995.1 1 5. r 63 14.664.437.968

228 Kab. Jombang 991.8r 8.524 1 1.124.679.819 1.758.976.387 13.875.474.730

229 Kab. Kediri r.r06.197.131 1 1.033.485.526 3.112.674.164 15.252.357.421

230 Kab. Lamonoan 868.434.418 1 r.059.935.885 3.182.571.640 15.1 10.941.943

231 Kab. Lumaians s32.783.753 1 0.625.985.350 2.484.210.466 13.642.979.569

232 Kab. Madiun M0.617.328 r r.348.304.s22 3.711.447.078 1 5.500.368.928

233 Kab. Maoetan M2.549.747 r r.050.037.870 1.680.058.806 13.172.646.423

234 Kab. Malanq 2.329.M9.217 r 0.628.26S.053 7.845.376.431 20.803.094.70r

235 Kab. Molokerto 440.765.463 11.073.s24.774 2.721.028.067 r 4.235.31 8.304

236 Kab. Nsaniuk 492.312.035 1 1 .1 74.403.200 3.393.904.478 1 5.060.61 9.713

237 Kab. Nsawi 602.433.754 1 1.326.862.137 5.360.976.471 17.250.272.362

238 Kab. Pacitan 424.773.997 1 1.053.258.456 1.650.436.978 13.128.469.431

239 Kab. Pamekasan 1.429.259.778 r r.067.385.708 3.355.246.928 15.851.892.414

240 Kab. Pasuruan 5.489.599.480 1 1.048.295.561 r.906.297.426 18.4M.152.467

241 Kab. Ponorogo 463.1 45.392 1 r.078.446.569 5.r 26.269.733 16.667.861.694

242 Kab. Probolinqqo 1.608.227.722 1 1.091.852.136 2.372.133.813 15.072.213.671

243 Kab. Sampang 563.656.991 1 1.049.535.784 1.023.854.977 12.637.047.752

2M Kab. Sidoario 43 r.999.672 429.0s0.368 4.302.964.039 5.164.0r4.079
245 Kab. Situbondo 868.52r.1 53 I ',t.094.648.440 2.957.923.885 14.921.093.478

246 Kab. Sumenep r.051.955.675 433.474.757 2.347.437.177 3.832.868.209

247 Kab. Trenoqalek 413.663.429 10.661.321.880 2.553.550. r 06 1 3.628.535.415

248 Kab. Tuban 621.823.638 562.532.421 r 0.397.2r 4.786 1 1.581 .570.845

249 Kab. Tulungagung s60.877.206 10.717.190.577 4.399.324. r 23 r 5.677.33 1 .906

250 Kota Batu 413.524.563 1 1.049.822.795 2.543,677.1 05 r 4.007.024.463

251 Kota Blitar 432.788.804 r r.050.2r 6.653 659.737.846 12.142.743.303

252 Kota Kediri r.836.543.095 r r.050.2r 6.653 701.622.891 13.588.382.639

253 Kota Madiun 4r 4.989.013 1 r.050.639.686 712.127.2t3 12.177.755.972

254 Kota Malanq 8r 2.185.385 1 1 .050.21 6.667 863.781.876 12.726.183.928

25s Kota Moiokerto 428.246.371 1 1.050.216.653 2.334.213.114 r 3.812.676.138

256 Kota Pasuruan 412.929.876 1 1.050.2 r6.653 3.04r.4s6.8S0 r 4.s04.603.419

257 Kota Probolinggo 414.879.850 rr.050.2r6.653 693.684.564 r 2. r 58.78 r .067

2s8 Kota Surabaya 667.624.769 1 1.050.2r 6.653 1.591.704.738 r 3.309.546.r 60

259 Provinsi Kalimantan Barat 35. I 36.501 8.582.989.392 6.741.225.882 15.359.351.775

260 Kab. Benqkayang 2.702.810 11.152.753 8.765.703.9s2 8.779.559.51 5

261 Kab. Kapuas Hulu 2.702.810 977.202.358 4.217.877.404 5.197.782.572

262 Kab. Kavono Utara 2.702.810 I 0.954.557 2.817.055.305 2.830.712.672

263 Kab. Ketapang 46.848.694 3.677.289 1 0.970.763.877 1 1.02r.289.860

264 Kab. Kubu Raya 2.702.810 2.1 58.035.922 1.765.1 73.079 3.S25.91 r.8r r

265 Kab. Landak 2.702.810 3.677.289 3.175.061.989 3.r 81.442.088

266 Kab. Melawi 2.702.810 1.t148.550.453 2.665.065.232 4.r16.318.495
267 Kab. Mempawah 2.702.810 3.677.289 1.340.076.769 r.346.456.868

268 Kab. Sambas 2.702.810 1.248.426.416 705.639.364 1.956.768.650

269 Kab. Sanggau 2.702.810 3.677.289 3.727.525.076 3.733.905.1 75

270 Kab. Sekadau 2.702.810 28.0i7.686 6.691.025.372 6.72r.805.868

SK No 047872 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 881 -
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl

UTATTG TBAIIISFER KE DAERAH DAIT DAiIA DESA (DAIiIA BAGIHASIT)

Tahun Anggaran 2019 lAudited)
(Dalam rupiah)

LAMPIRAN 27

Itlo. lllama Dacrah

Dana Eagi Hasil
Total Utang Transfer ke

Daerah dan Dana DesaCukai SDA Pajak

(l) (2t (3) (4) (5) (6I= (3)+ (4)+ (5)

271 Kab. Sintans 2.702.810 3.677.289 3.208.439. r 49 3.214.819.248

272 Kota Pontianak 2.702.810 1.248.418.200 1.052.800.087 2.303.92r.097

273 Kota Singkawang 2.702.810 1.248.418.200 846.714.917 2.097.835.927

274 Provinsi Kalimantan Tengah 63.683.401 8s.632.r 66.809 1 5.55S.063.943 r 01 .254.91 4.1 53

275 Kab. Barito Selatan 5.789.429 2.576.487.558 r.033.2r 8.979 3.6r 5.495.966

276 Kab. Barito Timur 2.441.070.477 1.254.701.053 3.695.771.530

277 Kab. Barito Utara 257.89r.489 19.516.726.775 19.774.618.264

278 Kab. Gunung Mas 5.789.429 6.41 1.965.289 1 .981 .9 r 9.900 8.399.674.618

279 Kab. Kapuas 2.894.714 3.677.28S 5.541.720.459 5.548.292.462

280 Kab. Katinqan 1.447.357 965.837.289 26.632.325.r 56 27.599.609.802

281 Kab. Kotawaringin Barat 23.307.051 3.677.289 1.497.728.991 1.524.113.331

282 Kab. Kotawaringin Timur 5.976.1 54 4.522.184.139 6.259.181.684 10.787 .341.917

283 Kab. Lamandau 5.964.826.274 9.35 r .604.801 r 5.316.43r.075

284 Kab. Muruno Raya 5.789.429 5.714.587.622 16.372.247.298 22.092.624.349

285 Kab. Pulang Pisau 27.814.077 1 1.704.299.090 1 .6 r 2.8 1 6.327 13.3M.929.494

286 Kab. Seruyan 3.677.289 4.295.281.6r 6 4.298.958.905

287 Kab. Sukamara 5.789.429 11.839.451.213 2.904.866.1 0 r 1 4.750.1 06.743

288 Kota Palanqkarava 5.789.429 I L859.981.i77 2.847.58S.662 14.7 r 3.360.868

289 Provinsi Kalimantan Selatan 3 1 4.934.1 73.704 26.874.814.815 34r.808-988.519

290 Kab. Balangan 3.677.289 3.91 1.355.214 3.915.032.503

291 Kab. Baniar 290.588.771 4.723.737.778 5.014.326.549

292 Kab. Barito Kuala 52.4S2.635.364 1.171.038.038 53.663.673.402

293 Kab. Hulu Sunoai Selatan 290.588.77r 1.169.416.404 1.460.005.r 75

294 Kab. Hulu Sungai Tengah 290.588.771 1.281.038.041 I .571 .626.81 2

295 Kab. Hulu Sungai Utara 52.492.635.364 Lr 39.388.8r 3 53.632.024.177

296 Kab. Kotabaru 295.567.894 2.660.855.224 2.956.423.1 r8

297 Kab. Tabalonq 3.617.285 5.401.219.210 5.404.956.499

298 Kab. Tanah Bumbu 290.588.77r 48.488.718.60s 48.779.307.376

299 Kab. Tanah Laut 290.588.77 r 3.713.807./t40 4.004.396.211

300 Kab. Tapin 290.588.77r 37.070.s80.263 37.361.r 69.034

30r Kota Baniarbaru 52.492.857.265 4.609.343.354 57.102.000.619

302 Kota Baniamasin 52.492.635.364 972.889.31 2 53.465.524.676

303 Provinsi Kalimantan Timur 626.430.685.r 96 100.670.806.8r 0 727.101.492.006

304 Kab. Berau 82.300.83 r .01 I 2.021.397.748 84.322.228.767

305 Kab. Kutai Barat 87.587.239.739 19.4r 5.881 .028 1 07.003.1 20.767

306 Kab. Kutai Kartanegara 3.245.09s.324 309.867.818.282 31 3.1 r 2.91 3.606

307 Kab. Kutai Timur I 1.559.541.892 41.457.S37.938 s3.017.479.830

308 Kab. Mahakam Ulu 82.623.612.208 2.I 81 .076.905 84.804.689.1 r3

309 Kab. Paser 83.224.602.000 696.09r.806 83.920.693.806

3r0 Kab. Penaiam Paser Utara 921.689.074 23.50S.955.707 24.431.6M.781

3r1 Kota Balikpapan 221 .51 3.490.054 73 r .01 8.850 222.244.508.904

312 Kota Bontanq r 39.208.537.489 4r.796.750.r 60 r I 1 .005.287.649

313 Kota Samarinda 1.470.349.290 11.020.737.341 12.491.086.637

314 Provinsi Sulawesi Utara 3.264.571 .761 4.66r.657.513 7.526.225.274

315 Kab. Bolaang Monoondow 48.965.413 3.342.772.610 3.39r.738.023
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3r6 Kab. Bolaanq Mongondow Selatan 48.965.4r 8 3.476.755.083 3.525.720.50 I

317 Kab. Bolaang Mongondow Timur 48.965.418 654.71 6.926 703.682.3rt4

3r8 Kab. Bolaang Mongondow Utara 48.965.4 r 8 794.953.951 843.91 9.369

3r9 Kab. Keo. Siau Tasulandanq Biaro 470.025.743 638.464.426 r.1 08.430.r 69

320 Kab. Kepulauan Talaud 470.080.020 81 7.289.035 1.287.369.055

321 Kab. Minahasa 424.737.614 872.321.697 1.297.059.3r 1

322 Kab. Minahasa Selatan 3.677.289 1.017.252.962 1.020.930.25r

323 Kab. Minahasa Tenqqara 3.677.289 68 r.424.066 685.1 01.355

324 Kab. Minahasa Utara 3.677.289 629.35r.1 s9 633.028.448

325 Kab. Kepulauan Sangihe 470.061.176 857.962.7 r I 1.328.023.894

326 Kota Bitung 48.965.418 9.36S.833.532 9.4r 8.798.950

327 Kota Kotamobagu 48.965.418 882.909.974 93r.875.392

328 Kota Manado 424.737.530 1 .834.209.1 3 1 2.258.947.061

329 Kota Tomohon 424.737.614 933.8r4.648 1.358.552.262

330 Provinsi Sulawesi Tengah 69.435.591 15.211.210.042 r 3.56 r.436.874 28.902.142.507

33r Kab. Banoqai r 9.065.269 3.677.289 37.327.395.055 37.350.r 37.613

332 Kab. Banqqai Keoulauan 6.943.569 2.252.854.344 928.594.459 3.1 88.392.372

333 Kab. Banqoai Laut 6.943.569 2.252.469.557 8S0.546.738 3. r 49.S59.S04

334 Kab. Buol 6.943.569 8 r 4.651 .806 864.585.779 1.686.r 81.154

335 Kab. Donggala 6.943.569 735.738.852 1.274.158.534 2.016.880.955

336 Kab. Morowali 5.207.676 1.072.780.667 3.1 52.228.803 4.230.217.146

337 Kab. Morowali Utara 6.943.569 720.r 35.455 2.027.740.148 2.754.819.772

338 Kab. Parigi Moutong 1 1.61 1.954 726.772.927 1.207.104.213 1.945.489.094

339 Kab. Poso 5.207.676 742.652.812 1.051.055.580 r.798.916.068

340 Kab. Siqi 6.943.569 2.228.966.868 r.098.021.750 3.333.932.1 87

34r Kab. Toio Una-Una 5.207.676 720.r 35.455 946.641.149 1.671.984.280

342 Kab. Toli-toli 5.207.676 939.253.878 945.353.458 1.889.815.0r 2

343 Kota Palu 55.548.485 2.432.496.933 2.082.1 59.323 4.570.204.741

3M Provinsi Sulawesi Selatan 1 59.937.5r 0 1 0.358.r 94.362 r 0.1 35.376.037 20.653.507.909

345 Kab. Bantaenq 9.612.970 864.406.958 654.403.056 1.528.422.984

346 Kab. Barru 7.587.773 3.759.987 1.003.143.722 1.014.491.482

347 Kab. Bone 25.S29.367 r 1.750.135 2.03b.0 r 6.846 2.073.696.348

348 Kab. Bulukumba 13.557.647 853.495.601 1.089.770.548 r.966.823.796

349 Kab. Enrekang 6.953.830 864.961.564 721.248.502 r .593. r 63.896

350 Kab. Gowa 6.953.830 881.586.601 2.050.874.967 2.939.415.398

351 Kab. Jeneponto 7.429.295 863.714.r 96 1.816.422.415 2.687.565.906

352 Kab. Keoulauan Selavar 6.S53.830 863.s69.025 r.048,695.927 1 .91 9.21 8.782

353 Kab. Luwu 7.628.389 7.565.988 2.241,915.993 2.257.110.370

354 Kab. Luwu Timur 6.953.830 92.565.228 3.212.976.942 3.3r 2.4S6.000

355 Kab. Luwu Utara 6.953.830 1.123.753.577 1.144.588.748 2.275.296j55
356 Kab. Maros 6.953.830 863.51 3.392 665.845. r 44 1.536.312.366

357 Kab. Panqkaiene dan Keoulauan 6.953.830 3r.554.348 2.263.976.006 2.302.484.184

358 Kab. Pinrang 6.953.830 863.101.275 1.347 .179.434 2.217.234.539

359 Kab. Sidenreng Rappang 6.953.830 865.044.r 7r 727.396.782 1.599.394.783

360 Kab. Siniai 56.058.052 9.537.380 l. r 47.588.03 1 1 .2 r 3.1 83.453
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36r Kab. Sopoenq 1 33.507.1 82 4.825.633 r.476.592.618 1.614.925.433

362 Kab. Takalar 6.953.830 863.495.065 1 .098.375. I 64 1.968.824.059

363 Kab. Tana Toraia 6.953.830 16.411.809 r.586.844.78r 1 .6 r 0.2 r 0.420

364 Kab. Toraia Utara 6.953.830 8.271.281 r .041.558. r 52 1.056.783.263

365 Kab. Waio 7.570.r 85 863.497.765 5.033.034.213 5.904.1 02.1 63

366 Kota Makassar 6.953.830 859.627.475 3.460.308.536 4.326.889.841

367 Kota Palopo 6.953.830 863.497.r 21 1.257.122.785 2.127.573.736

368 Kota Pare-pare 6.953.830 863.492.821 644.s98.943 1 .51 5.045.594

369 Provinsi Sulawesi Tensqara s0.626.042.596 5.362.869.819 55.988.912.415

370 Kab. Bombana 3.677.289 s.061.322.987 5.06s.000.276

311 Kab. Buton 24.460.741 637. r 45.545 66r.606.286

372 Kab. Buton Selatan 3.677.289 652.963.9r 8 656.641.207

373 Kab. Buton Tenqah 6.279.439.439 631.682.49r 6.911.12r.930

374 Kab. Buton Utara 3.677.289 639.741.872 643.4r 9.r 61

375 Kab. Kolaka 25.840.124 7.r 49.526.865 7,1 75.366.989

376 Kab. Kolaka Timur 6.274.908.858 762.370.293 7.037.279.151

377 Kab. Kolaka Utara 48.771.269 636.656.405 685.427.674

378 Kab. Konawe 69.684.1 39 L686.455.504 1.756.1 39.643

379 Kab. Konawe Kepulauan 8.727.369 658.679.952 667.407.321

380 Kab. Konawe Selatan 6.869.789 2.117.997.701 2.124.867.490

38r Kab. Konawe Utara 3.677.289 9.266.135.718 9.269.813.007

382 Kab. Muna 6.298.379.535 639.699.r 94 6.938.078.729

383 Kab. Muna Barat 6.279.439.439 724.170.482 7.003.609.921

384 Kab. Wakatobi 6.279.360.847 634.464.364 6.913.825.2r I

385 Kota Bau-bau 8.399.820 1.028.973.871 1.037.373.697

386 Kota Kendari 3.677.289 r.849.304.289 1.852.981.578

387 Provinsi Bali 112.251.M2 3.666.696.730 3.778.948.372

388 Kab. Badung r 0.s23.588 3.677.289 3.r 82.433.769 3.1 96.634.646

389 Kab. Bansli r s.925.597 3.677.289 1.148.131.313 1.1 67.734.1 99

390 Kab. Bulelenq 1 06.490.788 3.677.289 1.846.263.833 r.956.431.910

39r Kab. Gianyar 48.604.832 3.677.289 1.848.9 r 0.90s r.90r.r 93.026

392 Kab. Jembrana 1 5.801.282 3.677.289 946.028j22 965.507.093

393 Kab. Karanqasem 18.972.173 3.677.289 1.264.617.549 1.287 .267.011

394 Kab. Klunqkunq 14.031.451 3.677.289 790.431.109 808.1 39.849

395 Kab. Tabanan 14.031.451 3.677.289 1.279.639.4r 5 r .297.348.1 55

3S6 Kota Denpasar 1 4.031 .451 3.677.289 738.749.669 7s6.458.409

397 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.36r.9r5.r09 2.003.594.432 11.578.452.276 r 5.943.961.8r 7

398 Kab. Bima 263.547.767 32.005.557 2.931.179.782 3.226.733.r 06

399 Kab. Dompu 1 69.030.27 r 1 28.483.1 36 1.009.265.874 1.306.779.281

400 Kab. Lombok Barat 421.209.509 59.324.733 1.809.674.514 2.290.208.156

401 Kab. Lombok Tenqah r.316.052.926 63.526.756 685.1 64.832 2.084.744.514

402 Kab. Lombok Timur r.688.r 19.065 46.317.691 1.1 15.881.435 2.850.31 8.1 91

403 Kab. Lombok Utara 267.174.222 59.43s.698 r.500.273.861 1.826.883.78r

404 Kab. Sumbawa 261.247.496 220.771.024 17.498.622.947 I 7.980.641.467

405 Kab. Sumbawa Barat 81.97r.929 31 r.062.486 3.439.934. r 61 3.832.968.576
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406 Kota Bima 55.729.978 59.435.698 628.747.556 743.913.232

407 Kota Mataram 987.052.1 34 59.489.733 3.344.494.897 4.391.036.764

408 Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 12.499.966 192.934.829 2.386.477.763 2.69r.912.558

409 Kab. Alor 3.677.289 647.3 I 4.634 650.991.S23

410 Kab. Belu 21.774.558 796.559.333 818.333.891

411 Kab. Ende 3.943.927 1.234.251.2s0 1.238.1 9s.1 77

412 Kab. Flores Timur r 0.291.580 3.940.91r 828.769.r 88 843.001.679

413 Kab. Kupans 4.897.659 21.774.558 r.035.072.929 1.06r.745.146

414 Kab. Lembata 3.940.31r 752.192.323 756.1 33.234

415 Kab. Malaka 22.053.1 81 904.4M.525 925.4S7.706

416 Kab. Manggarai 3.677.289 1.378.254.895 1 .38 r .932. r 84

417 Kab. Mangoarai Barat 3.422.139 21.774.558 885.063.495 9r 0.260.r 92

418 Kab. Manqqarai Timur 1 5.r 54.459 21.774.558 910.04r.123 946.970. r 40

419 Kab. Nagekeo 5.876.567 21.774.558 893.655.232 921.306.357

420 Kab. Ngada r.870.354 3.942.3 r 4 856.480.520 862.293.r 88

421 Kab. Rote Ndao 21.774.558 886.080.523 907.855.081

422 Kab. Sabu Raiiua 21.774.558 746.038.730 767.813.288

423 Kab. Sikka 22.038.1 80 755.1 95.967 777.234.147

424 Kab. Sumba Barat 7.481.415 22.056.821 643.639.37 r 673.177.607

425 Kab. Sumba Barat Daya 25.542.700 22.094.9S3 805.808.546 853.446.239

426 Kab. Sumba Tensah 22.068.1M 710.922.477 732.990.821

427 Kab. Sumba Timur 2.570.612 22.071.413 1.1 34.325.997 r.r 5s.368.022

428 Kab. Timor Tengah Selatan 21.774.558 1.1 I 6.360.1 72 r.1 38.1 34.730

429 Kab. Timor Tengah Utara 21.774.558 670.469.571 692.244.125

430 Kota Kupano 22.038.1 80 1.403.927.3r r r.425.965.49r

431 Provinsi Maluku 7.81 1.836.841 3.484.861 .1 57 1 1.296.697.998

432 Kab. Buru r92.0rr.929 967.382.433 r.r 59.394.362

433 Kab. Buru Selatan 3.908.34r.500 817.267.148 4.725.608.648

434 Kab. Kepulauan Aru 766.29S.278 79S.7 r 8.402 1.s66.017.680

435 Kab. Maluku Barat Dava 466.3r 0.960 3.035.866.767 3.502.177.727

436 Kab. Maluku Tenoah 831.522.341 1.847 .510.791 2.679.093.1 32

437 Kab. Maluku Tenggara 653.482.373 6r 6.80r.843 1.270.284.216

438 Kab. Kepulauan Tanimbar 965.739.243 640.5 il.1 44 1.606.250.387

439 Kab. Seram Bagian Barat s r 8.065.769 862.294.036 r.780.359.805

440 Kab. Seram Baqian Timur 1.260.335.837 4.r 52.006.490 5.412.342.327

441 Kota Ambon 656.560.51 3 1.091 .683.503 1.748.244.016

442 Kota Tual 653.482.370 834.508.605 1.487.990.975

443 Provinsi Papua 122.206.892.810 122.206.892.810

44 Kab. Asmat 8.732.683.124 1 .1 80.51 8.886 9.913.202.010

445 Kab. Biak Numfor 8.729.005.835 8.729.005.835

446 Kab. Boven Diooel 8.732.703.099 6.536.1 83.6r I 1 5.268.886.7 r 7

M7 Kab. Deiyai 8.732.683.124 883.255.837 9.615.938.961

448 Kab. Dooivai 8.732.683.124 819.247.029 9.55 1 .930.1 53

449 Kab. lntan Jaya 3.677.289 630.924.224 634.601 .s 1 3

450 Kab. Jayapura
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45r Kab. Jayawiiaya

452 Kab. Keerom 3.677.289 1.655.463.449 r .659. r 40.738

453 Kab. Keoulauan Yapen 8.732.120.387 866.493.367 9.599.213.734

454 Kab. Lannv Java 8.732.683.124 781.657.8s2 s.514.340.976

455 Kab. Mamberamo Raya 8.733. r s8.8S9 954.097.964 9.687.256.863

456 Kab. Mamberamo Tengah 8.732.883.124 1 .046.405. r 84 s.779.088.308

457 Kab. Maopi 8.732.883.124 802.388.855 9.535.071.979

458 Kab. Merauke 8.729.005.835 8.729.005.835

459 Kab. Mimika

460 Kab. Nabire 3.67i.289 2.423.227.037 2.426.904.326

461 Kab. Nduqa 8.732.683.124 715.432.634 9.448.r 15.758

462 Kab. Paniai 3.677.289 1.221.373.324 r .225.050.61 3

463 Kab. Pegunungan Bintang 3.677.289 1.050.33r.703 1.054.008.992

464 Kab. Puncak 8.732.683.124 633.88r.339 9.366.564.463

465 Kab. Puncak Jaya 3.677.289 r.0r 9.730.949 r.023.408.238

466 Kab. Sami 3.677.289 6.753.531.430 8.757.208.719

467 Kab. Supiori 8.732.684.35r 95 1.293.902 9.683.978.253

468 Kab. Tolikara 3.677.289 1.156.726.0r 8 1.160.403.307

469 Kab. Waropen 8.732.8r 6.658 972.880. r 87 9.705.696.845

470 Kab. Yahukimo 8.733.020.738 968.014.479 9.701.035.2r 7

4t1 Kab. Yalimo 8.732.683.124 791.042.719 9.523.725.843

472 Kota Jayapura 8.729.005.835 8.729.005.835

473 Provinsi Maluku Utara 24.799.703.895 3.349.948.515 28.r 49.652.4r 0

474 Kab. Halmahera Barat 1 68.680.021 749.569.64s 9r 8.349.666

475 Kab. Halmahera Selatan 58s.826.752 7.203.504.547 7.789.331.299

476 Kab. Halmahera Tengah 30.777.434 r.078.586.504 1.1 09.363.938

477 Kab. Halmahera Timur 220.543.418 2.215.'169.438 2.435.71 2.856

478 Kab. Halmahera Utara 236.147.627 4.1 48.339.635 4.384.487.262

479 Kab. Kepulauan Sula 6r 3.30r.789 63 1.394.652 1.2M.696.441

480 Kab. Pulau Morotai 1 92.400.1 80 653.230.36S 845.630.s49

481 Kab. Pulau Taliabu 30.171.434 1.775.700.832 1.806.478.266

482 Kota Ternate 5.514.581 .863 698.324.243 6.2r 2.906.r 06

483 Kota Tidore Keoulauan 5.522.688.07r r.06 r.027.687 6.583.7r 5.758

484 Provinsi Banten 309.864.838 4.036.224.758 4.346.089.596

485 Kab. Lebak 3.677.289 934.255.r 64 937.932.453

486 Kab. Pandeolano 3.677.289 r4.574.769.945 14.578.447.234

487 Kab. Serang 92.202.701 1.633.495.430 r.725.698.r 3r

488 Kab. Tangerang 92.202.701 676.427.506 768.630.207

489 Kota Cileson 92.202.701 788.503.676 880.806.377

490 Kota Seranq 92.202.101 2.555.693.020 2.647.895.721

491 Kota Tanqerano 92.202.701 r . I 82.889.808 r.275.092.509

492 Kota Tangerang Selatan 92.202.701 8.258.796.395 8.350.S9S.096

493 Provinsi Bangka Belitung 1 .390.631.377 r.390.631.377

494 Kab. Banqka 408.027.039 31.040.742.934 31.,t48.769.973

495 Kab. Banqka Barat 408.027.039 631 .032.47 r r.039.059.5r 0
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UTAITG TRAiISFEB !(E DAERAH DAI{ DAiIA DESA (DAITA BAGIHASITI

Tahun Anggaran 2019 lAudited)
(Dalam rupiah)

LAMPIRAN 27

ilo. lllama Dacrah

Dana Bagi Hasil
Total Utang Transfer ke

Daerah dan Dana DesaCukai SDA Pajak

[) (21 (3) (4) (5) (6)= (3) * (4)+ (5)

496 Kab. Banoka Selatan 408.027.039 r .943.040. r 70 2.3s1.067.209

497 Kab. Bangka Tengah 408.027.039 850.256.863 1.258.283.902

498 Kab. Belitung 408.027.039 1.413.714.012 1.821.801.051

499 Kab. Belituns Timur 408.027.039 2.455.368.495 2.863.395.534

500 Kota Panqkal Pinanq 408.027.039 66r.025.353 r.069.052.392

501 Provinsi Gorontalo 570.206.673 r 02.082.r 66 672.288.839

502 Kab. Boalemo 1 3.1 1 5.678 72s.336.179 738.451.85i

503 Kab. Bone Bolanqo 18.496.398 762.640.585 781.136.983

504 Kab. Gorontalo 3.7 r 0.925 1.2s3.304.214 1.257.015.r 39

505 Kab. Gorontalo Utara r 32.1 45.546 873.481.272 805.626.8r I
506 Kab. Pohuwato 3.677.289 702.096.647 705.773.936

507 Kota Gorontalo r 5.915.537 760.649.732 776.565.269

508 Provinsi Kepulauan Riau 54.187.324 624.570.936 16.820.024.780 17.498.783.040

509 Kab. Bintan 4.515.624 89.r 74.r 45.91 5 1.056.556.768 90.235.21 8.307

5r0 Kab. Karimun s.031.247 89.225.1 03.537 6.525.r 35.537 95.759.270.321

5rl Kab. Kepulauan Anambas 9.031.247 1.639.464.856 21.144.377.668 22.792.873.771

512 Kab. Linooa 9.031.247 89.261.037.s35 1.027.128.992 90.297.197.714

513 Kab. Natuna 9.031.247 1 .667.1 67.309 38.905.807.987 40.s82.006.543

5r4 Kota Batam 12.249.882 90.807.901.2r 6 1.225.901.428 92.r 10.052.526

515 Kota Taniung Pinang 9.031.247 90.781.379.089 2.069.988.476 92.860.398.8r 2

516 Provinsi Papua Barat rt43.1 07.364.892 36.080.604.860 479.1 87.969.752

517 Kab. Fak Fak 43.760.934.61 I 1 .362.91 3.300 45.1 23.847.918

518 Kab. Kaimana 43.545.675.496 r .551 .564.069 45.097.239.565

519 Kab. Manokwari 39.083.594.360 2.469.462.221 4r.553.156.581

520 Kab. Manokwari Selatan 38.512.850.484 749.387.388 39.262.237.872

521 Kab. Maybrat 38.281.629.729 718.907.973 39.000.537.702

522 Kab. Pegunungan Arfak 39.r 23.065.079 751.574.598 3S.874.639.677

523 Kab. Raia Ampat r.653.542.r 1 0 r.998.874.868 3.652.4r 6.978

524 Kab. Sorons 2.770.040.458 8.328.464.385 1 1.098.504.843

525 Kab. Sorong Selatan 39.336.398.699 937.967.306 40.274.366.005

s26 Kab. Tambrauw 39.1 87.31 9.585 696.663.204 39.883.982.789

527 Kab. Teluk Bintuni 8.086.5r 2.032 r 3r.823.935.787 1 39.9 r 0.447.81 I
528 Kab. Teluk Wondama 40.396.503.4r 8 185.228.116 4r.181.73r.534
529 Kota Sorong 39.16r.796.961 6.1 97.949.527 45.359.746.488

s30 Provinsi Sulawesi Barat 243.972.474 1 69.1 90.622 41 3.1 63.096

531 Kab. Maiene r 3.775.1 59 647.r 35.884 660.9r 1.043

532 Kab. Mamasa 23.421.329 637.333.432 660.754.82r

533 Kab. Mamuju 11.748.259 1.193.594.849 1.205.341.r 08

534 Kab. Mamuiu Tengah 59.453.085 712.694.999 772.148.084

535 Kab. Pasanokayu 3.719.274 1.067.613.751 1.071.333.025

536 Kab. Polewali Mandar I 9.31 6. r 09 646.950.339 666.266.448

537 Provinsi Kalimantan Utara 59.996.975.075 r 2.876.975.901 72.873.9s0.976

538 Kab. Bulungan 2.467.158.7M 1 5.076.274.853 r 7.s43.433.597

53S Kab. Malinau 35.r 24.03S.25r 1s.085.6r4.557 50.209.653.808

540 Kab. Nunukan r.370.655.527 17.703.002.723 I 9.073.658.250
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UTAIIIG TRA]IISFEB KE DAERAH DAITI DAIIIA DESA {DAITA BAGI HASITI

Tahun Anggaran 2019 lAuditedl
(Dalam rupiah)

LAMPIRAN 27

Itlo. lllama Daerah

Dana Bagi Hasil
Total Utang Transfer ke

Daerah dan Dana DesaCukai SDA Pajak

(l) (21 (3) (4) (5) 16I= (3)+ (4)+ (5)

541 Kab. Tana Tidung 4.027.081.800 r.8r 8.441.969 5.845.523.769

542 Kota Tarakan 16.393.60r.523 3.6r 1.892.941 20.005.494.464

Total 92.429.r 01.299 6.670.1 15.503.888 3.554.1 09.871.234 r 0.316.654.476.421
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LAMPIRAN 28

RINCIAN UTANG JANGKA

PANJANG LUAR NEGERI

PERBANKAN
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PEMEBINTAH REPUB[IK INDONESIA

OUTSTANDING UTANG PROGRAM PINJAMAN tUAR NEGEBI PER KREDITOB

PEB 31 DESEMBEB 2019

LAMPIRAN 28.A

CBEDITOR NAME CU BASE JMt toAtu OUTSTANDIIUG BASE BAGIATII LAIUCAB tDR.I UTATUG JATIIGKA PATIIJATllG IDB.} TOTAT POSISI UTATIIG IDR'I

ru tzl I3I t4l t5l t6t l7l=[5]+16l
ADB

ADB-OF

AFD

IBRD

EUR

USD

USD

EUR

USD

JPY

2

7

27

7

3

1

905.735.570

2.000.000.000

4.988.071.206

854.028.571

370.000.000
't 10.795.000.000

1 9.609.581 .736.620

83.1 76.208.91 1

1 .1 1 2.080.000.000

14.1 19.131.391.791

27.802.000.000.000

49.729.596.097.29 1

L3.2rsqqqes.?q7
4.031 .290.000.000

14.1 78.048.367.500

14.119.131391.791

27.802.000.000.000

69.339.177.833.91 1

13.313.092.708.178

5.143.370.000Q00

14.1 78.048.367.500

USD 35 12.684.930.246 1 0.950.043.634.1 35 165.383.171.71 1.897 1 76.333.21 5.346.032

IDA SDR 1 21.316.500 45.529.01 2.320 364.232.098.752 409.761.111.072

JICA liev
EUR

USD

KfW

35

5

5

320.065.881.000

1 .100.000.000

767.358.765

6.683.714.352.702

366.768.1 10.240

1 .447.31 8. 1 51 .314

34.273.996.208.285

1 6.780.669.889.760

9.219.736.037.059

40.957.71 0.560.987

1 7.147.438.000.000

10.667.054.1 88.373

TOTAT 1r8 40.298.211.206.241 349.t 1 1.788.301.602 389.409.999.507.843

SK No 020398 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-890-
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited)

PEM ERIiITAH REPUBI.IK I IIIDOTIIESIA

OUTSTAilDING UTANG PBOJECT PIIIIJAMAN IUAB NEGEBI PEB KBEDITOR

PER 3I DESEMBEB 2(lI9

LAMPIRAN 28.B

NO CREDITOB ilAME CU BASE
JMt
t0At

(lUTSTAITDIilG BASE BAGtAil ttnclR toR ') uTlirG JAilcKA plt.utG ton') TorAr. Posrsr urnrG ron')

I Ir1 t2) t3l I41 t5l I6l t7l-t5l*16l
2 ABil AMBO BOTTERDAM EUR 1 5.608.924,20 I 9.430.036.668,58 68.005.1 26.937,06 87.435.r 53.605,54

3 A08.0f ADB 6 24.630.471,64 r 26.200.228.500,00 216.187 .957 .787 ,il 342.388.1 86.267.64

4 USD 82 1.759.952.21 5,04 3.397.482.025.8r 1.29 2r.067.51 3.71 5.459,70 24.465.095.7 4 1.27 1,00

E ADB.SF SDR 42 287.543.707,56 1 .1 95.1 20.57 1.465,96 4.3 32.25 1 .606.760,25 5.527 .372.178.226,21

6 AtD EUR 1 30.865.440, r 5 56.60s.592.229,27 424.542.690.784,22 48 1.1 48.383.01 3.49

I USD 4 83.394.621,05 r 38.81 5.968.674,32 1.020.45 2.658.500,03 r.159.268.627.r 74.35

8 AltE

AXA

USD 4 l 59.329.651,90 2.21 4.841.491 .061.90 2.21 4.841.49 r.06r.90

I usD I 22.957 .487,75 86.535.7 I 6.735,28 232.596.320.477 ,47 319.132.037 .212,75

r0 ATRAIIIUS IISB EUR 1 1 5.362.308,78 I 55.768.574.034,29 83.708.005.367,45 239.476.579.40 1,73

lt USD 1 4.2 I 0.652,07 38.07 2.570.370,70 20.459.704.054,37 58.532.27 4.425,07

12 AUSIRAI-IA AUD 2 459.204.00r,05 94.95 r .609.603,00 4.377 .244.524.782,99 4.472.206.1 34.385,99

13 BAWAG EUR 2 11.123.074,02 39.689.924.534,48 1 33.703.004.656,62 1 73.392.929.1 91,1 0

t4 BATICO DE SABADEtt us0 1 28.752.078,74 133.227 .545.040,26

325.283.83 1 .904,07

266.455.097.524,48 399.682.645.564,74

2.823.578. r 65.90 1 ,59l5 BAilI( MAIIDIBI SIil us0 l3 203.12t.700,59 2.498.3S4.333.997,52

r6 8AilOUE DE TRATICE EUR 3 53.639.431,36 292.U7.532.550,17 543.5r 5.034.359,70

32.889.647.820,70

257.333.987.929,75

836.1 62.566.909,87

17 BBVA EUR 2 4.468.31 6,07 3 6.765.054.70 r ,78 69.654.702.522,48

18 usD 2 29.0t7.857,r 3 r 46.043.244.034,38 403.377.23 1.954,1 3

l9 BBUAIT EUR 5 31.1 03.254,9r 1 52.509.547.088,93 332.346.030.336,00 484.855.577 .424,93

20 BElGIUM EUR 10 14.266.733,94 72.540.374.09 1,35 149.857.749.271,06 222.398.123.362,41

21 BI.G EUR 1 20.080.000,00 39. r 27.335.800,00 273.89 1 .350.600,00 3 1 3.0 r 8.686.400,00

22 BilP PABIBAS, PABIS CHF I 59.968.698,00 861.494.1 23.9r 9.54 861.494.1 23.9 1 S,54

23 EUR 6 74.014079,18

3.1 59.1 8 1,30

23.657.368,77

83 1 ,008.320.938,42 322.766.073.485,35 1.1 53.774.394.423,76

24 GBP 1 19.218.218.950,77 38.435.558.63 r,54

I 07.256.640.750.00

57.654.837.582,31

25

BilP PARIBAS, SPAIil

USD 3 221.604.M2.521,77 328.861.083.271,77

26 EUR I

27 B0c cAYMAil |SLAiro USD 1 3.1 5r.364,36 43.807.'I 5.968.36 43.807.r 15.968,36

28 BRI SITGAPORE USD 1 2.036.483,70 1 1.323.663.965,48 I

1 78.601.262.562.40

28.309. I 59.9 1 3,70

29 BBI.GAYMAil ISTAilD EUR I 1 4.1 57.1 86, r 3 42.089.r 66.000.00 220.690.428.562,40

30 USD 4 1 1 1.029.883,29 1.047.844.S43.887.38 495.58 1.463.726.91 1 .543.426.407.6r 4,29

31 BBUilEI IIIIVEST. BAilI( usD 2 r.052.805,24 r4.635.045.M1,24

1.1 02.81 2.647.0 r 9,92

1.064.345.1 47.770,59

1 4.635.045.641,24

32 CA CIB tOTDOil BRAilCH us0 1 99.166.665.92 275.703.175.934,00 1 .378.5 1 5.822.953,92

CASA OF IRAilCE EUR 1 91.036.314,00 354.78 1.7 1 5.S23,53 t.4t 9.1 26.863.594,1 2

r 7.055.596.050,0334 cAssA DEP0Sril USO 2 r.226.933,03 1 1.370.394.957.1 8 1.092.85

. 6.37r.588.789,94

34.948.706.832,1 8

35 cDc
cEsct, sPAtt

GBP

USD

1 998.80s,23

7.r92.5r9,45
1 r.856.609.740,92

65.034.506.r 95, r 8
- 18.228.198.530,85

99.983.2r 3.027,3636 1

37 CEXIM USD 1 5.987.400,00 83.230.847.400,00 83.230.847.400,00

38 CIDA CAD 24 67.587.8r4,r 5 99.749.0 r 9.754,97 620.341 .690.37 1,25 720.090.710.126,22

39 crTlBAilt( t0il00il EUR ? 21.493.517 ,75 74.456.316.r08,03 260.597.r04.819,26 335.053.420.927,30

40 c0rAcE EUB 1 26.958.174,27 273.346.65 1 .054,92 I 46.893.005.206,92 420.239.656.26 1 ,84
41 USD 1 I 6.t87:71 1,66 I 46.368.695.4r 4,06 78.656.684.37 1,60 225.025.375.785.66

42 CREIIIT AGRICOTE CIB EUR 6 82.571.271 ,90

81.033.5 r 2,02

525,61 6.024. r 52, r 6 767 .788.285.562,75 r.293.404.309.7 1 4,90

43 USD 2 I 96.930.833.379,57 929.51 6.0 t 7.2 1 0,35 1 . I 26.446.850.590,02

M CREDIT SUISSE CHF 2 2.784.872,63 20.003.3M.215,3 r 20.003.3M.071,66 40.006.728.286,97

45 CZEC}I EXPORT BAilX usD 1 56.49S.r05,94 785.394.07r .67 1,94 785.394.07 1 .6i 1,94

46 DEilMARI( DKI( 3 9.183.589,30 7.283.756.480,89 I 1.875.690.368,03 19.1 59.rU6.848,91

47 DEUTSCHE BAiIt( AG, HK usD 1

48 OEUISCHE BAilX I.OTDOII USO 2 18.784.670,07

5.1 3 1.237,29

75.51 8.382.892,08 1 85.507.31 5.750,99 261. r 25.698.543,07

49 DEUISCHT BATTK UAO[ID EUR 2 I 8.919.247.694,24 76.658.035.299,9 I 95.577.282.994,1 5

r 3.497.3 r 7.1 84,1 6

50 DEUTSCITr BArII( T0t(Y0 USO a

51 DrAS USD 1 970.960, r 6

505.307,

4.7r7.9r6.r46,9r
52 DBESDilER SIIIGAPORT EUR 3 32.415,21 505.307.094,30

53 USD 1 39.947,36 5s5.308.251,36 555.308.25r,36

54 DZ Brnl AG Sinoaoorc USO 3 8.1118.395,25 68.734.279.072,M 44.536.563.2S7,81 113.270.842.370,25

55 EIB us0 1 3.382.9r3,56 47.025.88 r .397,56 47.025.88 1 .3S7,56

56 EGGO GBP 1 40.1 63.2't 0,96 475.757.255.1 89,67 256.208.533.405,57 732.975.788.595,23

57 USD 1 7.663.3S6,89 69.292.r 69.365,05 37.236.7 r 0.802,85 I 06.528.880. I 67,8S

58 EDC USD 3 89.590.828,82

I t.875.359,49

365.584.896.397,08 879.717.215.029,74 1 .245.402.111.426,82

59 EflC EUR 3 r 21 .537.398.958.1 8 63.582.592.402,50 185.1 19.991.360,68

60 USD 17 36.52r.798.8 r 3r2.r53.665.860,66 r 95.535.859.4r 1,05 507 .689.525.271 ,71

51 EKT EUR 1 1.01r.5r6,71 r 0.256.434.575,0 I 5.51 1.674.480,17 1 5.768.r09.1 55,17

62 USD I 3.964.307,93 35.845.1 35.003,1 8 1 9.262.709.476,1 5 55.1 07.844.479,33

bJ El(il USD I 2.298.022,46 20.789.750.576,42 31.944.81 0.2r 6,46

64 EKSPORTTIilAiIS ASA usD 5 9.25r.532,21 8 1 .755.935.98 r .S7 1 28.605.549.25 t,21

SK No 047863 A
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PEMEB!IIITAH BEPUBTIK ITUDONESIA

OUTSTATIDIIUG UTAilG PBOJECT PINJAMAITI tUAB NEGEBI PER KREDlTOR

PER 31 OESEMBER 2019

LAMPIRAN 28.8

NO CREDITllB ilAME CU BASI
JMI-

t0Atll
OUTSTAilDIilG BASE glcnt urcnR toR') UTAIIIG JATTGIG PAIJAilG IDB', loill postst utlrc toR 

''

I [] t2l I3t t4l I5l t61 I7l'l5l * 16l

65 EI(SPORTI(BEDITT AS USD 1 92.049.935,00 1.279.586.1 46.435,00 r .279.586. r 46.435,00

bb EBSTE BATX, VIEililA EUR 2 17.707.683,76 r 9.27S.904.61 3,46 .740.294,00

3.938.92 r .9 r 9.207,80

278.037.0/4.907

4.088.583.277.721,6067 EXIM BAilI( I(llBEA KRW 17 340.431.580.1 60,00 1 4S.661.358.5 1 3,80

68 USD 19 953.468.5r 6,59 2.403.8 I 5.674.565.49 I 0.850.350. I 74.5 I 0,40 1 3.254. r 65.849.075,90

5S cxtM BAilx 0r cHlrA CNY 1 852.545.9 1 3,S1 308.595.269.369.2 1 1.388.678.712.420,24 1 .697.273.98 1 .789,45

70 USD 17 1 .644.389.377,34 1 .S89.828.767.91 4,32 20.868.827.966.5 1 6,80 22.858.656.734.43 1 , I 0

71 EXIM BAITK TAIPEI us0
,|

574.317,06 5.1 S3.497.21 4.52 2.790.9 1 8.296,55 7.984.41 5.51 r,06

72 EXIMBATI( HUTGABY us0 1 36.440.994,45 506.566.263.849,4s 506.566.263.849,45

73 HililVERA EUR 4 328.gil,42 2.380.094.402,42 2.7 46.434.871,14 5.1 26.529.273,56

74 USD 1 378.41 5,1 I

2.650.432,84

3.421 .6 1 6.828.1 I I .838.732.589,00

1 0.927.2 I 0.53 1 ,50

1 9.933.5 1 3.824,58

5.260.349.41 7,1 8

75 GIEI(

GOSPODRSTWA

USD

USD
-1
2

20.333.988 122,81

r 6.9t0.r 53.084,26

31 .261 . I 98.654,3 I

36.843.666.908,8476

77 HAPOAI.IM, ZURICH USD I r.360.000,00 r 8.905.360.000,00

2.340.644.407,1 5

1 8.905.360.000,00

t8 HSBC t0il00il GBP 4 r.658.582,21 27 .928.364.824,59 30.269.009.23 1 ,75

79 IBRD USD OJ 4.068.987.9 r 9.3 r 2.694.957,

6.897.459.350,99

53.868.043.206.672,70 56.563.001.066.272,70

80 tc0 EUR I 77.875.628,29 1.207.073.002.297,94 1 .2r 3.970.461.648,93

8t USD 16 r 00.579.699.42 255.t81.301.408,66 1.132.977 .100.228,16 1 .398.1 58.40 1.637,42

82 IDA SOR 31 630.180.746,5S 3.373.969. r 49.S96,45 8.739.81 8.89 r.036,41 1 2.1 1 3.788.04r.032,90

83 USD 46 96.24S.r 67,73 463.437.682.700.73 874.52 r .997.9 r 4,00 I .337.959.680.61 4,73

84 IDB ACU 41 1 94.380.447,25 706.788.675.61 7,57 3.029.732.235.305,5 I 3.736.520.9 r 0.923,07

85 us0 28 955.70 1.1 36,5 1 _ 1.336.446.579.770,88

7.540.102.614,52

1 1,948.754.91 8.825,80 1 3.285.20r.4S8.597,70

86 ItA0 EUR 2 14.295.732,10 21 5.3 1 0.070.238,05 222.850.172.852,57

87 SDR I I 1 6.328.r 22,98 r 31.750.r 96.930,88 2.'r 04.332.739.3 1 6,1 2 2.236.142.936.247 ,00

88 USD 2 3.000.000,00 4 I .703.000.000,00 4 1 .703.000.000.00

89 IITG BAiIX AMSTERDAM EUR 6 350.380.255,78 739.920.720.302,77 4.722.009.927 .344,23 5.461.930.647.646.99

90 JAICAF JPY

JPY

2 5.506.950.000,00 r 35.90 r .062.832,50 568.804.054.342,50 704.705.1 1 7.1 75,00

91 JBIC I 1 9.878.468.1 90,00 L631 .1 77.683.99 1,97 I I 2.600.31 5.643,66 2.543.777.999.635,64

92 USD 4 23.968.756,07 275.006.0r 6.846,48 58. r 83.66 1 .282,59 333. r 89.678.1 29,07

o? JICA JPY 226 974.127 .721.763,00 r 3.073.i 1 2.700. r 29,60 1 1 1.582.002.406.855,00 1 24.655.71 5.1 06.985,00

94 t(tAE0 KWD I 443.400,00 20.331 .5 1 7.1 86,29 20.331.5r 7.1 86,29

95 xfw EUR 60 587.435.483,73 1.735.708.289.172,14 7 .421.576.743.791,66 9.1 57.285.032.963,80

Yb USD

us0
2 22.288.480,35 20 I .53 1.665.476,57 1 08.300.499.858,78 309.832.1 55.345,35

97 K0MEBCilT 8Ailr(A 1 2.0 r 5.r 78,30 28.01 2.993.548,30 28.01 2.S93.548,30

98 MATT. JAPAil JPY 2 3.060.029.50 1,00 152.673.526.287 17 238.S07.738.852,55 39 r.58r .265.1 39,72

99 JPY 1 3.368.26 1.092,00 280.361.713.292,40 r 50.662.869.737.02 43 r.024.583.029,42

r00 MIZUHll SIITGAPORE

MUFG SIilGAPORE

rr0

USD 1 11.821.823,27 46.952.904.483,80 117.382.260.792,47 164.335.165.276,27

101 USD 5 83.861.81 7,97 545.878.53 r .64 1 ,70 6 r 9.884.599.959,27 1 .1 65.763.1 3 r.600,97
't02 EUR I 46.369.446.27 318.625.317.483.7 4 404.208.505.25 1 ,85 722.833.822.735,60

t03 TATIXIS 8AilOUE EUR 57 39 1.950.61 3,82 r. I 88.261 .543.398,97 4.92r.69 1.956.1 83,20 6.1 09.953.499.582,1 8

104 iltB EUR 3 8.273.084,92 r 0.1 00.857.357,42 1 18.864.788.764,80 128.965.t/,6.122,21

r05 TOBOEA FIIITAilD USD 1 4.759.030,05 22.05 1 .759.603,40 44.1 03.51 7.093,85 66.1 55.276.697,25

r06 0H(B EUR 1 29.8 1 0.91 2.36 302.272.483.670,19 r 62.437.308.526,66 464.709.792.1 96,85

107 0il00 EUR I 8.289.693,26 84.054.666.438,65 45.1 6S.880. r 20,32 r 29.224.546.558,97

r08 PT Bt{I TllI(YO BRATCH USD 3 34.095.rU1,60 73.479.832.200,58 400.480.90 1.48 r ,02 473.960.733.68 1 ,60

r09 PT MAiIOIRI CAYMAT{ IS EUR 2 63.280.7 r 0,96 902.287 .472.593,65 84.r 68.952.663,19 986.456.425.256,84

il0 USD 3r8.077.594.r 1 1.225.814.709.582,62 3. I 95.78 1 .925.740,49 4.421.596.635.723,1 I

l1'l PT MAilTtIRI HO]IGXO]TG USD 4 67.772.955,50 1 47.698.1 25.000,00 794.413.729.405,50 942.1 r 1.854.405.50

112 PT. Bil.HoilG l(oilG USD 5 60.035.503,28 89.775.079.554,20 7 M.778.451 .541,08 834.553.53't .095.28

r l3 PI, BiII.SITGAPORE GBP I 3tt0.535,91 6.2r 4.756.51 S,99 6.21 4.756.51 9,99

114 USD 27 21 i.083.394,99 994.307 .387 .728,71 2.023.368.886.027 ,28 3.0r 7.676.273.755,9S

1r5 RAITTEISEiI BAilI( ITTTT EUR 3 1 2.233.840,56 38.1 41.640.268.30 r 52.566.562.008,sr

2.1 1 1.908.490.157,75

190.708.202.276,81

1t6 RUSIA FED. USD 7 r 80.662.693,25 39S.483.608.71 0.50 2.5r r.392.0S8.868,25

117 sAct EUR 1 229.496,93 2.327 .027 .898,68 1 .250.503.354,38 3.577.53 1.253,06

r18 USD 1 1.074.781,28 9.7 1 8.1 34.608.08 5.222.399.965,20 I 4.940.534.573.28

r l9 SEBV cHt 5 27.520.859,r2 247.704.0 5 r .95 5,46 r 49.089.752.587,96 395.793.804.543,42

r20 srd SAR 5 1 86.604.762,0S 73.312.159.712,80 6r 8.1 79.776.S26,01 59 1.49 1.936.638,8 r

121 SOCIETE GEIERAtE EUR 1 5.808.450,00 25.072.866.929,25 65.472.776.457 ,55 90.545.M3.385.80

122 swtss CHF I

123 UBS AG, SllTGAPORE USD 2

124 UBS, ZURICH

UIIICBEDIT BAilX AUSTR

cHI
EUR

I
29

11.584.8 r 4,40

173.133.672,71 496.203.879.563,80

186.424.315.770,51

2.202.704.228.169,85

1 66.424.3 I 5.770,5 I

2.698.908.1 07.733,65125

128 U]IICREIIIT MUITTCH EUR 1 3.090.225,89 r 9.268.893.464,09 28.903.340.040,25 48.172.233.504,34

121 US OEP TREASUBY us0 2 2.54.929,34 26.478. t 99.568,41 8.898.863. t 86,93 35.377.062.755,34
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited)

PEMEBII{TAH REPUBI-IK INDOIIIESIA

OUTSTANDING UTANG PROJECT P!IIIJAMATU IUAB NEGERI PEB KBEDITOB

PEB 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 28.8

NO CREDITOR ilAME CU BASE
JMT

t0At
OUISTAIIIIITIG BASE glcnt utcaR ton') urArIG JAilcr(A pAilJAirc rDR') rorlt posrsr utlltG ron')

1 111 121 131 t4t I5l t6l I7l-l5l+t61
128 us txrM USD

q 86.425.983,43 553.1 48.733.303,67 648.258.862.356,77 1 .20 1 .407.595.660,43

129 USAID us0 110 r 59.453.026,7r 534.849.197.747,32 r .68 1 .707.326.520,59 2.216.556.524.267 ,91

t30 usDA USD l0 82.724.455,13 3 I 3.71 8.967.656,30 836.233.683.1 05,83 r.1 49.952.650.762,1 3

t3l utEsHEc0r0MBAilx us0 I
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PEMERITIITAH BEPUBTIK INDONESIA

Unamortized Discount I Premium 0bligasi Negara Rupiah

PER 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 28.C

[tlo. Seri Tanqqal Jatuh Temoo Unamortized Discount Unamortized Premium

I FR0034 6t15t2021 (558.538.000,00) 29.829.695.000,00

2 FR0035 6t15t2022 (4.804.488.000,00)

3 FR0037 911512026 {52.87 r .925.000.00)

4 FR0039 8t15t2023 ( r 2.544.585.000,00)

5 FR0040 9t1512025 {9.961 .372.000,00} 5l 8.554.904.000,00

6 FR0042 7t15t2027 (95.6 r 4.684.000,00) 43.1 92.462.000,00

7 FR0043 7t1512022 (46.358.832.000,00) 26.526.1 70.000,00

8 FR0044 9t15t2024 (507.085.664.000,00) 9.801 .450.000,00

I FR0045 5t15t2037 (37.1 50.634.000,00) 620.3 r 4.358.000,00

10 FR0046 7115t2023 (619.704.568.000.00) 209.5 r 8.537.000,00

1l FR0047 2t1512028 (759.656.445.000,00) 28.882.079.000,00

12 FR0050 7t15t2038 (446.036.507.000,00) 1 35.1 97.243.000.00

13 FR0052 8/1 5/2030 (272.096.948.000.00) 1 02.304.927.000.00

14 FR0053 7t15t2021 (t 15.659.323.000,00) 60r.r 25.904.000,00

15 tR0054 7t15t2031 (352.979.082.000,00) 363.072.959.000,00

r6 FR0056 9t15t2026 (694.1 65.603.000,00) r.845.920.687.000,00

17 FR0057 s/1 5/2041 (27.305.398.000.00) 1.1 17.462.886.000,00

18 FR0058 6t15t2032 (40-392.088.000,00) 3.663.761 .875.000,00

19 FR0059 5t15t2027 (971.227.256.000,00) 1 .064.71 5.975.000,00

20 FR006r 5t1512022 (1 77.877.401 .000.00) 922.989.720.000,00

21 FR0062 4t15t2042 (358.628.369.000,00) 105.442.781 .000,00

22 FR0063 5t15t2023 12.687 .202.441.000,00) 1 08.50 r .980.000,00

23 FR0064 5t15t2028 (4.3 1 5.640.785.000,00) r 24.332.741.000,00

24 FR0065 5/1 5/2033 (3.849.805.524.000,00) 597.021.411.000.00

25 FR0067 2t1512044 (376.798.530.000.001 986.8 r 4.913.000.00

26 FR0068 3/r 5/2034 (2.086.350.009.000,00) 1 .587.637.062.000,00

27 FR0070 3115t2024 (369.750.697.000,001 1.440.860.r 60.000,00

28 FR007r 3t15t2029 (1 74.938.1 77.000.00) 2.715.367.699.000,00

29 FR0072 s/1 5/2036 (626.362.869.000,00) 2.636.472.938.000,00

30 FR0073 5/1 5/2031 (180.746.351.000,00) 3.395.973.939.000,00

31 FR0074 8115t2032 (416.009.791.000,001 475.380.585.000,00

32 FR0075 5[ 5/2038 ( r.865.21 0.579.000,00) 1 .203.1 66.625.000,00

33 FR0076 5'l 5t2048 t2.023.242.458. 0 0 0. 0 0 ) 1 0.902.31 9.000.00

34 FR0077 5t15t2024 (1 86.068.096.000,00) 1 .307.509.81 5.000,00

35 FR0078 5lr 5t2029 (246.833.888.000,00) 2.538.743.362.000.00

36 FR0079 4/r 5/2039 (206.31 0.056.000,00) 1 .365.285.944.000,00

37 FR0080 6/1 5t2035 [ 96.890.957.000.00] 77.549.945.000,00

38 FR008r 6t1512025 (4 r 8.557.71 7.000.00I 26.9r 1.68r.000,00

39 FR0082 9tl 5/2030 ( r.323.1 69.22S.000,00)

40 FR0083 4t15t2040 (79.497.968.000,00)

Grand Total 127 .232.065.832. 0 0 0.0 0 I 32.007 .041 .7 31.000,00
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PEMEBINTAH REPUBTIK INDOilESIA

Unamortized Discount I Premium Obligasi Negara Ualas

PER 31 DESEMBEB 2019

LAMPIRAN 28.0

No. Seri Tanggal Jatuh Tempo Unamortized Discount Unamortized Premium

1 Rr0035 10t1212035 600.231.922.000,00

2 Rt0037 2t17t2037 1124.012.640.000,00

3 Rr0038 1t1712038 1254.148.314.000,00

4 Rt0122 11812022 (9.377.794.000,00

5 Rror 23 1tl1t2023 (19.051.559.000,00

6 Rr0124 111512024 (54.570.315.000,00

7 Rt()125 111512025 (77.235.1 05.000,00

I Rro126 11812026 174.882.831.000,00

I Rt0127 1t812027 (47.896.831.000,00

10 Rr0r 28 1t11t2028 (57.156.947.000,00

11 Rr0142 1t17t2042 (21 8.1 95.560.000,00 'r 57.978.072.000,00

12 Rr0r44 1t1512044 (245.061.498.000,00

13 Rt0145 1115t2045 {238.651.073.000,00

14 Rt0146 118t2046 (105.335.385.000,00

15 Rt0147 1t812047 (136.997.316.000,00

16 Rt0't48 111112048 (184.1 54.944.000,00

17 R10224 2t11t2024 (12.781.988.000,00

18 Rt0229 2t11t2029 (40.842.697.000,00

19 Rt0249 2111t2049 (64.353.958.000,00

20 RtD422 4125t2022 (35.084.259.000,00

21 Rt0423 4t15t2023 (50.149.824.000,00

22 Rt0428 4t2412028 (28.196.795.000,00

23 Rt0443 411512043 1224.781.51 1 .000,00

24 Rr0521 5t1t2021 (50.256.720.000,00

25 Rt0727 7t18t2027 (41.295.128.000,00

26 R10747 7t18t2047 (96.701.792.000,00

27 Rr0929 9/1 8/2029 (44.724.692.000,00

28 Rr 1 023 1011712023 122.677.725.000,00

29 Rr1049 10/30t2049 1125.122.274.000,00

30 RIEUR0425 412412025 (25.248.066.000,00

31 RIEURO623 6t1412023 fl02.5r 1.662.000,00

32 RIEUR0628 6t14t2028 (233.21 7.265.000

33 RIEUROT2I 7t8t2021 (21.757.132.000)

34 RIEURO724 7t18t2024 (1 7.950.949.000)

35 RIEURO725 7t30t2025 ( 1 53.869.634.000)

36 RIEUR0926 9/1 8/2026 (28.626.007.0001

37 RIEUR 1031 10/30t2031 (20.301 .730.0001

Grand Total (3.287.179.920.000) 758.20S.994.000
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PEMERITIITAH BEPUBT!K INDONESIA

Unamortized Discount I Premium Obligasi SBSN Rupiah

PEB 31 DESEMBER 2(l1g

LAMPIRAN 28.E

lllo Seri
Tanggal Jatuh

Tempo
Unamortized Discount Unamortized Premium

1 tFR0006 15-Mar-30 (4.928.752.000,00 1 3.320.385.000,00

2 tFR0007 15-Jan-25 (7.455.592.000,00 9.151.121.000,00

3 tFR0010 1 5-Feb-36 (1 5.002.829.000,00 251.923.220.000,00

4 PBSO()2 15-Jan22 (604.527.538.000,00

5 PBS()()3 15-Jan-27 (373.759.037.000,00 1 .965.327.000,00

6 PBS()04 1 5-Feb-37 (1 .255.907.787.000,00

7 PBS()OS 15-Apr-43 (2.300.7 21 .87 9. 000, 00

I PBS()OT l5-Sep-40 (13.725.633.000,00 335.736.550.000,00

I PBSOl 1 15-Aus-23 (3.563.456.000,00 827.769.286.000,00

10 PBSOl 2 15-Nov-31 (58.639.787.000,00 2.739.679.747.000,00

11 PBSo14 15-May-21 (601.588.875.000,00 29.832.105.000,00

12 PBS01 5 15-Jul-47 (891.160.51 8.000,00 46.003.029.000,00

13 PBSol 7 15-0ct-25 1215.574.015.000,00

14 PBSOl 8 15-May-28 (58.992.694.000,00

r5 PBS0l I 15-Sep-23 (43.705.732.000,00 1.166.475.877.000,00

r6 PBS020 15-0ct-27 {21.003.068.000,00 3.976.1 76.000,00

17 PBS021 15-Nov-26 (3.800.245.000,00 388.036.809.000,00

18 PBS()22 15-Apr-34 (23.1 59.1 43.000,00 265.666.659.000,00

19 PBS023 15-May-30 (5.073.921.000,00

20 PBS024 15-May-32 (19.482.462.000,00 9.380.857.000,00

21 PBS025 15-May-33 (26.07 1 .941 .000,00 83.579.630.000,00

22 PBSO26 15-0ct-24 (25.398.593.000,00 8.700.248.000,00

Grand Total (6.573.243.497.000,0t ) 6.18t.t 97.026.000,0t
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IKHTISAR TAPOBAN KEUANGAN UNIT BADAN TAINNYA

TEMBAGA NON STBUKTUBAT

DANA APBN DAN NON APBTU

PEB 3l DESEMBER 2019lAuditedl

LAMPIRAN 2g.A

REATISASI

BEI.AiIJA

BABAttlG
BELAiIJA MODAT

BETAIIIJA I.AII{.

tAlltl
JUMTAH REATISASI SISA NON APBil Kctcrangan BAil0 ITIAMA I.EMBAGA APBITI

BEI.AIIJA PEGAWAI

t43 4 5 6 7 8 s 1t t31 2

Baqian satker 0071 Akademi llmu Penoetahuan lndonesia (AlPl) 9.000.000 8.957.733 8.957.733 42.267

Bukan satker 0252 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

231.725.000 231.725.000 21.775.000 Bagran satker 0183 Badan Koordrnasi Nasronal Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 253.500.000
Baoian satker 050Badan Koordinasi Pemberantasan Ruoiah Palsu (B0TASUPAt) 2.725.254 2.725.254 2.725.2544

Satker 0265 Badan Nasional Sertilikasi Profesi (BNSP) 1 89.589.783 6.1 18.476 158.472.716 1 6.232.1 03 1 80.823.295 8.766.488

1 5.000.000 Baqran satker 0256 Badan Pelaksana Penqelola Masiid lstiqlal (BPPMI) 1 5.000.000 1 5.000.000

033trdak aktit7 Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan lnlrastruktur Selat Sunda

Satker 033I Badan Pendukunq Penqembanoan Sistem Penyedraan Arr Minum (BPP.SPAM) 51.408.920 8.365.707 37.184.277. 3.729.368 49.279.347 2.129.573

172.254.922 7.333.267 Satker 020I Badan Penqatur Hilir Miqas (BPH MIGAS) 1 79.628.1 89 46.1 31.084 1 07.358.01 6 1 8.805.822

Irkurdasr 02510 Badan Penselola Dana Abadi Umat (BP DAU)

Bukan satker 025Badan Penoelola Keuanoan Haii (BPKH)11

Satker 09012 Badan Perhndunsan Konsumen Nasional Hl (BPKN) 20.000.000 8.154.172 9.793.839 91 6.585 1 8.865.1 96 1.1 34.804

1.137.276 37.324 Ba0ran satker 088't3 Badan Pertrmbangan Kepegawaian {BAPEK) 1 . r 74.600 1.137 .276
Bukan satker 09114 Badan Pertimbansan Tabunsan Perumahan - PNS (BAPERTARUM.PNS)

Baoian satker 040Badan Promosi Pariwisata lndonesia15

Satker 029t6 Badan Restorasi Gambut 1 50.282.1 50 8.038.SS9 128.8/t4.918 2.641.212 1 39.525.1 29 10.757.021

9.999.838 162 Bukan satker 02517 Badan Wakal lndonesia (BWl) 1 0.000.000 4.061 .979 5.937.859

r 9.784.061 387.430 37.601.31 2 2.529.595 Satker 020t8 Dewan Eneror Nasional (DEN) 40.1 30.907 17.425.821
036Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 20.000.000 1 8.98 7.1 02 248.040 15.235.142 764.858 Satkerl9
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IKHTISAR TAPOBAN KEUANGAN UNIT BADAN TAIIUNYA

TEMBAGA NOIU STBUKTUBAT

DAIIIA APBN DAIU NOIU APBN

PEB 31 DESEMBER 2019lAuditedl

LAMPIRAN 29.4

{Dalam

BEATISASI

NO I'IAMA I.EMBAGA APBt{
BETAITIJA PEGAWAI

BETA]TJA

BARAT'IG
BETA]'IJA M()DAI.

BEtAtTJA I.AIiI.

tAIN
JUMTAH BEAI.ISAS! slsA Irl0il APBtll l(ctcrangan BA

141 2 3 4 5 6 7 I s 11 13

37.648.080 Satker 99920
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun

Kepulauan Riau
250.558.768 212.910.688 21 2.91 0.688

21 Oewan Ketahanan Panoan (DKP) 1.531.1 75 1.526.871 1.526.871 4.304 Baoran satker 018

04422 Oewan Koperasi lndonesra (DEK0PIN) 1 4.500.000 14.164.124 14.164.124 335.876 Bagian satker

Satker 03523 Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK) 1 8.535.000 1.934.299 1 6.3S5.452 154.450 18.484.201 50.79S

859.050 7.290 Baqran satker 02624 0ewan Pengupahan Nasional (0EPENAS) 866.340 859.050

Dewan Pers 21.724.468 2.935.283 1 6.486.682 352.325 19.774.290 1.950.1 78 Satker 05s25

0'1026 0ewan Pertimbanoan 0tonomr Daerah (DP0D) 1.316.188 1.304.595 1.304.595 1 1.593 Bagian satker

Satker 00727 Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 36.396.300 2.946.629 31.817.191 735.234 35.499.054 891.246

2.156.375 773.845 Baoran satker 04228 Dewan Biset Nasional (DRN) 3.530.224 2.756.379

2S Dewan Sumber Dava Air Nasional (DSDAN) 1 0.620.385 313.825 s.989.91 3 199.491 1 0.503.229 117.156 Satker 033

05530 Dewan Teknoloqi lnlormasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS) 7.367.800 7.195.43'l 7.195.431 I 72.369 Bagian satker

Baoian satker 04831 Komisi Aparatur Sipil Nesara (KASN) 36.908.928 9.550.752 23.712.610 2.602.695 35.866.057 1.042.871

353.932 1 5.328 Bagian satker 01332 Komisi Banding Merek 369.260 353.932

33 Komisi Bandino Paten 910.340 477.797 477.797 432.543 Bagian satker 013

05934 Komisi lnlormasi Pusat (KlP) 21.972.110 4.709.040 16.584.774 320.650 21.614.464 357.646 Satker

Baqian satker 04335 Komisi Keamanan Hayati Produk Bekayasa Genetik (KKH PRG) 91 5.620 91 5.620 91 5.620

12.447.988 785.663 Bagian satker 03436 Komisi Keiaksaan Republik lndonesia 1 3.233.651 2.S23.634 9.432.498 91.856

37 Komisi Keoolisian Nasional {Komoolnas) 1 6.601.914 3.733.002 11.314.212 855.140 1 5.902.414 699.500 Bagran satker 034

Komisi Nasronal Anti Kekerasan Terhadao Peremouan (K0MNAS PEREMPUAN) 7.971.425.755 I 23.785.500 1 9.474.808.002 r.324.497.998 Baoian satker 07438 20.799.306.000 11.375.592.707
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IKHTISAB TAPOBAN KEUATUGAIU UNIT BADAIU TAINNYA

I-EMBAGA tllON STBUKTUBAT

DANA APBTll DAN tIIOtll APBN

PEB 31 DESEMBER 2019lAuditedl

LAMPIRAN 29.A

Rrbuan

ir0 iIAMA TEMBAGA APBt{

BEA!,ISASI

JUMI.AH REAI.ISASI srsA iloil APBITI Kctcrangan BA
BETATIIJA PEGAWAI

BEI.AITIJA

BARAttlG
BETAIIJA MODAT

BEtAlllJA tAlil.
tAtt{

I 2 3 4 5 6 7 I I 11 13 14

39 Komisi Nasional Laniut Usia (K0MNAS tANSIA) Bagian satker 027
40 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) tidak aktil 036
41 Komisi Pengawas Haji lndonesia (KPHI) tidak aktif 025
42 Komsr Penviaran lndonesra (KPl) 54.1 34.1 30 6.645.6SS 4r.654.790 2.499.813 50.800.302 3.333.828 Satker 059
43 Komisi Perlindungan Anak lndonesia {KPAI) 1 7.500.000 1.395.000 14.7 1 6.568 1.271.670 1 7.383.238 1 1 6.762 Satker 047

44 Komite Akreditasi Nasional (KAN) 20.71 0.839 1 9.366.1 9S 1.301.0/t4 20.667.243 43.596 1 S.366.1 99 1 301 044

45 Komite Ekonomi dan lndustri Nasional (KEIN) 67.755.897 66.871.758 274.230 67.145.988 609.909 Baqran satker 035
46 Komrte Kebiiakan lndustri Pertahanan (KKIP) Baoran satker 012
47 Komite Kebiiakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecrl dan Menenqah (UMKM) 1.000.000 996.1 1 7 9S6.1 1 7 3.883 Baoian satker 035
48 Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKS) 69.750.000 53.753.299 2.614.1 51 3.004 56.370.454 I 3.379.546 satker 055
49 Komrte Kebijakan Percepatan Penyediaan lnlrastruktur Pnofltas (KKPPIP) 33.350.000 32.143.437 32.143.437 1.206.563 Bagian satker 035

50
Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uans {TPPU)
304.1 70 203.5 1 9 203.51 I r 00.651 Bagian satker 078

51 Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) 41.1 77.989 8.71 6.843 31.280.409 623.070 40.620.322 557.66i Satker 022
52 Komrte 0lahraga Nasional lndonesia (K0Nl) Bagian satker 092

53 Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) 1 1.001.372 1 0.661.087 1 0.661.087 340.285 Bagian satker 048

54 Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomr Indonesia (KP3El) Tidak aktil 035

55 Komite Privatisasi Perusaahaan Perseroan (Persero) Trdak aktif 041

56 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) 5.087.641 5.002.237 5.002.237 85.404 Satker 015

57 Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) Tidak aktit 084

58 Konsil Kedokteran lndonesia (KKl) 32.1 S8.1 30 28.035.083 2.086.1 20 30.1 21.203 2.076.927 Satker 024
59 Korps Pegawai Republik lndonesia (K0RPRl) 1.200.000 803.084 803.084 396.9 1 6 Baqian satker 088
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IKHTISAB TAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA

TEMBAGA NOtll STBUKTUBAT

DATIIA APBiI DAiI iloil APBTII

PEB 31 DESEMBER 2019lAuditedl

LAMPIRAN 29.A

BEATISASI

it0 TIIAMA TEMBAGA APBtt|
BETAiIJA PEGAWAI

BELAiIJA

BARAttlG
BETAITIJA MODAT

BEt AitJA l_4ilu.

r.Atil

JUMTAH BEATISASI slsA tll0t{ APB[{ Kcterrngan BA

1 2 11 13 143 4 5 6 7 I I
60 Lembaqa Keria Sama Tripartrt Nasronal ([KS TN) 1.448.477 1.141.490 1.141.490 306.987 Baoran satker 026

61 Lembaqa Perhndungan Saksr dan Korban (LPSK) 76.604.393 1 r.81 9.352 61.408.799 2.887.999 76.1 1 6.1 50 488.243 Satker 007

62 Lembaga Produktivitas Nasional (l-PN) 2.973.500 2.640.856 2.640.856 332.644 Bagian satker 026

63 Lembaoa Sensor Film {tSF} 40.71 5.526 12.376.257 24.890.961 1.567.636 38.834.854 1.880.672 Salker 023

64 Marets Disiphn Tenaqa Kesehatan (MDTK) Trdak aktrf 024

65 0torrta Asahan Likurdasr 019

66 Sekretariat Pengadilan Paiak 105.245.425 73.115.327 23.547.417 5.673.914 1 02.340.658 2.908.767 Satker 015

67 SKK MIGAS (Satker ) 1 55.050.469 satker 9991.855.627.475 1.700.577.006 1.700.577.006

68 S(K MIGAS (Bukan Satker ) 1.855.627.475 1.700.577.006 1.700.577.006 1 55.050.469 Bukan satker 999

69 Stal Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presrden 38.236.000 25.430.574 25.430.574 1 2.805.426 Bagian satker 114

7A Badan Pembinaan ldeologi Pancasila (BPIP) 31.208.446 23.087.062 23.087.062 8. I 2 1.384 Bagian satker 114

71 0torrtas Jasa Keuansan (0JK) (bukan satker) Bukan Satker 999

72 0torrtas Jasa Keuanqan (0JK) (satker) Satker 999

73 Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMll Bukan Satker 007

74 Yayasan Gedung Veteran Rl "Graha Purna Yudha" Bukan Satker 007

75 Badan 0torita Penoelola Kawasan Pariwisata Danau Toba {BP00T} 40.451.5i7 2.986.884 26.605.657 7.959.709 37.552.250 2.899.327 Satker 040

76 0tontas Nasional Seniata Kimia Baoran satker 019

77 Badan ()torita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur 30.000.000 3.932.901 9.897.696 334.433 r4.1 65.030 1 5.834.970 satker 040

79 Konsil Tenaga Kesehatan lndonesia Belum aktif 024

Totrl 9.386.763.r 31 1.803.001.939 1 9.366.1 9926.632.91 6.736 11.627.5?2.272 201.1 51.690 3.6t4.067.704 24.829.914.797
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PRESIDEN
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IKHTISAB TAPOBA]II KEUATIIGATU UTtlIT BADAIII LAITUIUYA

PEIII DAPAIA ]ll, B EBA tII, DAIU SURP tUS'DE FISIT

UIUTUK PEBI0DE PEtAP0RAltl YAIUG BERAKHIR SAMPAI DEttlGAiI TAlllGGAL 3l DESEMBEB 2019lAuditedl

LAMPIRAN 29.8

(Dalam Rihuan

it0 ]IAMA U]TIT BADATT tAIilITYA
PETTDAPATA]T

OPEBASIOTTAT

PEI{DAPATA]'I ilOiI

OPERASIOTTAT
TOTAT PETTDAPATAIT BEBAIT OPERASI(l]TAI.

BEBA]T ITOTT

OPEBASIO]TAt
TOTAI. BEBATT SURPTUS (DEFISIT} BA KETEBA]IGAtI

t 2 1t3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 s=5.8 t4
1 Badan Amil Zakat Nasional IBAZNAS) 350.6S7 58.994 025 Bukan satker350.697 29 I.703 291.703

2 Badan Nasional Sertilikasi Prolesr (BNSPI 026 Satker420 420 1 66.420.897 (254.575t '166.166.322 (1 66.1 65.9021

3
Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan

lnfrastruktur Selat Sunda
033 Eelum aktrf

4
Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum (BPP-SPAMI
1.947.914 1.947.914 46.466.878 46.466.878 (44.518.S64) 033 Satker

E Badan Pengalur Hilrr Migas (BPH MIGAS) 1.249.s34.496 5.98 r.28S 1 .255.5 r 5.785 1 97.375.286 542.474 1 97.91 7.760 r.057.5S8.025 020 Satker

6 SatkerBadan Pelaksana Pengelola Masjid lstrqlal (BPPMll 1 5.000.000 14.655.257 29.655.25 7 1 5.000.000 12.178.313 21.778.313 1.876.944 025

7 Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) 025 Likuidasi

I Badan Pengelola Keuangan Haii (BPKH) 1 6.1 76.937 445.296 025 Bukan satker289.202 1 6.466.1 3S 1 6.020.843 1 6.020.843

I Badan Perlindungan Konsumen Nasional Rl (BPKN) 137.327 137.327 1 8.383.384 1 8.458.997 fl 8.32 1.670) 090 Satker75.61 3

10
Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS

(BAPERTARUM.PNS)
371.323.865 371.323.865 1 1 .594.1 64 1 1 .5S4.1 64 359.729.70 1 0sl Bukan satker

11 Badan Restorasi Gambut 62.001 4.450.043 4.512.044 1 56.796.346 1 8.052 1 56.814.398 ( l 52.302.354)

12 Badan Wakaf lndonesia (BWl) 1 0.000.000 1 07.649 1 0.1 07.649 9.9S9.838 17 .710 1 0.01 7.548 90.1 01 025 Bukan satker

l3 0ewan Energi Nasional (DEN) 594.31 2 594.3 I 2 38.456.951 1 75.990 38.632.941 (38.038.629) 020 Satker

14 Dewan Jaminan Sosial Nasional {DJSN) 30.593.496 1.165 30.594.661 (30.5S4.661 ) 036 Satker

SK No 020422 C
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PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-902-
IKHTISAR IAPOBAIT KEUANGATU UTUIT BADAN I.AITllIllYA

PETUDAPATA ]II, B EBA tII, DAlll SURP tUS'DE FI S IT

UIIITUK PEBIODE PETAPOBATT YAIUG BEBAKHIR SAMPA! DETIIGA]II TAITGGAT 3I DESEMBEB 2OI9lAuditcdl

LAMPIRAN 29.8

Ribuan

IGTEBAiIGA]Til0
PEIlIDAPATA]I

OPERASIOITAT

PEI{DAPATA]T TIOTT

OPEBASIO]IAt
TOTAT PEITDAPATA]T BEBATI OPEBASIOITAI.

BEBAIII ]TOiI

OPEBASIOilAI
TOTAI. BEBAiI SUBPI.US (DEFISIT} BA

tlI 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 s=5.8 14

(41. r 99.1 55) 999 Satker15
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Bintan dan Karimun Kepulauan Riau
7.091 2.043.1 93 2.050.284 43.240.021 9.418 43.249.439

757 1 8.372.03 1 ( 1 8.364.1 55) 035 Satker16 Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus IDN KEK) 7.876 7.876 18.371.214

Dewan Pers 20.324.229 296 20.324.525 120.322.275!, 059 Satket17 2.250 2.250

18 Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 23.800 23.800 35.508.776 29.285 35.538.061 (35.51 4.261 ) 007 Satker

19 Dewan Sumber 0aya Air Nasional (DSDAN) 63 63 1 0.550.371 125 1 0.550.496 { 1 0.550.433) 033 Satker

20 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 525 62.846 63.371 45.077.752 r 0.600 45.088.352 (45.024.98r I 048

21 Komisi lnformasr Pusat (KlP) 2 1.925.697 (8.615) 21.917.082 121.917.082l, 059 Satket

22 Komisi Penyiaran lndonesia (KPl) 20.704 20.704 52.082.697 4.956 52.087.653 {52.066.949) 059 Satker

Satker23 Komisi Perlindungan Anak lndonesia (KPAll 16.982,728 16.582.728 (1 6.382.728) 047

055 Satker24 Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKSI 1 6.2S0 1 6.2S0 54.638.224 2.549 54.M0.773 {54.624.4831

Satker25 Komrte Nasional Keselamatan Transpoilasi (KNKT) 245.992. 245.952 45.606.707 45.606.707 (45.360.71 5l 022

0r5 Satker26 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) 1.927 1.527 5.036.620 525 5.037.145 (5.035.21 8l

024 Satker27 Konsil Kedokteran lndonesia lKKl) 12.329.624 304.81 4 1 2.634.438 30.236.41 3 r 29.2S5 30.365.708 117.731.2701

007 Satker28 Lembaga Perlindungan Saksi dan Ko6an ([PSK) 1 72.590 1 72.590 80.833.191 1 72.590 81.005.781 (80.833.1 91 )

023 Satker29 Lembaga Sensor Film ([SF) 3.452.602 2.654.659 6.1 07.261 43.836.832 47.350 43.884.1 82 137.776.921)

024 Trdak aktrf30 Maielis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)

SK No 020421 C
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IKHTISAR IAPOBAIll I(EUANGAN UTllIT BADAITI tAItUIIIYA

PEIUDAPATAN, BEBAN, DAN SUBPTUS'DEFISIT

UIUTUK PEBI0DE PELAP0RAIU YAttlG BEBAKHIR SAMPAI DEIllGAIll TAIIGGAt 31 DESEMBEB 2019lAuditedl

LAMPIRAN 29.B

Ribuan

It0
PEilDAPATAII

OPEBASI(tTTAI.

PEIIIDAPATA]T TO]T

OPERASIO]IAt
IOTAT PEiIDAPATATT BEBATI OPERASIOITAI.

BEBATT ilO]T

llPEBASIOTTAI,
TllTAI BEBATU SURPTUS (DETISIT} BA IGTERATTGAIT

I 2 3 4 5=3+4 6 7 8=0+7 s=5.8 t4 11

31 0torita Asahan 019 Likuidasr

32 Sekretariat Pengadilan Pajak 4.226 243.240 247.466 98.927.628 29.005 98.956.633 (s8.709.1 67) 015 Satker

33 SKK M|GAS (Satker ) 63.005 5.811.984 5.874.989 1.680.637.652 722.470 1.68 1.360.1 22 (1.675.485.1 33) 999 satker

34 SKK MIGAS (Bukan Satker I r.700.741.250 1.100.7 41.250 2.000.360.797 1 1 9.285.499 2.1 1S.646.296 (41 8.905.046) ooo Bukan satker

35 0tortas Jasa Keuangan (0JK) (bukan satker) 6.027.949.391 6.027.949.39 1 5.588.879.S04 5.588.879.904 439.069.487 999 Bukan Satker

36 0toritas Jasa Keuangan (0JK) (satkerl 122.600 122.600 33.772.488 1.263.823 35.036.31 1 (34.913.71 1 ) 999 Satker

37
Yayasan Harapan Krta/ Badan Pengelola dan

Penqembanqan TMll
1 29.914.328 1.879.007 1 31.793.335 I 23.749.1 60 7.713.547 131.462.707 330.628 007 Bukan satker

38 Yayasan Gedung Veteran Rl "Graha Purna Yudha" 5.1 90.055 5.1S0.055 6.357.809 6.357.809 ( 1.1 67.754) 007 Bukan satker

39 Badan 0torita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba 1.855 1.855 3 1.072.086 44 31.072.1 30 {3 1.070.275) 040 satker

40 Badan 0t0rita Pengelola Kawasan Parwisata Borobudur
13.814.287 (502) 1 3.61 3.785 (1 3.61 3.785)

040 satker

41

Komite Koordrnasi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uan0 (TPPU]
203.5 I I 203.5r9 (203.5 1 9)

078 satker

42

Komisi Nasional Anli Kekerasan Terhadap Perempuan

(K()MNAS PEREMPUAN)
4.683.88 r.446 4.683.881.446 2.450.000 5.470.140.925 5.472.590.925 (788.709.479)

satker

43 Komrte 0lahraga Nasronal lndonesia (K0Nl) 0

SK No 020420C
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IKHTISAR IAPOBAIII KEUAIUGATU U]llIT BADATI| tA!ItIIIIYA

PEIUDAPATATll, BEBAtII, DAIU SURPTUSIDEFISIT

UIIITUK PEBIODE PETAP(IBAIU YATllG BEBAKHIB SAMPAI DEIUGATII TAIUGGAT 3I DESEMBEB 2OI9IAuditedl

LAMPIRAN 29.8

(0alam Ribuan

TOTAI. PETTDAPATATT BEBATI OPERASIO]TAt
BEBA]T ilOt[

OPERASIO]TAT
TllTAT BEBATT SURPTUS (DETISIT} BA IGTERAIIGAIIil0 I{AMA U]TIT BADAIT IAttTtTYA

PEiIDAPATAT

OPERASItlITAT

PE]TDAPATA]T ilO]T

OPERASIllTIAT

4 5=3+4 6 7 8=6+7 s=5.8 14 1lI 2 3

1.448.477 1.448.477 1.448.477 0lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional {LKS TN)

10.61 1 .087 10.61 1.08i {10.61 1 .0871
satker44 Komite Pengarah Relormasi Birokrasi Nasional {KPRBN}

231.725.000 231.725.000 (231.725.000)
satker45

Badan Koordrnasi Nasional Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan

34.572.000 20.667.244 20.661.2M 1 3.904.756 satker45 Komite Akreditasi Nasional {KAN) 34.572.000
(2.383.807.5441Total 9.578.1 20.990 4.725.660.t 2S 14.303.781.1 19 I 1.074.67937S 5.61 2.908.684 1 6.687.588.663
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I I( H TI S A B I. A P O R A tII K E U A IT G A tII B A D A t{ t A I tII III Y A

AKIIVA, KEWAJIBAI{, DAiI EKUITAS

PER 3l DESEMBEB 2019 lAuditcdl
(Dalam Bibuan Bupiah)

LAMPIRAN 29.C

Irl0 ASET tAilCAB If'IVESTASl ASET TETAP ASET I,AIiItTYA TOTAT ASET
KEWAJIBAIII JK

PEilDEK

I(EWAJIBAIT JK

PAt{JAtTG
TOTAT KEWAJIBAIII TOTAT ETU|TAS

T0TAt l(EWAJIBAI'.1 &

EKUITAS DAIA
KET

I 2 3 4 5 6 7=(3+4+5+61 8 I 10 = (8+ 9) 11 12=(10+1 l) 14

1 Badan Amil Zakat Nasronal (BAZNASI r 0r.960 26.369 r28.32S 3.536 3.536 I 24.793 128.329 Bukrn srtkcl
2 Badan Nasronal Sertrfrkasr Profesr {BNSP) 853.832 23.808.662 206.r60 24.868.654 24.868 654 24.868.654 Satker

3
Badan Pclaksana Pengembangan Kawasan Stratcgis dan lnfrastruktur

Selat Sunda
Bclum aktrl

4
Badan Pendukung Pengembangan Srstem Penyedraan Arr Mrnum (BPP.

SPAM)
5.r98.856 r4.840 5.213.695 5.2 r 3.636 5.2 1 3.696 SrtkcI

5 adan Pcnoatur Hihr Mroas IBPH MIGAS) 38.566.408 290.763.758 1.551 477 330.887.643 22.239. I 35 22 239.135 308 648 508 330 887 643 SalkGr

Badan Penoelola Dana Abadr Umat {BP DAU) Tidek akril

7 Badan Pcnoel0la Keuanoan Harr IBPKH) 63 808.580 51.168.135 143.870 t0 546 125.131.132 274.661 120.022.784 120.297.425 4.833.707 125 r3r.132 Bukan Satkcr

8 Badan Pcr[ndunoan (onsumn Nasronal Bl IBPKN) 87.S96 8M.265 246 800 1.199.051 1. r 99.06r 1 t9S.06r SatkcI

I Brdan Perlrmbangan Trbungan Pcrumahan. PNS {BAPEBIARUM-PNS} r.370.364.109 s.142.411.020 1 0.51 2.78t. r 29 I 591.292 9.667.273. I 76 I 668.864 468 843 9l 6.561 r0.512.781 129 Bukan srtker

10 Badan Restorasr Gambut 144.927.873 I 3.41 6.640 543 989 r 58.888.502 1 58.888.502 I 58.888.502 Satkcr

1l ladan Wakaf lndonesra (BWll 879.544 146 581 325.124 5.150.450 5.5t 1.599 102.M2 4.440.436 s.142.878 r 368.821 6.51 1.699 Bukrn srtlcr
12 0ewan Encror Nasronal IDEN) 362 199 2.728.937 r4.000 3.1 05. r 36 3 105 136 3.105.136 Satker

13 Dewan Jamrnan Sosral Nasronal 262.272 7M.480 t.006.752 39.657 39 657 967 0s5 r 005.752 SatkcI

14
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelahuhan Bebas Brntan dan

Kanmun KeDUlauan Rrau
597.789.638 3.301 928 601 09r.566 601 091.566 601 091 565 Satkcr

r5 0ewan Nasronal Kawasan Ekonom Khusus (DN KEKI r25.086 r 36.053 50.r88 311 327 124.849 124.849 1 86.478 31 1.327 S.tlcl
Dewan Pers 202.999 1.700.21 1 201.750 2.1 04.960 434 739 434.739 1.670 221 2. r 04.s60 Srtk.I

t1 Dewan Perlimban0an Prrsrdrn {WanlrmDrcs) 722.225 940.92 r.662.i67 7.514 7.574 L655 I 93 1.662.767 Satku
18 Dewan Sumber Dava Air Nasronal (DSDAN) r 1.515 540.92S 552.4M 552 M4 552.444 Satkcr

SK No 020418 C
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II(IITISAR TAPOBAIII KEUATIIGAIII BADAITI tAIItINYA

AI(TIVA, KEWAJIBATT, DAttl EKUITAS

PER 3l DESEMBER 2019 lAuditedl
(Dahm Ribuan Rupiahl

LAMPIRAN 29.C

r{0 ASET TAilCAR ll'IVESTASI ASET TETAP ASET I.AIt{iIYA T(lTAT ASET
TGWAJIBAIII JI(

PEI{DEK

KEWAJIBAiI JX

PAilJAt{G
TOTAT KEWAJIBAf{ TOTAT EKUITAS

TOTAT KEWAJIBAIII &

EXUITAS DAITA
KET

1 2 3 4 5 6 7 =(3 +4+ 5+ 6) 8 I 1 0={8+9) tl 12=(10+1 1) 14

Komsr Aoaratur Srorl Neoara IKASNI 1 36.750 7.055.718 451.421 I r8.801 1 18.801 7.525.088 7 643.88S Satkcl

20 Komrsr lnformasr Pusat (KlPl 15/.255 536 332 17 8r3 340.956 367.M4 708.400 S.tkGr

2t Komrsr Penvraran lndonrsra lKPll 271.886 1.601.720 r 0s.6l8 7.983.224 464.996 464.996 1.518.228 7.983.224 SatkGl

22 Komisr Perlindunoan Anak lndonrsia (KPAI) 76.986 1.478.576 402.0sr 1.957.653 1.957.653 r.95i.653 Satkcl

23 Komrt! Keuangan Nasronal Syarrah (KNKS) 49.358 3.252.074 3.30r.432 282.829 282.829 3.01 8 503 3.30r 432 Srtk.r
24 Komrte Nasronal Keselamatan Trans00nasr (KNKT) 49 365 7.310.147 10.800.397 1 8 1 59.909 r 8.1 53.909 l8 159.909 Srtkrr
25 Komite Standar Akuntanst Pemerntahan {KSAP} I 7.508 1 7.508 r 7.508 r 7.508 SrtkcI

26 Konsil Kedokteran lndoncsra {KKl) I 820.9r3 I 63.629.070 568.77 I I 5.535 31 5.535 165.703.219 r 66.0r 8.754 Satkcr

2t Lembaoa Perlrndunoan Saksr dan Korban {IPSK} 54.805 140.367.300 471.282 140.903 387 I 04.791 r40.i98.596 1 40,903.387 S.tkcl
28 Lembaoa Scnsor trlm {LSF) I 549.120 9.543.997 546.541 r r.739.658 r r.739.658 I 1.739.658 SatkGl

29 Matehs 0rsroftn Tcnaoa Kesehatan (MDTK) Tid.k rktif

30 0lonta Asahan 2.471.153 4.615.662 7.086 8r 5 234.422 234.422 5.852.393 7.086.81 5
Bukrn satkcr
(dibuhrrkan)

SekretaIat Penoadrlan Parak 895.5r 2 18.158.285 201 1 r.053.998 1 S.05s.998 19 053.998 Satkcr

JI SKK MIGAS {Satkrr I 3.1 46.705 70.04s 852 6r 663.1 10 4 4.864.554 129.995.1 13 1 34.859 667 satkcr

33 S(K MIGAS {Bukrn Satk.r ) 1.593.490 88 904.930 s0.598.420 1 16.400.042 1.050 738.073 r. r 67.1 38.1 1 5 ll 076.539.695J 90.5S8.420 Buk.n setkGI

34 0tontas Jasa Kcuanoan (0JK) (bukan satker) 6 520 384.973 1.322.021.084 790.557.045 8.633 069.102 1S4.600.825 2.404.715.622 2.5s9.316.1l47 6.033.752.655 8.633.069.r02 Bukan S.tkcl
35 0tofltas Jasa Keuanoan {0JK) {satker) 1.232.651 64 799 520 21.995.930 88.028.107 88.028 107 88.028.107 Satkcr

36 Yayasan Harapan Krta/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMll 20 94i.504 105.423.043 I 36.657 126.507.214 18.432.295 17.r95.899 35.628.194 90.879.020 126 501 .214 Bukrn S.tkc]

37 Yavasan Gedun0 Vcteran Rl 'Graha Purna Yudha" 2.560.837 3.128.932 14.039 5.675.730 5.589 769 Bukao Srtklr
38 Badan 0torita Pen0elola Kawasan Parwsata 0anau Toha 52.717 10.636.300 I 0.689.01 i 1 0.689.0 ! 7 10.689.017 Satkcl

SK No 020411 C

ITAMA UITIT BADAil tAIililYA

I

I



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Auditedl

PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-907 -

IKHTISAR TAPORA]I KEUAITIGAIT BADATII tAItIINYA

AI(T!VA, KEWAJIBATII, OAIII EKUIIAS

PEB 31 DESEMBER 2019 lAuditedl
(Dalam Rihuan Bupiah)

LAMPIRAN 29.C

Irl0 ASET tAilCAR IIIIVESTAS! ASET TETAP ASET tAI]IiIYA TOTAT ASET
KEWAJIBATU JX

PEIIIDEI(

KEWAJIBAN JK

PA[JAtIIG
TOTAT I(EWAJIBATII TOTAT EI(UITAS

TOTAT I(EWAJIBAII &

EI(UITAS OAilA
I(ET

1 2 3 4 5 6 7 =(3 +4+ 5+ 6l 8 s 10 =(8+ 9) 1t 12=(10+1 l) t4
3g Badan Pelaksana Penoelola Masnd lstiolal {BPPMI} 4.700.481 25.376 4.725.857 4.725.851 4.725.857 SatkcI

40 Badan 0tonla Pen0elola Kawasan Parwsata Bor0budur 423 389 523.785 I 7.000 1.064. r 74 60.000 60.000 r.004.r 74 1.064.1 74 Srtkcr
Lembaoa Kerta Sama Irtpartrt Nasronal {LKS TN) 1.M8.477 1.448.477 1.448.411 1.448_417 Satkcl

41
Komisr Nasional Antl Kekcrasan Tcrhadap Perempuan (K0MNAS

PEREMPUAN}
2 4r 1.r56.9r8 2 41 1 156.918 2.41 1 155 918 2.4r i.156.918 Satkcr

42 Komrle 0lahraoa Nasronal lndonesra (K0Nl) 375 3i5 375 375

43 Komrsr KeooIsran Nasronal {K0m0olnas} 855.140 855.140 855 140 855 r40 Srtkcl

1 0.590.433.399 9.203.73 1.737 2.975.375.1 34 899. I 7 1.391 23.668.7 1 1.660 36 1.65 r.S70 1 3.264.385.970 r 3.626.037.939 10.042.673.121 23.668.7 I 1.660

SK No 020416C

tllAMA UTTII BADAT'I IAII{iIYA
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAudited)

PEMEBIilTAH BEPUB!.IK IITIDOiIESIA

DAITIA KETOTAATT BtU PADA PUSAT PEMBIAYAATII PEBUMAHAN

pcr 3l Dcsember 2019

LAMPIRAN 30

SK No 047882 A

(dalam rupiah)
Saldo Dana Bergulir

(Rp)

1 BTN RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 01-01-30-000881-3 38.844.533,27

2 MANDIRI RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 126-00-0703519-8 1.946.514,91

3 BTN SYARIAH RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 7011001717 1.869.380,00

4 BUKOPIN RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 1023938011 1.506.561,35

5 BANK RIAU KEPRI RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 10-10-00010-6 250.583.371,34

6 BANK SUMUT RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 350.01.06.0000054 1.620.143,13

7 BANK SUMUT Syariah RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 610.01.06.000008-0 1.378.280,30

8 BANK Kaltim RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 11100252 1.184.220,05

9 BANK Sumsel Babel RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 1703000001 1.776.754,65

10 BANK NTT RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 016.01.01.000014-6 1.804.839,20

11 BANK DIY RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 1111001471 45.526.452,65

12 BRI RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 0193-01-002945-30-6 3.377.440,81

13 BNI RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 2226662828 3.840.300.087,00

14 BRI SYARIAH RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 1030811328 2.929.547,03

15 BPD JATIM RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 11268862 92.369.842,00

16 BPD JATIM  Syariah RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 6101003780 89.945.117,35

17 BPD JATENG RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 1-034-02557-2 1.104.572,00

18 BPD Papua RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 1500105000063 1.305.852,55

19 BPD Kalteng RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 1000102003656 1.412.555,00

20 BPD Kalsel RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 003.00.04.00848.5 1.952.052,93

21 Bank Syariah Mandiri RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 7122212216 57.323.613,44

22 BPD Nagari (Sumbar) RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 2100.0101.01446-1 1.826.805,30

23 BPD Sulawesi Tenggara RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 001.01.05.500231-0 1.796.772,00

24 Bank Artha Graha RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 1075015719 1.942.067,81

25 Bank NTB RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 001.21.07109.00-6 1.927.142,49

26 Bank Jabar Banten RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 8000000000003 13.606.916,00

27 Bank Mayora RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 6000486815 76.149.599,97

28 Bank Sumsel Babel Syariah RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 801-32-00002 2.119.151,00

29 Bank Jambi RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 3000947217 1.868.281,34

30 Bank Jabar Banten Syariah RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 70102000901 41.664.053,03

31 Bank Sulselbar Syariah RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 510-052-000000004-7 1.342.317,00

32 Bank Sulut Go RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 1601420000036 63.846.644,45

33 Bank Sulselbar RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 130-002-000031853-0 2.484.388,18

34 Bank Kalbar RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 1000001909 8.675.824,54

35 Bank Sulteng RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 10101000353 1.561.115,63

36 Bank Bali RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 100121000548 25.413.293,85

37 Bank Kalsel Syariah RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 901.00.01.00303.8 1.995.204,31

38 Bank Aceh Syariah RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 610 01.01.000007-0 1.682.385,81

39 BTPN RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 5373000630 22.024.220,00

40 Bank Jambi Syariah RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 7001170273 90.072.931,15

41 Bank Kaltimtara syariah RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 5100052101 23.104.423,00

42 Bank Jateng Syariah RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 5031004003 92.643.704,00

43 Bank DKI RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 40001208662 0

44 KEB Hana RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 110121800087211 1.274.817,02

45 BRI Agro RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 1001000505407 114.432.640,84

46 Bank Nagari Syariah RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 7100010600084 93.994.093,00

47 Bank Riau Kepri Syariah RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan 82-00-30000-1 30.552.127,96

48 Bank BNI Pengelolaan Kas 900064959 100.000.000.000,00

No. Bank Nama Rekening No. Rekening
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PEMEBIIUTAH BEPUBTIK ITTDOITIESIA

DAiIA KELOtAAttI BtU PADA PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAIII

per 31 Dcscmbcr 2019

LAMPIRAN 30

SK No 047881 A

(dalam rupiah)
Saldo Dana Bergulir

(Rp)
No. Bank Nama Rekening No. Rekening

49 Bank BNI Pengelolaan Kas 900065272 100.000.000.000,00

50 Bank BNI Pengelolaan Kas 900064154 125.000.000.000,00

51 Bank BRI Pengelolaan Kas 0193-01-012960-40-1 100.000.000.000,00

52 Bank BRI Pengelolaan Kas 0193-01-012961-40-7 100.000.000.000,00

53 Bank BRI Pengelolaan Kas 0193-01-012962-40-3 125.000.000.000,00

655.158.062.650,64
-4.121.940.155,73

651.036.122.494,91
651.036.122.494,91

a.
b.
c. Adanya double koreksi mutasi atas pengembalian pajak oleh Bank Bukopin sebesar (Rp.85.121,30);
d.
e.
f. 6. Pembulatan sebesar Rp2,00.

Biaya-biaya yang muncul pada rekening Dana Kelolaan sebesar Rp.1.512.441,00;

Kesalahan Bank Mandiri sebesar Rp3,00;
Tarif BSM yang masuk ke rekening dana kelolaan sebesar (Rp.41.679,58,00);

Jasa giro yang belum dipindahkan ke rekening operasional sebesar (Rp.4.123.325.801,17);

Keterangan :
Selisih kas rekening dana kelolaan senilai (Rp.4.121.940.155,73) terdiri dari akumulasi dari nilai-nilai berikut ini :

Total Saldo Menurut Rekening Koran (1)
Selisih kas rekening Dana Kelolaan (2)*

Total Saldo Dana Bergulir Sesuai Rekening Koran (3=1-2)**
Total Aset Lainnya (4=3)
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PEMERITTTAH REPUBTIK INDONESIA

BITUCIA]II TBATUSFER KETUAR DAN TBAilSFER MASUK

PER 31 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 31

il0 BA I(EME IITEBIAiI il EGARAITEMBAGA Tr.nsfcr Kcluar Translcr Masuk Sclisih TK-TM

'| 001 MAJELIS PERMUSYAWABATAN RAKYAT

2 002 DEWAN PERWAKITAN RAKYAT 555.500 000 {s55.500 0001

004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 74.495.868 r 83 {72.9r 6.598.750 1.579.269.433

4 005 MAHKAMAH AGUNG 253 119 142565 (25i 679.668 133 1 500 074.432

5 006 KEJAKSAAN REPUBIIK IND()NESIA r.3r 3.453.1 7 1.995 {r.329.821 965.995 {r 6.368 794.0001

6 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGABA 351 333 458.244 (83 I .345.967.088 (480.0r 2 508.8441

7 010 KEMENTERIANDATAM NEGERI 126.722.900.394 (1 3 r.955. r45.077 15242.2M.6831

8 0ll KEMENTERIAN LUAR NEGERI r 00.389.678 706 {r 34.600.558 763 {34 2r0.880.057)

I 012 KEMENTEBIAN PERTAHANAN 120.011 0/6739.22t (r20.945 079.405.889 (928 032.666.662)

l0 013 KEMENTEBIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA B 2.672741 119.471 (2.305 741 .57 1 8i9 356.S99.607.598

ll 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 2 303 002.074 593 {2.301 348.219.080 1.653.855.6r 3

12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 6.574 221.035.5r6 (6 660.893.884.01 0 186.672.848.494)

l3 019 KEMENTERIAN PERINDUSTBIAN 4.353.335. I 60.S72 (4.349.793.268.r I 7 3.54r.892 855

l4 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER OAYA MINERAI. 304.550.007.3&t (236 473.534.334 58.1 76.373.030

r5 022 KTMENTEBIAN PERHUEUNGAN r5 531 S95.332.365 (16.568 105.144.74r {1.036 r 09 8r 2.376)

l6 023 KTMENTEBIAN PENDIDIKAN NASI()NAL 4r.993.429.439 (37.',t42.218 893 I

11 024 KEMENTEBIAN I(ESEHATAN 895.656.332.90S {893.420.219.2M1 t.236.r 1 3.&15

l8 025 KEMENTERIAN AGAMA 1.117.317 .502.700 {r.780.048 436.0r!

ls 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 3.938.824.01 7.557 {3.9r 7.881 357 4( 2t r.942.660 148

20 027 KFMENTERIAN SOSIAT 7 r 8.750.608 475 t714 0/0.295.270,, 7 r 0.31 3.205

21 029 KEMENTERIAN TINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAI\ 1 r5.638.068.r5S {r r5.i29.489.2r

22 032 KEMENTERIAN KETAUTAN DAN PERIKANAN 632.375.26r.780 {64r 629.030.057 ( t.253.788.27'l

23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT r 5. r 97.052.354.0 I 0 124.477 .931 .654 i {s.2 .885.300.375

24 034 KEMENTERIAN KO()Rt)INAT()R BIOAN6 P()LITIK HUKUM DAN

KFAMANAN i 451 000 {7 45r 0001

25 035 KEMENTERIAN K()()Rt)INAT()R BIDANG PERE(ONOMIAI\ 3 303.483.4r 2 3 303.483.4r 2

26 036 KEMENTERIAN K()()RDINAT()R BII)ANG PEMBANGUNAN MANUSIA

DAN KEBUOAYAAN 199.127 024 799.121.024
a1 040 KEMENTERIAN PARIWISATA 7.654.755.943 (9.093.207.2131 {r 438.450.270)

28 u2 KEMENTERIAN RISET TE(NOLOGI DAN PENt)IDIKAN TINGG r 787 905.262 558 (r.914892.8184371 fl 26 986 555 87S)

29 M4 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAF 4 1 99.776.560 (4. r 99.776.5601

30 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REIORM/

3l 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 1 0.1 03.000 {r0.r03.000)
32 05r BAt)AN SIBER t)AN SANDI NEGARA

33 052 t)EII/AN KETAHANAN NASIt)NAL 243.r04.000 {320.050.37i) (76 946 377)

u 054 EADAN PUSAI SIATISTIK 1 32.072.685.368 (r 32.379.004.3681 (305 3rS.000)

35 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI()NAI. 26.1 54 967.366 26.154.967.366

36 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA BUANG/BPI\ 352.M3.588 190 (352 838.559.3r41 {194.971.1 24

057 PERPUSTAKAAN NASI()NAL REPUBTIK IND()NESIA

JO 059 KEMENTERIAN K()MUNIKASI DAN INFORMATIKA 14 914.624 8r6 452 114.735222 438.349) '1 79.402.378 103

39 060 KEP()TISIAN NEGARA REPUBLIK INDt)NESIA 29.493.144 251 .252 (29.855.755.734.5261 362.011 477.374

40 063 BADAN PENGAWAS ()BAT DAN MAKANAN

20.953.425.298 t24.743.201.3081 {3.789.776.01 0

4l 065 BAOAN KO()BDINASI PENANAMAN M()DAI. 4r 4.676. I 5l {3.71 8.002.263 {i 303.326 1 1 2

42 056 BAI)AN NARK(]TIl(A NASIONAL 214 992.512.412 (365.748 797.709 l9( .756.285297
43 067 KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERIINGGAL OAN TBA 2 063.285.631 (37.890.63r 2.025 395.000

44 068 BADAN KEPENOUDUKAN OAN KELUARGA EERENCANA NASIt)NAI I 24.924 685.403 (1 24.s1 5.407. r 97) 409.278.206

45 074 SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 67.766.000 67.766.000

46 075 EAt]AN METE()ROTOGI KLIMAT()L()GI OAN GEOFISIKT 141.117.544 162 {14r.275.81 r.8871 (98 257.1251

41 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM I r 9.673.0S8.552 (9 r 9.673.098.5521

48 077 MAHKAMAH KONSTITUSI BI

49 078 PUSAT PETAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAI\ 7.524.970 7 524.910
50 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA I 64.923.51 3 483 {l 9r 058.673.2201 {26.135.159.737

5l 080 BAt)AN TENAGA NUKLIR NASIONAT I 2 960.51 8.051 (1 r.910.875.37r I

52 08r BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 5 602.251.836 {5.502.25'l.836

53 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIt)NAI 6.714.713942 16 714 7139421

il 083 BADAN INFORMASI GE()SPASIAI. 88 1.057.487 (2 054.442.555) ( l. r 73.385.0681

55 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAI, 2 079.736.450 t9.352.450.745) 17 .212114.295|

56 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 832.33r 381 832.33r 381

57 086 LEMBAGA At)MINISTRASI NEGARA

58 087 ABSIP NASI()NAL BEPUBLIK INDONESIA 3.226.400 (3.225 400)

5S 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA I 496.7i3.350 (r 496.773.350)

50 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 10.r r6.925.165 {12.51 0.362.695) {2.393 437.5301

6l 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 4 r.930.80r.535 (41.893.844. I 88) 36.957.347

SK No 047879 A
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PEMER!ITTAH REPU BTIK !IIIDOITIES!A

BINCIAITI TBAilSFEB KETUAR DA['I TBAITISFER MASUK

PEB 3I DESEMBER 2019

LAMPIRAN 31

il0 BA KEMEiITERIAiI IIEGARAII.EMBAGA Trrnsfcr l(Gluar Transfcr Masuk Sclisih TK-TM

62 092 KEMENTTRIAN PEMUDA t)AN ()LAH RAGA r.006.586.389.61 8 t972.040.088.647 34.546.300.97 I
63 093 K()MISI PEMBERANTASAN K()RUPSI 1 12.612 593.753 fl.391.299 62 111.221 294 127

M 100 K()MISI YUDISIAL BI 1 00.457.05i (1 00.467.

55 103 BADAN NASI()NAL PENANGGULANGAN BENCANA {584 455.456 (684.45s.456

66 104 BADAN NASI()NAT PENEMPATAN DAN PERTINDUNGAN TENAGA KERJ 58.706.000 {58.706.0(

67 't05 BADAN PENANGGUTANGAN TUMPUR SID()ARJO (BPLS

68 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGAOAAN BARANG/JASA PEMERINTAI 123.754.762.375 l.2315/.162375)
69 107 BAOAN SAR NASIt)NAI. 238.559.258.89 l {238.554.473.9931 4.784.898

70 108 K()MISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA I 1.475.875 {r r.476.8i51

71 r09 BAt]AN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

72 lll BAOAN NASIONAL PEN6EL()LA PERBATASAN (987.944.22r.3r 5l (987.944.22 1.3r 5

73 112 BAt)AN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUI 60 487.857.398 (3.73r.567.63r 56.756.289.767

74 il3 BAt)AN NASIONAL PENANGGUTANGAN TERORISMT 1726.274.323) .728.214.323

75 1r5 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM 9.302.438.383 (20.559.292 671 I (1 1.256.854.288

76 lt6 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RAOIO REPUBLIK INDONESI' 1.427 .022.908 17 .421.022.908)

111 LEMEAGA PENYIARAN PUBTIK TELEVISI REPUBLIK INt)ONESII 51.378.872 921 {23r 033.5r6.0791 { r 79.054.843.r 58

78 120 KEMENTEBIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAI\

Jumlah P.d. KI 227.1 77.035.055.927,00 (240.053.1 95.825.425.001 1r2.876.r60.769.498

79 999 BENt)AHARA UMUM NEGARA 16014032.2n.321 {4.274.1 56.650.4r i I 1.739.8i5.626.904

Penvesuaran Konsohdasran LKPP

TOTAT KOTIISOTIDASIAil TK TM I.I(PP 243.1 91.087,333.248 .244.327.352.17 5.8 42) (1.1 36.285.1 42.594
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1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 131111 Tanah 51 2.067.714.395

2 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 133111 Gedung dan Bangunan ,8.087.049.1 68

3 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 44.r 26.049.285

548.t06.7 r4.5 1 2 548.1 06.7 I 4.5 1 2 0

4 002 DEWAN PERWAKITAN RAKYAT 13111r Tanah 954.959.074.643

5 002 DEWAN PERWAKITAN RAKYAT 1331 1 1 Gedunq dan Banounan -68.35S.3 79.42 7

6 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 134111 Jalan dan Jembatan 79.492.601

7 002 DEWAN PERWAKITAN RAKYAT 134112 lri0asr -3.8 1 0.S49.560

I 002 t)EWAN PERWAKILAN RAKYAT 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 148.006.529.593

I 002 I)EWAN PERWAKITAN RAKYAT 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 1 2.755.1 94.361

10 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasi 86r.604.632

1.044.49 r.566.843 r.044.43 t.566.843 0

11 004 BADAN PEMEHIKSA KEUANGAN 131111 Tanah 4.004.747.542.854

12 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN r331 I 1 Gedung dan Bangunan 64.520.1 94.696

13 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 134111 Jalan dan Jembatan 3.646.1 1 3.1 68

14 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 134112 lrigasi 395.5 1 2.449

15 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 222.124.000.744

16 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 1 2.S58.349.289

17 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 137312 Akumulasr Penyusutan lngasr 3.271.503.664

4.31 1.003.616.804 4.31 1.663.616.864 0

18 005 MAHKAMAH AGUNG 131111 Tanah 1 4.941 .074.348.663

l9 005 MAHKAMAH AGUNG 1321il Peralatan dan Mesin 1.290.488

20 005 MAHKAMAH AGUNG 133111 Gedung dan Bangunan 1 73.S77.768.66S

21 005 MAHKAMAH AGUNG 134111 Jalan dan Jembatan 1 4.6 1 5.934.077

SK No 020344C
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22 005 MAHKAMAH AGUNG 134112 lrigasi .3.723.993.3 1 2

23 005 MAHKAMAH AGUNG 135121 Aset Tetap Larnnya 67.868.S8S

24 005 MAHKAMAH AGUNG 1371 1 1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 1 136.488

25 005 MAHKAMAH AGUNG 137211 Akumulasr Penyusutan Gedunq dan Bangunan 1.292.1 94.599.552

26 005 MAHKAMAH AGUNG 137311 Akumulasr Penyusutan Jalan dan Jembatan 20.4 1 0.926.830

27 005 MAHKAMAH AGUNG 137312 Akumulasr Penyusutan lrigasi 3.603.748.288

1 6.4 t 2.989.487.602 16.4t 2.989.487.602 0

28 006 KEJAKSAAN REPUBLIK IND()NESIA 13'l 111 Tanah 13.175.710.055.222

29 006 KEJAKSAAN REPUBTIK INt)()NESIA 1331 I 1 edung dan Bangunan 1 .3 50.20 5.569.2S 2

30 006 KEJAKSAAN REPUBI.IK IND()NESIA 134111 Jalan dan Jembatan -8 407 r 50 863

31 006 KEJAKSAAN REPUBI.IK IND()NESIA 134112 lrigasi r 933 1 23 370

32 006 KEJAKSAAN BEPUBTIK IND()NESIA 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Banounan 1.029.997.1 63.685

33 006 KEJAKSAAII REPUBTIK INt)()NESIA 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 1 7.531.344.521

34 006 KEJAKSAAN BEPUBTIK INI)()NESIA 137312 Akumulasi Penyusutan lngasr 2.2S7.394.1 r0
1 2.808.090.t54.01 3 t2.868.SS0.1 54.013 0

35 007 KEMENTERIAN SEKRETABIAT NEGARA 13111r Tanah 4S6.402.5 73.990.820

36 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 133111 iedung dan Bangunan 483.41 9.520.598

37 007 KEMENTERIAN SEKBETABIAT NEGARA 134111 Jalan dan Jembalan 1 26.98 I .659.639

38 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 134112 lngasi 1 35.732.07S.31 I
39 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 13721',! Akurnulasi Penyusulan Geduno drn Bangunan 1.601.458.594.822

40 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 372.544.954.220

41 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 131312 Akumulasi Penyusutan lriqasi 44.276.1S4.934

438.91 3.423.7r5.074 498.913.423.715.074 0

42 0r0 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 131Ill Tanah 9.506.286.907.345

SK No 020343 C
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43 010 KEMENTERIAN OALAM NEGERI 133111 Gedunq dan Banounan 85.r 51.061 .755

44 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 134111 Jalan dan Jemhatan -42.630.032.048

45 0r0 KEMENTERIAN t)ALAM NEGEBI 134112 hiqasi 26.1 57.5 1 0.31 6

46 010 KEMENTERIAN DATAM NEGERI 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 551.923.247.009

47 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 137311 Akumulasr Penyusutan Jalan dan Jembatan 53.371.573.587

48 010 KEMENTERIAN t)ALAM NEGERI 137312 Akumulasr Penyusutan lrigasi 5.562.630.1 28

1 0. r 85.822.8S8.0S2 I 0. t 85.822.898.092 0

49 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 131111 Tanah 27.014.617.5M.895

50 011 KEMEiITERIAN LUAR NEGERI 133111 Gedung dan Banqunan 1.185.662.281.427

5l 011 KEMENTERIAN LUAR NEGEBI 134111 Jalan dan Jembatan 6.378.034.338

52 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Banqunan 3.861.1 S7.358.567

53 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 137311 Akumulasr Penyusutan Jalan dan Jembatan 5.494.285.936

32.077.349.505.1 63 32.077.349.505. I 63 0

54 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 131111 Tanah 1.1 60.1 14.994.1 04.61 0

55 012 KEMENTERIAN PEBTAHAIIAN 132111 Peralatan dan Mesin .949.1 98 300

56 012 KEMENTERIAN PEBTAHANAN 1331 1 1 Gedung dan Bangunan 1 6.570.01 9.1 83.721

57 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 134111 Jalan dan Jembatan 41 0.1 99.006.432

58 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 134112 Irigasi 245.338.766.531

59 012 KEMENTEBIAN PERTAHANAN 1371 1 1 Akumulasr Penyusutan Peralatan dan Mesin 379.679.300

60 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 1 0.85 1 .434.659.470

61 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN r37311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 3.240.740.354.292

62 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 137312 Akumulasi Penyusutan lilgasi 224.114.554.M3

t.t 91.656.27t.t t0.500 t.ts 1.656.27t.t 10.500 0

63 013 KEMENTEBIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 131111 Tanah 42.680.634.464.332

SK No 020342C
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64 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 133111 Gedung dan Banqunan .204.914.784.511

65 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 134111 Jalan dan Jembatan 488.537.307
66 013 KEMENTERIAN HUKUM DAII HAK ASASI MANUSIA RI 134112 Irigasr 1.553.1 61.273

67 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 1.963.70S.024.473

68 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 1 7.738.753.568
69 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasi 2.814.557.522

44.458.9 I 7.830.058 44.458.91 7.830.S58 0

70 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 131111 Tanah 64.869.296.426.870
71 015 KEMENTEBIAN KEUANGAN 1331 1 1 Gedung dan Bangunan 768.730.444.171
72 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 134111 Jalan dan Jembatan .58.335.445.580

73 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 134112 Itigasi 1 5.453.206.095
74 015 KE MENTERI AI'I KEU ANG AN 137211 Akumulasr Penyusutan Gedung dan Bangunan 2.703.999.582.5 1 4
75 0r5 KEMENTERIAN KEUANGAN 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 74.405.722.078
76 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasi 25.238.6r 5.593

77 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 1 2.384.71 8.405.5S1

80.752.600.545. I 42 80.752.000.545.1 42 0

78 018 KEMENTERIAN PERTANIAN l3l I 1t Tanah 64.747.224.068.667
79 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 133111 Gedung dan Bangunan s24.534.562.41 r

80 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 134111 Jalan dan Jemhatan -26.708.244.634

81 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 134112 lngasi 30.578.002.204
82 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 885.278.657.372
83 018 KEMENTERIAN PEBTANIAN 13731 I Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 140.061.563.698

84 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 137312 Akumulasi Penyusutan lnoasi 29.287.746.856

06.730.250.356.574 66.730.256.356.574 0

SK No 020341 C
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85 019 KEMENTERIAN PERINt)USTRIAN 131111 Tanah 6.0 r 5.280.675.047

86 0r9 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 1331 r 1 edunq dan Banounan 327.1 58.886.572

87 01s KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 134111 Jalan dan Jembatan 3.898.673.044

88 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 134112 Iriqasi 34.658.9 1 7.82 1

89 019 KEMENTERIAN PERIIIDUSTRIAN 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 328.1 66.534.1 97

90 0r9 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN r373il Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 5.465.189.653

91 019 KEMENTERIAN PEBINDUSTRIAN 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasi 1.282.454.878

6.715.91 1.33r.2r2 6.715.9t t.33t.2t2 0

92 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 131111 Tanah 1 1.865.700.492.340

93 020 KEMEiITERIAN ENERGI DAN SUMBER OAYA MINERAL 1331il Gedung dan Bangunan 229.735.277.524

94 020 KEMENTERIAN ENERGI DAI'I SUMBER DAYA MINERAT 134111 Jalan dan Jembatan -24.978.1 25.33 I

95 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAT 134112 higasi 27.398.559.0 1 8

96 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 51 2.009.445.71 5

97 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 42.51 2.904.438

98 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasi 25.637. l 95.366

99 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAT 391 l r6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0

t2.678.0 I 5.74S.070 1 2.078.0t5.74S.0r0 0

100 022 KEMENTERIAI'I PERHUBUNGAN 131111 Tanah 235.1 1 2.035.21 8.970

101 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 13311r Gedung dan Bangunan -2.724.097.503.247

102 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 134111 Jalan dan Jembatan 1 0.860.967.453.830

103 022 KEMENTEBIAN PERHUBUNGAN 134112 lrigasi .850.770.5 1 4.736

104 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN r361 t'l Konslruksi Dalam oenoeriaan 0

105 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 137211 Akumulasi Penyusutan Geduno dan Bangunan 2.144.351.217 .849

106 022 KEMENTERIAN PEBHUBUNGAN 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 27 .074.432.167 .169

SK No 020340C

I



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-920-

REKAPITULASI REVATUAS! ASET TETAP

KEMEIT,ITEBIAITI DAtU TEMBAGA

3l Desember 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl LAMPIRAN 32

IIo Kods Uraian Akun Uraian Akun
Jumhh Totrl

le-rc*onl
Sclisih Revrlursi Asct (lPEl Sclisih Kctcrangan

107 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasr 2.426.371.614.750
108 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 313221 Transfer Masuk 131 .',t 70.000

27f.043.460.884.6 t 5 274.043.460.884.6 1 5 0

109 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN t)AN KEBUDAYAAN 131111 Tanah 1 2.242.1 19.965.1 56

110 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUOAYAAN 1331 1 1 Gedung dan Bangunan 1.063.062.00 1.529

111 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1341 I 1 Jalan dan Jembatan -5.992.346.4S5

112 023 KEMENTERIAN PENt)IDIKAN DAN KEBUDAYAAN 134112 lilgasi .6.941 .584.1 23

113 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 135121 Aset Tetap Iainnva 0

114 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 836.9i8.099.371

115 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 13731 1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 49.270.189.658

116 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 137312 Akumulasi Penyusutan ln0asi 12.518.9r3.847
117 023 KEMENTEBIAII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 6641 1 Aset Iainnya yanq Belum Diregister 88.1 72.1 78.7S5

118 023 KEMENTEBIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap N0n Revaluasi 0

14.279.187.417.738 14.r91.015.238.943 88. r 72.1 78.795

mcrupakan rcklas kc Koreksi AT llon
Beurlursi krrcna rsct bukan obyek

rcvaluasi

119 024 KEMENTERIAiI KESEHATAN 131111 Tanah 55.5 73.09 I .937.1 30

120 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 13311r Gedunq dan Bangunan r.047.865.503.63 1

121 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 134111 Jalan dan Jemhatan -82.548.837.902

122 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 134112 lnqasi 2.61 7.978.092
123 024 KEMEIITERIAN KESEHATAN 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2.213.928.700.587

124 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 13731 1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan r 36.30 1.373.1 04

125 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 137312 Akumulasi Penyusutan lrrgasr 1 5.386.040.650

58.S06.642.695.292 58.S06.642.695.292 0

SK No 020339C
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126 025 KEMENTERIAN AGAMA 131 1 11 Tanah 43.570.1 57.461 .261

127 025 KEMENTERIA]'I AGAMA 133111 Gedunq dan Banqunan 2.938.340.752.25 1

128 025 KEMENTERIAN AGAMA 134111 Jalan dan Jembatan .60.551.076.301

129 025 KEMENTERIAN AGAMA 134112 hisasi -38.997.020.829

130 025 KEMENTERIAN AGAMA 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 303.315.447

131 025 KEMENTERIAN AGAMA 137211 Akumulasi Penvusutan Geduno dan Banounan 3.694.734.265.33 1

132 025 KEMENTEBIAN AGAMA 13731 1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 103.662.426.245

r33 025 KEMENTEBIAN AGAMA 137312 Akumulasi Penyusutan lriqasi 4 r.536.29 1.69 1

134 025 KEMENTERIAN AGAMA 391 1 l6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 140.035.1 20

135 025 KEMENTERIAN AGAMA 5961 I I Beban Keruqian Peleoasan Asel 0

136 025 KEMENTERIAN AGAMA 5961 1 1 Pengembalian Beban Kerugran Pelepasan Aset 0

50.24S.326.450.2 I 6 50.24S.326.450.2 r 6 0

137 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 131111 Tanah 6.0 1 9.1 S7.9S8.442

138 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 1331 1 1 Gedunq dan Banqunan 280.684.702.449

r39 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 1341 1 1 Jalan dan Jembatan .21 .010.61 8.326

r40 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 134112 lnqasr 495.888.049

141 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 214.774.463.756

142 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 13731 1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 28.761.702.768

143 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasi 2.436.r 37.380

6.525.340.274.5 I I 6.525.340.274.5 r8 0

144 027 KEMENTERIAN SOSIAL t311I1 Tanah r 4.939.498.374.203

145 027 KEMENTERIAN S()SIAL 133111 Geduno dan Bangunan 1 74.1 20.S43.582

146 027 KEMENTERIAN S()SIAI. 134111 Jalan dan Jembatan 1 3.508.1 52.362

147 027 KEMENTERIAN SOSIAL 134112 lriqasi 2.083.795.943

SK No 020338 C
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148 027 KEMENTERIAN S(]SIAT 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 286.009.872.333

149 027 KEMENTERIAN S()SIAL 1 3731 1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 29.302.628.925

150 027 XEMENTERIAN S()SIAL 137312 Akumulasi Penyusutan lrrgasi 7.671.354.370

r5.42t.01 1.225.108 15.421.0r 1.225.108 0

151 029 KEMENTERIAN TINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 131111 Tanah 8.609.797.1 44.023

152 029 KEMENTERIAN TINGKUiIGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 133111 Gedunq dan Banqunan 658.507.720.055

153 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 134111 Jalan dan Jembatan 28.606.724.433

r54 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 134112 Irisasi 16.531.191.588

155 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 355.574.728.030

r56 029 KEMENTERIAN TINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN r37311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembalan 62. r 62.736.002

157 029 KEMENTEBIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasi 22.001.842.440

s.720.1 ts.503.395 s.720.1 r9.503.395 0

158 032 KEMENTERIAN KETAUTAN DAN PERIKANAN 13il11 Tanah 1 3.04S.375.1 r 3.602

159 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 133111 edunq dan Bangunan 855.205.448.068

160 032 KEMENTERIAN KETAUTAN DAN PERIKANAN 134111 Jalan dan Jembatan 788.1 71.690.101

l6l 032 KEMENTERIAN KETAUTAN DAN PERIKANAN 134112 lrioasi 22.966.296.41 6

162 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1s7211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 409.535.664.725

163 032 KEMENTERIAN KETAUTAN DAN PERIKANAN 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan I 24.595.682. I 68

r64 032 KEMENTERIAN KETAUTAN DAN PERIKANAN 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasi 696.993.226.1 73

165 032 KEMENTERIAN KELAUTAN t)AN PERIKANAN 169122 Akumulasi Penvusutan Aset Tetao vans Tidak Disunakan dalam 0pera 0

166 032 KEMENTERIAN KETAUTAN DAII PERIKANAN 591 21 1 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 0

167 032 KEMENTERIAN KEIAUTAN t)AN PERIKANAN 59121 1 Penqembalian Beban Penvusutan Gedunq dan Bangunan 0

168 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PEBIKANAN 591 3r 2 Beban Penyusutan higasi 0

169 032 KEMENTERIAN KETAUTAN DAN PERIKANAN 591312 Pengembalian Beban Penyusutan lri0asi 0
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I 5.946.843.r 2 1.253 1 5.946.843.1 2 1.253 0

170 033 KEMENTERIAN PEKEBJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT t3llll Tanah 71 5.750.378.302.700

171 033 KEME]'ITEHIAN PEKEBJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT t321tl Peralatan dan Mesrn
'1.'198.s58.000

172 033 KEMENTERIAN PEKEBJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 133il 1 Gedung dan Bangunan 5.1 55.147.314.057

173 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM t)AN PERUMAHAN RAKYAT 134111 Jalan dan Jembatan 91.252.252.518.265

174 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM t)AN PERUMAHAN RAKYAT 134112 Irigasi 8 1.567.524.1 08.7 1 5

175 033 KEMENTERIAI'I PEKEBJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesrn 1.1 46.850.457

176 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 137211 Akumulasr Penyusutan Gedung dan Bangunan 1 . 1 85.408.556.320

177 033 KEMEIITERIAN PEKEBJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1373r1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembalan 1 66.933.651.018.651

178 033 KEMENTERIAT'I PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasi 39.878.057.2 1 5.60 I
l. 1 0 1.1 22.3t7 .12t.7 7 i l. I 0 1.7 22.?67 .326.7 7 0 0

179 034 KEMENTERIAN K()()RDINAT(IR BIDANG P()LITIK HUKUM DAN KEA]I 133111 Gedun0 dan Bangunan 2.099.134.500

r80 034 KEMENTERIAN KO()RDINATOR BIDANG P()LITIK HUKUM DAN KEA[ 137211 Akumulasi Penyusutan Gedunq dan Bangunan 724.910.950

2.824.045.450 2.824.045.450 0

181 035 KEMENTERIAN K()()RDINATOR BIDANG PEREK()N()MIAN 133111 Gedunq dan Banounan 6.755.984.295

182 035 KEMENTERIAN K()()BDINATOR BIDANG PEREK()N()MIAN 137211 Akumulasr Penyusutan Gedung dan Bangunan 3.399.389.358

1 0. I 55.373.653 r0.r55.373.653 0

183 036 KEMENTERIAN K()t)RDINAT()R BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA I
'1331 11 Gedung dan Bangunan -8.968.143.05',1

184 036 KEMENTERIAN K()t)RDINAT()R BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA I 137211 Akumulasi Penyusutan Gedunq dan Banqunan 1 2.865.057.548

3.8S6.9 1 4.497 3.890.S14.497 0

185 040 KEMENTERIAN PARIWISATA 131 1 1l Tanah 5.403.342.1 54.006

186 040 KEMENTERIAN PARIWISATA 133111 Gedung dan Bangunan 126.378.226.541

187 040 KEMENTERIAN PARIWISATA 134111 Jalan dan Jembatan .9.03 7.084.960

188 040 KEMENTERIAN PARIWISATA 134112 lrrgasr 820.202.680
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189 040 KEMENTERIAN PABIWISATA 137211 Akumulasr Penvusutan Gedunq dan Banounan 1 86.757.085.264

190 040 KEMENTERIAN PARIWISATA 1 3731 I Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 14.647.159.774

191 040 KEMENTERIAN PARIWISATA 137312 Akumulasr Penvusutan lngasi 1.30S.649.664

5.724.2 1 7.392.96S 5.724.217.352.565 0

192 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 1311'll Tanah 1.1 74.991.402.350

193 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MITIK NEGARA 133111 Gedung dan Bangunan 99.71 5.894.581

194 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 137211 Akumulasr Penvusutan Gedunq dan Banqunan 35.332.165.952

L3 I0.03S.462.883 t.3 10.03s.462.883 0

r95 042 KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI I)AN PENDIDIKAN TINGGI 131111 Tanah 287.477.651.111.818

r96 042 KEMENTERIAN RISET TEKN()L()GI DAN PENDIDIKAN TI]'IGGI 132111 Peralatan dan Mesin 10.274.513

ls7 042 KEMENTERIAN RISET TEKN()L()GI DAN PENt)IDIKAN TINGGI 133r11 Geduno dan Banounan 1.111.950.109.389

r98 042 KEMENTERIAN RISET TEKNOL()GI DAN PENDIDIKAN TINGGI 134111 Jalan dan Jembalan .60.366.895.32 r

199 042 KEMENTERIAN RISET TEKN()L()GI DAN PENDIDIKAN TINGGI 134112 hisasi 5.9r4.006.574

200 042 KEMENTERIAiI RISET TEKN()I.()GI DAN PENI]IDIKAN TINGGI 137111 Akumulasr Penyusutan Peralatan dan Mesin 10.27 4.513

201 042 KEMENTERIAN RISET TEKNOL()GI DAN PENDIDIKAN TINGGI 137211 Akumulasi Penvusutan Gedunq dan Banqunan 3.522.075.020.624

202 042 KEMENTERIAN RISET TEKN()L()GI DAN PENDIDIKAN TINGGI 1373r1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 336.983.282.266

203 042 KEMENTERIAN RISET TEKN()L()GI DAN PENDIDIKAN TINGGI 137312 Akumulasi Penyusutan lrioasi 38.859.21 1.925

292.433.105.847.275 292.433.1 05.847.275 0

204 044 KEMENTERIAl'I K()PERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAI 13'1111 Tanah 2.066.302.293.39 1

205 OM KEMENTERIAN K()PERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAT 133111 Gedung dan Bangunan 22.857.076.639

206 OM KEMENTERIAN K()PEBASI DAN PENGUSAHA KECII DAN MENENGAT 134111 Jalan dan Jembatan 1 0.790.473.50 7

207 OM KEMENTEHIAN K()PERASI DAN PENGUSAHA KECIL I)AN MENENGAI, 134112 lrigasi 746.S41.633

20s 044 KEMENTERIAN K()PERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGA} 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 1 39.692.463.850

209 044 KEMENTERIAN K()PERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MEl'IENGAT 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 9.1 13.01 7.908
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210 OM KEMENTEBIAN K()PERASI DAN PENGUSAHA KECIL OAN MENENGAI 137312 Akumulasi Penvusutan lrigasi 475.721.205

2.228.40t.04t.1 t9 2.228.40t.041.t t9 0

211 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAl'I PERLINDUNGA[ l3llll Tanah r.332.000.000

212 047 KEMENTEHIAN PEMBERDAYAA]'I PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA[ r33il1 Gedung dan Bangunan 68.642.339.797

213 047 KEMENTEBIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA[ 137211 Akumulasi Penyusutan Gedunq dan Banqunan 6.148.349.70S

76.t22.089.500 76.122.689.506 0

214 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUB NEGARA t]AN REF()B t33tll Gedunq dan Banqunan 30.432.858.697

215 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REF()R 137211 Akumulasr Penyusutan Gedung dan Bangunan 4.021.872.697

34.454.731.394 34.454.731.304 0

216 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 131111 Tanah 3.91 8.500.5 1 0.795

217 050 BAt)AN INTELIJEN NEGARA 133111 Gedunq dan Banqunan 200.1 55.819.062

218 050 BAt)AN INTELIJEN NEGARA 134111 Jalan dan Jembatan 5.887.81 2.883

215 050 BAt)AN INTELIJEN NEGARA 134112 lrisasi 12.410.342.405

220 050 BAt)AN INTELIJEN NEGABA 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 81.202.537.562

221 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 8.438.069.794

222 050 BAOAN INTELIJEN NEGABA 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasi 1 0.380.200.338

223 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0

4.2 I 2.1 54.608.029 4.2 r 2.1 54.608.02S 0

224 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 131111 Tanah 532.883.483.8S6

225 051 LEMBAGA SAITIDI NEGARA 133111 Gedung dan Bangunan .77.080.381.1 55

226 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 134112 lrioasi .3.476.077.845

227 051 LEMEAGA SANDI NEGARA 137211 Akumulasi Penyusutan Gedunq dan Bangunan 3 1.028.890.70 I

225 051 LEMEAGA SANDI NEGARA 137312 Akumulasi Penvusutan lrioasi 1.278.561 .295

484.634.476.8S2 484.634.476.892 0
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229 054 BADAN PUSAT STATISTIK 131111 Tanah 2.237.772.699.085

230 054 BADAN PUSAT STATISTIK 133111 Gedung dan Bangunan 1 76.962.561.5S5

231 054 BADAN PUSAT STATISTIK 137211 Akumulasi Penvusulan Gedunq dan Banounan 291.788.192.743

2.352.598.330.233 2.352.598.330.233 0

232 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI()NAT 131111 Tanah 1 .303.960.040.500

233 055 KEMENTERIAN PEREI'ICANAAN PEMBANGUNAN NASI()NAT 133111 Geduno dan Bangunan l 1.874.387.906

234 055 KEMENTEBIAN PEBENCANAAN PEMBANGUNAN NASI()NAL 134111 Jalan dan Jembatan 117.207 .490

235 055 ffiMENTEBIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIt)NAL 134112 lrioasi .310.375.1 14

236 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI()NAT 137211 Akumulasi Penvusutan Geduno dan Banqunan 26.465.90 1.1 88

237 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT 13731 1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan r 58.969.842

238 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI()NAL 137312 Akumulasr Penyusutan lrigasi 38.932.334

t.342.0t0.649.1 66 1.342.0 1 0.64S.1 66 0

239 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGIBPN r31r11 Tanah 6.944.826.863.093

240 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGIBPN 133111 Gedung dan Bangunan 453.959.674.651

241 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGIBPN 134111 Jalan dan Jembatan 1.003.404.903

242 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGIBPN 134112 higasi -663.298.61 1

243 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGIBPII 137211 Akumulasi Penyusutan Gedunq dan Banqunan 254.1 1 1.087.587

?44 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGIBPN 137311 Akumulasr Penyusutan Jalan dan Jembatan 265.374.317

245 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 137312 Akumulasi Penyusutan hioasi 1.217.479.418

7.054.720.585.358 7.054.720.585.358 0

246 057 PERPUSTAKAAN NASI()NAL REPUBLIK INDt)NESIA 131111 Tanah r.522.820.261.000

247 057 PERPUSTAKAAN NASI()NAL REPUBTIK INDt)NESIA 133111 Geduno dan Bangunan 66.753.903.344

248 057 PERPUSTAKAAN NASI()NAL BEPUBTIK IiID()NESIA 137211 Akumulasi Penvusutan Geduno dan Banounan 38.934.436.673

249 057 PERPUSTAKAAN NASI()NAL REPUBTIK IND()NESIA 391 1 16 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasr 1 8.79 r.903.000
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r.647.300.504.0 t 7 1.047.300.504.0 1 7 0

250 059 KEMENTERIAN K()MUNIKASI DAN INIORMATIKA 131111 Tanah 4.497.58 7.823.506

251 059 KEMENTERIAN K(]MUNIKASI DAN INTt)RMATIKA 133111 iedung dan Bangunan 104.624.818.221

252 059 KEMEIITERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 134111 Jalan dan Jembatan .4 089.522.5'16

253 05s KEMENTERIAN K0MUI'llKASl DAN INt0BMATIKA 134112 higasi 573.441.333

254 059 KEMENTERIAI,I K(]MUNIKASI DAN INI()BMATIKA 137211 Akumulasi Penyusutan Gedun0 dan Bangunan 171.424.987.822

255 059 KEMENTERIAN K()MUNIKASI DAN INTORMATIKA 137311 Akumulasr Penyusutan Jalan dan Jemhatan 8.332.998.r 57

256 059 KEMENTERIAiI K()MUNIKASI DAN INT()RMATIKA 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasi 801.648.701

4.179.262.155.224 4.779.262.195.224 0

257 060 KEP()TISIAN NEGARA REPUBI.IK IND()NESIA 131111 Tanah 1 39.396.087.S0 1 .21 2

258 060 KEP()LISIAN NEGARA REPUBLIK IND()NESIA 133111 Gedung dan Bangunan 5.587.380.066.049

259 060 KEP()TISIAN NEGARA REPUBTIK IND()NESIA 134111 Jalan dan Jembatan 1 5.9 1 0.257.51 1

260 060 KEP()TISIAN NEGARA REPUBTIK INDt)NESIA 134112 higasi -69S.079.273

261 060 KEP()TISIAN NEGARA REPUBTIK INDt)NESIA 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 3.69 1.582.348.040

262 060 KEP()LISIAN NEGARA REPUBTIK INDONESIA 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 201.r31.606.183

263 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasi 61.602.447.882

1 48.952.995.547.604 148.952.995.547.604 0

264 063 BADAN PENGAWAS ()BAT DAN MAKANAN 131111 Tanah s32.588.060.442

265 063 BADAN PENGAWAS OBAT t)AN MAKANAN 133111 Gedung dan Bangunan 1.866.064.056

266 063 BADAN PENGAWAS ()BAT I)AN MAKANAN 134111 Jalan dan Jembatan .368.233.483

267 063 BADAN PENGAWAS ()BAT DAN MAKANAN 134112 higasi .485.542.577

268 063 BADAN PEI'IGAWAS ()BAT DAN MAKANAN 137211 Akumulasi Penyusutan Gedunq dan Banqunan 1 28.016.81 1.487

269 063 BADAN PENGAWAS ()BAT DAN MAKANAN 1 3731 1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 1.247.518.383

270 063 BADAN PENGAWAS ()BAT DAN MAKANAN 137312 Akumulasi Penvusutan lrigasi s48.551.81 7
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r.060.080.702.0 I 3 1.060.080.702.0 I 3 0

271 064 LEMBAGA KETAHANAN NASI()NAI. t3t111 Tanah r.278.351.71 9.000

272 064 TEMBAGA KETAHANAN NASI(]NAI. 133111 Gedung dan Bangunan 84.751.669.734

273 064 I.EMBAGA KETAHAIIAN NASI()NAI. 134111 Jalan dan Jembatan 452.71 6.51 5

274 064 LEMBAGA KETAHANAN NASI()NAI. 134112 Irigasi 1.033.231.120

275 064 LEMBAGA KETAHANAII NASI(]NAI. 137211 Akumulasi Penvusutan Gedunq dan Bangunan r 1.488.424.981

276 064 LEMBAGA KETAHANAN NASI()NAT I373il Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 1.052.686.965

277 064 I.EMBAGA KETAHANAN NASI(]NAI. 137312 Akumulasi Penyusutan lriqasi 201.869.844

1.375.265.855.9 I I 1.375.265.855.9 I S 0

278 065 BADAN K(]OROINASI PENANAMAN MODAL 13il11 Tanah r.625.71 6.905.000

279 065 BADAN K(]OROINASI PENANAMAN M()DAL 133111 Gedung dan Bangunan 1 2.r 62.336.395

280 065 BADAN K()(]ROINASI PEiIANAMAN M()DAI- 137211 Akumulasi Penvusutan Gedunq dan Banqunan 48.465.362.404

1.686.344.603.799 1.686.344.603.7S9 0

281 066 EADAN NARK()TIKA NASI()NAL 'l3l I 1t Tanah 154.554.723.724

282 066 EADAN NARK()TIKA NASIt)NAL 1331 1 1 Gedung dan Bangunan .293.768.552.962

283 066 EADAN NARK()TIKA NASIONAL 134111 Jalan dan Jembatan 4.221.952.279

284 066 BADAN NARK()TIKA NASIONAL 134112 lrigasi 5l 1.r24.393

285 066 BADAN NARK()TIKA NASIONAT 137211 Akumulasi Penvusutan Gedunq dan Banqunan 1 1 8.459.596.996

286 066 BADAN NARK()TIKA NASIONAT 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 2.866.37i.1 84

287 066 BADAN NARK()TIKA NASIONAL 137312 Akumulasi Penvusutan lnoasi 3.1 1 6.1 64.840

1 0.038.6 I 3.546 r 0.0 3 8.6 1 3.546 0

288 067 KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN T 131111 Tanah 571.755.r 22.303

289 067 KEMENTERIAN I)ESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAT DAN T 1331 1 1 Gedung dan Banounan 217.767.389.416

290 067 KEMENTERIAN OESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN T 134111 Jalan dan Jembatan 55.884.89r.503
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291 067 KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL t)AN T 134112 lriqasi .6.276 684.491

292 067 KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAT DAN T 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 22.518.379.916

293 067 KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN T r37311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 5.547.352.916

294 067 KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTIf'IGGAL DAN T I 3731 2 Akumulasr Penyusutan lrigasi 1.303.31 7.530

868.49S.769.093 868.49S.769.093 0

295 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KEI-UARGA BERENCANA NASI()NAT 131'l 11 Tanah 1.688.666.457.504

296 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASI(]NAT 133111 Geduno dan Banqunan I 92.264.1 05.83 I

291 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KETUARGA BEBENCANA NASI()NAT 134111 Jalan dan Jemhatan .9r8.378.419

298 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 134112 lriqasi 1.580.585.232

299 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BEBENCANA NASIONAL 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 95.006.480.025

300 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KETUARGA BERENCANA NASI(]NAT 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 2.754.36 r.062

301 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasr 496.1 01.656

t.979.84S.7 I 2.89 I 1.979.849.71 2.8S1 0

302 074 K()MISI NASI()NAL HAK ASASI MANUSIA 133111 Gedung dan Bangunan 604.799.807

303 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 137211 Akumulasi Penyusutan Gedunq dan Ban0unan 91 2.455.932

1.5r7.255.739 t.5 1 7.255.73S 0

304 075 BADAN METE()R()T()GI KLIMATOL()GI DAN GE()FISIKA 13'l 1ll Tanah 2.523.495.803.769

305 075 BADAN METE(]R()L()GI KLIMAT()L()GI DAN GEt)FISIKA 1331 1 1 Gedung dan Bangunan 2.974.114.552

306 075 BADAN METE()R()L()GI KLIMATOT()GI DAN GE()FISIKA 134111 Jalan dan Jembatan -9.735.203.271

307 075 BADAN METE(]R()L()GI KLIMATOLOGI OAN GE()FISIKA 134112 lrigasi .3.8 7S.69 6.48 7

308 075 BADAN METEOR()L()GI KLIMAT()T()GI DAN GE()FISIKA 137211 Akumulasi Penyusutan Gedunq dan Bangunan 't82.273.179.844

309 075 BADAN METE()R()L()GI KLIMAT()L()GI DAN GE()FISIKA 1 3731 1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 25.457.280.555

310 075 EADAN METE()R()L()GI KLIMATOL()GI DAN GE()FISIKA 137312 Akumulasi Penvusutan hiqasi 12.413.103.1 19

2.732.098.582.075 2.732.998.582.075 0
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311 076 K()MISI PEMILIHAN UMUM 131111 Tanah 377.324.1 29.899

312 076 K()MISI PEMILIHAN UMUM 133111 Gedung dan Bangunan 100.878.559.r31

313 076 K()MISI PEMILIHAN UMUM 134111 Jalan dan Jembatan .21.329.550

314 076 K()MISI PEMILIHAN UMUM 1341 l2 lrigasi 89.3r5.965

315 076 K()MISI PEMII.IHAN UMUM 137211 Akumulasi Penyusutan Gedunq dan Banqunan 55.923.288.448

316 076 K()MISI PEMII.IHAN UMUM 13731 'l Akumulasr Penyusutan Jalan dan Jembatan 8.S27.908

317 076 K()MISI PEMILIHAN UMUM 137312 Akumulasi Penyusutan lngasi 21.610.969

534.224.502.110 534.224.502.770 0

318 077 MAHKAMAH K()NSTITUSI RI '131111 Tanah 417.740.239.674

319 077 MAHKAMAH K(]NSTITUSI RI r33111 Gedung dan Bangunan 1.1 1 1 .669.467

320 071 MAHKAMAH K()NSTITUSI RI l341ll Jalan dan Jembatan 780.386.S93

321 077 MAHKAMAH K()NSTITUSI RI 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 37.082.382.335

322 077 MAHKAMAH K()NSTITUSI RI 1 3731 1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 1.761.226.3M

323 077 MAHKAMAH K()NSTITUSI RI 391 1 16 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0

454.091.79r.8S3 454.691.791.893 0

324 078 PUSAT PETAP()RAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN t3llll Tanah 2/t4.350.697.000

325 078 PUSAT PEI.AP()RAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 't331 I I Gedung dan Banqunan 66.550.684.743

326 078 PUSAT PELAPt)RAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUAIIGAN 134111 Jalan dan Jembatan -43 7.1 08.1 98

327 078 PUSAT PELAP()RAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUAiIGAN 137211 Akumulasr Penyusutan Gedunq dan Banqunan 14.1 19.900.881

328 078 PUSAT PETAPt)RAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 137311 Akumulasr Penyusutan Jalan dan Jembatan 271.323.098

329 078 PUSAT PELAP()RAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN .8 6.366.088.000

238.48S.409.524 238.48S.409.524 0

330 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN IIIDONESIA 'r31111 Tanah 22.603.S02.006.954

331 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN lt'lD0NESlA 133111 Gedung dan Bangunan 84.642.523.860

SK No 020411 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

- 931 -

REKAPITUTASI BEVATUASI ASET TETAP

KEMEIIITEBIATI DATII LEMBAGA

3l Desember 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 lAuditedl LAMPIRAN 32

to Kode Uraian Akun Uraian Akun
Jumhh Total

le-rekonl
Sclisih Rcvaluasi Asrt ([PE) Sclisih Kctcrangan

332 07s LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INI)()NESIA 134111 Jalan dan Jembatan 1 6.204.235.691

333 07s LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN IND()NESIA 134112 higasi 44.235.72S.01 0

334 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN IND()NESIA 137211 Akumulasr Penvusutan Gedunq dan Banqunan 1 64.01 7.667.1 64

335 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN IIID()NESIA 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 30.328.08S.690

336 07s LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INt)()NESIA 137312 Akumulasi Penvusutan lilqasi 12.277.456.159

22.S55.067.708.568 22.955.667.708.568 0

337 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASI()NAL 131111 Tanah r 1.25 1 .253.5 1 0.775

338 080 BADAN TENAGA NUKLIB NASI()NAL 133r11 Gedung dan Bangunan 1 58.008.05 1 .52S

339 080 BADAN TENAGA NUKTIR NASI()NAL 134111 Jalan dan Jembatan 472.064.1 58

340 080 BAt)AN TENAGA NUKI-IR NASI()NAL 134112 lrigasi 282.074.385.200

341 080 BADAN TENAGA NUKTIR NASIONAL 137211 Akumulasi Penvusutan Geduno dan Banounan 1 92.938.552.6r 5

342 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 468.1 1 0.390

343 080 BADAN TENAGA NUKTIR NASI()NAL 137312 Akumulasr Penyusutan lriqasi 500.387.367

1 1.885.7t5.062.034 r r.885.7 1 5.062.034 0

344 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNt)TOGI 13111r Tanah 3.S36.33 1 .804.335

345 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKN()TOGI 1331 I I Gedung dan Bangunan 256.334.697.673

346 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKN()LOGI l341lt Jalan dan Jembatan -8.526.S07.029

347 08'l BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKN()TOGI 134112 lrigasi 134.574.212

348 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKl'I()LOGI 137211 Akumulasi Penvusutan Gedun0 dan Banqunan 1 I 2.430.145.685

349 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKN()LOGI '137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 4.779.167.756

350 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKN()L()GI 137312 Akumulasi Penvusutan lriqasi 334.1 37.264

4.30r.81 8.01 9.896 4.30 t.8 1 8.0 I S.896 0

351 082 LEMBAGA PENEBBANGAN DAN ANTARIKSA NASI()NAL 131 1 11 Tanah r.3 1 6.997.432.898

352 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASI()NAL 133111 Gedung dan Bangunan 32.228.368.423
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353 082 LEMBAGA PENERBANGAN t)AiI ANTARIKSA NASI()NAL 134111 Jalan dan Jembatan 7 493.574.080

354 082 LEMBAGA PENERBANGAN t]AN ANTABIKSA NASI()NAL 134112 hiqasi 3.637.1 32.692

355 082 I-EMBAGA PENERBANGAN t)AN ANTARIKSA l'JASI()NAt 137211 Akumulasi Penyusulan Gedung dan Bangunan 61.158.037.418

356 082 TEMBAGA PEI'IERBAIIGAN DAN ANTARIKSA NASI0NAI- 'r37311 Akumulasi Penvusutan Jalan dan Jembatan 1 9.471.334.5S3

357 082 LEMBAGA PENERBAI'IGAN DAN ANTARIKSA NASI()NAL 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasi 673.150.226

1.420.67 1.882.1 70 1.426.07 t.882.t70 0

358 083 BADAN INFORMASI GE()SPASIAL 1311r1 Tanah 1 58.407.731.000

359 083 BADAN INFORMASI GE()SPASIAL 1331 1 
'l Geduno dan Banounan .48.50 r .25 7.0 r 2

360 083 BADAN I I'lF0RMASl GE0SPASIAL 134111 Jalan dan Jembatan 204.259.000

361 083 BADAN INFORMASI GE()SPASIAT 134112 lrigasi .436.298.3 75

362 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 22.490.914.720

363 083 BADAN INF()RMASI GE()SPASIAL 'r37311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 909.789.000

364 083 BADAN INF()RMASI GE()SPASIAT 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasi 288.101.654

t 33.363.23S.987 r 33.363.239.S87 0

365 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 13'1111 Tanah 101.725.422.M6

366 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 133111 Geduno dan Banounan -5.656.084.370

367 085 BADAl'l PENGAWAS TENAGA NUKLIR 134111 Jalan dan Jembatan 207.638.297

368 085 BAt)AN PEiIGAWAS TENAGA NUKLIR 134112 lriqasi 1 23,421 .980

369 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 4.299.066.434

370 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 1.630.457.374

371 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 137312 Akumulasi Penyusutan lrioasi 57.173.418

1 02.1 40.25 1.0 r 9 102.140.251.6 1S 0

372 086 TEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 131111 Tanah 2.5 1 6.33 1.092.687

373 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA t33l I 1 Geduno dan Banounan r 87.482.884.361
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s74 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 134r11 Jalan dan Jembatan 41 9.71 3.7 1 1

375 086 TEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 134112 hisasi 404.545.884

376 086 TEMBAGA ADMINISTBASI NEGARA 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 86.9 14.935.990

377 086 TEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 13731 1 Akumulasi Penvusutan Jalan dan Jembatan 6t 0.846.144

378 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGAHA 137312 Akumulasi Penyusutan lrrgasr 1 03.908.S36

2.752.267.527.713 2.752.267 .527 .7lX 0

375 087 ARSIP NASI()NAL REPUBLIK IND()NESIA 131111 Tanah 586.254.674.204

380 087 ARSIP NASI()NAL REPUBLIK IND()NESIA 133111 Gedunq dan Bangunan 39.71 3.395.896

381 087 ARSIP 1'IASI(]NAI. REPUBTIK INO()NESIA 134r11 Jalan dan Jembatan 51.614.224.225

382 087 ARSIP NASI(]NAT REPUBTIK IND()NESIA 134112 hiqasi .351.269.500

383 087 ARSIP NASI()NAT REPUBTIK IND()NESIA 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 46.486.1 78.804

384 087 ARSIP NASI()NAT REPUBTIK INDONESIA 13731 1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembalan 796.937.688

385 087 ARSIP NASIONAT REPUBIIK INDONESIA 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasi s6.967.697

724.61 t.t09.018 724.6t 1.r0S.018 0

386 088 BAt)AN KEPEGAWAIAN NEGARA 131111 Tanah 2.1 03.9S5.623.764

387 088 BAI)AN KEPEGAWAIAN NEGARA 133r 1 1 Gedunq dan Banqunan 127.468.467.793

388 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 134111 Jalan dan Jembatan 2.578.278.750

389 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 134112 lrigasi .3.221.989.192

390 088 BADAN KEPEGAWAIAN iJEGARA 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 99.S88.249.60S

391 088 BADAN KEPEGAWAIAN iJEGARA 1 373il Akumulasr Penyusutan Jalan dan Jembatan 8.524.371.374

392 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 137312 Akumulasr Penyusutan lrigasi 1.069.704.024

2.340.402.705.522 2.340.402.705.522 0

393 089 BADAN PENGAWASAI'I KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN I31111 Tanah 3.064.028.696.502

394 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 133111 Gedunq dan Banqunan I 37.787.635.368
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395 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN r34111 Jalan dan Jembatan 1 23.01 3.448

396 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBAI'IGUNAN 134112 lngasi 182.661 543

397 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 161.976.713.762

398 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN t)AN PEMBANGUNAN 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 4.766.414.501

399 089 BAt)AN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 137312 Akumulasr Penyusutan lrigasi 895.1 1 6.7S6

3.369.394.928.834 3.369.3S4.928.834 0

400 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 131111 Tanah 1.71 1.266.031.470

401 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 133111 Gedung dan Banqunan 93.050.S52.880

402 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 134111 Jalan dan Jembatan 77.216.000

403 090 KEMENTERIAN PERt)AGA]'JG AN 134112 lrigasi 1.523.806.000

404 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 57.1 35.896.935

405 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 1 1 7.330.000

406 090 KEMENTEBIAN PEBDAGANGAN 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasr 58.983.31 r

1.803.230.276.5S6 1.863.230.276.5S6 0

407 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN ()LAH RAGA 13111r Tanah 294.688.795.680

408 092 KEMEiITERIAN PEMU11A DAN ()LAH RAGA l331tl Gedung dan Bangunan 57.780.643.50 1

409 0s2 KEMENTERIAN PEMUDA t)AN OLAH RAGA r341lr Jalan dan Jembatan -5.500.400.200

410 092 KEMENTERIAN PEMUI]A DAN ()LAH RAGA 134112 lrigasi -338.1 20.000

411 092 KEMENTEHIAN PEMUDA DAN ()LAH RAGA 137211 Akumulasr Penyusutan Gedung dan Bangunan 37.378.856.2S8

412 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN ()LAH RAGA 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 6.665.928.800

413 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN ()LAH RAGA 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasi 75.159.278

390.750.863.357 3S0.750.863.357 0

414 0s3 KOMISI PEMBERANTASAN K()RUPSI 131111 Tanah 1.22r.3 1 3.99 1.940

415 093 Kt)MISI PEMBEBANTASAN K()RUPSI 1331 1 r Gedung dan Bangunan 883.583.000
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416 093 KOMISI PEMBERANTASAN K()RUPSI 137211 Akumulasr Penvusulan Geduno dan Banounan 23.480.5S1.351

1.245.678. I 65.2S I r.245.678.1 66.29 1 0

417 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH I DPDI 131111 Tanah 1 32.576.836.767

418 095 DEWAN PERWAKII-AN DAERAH {DPt)I 133il r Gedung dan Bangunan -26.589.423.1 75

419 095 DEWAN PERWAKITAN DAERAH t)PD) 137211 Akumulasi Penvusutan Geduno dan Banqunan 3.037.082.068

t0s.024.495.060 r0s.024.495.660 0

420 r00 K()MISI YUDISIAL BI 131111 Tanah 223.661.1 62.600

421 100 K()MISI YUDISIAL RI 1331 r 1 Gedung dan Bangunan 223il.884.262
422 100 KOMISI YUDISIAL RI 137211 Akumulasi Penvusutan Geduno dan Ban0unan 1 L327.765.459

257.353.8 t 2.32 I 257.353.812.321 0

423 103 BADAN NASI()NAL PENANGGULANGAN BENCA]'IA 131111 Tanah 1 66.489.394.224

424 103 BADAN NASI()NAL PENANGGULANGAN BENCANA 1331 il Gedung dan Bangunan .214.866.629 218

425 103 BAI)AN NASI()NAL PENANGGULANGAN BENCANA 137211 Akumulasi Penyusutan Gedunq dan Ban0unan 30.375.r 68.7S4

1 8.002.066.260 1 8.002.066.260 0

426 104 BADAN NASI(1NAL PE]'IEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KE 1311r1 Tanah r 93.1 86.797.91 9

427 r04 BADAN NASI(1NAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KE 133111 Gedung dan Banounan 5.906.980.518

428 104 BADAN iIASIONAt PENEMPATAN DAN PEBLINDUI,IGAN TENAGA KE 134111 Jalan dan Jembatan -3.647.014.437

429 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KE 134112 lrigasi -414.774.600

430 104 BADAN NASI()NAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KE 137211 Akumulasi Penyusutan Gedunq dan Banounan 10.511.375.567

431 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KE 1 3731 1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 6.887.573.S20

432 104 BADAN NASIONAT PENEMPATAII DAN PERLINDUIIGAN TENAGA KE 137312 Akumulasi Penvusutan lrioasr s5.306.607

212.526.245.454 212.528.245.494 0

433 105 BADAN LUMPUR 131111 Tanah 222.51 0.543.49S

434 105 BADAN PENANGGULAI{GAN [UMPUB SID(]ARJ() (BPtSI 133111 Gedung dan Bangunan 1.084.391.571
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435 105 BADAN PENANGGULANGAN TUMPUR SID()ARJt) (BPLS) 134111 Jalan dan Jembatan .2.00r.294.938

436 r05 BADAI'l PENANGGULANGAN TUMPUR SID0ARJ0 (BPtS) 134112 lrigasi 123.182.341.197

437 105 BADAN PENANGGULANGAN TUMPUR SIDt)ARJt) (BPTS) 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 1 74.590.7M

438 105 BADAN PENANGGUTANGAN TUMPUR SID()ARJt) (BPtS) 13731 1 Akumulasr Penyusutan Jalan dan Jembatan 1.784.580.657

439 105 BADAN PENANGGUTANGAN LUMPUR SIDOARJt) (BPLS) 137312 Akumulasr Penyusutan liloasi 1 1 6.094.806.573

2t6.405.276.929 0 216.465.276.S29 BPLS sudah likuidasi
440 106 TEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGIJASA PEMERINTAH 131il1 Tanah 253.330.1 1 5.000

M1 106 TEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 1331 I 1 iedung dan Bangunan 56.696.674.1 62

442 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 137211 Akumulasr Penyusutan Gedung dan Bangunan 6.203.71 8.661

3 1 6.230.507.823 3 I 6.230.507.823 0

M3 107 BADAN SAR NASIONAL 131111 Tanah 625.925.021.227

M4 r07 BADAN SAR NASI()NAT 133111 iedung dan Bangunan 1 4.7 1 0.69 1.255

445 107 BADAN SAR NASI()NAL l341ll Jalan dan Jembatan ,6.860.564.'187

446 107 BADAN SAR NASI()NAL 1341 t2 Irigasr -5.314.427.596

M7 107 BADAN SAR NASI()NAL 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Ban0unan 72.233.674.342

M8 107 BADAN SAR NASI()NAL 137311 Akumulasr Penyusutan Jalan dan Jembatan 8.816.034.417

449 107 BAt)AN SAR NASI()NAL 137312 Akumulasi Penyusutan lriqasi 1.1 92.2 1 3.698

450 107 BADAN SAR NASI()NAL 391 1 16 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 1 7.81 6.095

7 I 0.684.827.061 710.684.827.001 0

45r r09 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUBAMADU 131111 Tanah r 64.554.1 I 1.287

452 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 1331 1 
'l Geduno dan Banounan .5.234.890.884

453 r09 BADAN PENGEMBANGAN WITAYAH SUBAMADU 134111 Jalan dan Jembatan .3.372.353.590

454 109 BADAN PENGEMBANGAN WITAYAH SURAMADU 134112 hisasi 944.600.884

455 r09 BADAN PENGEMBANGAN WITAYAH SUBAMADU 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 1.297.8 1 8.569
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ilo l(ods Uraian Akun Urairn Akun
Jumlah Totrl

le-re*onl
Selisih Rovalursi As.t ([PE] Selisih Kctcrangan

456 109 BADAN PENGEMBANGAN WITAYAH SURAMADU 13731 1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 7.1 66.91 5.67S

457 r09 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 137312 Akumulasi Penyusutan lrioasi 3.800.5S2.054

1 09. t 56.803.999 I 60. I 56.863.S93 0

458 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDt]NESIA 131111 Tanah 1 8.637.61 3.000

1 8.637.6 1 3.000 r 8.637.6 1 3.000 0

459 111 BAI)AN NASI()NAT PENGET()TA PERBATASAN 133111 Gedunq dan Bangunan .4.996.502.863

460 111 BADAN NASIONAL PENGEL()LA PERBATASAN 134111 Jalan dan Jembatan 73.973.734.660

46r 111 BADAN NASI(]NAL PENGET()LA PERBATASAN 134112 hioasr -3.650.89 1.500

462 111 BAt)AN NASI()NAT PENGET()TA PERBATASAN 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 1.944.1 69.837

463 11'l BADAN NASIONAL PENGEL()LA PERBATASAN r37311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan '15.649.M1.000

464 111 BADAN NASI()NAL PENGEL()LA PERBATASAN 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasi 4.985.795.7r 7

87.S05.S46.851 87.S05.S46.85 I 0

465 112 BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELAI 1311 1 1 Tanah 20.966.585.645.1 33

466 112 BAI)AN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGAiIGAN BEBAS DAN PELAI 133'r r 1 Gedung dan Bangunan 3.1 70.440.059.797

467 112 BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELAI 134111 Jalan dan Jembatan 1 .523.345.9 5 7.640

468 112 BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS I)AN PELAI 134112 lrigasi 2.357.845.r 30.080

469 112 BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS t]AN PELAI 137211 Akumulasi Penyusulan Gedung dan Bangunan 1 49.735.002.450

470 112 BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELAT 13731 1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 2.1 77. r 50.505.1 85

471 112 BADAN PEl{GUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS I)AN PETAI 137312 Akumuhsi Penyusutan lrigasi 1 56.096.875.450

472 112 BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELAI 166112 Aset Tetap yang tidak diounakan dalam 0perasi Pemerintahan 0

473 112 BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS t)AN PETAI 165122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak 0rgunakan dalam 0pera 0

474 112 BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS t)AN PELAT 391 1 16 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0

27.454.507.260.455 27.454.507.260.455 0

475 113 BADAN NASI()NAL PENANGGULANGAN TER()RISME 133il 1 Gedunq dan Bangunan .61.939.9',I 7.104
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to l(odc Uraian Akun Uraian Akun
Jumhh Toul

h-rekonl
Sclisih Reualursi Asct ([PE) Sclisih Kctarangan

476 113 BADAN NASI()NAL PENANGGULANGAN TER()RISME 134111 Jalan dan Jembatan .26.964.744.33 1

477 113 BADAN NASI()NAL PENANGGULANGAN TERORISME 134112 lrigasr 460.S36.851

478 I13 BADAN NASI()NAL PENANGGULANGAN TER()RISME 137211 Akumulasi Penyusutan Gedunq dan Banqunan 8.525.243.227

475 113 BADAN NASI()NAL PENANGGULANGAN TER()RISME 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 1 1.255.46S.593

480 113 BADAN NASI()NAL PENANGGULANGAN TEB()RISME 137312 Akumulasi Penvusutan lrigasr s1 5.1 29.223
.67.743.882.54 I .67.743.882.54 1 0

48'l 115 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM 131111 Tanah 2.346.552.238

2.346.592.238 2.346.5S2.238 0

482 'l 16 I.EMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADI() REPUBLIK IND()NESIA 13111r Tanah 1 0.03 1 .332.782.850

483 116 TEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RAI)I() REPUBLIK IND()NESIA 1331 1 1 Gedung dan Bangunan 31 0.293.068.599

484 r16 TEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBTIK INDONESIA 134111 Jalan dan Jembatan .424.592.120

485 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADI() REPUBTIK IND()NESIA 134112 higasi 1.822.992_325

486 t'16 TEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIt} REPUBLIK INDONESIA 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 22

487 116 TEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADI() REPUBTIK INDONESIA 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 1 36.525.622.203

488 116 TEMBAGA PENYIARAl'l PUBLII( RADI0 REPUBLIK IND0NESIA 13731 1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 3.902.392.354

489 116 TEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIt) REPUBLI( INDONESIA 137312 Akumulasi Penyusutan lngasr 532.529.470

1 0.483.984.795.703 I 0.083.984.795.703 0

490 117 TEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK IND()NESIA 1311r1 Tanah 7.999.377.356.55S

4S1 117 TEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK IND()NESIA '1331 
1 1 Geduno dan Banounan 55 1 .233.1 35. I 58

492 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBTIK TETE\lISI REPUBLIK IND()NESIA 1341r1 Jalan dan Jembatan r 3.1 I r.258.957

493 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBTIK TETEllISI REPUBLIK IND(]NESIA 134112 lriqasi 3.777.652.455

494 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBTIK IND()NESIA 137211 Akumulasr Penyusutan Gedung dan Bangunan 1 62.7 1 5.1 93.25 r

495 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBTIK INOONESIA 1 373r r Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 3.580.763.85r
496 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBTIK TELEVISI REPUBLII( IND()NESIA 137312 Akumulasr Penyusutan lligasr 971 .99 1.385
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ilo l(odc Uraian Akun Uraian Akun
Juml.h Totrl

b.re*onl
Sclisih Bcvaluasi Aset ([PE) Sslisih Kctcrangan

8.734.847.35 1.656 8.734.847.35 1.656 0

497 118 BADAN PEIIGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PE 131 1 11 Tanah r.1 67.369.2 1 2.286

498 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEI 133111 Gedung dan Banqunan .260.36 1.1 09.8 1 3

499 118 BADAII PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEEAS DAN PEI 134111 Jalan dan Jembatan -205.042.705.856

500 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEI 134112 lrigasi -3.065.59 r .349

501 118 BADAN PEiIGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PE 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 24.870.286.305

502 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS OAN PEI 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 203.791.387 .443

503 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEI 137312 Akumulasi Penyusutan lrigasi 9.832.1 76.456

s37.393.655.472 937.393.655.472 0

504 119 BADAN KEAMANAN LAUT 1311 1 1 Tanah 1 0.288.494.400

505 119 BADAN KEAMANAN LAUT 1331 1 r Gedunp dan Bangunan 1 6.908.31 1.957

506 119 BAI)AN KEAMANAN LAUT 134111 Jalan dan Jembatan .23.584.086.460

507 11S BADAN KEAMANAN LAUT 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 5.281.237.587

508 11S BADAN KEAMANAN LAUT 1 3731 1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 2.789.33 1.059

-22. I 33.334.97 I -22. I 33.334.97 1 0

0

4.1 t 3.474.825.550.450 4.r t3.t 70.1 88.094.730 304.637.455.724
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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN

SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pengetotaan Surat Berharga Negara ini disusun

dalam rangka metaksanakan amanat pasa[ 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002

tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008

tentang Surat Berharga Syariah Negara. Di samping itu laporan ini juga disusun agar

seturuh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jetas dan transparan

informasi terkait dengan pengetolaan Surat Berharga Negara Tahun 2019. Seturuh

angka dan data yang digunakan datam laporan ini meliputi realisasi setama satu

tahun anggaran yang dimutai 1 Januari2019 dan berakhir 31 Desember 2019, kecuati

secara jetas dinyatakan lain.

Datam peta kebijakan fiska[, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)

termasuk datam sumber pembiayaan dan pengetotaan portofotio utang negara.

Pemerintah pusat berwenang menerbitkan Surat Berharga Negara setetah mendapat

persetujuan DPR yang disahkan datam kerangka APBN.

Tujuan penerbitan Surat Berharga Negara sebagaimana diatur datam pasal 4

Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara adatah untuk:

a. Membiayai defisit APBN;

b. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas

penerimaan dan pengetuaran dari Rekening Kas Negara datam satu tahun

anggaran (cosh-mismotch);

c. Mengetota portofolio utang Negara.

Adapun manfaat penerbitan SBN adatah sebagai berikut:

a. Sebagai lnstrumen Fiskat

Penerbitan SBN diharapkan dapat menggati potensi sumber pembiayaan APBN

yang tebih besar dari investor pasar modat.
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b. Sebagai lnstrumen lnvestasi

SBN menyediakan atternatif investasi yang retatif bebas risiko gagat bayar dan

memberikan petuang bagi investor dan petaku pasar untuk melakukan

diversifikasi portofotionya guna memperkeciI risiko investasi.

c. Sebagai lnstrumen Pasar Keuangan

Surat Berharga Negara dapat memperkuat stabititas sistem keuangan dan dapat

dijadikan acuan (benchmark) bagi penentuan nitai instrumen pasar keuangan

Iainnya.

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN). Pengertian Surat Utang Negara (SUN) menurut

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, adatah surat

berharga yang berupa surat pengakuan utang datam mata uang rupiah maupun vatuta

asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oteh Negara Repubtik lndonesia,

sesuai dengan masa bertakunya.

Sedangkan pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat

disebut Sukuk Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat

Berharga Syariah Negara, adatah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan

prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik datam

mata uang rupiah maupun vatuta asing.

Secara umum, SUN dapat dibagi datam dua jenis yaitu Surat Perbendaharaan

Negara (Treasury Eills) dan Obtigasi Negara (Treosury Bonds). Surat Perbendaharaan

Negara (SPN) adatah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 butan dengan

pembayaran bunga secara diskonto. Sedangkan Obtigasi Negara (ON) adatah SUN

yang berjangka waktu tebih dari 12 bulan dengan kupon dan/atau pembayaran bunga

secara diskonto.

Menurut denOminasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah

dapat diketompokkan ke datam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan

ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat

diketompokkan ke datam ON dengan tingkat bunga tetap (fixed rote\ dan ON dengan

tingkat bunga mengambang (floating rate).

Laporon Pertanggungjowabon Pengelolaan Surat Berharga Negora Tahun 2019

SK No 047910 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-946 -

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, SUN diterbitkan datam

bentuk warkat maupun tanpa warkat (scriptless). SUN dengan warkat adatah surat

berharga yang kepemitikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk.

Sertifikat atas nama adatah sertifikat yang nama pemitiknya tercantum di lembar

sertifikat tersebut, sedangkan sertifikat atas unjuk adatah sertifikat yang tidak

mencantumkan nama dan petaku pasar untuk metakukan diversifikasi pemitik

sehingga setiap orang yang menguasainya portofotionya guna memperkecit risiko

investasi adalah pemitik yang sah. Surat Utang Negara tanpa warkat (scriptlessl

adatah surat berharga yang kepemitikannya dicatat secara elektronis (book entry

systeml. Datam hat SUN tanpa warkat maka bukti kepemitikan yang otentik dan sah

adatah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Cara pencatatan secara etektronis

dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemitikan (registry) dan penyelesaian

transaksi perdagangan SUN di pasar sekunder dapat disetenggarakan secara efisien,

cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang

Negara (SUN) menyatakan bahwa SUN dapat diterbitkan datam bentuk yang dapat

diperdagangkan (tradoble\ atau bentuk yang tidak dapat diperdagangkan (non-

trodoble). Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan pertama kati

diperdagangkan oteh Pemerintah di pasar primer/ pasar perdana. Perdagangan SUN

setanjutnya ada di pasar sekunder baik di datam maupun di luar negeri. Perdagangan

dapat ditakukan metatui bursa dan atau di luar bursa (over the counterl OTC). SUN

yang tidak diperdagangkan adatah SUN yang tidak diperjuatbetikan di Pasar Sekunder

dan biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik

domestik maupun asing, yang berminat untuk memitiki SUN sesuai dengan kebutuhan

spesifik dari portofotio investasinya.

SBSN adatah SBN yang berbasis syariah. Pemerintah mutai menerbitkannya

pada tahun 2008 dengan denominasi rupiah yakni setetah disahkannya UU No 19

Tahun 2008 tentang SBSN. Berdasarkan metode penerbitan, SBSN tidak berbeda

dengan SBN konvensionat yaitu SUN. Yang membedakannya dengan SUN adatah SBSN

bukan surat pernyataan utang sehingga dalam penerbitannya dibutuhkan underlying

tronsaction dan underlying asset sebagai obyek transaksi. Adapun tujuan penerbitan
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SBSN adatah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek-proyek

pembangunan pemerintah seperti proyek infrastruktur datam sektor energi,

tetekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan

rakyat.

Penerbitan SBSN ditakukan metatui SPV (Speciol Purpose Vehiclel sebagai

penerbit. Yang bertindak sebagai SPV adatah Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN),

yang berbadan hukum. PP SBSN didirikan berdasarkan Undang-Undang SBSN untuk

penerbitan SBSN. Ketentuan pendirian dan pengelolaan PP SBSN diatur dalam

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

Adapun struktur Surat Berharga Negara secara umum pada Tahun2019 dapat

digambarkan pada gambar 1.

Gambar 1. Struktur Surat Berharga Negara
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II. STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUN 2019

Kebijakan umum yang digunakan datam penyusunan strategi pembiayaan

tahunan sebagai berikutl :

1. Mengendatikan rasio utang terhadap Produk Domestk Bruto (PDB) pada [eve[

yang aman dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembati;

2. Meningkatkan optimatisasi biaya utang untuk mendukung kesinambungan

fiskat metatui optimatisasi pinjaman tunai dan peningkatan kinerja kegiatan

yang dibiayai dengan utang;

3. Mengoptimatkan potensi pendanaan utang dari sumber datam negeri dan

memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai petengkap;

4. Mengoptimatkan peran serta masyarakat datam rangka pemenuhan kebutuhan

pembiayaan dan melakukan pendataman pasar SBN domestik;

5. Metakukan upaya lengthening durotion untuk mengendalikan utang jatuh

tempo jangka pendek - menengah metatui petaksanaan penerbitan SBN dan

pengetotaan portofotio utang secara aktif untuk mengendatikan biaya dan

risiko utang;

6. Meningkatkan koordinasi pengetotaan tikuiditas dengan para pemangku

kepentingan datam kerangka Asset Liobilitiy lvlonogement (Al-rtA);

7. Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain metatui

pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan SBN berbasis proyek yang

mendukung program pembangunan nasionat;

8. Mengoptimatkan pemanfaatan pinjaman tunai untuk meningkatkan

fteksibititas pemenuhan pembiayaan melatui utang dengan

mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dan biaya serta risiko

pinjaman;

9. Memperkuat dan mengoptimatkan peran hubungan investor dan ketembagaan,

optimatisasi strategi komunikasi dengan para pemangku kepentingan datam

kerangka pertuasan basis investor untuk menciptakan gambaran dan

I K.pr,rrun Drrektur Jenderal Pengelolaan Pembrayaan dan Rrsrko Nomor 53lPW2019 Tentang Strategr Pembrayaan Tahunan Melalur

Utang Tahun 2019
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pengetahuan positif mengenai SBN;

10. Meningkatkan pendataman pasar domestic dengan mengoptimalkan

penerbitan SBN riet secara datam jaringan (online\;

1 1 . Meningkatkan kreativitas dan inovasi datam pengembangan instrumen

pembiayaan untuk mendukung pendalaman pasar domestik;

l2.Metaksanakan sosiatisasi dan pemasaran SBN datam negeri sebagai strategi

untuk meningkatkan investor domestik dan mendorong penambahan investor

usia muda.

I!I. KEBUTUHAN PEMBIAYAAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN Tahun 2019 sesuai

dengan UU Nomor 12 Tahun 2018 sesuai dengan strategi pembiayaan Tahun 2019,

kebutuhan penerbitan/pengadaan utang neto sebesar Rp432.390,6 mitiar terdiri atas

SBN neto sebesar Rp439.031,2 mitiar dan Pinjaman neto sebesar negatif Rp6.640,6

mitiar. Dengan memperhatikan outtook defisit APBN tahun anggaran 2019,

pembiayaan non-utang, dan utang jatuh tempo, maka kebutuhan pembiayaan

metatui utang ditetapkan sebesar Rp929.933,6 mitiar yang terdiri dari pembiayaan

melatui (a) penerbitan SBN sebesar Rp848.939,9 mitiar, pembiayaan metatui

penerbitan SBN dimaksud tidak termasuk penerbitan SPN dan SPNS yang akan jatuh

tempo pada Tahun 2019 sebesar Rp47.590,0 mitiar sehingga penerbitan SBN Bruto

sebesar Rp896.529,9 mitiar; (b) pembiayaan metatui penarikan Pinjaman sebesar

Rp80.993,7 miliar. Pembiayaan tunai bersumber dari penerbitan SBN yang

mengutamakan penerbitan metatui lelang dan pengadaan pinjaman program/tunai

yang bersumber dari mitra pembangunan (development portners) multitateral dan

bitaterat.

Kebutuhan APBN atas pengetotaan Surat Berharga Negara (SBN) ditetapkan

datam dua pos yaitu pos Bunga Utang SBN dan Kewajiban Biaya Lain (SUN dan SBSN)

serta Cicitan Pokok Utang Datam Negeri yang menjadi fungsi Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara Pengetotaan Utang (999.01).
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A. Bunga Utang Surat Berharga Negara

Berdasarkan APBN TA 2019, total pagu Bunga dan Biaya Utang SBN ditetapkan

sebesar Rp255.426.217.733.000,- sementara reatisasi pembayaran bunga dan biaya

SBN adatah sebesar Rp253.51 3.21 3.859 .761 ,- , atau sebesar 99,25%.

B. Surat Berharga Negara Neto

Pengertian Surat Berharga Negara Neto berdasarkan Undang-Undang nomor 12

tahun 2018 adatah setisih antara jumtah penerbitan dan pembayaran pokok jatuh

tempo dan pembetian kembati. Penerbitan SBN tidak hanya datam mata uang rupiah

di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN datam vatuta asing di pasar

internasionat, baik SBN konvensional maupun SBSN (sukuk).

Mengingat target pembiayaan SBN datam APBN ditetapkan datam bentuk

penerbitan SBN Neto, maka Pemerintah memitiki fteksibititas untuk menentukan

jumtah penerbitan SBN dan jumtah pembetian kembati. Untuk Tahun 2019, sesuai

dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan

Betanja Negara Tahun Anggaran 2019, target SBN neto adatah sebesar

Rp388.957.891.000.000,- Reatisasi SBN neto Tahun 2019 adatah sebesar

Rp446.288 .601.121 .614,-. Adapun rincian SBN neto disajikan pada Tabet 1 .

Reatisasi SBN neto Tahun 2019 memperhitungkan penerimaan dan

pembayaran bunga utang diterima di muka sebesar Rp523.479.952.000,- dengan

rincian penerimaan sebesar Rp11.247.888.331 .714,- dan pembayaran sebesar

Rp10.724.408.379.714,-. Perhitungan ini sebagai konsekuensi dari kode akun

penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka yang diketompokkan

datam ketompok akun pembiayaan (ketompok akun 71 dan72\.

Penerbitan SBN Tahun 2019 terdiri atas penerbitan SBN domestik maupun

vatas, baik SUN maupun SBSN. Penerbitan SBN Tahun 2019 adatah sebesar

Rp921 .482.794.31.714,- dengan rincian penerbitan SBN domestik sebesar

Rp772.906.022.331.714,- dan penerbitan SBN valas adatah sebesar

USD3. 850. 000. 000, - dan EUR1 . 750. 000. 000, - serta JPY 177 .000. 000. 000, - atau setara

dengan Rp1 48. 576 .772.200.000,-.

Atas penerbitan SBN di Akhir Tahun 2018, terdapat penerbitan vatas yang

diperuntukkan untuk pembiayaan di tahun 2019 (pref unding) sebesar

Loporon Pertonggungjawabon Pengeloloon Surat Berhorgo Negoro Tohun 2019

SK No 047905 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-951 -

USD3.000.000.000,-, sehingga atas penerbitan tersebut dicatat sebagai penerimaan

pembiayaan di Tahun 2019. Adapun setama Tahun 2019 Transaksi Debt switching

SBN tercatat sebesar Rp6.870.000.000.000, -.

Petunasan SBN Tahun 2019 adatah sebesar Rp475.194.193.410.100,- dengan

rincian petunasan SBN domestik Rp4'12.729.586.1'10.100,- dan petunasan SBN vatas

Rp62.464. 607. 300. 000, -.

Tabel 1. SBN Neto Tahun 7019

IV. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2019

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Betanja Negara Tahun Anggaran 2019, target SBN neto adatah

sebesar Rp388.957.891.000.000,-. Jumlah nominal tersebut merupakan target neto
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No. Akun Uraian Jumlah (IDR)

1 711411 Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara 89,340,000,000,000       

2 711421 Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri 443,560,323,000,000     

3 711422 Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri 8,348,270,101,000        

4 711441 Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang 163,086,014,982,928     

5 711442 Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang 2,899,618,230,714        

6 711451 Penerimaan Penerbitan/Penjualan SPN Syariah 37,360,000,000,000       

7 711461 Penerimaan SBSN - pembiayaan proyek melalui SBSN PBS 28,311,796,017,072       

8 711611 Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas 119,059,172,200,000     

9 711612 Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas -                              

10 711641 Penerimaan Penerbitan SBSN-Valas 29,517,600,000,000       

11 711642 Penerimaan Imbalan Dibayar di muka SBSN-Valas -                              

921,482,794,531,714  

1 721311 Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara 109,440,000,000,000     

2 721321 Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri 152,631,506,730,386     

3 721322 Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri - Pembelian Kembali 6,870,000,000,000        

4 721324 Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri 8,033,396,484,000        

5 721341 Pengeluaran pelunasan SBSN-jk Panjang 92,013,671,000,000       

6 721343 Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang 2,691,011,895,714        

7 721351 Pengeluaran Pelunasan SPN-S 41,050,000,000,000       

8 721511 Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas 40,999,607,300,000       

9 721512 Pengeluaran Pelunasan Obligasi Valas melalui Pembelian Kembali -                              

10 721513 Pembayaran utang bunga Obligasi Valas -                              

11 721541 Pengeluaran pelunasan SBSN valas Jangka panjang 21,465,000,000,000       

475,194,193,410,100  

446,288,601,121,614  

Penerimaan Pembiayaan

Total Penerimaan

Pengeluaran Pembiayaan

Total Pengeluaran

SBN Netto (IDR)
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yaitu jumtah penerbitan SBN setetah dikurangi dengan jumtah SBN yang jatuh tempo

maupun dibeti kembati oteh Pemerintah sebetum jatuh tempo (buybock).

A. Penerbitan/Penjualan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Rupiah

Obtigasi Negara (ON) datam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada Tahun

2019 ditakukan letang sejak butan Januari sampai Desember 2019.

Penerbitan ON datam denominasi Rupiah mempertimbangkan berbagai aspek,

antara tain: (i) struktur jatuh tempo utang yang sudah ada, (ii) pengembangan pasar

sekunder SUN, dan (iii) cost of borrowing.

Penerbitan ON secara reguter ditakukan dengan cara letang di pasar perdana.

Pada setiap penerbitan di Tahun 2019, jumtah penawaran yang dimenangkan lebih

rendah dari jumtah penawaran yang masuk. Totatnitai nominat ON dalam denominasi

Rupiah yang diterbitkan pada Tahun 2019 adatah sebesar Rp436.690.323.000.000,-

dengan rincian:

a. ON datam negeri sebesar Rp417.100.000.000.000,-; dan

b. ON ritet yang terdiri dari penerbitan Obtigasi Negara Ritel lndonesia (ORl) dan

Saving Bond Retoil (SBR) adatah sebesar Rp19.590.323.000.000,-.

Tabel 2. Seri ON yang diterbitkan Tahun 2019
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No.
Tangal 

Penerbitan

Tanggal 

Jatuh Tempo
Seri 

Mata 

Uang
 Jumlah 

1 1/7/2019 3/15/2034 FR0068 IDR 2,750,000,000,000.00         

2 1/7/2019 5/15/2024 FR0077 IDR 9,750,000,000,000.00         

3 1/7/2019 5/15/2029 FR0078 IDR 6,650,000,000,000.00         

4 1/7/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 4,100,000,000,000.00         

5 1/17/2019 3/15/2034 FR0068 IDR 2,500,000,000,000.00         

6 1/17/2019 5/15/2024 FR0077 IDR 9,150,000,000,000.00         

7 1/17/2019 5/15/2029 FR0078 IDR 8,550,000,000,000.00         

8 1/17/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 2,550,000,000,000.00         

9 1/31/2019 3/15/2034 FR0068 IDR 1,250,000,000,000.00         

10 1/31/2019 5/15/2024 FR0077 IDR 6,600,000,000,000.00         

11 1/31/2019 5/15/2029 FR0078 IDR 3,450,000,000,000.00         

12 1/31/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 6,900,000,000,000.00         

13 2/14/2019 3/15/2034 FR0068 IDR 1,900,000,000,000.00         

14 2/14/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 1,850,000,000,000.00         

15 2/14/2019 5/15/2024 FR0077 IDR 7,050,000,000,000.00         

16 2/14/2019 5/15/2029 FR0078 IDR 7,450,000,000,000.00         

17 2/14/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 1,750,000,000,000.00         

18 2/28/2019 3/15/2034 FR0068 IDR 5,100,000,000,000.00         

19 2/28/2019 5/15/2024 FR0077 IDR 1,650,000,000,000.00         

20 2/28/2019 5/15/2029 FR0078 IDR 6,350,000,000,000.00         

21 2/28/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 4,900,000,000,000.00         

22 3/11/2019 5/15/2027 FR0059 IDR 1,000,000,000,000.00         

23 3/14/2019 3/15/2034 FR0068 IDR 3,050,000,000,000.00         

24 3/14/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 1,150,000,000,000.00         

25 3/14/2019 5/15/2024 FR0077 IDR 2,000,000,000,000.00         

26 3/14/2019 5/15/2029 FR0078 IDR 5,800,000,000,000.00         

27 3/14/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 2,050,000,000,000.00         

28 3/28/2019 3/15/2034 FR0068 IDR 7,000,000,000,000.00         

29 3/28/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 1,650,000,000,000.00         

30 3/28/2019 5/15/2024 FR0077 IDR 2,000,000,000,000.00         

31 3/28/2019 5/15/2029 FR0078 IDR 3,900,000,000,000.00         

32 3/28/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 6,400,000,000,000.00         

33 4/11/2019 3/15/2034 FR0068 IDR 4,550,000,000,000.00         

34 4/11/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 650,000,000,000.00            

35 4/11/2019 5/15/2024 FR0077 IDR 2,300,000,000,000.00         

36 4/11/2019 5/15/2029 FR0078 IDR 4,050,000,000,000.00         

37 4/11/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 750,000,000,000.00            

38 4/25/2019 3/15/2034 FR0068 IDR 4,000,000,000,000.00         

39 4/25/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 950,000,000,000.00            

40 4/25/2019 5/15/2024 FR0077 IDR 5,600,000,000,000.00         

41 4/25/2019 5/15/2029 FR0078 IDR 6,000,000,000,000.00         

42 4/25/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 3,900,000,000,000.00         

43 5/9/2019 3/15/2034 FR0068 IDR 4,550,000,000,000.00         

44 5/9/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 1,150,000,000,000.00         

45 5/9/2019 5/15/2024 FR0077 IDR 4,000,000,000,000.00         

46 5/9/2019 5/15/2029 FR0078 IDR 5,850,000,000,000.00         

47 5/9/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 1,350,000,000,000.00         

48 5/20/2019 8/15/2032 FR0074 IDR 1,300,000,000,000.00         

49 5/23/2019 3/15/2034 FR0068 IDR 2,400,000,000,000.00         

50 5/23/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 100,000,000,000.00            
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No.
Tangal 

Penerbitan

Tanggal Jatuh 

Tempo
Seri 

Mata 

Uang
 Jumlah 

51 5/23/2019 5/15/2024 FR0077 IDR 2,100,000,000,000.00         

52 5/23/2019 5/15/2029 FR0078 IDR 3,100,000,000,000.00         

53 5/23/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 900,000,000,000.00            

54 5/28/2019 5/15/2027 FR0059 IDR 1,000,000,000,000.00         

55 5/28/2019 3/15/2024 FR0070 IDR 1,000,000,000,000.00         

56 6/20/2019 3/15/2034 FR0068 IDR 4,900,000,000,000.00         

57 6/20/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 1,000,000,000,000.00         

58 6/20/2019 5/15/2024 FR0077 IDR 5,000,000,000,000.00         

59 6/20/2019 5/15/2029 FR0078 IDR 7,900,000,000,000.00         

60 6/20/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 2,600,000,000,000.00         

61 7/4/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 1,900,000,000,000.00         

62 7/4/2019 5/15/2024 FR0077 IDR 2,050,000,000,000.00         

63 7/4/2019 5/15/2029 FR0078 IDR 5,400,000,000,000.00         

64 7/4/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 3,350,000,000,000.00         

65 7/4/2019 6/15/2035 FR0080 IDR 5,450,000,000,000.00         

66 7/18/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 2,700,000,000,000.00         

67 7/18/2019 5/15/2024 FR0077 IDR 2,750,000,000,000.00         

68 7/18/2019 5/15/2029 FR0078 IDR 5,500,000,000,000.00         

69 7/18/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 3,950,000,000,000.00         

70 7/18/2019 6/15/2035 FR0080 IDR 4,800,000,000,000.00         

71 8/1/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 150,000,000,000.00            

72 8/1/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 150,000,000,000.00            

73 8/1/2019 6/15/2035 FR0080 IDR 1,450,000,000,000.00         

74 8/1/2019 6/15/2025 FR0081 IDR 5,050,000,000,000.00         

75 8/1/2019 9/15/2030 FR0082 IDR 11,600,000,000,000.00       

76 8/15/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 350,000,000,000.00            

77 8/15/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 700,000,000,000.00            

78 8/15/2019 6/15/2035 FR0080 IDR 1,200,000,000,000.00         

79 8/15/2019 6/15/2025 FR0081 IDR 3,950,000,000,000.00         

80 8/15/2019 9/15/2030 FR0082 IDR 5,700,000,000,000.00         

81 8/29/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 650,000,000,000.00            

82 8/29/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 500,000,000,000.00            

83 8/29/2019 6/15/2035 FR0080 IDR 1,000,000,000,000.00         

84 8/29/2019 6/15/2025 FR0081 IDR 5,000,000,000,000.00         

85 8/29/2019 9/15/2030 FR0082 IDR 6,150,000,000,000.00         

86 9/12/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 300,000,000,000.00            

87 9/12/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 3,350,000,000,000.00         

88 9/12/2019 6/15/2035 FR0080 IDR 2,250,000,000,000.00         

89 9/12/2019 6/15/2025 FR0081 IDR 3,100,000,000,000.00         

90 9/12/2019 9/15/2030 FR0082 IDR 10,050,000,000,000.00       

91 9/26/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 1,150,000,000,000.00         

92 9/26/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 400,000,000,000.00            

93 9/26/2019 6/15/2035 FR0080 IDR 2,150,000,000,000.00         

94 9/26/2019 6/15/2025 FR0081 IDR 4,100,000,000,000.00         

95 9/26/2019 9/15/2030 FR0082 IDR 5,200,000,000,000.00         

96 10/10/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 1,000,000,000,000.00         

97 10/10/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 1,200,000,000,000.00         

98 10/10/2019 6/15/2035 FR0080 IDR 1,400,000,000,000.00         

99 10/10/2019 6/15/2025 FR0081 IDR 8,950,000,000,000.00         

100 10/10/2019 9/15/2030 FR0082 IDR 7,250,000,000,000.00         
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Penjuatan ON Ritet yang ditakukan sebanyak 5 kati penerbitan, yaitu seri

ORl016, SBR005, SBR006, SBR007 dan SBR008, merupakan satah satu upaya yang

ditakukan oteh Pemerintah untuk mempertuas basis investor SUN dan diterbitkan

dengan metode bookbuildfng metatui Agen Penjuat yang diseteksi oteh Panitia

Seleksi. Bookbuilding adatah satah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu

investor akan menyampaikan penawaran pembetian atas suatu surat berharga,

biasanya berupa jumtah dan harga (yield) penawaran pembetian, dan dicatat dalam

book order oteh investment bonk yang bertindak sebagai bookrunner.

Petunasan Obtigasi Negara Rupiah yang jatuh tempo pada Tahun2019 adatah

sebesa r Rp1 52.77 5.247 .81 4.326, - y ang terdi ri da ri :

a. ON bunga tetap (Fixed Rotel sebesar Rp 110.289.539.814.326,-;

b. ON Ritet yang terdiri dari petunasan ORI dan SBR sebesar Rp19.691.455.000.000,-

; dan

c. ON bunga variabte (Voriable Ratel sebesar Rp22.794.253.000.000,-.

Loporon Pertanggungjawabon Pengelolaon Surat Berhargo Negoro Tohun 2019

SK No 047900 A

 

 

No.
Tangal 

Penerbitan

Tanggal Jatuh 

Tempo
Seri 

Mata 

Uang
 Jumlah 

101 10/24/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 1,750,000,000,000.00         

102 10/24/2019 4/15/2039 FR0079 IDR 2,900,000,000,000.00         

103 10/24/2019 6/15/2035 FR0080 IDR 2,950,000,000,000.00         

104 10/24/2019 6/15/2025 FR0081 IDR 7,150,000,000,000.00         

105 10/24/2019 9/15/2030 FR0082 IDR 8,450,000,000,000.00         

106 11/7/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 1,550,000,000,000.00         

107 11/7/2019 6/15/2035 FR0080 IDR 2,350,000,000,000.00         

108 11/7/2019 6/15/2025 FR0081 IDR 3,800,000,000,000.00         

109 11/7/2019 9/15/2030 FR0082 IDR 8,550,000,000,000.00         

110 11/7/2019 4/15/2040 FR0083 IDR 4,000,000,000,000.00         

111 11/21/2019 5/15/2048 FR0076 IDR 950,000,000,000.00            

112 11/21/2019 6/15/2035 FR0080 IDR 1,700,000,000,000.00         

113 11/21/2019 6/15/2025 FR0081 IDR 6,350,000,000,000.00         

114 11/21/2019 9/15/2030 FR0082 IDR 7,250,000,000,000.00         

115 11/21/2019 4/15/2040 FR0083 IDR 2,950,000,000,000.00         

116 10/30/2019 10/15/2022 ORI016 IDR 8,213,531,000,000.00         

117 1/30/2019 1/10/2021 SBR005 IDR 4,006,031,000,000.00         

118 4/24/2019 4/10/2021 SBR006 IDR 2,259,225,000,000.00         

119 7/31/2019 7/10/2021 SBR007 IDR 3,216,085,000,000.00         

120 9/25/2019 9/10/2021 SBR008 IDR 1,895,451,000,000.00         

436,690,323,000,000.00  Total (IDR)
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B. Penerbitan dan Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN adatah Surat Utang Negara yang jangka waktu jatuh temponya sampai

dengan 12 butan. Pada Tahun2019, Pemerintah menerbitkan seri SPN dengan total

mencapai Rp89.340.000.000.000,- dengan rincian sebagaimana datam tabet 4 .
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Tabel 3. Pelunasan Seri ON Tahun 2019 

 

 
 

No. Seri Tangal Valuta  Jumlah (IDR) 

1 SRBI01 2/1/2019 486,554,076,844.00           

2 SU007 2/1/2019 1,642,713,434,176.00        

3 SU002 4/1/2019 680,212,653,882.00           

4 FR0069 4/15/2019 61,881,000,000,000.00       

5 SBR003 5/20/2019 16,511,000,000.00             

6 SU004 5/31/2019 1,718,841,848,640.00        

7 SRBI01 6/11/2019 30,091,907,824,702.00       

8 SRBI01 8/1/2019 359,953,642,549.00           

9 SU007 8/1/2019 1,724,849,105,885.00        

10 VR0029 8/26/2019 12,212,320,000,000.00       

11 FR0036 9/16/2019 9,184,500,000,000.00        

12 SU002 10/1/2019 714,223,286,576.00           

13 ORI013 10/15/2019 19,691,455,000,000.00       

14 SBR004 10/21/2019 62,407,000,000.00             

15 SU004 11/29/2019 1,804,783,941,072.00        

16 VR0030 12/26/2019 10,503,015,000,000.00       

  152,775,247,814,326.00 Total (IDR)
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Tabel 4. Seri SPN yang diterbitkan Tahun 2019 
 

 
 

No.
Tangal 

Penerbitan

Tanggal 

Jatuh Tempo
Seri SPN

Mata 

Uang
 Jumlah 

1 1/7/2019 4/6/2019 SPN03190406 IDR 2,000,000,000,000.00         

2 1/7/2019 1/6/2020 SPN12200106 IDR 3,000,000,000,000.00         

3 1/17/2019 4/16/2019 SPN03190416 IDR 2,000,000,000,000.00         

4 1/17/2019 1/6/2020 SPN12200106 IDR 3,000,000,000,000.00         

5 1/31/2019 4/30/2019 SPN03190430 IDR 2,000,000,000,000.00         

6 1/31/2019 1/30/2020 SPN12200130 IDR 3,000,000,000,000.00         

7 2/14/2019 5/13/2019 SPN03190513 IDR 2,000,000,000,000.00         

8 2/14/2019 2/13/2020 SPN12200213 IDR 3,000,000,000,000.00         

9 2/28/2019 5/27/2019 SPN03190527 IDR 2,000,000,000,000.00         

10 2/28/2019 2/13/2020 SPN12200213 IDR 2,000,000,000,000.00         

11 3/14/2019 6/13/2019 SPN03190613 IDR 2,000,000,000,000.00         

12 3/14/2019 3/13/2020 SPN12200313 IDR 2,000,000,000,000.00         

13 3/28/2019 6/27/2019 SPN03190627 IDR 2,000,000,000,000.00         

14 3/28/2019 3/13/2020 SPN12200313 IDR 2,000,000,000,000.00         

15 4/11/2019 7/10/2019 SPN03190710 IDR 1,420,000,000,000.00         

16 4/11/2019 4/10/2020 SPN12200410 IDR 2,000,000,000,000.00         

17 4/25/2019 7/24/2019 SPN03190724 IDR 950,000,000,000.00            

18 4/25/2019 1/6/2020 SPN12200106 IDR 2,000,000,000,000.00         

19 5/9/2019 8/8/2019 SPN03190808 IDR 1,370,000,000,000.00         

20 5/9/2019 5/8/2020 SPN12200508 IDR 3,300,000,000,000.00         

21 5/23/2019 2/13/2020 SPN12200213 IDR 2,200,000,000,000.00         

22 6/20/2019 9/19/2019 SPN03190919 IDR 1,500,000,000,000.00         

23 6/20/2019 6/19/2020 SPN12200619 IDR 1,100,000,000,000.00         

24 7/4/2019 10/3/2019 SPN03191003 IDR 2,000,000,000,000.00         

25 7/4/2019 7/3/2020 SPN12200703 IDR 2,000,000,000,000.00         

26 7/18/2019 10/17/2019 SPN03191017 IDR 1,450,000,000,000.00         

27 7/18/2019 4/10/2020 SPN12200410 IDR 900,000,000,000.00            

28 8/1/2019 10/31/2019 SPN03191031 IDR 2,000,000,000,000.00         

29 8/1/2019 4/10/2020 SPN12200410 IDR 1,050,000,000,000.00         

30 8/15/2019 11/14/2019 SPN03191114 IDR 1,100,000,000,000.00         

31 8/15/2019 8/14/2020 SPN12200814 IDR 2,000,000,000,000.00         

32 8/29/2019 11/28/2019 SPN03191128 IDR 2,000,000,000,000.00         

33 8/29/2019 5/8/2020 SPN12200508 IDR 2,000,000,000,000.00         

34 9/12/2019 12/11/2019 SPN03191211 IDR 2,000,000,000,000.00         

35 9/12/2019 9/11/2020 SPN12200911 IDR 2,200,000,000,000.00         

36 9/26/2019 12/26/2019 SPN03191226 IDR 2,000,000,000,000.00         

37 9/26/2019 6/19/2020 SPN12200619 IDR 3,000,000,000,000.00         

38 10/10/2019 1/6/2020 SPN12200106 IDR 2,000,000,000,000.00         

39 10/10/2019 10/9/2020 SPN12201009 IDR 2,000,000,000,000.00         

40 10/24/2019 1/23/2020 SPN03200123 IDR 2,000,000,000,000.00         

41 10/24/2019 7/3/2020 SPN12200703 IDR 2,000,000,000,000.00         

42 11/7/2019 2/6/2020 SPN03200206 IDR 2,000,000,000,000.00         

43 11/7/2019 11/6/2020 SPN12201106 IDR 2,000,000,000,000.00         

44 11/21/2019 2/20/2020 SPN03200220 IDR 1,850,000,000,000.00         

45 11/21/2019 8/14/2020 SPN12200814 IDR 1,950,000,000,000.00         

89,340,000,000,000.00    Total (IDR)
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SPN yang merupakan utang jangka pendek diterbitkan tanpa kupon. Pada saat

penerbitan akan terdapat diskonto, yaitu selisih nitai penjuatan dengan nitai nominat,

yang akan diamortisasi sampai dengan jatuh tempo seri SPN tersebut.

Pelunasan SPN setama Tahun 2019 adatah sebesar Rp109.440.000.000.000,-

dengan rincian sebagaimana disajkan dalam tabet 5.
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Tabel 5. Daftar Pelunasan SPN Tahun 2019 

 

No. Seri Tangal Valuta  Jumlah (IDR) 

1 SPN12190104 1/4/2019 5,000,000,000,000.00         

2 SPN12190104 1/4/2019 5,000,000,000,000.00         

3 SPN03190110 1/10/2019 3,000,000,000,000.00         

4 SPN03190124 1/24/2019 2,600,000,000,000.00         

5 SPN12190131 1/31/2019 5,000,000,000,000.00         

6 SPN03190207 2/7/2019 1,000,000,000,000.00         

7 SPN12190214 2/14/2019 3,300,000,000,000.00         

8 SPN12190214 2/14/2019 5,000,000,000,000.00         

9 SPN12190214 2/14/2019 5,000,000,000,000.00         

10 SPN03190222 2/22/2019 1,000,000,000,000.00         

11 SPN12190314 3/14/2019 5,000,000,000,000.00         

12 SPN12190314 3/14/2019 4,050,000,000,000.00         

13 SPN03190406 4/8/2019 2,000,000,000,000.00         

14 SPN12190411 4/11/2019 4,450,000,000,000.00         

15 SPN12190411 4/11/2019 3,000,000,000,000.00         

16 SPN03190416 4/16/2019 2,000,000,000,000.00         

17 SPN03190430 4/30/2019 2,000,000,000,000.00         

18 SPN03190513 5/13/2019 2,000,000,000,000.00         

19 SPN03190527 5/27/2019 2,000,000,000,000.00         

20 SPN12190606 6/10/2019 700,000,000,000.00            

21 SPN12190606 6/10/2019 1,500,000,000,000.00         

22 SPN12190606 6/10/2019 3,000,000,000,000.00         

23 SPN03190613 6/13/2019 2,000,000,000,000.00         

24 SPN03190627 6/27/2019 2,000,000,000,000.00         

25 SPN12190704 7/4/2019 3,000,000,000,000.00         

26 SPN12190704 7/4/2019 3,500,000,000,000.00         

27 SPN03190710 7/10/2019 1,420,000,000,000.00         

28 SPN03190724 7/24/2019 950,000,000,000.00            

29 SPN12190801 8/1/2019 950,000,000,000.00            

30 SPN12190801 8/1/2019 3,000,000,000,000.00         

31 SPN03190808 8/8/2019 1,370,000,000,000.00         

32 SPN12190829 8/29/2019 1,100,000,000,000.00         

33 SPN12190913 9/13/2019 4,500,000,000,000.00         

34 SPN03190919 9/19/2019 1,500,000,000,000.00         

35 SPN03191003 10/3/2019 2,000,000,000,000.00         

36 SPN12191010 10/10/2019 3,000,000,000,000.00         

37 SPN03191017 10/17/2019 1,450,000,000,000.00         

38 SPN03191031 10/31/2019 2,000,000,000,000.00         

39 SPN12191107 11/7/2019 1,000,000,000,000.00         

40 SPN03191114 11/14/2019 1,100,000,000,000.00         

41 SPN03191128 11/28/2019 2,000,000,000,000.00         

42 SPN03191211 12/11/2019 2,000,000,000,000.00         

43 SPN03191226 12/26/2019 2,000,000,000,000.00         

  109,440,000,000,000.00 Total (IDR)
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C. Penerbitan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Valuta Asing

Totat penerbitan Obtigasi Negara (ON) Vatas Tahun 2019 adatah sebesar

USD4. 750. 000.000, - dan EUR1 . 750. 000.000, - serta JPY 177 .000. 000. 000, - atau setara

dengan Rp119.059.172.200.000,- yang terdiri atas lnternotional Bonds sebesar

USD4. 750. 000. 000, - dan EU Rl . 750. 000. 000, - serta JPY 177 .000. 000. 000, -.

Data penerbitan SUN datam valuta asing pada Tahun 2019, disajikan dalam

Tabet 6.

Tabet 6.Reatisasi Penerbitan Obtigasi Negara Vatas'1 Januari s.d. 31 Desember 2019

Catatan: Seri R10224, R10229 dan R!0249 diterbitkan datam rangka prefunding

pembiayaan Tahun Anggaran 2019

D. Pelaksanaan Debt SwitchinglBuybock

Datam rangka mengurangi risiko pelunasan pokok SUN, Pemerintah berupaya

untuk menata utang struktur jatuh tempo SUN metatui debt switching, yaitu dengan

membeti seri-seri ON jangka pendek dan menengah serta menukarkannya dengan

Obtigasi Negara yang mempunyai jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Kondisi

ini juga memberikan ketetuasaan bagi Pemerintah untuk menerbitkan instrumen SUN
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No.
Tanggal 

Penerbitan

Tanggal 

Jatuh Tempo
Seri

Mata 

Uang
 Jumlah 

1 12/11/2018 2/11/2024 RI0224 USD 750,000,000.00      

2 12/11/2018 2/11/2029 RI0229 USD 1,250,000,000.00   

3 12/11/2018 2/11/2049 RI0249 USD 1,000,000,000.00   

4 5/22/2019 5/20/2022 RIJPY0522 JPY 75,700,000,000.00  

5 5/22/2019 5/22/2024 RIJPY0524 JPY 80,200,000,000.00  

6 5/22/2019 5/22/2026 RIJPY0526 JPY 4,500,000,000.00   

7 5/22/2019 5/22/2029 RIJPY0529 JPY 7,600,000,000.00   

8 5/22/2019 5/22/2034 RIJPY0534 JPY 4,000,000,000.00   

9 5/22/2019 5/20/2039 RIJPY0539 JPY 5,000,000,000.00   

10 6/18/2019 9/18/2029 RI0929 USD 750,000,000.00      

11 6/18/2019 9/18/2026 RIEUR0926 EUR 750,000,000.00      

12 10/30/2019 10/30/2049 RI1049 USD 1,000,000,000.00   

13 10/30/2019 10/30/2031 RIEUR1031 EUR 1,000,000,000.00   
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jangka pendek, baik berupa Obtigasi Negara Ritel maupun Surat Perbendaharaan

Negara.

Total petaksanaan debt switching pada Tahun 2019 adatah sebanyak 2 kati

dengan jumtah nominal SUN yang ditukar sebesar Rp6.870.000.000.000,-

sebagaimana disajikan datam tabet 7.

Tabet 7. Reatisasi pelaksanaan Debtswitching Tahun 2019

Rincian petaksanaan debt switching pada Tahun 2019 disajikan datam tabet 6

sebagai berikut.
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No. Tanggal Debtswitch Penawaran (IDR) Dimenangkan (IDR)

1 26-Mar-19 8,447,000,000,000      4,748,000,000,000     

2 24-Sep-19 4,767,000,000,000      2,122,000,000,000     

13,214,000,000,000  6,870,000,000,000  Total (IDR)
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Di samping debtswitching, Pemerintah juga dapat metakukan kegiatan cosh

buybock yang merupakan satah satu strategi pengetolaan portofotio SUN dengan cara

melaksanakan pembetian ON yang betum jatuh tenrpo di pasar sekunder. ON yang

tetah dibeti tersebut kemudian dinyatakan lunas atau jatuh tempo, sehingga

mengurangi total oufstonding SUN. Namun demikian, pada Tahun 2019 tidak

terdapat transaksi buybock.
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Tabel 8. Rincian realisasi pelaksanaan Debtswitching Tahun 2019  

(dalam juta rupiah) 
 

 
 

No Seri Jatuh Tempo Kupon Size ditawarkan Size  yang dimenangkan 

1 FR0031 15-Nov-20 11.00% 138,000          75,000                        

2 FR0034 15-Jun-21 12.80% 319,000          157,000                       

3 FR0053 15-Jul-21 8.25% 3,282,000       1,440,000                    

4 FR0061 15-May-22 7.00% 2,008,000       1,849,000                    

5 FR0035 15-Jun-22 12.90% 271,000          271,000                       

6 FR0043 15-Jul-22 10.25% 295,000          295,000                       

7 FR0063 15-May-23 5.63% 1,521,000       48,000                        

8 FR0046 15-Jul-23 9.50% 499,000          499,000                       

9 FR0039 15-Aug-23 11.75% 114,000          114,000                       

8,447,000     4,748,000                  

No Seri Jatuh Tempo Kupon

1 FR0078 15-May-29 8.25%

2 FR0068 15-Mar-34 8.38%

3 FR0079 15-Apr-39 8.38%

4 FR0076 15-May-48 7.38%

No Seri Jatuh Tempo Kupon Size ditawarkan Size  yang dimenangkan 

1 FR0031 15-Nov-20 11.000% 279,000          214,000                       

2 FR0034 15-Jun-21 12.800% 241,000          211,000                       

3 FR0053 15-Jul-21 8.250% 214,000          50,000                        

4 FR0061 15-May-22 7.000% 1,481,000       300,000                       

5 FR0035 15-Jun-22 12.900% 410,000          310,000                       

6 FR0043 15-Jul-22 10.250% 580,000          580,000                       

7 FR0063 15-May-23 5.625% 469,000          -                             

8 FR0046 15-Jul-23 9.500% 144,000          144,000                       

9 FR0070 15-Mar-24 8.375% 462,000          -                             

10 FR0044 15-Sep-24 10.000% 487,000          313,000                       

4,767,000     2,122,000                  

No Seri Jatuh Tempo Kupon

1 FR0081 15-Jun-25 6.500%

2 FR0082 15-Sep-30 7.000%

3 FR0080 15-Jun-35 7.500%

4 FR0079 15-Apr-39 8.375%

5 FR0076 15-May-48 7.375% 185,000                                              

Total 2,122,000                                          

Tanggal Setelmen 

24 September 2019

Size  yang diterbitkan 

1,830,000                                            

107,000                                              

-                                                     

-                                                     

Tanggal Setelmen 

26-Mar-19

Seri yang ditukar (Source bonds )

Total 

Seri penukar (destination bonds )

755,000                                              

1,408,000                                            

2,530,000                                            

55,000                                                

Total 4,748,000                                          

Seri yang ditukar (Source bonds )

Total 

Seri penukar (destination bonds )

Size  yang diterbitkan 
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V. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2019

Dalam rangka pertuasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan

pengembangan pasar keuangan datam negeri. Pemerintah tetah menerbitkan surat

berharga berdasarkan prinsip syariah atau dikenaI secara internasionaI dengan istitah

sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga

konvensionat, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep

imbatan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung

(underlying transoction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar

penerbitan sukuk, serta adanya aqod atau perjanjian antara para pihak berdasarkan

prinsip-prinsip syariah.

Untuk kepertuan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu

adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun

perangkat yang dipertukan. Ha[ tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya

kendata-kendata yang dihadapi dari sisi tegat datam hat Pemerintah akan

menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis

hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, Undang-Undang (UU)

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi

landasan tegat pengelotaan SBSN. Secara garis besar UU tersebut mengatur hat-hat

sebagai berikut:

a. Transparansi pengetotaan Surat Berharga Syariah Negara datam kerangka

kebijakan fiskat dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah

Negara dengan mengatur tebih tanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad

atau perjanjian yang digunakan.

b. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik

ditakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didetegasikan kepada Menteri,

ataupun ditaksanakan melalui Perusahaan Penerbit.

c. Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Mitik Negara sebagai dasar

penerbitan Surat'Berharga Syariah Negara (underlying assef).

d. Kewenangan Wati Amanat untuk bertindak mewakiti kepentingan Pemegang Surat

Berharga Syariah Negara;
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e. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari

penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara tangsung

oteh Pemerintah maupun metatui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat

waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.

f. Landasan hukum bagi pengaturan tebih tanjut atas tata cara dan mekanisme

penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan

Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoteh

kepastian untuk memitiki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara

secara mudah dan aman.

Sesuai dengan UU Nomor l9Tahun 2008, tujuan penerbitan SBSN adatah untuk

membiayai APBN termasuk membiayai proyek. Pemerintah untuk pertama katinya

menerbitkan SBSN pada Agustus 2008 melatui metode bookbuilding di pasar perdana

datam negeri.

SBSN berbasis proyek setain sebagai instrumen pembiayaan APBN juga

sekatigus berfungsi mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan

pengembangan pasar keuangan syariah di datam negeri. Manfaat dari penerbitan

SBSN berbasis proyek antara lain adalah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan,

mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur, mendukung

pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar keuangan syariah, mendorong

peningkatdn petayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri . serta

meningkatkan transparansi petaksanaan kegiatan oteh K/L karena perkembangan

pelaksanaan proyek akan dipantau oteh investor dan pubtik. Penerbitan SBSN seri

PBS tersebut ditakukan dengan mekanisme sistem letang yang ada di Bank lndonesia.

Jumtah penerbitan SBSN yang tetah diterbitkan sampai dengan akhir Tahun

2019 terdiri atas 6 jenis instrumen yakni Surat Perbendaharaan Negara Syariah

(SPNS), Project Bosed Sukuk (PBS), Sukuk Ritet (SR), Sukuk Tabungan (ST), Sukuk

Dana Haji lndonesia (SDHI) dan Sukuk Negara lndonesia (SNl), dengan rincian

sebagaimana tersaji pada tabel 9, 11, 12 dan 13 berikut.
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Tabel 9. Daftar Penerbitan SPNS Tahun 2019 

 

 
 

No.
Tangal 

Penerbitan

Tanggal 

Jatuh Tempo
Seri SPNS

Mata 

Uang
 Jumlah 

1 1/10/2019 7/9/2019 SPNS09072019 IDR 2,000,000,000,000.00       

2 1/24/2019 7/9/2019 SPNS09072019 IDR 1,000,000,000,000.00       

3 1/24/2019 1/23/2020 SPNS23012020 IDR 3,460,000,000,000.00       

4 2/8/2019 8/1/2019 SPNS01082019 IDR 1,300,000,000,000.00       

5 2/21/2019 8/1/2019 SPNS01082019 IDR 1,300,000,000,000.00       

6 3/21/2019 9/20/2019 SPNS20092019 IDR 1,400,000,000,000.00       

7 4/5/2019 10/3/2019 SPNS03102019 IDR 500,000,000,000.00          

8 4/22/2019 10/3/2019 SPNS03102019 IDR 1,800,000,000,000.00       

9 5/3/2019 11/1/2019 SPNS01112019 IDR 1,550,000,000,000.00       

10 5/16/2019 11/1/2019 SPNS01112019 IDR 2,000,000,000,000.00       

11 5/16/2019 5/15/2020 SPNS15052020 IDR 4,200,000,000,000.00       

12 5/31/2019 12/1/2019 SPNS01122019 IDR 1,500,000,000,000.00       

13 6/27/2019 12/1/2019 SPNS01122019 IDR 1,450,000,000,000.00       

14 7/11/2019 1/10/2020 SPNS10012020 IDR 1,050,000,000,000.00       

15 7/25/2019 1/10/2020 SPNS10012020 IDR 1,500,000,000,000.00       

16 8/8/2019 2/7/2020 SPNS07022020 IDR 1,650,000,000,000.00       

17 8/22/2019 2/7/2020 SPNS07022020 IDR 2,600,000,000,000.00       

18 9/5/2019 3/4/2020 SPNS04032020 IDR 1,000,000,000,000.00       

19 9/19/2019 3/4/2020 SPNS04032020 IDR 1,050,000,000,000.00       

20 10/3/2019 4/2/2020 SPNS02042020 IDR 1,000,000,000,000.00       

21 10/17/2019 4/2/2020 SPNS02042020 IDR 1,000,000,000,000.00       

22 10/31/2019 4/2/2020 SPNS02042020 IDR 1,000,000,000,000.00       

23 11/14/2019 5/15/2020 SPNS15052020 IDR 1,050,000,000,000.00       

24 11/28/2019 5/15/2020 SPNS15052020 IDR 1,000,000,000,000.00       

37,360,000,000,000.00  Total (IDR)
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Tabel 10. Daftar Pelunasan SPNS Tahun 2019 

 

No. Seri Tangal Valuta  Jumlah (IDR) 

1 SPNS11012019 1/11/2019 900,000,000,000.00         

2 SPNS11012019 1/11/2019 2,900,000,000,000.00       

3 SPNS08022019 2/8/2019 3,000,000,000,000.00       

4 SPNS08022019 2/8/2019 850,000,000,000.00         

5 SPNS05032019 3/5/2019 1,300,000,000,000.00       

6 SPNS05032019 3/5/2019 1,100,000,000,000.00       

7 SPNS03042019 4/4/2019 1,400,000,000,000.00       

8 SPNS03042019 4/4/2019 1,000,000,000,000.00       

9 SPNS11042019 4/11/2019 1,100,000,000,000.00       

10 SPNS11042019 4/11/2019 1,000,000,000,000.00       

11 SPNS01052019 5/2/2019 1,050,000,000,000.00       

12 SPNS01052019 5/2/2019 950,000,000,000.00         

13 SPNS08052019 5/8/2019 1,200,000,000,000.00       

14 SPNS08052019 5/8/2019 1,000,000,000,000.00       

15 SPNS05062019 6/10/2019 1,200,000,000,000.00       

16 SPNS03072019 7/3/2019 1,000,000,000,000.00       

17 SPNS03072019 7/3/2019 1,000,000,000,000.00       

18 SPNS09072019 7/9/2019 2,000,000,000,000.00       

19 SPNS09072019 7/9/2019 1,000,000,000,000.00       

20 SPNS01082019 8/1/2019 1,300,000,000,000.00       

21 SPNS01082019 8/1/2019 1,300,000,000,000.00       

22 SPNS01082019 8/1/2019 1,600,000,000,000.00       

23 SPNS01082019 8/1/2019 1,700,000,000,000.00       

24 SPNS20092019 9/20/2019 1,400,000,000,000.00       

25 SPNS03102019 10/3/2019 1,800,000,000,000.00       

26 SPNS03102019 10/3/2019 500,000,000,000.00         

27 SPNS01112019 11/1/2019 1,550,000,000,000.00       

28 SPNS01112019 11/1/2019 2,000,000,000,000.00       

29 SPNS01122019 12/2/2019 1,500,000,000,000.00       

30 SPNS01122019 12/2/2019 1,450,000,000,000.00       

  41,050,000,000,000.00 TOTAL (IDR)
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Tabel 11. Daftar Penerbitan PBS Tahun 2019 

 

NO
Tangal 

Penerbitan

Tanggal 

Jatuh Tempo
Seri

Mata 

Uang
 Jumlah 

1 1/10/2019 5/15/2021 PBS014 IDR 1,800,000,000,000.00         

2 1/10/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 4,450,000,000,000.00         

3 1/10/2019 11/15/2026 PBS021 IDR 405,000,000,000.00            

4 1/24/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 5,200,000,000,000.00         

5 1/24/2019 4/15/2034 PBS022 IDR 340,000,000,000.00            

6 2/8/2019 5/15/2021 PBS014 IDR 5,600,000,000,000.00         

7 2/8/2019 7/15/2047 PBS015 IDR 1,260,000,000,000.00         

8 2/8/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 250,000,000,000.00            

9 2/8/2019 4/15/2034 PBS022 IDR 1,710,000,000,000.00         

10 2/12/2019 11/15/2026 PBS021 IDR 3,000,000,000,000.00         

11 2/21/2019 5/15/2021 PBS014 IDR 2,800,000,000,000.00         

12 2/21/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 1,620,000,000,000.00         

13 2/21/2019 11/15/2026 PBS021 IDR 2,400,000,000,000.00         

14 3/8/2019 5/15/2021 PBS014 IDR 7,800,000,000,000.00         

15 3/8/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 1,100,000,000,000.00         

16 3/8/2019 11/15/2026 PBS021 IDR 1,000,000,000,000.00         

17 3/21/2019 5/15/2021 PBS014 IDR 4,800,000,000,000.00         

18 3/21/2019 7/15/2047 PBS015 IDR 1,320,000,000,000.00         

19 3/21/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 180,000,000,000.00            

20 3/21/2019 11/15/2026 PBS021 IDR 1,250,000,000,000.00         

21 3/21/2019 4/15/2034 PBS022 IDR 30,000,000,000.00             

22 4/5/2019 5/15/2021 PBS014 IDR 4,900,000,000,000.00         

23 4/5/2019 7/15/2047 PBS015 IDR 920,000,000,000.00            

24 4/5/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 340,000,000,000.00            

25 4/5/2019 11/15/2026 PBS021 IDR 950,000,000,000.00            

26 4/5/2019 4/15/2034 PBS022 IDR 420,000,000,000.00            

27 4/22/2019 7/15/2047 PBS015 IDR 650,000,000,000.00            

28 4/22/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 900,000,000,000.00            

29 4/22/2019 11/15/2026 PBS021 IDR 990,000,000,000.00            

30 4/22/2019 4/15/2034 PBS022 IDR 1,720,000,000,000.00         

31 4/23/2019 11/15/2031 PBS012 IDR 641,594,000,000.00            

32 5/3/2019 5/15/2021 PBS014 IDR 1,500,000,000,000.00         

33 5/3/2019 7/15/2047 PBS015 IDR 620,000,000,000.00            

34 5/3/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 450,000,000,000.00            

35 5/3/2019 11/15/2026 PBS021 IDR 520,000,000,000.00            

36 5/3/2019 4/15/2034 PBS022 IDR 430,000,000,000.00            

37 5/15/2019 5/15/2030 PBS023 IDR 3,000,000,000,000.00         

38 5/16/2019 5/15/2021 PBS014 IDR 550,000,000,000.00            

39 5/16/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 360,000,000,000.00            

40 5/16/2019 4/15/2034 PBS022 IDR 1,040,000,000,000.00         

41 5/21/2019 11/15/2031 PBS012 IDR 3,000,000,000,000.00         

42 5/28/2019 5/15/2032 PBS024 IDR 1,500,000,000,000.00         

43 5/29/2019 5/15/2033 PBS025 IDR 1,500,000,000,000.00         

44 5/31/2019 5/15/2021 PBS014 IDR 2,200,000,000,000.00         

45 5/31/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 1,390,000,000,000.00         

46 5/31/2019 11/15/2026 PBS021 IDR 70,000,000,000.00             

47 6/21/2019 5/15/2032 PBS024 IDR 1,500,000,000,000.00         

48 6/21/2019 5/15/2033 PBS025 IDR 1,500,000,000,000.00         

49 6/27/2019 5/15/2021 PBS014 IDR 1,850,000,000,000.00         

50 6/27/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 3,550,000,000,000.00         
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NO
Tangal 

Penerbitan

Tanggal Jatuh 

Tempo
Seri

Mata 

Uang
 Jumlah 

51 6/27/2019 11/15/2026 PBS021 IDR 250,000,000,000.00            

52 6/27/2019 4/15/2034 PBS022 IDR 900,000,000,000.00            

53 7/2/2019 5/15/2033 PBS025 IDR 3,000,000,000,000.00         

54 7/11/2019 5/15/2021 PBS014 IDR 2,550,000,000,000.00         

55 7/11/2019 7/15/2047 PBS015 IDR 400,000,000,000.00            

56 7/11/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 3,450,000,000,000.00         

57 7/11/2019 11/15/2026 PBS021 IDR 300,000,000,000.00            

58 7/11/2019 4/15/2034 PBS022 IDR 250,000,000,000.00            

59 7/25/2019 5/15/2021 PBS014 IDR 4,600,000,000,000.00         

60 7/25/2019 7/15/2047 PBS015 IDR 200,000,000,000.00            

61 7/25/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 1,500,000,000,000.00         

62 7/25/2019 11/15/2026 PBS021 IDR 150,000,000,000.00            

63 7/25/2019 4/15/2034 PBS022 IDR 50,000,000,000.00             

64 8/8/2019 5/15/2021 PBS014 IDR 4,100,000,000,000.00         

65 8/8/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 2,050,000,000,000.00         

66 8/8/2019 4/15/2034 PBS022 IDR 230,000,000,000.00            

67 8/22/2019 4/15/2043 PBS005 IDR 1,100,000,000,000.00         

68 8/22/2019 5/15/2021 PBS014 IDR 150,000,000,000.00            

69 8/22/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 4,150,000,000,000.00         

70 9/5/2019 5/15/2021 PBS014 IDR 2,600,000,000,000.00         

71 9/5/2019 7/15/2047 PBS015 IDR 50,000,000,000.00             

72 9/5/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 3,050,000,000,000.00         

73 9/5/2019 4/15/2034 PBS022 IDR 300,000,000,000.00            

74 9/19/2019 4/15/2043 PBS005 IDR 2,550,000,000,000.00         

75 9/19/2019 5/15/2021 PBS014 IDR 400,000,000,000.00            

76 9/19/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 2,300,000,000,000.00         

77 9/19/2019 11/15/2026 PBS021 IDR 400,000,000,000.00            

78 9/19/2019 4/15/2034 PBS022 IDR 350,000,000,000.00            

79 10/3/2019 1/15/2022 PBS002 IDR 2,750,000,000,000.00         

80 10/3/2019 7/15/2047 PBS015 IDR 210,000,000,000.00            

81 10/3/2019 9/15/2023 PBS019 IDR 2,800,000,000,000.00         

82 10/3/2019 4/15/2034 PBS022 IDR 360,000,000,000.00            

83 10/17/2019 1/15/2022 PBS002 IDR 3,000,000,000,000.00         

84 10/17/2019 7/15/2047 PBS015 IDR 390,000,000,000.00            

85 10/17/2019 10/15/2024 PBS026 IDR 2,650,000,000,000.00         

86 10/31/2019 1/15/2022 PBS002 IDR 1,900,000,000,000.00         

87 10/31/2019 7/15/2047 PBS015 IDR 630,000,000,000.00            

88 10/31/2019 4/15/2034 PBS022 IDR 900,000,000,000.00            

89 10/31/2019 10/15/2024 PBS026 IDR 3,000,000,000,000.00         

90 11/14/2019 1/15/2022 PBS002 IDR 2,000,000,000,000.00         

91 11/14/2019 4/15/2043 PBS005 IDR 200,000,000,000.00            

92 11/14/2019 10/15/2024 PBS026 IDR 4,750,000,000,000.00         

93 11/28/2019 1/15/2022 PBS002 IDR 1,750,000,000,000.00         

94 11/28/2019 7/15/2047 PBS015 IDR 3,300,000,000,000.00         

95 11/28/2019 4/15/2034 PBS022 IDR 150,000,000,000.00            

96 11/28/2019 10/15/2024 PBS026 IDR 1,700,000,000,000.00         

161,096,594,000,000.00  Total (IDR)
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Tabel 12. Daftar Penerbitan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan Tahun 2019 

 

Tabel 13. Daftar Penerbitan SBSN Valas Tahun 2019 

 

Tabel 14. Daftar Pelunasan SBSN Jangka Panjang Tahun 2019 

 

Tabel 15. Daftar Pelunasan SBSN Valas Tahun 2019 
 

 

NO
Tangal 

Penerbitan

Tanggal 

Jatuh Tempo
Seri 

Mata 

Uang
 Jumlah 

1 2/27/2019 2/10/2021 ST003 IDR 3,127,293,000,000.00       

2 5/28/2019 5/10/2021 ST004 IDR 2,633,790,000,000.00       

3 8/28/2019 8/10/2021 ST005 IDR 1,962,684,000,000.00       

4 11/28/2019 11/10/2021 ST006 IDR 1,459,880,000,000.00       

5 3/28/2019 3/10/2022 SR-011 IDR 21,117,570,000,000.00     

30,301,217,000,000.00  Total (IDR)

NO
Tangal 

Penerbitan

Tanggal 

Jatuh Tempo
Seri 

Mata 

Uang
 Jumlah 

1 1/11/2019 1/11/2022 USDPBS002 USD 100,000,000.00       

2 2/20/2019 2/20/2029 SNI0229 USD 1,250,000,000.00    

3 2/20/2019 8/20/2024 SNI0824 USD 750,000,000.00       

2,100,000,000.00  Total (USD)

No. Seri Tangal Valuta  Jumlah (IDR) 

1 PBS010 1/25/2019 4,050,000,000,000.00       

2 SDHI-2019B 2/11/2019 2,000,000,000,000.00       

3 SR-008 3/11/2019 31,500,000,000,000.00     

4 SDHI-2019A 3/21/2019 3,000,000,000,000.00       

5 SDHI2019C 4/29/2019 1,000,000,000,000.00       

6 PBS013 5/15/2019 50,425,000,000,000.00     

7 ST002 11/11/2019 38,671,000,000.00           

  92,013,671,000,000.00 Total (IDR)

No. Seri Tangal Valuta  Jumlah (USD)  Jumlah (IDR) 

1 SNI19 3/15/2019 1,500,000,000.00 21,465,000,000,000.00  
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V!. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2019

l. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah

Surat Berharga Negara berdenominasi Rupiah dapat diketompokkan ke datam

beberapa jenis, yaitu:

a. Obligasi Berbunga Tetap (Fixed Rote Bonds - FR)

Obtigasi jenis ini memitiki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan

dibayarkan secara periodik. Kupon obtigasi berbunga tetap seri FR (Fixed Rate)

dibayarkan setiap enam butan sekati (semi-annuolly). Obtigasi jenis FR dapat

diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemitikannya di pasar sekunder.

Berdasarkan posisi akhir Tahun 2019, terdapat 42 seri FR dengan tingkat kupon

berkisar antara 5,625% sampai dengan 12,9% dengan masa jatuh tempo berkisar antara

tahun 2020 sampai dengan tahun 2048. Adapun data outstonding ON seri Fixed Rate

pada 31 Desember 2019 disajikan datam tabet 16 berikut.
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Tabel 16. Outstanding SBN seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2019 

 

No Series
First Issue 

Date

Maturity 

Date
Coupon

1 FR0031 16-Jun-2005 15-Nov-2020 11.00000% IDR 17,503,000,000,000

2 FR0034 26-Jan-2006 15-Jun-2021 12.80000% IDR 15,729,400,000,000

3 FR0035 16-Feb-2006 15-Jun-2022 12.90000% IDR 10,442,750,000,000

4 FR0037 18-May-2006 15-Sep-2026 12.00000% IDR 2,450,000,000,000

5 FR0039 24-Aug-2006 15-Aug-2023 11.75000% IDR 4,061,000,000,000

6 FR0040 21-Sep-2006 15-Sep-2025 11.00000% IDR 26,002,090,000,000

7 FR0042 25-Jan-2007 15-Jul-2027 10.25000% IDR 14,774,100,000,000

8 FR0043 22-Feb-2007 15-Jul-2022 10.25000% IDR 13,542,000,000,000

9 FR0044 19-Apr-2007 15-Sep-2024 10.00000% IDR 17,701,000,000,000

10 FR0045 24-May-2007 15-May-2037 9.75000% IDR 9,624,304,000,000

11 FR0046 19-Jul-2007 15-Jul-2023 9.50000% IDR 24,037,000,000,000

12 FR0047 30-Aug-2007 15-Feb-2028 10.00000% IDR 20,385,000,000,000

13 FR0050 24-Jan-2008 15-Jul-2038 10.50000% IDR 15,661,000,000,000

14 FR0052 20-Aug-2009 15-Aug-2030 10.50000% IDR 23,500,000,000,000

15 FR0053 08-Jul-2010 15-Jul-2021 8.25000% IDR 98,537,793,000,000

16 FR0054 22-Jul-2010 15-Jul-2031 9.50000% IDR 27,096,000,000,000

17 FR0056 23-Sep-2010 15-Sep-2026 8.37500% IDR 121,414,000,000,000

18 FR0057 21-Apr-2011 15-May-2041 9.50000% IDR 17,236,573,000,000

19 FR0058 21-Jul-2011 15-Jun-2032 8.25000% IDR 42,798,000,000,000

20 FR0059 15-Sep-2011 15-May-2027 7.00000% IDR 117,080,000,000,000

21 FR0061 06-Oct-2011 15-May-2022 7.00000% IDR 102,729,000,000,000

22 FR0062 09-Feb-2012 15-Apr-2042 6.37500% IDR 13,692,000,000,000

23 FR0063 13-Aug-2012 15-May-2023 5.62500% IDR 93,418,000,000,000

24 FR0064 13-Aug-2012 15-May-2028 6.12500% IDR 106,295,000,000,000

25 FR0065 30-Aug-2012 15-May-2033 6.62500% IDR 85,343,000,000,000

26 FR0067 18-Jul-2013 15-Feb-2044 8.75000% IDR 28,188,284,000,000

27 FR0068 01-Aug-2013 15-Mar-2034 8.37500% IDR 137,758,000,000,000

28 FR0070 29-Aug-2013 15-Mar-2024 8.37500% IDR 135,439,421,000,000

29 FR0071 12-Sep-2013 15-Mar-2029 9.00000% IDR 93,390,682,000,000

30 FR0072 09-Jul-2015 15-May-2036 8.25000% IDR 90,910,000,000,000

31 FR0073 06-Aug-2015 15-May-2031 8.75000% IDR 66,217,000,000,000

32 FR0074 10-Nov-2016 15-Aug-2032 7.50000% IDR 47,331,140,000,000

33 FR0075 10-Aug-2017 15-May-2038 7.50000% IDR 68,420,860,000,000

34 FR0076 22-Sep-2017 15-May-2048 7.37500% IDR 26,400,000,000,000

35 FR0077 27-Sep-2018 15-May-2024 8.12500% IDR 89,495,000,000,000

36 FR0078 27-Sep-2018 15-May-2029 8.25000% IDR 108,775,000,000,000

37 FR0079 07-Jan-2019 15-Apr-2039 8.37500% IDR 57,180,000,000,000

38 FR0080 04-Jul-2019 15-Jun-2035 7.50000% IDR 26,700,000,000,000

39 FR0081 01-Aug-2019 15-Jun-2025 6.50000% IDR 49,280,000,000,000

40 FR0082 01-Aug-2019 15-Sep-2030 7.00000% IDR 70,307,000,000,000

41 FR0083 07-Nov-2019 15-Apr-2040 7.50000% IDR 6,950,000,000,000

42 FRNT0001 29-Aug-2018 29-Aug-2023 8.00000% IDR 3,500,000,000,000

IDR 2,147,294,397,000,000

Outstanding

Total
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b. Obligasi Negara Ritel (ORI)

ORI adatah Obtigasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan

metatui Agen Penjuat di pasar perdana. ORI memitiki tingkat kupon yang ditetapkan

pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebutan
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       Grafik 1. Data Outstanding ON Rupiah seri FR tgl 31 Desember 2019 

 

 
 

 
Adapun struktur jatuh tempo ON Rupiah seri FR disajikan dalam grafik 2. 

 
 Grafik 2. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah seri FR 
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sekati (monthlyl. ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya

di pasar sekunder.

Penerbitan ORI merupakan salah satu upaya untuk metaksanakan Strategi

Pengelotaan Utang Negara Tahun 2018 - 2021 yang tetah ditetapkan oteh Menteri

Keuangan metalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 884/KMK.0812017. Di datam

dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN

ditakukan antara lain dengan metakukan diversifikasi instrumen SUN metatui SUN

Ritet yang mana hat ini sejatan puta dengan upaya mempertuas basis investor.

Setain itu. penerbitan ORI juga dimaksudkan datam rangka memberikan

atternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu.

serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada

instrumen pasar modaI seperti ORl. Setama ini investor individu umumnya

menyimpan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang

merupakan instrumen pasar uang. Kehadiran ORI dapat menjadi atternatif [ahan

investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi [ainnya yang sudah ada

seperti saham, reksadana dan deposito.

Tahun 2019 pemerintah menerbitkan satu seri ORI baru yaitu ORl016 dengan

tingkat kupon 6.80% dan mampu menghimpun dana investor sebesar

Rp8.213.531.000.000.- sehingga posisi outstanding pada akhir 2019 menunjukkan

ada 3 (tiga) seri ORI dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2020 sampai dengan

tahun 2022. Rincian outstanding ORI disajikan datam tabel 17 berikut.

Tabe[ 17. Data Outstonding ORI per 3'1 Desember 2019

No Series
First lssueil Maturity

Date
Coupon Outstanding

1 oRt014 25-Oct-7017 1 5-Oct-2020 5.85000% IDR 8,948,660,000,000
z oRro15 31 -Oct-2018 15-Oct-20?1 8.25000% IDR 23,378,269,000,000

3 oRro16 30-Oct-2019 15-Oct-2022 6.80000% IDR 8,213,531,000,000
Totl IDR 40,54O,460,000,000

Grafik 3. Struktur Outstanding ORI per 31 Desember 2019
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c. Obligasi Tanpa Bunga (Zero Coupon - ZC'1

Zero coupon adatah obtigasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto.

Zero coupon dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemitikannya di pasar

sekunder. Pada tahun 2013 tetah ditakukan petunasan ZC seri 2C0005 sehingga pada

akhir tahun 2013, sudah tidak terdapat lagi outstonding obtigasi ZC.
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Adapun struktur jatuh tempo ORI disajikan dalam grafik 4 berikut. 

Grafik 4. Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2019 
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d. Obligasi Berbunga Mengambang (Voriable Rate Bonds - VR)

Obtigasi berbunga mengambang memitiki tingkat kupon yang ditetapkan secara

periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank lndonesia). Kupon

dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Obtigasi jenis VR dapat

diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemitikannya di pasar sekunder.

Sampai akhir Tahun 2019, terdapat 1 seri VR dan 6 seri SBR dengan outstonding

berkisar dari 1.89 tritiun sampai dengan 25,3 tritiun dengan masa jatuh temponya

berkisar antara tahun 2020 sampai dengan 2021.
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Tabel 18. Nilai dan Jatuh Tempo SBN seri Variable Rate (VR)  

per 31 Desember 2019 

 

 

Grafik 5. Struktur Outstanding VR per 31 Desember 2019 

 

No Series First Issue Date Maturity Date Coupon

1 VR0031 20-Nov-2002 25-Jul-2020 5.46925% IDR 25,322,354,000,000

2 SBR003 31-May-2018 20-May-2020 7.55000% IDR 1,911,555,000,000

3 SBR004 19-Sep-2018 20-Sep-2020 7.55000% IDR 7,260,564,000,000

4 SBR005 30-Jan-2019 10-Jan-2021 7.15000% IDR 4,006,031,000,000

5 SBR006 24-Apr-2019 10-Apr-2021 6.95000% IDR 2,259,225,000,000

6 SBR007 31-Jul-2019 10-Jul-2021 6.50000% IDR 3,216,085,000,000

7 SBR008 25-Sep-2019 10-Sep-2021 6.20000% IDR 1,895,451,000,000

IDR 18,637,356,000,000

Outstanding

Total
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Adapun struktur jatuh tempo ON seri VR disajikan datam Grafik 6 berikut.

e. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara

diskonto SPN dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemitikannya di pasar

sekunder. Sampai akhir Tahun 2019, terdapat 16 seri SPN yang beredar dengan

outstanding berkisar 1 tritiun dan 13,3 triliun yang akan jatuh tempo pada Tahun

2019.
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Grafik 6. Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2019 
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Tabel 19. Struktur Outstanding SPN per 31 Desember 2019 

 

No Series
Maturity 

Date

1 SPN03200123 23-Jan-2020 IDR 2,000,000,000,000

2 SPN03200206 06-Feb-2020 IDR 2,000,000,000,000

3 SPN03200220 20-Feb-2020 IDR 1,850,000,000,000

4 SPN12200106 06-Jan-2020 IDR 10,000,000,000,000

5 SPN12200130 30-Jan-2020 IDR 3,000,000,000,000

6 SPN12200213 13-Feb-2020 IDR 7,200,000,000,000

7 SPN12200313 13-Mar-2020 IDR 4,000,000,000,000

8 SPN12200410 10-Apr-2020 IDR 3,950,000,000,000

9 SPN12200508 08-May-2020 IDR 5,300,000,000,000

10 SPN12200619 19-Jun-2020 IDR 4,100,000,000,000

11 SPN12200703 03-Jul-2020 IDR 4,000,000,000,000

12 SPN12200814 14-Aug-2020 IDR 3,950,000,000,000

13 SPN12200911 11-Sep-2020 IDR 2,200,000,000,000

14 SPN12201009 09-Oct-2020 IDR 2,000,000,000,000

15 SPN12201106 06-Nov-2020 IDR 2,000,000,000,000

IDR 57,550,000,000,000

Outstanding

Total



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-976 -

f . Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada Bl

Surat Utang Pemerintah kepada Bank lndonesia terdiri dari empat seri yaitu

SU002, SU004, SU007 dan Speciol Rote Bonk lndonesio (SRB|O1). Kupon SUP

dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) butan sekati. Pembayaran cicitan pokok
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Grafik 7. Struktur Outstanding SPN per 31 Desember 2019 

 

Adapun struktur jatuh tempo ON seri SPN disajikan dalam Grafik 8 berikut. 

Grafik 8. Struktur Jatuh Tempo SPN per 31 Desember 2019 
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ditakukan bersamaan dengan pembayaran bunga. Data outstanding SUP disajikan

pada tabet 20 berikut.

Adapun struktur jatuh tempo Surat Utang Pemerintah disajikan datam Grafik 10

berikut.
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Tabel 20. Struktur Outstanding Surat Utang Pemerintah 
 per 31 Desember 2019 

 

Grafik 9. Struktur Outstanding Surat Utang Pemerintah  

per 31 Desember 2019 

 

No Series
Maturity 

Date
Coupon

1 SRBI01 (4) 01-Aug-2043 0.10000% IDR 71,064,446,334,124

2 SU002 (3) 01-Apr-2025 0.10000% IDR 10,654,159,129,704

3 SU004 (3) 01-Dec-2025 0.10000% IDR 30,163,323,048,704

4 SU007 (3) 01-Aug-2025 0.10000% IDR 28,827,373,519,398

IDR 140,709,302,031,930

Outstanding

Total
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g. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kupon Tetap (lFR)

Obtigasi jenis ini adatah obtigasi berbasis Syariah yang memitiki tingkat imbatan

yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. lmbalan/rate

seri FR (Fixed Rote) dibayarkan setiap enam butan sekati (semi-onnuolly). SBSN jenis

IFR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemitikannya di pasar

sekunder.

Pada akhir Tahun 2019 terdapat 4 seri SBSN jenis IFR yang masih beredar dengan

masa jatuh tempo antara tahun 2020 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbatan

antara 8.80% sampai dengan 10,25% yang disajikan datam tabet 21 berikut.
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Grafik 10.Struktur Jatuh Tempo Surat Utang Pemerintah  

per 31 Desember 2019 
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Tabel 21. Struktur Outstanding SBSN seri IFR per 31 Desember 2019 

 

No Series
Maturity 

Date
Coupon

1 IFR0006 15-Mar-2030 10.25000% IDR 2,175,000,000,000

2 IFR0007 15-Jan-2025 10.25000% IDR 1,547,000,000,000

3 IFR0008 15-Mar-2020 8.80000% IDR 252,000,000,000

4 IFR0010 15-Feb-2036 10.00000% IDR 4,110,000,000,000

IDR 8,084,000,000,000

Outstanding

Total
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h. Project Bosed Sukuk (PBS)

Project Based Sukuk merupakan SBSN yang mengunakan proyek-proyek yang

dibiayai APBN sebagai underlying asset. Pada akhir Tahun 2019 terdapat22 seri PBS

yang ada sebagaimana disajikan datam tabet 22 berikut.

 
Grafik 11. Struktur Outstanding SBSN seri IFR per 31 Desember 2019 

 
 

Grafik 12. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri IFR per 31 Desember 2019 
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Tabel 22. Struktur Outstanding SBSN seri  PBS per 31 Desember 2019 

 

Grafik 13. Struktur Outstanding SBSN seri PBS per 31 Desember 2019 
 

 
 

No Series
Maturity 

Date
Coupon

1 PBS002 15-Jan-2022 5.45000% IDR 28,110,857,000,000

2 PBS003 15-Jan-2027 6.00000% IDR 5,536,000,000,000

3 PBS004 15-Feb-2037 6.10000% IDR 16,497,857,000,000

4 PBS005 15-Apr-2043 6.75000% IDR 14,834,000,000,000

5 PBS006 15-Sep-2020 8.25000% IDR 38,508,000,000,000

6 PBS007 15-Sep-2040 9.00000% IDR 7,525,000,000,000

7 PBS011 15-Aug-2023 8.75000% IDR 21,750,000,000,000

8 PBS012 15-Nov-2031 8.87500% IDR 47,680,694,000,000

9 PBS014 15-May-2021 6.50000% IDR 75,007,857,000,000

10 PBS015 15-Jul-2047 8.00000% IDR 15,193,000,000,000

11 PBS016 15-Mar-2020 6.25000% IDR 39,525,000,000,000

12 PBS017 15-Oct-2025 6.12500% IDR 6,375,000,000,000

13 PBS018 15-May-2028 7.62500% IDR 4,000,000,000,000

14 PBS019 15-Sep-2023 8.25000% IDR 43,040,000,000,000

15 PBS020 15-Oct-2027 9.00000% IDR 2,250,000,000,000

16 PBS021 15-Nov-2026 8.50000% IDR 13,185,000,000,000

17 PBS022 15-Apr-2034 8.62500% IDR 9,180,000,000,000

18 PBS023 15-May-2030 8.12500% IDR 3,000,000,000,000

19 PBS024 15-May-2032 8.37500% IDR 3,000,000,000,000

20 PBS025 15-May-2033 8.37500% IDR 6,000,000,000,000

21 PBS026 15-Oct-2024 6.62500% IDR 12,100,000,000,000

22 PBSNT001 29-Aug-2023 8.00000% IDR 1,500,000,000,000

IDR 413,798,265,000,000
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i. Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST)

Sukuk Ritet (SR) adatah Sukuk Negara yang dijuat kepada individu atau

perseorangan Warga Negara lndonesia melatui Agen Penjuat di pasar perdana. SR

memitiki tingkat imbal hasil yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan

secara periodik. lmbal hasit SR dibayarkan sebulan sekati (monthly). SR dapat

diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemitikannya di pasar sekunder.

Penerbitan SR dimaksudkan untuk mempertuas pembiayaan sumber APBN.

diversifikasi investor dan instrumen. memberikan atternatif instrumen ritel berbasis

syariah. dan memberikan kesempatan kepada investor keci[ untuk berinvestasi

datam instrumen pasar modat yang aman dan menguntungkan. Selain itu,

keberadaan SR dapat menjadi atternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti

instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

Sukuk Tabungan (ST) adatah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh

Pemerintah kepada individu Warga Negara lndonesia, sebagai tabungan investasi

yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Penerbitan Sukuk Tabungan

menggunakan struktur akad Wakatah. Dana hasiI penerbitan akan digunakan untuk
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Grafik 14. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri PBS per 31 Desember 2019 
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kegiatan investasi berupa pembetian hak manfaat Barang Mitik Negara untuk

disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada

Pemerintah. lmbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut.

Tahun 2019, pemerintah menerbitkan SR011 dan 4 seri STyakni ST003, ST004,

ST005 dan 5T006 sehingga posisi outstonding pada akhir 2019 menunjukkan ada 3

seri SR dan 5 seri 5T dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2020 sampai dengan

2021 yang disajikan pada tabet 23.
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Tabel 23. Struktur Outstanding SBSN seri SR dan ST per 31 Desember 2019 

 

Grafik 15. Struktur Outstanding SBSN seri SR dan ST per 31 Desember 2019 

 

No Series Maturity Date Coupon

1 SR-009 10-Mar-2020 6.90000% IDR 14,037,310,000,000

2 SR-010 10-Mar-2021 5.90000% IDR 8,436,570,000,000

3 SR-011 10-Mar-2022 8.05000% IDR 21,117,570,000,000

4 ST002 10-Nov-2020 7.55000% IDR 4,907,011,000,000

5 ST003 10-Feb-2021 7.15000% IDR 3,127,293,000,000

6 ST004 10-May-2021 6.95000% IDR 2,633,790,000,000

7 ST005 10-Aug-2021 6.65000% IDR 1,962,684,000,000

8 ST006 10-Nov-2021 1.75000% IDR 1,459,880,000,000

IDR 57,682,108,000,000

Outstanding

Total

0

5,000,000,000,000

10,000,000,000,000

15,000,000,000,000

20,000,000,000,000

25,000,000,000,000

SR‐009 SR‐010 SR‐011 ST002 ST003 ST004 ST005 ST006

Data Outstanding SBSN Seri SR dan ST



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-983 -

j. Surot Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S)

SPN-S merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara

diskonto SPN-S dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di

pasar sekunder. Sampai akhir Tahun 2019, terdapat 6 seri SPN-S yang beredar

dengan total outstanding sebesar Rp21.560.000.000.000,- yang akan jatuh tempo

pada Tahun 2020.
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Grafik 16. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SR dan ST per 31 Desember 2019 

Tabel 24. Struktur Outstanding SBSN seri  SPN-S per 31 Desember 2019 

 

No Series
Maturity 

Date
Coupon

1 SPNS02042020 02-Apr-2020 - IDR 3,000,000,000,000

2 SPNS04032020 04-Mar-2020 - IDR 2,050,000,000,000

3 SPNS07022020 07-Feb-2020 - IDR 4,250,000,000,000

4 SPNS10012020 10-Jan-2020 - IDR 2,550,000,000,000

5 SPNS15052020 15-May-2020 - IDR 6,250,000,000,000

6 SPNS23012020 23-Jan-2020 - IDR 3,460,000,000,000

IDR 21,560,000,000,000

Outstanding

Total
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k. Sukuk Dana Haji lndonesia (SDHI)

SDHI merupakan intrumen pembiayaan syariah melalui penempatan dana haji

pada SBSN itu dengan metode private plocement, yang merupakan penerbitan surat

berharga tanpa metatui penawaran perdana dan tidak dapat diperjuatbetikan. Pada

Grafik 17. Struktur Outstanding SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2019 

Grafik 18. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2019 
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akhir Tahun 2019, terdapat 14 seri SDHI dengan nitai outstonding

Rp1 2. 355.000.000. 000, -.

SK No 047839 A
Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun 2019  

Tabel 25. Struktur Outstanding SBSN seri  SDHI per 31 Desember 2019 
 

 
 
 

Grafik 19. Struktur Outstanding SBSN seri SDHI per 31 Desember 2019 
 

 

No Series
Maturity 

Date
Coupon

1 SDHI 2020C 03-Jan-2020 8.30000% IDR 3,000,000,000,000

2 SDHI-2020A 27-Apr-2020 5.79000% IDR 1,500,000,000,000

3 SDHI-2020B 28-Jun-2020 6.20000% IDR 1,000,000,000,000

4 SDHI-2021A 11-Apr-2021 8.00000% IDR 2,000,000,000,000

5 SDHI-2021B 17-Oct-2021 7.16000% IDR 3,000,000,000,000

6 SDHI-2022A 21-Mar-2022 5.91000% IDR 3,342,000,000,000

7 SDHI-2022B 11-Feb-2022 8.75000% IDR 2,000,000,000,000

8 SDHI-2024A 11-Feb-2024 9.04000% IDR 2,000,000,000,000

9 SDHI-2029A 25-Mar-2029 8.43000% IDR 1,000,000,000,000

10 SDHI-2029B 13-Aug-2029 8.62000% IDR 2,855,000,000,000

11 SDHI2020D 29-Jun-2020 8.20000% IDR 1,000,000,000,000

12 SDHI2020E 21-Mar-2020 7.14000% IDR 2,000,000,000,000

13 SDHI2023A 04-Nov-2023 8.82000% IDR 1,500,000,000,000

14 SDHI2025A 08-Jul-2025 8.30000% IDR 2,000,000,000,000

IDR 12,355,000,000,000

Outstanding

Total
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ll. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valuta Asing (Valas)

Surat Berharga Negara (SBN) saat ini tetah menjadi sumber utama datam

pemenuhan target pembiayaan datam APBN karena mempunyai pengaruh yang

signifikan. Datam rangka pemenuhan target tersebut pemerintah semaksimaI

mungkin berusaha terus menggali potensi sumber pembiayaan dari dalam negeri

yaitu dengan menerbitkan SBN berdenominasi Rupiah di pasar domestik. Namun,

dengan berbagai pertimbangan seperti daya serap pasar obtigasi dalam negeri yang

masih terbatas dan kebutuhan untuk pemenuhan benchmork atas obtigasi lndonesia

datam denominasi USD, maka Pemerintah metakukan penerbitan obtigasi negara

dalam valuta asing di pasar internasional dengan mengacu pada Undang-Undang

nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Sampai dengan akhir Tahun 2019, terdapat 71 seri SBN vatas dengan 44 seri

memitiki denominasi USD (termasuk SBN domestik yang berdenominasi vatas), 18 seri

dengan denominasi JPY dan 9 Seri berdenominasi EURO. Data outstanding SBN vatas

disajikan datam tabel 26 berikut.

Loporan Pertanggungjowabon Pengelolaan Surat Berhorga Negara Tohun 2019
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Grafik 20. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SDHI per 31 Desember 2019 
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 Tabel 26. Outstanding dan Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2019  

 

No Series
Maturity 

Date
Coupon

1 RI0035 12-Oct-2035 8.50000% USD 1,600,000,000

2 RI0037 17-Feb-2037 6.62500% USD 1,500,000,000

3 RI0038 17-Jan-2038 7.75000% USD 2,000,000,000

4 RI0122 08-Jan-2022 3.70000% USD 750,000,000

5 RI0123 11-Jan-2023 2.95000% USD 1,000,000,000

6 RI0124 15-Jan-2024 5.87500% USD 2,000,000,000

7 RI0125 15-Jan-2025 4.12500% USD 2,000,000,000

8 RI0126 08-Jan-2026 4.75000% USD 2,250,000,000

9 RI0127 08-Jan-2027 4.35000% USD 1,250,000,000

10 RI0128 11-Jan-2028 3.50000% USD 1,250,000,000

11 RI0142 17-Jan-2042 5.25000% USD 2,250,000,000

12 RI0144 15-Jan-2044 6.75000% USD 2,000,000,000

13 RI0145 15-Jan-2045 5.12500% USD 2,000,000,000

14 RI0146 08-Jan-2046 5.95000% USD 1,250,000,000

15 RI0147 08-Jan-2047 5.25000% USD 1,500,000,000

16 RI0148 11-Jan-2048 4.35000% USD 1,750,000,000

17 RI0224 11-Feb-2024 4.45000% USD 750,000,000

18 RI0229 11-Feb-2029 4.75000% USD 1,250,000,000

19 RI0249 11-Feb-2049 5.35000% USD 1,000,000,000

20 RI0320 13-Mar-2020 5.87500% USD 2,000,000,000

21 RI0422 25-Apr-2022 3.75000% USD 2,000,000,000

22 RI0423 15-Apr-2023 3.37500% USD 1,500,000,000

23 RI0428 24-Apr-2028 4.10000% USD 1,000,000,000

24 RI0443 15-Apr-2043 4.62500% USD 1,500,000,000

25 RI0521 05-May-2021 4.87500% USD 2,500,000,000

26 RI0727 18-Jul-2027 3.85000% USD 1,000,000,000

27 RI0747 18-Jul-2047 4.75000% USD 1,000,000,000

28 RI0929 18-Sep-2029 3.40000% USD 750,000,000

29 RI1023 17-Oct-2023 5.37500% USD 1,000,000,000

30 RI1049 30-Oct-2049 3.70000% USD 1,000,000,000

31 USDFR0002 24-Jun-2026 4.05000% USD 200,000,000

USD 44,800,000,000

IDR 622,765,248,000,000

32 RIJPY0521 31-May-2021 0.67000% JPY 49,000,000,000

33 RIJPY0522 20-May-2022 0.54000% JPY 75,700,000,000

34 RIJPY0523 31-May-2023 0.92000% JPY 39,000,000,000

35 RIJPY0524 22-May-2024 0.83000% JPY 80,200,000,000

36 RIJPY0525 30-May-2025 1.07000% JPY 3,500,000,000

37 RIJPY0526 22-May-2026 0.96000% JPY 4,500,000,000

38 RIJPY0528 31-May-2028 1.27000% JPY 8,500,000,000

39 RIJPY0529 22-May-2029 1.17000% JPY 7,600,000,000

40 RIJPY0534 22-May-2034 1.55000% JPY 4,000,000,000

41 RIJPY0539 20-May-2039 1.79000% JPY 5,000,000,000

42 RIJPY0620 08-Jun-2020 0.65000% JPY 40,000,000,000

43 RIJPY0621 21-Jun-2021 1.16000% JPY 38,000,000,000

44 RIJPY0622 08-Jun-2022 0.89000% JPY 50,000,000,000

45 RIJPY0624 07-Jun-2024 1.04000% JPY 10,000,000,000

46 RIJPY0820 13-Aug-2020 1.38000% JPY 22,500,000,000

47 RIJPY0825 13-Aug-2025 0.91000% JPY 55,000,000,000

48 RIJPY1120 12-Nov-2020 1.60000% JPY 60,000,000,000

49 RIJPY1122 22-Nov-2022 1.13000% JPY 60,000,000,000

JPY 612,500,000,000

IDR 78,379,542,500,000

50 RIEUR0425 24-Apr-2025 1.75000% EUR 1,000,000,000

51 RIEUR0623 14-Jun-2023 2.62500% EUR 1,500,000,000

52 RIEUR0628 14-Jun-2028 3.75000% EUR 1,500,000,000

53 RIEUR0721 08-Jul-2021 2.87500% EUR 1,000,000,000

54 RIEUR0724 18-Jul-2024 2.15000% EUR 1,000,000,000

55 RIEUR0725 30-Jul-2025 3.37500% EUR 1,250,000,000

56 RIEUR0926 18-Sep-2026 1.45000% EUR 750,000,000

57 RIEUR1031 30-Oct-2031 1.40000% EUR 1,000,000,000

58 EURFRNT0001 26-Apr-2020 0.90000% EUR 50,000,000

EUR 9,050,000,000

IDR 141,076,830,000,000

IDR 842,221,620,500,000

59 SNI0229 20-Feb-2029 4.45000% USD 1,250,000,000

60 SNI0322 29-Mar-2022 3.40000% USD 1,000,000,000

61 SNI0323 01-Mar-2023 3.75000% USD 1,250,000,000

62 SNI0327 29-Mar-2027 4.15000% USD 2,000,000,000

63 SNI0328 01-Mar-2028 4.40000% USD 1,750,000,000

64 SNI0824 20-Aug-2024 3.90000% USD 750,000,000

65 SNI21 29-Mar-2021 3.40000% USD 750,000,000

66 SNI22 21-Nov-2022 3.30000% USD 1,000,000,000

67 SNI24 10-Sep-2024 4.35000% USD 1,500,000,000

68 SNI25 28-May-2025 4.32500% USD 2,000,000,000

69 SNI26 29-Mar-2026 4.55000% USD 1,750,000,000

70 USDPBS001 15-Nov-2021 4.05000% USD 100,000,000

71 USDPBS002 11-Jan-2022 4.00000% USD 100,000,000

USD 15,200,000,000

IDR 211,295,352,000,000

IDR 211,295,352,000,000

IDR 1,053,516,972,500,000

1)

2)

3)

4)

Assumed exchange rate for conversion (IDR/EUR) is 15,588.60
Non-tradable Government Debt Securities are held by Bank Indonesia.

These bonds w ere issued for guarantee program financing. 

This bond w as issued to replace SU-001 and SU-003. Its effective date is August 1, 2003.

TOTAL GOVERNMENT ISLAMIC DEBT 

SECURITIES (B)

GRAND TOTAL (A + B) 

Notes:
Assumed exchange rate for conversion (IDR/USD) is 13,901.01
Assumed exchange rate for conversion (IDR/JPY) is 127.9666

B. GOVERNMENT ISLAMIC DEBT SECURITIES 

US Dollar Denominated

Fixed Coupon

Total Fixed Coupon

Total US Dollar Denominated *)

Euro Denominated

Fixed Coupon

Total Fixed Coupon

Total Euro Denominated *)

TOTAL GOVERNMENT DEBT 

SECURITIES (A)

Total US Dollar Denominated *)

Japan Yen Denominated

Fixed Coupon

Total Fixed Coupon

Total Japan Yen Denominated *)

Outstanding

A. GOVERNMENT DEBT SECURITIES 

US Dollar Denominated

Fixed Coupon

Total Fixed Coupon
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lll.Mutasi Surat Berharga Negara Selama Tahun 2019

Surat Berharga Negara dapat berubah satdonya akibat adanya penerbitan

baru, petunasan, pembetian kembati atau oteh sebab lainnya. Adapun ringkasan

perubahan posisi SBN Tahun 2019 adatah sebagaimana disajikan pada tabet 25.

Loporon Pertonggungjawobon Pengeloloon Surat Berhargo Negora Tohun 2019
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label 27. Mritasi Prtrtcrpte Outstanrli,lg qBN Tahun 2019

Keterangan :

KursTengah BItgl3l Desember 2018 USD = 14.481,00 JPY = 131,12 EUR = 16,559.75

Kurs Tengah Bl tgl 31 Desember 2019 USD = 13.901,01 JPY = 127,97 EUR= 15.588,60

Saldo awal Th 2019

(Original Currency)

Mutasi 2019 Saldo Akhir tahun 2019
(Originol Currency)

Saldo Akhir 2019 (Rupiah)

Penerimaan Pembayaran

a b c d e

IDR 2,601,633,840,7 62, 320.00 rDR 76i, osaJJ+,ooo,o0o.od tDR 402, 005, 177,730,386.00 IDR 2,961,286,797,031,930.00 2,961,286,797, 031, 930. 00

usD 56,650,000,000.00 usD 6,850,000,000.00 usD 3,500,000,000.00 usD 60,000,000,000.00 834, 060, 600, 000,000. 00

JPY 532, 500,000,000. 00 JPY 177,000,000,000.00 JPY 97,000,000,000.00 JPY 61 2, 500, 000,000.00 7 8,37 9,542,500, 000. 00

EUR 7,300,000,000.00 EUR 1,750,000,000.00 0.00 EUR 9,050,000,000.00 141 ,07 6 ,830,000,000.00

Jumlah 4,0 1 4,803,769, 53 1, 930.00

SK No 020399C
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VII. PENUTUP

Demikianlah taporan pertanggungjawaban pengetotaan SBN ini dibuat dalam

rangka pemenuhan amanat sebagaimana dituangkan pada pasat 16 Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan ditampirkan

sebagai bagian dari pertanggungjawaban petaksanaan APBN. Besar harapan

Pemerintah agar masyarakat juga dapat mengetahui secara jelas dan transparan

informasi terkait dengan pengetolaan Surat Berharga Negara, sesuai komitmen

Pemerintah untuk mengetota sektor keuangan yang transparan, profesionaI dan

bertanggung jawab.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
ti Bidang Hukum dan

-undangan,

ttd

SK No 044362A

na Djaman


